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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 

2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

atau rencana pembangunan tahunan daerah sebagai kelanjutan tahapan 

perencanaan pembangunan tahun 2020 serta penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-

2023.  

Setelah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, 

maka penyusunan RKPD tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 

dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, RPJMN 

Tahun 2020-2024, Proyek Strategis Nasional dan mendukung pencapaian 

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development 

Goals (SDGs). 

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 secara substansial 

mendasarkan pada kebutuhan riil untuk mewujudkan tujuan tahap 

keempat RPJPD (Tahun 2020-2025) yaitu mewujudkan pemantapan 

Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan 

pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya 

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif 

diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing.  

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 juga disusun dengan 

memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2019 

serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan 

ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang oleh Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. Sehingga 

seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten 

Kudus tahun 2021 akan fokus pada pencapaian target pembangunan 

Kabupaten Kudus tahun 2021, yaitu ‘Percepatan Pembangunan disegala 

Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Dengan Penekanan Percepatan 

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial’.  

Proses penyusunan RKPD Tahun 2021 diawali dengan persiapan 

penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RKPD 

yang disusun dengan pendekatan teknokratis, selanjutnya memperoleh 

masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi Rancangan 

LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR  31 TAHUN 2020 

TENTANG   

RENCANA  KERJA  PEMERINTAH  DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 
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RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang 

dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, 

Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Penyelenggaraan 

Musrenbang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 berpedoman pada Surat 

Edaran Bupati Kudus tanggal 20 Januari 2020 Nomor 

050/0217.2/27.00/2020 perihal Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Musrenbang RKPD Tahun 2021. Hasil Musrenbang menjadi dasar 

perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2021 untuk ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 

disajikan pada Gambar 1.1. 

 
Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus             

Tahun 2021 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 menjadi dasar dalam 

perumusan rancangan akhir Renja PD Tahun 2021, dan menjadi acuan 

dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021. Rancangan 

tersebut selanjutnya dibahas dengan DPRD untuk disepakati bersama 

menjadi Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang selanjutnya menjadi dasar 

penyusunan RAPBD Tahun 2021. 

 

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun mendasarkan 

pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

P 

2018 

2020 

2021 

Fasilitasi 
Provinsi 

RPJMD RKPD 
Kabupaten 
Tahun 2020 

Penyusunan 
KUA & PPAS 

Tahun 2021 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun          2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah     Nomor 110); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 99); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kudus Nomor 107); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193). 

 

 
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus berpedoman pada RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk sinkronisasi dan keselarasan 

program serta kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah 

provinsi.  

RKPD Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat, penyusunannya mengacu pada 

RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. RKPD 

Tahun 2021 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka 

penyusunan rancangan APBD Tahun 2021.  

Pada tingkat Perangkat Daerah, dokumen RKPD yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam 

penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat 

Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala 

Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah 

disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya 

digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.  

RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian 

dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah menjadi APBD. 

Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan 

dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam 

bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2  Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dengan Dokumen 

Perencanaan dan Penganggaran Lainnya 

 

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah 

sebagai berikut : 

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam 

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD Kabupaten 

Kudus Tahun 2021 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap 

capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya. 

2. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan 

urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah. 

3. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana. 

4. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat. 

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 

2021 adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; 

2. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021. 
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1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 

Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari tujuh bab dengan rincian 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses 

penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana, Renstra 

Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta 

tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang 

digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan 

secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala 

nasional maupun daerah. 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

Menjelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen lain yang 

relevan seperti RPJP, RKP/program strategis nasional dan RKPD 

Provinsi.  

1.4 Maksud dan Tujuan 

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun 

rencana.  

1.5 Sistematika Dokumen RKPD 

Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan 

serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab. 

 

Bab II  Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1 Kondisi Umum Daerah 

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar 

analisis, gambaran umum kondisi daerah dari kondisi geografi, 

demografi, kondisi perekonomian, kondisi kemiskinan, dan 

kondisi sumber daya manusia. 

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu 

dan Realisasi RPJMD. 

Mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan 

pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu 

dan evaluasi hasil RPJMD. 

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 

Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang 

berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah. 

2.4 Isu Strategis 

Mencakup Identifikasi Isu di tingkat Kabupaten terhadap 

Isu Regional dan Nasional serta permasalahan-permasalahan 

yang menjadi isu strategis Kabupaten Kudus tahun 2021. 
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2.5 Inovasi Daerah 

Memuat berbagai inovasi yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai upaya menyelesaikan 

permasalahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian 

pembangunan daerah. 

 

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan 

Daerah 

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah 

Tahun 2018, Tahun 2019 dan proyeksi Tahun 2020, tantangan 

dan prospek perekonomian daerah Tahun 2021. 

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka 

pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja 

daerah dan pembiayaan daerah. 

3.3 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 

Menjelaskan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan 

daerah Tahun 2021 dalam RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 

2021. 

 

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 

4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah 

Mengemukakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 

Pembangunan Daerah 

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 

Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana 

yang diambil dikaitkan dengan fokus program penyesuaian arah 

kebijakan yang selaras dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas 

Nasional Tahun 2021. 

4.3    Arah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kudus 

 Mengemukakan arah pengembangan Kabupaten Kudus 

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Andalan 

Wanarakuti di Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional. 

4.4.   Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD 

Mengemukakan rumusan usulan program dan kegiatan 

yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran 

DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengar 

pendapat DPRD dengan perangkat daerah untuk agenda kerja 

DPRD Tahun 2021. 

4.5.  Arah Pengembangan Kebijakan Bidang Urusan 

Mengemukakan arah kebijakan pembangunan daerah 

dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan 

nasional yang tertuang dalam kebijakan pembanguan sesuai 

urusan pemerintahan dalam rangka menjamin sinergitas 

program pembangunan nasional dan daerah, sehingga selaras 

dengan program dan kegiatan yang direncanakan. 
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4.6.  Inovasi Kebijakan Pembangunan 

Memuat inovasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dikembangkan untuk 

mengakselerasikan percapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan Kabupaten Kudus. 

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

5.1.  Kerangka Pendanaan Tahun 2021 

Memuat kerangka pendanaan untuk tahun 2021 yang 

merupakan hasil analisis keuangan, dengan perbandingan 

antara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

5.2.  Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi 

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana pada RKPD 

Tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam 

RPJMD Tahun 2018-2023.  

Bab VI  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

6.1.  Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 

Memuat target pada indikator kinerja utama daerah 

tahun 2021 sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan 

daerah tahun 2021. 

6.2.  Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Memuat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 yang merupakan 

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian 

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten 

Kudus. 

 

Bab VII  Penutup 

Mengemukakan tentang kaidah pelaksanaan RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2021. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

 

2.1. KONDISI UMUM DAERAH 

Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa 

Tengah dengan total seluas 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas 

Provinsi Jawa Tengah. Adapun wilayah administrasinya berbatasan :  

- Sebelah Utara Kabupatan Jepara dan Kabupaten Pati,  

- Sebelah Timur Kabupaten Pati,   

- Sebelah Selatan Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten 

Grobogan, dan 

- Sebelah Barat Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. 

Adapun pembagian dan luas wilayah administrasi Kabupaten Kudus 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1  

Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi 
No Nama Kecamatan Luas Wilayah (ha) Desa Kelurahan Dukuh RW RT 

1 Kaliwungu 3.271 15 0 48 67 442 

2 Kota 1.047 16 9 34 110 497 

3 Jati 2.630 14 0 52 79 386 

4 Undaan 7.177 16 0 33 63 357 

5 Mejobo 3.677 11 0 33 69 341 

6 Jekulo 8.292 12 0 45 85 445 

7 Bae 2.332 10 0 38 51 285 

8 Gebog 5.506 11 0 80 82 435 

9 Dawe 8.584 18 0 71 110 583 

Jumlah 42.516 123 9 434 716 3.771 

Sumber : SIPD – BPS, Dinas PMD Tahun 2020 

Wilayah administrasi Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan, 

yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 Desa, 434 dukuh, 716 RW dan 

3.771 RT. 

Berdasarkan letak, Kabupaten Kudus mempunyai posisi yang 

strategis dan sangat menguntungkan karena merupakan titik simpul yaitu 

dilalui oleh Jalur Pantura yang merupakan jalur utama pergerakan distribusi 

barang /jasa dan manusia di Pulau Jawa. 
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Gambar 2.1 Peta Administrasi
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2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

2.1.1.1. KARAKTERISTIK WILAYAH 

Posisi astronomis Kabupaten Kudus berada antara 110º36’ dan 

110º50’ Bujur Timur dan antara 6º51’ dan 7º16’ Lintang Selatan. Secara 

posisi geostatis Kabupaten Kudus masuk dalam kawasan pesisir dan 

pegunungan, namun tidak terletak di tepi pantai dengan kondisi tanah datar 

0º di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus, sampai dengan sangat 

curam ±40º untuk wilayah Kudus bagian utara, kawasan pegunungan Muria. 

2.1.1.1.1 TOPOGRAFI 

Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari 

dataran, bergelombang, curam dan sangat curam.  Berdasarkan elemen data 

topografi wilayah Kabupaten Kudus yang terdiri dari 1)dataran meliputi 

Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo, Jekulo dengan luas 

28.863,90 hektar, 2)bergelombang meliputi Kecamatan Bae dengan luas 

6.665,27 hektar, 3)curam meliputi Kecamatan Gebog dan Dawe dengan luas 

3.047,00 hektar dan 4)sangat curam meliputi Kecamatan Dawe dengan luas 

3.939,50 hektar. 

Topografi Kabupaten Kudus beragam yaitu ketinggian wilayah 

berkisar antara  8 - 1600 m diatas permukaan air laut. Wilayah yang 

memiliki ketinggian terendah yaitu 8 meter di atas permukaan laut terdapat 

di Kecamatan Undaan, sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berada 

di Kecamatan Dawe dimana dataran tinggi diketinggian 1600 meter diatas 

permukaan laut.  

Adapun tingkat kemiringan lahan bervariasi antara 0º - 40º, 

kemiringan lahan dijabarkan sebagai berikut  : 

(1) Kemiringan 0 – 2 %, terdapat di Kecamatan Undaan, Kota, Jati, 

Kaliwungu, Mejobo, Jekulo, Gebog dan Bae. 

(2) Kemiringan 2 – 5 %, terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Dawe 

sebelah selatan, Gebog dan Mejobo. 

(3) Kemiringan 5 – 15 %, terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung 

Patiayam bagian timur. 

(4) Kemiringan 15 – 40 %, terdapat di daerah Gunung Patiayam bagian 

utara, Kecamatan Gebog, Dawe dan Jekulo. 

(5) Kemiringan > 40 %, terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Dawe, 

Gebog dan daerah Puncak Muria bagian selatan. 

Bentuk lahan merupakan aspek penting dalam kajian kewilayahan, 

dimana bentuk lahan adalah salah satu deliniator ekoregion. Kabupaten 

Kudus sebagian besar terdiri dari bentuk lahan asal vulkanik yaitu 

Gunungapi Muria. Ketinggian wilayah yang berkisar antara 5-1600 m di atas 

permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 

meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan. Adapun  

wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, berupa 

dataran tinggi dengan ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. 
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Gambar 2.2 Peta Bentuk Lahan Kabupaten Kudus
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2.1.1.1.2 GEOLOGI 

Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah bervariasi mulai dataran 

rendah, perbukitan sampai dengan pegunungan. Kondisi geologi yang 

terdapat di Kabupaten Kudus merupakan struktur geologi primer yang terdiri 

dari kenampakan perlapisan batu gamping dan pasir di bagian selatan dari 

Kota Kudus.  Fase tektonik yang terjadi di Komplek Muria erat kaitannya 

dengan fase tektonik di cekungan Jawa Timur Utara, terutama Zona 

Rembang  (Van Bemmelen, 1949). Zona Rembang mengalami 2 (dua) kali fase 

tektonik, yaitu pada Kala Miosen Tengah dan pada Kala Plistosen Bawah.  

Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai daerah 

pantai, perbukitan sampai pegunungan.  

Berikut ini adalah struktur dan karakteristik jenis tanah yang 

terdapat di wilayah Kabupaten Kudus dan penyebarannya : 

1. Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe. 

2. Jenis tanah grumosol mediteran. Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan 

Jekulo, Gebog dan Dawe.  

3. Jenis tanah latosol merah tersebar di meliputi Kecamatan Jekulo, 

Gebog dan Dawe. 

4. Jenis tanah planosol coklat, tersebar di Kecamatan Jati, Undaan, 

Kaliwungu dan Jekulo. 

5. Jenis tanah latosol coklat, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, dan 

Dawe. 

6. Jenis tanah litosol grumosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, dan 

Dawe. 

7. Jenis tanah Mediteran, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, Dawe, 

Bae, Kota, Mejobo, Jati dan Kaliwungu. 

8. Jenis tanah alluvial coklat, jenis tanah ini paling banyak dijumpai di 

Kecamatan jati, Undaan, Jekulo dan Kaliwungu. 

 

2.1.1.1.3 HIDROLOGI 

Air tanah merupakan salah satu komponen dalam daur hidrologi 

(hidrologic cycle), yakni siklus peredaran air di bumi, sehingga 

keberadaaannya akan ditentukan oleh unsur – unsur lain yang terlibat dalam 

daur tersebut. Komponen yang berperan utama dalam daur hidrologi adalah 

curah hujan. Curah hujan ini akan menentukan besarnya air permukaan 

dan air bawah tanah. Hujan yang jatuh ke permukaan mengalami penguapan 

baik pada tumbuh tumbuhan maupun pada permukaan tanah dan air 

(sungai, rawa, situ). Sementara hujan juga ada yang meresap ke bawah 

permukaan tanah dan sebagian diantaranya melimpas di permukaan tanah 

berupa aliran permukaan. Sistem rencana pengaturan air tanah di 

Kabupaten Kudus diatur dalam perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 

2032 yang diatur dalam rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air 

yang diantaranya menyebutkan tentang wilayah sungai Kabupaten yang 

terdiri dari 3 DAS, jaringan irigasi, jaringan air baku, jaringan air minum, 

dan sistem pengendalian banjir. 
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Banjir sering menggenang di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan 

Undaan, Mejobo, Jati, Jekulo dan Kaliwungu menyebabkan genangan air 

yang dalam skala kecil saja mampu menyebabkan sekitar 1.000 ha lahan 

pertanian di sejumlah Desa menjadi rawa sehingga hanya bisa ditanami pada 

musim kemarau. Sungai – sungai penyebab banjir ini termasuk wilayah DAS 

di Pegunungan Muria dan Kendeng Utara. Pegunungan Muria berada di utara 

Kudus dan Pati, sedangkan Pegunungan Kendeng Utara berada di Selatan 

Kudus – Pati. 

Kawasan danau atau waduk meliputi Waduk Logung dengan luas 

keseluruhan kurang lebih 200 ha dan Embung Ngemplak dengan luas 11 ha 

di wilayah Ngemplak Kecamatan Undaan. Sementara Waduk Logung meliputi 

wilayah Desa Rejosari Kecamatan Dawe, Desa Kandangmas Kecamatan 

Dawe, dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo. 
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Gambar 2.3 Peta Geohidrologi 
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Berdasar informasi http://geospasial.bnpb.go.id/2019 Badan 

Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), kejadian bencana di Kabupaten 

Kudus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir relatif fluktuatif.  Adapun 

kejadian bencana dapat dilihat pada gambar berikut : 

  

Gambar 2.4 Tren Kejadian Bencana di Kabupaten Kudus 
 
 

Adapun peta terdampak banjir dan angin puting beliung di 

Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Gambar 2.5 Peta Bencana Banjir Kabupaten Kudus Tahun 2019 
 

http://geospasial.bnpb.go.id/2019
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Sumber : BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2020 
  

Gambar 2.6 Peta Sebaran Desa Terdampak Rawan Bencana Kabupaten Kudus 
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Berdasarkan peta diatas, sebaran yang berwarna kecoklatan 

merupakan desa-desa yang berpotensi bencana, tersebar di hampir semua 

kecamatan. Potensi bencana terbesar berada di wilayah Kecamatan Dawe, 

Jekulo dan Mejobo.  

Sumber : BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Gambar 2.7     Peta Indikasi Rawan Bencana Kabupaten Kudus 
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Indikasi rawan bencana banjir longsor ada di Kecamatan Gebog, 

sedangkan daerah rawan banjir ada di hampir seluruh wilayah Kecamatan 

Undaan, Mejobo, Jekulo disisi selatan dan sebagian wilayah Kecamatan 

Kaliwungu disisi selatan.   

Adapun daerah rawan longsor berada di Desa Rahtawu dan Desa 

Menawan Kecamatan Gebog, Dawe dan Desa Terban Kecamatan Jekulo.  

Daerah perkotaan merupakan daerah rawan kebakaran, sehingga hampir 

seluruh wilayah di Kabupaten Kudus rawan akan terjadinya potensi bencana 

kebakaran. Adapun daerah yang rawan kekeringan antara lain wilayah 

Kecamatan Undaan, Kaliwungu, Jekulo, Mejobo. Gebog dan Dawe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.8 Longsor di Desa Rahtawu Gambar 2.9   Banjir di Desa Kesambi 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus 

telah membentuk empat desa tangguh bencana di sejumlah kecamatan 

sebagai antisipasi dini penanggulangan bencana serta meningkatkan 

kesiapsiagaan terhadap bencana. "Keempat desa tersebut, yaitu Desa 

Menawan dan Japan (Kecamatan Dawe), Desa Sidorekso (Kecamatan 

Kaliwungu), serta Desa Undaan Lor (Kecamatan Undaan), dan rencana akan 

ditambah satu desa lagi, yaitu Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, dengan 

menjadi desa tangguh bencana setidaknya penanggulangan bencana di desa-

desa rawan dapat dilakukan dengan cepat serta warganya juga mudah 

beradaptasi dalam menghadapi bencana, sehingga apabila terjadi bencana 

alam, mereka dapat pulih lebih cepat. 

Berdasarkan potensi bencana, Kabupaten Kudus termasuk dalam 

kategori 13 kabupaten/kota dengan kategori risiko bencana sedang di Jawa 

Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kewaspadaan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana.  

2.1.1.1.4 KLIMATOLOGI 

Kabupaten Kudus seperti halnya beberapa wilayah di Indonesia 

memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim 

hujan sebagaimana tabel berikut : 

  

 

Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2020 

 

Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2020 
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Tabel 2.2  
Banyaknya Hari Hujan dirinci Per Bulan Tahun 2015 -2019 (Hari)  

No Bulan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Januari  21 19 10 23 27 

2 Februari 16 21 18 21 22 

3 Maret 16 16 15 16 28 

4 April 17 10 14 2 18 

5 Mei 3 11 10 3 6 

6 Juni 2 10 11 0 0 

7 Juli 0 1 8 0 0 

8 Agustus 0 8 6 0 2 

9 September 0 9 6 1 1 

10 Oktober 0 13 16 6 3 

11 November 17 16 16 12 16 

12 Desember  20 19 19 16 26 

Jumlah  112 153 149 100 149 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda (data diolah) Tahun 2020 

 

Pada tahun 2019, jumlah hari hujan paling banyak di Kabupaten 

Kudus terjadi pada bulan Januari, Maret dan Desember,  dengan jumlah hari 

hujan sebanyak 27, 28 dan 26 hari. Adapun jumlah total hari hujan yang ada 

di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sebanyak 149 hari hujan. Berdasar 

tabel di atas, terjadi peningkatan intensitas hujan yang cukup signifikan 

yaitu dari 100 menjadi 149 hari hujan. 

 

Tabel 2.3  

Banyaknya Curah Hujan Rata-Rata Per Bulan Tahun 2015 - 2019 (mm) 

No Bulan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Januari  480 186 244 281 618 

2 Februari 210 314 550 561 199 

3 Maret 283 434 436 265 317 

4 April 206 144 348 19 160 

5 Mei 33 156 326 41 79 

6 Juni 8 136 173 0 0 

7 Juli 0 8 105 0 0 

8 Agustus 0 123 101 0 4 

9 September 0 219 52 2 1 

10 Oktober 0 306 403 27 6 

11 November 257 260 440 241 146 

12 Desember  489 456 564 173 169 

Jumlah 2.935 1.966 2.742 3.742 1.699 

    Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda (data diolah) Tahun 2020 

Jumlah hari hujan dan curah hujan rata – rata dihitung dari 6 

stasiun yang ada di Kabupaten Kudus yaitu: Karangmalang, Dinas PUPR, 

Kedunggupit, Logung, Karanggayam dan stasiun Dawe.  Jumlah curah hujan 

pada tahun 2019 paling banyak terdapat pada bulan Januari dan bulan 

Maret. Secara tahunan, curah hujan pada tahun 2019 mengalami penurunan 

dari tahun 2018.  Hal ini tidak terlepas dari dampak perubahan cuaca di 

Indonesia.   
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2.1.1.1.5 PENGGUNAAN LAHAN 

Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat seluas 42.516 ha atau 

sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah tersebut terdiri dari 

lahan pertanian sawah seluas 20.561 ha atau 48,36%, lahan pertanian 

bukan sawah seluas 9.791 ha atau 23,03% dan lahan bukan pertanian 

seluas 12.164 ha atau 28,61%. Jika dilihat menurut jenis pengairan, lahan 

pertanian sawah yang menggunakan irigasi seluas 14.034 ha (68,26%) 

sedangkan tadah hujan seluas 6.527 ha (31,74%). Untuk lahan pertanian 

bukan sawah seluas 9.791 ha, sebagian besar digunakan untuk tegal/kebun 

sebesar 60,93%, untuk perkebunan sebesar 9,11% dan sisanya untuk 

ladang, hutan rakyat, tambak, kolam dan lainnya. 

Penggunaan lahan Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Peta 

Penggunaan Lahan sebagai berikut.  
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Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan 
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2.1.1.1.6 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, dan memperhatikan KLHS 

RPJMD Tahun 2018 – 2023, maka potensi pengembangan wilayah di 

Kabupaten Kudus atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber 

daya manusia dan sumber daya buatan, adalah sebagai berikut : 

1 Kaliwungu Potensi Pengembangan Wilayah pengembangan industri, 
pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

2 Kota Potensi Pengembangan Wilayah pengembangan pusat 

pelayanan permukiman. 
3 Jati Potensi Pengembangan Wilayah pengembangan industri, 

pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

4 Undaan Potensi Pengembangan Wilayah pengembangan agropolitan 
untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya 
alam. 

5 Mejobo Potensi Pengembangan Wilayah pengembangan industri 
pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

6 Jekulo Potensi Pengembangan Wilayah pengembangan industri,  

pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, kehutanan 
dan peternakan serta perumahan, pasar, sekolah, 
kesehatan dan sarana sosialisasinya. 

7 Bae Potensi Pengembangan Wilayah pengembangan industri, 

pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

8 Gebog Potensi Pengembangan Wilayah pengembangan industri, 
pertanian, perkebunan, perikanan,  peternakan dan 
kawasan perlindungan setempat (disekitar mata air). 

9 Dawe Potensi Pengembangan Wilayah pengembangan pariwisata, 
pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan 
dan kawasan perlindungan setempat (disekitar mata air). 

 

2.1.1.2. DEMOGRAFI 

Pada kondisi umum daerah, pemanfaatan informasi jumlah 

penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk 

perhitungan perekonomian dan sumber daya manusia secara makro, 

sedangkan pemanfaatan informasi jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dibersihkan (DKB) yang telah 

dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan guna 

perumusan perencanaan pembangunan pada masing – masing urusan 

pemerintahan daerah. 

Berdasar data Badan Pusat Statistik, proyeksi jumlah penduduk 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 

Tahun 2010 sebanyak 871.311 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 428.815 

jiwa (49,21%), dan perempuan sebanyak 442.496 jiwa (50,79%), dengan rasio 

jenis kelamin sebesar 96,91. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 

70,94%, dan tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) sebesar 29,06%. 
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Rasio ketergantungan sebesar 40,97%.  Jumlah penduduk usia produktif 

yang lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif 

mengindikasikan bahwa pada Tahun 2019 telah terjadi bonus demografi di 

Kabupaten Kudus. 

Tabel 2.4  
Kepadatan Penduduk Kabupaten  Kudus Tahun 2019 

No Kecamatan Jumlah 
Penduduk 

Luas (Km2) Kepadatan 
per Km2 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk 

1 Kaliwungu 105.310 32.713 3.219 1,61 

2 Kota 94.147 10.474 8.989 0,16 

3 Jati 110.621 26.298 4.206 1,28 

4 Undaan 79.403 71.772 1.106 1,56 

5 Mejobo 79.507 36.771 2.162 1,46 

6 Jekulo 111.461 82.917 1.344 1,36 

7 Bae 74.463 23.322 3.193 1,29 

8 Gebog 106.768 55.060 1.939 1,44 

9 Dawe 109.631 85.838 1.277 1,47 

  Jumlah 871.311 425.165 2.049 1,27 

Sumber : SIPD - BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020 (rilis 27 April 2020) 

Berdasar data yang dirilis BPS, penduduk di wilayah Kecamatan 

Kota memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar yaitu sebesar 8.989 per 

Km2, disusul Kecamatan Jati sebesar 4.206 per Km2 dan Kecamatan 

Kaliwungu sebesar 3.219 per Km2. 

Tabel 2.5  

Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kudus Tahun 2019 

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0 - 4 32.941 64.071 64.071 

2 5 - 9 34.534 67.397 67.397 

3  10 - 14 34.206 66.853 66.853 

4 15 - 19 37.515 75.088 75.088 

5 20 - 24 42.853 82.801 82.801 

6 25 - 29 37.351 73.313 73.313 

7 30-34 31.782 65.180 65.180 

8 35-39 30.118 63.804 63.804 

9 40 - 44 30.973 64.262 64.262 

10 45 - 49 29.016 60.322 60.322 

11 50 - 54 27.364 55.566 55.566 

12 55-59 21.533 44.485 44.485 

13 60-64 15.449 33.461 33.461 

14 65-69 11.091 24.285 24.285 

15 70-74 6.322 14.834 14.834 

16 75+ 5.767 15.589 15.589 

Jumlah 428.815 442.496 871.311 

Jumlah Usia Produktif 303.954 314.328 618.282 

Persentase Usia Produktif 70,88 71,04 70,96 

Jumlah Usia Tidak Produktif 124.861 128.168 253.029 

Persentase Tidak Produktif 29,12 28,96 29,04 

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020,  Bappeda (data diolah) 
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Berkaitan dengan isu nasional Bonus Demografi diperlukan 

pemanfaatan penduduk usia produktif sebesar 70,96% untuk berperan 

dalam pembangunan daerah. Berikut piramida penduduk menurut BPS 

tahun 2019 :  

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2019,  Bappeda  (data diolah)  

Gambar 2.11 Piramida Penduduk Tahun 2019 
 
 

Tabel 2.6  
Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kudus Tahun 2019 

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 00-04 33.423 31.207 64.630 

2 05-09 36.223 33.911 70.134 

3 10-14 34.838 32.632 67.470 

4 15-19 33.324 32.387 65.711 

5 20-24 33.481 32.111 65.592 

6 25-29 33.273 32.019 65.292 

7 30-34 34.114 33.154 67.268 

8 35-39 35.829 35.994 71.823 

9 40-44 32.813 33.775 66.588 

10 45-49 28.235 30.672 58.907 

11 50-54 27.352 30.016 57.368 

12 55-59 22.449 24.888 47.337 

13 60-64 18.075 18.067 36.142 

14 65-69 11.247 11.377 22.624 

15 70-74 5.618 7.828 13.446 

16 >=75 7.867 11.856 19.723 

Jumlah 428.161 431.894 860.055 

Jumlah Usia Produktif 298.945 303.083 602.028 

Persentase Usia Produktif 69,82 70,18 70,00 

Jumlah Usia Tidak Produktif 129.216 128.811 258.027 

Persentase Tidak Produktif 30,18 29,82 30,00 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 (Data Th 2019 Semester 2) 

Berdasarkan data BPS maupun Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil menunjukkan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 

tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (usia < 15 

tahun; > 64 tahun). 



II - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Peta Demografi Kabupaten Kudus
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2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

2.1.2.1 PERTUMBUHAN PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional 

menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai 

tambah) pada suatu waktu tertentu. Kabupaten Kudus merupakan salah satu 

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran dalam menggerakkan 

perekonomian yang didukung oleh industri pengolahan yang mendominasi sekitar 

80 persen lapangan usaha. Perkembangan perekonomian di Kabupaten Kudus 

dalam beberapa tahun terakhir menunjukan perkembangan yang positif.  Nilai 

PDRB Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun dalam jumlah mengalami 

peningkatan yang cukup besar, meskipun pada pertumbuhannya terbilang lebih 

rendah dibanding daerah sekitar. Gambaran PDRB Kabupaten Kudus dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 2.7  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha  

Tahun 2015 - 2019 (juta Rupiah) 

No. LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 2018* 2019** 

A Pertanian, 
Kehutanan dan 
Perikanan 

2.023.442,45 2.137.342,62 2.199.262,81 2.336.639,48 2.481.226,15 

B Pertambangan dan 
Penggalian 

103.044,69 125.513,12 136.222,63 147.084,64 158.298,60 

C Industri 
Pengolahan 

68.428.096,95 72.948.442,88 78.559.958,65 83.897.264,14 88.845.845,62 

D Pengadaan Listrik 
dan Gas 

33.215,93 36.655,61 42.148,32 45.726,52 48.705,67 

E Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur 
Ulang 

15.722,29 16.836,28 18.202,06 19.224,47 20.422,88 

F Kontruksi 2.678.988,73 2.965.262,74 3.267.558,78 3.620.313,83 3.914.283,53 

G Perdagangan Besar 
dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda 
Motor 

4.479.678,17 4.850.637,19 5.249.366,52 5.650.957,80 6.057.000,78 

H Transportasi dan 
Pergudangan 

866.613,80 927.434,19 1.001.538,58 1.081.182,00 1.188.880,90 

I Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

940.674,44 1.028.413,38 1.106.614,02 1.212.026,19 1.326.620,45 

J Informasi dan 
Komunikasi 

438.895,34 484.161,18 585.197,20 663.344,46 738.039,01 

K Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

1.429.319,79 1.602.893,63 1.744.499,84 1.848.528,79 1.912.305,00 

L Real Estate 443.841,42 483.597,95 527.020,33 568.874,32 606.717,63 

M,N Jasa Perusahaan 79.325,98 90.750,71 102.420,49 114.761,39 128.676,80 

O Adminstrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

664.035,39 717.121,91 759.550,79 795.285,16 835.644,41 

P Jasa Pendidikan 836.661,16 930.687,77 1.038.874,66 1.144.719,06 1.260.026,68 

Q Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

247.618,50 274.744,10 303.214,98 334.341,72 362.952,35 

R,S,
T,U 

Jasa Lainnya 417.457,75 471.080,17 522.203,54 575.843,09 628.400,65 

 PDRB  84.126.632,79 90.091.575,42 97.163.854,20 104.056.117,06 110.514.047,11 

 PDRB TANPA IHT 21.707.108,90 23.657.754,18 25.418.029,67 27.450.731,48 29.507.280,12 

Sumber : SIPD –BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2020  Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, halaman 129-130. 
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Pada tahun 2015 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 

Rp.84.126.632,79 (juta), meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 

Rp.110.514.047,11 (juta).  Adapun nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa 

Industri Pengolahan Tembakau tahun 2015 sebesar Rp. 21.707.108,90 (juta) dan 

pada tahun 2019** sebesar Rp. 29.507.280,12 (juta). 

 

Tabel 2.8  

Persentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha 

 Tahun 2015 - 2019 

No. LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 2018* 2019** 

A Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

2,41 2,37 2,26        2,25        2,25        

B Pertambangan dan Penggalian 0,12 0,14 0,14        0,14        0,14        

C Industri Pengolahan 81,34 80,97 80,85        80,63        80,39        

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04        0,04        0,04        

E Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

0,02 0,02 0,02        0,02        0,02        

F Kontruksi 3,18 3,29 3,36        3,48        3,54        

G Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor 

5,32 5,38 5,40        5,43        5,48        

H Transportasi dan Pergudangan 1,03 1,03 1,03        1,04        1,08        

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

1,12 1,14 1,14        1,16        1,20        

J Informasi dan Komunikasi 0,52 0,54 0,60        0,64        0,67        

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,70 1,78 1,80        1,78        1,73        

L Real Estate 0,53 0,54 0,54        0,55        0,55        

M,N Jasa Perusahaan 0,09 0,10 0,11        0,11        0,12        

O Adminstrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

0,79 0,80 0,78        0,76        0,76        

P Jasa Pendidikan 0,99 1,03 1,07        1,10        1,14        

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

0,29 0,30 0,31        0,32        0,33        

R,S,T,U Jasa Lainnya 0,50 0,52 0,54        0,55        0,57        

 PDRB TOTAL 100 100 100 100 100 

Sumber : SIPD–BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2020  Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, hal.129-130. 

 

Persentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut 

Lapangan Usaha dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 tetap didominasi 

lapangan usaha “Industri Pengolahan” dengan persentase lebih dari 80%, 

dibanding lapangan usaha yang lainnya.  Hal inilah yang menjadi pembeda antara 

Kabupaten Kudus dengan Kabupaten lainnya, dimana distribusi persentase 

menyebar diberbagai lapangan usaha. Meskipun demikian sebagian besar 

lapangan usaha mengalami peningkatan diantaranya : Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Kontruksi, Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa 

Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. 
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Tabel 2.9  

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha  

Tahun 2015 - 2019 (juta Rupiah) 

 Sumber : SIPD–BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2020 Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, hal. 131-132 

 

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 sebesar 

Rp.65.029.937,50 (juta), pada tahun 2019  menjadi Rp.73.249.694,10 (juta). 

Adapun nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Industri Pengolahan 

Tembakau tahun 2015 sebesar Rp. 17.429.965,54 (juta) dan pada tahun 2019** 

sebesar Rp. 21.671.370,55 (juta). 

Tabel 2.10  
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha  

Tahun 2015 - 2019 
No. LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 2018* 2019** 

A    Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,30 2,31 2,28 2,27 2,29 

B Pertambangan dan Penggalian 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

C Industri Pengolahan 80,63 79,87 79,30 78,77 78,27 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 
Daur Ulang 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

No. LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 2018* 2019** 

A    Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

1.494.021,47 1.538.392,88 1.566.633,01 1.611.363,00 1.676.134,20 

B Pertambangan dan 
Penggalian 

70.090,00 73.695,18 76.831,38 79.744,32 83.280,27 

C Industri Pengolahan 52.435.231,51 53.255.058,57 54.575.827,58 55.963.198,01 57.332.974,26 

D Pengadaan Listrik dan Gas 32.258,44 34.096,54 36.197,52 38.146,31 40.218,38 

E Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

14.200,46 14.891,14 15.953,03 16.754,40 17.496,95 

F Kontruksi 2.124.491,15 2.315.988,07 2.488.118,11 2.640.622,92 2.771.382,34 

G Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

3.691.332,80 3.898.837,25 4.135.702,42 4.366.550,82 4.593.610,30 

H Transportasi dan 
Pergudangan 

760.448,65 804.507,60 854.345,60 913.671,10 986.656,37 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

760.938,83 813.161,47 865.734,83 939.674,05 1.015.058,10 

J Informasi dan Komunikasi 465.997,21 509.105,39 584.509,10 662.657,24 729.748,32 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.063.315,51 1.160.673,84 1.214.327,69 1.245.161,66 1.268.499,44 

L Real Estate 392.477,27 421.106,09 447.587,35 472.385,66 497.957,44 

M,N Jasa Perusahaan 63.785,82 70.121,54 76.269,73 83.260,58 90.771,97 

O Adminstrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

518.677,50 531.195,12 544.739,24 564.247,46 584.842,58 

P Jasa Pendidikan 600.908,19 648.235,76 694.750,65 748.835,31 803.916,64 

Q Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

190.878,15 209.728,74 228.084,05 248.429,37 264.760,39 

R,S,
T,U 

Jasa Lainnya 350.884,52 380.788,18 415.550,90 454.271,10 492.386,15 

  PDRB TOTAL 65.029.937,50 66.679.583,36 68.821.162,19 71.048.973,31 73.249.694,10 

  PDRB TANPA INDUSTRI 
PENGOLAHAN 
TEMBAKAU 

17.429.965,54 18.437.011,77 19.446.456,69 20.510.975,66 21.671.370,55 
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No. LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 2018* 2019** 

F Kontruksi 3,27 3,47 3,62 3,72 3,78 

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

5,68 5,85 6,01 6,15 6,27 

H Transportasi dan Pergudangan 1,17 1,21 1,24 1,29 1,35 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,17 1,22 1,26 1,32 1,39 

J Informasi dan Komunikasi 0,72 0,76 0,85 0,93 1,00 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,64 1,74 1,76 1,75 1,73 

L Real Estate 0,60 0,63 0,65 0,66 0,68 

M,N Jasa Perusahaan 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 

O Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

0,80 0,80 0,79 0,79 0,80 

P Jasa Pendidikan 0,92 0,97 1,01 1,05 1,10 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,29 0,31 0,33 0,35 0,36 

R,S,T,U Jasa Lainnya 0,54 0,57 0,60 0,64 0,67 

  PDRB TOTAL 100 100 100 100 100 

  PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN 
TEMBAKAU 

       

Sumber : SIPD–BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2020 Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, hal. 131- 132 

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari 

satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya Pertumbuhan ekonomi dapat 

dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas 

Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.  Laju pertumbuhan 

tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap 

nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke  

n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Adapun gambaran pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2.11  

Nilai PDRB  Kabupaten Kudus  dan Kabupaten Sekitar Tahunr 2019** 
 (dalam Juta Rupiah)) 

No. URAIAN PDRB Harga Konstan  PDRB Harga Berlaku 

1. Kab. Pati 30.902.899,34 43.063.877,28 

2. Kab. Kudus 73.249.694,10 110.514.047,11 

3. Kab. Jepara 21.384.282,93 30.230.590,69 

4. Kab. Demak 18.417.009,99 26.184.083,99 

5. Jawa Tengah 992.105.788,08 1.362.457.380,57 

Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2020 
Ket * : angka sementara;  ** : angka sangat sementara 

 

Memperhatikan tabel di atas, berdasarkan nilai PDRB tahun 2019** 

Kabupaten Kudus telah berkontribusi ke Jawa Tengah sebesar 7,4% atas dasar 

konstan dan 8,1 % atas dasar harga berlaku. Kontribusi ini jauh lebih besar 

dibandingkan dengan kontribusi kabupaten sekitar yang rata – rata berkontribusi 

ke Jawa Tengah sebesar 1,9% – 3,2%.  Hal ini merupakan salah satu keunggulan 

Kabupaten Kudus sebagai daerah yang PDRBnya ditopang oleh sektor Industri 

Pengolahan. 
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Sumber : SIPD – BPS 2020, Bappeda (data diolah) Tahun 2020 

Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kudus Tahun 2015– 2019 
 

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kudus tanpa industri 

pengolahan tembakau Tahun 2019 sebesar 5,66 persen mempunyai karakteristik 

yang unik dan tidak dapat disamakan dengan daerah sekitar. Hal ini disebabkan 

Kabupaten Kudus pada saat ini sudah mengalami kondisi maturitas atau tingkat 

kejenuhan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan tingkat PDRB yang tinggi 

diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dan Daerah sekitar dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
 

 

 

Sumber :SIPD – BPS 2020, Bappeda (data diolah) Tahun 2020 
 

Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar 
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Sumber : SIPD – BPS , Bappeda (data diolah)Tahun 2020 

Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus (Tanpa IHT) 
 
 

Laju pertumbuhan PDRB riil digambarkan pada Laju Pertumbuhan 

PDRB atas Dasar Harga Konstan. Pada Tahun 2019 laju pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Kudus termasuk industri pengolahan tembakau sebesar 3,10% 

sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tanpa industri pengolahan 

tembakau Tahun 2019** sebesar 5,66%. Lapangan Usaha yang mengalami 

peningkatan dari tahun 2018* ke Tahun 2019** yaitu sektor pertanian dari 2,86 

menjadi 4,02, kehutanan dan perikanan dari 3,79 menjadi 4,43, sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas dari 5,38 

menjadi 5,43, sektor transportasi dan pergudangan dari 6,94 menjadi 7,99. 

 

2.1.2.2 LAJU INFLASI 

Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari 6 (enam) Kabupaten/Kota 

yang menjadi sampling SBH (Survey Biaya Hidup) di Jawa Tengah. Laju Inflasi di 

Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berada dikisaran 3+1 

sebagaimana target perencanaan. Laju inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersaji 

sebagaimana tabel dan gambar berikut ini. 

Tabel 2.12  

Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional  

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019  

1. Kudus 3,28 2,32 4,17 3,11 3.02 

2. Jawa Tengah 2,73 2,36 3,71 2,82 2.81 

3. Nasional 3,35 3,02 3,61 3,13 2.72 

Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2020 
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Sumber : SIPD – BPS 2020, Bappeda (data diolah) Tahun 2020 

Gambar 2.16 Inflasi Kudus, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 
  

 

Inflasi Kabupaten Kudus tahun kalender dan year on year (YoY) 2019 

sebesar 3,02 lebih tinggi dibanding Nasional (2,72) dan lebih tinggi dibanding 

Jawa Tengah (2,81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Inflasi Kudus, Jawa Tengah dan Nasional 
 
 

Pada Tahun 2019 tidak ada gejolak inflasi di Kabupaten Kudus. 

Kenaikan dan penurunan harga barang hanya terjadi pada momentum tertentu, 

misalnya hari Raya Idul Fitri dan Lebaran Kupat dimana pada hari tersebut 

Pasar libur / tutup, demikian pula dengan aktivitas  akhir tahun. Kelompok 

bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi paling tinggi yaitu beras, 

telur, daging ayam ras, kangkung, dan cabai rawit. Perkembangan laju inflasi di 

Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019 relatif terkendali karena inflasi masih 

berada pada dua digit. 
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2.1.2.3 PDRB PERKAPITA 

PDRB perkapita berkorelasi positif dengan tingkat kemakmuran suatu 

daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran  Kudus relatif 

besar dan nilainya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah di Jawa 

Tengah  lainnya, meskipun pada realitanya kemakmuran ini dinikmati oleh 

segelintir pemilik modal yang berdomisili di wilayah perkotaan. PDRB perkapita 

Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.13  
PDRB Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019 

No Lapangan Usaha 2015 2016 2017* 2018** 2019*** 

 PDRB Perkapita Atas 

Dasar Harga Berlaku 

     

1 Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dalam Juta 

Rupiah 

84.126.632,79   90.091.575,42   97.163.854,20   104.056.117,06   110.514.047,11   

2 Jumlah Penduduk 

Pertengahan Tahun (Jiwa) 
831.303 841,499 851.478   861.430   871.311   

3 PDRB Perkapita (Juta 
Rupiah/ Jiwa) 

101,2 107,06 114,11   120,79   126,84   

4 PDRB Perkapita per Bulan 
(Juta Rupiah/ Jiwa) 

8,43 8,92 9,51   10,07   10,57   

 PDRB Perkapita Atas 
Dasar Harga Konstan 

     

1 Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dalam Juta 
Rupiah 

65.029.937,50   66.679.583,36   68.821.162,19   71.048.973,31   73.249.694,10   

2 Jumlah Penduduk 
Pertengahan Tahun (Jiwa) 

831.303   841.499   851.478   861.430   871.311   

3 PDRB Perkapita (Juta 
Rupiah/ Jiwa) 

78,23   79,24   80,83   82,48   84,07   

4 PDRB Perkapita per Bulan 
(Juta Rupiah/ Jiwa) 

6,52   6,60   6,74   6,87   7,01   

 

Sumber: SIPD –BPS Tahun 2020 

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kudus 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

tingkat kemakmuran Kabupaten Kudus semakin meningkat tiap tahun. PDRB 

perkapita per jiwa Tahun 2019 sebesar 126,84 juta rupiah/jiwa meningkat jika 

dibanding pada Tahun 2015 sebesar 101,2 juta rupiah/jiwa. Peningkatan PDRB 

perkapita di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB Kabupaten 

Kudus. 
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 Jepara 8,50 8,35 8,12 7,00 6,66 

 Demak 14,44 14,10 13,41 12,54 11,86 

2.1.2.4 KEMISKINAN 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun 

cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada gambar dan tabel 

berikut ini. 

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2020 (data  per Maret 2019 rilis 9 Desember 2019) 

Gambar 2.18     Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2015 – 2019 

 

Tabel 2.14  
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2015 – 2019 

 

No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Penduduk 

Miskin (jiwa) 

64.100 64.200 64.400 59.990 58.000 

2. Persentase Penduduk 

Miskin (%) 

7,73 7,65 7,59 6,98 6,68 

3. Garis kemiskinan 
(Rp/Kapita/bulan) 

328.404 356.951 373.224 393.078 406.470 

4. Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 

       0,90       1,07         1,00  0,88 0,83 

5. Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) 

   0,17        0,21       0,21  0,19 0,17 

   Sumber : SIPD – BPS Tahun 2020  (data  per Maret 2019 rilis 9 Desember 2019) 

    

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus apabila dibandingkan 

dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : SIPD - BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 

Gambar 2.19       Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar 
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Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 

7,73% menurun menjadi 6,68% di Tahun 2019.  Kabupaten Kudus termasuk 

dalam kategori 10 kabupaten/kota Garis Kemiskinan Sedang, yaitu garis 

kemiskinan berada di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis 

kemiskinan nasional.  

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun merupakan salah 

satu isu SDG’s goal 1, diantaranya dilaksanakan melalui upaya perlindungan 

jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Upaya perlindungan jaminan 

sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten 

Kudus sebagai berikut : 

Tabel 2.15  
Data Kepesertaan Jamkesmas Tahun 2015 -2019 

NO. URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Penerima Jamkesmas 232.453 231.406 240.144 235.448 211.910 

2. Penerima Jamkesda 30.663 28.357 28.104 27.477 196.172 

3. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 64.100 64.200 64.400 59.990 58.000 

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020 

Jumlah penerima Jamkesda setiap tahun mengalami fluktuasi, hal 

tersebut berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerima Jamkesda. Mulai bulan 

Februari 2019 Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan program UHC 

(Universal Health Coverage) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kudus yang 

belum memiliki jaminan kesehatan akan di cover oleh Pemerintah. 

Tabel 2.16  
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  

NO. TAHUN Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional  
per 1000 Jumlah Penduduk 

1 2015 60,04 

2 2016 63,80 

3 2017 76,81 

4 2018 82,59 

5 2019 95,60 

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020 

Kondisi jumlah penduduk yang dicakup Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) di Kabupaten Kudus mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 belum 

terpenuhi 100 %, hal tersebut karena sudah adanya program kelas III gratis bagi 

seluruh masyarakat yang berobat di RSUD Dr. Loekmono Hadi dan Puskesmas 

yang menggunakan fasilitas pelayanan kelas III. 

Upaya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasar indikator 

SDG’s “Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan”. 

Berikut peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2019 : 
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Tabel 2.17  
Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus Tahun 2019 

No. PARAMETER Penerima 

Upah 

Bukan 

Penerima 
Upah 

Pekerja 

Migran 

Jasa 

Konstruksi 

Total 

1 Tenaga Kerja Aktif 189.511 3.527 - 23.925 216.963 

2 Badan Usaha/Proyek 4.536 - - 486 5.022 

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020 

 

2.1.2.5 SUMBER DAYA MANUSIA 

Sumber Daya Manusia dianalisa melalui indikator IPM dan indikator   

pembentuk IPM. 

2.1.2.5.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator kinerja 

pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang 

mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM 

Kabupaten Kudus menurut metode baru dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan yaitu dari 72,72 (Tahun 2015) menjadi 74,94 (Tahun 2019). IPM 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 masih diatas IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2019 sebesar 71,73 dan lebih tinggi dibanding kabupaten tetangga. 

Tabel 2.18  
IPM Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Sekitar  Tahun 2015-2019 

NO. Wilayah 
Indeks Pembangunan Manusia (metode baru) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 PROVINSI JAWA TENGAH 69,49 69,98 70,52 71,12 71,73 

2  Pati 68,51 69,03 70,12 70,71 71,35 

3  Kudus 72,72 72,94 73,84 74,58 74,94 

4  Jepara 70,02 70,25 70,79 71,38 71,88 

5  Demak 69,75 70,1 70,41 71,26 71,87 

Sumber : BPS Tahun 2020 

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 

Gambar 2.20    IPM Kabupaten Kudus dan Sekitar Tahun 2015- 2019 
 

Nilai IPM Kabupaten Kudus sudah melampaui nilai IPM di Jawa Tengah 

dan beberapa Kabupaten di sekitar Kudus. 
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Sumber : Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 (Februari 2020)  
 

Gambar 2.21 Peta IPM di Jawa Tengah Tahun 2019 
 

Berdasarkan peta diatas, nilai IPM Kabupaten Kudus ada direntang nilai 

70 – 80 atau termasuk pada kategori Tinggi bersama dengan 19 Kabupaten/Kota 

lainnya yang ditandai dengan warna abu gelap. 

 
2.1.2.5.2 ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) atau USIA HARAPAN HIDUP (UHH) 

Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun 

semakin membaik.  Hal ini didasarkan angka harapan hidup yang dari tahun ke 

tahun semakin meningkat. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kudus pada 

Tahun 2015 sebesar 76,41, pada Tahun 2019 menjadi 76,50.  Hal ini sebagai 

indikasi semakin membaiknya pelayanan kesehatan yang didukung 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya  kesehatan.    

Tabel 2.19  
Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Sekitar 

NO. Wilayah Jateng 

Indeks Pembangunan Manusia (metode baru) 

Angka Harapan Hidup (tahun) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 PROVINSI JAWA TENGAH 73,96 74,02 74,08 74,18 74,23 

2  Pati 75,63 75,69 75,80 75,93 76,04 

3  Kudus 76,41 76,43 76,44 76,47 76,50 

4  Jepara 75,65 75,67 75,68 75,71 75,74 

5  Demak 75,21 75,27 75,27 75,29 75,31 
Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 

Angka Harapan Hidup masyarakat di Kabupaten Kudus dari Tahun 

2015 hingga Tahun 2019 tercatat sudah lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa 

Tengah dan Kabupaten sekitar. 
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Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 

Gambar 2.22 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan Sekitar 

 

 

2.1.2.5.3 HARAPAN LAMA SEKOLAH 

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di 

masa mendatang. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus 

dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Tabel 2.20  
Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Sekitar 

NO. Wilayah Jateng 

Indeks Pembangunan Manusia (metode baru) 

Harapan Lama Sekolah (tahun) 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 PROVINSI JAWA TENGAH 12,38 12,45 12,57 12,63 12,68 
2  Pati 11,79 11,92 12,29 12,3 12,41 
3  Kudus 13,14 13,19 13,2 13,21 13,22 
4  Jepara 12,27 12,28 12,7 12,71 12,74 
5  Demak 12,43 12,44 12,54 12,86 13,01 

Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel diatas, 

tercatat lebih tinggi apabila dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah dan 

Kabupaten sekitar, artinya Kabupaten Kudus berperan dalam mendongkrak 

indikator ini. 
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 

Gambar 2.23 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus         

dan Sekitar 
 

Berdasar gambar di atas, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di 

Kabupaten Kudus relatif lebih tinggi dibanding Kabupaten Pati, Jepara dan 

Demak, dan meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada Tahun 2015 sebesar 

13,14 tahun meningkat menjadi 13,22 tahun pada Tahun 2019. 

 

2.1.2.5.4 RATA – RATA LAMA SEKOLAH 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) 

didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam 

menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung yaitu penduduk 

berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi  pada umur 25 tahun proses 

pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS mengikuti standar internasional 

yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP).  Perkembangan 

Rata – rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

Tabel 2.21  
Rata - Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Sekitar 

NO. Wilayah Jateng 

Indeks Pembangunan Manusia (metode baru) 

Rata - rata Lama Sekolah (tahun) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 PROVINSI JAWA TENGAH 7,03 7,15 7,27 7,35 7,53 

2  Pati 6,71 6,83 7,08 7,18 7,19 

3  Kudus 7,84 7,85 8,31 8,62 8,63 

4  Jepara 7,31 7,32 7,33 7,43 7,44 

5  Demak 7,45 7,46 7,47 7,48 7,55 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 

Gambar 2.24 Rata - Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus              

dan Sekitar 
 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kudus dari Tahun 2015 - 

2019 mengalami kenaikan dari 7,84 menjadi 8,63 lebih tinggi dibanding 

Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Hal ini dipengaruhi 

kebijakan wajib belajar 12 tahun oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sejak tahun 

2008 (sebelum pemerintah pusat menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun) 

sehingga berdampak positif pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). 

 

2.1.2.5.5 PENGELUARAN PER KAPITA 

Tabel 2.22  
Pengeluaran Perkapita Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Sekitar 

NO URAIAN 

Pengeluaran per kapita Disesuaikan  

(ribu rupiah/orang/tahun)  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 PROVINSI JAWA TENGAH    9.930   10.153   10.377   10.777   11.102  

2  Pati    9.380     9.548     9.813   10.190   10.660  

3  Kudus  10.203   10.348   10.639   10.979   11.318  

4  Jepara    9.504     9.695     9.745   10.169   10.609  

5  Demak    9.118     9.377     9.544   10.001   10.344  
   Sumber : IPM Metode Baru - BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 

Pengeluaran per kapita Kabupaten Kudus mengalami tren positif dari 

Tahun 2015 sebesar 10.203 meningkat menjadi 11.318 di Tahun 2019        

(angka sangat sementara). 
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 

Gambar 2.25 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kudus dan Sekitar 
 

2.1.2.5.6   SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA 

Fokus Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator 

antara lain jumlah grup kesenian, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga 

sebagaimana tabelberikut : 

Tabel 2.23  

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015-2019 

No Capaian Pembangunan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah grup kesenian per 
10.000 penduduk  

0,07 0,07 0,13 0,13 0,44 

2 Jumlah gedung  kesenian per 

10.000 penduduk  

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

3 Jumlah gelanggang olahraga per 

10.000 penduduk 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

4 Jumlah organisasi olahraga per 

10.000 penduduk 

0,47 0,46 0,45 0,45 0,45 

5 Jumlah gedung olahraga per 

10.000 penduduk 

0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 

6 Jumlah penduduk 803.145  830.221  835.318  850.312  860.055  

Sumber : SIPD – Disbudpar dan Disdikpora Tahun  2020 

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk meningkat dari 0,07 

menjadi 0,44 di tahun 2019, sedangkan jumlah gedung kesenian dari tahun 

2015 ke tahun 2019 tetap sejumlah 0,05 gedung per 10.000 penduduk. 

Jumlah organisasi olahraga mengalami penurunan dari 0,47 organisasi 

per 10.000 penduduk di tahun 2015 menjadi 0,45 organisasi di tahun 2019 per 

10.000 penduduk. Gedung olahraga meningkat dari 0,06 gedung per 10.000 

penduduk tahun 2015 menjadi 0,09 gedung per 10.000 penduduk di tahun 2019. 

 

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 

bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 
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2.1.3.1 FOKUS LAYANAN WAJIB PELAYANAN DASAR 

Analisis kinerja atas layanan wajib pelayanan dasar dilakukan terhadap 

indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu : 

2.1.3.1.1 PENDIDIKAN 

Layanan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka 

Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi 

Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah (APtS), Angka Kelulusan (AL), Angka 

Melanjutkan (AM), fasilitas pendidikan, rasio ketersediaan sekolah, dan rasio 

jumlah guru dan siswa sebagaimana tertera pada tabel-tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.24  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015 - 2019 

No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 APK PAUD (%) 55,46 57,98 76.55 89,46 76.01 

2 SD/MI      

2.1 Jumlah Murid 

Usia 7-12 Th (siswa) 

78.851 78.317 81.803 84,954 84.061 

2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia    

7-12 Th (orang) 

79.920 78.482 78.810 83,393 84.778 

2.3 

 

APK SD/MI/Paket A (%) 105,89 108,73 107,78 101,87 99.15 

3 SMP/MTs      

3.1 Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa) 40.377 40.182 42.154 44,671 45.066 

3.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-

15 Th (orang) 

41.711 41.130 41.216 38,679 39.016 

3.3 APK SMP/MTs/Paket B (%) 105,49 106,60 107,23 115,49 115,51 

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 

Pada tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk 

Tahun 2015 – 2017 dihitung dengan jumlah penduduk dari data BPS, adapun 

pada Tahun 2018 dan 2019 dihitung dengan data Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa APK PAUD 

sampai dengan Tahun 2019 sebesar 76,01%. Adapun APK pendidikan dasar 

apabila telah mencapai 95%, artinya sudah tuntas paripurna, dan penduduk 

usia 13-15 tahun telah bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Hal ini 

disebabkan adanya siswa yang berasal dari luar daerah yang bersekolah di 

Kabupaten Kudus. Pada Tahun 2019 perhitungan APK SD/MI/Paket A tidak 

menambahkan jumlah siswa dari jenjang SLB, karena perhitungan jumlah siswa 

SLB dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan 

kewenangannya.  

Tabel 2.25  
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 – 2019 

No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 APM SD/MI/Paket A 98,66% 99,78% 99,83% 88,44% 88.61% 

2 APM SMP/MTs/Paket B 96,80% 97,69% 97,97% 84,27% 86.21% 

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 
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Tabel di atas memperlihatkan peningkatan Angka Partisipasi Murni 

(APM) dari tahun ke tahun untuk Tahun 2015 – 2017 dihitung dengan jumlah 

penduduk dari data BPS, adapun untuk Tahun 2018 dan 2019 dihitung dengan 

data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa 

hampir semua siswa SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B telah sesuai dengan 

usia seharusnya, yaitu usia 7-12 tahun untuk SD/MI/Paket A dan usia 13-15 

tahun untuk SMP/MTs/Paket B. 

Tabel 2.26  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 – 2019 

No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Usia 7-12 Th      

1.1 Jumlah Murid 

Usia 7-12 Th (siswa) 

81.673 81.274 81.803 84,954 85.437 

1.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-

12 Th (orang) 

79.920 78.482 78.810 83,393 84.778 

1.3 APS 7-12 Th (%) 102,19 103,55 103,79 101,94 100,78 

2 Usia 13-15 Th      

2.1 Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa) 40.377 40.182 42.154 44,671 44.689 

2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 

13-15 Th (orang) 

41.711 41.130 41.216 38,679 39.016 

2.3 APS Usia 13-15 Th (%) 103,75 106,48 102,27 118,42 120,81 

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 

Tabel di atas untuk tahun 2015 – 2017 dihitung dengan jumlah 

penduduk dari data BPS, adapun untuk tahun 2018 dan 2019 dihitung dengan 

data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah 

dan juga sebagai ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan 

khususnya penduduk usia sekolah. APS SD/MI usia 7-12 tahun pada Tahun 

2015 – 2019 sudah lebih dari 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa 

penduduk usia 7-12 tahun telah bersekolah seluruhnya. Adapun APS SMP/MTs 

usia 13-15 tahun di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun juga sudah di atas 

100%. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk usia 13-15 tahun telah tuntas 

mengenyam pendidikan dasar. 

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah proporsi anak menurut kelompok 

usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi / yang tidak menamatkan jenjang 

pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok 

umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Angka Putus Sekolah Tahun 

2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini. 

Tabel 2.27  
Persentase Angka Putus  Sekolah (APtS) dan Angka Kelulusan Tahun 2015 – 2019 

No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

 Angka Putus Sekolah      

1 SD/MI 0,02 0,01 0,01 0,01 0.03 

2 SMP/MTs 0,07 0,07 0,09 0,06 0.13 

 Angka Kelulusan      

1 SD 100 100 100 100 100 
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No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

2 SMP/MTs 99,97 99,99 99,99 99,96 99,94 

  Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 

Pada tabel di atas terlihat bahwa Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten 

Kudus tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2015 untuk jenjang SD 

sebesar 0,02 menjadi 0,03 persen dan untuk jenjang SMP dari tahun 2015 

sebesar 0,07 menjadi 0,13 persen. Hal ini disebabkan faktor lingkungan di luar 

sekolah dan faktor orang tua yang cenderung memilih pendidikan non formal 

bagi anaknya.  Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 – 

2019 menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI cenderung stabil, namun pada 

angka kelulusan SMP/MTs cenderung mengalami penurunan di tahun 2015 

sebesar 99,97% di tahun 2015 menjadi 99.94% di tahun 2019. 

Penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan dari SD/MI ke 

SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;Bappeda (data diolah) 2020 

 
Gambar 2.26 Angka Putus Sekolah Tahun 2015 - 2019 

 

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh Angka Melanjutkan (AM) pada 

tahun 2015 – 2019 dari SD/MI ke SMP/MTs cenderung mengalami penurunan. 

Pada tahun 2015 angka melanjutkan sebesar 110% turun menjadi 107.52% 

pada tahun 2019. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, juga 

mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015, angka melanjutkan sebesar 

98,22% naik menjadi 99.29% di tahun 2019. Guna mendukung kualitas 

pendidikan perlu didukung fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas 

Pendidikan Tahun 2015-2019 SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.28  

Fasilitas Pendidikan Tahun 2015 - 2019 

 No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

 
SD/MI      

1.1 
Jumlah sekolah kondisi bangunan 

baik 
551 538 533 507 528 

1.2 Jumlah sekolah 600 589 585 566 567 

1.3 Fasilitas pendidikan SD/MI (%) 91,31 91,36 91,09 89,66 93.14 

110,13 109,62 112,09 

115,39 107,52 

98,22 97,56 100,83 

120,11 

99,29 
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 No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

2 SMP/MTs      

2.1 
Jumlah sekolah kondisi bangunan 

baik 
114 114 106 116 115 

2.2 Jumlah sekolah 115 115 114 117 117 

2.3 Fasilitas pendidikan SMP/MTs (%) 98,78 98,79 93,38 99,03 98.71 

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 

Fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami 

peningkatan signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2019. Dimana peningkatan 

tersebut dari 91.31 menjadi 93,14%. Pada jenjang SMP/MTs fasilitas pendidikan 

mengalami kecenderungan menurun dari tahun 2015 sebesar 98,78 turun 

0,07% menjadi 98,71 di tahun 2019.  

Tabel 2.29  
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015 – 2019 

NO Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 SD/MI       

1.1 Jumlah Gedung Sekolah (unit) 600 591 585 566 567 

1.2 Jumlah Penduduk Kelompok 
Usia 7-12 Th (orang) 

79.920 78.482 78.810 83,393 84.778 

1.3 Rasio 75,07 75,30 74,22 67,87 66,88 

2 SMP/MTs      

2.1 Jumlah Gedung Sekolah (unit) 114 119 114 117 117 

2.2 Jumlah Penduduk Kelompok 

Usia 13-15 Th (orang) 

41.711 41.130 41.216 38,679 39.016 

2.3 Rasio 27,33 28,93 27,65 30,24 29,99 
Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 

Tabel di atas untuk tahun 2015 – 2017 dihitung dengan jumlah 

penduduk dari data BPS, adapun untuk tahun 2018 dan 2019 dihitung dengan 

data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan pendidikan dapat 

dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio 

ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan 

SD/MI dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, namun 

pada tahun 2018 dan 2019 cenderung menurun. Hal ini disebabkan merger/ 

regrouping SD sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun cenderung 

fluktuatif. Adapun jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah cenderung 

meningkat, dimana Tahun 2015 sebesar 27,33 meningkat pada Tahun 2018 

menjadi 30,24 dan sedikit menurun menjadi 29,99 di tahun 2019. Rasio 

ketersediaan sekolah per penduduk SMP/MTs menunjukkan bahwa pelayanan 

pendidikan berupa penyediaan sekolah relatif memadai, namun yang perlu 

mendapat perhatian adalah kesenjangan kualitas sarpras yang cukup besar 

antara di desa dibandingkan dengan di kota.  

Adapun rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.30  

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 - 2019 

No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 SD/MI      

1.1 Jumlah Guru (orang) 6.810 6.772 6.601 6.438 6619 

1.2 Jumlah Murid (siswa) 84.577 84.501 84.894 84.895 83.976 

1.3 Rasio 805,19 801,42 777,56 758,35 788.21 

2 SMP/MTs      
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No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

2.1 Jumlah Guru (orang) 3.025 3.059 3.013 3.076 3045 

2.2 Jumlah Murid (siswa) 43.803 43.848 43.894 44.387 44.689 

2.3 Rasio 690,6 697,64 686,43 693 681.38 

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 

Berdasar tabel diatas, diketahui bahwa rasio guru terhadap murid 

tingkat SD/MI cenderung mengalami penurunan, namun demikian rasio guru 

SMP/MTs dari tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan kecenderungan 

menurun, meskipun jumlah murid cenderung mengalami kenaikan dari tahun 

2015 sampai dengan 2018, dan sedikit menurun di tahun 2019. Hal ini 

disebabkan banyaknya jumlah guru yang pensiun dan adanya moratorium CPNS 

sejak tahun 2013. 

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019 untuk guru SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami 

kenaikan karena adanya sertifikasi guru yang mensyaratkan jenjang pendidikan 

S1/D-IV sebagaimana gambar berikut : 

 

 
   Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020, Bappeda (data diolah) 
 

Gambar 2.27 Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2015-2019 
 

Berdasar gambar di atas, persentase guru SD yang memenuhi 

kualifikasi S1/DIV cenderung mengalami kenaikan dari 87.84% pada tahun 

2015 menjadi 96.93% pada tahun 2019, demikian juga persentase guru 

SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV mengalami kenaikan dari 2015 

sebesar 94.93% menjadi 97,92% tahun 2019. Guna memenuhi tuntutan 

perubahan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kompetensi guru perlu 

selalu ditingkatkan. 

Tabel 2.31  
Persentase Guru Tersertfikasi Tahun 2015 - 2019 

No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
 

Jumlah Guru Tersertifikasi      

1.1 SD/MI 3.485 3.579 3.670 3.657 3359 

1.2 SMP/MTs 1.609 1.636 1.536 1.581 1779 
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No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 

2 Jumlah Guru      

2.1 SD/MI 6.810 6.686 6.658 6.438 6619 

2.2 SMP/MTs 3.025 3.021 3.013 3.076 3045 

3 Persentase Guru Tersertifikasi      

3.1 SD/MI 51,17 53,53 55,12 56,8 50.75 

3.2 SMP/MTs 53,19 54,15 50,98 51,4 58.42 

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 

Berikut ini tabel akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus, 

dimana kualitas pendidikan nilai terendah terdapat pada akreditasi A. 

Tabel 2.32  
Akses dan Mutu Pendidikan Tahun 2015 -2019 

Tahun Angka 

Partisipasi 

Murni (APM) 

Angka 

Kelulusan (AL) 

Akreditasi  A Akses dan Mutu 

Pendidikan 

2015 97,73 100 65,92 87,88 

2016 98,74 200 65,19 87,97 

2017 98,90 99,98 66,67 88,52 

2018 86,36 99,98 74,19 86,84 

2019 88.13 99.96 74.69 87.59 

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  Tahun 2020 

Dari tabel di atas menunjukkan peningkatan akses dan mutu 

pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari pencapaian 

target indikator Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL), dan 

Akreditasi A. APM pada tabel di atas untuk tahun 2015 – 2017 dihitung dengan 

jumlah penduduk dari data BPS, adapun untuk tahun 2018 dan 2019 dihitung 

dengan data Dinas Dukcapil. Dari ketiga indikator tersebut, akreditasi A masih 

relatif rendah karena belum terpenuhinya tenaga kependidikan di sekolah, 

terutama sekolah dasar (SD). 

Tabel 2.33  

Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan  

Tahun 2015 -2019   
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah PKBM 16 17 19 17 17 

Akreditasi 0 0 0 2 2 

2 Jumlah LKP 54 58 57 59 59 

Akreditasi 2 2  2 5 5 

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  Tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) secara jumlah sudah 

mencukupi namun masih terdapat PKBM dan LKP yang belum terakreditasi. 

  



II - 41 

 

2.1.3.1.2 KESEHATAN 

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan 

merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat 

kesehatan masyarakat yang baik. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat 

dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. 

Pembangunan kesehatan tahun 2021 difokuskan pada percepatan 

penurunan kematian ibu dan stunting. Upaya peningkatan perbaikan gizi 

masyarakat, pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak 

dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola 

asuh keluarga dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan menjadi 

prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Percepatan 

penurunan stunting dengan peningkatan efektifitas intervensi spesifik, perluasan 

dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Guna mendukung program 

nasional yang wajib dilaksanakan di semua daerah, Kabupaten Kudus 

melaksanakan berbagai upaya diantaranya dengan menekan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penurunan  derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah 

pemenuhan sarana pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi dan lingkungan 

yang tidak memadai, serta memberikan pelayanan dan pembinaan di Bidang 

Kesehatan. 

Berkenaan dengan isu stunting yang menjadi perhatian internasional, 

Pemerintah akan fokus untuk melakukan pengentasan stunting secara serius. 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi 

kronis, sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi kekurangan 

gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir, 

namun stunting baru terlihat setelah anak berusia dua tahun. Stunting 

berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan 

menurunkan produktivitas. 

Tabel 2.34  

Prevalensi Stunting Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2016 -2019 

NO. KABUPATEN/KOTA 
PREVALENSI STUNTING 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pati  27 9,42 31,76  27,86 8,46 

2 Kudus  19,08 24,62 22,93 19,05 8.09 

3 Jepara  25,91 29,97 26,15  27,06 30,63 

4 Demak  28,43 31,83 25,89  22,32 13 

Sumber : Dinkes Prov Jateng, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun  2020 
 

Prevalensi Stunting di Kabupaten Kudus di banding dengan kabupaten 

sekitar masih rendah dan tidak termasuk lokus stunting. Trend prevalensi 

stunting di Kabupaten Kudus cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 

24,62% menjadi 22,93 % di tahun 2017, pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 

19,05 dan tahun 2019 menjadi 8,09%. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus seperti mengoptimalkan kegiatan posyandu, 

pemberian  PMT pada balita KEP, kelas stunting dan kelas ibu hamil serta 

kegiatan-kegiatan lain dalam upaya pencegahan stunting.   
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Layanan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian 

Ibu (AKI), rasio Posyandu per satuan balita, rasio Puskesmas dan Pustu per 

satuan penduduk, rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, rasio dokter per 

satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan komplikasi 

kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan 

yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan Universal Child 

Immunization (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan 

penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan 

dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan 

rujukan pasien masyakarat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan 

Puskesmas dan cakupan Puskesmas Pembantu. 

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari 

suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau 

penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama 

kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa 

memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Berikut 

capaian jumlah kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang berhasil 

diturunkan, sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 2.35  
Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kelangsungan 

Hidup Bayi dan Angka Kematian Balita Tahun 2015 – 2019 

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Angka Harapan Hidup (tahun) 76,41 76,43 76,44 76.47 76,50 

2 Angka  Kematian Ibu (per 
100.000 KH) 

115,48 103,5 72,59 65,97 72,90 

3 Angka Kematian Bayi (per 1000 

KH) 

9,75 

 

7,24 

 

8,051 

 

7,58 8,15 

4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 990,3 991,95 991,95 992,42 991,85 

5 Angka Kematian Balita (per 
1000 KH) 

11,42 
 

8,34 
 

9,37 8,51 9,54 

6 Angka Kematian Neonatal per 
1.000 Kelahiran Hidup 

7,76 5,30 6,07 5,87 5,96 

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020 

 

Untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain 

dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka 

Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBa) 

per 1.000 kelahiran hidup. Angka harapan hidup meningkat dari tahun 2015 

sampai tahun 2019.  

Angka kematian ibu merupakan indikator kualitas pelayanan kesehatan 

suatu daerah berbagai upaya telah kita lakukan dalam upaya penurunan angka 

kematian ibu, namun tahun ini dari sisi angka ada kenaikan satu kasus 

kematian ibu dari tahun 2018 yang hanya 10 kasus (65,97/ 100.000 KH) 

sedangkan tahun 2019 naik menjadi 11 kasus (72,90/ 100.000 KH). Kematian 

ibu akibat persalinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. 

Kematian ibu akibat persalinan itu tidak hanya disebabkan oleh faktor 

kesehatan ibu saja tapi faktor eksternal seperti infrastuktur kesehatan yang 

memadai serta kesadaran keluarga yang memiliki ibu hamil resiko tinggi untuk 

segera ke pelayanan kesehatan/ Rumah Sakit.  Berdasarkan hasil analisis data 
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resiko tinggi ibu hamil tahun 2019 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% 

sedangkan di Kabupaten Kudus tahun 2019 naik menjadi 28%, hal ini karena 

masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil 

yaitu ibu hamil denga 4 T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, dan Terlalu 

sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan 

penyakit Infeksi menular seksual). Penyebab kematian terbanyak adalah 

penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit 

kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis, leukemia dan hipertensi.  Faktor 

penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, 

dan perdarahan. Untuk itu konsep safe motherhood pilar pertama harus 

dikuatkan yaitu “Keluarga Berencana”, memastikan bahwa baik individu 

maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga 

berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan.  

Penanganan kasus kematian ibu memerlukan kerjasama yang baik lintas 

program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar 

merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. diusahakan tidak 

hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat. 

Angka Kematian Bayi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung 

fluktuatif tapi masih lebih rendah dibandingkan target Nasional yaitu 23 per 

1000 KH. Hal ini merupakan dampak dari tingginya ibu hamil resiko tinggi yang 

melebihi standart nasional 20% tapi di Kabupaten Kudus sebesar 28%. Penyebab 

kematian bayi tertinggi disebabkan kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) 

yang membutuhkan intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ. 

Penyebab BBLR adalah persalinan sebelum waktunya atau prematur, disamping 

itu kasus yang lain adalah asfiksia (kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas 

secara spontan dan teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi 

peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), dan kelainan 

kongenital juga masih cukup tinggi di Kabupaten Kudus.  

Angka kelangsungan hidup bayi adalah tingkat kemungkinan 

(probabilitas) bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Kabupaten Kudus dari 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 angkanya cenderung fluktuatif. Tahun 

2015 yaitu sebesar 990,3 kemudian pada tahun 2016, 2017 dan 2018 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 992,42. Tetapi tahun 2019 mengalami 

penurunan kembali yaitu sebesar 991,85 karena terjadi peningkatan 1 kasus 

kematian bayi. 

 Angka Kematian Balita (AKBa) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019 juga cenderung fluktuatif.  Penyebab kematian balita  diantaranya faktor 

lain-lain yang intervensinya memang sulit penanganannya, seperti kanker, 

talasemia, dan kelainan jantung. Meskipun masih ditemukan juga kasus-kasus 

yang sebenarnya bisa ditangani secara adekuat (memenuhi syarat/memadai) 

agar tidak timbul kematian misalnya DBD, diare dan febris (demam).  

Angka kematian Neonatal adalah jumlah kematian bayi dibawah usia 28 

hari per 1.000 Kelahiran Hidup hal ini banyak disebabkan faktor endogen yang 

berhubungan dengan kehamilan angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun 

program – program dalam mengurangi angka kematian neonatal yang 

bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil. 
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Meski secara angka Kabupaten Kudus mengalami peningkatan akan 

tetapi masih di bawah target nasional dan provinsi. Tahun 2020 ini 

memprioritaskan peningkatan mutu  tenaga kesehatan utamanya tenaga medis 

dan paramedis  karena mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan, 

selain itu juga akan dilakukan pemerataan fasilitas dan sarana prasarana dasar 

pelayanan tingkat dasar dan lanjutan di semua Rumah Sakit di Kabupaten 

Kudus. 

Pelayanan kesehatan masyarakat didukung dengan adanya  sarana 

prasarana kesehatan dasar di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut ini: 

Tabel 2.36  
Jumlah Puskesmas dan Pustu Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Jumlah Puskesmas 19 19 19 19 19 
2. Jumlah Pustu 43 41 41 41 41 
3. Jumlah Penduduk 803.145 830.221  835.318 850.312 860.055 

4. Rasio Puskesmas per 1000 

penduduk 

0,024  0,023  0,023  0,023 0,022 

5. Rasio Pustu per 1000 
penduduk 

0,054  0,049  0,049  0,049 0,048 

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2020 

 
Berdasarkan tabel  di atas, jumlah pustu berkurang 2 unit dari 43 unit 

di tahun 2015 menjadi 41 unit di tahun 2016 karena jumlah kunjungan ke 

kedua pustu tersebut sangat berkurang disebabkan berpindah kelayanan PKD 

dan Puskesmas. Rasio puskesmas per 1000 penduduk tahun 2015 sebesar 0,024 

turun menjadi 0,022 di tahun 2019, demikian pula dengan rasio pustu per 1000 

penduduk di tahun 2015 sebesar 0,054 turun menjadi sebesar 0,048 pada tahun 

2018 karena tidak ada penambahan jumlah puskesmas dan pustu sedang 

jumlah penduduk tiap tiap tahun bertambah sehingga ada penurunan rasio. 

Tabel 2.37  
Jumlah Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Rumah Sakit Umum 

(Pemerintah) 

1 1 1 1 1 

2. Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI 1 1 1 1 1 

3. Jumlah Rumah Sakit Swasta: 

 

a. Rumah Sakit Umum Swasta 
b. Rumah Sakit Bersalin 

c. Rumah Sakit Anak 

d. Rumah Sakit Ibu dan Anak 

8 

 

5 
2 

1 

- 

7 

 

5 
2 

- 

- 

7 

 

5 
2 

- 

- 

7 

 

5 
- 

- 

2 

7 

 

5 
- 

- 

2 

4. Jumlah seluruh Rumah Sakit 10 9 9 9 9 

5. Jumlah Penduduk 803.145 830.221  835.318 850.312 860.055 

6. Rasio (per 1000 penduduk) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,010 

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2020 

 

Sampai dengan Tahun 2019 di Kabupaten Kudus terdapat 9 rumah 

sakit milik pemerintah dan swasta yang dapat diakses oleh masyarakat.  Adapun 

rasio jumlah rumah sakit dibanding jumlah penduduk pada Tahun 2019 ada 

sedikit penurunan tapi kurang signifikan, karena tidak ada penambahan jumlah 

rumah sakit sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan sehingga ada 

penurunan rasio. Pada tahun 2016 ada penurunaan jumlah Rumah Sakit karena 
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satu Rumah Sakit Anak tidak mendapatkan ijin tetap operasional. Mulai tahun 

2018 rumah sakit bersalin berganti nama menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak. 

 

Tabel 2.38  
Cakupan Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Loekmono Hadi Tahun 2015 - 2019 

No   Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 BOR (Bed Occupacy Rate) Persen 80,39 77,27  74.02   71,24  76,34   

2 ALOS (Averange Length of 

Stay) 

Hari 5,50   5,34   5,07   5,36   5,15   

3 BTO (Bed Turn Over) Kali 53,26   52,81   52,82   48,51   53,87   

4 TOI (Turn Over Interval) Hari 1,33   1,57   1,79   2,15   1,59   

5 NDR (Net Death Rate) Persen 2,94   3,42   2,60   3,23  3,33   

6 GDR (Gross Death Rate) Persen 5,53   5,68   5,30   6,39  6,87   

Sumber : RSUD dr. Loekmono Hadi Tahun 2020 

Cakupan Pelayanan Kesehatan di rumah sakit sebagaimana tabel diatas 

diperoleh gambaran bahwa: 

1) Pelayanan BOR (Bed Occupacy Rate) dari tahun 2015 mengalami kenaikan 

sebesar 80,39 %, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 77,27% 

dan tahun 2017 mengalami penurunan 74,02% dan pada tahun 2018 juga 

mengalami penurunan menjadi 71,24%. Hal tersebut disebabkan 

diberlakukannya sistem rujukan berjenjang oleh BPJS, adapun ditahun 2019 

mengalami kenaikan 76,34 % akibat adanya pasien yang naik kelas.  

2) Pelayanan ALOS (Average Length of Stay) dari tahun 2015 sebanyak 5,50 hari 

relatif menurun ditahun 2019 menjadi 5,15 hari.  Adapun standar dari 

Kementerian Kesehatan sebanyak 5 - 6 hari. 

3) Pelayanan BTO (Bed Turn Over) dari tahun 2015 mengalami penurunan 

sampai tahun 2016 52,81 kali, sedangkan pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan 52,82 kali dan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 

48,51 kali, adapun capaian di tahun 2019 mengalami kenaikan 53,87%. 

Adapun standar Kemenkes 40-50 kali, artinya masih terdapat pasien yang 

belum terlayani karena keterbatasan sarana dan prasarana. 

4) Cakupan TOI (Turn Over Interval) dari tahun 2015 mengalami penurunan 1,33 

hari, pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 1,79 

hari dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 2,15 hari, sedangkan 

tahun 2019 mengalami penurunan 1,59 hari. Adapun standar Kemenkes 

yaitu 1-3 hari. 

5) Cakupan NDR (Net Death Rate) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 

relatif meningkat.  Hal ini dikarenakan RSUD dr. Loekmono Hadi merupakan 

Rumah Sakit rujukan bagi pasien dari Kabupaten Kudus dan daerah 

sekitarnya. Pasien yang dirujuk biasanya sudah dalam keadaan kritis. 

6) Cakupan GDR (Gross Death Rate ) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019 relatif meningkat. Hal ini karena RSUD dr. Loekmono Hadi merupakan 

Rumah Sakit rujukan bagi pasien dari Kabupaten Kudus dan daerah 

sekitarnya. Pasien yang dirujuk biasanya sudah dalam keadaan kritis. 
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Tabel 2.39  
Jumlah Dokter,  Tenaga Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2015 – 2019 

N

o 

Uraian 2015 2016 2017 2018 

 

 

2019 

1. Jumlah Dokter 313 279 314 

 
 

476 490 

2. Rasio (per 1000 penduduk) 0,39 0,34 0,38 0,56 0,57 

3. Jumlah Perawat 1.104 1.400 1.403 1.589 1.617 

4. Jumlah Bidan 494 655 650 747 720 

5. Jumlah Tenaga Kesehatan 

Lainnya 

606 606 556 668 1139 

6. Jumlah Penduduk 803.145 830.221  835.318 850.312 860.055 

7. Rasio (per 1000 penduduk) 2,68 3,21 3,12 3,53 4,04 

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2020 

Menurut standar WHO, target Indonesia Sehat 2010, perlu disediakan 

40 dokter umum untuk melayani 100.000 penduduk. Berdasarkan data jumlah 

dokter di Kabupaten Kudus tahun 2015-2019 sebagaimana tabel di atas, rasio 

dokter per jumlah penduduk pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan 

bila dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio dokter tahun 2015 sampai dengan 

2019  telah mencapai rasio ideal tiap dokter terhadap 100.000 penduduk 

berdasarkan Indonesia Sehat 2010, yaitu 40 per 100.000 jumlah penduduk (satu 

orang dokter melayani 2.500 penduduk). Kabupaten Kudus telah memenuhi 

standar WHO. 

Rasio jumlah perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019cenderung meningkat, hal ini didukung adanya 

sekolah kesehatan di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2019 tenaga perawat dan 

bidan menurun, sedangkan tenaga kesehatan masyarakat meningkat 

dikarenakan sebagian dari tenaga perawat dan bidan melanjutkan lagi ke jenjang 

lebih tinggi (kesehatan masyarakat), dan sebagian mutasikeluar daerah lain.  

Tabel 2.40  
Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan  

 Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Cakupan komplikasi kabidanan yang 

ditangani (%) 

87 91 100 100 100 

2. Cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan yg memiliki 

kompetensi kebidanan (%) 

94,70 93,59 100 100 100 

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2020 

 
Komplikasi kebidanan yang di maksud adalah kesakitan pada ibu hamil, 

ibu bersalin, dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu ataupun bayinya. Ibu 

hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas  dengan komplikasi yang ditangani adalah ibu 

hamil, bersalin, dan ibu nifas  dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standart pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan 

komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Kudus dari tahun 2015 

sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, semula pada tahun 2015 mencapai 

87% di tahun 2015 menjadi 91%. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai 2019 

sudah 100% artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke 

sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan telah ditangani 
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seluruhnya dan bahkan termasuk melayani ibu hamil yang berasal dari luar 

wilayah kerjanya. 

Cakupan pertolongan persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan 

pertolongan persalinan  dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami 

penurunan. Semula ditahun 2015 adalah 94,70% terus menurun ditahun 2016 

sampai menjadi 93,59%, adapun tahun 2017 sampai 2019 sudah tercapai 100%. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

dibidang kebidanan dan kesadaran masyarakat untuk meminta pertolongan ke 

tenaga kesehatan meningkat dan juga keberhasilan pengembangan berbagai 

program kesehatan ibu dan anak meliputi P4K (Program perencanaan persalinan 

dan pencegahan komplikasi) SIRENGSARI BU KIA (Sinau Bareng Selembar sehari 

buku KIA). 

Tabel 2.41  
Status Gizi Balita Dan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak  

Tahun 2015 – 2019 

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Balita Gizi Kurang (%) 3,34 3,01 3,21 2,95 3,20 

2 Balita Gizi Buruk (%) 0,87 0,79 0,75 0,61 0,70 

3 Cakupan Balita gizi buruk yang 
mendapatkan perawatan (%) 

100 100 100 100 100 

4 Persentase anak usia 1 tahun yang 
diimunisasi campak (%) 

98,19 98,20 100 100 98,9 

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2020 

Perkembangan persentase balita gizi kurang dan gizi burukcenderung 

mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, namun 

meningkat  pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya penyakit penyerta 

yang belum bisa sepenuhnya teratasi seperti hidrocepalus, downsyndrom, 

cerebalpalsy, dan jantung bawaan yang dapat mengganggu atau menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Cakupan balita gizi buruk yang 

mendapatkan perawatan sebesar 100%, artinya semua balita gizi buruk 

mendapat perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan. 

Perkembangan persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 

cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 yaitu  mencapai 

100%, hal ini didukung oleh adanya crash program campak dari Kementerian 

Kesehatan yaitu upaya pemberian imunisasi campak tambahan tanpa melihat 

status imunisasi sebelumnya, yang diintegrasikan dengan bulan pemberian 

kapsul vitamin A dan obat cacing. Tahun 2019 terjadi penurunan cakupan 

menjadi 98,9% karena sudah tidak ada cras program campak lagi, akan tetapi 

angka tersebut sudah di atas cakupan Provinsi Jawa Tengah (95%). 

Tabel 2.42  
Cakupan penanganan Kasus penyakit TBC Tahun 2015 – 2019 

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit TBC BTA (%) 

72 75 80 75,42 86 

2 Tingkat prevalensi TBC (per 100.000 

penduduk) 

123 137 160 178 178 

3 Tingkat kematian TBC (per 100.000 
penduduk) 

0,36 0,48 1,20 2,00 1,19 

4. Proporsi jumlah kasus TBC yang 
terdeteksi dalam program DOTS (%) 

100 100 75 100 100 
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No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

5. Proporsi kasus TBC yang diobati dan 

sembuh dalam program DOTS (%) 

95 95 75 89 91 

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2020 

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari 

Tahun 2015-2019 cenderung meningkat dikarenakan penguatan manajemen 

program (health system strenghtening) seperti SDM, logistik, regulasi dan 

pembiayaan, sistem informasi termasuk mandatory notification, penelitian dan 

pengembangan Program. Tingkat prevalensi TBC (per 100.000 penduduk), 

Tingkat kematian TBC (per 100.000 penduduk) dari tahun 2015 sampai tahun 

2018 cenderung mengalami kenaikan dan tahun 2019 menurun. Angka 

penemuan yang semakin tinggi menunjukkan pelacakan kasus TBC semakin 

baik, hal tersebut bertujuan untuk memutus penularannya sesuai dengan 

Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang TBC.Sedangkan angka kematian 

karena TBC menurun Karena Pengawasan Minum Obat (PMO) sudah optimal, 

deteksi dini dan penanganan penyakit penyerta pada pasien TBC termasuk kasus 

TBC RO (Resistan Obat)/TBC MDR (Multiple Drug Resistant) sudah berjalan baik. 

Untuk proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 

(Directly Observed Therapy Shortcourse) pada tahun 2017 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena pada 

tahun 2017 banyak pasien yang tidak melanjutkan pengobatan ke puskesmas 

melainkan ke rumah sakit sehingga petugas puskesmas mengalami kesulitan 

pelacakan dan pendampingan. Pada tahun 2018 dan 2019 penanganan pasien 

TBC didampingi petugas puskesmas dengan adanya program WIFI TBC (wajib 

notifikasi) bagi layanan kesehatan swasta sehingga proporsi kasus TBC yang 

diobati dan sembuh mengalami peningkatan.   

Sedangkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 

DBD dalam kurun waktu tahun 2015–2019 telah mencapai 100% menunjukkan 

bahwa setiap penemuan kasus DBD dapat tertangani, namun perlu diwaspadai 

terjadinya siklus 5 tahunan karena perubahan iklim, sehingga meskipun tidak 

termasuk dalam 12 indikator SPM Nasional tapi tetap menjadi salah satu 

prioritas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Untuk 

cakupan penemuan dan penanganan kasus penderita Deman berdarah Dengue 

(DBD) di Kabupaten Kudus  pada tahun 2019 sebanyak 182 kasus semua 

dilayani di rumah sakit dan puskesmas. Upaya pencegahan dan pengendalian 

lewat Pembrantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Gerakan Satu Rumah Satu 

Jumantik (G1R1J) dilaksanakan di masyarakat menjadikan fokus utama 

kegiatan  untuk menekan angka kasus DBD di Kabupaten Kudus dan upaya 

kegiatan foging dilaksanakan dengan persyaratan tertentu. 
 

Tabel 2.43  
Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD, Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular, 

 Hipertensi dan Diabetes Mellitus serta ODGJ Tahun 2015-2019  

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita penyakit 
DBD (%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Hipertensi 6.999 8.949 14.236 32.404 50.846 
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Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2020 

 

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyebab kematian terbanyak di 

Indonesia. Keadaandimana penyakit menular masih merupakan masalah 

kesehatan dan dalam waktu yang bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM 

makin meningkat, merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan. 

Tabel di atas menunjukkan peningkatan kasus hipertensi dan Diabetes 

Mellitus (DM) mulai tahun 2017, karena adanya peningkatan screening penyakit 

tidak menular (PTM) di masyarakat. Selama ini kasus PTM sulit terdeteksi karena 

data hanya didapat dari penderita yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan 

dan dalam kondisi yang sudah parah. Oleh karena itu dilakukan upaya screening 

PTM secara luas terutama kasus hipertensi dan DM di masyarakat melalui Pos 

Pembinaan Terpadu (Posbindu) masyarakat maupun Posbindu institusi. 

Tabel 2.44  

Jumlah Penemuan Kasus Penyakit Menular HIV, AIDS dan SYPHYLIS 

Tahun 2015 – 2019 

 

   Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus penyakit menular dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019, fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan 

terutama penemuan kasus HIV yaitu sejumlah 26 kasus di tahun 2015 menjadi 

148 kasus di tahun 2019.  Program HIV AIDS diarahkan untuk menemukan 

penderita HIV sedini mungkin agar segera dapat dilakukan tatalaksana penderita 

dalam rangka menurunkan  dan memutuskan mata rantai penularan  (infeksi 

baru) dengan target capaian terhadap kelompok resiko tinggi atau populasi tinggi  

sebanyak 16.620 sasaran resiko tinggi  di tahun 2019.  Penemuan kasus baru 

pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya 

sebanyak 154 kasus penderita HIV, dengan kasus laki-laki lebih banyak dari 

kasus  perempuan. Berdasarkan faktor resiko,  75 % adalah kelompok 

heterosekseksual, 19 % dari kelompok Laki Suka Laki (LSL)  dan bisek 3 

%.Peningkatan penemuan kasus pada tahun 2019 dikarenakan upaya aktif 

melakukan  kegiatan skrening di Rumah sakit dan puskesmas. Upaya aktif 

lainnya adalah mengadakan skrening ke perusahaan –perusahaan di Kabupaten 

Kudus. Sebagaian penemuan kasus tersebut 73 % adalah kasus dari wilayah 

Kabupaten Kudus dan 27 % dari luar Wilayah Kudus. Dari kasus baru yang 

ditemukan mendapat dukungan dan perawatan pengobatan di RSUD dr. 

Loekmonohadi Kudus sehingga semua penderita HIV AIDS dapat tertangani. 

Bahwa setiap orang terinfeksi HIV wajib mendapatkan konseling pasca 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Diabetes Mellitus  4.433 6.438 8.288 13.622 19.090 

4 Jumlah Penderita ODGJ 474 664 673 703 1.092 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Syphilis 17 12 14 2 3 
2. HIV 26 11 47 46 148 
3. AIDS  11 11 2 2 6 
4. Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit HIV/AIDS (kasus) 

37 22 49 48 154 

5. Persentase penderita HIV AIDS yang 

tertangani 

100 100 100 100 100 
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pemeriksaan diagnosis HIV, diregistrasi secara nasional dan mendapatkan 

pengobatan. Cakupan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 

memberikan pemeriksaan  HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari 

persentase orang berisiko yang datang ke fasyankes dan mendapatkan 

pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu 

tahun, dengan target capaian kinerja adalah 100%. 

Tabel 2.45  
Cakupan pelayanan kesehatan anak dan keluarga miskin Tahun 2015 – 2019 

(dalam Persen) 

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Cakupan pelayanan anak balita 81,64  82,91  91,53  91,6  91,20  

2. Cakupan pemberian makanan 
pendamping ASI pada anak usia 6-24 

bulan keluarga miskin 

100  100  100  100  100  

3. Cakupan penjaringan kesehatan siswa 

SD dan setingkat 

99,57  76,90  93,70  100  100  

4. Cakupan pelayanan kesehatan dasar 
masyarakat miskin 

100  100  100  100  100  

5. Cakupan pelayanan gawat darurat level 

1 yg harus diberikan sarana kesehatan 

(RS) 

100  100  100  100  100  

6. Cakupan desa/kelurahan mengalami 

KLB yg dilakukan penyelidikan 

epidemiologi < 24 jam 

100  100  100  100  100  

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2020 

Cakupan pelayanan anak balita, cakupan pemberian makanan 

pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, cakupan 

penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, cakupan pelayanan kesehatan 

dasar masyarakat miskin, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus 

diberikan sarana kesehatan (RS), cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg 

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam tahun 2015 – 2019 di Kabupaten 

Kudus sudah mencapai 100%. 

Tabel 2.46  
Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan KesehatanTahun 2015 - 2019 

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020 
 

No Uraian (jiwa) 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Penduduk Yang 
Mendapatkan Jaminan Kesehatan 

232.453 

 

290.256 640.053 693.429 815.195 

2. Jumlah Penduduk Yang 
Ditangani Jamkesmas 

232.453 231.406 240.144 235.448 211.910 

3. Jumlah Penduduk Yang 
Ditangani Jamkesda 

30.663 

 

28.357 

 

28.104 27.477 196.172 

4.  Cakupan Pelayanan Kesehatan 
Dasar Masyarakat Miskin (%) 

100  100  100  100  100  
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Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020 – BPJS Kesehatan 

Gambar 2.28 Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan KesehatanTahun 2019 
 

Tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada 

peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan. Jumlah 

penduduk yang mendapatkan Jamkesmas pada tahun 2019 sebesar 211.910 jiwa 

yang menurun dibandingkan tahun 2018. Jumlah peserta Jamkesda, dari 27.477 

jiwa pada tahun 2018 menjadi 196.172 jiwa di tahun 2019, di karenakan sejak 1 

Februari 2019, Kabupaten Kudus menerapkan UHC (Universal Health Coverage). 

Penurunan kepesertaan jaminan kesehatan Jamkesmas dikarenakan ada peserta 

yang pindah menjadi peserta swasta dan mandiri. Data tahun 2014 sampai 2016 

hanya mencakup data dari peserta Jamkesmas dan Jamkesda, sedangkan mulai 

tahun 2017 sudah mendapatkan tambahan data dari BPJS (mandiri, swasta, 

PNS, dan pensiun) sehingga ada peningkatan jumlah total penduduk yang 

mendapatkan jaminan kesehatan. Cakupan pelayanan kesehatan dasar 

masyarakat miskin mencapai 100%, artinya bahwa setiap pasien masyarakat 

miskin yang datang/ berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

atau puskesmas telah mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Capaian persentase ketersediaan obat di Kabupaten Kudus setiap 

tahunnya sudah melampaui target  nasional. Hal ini didukung dengan 

tersedianya dukungan dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 

pelayanan kefarmasian. Pada tahun 2019, sebagian besar puskesmas terkendala 

pada ketersediaan diazepam injeksi (karena Expired Date/ ED Februari 2019) dan 

amoxicillin tablet. 

Sasaran terkait dengan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah 

meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 

dengan target yang akan dicapai pada tahun 2019 yaitu persentase ketersediaan 

obat dan vaksin di Puskesmas minimal 80 % yang merupakan target Kemenkes. 

Penghitungan berdasarkan persentase ketersediaan 20 item obat dan vaksin 

indikator di Puskesmas untuk program pelayanan dasar.  Obat dan vaksin yang 

dipilih sebagai indikator merupakan pendukung program kesehatan ibu, 

penanggulangan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar yang banyak 

digunakan dan terdapat di dalam Formularium Nasional.  
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Tabel 2.47  
Cakupan capaian Alat-alat kesehatan di RSUD dr. Loekmono Hadi dan  

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas 
Tahun 2015 - 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase Alat-Alat 

KesehatanPelayanan Kesehatan 
Rujukan(%) 

64,55 67,05 69,72 64,93 95,74 

2 Cakupan ketersediaan alat 
kesehatan Pelayanan Kesehatan 

Dasar (%) 

100 95.48 100 100 100 

3. Persentase ketersediaan obat dan 

vaksin di Puskesmas 

100  100  100  100  92,94  

Sumber : RSUD Dr. Loekmono Hadi Tahun 2020 

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2018 RSUD dr. Loekmono Hadi belum memenuhi Standart dari 

Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Umum Kelas B, sehingga upaya 

pemenuhan pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia yang ada di Rumah 

Sakit RSUD dr.Loekmono Hadi untuk menunjang pelayanan antara lain melalui 

pelayanan medik spesialis (bedah syaraf, bedah plastik) kedokteran forensik dan 

pelayanan medis sub spesialis (kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, 

pelayanan medik spesialis gigi dan mulut : bedah mulut dan konservasi / 

endodonsi), Pelaksanaan kegiatan berkelanjutan di tahun 2019 adanya 

pemenuhan alat kesehatan pada intalasi unit gawat darurat serta untuk 

menunjang pelayanan jantung. 

Selain indikator 4 (empat) indikator kinerja pembangunan daerah seperti 

pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023, mengacu pada indikator 

kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan pada Renstra Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023 ada 12 (dua belas) indikator kinerja 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Kesehatan sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 

tetang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Peraturan ini mengganti Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan.  Data capaian tidak dibuat secara berurutan mulai capaian 

tahun 2015 sampai dengan 2019 karena ada perbedaan indikator dan definisi 

operasional dari masing- masing indikator serta standar pemenuhan mutu 

pelayanan dasar indikator SPM yang ada antara Permenkes Nomor 4 Tahun 

2019, Permenkes Nomor 43 Tahun 2016, dan Permenkes Nomor 741 Tahun 

2008. 

Adapun capaian 12 indikator kinerja SPM pada tahun 2019 sesuai 

dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.48  

Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Kesehatandi Kabupaten Kudus Tahun 2019 
 

No Indikator Pelayanan Dasar (%) 

1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 95,32 

2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 

3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 98,86 

4 Pelayanan kesehatan balita 91,20 

5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 99,88 

6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 13,11 

7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 20,90 

8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 22,46 

9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 106 

10 Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

berat 

51,75 

11 Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) 59,17 

12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 100 
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kudus Tahun 2019 

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang 

berhak diperoleh setiap warga negara. Capaian indikator SPM Bidang Kesehatan 

Tahun 2019 sebagaimana tabel di atas menunjukkan hanya 3 (tiga) indikator 

yang mencapai 100% yaitu pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan 

kesehatan penderita diabetes melitus dan pelayanan kesehatan orang dengan 

risiko terinfeksi HIV. Pelayanan kesehatan ibu hamil tercapaii 95,32% karena 

adanya kejadian abortus, persalinan prematur sebelum waktu pelayanan 

kunjungan ke-4 (K4) dan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan setelah lewat 

trimester satu. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mencapai 98,86% karena 

adanya kematian bayi yang belum mencapai kunjungan neonatal ke-3 (KN 3) dan 

bayi yang pindah tempat tinggal sehingga tidak melakukan pemeriksaan 

lanjutan. Capaian pelayanan keehatan balita sebesar 91,20% karena adanya 

balita yang datang ke Posyandu kurang dari 8 kali setahun. Capaian pelayanan 

kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 99,88% karena ketidakhadiran 

siswa pada saat jadwal penjaringan kesehatan oleh Puskesmas.  

Untuk indikator pelayanan kesehatan terkait Penyakit Tidak Menular 

(PTM) yaitu: pelayanan kesehatan pada usia  produktif sebesar 13,11%, 

pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 20,90%, pelayanan kesehatan 

penderita hipertensi sebesar 22,46%, pelayanan kesehatan penderita diabetes 

melitus 106% dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 

51,75%.  Indikator standar pelayanan kesehatan tersebut termasuk program 

baru di Dinas Kesehatan dimana sarana dan prasarana masih kurang memadai 

dan belum ada petugas pelaksana dari puskesmas yang dilatih Pandu PTM untuk 

melakukan skrening kesehatan sesuai standar, serta kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk aktif melaporkan kasus ODGJ ke fasilitas kesehatan.  

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) mencapai 59,17% 

karena kriteria standar pelayanan penjaringan suspek terlalu ketat, sehigga 

apalabila ada penderita yang batuk kurang dari 2 minggu tidak dimasukkan 

dalam suspek. Sasaran penyuluhan dan skrening belum terfokus pada kelompok 

berisiko (terduga tuberkulosis), orang terduga tuberkulosis bila belum dapat 
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berdahak maka sering kali tidak kembali untuk melakukan pemeriksaan 

dahaknya di hari yang telah dijanjikan serta kurangnya koordinasi lintas 

program dan lintas sektoral dalam penatalaksanaan kasus tuberkulosis. 

 

2.1.3.1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan untuk fokus 

menangani infrastruktur dan penataan ruang. Penanganan infrastruktur 

meliputi: jalan, jembatan, irigasi dan drainase. Kondisi eksisting infrastruktur di 

Kabupaten Kudus sebagai berikut: 

a. Jalan 

Status jalan di Kabupaten Kudus terbagi menjadi tiga golongan dimana 

masing-masing dikelola secara terpisah yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan 

jalan kabupaten dengan panjang keseluruhan 715,381 km. Jalan nasional 

melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur Pantura atau disebut juga jalan 

Daendels, sepanjang 24,590 km atau 3,44% dari total panjang jalan, sedangkan 

jalan provinsi sepanjang 51,530 km atau 7,20 % dan jalan kabupaten sepanjang 

639,2617 km atau 89,36 %.  

Kondisi jalan Kabupaten Kudus tahun 2015-2019 seperti terlihat pada 

Tabel di bawah ini: 

Tabel 2.49  
Kondisi Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2015 – 2019 

No Kondisi Jalan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Baik Unit 315.810,00 300.979,83 324.900,90 338.335,63 376.751,00 

    % 50,84 47,08 50,82 52,93 58,94 

2 Sedang Unit 231.380,00 169.221,27 211.734,50 208.489,07 174.287,00 

    % 37,25 26,47 33,12 32,61 27,26 

 
Mantap % 88,09 73,55 83,95 85,54 86,20 

3 Rusak Ringan Unit 37.415,00 114.566,50 70.866,30 67.502,00 58.573,70 

    % 6,02 17,92 11,09 10,56 9,16 

4 Rusak Berat Unit 36.575,00 54.494,10 31.760,00 24.935,00 29.650,00 

    % 5,89 8,52 4,97 3,90 4,64 

  TOTAL Unit 621.180,00 639.261,70 639.261,70 639.261,70 639.261,70 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Kondisi jalan mantap sebagaimana disebutkan pada tabel di atas terdiri 

dari ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang berdasarkan Permen PU Nomor 

13/PRT/M/2011. Jalan kondisi mantap dari tahun 2015 sampai dengan 2016 

mengalami peningkatan.Hal ini disebabkan kondisi jalan yang mengalami 

perubahan akibat beban pemakaian jalan, perubahan struktur jalan dan faktor 

alam (genangan air hujan dan banjir) sehingga menyebabkan kondisi jalan rusak. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 620/152/2015 tentang 

Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Kelurahan, terdapat penambahan 

panjang jalan kabupaten menjadi 639.261,70 meter dari sebelumnya sepanjang 

621.180 meter. Hal ini berimplikasi pada perubahan kondisi jalan kabupaten. 

Pada tahun 2019 panjang ruas jalan dengan kondisi rusak ringan mengalami 

Penurunan dari 65,112,7 meter menjadi 65,113 meter dan rusak berat berkurang 

dari 24,935,00 meter menjadi 23,126,00 meter. Kondisi jalan mantap cenderung 

mengalami   peningkatan   mulai   tahun   2018   sampai   dengan   tahun   2019.                                                                                                                 
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Kondisi jalan mantap tahun 2018 sebesar 85,54% terdiri dari kondisi baik 

sebesar 52,93% dan kondisi sedang sebesar 32,61%. Jalan kondisi mantap tahun 

2019 sebesar 86,19% terdiri dari kondisi baik sebesar 54,31% dan kondisi sedang 

sebesar 31,88%.  
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Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Gambar 2.29      Peta Jalan Kabupaten 
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Peningkatan persentase jalan mantap terjadi karena adanya penanganan 

kondisi jalan rusak ringan dan berat melalui kegiatan peningkatan, rehabilitasi 

dan pemeliharaan jalan.  

 

b. Jembatan 

Jumlah dan kondisi jembatan di Kabupaten Kudus di jelaskan pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2.50  
Jumlah dan Kondisi Jembatan Tahun 2015– 2019 

No Kondisi Jalan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Baik Unit 277 285 293 292 313 

    % 83,94  85,07  87,46  87,16  87,9  

2 Sedang Unit 2 1 0 3 9 

    % 0,61  0,30  0,00  0,90  2,53  

 

Mantap % 84,54 85,38 87,46 88,06 90,45 

3 Rusak Ringan Unit 50 48 41 39 32 

    % 15,15  14,33  12,24  11,64  8,99  

4 Rusak Berat Unit 1 1 1 1 2 

    % 0,30  0,30  0,30  0,30  0,6  

  TOTAL Unit 330  335 335 335  356 
Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa proporsi jembatan dalam 

kondisi mantap dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan 

dari 84,54% menjadi 90,45% dikarenakan adanya komitmen penanganan 

jembatan kondisi rusak melalui penggantian, dan rehabilitasi jembatan.  

Peningkatan juga terjadi pada jumlah jembatan dalam kondisi rusak berat dari 1 

unit menjadi 2 unit di tahun 2019.  Jembatan tersebut adalah Jembatan Jalan 

Garung Lor – Getassrabi dan Jembatan Ngelo – Dau.  

Pembangunan / rehabilitasi jalan dan jembatan di Kabupaten Kudus 

yang dilakukan merupakan perwujudan sistem prasarana yang merupakan 

bagian dari rencana struktur ruang dalam rangka pengembangan sistem jaringan 

prasarana transportasi. Dengan adanya perubahan status jalan kabupaten pada 

tahun 2015 yang berpengaruh terhadap panjang jalan kabupaten secara 

keseluruhan, maka upaya penanganan jalan dan jembatan lebih difokuskan pada 

jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan memerlukan pelebaran badan 

jalan untuk meningkatkan kelancaran transportasi. Sedangkan jalan desa yang 

menjadi kewenangan lokal skala desa ditangani dengan menggunakan ADD, 

Dana Desa maupun Bantuan Keuangan kepada Desa.  
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Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Gambar 2.30 Peta Jembatan di Kabupaten Kudus 
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c. Irigasi 

Kondisi daerah irigasi di Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.51  
        Kondisi Daerah Irigasi Tahun 2015 – 2019 

No  Kondisi Daerah 
Irigasi 

Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Baik Ha 7.818,71 7.970,24 8.176,37 8.301,17 8.882,90 

 %  75,94 77,42 79,42 80,63 86,28 

2 Rusak Ringan Ha 427,86 407,8 424,74 444,13 799,00 

 %  4,16 3,96 4,13 4,31 7,76 

3 Rusak Sedang Ha 461,29 439 457,50 411,37 513,00 

 %  4,48 4,26 4,44 4 4,98 

4 Rusak Berat Ha 1.587,54 1.478,35 1.241,24 1.138,73 100,50 

 %  15,42 14,36 12,06 11,06 0,98 

 5 Jumlah Total Ha 10.295,40 10.295,39 10.295,39 10.295 10.295,40 

  Jumlah Pembulatan Ha 10.295,00 10.295,00 10.295,00 10.295 10.295,00 

     %  100 100 100 100 100 

Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 

Daerah Irigasi (DI) secara keseluruhan di Kabupaten Kudus sebesar 

20.213 ha. Dari jumlah total tersebut berdasarkan tabel di atas, yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar 10.295 Ha. Adapun sisanya 

sebesar 3.403 ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 6.515 ha 

merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.  

Daerah Irigasi (DI) menunjukkan peningkatan pada kondisi baik menjadi 

sebesar 86,28 % pada tahun 2019, kondisi rusak berat mengalami penurunan 

sebesar 0,98%. Daerah Irigasi (DI) dengan kondisi baik perlu dipertahankan 

kualitasnya melalui pemeliharaan, sehingga mampu mengairi lahan pertanian 

secara optimal, sedangkan DI dengan kondisi rusak sedang rusak ringan dan 

rusak berat perlu dilakukan rehabilitasi sehingga kondisinya menjadi baik untuk 

meningkatkan ketersediaan air irigasi. 
 

 
 
Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019 
 

Gambar 2.31 Jumlah Daerah Irigasi Per Kecamatan Dan Grafik Luas Daerah Irigasi            

Per Kecamatan 
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Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Gambar 2.32   Peta Daerah Irigasi Kabupaten Kudus 
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d. Drainase, Air Minum dan Sanitasi 

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak 

tersumbat di Kabupaten Kudus pada tahun 2015-2019 dijelaskan pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.52  

Kondisi Drainase, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2015 - 2019 
NO URAIAN Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak 

tersumbat 

 

80,48 

 

81,17 

 

86,00 

 

60,21 62,03 

2 Persentase drainase dalam kondisi 

rusak 

19,52 18,83 14,00 39,79 37,97 

3 Persentase penduduk berakses air 

minum (%) 

85,40 87,99 91,00 95,02 95,75 

4 Persentase rumah tinggal bersanitasi 

(%) 

94,13 95,05 96,88 97,08 100 

Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 

 

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak 

tersumbat mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 

yaitu dari 77,34% menjadi sebesar 86,00%. Hal ini disebabkan dilakukannya 

upaya-upaya menjaga kondisi drainase dalam kondisi baikantara lain 

pembangunan/rehabilitasi saluran drainase tuntas sampai dengan saluran 

pembuang, pemeliharaan saluran drainase (memperbesar inlet tempat masuknya 

air dari badan jalan, normalisasi saluran drainase, dan babat rumput di 

sepanjang bahu jalan). Namun persentase drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air yang tidak tersumbat yang dihitung hanya drainase 

perkotaan saja. Pada tahun 2018 ini telah disusun database drainase yang bisa 

memberikan informasi drainase Kabupaten Kudus dengan kondisi eksisting pada 

tahun 2018 persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak 

tersumbat sebesar 60,21%. Tahun 2019 persentase drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Menjadi 62,03%. di seluruh wilayah 

Kabupaten Kudus. 

Kondisi capaian air minum dan sanitasi di Kabupaten Kudus dilihat 

pada Tabel 2.53. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2018 

sebesar 95,02%, terdiri dari akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan 

perpipaan sebesar 44,03% dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan 

jaringan perpipaan sebesar 50,99% Adapun tahun 2019, Persentase penduduk 

berakses air minum tercatat sebesar 95,75% terdiri dari akses SPAM jaringan 

perpipaan sebesar 32,22 % dan SPAM bukan jaringan perpipaan sebesar 63,53 

%. Hal ini menunjukkan bahwa akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

bukan jaringan perpipaan yang pada umumnya berasal dari sumur dalam masih 

lebih tinggi dibandingkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan 

perpipaan pada tahun 2019 Capaian air minum naik menjadi 95,75%. Capaian 

persentase rumah tinggal bersanitasi juga meningkat dari sebesar 97,08 %pada 

tahun 2018 menjadi sebesar 100% pada tahun 2019. Capaian persentase rumah 

tinggal bersanitasi ini dihitung berdasarkan rumah tinggal yang mempunyai 

akses sanitasi. Peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi disebabkan 

karena adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Desa 

untuk mewujudkan ODF (Open Defecation Free) di Tahun 2019. Pengelolaan 



II - 62 

 

daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan penyediaan air minum 

merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka 

mewujudkan pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air. 

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur, alat berat 

memegang peranan penting dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan 

maupun pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun. 

Tabel 2.53  
Kondisi Alat Berat Tahun 2015 - 2019 

NO Kondisi Alat Berat Satuan Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Baik % 68 80 82 83 84 

2 Rusak % 32 20 18 17 16 

Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 

 
Kondisi alat berat milik Pemerintah Kabupaten Kudus dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan, hal ini dilakukan dengan melaksanakan 

pemeliharaan yang optimal terhadap alat-alat yang kondisinya sudah tua 

maupun dengan peremajaan atau penggantian alat baru.  Pada tahun 2015 alat 

berat dalam kondisi baik sebesar 68 % meningkat di tahun 2019 menjadi 84%. 

Penataan ruang yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana umum yang 

disusun berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang sudah di 

tetapkan melalui Perda Nomor 16 Tahun 2012. Sedangkan rencana rinci disusun 

sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas 6 

(enam) Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) RDTR 

Kawasan Strategis Kabupaten. Pembahasan 6 (enam) rancangan peraturan 

daerah Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Kudus, Kawasan 

Perkotaan Jekulo, Kawasan Perkotaan Mejobo, Kawasan Perkotaan Dawe, 

Kawasan Perkotaan Gebog dan Kawasan Perkotaan Undaan telah dilaksanakan 

pada tahun 2016 dan disetujui diproses lebih lanjut untuk mendapatkan 

rekomendasi Gubernur dan rekomendasi peta dari Badan Informasi Geospasial 

(BIG). Dari 6 (enam) rancangan peraturan daerah RDTR Kawasan Perkotaan 

terdapat 2 (dua) RDTR Kawasan Perkotaan yang telah mendapatkan rekomendasi 

peta dari BIG yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Mejobo dan Kawasan Perkotaan 

Undaan namun belum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah karena belum 

mendapatkan rekomendasi Gubernur. Demikian pula dengan 4 (empat) RDTR 

Kawasan Perkotaan lainnya juga belum dapat ditetapkan menjadi peraturan 

daerah karena belum mendapatkan rekomendasi Gubernur dan rekomendasi 

peta dari BIG. Pada tahun 2017 RTRW Kabupaten Kudus memasuki periode 5 

tahun sejak ditetapkan maka dilakukan proses revisi RTRW.  

Dokumen tata ruang yang telah disusun pada tahun 2015 – 2019 dapat 

dilihat pada  tabel berikut : 
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Tabel 2.54  

Perencanaan Penataan Ruang Tahun 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Penyusunan 

RTBL 

Kawasan 
Menara 

2. Penyusunan 

RTBL 
Kawasan 

GOR 

 

1. Penyusunan 

RTBL 

Kawasan 
Jalan Lingkar 

Utara 

2. Pembahasan 
6 (enam) 

RDTR 

Kawasan 
Perkotaan 

1. Penyusun-an 

RTBL 

Kawasan 
Kompleks 

Perkantoran 

2. Penyusun-an 
Materi Teknis 

Revisi RTRW 

 

1. Penyusun-an 

RTBL 

Kawasan 
Perkotaan 

2. Penyempur-

naan Materi 
Teknis Revisi 

RTRW 

1. Penyusunan 

RDTRK 

Kecamatan 
Mejobo; 

2. Penyelesaian 

Kajian Teknis 
tata ruang 

 

Sumber : Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 

 

Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih 

diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme 

perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian 

pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam 

pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi lahan karena peningkatan 

pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan, industri, dan perumahan. 

Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk 

monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta 

sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan 

ruang untuk aparat Pemerintah daerah.  Pemanfaatan ruang di Kabupaten 

Kudus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032. 

Salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Surat 

Kajian Tata Ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Kudus.Hasil Kajian Tata Ruang diperboiehkan apabila lokasi 

tersebut peruntukannyä sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032. Hasil kajian 

tidak diperbolehkan apabila lokasi tersebut tidak sesuai peruntukan RTRW 

Kabupaten Kudus, sehingga proses penerbitan IMB tidak dapat diianjutkan. 

Pemanfaatan ruang telah sesuai dengan RTRW yang berlaku sehingga prosentase 

ketaatan rencana tata ruang mencapai 100%. 

 

2.1.3.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah 

dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perumahan, kawasan permukiman 

yang layak huni.  
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Tabel 2.55  

Jumlah Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni menurut Kecamatan 

 Tahun 2017 – 2019 

NO. KECAMATAN 

JUMLAH RUMAH 

2017 2018 2019 

LAYAK 

HUNI 

TIDAK 

LAYAK 
HUNI 

JUMLAH 
LAYAK 

HUNI 

TIDAK 

LAYAK 
HUNI 

JUMLAH 
LAYAK 

HUNI 

TIDAK 

LAYAK 
HUNI 

JUMLAH 

1 Kaliwungu 
    

28.413  

        

643  

    

29.056  

    

25.413  

     493      

25.906  

    

25.515  

     310      

25.825  

2 Kota  
    

24.713  
        

194  
    

24.907  
    

24.763  
     105      

24.868  
    

24.798  
     117      

24.915  

3 Jati 
    

27.010  
        

350  
    

27.360  
    

27.010  
     223      

27.233  
    

27.407  
     219      

27.626  

4 Undaan 
    

19.646  
     

1.465  
    

21.111  
    

19.630  
  1.303      

20.933  
    

19.741  
  1.028      

20.769  

5 Mejobo 
    

17.050  
        

321  
    

17.371  
    

17.050  
     305      

17.355  
    

17.128  
     172      

17.300  

6 Jekulo 
    

27.049  
        

587  
    

27.636  
    

27.049  
     789      

27.838  
    

27.135  
     201      

27.336  

7 Bae 
    

19.450  
        

314  
    

19.764  
    

18.037  
     150      

18.187  
    

18.108  
     210      

18.318  

8 Gebog 
    

26.904  
        

525  
    

27.429  
    

24.404  
     282      

24.686  
    

24.487  
     619      

25.106  

9 Dawe 
    

20.160  
        

465  
    

20.625  
    

20.810  
     900      

21.710  
    

20.933  
     925      

21.858  

JUMLAH 210.395 4.864 215.259 204.166 4.550 208.716 205.252 3.801 209.053 

Sumber:Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 

 

Kecamatan yang memiliki rumah tidak layak huni terbesar yaitu Kecamatan 

Undaan, berikutnya Kecamatan Dawe yang Kecamatan Gebog. 

Tabel 2.56  

Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2015 -2019 
 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Rumah Layak Huni (%) 97,73% 97,73% 97,74% 97,82% 98,05% 

2 Rumah Tidak Layak Huni 

(%) 
2,27 2,27 2,26 2,18 1,95 

Sumber:SIPD - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 

Sepanjang tahun 2015-2019 penanganan RTLH mengalami kenaikan, 

sehingga percepatan penanganan RTLH diharapkan dapat mewujudkan 

lingkungan permukiman yang layak huni. Percepatan tersebut tercermin dari 

tabel di atas, dimana terjadi peningkatan rasio rumah layak huni persentase dari 

sebesar 97,73 % pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 98,05% pada 

tahun 2019. Selain menangani peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, 

urusan ini juga menangani sarana prasarana perumahan permukiman 

diantaranya penyediaan jaringan LPJU dan pengurangan kawasan kumuh 

sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2.57  

Perkembangan LPJU Tahun 2015 – 2019 (Dalam Rupiah) 

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, BPPKAD Tahun 2020 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah LPJU 18.715 19.653 20.146 21.320 6.596 

2 Biaya Rekening LPJU 34.422.586.898 29.342.299.689 29.099.992.000 32.609.426.512 31.357.585.127 

3 Pendapatan PPJU 37.282.813.061 33.913.494.478 44.972.069.055 49.358.801.155 51.734.124.813 
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Pada tabel di atas, diketahui bahwa Lampu Penerangan Jalan Umum 

yang terpasang di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 mencapai 21.320 titik, 

jumlah tersebut merupakan akumulasi dari LPJU swadaya masyarakat dan LPJU 

yang dipelihara oleh pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 

6.596 titik. Pembayaran rekening LPJU pada tahun 2018 sebesar 

Rp.32.609.426.512,- dan pendapatan PPJU sebesar Rp.49.358.801.155,-. Pada 

tahun 2019 pembayaran rekening LPJU sebesar Rp.31.357.585.127,- dan 

pendapatan PPJU sebesar Rp. 51.734.124.813,-. Pendapatan PPJU merupakan 

pajak daerah yang dikenakan kepada seluruh masyarakat sebagai subyek pajak 

dan dipungut melalui PLN sebagai penyedia listrik kemudian disetorkan kepada 

pemerintah daerah. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kudus dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.58  
Rekapitulasi Desa Kawasan Kumuh Tahun 2015 -2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kawasan Kumuh (Ha) 

 

145,403 136,844 123,163 98,308 52,104 

2 Persentase - 94.1 84,7 67,61 35,83 

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 

Pada tahun 2015 luas kawasan kumuh di Kabupaten Kudus seluas 

145,403 ha (0,34%) dari total wilayah yang tersebar di sembilan kecamatan. Pada 

tahun 2018 luas kawasan kumuh di Kabupaten Kudus seluas 98,308 ha (0,23%). 

Kawasan kumuh di Kabupaten Kudus yang tertangani mulai tahun 2015 sampai 

tahun 2018 seluas 47,095 ha.Penanganan kawasan kumuh difokuskan melalui 

pemanfaatan dana desa sehingga diharapkan pada tahun 2019 dapat mencapai 

penurunan luas kawasan kumuh secara maksimal. Tahun 2019 penanganan 

kawasan kumuh seluas 54,567 ha sedangkan sisa kawasan kumuh sampai 

dengan 2019 seluas 52,104 ha (0,12%). 

Penyediaan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman 

dilaksanakan sejalan dengan rencana perwujudan pola ruang untuk kawasan 

peruntukan permukiman sebagaimana diatur dalam RTRW, dimana kawasan 

peruntukan permukiman di Kabupaten Kudus meliputi kawasan peruntukan 

permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. 

Prioritas penyediaan prasarana dan sarana utilitas di kawasan permukiman 

diharapkan dapat mendorong pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten 

Kudus. Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak tahun 2018 

sebesar 98,79%, sedangkan tahun 2019 mencapai 98,97%. 

2.1.3.1.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 

mencakup beberapa hal sebagai berikut : Cakupan Petugas Perlindungan 

Masyarakat, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Cakupan Pelayanan Bencana 

Kebakaran Kabupaten, Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah 

Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Persentase Penegakan PERDA, 

potensi konflik sosial yang tertangani, potensi gangguan keamanan dari 
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kelompok radikal yang tertangani, Persentase  kejadian penyalahgunaan 

narkoba, dan Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu. 

Dalam kurun waktu 2015-2019, gangguan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat bersifat fluktuatif dan beberapa menunjukkan 

kecenderungan meningkat. Beberapa jenis pelanggaran yang ada di Kabupaten 

Kudus tercantum dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.59  
Jenis Pelanggaran Tahun 2015 - 2019 

NO JENIS PELANGGARAN TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 PKL 348 396 348 318 571 

2 REKLAME 1702 2037 2073 2108 2651 

3 PGOT 658 435 526 329 354 

4 MIRAS 94 59 75 143 80 

5 K3 170 213 279 23 64 

6 LAIN-LAIN 130 74 91 232 158 

  JUMLAH PER TAHUN 3102 3214 3392 3153 3878 

(Keterangan: PKL: Pedagang Kaki Lima; PGOT: Pengemis Gelandangan Orang Terlantar; Miras: Minuman 
Keras; K3: Kebersihan, Keindahan, Ketertiban) 
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 

 

Dari tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai beberapa 

permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

Penanganan gangguan tersebut sangat penting dan menentukan dalam 

kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan 

kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan 

pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 2.60  
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 

No. Uraian Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Anggota Linmas 5111 5111 5111 5111 5119 

2 Jumlah kelompok per 100 
Anggota Linmas 

51,11 51,11 51,11 51,11 51,19 

3 Rasio Jumlah Kelompok 

Penduduk (RT) per Anggota 

Satlinmas 

1,35 1,35 1,35 1,35 1,36 

4 Luas wilayah kerja (Ha) 42.516 42.516 42.516 42.516 42.516 

5 Cakupan petugas linmas (%) 12 12 12 12 12 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 

Perkembangan cakupan petugas Satlinmas menunjukkan tingkat 

kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah anggota Satlinmas Kabupaten 

Kudus mengalami penambahan jumlah anggota Tahun 2019 meski tidak 

signifikan. Berdasarkan hasil pemutahiran data, jumlah anggota Satlinmas 

Tahun 2019 adalah sebanyak 5.119 anggota. Hal ini disebabkan adanya rotasi 

dan pergantian anggota Satlinmas di beberapa desa dikarenakan ada yang 

meninggal dunia dan atau memasuki usia pensiun, sehingga dilakukan 

penambahan anggota baru.  
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Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa rasio jumlah kelompok 

penduduk (Rukun Tetangga/RT) per anggota Satlinmas  adalah sebesar 1,36 dari 

total RT se Kabupaten Kudus 3.771. Hal  ini menunjukkan bahwa anggota 

Satlinmas hadir di setiap RT di Kabupaten Kudus.  

Cakupan petugas Satlinmas dibandingkan dengan luas wilayah kerja 

dalam hektar adalah sebesar 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan area 

kerja setiap anggota Satlinmas adalah sebesar +/- 12 hectare, dengan rasio 

tersebut beban tiap anggota Satlinmas relatif masuk dalam kategori cukup ideal. 

Tabel 2.61  
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 

Uraian Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pelanggaran K3 yang terselesaikan 132 135 279 146 44 

Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan 

masyrakat dan teridentifikasi oleh 

SATPOL PP 

132 135 279 146 44 

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 
(ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) 

100 100 100 100 100 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 
 

Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 

10 Tahun 1996 tentang K3 terjadi pelanggaran khususnya banyak masyarakat 

yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Satpol PP bersama Dinas PKPLH 

mengadakan Operasi dalam rangka memberi pembinaan dan shock terapi agar 

masyarakat menjadi sadar dan taat kepada Perda yang ada di Kabupaten 

Kudus.Peran serta Pemerintah Desa, Kecamatan Dinas terkait serta masyarakat 

harus lebih ditingkatkan dan bersinergi sehingga kebersihan lingkungan dapat 

terwujud. Secara umum, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 

ketentraman, keindahan) dari tahun ke tahun dapat terselesaikan. 

Tabel 2.62  

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 

Tahun 2015 -2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jangkauan luas wilayah 

manajemen kebakaran 

14.250 14.250 14.250 14.250 14.250 

2 Luas wilayah kabupaten / 
kota (Ha) 

42.516 42.516 42.516 42.516 42.516 

3 Cakupan pelayanan 

bencana kebakaran (PPK) 
kabupaten/kota 

33,52 % 33,52 % 33,52 % 33,52 % 33,52% 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 

 

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu 

mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah 

manajemen kebakaran (WMK) oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai 

wilayah yurisdis urusan pemerintahannya. WMK adalah sebagai suatu  publik 

service  dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang 

memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi 

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan 

oleh organisasi Perangkat Daerah/satuan Kerja Perangkat Daerah 

kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. 
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Pembentukan  per  1 (satu) WMK ditentukan  cakupan luas maksimal  

masing-masing kawasan.  Pada  pemukiman perkotaan dengan luas 100 km2 

atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha, 

pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km2 atau 

2.500 ha, pada kawasan hutan dengan  luas 1000 km2 atau 100.000 ha dan 

lahan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) 

WMK. 

Tabel 2.63  

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan  

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2015 -2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah kasus kebakaran di WMK yang 

tertangani dalam waktu maksimal 15 menit 
37 45 30 96 124 

2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) 

daerah layanan Wilayah Manajemen 

Kebakaran (WMK) 

0,087 0,1058 0,07 0,2258 0,28 

   Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 
 

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan 

pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat 

dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran 

dengan  waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari 

warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian  kebakaran,    yang  langsung 

melakukan tindakan  pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. 

Keahlian profesi pemadam kebakaran atau Damkar sangatlah 

dibutuhkan dalam menanggulangi bencana kebakaran, terutama tentang 

kualifikasi profesi sebagai pemadam kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam 

Kebakaran Daerah. Standar kualifikasi diperlukan untuk ukuran tertentu yang 

dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur 

pemadam kebakaran di daerah dalam pelaksanaan tugas pencegahan, 

pemadaman dan penyelamatan. 

Persentase Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus yang telah memenuhi 

kualifikasi seperti tercantum dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 pada 

Tahun 2019 telah mencapai 82%. kualifikasi Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Kudus diproyeksikan tahun 2023 ditargetkan mencapai 86%. 

Penegakan Perda menjadi fokus yang penting dalam RPJMD Kabupaten 

Kudus Tahun 2018-2023, dimana cakupan penegakan perda dan peraturan 

kepala daerah masuk ke dalam salah satu misi Bupati Kudus. Kegiatan yang 

dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi 

pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah dilakukan sesuai dengan 

standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan  

preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan 

Polisi Pamong Praja. 

Dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 jumlah pelanggaran dan jumlah 

penyelesaian penegakan Peraturan Daerah cenderung fluktuatif sebagaimana 

dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.64  
Persentase Penegakan PERDA Tahun 2015 -2019 

No. Uraian Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah penyelesaian penegakan 

PERDA 

75 97 79 48 88 

2 Jumlah pelanggaran PERDA 75 97 79 48 88 

3 Persentase Penegakan PERDA (%) 100 100 100 100 100 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 

 

Tahun 2019 ada kenaikan jumlah pelanggaran Perda dibandingkan 

dengan Tahun 2018, dari 48 kasus menjadi 88 kasus. Hal itu disebabkan karena 

banyak ditemukannya anak jalanan sebagai Pelanggaran Perda Nomor Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak 

Jalanan.Masalah anak jalanan adalah masalah yg sangat komplek dan harus 

diselesaikan dengan dinas instansi terkait. Peran serta masyarakat sangat 

diharapkan agar ikut membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Orang tua 

juga harus lebih memperhatikan anak – anaknya, sehingga anak merasa nyaman 

dan tidak mencari jati diri di jalanan.  

Kabupaten Kudus dalam kaitannya dengan konflik sosial masyarakat, 

dapat dikategorikan rendah. Hal ini dapat dilihat dengan rendahnya potensi 

konflik sosial yang terjadi di masyarakat dalam kurun waktu Tahun 2014-2018. 

Situasi yang kondusif ini ditunjang oleh kemampuan untuk mendeteksi secara 

dini gangguan keamanan yang mungkin timbul dari gesekan-gesekan antar 

kelompok masyarakat, juga potensi dari kelompok radikal yang akhir-akhir ini 

muncul di berbagai tempat di Indonesia. 

Potensi konflik sosial di Kabupaten Kudus pada Tahun 2019 lebih 

banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya berkaitan 

dengan tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 dan tahapan pemilihan Kepala Desa 

serentak pada tanggal 19 Nopember 2019. Namun demikian dengan adanya 

koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Kepolisian dan KODIM serta 

peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik sosial 

yang mempengaruhi kestabilan dan kondusivitas daerah. Hal ini juga ditunjang 

oleh kemampuan untuk mendeteksi secara dini dan kewaspadaan terhadap 

potensi konflik sosial. 
 

Tabel 2.65  
 Persentase potensi konflik sosial yang tertangani Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN / INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah potensi konflik sosial yang 

tertangani. 
 

3 2 1 1 6 

2 Jumlah potensi konflik sosial. 
 

3 2 1 1 6 

3 Persentase potensi konflik sosial 
yang tertangani. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Jumlah potensi konflik SARA yang 

tertangani 

na na na 2 3 

5 Jumlah potensi konflik SARA na na na 2 3 

6 Persentase potensi konflik SARA 

yang tertangani 

na na na 100% 100% 

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 
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Di Kabupaten Kudus potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal 

tergolong rendah. Bahkan pada Tahun 2019 di Kabupaten Kudus tidak terjadi 

potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal meskipun ada warga 

Kabupaten Kudus yang masuk jaringan terorisme di daerah lain di Indonesia. 

Terjadinya gangguan keamanan dari kelompok radikal di beberapa daerah di 

Indonesia perlu diantisipasi dan dicegah di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2019 

ada 3 potensi konflik SARA, semuanya dapat tertangani. 

Tabel 2.66  
Persentase Potensi Gangguan Keamanan Dari Kelompok Radikal Yang Tertangani 

Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN / INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah potensi gangguan 

keamanan dari kelompok radikal 

yang tertangani. 

- 1 1 1 - 

2 Jumlah potensi  gangguan 

keamanan dari kelompok radikal. 

- 1 1 1 - 

3 Persentase potensi gangguan 
keamanan dari kelompok radikal 

yang tertangani. 

- 100% 100% 100% 100% 

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 

 

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus yang 

dilaporkan dan diselesaikan melalui kepolisian ditemukan data dari tahun ke 

tahun bertambah khususnya di kalangan remaja.  

 Upaya pencegahan / preventif telah dilakukan yaitu dengan 

melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta pembekalan di sekolah-sekolah 

dan di desa dengan materi dampak penyalahgunaan narkoba sesuai PERDA 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan 

Terhadap Penyalahgunaan dan / atau Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten 

Kudus.Kegiatan-kegiatan tersebut belum efektif karena kesadaran masyarakat 

untuk melakukan tindakan pencegahan masih rendah sehingga belum 

memberikan dampak di tengah-tengah masyarakat.  

 

Tabel 2.67  
Persentase kejadian penyalahgunaan narkoba Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN / INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah kasus 

penyalahgunaan narkoba. 
 

13 16 19 18 24 

2 Jumlah kasus kriminal.  
 

218 244 209 218 177 

3 Persentase kejadian 

penyalahgunaan narkoba. 
 

5,96% 6,55% 9,09% 8,25% 13,55% 

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 

 

Tingkat partisipasi pemilih Pemilu (pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden) 2019 di Kabupaten Kudus mencapai 85,98%. Dari Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) sebanyak 637.686 orang,  yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 

548.297 orang. Tren partisipasi pemilih di Kabupaten Kudus memang cenderung 

naik, karena adanya dukungan sejumlah kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik 

Masyarakat untuk menarik minat masyarakat khususnya bagi pemilih pemula 

agar menggunakan hak pilihnya (tidak golput). 
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Tabel 2.68  
 Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2018 - 2019 

NO URAIAN / INDIKATOR 
TAHUN 

2018 2019 

1 Jumlah pemilih yang menggunakan hak 

pilihnya 

520.310 548.297 

2 Jumlah daftar pemilih tetap. 

 

611.879 637.686 

3 Persentase tingkat partisipasi  85,08 85,98 

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 

 

2.1.3.1.6 SOSIAL 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perlinsungan sosial 

dilaksanakan antara lain melalui Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan 

Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan 

Sosial dan Keluarga Miskin. 

Mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa kewenangan pelayanan 

sosial  telah terbagi secara tegas yaitu pelayanan social di dalam panti adalah 

kewenangan provinsi, sedangkan pelayanan di luar panti adalah kewenangan 

kabupaten/kota. Pada tahun 2018, Kabupaten Kudus telah menyediakan rumah 

singgah untuk pelayanan sosial.  

Kinerja pelayanan sosial pada tahun 2015-2019 sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel 2.69  

Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2015 – 2019 

NO Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah PMKS  27.401 25.719 15.778 66.935 64.511 
2. Jumlah PMKS terlayani 13.486 18.073 13.560 42.322 39.919 
3. Persentase PMKS yang 

tertangani /memperoleh 

bantuan sosial 

49,2 70,27 85,9 63,2 61.88 

4. Jumlah Sarana Sosial (unit) 18 18 18 18 18 
5. Jumlah penyandang cacat 2.280 1.868 973 973 1.196 
6. Jumlah penyandang cacat 

terlayani 

192  30 20 536 

7. Jumlah lanjut usia terlantar 1.000 940 1.112 1.112 384 
8. Jumlah lanjut usia terlantar 

terlayani 

40 NA 20 20 125 

9. Jumlah gelandangan dan 

pengemis 

126 72 27 27 10 

10. Jumlah gelandangan dan 

pengemis terlayani 

NA NA 10 15 10 

11. Jumlah anak terlantar 361 32 281 281 92 
12. Jumlah anak terlantar terlayani 90 45 10 10  27 
13. Jumlah anak jalanan 57 13 21 21 24 
14. Jumlah anak jalanan terlayani NA NA 10 NA 24  
15. Penerima Program Keluarga 

Harapan 

5.348 12.835 12.248 22.666 19.355 

Sumber : SIPD - Dinas Sosial, P3AP2 dan KB Tahun 2020 



II - 72 

 

Kinerja pelayanan sosial pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan jumlah 

sarana sosial ada sebanyak 18 unit. Adapun persentase PMKS yang tertangani 

atau yang memperoleh bantuan sosial tahun 2019 mengalami penurunan 1,32% 

dari 63,2% di tahun 2018 menjadi 61,88% di tahun 2019. 

Pada tahun 2015 Kabupaten Kudus menerima Program Keluarga 

Harapan dari Kementerian Sosial sejumlah 5.348 Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM), mengalami peningkatan secara bertahap sampai pada tahun 2018 

sejumlah 22.666 PKM, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 

sejumah 19.355  KPM, yang dikarenakan target dari kementrian KPM harus 

turun 6%.  

Sedangkan Keluarga Penerima Manfaat yang berupa Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) tahun 2018 sebanyak 40.825 KPM menurun menjadi 38.927 

KPM. Tahun 2019 masyarakat miskin yang belum mendapat jaminan pelayanan 

dari BPNT/PKH mendapat bantuan dari Provinsi berupa Kartu Jaminan Sosial 

(KJS) sebanyak 175 orang dengan klasifikasi penderita ODGJ (Orang dengan 

gangguan jiwa), Lanjut usia terlantar dan sakit parah. 

Adapun untuk empat Indikator lainnya dapat memenuhi target tahun 

2019 maupun target akhir RPJMD, yaitu pada indikator; (1) Persentase PMKS 

yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar, (2) Persentase penyandang 

disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang 

mendapat jaminan sosial, (3) Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS 

sesuai standar, (4) Cakupan pelayanan penanggulangan bencana.  

 

2.1.3.2 FOKUS LAYANAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 

2.1.3.2.1 TENAGA KERJA 

Upaya pembangunan daerah melalui urusan ini, diarahkan bagi 

perluasan kesempatan kerja/berusaha khususnya bagi penganggur dan 

mengurus rumah tangga sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi dan 

daya saing dalam mencari ataupun menciptakan lapangan kerja mandiri. Namun 

demikian kendala yang dihadapi pemerintah yaitu peningkatan penyerapan 

tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan calon tenaga kerja sehingga 

menyebabkan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di tahun 

2018.  Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  di Kabupaten 

Kudus Tahun 2014 – 2019 (BPS, data tahun 2016 tidak rilis)  dapat dilihat dalam 

gambar dan tabel berikut : 
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Sumber : BPS, Bappeda (data diolah) Tahun 2020 

 

Gambar 2.33 TPT Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2014 - 2019 

 

 

Meningkatnya persentase angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) disebabkan masih banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

masih menempuh pendidikan / bersekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : BPS, Bappeda (data diolah) Tahun 2020 

 

Gambar 2.34 TPAK Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2015 – 2019 

 

Tabel 2.70  
Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) (%)  

71,04 71,35 71,75 71,98 71.83 

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,04 4,91 3,56 3,33 3.86 

3 Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar 5.857 705 10.68

0 

8.191 10.94

8 

4 Jumlah Tenaga Kerja Ditempatkan 2.586 2.490 4.338 4.219 5.174 

5 Pencari kerja yang terfasilitasi pelatihan 3.456 5.444 3.736 3.112 1.568 
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No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

6 Jumlah perselisihan ketenagakerjaan  14 13 6 17 14 

7 Persentase Jumlah perselisihan 
ketenagakerjaan yang terselesaikan  

100 100 100 100 100 

8 Pertumbuhan Jumlah Penganggur 5,30 5,17 3,69 3,45 4,02 

9 Pertumbuhan Jumlah Yang Bekerja 94,96 95,09 96,44 96,67 96,14 

Sumber :  
BPS Tahun 2020, Pusdatin Kemenaker (proyeksi data tahun 2016);  
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020. 

 

Dari data tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa untuk 

Kabupaten Kudus tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan pada 

tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017 sebesar 0,23%, Penurunan angka TPT 

ini disebabkan oleh peningkatan usaha UMKM dan juga perkembangan industri 

pengolahan  di Kabupaten Kudus dan sekitarnya seperti Kabupaten Jepara. Pada 

tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi 3,86 % 

dari 3,33% di tahun 2018 yang disebabkan karena banyaknya lulusan SMK dan 

Perguruan Tinggi yang siap mencari pekerjaan, hal ini ditunjukkan dengan 

tingginya angka pencari kerja yang mendaftar mencari pekerjaan baik melalui 

permintaan kartu AK.I dan banyaknya yang mendaftar mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Kudus. 

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa tenaga kerja yang terdaftar 

pada  Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM  selama lima tahun 

terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 jumlah 

tenaga kerja yang terdaftar sebesar 5.857 orang sedangkan yang dapat 

ditempatkan pada tahun tersebut sebanyak 2.586 orang (44,15 %).  Sedangkan 

pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terdaftar mengalami penurunan 

hampir 12 persen yaitu sebanyak 705 dibanding tahun 2015, yang disebabkan 

karena sedikitnya lapangan kerja yang dibutuhkan.Pada tahun 2017 jumlah 

pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan 

UKM Kabupaten Kudus mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 10.680 

orang sedangkan yang dapat ditempatkan sebanyak 4.338 orang (40,62%).Pada 

tahun 2018, Jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada  Dinas Tenaga kerja 

perindustrian, Koperasi dan UKM mengalami penurunan yaitu sebesar 8.191 

orang sedangkan yang dapat ditempatkan pada tahun tersebut sebanyak 4.291 

orang ( 51,51 persen).  

Pada Tahun 2019 jumlah tenaga kerja pencari kerja yang terdaftar di 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebanyak 10.948 orang 

dan pencari kerja yang ditempatkan hanya sebesar 5.174 (47,26%) ditempatkan 

di perusahaan yang telah difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 

Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus melalui pelayanan penyelenggaraan 

pelatihan ketrampilan kerja, bursa kerja / job fair dan bursa kerja online. 

Pertumbuhan penganggur di Kabupaten Kudus relatif menurun, yaitu 

pada tahun 2015 sebesar 5,30% dan pada tahun 2019 pertumbuhannya turun 

menjadi 4,02%, namun demikian perlu diwaspadai mengingat pertumbuhan 

tersebut relatif lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,45%.  Jika 
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Pertumbuhan Penganggur Pertumbuhan Yang Bekerja 

dilihat dari pertumbuhan penduduk yang bekerja, maka pertumbuhan jumlah 

penganggur tersebut masih lebih rendah daripada pertumbuhan jumlah 

penduduk yang bekerja, dimana datanya meningkat yaitu pada tahun 2015 

sebesar 94,96% dan pada tahun 2019 sebesar 96,14%. 

 

 

 

Gambar 2.35 Pertumbuhan penganggur dan yang bekerja tahun 2015 – 2019 

 
 

2.1.3.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Organisasi perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pembangunan khususnya dalam hal menyuarakan dan memperjuangkan hak-

hak perempuan untuk kesetaraan gender, sehingga diharapkan tidak ada 

dikotomi antara perempuan dan laki-laki. Beberapa organisasi perempuan yang 

jumlah anggota terbesar di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 2.71  
Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar Tahun 2015- 2019 

No Nama Organisasi 

Perempuan 

Jumlah Anggota (orang) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1. Muslimat NU 13.208 15.000 9.500 9.500 12.700 

2. DPD II Pengajian Al 

Hidayah 

3.000 3.200 3.200 3.200 3.200 

3. Dharma Wanita 

Persatuan 

6.384 6.394 6.394 6.394 6.394 

4. Aisyiyah 3.250 3.427 3.452 3.527 3.592 

5. Bhayangkari 568 691 630 660 660 

6. Persit 224 224 224 244 244 

 Jumlah 26.634 28.936 23.400 23.525 26.790 

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2020 

 

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten 

Kudus dari tahun 2014sampai dengan tahun 2019 sebesar 8,88%. 

Tabel 2.72  
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD, Persentase Partisipasi Perempuan dan Jumlah 

Perempuan Bekerja Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah DPRD Perempuan 3 3 3 3 4 

2. Jumlah Anggota DPRD 45 45 44 44 41 

3. Rasio keanggotaan DPRD 6,66% 6,66% 6,82% 6,82% 9,7% 



II - 76 

 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

perempuan 

4. Jumlah perempuan yang 

bekerja 

192,049 198,460 198,607 200,856 203.041 

5. 
Jumlah perempuan usia kerja 

277,636 282,653 286,153 287,297 327.531 

6. Jumlah KK perempuan 

(Dukcapil) 

43,152 40,256 41,855 44,486 46.506 

Sumber : Sekretariat DPRD dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 

2020 

 

Pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari partisipasi peran aktif 

perempuan di semua bidang kehidupan yang dapat diukur diantaranya dari 

jumlah keanggotaan perempuan di DPRD. Jumlah anggota DPRD yang berjenis 

kelamin perempuan pada tahun 2019 sebanyak 4 orang dari jumlah anggota 

DPRD (semua jenis kelamin) sebanyak 41 orang, sehingga rasio keterlibatan 

perempuan dalam DPRD adalah 9,7%.   

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban 

Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berorientasi pada peningkatan 

partisipasi angkatan kerja perempuan dengan prinsip pemberdayaan dan 

kesetaraan gender.  Jumlah penduduk perempuan yang relatif lebih banyak 

dibanding laki-laki merupakan aset bagi daerah untuk mengembangkan 

perekonomian daerah. Upaya dalam meningkatkan pemberdayaan peermpuan 

diperlukan pembekalan pada perempuan antara lain dengan memajukan industri 

rumahan yang relatif banyak ditangani oleh perempuan. Jumlah perempuan 

yang bekerja dari tahun 2018 sebanyak 200.856 orang meningkat menjadi 

203.041 orang di  tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan di 

Kabupaten Kudus turut menyumbang dalam peningkatan pendapatan di 

keluarga dan peningkatan perekonomian daerah. 

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 berdasarkan 

data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus sebesar 61,99%. Hal ini menunjukan 

partisipasi angkatan kerja perempuan masih perlu ditingkatkan. 

Tabel 2.73  
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak 

dari Tindakan Kekerasan Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah KDRT 9 5 10 43 4 

2. Jumlah penyelesaian KDRT 9 5 10 43 4 

3. Persentase penyelesaian KDRT 100 100 100 100 100 

4. Jumlah kekerasan terhadap anak 17 22 12 12 14 

5. Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap 

anak 

17 22 12 12 14 

6. Persentase penyelesaian kekerasan terhadap 

anak 

100 100 100 100 100 

7 Cakupan perempuan dan anak korban 
kekerasan yang mendapatkan penanganan 

pengaduan oleh petugas terlatih di dalam 

unit pelayanan terpadu 

100 100 100 100 100 

8 Rasio KDRT 0,004 0,002 0,005 0,020 0,010 

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2020 

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam upaya perlindungan 

perempuan dan anak diantaranya melalui penyelesaian pengaduan terhadap 



II - 77 

 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 

semua pengaduan dapat diselesaikan seluruhnya. Untuk jumlah kasus KDRT 

mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 9 kasus menurun pada tahun 

2016 ini menjadi hanya 5 kasus, dan naik di tahun 2018. Peningkatan jumlah 

kasus KDRT di tahun 2018 ini karena adanya kesadaran masyarakat untuk 

melaporkan kekerasan yang dialaminya dan  menurun lagi di tahun 2019 

menjadi  4 kasus. Pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan kepada 

Dinsos, P3AP2KB Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari sebelumnya pada 

tahun 2018 sebanyak 12 kasus meningkat menjadi 14kasus pada Tahun 2019. 

Dari total 14 kasus tersebut berhasil mencapai persentase penyelesaian kasus 

sebesar 100%. 

Tabel 2.74  
Cakupan layanan rehabilitasi sosial Tahun 2014-2018 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial 
yang diberikan oleh petugas rehabilitasi 

sosial terlatih bagi perempuan dan anak 

korban kekerasan di dalam unit 
pelayanan terpadu 

75 100 100 100 100 

2. Cakupan penegakan hukum dari tingkat 
penyidikan sampai dengan putusan 

pengadilan atas kasus - kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan 
anak 

100 100 100 100 100 

3. Cakupan perempuan dan anak korban 
kekerasan yang mendapatkan layanan 

bantuan hukum 

100 100 100 100 100 

4. Cakupan layanan pemulangan bagi 

perempuan dan anak korban kekerasan 

100 100 100 100 100 

5. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi 

perempuan dan anak korban kekerasan 

100 100 100 100 100 

Sumber : SIPD - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2020 

 

Pemerintah Kabupaten Kudus sangat serius dalam melaksanakan upaya 

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Cakupan layanan 

terhadapperempuan dan anak korban kekerasanmencapai 100%.Berikut data 

cakupan perempuan dan anak korban kekerasanyang mendapatkan 

penanganan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum,  

pemulangan sampai dengan layanan reintegrasi sosial tahun 2015 – 2019 di 

Kabupaten Kudus, sebagaimana tabel di atas. 

Berkaitan dengan angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.75  
Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2015 – 2019 

No URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

I Angkatan Kerja 196.047  202.622  211.830  211.830  213.223 

1 Bekerja 189.626  196.224  206.081  206.081  205.780 

 Persentase Yang Bekerja 96,72 96,84 97,29 97,29 96,51 

2 Menganggur 6.421  6.398  5.749  5.749  7.443 

 Persentase Yang Menganggur 3,28 3,16 2,71 2,71 3,49 
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87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

2014 2015 2017 2018 2019 

 Pati 89,99 91,06 91,98 91,5 91,6 

 Kudus 90,82 91,55 92,68 92,89 92,9 

 Jepara 91,21 91,26 90,39 90,66 90,91 

 Demak 89,28 89,16 90,45 90,4 90,57 

90,82 

91,55 

92,68 92,89 92,9 

No URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

II Bukan Angkatan Kerja 183.921  -  185.230  185.230  134.433 

1 Sekolah 52.988  NA  54.685  54.685  26.628 

2 Mengurus Rumah Tangga 112.764   NA  114.561  114.561  95.326 

3 Lainnya 18.169   NA  15.984  15.984  12.479 

Sumber : BPS 2020, Pusdatin Kemenaker ( untuk data tahun 2016)  
 

Berdasar tabel diatas, jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten 

Kudus mengalami peningkatan, namun peningkatannya pada angkatan kerja 

yang menganggur, sedangkan pada sisi angkatan kerja perempuan yang bekerja, 

mengalami penurunan. 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Rasio IPM perempuan 

dengan laki-laki, dengan interpretasi semakin mendekati angka 100, maka 

semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 

Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kudus dan Sekitar 

 

Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menitikberatkan pada 

partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, 

partisipasi politik, dan pengambilan keputusan, dengan indikator dimensi 

keterwakilan di parlemen dengan indikator Proporsi keterwakilan di Parlemen 

Laki-laki & Perempuan, dimensi pengambilan keputusan dengan indkator 

Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi Laki-laki 

& Perempuan. 
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 

Gambar 2.37 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kudus dan Sekitar 
 

 

2.1.3.2.3 PANGAN 

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kudus tergolong baik, 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.76  

Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama (ton) Tahun 2015 – 2019 

No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Padi 170.286 171.278 156.414 160.096 166.494 

2. Jagung 18.250 27.661 26.010 30.057 26.128 

3. Ketela pohon 28.745 50.543 23.195 31.396 31.441 

4. Ubi jalar 1.284 1.607 1.189 1.569 1.158 

5. Kacang tanah 654 236 479 687 274 

6. Kedelai 458 236 164 427 190 

7. Kacang hijau 4.528 2.466 4.496 4.519 5.729 

Sumber : SIPD - Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 

 

Pada tahun 2019 produksi padi sebanyak 166.494 ton padi atau 

ekuivalen 106.589 ton beras. Bila konsumsi sebanyak 76.459 ton, maka terdapat 

surplus beras sebanyak 30.130 ton. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin 

pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi 

kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan 

dapat dipenuhi dari produk dalam negeri, pemasokan pangan serta pengelolaan 

cadangan pangan. Sebagai acuan konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan 

Gizi (AKG), menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012, untuk 

tingkat konsumsi energi sebesar 2.150 kkal/kapita/hr dan protein 57 gram, 

sedangkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hr dan 

ketersediaan protein 63 gram. Pada tahun 2019 rata – rata konsumsi energi 

masyarakat kabupaten Kudus telah mencapai 2.010 kkal/kapita/hari, jika 

dilihat dari tingkat konsumsi angka konsumsi energi masyarakat kabupaten 

kudus tahun 2019 memang dibawah angka konsumsi energi nasional ini 
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menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Kudus masih 

perlu ditingkatkan. Tingkat ketersediaan energi di Kabupaten Kudus tahun 2019 

adalah sebesar 2.650,79 kkal/kapita/hari yang berarti telah melampaui angka 

nasional sebasar 2.400 kkal/kapita/hari dengan tingkat ketersediaan protein 

sebesar 72,69 kkal/kapita/hari. Untuk ketersediaan protein kabupaten Kudus 

sudah melebihi angka nasional besar 63 kkal/kapita/hari. 

Tingkat keragaman konsumsi pangan dapat dilihat dari Pola Pangan 

Harapan (PPH), dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten 

Kudus, dapat diperoleh gambaran kuantitas konsumsi masyarakat berdasarkan 

konsumsi energi sebagaimana tabel berikut: 
 

Tabel 2.77  

Angka Kecukupan Energi, Keragaman Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2015 – 2019 
 

No 
Kelompok 

Pangan 

Angka 

Kecukupan 

Energi/Stan

dar 

Nasional 

(Kkal/kap/ 

hr) 2016 

Angka Kecukupan Energi Kab. Kudus (Kkal/Kpt/hr) 

Skor 

PPH 

mak

s 

(%) 

Skor PPH Kabupaten Kudus (%) 

2015 2016 2017 2018 2019  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Padi-

padian 

1.075,0 1.489,6 1.145,4 887,1 
907 98,7 

25,0 25,0 25,0 20,6 
21,1 25 

2 Umbi-

umbian 

129,0 23,2 54,5 31 
48,2 9,9 

2,5 0,5 1,3 0,7 
1,1 0,7 

3 Pangan 

Hewani 

258,0 214,6 264,9 288 
238,7 41,4 

24,0 20,0 24,0 24 
22,2 24 

4 Minyak & 

Lemak 

215,0 148,1 179,1 230 
268,8 0 

5,0 3,4 4,2 5 
5 5 

5 Buah/Biji 

berminyak 

64,5 21,9 40,6 20,1 
16,4 0,9 

1,0 0,5 0,9 0,5 
0,4 0,2 

6 Kacang-

kacangan 

107,5 147,8 159,3 175,6 
189,7 10,5 

10,0 10,0 10,0 10 
10 6 

7 Gula 107,5 52,9 91,7 70,4 86,1 9,4 2,5 1,2 2,1 1,6 2 2 

8 Sayur dan 

buah 

129,0 127,8 104,6 133,4 
145,5 77,1 

30,0 29,7 24,3 30 
30 27 

9 Lain-lain 64,5 6,0 88,9 8,3 22,4 43,2 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

 TOTAL 2.150,0 2.231,8 2.074 1.844,9 1.922,8 2.010 100 90,4 91,8 92,5 91,8 90 

Sumber : SIPD - Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 

Dari tabel tersebut, didapat bahwa pada tahun 2019 Standar Nasional 

Angka Kecukupan Energy (AKE) yaitu 2.150,0 Kkal/kapita/hari. Jika 

dibandingkan dari AKE masyarakat Kabupaten Kudus tahun 2019 adalah 2.010 

Kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

dari sisi energi, konsumsi energi masyarakat di Kabupaten Kudus masih dibawah 

standar nasional. Tetapi apabila dilihat dari tingkat ketersediaan energi di 

kabupaten kudus sebesar 2.650,79 kkal/kapita/hari telah melebihi angka 

standart tingkat ketersediaan energi nasional yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Dari 

angka angka tersebut berarti sebenarnya energi yang dibutuhkan masyarakat di 

kabupaten Kudus telah tersedia, hanya masyarakat belum sepenuhnya 

memanfaatkan. Ini terlihat pula  dari kualitas konsumsi, yaitu dari skor Pola 

Pangan Harapan (PPH)k onsumsi, maka skor PPH konsumsi Kabupaten Kudus 

dari tahun tahun 2019 mencapai 90 % % yang mengalami sedikit penurunan 

dibanding tahun 2018, sehingga masih perlu senantiasa digalakkan konsumsi 

pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). 

Data desa binaan penyuplai logistik beserta lumbung pangan di 

Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.78  

Lumbung Pangan di Kabupaten Kudus Tahun 2019 

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 

Dilihat dari keberadaan lumbung pangan masyarakat yang ada di 

Kabupaten Kudus memang belum semuanya aktif, hal ini dikarenakan 

keterbatasan fasilitas yang ada di lumbung dimana bangunan lumbung sebagian 

besar belum dilengkapi dengan fasilitas untuk pengeringan baik berupa lantai 

jemur maupun mesin pengering, selain itu akses jalan masuk ke lumbung juga 

belum memadai sehingga masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. 

Keberadaan lumbung sendiri juga perlu untuk terus disosialisasikan kepada 

masyarakat luas sehingga pemanfaatan lumbung akan lebih optimal.  

Dari sisi kelembagaan kelompok lumbung masih perlu terus dibina 

sehingga kelembagaan lumbung akan terus berkembang, mampu melaksanakan 

manjamen kelompok dengan baik dan diharapkan menjadi kelompok lumbung 

modern yang bisa menjadi pendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kudus. 

Tabel 2.79  

Kinerja Urusan Pangan Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 
Realisasi 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase ketersediaan 
pangan utama 

104,8 114.4 110,3 117 123,93 

2 Persentase keamanan 

pangan 
67 80 77 84 83,33 

3 Persentase penanganan 

daerah rawan pangan 
48 83 89 70 88,89 

Sumber : SIPD - Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 

Persentase ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan dari 

104,8 di tahun 2015 menjadi 123,93 persen di tahun 2019, demikian halnya 

dengan persentase penanganan daerah rawan bencana dari 48 di tahun 2015 

meningkat menjadi 88,89 di tahun 2019, namun indikator persentase keamanan 

pangan mengalami penurunan dari tahun 2018 yang semula sbesar 84 menjadi 

No Kecamatan Desa 
Status 

Aktif Tdk aktif 

     

1 Jekulo Jekulo  V 

   Hadipolo V  

   Terban V  

  Bulungkulon  V 

   Gondoharum V  

2  Mejobo Golantepus  V 

   Temulus  V 

  Mejobo V  

  Hadiwarno V  

  Kirig V  

3 Jati Megawon V  

  Pasuruan Kidul V  

  Tanjung Karang V  

4 Undaan Wates  V 

  Sambung V  

  Medini V  

  Kalirejo V  

5 Kaliwungu Papringan V  

6 Gebog Getasrabi  V 
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83,33.  Adapun hal – hal yang dapat menjelaskan perhitungan kemanan pangan 

sebagaimana tabel berikut:  

Tabel 2.80  
Hasil Uji Laboratorium Produk Pangan Segar Di Kabupaten Kudus Tahun 2019 

No Produk 
Jumlah 
Sampel 

(buah) 

Jumlah 

Sampel 

Aman 
(buah) 

%  
Sampel 

Aman 

Ket. 

1 

Sayuran 16 12 75 

Cabe rawit putih,cabe rawit merah, 

cabe merah 

besar,tomat,kubis,bawang 

merah,bawang 

putih,sawi,kangkong,kacang 

Panjang,gambas,kentang,wortel,broko

li,jipang, slada muria farm 

2 

Serelia 11 10 90,90 

Organice rice aromayice CV 

HBM,Organice red HMB, Organice 

rice blak CV HBM,Beras IPB 35 

Poktan Tani Maju Mejobo, Beras 

Impari 32 Poktan Tani maju Mejobo, 

Beras Gapoktan Tani Makmur Ds. 

Pladen, Beras Sedulur Sikep Larik 

Rejo, Beras Sedulur Sikep Kaliyoso, 

Beras Q CV Setia Jaya, Jagung 

kuning pipilan Besito, Kedelai Besito, 

3 
Buah2an 3 3 100 

 Jambu Citra Ds. Menawan,Buah 

Naga(Tani Naga), Jambu biji merah 

 
JUMLAH 30 25 83,3 

 

Sumber: Laboratorium Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Kementerian Pertanian 

 

Kondisi keamanan pangan khususnya keamanan pangan produk segar 

masih cukup memprihatinkan, hal ini terlihat dari masih dijumpainya 

kandungan residu pestisida pada tanaman sayuran dan buah-buahan. Pestisida 

yang seharusnya digunakan untuk membasmi serangga dan hama tanaman, 

ternyata banyak pula yang meracuni manusia. Korban keracunan di lapangan 

sudah tentu adalah para petani atau keluarganya, sedangkan korban keracunan 

di dalam rumah, siapa lagi kalau bukan mereka yang dengan gegabah 

menggunakan pembasmi serangga serta mereka yang tidak sadar bahwa 

beberapa jenis bahan pangan yang mereka beli dari pasar, khususnya buah dan 

sayuran, mungkin saja mengandung residu pestisida yang membahayakan. 

 

2.1.3.2.4 PERTANAHAN 

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: 
1)pemberian izin lokasi; 2)penyelesaian sengketa tanah garapan; 3)penyelesaian 

masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 4)penetapan 
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subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan 

maksimum dan tanah absentee; 5)penetapan tanah ulayat; 6)penyelesaian 

masalah tanah kosong; 7)inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong; 
8)penerbitan izin membuka tanah; dan 9)perencanaan penggunaan tanah wilayah 

Kabupaten/Kota.  

Upaya memperjelas status tanah dilakukan dengan penerbitan sertifikat 

tanah. Data luas tanah bersertifikat di Kabupaten Kudus tahun 2015-2019 

ditampilkan pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 2.81  

Luas Tanah Bersertifikat Tahun 2015 – 2019 

No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Luas Wilayah Daratan Ha 42.515,64 42.515,64 42.515,64 42.515,64 42.515,64 

2 Luas Tanah 

Bersertifikat HGB 

Ha 709,8998 724,94 719,0562 754,2799 773,72 

3 Persentase Luas Tanah 

Bersertifikat HGB 

% 1,67 1,71 1,69 1,77 1,82 

4 Luas Tanah 

Bersertifikat HP 

Ha 1.206,2344 1.209,8802 1.263,4552 1.340,05 2.293,64 

5 Persentase Luas Tanah 
Bersertifikat HP 

% 2,84 2,85 2,97 3,15 5,39 

6 Luas Tanah 

Bersertifikat HM 

Ha 23.916,8399 24.408,706 25.681,3659 26.589,89 28.672,69 

7 Persentase Luas Tanah 

Bersertifikat HM 

% 56,25 57,41 60,40 62,54 67,44 

8 Luas Tanah 

Bersertifikat HW 

Ha 19,6416 22,6270 27,7052 31,653 41,73 

9 Persentase Luas Tanah 

Bersertifikat HW 

% 0,05 0,05 0,07 0,07 0,10 

10 Total Luas Tanah 

Bersertifikat 

Ha 25.852,6157 26.360,2072 27.691,5825 28.715,87 31.781,78 

11 Persentase Luas Tanah 

Bersertifikat 

% 10,13 10,86 10,89 67,54 74,75 

Sumber : SIPD  – Kantor Pertanahan Nasional Tahun  2020 

 

Dari tabel diatas, persentase luas tanah bersertifikat tahun 2015 – 2019 

cenderung meningkat dari tahun 2015 yang hanya seluas 60,81%, menjadi 74,74 

% di tahun 2019. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat yang semakin 

meningkat untuk mengurus atau memperjelas status kepemilikan tanah.  

Berdasar tabel diatas, terdapat tanah bersertifikat yang dimiliki Pemertintah 

Kabupaten Kudus yang tercatat pada BPPKAD sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.82  

Jumlah Sertifikat Tanah (HP dan HPL) Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 

NO Kecamatan Luas (M2) 
Jumlah Sertifikat  

(HP/HPL) 

1 Kaliwungu 59.823,00 16 

2 Kota 934.899,00 198 

3 Jati  76.717,00 17 

4 Undaan 2.182,00 2 

5 Mejobo 6.174,00 2 

6 Jekulo 120.886,00 19 

7 Bae 55.240,00 11 

8 Gebog 39.393,00 5 

9 Dawe 109.261,00 21 

  Jakarta 103,00 1 

  Jumlah 1.404.678,00 292 

Sumber: BPPKAD, Tahun 2020   
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Berdasarkan laporan aset bersertifikat, di Kabupaten Kudus terdapat 

292 sertifikat yang tersebar di 9 kecamatan dan 1 sertifikat berlokasi di Jakarta. 

Adapun luas tanah bersertifikat yang dimiliki Kabupaten Kudus. 

2.1.3.2.5 LINGKUNGAN HIDUP 

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui peningkatan kualitas 

pengelolaan lingkungan hidup dengan cara pengendalian, pemulihan dan 

konservasi lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengembangan 

kapasitas lingkungan hidup dan pengembangan pengelolaan persampahan dan 

ruang terbuka hijau. diupayakan untuk pengelolaan persampahan di perkotaan, 

perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses 

informasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2015 - 2019 tersaji dalam tabel 

berikut ini.  

Tabel 2.83  
Kinerja Indikator Lingkungan HidupTahun 2015 - 2019 

No Jenis Informasi 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase penanganan sampah 87,65 87,13 87,79 87,84 87,84 

2 Rasio tempat pembuangan sampah 

(TPS) per satuan penduduk 

0,614 0,685 0,681 0,638 0,622 

3 Proporsi RTH Publik  (%) 8,1 8,1 8,1 8,1 8,15 

Sumber : SIPD - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan dari aspek lingkungan 

hidup, salah satunya dapat dilihat dari pemeliharaan hutan 

kota,pelayananpersampahan perkotaan dan sarana prasarana persampahan yang 

dimiliki oleh Kabupaten Kudus. Proporsi RTH publik dari tahun 2015-2019 tidak 

ada peningkatan/perluasan RTH baru tetapi yang diutamakan adalh peningkatan 

kualitas RTH tersebut, salah satu yang dilaksanakan adalah dengan 

penambahan ruang bermain ramah anak (RBRA) yang telah mendapat 

penghargaan dari Pemerintah Pusat. 

Tabel 2.84  
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Volume sampah yang ditangani 

(m3/hari) 

515,4 522 525,96 533,1 538,43 

2. Volume produksi sampah 

(m3/hari) 
588 599,1 599,08 606,89 609,44 

3. Penanganan Volume Sampah 87,65 87,13 87,79 87,84 88,35 

SIPD - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 

Penanganan sampah dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami 

kecenderungan naik dari tahun 2015 sebesar 87,65% menjadi 88,35% pada 

tahun 2019. Untuk tahun 2019 penanganan sampah yang terangkut ke TPA 

relatif naik dari 515,4 di tahun 2015 menjadi 538,43 di tahun 2019. 

Tabel 2.85  
Tempat Penampungan Sementara (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah TPS 57 59 59 59 59 

2 Jumlah daya tampung TPS (m3) 510,8 568,9 568,89 533,1 533,1 
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No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Jumlah daya tampung TPS (ton) 139 142 149,8 147 147 

4 Jumlah Penduduk 803.145 830.221  835.31

8 

850.312 860.055 

5 Rasio Daya Tampung TPS (m3) thd 

Jumlah Penduduk 
0,614 0,685 0,681 0,638 0,622 

6 Rasio Daya Tampung TPS (ton) 

Terhadap Jumlah Penduduk 
0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 

SIPD - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 

Peningkatan penanganan sampah di Kabupaten Kudus juga didukung 

dengan peningkatan jumlah TPS dari sebanyak 57 TPS pada tahun 2015 menjadi 

59 TPS pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penyediaan TPS mulai dilaksanakan 

di desa dengan cara penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 

merupakan perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan 

yang diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Kudus yang bersih dan sehat. 

 

Tabel 2.86  
Indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2015-2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Indeks kualitas air 44 46 46,00 46,00 46,00 

2 Indeks kualitas udara 89,05 89,05 89,07 89,07 89,07 

3 Indeks tutupan lahan 42,44 42,44 50,00 50,00 56,00 

4 Cakupan pembinaan dan 

pengawasan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan yang memiliki 

izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

10% 10% 10% 17% 20% 

5 Persentase peningkatan komunitas 

pecinta lingkungan hidup 
- - 5% 5% 9% 

SIPD - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 

 

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari tabel diatas, 

hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan indeks tutupan lahan yang 

mengalami peningkatan pada tahun 2019. Indeks kualitas air dan udara dapat 

dipertahankan, hal ini karena pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang 

ditingkatkan. pada tahun 2019 terdapat kenaikan peningkatan komunitas 

pecinta lingkungan hidup sebesar 9%. 

 

2.1.3.2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional, maka setiap penduduk diwajibkan untuk 

memiliki identitas resmi tunggal yang berlaku secara nasional yaitu berbasis NIK. 

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diukur melalui kinerja 

pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.  

Kinerja pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil secara garis besar ditunjukkan melalui 3 (tiga) bidang pelayanan yaitu :  

1. Pelayanan pendaftaran penduduk  (cakupan kepemilikan KTP);  
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2. Pelayanan pencatatan sipil (cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk 

usia 0-18 tahun); dan  

3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan (cakupan pengelolaan 

database kependudukan).  
 

Tabel 2.87  

Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Cakupan Kepemilikan KTP)  Tahun 2017-2019 

No Uraian 2017 2018 2019* 

1. Cakupan kepemilikan KTP  (%) 97,42  99,16 99,74 

2 Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP 602.773 620.372 629.304 

3 Jumlah penduduk usia > 17 atau telah 

menikah 

618.723 625.569 630.950 

 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 
 

 

Cakupan kepemilikan KTP di Kabupaten Kudus sudah semakin membaik 

yang ditandai dengan naiknya persentase kepemilikan dari 97,42 persen di tahun 

2017 dan meningkat menjadi sebesar 99,74% di tahun 2019. Hal ini 

menandakan bahwa masyarakat Kudus telah peduli dan menjadikan KTP sebagai 

kartu yang wajib dimiliki, namun demikian masih terdapat masyarakat yang 

belum memiliki KTP.  

Tabel 2.88  
Jumlah Kepemilikan KTP Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2017 - 2019 

No Kecamatan 
Penduduk Wajib KTP Memiliki KTP Belum Memiliki KTP 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Kaliwungu 74.251 74.574 75.190 72.320 74.161 75.001 1.931 413 189 

2 Kota  68.699 69.130 69.155 67.488 68.657 68.959 1.211 473 196 

3 Jati 78.261 79.033 79.840 76.700 78.503 79.651 1.561 530 189 

4 Undaan 55.506 57.333 58.258 53.668 56.781 58.104 1.838 552 154 

5 Mejobo 56.010 56.777 57.191 54.774 56.352 57.025 1.236 425 166 

6 Jekulo 79.664 80.362 81.107 77.358 79.652 80.918 2.306 710 189 

7 Bae 52.396 53.108 53.462 51.431 52.706 53.334 965 402 128 

8 Gebog 75.143 75.778 76.612 72.758 75.179 76.413 2.385 599 199 

9 Dawe 78.793 79.474 80.135 76.276 78.666 79.899 2.517 808 236 

Jumlah Total 618.723 625.569 630.950 602.773 620.657 629.304 15.950 4.912 1.646 

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 
 

Penduduk yang belum memiliki KTP sudah semakin menurun, pada 

tahun 2017 tercatat sejumlah 15.950 jiwa turun menjadi 1.646 jiwa di tahun 

2019.  Kepemilikan KTP secara persentase dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.89  

Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2017 - 2019 

No Kecamatan Penduduk Wajib KTP Penduduk Memiliki KTP 

Penduduk Belum 

Memiliki KTP 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Kaliwungu 97,40 99,45 99,75  97,40  99,45  99,75  2,60  0,55  0,25  

2 Kota  98,24 99,32 99,72  98,24  99,32  99,72  1,76  0,68  0,28  

3 Jati 98,01 99,33 99,76  98,01  99,33  99,76  1,99  0,67  0,24  

4 Undaan 96,69 99,04 99,74  96,69  99,04  99,74  3,31  0,96  0,26  

5 Mejobo 97,79 99,25    

99,71  

   

97,79  

   

99,25  

   

99,71  

     

2,21  

     

0,75  

     

0,29  
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No Kecamatan Penduduk Wajib KTP Penduduk Memiliki KTP 

Penduduk Belum 

Memiliki KTP 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

6 Jekulo 97,11 99,12 99,77  97,11  99,12  99,77  2,89  0,88  0,23  

7 Bae 98,16 99,24 99,76  98,16  99,24  99,76  1,84  0,76  0,24  

8 Gebog 96,83 99,21 99,74  96,83  99,21  99,74  3,17  0,79  0,26  

9 Dawe 96,81 98,98 99,71  96,81  98,98  99,71  3,19  1,02  0,29  

Jumlah Total 97.42 99,21 99,74 97.42 99,21 99,74 2.58 0,79 0,26 

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel diatas, masih terdapat 0,26 persen penduduk wajib 

KTP (630,950 jiwa) yang belum memiliki KTP (1.646 jiwa),  disebabkan karena 

belum melakukan perekaman atau karena masih dalam proses penunggalan 

data. Adapun target nasional cakupan kepemilikan KTP pada tahun 2019 adalah 

100%.  

 Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan KTP 

di Kabupaten Kudus dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu sosialisasi 

adminduk kepada masyarakat baik secara langsung di tingkat kabupaten, 

kecamatan, desa, maupun melalui media cetak, elektronik, media sosial dan 

barang cetakan sosialisasi (leaflet, brosur, booklet, spanduk, banner, baliho);  

pelayanan rekam dan cetak KTP baik di dinas maupun kecamatan; pelayanan 

jemput bola untuk masyarakat berkebutuhan khusus, jompo, lansia, pelayanan 

tingkat desa dan program perekaman KTP usia pemula bagi SMA/SMK. 

 

Tabel 2.90  

Jumlah Penduduk Telah Memiliki Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan 

Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2017 - 2019  

No Kecamatan 
Kartu Keluarga Akta Perkawinan 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Kaliwungu 30.560 31.262 32.013 7.914 22.778 14.024 

2 Kota  28.944 29.797 30.136 9.700 21.750 14.039 

3 Jati 32.936 33.749 34.521 8.471 26.183 14.883 

4 Undaan 24.203 25.200 25.882 8.661 20.597 12.359 

5 Mejobo 23.531 24.138 24.630 5.194 17.550 9.384 

6 Jekulo 33.880 34.772 35.573 7.915 25.587 12.910 

7 Bae 21.852 22.460 22.906 7.555 17.423 12.074 

8 Gebog 30.413 31.234 32.048 7.672 23.731 14.096 

9 Dawe 32.425 33.138 33.905 7.916 23.595 13.607 

Jumlah Total 258.744 265.750 271.614 70.998 199.194 117.376 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 
 

Tabel 2.91  

Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran dan Akta Kematian Menurut 

Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2017 - 2019 

No Kecamatan 
Akta Kelahiran Akta Kematian 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Kaliwungu 52.238 51.073 54.724 676 709 894 

2 Kota  41.548 40.684 41.584 853 1.044 940 

3 Jati 49.668 48.273 50.649 956 817 903 
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No Kecamatan 
Akta Kelahiran Akta Kematian 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

4 Undaan 37.158 35.506 37.366 283 343 450 

5 Mejobo 39.074 36.631 39.276 466 580 688 

6 Jekulo 52.200 49.286 52.232 661 726 821 

7 Bae 34.171 34.113 35.925 540 630 641 

8 Gebog 51.040 48.671 50.936 600 721 852 

9 Dawe 52.539 49.063 51.982 701 802 1.042 

Jumlah Total 409.636 393.300 414.674 5.736 6.372 7.231 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 

Negara memberikan jaminan kepastian hukum atas identitas dan asal-

usul seseorang. Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kemendagri mentargetkan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun pada 

tahun 2019 adalah 91%, sedangkan pada tahun 2018 adalah 85%. Usia 0-18 

tahun menjadi target nasional disebabkan karena usia tersebut adalah generasi 

emas untuk melanjutkan pembangunan nasional kedepan. Maka Pemerintah 

Kabupaten Kudus mensinkronkan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional 

bahwa prioritas penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Kudus adalah untuk 

usia 0-18 tahun. Di Kabupaten Kudus, target nasional  cakupan akte kelahiran 

usia 0-18 tahun sebesar 85% pada tahun 2018 telah dicapai oleh Pemerintah 

Kabupaten Kudus pada tahun 2017 yaitu 85,49% dan bahkan pada tahun 2018 

meningkat menjadi 88,18% melebihi dari target nasional, sehingga mendekati 

target nasional 91% pada tahun 2019. Capaian indikator kinerja cakupan 

kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun pada tahun 2019 

meningkat terus daripada  tahun 2017 dan 2018, yaitu 92,18%.  Hal ini berarti 

bahwa capaian pada tahun 2019 telah melampaui target nasional yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu 91%.  

Untuk mempercepat capaian kepemilikan akta kelahiran, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus terus menerus 

melakukan inovasi pelayanan dan melakukan pemutakhiran data terkait melalui 

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peningkatan kepemilikan 

akta kelahiran dilakukan melalui berbagai upaya inovasi seperti pelayanan 

reguler penerbitan akta kelahiran di Dinas; pelayanan keliling jemput bola di 

desa, kecamatan, pasar, bekerja sama dengan pihak sekolah; pelayanan online 

berbasis android, pelayanan melalui WhatsApp Group Kades/Lurah, pelayanan Si 

Bolang Mahir dengan rumah sakit dan puskesmas (Si Buah Hati Lahir, Pulang 

Membawa Akta Kelahiran dan KK); membuka program Rumah Paman Capil 

(Rumah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di 

desa/kelurahan dengan bekerjasama dengan PKK Desa, Karang Taruna Desa, 

dan Bidan Desa. 

Tabel 2.92  

Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2019 

No Uraian 2017 2018 2019 

1. Rasio Bayi (Usia 0-5 Tahun) Berakta Kelahiran 98,79% 98,78% 99,33% 

 Jumlah Bayi (Usia 0-5 Tahun) Berakta 
Kelahiran 

70.431 76.132 70.814 

 Jumlah Bayi (Usia 0-5 Tahun) 71.293 77.075 71.289 

2. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 
penduduk  usia 0-18 tahun 

85,49% 88,18% 92,18% 
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No Uraian 2017 2018 2019 

 Jumlah penduduk usia 0-18 tahun memiliki 

akta kelahiran  

207.367 221.962 226.399 

 Jumlah penduduk usia 0-18 tahun 242.557 251.704 245.607 

3. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 49,04% 46,25% 48,21% 

 Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran  409.636 393.300 414.674 

 Jumlah penduduk 835.318 850.312 860.055 

4. Capaian pengelolaan database kependudukan 100% 

 

100% 100% 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 

Database kependudukan skala kabupaten yang dimiliki oleh Kabupaten 

Kudus merupakan bagian dari subsistem database kependudukan nasional. Dari 

database kependudukan, dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah 

(perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dll) setelah dilakukan 

pengolahan. Proses pengolahan/konsolidasi database kependudukan dari daerah 

kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan database 

kependudukan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kudus telah menyusun berbagai macam buku kependudukan yang bersumber 

dari database skala kabupaten (Buku Agregat Semester dan Buku Profil 

Kependudukan) ataupun Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang bersumber dari 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 

Negeri yang diolah mulai tahun 2016. Penyajian data kependudukan berskala 

kabupaten berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Setiap perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan ke 

dinas. Kurang akuratnya data kependudukan disebabkan karena belum 

sadarnya masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting (kematian), 

melengkapi data kependudukan (tanggal pernikahan, golongan darah, jenjang 

pendidikan, maupun perubahan data (pindah penduduk, rubah status 

pernikahan). Rendahnya kesadaran penduduk untuk mengurus dokumen 

kependudukan, baik terkait perubahan data kependudukan dan melaporkan 

peristiwa penting. 

Tabel 2.93  

Kinerja Pelayanan Penanganan Pengaduan Administrasi Kependudukan Tahun 2017 – 2019 
No Media 

Pengaduan 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Pertanyaa
n/ Pesan/ 
Mention 

Lapora
n 

Aduan 

Laporan 
Aduan 

Tertanga
ni/ 

Diklarifi
kasi 

Pertanya
an/ 

Pesan/ 
Mention 

Laporan 
Aduan 

Laporan 
Aduan 

Tertanga
ni/ 

Diklarifi
kasi 

Pertanyaan
/ Pesan/ 
Mention 

Laporan 
Aduan 

Laporan 
Aduan 

Tertanga
ni/ 

Diklarifik
asi 

1 Fanspage 
Dukcapil 

125 8 8 386 11 11 618 27 27 

2 Twitter 85 2 2 161 4 4 35 3 3 

3 Instagram 12 1 1 110 4 4 130 10 10 

4 Facebook 168 11 1 274 20 20 656 25 25 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus 

menerus dan perbaikan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan 

pengaduan, dimana terdiri dari aspek kepentingan penyelenggara dan aspek 
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penerima layanan. Regulasi yang memayungi pengelolaan pengaduan masyarakat 

adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 

Penerimaan pengaduan masyarakat terkait administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil dapat melalui secara langsung secara lisan; secara tidak 

langsung kotak pengaduan, teknologi informasi (telepon, faksimile, website, 

email, SMS, media sosial/ Facebook / Insstagram/ Twitter/ WhatssApp). Setiap 

adanya aduan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

direspon semua oleh petugas admin pengaduan dalam waktu maksimal 3x24 

jam. 

 
2.1.3.2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan 

kemamuan dan kemandirian masyarakat desa dan lingkungan yang meliputi 

aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik dan lingkungan hidup melalui 

penguatan pemerintah desa dan kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat 

dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.  

Tabel 2.94  

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun  2015 - 2019 
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah RT 3771 3771 3771 3771 3771 

2. Jumlah RW 716 716 716 716 716 

3. Jumlah Karang Taruna 132 132 132 132 132 

4. Jumlah PKK Aktif 132 132 132 132 132 

5. Jumlah Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

123 123 123 123 123 

6. Jumlah Lembaga Adat 4 4 4 4 4 

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 

Guna memperkuat kerangka pembangunan nasional diperlukan selain 

dukungan dari masyarakat diperlukan pula dukungan dari pemerintah desa 

sebagai pelayanan masyarakat sehingga keduanya harus saling mendukung 

dalam setiap kegiatan pembangunan di desa. Untuk mendukung kinerja 

pemerintah desa diperlukan SDM yang berkualitas, yang dalam hal ini tingkat 

pendidikan aparatur pemerintah desa menjadi faktor utama yang memerlukan 

perhatian dari pemerintah daerah. 

Tabel 2.95   

Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Tamat SD Atau Sederajat 50 50 50 50 21 

2. Jumlah Tamat SMP Dan 

Sederajat 

231 231 231 231 147 

3. Jumlah Tamat SMA Dan 
Sederajat 

635 635 635 635 898 

4. Jumlah Lulusan Akademi (DI, DII 
Dan DIII) 

29 29 29 29 35 

5. Jumlah Lulusan Sarjana (S1) 114 114 114 114 167 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 

Berdasarkan tabel tersebut diatas kita dapat menyimpulkan bahwa perlu 

adanya peningkatan pelatihan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dimana 
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sebagian besar tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa masih dominan 

lulusan SMP/SMA. 

Tabel 2.96  
Jumlah Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan 

Bagi Hasil Pasar Desa Tahun 2015-2019 

No Uraian 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah ADD 97.777.812.800 103.652.039.000 106.017.994.000 109.184.286.000 91.538.000.000 

2 
Jumlah Bagi Hasil Pajak 

Daerah 
6.742.954.100 7.011.828.000 9.246.862.000 9.692.833.000 10.838.400.000 

3 
Jumlah Bagi Hasil 

Retribusi Daerah 
2.440.228.200 2.455.607.000 2.019.726.000 2.703.412.000 3.148.412.000 

4 
Jumlah Bagi Hasil Pasar 

Desa 

- - - - - 

 
Jumlah Total 106.960.995.100 113.119.474.000 117.284.582.000 121.580.231.000 105.524.812.000 

Sumber : BPPKAD Tahun 2020 

 

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

maka perlu dilaksanakan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan 

Kawasan Perdesaan berdasarkan Permendes PDTT Nomor 5 tahun 2016 adalah 

pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan 

meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui 

pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 

Dalam pencapaiannya sampai dengan saat ini, Kabupaten Kudus telah 

menetapkan 1 kawasan Pedesaan melalui Keputusan Bupati Kudus  Nomor : 

148.4/144.1/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan 

Industri Gula Tumbu di Kabupaten Kudus, dengan lokasi sebagai berikut : 

a. Desa Kandangmas Kecamatan Dawe sebagai pusat kawasan 

b. Desa Cranggang Kecamatan Dawe 

c. Desa Rejosari Kecamatan Dawe 

d. Desa Margorejo Kecamatan Dawe 

Dari data diatas, maka capaian pembangunan kawasan perdesaan pada 

tahun 2019 sudah mencapai 25 persen, dari target 4 PKP dalam kurun waktu 5 

tahun (2019 s/d 2023).  Sedangkan Pada tahun 2020 ini direncanakan 1 

pembangunan kawasan perdesaan yaitu pembangunan kawasan perdesaan 

wisata colo di Kecamatan Dawe, namun dikarenakan dengan adanya wabah 

COVID 19, progress kegiatan sangat lamban, desa-desa tersebut antara lain : 

a. Desa Kajar Kecamatan Dawe 

b. Desa Colo Kecamatan Dawe 

c. Desa Ternadi Kecamatan Dawe 

d. Desa Japan Kecamatan Dawe 

e. Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe 

Tahapan yang telah dilalui antara lain : 

a. Koordinasi dengan Desa Desa sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan 

terkait konsep pembangunan serta kendala yang dihadapi; 

b. Koordinasi dengan Adm Perhutani KPH PATI sebagai pemangku wilayah 

hutan; 

c. Koordinasi LPPM IAIN Kudus terkait aplikasi konsep pembangunan kawasan 

wisata desa colo; 
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d. Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait perencanaan 

pembangunan wisata; 

f. Fasilitasi proposal Hak Pengelola Hutan KPH Pati. 

Dengan adanya covid 19, tahapan pembangunan kawasan perdesaan 

melalui Musdes belum bisa dilaksanakan karena adanya phsycal Distancing 

serta banyaknya kebijakan penanganan covid 19 yang harus dilaksanakan oleh 

desa mulai dari perubahan APBDes, pembentukan relawan, pendataan dan 

penyaluran BLT, BST dan BPNT dan lainnya sehingga desa saat ini fokus pada 

kegiatan penanggulangan COVID-19. 

Tabel 2.97  
Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2019 

 

NO Klasifikasi Desa 2018 % 2019 % 

1. Mandiri 8 6,5 12 9.8 

2. Maju 52 42,3 48 39.0 

3. Berkembang 63 51,2 63 51.2 

4. Tertinggal 0 0 - - 

5. Sangat Tertinggal 0 0 - - 

  123 0 123 100 

 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 

 

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang 

dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks 

Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat 

indikator yang dikembangan dalam Indeks Desa Membangun dikembangan 

berdasarkan konsep bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu 

kerangka kerja Pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan 

ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta 

kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan 

aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan 

pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan 

budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam 

secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahan sosial, ekonomi dan 

ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian 

tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa 

berdasarkan Implementasi Undang Undang Desa dengan dukungan Dana Desa 

serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan 

intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat 

dari Pemerintah sesuai dengan Partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan 

karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal social. 

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, 

maka pemerintah daerah selalu mengadakan evaluasi terhadap 

pelaksanaansuatu kebijakan, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya 

manusia aparatur, meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, yang dukung 

kondisi yang aman, tentram, tertib dan kondusif. 
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2.1.3.2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran 

penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara 

lain: penyiapan dukungan kelembagaan yang efektif, optimalisasi pendayagunaan 

tenaga program Keluarga Berencana, penyediaan sarana prasarana, serta 

manajemen dan pembiayaan.  

Tabel 2.98  

Rasio Akseptor KB dan TFR Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah akseptor KB 115.872 121.772 124.583 93.369 99.196 

2. Jumlah Pasangan Usia 

Subur 

148.979 150.917 151.351 137.473 139.951 

3. Rasio akseptor KB (%) 77,78 80,69 82,31 67,92 70,88 

4. Total Fertility Rate (TFR) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,01 

Sumber : SIPD – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2020 

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio akseptor Keluarga Berencana 

(KB) tahun 2015-2016 mengalami kenaikan, dari 77,78 % di tahun 2015 naik 

menjadi 80,69% di tahun 2016. Pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan 

menjadi 82,31%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 

67,92% dan pada tahun 2019 ini mengalami sedikit kenaikan menjadi 70,88%. 

Hal yang menjadi penyebab naik turunnya jumlah akseptor KB dan Pasangan 

Usia Subur (PUS) yaitu keluarga PUS belum terlayani KB atau unmeet need 

sebanyak 30.128 (21,9%), dimana perempuan yang telah menikah dalam usia 

subur tidak menginginkan kehadiran anak atau menunda kehadiran anak 

namun tidak menggunakan alat kontrasepsi. Total Fertility Rate (TFR) adalah 

rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh 

seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya. 

Penurunan angka Total Fertility Rate (TFR) menunjukkan keberhasilan program 

keluarga berencana. Angka Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,01 menunjukkan 

bahwa pertumbuhan penduduk seimbang, hal tersebut berarti bahwa jumlah 

penduduk yang lahir dan meninggal sama.  

Tabel 2.99  

Metode Kontrasepsi KB Tahun 2017 – 2019 

No Metode KB 2017 2018 2019 

1. Suntik 12.611 12.684 74.317 

2. Pil 3.197 2.904 10.607 

3. Kondom 697 480 1.004 

4. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 661 726 4.734 

5. Implan/Susuk 1.018 1.359 6.294 

6. MOW (Medis Operasi Wanita) 470 515 2.031 

7. MOP (Medis Operasi Pria) 2 3 209 

8. Jumlah PUS 151.351 137.118 139.951 

9. Jumlah PUS ber KB 124.583 107.526 99.196 

10. Persentase penggunaan kontrasepsi 

jangka panjang (MKJP) 

 

20,4 12,08 13,38 

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2020 

Pada tabel di atas terlihat metode kontrasepsi yang banyak digunakan 

oleh peserta KB Baru adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non 
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MKJP), yaitu metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP yang banyak 

dipakai adalah Alat Implan/Susuk dan AKDR/Spiral.  

 

2.1.3.2.9 PERHUBUNGAN 

Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari keberadaan terminal 

dan jumlah kendaraan yang transit sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.100  
Tipe Terminal dan Jumlah Kendaraan Yang Transit Umum dan Jumlah Arus Penumpang Angkutan 

Umum Tahun 2015 -2019  

No URAIAN Tipe Jumlah Kendaraan Transit (buah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Terminal Mijen C 48.609 35.323 33.910 29.339 30.165 

2 Terminal Kalirejo C  9.490 11.760 10.950 11.616 11.217 

3 Terminal Getas C 34.366 29.660 28.474 28.022 28.090 

4. Jumlah arus penumpang 

angkutan umum (org) 
 877.900 803.783 771.634 820.261 741.076 

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2020 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, terdapat terminal Tipe 

A di Kecamatan Jati yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.  

Adapun penyediaan terminal penumpang Tipe C berada pada 11 desa yaitu Desa 

Bae, Desa Getaspejaten, Desa Padurenan, Desa Kesambi, Desa Piji, Desa 

Honggosoco, Desa Singocandi, Desa Gulang, Desa Jekulo, Desa Krandon dan 

Desa Menawan. Sehubungan hal tersebut diperlukan kajian lebih lanjut agar 

keberadaan terminal dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Di Desa Mijen dan Desa Kalirejo terdapat terminal tipe C yang telah 

melayani persebaran penumpang di wilayah Kecamatan Kaliwungu dan 

Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo, 

Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe belum tersedia Terminal Tipe C. Dalam 

5 tahun ke depan jaringan trayek angkutan akan ditata ulang dan dioptimalkan 

dengan pengoperasian angkutan massal sehingga meningkatkan minat  

masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan berdampak pada 

berfungsinya terminal sebagai tempat transit dan naik turun penumpang. 

Jumlah angkudes di terminal Mijen dan Getas pada tahun 2019 

mengalami peningkatan, dikarenakan banyak angkudes yang sudah melakukan 

peremajaan armada di tahun 2019, sedangkan jumlah angkudes yang masuk di 

terminal Kalirejo pada tahun 2019 mengalami penurunan karena masih belum 

dilakukan peremajaan armada.  Penggunaan kendaraan pribadi dan adanya 

angkutan daring/ojek online (ojol) juga mengakibatkan menurunnya fungsi 

terminal dikarenakan penurunan jumlah penumpang angkutan umum pada 

tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di atas.  

Pertumbuhan dan penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi saat ini 

berdampak pada meningkatnya volume lalu lintas, sedangkan kapasitas jalan 

pada ruas jalan utama kabupaten tidak mengalami peningkatan sehingga 

mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas. Pada jam-jam sibuk pagi hari, 

siang hari dan sore hari tingginya volume lalu lintas dengan adanyaaktivitas 

pendidikan, aktivitas industri, aktivitas perdagangan dan jasa dan hambatan 

samping berupa kendaraan yang parkir di badan jalanmenimbulkan potensi 
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terjadinya kemacetan lalu lintas yang ditandai dengan rasio volume lalu lintas 

dengan kapasitas jalan (V/C ratio) pada ruas jalan utama mendekati atau bahkan 

lebih dari 0,75 dimana berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

berarti bahwa arus lalu lintas tidak stabil dan hampir seluruh pengemudi akan 

dibatasi atau terganggu. Berikut data V/C ratio ruas jalan utama pada jam sibuk 

pagi, siang dan sore hari.   

Tabel 2.101  
V/C Ratio Ruas Jalan Utama Kabupaten Kudus Tahun 2015 -2019 

No Nama Jalan Segmen 
Jam 

Sibuk 
2015 2016 2017 2018 2019 

1  Jl. Jend 

Sudirman 1 

Dari S. Polres - 

S.7 

pagi 0,309 0,637 0,675 0,772 0.552 

      siang 0,29 0,598 0,634 0,726 0.613 

      sore 0,3 0,617 0,654 0,749 0.650 

2  Jl. Jend 

Sudirman 2 

Dari S.Polres - 

S.Pentol 

pagi 0,361 0,712 0,754 0,859 0.435 

      siang 0,339 0,669 0,709 0,808 0.591 

      sore 0,35 0,69 0,732 0,834 0.572 

3  Jl. Jend 

Sudirman 3 

Dari S.Pentol - 

S.Prima 

pagi 0,743 0,749 0,757 0,768 0.778 

      siang 0,698 0,704 0,712 0,722 0.733 

      sore 0,721 0,726 0,734 0,745 0.756 

4  Jl. Jend 

Sudirman 4 

Dari S.Prima - 

S. Ngembal 

pagi 0,723 0,729 0,737 0,747 0.766 

      siang 0,68 0,685 0,692 0,702 0.712 

      sore 0,701 0,707 0,715 0,724 0.738 

5 Jl. R Agil 

Kusumadya 1 

Dari S.Kencing 

- S.Sempalan 

pagi 0,693 0,698 0,706 0,716 0.726 

      siang 0,651 0,656 0,664 0,673 0.687 

      sore 0,672 0,677 0,685 0,694 0.710 

6 Jl. R Agil 

Kusumadya 2 

Dari S. 

Sempalan - 

S.DPRD 

pagi 0,733 0,739 0,747 0,757 0771 

      siang 0,689 0,694 0,702 0,712 0.722 

      sore 0,711 0,717 0,725 

 

0,735 0745 

7 Jl. Jend A Yani 

1 

Dari S.7 - 

S.BNI 

pagi 0,302 0,305 0,308 0,313 0.333 

      siang 0,284 0,287 0,290 0,294 0.321 

      sore 0,293 0,296 0,299 0,303 0.334 

8 Jl. Jend A Yani 

2 

Dari S.BNI - 

S.Klenteng 

pagi 0,331 0,334 0,338 0,342 0.455 

      siang 0,311 0,314 0,317 0,322 0.433 

      sore 0,321 0,324 0,328 0,332 0.457 

9  Jl. Sunan 

Kudus 1 

Dari S.Baagil - 

S.7 

pagi 0,562 0,567 0,573 0,581 0.610 

      siang 0,529 0,533 0,539 0,546 0.564 

      sore 0,545 0,55 0,556 0,563 0581 

10  Jl. Sunan 

Kudus 2 

Dari S.Menara 

- S.Baagil 

pagi 0,592 0,597 0,604 0,612 0.637 

      siang 0,557 0,561 0,567 0,575 0.586 

      sore 0,575 0,579 0,586 0,594 0.602 

11  Jl. Sunan 

Kudus 3 

Dari S.Jember 

- S.Menara 

pagi 0,612 0,617 0,624 0,633 0.641 

      siang 0,576 0,58 0,587 0,595 0.598 
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No Nama Jalan Segmen 
Jam 

Sibuk 
2015 2016 2017 2018 2019 

      sore 0,594 0,599 0,605 0,614 0.635 

12  Jl. Mayor 

Basuno 

Dari 

S.Matahari - 

S.Ploso 

pagi 0,693 0,698 0,706 0,716 0.731 

      siang 0,651 0,656 0,664 0,673 0.692 

      sore 0,672 0,677 0,685 0,694 0.701 

13  Jl. Hos 

Cokroaminoto 

Jl. Hos 

Cokroaminoto 

pagi 0,753 0,759 0,767 0,778 0.790 

      siang 0,708 0,713 0,721 0,731 0.771 

      sore 0,73 0,736 0,744 0,755 0.774 

14  Jl. Pemuda Jl. Pemuda pagi 0,679 0,684 0,692 0,701 0.711 

      siang 0,638 0,643 0,65 0,659 0.670 

 

      sore 0,658 0,664 0,671 0,680 0.693 

15  Jl. Pramuka Jl. Pramuka pagi 0,691 0,696 0,704 0,713 0.740 

      siang 0,649 0,654 0,661 0,671 0.702 

      sore 0,67 0,675 0,683 0,692 0.714 

16  Jl. Sunan 

Muria 

Jl. Sunan 

Muria 

pagi 0,797 0,804 0,812 0,824 0.831 

      siang 0,749 0,755 0,764 0,774 0.796 

      sore 0,773 0,779 0,788 0,799 0.804 

17  Jl. KH R. 

Asnawi 

Jl. KH R. 

Asnawi 

pagi 0,698 0,703 0,711 0,721 0.736 

      siang 0,656 0,661 0,668 0,678 0.682 

      sore 0,677 0,682 0,690 0,699 0.701 

18  Jl. Veteran Jl. Veteran pagi 0,486 0,49 0,495 0,502 0.527 

      siang 0,457 0,46 0,465 0,472 0.483 

      sore 0,471 0,475 0,480 0,487 0.490 

19  Jl. KH 

Turaikhan 

Jl. KH 

Turaikhan 

pagi 0,577 0,582 0,588 0,596 0.598 

      siang 0,543 0,547 0,553 0,561 0.570 

      sore 0,56 0,564 0,571 0,579 0.583 

20  Jl. 

Sosrokartono 

Jl. 

Sosrokartono 

pagi 0,718 0,724 0,732 0,742 0.751 

      siang 0,675 0,68 0,688 0,697 0.700 

      sore 0,696 0,702 0,710 0,719 0.726 

21  Jl. Johar Jl. Johar pagi 0,713 0,719 0,726 0,737 0.748 

      siang 0,67 0,675 0,683 0,692 0.702 

      sore 0,691 0,697 0,705 0,714 0.726 

22  Jl. Tanjung Jl. Tanjung pagi 0,743 0,749 0,757 0,768 0.776 

      siang 0,698 0,704 0,712 0,722 0.734 

   sore 0,721 0,726 0,734 0,745 0.755 

     Rata-rata  0,596 0,630 0,640 0,657 0.654 

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2020 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa V/C ratio ruas jalan utama di 

Kabupaten Kudus rata-rata pada tahun 2019 sebesar 0,654 yang menunjukkan 

arus lalu lintas masih stabil, namun apabila dilihat per ruas jalan masih terdapat 

beberapa ruas jalan dengan V/C ratio di atas 0,75 yaitu Jl. Jenderal Sudirman 3 

(pagi, siang, sore), Jl. HOS Cokroaminoto (pagi), Jl. Sunan Muria (pagi,siang, 

sore), Jl. Sosrokartono (pagi) dan Jl. Tanjung (pagi, sore). Kondisi V/C ratio di 
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atas 0,75 pada ruas jalan tersebut menunjukkan arus lalu lintas yang tidak 

stabil. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan pengendalian lalu lintas dalam 

bentuk manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jam sibuk dan penyediaan 

perlengkapan lalu lintas guna ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas 

di jalan raya. Berikut indikator kinerja dan prasarana perhubungan yang dapat 

menunjukkan prasarana keselamatan perhubungan Tahun 2015 – 2019.  

Tabel 2.102  
Indikator Kinerja dan Prasarana Perhubungan Tahun 2015 -2019 

No Prasarana Perhubungan Satuan 
Jumlah (buah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Alat Uji Kendaraan Unit 9 9 9 11 11 

2 Traffic Light Simpang 25 28 31 31 32 

3 Warning Light Unit 43 114 117 121 139 

4 Rambu-Rambu Lalu Lintas Buah 3.360 4.193 4.195 4.243 4.292 

5 Marka  M2 73.442 86.950 92.316 95.738 93,427 

6 Guardrail M’ 3.102 4.762 4.762 4.762 4.794 

7 Persentase penyediaan 

fasilitas perlengkapan jalan 
pada daerah rawan 

kecelakaan 

% 75,00 76,92 79,31 75,58 79,84 

8 Kecepatan rata-rata 

kendaraan bermotor di 

jalan perkotaan 

Km/Jam 31 32 33 33 34 

9 Kontribusi retribusi 

Perparkiran dan Terminal 
terhadap PAD 

NA NA NA NA 0,015 0,019 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2020 (NA – Data tidak tersedia) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana keselamatan perhubungan 

jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. 

Pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2019 telah mendapatkan 

akreditasi B dan memiliki sertifikat ISO 9001:2015 dengan fasilitas 11 alat uji 

kendaraan bermotor yang rutin dilakukan kalibrasi setiap tahun untuk menjaga 

selalu akurat serta dilengkapi dengan sistem informasi uji berkala kendaraan 

bermotor.  

Untuk perlengkapan jalan pada umumnya meningkat dengan adanya 

pengadaan. Antara lain 1 unit Traffic Light, 19 buah Waning Light, 49 buah 

rambu-rambu lalu lintas, 32 Meter pagar pengaman jalan. Sedangkan untuk 

marka jalan mengalami penurunan secara kuantitas dikarenakan pengaspalan 

jalan pada beberapa ruas jalan, sehingga mengurangi jumlah marka jalan. 

Sedangkan dalam hal penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan 

kecelakaandiupayakan selalu meningkat dari tahun 2015 sebesar 75,00% 

menjadi sebesar 75,58% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan menjadi sebesar 79,84%. Peningkatan tersebut masih dibawah 

target capaian tahun 2019 sebesar 82 % karena kebutuhan perlengkapan jalan 

pada titik (daerah) potensi dan rawan kecelakaan yang meningkat, sehingga 

belumbisa terpenuhi secara keseluruhan mengingat keterbatasan anggaran, 

untuk pemasangan perlengkapan jalan pada tahun 2019 dilaksanakan 

berdasarkan skala prioritas. 
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Pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan merupakan salah satu 

upaya perwujudan sistem prasarana berupa pengembangan sistem jaringan 

prasarana transportasi yang harus dilakukan sesuai dengan penanganan dan 

pengembangan jaringan jalan yang berfungsi untuk meningkatkan konektivitas 

antar wilayah dan menyeimbangkan ketimpangan antar wilayah. 

Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di kabupaten kudus mengalami 

peningkatan menjadi 34 km/jam dari 33 Km/jam tahun 2018. Adapun 

kontribusi Perparkiran dan Terminal terhadap PAD di Kabupaten Kudus 

mengalami peningkatan dari semula 0,015 pada tahun 2018 menjadi 0,019 di 

tahun 2019. 

 

Tabel 2.103  

Angka Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Tingkat Fatalitas Kecelakaan  

di Kabupaten Kudus Tahun 2016-2019 

NO 
JUMLAH DAN TINGKAT 

FATALITAS 
SATUAN 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Kecelakaan Kejadian 759 510 692 654 

2 Meninggal Dunia Orang 110 111 106 105 

3 Luka Berat Orang 0 0 0 0 

4 Luka Ringan Orang 971 855 764 863 

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa angka kecelakaan di 

Kabupaten Kudus cenderung menurun setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 

2018 jumlah kecelakaan sebesar 692 kejadian yang menurun pada tahun 2019 

menjadi sebesar 654 kejadian. Adapun tingkat fatalitas korban kecelakaan, pada 

tahun 2018 meninggal dunia sebesar 106 orang, luka ringan 863 orang, pada 

tahun 2019 jumlah korban meninggal dunia menurun menjadi 105 orang, 

namun meningkat pada jumlah korban luka ringan menjadi sebesar 863 orang. 
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Tabel 2.104  
Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2015 - 2019 

NO FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN 

2015 2016 2017 2018 2019 
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1 Rambu-Rambu Lalu Lintas (unit) 208 248 83,87 218 248 87,90 228 248 91,94 229 320 71,56 258 320 80,63 

2 Cermin Tikung (buah) 66 85 77,65 68 85 80,00 70 85 82,35 75 95 78,95 78 95 82,11 

4 Guardrail (meter) 360 450 80,00 360 450 80,00 372 450 82,67 396 520 76,15 416 520 80,00 

5 Marka Jalan 
(meter 

persegi) 
1.250 1.400 89,29 1.264 1.400 90,29 1.288 1.400 92,00 1.303 1.500 86,87 1.320 1.500 88,00 

6 Warning Light (unit) 38 48 79,17 40 48 83,33 40 52 76,92 44 60 73,33 49 60 81,67 

7 Traffic Light (unit) 2 5 40,00 2 5 40,00 3 6 50,00 4 6 66,67 4 6 66,67 

RATA-RATA  75,00 76,92 79,31 75,58 79,84 

  Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2020 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat cakupan pelayanan atas 

ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan di 

Kabupaten Kudus mencapai 79,84% pada tahun 2019 yang meningkat 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 75,58%. Jenis perlengkapan 

jalan yang dipasang pada daerah rawan kecelakaan antara lain rambu-rambu 

lalu lintas, cermin tikung, guardrail, marka jalan, warning light dan traffic light. 

Tahun 2019 persentase tertinggi jenis perlengkapan jalan yang telah 

terpasang adalah marka jalan yang cakupannya telah mencapai 88% dari total 

kebutuhan, sedangkan yang terendah adalah Traffic Light sebesar 66,67% dari 

total kebutuhan terpasang di daerah rawan kecelakaan 

 

 

2.1.3.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam 

indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi 

masyarakat di tingkat kecamatan; persentase perangkat daerah di Pemerintah 

Kabupaten Kudus memiliki website dan meng-update data di website; 

persentase pemohon memperoleh informasi publik dalam satu tahun secara 

memadai; persentase regulasi aplikasi; persentase SDM yang mengikuti 

pelatihan IT; persentase Pada tingkat pengembangan e-government, 

Keterbukaan Informasi Publik, Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui 

berbagai media, persentase PD yang mengembangkan Teknologi Informasi, 

persentase regulasi aplikasi yang terintegrasi, persentase SDM yang mengikuti 

pelatihan IT; persentase Perangkat Daerah yang menggunakan fiber optic, dan 

persentase aplikasi yang terintegrasi, sebagaimana masing-masing tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2.105  
Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi 

Masyarakat di Tingkat Kecamatan 

No URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah KIM 28 36 36 36 36 

2 Jumlah Kecamatan yang ada 

dalam Kabupaten/kota 

9 9 9 9 9 

3 Cakupan pengembangan dan 

pengembangan KIM 

311,1 400 400 400 400 

Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 

Dilihat dari tabel diatas bahwa cakupan pengembangan pemberdayaan 

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 9 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Kudus baru terbentuk 36 kelompok, dibanding tahun sebelumnya, telah terjadi 

peningkatan. Sejak tahun 2016 tidak lagi dilaksanakan pembentukan KIM 

baru. Strategi yang dilakukan adalah optimalisasi dan pemberdayaan KIM yang 

telah dibentuk agar lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.  

Informasi telah dipublikasikan melalui berbagai media informasi, 

diantaranya media cetak, media elektronik, media sosial dan media luar ruang.  

Kondisi tersebut menunjukkan bawa cakupan informasi melalui berbagai media 

sudah mencapai 100%.  Selanjutnya untuk tahun-tahun kedepan penyebaran 

informasi melalui berbagai media akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan 

kualitasnya dengan melibatkan pegiat-pegiat IT di Kabupaten Kudus. 



II - 101 

 

Tabel 2.106  

Persentase PD Pemerintah Kabupaten Kudus Memiliki Website dan 

meng-update Data di Website Tahun 2015 – 2019 

No Tahun Total Jumlah 

PD Kabupaten 

PD Kabupaten yang 

Memiliki Website 

PD Kabupaten yang 

Meng-update Website 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 2015 51 30 58,82 4 13,33 

2 2016 51 30 58,82 4 13,33 

3 2017 34 27 79,41 10 37,04 

4 2018 34 27 79,41 10 37,04 

5 2019 34 34 100 14 41,18 

Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 

Sesuai Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun  2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, sehingga 

pada tahun 2019terdapat perubahan jumlah perangjat daerah karena adanya 

penggabungan dan pemisahan beberapa perangkat daerah.  

Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengambangkan sistem informasi 

dan website secara bertahap untuk menunjang e-Goverment di Kabupaten 

Kudus. Pembuatan website dan pemanfaatan teknologi informasi terus 

dilakukan dari tahun ke tahun. Dalam rangka menunjang reformasi birokrasi 

menuju tata kelola sistem pemerintah berbasis teknologi informasi maka 

Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2017 telah memperoleh indeks 

Pemeringkatan e-Government Indonesia dengan nilai 2,52 (peringkat 8 se-Jawa 

Tengah), dinilai dari sisi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan 

perencanaan.  

Keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kudus 

dilaksanakan sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik 

mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi (internet) dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik melalui pemberian informasi mengenai 

berbagai macam hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintah daerah, 

jadi agar masyarakat mengetahui secara terbuka tentang berbagai informasi 

yang disediakan dan dapat dimanfaaatkan dengan baik. Keterbukaan informasi 

publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik 

(good governance). 

Tabel 2.107  
Persentase Pemohon Memperoleh Informasi Publik Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Pemohon Informasi Dalam 1 
Tahun 

2 5 16 12 14 

2 Jumlah Pemohon Yang Memperoleh 

Informasi Publik Secara Memadai 

2 5 16 12 13 

3 Persentase  100 100 100 100 93 
Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa permohonan 

informasi publik berkecenderungan fluktuatif.  Penggunaan media informasi 

dalam kurun waktu 2015-2019 telah memberikan dimensi baru bagi 

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan informasi secara langsung 

dan menyeluruh kepada masyarakat. Penggunaan media informasi akan terus 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus mengingat kemudahan dalam 
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rangka memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai program untuk 

memaksimalkan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat 

maupun birokrasi. Pengembangan teknologi informasi (TI) ini merupakan 

implementasi e-government menuju “Kudus Smart City” selaras dengan “Smart 

Province” yang sudah dicanangkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Smart City 

adalah kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan evisien 

dalam menyelesaikan berbagai tantangan mengunakan solusi inovatif, 

terintegrasi dan berkelanjutan melalui smart goverment, smart living, smart 

branding, smart economy,  smart society dan smart environment. 

Penerapan e-government (smart goverment)  menuju Kudus Smart City 

membutuhkan sinergi, kerjasama dan komitmen bersama antar PD sehingga 

diharapkan pada periode RPJMD 2018-2023 dapat lebih dirasakan oleh 

masyarakat. 

Implementasi e-goverment yang terdiri dari 4 faktor pendukung antara 

lain: Regulasi Aplikasi, SDM yang mengikuti pelatihan IT, Infrastruktur jaringan 

komunikasi data Perangkat Daerah yang mengunakan fiber optic,  dan aplikasi 

yang terintegrasi dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 2.108  
Persentase Regulasi Aplikasi Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Regulasi Aplikasi 6 6 7 8 9 

2 Jumlah Aplikasi 45 71 96 101 104 

3 Persentase (%) 13 8 7 8 8 

   Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 

Dalam tabel diatas menunjukan adanya penurunan persentase regulasi 

aplikasi dikarenakan  semakin bentambahnya jumlah aplikasi yang ada di 

Perangkat Daerah, serta belum seimbangnya pertumbuhan pengembangan 

aplikasi yang  tidak di sertai dengan adanya regulasi. 

Tabel 2.109  
Persentase SDM Yang Mengikuti Pelatihan IT Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah SDM Yang Mengikuti 
Pelatihan IT 

700 800 900 500 506 

2 Jumlah SDM aparatur 8.947 8.592 7.597 7400 7140 

3 Persentase (%) 8 9 12 7 7 

  Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 

Peningkatan kapasitas aparatur yang menguasai tehnologi informasi 

dapat diketahui dengan adanya peningkatan nilai persentase SDM yang 

mengikuti  pelatihan IT dalam tahunnya seperti tabel diatas. 

Tabel 2.110  
Persentase PD yang menggunakan infrastruktur jaringan fiber optic 

Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah PD yang menggunakan 

fiber optic 

0 5 8 8 8 

2 Jumlah PD 41 41 34 34 34 
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No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Persentase (%) 0 12 14 24 24 

   Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 

Dalam implementasi e-government infrastruktur jaringan komunikasi 

data merupakan unsur yang sangat fital sehingga dibutuhkan infrastruktur 

jaringan yang sangat stabil yaitu dengan mengunakan infrastruktur jaringan 

dengan media fiber optic. 

Tabel 2.111  
Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah aplikasi yang 
terintegrasi 

0 4 4 5 13 

2 Jumlah aplikasi 32 45 71 96 104 

3 Persentase (%) 0 9 6 5 12,5 
Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 

Pengembangan aplikasi di Perangkat Daerah masih banyak 

dikembangkan secara parsial atau belum terintegrasi, terlihat dari kecilnya 

jumlah aplikasi yang terintegrasi  dan perkembangan aplikasi  pertahunnya 

masih rendah. 

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta 

pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka  mulai tahun 2018 

Kabupaten Kudus akan menerapkan SPBE yang meliputi 3 indikator yaitu 

kebijakan, tata kelola dan layanan. Penerapan SPBE ini merupakan amanat 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang membutuhkan komitmen dan 

dukungan dari semua pihak karena membutuhkan infrastruktur komunikasi 

dan informatika yang memadai.  Target capaian indeks SPBE di Kabupaten 

Kudus sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.112  
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

No Tahun Penilaian 
Indeks SPBE 

Target Realisasi % 

1 2018 1,92 2,45 127,6 

2 2019 2,13 2,72 127,7 

3 2020 2,35 2,73 116,2 

4 2021 2,56     

Sumber  : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 

Pencapaian target Indeks SPBE Kabupaten Kudus telah melebihi target 

capaian setiap tahun yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kudus 

Tahun 2018 – 2023.  Pada tahun 2018 atau tahun awal pelaksanaan SPBE, 

ditargetkan sebesar 1,92 dan terealisasi sebesar 2,45 atau 127,6%, sedangkan 

pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,13 terealisasi sebesar 2,72 atau 

127,7%.  Adapun indeks SPBE tahun 2020, ditargetkan sebesar 2,35, 

terealisasi sebesar 2,73 atau 116,2%. 

Penerapan SPBE membutuhkan penyedia jaringan sarana dan 

prasarana komunikasi dan informatika sebagai bagian dari perwujudan 

pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi, yang 
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diimplementasikan melalui program Pengembangan Teknologi dan Informasi. 

Peningkatan indeks SPBE diharapkan dapat membuka transparansi publik 

secara luas dan dapat meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan 

dan partisipatif. 

 
2.1.3.2.11 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan 

hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi. Koperasi berfungsi 

sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan agen dalam intermediasi 

permodalan yangdekat dengan masyarakat. Koperasi dapat dikelompokkan 

menjadi aktif dan tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua 

tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan. Perkembangan koperasi 

aktif dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.113  
Jumlah Koperasi Tahun 2015 -2019 Kabupaten Kudus 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Koperasi Aktif 462 473 474 474 472 

2. Koperasi tidak 

aktif 

65 54 65 65 66 

3. Jumlah Koperasi  527 527 539 541 538 

4. Persentase 

koperasi aktif 

87,66 89,75 87,94 87,62 87.7 

5. Anggota Koperasi 297.956 299,145 287.870 230.266 221.890 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020 

Berdasarkan tabel dapat dilihat perkembangan jumlah koperasi dari 

tahun 2015 – 2018 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2019 mengalami 

penurunan dibanding tahun 2018 dari jumlah 541 menjadi 538 yang 

disebabkan karena pengalihan kewenangan pembinaan dari tingkat Kabupaten 

menjadi kewenangan pembinaan ditingkat Provinsi. Sedangkan jumlah koperasi 

aktif 474 unit di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 472 unit di tahun 

2019.  Persentase koperasi aktif pada tahun 2017 menurun dari 87,94% 

menjadi 87,62% di tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

menjadi  87,73% dari tahun 2018 . Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas 

kelembagaan koperasi dan kesadaran masyarakat berkoperasi di Kabupaten 

Kudus semakin baik dan meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan 

kemampuan koperasi dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia pelaku koperasi melalui pelatihan manajemen perkoperasian, 

pembinaan dan pengawasan koperasi serta fasilitasi dalam hal permodalan dan 

peningkatan teknologi telah menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas 

kelembagaan koperasi di Kabupaten Kudus. 

Sektor usaha kecil merupakan peluang usaha unit-unit ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha menengah atau besar.  Perkembangan jumlah usaha 

mikro, kecil, menengah / besar serta penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.114  
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2015 – 2019 

No Kategori Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Usaha Mikro* 11.456 11.603 13.845 14.010 14.204 

2 Usaha Kecil 1.081 1.089 565 688 788 

3. Usaha Menengah  1.213 1.223 101 102 103 

4. Jumlah seluruh UMKM 13.750 13.915 14.511 14.800 15.095 

5. Persentase Usaha Mikro  83,3 83,4 95,4 94,7 94,1 

6. Persentase Usaha Kecil 7,9 7,8 3,9 4,6 5.2 

7. Persentase Usaha 
Menengah  

8,8 8,8 0,7 0,7 0.7 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020 

Dalam kurun waktu 2015-2019 terjadi perkembangan usaha mikro, 

kecil dan menengah ke arah peningkatan, kapasitas kelembagaan usaha mikro 

di Kabupaten Kudus menjadi prioritas pembinaan terhadap keberadaan UMKM, 

jumlah Usaha Mikro pada tahun 2015 dari 11.456 unit pada mengalami 

peningkatan menjadi 11.603 ditahun 2016. Pada tahun 2017 tercatat usaha 

mikro sebanyak 13.845 mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 

14.010  dan 14.204 pada tahun 2019. Jumlah Usaha kecil mengalami 

penurunan dari tahun 2016 sebanyak 1.089 menjadi 688 pada tahun 2018 dan 

tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 788 karena banyaknya usaha 

mikro naik kelas menjadi usaha kecil disamping tumbuhnya wiarausaha baru 

yang menjadi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2018 - 

2023. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah cenderung fluktuatif menurun karena 

daya saing industri besar, namun secara keseluruhan jumlah UMKM di 

Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari 13.750 unit di tahun 2015 

menjadi 15.095 unit di tahun 2019. 

Tabel 2.115  
Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Tahun 2015 – 2019  

NNo

. 

Kecamatan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kaliwungu 1.769 

 

1.769 1.790 1.814 1.843 

2 Kota Kudus 2.338 2.503 2.503 2.573 2.626 

3 Jati 1.741 1.741 1.541 1.576 1.629 

4 Undaan 1.579 1.579 1.582 1.609 1.619 

5 Mejobo 516 516 525 551 576 

6 Jekulo 1.665 1.665 1.665 1.691 1.725 

7 Bae 1.199 1.199 1.465 1.489 1.525 

8 Gebog 1.440 1.440 1.482 1.514 1.546 

9 Dawe 1.503 1.503 1.958 1.983 2.006 

 Jumlah 13.750 13.915 14.511 14.800 15.095 
 

 Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020 

Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 jumlahnya 

mencapai 15.095 unit, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang 

jumlahnya 14.800 unit (tahun 2018). Dari jumlah UMKM pada tahun 2019 

sebanyak 15.095 unit terdiri dari usaha mikro sebanyak 14.204 unit, usaha 
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kecil sebanyak 788 unit dan usaha menengah sebanyak 103 unit. Peningkatan 

jumlah UMKM menjadi indikator keberhasilan atas program unggulan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mencetak wirausaha baru melalui 

pelaksanaan pelatihan kewirausahaan serta program hibah bantuan modal 

usaha kepada wirausaha baru yang didukung dari dana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah  Pemerintah Kabupaten Kudus. 

Peningkatan jumlah UMKM secara langsung telah meningkatkan 

jumlah serapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM pada 

tahun   2015 – 2019 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.116  
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM Tahun 2015 -2019 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020 

Dalam kurun waktu 2015-2019, terjadi peningkatan jumlah tenaga 

kerja pada usaha mikro dan kecil dari 34.368 orang menjadi  42.612 orang, 

namun pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di usaha kecil  

yang sangat signifikan yang  disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja di sektor 

usaha mikro dan kecil lebih memilih bekerja disektor industri / usaha 

menengah dan besar. Adapun usaha besar meningkat dari tahun 2015 dari 

sebanyak 79.997 orang menjadi 194.702 pada tahun 2019. Peningkatan jumlah 

penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro, kecil, menengah dan besar pada 

kurun waktu tahun 2015 sampai  tahun 2019, mampu menurunkan tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus, dimana angka pengangguran 

terbuka tahun 2015 sebesar 5,04 turun menjadi 3,86 di tahun 2019. 

 

2.1.3.2.12 PENANAMAN MODAL 

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Realisasi penanaman 

modal di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi oleh regulasi tentang pelayanan 

perizinan yang mengalami perubahan dan penyempurnaan dari awal terjadi 

pada pertengahan Tahun 2018 sampai tahun 2019 masih dilakukan evaluasi 

sistem dan regulasi oleh pemerintah pusat. Perkembangan investasi di 

kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut : 

  

No Kategori Usaha Penyerapan Tenaga Kerja 

2015 2016 2017 2018 2019 
1. Usaha Mikro* 34.368 34.409 41.535 41.545 42.612 

2. Usaha Kecil* 31.818 31.833 129.158 129.168 13.396 

3. Usaha Menengah 5.388 5.388 5.388 5.388 7.058 

4. Usaha Besar 79.997 79.997 79.997 79.997 194.702 

 Jumlah 151.571 151.627 256.078   256.098  257.768 
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Tabel 2.117   
Perkembangan Investasi Tahun 2015 – 2019 (dalam juta rupiah) 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 PMA 3.650    91.500,00 

2 PMDN  17.620.465,29 18.613.008,50 11.463.103,50 7.028.822,93 5.774.843,11 

3 Jumlah 17.620.465,29 18.613.008,50 11.463.103,50 7.028.822,93 5.866.343,11 

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perkembangan total investasi sangat 

fluktuatif dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Struktur Investasi Kabupaten 

Kudus terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN). Untuk Perkembangan Investasi dalam bentuk PMDN sejak 

tahun 2015 -2019 mengalami fluktuasi cukup signifikan dari 17.620 trilyun 

pada tahun 2015, kemudian meningkat tajam tahun 2016 sebesar 18, 611 

trilyun dan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami 

penurunan. Beberapa penyebab terjadinya penurunan realisasi investasi 

tersebut antara lain, adanya perubahan sistem pelayanan perizinan dari SIPTO 

berganti ke sistem OSS (online single submission) pada pertengahan Tahun 2018 

yang menjadikan realisasi investasi menjadi lebih terpuruk dari tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini dapat dimaklumi karena masa transisi membutuhkan 

banyak penyesuaian, baik penyesuaian oleh pihak pemerintah maupun pihak 

masyarakat yang terdampak oleh sistem baru, karena sistem pelayanan 

perizinan yang baru, maka potensi investasi yang ada pada tahun 2018 dan 

tahun 2019, harus dilakukan validasi oleh Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, karena ada beberapa 

inputing data dari pelaku usaha/investor yang mengalami kekeliruan. Selain 

itu masalah ketersediaan lahan untuk pengembangan investasi khususnya 

industri di Kabupaten Kudus mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena 

ruang peruntukan untuk industri kurang terakomodir dalam RTRW Kabupaten 

Kudus. Langkah yang telah dilakukan yaitu merevisi RTRW agar lahan 

peruntukan untuk pengembangan industri dapat lebih terakomodir. 

Tabel 2.118  
Jumlah PMA dan PMDN berskala NasionalTahun 2015 - 2019 

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 

Jumlah investor PMA/PMDN Kabupaten Kudus di Tahun 2018 dan 

tahun 2019 mengalami kenaikan. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Secara Elektronik yang mengamanatkan bahwa setiap usaha harus melakukan 

update data perusahaan melalui sistem nasional yaitu online Single Submission 

(oss). Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya kenaikan jumlah investor di tahun 

2017 sampai dengan tahun 2019, data tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. PMDN 918 695 500 1.104 1.451 

2. PMA 1 0 0 0 3 

 Total 919 695 500 1.104 1.454 
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diambil dari oss, kenaikan tersebut dimungkinkan adanya pengaruh dari 

kewajiban update data perusahaan bagi para investor. 

Adapun perbandingan antara target investasi dengan realisasi investasi 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 2.119  
Target dan Realisasi Investasi 2015 – 2019 

TAHUN TARGET REALISASI (%) 

2015 9.089.016.805.457 17.620.465.287.032 193,87 

2016 9.997.918.486.002 18.613.008.500.649 186,15 

2017 10.997.710.334.602 11.463.103.884.050 104,23 

2018 7.339.742.860.000 7.028.822.939.129 95,76 

2019 7.593.315.980.000 5.866.343.114.806 77,25 
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan aktivitas swasta yang 

meningkat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain investasi. 

Perkembangan realisasi investasi tahun 2016-2019 mengalami penurunan yang 

cukup signifikan, dari 18,61 triliun pada tahun 2016 menjadi 5,866 triliun 

pada tahun 2019. Penghitungan target realisasi investasi tahun 2019 

mendasarkan kepada target pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kudus yang 

diprediksi mencapai 3,45 %. 

Tabel 2.120  

Investor PMA Tahun 2015 - 2019 

No Tahun Nama Perusahaan 

1 2015  PT. Finexco Prima 

2 2016 0 

3 2017 0 

4 2018 0 

5 2019  PT. Sarimelati Kencana 

 PT. Prodia Widyahusada Tbk 
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 

Secara umum, pelaku investasi yang masuk di Kabupaten Kudus 

masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  Keterlibatan 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kudus yang terealisasi pada 

tahun 2015 sampai tahun 2019 tercatat sebanyak 3 PMA yang menanamkan 

modalnya di Kabupaten Kudus. 

Tabel 2.121  
Jumlah Permohonan dan Penerbitan Izin Tahun 2017-2019 

 

NO JENIS IZIN 
TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 

Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit 

A Pendelegasian kewenangan 

      1 Izin RS Tipe C & D 0 0 0 0 3 3 

2 Izin RS Khusus Tipe C 0 0 0 0 

  3 Izin Klinik Pratama & Utama 2 2 1 1 21 21 

4 

Izin Usaha Lab Klinik 

Swasta/Pemerintah 1 1 0 0 2 2 

5 Izin Apotek 31 31 8 8 33 33 

6 Izin Toko Obat 1 1 2 2 1 1 

7 Izin Optik 0 0 1 1 4 4 

8   I U I 0 0 0 0 
  9   I P I 0 0 0 0 
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NO JENIS IZIN 
TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 

Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit 

10   LOKASI 1 2 5 5 7 7 

11   I M B 1.115 1.064 573 661 702 536 

12 

Pendaftaran Penanaman 

Modal 99 99 10 10 
  

13 
Izin Prinsip Perubahan 
Penanaman Modal 3 3 1 1 

  

14 

Izin Prinsip Perluasan 

Penanaman Modal 0 0 1 1 
  

15 
Izin Usaha Penanaman 
Modal 17 17 3 3 

  

16 

Izin Usaha Perluasan 

Penanaman Modal 0 0 0 0 

  

17 

Izin Usaha Penggabungan 

Penanaman Modal 0 0 0 0 
  

18 
Izin Usaha Perubahan 
Penanaman Modal 0 0 0 0 

  

19 

Izin Prinsip Penggabungan 

Perusahaan PM 0 0 0 0 
  20   H O 119 113 15 15 

  

21 

Rekom Izin Pengeboran & 

Pemanfaatan Air Tanah 0 0 0 0 

  22 SIUJK 108 108 10 10 
  B Pelimpahan Kewenangan 

      23   T D I 72 72 49 43 
  24   S I U P 356 335 187 150 

  25   T D P 584 502 354 322 
  26 Tanda Pendaftaran Waralaba 0 0 0 0 

  

27 

Izin Usaha Pusat 

Perbelanjaan 0 0 0 0 
  28 IUTM 0 0 0 0 

  

29 

Izin Usaha Pengelolaan 

Pasar Tradisional 0 0 0 0 
  30 Izin Reklame 161 161 104 104 94 66 

31 

Izin Penggunaan & 

Pemanfaatan Bagian Jalan 22 22 17 14 11 5 

32 Izin Pemakaman 6 6 14 14 7 7 

33 

Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata 0 0 0 0 

  34 Izin Usaha Pemondokan 0 0 0 0 
  35 Izin Usaha Peternakan 0 0 0 0 

  36 Izin Usaha Obat Hewan 0 0 0 0 
  

37 
Izin Usaha Jasa Medik 
Veteriner 0 0 0 0 

  38 Izin Kios Daging 0 0 0 0 
  39 Izin RPU 0 0 0 0 

  40 Izin RPH 0 0 0 0 
  

41 
Izin Usaha Sarang Burung 
Walet 0 0 0 0 

  42 Izin Usaha Penggilingan Padi 0 0 0 0 
  43 Izin Trayek 121 121 85 85 85 85 

44 Izin Usaha Jasa Angkutan 0 0 0 0 
  

45 
Izin Usaha Sekolah 
Mengemudi 0 0 0 0 

  46 Izin Usaha Bengkel Umum 0 0 0 0 
  47 Izin Warnet 0 0 0 0 

  48 Izin Usaha Travel 0 0 0 0 
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NO JENIS IZIN 
TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 

Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit 

49 Izin Penyelenggaraan Usaha 

Parkir 0 0 0 0 
    Jumlah 2.819 2.660 1.440 1.450 970 770 

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 

 
Dari tabel diatas, bahwa pelayanan perizinan pada PTSP tahun 2017 

sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend penurunan dari tahun ke 

tahun. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa penurunan jumlah pelayanan 

perizinan terbit dari tahun 2017 terjadi penurunan di tahun 2018 sebesar 45%, 

sedangkan pada tahun 2019 realisasi mengalami penurunan lagi dari tahun 

2018 sebesar 46,5 %, sehingga rata-rata penurunan perizinan terbit dari tahun 

2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar 45,75%.  Secara rata – rata lama 

waktu proses pelayanan perijinan berkisar kurang lebih 10 hari.  

Dalam mendukung urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar 

bidang  penanaman modal, didukung oleh 4 program utama yang menjadi 

indikator kinerja program. Target dan realisasi kinerja program yang 

mendukung urusan penanaman modal dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

Tabel 2.122  

Indikator Kinerja Program, Target dan Realisasi Tahun 2019 

No Indikator Program Target Realisasi 

1 Persentase peningkatan jumlah 
investor 

2 % 31,7 % 

2 Realisasi investasi yang terlaporkan 

 

2.877.000.000.000 2.053.000.000.000 

3 Persentase Pelayanan Perizinan 
Pembangunan dan Lingkungan yang 

sesuai standar pelayanan 

15 % 32,44 % 

4 Persentase Pelayanan Perizinan 

Perekonomian dan Jasa Usaha yang 
sesuai standar pelayanan 

75 % 78 % 

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 

 

Realisasi investasi terlaporkan mendasar kepada realisasi yang dirilis 

oleh BKPM RI dari hasil Laporan Kegiatan Penanaman Modal /LKPM secara 

online oleh perusahaan-perusahaan yang wajib melaksanakan LKPM (non 

mikro). 

 

2.1.3.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga 

diprioritaskan pada peningkatan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga 

serta peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal.  

 

Tabel 2.123  
Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, dan Gelanggang Olahraga 

Tahun 2015 – 2019 

No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah organisasi pemuda 23 27 28 28 28 

2. Jumlah organisasi olahraga 38 38 38 38 38 
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No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 

3. Jumlah gedung olahraga 5 5 5 5 5 

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 

Dari tabel  di atas, terlihat bahwa organisasi pemuda pada kurun 

waktu 5 tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebanyak 23 

organisasi dan di tahun 2019 menjadi 28 organisasi.  Pada bidang olahraga 

terdapat prestasi sebagaimana tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel 2.124  

Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2015 – 2019 

No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Prestasi Olahraga tingkat 

internasional 

2 4 1 0 0 

2. Prestasi Olahraga tingkat nasional 8 24 16 2 0 

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 

 

Penurunan prestasi olahraga baik ditingkat nasional maupun internasional, 

menjadi pemacu guna lebih mengintensifkan urusan olahraga yang perlu 

ditingkatkan oleh Kabupaten Kudus melalui pembinaan atlet dan peningkatan 

sarana dan prasarana olahraga. 

 

Tabel 2.125  
Data Jumlah Penyimpangan Perilaku Generasi Muda/ Pelajar  

Dari Tahun 2015-2019 Kabupaten Kudus 

No Tahun Jumlah Kasus 

1. 2015 28 orang 

2. 2016 25 orang 

3. 2017 72 orang 

4. 2018 72 orang 

5. 2019 78 orang 
Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020. 

Berdasarkan hasil operasi yang dilakukan oleh Polres Kudus terhadap 

pelajar di Kabupaten Kudus. Kasus penyimpangan perilaku generasi 

muda/pelajar mayoritas adalah pelanggaran lalu lintas. Selain itu, 

penyimpangan yang terjadi antara lain membolos sekolah, konsumsi minuman 

keras dan lain-lain. Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus di tahun 2019 

tinggi dikarenakan belum adanya koordinasi lintas sektor.  

Tabel 2.126  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015-2019 

No Capaian Pembangunan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah grup kesenian  6 6 11 11 38 

2 Jumlah gedung  kesenian  4 4 4 4 4 

3 Jumlah gelanggang olahraga  5 5 5 5 5 

4 Jumlah organisasi olahraga 38 38 38 38 39 

5 Jumlah gedung olahraga 5 5 7 7 8 

Sumber : SIPD – Disbudpar dan Disdikpora Tahun  2020 
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah organisasi olahraga 

mengalami peningkatan dari 38 organisasi di tahun 2015 menjadi 39 organisasi 

di tahun 2019. Gedung olahraga tahun 2015 sejumlah 5 unit menjadi 8 gedung 

di tahun 2019. 

 
 

 

 

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020  

Gambar 2.38 Jumlah Klub Olahraga dan Sarpras Olahraga Masyarakat Tahun 2019 
 

Disamping jumlah gelanggang olahraga, di masyarakat juga  

berkembang olahraga masyarakat sebagaimana tabel di atas yang 

menggambarkan geliat olahraga di Kabupaten Kudus. Upaya yang dilaksanakan 

Pemerintah Kabupaten Kudus guna meningkatkan kualitas sarpras olahraga 

diantaranya dengan melalui Pembangunan sarpras olahraga sport center yang 

berlokasi di Kelurahan Wergu Wetan yang sekaligus menjadi wahana wisata 

bagi masyarakat Kudus yang representatif. 

 

2.1.3.2.14 STATISTIK 

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana 

disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota.  Adapun 

statistik khusus dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.  

Tabel 2.127  
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan StatistikTahun 2015 -2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Buku Kabupaten Dalam Angka 

(Kudus Dalam Angka) 

 Ada   Ada   Ada   Ada   Ada  

2 Buku PDRB Kabupaten  Ada   Ada   Ada   Ada   Ada  

Sumber: BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

Penerbitan buku  Kudus Dalam Angka, dan PDRB disajikan dan 

dipublikasikan oleh BPS. Adapun kegiatan statistik sektoral dilaksanakan oleh 
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Dinas Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan kegiatan statistik sektoral 

sebelum tahun 2018 atau sebelum terbentuknya Dinas yang membidangi 

urusan statistik tersebar di Perangkat Daerah baik dilaksanakan mandiri 

maupun bekerjasama dengan BPS, dan belum teridentifikasi, adapun kegiatan 

statistik sektoral dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 2.128  

Dokumentasi Statistik Sektoral 
 

No Tahun Dokumen statistik  sektoral 

1 2018 2 

2 2019 1 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 

Kegiatan statistik sektoral sebagaimana tabel di atas mengindikasikan 

kurangnya ketersediaan data statistik sektoral. Ini dikarenakan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus baru terbentuk awal Tahun 

2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, 

sehingga penyediaan data series tidak bisa mulai tahun 2014. 

 

2.1.3.2.15 PERSANDIAN 

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa 

urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib 

bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: 

pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan 

pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil 

persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya 

persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi. Penyelenggaraaan 

persandian yang menjadi kewenangan Kabupaten yaitu penyelenggaraan 

persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan 

pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sebelum Tahun 

2017, persandian sudah dilaksanakan pada Bagian Umum dalam hal urusan 

sandi dan telekomunikasi (SANTEL), dimana dilakukan hanya antara 

pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau dengan pemerintah pusat. Pada 

tahun 2015 sampai dengan 2016 hanya satu Perangkat Daerah yang sudah 

mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian berupa sertifikat 

elektronik pada aplikasi SPSE, sedang tahun 2017 sudah ada dua Perangkat 

Daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada aplikasi perijinan online. 

Tabel 2.129  

Indikator Kinerja Persandian Tahun 2015 - 2019 

No URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase Perangkat 
Daerah yang 

mengimplementasikan 
pengamanan informasi 

dan persandian 

2 2 3 6 9 
 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 
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Kabupaten Kudus menggunakan sistem sandi yang dibuat oleh Badan 

Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penggunaan dan pemberlakuan sistem sandi 

mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara 

(BSSN).  Impementasi pengamanan informasi dan persandian dimulai pada 

tahun 2015 dengan adanya penggunaan sertifikat elektronik pada aplikasi 

Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (SPSE) LKPP.  Pada tahun 

2017 dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor  3 Tahun  2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, urusan 

persandian yang sebelumnya berada di bawah wewenang Bagian Umum beralih 

ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Tahun 2017 Dinas PMPTSP 

mengimplementasikan sertifikat elektronik pada aplikasi Sistem Informasi 

Perizinan Terpadu Online (SIPTO). Tahun 2018 dalam rangka menjamin 

keamanan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi 

dan Informatika dan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara 

(BSSN) bersepakat melakukan perjanjian kerjasama yang bertujuan 

mewujudkan penerapan sistem elektronik yang aman. Pada tahun 2018 Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil menerapkan tanda tangan elektronik pada 

pencetakan dokumen kependudukan diantaranya KTP, Kartu Keluarga, Akte 

Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan. 

 

2.1.3.2.16 KEBUDAYAAN 

Urusan Kebudayaan menjadi salah satu urusan wajib bukan pelayanan 

dasar yang meiputi Penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana 

penyelenggaraan seni dan budaya, Persentase benda, situs dan kawasan Cagar 

Budaya yang dilestarikan, Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya 

yang dilestarikan, Total benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dimiliki. 

Kinerja pelayanan urusan kebudayaan didasarkan pada indikator 

capaian pada tabel berikut : 

Tabel 2.130  

Kinerja Pelayanan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 

NO INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Jumlah Penyelenggaraan  festival 
seni dan budaya 

17 21 22 29 48 

2.  Jumlah kelompok seni/budaya di 

Kudus 

428 428 428 432 526 

3.  Jumlah kelompok seni/budaya 

yang bersertifikat dan masih aktif 

119 179 285 291 274 

4.  Jumlah kelompok seni/budaya 

yang diaktualisasikan 

40 2 10 24 53 

5.  Jumlah benda, situs dan kawasan 

cagar budaya di Kudus 

149 149 150 167 167 

6.  Jumlah cagar budaya yang dikelola 

secara terpadu 

40 40 40 40 45 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan festival seni dan 

budaya di Kabupaten Kudus terus ditingkatkan,  yaitu pada tahun 2015 

sebanyak 17 kali dan pada tahun 2019 sebanyak 48 kali pagelaran. Di 

Kabupaten Kudus terdapat sebanyak 526 kelompok kesenian / budaya yang 

terdaftar, namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 274 kelompok yang tercatat 
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masih aktif melaksanakan kegiatan. Adapun  jumlah kelompok seni / budaya 

yang teraktualisasikan dalam penyelenggaraan kegiatan selama 1 Tahun 

Anggaran terdapat sebanyak 40 kelompok pada tahun 2015 dan naik menjadi 

53 kelompok pada tahun 2019.  Jumlah kelompok seni/budaya yang ada di 

kudus pada tahun 2019 adalah sebanyak 526 grup, sementara kelompok 

seni/budaya yang telah bersertifikat adalah sebanyak 274 grup dan terdapat 

252 yang belum bersertifikat. Kelompok Seni/Budaya yang mengajukan 

sertifikat hanya kelompok yang akan melakukan pentas seni/budaya di luar 

kota. Adapun jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki dan 

dilestarikan sebanyak 149 buah pada tahun 2015 meningkat menjadi 167 buah 

pada Tahun 2019, sedangkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 

terdapat sejumlah 40 buah pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 45 buah 

pada tahun 2019. Peran serta kelompok seni/budaya mendukung dalam 

pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah. Menurut Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa Pengelolaan 

merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, 

sedang Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan 

Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkannya, sehingga Pelestarian cagar budaya merupakan bagian dari 

pengelolaan cagar budaya. 

2.1.3.2.17 PERPUSTAKAAN 

Perpustakaan umum diperlukan dalam memberikan pelayanan dan 

penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat.Peningkatan mutu pelayanan 

perpustakaan umum diupayakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana 

perpustakaan dan penambahan bahan pustaka serta dengan pelayanan 

perpustakaan, perpustakaan digital (e-library) serta pengembangan katalog 

induk bersama yang terintegrasi, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 

Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. 

Tabel 2.131  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015 -2019 

No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah kunjungan ke  

perpustakaan selama 1 
tahun (Kabupaten Kudus) 

109.445 110.046 251.730 253.414 257.718 

2. Jumlah orang dalam 
populasi yang harus 

dilayani  

550.770 617.674 617.674 617.674 853.871 

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah  Tahun 2020 

Pada tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten 

Kudus dari tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan, dari 109.445 

kunjungan pada tahun 2015 meningkat menjadi 257.718 pada tahun 2019. 

Artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan kunjungan ke perpustakaan 

cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

bertambahnya koleksi buku perpustakaan, fasilitas perpustakaan bertambah, 
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perpustakaan digital, letak strategis perpustakaan serta meningkatnya minat 

baca masyarakat.  

 

Tabel 2.132  
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Tahun 2015 -2019 

No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah koleksi judul 

buku yang tersedia di 

perpustakaan daerah 

18.380 25.743 25.743 29.363 30.063 

2. Jumlah koleksi jumlah 

buku yang tersedia di 

Perpustakaan daerah  

23.099 33.026 33.026 41.193 42.418 

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah  Tahun 2020 

Tampak pada tabel di atas bahwa koleksi buku yang tersedia di 

perpustakaan  daerah meningkat, dari 23.099 buku pada tahun 2015 

meningkat menjadi 42.418 pada tahun 2019. Artinya setiap tahun 

menunjukkan peningkatan jumlah buku, hanya pada tahun 2015 dan 2017 

jumlah buku tetap tidak mengalami peningkatan karena tidak ada pembelian 

buku maupun menerima bantuan / hibah dari pihak lain. Saat ini, dengan 

semakin baiknya pelayanan perpustakaan daerah, peningkatan kualitas dan 

kuantitas judul buku terus dilakukan  setiap tahunnya. 

Tabel 2.133  
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Tahun 2015 -2019 

No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Perpustakaan 333 563 563 563 563 

2. Jumlah pengunjung 
perpustakaan per tahun 

(Perpus Umum Daerah) 

9.120 9.171 20.978 21.118 70.963 

3. Jumlah koleksi judul 
buku perpustakaan 

18.380 25.743 25.743 29.365 30.063 

4. Jumlah Penduduk 803.145 830.221  835.318 850.312 860.055 

5. Rasio perpustakaan per 
satuan penduduk 

0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 

6. Persentase ketersediaan 
bahan pustaka 

79,57 77,94 77,94 71,2 70,87 

7. Persentase pengunjung 

perpustakaan per tahun 
 

1,65 1,48 3,39 3,41 8,31 

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah  Tahun 2020 
 

Rasio perpustakaan persatuan penduduk pada Tahun 2015 sebesar 

0,04 persen mengalami peningkatan di Tahun 2019 menjadi 0,07 persen.  Rata–

rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami peningkatan, dari 

9.120 kunjungan pada Tahun 2015 meningkat menjadi 70.963 di Tahun 2019 

atau setiap tahun menunjukkan peningkatan kunjungan ke perpustakaan 

umum daerah kabupaten kudus. 
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2.1.3.2.18 KEARSIPAN 

Urusan kearsipan diukur dengan indikator sebagai berikut : 

Tabel 2.134  
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2015 – 2019 

 

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Perangkat Daerah yang 

telah menerapkan arsip secara 

baku 

44 44 41 41 41 

2. Jumlah Perangkat Daerah 44 44 41 41 41 

3. Persentase Perangkat Daerah 

Pengelola Arsip secara baku (%) 

100 100 100 100 100 

4. Peningkatan SDM pengelola 

kearsipan 

24 43 45 79 40 

5. Persentase perangkat daerah 
yang melaksanakan jadwal 

retensi aktif (%) 

- - - 3,23 3,23 

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah  Tahun 2020 

Tampak pada tabel di atas bahwa persentase Perangkat Daerah yang 

mengelola arsip secara baku dari tahun 2014 sampai 2019 telah mencapai 

100%, artinya bahwa semua Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus telah 

menerapkan pengelolaan arsip secara baku sesuai peraturan yang berlaku. 

Indikator Peningkatan SDM pengelola kearsipan juga mengalami peningkatan, 

namun pada tahun 2019 baru dilaksanakan pembinaan terhadap 40 orang 

pengelola kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kudus, dengan harapan pengelola kearsipan yang telah mendapat 

pembinaan dapat menerapkan pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah 

masing-masing sesuai kaidah arsip baku. (ditambah data system informasi 

kearsipan/digitalisasi dok.) 

 

2.1.3.3 FOKUS LAYANAN PILIHAN 

2.1.3.3.1 PARIWISATA 

Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah, 

karena sektor pariwisata turut berperan penting dalam mengatasi kemiskinan 

dan pengangguran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan, bahwa pariwisata bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Kudus memiliki potensi obyek wisata 

cukup besar yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi oleh 

wisatawan.  

Di Kabupaten Kudus terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata 

religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria.  

Wisata alam Gunung Muria, hutan pinus Kajar, Wisata alam Ternadi. 

Disamping itu terdapat pula beberapa obyek tujuan wisata buatan yang dikelola 

oleh pemerintah maupun swasta antara lain Taman Ria Colo, Taman 

KridaWisata, Museum Kretek, Situs Patiayam, Taman Balai Jagong GOR, 

Taman Sardi, Waterboom Wisata Lau, Vaganza Hills, dan beberapa wisata 

budaya di daerah tertentu dan pada waktu tertentu (atraksi wisata) seperti 

tradisi Tebokan di desa Kaliputu, Ampyang Maulid di desa Loram Kulon, Rebo 

Wekasan di desa Jepang dan lain-lain.  

Indikator Kinerja pelayanan pariwisata dari Tahun 2015 -2019 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.135  
Kinerja Pelayanan Pariwisata Tahun 2015 – 2019 

NO INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Jumlah wisatawan 

mancanegara 

66 46 182 223 556 

2.  Jumlah wisatawan 

Nusantara 

1.502.946 1.504.489 1.830.680 1.948.122 3.835.306 

3.  Lama tinggal (hari) 3  3  3  3 3  

4.  Jumlah Potensi destinasi 

wisata dan rintisan desa 
wisata 

21 23 26 52 65 

5.  Jumlah destinasi wisata 
yang dikelola 

6 6 11 12 12 

6.  Kontribusi pariwisata 
terhadap PAD (%) 

0,75 0,76 0,75 0,97 0,67 

7.  Persentase kenaikan PAD 

sektor pariwisata (%) 

22,17 10,52 28,42 19,43 8,01 

8.  Jumlah pekerja industri 

pariwisata 

868 953 1.091 1.354 756 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 

Indikator kinerja pelayanan pariwisata di kabupaten kudus 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Padatahun 2019 wisatawan manca 

negara mencapai 556 orang, jumlah wisatawan nusantara padatahun 2019 

mencapai 3.835.306 orang dengan lama tinggal rata-rata selama 3 hari. Pada 

kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019, potensi destinasi wisata dan 

rintisan desa wisata di Kabupaten Kudus juga mengalami peningkatan dari 21 

lokasi meningkat menjadi 65 lokasi pada tahun 2019. Peningkatan jumlah 

wisatawan membawa belum berdampak positif terhadap penerimaan PAD dari 

retribusi sektor pariwisata sebesar 8,01% pada tahun 2019, artinya kinerja 

sektor pariwisata perlu mendapat perhatian.  Jumlah angka persentase 

kenaikan PAD yang semakin kecil ini karena jumlah PAD secara rupiah sudah 

tinggi, sehingga peningkatan sebesar 8% pada tahun 2019 meski secara 

prosentase kecil, tetapi secara rupiah tinggi. Potensi wisata yang dikelola oleh 

pemerintah kabupaten kudus sebanyak 12 lokasi, dengan perkembangan 

kunjungan wisata pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
 

Tabel 2.136  

Perkembangan Kunjungan Wisata Kabupaten Kudus Tahun 2015 – 2019 
 

NO OBYEK WISATA Pengunjung (orang) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Menara Kudus dan Makam 

Sunan Kudus 

539.154 479.975 688.291 802.230 718.680 

2 Colo dan Makam sunan 

Muria 

648.271 776.667 902.301 1.072.653 1.087.748 

3 Taman Ria Colo 2.625 4.162 4.857 5.607 6.775 

4 Tugu Identitas 998 954 1.035 1.090 1.455 

5 Taman Krida Wisata 37.996 39.966 106.751 57.271 50.689 

6 Water Pool 7.315 5.684 6.948 9.575 10.011 

7 Situs/Museum Patiayam 1.583 2.592 62.895 18.883 19.127 

8 Museum Kretek dan Rumah 

Adat 

90.731 129.061 145.938 136.471 145.999 
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NO OBYEK WISATA Pengunjung (orang) 

2015 2016 2017 2018 2019 

9 Replika Rumah Khas 

Kecamatan 

- - - 5.550 18.965 

10 Ember tumpah 20.698 24.691 27.775 27.730 32.734 

11 Water Park 12.933 18.088 19.846 26.315 32.290 

12 Maerokoco 1.670 1.940 2.215 2.670 2.290 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020  

 

Dari tabel di atas dapat dilihat,  bahwa obyek wisata Colo dan Makam 

Sunan Muria menempati posisi teratas berdasarkan jumlah pengunjung dari 

Tahun 2015 sejumlah 648.271 orang dan pada tahun 2019 sejumlah 1.087.748 

orang, Museum Kretek dan rumah adat mengalami peningkatan pengunjung 

dari tahun 2015 sejumlah 90.731 orang meningkat pada tahun 2019 sejumlah 

145.999 orang, Replika Rumah Khas Kecamatan di Museum Kretek termasuk 

wahana baru yang selesai pembangunannya di akhir tahun 2018 dengan 

jumlah kunjungan 5.550 orang dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak 

18.965 orang. Pengunjung dan Situs / Museum Patiayam juga mengalami 

peningkatan dari tahun 2015 sejumlah 1.583 orang menjadi 19.127 orang 

pengunjung di tahun 2019. Wisata religi Makam Sunan Muria dan Makam 

Sunan Kudus masih mendominasi kunjungan wisata di Kabupaten Kudus, 

menyusul potensi wisata Museum Patiayam yang perlu terus dikembangkan.  

Diharapkan obyek wisata situs Patiayam terus mengalami peningkatan 

kunjungan wisata karena bertambahnya sarana dan prasarana pendukung 

wisata di Museum Fosil Patiayam dengan penambahan temuan fosil, Patung 

Gajah purba stegodon dan Tugu Identitas. 

Adapun Destinasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kudus adalah 

sebagai berikut: Makam sunan Muria, Taman Ria Colo, Menara Kudus dan 

Makam Sunan Kudus, Museum Kretek dan Rumah Adat, Replika rumah, 

Ember tumpah, Water Park, Taman Krida Wisata, Water Pool, Tugu Identitas, 

Situs Patiayam, dan Anjungan Kudus di Maerokoco 

Selain itu ada penambahan obyek wisata baru yaitu obyek wisata Air 

Terjun Gompeng Kuwukan Desa Kuwukan Kecamatan Dawe yang cukup 

diminati wisatawan domestik. Obyek wisata Situs Patiayam diharapkan ada 

peningkatan jumlah kunjungan wisata dengan bertambahnya sarana prasarana 

pendukung wisata di tempat Museum Fosil Patiayam mengingat bertambahnya 

temuan fosil dan fasilitas Patung Gajah Purba Stegodon.          

Pada tahun 2020 urusan Pariwisata merupakan urusan yang masuk 

kategori terdampak Covid-19. Guna menghentikan penyebaran virus yang 

mematikan ini seluruh lokasi wisata pada masa pandemi tidak diperbolehkan 

beroperasi.  Hal ini tentu akan berdampak pada penurunan jumlah kunjungan 

wisata pada semua destinasi wisata di Kabupaten Kudus pada tahun 2020. 
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   Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 

Gambar 2.39  Peta Lokasi Wisata Kabupaten Kudus 

 

2.1.3.3.2 PERTANIAN 

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, 

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan 

Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Produksi 

pertanian di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 untuk padi mencapai 166.494 

ton, jagung 26.128 ton, ketela pohon 31.441 ton, ubi jalar 1.158 ton, kacang 

tanah 274 ton, kedelai 190 ton, kacang hijau 5.729 ton, bawang merah 335,7 

ton dan cabe besar 448,4 ton. Berdasarkan tabel di bawah, terjadi penurunan 

produksi pertanian kecuali padi, ketela pohon dan kacang hijau. Hal tersebut 

disebabkan karena kemarau panjang dan banyaknya alih fungsi lahan yang 
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berdampak pada menurunnya tingkat produksi pangan karena kebutuhan 

industri dan perumahan. Data lahan pertanian dalam RTRW tahun 2012 

sejumlah 25.334 ha, kondisi saat ini turun menjadi 22.233 ha, sehingga terjadi 

penurunan lahan pertanian karena alih fungsi ke sektor non pertanian 

sebanyak 3.101 ha atau 12,24 %. Masih adanya lahan tidur berupa rawa juga 

menjadikan produksi tidak optimal. Peningkatan produksi kacang hijau 

disebabkan karena petani lebih memilih menanam kacang hijau dengan harga 

lebih tinggi dan mudah pembudidayaannya. 

Layanan pilihan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, 

perkebunan dan peternakan. Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui 

pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan 

pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. 

Perkembangan produksi komoditas pertanian sebagaimana tabel berikut :  

 

Tabel 2.137  
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (ton) Tahun 2015 – 2019 

 

No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Padi  170.286 171.278 164.164 160.096 166.494 

2. Jagung 18.250 27.661 26.010 30.057 26.128 

3. Ketela pohon 28.745 50..543 33.195 31.396 31.441 

4. Ubi jalar 1.284 1.607 1.189 1.569 1.158 

5. Kacang tanah 654 530 479 687 274 

6. Kedelai 453 236 164 427 190 

7. Kacang hijau 4.528 2.466 4.496 4.519 5.729 

8. Bawang merah 160,8 109 531,1 390,8 335,7 

9. Cabe besar 259,2 1.919 890,4 765,6 448,4 

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 
 

Produksi padi tahun 2019 mengalami peningkatan karena adanya 

kegiatan bantuan saprodi maupun alsintan melalui dana APBN maupun APBD  

sebagai upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, tingkat serangan 

hama opt dan puso akibat banjir lebih rendah dibandingkan tahun 2018. 

Untuk Tahun 2019 tanaman jagung, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai 

mengalami penurunan produksi karena kondisi kemarau panjang pada bulan 

april sd november 2019 sehingga wilayah yang lokasi tanamannya di lahan 

tadah hujan dan perbukitan yang mengandalkan air hujan tidak berani 

menanam dan kondisi yang sudah terlanjur tanam mengalami kekeringan 

sehingga produksi tidak optimal. Kacang Hijau mengalami peningkatan 

produksi dikarenakan kondisi curah hujan yang rendah pada musim tanam 

ketiga menyebabkan budidaya kacang hijau sebagai altrenatif pengganti tanam 

jagung dan palawija lainnya yang hanya membutuhkan sedikit air dan 

perawatan.  Tanaman Bawang Merah dan Cabe Besar mengalami penurunan 

produksi dikarenakan kondisi kemarau panjang menyebabkan tanaman cabe 

banyak yang mati akibat kekeringan dan gagal panen serta penurunan provitas 

karena kebutuhan air tidak tercukupi secara maksimal. 

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kudus adalah jenis 

tanaman perkebunan rakyat seperti tebu dan kopi. Produksi tebu tahun 2019 

sebesar 2.937.660,6kw mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

2018 sebesar 3.287.071,1kw.  Perkembangan luas tanam, produksi dan 

produktivitas tebu dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.138  
Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tebu Tahun 2015 – 2019 

No U r a i a n 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Luas tanam (Ha) 5.783,89 5.536,20 5.528,99 5.243,88 4.580,79 

2. Produksi (Kw) 3.725.443,2 3.291.563,5 2.943.347,3 3.287.071,1 2.937.660,62 

3. Produktivitas 

(kw/Ha) 

638,4 634,1 535,8 628,7 641,3 

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 
 

Luas tanaman tebu pada tahun 2019 seluas 4.580,79 hektar. Luasan 

tersebut berkurang dari tahun – tahun sebelumnya. Penurunan luasan tebu 

mencapai 633 hektar. Penurunan lahan tebu di Kabupaten Kudus diantaranya 

disebabkan oleh alih fungsi lahan perkebunan tebu menjadi lahan non-

pertanian, seperti perumahan dan industri pabrik. Penyebab yang lain adalah 

alih fungsi lahan dari komoditas tebu menjadi komoditas lain, seperti ketela, 

padi, juga kacang-kacangan. Penurunan lahan tebu diiringi dengan penurunan 

minat petani untuk bertanam tebu. Harga gula yang kian merosot, serta 

performa pabrik gula yang semakin kurang bersahabat dengan petani tebu, 

menyebabkan petani beralih komoditas. 

Berdasarkan tabel di atas, berkurangnya luas lahan tebu, tidak 

menjadikan produktivitas dari tanaman tebu berkurang. Produktivitas tanaman 

dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari 628,7 kuintal per hektar 

menjadi 641,3 kuintal per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan 

tonase atau bobot tebu, sehingga diperoleh produktivitas lebih tinggi. 

Peternakan yang berkembang di Kabupaten Kudus adalah ternak besar 

(sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing) dan unggas. Produksi ternak 

besar pada tahun 2019 mengalami penuruan dibandingkan tahun 2015, 

adapun pada ternak unggas mengalami peningkatan populasi sebagaimana 

tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 2.139  

Jumlah Ternak Tahun 2015 - 2019 

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan populasi untuk 

semua komoditas ternak kecuali pada populasi sapi. Persentase penurunan 

berkisar 0,75%. Penurunan populasi ternak sapi disebabkan sudah mulai ada 

penyembelihan ternak sapi di Kabupaten Kudus, seiring bertambahnya 

permintaan akan daging sapi yang tidak diimbangi dengan pertambahan 

populasi ternak. Selain itu penurunan diakibatkan semakin berkurangnya 

populasi betina produktif sehingga semakin rendahnya angka kelahiran 

ternak.Pada produksi hasil peternakan mengalami kenaikan kecuali pada 

produksi susu yang mengalami penurunan 21%.  Penurunan ini diakibatkan 

ada beberapa sapi perah yang mengalami kematian dan banyak yang sudah tua 

sehingga mengalami penurunan produksi. 

No Jenis ternak 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Sapi (ekor) 10.253 9.747 9.029 8,975 8.905 

2. Kerbau (ekor) 2.170 2.263 1.793 1.642 1.649 

3. Kambing (ekor) 34.597 28.190 25.969 21.977 24.863 

4. Ayam buras (ekor) 375.306 419.368 384.911 381,386 381.933 

5. Ayam ras pedaging 

(ekor) 

5.794.773 6.721.241 9.810.500 10.155,200 10.158.800 
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Tabel 2.140  
Jumlah Produksi hasil peternakan Kabupaten Kudus Tahun 2015 - 2019 

No Jenis produksi 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Daging 5.151.180 5.966.066 9.811.344 9.975.305 10.343.902 

2. Susu 1.022.622 821.016 340.200 945.000 775.465 

3. Telur 5.210.839 2.491.050 2.559.708 2.687.074 2.817.962 

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 

 

Urusan pertanian dalam mendukung PDRB dari sektor tanaman bahan 

makanan, tanaman perkebunan dan peternakan dan jasa pertanian dan 

perkebunan.  Adapun besarnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.141  
Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 

LAPANGAN USAHA Persentase terhadap PDRB 
Rata-rata 

Kontribusi 2015 2016 2017 2018 2019* 

Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 

2,30 2,41 2,36 2,26 2,22 2,31 

Sumber : BPS, Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020  *Angka Sementara 

   

Kontribusi sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 

2019 mengalami penurunan di banding tahun 2018. Hal ini disebabkan 

turunnya beberapa produksi pertanian dan perikanan karena adanya musim 

kemarau yang panjang. 

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, Dinas Pertanian dan 

Pangan melakukan pembinaan melalui tenaga penyuluh yang berjumlah 114 

orang yang terdiri dari PNS 26 orang, THL 22 orang dan swadaya 69 orang. 

Sarana penyuluhan antara lain Balai Penyuluhan Pertanian yang tersebar di 9 

kecamatan.  

Tabel 2.142  
Data Penyuluh Pertanian Tahun 2018 - 2019 

No KECAMATAN 
JUMLAH PENYULUH 

Komoditas 
PNS THL Swadaya 

      

 TAHUN 2018     

1 Kaliwungu 2 4 15 Padi, Tebu 

2 Kota 1 1 6 Padi, Hortikultura 

3 Jati 2 3 6 Padi, Jagung, Tebu 

4 Undaan 6 2 16 Padi, Hortikultura 

5 Mejobo 4 1 5 Padi, Kedelai, Tebu 

6 Jekulo 3 3 12 Padi, Tebu 

7 Bae 2 2 10 Padi, Tebu 

8 Gebog 2 3 2 Padi, Tebu 

9 Dawe 2 4 18 
Tebu, Buah- 

buahan 

 Jumlah Tahun 2018 24 23 90  

      

 TAHUN 2019     

1 Kaliwungu 3 - - Semua komoditas 

2 Kota 2 4 6 Padi 

3 Jati 1 1 3 Padi, Bawang 
merah 
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No KECAMATAN 
JUMLAH PENYULUH 

Komoditas 
PNS THL Swadaya 

      

4 Undaan 2 3 7 Padi 

5 Mejobo 6 1 16 Padi, Melon 

6 Jekulo 4 1 4 Padi 

7 Bae 3 3 6 Padi, Jagung 

8 Gebog 2 2 5 Tebu, Padi 

9 Dawe 2 3 6 Tebu, Kopi 

 Jumlah Tahun 2019 26 22 69  
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019 dan 2020 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pertanian, Dinas Pertanian 

dan Pangan telah menyelenggarakan pelatihan di setiap Balai Penyuluh 

Pertanian untuk semua penyuluh sekali dalam satu bulan. Adapun pelatihan 

teknis lainnya yang diikuti dari BPSDM Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi 

Jawa Tengah yaitu pelatihan pengolahan hasil pertanian, pelatihan agribisnis 

padi, pelatihan agribisnis jagung, pelatihan agribisnis kedelai, pelatihan 

peningkatan kapasitas SDM THL dan pelatihan digital marketing produk 

pertanian.  

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan 

produktivitas pertanian tidak terlepas dari upaya agar di Kabupaten Kudus 

tidak terjadi defisit pangan. Dengan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian 

akan berdampak pada penurunan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh 

karena itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan penerapan teknologi 

budidaya pertanian merupakan upaya perwujudan pola ruang di kawasan 

peruntukan pertanian untuk mencegah defisit pangan di Kabupaten Kudus.  

Indikator program dalam RPJMD tahun 2018-2023 berkaitan pertanian 

adalah sebagai berikut : 

1) Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian/perkebunan 

Formula penghitungan indikator ini adalah (Jumlah provitas padi/target 

provitas padi akhir renstra  x 100 + Jumlah produksi tebu/target produksi 

tebu akhir renstra x 100  ) di bagi 2. Target tahun 2019 sebesar 93,35%  

tercapai 102,1 % 

2) Persentase peningkatan produksi peternakan 

Formula penghitungan indikator ini adalah Jumlah produksi hasil 

peternakan/target hasil peternakan akhir renstra x 100. Target tahun 2019 

sebesar 82,27 % tercapai 81,31 %. 

 

2.1.3.3.3 KEHUTANAN 

Sesuai Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

pada pasal 14 ayat 2 bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota. Tahura merupakan kawasan hutan yang 

ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada didalamnya, 

berlokasi tak jauh dari perkotaan yang mudah diakses, dan tidak terletak 

ditengah hutan belantara. Ekosistemnya bisa alami dan buatan. Sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan karakteristik tertentu. Salah satu kriteria untuk menjadi 

taman hutan raya memiliki keindahan alam dan mempunyai luas wilayah yang 

memungkinkan untuk perkembangan tumbuhan dan satwa yang ada 
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didalamnya. Dengan adanya kewenangan ini, maka di Kabupaten Kudus perlu 

dilakukan pengembangan hutan kota menjadi taman hutan raya. 

Berdasarkan ketentuan pengelolaan KPA Tahura dalam PP Nomor 28 

Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam 

bahwa lahan Pemerintah Kabupaten Kudus yang berada di wilayah Gunung 

Pati tepatnya Dukuh Ngrangit Desa Terban dapat digunakan untuk RTH 

rintisan Tahura dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

1. Luas lahan yang mencukupi sehingga dapat menjadi tempat 

berkembangbiak flora fauna yang ada; 

2. Masih ada fauna khas yang ada yaitu burung Cucak Hijau; 

3. Daerah sekitar lokasi sebagai penyangga berupa hutan produksi; 

4. Dapat digunakan untuk mengembangkan flora dan fauna khas yang ada di 

Kabupaten Kudus. 

 

2.1.3.3.4 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

Urusan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kudus adalah berupa pemberian izin pengelolaan panas 

bumi atau energi baru terbarukan (EBT) sebagaimana UU 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah Psal 14 ayat (4) yang berbunyi “Urusan 

Pemerintahan Bidang energi dan Sumber Daya Mineral pada ayat (1) yang 

berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah 

kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota”. 

Pelayanan perizinan panas bumi atau energi baru terbarukan (EBT) 

difasilitasi Dinas yang mengelola perizinan. Sampai saat ini di Kabupaten 

Kudus belum ada yang mengajukan perizinan panas bumi disebabkan karena 

tidak terdapat potensi panas bumi baru yang terbarukan yang muncul di 

Kabupaten Kudus. Di Kabupaten Kudus secara eksplisit, sumber panas bumi 

dari alam memang tidak ditemukan, tetapi kemungkinan adanya inovasi akan 

penemuan sumber energi baru yang terbarukan dimungkinkan akan terjadi. 

Tabel 2.143  
Target kinerja Urusan Energi Sumber Daya Mineral tahun 2019 

No Uraian Program dan Kegiatan Target Realisasi 

1 Program Pelayanan Perizinan Pemanfaatan energi dan 

sumber daya mineral 

100 % 100% 

 Fasilitasi pelayanan perizinan pemanfaatan langsung 

panas bumi 

2 kali 2 kali 

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 

Target kinerja Kabupaten Kudus pada Urusan Energi dan Sumber Daya 

Mineral tahun 2019 adalah melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi 

vertikal tentang pelayanan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dari 

energi baru yang terbarukan. 

 

2.1.3.3.5 PERDAGANGAN 

Pasar di Kabupaten Kudus sejumlah 27 pasar yang terdiri 5 pasar 

daerah, 19 pasar desa 3 pasar hewan dan taman bojana serta taman menara 

dengan jumlah kios sebanyak 2.342 dan los pasar sebanyak 10.790 ruko 35 

buah dan pelataran 723 sedangkan beberapa pasar rakyat tidak dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten Kudus tetapi dikelola oleh desa sendiri sejumlah 7 buah 
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pasar rakyat, antara lain pasar Menawan, Pasar Sudimoro, Pasar Djarum Desa 

Megawon, Pasar Jepang Desa Jepang, Pasar depan Pabrik Nojorono Desa 

Kaliwungu dan Pasar Ternak Desa Jurang dan Pasar Ploso. Adapun mengenai 

daya tampung pasar rakyat/jumlah pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dirinci pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.144  
Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat dan PKL Tahun 2015-2019 

NO. JUMLAH PEDAGANG 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Pedagang Pasar 10.159 10.266 12.779 10.769 13.800 

2 Jumlah PKL 1.161 1.996 3.850 4.176 4.532 

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2020 

 

Dari tabel diatas, jumlah pedagang di pasar rakyat pada tahun 2019 

mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah 

pedagang sebanyak 9.279 pedagang, kemudian bertambah di tahun 2014 

menjadi 9.763 pedagang, tahun 2015 menjadi 10.159 pedagang, tahun 2016 

sebanyak 10.266 pedagang, tahun 2017 sebanyak 12.779 pedagang, sedangkan 

tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 10.769 pedagang dan pada tahun 

2019 naik menjadi 13800 pedagang. Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan 

tentunya membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian 

daerah.  Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pedagang dan jumlah 

konsumen pasar. 

Pedagang kali lima yang merupakan golongan pedagang kelas bawah 

adalah bagian penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Namun di 

wilayah Kabupaten Kudus ini, pertumbuhan PKL dan Asongan semakin 

meningkat di setiap tahunnya, yang tumbuh di pinggiran jalan raya dan 

semakin lama semakin banyak jumlahnya, yang pada akhirnya mempengaruhi 

kelancaran lalu lintas kendaraan roda 4 (empat) maupun kendaraan roda 2 

(dua) yang melewati jalur tersebut. dalam perkembangannnya, Pemerintah 

Kabupaten Kudus telah berupaya untuk melakukan penataan dan pembinaan 

PKL di Kabupaten Kudus, antara lain melalui pembinaan, pendataan dan 

pengaturan terhadap PKL dan Pedagang Asongan. Berdasarkan hasil pendataan 

di lokasi PKL yang dimulai tahun 2014, diperoleh data jumlah pedagang kaki 

lima tahun 2015 sebanyak 1161 PKL, 2016 sebanyak 1996 PKL, Tahun 2017 

sebanyak 3850 PKL, Tahun2018 sebanyak 4.176 PKL dan jumlahnya 

mengalami kenaikan di tahun 2019 yaitu menjadi 4.532 PKL. Peningkatan data 

jumlah PKL yang ada di Kabupaten Kudus disebabkan oleh peningkatan kinerja 

dinas terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pendataan lapangan. 

Tabel 2.145  
Data Toko Swalayan Tahun 2019 Kabupaten Kudus 

NO. Kecamatan Alfamart Indomaret 

Mini 

Market 

Lainnya 

Mall Total 

 
Tahun 2018 

     
1 Kota 6 13 - 2 21 

2 Jati 4 6 - 2 12 
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NO. Kecamatan Alfamart Indomaret 

Mini 

Market 

Lainnya 

Mall Total 

3 Bae 6 4 - - 10 

4 Mejobo 1 5 - - 6 

5 Dawe 1 1 - - 2 

6 Kaliwungu 7 4 2 - 13 

7 Undaan 1 2 - - 3 

8 Gebog 2 1 - - 3 

9 Jekulo 5 5 - - 10 

  Jumlah 33 41 2 4 80 

       

 
Tahun 2019 

     
1 Kota 6 14 0 4 24 

2 Jati 4 6 0 1 11 

3 Bae 6 3 1 0 10 

4 Mejobo 1 4 0 0 5 

5 Dawe 1 1 0 0 2 

6 Kaliwungu 7 4 2 0 13 

7 Undaan 2 3 0 0 5 

8 Gebog 2 1 0 0 3 

9 Jekulo 0 6 0 0 6 

  Jumlah 29 42 3 5 79 

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2020 

 

Keberadaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 

terdapat 79 unit yang terdiri dari 5 unit mall yaitu Hypermart, Matahari Kudus 

Plaza, Ramayana Mall, ADA Swalayan dan Trade Centre. Selain itu terdapat 74 

Unit usaha minimarket waralaba yang tercatat yaitu Alfamart 29 unit, 

Indomaret 42 unit dan minimarket 3 unit lainnya. Semakin banyaknya Pasar 

Modern yang berkembang di Kabupaten Kudus menunjukkan tingkat konsumsi 

dan kesejahteraan masyarakat Kudus secara umum juga mengalami 

peningkatan, namun di lain pihak keberadaan pasar modern ADA Swalayan 

yang berhadapan dengan pasar tradisional Jember mengakibatkan turunnya 

minat masyarakat dengan indikator isian kios/los pasar Jember banyak yang 

tutup. Hal tersebut juga terjadi di Pasar Bitingan yang berhadapan dengan 

Hypermart/ Kudus Extension Mall. 

Dalam rangka melindungi konsumen dalam melakukan aktifitas 

perdagangan maka pemerintah daerah melakukan upaya perlindungan 

konsumen terutama untuk barang kebutuhan pokok dan barang yang 

bersubsidi oleh pemerintah seperti gas, pupuk dan BBM. Upaya yang telah 

dilakukan antara lain pengujian tera untuk alat timbangan baik di perusahaan, 

SPBU dan pedagang pasar dengan jumlah alat yang sudah di tera sampai tahun 

2019 sebanyak 11.944 unit dari 24.111 unit atau sekitar 49,53%. Upaya lain 

yang dilakukan Pemda untuk pengendalian harga dan ketersediaan bahan 

kebutuhan pokok pada momen-momen tertentu (Idul Fitri) dilakukan dengan 

pasar murah di 9 kecamatan dan operasi pasar. 
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Urusan Perdagangan pada tahun 2020 termasuk pada kategori urusan 

yang terdampak Covid-19.  Dengan adanya penyebaran virus yang mematikan 

ini, pada masa pandemi digerakkan physical distancing dimanapun berada 

terutama pada area publik termasuk di Pasar, area PKL, toko, warung yang 

merupakan akses bertemunya pedagang dan pembeli.  Pengetatan jam 

berjualan dan tidak melayani pembelian ditempat (warung makan) diprediksi 

menurunkan keuntungan bahkan merugi atau gulung tikar.   

 

2.1.3.3.6 PERINDUSTRIAN 

Industri merupakan faktor penyangga utama perekonomian Kabupaten 

Kudus, terbukti dengan sumbangan kontribusi PDRB terbesar dibandingkan 

sektor yang lain. Sektor industri ini didominasi oleh industri rokok, konveksi 

dan kertas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Banyak perusahaan 

yang telah didirikan di Kabupaten Kudus, salah satunya adalah perusahaan 

industri antara lain industri anyaman, industri sepatu dan sandal, industri 

bandeng presto, dan sebagainya. Perusahaan Industri tersebut yang menjadi 

leading sector (penggerak ekonomi) di Kabupaten Kudus.  

 

Tabel 2.146  
Jumlah Perusahaan Industri  Tahun 2015 – 2019 

 

No Kecamatan 
Jumlah Perusahaan / Unit Usaha 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kaliwungu 1.851 1.854 1.856 1.858 1.858 

2 Kota 2.182 2.185 2.188 2.188 2.191 

3 Jati 1.593 1.595 1.597 1.597 1.597 

4 Undaan 478 486 487 487 487 

5 Mejobo 1.825 1.827 1.829 1.830 1.830 

6 Jekulo 1.078 1.080 1.082 1.085 1.085 

7 Bae 1.285 1.287 1.288 1.290 1.290 

8 Gebog 1.252 1.255 1.257 1.257 1.258 

9 Dawe 1.413 1.413 1.415 1.415 1.415 

  Jumlah 12.957 12.982 12.999 13.007 13.011 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020 

 

Sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kota pada tahun 2019 tercatat 

yang memiliki jumlah perusahaan / unit usaha yang terbesar dengan jumlah 

perusahaan 2.191 unit, kemudian urutan berikutnya adalah Kecamatan 

Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan seterusnya.  Adapun yang memiliki jumlah 

perusahaan terkecil adalah Kecamatan Undaan, dimana Kecamatan Undaan 

hanya memiliki 487 unit usaha, namun demikian kecamatan ini sesuai 

karakteristik wilayah lebih unggul sektor pertanian. 

  



II - 129 

 

Kaliwu
ngu 

Kota Jati 
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Perus./ Unit Usaha 1.858 2.191 1.597 487 1.830 1.085 1.290 1.258 1.415 

Tenaga Kerja 14.778 138.813 28.248 2.110 5.213 6.212 32.265 21.988 6.430 
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Tabel 2.147  
Jumlah Tenaga Kerja Pada Perusahaan Industri  Tahun 2015 – 2019 

No 

 

Kecamatan 

 
Tenaga Kerja Pada Perusahaan/Unit Usaha 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kaliwungu 14.764 14.768 14.772 14.778 14.778 

2 Kota 138.789 138.791 138.798 138.798 138.813 

3 Jati 28.244 28.244 28.248 28.248 28.248 

4 Undaan 2.094 2.108 2.110 2.110 2.110 

5 Mejobo 5.284 5.284 5.208 5.213 5.213 

6 Jekulo 6.190 6.192 6.196 6.212 6.212 

7 Bae 32.251 32.251 32.253 32.265 32.265 

8 Gebog 21.973 21.978 21.983 21.983 21.988 

9 Dawe 6.426 6.426 6.430 6.430 6.430 

  Jumlah 256.015 256.042 255.998 256.037 256.057 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020 

 

Tabel di atas menunjukkan perkembangan perusahaan industri dan 

jumlah tenaga kerja pada perusahaan / industri di Kabupaten Kudus Tahun 

2015 – 2019 yang dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan ke 

arah yang lebih maju dan meningkat jumlahnya.  Pada sisi jumlah tenaga kerja 

perusahaan terbanyak pada tahun 2019 terdapat di Kecamatan Kota yaitu 

sebesar 138.813 orang, urutan berikutnya  Kecamatan Bae dengan jumlah 

tenaga kerja sebanyak 32.265 orang. Kecamatan Undaan yang berkarakteristik 

sebagai penyangga sektor pertanian, memiliki  jumlah perusahaan industri 

terkecil 487 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja industri paling sedikit pula 

yaitu sejumlah 2.110 orang. 

  

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020;   (Bappeda data diolah) 

Gambar 2.40 Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2019 
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Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Tahun 2015 – 2019 dapat 

dilihat pada tabel  berikut : 

 

Tabel 2.148  
Jumlah Nilai Produksi Pada Perusahaan Industri Tahun 2015 – 2019 

 

No Kecamatan Nilai Produksi (Juta Rp.) Perusahaan / Industri 

 
    2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kaliwungu 6.887.346 6.898.346 7.379.710 7.987.662 7.387.662 

2 Kota 32.891.758 32.934.478 34.889.930 34.889.930 34.937.768 

3 Jati 82.115.811 82.217.811 86.123.109 86.123.109 86.123.109 

4 Undaan 611.883 621.583 592.193 620.305 620.305 

5 Mejobo 704.323 708.413 883.447 883.930 883.930 

6 Jekulo 1.060.700 1.256.700 1.088.943 1.091.962 1.091.962 

7 Bae 8.148.693 9.414.693 8.539.775 8.553.035 8.553.035 

8 Gebog 3.468.445 3.551.345 3.583.380 3.583.380 3.586.230 

9 Dawe 1.694.628 1.694.629 1.696.601 1.696.601 1.696.601 

  Jumlah 137.583.586 139.297.997 144.777.088 144.829.919 144.880.602 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai produksi dari perusahaan 

industri di Kabupaten Kudus tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2019 nilai produksi sebesar Rp.144.880.602 juta yang mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya (2018) yaitu Rp.144.829.919  juta. 

Peningkatan indikator Jumlah Perusahaan Industri nilai produksi 

sebagaimana tercantum pada Tabel 2.142 menunjukkan bahwa sektor 

perindustrian berkembang dengan baik di Kabupaten Kudus karena didukung 

dengan berbagai program fasilitasi usaha dan peningkatan kerampilan tenaga 

kerja yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Dampak 

langsung  dari peningkatan sektor perindustrian ini mampu memberikan 

kontribusi PDRB Kabupaten Kudus untuk sektor industri pengolahan terutama 

industri pengolahan non tembakau. Selain itu, peningkatan serapan tenaga 

kerja sektor perindustrian juga memberikan andil dalam penurunan tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus.  

Kebutuhan ruang untuk pengembangan industri perlu 

dipertimbangkan agar sejalan dengan tujuan penataan ruang. Tujuan penataan 

ruang di Kabupaten Kudus adalah untuk mewujudkan Kabupaten berbasis 

industri didukung pertanian, pariwisata dan sumber daya alam yang 

berkelanjutan. Penyediaan ruang bagi kawasan peruntukan industri perlu 

disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang diatur dalam RTRW dalam rangka 

perwujudan pola ruang di kawasan peruntukan industri yang dilaksanakan 

seiring dengan pengembangan kawasan budidaya lainnya. 
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2.1.3.3.7 TRANSMIGRASI 

Pengiriman calon transmigran sejak tahun 2013–2018 mencapai 8 KK. 

Kendala pelaksanaan urusan ini diantaranya jumlah kuota yang disediakan 

oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat sangat terbatas dan tidak sebanding 

dengan animo masyarakat yang mendaftar sebagai calon transmigran, serta 

belum adanya kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran karena 

penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  

Dari hasil evaluasi kegiatan transmigrasi tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2019, Kabupaten Kudus tidak memberangkatkan transmigran mengingat 

tidak adanya minat calon transmigran lokasi tujuan yang ditetapkan. 

 

2.1.3.3.8 KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Wilayah Kabupaten Kudus meskipun secara geografis tidak memiliki 

potensi perikanan laut namun memiliki potensi perikanan darat yang cukup 

besar. Pemanfaatan  sumber daya perikanan di Kabupaten Kudus masih sangat 

potensial untuk dapat ditingkatkan baik pada budidaya air tawar, perairan 

umum maupun di pengolahannya. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan 

dalam rangka Pembangunan Perikanan Budidaya dan Pengolahan di Kabupaten 

Kudus selama ini menunjukkan hasil yang positif, baik dilihat dari luas areal 

maupun produksi budidaya dan pengolahannya serta berkembangnya sarana 

dan prasarana penunjangnya.  Secara keseluruhan, dalam periode tahun 2015-

2019, produksi usaha perikanan Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel  

berikut :  

Tabel 2.149  
Produksi Perikanan Tahun 2015 – 2019 

No Jenis Usaha 

Produksi (ton) Rerata 

Kenaikan 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Budidaya air 

tawar 
2.079,71 2.107,51 2.122,31 2.143,63 1.904 0 

2. Perairan Umum 466,42 582,215 582,97 508,99 480 0,005 

3. Pengolahan Ikan 1.520,00 1.625,925 1.666,00 1.743,67 1.745 0,03 

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 
 

Berdasarkan tabel diatas, produksi perikanan budidaya mencapai 

1.904 ton pada tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 239,63 ton 

dibandingkan produksi budidaya pada tahun 2018 sebanyak 2.143,63 ton. 

Penurunan ini lebih disebabkan karena musim kemarau yang relatif panjang 

sehingga kebutuhan akan air untuk budidaya ikan terbatas. Jenis ikan 

budidaya air tawar meliputi ikan lele dan jenis ikan bersisik (nila, gurami, 

karper dan bandeng) yang banyak diusahakan oleh Kelompok Pembudidaya 

Ikan (Pokdakan), baik di kolam tanah, kolam terpal, kolam permanen, maupun 

tambak. Produksi perikanan perairan umum relatif kecil, hanya sebesar 480 

ton pada tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 28,99 ton dari tahun 

2018. Penurunan ini juga sama karena musim kemarau yang agak panjang 

sehingga perairan umum menjadi kering. Sementara itu produksi ikan olahan 
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pada tahun 2019 sebanyak 1.745 ton, meningkat dari tahun 2018 sebanyak 

1,33 ton. 

Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan pemberdayaan petani 

ikan melalui  pendampingan dan penyuluhan  dengan harapan akan muncul 

para kelompok pembudidaya ikan yang bukan hanya kuat dari aspek teknis 

maupun kelembagaaan namun tangguh dalam hal manajemen usaha. Untuk 

memenuhi kebutuhan protein masyarakat yang bersumber dari ikan maka 

Pemerintah Kabupaten Kudus telah mensosialisasikan dan 

mengimplementasikan program Gerakan Memasyarakatkan Konsumsi Ikan 

(Gemarikan) dengan sasaran utamanya generasi usia sekolah. Program tersebut 

mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi produk ikan 

bagi kesehatan dan meningkatnya angka konsumsi ikan pada tahun 2019 yaitu 

28,2 kg/kapita/tahun.  

Tabel 2.150  

Angka Konsumsi Makan Ikan Kabupaten Kudus 
 Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Konsumsi 
Makan Ikan 

18,23 

kg/kap/th 

22,81 

kg/kap/th 

25,41 

kg/kap/th 

26,64 

kg/kap/th 

28,2 

kg/kap/th 

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020; BPS Tahun 2020 

 

Prioritas produk perikanan sebagai alternatif sumber protein bagi 

masyarakat menggantikan sumber protein hewani yang lain merupakan potensi 

dan tantangan untuk dikembangkan dan harus menjadi perhatian sejak dini. 

Disamping itu melalui diversifikasi dan inovasi produk olahan hasil perikanan 

yang dipadukan dengan implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan 

Pangan diharapkan makin mendongkrak pangsa pasar dan peningkatan 

kesejahteraan pelaku usaha perikanan. 

Tabel 2.151  
Kontribusi Perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 – 2019 

LAPANGAN USAHA Persentase terhadap PDRB ADHB Rata-rata 
Kontribusi 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Perikanan 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 0,19 

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020; BPS Tahun 2020 

 

Kontribusi sektor usaha perikanan tahun 2019 mengalami penurunan 

0.01% di banding tahun 2018. Hal ini disebabkan turunnya produksi perikanan 

budidaya dan tangkap karena terjadinya musim kemarau yang panjang.  

Indikator program dalam RPJMD tahun 2018-2023 berkaitan dengan  

sektor perikanan adalah prosentase peningkatan produksi perikanan. Formula 

penghitungan indikator ini adalah : jumlah produksi Perikanan/target produksi 

perikanan akhir renstra x 100, Target tahun 2019 sebesar 96,2 % tercapai 

88,99%. 
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2.1.3.4 FOKUS URUSAN PENUNJANG 

2.1.3.4.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diperlukan 

dalam suatu kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat 

berperan sebagai obyek pembangunan dan subyek dalam pembangunan 

sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan lebih berpihak kepada 

masyarakat secara transparan akuntabel, dan berkelanjutan.  Sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017, bahwa pemerintah harus memfasilitasi terlaksananya proses 

perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan.  

Tabel 2.152  
Kinerja Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 -2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 

yang telah ditetapkan dengan PERDA 

Ada Ada Ada Ada Ada 

2 Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD 

yang telah ditetapkan dengan 

PERDA/PERKADA 

Ada Ada Ada Ada Ada 

3 Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD 

yang telah ditetapkan dengan PERKADA 

Ada Ada Ada Ada Ada 

4 Persentase konsistensi program RPJMD ke 

dalam RKPD 

98,2   97,9   98,2  93,4  100  

5 Persentase konsistensi program RKPD ke dalam 

APBD 

100  100  100  100  100  

6 Persentase Keterisian data/informasi 98,2  95,77  95,77  40  58,12  

7. Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan 

sosial budaya 

100  100  100  100  100  

8. Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, 

ekonomi dan sumber daya alam 

100  100  100  100  100  

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020 
 

Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-

2023 Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mencakup 3 (tiga) 

program yang dijabarkan dalam 5 (lima) indikator kinerja yaitu : 

a. Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 

b. Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 

c. Persentase Keterisian data dan informasi 

d. Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang 

pemerintahan dan sosial budaya 

e. Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang 

prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam. 

Indikator-indikator tersebut merupakan gambaran umum terhadap kualitas 

proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap tahun. Dari 

data capaian kinerja sebagaimana pada di atas terlihat bahwa seluruh target di 

tahun 2019 telah tercapai. 

Perbaikan kualitas perencanaan dilaksanakan melalui aplikasi E-

Planning yang dibangun sejak tahun 2012, dan setiap tahunnya dilakukan 

pengembangan. Pada saat ini, sistem e-planning terdiri dari menu RPJMD, 

Renstra, Simrenbang dan E-monev sebagai alat pelaksanaan monitoring 
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program/kegiatan. Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah 

telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan dukungan aplikasi yang berbasis 

teknologi informasi, yang berupa Sistem informasi perencanaan pembangunan 

(Simrenbang). Simrenbang mencakup menu musrenbang desa, musrenbang 

kecamatan, usulan PD, pokok-pokok pikiran DPRD, forum gabungan, 

musrenbang, RKPD, dan KUA PPAS.  Pada tahun 2018 simrenbang 

dikembangkan dengan menambahkan modul baru yaitu sistem musrenbang 

desa dan sistem musrenbang kecamatan, serta untuk sinkronisasi perencanaan 

dengan penganggaran mulai tahun 2019 telah dibangun E–budgeting.  Mulai 

tahun 2019, dengan adanya perubahan nomenklatur program terdapat 

indikator baru yaitu cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian, dan 

evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya serta bidang prasarana 

wilayah, ekonomi dan sumberdaya alam. 

Data SIPD pada dokumen ini merupakan data perencanaan yang 

dihimpun Perangkat Daerah menjadi data perencanaan baik yang tercantum 

pada aplikasi maupun yang tidak tercantum pada aplikasi. Dasar pelaksanaan 

e database SIPD Tahun 2019 adalah Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang ditetapkan pada Oktober 

2018, namun pada akhir pelaksanaan atau semester II tahun 2019 Pemerintah 

menerbitkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah yang mencabut Permendagri 98 Tahun 2018. Perubahan 

regulasi ini berdampak pada permasalahan input e-database pada aplikasi 

https://sipd.go.id/ yang cukup signifikan, dimana sampai memasuki akhir 

tahun 2019, aplikasi ini mengalami pemutakhiran. Seiring dengan 

pemberlakuan menuju satu data Indonesia, kebutuhan data perencanaan 

menjadi berkembang hingga saat ini. Adapun data SIPD pada saat ini menjadi 

E-database Sistem Informasi Pembangunan Daerah.   

 
2.1.3.4.2 KEUANGAN 

Salah satu indikator dalam menilai kemampuan daerah adalah dengan 

melihat kemampuan keuangan daerah. Kaldor (1963) menjelaskan bahwa 

kapasitas fiskal adalah kemampuan negara untuk mengekstrak pendapatan 

untuk menyediakan barang publik dan melaksanakan fungsi negara lainnya, 

mengingat struktur akuntansi, administrasi, dan fiskal. Sedangkan menurut 

Martinez-Vazquez dan Boex (1997), kapasitas fiskal adalah kemampuan 

potensial pemerintah di suatu wilayah untuk meningkatkan pendapatan dari 

sumber mereka sendiri untuk mendanai sejumlah barang dan jasa publik yang 

terstandarisasi. Lebih lanjut, Besley (2012) menegaskan bahwa kapasitas fiskal 

dapat disebut sebagai kapasitas pajak, kapasitas ekstraktif atau kekuatan 

untuk mengenakan pajak, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan 

publik. 

Terdapat beberapa istilah yang dikenal dalam menilai kemampuan 

keuangan daerah di Indonesia, antara lain kapasitas fiskal daerah, kemampuan 

fiskal daerah, derajat desentralisasi fiskal, derajat kemandirian fiskal, dan lain-

lain. Masing-masing istilah tersebut dijabarkan dalam rumus yang bervariasi 

dan penggunaannya pun berbeda. Oleh karena itu, secara khusus RKPD ini 

menggunakan istilah indeks kapasitas fiskal sebagaimana secara berkala 
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ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam peraturan tentang Peta Kapasitas 

Fiskal Daerah. 

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dalam PMK menggunakan 

data APBD tahun anggaran berjalan dan alokasi TKDD sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran berjalan. Berdasarkan PMK tentang Peta Kapasitas 

Fiskal Daerah, posisi Kabupaten Kudus dapat digolongkan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.153  
Kapasitas Fiskal Kabupaten Kudus 2015-2019 

Tahun Indeks Kategori 

2015 0,32 Rendah 

2016 0,54 Sedang 

2017 1,27 Tinggi 

2018 1,196 Tinggi 

2019 0,996 Sedang 

Sumber : BPPKAD 2020 (diolah dari www.djpk.kemenkeu.go.id) 

 

Tabel di atas memperlihatkan indeks dan kategori kapasitas fiskal 

Kabupaten Kudus dari tahun 2015-2019. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat 

bahwa kategori kapasitas fiskal Kabupaten Kudus adalah fluktuatif dengan 

kecenderungan meningkat. Namun, peningkatan nilai indeks dan kategori 

kapasitas fiskal khususnya pada tahun 2017 bukanlah karena terjadi 

peningkatan signifikan pada aspek pendapatan melainkan karena terjadi 

perubahan formula yang digunakan menghitung indeks tersebut. Perubahan 

tersebut disebabkan penghapusan variabel jumlah penduduk miskin sebagai 

faktor pembagi dalam rumus kapasitas fiskal yang digunakan tahun-tahun 

sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari bias dalam analisis, 

selanjutnya hanya akan dibahas perkembangan mulai tahun 2017. 

Penentuan indeks KFD kabupaten/kota menggunakan data anggaran tahun 

berjalan dan dihitung dengan formula sebagai berikut :  

KFD = pendapatan - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + 

belanja tertentu]  

Pendapatan yang digunakan untuk penghitungan meliputi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 

Sedangkan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan meliputi:  

a. Bagi Hasil Pajak Rokok;  

b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;  

c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;  

d. Dana Alokasi Khusus Fisik;  

e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (kecuali TPG & Tamsil);  

f. Dana Otonomi Khusus; dan  

g. Dana Desa.  
 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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Adapun belanja tertentu yang dimaksud terdiri dari : 

a. Belanja Pegawai;  

b. Belanja Bunga;  

c. Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru;  

d. Belanja Bagi Hasil; dan  

e. Alokasi Dana Desa. 

 

Tabel 2.152 di atas menggambarkan terjadi penurunan nilai indeks dan 

kelompok kategori kapasitas fiskal Kabupaten Kudus dari 1,27 pada tahun 

2017 menjadi 0,996 pada tahun 2019.  itu, penurunan nilai indeks tersebut 

juga diikuti oleh penurunan kelas kategori dari semula Tinggi menjadi Sedang. 

Penurunan ini semestinya menjadi bahan evaluasi dalam upaya untuk 

meningkatkan PAD di satu sisi, juga dalam upaya pengalokasian sumber daya 

keuangan dalam APBD. Hal ini karena Peta Kapasitas Fiskal Daerah 

mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam membelanjakan anggaran 

secara lebih leluasa dan kapasitas fiskal relatif suatu daerah terhadap daerah 

lain dalam tahun yang sama. Dengan memperbaiki kedua sisi ini, ditambah 

dengan asas kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, value for 

money APBD Kabupaten Kudus dapat lebih memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 2.154  

Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan 

NO URAIAN 
Kontribusi 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 PENDAPATAN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14,54 14,85 18,46 16,90 16,80 

1 . 1 . 1  Pendapatan Pajak Daerah 4,49 4,49 5,24 5,72 6,15 

1 . 1 . 2  Hasil Retribusi Daerah 1,03 0,89 1,00 0,92 0,98 

1 . 1 . 3  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 
0,46 0,34 0,89 0,38 0,45 

1 . 1 . 4  Lain-lain PAD yang Sah 8,56 9,12 11,32 9,88 9,22 

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 58,86 68,63 66,10 64,20 62,62 

1 . 2 . 1  Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 10,67 12,79 12,41 11,80 10,24 

1 . 2 . 2  Dana Alokasi Umum 44,71 43,71 40,73 40,42 40,78 

1 . 2 . 3  Dana Alokasi Khusus 3,49 12,14 12,97 11,97 11,61 

1 . 3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 

SAH 
26,60 16,52 15,44 18,90 20,58 

1 . 3 . 1  Pendapatan Hibah 0,93 0,55 0,42 3,38 2,08 

1 . 3 . 3  
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 
6,40 6,05 6,79 7,38 7,53 

1 . 3 . 4  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 15,07 4,64 5,61 7,19 9,44 

1 . 3 . 5  
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya 
4,20 5,29 2,62 0,95 1,52 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

Dari sisi pendapatan, pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah 
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daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Dana Perimbangan terdiri Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Pada tahun 2019, pendapatan daerah Kabupaten Kudus sebesar 

Rp.2.090.430.364.413,00. Dari total pendapatan daerah tersebut, kontribusi 

PAD masih relatif kecil dengan nilai sebesar Rp. 343.824.122.868,00. Besaran 

kontribusi PAD terhadap total pendapatan dapat dilihat dengan menggunakan 

analisis common size sebagaimana tergambar pada Tabel 2.153. Porsi PAD pada 

kurun waktu 2015-2019 berkisar pada angka 14,54% pada tahun 2015 dan 

tertinggi 16,80% pada tahun 2019. Meskipun didominasi oleh Lain-lain PAD 

yang sah, kenaikan kontribusi PAD disumbang oleh pendapatan pajak daerah. 

Kontribusi PAD ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan 

yang menyumbang antara 58,86% sampai dengan 62,62% terhadap total 

pendapatan. Untuk Dana Perimbangan, porsi DAU meskipun menyumbang 

porsi terbesar, mengalami penurunan. Kenaikan porsi Dana Perimbangan 

secara khusus disumbang oleh kenaikan DAK. Hal ini disebabkan ada 

perubahan akun sebagian Dana Penyesuaian pada APBN menjadi DAK Nonfisik 

yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Sedangkan komponen Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan yang cukup tajam 

dari 26,60% pada tahun 2015 menjadi 16,52% pada tahun 2016 dan secara 

bertahap naik menjadi 20,58% pada tahun 2019. Penurunan ini merupakan 

kebalikan dari kondisi yang terjadi pada Dana Perimbangan dimana sebagian 

akun Dana Penyesuaian dialihkan menjadi DAK Nonfisik. 

Peningkatan PAD Kabupaten Kudus didominasi oleh penerimaan pajak 

daerah dengan rata-rata mencapai 15,03%, sedangkan kontribusi terkecil 

berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rata-

rata pertumbuhan sebesar 35,69% sebagaimana tabel 2.154. Meskipun 

pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, akan tetapi 

menunjukkan perkembangan yang positif dengan kecenderungan peningkatan 

PAD dari tahun 2015–2019. Hal ini penting untuk mengetahui arah 

perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Dalam satu perspektif, Kabupaten 

Kudus mempunyai kecenderungan kemandirian keuangan daerah yang 

meningkat. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu 

barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan 

melihat tren positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh 

keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan 

daerah yang ideal.  

Pendapatan daerah secara total menikmati pertumbuhan yang relatif 

stabil dari tahun 2017 ke tahun 2019, yakni sebesar 2,69% sebagaimana 

digambarkan pada Tabel 2.154. Pertumbuhan ini disumbangkan oleh 

pertumbuhan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 

21,04%. Sedangkan komponen PAD dan Dana Perimbangan mengalami 

penurunan masing-masing sebesar (2,96%) dan (0,48%). Dilihat dari unsur 

pembentuknya, basis pertumbuhan PAD didukung oleh pertumbuhan sektor 

pajak daerah yang menyumbang 36,6% PAD dengan pertumbuhan sebesar 

10,0%. Fakta ini dapat diindikasikan sebagai pengaruh implementasi UU Nomor 
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28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya 

pengalihan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan yang efektif berlaku di 

Kabupaten Kudus sejak 2013. Sebaliknya, pendapatan yang bersumber dari 

retribusi daerah mengalami pertumbuhan sebesar 0,87%.  

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pertumbuhan 

tertinggi disumbang oleh Pendapatan Hibah, diikuti oleh Dana Penyesuaian dan 

Bagi Hasil Pajak Provinsi. Sedangkan Bantuan Keuangan Provinsi mengalami 

penurunan pada periode 2017-2019 ini. Adapun Dana Perimbangan secara 

umum mengikuti kondisi perekonomian nasional yang dicerminkan melalui 

alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Pertumbuhan DAU menjadi yang 

tertinggi. Sedangkan untuk DAK, sejak 2015 secara nasional juga mengalami 

kenaikan alokasi yang signifikan yang berdampak pada alokasi rata-rata DAK 

yang diterima masing-masing daerah meskipun Kabupaten Kudus justru 

mengalami perlambatan. Penurunan alokasi DAK ini salah satunya bisa 

diakibatkan sedikitnya persinggungan prioritas nasional dengan prioritas 

kabupaten Kudus. 
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Tabel 2.155  

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 - 2019      
 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

NOMOR 
URAIAN 

Realisasi 

URUT 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) r (%) 

1 PENDAPATAN 1.983.213.078.247,00 1.996.530.094.357,00 2.090.430.364.413,00 2,69 

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 366.031.203.778,00 337.364.609.424,00 343.824.122.868,00 (2,96) 

1 .1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 103.927.599.502,00 114.155.438.957,00 125.762.587.800,00 10,00 

1 .1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 19.849.728.536,00 18.367.332.884,00 20.058.448.046,00 0,87 

1 .1 . 3 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 
17.677.058.831,00 7.574.356.302,00 9.277.166.654,00 (17,34) 

1 .1 . 4 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah 
224.576.816.909,00 197.267.481.281,00 188.725.920.368,00 (8,25) 

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.310.924.033.469,00 1.281.771.374.568,00 1.298.060.004.624,00 (0,48) 

1 .2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 246.044.588.085,00 235.660.116.745,00 209.525.165.300,00 (7,66) 

1 .2 . 2 Dana Alokasi Umum 807.711.173.000,00 807.056.990.772,00 851.036.584.000,00 2,68 

1 .2 . 3 Dana Alokasi Khusus 257.168.272.384,00 239.054.267.051,00 237.498.255.324,00 (3,85) 

1 . 3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 

SAH 
306.257.841.000,00 377.394.110.365,00 448.546.236.921,00 21,04 

1 .3 . 1 Pendapatan Hibah 8.388.252.000,00 67.511.090.396,00 70.026.924.527,00 354,28 

1 .3 . 3 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 
134.625.008.000,00 147.274.056.569,00 154.196.848.594,00 7,05 

1 .3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 111.187.281.000,00 143.594.518.400,00 193.143.614.800,00 31,83 

1 .3 . 5 
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya 
52.057.300.000,00 19.014.445.000,00 31.178.849.000,00 0,25 

 (dalam jutaan rupiah) 
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Dilihat dari rasio pajak daerah terhadap total pendapatan daerah, 

Kabupaten Kudus mengalami kenaikan secara stabil dari tahun 2015-2019. 

Pada tahun 2015, rasio pajak daerah berada pada titik 4,49%. Sedangkan 

pada tahu 2019, rasio pajak daerah adalah sebesar 6,15%. Kenaikan 

pendapatan pajak daerah selain didukung adanya pertumbuhan ekonomi, 

juga lebih banyak didukung oleh upaya-upaya intensifikasi dan ekstenfikasi 

yang dilakukan dan penataan administrasi pajak dengan penggunaan 

teknologi informasi sebagai basis perencanaan dan penagihan pajak. Selain 

dari jumlah pendapatan yang diperoleh, upaya-upaya ini juga ditunjukkan 

adanya kenaikan jumlah wajib pajak daerah di Kabupaten Kudus 

sebagaimana pada table berikut : 

Tabel 2.156  
Realisasi Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Kudus 

No. Jenis Pajak 2015 2016 2017 2018 2019 

1 PBB P2 342.561 345.444 326.873 312.267 314.230 

2 BPHTB*) 4.503 11.313 13.472 7.954 11.208 

3 Pajak lainnya**) 1.983 2.725 3.211 3.676 4.009 

  Jumlah 349.047 359.482 343.556 323.897 329.447 
*) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

 

Tabel diatas menunjukkan realisasi jumlah wajib pajak daerah pada 

kurun waktu 2015-2019. Dari tabel tersebut terdapat kenaikan realisasi 

wajib pajak yang membayar pajak selain PBB P2, fluktuasi realisasi jumlah 

wajib bayar BPHTB, dan penurunan realisasi pembayaran PBB P2 oleh wajib 

pajak daerah. Kenaikan jumlah penerimaan pajak daerah sejalan dengan 

kenaikan jumlah wajib pajak daerah non-PBB P2. Sebaliknya, terdapat 

fenomena yang berbeda dalam korelasi antara penerimaan PBB P2 dan 

realisasi SPPT PBB P2 yang dibayarkan. Hal ini terjadi karena terdapat 

kebijakan reklasifikasi obyek PBB P2 pada tahun 2017 dan tahun 2018. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pengelolaan 

barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan terhadap daerah yang 

melalui perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penerimaan, penyimpanan serta penyaluran, penggunaan, penatausahaan, 

pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 

pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan 

tuntutan ganti rugi. Sedangkan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang 

milik daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah dan optimalisasi BMD dengan tidak mengubah 

status kepemilikan. 

Aset daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa 

barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Aset daerah dapat 

dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan gedung, jalan dan 

jembatan, jaringan, monumen/bangunan bersejarah. 
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2. Benda bergerak meliputi mesin, kendaraan, peralatan (alat berat, 

bengkel, pertanian, kedokteran, laboratorium), hewan ternak dan 

tanaman, persediaan barang habis pakai, suku cadang serta surat 

berharga. 

Aset-aset Pemerintah Kabupaten Kudus sudah terinventarisir, namun 

dirasa masih belum optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. 

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat masih banyak tanah Pemerintah 

Kabupaten belum bersertifikat. Apabila aset tidak dikelola dengan baik 

dapat memunculkan masalah seperti aset daerah yang berupa tanah yang 

dikuasai masyarakat. Pemanfaatan aset daerah memberikan peluang untuk 

meningkatkan PAD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama, bangun 

guna serah, bangun serah guna dan kerjasama infrastruktur. 

Tabel 2.157  
Data Aset Tetap Tanah Tahun 2015 -2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Bersertifikat 

(Bidang) 

282  289  292  292 292 

2. Dalam proses sertifikat 

(Bidang) 

7  3  - - - 

3. Belum bersertifikat 
(Bidang) 

557  751  912  912 916 

Total 846  1.043  1.204  1.204 1.208 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah 

tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki 1.208 Bidang Tanah. 

Dari 1.208 Bidang Tanah tersebut dengan penjelasan 292 tanah telah 

bersertifikat dan 916 tanah belum bersertifikat. Dari 916 tanah yang belum 

bersertifikat, terdapat 14 diantaranya telah diajukan proses pensertifikatan 

kepada Kantor Pertanahan.Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus 

sejumlah 916 bidang tanah yang belum bersertifikat sebagaian besar 

merupakan tanah yang digunakan untuk fasilitas umum (jalan kabupaten, 

jalan kelurahan, irigasi, fasilitas umum perumahan dan bendung logung). 

Tanah yang belum bersertifikat yang digunakan untuk fasilitas umum 

sejumlah 885 bidang dan untuk selain fasilitas umum sejumlah 31 bidang. 

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah 

khususnya tanah. Pemerintah Kabupaten Kudus selalu berupaya 

melaksanakan proses pensertifikatan tanah secara bertahap. Banyaknya 

tanah yang belum diajukan persertifikatan dikarenakan keterbatasan 

anggaran yang tersedia untuk proses pensertifikatan tanah tersebut. Dalam 

menjaga aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah langkah tepat untuk 

menata aset daerah sebagai berikut : 

a. Perencanaan kebutuhan aset daerah yaitu meliputi : perencanaan 

kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta 

penyaluran barang daerah. 

b. Mencatat dan menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan 

tahunan Perangkat Daerah. 

c. Pencatatan rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset daerah. 
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Terkait belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah 

diantaranya disebabkan oleh : 

1. masih adanya Perangkat Daerah yang belum tertib dalam 

menginventarisir aset daerah 

2. belum optimalnya pengelolaan aset daerah berupa tanah. 

Standarisasi aset tetap yang memenuhi criteria idle agar dapat 

dimanfaatkan dengan lebih baik Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah 

pengelola aset tetap yang produktif tetapi belum dimanfaatkan secara 

optimal oleh Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah pengelola aset. 

Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah khususnya aset 

tetap yang memenuhi kriteria idle agar dapat dimanfaatkan dengan lebih 

baik oleh pengguna barang dan Pihak Ketiga, atau aset tetap yang belum 

dimanfaatkan secara optimal agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

barang dan Pihak Ketiga. 

Tabel 2.158  

Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah (Aset Tetap) 

Tahun 
Jalan 

(bidang) 

Irigasi 
dan 

Jaringan 

(bidang) 

Fasum Fasos 

Perumahan 

(bidang) 

Aset tanah lainnya 

Jumlah 
Jumlah 

Dimanfaatkan 

OPD dan 
Masyarakat 

Tidak 

dimanfaat
kan 

2015 286 231 8 386 340 46 911 

2016 478 231 8 388 346 42 1105 

2017 567 231 76 390 351 39 1264 

2018 567 231 76 391 354 37 1265 

2019 567 231 76 396 361 35 1270 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Setiap tahun terdapat perubahan aset tanah milik Pemerintah 

Kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan aset 

jalan, aset irigasi dan jaringan, aset fasum fasos perumahan yang 

diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dan 

penambahan aset lainnya. Dari jumlah aset tanah lainnya diketahui bahwa 

terjadi penambahan aset tanah yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah 

dengan cara memanfaatkan sendiri, dimanfaatkan oleh masyarakat atau 

Pihak Ketiga. Dengan adanya pemanfaatan, secara otomatis terjadi 

penurunan aset tanah yang tidak dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.   

Tabel 2.159  

Indikator Keuangan Tahun 2015 – 2019 

No Indikator program Realisasi 2013-2018 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100  100  100  100  100  

2 Persentase Realisasi Target PAD 100  100  100  100  102  

3 Persentase Tahapan Penyusunan 

Penganganggaran Yang Tepat Waktu  

100  100  100  100  100  

4 Persentase Tahapan Penyusunan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

100  100  100  100  100  

5 Capaian Realisasi Pembayaran Belanja PD 90  90  90  90  80  

6 Persentase PD Yang Telah Melakukan 

Inventarisasi Aset Dengan Tertib 

98  98  98  98  98  

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 
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Dalam hal pemeriksaan Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 

2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kabupaten 

Kudus memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  

Tabel 2.160  

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kudus 
Tahun 2015 - 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Opini BPK terhadap 

laporan keuangan 
WTP WTP WTP WTP WTP 

 Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

2.1.3.4.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sumberdaya pemerintahan yang 

mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah.  

Pengelolaan ASN menjadi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan 

dan Pelatihan. Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan menjadi unsur 

penunjang pemerintahan daerah bersama dengan fungsi perencanaan 

pembangunan, keuangan dan pengawasan. Hasil capaian kinerja 

penyelenggaran urusan pemeritah pada bidang kepegawaian, pendidikan 

dan pelatihan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.161  

Indikator Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian 

No Uraian 2018 2019 

1 Persentase layanan administrasi 

kepegawaian yang sesuai standar 

100% 100% 

2 Persentase perangkat daerah yang 

berhasil melaksanakan kode etik/ 

aturan perilaku 

NA 95% 

3 Persentase perangkat daerah yang taat 

terhadap laporan kepegawaian 

100% 100% 

4 Persentase sistem informasi 

kepegawaian yang terintegrasi dengan 

SIMPEG 

37,5%% 50% 

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 

Setelah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, 

ada perubahan signifikan dalam penetapan indikator kinerja bidang 

kepegawaian. Sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 

dan Dokumen Renstra BKPP Tahun 2018-2023, uraian indikator fungsi 

penunjang bidang kepegawaian adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 

di bawah ini.  

Tabel 2.162  

Indikator Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

No. Uraian 2018 2019 

1. Persentase Pejabat eselon II, III, IV, JFU, dan JFT yang 

memenuhi standar kompetensi 

NA 32 

2. Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 

JP Pertahun 

NA 9,69 

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  Tahun 2020 

https://www.cnnindonesia.com/tag/wajar-tanpa-pengecualian
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Bahwa dalam rangka mengelola ASN hal mendasar yang akan 

dilakukan adalah mencapai profesionalitas ASN yang mempunyai orientasi 

pelayanan dimana hal ini selaras dengan misi kedua RPJMD 2018-2023 

yaitu mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan 

pelayanan publik. 

Untuk mencapai profesionalitas ASN, sesuai dokumen yang 

diterbitkan Badan Kepegawaian Negara, variabel yang mempengaruhi adalah 

kualifikasi, kompetensi, kinerja dan tingkat disiplin ASN. Saat ini, kualifikasi 

dihitung dari tingkat pendidikan ASN, kompetensi diukur dari keikutsertaan 

pengembangan kompetensi ASN seperti diklat, sosialisasi, workshop, 

seminar, semiloka dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan kompetensi 

ASN yang bersangkutan. Selanjutnya kinerja diukur dari nilai SKP yang 

setiap tahun disusun/dinilai oleh pejabat penilai. Sedangkan tingkat disiplin 

diukur dari pernah dan tidaknya seorang ASN menerima hukuman disiplin, 

baik ringan, sedang maupun berat. 

Mengacu edaran BKN, bahwa SKB CPNS Formasi 2019 akan 

diselesaikan pada tahun 2020, direncanakan setelah CAT Sekolah 

Kedinasan. Seleksi CPNS Formasi 2019 diusahakan dituntaskan pada tahun 

2020, dengan pertimbangan salah satunya adalah beberapa peserta yang 

lolos SKD berusia 35 di tahun 2020 sehingga apabila seleksi CPNS formasi 

2019 tidak diselesaikan pada tahun 2020, timbul permasalahan terkait 

persyaratan pengangkatan CPNS yang usia maksimal adalah 35 tahun. 

2.1.3.4.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah, urusan penunjang bidang penelitian dan 

pengembangan dimaksudkan untuk mendorong pengembangan inovasi 

daerah. Indikator kinerja urusan penunjang penelitian dan pengembangan, 

pada Tahun 2019 mencapai 57,14 , meliputi 4 kegiatan  kelitbangan dari 7 

kegiatan kelitbangan yang ada yaitu penelitian, pengkajian,  pengembangan, 

dan perehayasaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan 

daerah yang berdasarkan hasil penelitian masih belum optimal, dan belum 

didasarkan pada permasalahan dan isu-isu yang ada di daerah. 

Permasalahan berkaitan dengan pengembangan adalah pemanfaatan inovasi 

yang masih belum optimal. Inovasi dalam hal ini merujuk kepada inovasi di 

masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan 

peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.  

Pada Tahun 2019, inovasi pelayanan publik hasil inventarisasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus berjumlah 132 judul inovasi. 

Adapun inovasi yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pelajar melalui lomba  

KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi) Tahun 2019 berjumlah masing-masing 

44 inovasi dari Kategori Umum dan 124 inovasi dari Kategori Pelajar / 

Mahasiswa. Untuk mendukung pengembangan penelitian dan inovasi 

daerah di Kabupaten Kudus, maka perlu penguatan pengembangan jejaring 

penelitian daerah, untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi 
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permasalahan yang timbul dan / akan timbul untuk diambil tindakan sedini 

mungkin (pasal 15 ayat 2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2016). 

 

2.1.3.4.5 PENGAWASAN 

Kabupaten Kudus telah mencapai Maturitas SPIP level 3 sejak Tahun 

2017. Target tersebut telah memenuhi target Nasional. Pemerintah 

Kabupaten Kudus akan terus berupaya untuk meningkatkan Maturitas SPIP 

sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2023), Kabupten 

Kudus mencapai Maturitas SPIP level 3,5. 

Tabel 2.163  

Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Kudus 

Tahun Indeks 
Maturitas SPIP 

Keterangan 

2015 NA Belum ada assesment. 

2016 2,923 Assesmen oleh BPKP Perwakilan Prov Jateng 

2017 3,026 Assesmen oleh BPKP Pusat 

2018 3,126 Assesmen oleh BPKP Pusat 

2019 3,126* belum dilakukan assesment karena ada 
perubahan metodologi assesment dari manual 

menjadi berbasis SIM 
Sumber : Inspektorat Tahun 2020 

Hasil assesment BPKP RI pada tahun 2019 (masih mengacu pada hasil 

assesment tahun 2018) Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kudus 3,126. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan metodologi 

assessment dari manual menjadi assesment berbasis sistem informasi, yang 

mengakibatkan 18 OPD sampling, belum siap untuk dinilai baik komponen 

survey maupun dokumen pendukungnya. Diharapkan pada tahun 2021 

Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mencapai 3,300.  

Pembangunan Zona Integritas di Tingkat Provinsi Jawa Tengah mulai 

dicanangkan pada tahun 2014 yang diikuti oleh semua Kab/Kota. 

Selanjutnya pada Tahun 2015 dilakukan sosialisasi Pembangunan Zona 

Integritas terhadap seluruh OPD di Kabupaten Kudus. Tahun 2016 mulai 

dicanangkan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Kudus. Tahun 

2019Pemda Kudus mengusulkan 5 OPD ZI menuju WBK/WBBM, namun 

tidak dilakukan penilaian meskipun telah dievaluasi oleh KemenPANRB. 

Kondisi tersebut sebagai dampak dari OTT Pimpinan Daerah pada tanggal 

26 Juli 2019. 

Tabel 2.164  
Tabel Pembangunan Zona Integritas 

OPD 2015 2016 2017 2018 2019 

RSUD Dr. 
Lukmonohadi 

ZI ZI WBK 

Tidak 

dilakukan 
evaluasi oleh 

KemenPANRB 

Telah 
dievaluasi 

KemenPANRB 
tapi tidak 

diberikan 
penilaian 

Dinas Capilduk ZI ZI ZI 

Dinas PMPTSP ZI ZI ZI 

UPT Puskesmas Jekulo - - ZI 

UPT Puskesmas 

Rejosari 

- - ZI - 
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OPD 2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase 

WBK/WBBM 

0% 0% 2,38% 2,38% 2,38% 

Indeks Pembangunan 

ZI 

3,922 3,922 7,516 7,516 7,516 

Sumber : Inspektorat Tahun 2020 

Dari tabel di atas, OPD yang yang telah berpredikat WBK/WBBM masih 

minim yaitu (1/42*100%) = 2,38 %dari target 11,90%. Indeks Pembangunan 

ZI Pemerintah Kabupaten Kudus juga masih rendah yaitu 7,516. 

Diharapkan pada tahun 2021 Indeks tersebut mencapai 18,627. 

Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Kapabilitas APIP 

pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 dalam proses QA 

BPKP Perwakilan Prov Jateng namun belum diekspose oleh BPKP RI. Hasil 

QA Tahun2016 belum memenuhi target Nasional yaitu level 3 penuh. Dari 6 

elemen yang dilakukan Quality Assurance, 4 elemen berada di level 3 dan 2 

elemen berada di level 2 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.165  

Elemen Quality Assunrance 

No. Elemen Level 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Peran dan layanan 1 3 3 3 3 

2 Pengelolaan sumber daya manusia 2 2 2 2 2 

3 Praktik professional 1 2 2 2 2 

4 Akuntabilitas & manajemen kinerja 2 3 3 3 3 

5 Budaya & hubungan organisasi 2 3 3 3 3 

6 Struktur tata kelola 1 3 3 3 3 

 Kesimpulan 2 DC 3 DC 3 DC 3 DC 3 DC 
Sumber : Inspektorat Tahun 2020 

 

Penyebab belum tercapainya target nasional ( level 3 ), yaitu: 

a. Inpektorat Daerah Kabupaten Kudus belum memiliki SDM yang 

berkualifikasi profesional dalam melaksanakan Perencanaan 

Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR). 

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus belum menilai keakuratan hasil 

penilaian resiko OPD dan menggunakannya sebagai dasar untuk 

penyusunan PPBR. 

Untuk lebih meningkatkan peran APIP pada fungsi penjaminan mutu, 

pencegahan korupsi, dan konsultasi, Inspektorat Daerah menargetkan 

pencapaian level 3,5 di akhir periode RPJMD. 

 

2.1.3.4.6 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

Administrasi pemerintahan terdiri dari Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah dan Kecamatan. Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, 

yang kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.166  

 Indikator Sekretariat Dewan Tahun 2015-2019 

 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada 

setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD 
Provinsi/Kab/Kota 
 

Ada Ada Ada Ada Ada 

2 Tersusun dan terintegrasinya Program-

program Kerja DPRD untuk 

melaksanakan Fungsi Pengawasan, 

Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi 
Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima 

Tahunan (RPJM) maupun Dokumen 

Rencana Tahunan (RKPD) 
 

Ada Ada Ada Ada Ada 

3 Terintegrasi program-program DPRD 
untuk melaksanakan fungsi pengawasan, 

pembentukan Perda dan Anggaran ke 

dalam Dokumen Perencanaan dan 

Dokumen Anggaran Setwan DPRD  
 

Ada Ada Ada Ada Ada 

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2020 

Rencana kerja tahunan pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten 

Kudus yang telah tersusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat 

terintegrasi pada program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi 

pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJM, RKPD 

serta dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Mulai tahun 2018, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat 

DPRD Kabupaten Kudus diukur dengan indikator baru yaitu persentase 

agenda kerja DPRD yang terealisasi dan persentase kegiatan DPRD yang 

dipublikasikan. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu 

organisasi Perangkat Daerah yang termasuk pada kelompok urusan 

penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan 

kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas 

daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur 

pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus didukung oleh 9 bagian, yang 

meliputi: 

1) Bagian Pemerintahan,  

2) Bagian Hukum,  

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,  

4) Bagian Perekonomian  

5) Bagian Administrasi Pembangunan,  

6) Bagian Kesejahteraan Rakyat,  

7) Bagian Organisasi,  

8) Bagian Umum,  

9) Bagian Protokol.  

 

Kabupaten Kudus terbagi atas 9 kecamatan yaitu 1) Kecamatan Kaliwungu, 2) 

Kecamatan Kota, 3) Kecamatan Jati, 4) Kecamatan Undaan, 5) Kecamatan 
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Mejobo, 6) Kecamatan Jekulo, 7) Kecamatan Bae, 8) Kecamatan Gebog, dan    
9) Kecamatan Dawe. 

Tabel 2.167  
Indikator Sekretariat Daerah dan Kecamatan Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Capaian Kinerja Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase fasilitasi tata 
pemerintahan 

Persen 100   100   100   100   100   

2 Persentase penataan terhadap 
peraturan perundang-
undangan dan penyelesaian 
penanganan kasus Pemda 

Persen 100   100   100   100   78,5   

3 Persentase Peningkatan 
produk hukum daerah yang 
dinformasikan 

Persen 100   100   100   100   50   

4 Cakupan fasilitasi 
peningkatan kesejahteraan 
sosial dan kegiatan 

keagamaan 

persen 100   100   100   100   100   

5 Persentase efektifitas 
kelembagaan Perangkat 
Daerah 

persen 77   79   80   100   90   

6 Capaian IKM kabupaten Nilai 77,92 79,14 76,42 80 82,45   

7 Capaian nilai SAKIP 

Kabupaten 

Nilai 61,51 64,35 66,25 68,19 66,36 

8 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 58,97 63,82 64,89 67,05 59,35 

9 Cakupan Pembinaan 
Kelembagaan, 
Ketatalaksanaan dan 

Pelayanan Publik, 
Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah dan RB  

persen 100   100   100   100   100   

10 Persentase kelancaran 
pelayanan kedinasan kepala 
daerah / wakil kepala daerah 

persen 100   100   100   100   100   

11 Pengendalian inflasi daerah persen    3,11   100   

12 Persentase kenaikan 
kontribusi laba BUMD 
terhadap PAD 

persen 29,71   20,35   15,09   11,69   31,23   

13 Persentase kelancaran 
pelayanan kedinasan Sekda 

persen 100   100   100   100   100   

14 Persentase fasilitasi proses 
pengadaan barang/jasa 

sesuai standar pelayanan 

persen    100   100   

15 Cakupan fasilitasi dan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

persen    100   100   

Sumber: Sekretariat Daerah dan Kecamatan, 2020 

Kegiatan pembangunan yang tepat dapat diwujudkan apabila proses 

pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan 

mekanisme aturan perundang-undang yang berlaku. Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada  Perpres 16 

Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Pengadaan barang/jasa di Kabupeten Kudus menggunakan mekanisme 

secara elektronik (E Procurement/tender) dan manual (non tender) sesuai 

prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. 
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2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 

Aspek daya saing daerah terdiri kemampuan ekonomi daerah, 

fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 

 

2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing 

daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang memiliki daya tarik 

(attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke 

suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya 

saing daerah.  

2.1.4.1.1 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA 

Kondisi perekonomian Kabupaten Kudus menunjukkan nilai kearah 

yang positif.  Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai 

PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 (ADHK 2010), serta pertumbuhan pada total PDRB 

Tabel 2.168  
PDRB Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2015-2019 

No 
JENIS 

PENGELUARAN 

PDRB Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) 

2015 2016 2017 2018* 2019** 

Atas Dasar Harga Berlaku 

1 Pengeluaran 
Konsumsi Rumah 
Tangga  

21.176.449,16 22.447.116,39 24.104.640,14 25.739.697,08 27.583.101,92 

2 
Pengeluaran 
Konsumsi LNPRT  

238.185,31 259.016,85 278.822,65 309.137,26 350.906,08 

3 Pengeluaran 

Konsumsi 
Pemerintah  

1.640.587,43 1.755.726,37 1.895.281,22 1.986.851,68 2.088.081,03 

4 
Pembentukan 
Modal Tetap Bruto 

10.173.113,17 10.945.278,06 11.937.838,43 13.544.520,13 14.726.813,55 

5 Perubahan 
Inventori  

1.630.199,24 957.837,10 1.405.421,62 2.300.145,07 1.615.553,35 

6 Net Ekspor Barang 

dan Jasa 

49.268.098,49 53.726.600,67 57.541.850,15 60.175.765,83 64.149.591,19 

7 
PDRB 

84.126.632,80 90.091.575,43 97.163.854,20 104.056.117,06 110.514.047,11 

Atas Dasar Harga Konstan 

1 Pengeluaran 
Konsumsi Rumah 
Tangga  

16.761.980,99 17.500.545,04 18.270.019,39 19.059.052,19 19.888.558,44 

2 
Pengeluaran 
Konsumsi LNPRT  

169.338,03 179.186,61 187.163,95 202.826,62 224.907,13 

3 Pengeluaran 
Konsumsi 
Pemerintah  

1.135.690,57 1.170.214,68 1.210.861,27 1.247.544,31 1.297.730,52 

4 
Pembentukan 
Modal Tetap Bruto 

7.688.538,84 8.064.396,81 8.605.131,91 9.285.302,06 9.690.340,93 

5 Perubahan 

Inventori  

607.000,85 1.064.901,37 1.114.449,10 1.150.804,34 1.145.128,57 

6 Net Ekspor Barang 
dan Jasa 

38.667.388,22 38.700.338,85 39.433.536,58 40.103.443,80 41.003.028,51 

7 

PDRB 

65.029.937,50 66.679.583,36 68.821.162,19 71.048.973,31 73.249.694,10 

 

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020 (rilis 29 Mei 2020) 
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Berdasarkan tabel diatas, pengeluaran konsumsi pemerintah 

semakin meningkat. Bila dilihat dari PDRB Pengeluaran Atas Dasar Berlaku 

tahun 2015 sebesar 1.640.587,43 meningkat menjadi 2.088.081,03 di tahun 

2019. Demikian pula pada PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan, 

pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2015 sebesar 1.135.690,57 

meningkat menjadi 1.297.730,52 pada tahun 2019.  Meskipun nilainya lebih 

sedikit dibanding peranan lainnya, namun pengeluaran pemerintah turut 

memberikan andil besar dalam pembentukan PDRB.  Fasilitasi dan 

konsufivitas wilayah mampu memberikan kenyamanan dalam 

menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Kudus. 

Tabel 2.169  
Distribusi PDRB Kabupaten Kudus ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran  

Tahun 2015 - 2019  

No 
JENIS 

PENGELUARAN 

PDRB Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) 

2015 2016 2017 2018* 2019** 

Atas Dasar Harga Berlaku 

1 Pengeluaran 
Konsumsi 

Rumah Tangga  

25,17 24,92 24,81 24,74 24,96 

2 Pengeluaran 

Konsumsi 

LNPRT  

0,28 0,29 0,29 0,30 0,32 

3 Pengeluaran 

Konsumsi 
Pemerintah  

1,95 1,95 1,95 1,91 1,89 

4 Pembentukan 

Modal Tetap 

Bruto 

12,09 12,15 12,29 13,02 13,33 

5 Perubahan 

Inventori  
1,94 1,06 1,45 2,21 1,46 

6 Net Ekspor 

Barang dan Jasa 
58,56 59,64 59,22 57,83 58,05 

7 PDRB 100 100 100 100 100 

Atas Dasar Harga Konstan 

1 Pengeluaran 

Konsumsi 

Rumah Tangga  

4,55 4,41 4,40 4,32 4,35 

2 Pengeluaran 

Konsumsi 
LNPRT  

-2,87 5,82 4,45 8,37 10,89 

3 Pengeluaran 

Konsumsi 

Pemerintah  

2,82 3,04 3,47 3,03 4,02 

4 Pembentukan 

Modal Tetap 
Bruto 

4,14 4,89 6,71 7,90 4,36 

5 Perubahan 
Inventori  

- - - - - 

6 Net Ekspor 

Barang dan Jasa 
- - - - - 

7 PDRB 3,88 2,54 3,21 3,24 3,10 

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020 (rilis 29 Mei 2020) 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB menurut 

pengeluaran baik atas dasar berlaku maupun atas dasar harga konstan 

tahun 2015 – 2019 menunjukkan tren menurun. Pengeluaran konsumsi 

pemerintah atas dasar harga berlaku juga cenderung menurun dari 1,95 
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menjadi 1,89, demikian pula pada Net ekspor barang dan jasa juga 

mengalami penurunan, yaitu dari 58,56 menjadi 58,05.  

Adapun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) baik atas dasar 

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan 

peningkatan, demikian pula pada pengeluaran konsumsi pemerintah atas 

dasar harga konstan menunjukkan tren meningkat dari 2,82 menjadi 4,02. 

Dengan demikian sedikit saja perubahan pada pengeluaran konsumsi 

rumah tangga akan berdampak pada pembentukan PDRB Kabupaten 

Kudus. 

Pada Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebagaimana 

tabel berikut : 

Tabel 2.170  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kudus 

 Tahun 2015 - 2019 

U r a i a n 2015 2016 2017 2018* 2019**) 

Total Konsumsi Rumah Tangga           

a.  ADHB (Miliar Rp)  21.176,45  22.447,12  24.104,64  25.739,70  27.583,10  

b.  ADHK 2010  16.761,98  17.500,55  18.270,02  19.059,05  19.888,56  

Proporsi terhadap PDRB  25,17  24,92  24,81  24,74  24,96  

Rata-rata konsumsi per-Rumah 
Tangga/tahun (Ribu Rp) 

          

a. ADHB  102.139,35 106.956,24  113.505,71  119.803,12  127.341,68  

b. ADHK 2010  80.847,25  83.386,78  86.031,22 88.708,63 91.818,64  

Rata-rata konsumsi per-kapita/ 
tahun (Ribu Rp)  

          

a. ADHB
 

   
25.473,80     26.675,16  

   
28.309,18     29.880,20  

   
31.657,01  

b. ADHK 2010 20.163,50  20.796,88  21.456,83  22.124,90  22.826,02  

Pertumbuhan ADK 2010      

a. Total konsumsi RT 4,55  4,41  4,40  4,32  4,35  

b. Per-RT 3,27  3,14  3,17  3,11  3,51  

c. Perkapita 3,26  3,14  3,17  3,11  3,17  

Jumlah RT (unit) 207.329  209.872  212.365  214.850  216.607  

Jumlah penduduk 831.303  841.499  851.478  861.430  871.311  

Sumber : BPS - PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019, Tabel 3.6, hal 30 

 

Pertumbuhan (ADHK 2010) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 

Total Konsumsi Rumah Tangga mengalami penurunan dari 4,55 menjadi 

4,35 persen, diikuti penurunan pertumbuhan perkapita dari 3,26 menjadi 

3,17 persen.  Adapun pertumbuhan Rumah Tangga meningkat dari 3,27 

menjadi 3,51 seiring dengan meningkatnya jumlah Rumah Tangga (unit).  

 

Tabel 2.171  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kudus  

Tahun 2015 - 2019 

U r a i a n 2015 2016 2017 2018*) 2019**) 

Total Konsumsi Pemerintah           

a. ADHB (Miliar Rp) 1.640,59 1.755,73 1.895,28 1.986,85 2.088,08 

b. ADHK 2010 (Miliar Rp) 1.135,69 1.170,21 1.210,86 1.247,54 1.297,73 

Proporsi terhadap PDRB 1,95 1,95 1,95 1,91 1,89 
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U r a i a n 2015 2016 2017 2018*) 2019**) 

Konsumsi Pemerintah per- 
kapita (Ribu Rp) 

          

a.  ADHB 1.973,52 2.086,43 2.225,87 2.306,46 2.396,48 

b.  ADHK 2010 1.366,16 1.390,63 1.422,07 1.448,22 1.489,40 

Konsumsi Pemerintah per- 
pegawai pemerintah (Ribu Rp) 

          

a,  ADHB 161.761,73 197.206,15 224.932,35 259.718,95 271.850,02 

b.  ADHK 2010 111.978,96 131.440,49 143.705,20 163.077,12 168.953,26 

Pertumbuhan ADHK 2010           

a. Total konsumsi pemerintah 2,82 3,04 3,47 3,03 4,02 

b. Konsumsi perkapita 1,56 1,79 2,26 1,84 2,84 

c. Konsumsi per-pegawai 5,14 17,38 9,33 13,48 3,60 

Jumlah Pegawai Pemerintah 
(Tdk Termasuk Polisi & Militer) 

10.142,00 8.903,00 8.426,00 7.650,00 7.681,00 

Jumlah penduduk 831.303,00 841.499,00 851.478,00 861.430,00 871.311,00 

Sumber : BPS - PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019, Tabel 3.11, hal 35 

 

Berdasarkan tabel tersebut, pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi 

Akhir Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2015 – 2019, Total Konsumsi 

Pemerintah meningkat dari 2,82 menjadi 4,02 persen, Konsumsi perkapita 

juga mengalami peningkatan dari 1,56 menjadi 2,84 di tahun 2019, adapun 

Konsumsi per pegawai mengalami penurunan dari 5,14 menjadi 3,60.  Hal 

ini disebabkan jumlah pegawai pemerintah yang memasuki masa pensiun.   

 
 

2.1.4.1.2 PENGELUARAN KONSUMSI NON-PANGAN PERKAPITA 

(PERSENTASE KONSUMSI RUMAH TANGGA NON-PANGAN) 

Tabel 2.172  
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun2015 – 2019 

(Atas Dasar Harga Berlaku) dalam Persen 

Kelompok Konsumsi 2015 2016 2017 2018*) 2019**) 

a. Makanan, Minuman dan Rokok 33,76 33,87 33,23 33,23 32,98 

b. Pakaian dan Alas Kaki 4,38 4,40 4,39 4,39 4,39 

c. Perumahan, Perlengkapan dan 
13,55 13,45 13,48 13,38 13,21 

d.    Kesehatan dan Pendidikan 8,19 8,35 8,44 8,61 8,68 

e. Transportasi, Komunikasi, 
29,82 29,35 29,78 29,50 29,70 

f. Hotel dan Restoran 7,53 7,80 7,93 8,13 8,32 

g. Lainnya 2,77 2,77 2,74 2,77 2,72 

Total Konsumsi 100 100 100 100 100 

Sumber : BPS -PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019, Tabel 37 hal 31 

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, kontribusi konsumsi 

Non Pangan (bukan makanan) terhadap total konsumsi lebih tinggi 

dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk 

makanan selama periode tersebut cenderung berada pada kisaran yang 

terus menurun, yaitu 33,87 persen (2014); 33,76 persen (2015); 33,87 

persen (2016); 33,13 persen (2017); dan 33,06 persen (2018). Hal ini 

mengindikasikan kondisi perekonomian modern.  
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Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019 ; Bappeda (data diolah) Tahun 

2020 

Gambar 2.41 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2015 – 2019        

(ADH Berlaku) 

 

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, kontribusi konsumsi 

bukan makanan terhadap total konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan 

konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan selama periode 

tersebut cenderung berada pada kisaran yang terus menurun, yaitu 33,76 

persen (2015); 33,87 persen (2016); 33,23 persen (2017 dan 2018); dan 

32,98 persen (2019). Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian 

modern. 

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pergeseran yang 

relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non 

makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-

makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan 

pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut 

di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan 

perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa 

transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan 

tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. 

 

2.1.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH / INFRASTRUKTUR 

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan 

terhadap indikator-indikator: 

Tabel 2.173  
Kinerja infrastruktur tahun 2015 – 2019 

NO Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,0008 0,0008 0,0008 0.0008 0,0007 

2 Persentase panjang jalan kondisi baik 88,1 73,6 83,9 85,54 90,45 

3 Persentase rumah tinggal bersanitasi 94,13 95,05 96,88 97,08 100 

4 Persentase drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 

80,48 81,17 86,00 60,21 62,03 

5 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi 

baik 

75,67 77,15 79,42 80,63 86,28 

6 Persentase penduduk berakses air minum 85,40 87,99 91,00 95,02 95,75 

Sumber : SIPD – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020 



II - 154 

 

Kinerja Infrastruktur tahun 2019 di Kabupaten Kudus yang sudah 

membaik ini belum tentu dapat dipertahankan di tahun 2020.  Kegiatan 

infrastruktur mengalami penghentian / penundaan melalui refocusing yang 

diamanatkan Pemerintah, dimana hampir keseluruhan sumber dana 

kegiatan infrastruktur dialihkan guna penanganan masalah COVID-19.   
 

2.1.4.3 FOKUS  IKLIM BERINVESTASI 

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilihat dari indikator angka 

kriminalitas dan unjuk rasa yang menggambarkan kondusivitas wilayah di 

Kabupaten Kudus. 

 

2.1.4.3.1 ANGKA KRIMINALITAS 

Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan 

perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau 

Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. 

Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat 

pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh 

kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh 

Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.  Tindak kriminal di 

Kabupaten Kudus dapat dilihat pad tabel berikut: 

Tabel 2.174  

Jumlah Tindak Kriminal, Jumlah Tindak Kriminal yang ditangani dan  

Angka Kriminalitas Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

I Jumlah Tindak Kriminal 335 317 269 238 163 

 1 Jumlah kasus narkoba 13 15 16 11 12 

 2 Jumlah kasus pembunuhan 2 2 1 0 0 

 3 Jumlah kasus seksual 12 11 8 4 6 

 4 Jumlah kasus penganiayaan 30 18 13 11 8 

 5 Jumlah kasus pencurian 117 150 116 87 42 

 6 Jumlah kasus penipuan 33 33 11 25 18 

 7 Jumlah kasus pemalsuan uang 6 0 0 1 0 

 8 Jumlah Kasus Lain-lain 122 88 104 99 77 

II JumlahTindak Kriminal yang 

Ditangani 

181 165 193 174 128 

 1 Jumlah kasus narkoba 13 15 16 11 12 

 2 Jumlah kasus pembunuhan 2 1 0 0 0 

 3 Jumlah kasus seksual 9 7 8 3 3 

 4 Jumlah kasus penganiayaan 21 14 11 8 8 

 5 Jumlah kasus pencurian 44 55 63 61 33 

 6 Jumlah kasus penipuan 10 10 4 13 10 

 7 Jumlah kasus pemalsuan uang 6 0 0 1 0 

 8 Jumlah Kasus Lain-lain 76 63 91 77 62 

III Jumlah Penduduk 803.145 830.221 835.318 850.312 860.055 

IV Angka Kriminalitas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

Sumber : SIPD – Polres Kudus 12 Desember Tahun 2019 
 

Adapun angka kriminalitas di Kudus menggambarkan hal tersebut 

cenderung relatif stabil. 
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2.1.4.3.2 UNJUK RASA 

Tabel 2.175  
Jumlah Unjuk Rasa Tahun 2015 – 2019 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

  Unjuk Rasa          

1 Bidang Politik   2 9 2 
2 

8 

2 Bidang Ekonomi   12 2 2 
2 

2 

3 Bidang lainnya   16 18 17 
12 

2 

4 Jumlah 30 29 21 16 12 

Sumber : SIPD – Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 

Iklim investasi merupakan pertimbangan bagi investor dalam 

rangka penanaman modal. Iklim investasi dapat dilihat dari angka 

kriminalitas, pelayanan perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi 

daerah, banyaknya demonstrasi, perda yang mendukung usaha. Kabupaten 

Kudus relatif kondusif sebagai daerah tujuan investasi terlihat dari jumlah 

unjuk rasa (politik, ekonomi dan lainnya). Dampak adanya unjuk rasa 

tersebut terhadap investasi kurang signifikan mengingat realisasi investasi 

tetap meningkat. Adapun angka kriminalitas di Kudus cenderung relatif 

stabil. 

 

2.1.4.3.3 LAMA PROSES PERIZINAN 

Proses perizinan di Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui 

http://bpmppt.kuduskab.go.id/ Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online 

(SIPT-Online) merupakan website yang berguna sebagai Jalur Permohonan 

Perizinan Online. Perizinan yang sudah tersedia meliputi : Izin Reklame, 

Penggunaan Bagian Jalan, Mendirikan Bangunan (IMB), Pemakaman, 

Penyelenggaraan Usaha Parkir, Trayek,  Pendirian Rumah Sakit dan Apotek. 

Prosedur pengajuan perizinan di Kabupaten Kudus sebagaimana gambar 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : https://oss.go.id/portal/ 

Gambar 2.42 Alur Proses Perizinan 

Adapun lama proses perizinan dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut: 

http://bpmppt.kuduskab.go.id/
https://oss.go.id/portal/
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Tabel 2.176  
Lama Proses Perizinan Tahun 2015 - 2019 

NO JENIS IZIN 

2015 2016 2017 2018 2019 Waktu 

kecepatan 

Perizinan 

(hari) 
Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A Pendelegasian kewenangan                       

1 Izin RS Tipe C & D 0 0 4 4 0 0 0 0 3 3 2 - 3 hari 

2 Izin RS Khusus Tipe C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 3 hari 

3 Izin Klinik Pratama & Utama          4  

             

4  13 13 2 2 1 1 21 21 2 - 3 hari 

4 
Izin Usaha Lab Klinik 
Swasta/Pemerintah          2  

             
2  1 1 1 1 0 0 2 2 2 - 3 hari 

5 Izin Apotek        14  

           

14  13 13 31 31 8 8 33 33 2 - 3 hari 

6 Izin Toko Obat          1  

             

1  0 0 1 1 2 2 1 1 2 - 3 hari 

7 Izin Optik          4  

             

4  2 2 0 0 1 1 4 4 2 - 3 hari 

8   I U I          9  

             

9  2 2 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

9   I P I          2  

             

2  2 2 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

10   LOKASI          6  

             

6  4 4 1 2 5 5 7 7 2 - 3 hari 

11   I M B 755 
         

702  946 818   1.115  
    

1.064  573 661 702 536 ± 12 hari 

12 Pendaftaran Penanaman Modal 17 

           

17  95 95 99 99 10 10 0 0 1 hari (oss) 

13 

Izin Prinsip Perubahan Penanaman 

Modal 1 

             

1  2 2 3 3 1 1 0 0 1 hari (oss) 

14 

Izin Prinsip Perluasan Penanaman 

Modal 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 hari (oss) 

15 Izin Usaha Penanaman Modal 20 

           

20  7 7 17 17 3 3 0 0 1 hari (oss) 

16 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 
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NO JENIS IZIN 

2015 2016 2017 2018 2019 Waktu 

kecepatan 

Perizinan 

(hari) 
Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 Izin Usaha Penggabungan Penanaman 

Modal 

0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 hari (oss) 

18 

Izin Usaha Perubahan Penanaman 

Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

19 

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan 

PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

20   H O 220 

         

220  152 146 119 113 15 15 0 0 2 - 3 hari 

21 
Rekom Izin Pengeboran & Pemanfaatan 
Air Tanah 8 

             
8  0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 3 hari 

22 SIUJK 58 

           

58  101 101 108 108 10 10 0 0 2 - 3 hari 

B Pelimpahan Kewenangan                       

23   T D I (Lebur di IUI/oss) 177 

         

177  93 93 72 72 49 43 0 0 1 hari (oss) 

24   S I U P    1.012  
       

1.012  684 668 356 335 187 150 0 0 1 hari (oss) 

25   T D P ( NIB di oss) 985 
         

985  746 695 584 502 354 322 0 0 1 hari (oss) 

26 Tanda Pendaftaran Waralaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

27 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

28 IUTM / IUTS (oss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

29 

Izin Usaha Pengelolaan Pasar 

Tradisional (s/d 2017) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3 hari 

30 Izin Reklame 620 

         

620  495 495 161 161 104 104 94 66 2 - 3 hari 

31 
Izin Penggunaan & Pemanfaatan Bagian 
Jalan 5 

             
5  24 24 22 22 17 14 11 5 2 - 3 hari 

32 Izin Pemakaman 13 

           

13  18 18 6 6 14 14 7 7 2 - 3 hari 

33 Tanda Daftar Usaha Pariwisata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

34 Izin Usaha Pemondokan (s/d 2017) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3 hari 
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NO JENIS IZIN 

2015 2016 2017 2018 2019 Waktu 

kecepatan 

Perizinan 

(hari) 
Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit Permohonan Terbit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

35 Izin Usaha Peternakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

36 Izin Usaha Obat Hewan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

37 Izin Usaha Jasa Medik Veteriner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

38 Izin Kios Daging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

39 Izin RPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 hari 

40 Izin RPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 hari 

41 Izin Usaha Sarang Burung Walet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beralih ke 

Provinsi 

42 Izin Usaha Penggilingan Padi (IUI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

43 Izin Trayek 17 
           

17  172 172 121 121 85 85 85 85 2 - 3 hari 

44 Izin Usaha Jasa Angkutan (Barang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

45 

Izin Usaha Sekolah Mengemudi 

(Pendidikan Non Formal di oss) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

46 

Izin Usaha Bengkel Umum (pendidikan 
non formal di oss) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

47 Izin Warnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 hari 

48 Izin Usaha Travel (TDUP oss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 hari (oss) 

49 Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3 hari 

  Jumlah 3.950 3.897 3.576 3.375 2.819 2.660 1.440 1.450 970 770 
 

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2020 
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2.1.4.3.4 JUMLAH DAN MACAM RETRIBUSI DAERAH 

Perubahan mendasar dari perubahan paradigma dengan adanya 

reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satunya adalah dengan 

memberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah, 

bidang politik dan pemanfaatan sumber daya daerah untuk kepentingan 

masyarakat lokal, yang bermuara pada terciptanya dinamika serta corak 

pembangunan baru di daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang 

berperan penting salah satunya adalah kebijakan di bidang 

penerimaan/pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada hakikatnya 

diperoleh melalui mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah atau 

pungutan lainnya, yang dibebankan pada masyarakat. Upaya yang 

dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi 

daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berprinsip pada 

pelayanan yang optimal serta tidak membebani wajib masyarakat. 

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah 

daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi 

perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang 

harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kontribusi 

kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas 

umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan 

menentukan tingkat kemandirian wilayah dalam pembangunan daerahnya 

sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. 

Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah 

memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan 

tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor 

swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan 

hasil retribusi daerah.Komponen PAD terseb ut secara penuh harus dapat 

dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah agar 

dalam upaya penggalian sumber pendapatannya pemerintah tidak 

mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan 

kepada pemerintah daerah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam 

bentuk pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang 

semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan 

ekonomi.Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan gambaran langkah konkret 

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Disamping itu, 

pemerintah daerah masih perlu melakukan penanganan goncangan ekonomi 

dan politik yang masih terjadi beberapa tahun terakhir, terlebih adanya 

pandemic global covid-19. Pemerintah harus melakukan inovasi dalam 

menggerakkan perekonomian yang menurun agar dapat kembali keposisi 

yang stabil dan lebih sehat. 

Capaian kinerja pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 

mengalami peningkatan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan 

kenaikan rata-rata sebesar 12,54 persen. Sementara pada tahun 2019 

retribusi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18 persen. Nilai Pajak dan 
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retribusi dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan walaupun 

kenaikannya fluktuatif dimungkinkan karena semakin tingginya tingkat 

kesadaran masyarakat Kabupaten Kudus terhadap kewajiban pajak dan 

retribusi yang harus dibayarkan serta semakin tinggi pula tingkat 

kepercayaannya terhadap pemerintah. 

Jika ditinjau lebih rinci lagi antara nilai penerimaan pajak dan 

retribusi, maka terlihat dari tahun ketahun penerimaan pajak nilainya 

selalu lebih besar dibanding penerimaan retribusinya. 

Jika dilihat per jenis pajak, ternyata kontribusi pajak terbesar 

berasal dari jenis pajak penerangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan 

Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, bahwa yang 

termasuk dalam definisi pajak penerangan jalan adalah pajak atas 

penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh 

dari sumber lain. Berdasarkan data di atas, kenaikan rata-rata Pajak 

Penerangan Jalan setiap tahun mengalami kenaikan tren sebesar 8,91%. 

Pertumbuhan ini tentunya didorong dari bertambahnya pengguna listrik dari 

pengguna PLN maupun non PLN. 

Penerimaan retribusi relatif mengalami kenaikan pada retribusi jasa 

usaha dengan rata-rata kenaikan hingga 21,97 % dari tahun ke tahun. 

Berbeda dengan retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi 

perijinan tertentu mengalami penurunan dari tahun 2015 masing-masing 

mengalami penurunan rata-rata 1,33 % dan 2,59 %. Hal ini terjadi karena 

permasalahan pemungutan retribusi yang sangat kompleks. Oleh karena itu 

menjadi tantangan bagi OPD pengelola pendapatan untuk lebih cermat 

mengetahui setiap potensi pendapatan dengan meningkatkan pendapatan 

baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 2.177  
Pendapatan Pajak dan Retribusi Tahun 2015 - 2019 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

URAIAN 

REALISASI   

2015 2016 2017 2018 2019 

rata-rata 

pertumbuhan 

(%) 

Pendapatan Pajak Daerah 78,860,989,366  84,453,872,873  103,927,599,502  114,155,438,957  125,762,587,800  12.54  

Pajak Hotel 
      

1,443,181,615  
      

1,626,606,900  
        2,483,257,317          

2,491,453,313  
        

2,660,472,949  
            18.12  

Pajak Restoran 
      

2,548,573,150  

      

4,589,752,327  

        6,577,261,823          

7,956,490,339  

        

9,643,873,017  

            41.39  

Pajak HIburan 
         

288,357,610  

         

330,580,350  

           519,740,175             

473,746,655  

           

553,891,786  

            19.98  

Pajak Reklame 
      

1,451,748,950  

      

1,535,547,064  

        2,899,155,381          

3,320,329,041  

        

3,220,859,558  

            26.53  

Pajak Penerangan Jalan 
    

37,183,712,689  

    

36,962,689,872  

      44,972,069,055        

49,358,801,155  

      

51,734,124,813  

              8.91  

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan 

C/Mineral Bukan Logam dan Batuan 

         

126,380,000  

         

225,860,100  

           178,588,238               

34,000,800  

             

36,064,000  

             (4.28) 

Pajak Parkir 
         

340,172,900  

         

378,196,600  

           399,488,450             

343,631,660  

           

616,076,500  

            20.53  

Pajak Air Tanah 
      

1,020,283,200  
      

1,184,236,436  
        1,104,657,223          

1,974,330,668  
        

2,787,144,603  
            32.31  

Pajak Sarang Burung Walet 
           

35,860,200  

           

34,411,100  

             36,836,300               

41,263,726  

             

10,873,175  

           (14.66) 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
    

17,427,506,090  

    

17,862,505,528  

      20,175,738,220        

23,911,343,590  

      

25,497,514,802  

            10.15  

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

    

16,995,212,962  

    

19,723,486,596  

      24,580,807,320        

24,250,048,010  

      

29,001,692,597  

            14.73  

Retribusi Daerah 18,093,279,315 16,799,373,970 19,849,728,536 18,367,332,884 20,058,448,046 18 

Retribusi Jasa Umum 
      

8,232,042,997  

      

6,870,605,573  

        6,790,829,078          

6,900,163,413  

        

7,642,000,829  

             (1.33) 

Retribusi Jasa Usaha 
      

4,886,302,168  
      

5,513,160,831  
        8,774,063,649        

10,171,400,370  
      

10,167,186,573  
            21.97  

Retribusi Perizinan tertentu 
      

4,974,934,150  

      

4,415,607,566  

        4,284,835,809          

1,295,769,101  

        

2,249,260,644  

             (2.59) 
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2.1.4.4 FOKUS  SUMBER DAYA MANUSIA 

Sumber daya manusia diukur diantaranya dengan kualitas tenaga 

kerja dan rasio ketergantungan sebagaimana berikut: 

Tabel 2.178  
Rasio Lulusan Akademi/S1/S2/S3 Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019 

NO Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah lulusan Akademi/ 

S1/S2/S3  

37.175 39.497  40.411 42.292 42.620 

2. Jumlah penduduk 803.145 830.221  835.318 850.31

2 

860.05

5 

3. Rasio lulusan Akademi/ 

S1/S2/S3  

4,63 4,76 4,84 4,97 4,96 

Sumber :  SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2020 

    Tahun 2019 menggunakan data Semester II. 

 

Seiring dengan perkembangan penduduk di Kabupaten Kudus yang 

semakin bertambah disetiap tahunnya, diikuti pula oleh peningkatan 

kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal.  Berdasarkan 

data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas, 

rasio lulusan Akademi/S1/S2/S3 di Kabupaten Kudus meningkat dari 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rasio lulusan Akademi/ S1/S2/S3  

tahun 2015 sebesar 4,63  meningkat menjadi 4,96  di tahun 2019 atau dari 

37.175 orang menjadi 42.620 orang yang menyandang predikat lulusan 

Akademi/ S1/S2/S3.  Hal ini menggambarkan peningkatan sumber daya 

manusia di Kabupaten Kudus sudah lebih meningkat. 
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2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD 

SAMPAI TAHUN LALU DAN REALISASI RPJMD 

 

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus diukur dari 

ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 

2019, yang terbagi atas kelompok urusan waijb, urusan pilihan, fungsi 

penunjang dan fungsi lainnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Pada 

evaluasi tersebut, pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi 

Hasil RKPD dan Evaluasi Hasil RPJMD dinyatakan dalam status  sebagai 

berikut : 

  untuk capaian kinerja terhadap target RPJMD yang Tercapai lebih 
dari 100% (> 100%). 

  untuk capaian kinerja terhadap target RPJMD yang Akan tercapai 

(20 % ≤ 99%). 

  untuk capaian kinera terhadap target RPJMD yang Perlu Upaya 
Keras (< 20%). 

 

Sedangkan rata-rata capaian kinerja dari capaian RPJMD sampai dengan 

tahun 2019 dikategorikan dalam predikat kinerja, yaitu: 

 Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja di atas 90,00 % (X >90,00%). 

 Tinggi, untuk capaian kinerja diatas 75,00% sampai dengan 90,00% 

(90,00% ≥ X >75,00%). 

 Sedang, untuk capaian kinerja diatas 65,00% sampai dengan 75,00% 

(75,00% ≥ X >65,00%). 

 Rendah, untuk capaian kinerja diatas 50,00% sampai dengan 65,00% 

(65,% ≥ X >50,00%). 

 Sangat Rendah, untuk capaian kinerja sama atau kurang dari 50,00%    

(X ≤ 50,00%). 

 
Selain itu digambarkan dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi 

nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai 

berikut: 
a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian 

kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal 
penilaian kinerja. 

b) Hasil Sedang, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah 
memenuhi persyaratan minimal penilaian kinerja (cukup). 

c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan 

pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih dibawah 
persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. 

 
Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan 

Kabupaten Kudus Tahun 2019, maka status pencapaian indikator 

terhadap capaian RPJMD sampai dengan tahun 2019 dari 159 indikator 

kinerja pembangunan sebanyak 66 indikator (41,51 persen) berstatus telah 

tercapai; 87 indikator (54,72 persen) berstatus akan tercapai; dan 6 

indikator (3,77 persen) tidak tercapai. Sedangkan berdasarkan rata-rata 

capaian kinerja sesuai urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan 

pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang terhadap capaian 

RPJMD sampai dengan tahun 2019, dari 39 urusan dapat dikategorikan 
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23 urusan (58,97 persen) berpredikat kinerja sangat tinggi, 4 urusan               

(10,26 persen) berpredikat tinggi, 3 urusan (7,69 persen) berpredikat 

sedang, 3 urusan (7,69 persen) berpredikat rendah dan 6 urusan (15,39 

persen) berpredikat sangat rendah, seperti yang tertuang pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.179  
Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 

Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian  

RPJMD s.d Tahun 2019 

Status Jumlah Indikator Persentase 

Telah Tercapai 66 41,51 

Akan Tercapai 87 54,72 

Tidak Tercapai 6 3,77 

Total 159 100 

 

Tabel 2.180  
Rata-rata Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 

 

Rata-rata Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian 

 RPJMD s.d Tahun 2019 

Predikat Kinerja Jumlah Urusan Persentase 

Sangat Tinggi 23 58,97 

Tinggi 4 10,26 

Sedang 3 7,69 

Rendah 3 7,69 

Sangat Rendah 6 15,39 

Total 39 100 

 

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan urusan dan program RKPD 
tahun 2019 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2019 dijabarkan 

sebagai berikut. 
 
2.2.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 
 

1. Pendidikan 

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 15 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.181  
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan  

 

No 
Aspek/Program 
Indikator Kinerja 

Target 

RPJMD 

2018 - 2023 

Target  
2019 

Realisasi 
2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I PENDIDIKAN       

1. Angka 

Partisipasi 

Kasar SD/MI 

101,87% 101,80% 99,15% 97,33 
 

Disdikpora 

2. APK SMP/MTs 115,49% 114,75% 115,51% 100,02 
 

Disdikpora 

3. APM 
SD/MI/Paket A 

99,83% 99,83% 88.61% 88,76 
 

Disdikpora 

4. APM SMP/MTs/ 

Paket B 

97,97% 97,97% 86.21% 87,99 
 

Disdikpora 

5. Angka 

Partisipasi 

Sekolah Usia 7-

12 tahun 

103,19% 103,19% 100,78% 98,17 
 

Disdikpora 

6. Angka 

Partisipasi 

Sekolah Usia 
13-15 tahun 

102,27% 102,27% 120,81% 118,12 
 

Disdikpora 

7. Persentase 

sekolah 
terakreditasi A 

74,36% 73,56% 74,69% 100,44 
 

Disdikpora 

8. APK PAUD 90,00% 89,57% 76,01% 84,45 
 

Disdikpora 

9. APK pendidikan 

kesetaraan 

1,42% 1,38% 2.14% 150,70 
 

Disdikpora 

10. Persentase 

sarpras 

pendidikan 

dasar dalam 
kondisi baik 

95,28% 94,26% 95.93% 100,68 
 

Disdikpora 

11. Persentase 

sarpras 
pendidikan non 

formal dalam 

kondisi baik 

92,09% 92,01% 95.40% 103,59 
 

Disdikpora 

12. Persentase 

pendidik 

pendidikan 

dasar yang 

bersertifikasi 

pendidik 

70,06% 66,06% 62.14% 88,69 
 

Disdikpora 

13. Persentase 

pendidik 
pendidikan non 

formal yang 

bersertifikasi 

pendidik 

38,00% 36,09% 36.14% 95,11 
 

Disdikpora 

14. Persentase 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

non PNS 
pendidikan 

dasar yang 

memenuhi 

kompetensi 

95,52% 59,64% 65.89% 68,98 
 

Disdikpora 

15. Persentase 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 
non PNS 

pendidikan non 

formal yang 

memenuhi 

kompetensi 

95,10% 80,80% 80.96% 85,13 
 

Disdikpora 
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No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target 
RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 97,88   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pendidikan 

tahun 2019 terhadap target RPMD Tahun 2018 – 2023 dapat diuraikan 

bahwa jumlah indikator urusan pendidikan sebanyak 15 indikator, 

sejumlah 6 indikator telah tercapai dan 9 indikator akan tercapai, dengan 

predikat kinerja sangat tinggi. 

 

2. Kesehatan 
 

Kinerja penyelenggaran urusan Kesehatan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.182  

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II KESEHATAN       

1. Angka Kematian 

Ibu 

52,78 65,97 72,90 72,40 
 

Dinas 

Kesehatan 

2. Angka Kematian 

Bayi 

6,9 7,8 8,15 84,66 
 

Dinas 

Kesehatan 

3. Prevalensi stunting 

(pendek dan sangat 

pendek) pada anak 

dibawah dua tahun 

18,60% 19,00% 8.09% 229,91 
 

Dinas 

Kesehatan 

4. Cakupan 

pelayanan 

kesehatan 
masyarakat 

100% 100% 96,77% 96,77 
 

Dinas 

Kesehatan 

5. Cakupan 

pelayanan 
pengendalian 

penyakit 

100% 100% 69,6% 69,6 
 

Dinas 

Kesehatan 

6. Cakupan 
desa/kelurahan 

Universal Child 

Immunization (UCI) 

dan IDL 

100% 100% 99% 99 
 

Dinas 
Kesehatan 

7. Cakupan 

pelayanan dan 

sumber daya 

kesehatan 

92,7% 90,00% 97,65% 105,33 
 

Dinas 

Kesehatan 

8. Cakupan 

ketersediaan 

73,66% 73,66% 100% 135,75 
 

RSUD dr. 
Loekmonoh
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No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

sarpras kesehatan adi 

9. Cakupan 

ketersediaan 

sarpras kesehatan 
rujukan 

100% 100% 95,74% 95,74 
 

RSUD dr. 

Loekmonoh
adi 

10. Cakupan 

pelayanan BLUD 

100% 100% 98,54% 98,54 
 

RSUD dr. 
Loekmonoh

adi 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 108,77   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras( < 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 
 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kesehatan 

Tahun 2019 yang terdiri dari 10 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus 

telah tercapai dan  6 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja 

sangat tinggi. Ketercapaian Indikator Prevalensi stunting (pendek dan 

sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun yang sangat tinggi 

dikarenakan adaya upaya dari Dinas Kesehatan dengan mengoptimalkan 

kegiatan Posyandu, pemberian PMT pada Balita KEP, kelas stunting dan 

kelas ibu hamil serta kegiatan-kegiatan lain untuk pencegahan stunting.  

 

 
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator 

kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.183  

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 
Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status OPD 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

      

1. Persentase alat-alat 

berat dalam 

kondisi baik 

88 84 84 95,45 
 

Dinas 

PUPR 

2. Persentase luas 

irigasi kabupaten 

dalam kondisi baik 

85,00 81,00 86,28 101,50 
 

Dinas 

PUPR 

3. Persentase panjang 

jalan kabupaten 

dalam kondisi 

mantap 

92,83 87,24 86,20 92,86 
 

Dinas 

PUPR 
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4. Persentase jumlah 

jembatan 

kabupaten dalam 
kondisi mantap 

91,07 88,60 90,45 99,32 
 

Dinas 

PUPR 

5. Persentase  

drainase dalam 
kondisi baik/ 

pembuangan aliran 

air tidak tersumbat 

66 62 62,03 93,98 
 

Dinas 

PUPR 

6. Persentase 

penduduk berakses 

air minum 

100 96 95,75 95,75 
 

Dinas 

PUPR 

7. Persentase rumah 

tinggal bersanitasi 

100 98 100 100 
 

Dinas 

PUPR 

8. Persentase 
ketaatan rencana 

tata ruang 

100 100 100 100 
 

Dinas 
PUPR 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 97,36   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 

2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 8 indikator urusan 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebanyak 3 indikator berstatus 

telah tercapai, dan 5 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja 

sangat tinggi. 

 

4.   Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  

 
Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator 

kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.184  

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 
Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV PERUMAHAN 

RAKYAT DAN 
KAWASAN 

PERMUKIMAN 

      

1. Persentase 
kawasan 

lingkungan 

permukiman yang 

layak 

99,14% 98,91% 98,97% 
 

99,83 
 

Dinas 
PKPLH 

2. Cakupan 

ketersediaan 

rumah layak huni 

98,30% 97,92% 98,05% 

 

99,75 
 

Dinas 

PKPLH 

3. Persentase 

lingkungan 

permukiman 

kumuh 

0,02% 0,09% 0,12% 16,66 
 

Dinas 

PKPLH 
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No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

      

1. Persentase 

kawasan 

lingkungan 

permukiman yang 

layak 

99,14% 98,91% 98,97% 

 

99,83 
 

Dinas 

PKPLH 

2. Cakupan 

ketersediaan 

rumah layak huni 

98,30% 97,92% 98,05% 

 

99,75 
 

Dinas 

PKPLH 

3. Persentase 

lingkungan 

permukiman 
kumuh 

0,02% 0,09% 0,12% 16,66 
 

Dinas 

PKPLH 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 72,08   

 Predikat kinerja Sedang   

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 3 indikator urusan 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebanyak 2 indikator akan 

tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja 

sedang. Indikator yang tidak tercapai yaitu persentase lingkungan 

permukiman kumuh karena dalam penanganannya masih mengandalkan 

dukungan dana dari APBN melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 

dan masih minimnya dana penangangan lingkungan permukiman kumuh 

dari desa. Untuk mewujudkan program KOTAKU akan adilakukan 

pengoptimalan dana desa untuk penanganan pengurangan wilayah 

kumuh. 

 

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 

10 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan 

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada        

tabel berikut : 
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Tabel 2.185  
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V KETENTRAMAN, 
KETERTIBAN 

UMUM DAN 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

      

1. Persentase potensi 

konflik sosial yang 

tertangani 

100% 100% 100% 100 
 

Kantor 

Kesbangpo

l 

2. Persentase tingkat 

partisipasi pemilih 

dalam pemilu 

86% 86% 85,98% 99,97 
 

Kantor 

Kesbangpo

l 

3. Persentase potensi 

gangguan 

keamanan dari 

kelompok radikal 
yang tertangani 

100% 100% 100% 100 
 

Kantor 

Kesbangpo

l 

4. Persentase potensi 

konflik SARA yang 
tertangani 

100% 100% 100% 100 
 

Kantor 

Kesbangpo
l 

5. Cakupan 

penegakan perda 
dan perkada 

85% 75% 87% 102,35 
 

Satpol PP 

6. Persentase 
cakupan 

penanganan 

gangguan tibum 

tranmas 

80% 60% 98% 122,50 
 

Satpol PP 

7. Rasio linmas per 

jumlah RT 

1,34 1,34 1,36 101,49 
 

Satpol PP 

8. Cakupan 

penanganan 

bencana kebakaran 

kabupaten 

86% 82% 100% 116,28 
 

Satpol PP 

9. Tingkat waktu 

tanggap (response 
time rate) 

7 menit 10 

menit 

15 

menit 

46,67 
 

Satpol PP 

10. Persentase 

aparatur pemadam 

kebakaran yang 

memenuhi standar 

kualifikasi 

100% 100% 100% 100 
 

Satpol PP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 98,93   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 10 indikator urusan 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebanyak 8 

indikator telah tercapai dan 2  indikator akan tercapai, dengan predikat 

kinerja sangat tinggi. 
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6. Sosial 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian 

kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus 

Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti 

tertuang pada tabel berikut : 

 
 

Tabel 2.186  
Capaian Kinerja Urusan Sosial  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 
Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VI SOSIAL       

1. Rasio PMKS 7,5% 7,87% 7.58% 101,07 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

2. Persentase PMKS 

yang mendapat 

pelayanan 
kebutuhan dasar 

47% 37% 61,88% 131,67 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

3. Persentase 

penyandang 
disabilitas,anak 

terlantar,lanjut 

usia terlantar, 

pengemis dan 

gelandangan yang 
mendapat jaminan 

sosial 

5,6% 5,6% 44,82% 800,36 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

4. Persentase PSKS 
yang aktif 

menangani PMKS 

sesuai standar 

65% 65% 85% 130,77 
 

Dinsos 
P3AP2KB 

5. Persentase 

keluarga miskin 

yang memperoleh 

pelayanan dasar 

sosial 

75% 68% 62,47% 83,29 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

6. Cakupan 

pelayanan 

penanggulangan 
bencana 

100% 100% 100% 100 
 

BPBD 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 224,53   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 6 indikator urusan 

sosial, sebanyak 5 indikator telah tercapai dan 1  indikator akan tercapai, 

dengan predikat kinerja sangat tinggi. Pencapaian indikator persentase 

penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan 

gelandangan yang mendapat jaminan sosial menunjukkan angka sangat 

tinggi, hal tersebut  dipengaruhi semakin meningkatnya donatur baik dari 

dunia usaha, organisasi sosial/yayasan maupun perorangan serta bantuan 

dari Provinsi Jawa Tengah yang berupa KJS (Kartu Jaminan Sosial). 
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2.2.2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 

1.  Tenaga Kerja 

 
Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 
2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.187  

Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja  

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I TENAGA KERJA       

1. Persentase pencari 

kerja yang sudah 

bekerja 

50% 42% 47,26 % 94,52 
 

Dinas 

Naker, 

Inkop, 
UKM 

2. Persentase kasus 

yang terselesaikan 

100% 100% 100% 100 
 

Dinas 

Naker, 
Inkop, 

UKM 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 97,26   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 2 indikator urusan 

tenaga kerja, sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 1  indikator akan 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 
Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target 

indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.188  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

  

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN 

ANAK 

      

1. Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

63,02 62,02 62,07 98,49 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

2. Tingkat partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan dalam 

bekerja 

71,85% 71,57% 64,92% 90,35 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

3. Persentase pekerja 

perempuan 

60.97% 60,25% 82,62% 135,51 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

4. Cakupan 

perempuan dan 

anak korban 

kekerasan yang 
terselesaikan 

penanganannya 

pada unit layanan 

terpadu 

100% 100% 100% 100 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 106,09   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 4 indikator urusan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 2 indikator 

telah tercapai dan 2  indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja 

sangat tinggi. 
 

 

3. Pangan 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian 

kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus 

Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, seperti 

tertuang pada tabel berikut : 

  



II-174 

 

Tabel 2.189  
Capaian Kinerja Urusan Pangan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III PANGAN       

1. Persentase 

ketersediaan 

pangan utama 

100% 100% 123,93

% 

123,93 
 

Dispertan 

dan 

Pangan 

2. Persentase 

keamanan pangan 

90% 86% 83,33% 95,59 
 

Dispertan 

dan 

Pangan 

3. Persentase 

penanganan 
daerah rawan 

pangan 

100% 80% 88,89% 88,89 
 

Dispertan 

dan 
Pangan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 102,80   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 3 indikator urusan 

Pangan, sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 2  indikator akan 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 

 

4.   Pertanahan 
 

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.190  

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan  
 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 
Target RPJMD 
2018 - 2023 

Target  
2019 

Realisasi 
2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV PERTANAHAN       

1. Persentase luas 

tanah bersertifikat 

74,84% 68,23% 74,75% 99,88 
 

Dinas 

PUPR 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 99,88   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 
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Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, status indikator urusan 

pertanahan akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 
5.   Lingkungan Hidup 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan 

oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.191  
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 
Target RPJMD 
2018 - 2023 

Target  
2019 

Realisasi 
2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V LINGKUNGAN 

HIDUP 

      

1. Indeks kualitas air 74,84 46 46,00 61,46 
 

Dinas 

PKPLH 

2. Indeks kualitas 
udara 

93,92 89,07 89,07 94,84 
 

Dinas 
PKPLH 

3. Indeks tutupan 

lahan 

60,85 56,00 56,00 92,03 
 

Dinas 

PKPLH 

4. Cakupan 

pembinaan dan 

pengawasan 
terhadap usaha 

dan/atau kegiatan 

yang memiliki izin 

lingkungan dan 

izin perlindungan 

dan pengelolaan 
lingkungan hidup 

50% 20% 20% 40 
 

Dinas 

PKPLH 

5. Persentase 

peningkatan 
komunitas pecinta 

lingkungan hidup 

25% 5% 9% 36 
 

Dinas 

PKPLH 

6. Persentase 
penanganan 

volume sampah 

72% 80% 88,35 81,49 
 

Dinas 
PKPLH 

7. Proporsi ruang 

terbuka hijau 

(RTH) 

8,20% 8,15% 8,15% 99,39 
 

Dinas 

PKPLH 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 72,17   

 Predikat kinerja Sedang   

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 7 indikator urusan 

Lingkungan Hidup, sebanyak 7  indikator akan tercapai, dengan predikat 

sedang. 
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6.   Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 

target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 

dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 seperti tertuang pada   

tabel berikut : 

Tabel 2.192  

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 
Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
VI. ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 
DAN 
PENCATATAN 
SIPIL 

      

 
1. 

Cakupan 
Kepemilikan 
Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) 

 
100% 

 
100% 

 
99,74

% 

 
99,74 

 

 

Dinas 
Dukcapil 

 
2. 

Cakupan 
Kepemilik

an Akta 
Kelahiran 
Usia 0-18 
tahun 

 
100% 

 
93% 

 
92,18

% 

 
92,18 

 

 

 

Dinas 
Dukcapil 

 

3. 
Cakupan 
Pengelolaan 
Database 
Kependudukan 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100  

 

Dinas 
Dukcapil 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 96,64   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 
 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 3 indikator urusan 

kependudukan dan catatan sipil, sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 2 

indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 

 
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja 

dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.193  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 
Target RPJMD 
2018 - 2023 

Target  
2019 

Realisasi 
2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VII PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 

DESA 

      

1. Persentase 

peningkatan 

kelembagaan dan 

perekonomian 
masyarakat desa 

30% 10% 10% 33,33 
 

 

Dinas 

PMD 

2. Persentase desa 

yang bermasalah 

10% 50% 50% 20 
 

Dinas 

PMD 

3. Persentase 

peningkatan 
kawasan 

perdesaan 

100% 0% 25% 25 
 

Dinas 

PMD 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 26,11   

 Predikat kinerja Sangat 

Rendah 
  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 3 indikator urusan 

pemberdayaan masyarakat dan desa semua indikator berstatus akan 

tercapai. Indikator persentase desa yang bermasalah ditargetkan akan 

mengalami penurunan sebesar 10% per tahun. Sedangkan Indikator 

peningkatan kawasan perdesaan ditargetkan naik 25% melalui 

pembentukan 1 kawasan perdesaan setiap tahun, sehingga pada akhir 

periode RPJMD indikator tersebut dapat tercapai.  

 

8.  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

 

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target 

indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.194  

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VIII PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA 
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1. Total Fertility Rate 

(TFR) 

2,01 2,03 2.01 100 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

2. Cakupan peserta 

KB aktif 

72,00% 67,92% 70,88% 98,44 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

3. Persentase 

penggunaan 

kontrasepsi jangka 

panjang 

14,00% 12,30% 13,38% 95,57 
 

Dinsos 

P3AP2KB 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 98   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 
Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 3 indikator urusan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebanyak 1 indikator 

telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja 

sangat tinggi. 

 
9.  Perhubungan 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

Tabel 2.195  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IX PERHUBUNGAN 

 

      

1. Kecepatan rata-

rata kendaraan 

bermotor di jalan 

perkotaan 

40 34 34 85 
 

Dinas 

Perhu-

bungan 

2. Persentase 

penyediaan 

fasilitas 

perlengkapan jalan 

pada daerah rawan 
kecelakaan 

90% 82% 79,84% 88,71 
 

Dinas 

Perhu-

bungan 

3. Kontribusi 
retribusi 

perparkiran dan 

terminal terhadap 

PAD 

0,019 0,019 0,019 100 
 

Dinas 
Perhu-

bungan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 91,24   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 
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Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 3 indikator urusan 

perhubungan, sebanyak 2 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 
 

10.  Komunikasi dan Informatika 
 

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja 

dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :  
 

Tabel 2.196  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 
(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

X KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

      

1. Cakupan informasi 

yang 

dipublikasikan 

melalui berbagai 
media 

100% 100% 100% 100 
 

Dinas 

Kominfo 

2. Kebijakan internal 
SPBE 

3,06 1,94 2,53 82,68 
 

Dinas 
Kominfo 

3. Tata kelola SPBE 2,43 1,43 2,14 88,07 
 

Dinas 

Kominfo 

4. Layanan SPBE 3,03 2,55 3,09 101,98 
 

Dinas 

Kominfo 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 96,24   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 4 indikator urusan 

komunikasi dan informatika, sebanyak 2 indikator telah tercapai dan 2 

indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 

11.  Koperasi dan UKM 
 

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan 

oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.197  
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XI KOPERASI DAN 
UKM 

      

1. Persentase 

koperasi aktif 

89,00% 88,00% 87,73% 98,57 
 

Dinas 

Naker, 
Inkop, 

UKM 

2. Persentase 
perkembangan 

Usaha mikro, kecil 

dan Menengah 

6% 4,75% 4,80% 80 
 

Dinas 
Naker, 

Inkop, 

UKM 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 89,29   

 Predikat kinerja Tinggi   

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 2 indikator urusan 

Koperasi dan UKM, sebanyak 2 indikator akan tercapai, dengan predikat 

kinerja tinggi. 

 

12.  Penanaman Modal  
 

Kinerja penyelenggaran urusan Penanaman Modal ditunjukkan 

oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.198  
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XII PENANAMAN 

MODAL 

      

1. Persentase 

peningkatan 

jumlah investor 

10% 2% 31,7 % 317 
 

DPMPTSP 

2. Realisasi investasi 

yang terlaporkan 

3,497 T 2,877 T 2,053 T 58,71 
 

DPMPTSP 

3. Persentase 
pelayanan  

perijinan 

pembangunan dan 

lingkungan yang 

sesuai standar 
pelayanan 

60% 15% 32,44 % 54,07 
 

DPMPTSP 
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4. Persentase 

pelayanan 

perizinan 
perekonomian dan 

jasa usaha yang 

sesuai standar 

pelayanan 

80% 75% 78 % 97,50 
 

DPMPTSP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 131,82   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 4 indikator urusan 

Penanaman Modal, sebanyak 2 indikator telah tercapai dan 2 indikator 

akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Pencapaian indikator 

Persentase peningkatan jumlah investor sangat tinggi karena data investor 

yang terdiri dari PMA dan PMDN pada tahun 2019 merupakan data yang 

terhitung dalam sistem OSS (Online Single Submission), sedangkan dalam 

penetapan target indikator RPJMD belum penggunakan sistem OSS atau 

menggunakan basic data yang berbeda. 

 
 

13.  Kepemudaan dan Olahraga 
 

Kinerja penyelenggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indicator kinerja dalam 

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.199  

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga  
 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 
Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XIII KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA 

      

1. Persentase 

organisasi pemuda 

yang aktif 

96,96% 94,94% 96.43% 99,45 
 

DISDIK-

PORA 

2. Cakupan 

pembinaan 

olahraga 

92% 92% 92% 100 
 

DISDIK-

PORA 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 99,73   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 
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Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 2 indikator urusan 

Kepemudaan dan Olahraga, sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 1 

indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 

14.  Statistik  

 

Kinerja penyelenggaran urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian 

kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus 

Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti 

tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.200  

Capaian Kinerja Urusan Statistik  
 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 
Target RPJMD 
2018 - 2023 

Target  
2019 

Realisasi 
2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XIV STATISTIK       

1. Cakupan 

pelayanan data 

statistik sektoral 

100% 100% 100% 100 
 

Dinas 

Kominfo 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 100   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 1 indikator urusan 

statistik, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, dengan predikat 

kinerja sangat tinggi. 

 
15.  Persandian 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Persandian ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.201  

Capaian Kinerja Urusan Persandian  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 
(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XV PERSANDIAN       
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1. Persentase 

perangkat daerah 

yang 
mengimplementasi

kan pengamanan 

informasi dan 

persandian 

24% 9% 9% 37,5 
 

Dinas 

Kominfo 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 37,5   

 Predikat kinerja Sangat 
Rendah 

  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 
Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, indikator urusan 

persandian berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat 

rendah. Ketercapaian indikator pada urusan persandian setiap tahun 

ditargetkan ada kenaikan 3 %, sehingga pada akhir periode RPJMD 

indikator tersebut akan tercapai. 

 

16.  Kebudayaan 
 

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.202  
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XVI KEBUDAYAAN       

1. Persentase seni / 
budaya yang 

diaktualisasikan 

71% 47% 48% 67,61 
 

Dinas 
Budpar 

2. Persentase cagar 
budaya yang 

dikelola secara 

terpadu 

20% 16% 16% 80 
 

Dinas 
Budpar 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 73,81   

 Predikat kinerja Sedang   

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 2 indikator urusan 

Kebudayaan semuanya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja 

sedang. Ketercapaian indikator persentase seni/budaya yang 

diaktualisasikan ditargetkan setiap tahun terdapat kenaikan 6% dan 
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untuk indikator persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 

setiap tahunnya ditargetkan naik 1%, sehingga pada akhir periode RPJMD 

indikator tersebut ditargetkan akan tercapai. 

 

17.  Perpustakaan 
 

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang dalam tabel berikut : 

 
Tabel 2.203  

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 
Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XVII PERPUSTAKAAN       

1. Persentase 
pengunjung 

perpustakaan per 

tahun 

9,4% 6,7% 8,31% 88,40 
 

Dinas 
Arpus 

2. Persentase 

ketersediaan bahan 

pustaka 

73,56% 70,48% 70,87% 96,34 
 

Dinas 

Arpus 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 92,37   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 2 indikator urusan 

perpustakaan semuanya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja 

tinggi. 

 

 
18.  Kearsipan 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Kearsipan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.204  
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XVII
I 

KEARSIPAN       

1. Persentase 

perangkat daerah 
yang 

melaksanakan 

jadwal retensi arsip 

32,00% 3,23% 3,23% 10,09 
 

Dinas 

Arpus 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 10,09   

 Predikat kinerja Sangat 
Rendah 

  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan Tahun 2019, yang terdiri dari 1 

indikator urusan kearsipan berstatus perlu upaya keras, dengan predikat 

kinerja sangat rendah. Indikator yang tidak tercapai yaitu persentase 

perangkat daerah yang melaksanakan Jadwal Retensi Arsip (JRA) karena 

belum adanya regulasi yaitu daftar yang berisi masa simpan arsip, yang 

akan digunakan Pedoman Perangkat Daerah dalam melakukan 

penyusutan arsip, yang merupakan bagian dari pengelolaan arsip di 

Perangkat Dearah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu pasal menyebutkan bahwa 

pengelolaan arsip menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-

masing. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kudus sudah 

menyusun JRA, namun sampai saat ini masih proses di ANRI (Arsip 

Nasional Republik Indonesia). Jika telah mendapatkan persetujuan ANRI, 

baru ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah, sehingga 

JRA baru dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Untuk 

meningkatkan persentase perangkat daerah yg melaksanakan JRA, Dinas 

Arpus berkoordinasi aktif dengan ANRI dan seluruh Perangkat Daerah 

dalam melakukan penyusutan arsip yang merupakan bagian dari 

pengelolaan arsip di Perangkat Daerah masing-masing. 

 

2.2.3. URUSAN PILIHAN 

 
1.  Kelautan dan Perikanan 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja 

dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.205  
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

      

1. Persentase 

peningkatan 
produksi perikanan 

100% 96,2% 88,99 % 88,99 
 

Distan dan 

Pangan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 88,99   

 Predikat kinerja Tinggi   

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, yang terdiri dari 1 

indikator Urusan Kelautan dan Perikanan berstatus akan tercapai, dengan 

predikat kinerja tinggi. 

 

2.  Pariwisata 
 

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.206  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata  

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 
Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II PARIWISATA       

1. Persentase 

kenaikan PAD 
sektor pariwisata 

14% 10% 8,01% 57,21 
 

Dinas 

Budpar 

2. Persentase 
peningkatan 

sarpras pariwisata 

yang memadai 

10% 2% 0% 0 
 

Dinas 
Budpar 

3. Persentase 

peningkatan 

promosi pariwisata 

15% 11% 13% 86,67 
 

Dinas 

Budpar 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 47,96   

 Predikat kinerja Sangat 
Rendah 

  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 
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Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 3 indikator urusan 

pariwisata, sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator 

berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. 

Indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase peningkatan sarpras 

pariwisata yang memadai. Untuk peningkatan dan pengembangan sarpras 

pariwisata tetap diusahakan dari berbagai sumber anggaran terutama 

DAK. 

 
3.  Pertanian 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.207  

Capaian Kinerja Urusan Pertanian  
 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 
Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III PERTANIAN       

1. Persentase 
peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 

perkebunan 

100% 93,35 % 102,1% 102,1 
 

Distan dan 
Pangan 

2. Persentase 

peningkatan 

produksi 

peternakan 

100% 82,27% 81,31% 81,31 
 

Distan dan 

Pangan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 91,71   

 Predikat kinerja Sangat 

Tinggi 
  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 2 indikator urusan 

Pertanian, 1 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator akan 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 
4.  Kehutanan 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Kehutanan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.208  
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV KEHUTANAN       

1. Persentase tutupan 

lahan 

0,48 % 0,16 % 0,08 % 16,67 
 

Dinas 

PKPLH 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 16,67   

 Predikat kinerja Sangat 

Rendah 
  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas  capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, yang terdiri dari 1 

indikator urusan kehutanan berstatus perlu upaya keras, dengan predikat 

kinerja  sangat rendah. Indikator yang tidak tercapai yaitu persentase 

tutupan lahan karena masih kurangnya luas lahan untuk Tahura (Taman 

Hutan Raya). Untuk mewujudkan Tahura dilaksanakan koordinasi dengan 

instansi terkait dalam rangka mencari luasan lahan sesuai ketentuan. 

 

 
5.  Energi dan Sumber Daya Mineral 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja 

dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.209  

Capaian Kinerja Urusan ESDM  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 
Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V ENERGI DAN 

SUMBER DAYA 
MINERAL 

      

1. Cakupan fasilitasi 

perizinan 
pemanfaatan 

energi dan sumber 

daya mineral 

100% 100% 100 % 100 
 

DPMPTSP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 100   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 
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Berdasarkan tabel di atas  capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, yang terdiri dari 1 

indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral berstatus telah 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 

 
6.  Perdagangan 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.210  

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VI PERDAGANGAN       

1. Cakupan bina 

kelompok 
pedagang/ usaha 

informal 

70% 30% 37,83% 54,04 
 

Dinas 

Perdagang
an 

2. Cakupan 
pembinaan 

fasilitasi 

perdagangan, 

pengendalian 

bahan pokok dan 

barang penting, 
pengawasan 

barang bersubsidi 

serta pelaksanaan 

promosi 

100% 80% 65% 65 
 

Dinas 
Perdagang

an 

3. Cakupan fasilitasi 

perlindungan 

konsumen 

95% 75% 75% 78,95 
 

Dinas 

Perdagang

an 

4. Kontribusi 

pendapatan pasar 

terhadap PAD 

4,50% 3,50% 2,28% 25,67 
 

Dinas 

Perdagang

an 

5. Cakupan 

pengelolaan pasar 

rakyat 

95% 75% 80% 84,21 
 

Dinas 

Perdagang

an 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 61,57   

 Predikat kinerja Rendah   

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, dari 5 indikator urusan 

Perdagangan semuanya berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja 

rendah. Indikator yang tingkat capaian RPJMD sampai dengan tahun 2019 

masih dibawah 50% yaitu Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD 

karena adanya kenaikan target pendapatan sebesar 23,61% atau naik 
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sebesar Rp. 2.537.000.000,- dari target tahun 2018 sebesar                       

Rp. 10.745.609.000,- dan target 2019 sebesar Rp. 13.282.609.000-. Selain 

itu disebabkan pula dengan belum adanya serah terima bangunan Pasar 

Bitingan dan Jember dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten 

Kudus, sehingga Dinas Perdagagan tidak dapat menarik retribusi PKD 

(Pemakaian Kekayaan Daerah)  di Pasar tersebut. 

 
 

7.   Perindustrian 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
 

Tabel 2.211  
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 
Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VII PERINDUSTRIAN       

1. Persentase 

pertumbuhan IKM 

0,40% 0,20% 0,20 % 50 
 

Dinas 

Naker, 

Inkop, 

UKM 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 50   

 Predikat kinerja Sangat 

Rendah 
  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, pada Urusan Energi dan 

Sumber Daya Mineral yang terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai, 

dengan predikat kinerja sangat rendah. Indikator Persentase pertumbuhan 

IKM ini pencapaiannya ditargetkan naik pada setiap tahunnya sebesar 5%, 

sehingga pada akhir periode RPJMD akan dapat mencapai target. 
 

 
8.   Transmigrasi 

 

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh 

capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.212  
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VIII TRANSMIGRASI       

1. Persentase calon 

transmigran yang 

terfasilitasi 

25% 0% 0% 0 
 

Dinas 

Naker, 

Inkop, 
UKM 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 0   

 Predikat kinerja Sangat 

Rendah 
  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 
Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD 

Tahun 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2019, pada Urusan 

Transmigrasi yang terdiri dari 1 indikator berstatus perlu upaya keras, 

dengan predikat kinerja sangat rendah. Indikator Persentase Calon 

Transmigran yang terfasilitasi tidak tercapai karena kurangnya minat 

calon transmigran pada lokasi tujuan, namun pemerintah daerah tetap 

mensosialisasikan dan memfasilitasi transmigrasi. 

 
 

2.2.4. FUNGSI PENUNJANG 
 

1. Administrasi Pemerintahan 

 

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Administrasi 

Pemerintahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 target 

indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.213  

Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

      

1. Persentase 

fasilitasi tata 

pemerintahan 

100% 100% 100% 100 
 

Bagian 

Tapem 

2. Persentase 

fasilitasi kerjasama 

100% 100% 100% 100 
 

Bagian 

Tapem 
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3. Persentase 

penataan terhadap 

peraturan 
perundang-

undangan dan 

penyelesaian 

penanganan kasus 

pemda 

90% 85% 78,5% 87,22 
 

Bagian 

Hukum 

4. Persentase 

peningkatan 

produk hukum 

daerah yang 
diinformasikan 

97% 95% 50% 51,55 
 

Bagian 

Hukum 

5. Persentase 

fasilitasi 
peningkatan 

kesejahteraan 

sosial dan kegiatan 

keagamaan 

100% 100% 100% 100 
 

Bagian 

Kesra 

6. Persentase 

fasilitasi 

penyaluran dan 

pemanfaatan 
zakat, infak, 

sodaqoh 

100% 100% 100% 100 
 

Bagian 

Kesra 

7. Persentase 
efektifitas 

kelembagaan 

perangkat daerah 

100% 85% 90% 90 
 

Bagian 
Organisasi 

8. Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

85 81,5 82,45% 97 
 

Bagian 

Organisasi 

9. Nilai akuntabilitas 

kinerja 

83 70,50 66,36 79,95 
 

Bagian 

Organisasi 

10 Indeks Reformasi 
Birokrasi 

90 69,17 59,35 65,94 
 

Bagian 
Organisasi 

11. Cakupan 

pembinaan 
kelembagaan, 

ketatalaksanaan 

dan pelayanan 

publik, 

akuntabilitas 

kinerja pemerintah 
daerah dan 

reformasi birokrasi 

100% 100% 100% 100 
 

Bagian 

Organisasi 

12. Persentase 
kelancaran 

pelayanan 

kedinasan kepala 

daerah/ wakil 

kepala daerah 

100% 100% 100% 100 
 

Bagian 
Umum 

13. Persentase 

pelaksanaan 

rekomendasi TPID 

85% 81% 100% 117,65 
 

Bagian 

Perekonom

ian dan 
Adm. Pem-

bangunan 

14. Persentase 
kenaikan 

kontribusi laba 

BUMD terhadap 

PAD 

 

35% 5% 31,23% 89,23 
 

Bagian 
Perekonom

ian dan 

Adm. Pem-

bangunan 

15. Persentase realisasi 

kegiatan 

pembangunan 
yang tepat waktu 

90% 88% 89% 98,89 
 

Bagian 

Perekonom

ian dan 
Adm. Pem-

bangunan 

16. Persentase 
pelaksanaan 

pengadaan barang 

dan jasa 

95% 86,28% 100% 105,26 
 

Bagian 
Pengadaan 

Barang/ 

Jasa 

17. Persentase agenda 

kerja DPRD yang 

terealisasi 

 

100% 100% 100% 100 
 

Sekreta-

riat DPRD 
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18. Persentase 

kegiatan DPRD 

yang 
dipublikasikan 

 

100% 100% 100% 100 
 

Sekreta-

riat DPRD 

19. Cakupan fasilitasi 
dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

100% 100% 100% 100 
 

9 Keca-
matan & 9 

Kelurahan 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 98,72   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 
 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja fungsi Penunjang 

Administrasi Pemerintahan tahun 2019 terhadap target RPMD Tahun 2018 

– 2023 dapat diuraikan bahwa jumlah indikator fungsi Penunjang 

Administrasi Pemerintahan sebanyak 19 indikator, sejumlah 11 indikator 

telah tercapai dan 8 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja 

sangat tinggi. 

 
 

2.   Pengawasan 
 

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Pengawasan 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja 

dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.214  

Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan  
 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 
Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II PENGAWASAN       

1. Persentase 
perangkat daerah 

yang bersih dari 

penyimpangan 

pengelolaan 

keuangan dan aset 

yang bersifat 
material 

100% 100% 62% 62 
 

Inspek-
torat 

Daerah 

2. Persentase 

tindaklanjut 
rekomendasi 

koordinasi 

supervise dan 

pencegahan KPK 

100% 80% 79% 79  

 

Inspek-

torat 
Daerah 

3. Persentase aduan 

pungli yang selesai 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100  

 

Inspek-

torat 

Daerah 

4. Persentase aduan 

masyarakat yang 

telah selesai 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100  

 

Inspek-

torat 

Daerah 
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5. Nilai rata-rata 

maturitas SPIP PD 

3,5 3,1 3,126 89,31 
 

Inspek-

torat 

Daerah 

6. Persentase laporan 

gratifikasi yang 

telah selesai 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100  

 

Inspek-

torat 

Daerah 

7. Persentase 

perangkat daerah 
yang berpredikat 

WBK/WBBM 

32,4% 8,8% 2,38% 7,35  

 

Inspek-

torat 
Daerah 

8. Persentase realisasi 
progress PMPRB 

100% 80% 69% 69 
 

Inspek-
torat 

Daerah 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 75,83   

 Predikat kinerja Tinggi   

 

Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja fungsi Penunjang 

Pengawasan tahun 2019 terhadap target RPMD Tahun 2018 – 2023 dapat 

diuraikan bahwa jumlah indikator fungsi Penunjang Pengawasan sebanyak 

8 indikator, sejumlah 3 indikator telah tercapai, 4 indikator akan tercapai 

dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi. 

Indikator Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM 

tidak tercapai karena pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kudus 

mengusulkan 5 Perangkat Daerah ZI (Zona Integritas) menuju 

WBK/WBBBM, namun tidak dilakukan penilaian meskipun telah 

dievaluasi oleh KemenPANRB. Adapun Perangkat Daerah tersebut adalah 

RSUD Dr. Loekmonohadi, Dinas Dukcapil, Dinas PMPTSP, UPT. 

Puskesmas Jekulo dan UPT. Puskesmas Rejosari. Untuk mewujudkan 

predikat WBK/WBBM, Inspektorat Daerah akan berkoordinasi dengan 

Kemen Pan/RB RI untuk mengakhiri backlist padahal Kabupaten Kudus 

menerima WTP dari BPK RI, serta akan melaksanakan pembinaan kepada 

Perangkat Daerah terkait. 

 
 

3. Perencanaan Pembangunan 
 

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Perencanaan 

Pembangunan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target 

indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.215  
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 
Target RPJMD 
2018 - 2023 

Target  
2019 

Realisasi 
2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III PERENCANAAN       

1. Persentase 

konsistensi 

program RPJMD ke 

dalam RKPD 

100% 100% 100% 100 
 

BAPPEDA 

2. Persentase 

konsistensi 

program RKPD ke 

dalam APBD 

100% 100% 100% 100 
 

BAPPEDA 

3. Persentase 

keterisian 

data/informasi 

65% 45% 58,12% 89,42 
 

BAPPEDA 

4. Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian dan 
evaluasi kinerja 

bidang 

pemerintahan dan 

sosial budaya 

100% 100% 100% 100 
 

BAPPEDA 

5. Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian dan 

evaluasi kinerja 

bidang prasarana 
wilayah, ekonomi 

dan sumber daya 

alam 

100% 100% 100% 100 
 

BAPPEDA 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 97,88   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja fungsi Penunjang 

Perencanaan Pembangunan tahun 2019 terhadap target RPMD Tahun 

2018 – 2023 dapat diuraikan bahwa jumlah indikator fungsi Penunjang 

Perencanaan Pembangunan sebanyak 5 indikator, sejumlah 4 indikator 

telah tercapai, dan  1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja 

sangat tinggi. 

 

4. Keuangan 
 

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Keuangan ditunjukkan 

oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2019, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.216  
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan  

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 
(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV KEUANGAN       

1. Persentase realisasi 

PAD 

100% 100% 102% 102 
 

BPPKAD 

2. Persentase 

klasifikasi dan 

kode rekening 

belanja yang sesuai 

ketentuan 
peraturan 

perundang-

undangan 

100% 100% 100% 100 
 

BPPKAD 

3. Rasio tahapan 

penyusunan LKPD 

sesuai ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 

100% 100% 100% 100 
 

BPPKAD 

4. Capaian realisasi 

pembayaran 
belanja PD 

95% 90% 80% 84,21 
 

BPPKAD 

5. Persentase jumlah 

koreksi audit BPK 
terhadap total aset 

yang dimiliki 

Pemerintah Daerah 

90% 90% 90% 100 
 

BPPKAD 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 97,24   

 Predikat kinerja Sangat 
Tinggi 

  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 
 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja fungsi Penunjang 

Keuangan tahun 2019 terhadap target RPMD Tahun 2018 – 2023 dapat 

diuraikan bahwa jumlah indikator fungsi Penunjang Keuangan sebanyak 5 

indikator, sejumlah 4 indikator telah tercapai, dan  1 indikator akan 

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. 

 

5.    Kepegawaian 
 

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Kepegawaian 

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja 

dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.217  

Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian 
 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 
RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V KEPEGAWAIAN       

1. Persentase layanan 

administrasi 

kepegawaian yang 
sesuai standar 

100% 100% 100% 100 
 

BKPP 

2. Persentase 
perangkat daerah 

yang berhasil 

melaksanakan 

kode etik/aturan 

perilaku 

95% 95% 95% 100 
 

BKPP 

3. Persentase 

perangkat daerah 

yang taat terhadap 

laporan 
kepegawaian 

100% 100% 100% 100 
 

BKPP 

4. Persentase sistem 

informasi 
kepegawaian yang 

terintegrasi dengan 

SIMPEG 

100% 50% 50% 50 
 

BKPP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 87,5   

 Predikat kinerja Tinggi   

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja fungsi Penunjang 

Kepegawaian tahun 2019 terhadap target RPMD Tahun 2018 – 2023 dapat 

diuraikan bahwa jumlah indikator fungsi Penunjang Kepegawaian 

sebanyak 4 indikator, sejumlah 3 indikator telah tercapai, dan  1 indikator 

akan tercapai, dengan predikat kinerja tinggi. 

 

 

6.    Pendidikan dan Pelatihan 
 

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Pendidikan dan 

Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator 

kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.218  

Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan 

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 

Target RPJMD 

2018 - 2023 

Target  

2019 

Realisasi 

2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VI PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 

      

1. Persentase pejabat 

eselon II, III, IV 

JFU, JFT yang 

memenuhi standar 
kompetensi 

46% 32% 32% 69,56 
 

BKPP 

2. Persentase ASN 

yang memenuhi 
pendidikan dan 

pelatihan 20 JP 

pertahun 

1,6% 7% 9,69 % 605,63 
 

BKPP 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 337,59   

 Predikat kinerja Sangat  
Tinggi 

  

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja fungsi Penunjang 

Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019 terhadap target RPMD Tahun 2018 – 

2023 dapat diuraikan bahwa indikator fungsi Penunjang Pendidikan dan 

Pelatihan sebanyak 2 indikator, sejumlah 1 indikator telah tercapai, dan  1 

indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.  

Ketercapaian indikator Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan 

pelatihan 20 JP pertahun sangat tinggi karena merupakan 

realisasi/implikasi atas kebijakan seleksi Calon ASN yang harus sudah 

didiklat Latsar maksimal 1 tahun untuk diangkat menjadi ASN. Pada 

tahun 2019 ditargetkan 120 orang Calon ASN, namun realisasinya 

mencapai 400 orang. 

 

7.   Penelitian dan Pengembangan 
 

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Penelitian dan 

Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target 

indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut : 
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Tabel 2.219   
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 

 

No 
Aspek/Program 

Indikator Kinerja 
Target RPJMD 
2018 - 2023 

Target  
2019 

Realisasi 
2019 

Tingkat 

Capaian 

RPJMD s.d 

Tahun 2019 

(%) 

Status 
OPD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VII PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

      

1. Capaian fasilitasi 

bidang 

pengembangan dan 

penelitian daerah 

100% 57 57,14% 57,14 
 

BAPPEDA 

 Rata-rata capaian kinerja (%) 57,14   

 Predikat kinerja Rendah   

 
Keterangan : 

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%) 
Sangat Tinggi 90≥X>100; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>65; Rendah 65≥X>50; Sangat Rendah X≤50 

 

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja fungsi penunjang 

Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 terhadap target RPMD Tahun 

2018 – 2023 yang terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai, sehingga 

diperlukan adanya program improvement yang bersifat perubahan dan 

inovatif yang pada akhir periode RPJMD akan dapat mencapai target. 

 

Tabel 2.220  
Rekapitulasi Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 

NO. URUSAN 
JUMLAH 

INDIKATOR 

STATUS 

TELAH 

TERCAPAI 

AKAN 

TERCAPAI 

TIDAK 

TERCAPAI 

 URUSAN WAJIB PELAYANAN 

DASAR 

    

1 Pendididkan 15 6 9 0 

2 Kesehatan 10 3 7 0 

3 PUPR 8 3 5 0 

4 Perumahan rakyat & kawasan 

permukiman 

3 0 2 1 

5 Ketentraman, Ketertiban Umum, 

dan Perlindungan Masyarakat 

10 8 2 0 

6 Sosial 6 5 1 0 

 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 
Dasar 

    

1 Tenaga Kerja 2 1 1 0 

2 Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

4 2 2 0 

3 Pangan 3 2 1 0 

4 Pertanahan 1 0 1 0 

5 Lingkungan Hidup 7 0 7 0 

6 Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

3 1 2 0 



II-200 

 

NO. URUSAN 
JUMLAH 

INDIKATOR 

STATUS 

TELAH 

TERCAPAI 

AKAN 

TERCAPAI 

TIDAK 

TERCAPAI 

7 Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa 

3 0 3 0 

8 Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

3 1 2 0 

9 Perhubungan 3 2 1 0 

10 Komunikasi dan Informatika 4 2 2 0 

11 Koperasi dan UKM 2 0 2 0 

12 Penanaman Modal 4 1 3 0 

13 Kepemudaan dan Olahraga 2 1 1 0 

14 Statistik 1 1 0 0 

15 Persandian 1 0 1 0 

16 Kebudayaan 2 0 2 0 

17 Perpustakaan 2 0 2 0 

18 Kearsipan 1 0 0 1 

 Urusan Pilihan     

1 Kelautan dan Perikanan 1 0 1 0 

2 Pariwisata 3 0 2 1 

3 Pertanian 2 1 1 0 

4 Kehutanan 1 0 0 1 

5 Energi dan Sumber Daya Mineral 1 1 0 0 

6 Perdagangan 5 0 5 0 

7 Perindustrian 1 0 1 0 

8 Transmigrasi 1 0 0 1 

 Fungsi Penunjang     

1 Administrasi Pemerintahan 19 11 8 0 

2 Pengawasan 8 3 4 1 

3 Perencanaan Pembangunan 5 4 1 0 

4 Keuangan 5 4 1 0 

5 Kepegawaian 4 3 1 0 

6 Pendidikan dan Pelatihan 2 1 1 0 

7 Penelitian dan Pengembangan 1 0 1 0 

  JUMLAH 159 66 87 6 

  Persentase 100 41,51 54,72 3,77 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas sebanyak 159 indikator 

kinerja yang terdiri dari 66 indikator (41,51 persen) berstatus telah 

tercapai; 87 indikator (54,72 persen) berstatus akan tercapai; dan 6 

indikator (3,77 persen) tidak tercapai. 

Tabel 2.221  
Rekapitulasi Rata-rata Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d 

Tahun 2019 

 

NO. URUSAN 

PREDIKAT KINERJA 

SANGAT 

TINGGI 
TINGGI SEDANG RENDAH 

SANGAT 

RENDAH 

 URUSAN WAJIB PELAYANAN 

DASAR 

     

1 Pendididkan V - - - - 
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NO. URUSAN 

PREDIKAT KINERJA 

SANGAT 

TINGGI 
TINGGI SEDANG RENDAH 

SANGAT 

RENDAH 

2 Kesehatan V - - - - 

3 PUPR V - - - - 

4 Perumahan rakyat & kawasan 

permukiman 

- - V - - 

5 Ketentraman, Ketertiban 

Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

V - - - - 

6 Sosial V - - - - 

 Urusan Wajib Bukan 

Pelayanan Dasar 

     

1 Tenaga Kerja V - - - - 

2 Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

V - - - - 

3 Pangan V - - - - 

4 Pertanahan V - - - - 

5 Lingkungan Hidup - - V - - 

6 Administrasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

V - - - - 

7 Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa 

- - - - V 

8 Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

V - - - - 

9 Perhubungan V - - - - 

10 Komunikasi dan Informatika V - - - - 

11 Koperasi dan UKM - V - - - 

12 Penanaman Modal V - - - - 

13 Kepemudaan dan Olahraga V - - - - 

14 Statistik V - - - - 

15 Persandian - - - - V 

16 Kebudayaan - - V - - 

17 Perpustakaan V - - - - 

18 Kearsipan - - - - V 

 Urusan Pilihan      

1 Kelautan dan Perikanan - V - - - 

2 Pariwisata - - - - V 

3 Pertanian V - - - - 

4 Kehutanan - - - - V 

5 Energi dan Sumber Daya 
Mineral 

V - - - - 

6 Perdagangan - - - V - 

7 Perindustrian - - - V - 

8 Transmigrasi - - - - V 

 Fungsi Penunjang      

1 Administrasi Pemerintahan V - - - - 

2 Pengawasan - V - - - 

3 Perencanaan Pembangunan V - - - - 

4 Keuangan V - - - - 

5 Kepegawaian - V - - - 

6 Pendidikan dan Pelatihan V - - - - 
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NO. URUSAN 

PREDIKAT KINERJA 

SANGAT 

TINGGI 
TINGGI SEDANG RENDAH 

SANGAT 

RENDAH 

7 Penelitian dan Pengembangan - - - V - 

  JUMLAH 23 4 3 3 6 

  Persentase 58,97 12,82 7,70 5,13 15,38 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi rata-rata capaian kinerja pada 

tabel di atas, dari 39 urusan dapat dikategorikan 23 urusan (58,97 persen) 

berpredikat kinerja sangat tinggi, 4 urusan (10,26 persen) berpredikat 

tinggi, 3 urusan (7,69 persen) berpredikat sedang,  3 urusan (7,69 persen) 

berpredikat rendah dan 6 urusan (15,39 persen) berpredikat sangat 

rendah. 

 

2.3.  PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk 

menjawab berbagai permasalahan yang diidentifikasi terdapat gap antara 
kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Pada RKPD tahun 2021 

permasalahan daerah juga memperhatikan dampak Corona Virus Disease 
2019 (COVID 19) yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan 
masyarakat, namun berdampak pula pada permasalahan sosial dan 

ekonomi.  
 

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang 
teridentifikasi pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan 
a. masih rendahnya mutu pendidikan, dengan capaian APM 

SD/MI/Paket A yang masih sebesar  88.61% dan APM SMP/MTs/ 

Paket B sebesar  86.21%. 
b. masih kurangnya kompetensi sumberdaya pendidik pendidikan 

dasar. 
c. masih kurangnya kompetensi pendidik pendidikan non formal. 

d. belum optimalnya peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini. 
e. masih kurangnya sarana prasarana pendidikan untuk 

melaksanakan pembelajaran daring. 

2. Kesehatan  
a. masih adanya kasus kematian ibu dan bayi; 

b. masih adanya kasus penyakit menular;  
c. masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar dan BLUD; 

d. masih kurangnya ketersediaan sarpras kesehatan rujukan; 
e. masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang Germas; 

f. masih kurangnya sarana dan prasarana health security. 
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a. kurang optimalnya penanganan kerusakan jalan, jembatan, 

drainase dan penyediaan akses air minum yang mendukung 
pemulihan sektor ekonomi pasca Covid-19. 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
a. masih rendahnya penanganan lingkungan permukiman kumuh 

yaitu 0,12% dari total lokasi kawasan permukiman kumuh seluas 
145,03 ha. 

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

a. masih rendahya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu; 



II-203 

 

b. kurang optimalnya tingkat waktu tanggap (response time rate) 

dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran; 
6. Sosial 

a. masih kurangnya pelayanan dasar sosial kepada keluarga miskin; 
b. kurang optimalnya update data PMKS; 

c. kurang optimalnya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat 
yang terdampak bencana non alam; 

d. belum adanya regulasi mengenai Rencana Kontingensi 
Penanggulangan Bencana; 

e. kurangnya pemahaman penduduk di daerah rawan bencana 

terhadap resiko bencana;    
7. Tenaga Kerja  

a. masih rendahnya kesempatan dan penempatan kerja bagi pencari 
kerja; 

b. meningkatnya angka pengangguran akibat bencana non alam. 
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. masih rendahnya keterwakilan perempuan di ranah publik; 

b. masih rendahnya kesadaran masyarakat korban KDRT untuk 
melapor; 

c. belum optimalnya kualitas penanganan perlindungan anak  
9. Pangan 

a. belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan; 
b. adanya potensi peningkatan penduduk yang rawan pangan akibat 

bencana non alam. 

10. Pertanahan 
a. belum optimalnya penyelesaian permasalahan tanah milik pemda  

11. Lingkungan Hidup 
a. masih rendahnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin 

lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan 
hidup; 

b. belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3. 
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

a. masih adanya penduduk usia sekolah yang belum melaporkan 

pencatatan kelahiran. 
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan KIA 

(Kartu Identitas Anak)  
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. masih rendahnya upaya pembentukan dan pengembangan 
BUMDes. 

b. masih ditemukannya Desa yang bermasalah. 

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
a. masih tingginya angka unmeet need; 

b. masih adanya pernikahan di bawah umur 20 tahun; 
c. masih rendahnya peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi 

jangka panjang. 
15. Perhubungan 

a. belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jam 

sibuk dan antisipasi kedaruratan bencana non alam untuk 
pengendalian lalu lintas 

b. masih kurangnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang 
belum sebanding dengan luasan sebaran daerah rawan kecelakaan. 

16. Komunikasi dan Informatika 
a. pengembangan aplikasi di perangkat daerah masih banyak 

dikembangkan secara parsial atau belum terintegrasi; 

b. perlunya peningkatan penyedia jaringan sarana prasarana  
komunikasi dan informatika dalam penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE); 
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c. Masih kurangnya SDM pengelola TIK yang bersertifikasi 

kompetensi. 
17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

a. belum optimalnya peningkatan kualitas koperasi aktif; 
b. masih rendahnya daya saing UMKM. 

18. Penanaman Modal 
a. Belum optimalnya pelayanan perijinan pembangunan dan 

lingkungan; 
b. perlunya upaya peningkatan realisasi investasi. 

19. Kepemudaan dan Olah Raga 

a. kurangnya pembinaan olah raga; 
b. kurangnya sarana olahraga yang memenuhi standar; 

c. belum optimalnya peran organisasi kepemudaan yang aktif dalam 
pembinaan perilaku generasi muda. 

20. Statistik 
a. belum adanya satu data yang terintegrasi di tingkat Kabupaten 

Kudus 

21. Persandian 
a. masih rendahnya perangkat daerah yang mengimplementasikan 

pengamanan informasi dan persandian. 
22. Kebudayaan 

a. belum optimalnya pelestarian seni/budaya asli daerah; 
b. masih rendahnya pengelolaan cagar budaya secara terpadu. 

23. Perpustakaan 

a. belum optimalnya pengelolaan perpustakaan.   
24. Kearsipan 

a. belum optimalnya pengelolaan arsip daerah. 
25. Kelautan dan Perikanan 

a. masih kurangnya upaya peningkatan produksi perikanan; 
b. penurunan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan akibat 

terjadinya bencana non alam. 

26. Pariwisata 
a. masih belum tercapainya target PAD sektor pariwisata; 

b. masih kurangnya  upaya peningkatan sarpras pariwisata yang 
memadai; 

c. penurunan kunjungan destinasi wisata akibat bencana non alam.  
27. Pertanian 

a. menurunnya  produksi ternak besar. 

28. Kehutanan 
- 

29. Energi dan Sumber Daya Mineral 
- 

30. Perdagangan 
a. belum optimalnya upaya pembinaan kelompok pedagang/ usaha 

informal; 

b. belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi perdagangan, 
pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang 

bersubsidi serta pelaksanaan promosi; 
c. masih rendahnya kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD; 

d. belum optimalnya pengelolaan pasar yang memenuhi standar 
kesehatan. 

31. Perindustrian 

a. masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah; 
b. masih rendahnya daya saing industri lokal dalam menghadapi 

bencana non alam. 
32. Transmigrasi 

a. kurangnya minat calon transmigran pada lokasi tujuan. 
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33. Administrasi Pemerintahan 

a. belum terintegrasinya sistem perencanaan (e-planning), sistem 
penganggaran (e-budgeting) dan sistem kinerja (e-sakip) yang 

berdampak pada nilai akuntabilitas kinerja; 
b. masih kurangnya pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. 

34. Pengawasan 
a. Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP); 
b. belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP). 

35. Perencanaan 
a. masih rendahnya keterisian data/ informasi perencanaan 

pembangunan. 
36. Keuangan 

a. masih terbatasnya kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
b. belum idealnya rasio kemandirian keuangan daerah.  

37. Kepegawaian 

a. Belum terintegrasinya informasi kepegawaian dengan SIMPEG. 
38. Pendidikan dan Pelatihan 

a. masih kurangnya pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi 
standar kompetensi. 

39. Penelitian dan Pengembangan 
a. belum optimalnya fasilitasi jejaring penelitian, pengembangan dan 

pemanfaatan inovasi daerah. 

 

 

2.4.   ISU STRATEGIS 
 

Rencana pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2021 disusun 

dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu-isu 

strategis daerah, dengan memperhatikan dinamika isu global diantaranya 

terjadinya pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) yang menimbulkan 

dampak sosial ekonomi masyarakat secara global. Penentuan isu strategis 

pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu regional dan 

nasional yang teridentifikasi terhadap isu kabupaten sebagaimana tabel 

berikut ini. 
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Tabel 2.222  
Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional 

No Isu Strategis Kabupaten Isu Strategis Provinsi 

1 Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 

2 Tata kelola pemerintahan Tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah 

3 Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman Kesenjangan wilayah 

4 Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha  Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 

 Penanggulangan kemiskinan 

5 Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung 

lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 

 Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya 

dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 

 Kedaulatan pangan dan energi 

 



II-207 

 

 

Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat 

terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis 

berdasarkan kriteria di atas dalam tahun 2021 yaitu : 

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya 

manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Sampai dengan tahun 2019, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 74,94 

dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih 

perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab 

tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata 

lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2019 sebesar 8,63 dan 

harapan lama sekolah tahun 2019 sebesar 13,22. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama 

sekolah masih perlu didorong pada tahun 2021. Berdasarkan kondisi 

tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam 

mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa 

hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam 

rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 

antara lain : 

a. Pendidikan 

Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh 

sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat 

menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik 

memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan 

penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya 

teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan 

dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang 

mampu menjawab tantangan jaman, disamping pengembangan 

karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh 

siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan 

banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri 

bangsa Indonesia antara lain semakin lemahnya pemahaman 

terhadap budaya bangsa, nilai-nilai “ke-Bhineka Tunggal Ika-an” 

dan nasionalisme, serta semakin tumbuhnya paham radikalisme 

dan terorisme yang bisa berdampak pada kondusifitas 

Kabupaten Kudus. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran 

kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan jaman.  

b. Kesehatan 

Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah 

angka kematian bayi pada tahun 2019 yaitu 8,15 per 1000 

kelahiran hidup dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi 

yaitu 72,90 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk 

menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan 

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan 
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mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana 

kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan 

sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan 

ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus 

termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat 

berkebutuhan khusus. Pemulihan kesehatan masyarakat 

dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 dengan tetap 

melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku 

hidup bersih dan sehat. 

2. Tata kelola pemerintahan 

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan 

mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata 

kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme 

aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik 

yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. 

Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi 

penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. 

Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna 

meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka 

pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai 

instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu 

pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi 

kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga 

harus semakin ditingkatkan. 

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria 

menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas 

kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga 

implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi 

SAKIP dimana kondisi pada tahun 2018 sebesar 68,19, maka 

Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang 

dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, 

program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya 

agar relevan, selaras, dan konsisten. 

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai 

apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta 

kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan 

kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai 

penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian 

juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari 

kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. 

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman. 

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan 

strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-

program pembangunan pada tahun 2021. Kehidupan yang toleran dan 

kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang 
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dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan 

peraturan.  

Angka kriminalitas pada tahun 2019 sebesar 0,01 cenderung 

relative stabil dan turun dari tahun 2018 sebesar 0,02. Dalam rangka 

menjaga kondusifitas wilayah pada tahun 2021, Pemerintah 

Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar 

tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan 

kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh 

elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga 

diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga 

kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi 

kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial. Diharapkan 

tahun 2021 pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga kehidupan 

yang tertib, aman dan nyaman dapat terwujud karena perbaikan di 

bidang kesehatan, ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid-19 ini. 

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha. 

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan 

melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan 

dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja 

yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui 

fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, 

penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses 

pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara 

berkesinambungan. 

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,98% 

(59.990 jiwa) pada tahun 2018 menjadi 6,68% (58.000 jiwa) pada 

tahun 2019. Diperlukan sebuah formula yang dapat menurunkan 

angka kemiskinan di Kudus pada tahun-tahun mendatang mendekati 

5%. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran 

yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di 

Kudus pada tahun 2019 sebesar 3,86% atau sebesar 18.720 jiwa. 

Pemulihan sektor UMKM dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 

2021 berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan tingkat 

pengangguran dan pemberdayaan UMKM dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan teknis dan seminar kewirausahaan untuk 

memberikan semangat pada angkatan kerja yang belum mendapatkan 

pekerjaan dan peningkatan daya saing UMKM. 

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung 

lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional 
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khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang 

ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan 

kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s). 

Berdasarkan potensi bencana (banjir, tanah longsor, angin 

putting beliung dan kebakaran) Kabupaten Kudus termasuk dalam 

kategori 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang 

di Jawa Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan 

kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.  Kondisi geografis 

Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta 

cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di 

atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk 

siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang 

terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus 

dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain 

pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan 

infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah  perlu dilakukan 

guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk 

memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Penebangan hutan di kawasan mata air di Gunung Muria tidak 

hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir yang dapat 

melanda daerah-daerah di Kudus, tapi juga menyebabkan keringnya 

mata air di kawasan Gunung Muria, sehingga berimbas pada 

penurunan debit air sungai dan kekeringan di dataran rendah di 

wilayah Kudus. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah 

industri juga semakin banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai 

yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan 

pendangkalan yang parah. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk 

mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, usaha-usaha mengatasi 

kerusakan lingkungan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah 

daerah bersama stakeholders, akademisi, serta peran aktif 

masyarakat. 

 

2.5. INOVASI DAERAH 

Penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan, menuntut adanya inovasi dearah sebagai upaya 

menyelesaikan permasalahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian 

pembangunan daerah. Melalui inovasi, maka penggunaan sumber daya 

akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas. 

Inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus telah dlingkupi dalam 

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) agar ada sinergi dalam proses inovasi. Inovasi 

yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus di 

seluruh Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ꞉ 
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Tabel 2.223  
Judul/Ide Inovasi Pada Perangkat Daerah 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus 
 

No Judul Inovasi Arah / Gambaran Inovasi 

1 BANG UMAS (Media 

Usulan Masyarakat dan 
Transparansi 
Pembangunan melalui 

Aplikasi Online) 

Inovasi program yang digunakan sebagai 

media usulan masyarakat dan transparasi 
pembangunan melalui aplikasi online. 
 

2 e-KRENOVA (Lomba 
kreativitas dan inovasi 

masyarakat secara 
online) 

 

Aplikasi yang digunakan untuk 
meningkatkan inovasi dan kreativitas 

masarakat yang dapat diupload secara 
online dan dikompetensikan dalam bentuk 

lomba. 

3 e-BUDGETING 
(Perencanaan dan 
Penganggaran Online dan 

Terintegrasi) 

Aplikasi yang digunakan untuk 
mempermudah perencanaan yang sudah 
terintegrasi dengan penganggaran. 

4 “247” (Pelayanan 
Masyarakat 24 Jam 7 

Hari) 

Akses pelayanan laporan, pengaduan, kritik 
dan saran di bidang kebencanaan dengan 

menggunakan media sosial WhatsApp, 
Instagram, Facebook dan website. 

5 Sistem informasi 

pelayanan jalan dan 
jembatan terintegrasi 
berbasis data base 

melalui partisipasi media 
sosial masyarakat. 

Sistem informasi pelayanan jalan dan 

jembatan terintegrasi berbasis data base 
melalui partisipasi media sosial masyarakat 
yang diharapkan membuat respon dan 

tanggapan Dinas terhadap laporan 
kerusakan jalan maupun jembatan menjadi 

lebih cepat. 

6 KUDUS BERTEMAN 
(Kudus Berada di Tengah 
Taman) 

Program pengembangan Taman dalam 
rangka meningkatkan kualitas maupun 
kuantitas taman di Kabupaten Kudus. 

7 Taman Lalu Lintas Hutan 

Kota Rendeng, Taman 
Berbasis Edukasi 

Taman yang memanfaatkan hutan kota 

Rendeng sebagai taman edukasi bagi 
pengunjung khususnya anak-anak, 

terutama pembelajaran tertib lalu lintas 

8 Pengolahan sampah 
organik hasil penyapuan 

jalan, taman dan 
perimbasan pohon 
penghijauan kerjasama 

antar Dinas PKPLH 
Dengan Oasis PT. 

Djarum 

Kerjasama antara Dinas PKPLH dan PT 
Djarum Kudus dalam hal pengolahan 

sampah organik hasil penyapuan jalan, 
taman dan perimbasan pohon penghijauan 
dimana sampah organik tersebut akan 

dilakukan pengomposan di Oasis PT 
Djarum. Hasil komposting tersebut akan 

dimanfaatkan untuk penumpukan taman 
dan pohon penghijauan di Kab Kudus 

9 SIGERAKJALAN (Sistem 
informasi geografis 

perlengkapan jalan) 
 

- Database perlengkapan jalan 
- Penyediaan, pelayanan dan penanganan 

pemeliharaan terkait pengelolaan 
perlengkapan jalan 

- Aksesibilitas bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi terkait pengelolaan 
perlengkapan jalan. 
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No Judul Inovasi Arah / Gambaran Inovasi 

10 Kudus Mobile City 
 

Aplikasi android khusus bagi masyarakat 
untuk mengetahui tempat-tempat strategis 

dan menarik untuk dikunjungi berbasis peta 
digital 

11 SIBULANG MAHIR (Si 

Buah Hati Lahir Pulang 
Membawa Akata 
Kelahiran)  

 

Inovasi pelayanan pembuatan akta 

kelahiran seketika bayi baru lahir, sehingga 
ketika ibu pulang dari RS telah membawa 
akta kelahiran bayinya dengan fasilitas 

gratis dan diantar 

12 Call Center Sahabat Ibu 
dan Anak 

Mempermudah pelayanan laporan korban 
kekerasan berbasis gender dan anak 

13 SITARLAT (Sistem 

Informasi Pendaftaran 
Pelatihan) 

Sistem Informasi pendaftran pelatihan yang 

bisa di akses semua masyarakat yang ingin 
mendatar melalui website. 

14 JARI PANTES (Jaringan 
Informasi dan Pelayanan 

Administrasi Terpadu 
Desa) 

Sistem informasi dan aplikasi yang 
terintegrasi dengan sistem di masing-masing 

pemerintah desa. 

15 I Kudus Aplikasi untuk mengakses bahan pustaka 

(e-book) melalui gadget / smartphone / 
laptop / PC. 

16 SEPASAR (Sistem 

Elektronifikasi 
Pembayaran Retribusi 
Pasar) 

 

Sistem Elektronifikasi pembayaran retribusi 

pasar yang memudahkan wajib retribusi 
dalam pembayaran dan meminimalisir 
resiko bagi petugas pemungut retribusi 

melalui EDC dan akun virtual. 

17 UNIRESPOL (Unit 
Responsif Polisi Pamong 

Praja) 

Inovasi penegakan Perda dan 
penyelenggaraan tibum tranmas. 

18 E-Paten (Sistem 
informasi pelayanan 
administrasi terpadu 

kecamatan dalam 
jaringan) 

 

Inovasi kebijakan Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan dengan melimpahkan 
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 

khususnya dalam perizinan dan non 
perizinan melalui aplikasi yang telah 

terintregasi dengan sistem perbankan. 

19 SINDOK KUMDA (Sistem 
Informasi dan 

Dokumentasi Hukum 
Daerah) 

Mengintregasikan data JDIH di Tingkat 
Pusat, Provinsi dan Daerah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 
dalam penyediaan dokumen dan informasi 
hukum. 

20 Simpang Kudus (Sistem 

informasi pengadaan 
barang / jasa Kudus) 

Sistem informasi  yang dapat mengakomodir 

Persturan tentang Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di 

Kabupaten Kudus bersifat terbuka dan 
transparan (dapat diketahui oleh 
masyarakat umum). 

21 LABURESTO 

(Pengurusan beasiswa 
online) 

Layanan Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang 

Mampu yang Berprestasi Berbasis Online. 
 

22 ONE Day Kota (Fasilitasi 

pelayanan administrasi 
di Kecamatan Kota 1 hari 

jadi) 

Pelayanan administrasi kepada masyarakat 

1 hari jadi dan terwujudnya masarakat yang 
tertib administrasi. 
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No Judul Inovasi Arah / Gambaran Inovasi 

23 TEKITA (Terlambat Kita 
Antar) 

 

Memberikan kepastian kepada pemohon  KK 
dan KTP apabila terjadi keterlambatan 

sebagai konsekwensinya petugas akan 
mengantarkan sampai rumah pemohon. 

24 SIPON MAHIR (Sistem 

Pelayanan online Surat 
Keterangan Kematian 
dan Surat Keterangan 

Kelahiran) 

Inovasi pelayanan online surat keterangan 

kematian dan surat keterangan kelahiran.  

25 MBAH BANYU 
(Manajemen Pengelolaan 

Air Bersih)  

Inovasi pemberdaaan masyarakat dalam hal 
manajemen pengolahan air bersih di 

lingkunganya 

26 SUKET LEDIS (Surat 
Keterangan Lima Menit 

Jadi dan Gratis) 

Inovasi Komitmen pelayanan Surat 
Keterangan langsung jadi dan gratis. 

 

27 SUKET GAMIS (Layanan 

24 Jam Surat Keterangan 
Warga Miskin) 

 

Inovasi untuk memudahkan pilihan waktu 

bagi warga untuk meminta pelayanan tanpa 
menyita waktu kerja warga yang 

bersangkutan 

28 PINTER BERSOLEK 
(Pembelajaran Inovatif, 

Interaktif, Bermakna, 
Sopan, Luhur Pekerti, 
Efektif dan Kreatif) 

Inovasi konsptual dengan meningkatkan 
kualitas pendidikan, efisiensi dan efektifitas 

hasil pendidikan, sehingga memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan 

29 Pemeriksaan Sehat 

Terpadu Calon Pengantin 

Inovasi pelayanan terpadu dan satu pintu 

untuk calon Pengantin 

30 Persalinan Notis (Normal 
dan Gratis) 

Mengoptimalkan pelayanan persalinan pada 
sasaran ibu hamil dengan menjadi 

Puskesmas Rawat Jalan yang pertama kali 
mengembangkan pertolongan persalinan 
normal 24 jam. 

31 KIPAS (Kelas Ibu 

Pengasuh Anak Sehat) 
 

Peningkatan status gizi anak dan 

penurunan kasus gizi kurang/buruk pada 
anak melalui kelas PMBA (Pemberian 

Makanan Bayi dan Balita). 

32 Layanan e-Home Care 
(layanan pemesanan dan 
booking perawatan home 

care secara online) 

Inovasi pelayanan medis melalui sistem 
informasi yang memberikan layanan 
perawatan pasien di rumah dan dapat 

dibooking secara online. 

33 Lansingra (Rumah 
Singgah Lansia) 

 

Menfasilitasi lansia agar mempunyai rumah 
singgah, baik untuk beraktifitas maupun 

kegiatan terkait kesehatan. 

34 JERUK MANIS (jaringan 
edukasi remaja dan UKS 

tentang kesehatan 
reproduksi via media 
sosial agar Negara 

Indonesia Sehat) 

Membentuk perilaku hidup sehat pada 
remaja melalui pembentukan jaringan 

edukasi remaja dan UKS tentang kesehatan 
reproduksi via media sosial.  
  

35 KALISTA (Karang Taruna 
Peduli Kesehatan) 

Pemberdayaan karang taruna untuk 
dilibatkan sebagai kader sehat di 

masyarakat, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan sampai evaluasi program. 

36 KUSAKU (Kantung 
Persalinan Digital Kudus) 

Memantau secara digital atas 
perkembangan persalinan calon ibu yang 
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No Judul Inovasi Arah / Gambaran Inovasi 

sedang mengandung, sehingga kesehatan 
ibu dan bayi dapat terjaga dan menurunkan 

angka kematian ibu dan bayi. 

37 SILANG DARAT (Sistem 
Penanggulangan Gawat 

Darurat Terpadu) 

Terciptanya koordinasi penanganan 
kegawatdaruratan yang lebih terpadu di 

Kabupaten Kudus  

38 INZIKU (Integrasi Izin 

Kudus) 

terbangunnya aplikasi perizinan yang bisa 

menghubungkan dengan OPD teknis terkait 

rekomendasi teknis dan pembayaran pajak 

retribusi 

39 SiDEKAT (Sistem 

Database Keuangan Desa 

Terpadu)  

Menciptakan transparansi keuangan desa 

dan keterbukaan informasi publik di 

Kabupaten Kudus serta mudahnya akses 

data pelaporan keuangan desa secara 

realtime 

40 Penggunaan tabung 

komposter untuk 

pengolahan sampah 

organik serta pembuatan 

MOL (Mikro Organisme 

Lokal) dan POC (Pupuk 

Organik Cair) dalam 

pengolahan limbah dapur 

Memproduksi pupuk cair sendiri dengan 

tabung komposter dan memanfaatkan 

limbah dapur menjadi POC (Pupuk Organik 

Cair) 

41 1. Handycraft dari perca 

 

 

2. Posyandu integrasi 

1. Banyaknya bahan baku sisa garmen yang 

belum termanfaatkan, sehingga dijadikan 

bahan pembuatan handycraft 

2. Terintegrasinya kegiatan posyandu balita, 

BKB & Pos PAUD, posyandu remaja & 

BKR, posyandu lansia & BKL dalam satu 

kegiatan 

42 1. Pengolahan krupuk 

berbahan baku 

bonggol pisang dan 

sayur mayur 

2. Aplikasi surat 

keterangan dan surat 

ijin desa 

1. Pemanfaatan bongkol pisang dan sayur 

mayur sebagai bahan pembuatan krupuk 

 

 

2. Memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat melalui sebuah aplikasi agar 

bisa diarsipkan dengan sistem 

43 Kerajinan tangan 

berbahan limbah paralon 

(PVC) 

Pemanfaatan limbah paralon untuk 

dijadikan bahan utama pembuatan 

kerajinan tangan 

44 Desa produktif kluster 

bordir dan konveksi 

sebagai tujuan wisata 

belanja dengan 

pendekatan KSU 

Padurenan Jaya sebagai 

management kluster  

Berkontribusi bersama memajukan ekonomi 

masyarakat Padurenan melalui bordir dan 

konveksi 
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BAB III 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH  

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

 

3.1.  ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 

3.1.1  Kondisi Ekonomi Nasional 

Kondisi Perekonomian Global saat ini dipengaruhi oleh perang 

dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke sejumlah negara, 

terutama dengan China sehingga mengakibatkan pertumbuhan 

melambat. Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan 

perlambatan hampir di 90% kawasan dunia. IMF pun memangkas 

proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya 3,3% di April 

dan 3,5% di Januari 2019. Selain itu sejak Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) menetapkan status gawat darurat global untuk wabah 

virus corona juga berdampak bukan hanya soal penyebaran 

penyakitnya tapi juga terhadap perekonomian dunia dalam jangka 

pendek. 

Kondisi permasalahan global tersebut berpengaruh terhadap 

perekonomian Indonesia terutama sektor keuangan yaitu peningkatan 

rasio kredit bermasalah, perang perburuan untuk menarik nasabah 

deposito valas. Sedangkan pada sektor riil harga barang naik, beban 

utang luar negeri swasta meningkat, harga impor bahan baku mahal. 

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengambil 

langkah kebijakan antara lain melaksanakan restrukturisasi kredit, 

selektif dalam pemberian kredit, mengendalikan harga, mempercepat 

realisasi anggaran belanja pemerintah, menurunkan harga BBM dan 

tarif listrik, mempercepat upaya daya saing dan membuka akses pasar 

baru untuk tujuan ekspor. 

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 : “Mempercepat 

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan 

diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, 

Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan 

Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan 

target yang harus dicapai antara lain:  

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan 

tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen  

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM 

menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; 

tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;  

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi 

wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 

persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, 

Sulawesi 5,4- 7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 

5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen. 
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3.1.2 Kondisi Ekonomi Jawa Tengah 

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 tumbuh sebesar 5,41 persen. 

Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 

bertumbuh 5,27%- 5,47% dari tahun 2015-2019. Struktur 

perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2019 masih didominasi tiga 

lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (33,88%); pertanian, 

kehutanan dan perikanan (14,56%); dan perdagangan besar-eceran 

dan reparasi mobil-sepeda motor (13,48%). Bila dilihat dari penciptaan 

sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019, Industri 

Pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yakni 

sebesar 2,07 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi 

Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,96 persen, serta Konstruksi sebesar 

0,60 persen. Sedangkan pertanian memberikan sumbangan sebesar -

0,23 persen di bawah infokom yang memberikan sumbangan 0,55 

persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 

2020 akan menghadapi tekanan sebagai dampak dari pandemi Covid 

19. Hasil simulasi BI, proyesi PDRB Jateng hanya akan tumbuh di 

bawah 5 persen. Meski demikian, proyeksi ini masih sangat dinamis.  

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2021 mengalami 

kontraksi dan diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi 

Covid 19 pada angka 4,1- 5,0% ditunjang dengan penanganan melalui 

berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang 

mendukung perkuatan perekonomian masyarakat. Sementara itu, 

inflasi Jawa Tengah tahun 2021 meskipun akan terjadi kontraksi pada 

tahun 2020, namun diprediksikan masih terkendali pada kisaran 

3,0±1% melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan 

bahan kebutuhan pokok masyarakat serta terjaganya ekspektasi 

positif masyarakat. 

Melihat kondisi global dan kebijakan nasional, pembangunan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dilaksanakan untuk 

mendukung kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah 

“Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung 

Penguatan Daya Saing SDM”, dengan prioritas pada Peningkatan 

percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; Peningkatan       

kualitas hidup dan kapasitas SDM Jawa Tengah menuju SDM Jawa 

Tengah Berdaya Saing; Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi 

rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup 

dan resiko bencana; Pemantapan tata kelola pemerintahan dan 

kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. 

 

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus 

Dampak ekonomi atas wabah Covid-19 menjangkau seluruh 

wilayah baik secara global, nasional, maupun lokal Kabupaten Kudus. 

Pada skala Global, wabah Covid-19 terhadap ekonomi telah 

mempengaruhi perdagangan berbagai komoditas international seperti 

penerbangan international, turunnya harga minyak mentah, serta, 

pembatasan wisata antara Negara termasuk pelarangan umroh oleh 
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Pemerintah Saudi Arabia. Pada skala nasional, wabah covid-19 

berdampak pada sektor pariwisata, tranportasi nasional, sektor 

perdagangan dan sektor industri.  

Sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang mengalami 

dampak paling parah, dimana sejak pemberlakukan kondisi darurat 

Covid-19 sejak tanggal 14 Maret 2020, hampir semua objek wisata 

yang ada di Kabupaten Kudus maengalami penutupan total, seperti 

objek wisata seperti Menara Kudus, Wisata Colo dan Desa Rahwatawu.  

Sejumlah usaha terkait dengan sektor pariwisata mulai dari usaha 

hiburan, usaha perhotelan, Biro dan Travel, serta UKM pendukung 

sektor pariwisata mengalami penurunan omzet usaha secara drastis 

antara 80 persen – 100 persen. Selain itu, beberapa event terkait 

dengan budaya dan pariwisata yang mempunyai kontribusi terhadap 

ekonomi lokal juga terpaksa di batalkan. Sektor ekonomi yang 

terdampak Covid-19 lainnya adalah sektor perdagangan, sektor UKM, 

dan sektor pertanian. Untuk sektor perdagangan, terutama untuk 

pedagang kaki lima, menjadi pelaku usaha yang terdampak sangat 

signifikan, karena sebagian besar usaha berada di sekitar jalan utama 

Kabupaten, maka sejak adanya pemberlakukan social/ phisycal 

distancing menyebabkan terbatasnya omzet penjualan mereka atau 

bahkan sampai tidak dapat berjualan sama sekali. Pada sektor UKM, 

beberapa pelaku usaha mengalami kendala pemasaran dan kesulitan 

bahan baku produksi, sehingga omzet produksinya turun antara 20 -

50 persen selama terjadi wabah Covid-19. Pada sektor pertanian, 

beberapa pelaku usaha peternakan mengalami kerugian karena 

kesulitan harga bahan pakan ternak serta turunnya harga jual 

produksi yang dihasilkan. 

Untuk memperkuat perekonomian Indonesia termasuk 

perekonomian Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kudus dalam 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak perekonomian global 

ke depan, diperlukan penguatan pada tiga hal yaitu pengeluaran 

pemerintah, investasi, dan konsumsi. Perkembangan dan proyeksi 

perekonomian Kabupaten Kudus memperlihatkan adanya 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
 

Tabel 3.1  
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi  

Kabupaten Kudus Tahun 2015-2021 

 
 TAHUN 

NO INDIKATOR REALISASI PROYEKSI 

 
 2015 2016 2017 2018* 2019** 2020 2021 

1. Pertumbuhan 
ekonomi (%) 

3,88 2,54 3,21 3,24 3,10 2,9 3,0-3,1 

2. IPM 72,72 72,94 73,84 74,58 74,94 75,35 75,89 

3. Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (%) 

5,04 4,91 3,56 3,33 3,86 4,07–4,26 3,15-3,50 

4. Penduduk 
Miskin (%) 

7,73 7,65 7,59 6,98 6,68 6,7–7,0 6,21–6,50 

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020,* Bappeda (data diolah) 
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Secara umum, hampir semua sektor perekonomian di 

Kabupaten Kudus terkena dampak wabah Covid-19. Usaha dari  

berbagai sektor mengalami penurunan antara 20 – 50 persen, bahkan 

beberapa pelaku usaha terpaksa menghentikan aktivitas usahanya. 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus tahun 2015 sebesar 3,88 

persen dan cenderung menurun pada tahun 2019 sebesar 3,10 

persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus termasuk unik, 

selain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah sekitar 

dan cenderung mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan 

ekonomi tinggi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan 

ekonomi atau cenderung stagnan. Adanya wabah Covid-19 berdampak 

pada perekonomian terutama sektor riil di Kabupaten Kudus, 

diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 

2020  akan  berada pada kisaran 2,9 persen. Pada tahun 2021, 

kondisi perekonomian baik skala nasional maupun daerah diharapkan 

kembali pulih seiring dengan berakhirnya masa pandemi Covid 19, 

sehingga perekonomian dapat kembali tumbuh sebesar 3,0 persen. 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 

2019 sebesar 74,94, mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, 

kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata – rata masyarakat 

Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2018 sebesar 74,58. 

Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap 

bertahan pada tahun 2020 menjadi 75,35, meskipun saat ini sedang 

menghadapi tantangan wabah Covid-19 yang mempengaruhi pola 

hidup masyarakat dalam berbagai segi,terutama dari sisi kesehatan, 

pola konsumsi, dan pendidikan. Dengan adanya wabah Covid 19, 

kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat  cenderung 

meningkat. Perubahan pola pendidikan selama adanya wabah Covid 

19 juga terjadi , yaitu dengan pelaksanaan program belajar dirumah 

untuk mengurangi resiko penyebaran virus pada anak – anak. Untuk 

perubahan perilaku konsumsi, ditandai dengan peningkatan belanja 

untuk kebutuhan primer seperti pangan dan  kesehatan, sebaliknya 

kebutuhan sekunder untuk sandang, hiburan, dan transportasi justru 

berkurang. Untuk tahun 2021, target IPM Kabupaten Kudus 

ditetapkan sebesar 75,89 dengan peningkatan upaya dalam 

pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas kesehatan 

masyarakat.  

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka mengalami 

kenaikan menjadi 3,86 persen dari 3,33 persen di tahun 2018 yang 

disebabkan karena banyaknya lulusan SMK dan Perguruan Tinggi 

yang siap mencari pekerjaan, hal ini ditunjukkan dengan tingginya 

angka pencari kerja yang mendaftar mencari pekerjaan baik melalui 

permintaan kartu AK.I dan banyaknya yang mendaftar mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus. Sebagai 

akibat adanya wabah Covid 19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  

Kabupaten Kudus diperkirakan akan naik disebabkan oleh adanya 
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pembatasan sosial sehingga menurunkan aktivitas ekonomi. Proyeksi 

angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020 diperkirakan akan 

naik  sekitar 0,2 – 0,4 persen dari TPT tahun 2019 sebesar 3,86 persen 

menjadi 4,07 – 4,26 persen. Seperti halnya kondisi perekonomian 

daerah yang diprediksi dapat kembali pulih pada tahun 2021, maka 

serapan tenaga kerja akan meningkat sehingga TPT Kabupaten Kudus 

juga diharapkan akan kembali menurun menjadi  3,15 persen.  

Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2015 

sebanyak 7,73% menurun menjadi 6,68% di Tahun 2019. Jumlah 

angka kemiskinan diperkirakan akan mengalami kenaikan sebagai 

akibat dari munculnya dampak wabah Covid-19. Jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Kabupaten Kudus pada tahun 2020 diperkirakan 

meningkat menjadi sekitar 6,7 – 7,0 persen atau naik  sekitar 0,05 – 

0,33 persen dari kondisi persentase penduduk miskin tahun 2019 

sebesar 6,68 persen. Sebagai akibat dari terbatasnya aktivitas ekonomi 

karena dampak Covid-19, sebagian kelompok masyarakat dengan 

berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masuk 

kategori msikin akibat kehilangan pekerjaan atau penurunan 

pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2021, seiring dengan 

telah berakhirnya wabah Covid19 serta membaikknya kondisi 

perekonomian daerah, maka diharapkan angka kemiskinan dapat 

kembali berkurang menjadi sekitar 6,21 persen.  

 

3.1.4 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2021 

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah sangat 

berpengaruh pada potensi kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus. 

Sebagaimana diproyeksikan perekonomian Jawa Tengah, proyeksi 

perekonomian Kabupaten Kudus  akan tercapai dengan asumsi – 

asumsi sebagai berikut :  

1. Stabilitas lingkungan global/nasional dan daerah tetap kondusif.  

2. Terkelolanya kemajuan teknologi informasi dalam kebijakan 

perundang-undangan.  

3. Realisiasi investasi dapat dicapai dengan peningkatan pelayanan 

perizinan dan kemudahan birokrasi. 

4. Kebijakan rencana tata ruang yang memberikan peluang ruang 

investasi lebih baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.  

5. Nilai ekspor komoditi daerah diperkirakan semakin meningkat, 

seiring dengan meningkatnya harga komoditas dunia, dan 

pemanfaatan teknologi infomasi sebagai media pemasaran produk 

ekspor.  

6. Stabilnya pertumbuhan lapangan usaha utama yaitu industri 

pengolahan, perdagangan dan pertanian. 

7. Pelaksanaan Perpres 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan 

Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, 

Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan 

Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. 
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 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2020 

mengalami kontraksi karena menghadapi tekanan sejumlah faktor, 

seperti merosotnya perdagangan dunia, depresiasi rupiah, turunnya 

daya beli, serta melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai 

dampak dari pandemi Covid-19. Meski demikian, proyeksi 

pertumbuhan ekonomi masih sangat dinamis, tergantung seberapa 

masif penyebaran Covid-19 dan seberapa efektif upaya untuk 

mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2021 

diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid-19 

ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada 

program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian 

masyarakat. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Kudus diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,0 – 3,10 persen.  

Menurunnya kondisi perekonomian akibat dampak Covid 19 

yang terjadi pada tahun 2020 merupakan tantangan bagi Kabupaten 

untuk menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi 

kesehatan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan 

adanya upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung 

perkuatan perekonomian masyarakat pada Tahun Anggaran 2020,  

Pemerintah Kabupaten Kudus optimis bahwa Indeks Pembangunan 

Manusia Kabupaten Kabupten pada tahun 2021 meningkat 75,89.  

 

3.2.  ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

Kebijakan keuangan daerah dirumuskan sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan 

pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja 

pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat. Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah 

dalam RKPD dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan 

pembangunan menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

efektif dan efisien. Arah dan kebijakan keuangan daerah tersebut akan 

menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA), dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

dalam proses penyusunan APBD. 

Penentuan arah kebijakan keuangan daerah perlu 

mempertimbangkan target RPJMD dan situasi dan kondisi saat ini, 

mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2021. Kondisi yang 

mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi 

yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja maupun 

pembiayaan. 

Secara umum, kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 

2021 diarahkan pada: 

1.  Optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya 

pemulihan ekonomi pasca pandemi guna mendukung kondusivitas 

pelaksanaan berusaha; 
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2.  Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan 

belanja wajib, mengikat, dan prioritas; 

3.  Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efisien 

dan akuntabel; 

4.  Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung 

peningkatan pendapatan; 

5.  Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

Informasi tentang keuangan daerah dapat dilihat dari neraca 

daerah. Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah 

Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu 

saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi 

penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif 

daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta 

masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau 

aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal 

tertentu. Posisi keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kudus tahun 

2017-2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2. 
 

 

Tabel 3.2  
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2017-2019 

 

URAIAN 2017 2018 2019 

Rata-Rata 

Pertumbu

han (%) 

ASET         

 ASET LANCAR         

  Kas di Kas Daerah 116.900.485.923,00  133.404.168.934,00  160.325.914.110,00  17,15  

  Kas di Bendahara Pengeluaran 34.575.768,00  5.875.000,00  9.380,00  (91,42) 

  Kas di Bendahara Penerimaan 54.743.640,00  6.780.499.504,00  81.045.774,00  6.093,55  

  Kas di BLUD 19.788.609.859,00  27.905.185.393,00  26.989.804.465,00  18,87  

  Kas BOS 2.155.523.522,00  1.583.466.181,00  3.547.343.499,00  48,74  

  Piutang Pajak 20.406.356.260,00  22.606.543.784,00  23.516.949.109,00  7,40  

   Penyisihan Piutang Pajak (12.719.757.852,00) (13.237.188.202,25) (13.831.639.910,15) 4,28  

    Piutang Pajak Netto 7.686.598.408,00  9.369.355.581,75  9.685.309.198,85  12,63  

  Piutang Retribusi 2.324.708.306,72  3.222.591.919,64  5.950.540.314,03  61,64  

   Penyisihan Piutang Retribusi (738.483.186,13) (1.051.186.141,33) (1.794.835.180,49) 56,54  

    Piutang Retribusi Netto 1.586.225.120,59  2.171.405.778,31  4.155.705.133,54  64,14  

  Piutang Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 

4.156.688.662,00  0,00  0,00  0,00  

  Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 31.791.187.203,00  11.271.413.462,00  23.224.183.199,93  20,75  

   Penyisihan Piutang Lain-Lain 

PAD Yang Sah 

(998.712.007,95) (1.043.955.497,50) (1.147.316.104,35) 7,22  

    Piutang Lain-Lain PAD 

Yang Sah Netto 

30.792.475.195,05  10.227.457.964,50  22.076.867.095,58  24,54  

  Piutang Pendapatan Transfer 0,00  7.475.942.848,00  16.072.712.661,00  0,00  

  Piutang Pendapatan Lainnya 35.250.000,00  32.950.000,00  29.950.000,00  (7,81) 

  Belanja Dibayar Dimuka 1.217.649.452,14  907.364.967,11  1.234.126.632,11  5,26  

  Persediaan 25.985.647.961,64  21.819.112.383,83  29.692.215.796,99  10,02  

    Jumlah Aset Lancar 210.394.473.511,42  221.682.784.535,50  273.891.003.746,07  14,46  

  

INVESTASI JANGKA PANJANG 

        

  Investasi Non Permanen         

   Investasi Non Permanen 

Lainnya 

449.675.711,00  353.023.711,00  356.803.711,00  (10,21) 

    Jumlah Investasi Non 

Permanen 
449.675.711,00  353.023.711,00  356.803.711,00  

(10,21) 

  Investasi Permanen       0,00  

   Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah 

138.156.652.551,98  147.358.457.158,15  163.581.193.298,58  8,83  

    Jumlah Investasi 

Permanen 

138.156.652.551,98  147.358.457.158,15  163.581.193.298,58  8,83  

    Jumlah Investasi 

Jangka Panjang 

138.606.328.262,98  147.711.480.869,15  163.937.997.009,58  8,78  
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URAIAN 2017 2018 2019 

Rata-Rata 

Pertumbu

han (%) 

 ASET TETAP         

  Tanah 1.104.178.546.507,00  1.024.629.145.895,10  1.026.671.215.895,10  (3,50) 

  Peralatan dan Mesin 572.773.238.642,46  641.115.469.483,46  652.736.781.463,46  6,87  

  Gedung dan Bangunan 1.458.130.049.810,36  1.644.546.629.925,28  1.745.727.118.340,28  9,47  

  Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.873.738.295.786,76  1.983.975.834.376,76  2.125.390.103.798,76  6,51  

  Aset Tetap Lainnya 57.671.354.482,85  67.150.005.091,46  67.603.347.742,64  8,56  

  Konstruksi Dalam Pengerjaan 69.804.343.640,00  17.661.179.718,00  7.196.703.502,00  (66,98) 

  Akumulasi Penyusutan (1.518.491.203.420,46) (1.667.807.144.546,46) (1.670.701.005.813,46) 5,00  

    Jumlah Aset Tetap 3.617.804.625.448,97  3.711.271.119.943,60  3.954.624.264.928,78  4,57  

 ASET LAINNYA         

  Tuntutan Ganti Rugi 7.700.000,00  7.700.000,00  7.700.000,00  0,00  

  Kemitraan dengan Pihak Ketiga 10.829.648.235,00  10.829.648.235,00  10.829.648.235,00  0,00  

  Aset Tidak Berwujud 6.757.269.449,00  7.312.358.049,00  7.959.948.549,00  8,54  

   Amortisasi Aset Tak 

Berwujud 

(4.246.883.554,00) (5.221.915.463,60) (6.265.405.785,40) 21,47  

    Aset Tak Berwujud Netto 2.510.385.895,00  2.090.442.585,40  1.694.542.763,60  (17,83) 

  Aset Lain-lain 182.007.268.652,03  148.724.104.722,84  144.180.665.434,59  (10,67) 

   Akumulasi Penyusutan Aset 

Lain-lain 

(96.034.030.270,00) (83.103.866.949,00) (80.634.542.073,00) (8,22) 

    Aset Lain-lain Netto 85.973.238.382,03  65.620.237.773,84  63.546.123.361,59  (13,42) 

    Jumlah Aset Lainnya 99.320.972.512,03  78.548.028.594,24  76.078.014.360,19  (12,03) 

        JUMLAH ASET 4.066.126.399.735,40  4.159.213.413.942,49  4.468.531.280.044,62  4,86  

KEWAJIBAN         

 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK         

  Utang Perhitungan Pihak Ketiga 

(PFK) 

2.050.534.856,00  732.962.252,00  276.081.737,00  (63,29) 

  Pendapatan Diterima Dimuka 1.969.369.425,38  1.423.782.394,42  1.582.436.022,01  (8,28) 

  Utang Belanja 23.147.053.514,00  24.728.064.698,54  43.835.575.525,07  42,05  

    Jumlah Kewajiban 

Jangka Pendek 
27.166.957.795,38  26.884.809.344,96  45.694.093.284,08  34,46  

 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG         

  Utang Dalam Negeri 0,00  0,00  0,00  0,00  

  Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00  0,00  0,00  0,00  

    Jumlah Kewajiban 

Jangka Panjang 
0,00  0,00  0,00  0,00  

    JUMLAH KEWAJIBAN 27.166.957.795,38  26.884.809.344,96  45.694.093.284,08  34,46  

EKUITAS         

 EKUITAS 4.038.959.441.940,02  4.132.328.604.597,53  4.422.837.186.760,54  4,67  

            JUMLAH 

KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS DANA 

4.066.126.399.735,40  4.159.213.413.942,49  4.468.531.280.044,62  4,86  

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan       

keuangan pemerintah  daerah  melalui  perhitungan  rasio. Rasio  

keuangan yang dianalisis  yaitu  Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas 

dan Rasio Utang. 

1. Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Likuiditas yang 

digunakan dalam analisis ini yaitu: 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar neraca 

keuangan pemerintah kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar 

7,74, Tahun 2018 sebesar 8,25 dan Tahun 2019 sebesar 5,99. 

Nilai ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Kudus 

mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui 

pencairan aset lancarnya. 

b. Rasio Kas (Cash Ratio)  

Rasio kas pemerintah kabupaten Kudus pada tahun 2017 

sebesar 7,74, tahun 2018 sebesar 8,25 dan tahun 2019 sebesar 

4,18. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pemerintah kabupaten 
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Kudus mampu memenuhi utang yang harus segera dipenuhi 

dengan kas. Nilai tersebut sudah baik tetapi pemerintah 

kabupaten Kudus harus tetap memantau adanya penurunan 

rasio kas. 

c. Rasio cepat (Quick  Ratio) 

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rasio cepat pemerintah 

kabupaten Kudus pada Tahun 2017 sebesar 6,79, tahun 2018 

sebesar 7,43 dan Tahun 2019 sebesar 5,34. Hasil perhitungan 

tersebut memperlihatkan nilai yang baik namun terjadi 

penurunan. Hal ini berarti pemerintah Kudus memiliki aset yang 

cukup untuk membayar utang namun perlu mewaspadai 

turunnya kemampuan aset di dalam menutup utang. 

d. Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset (Working Capital to Total 

Assets) 

Hasil perhitungan rasio modal kerja terhadap total aset tahun 

2017 sebesar 0,05, tahun 20018 sebesar 0,05 dan di tahun 2019 

juga sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan modal kerja pemerintah 

kabupaten Kudus cukup baik karena semakin tinggi nilai rasio 

modal kerja makin kecil jumlah pinjaman yang digunakan untuk 

kegiatan operasional pemerintah daerah. 

2. Rasio Solvabilitas 

Hasil perhitungan rasio solvabilitas pada pemerintah kabupaten 

Kudus tahun 2017 sebesar 149,67, tahun 2018 sebesar 154,70 dan 

tahun 2019 sebesar 97,79. Dari nilai-nilai rasio solvabilitas dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Kudus memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan utang-utangnya baik utang 

jangka pendek maupun jangka panjang meskipun penurunannya 

harus diwaspadai. 

3. Rasio Utang (Leverage Ratio) digunakan untuk mengukur 

kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio 

Utang yang digunakan dalam analisi ini yaitu: 

a. Rasio Utang terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio) 

Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa tahun 2017 rasio 

utang terhadap ekuitas sebesar 0.01, Tahun 2018 sebesar 0,01 

dan Tahun 2019 sebesar 0,01. Jumlah tersebut menunjukkan 

bahwa pemerintah kabupaten Kudus mempunyai kemampuan 

untuk melunasi utang. 

b. Rasio Utang terhadap Aset Modal (Total Debt to Capital Assets 

Ratio) 

Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa tahun 2017 rasio 

utang terhadap aset modal sebesar 0,01, tahun 2018 sebesar 

0,01 dan tahun 2019 sebesar 0,01. Jumlah yang sama dengan 

rasio utang terhadap ekuitas tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah kabupaten Kudus mempunyai kemampuan untuk 

melunasi utang. 
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Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan 

daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. 

Kebijakan keuangan daerah dikelola secara efektif, efisien, transparan, 

tertib, akuntabel dan bertanggungjawab serta sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten 

Kudus berupaya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, 

belanja dan pembiayaan ditempuh melalui arah kebijakan sebagai 

berikut: 

 

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 

secara umum diarahkan pada optimalisasi pendapatan dengan 

memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi guna 

mendukung kondusivitas pelaksanaan berusaha di Kabupaten Kudus. 

Secara rinci, kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk: 

1. Menyusun target pendapatan dengan mempertimbangkan potensi, 

realisasi penerimaan tahun sebelumnya, dan asumsi makro yang 

berpengaruh; 

2. Memantapkan dasar hukum pelaksanaan kebijakan   pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah; 

3. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan 

pajak dan retribusi daerah; 

4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka optimalisasi masing-

masing jenis pendapatan daerah; 

5. Meminimalkan kebocoran penerimaan daerah dengan 

memanfaatkan teknologi informasi; 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 

7. Meningkatkan sarpras dan SDM guna mendukung peningkatan 

pendapatan daerah; 

8. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah, 

BUMN/BUMD, dan swasta terkait. 

 

Perubahan mendasar dari perubahan paradigma dengan adanya 

reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satunya adalah 

dengan memberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan 

keuangan daerah, bidang politik dan pemanfaatan sumber daya 

daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, yang bermuara pada 

terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah. 

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berperan penting salah 

satunya adalah kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah. 

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme 

pajak daerah dan retribusi daerah atau pungutan lainnya, yang 

dibebankan pada masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam 

melakukan pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berprinsip pada 

pelayanan yang optimal serta tidak membebani wajib masyarakat. 

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong 
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pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan 

memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan 

dilakukan melalui : 

1.  Intensifikasi dengan cara : 

- Melakukan optimalisasi pajak daerah melalui penerapan sistem 

online terhadap semua pajak daerah; 

- Memasang perangkat elektronik pada beberapa obyek pajak 

terpilih untuk memantau dan mengawasi kepatuhan wajib 

pajak; 

- Melakukan pemutakhiran data obyek pajak melalui  pendataan 

wajib pajak; 

- Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak self-assesment 

dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran 

pajak; 

- Melakukan penagihan piutang pajak daerah; 

- Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak; 

- Mengevaluasi proyeksi realisasi pendapatan daerah secara 

berkala melalui desk pajak dan retribusi daerah; 

- Melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan 

mitra pemerintah daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan 

peningkatan pendapatan daerah. 

2. Ekstensifikasi dengan cara : 

- Melakukan perubahan tarif dan reklasifikasi obyek pajak 

daerah; 

- Melakukan perluasan basis obyek pajak baru melalui pendataan 

obyek pajak baru; 

- Memanfaatkan aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak 

ketiga/swasta; 

- Mengkaji dan menyusun peraturan terkait pajak daerah dan 

retribusi daerah dalam hal dibutuhkan. 

 

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan 

yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan 

kontribusi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan 

perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang 

memadai akan menentukan tingkat kemandirian wilayah dalam 

pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada 

bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang bisa 

ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam 

investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan 

ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-

sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi 

daerah. Komponen PAD tersebut secara penuh harus dapat dikelola 

daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah agar 

dalam upaya penggalian sumber pendapatannya pemerintah tidak 

mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah yang memberikan 
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keleluasaan kepada pemerintah daerah harus dimanfaatkan sebaik-

baiknya dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, bukan dengan 

pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat 

laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah dalam 

menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan 

gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan 

publik. Disamping itu, pemerintah daerah masih perlu melakukan 

penanganan goncangan ekonomi dan politik yang masih terjadi 

beberapa tahun terakhir, terlebih adanya pandemi global covid-19. 

Pemerintah harus melakukan inovasi dalam menggerakkan 

perekonomian yang menurun agar dapat kembali ke posisi yang stabil 

dan lebih sehat. 

Realisasi pendapatan daerah dari tahun 2017-2019 bertumbuh   

sebesar rata-rata 2,69%. Dari 3 jenis komponen pendapatan daerah, 

hanya Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mengalami          

pertumbuhan positif sebesar 21,04%. Sebaliknya, PAD mengalami     

perlambatan rata-rata sebesar 2,96%. Hal ini dikarenakan adanya 

perubahan akun BOS yang semula terletak pada pos lain-lain PAD 

Yang Sah pada tahun 2017 menjadi akun Pendapatan Hibah pada pos 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD sendiri mempunyai 

proporsi rata-rata 17,25% terhadap total pendapatan. 

Capaian kinerja pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 

mengalami peningkatan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya 

dengan kenaikan rata-rata sebesar  10 persen atau naik sebesar                 

Rp. 11,60 milyar. Sementara pada tahun 2019 retribusi mengalami 

kenaikan rata-rata sebesar 0,87 persen atau dari Rp. 19.84 milyar 

tahun 2017 menjadi Rp. 18,36 milyar pada tahun 2018. Setahun 

kemudian, tepatnya pada tahun 2019, nilai retribusi daerah 

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 20,05 milyar. Nilai pajak dan 

retribusi dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan 

walaupun kenaikannya fluktuatif dimungkinkan karena semakin 

tingginya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Kudus terhadap 

kewajiban pajak dan retribusi yang harus dibayarkan serta semakin 

tinggi pula tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah.  

Dalam satu perspektif, Kabupaten Kudus mempunyai 

kecenderungan kemandirian keuangan daerah yang meningkat. Hal ini 

penting dinilai untuk mengetahui arah  perkembangan kedua dimensi 

keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu 

tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian 

keuangannya, tetapi dengan melihat tren positif dari dimensi 

kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun 

lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang 

lebih baik. 
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Tabel 3.3  

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Kudus 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

   

NOMOR 
URAIAN 

Realisasi Proyeksi 

URUT 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) r (%) 2020 (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PENDAPATAN 1.983.213.078.247,00 1.996.530.094.357,00 2.090.430.364.413,00 2,69 2.144.782.253.000,00 

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 366.031.203.778,00 337.364.609.424,00 343.824.122.868,00 (2,96) 378.701.780.000,00  

1 .1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 103.927.599.502,00 114.155.438.957,00 125.762.587.800,00 10,00 133.425.751.000,00  

1 .1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 19.849.728.536,00 18.367.332.884,00 20.058.448.046,00 0,87 37.497.715.000,00  

1 .1 . 3 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 
17.677.058.831,00 7.574.356.302,00 9.277.166.654,00 (17,34) 9.277.165.000,00  

1 .1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 224.576.816.909,00 197.267.481.281,00 188.725.920.368,00 (8,25) 198.501.149.000,00  

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.310.924.033.469,00 1.281.771.374.568,00 1.298.060.004.624,00 (0,48) 1.322.846.214.000,00  

1 .2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 246.044.588.085,00 235.660.116.745,00 209.525.165.300,00 (7,66) 213.560.102.000,00  

1 .2 . 2 Dana Alokasi Umum 807.711.173.000,00 807.056.990.772,00 851.036.584.000,00 2,68 849.410.428.000,00  

1 .2 . 3 Dana Alokasi Khusus 257.168.272.384,00 239.054.267.051,00 237.498.255.324,00 (3,85) 259.875.684.000,00  

1 . 3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 

SAH 
306.257.841.000,00 377.394.110.365,00 448.546.236.921,00 21,04 443.234.259.000,00  

1 .3 . 1 Pendapatan Hibah 8.388.252.000,00 67.511.090.396,00 70.026.924.527,00 354,28 63.348.500.000,00  

1 .3 . 3 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 
134.625.008.000,00 147.274.056.569,00 154.196.848.594,00 7,05 148.444.143.000,00  

1 .3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 111.187.281.000,00 143.594.518.400,00 193.143.614.800,00 31,83 71.397.894.000,00  

1 .3 . 5 
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya 
52.057.300.000,00 19.014.445.000,00 31.178.849.000,00 0,25 10.891.000.000,00  

1 .3 .6 Pendapatan Lainnya - - - - 149.152.722.000,00 
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Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan 

Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan 

Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli 

Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer 

Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, 

Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah 

(Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain 

Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Proyeksi pendapatan tahun 2021 ditargetkan sebesar 

Rp.1.699.628.530.000,00. Target ini mengalami penurunan sebesar 

Rp.445.153.723.000,00 dibanding tahun 2020 yang diproyeksikan 

sebesar Rp.2.144.782.253.000,00. Penurunan tersebut disumbang 

dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. 

Sedangkan pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan 

tetap.  

Penurunan terbesar bersumber dari pos Pendapatan Transfer 

sebesar Rp.346.927.563.000,00 yang disumbang dari Dana Transfer 

Khusus yang tidak dimasukkan dalam proyeksi ini sebesar 

Rp.259.875.864.000,00. Selain itu, terjadi juga penurunan pada akun 

Dana Transfer Umum yang disesuaikan dengan PMK Nomor 

35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Hal yang 

sama juga berlaku untuk alokasi Dana Insentif Daerah yang 

mengalami penurunan berdasarkan PMK tersebut. Sedangkan pada 

akun Transfer Antar Daerah, alokasi Bantuan Gubernur juga tidak 

dicantumkan karena memiliki karakter yang sama dengan Dana 

Transfer Khusus. 

PAD Kabupaten Kudus pada tahun 2021 diperkirakan 

mengalami penurunan Rp.34.877.660.000,00. Penurunan ini 

disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang pengaruhnya 

diperkirakan belum sepenuhnya hilang pada tahun 2021. Retribusi 

daerah mengalami penurunan paling drastis, hampir 50% dibanding 

target tahun 2020. Selain karena beberapa kebijakan insentif 

perpajakan daerah akibat bencana Covid-19, penurunan target tahun 

2021 juga disesuaikan perkembangan penerimaan retribusi daerah 5 

tahun terakhir. Akun penerimaan pajak daerah juga mengalami 

penurunan mesekipun tidak sedalam retribusi. Penurunan 

penerimaan pajak disumbang dari sektor hotel, restoran, hiburan, 

parkir, dan penerangan jalan. Namun demikian, kebijakan 

reklasifikasi obyek PBB P2 yang ditetapkan pada tahun 2020 

diharapkan dapat membantu menopang penerimaan daerah pada agar 

tidak turun terlalu tajam. Penurunan PAD juga bersumber dari akun 
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Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain 

PAD Yang Sah. Secara rinci, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten 

Kudus tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4  

Proyeksi Pendapatan Daerah pada 

RKPD Tahun 2021 Kabupaten Kudus 
 

Kode Uraian 
Proyeksi Tahun 

2021 (Rp) 

      

4 PENDAPATAN DAERAH 1.699.628.530.000,00 

      

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 343.824.120.000,00  

4 .1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 125.762.587.000,00  

4 .1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 20.058.448.000,00  

4 .1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

9.277.165.000,00  

4 .1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah 

188.725.920.000,00  

      

4 .2 PENDAPATAN TRANSFER  1.355.804.410.000,00  

4 .2 .1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.207.360.267.000,00  

4 .2 .1.01 Dana Perimbangan 993.516.365.000,00 

4 .2 .1.01.01 Dana Transfer Umum 993.516.365.000,00 

4 .2 .1.01.02 Dana Transfer Khusus 0,00 

   

4 .2 .1.02 Dana Insentif Daerah 66.020.441.000,00 

4 .2 .1.06 Dana Desa 147.823.461.000,00 

   

4 .2 .2 Transfer Antar Daerah 148.444.143.000,00  

      

4 .3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 

0,00  

4 .3 .1 Pendapatan Hibah 0,00  

      

Sumber :BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang berkenaan. 

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang 

berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang 

berkesinambungan dari program-program yang akan dilaksanakan 

dapat dibaca kemana arah pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari 

perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, 

sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja, 

sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah 

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja  operasi, belanja 

modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi 

merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja 

modal digunakan untuk pengeluaran anggaran guna perolehan aset 
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tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) 

periode akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran 

anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk 

keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

Sedangkan belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah 

Daerah kepada pemerintah desa. 

Arah pengelolaan Belanja Daerah tahun 2021 sebagai berikut : 

a. Belanja Operasi 

Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, 

meliputi: 

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan 

kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil 

Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN 

yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan 

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga 

dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan 

Pemerintahan Daerah; 

3. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran 

bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang 

berdasarkan perjanjian pinjaman; 

4. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak 

wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 

setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 

resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan; 

b. Belanja Modal 

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap 

dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria 

yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 

digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah dan mengacu 
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pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi: 

1. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; 

2. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk 

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup    mesin dan 

kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 

siap pakai; 

3. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 

gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk 

dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 

kondisi siap dipakai; 

4. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, 

irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi 

siap dipakai; 

5. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan 

aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana 

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang 

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan 

6. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset 

tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 

pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus 

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

c. Belanja Tak Terduga 

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis 

belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak 

mencukupi, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang 

capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran 

Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau 

memanfaatkan kas yang tersedia diformulasikan terlebih dahulu 

dalam Perubahan DPA SKPD. 

d. Belanja Transfer 

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah 

kepada pemerintah desa. Belanja transfer  dirinci atas jenis: 

1. Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja 

bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. 
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2. Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam 

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 

Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun 

khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan 

dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

penerima bantuan. Sedang yang bersifat khusus peruntukan 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan 

pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. 

Terkait dengan dampak pandemi Covid-19, belanja daerah juga 

diarahkan pada upaya pemulihan dampak pasca Covid-19 antara 

lain pada : 

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi melalui program 

peningkatan dan pengembangan perindustrian, program 

peningkatan dan pengembangan pariwisata, program 

perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, 

program pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan 

jembatan, dan program pengembangan dan pengelolaan jaringan 

irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 

2. Reformasi sistem kesehatan nasional melalui program pelayanan 

kesehatan BLUD, program peningkatan kesehatan masyarakat, 

program pencegahan dan pengendalian penyakit, program 

pelayanan dan sumber daya kesehatan, program upaya 

kesehatan masyarakat, dan program pengadaan, peningkatan 

sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah 

sakit paru-paru/rumah sakit mata  

3. Reformasi sistem perlindungan sosial melalui program pelayanan 

rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, 

program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin, 

dan program peningkatan kesejahteraan rakyat 

4. Reformasi sistem ketahanan bencana melalui program 

penanggulangan bencana daerah, program peningkatan produksi 

dan sarana prasarana pertanian/perkebunan, program 

peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan, program 

pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan dan program 

peningkatan ketahanan pangan 

Di samping hal tersebut di atas, belanja daerah diharapkan 

dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat berdasarkan 

prinsip-prinsip : 

1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan yang menjadi 

kewenangan daerah; 

2) tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan 

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 

3) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dalam peraturan 

perundang-undangan; 
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4) transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 

5) partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; 

6) dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

perundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 

 

Kebutuhan keuangan dapat dilihat dari alokasi belanja langsung 

dan belanja tidak langsung. Berikut perkembangan belanja langsung 

dan belanja tidak langsung selama tahun 2017-2019 terlihat dalam 

tabel berikut ini. 
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Tabel 3.5  

Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 – 2019 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020 Kabupaten Kudus 
 

No Uraian 

Realisasi Proyeksi 

2017 2018 2019 Rata-rata 

Pertumbuh

an (%) 

2020 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.059.277.096.963,00 1,083,987,574,368.00 1.256.975.331.641,00 9,15 1.070.039.366.000,00 

1 Belanja Pegawai 767.403.149.313,00  783,615,107,287.00 804.796.655.041,00  2,41  751.757.086.000,00 

2 Belanja Bunga 0,00  0,00 0,00  0,00 

3 Belanja Hibah 50.701.785.000,00  54,557,133,531.00 180.493.535.000,00  119,22  34.138.634.000,00 

4 Belanja Bantuan Sosial 7.579.640.000,00  7,221,230,000.00 14.444.930.000,00  47,65  8.818.016.000,00 

5 

Belanja Bagi Hasil Kepada 

Provinsi/Kabupaten/ Kota dan 

Pemerintah Desa 

11.195.355.700,00  12,829,396,700.00 14.490.805.900,00  13,77  17.092.348.000,00 

6 

Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi /Kabupaten/Kota, Pemerintahan 

Desa 

222.397.166.950,00  225,764,706,850.00 

 

242.749.405.700,00  

 

4,52 256.233.282.000,00 

7 Belanja Tidak Terduga 0,00  0,00 0,00  2.000.000.000,00 

B BELANJA LANGSUNG 947.721.045.983,00  873.714.078.127.00 804.688.824.899,00   (7,85) 841.432.098.000,00  

1 Belanja Pegawai 42.710.464.090,00  42,286,520,888.00 44.435.059.362,00  2,04  150.379.108.000,00  

2 Belanja Barang dan Jasa 404.229.809.466,00  453.849.265.039.00 482.043.186.872,00  9,24  393.449.662.000,00  

3 Belanja Modal 500.780.772.427,00  377.578.292.200.00 278.210.578.665,00   (25,46) 297.603.328.000,00  

  Total Belanja 2.006.998.142.946,00  1.957.701.652.495.00 2.061.664.156.540,00  1,43  1.070.039.366.000,00 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 
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Perkembangan belanja tidak langsung Kabupaten Kudus dari  

tahun 2017 ke 2019 menunjukkan peningkatan, yakni sebesar 

Rp.1.059.277.096.963,00 pada tahun 2017 menjadi 

Rp.1.256.975.331.641,00 pada tahun 2019. Dimana penggunaan 

terbesar dari belanja daerah tersebut terdapat pada Belanja Tidak 

Langsung yang terus meningkat  rata-rata meningkat 9,15%, dimana 

dominasi kenaikan belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. 

Belanja bunga dianggarkan sesuai kebutuhan, begitu juga dengan 

belanja hibah dan bansos telah diatur sesuai Permendagri Nomor 32 

Tahun 2011. 

Kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah yang 

wajib dan mengikat dan prioritas utama pada proyeksi RKPD tahun 

2021 untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 999.304.147.000,00. 

Kebutuhan Belanja Operasi terutama untuk jenis belanja pegawai 

obyek belanja gaji dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan DPRD serta 

Penerimaan Lainnya DPRD dan Kepala Daerah, Honorarium Non PNS 

untuk Kegiatan BOS, BLUD dan Honorarium PHD mencapai                       

Rp. 751.737.847.000,00 atau sebesar 75,22 % dari total belanja dan 

pengeluaran pembiayaan daerah yang wajib dan mengikat. Belanja 

Tidak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000,00 atau sebesar 0,22 %. 

Belanja Transfer Rp. 245.566.300.000,00 atau sebesar 27 %.   

Secara rinci belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah yang 

wajib dan mengikat Kabupaten Kudus Tahun 2018 sampai dengan 

Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan untuk Tahun 2021 pada 

tabel 3.7. 
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Tabel 3.6  

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2020 
 

No Uraian 
Realisasi Tahun  

2018 

Realisasi Tahun 

2019 

Anggaran Tahun 

2020 

A Belanja Tidak Langsung 910.240.602.141,00 921.356.061.572,00 1.018.933.555.000,00 

1 Belanja Pegawai 643.435.410.060,00 651.133.397.972,00 735.241.825.000,00 

2 Belanja Hibah 28.411.088.531,00 15.721.150.000,00 19.866.100.000,00 

3 Belanja Bansos 0,00 2.485.000.000,00 2.240.000.000,00 

4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa 

12.829.396.700,00 14.490.805.900,00 17.092.348.000,00 

5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Pemerintahan Desa  

225.564.706.850,00 237.525.707.700,00 242.493.282.000,00 

6 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 2.000.000.000,00 

B Pengeluaran Pembiayaan 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 

1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 

2 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 917.740.602.141,00 928.856.061.572,00 1.018.933.555.000,00 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 
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Tabel 3.7  

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat  

serta Prioritas Utama Kabupaten Kudus Tahun 2021 
 

No Uraian 
Proyeksi RKPD Tahun 

2021 

A BELANJA OPERASI 740.231.067.000,00 

1 Belanja Pegawai 740.231.067.000,00 

 Belanja Gaji dan Tunjangan 618.496.862.000,00 

 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan 

anggota DPRD serta KDH/WKDH 

9.203.388.000,00 

 Gaji dan Tunjangan DPRD 21.192.322.000,00 

 Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 267.603.000,00 

 Honorarium Non PNS 91.070.892.000,00 

   

B BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00 

1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 

   

C BELANJA TRANSFER 245.566.300.000,00 

1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 245.566.300.000,00 

   

Jumlah 987.797.367.000,00 

 
Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 
Proyeksi kebutuhan belanja tahun 2021 tercantum pada tabel 

3.8 di bawah ini. 

Tabel 3.8  

Perhitungan Kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2021 
 

Kode Uraian Anggaran 

      

5 BELANJA DAERAH 1.749.944.639.000,00 

      

5 . 1 BELANJA OPERASI 854.188.075.000,00  

5 .1 . 1 Belanja Pegawai 814.564.117.000,00  

5 .1 . 5 Belanja Hibah 31.781.578.000,00  

5 .1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 7.842.380.000,00  

      

5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00  

      

5 . 4 BELANJA TRANSFER 245.566.300.000,00  

5 .4 . 3 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 245.566.300.000,00  

   

 BELANJA HONORARIUM ASN, 

HONORARIUM NON PNS, BELANJA 

BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL 

648.190.264.000,00 

 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 
Kemampuan Belanja untuk mendukung Perencanaan 

pembangunan tahun 2021 sebesar Rp.1.749.944.639.000,00. Adapun 

usulan kegiatan pembangunan sebagaimana telah dilaksanakan 

melalui serangkaian kegiatan sampai dengan Musrenbang 

sebagaimana terdapat pada aplikasi e-planning, teridentifikasi usulan 

sebesar Rp.3.442.190.040.572,00. Mengingat kemampuan keuangan 

Daerah yang tidak sepadan dengan besaran usulan Musrenbang, guna 

mengakomodir usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 

penyusunan RKPD Tahun 2021 maka usulan–usulan dirinci 

berdasarkan usulan prioritas pada Lampiran I, usulan yang 

dipertimbangkan pada Lampiran II dan Bantuan Hibah/Bantuan 

Sosial pada Lampiran III yang menjadi satu kesatuan dalam dokumen 
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RKPD Tahun 2021. Program, kegiatan beserta pagu belanja langsung 

yang jumlahnya sesuai dengan proyeksi kapasitas riil keuangan 

daerah tercantum dalam Lampiran I. Sedangkan Lampiran II 

merupakan usulan program dan kegiatan yang dipertimbangkan. Pagu 

Lampiran II tidak diperhitungkan dalam kerangka keuangan daerah. 

Apabila di dalam pembahasan KUA PPAS dan/atau APBD terdapat 

perubahan pendapatan, SILPA atau kebijakan dari Pemerintah, maka 

program dan kegiatan yang tercantum di Lampiran II dapat diusulkan. 

Adapun pemetaan (mapping) terhadap nomenklatur program, kegiatan 

dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 

tercantum pada lampiran IV. 
 

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait 

dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

sebelumnya (SILPA). 

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup 

penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk 

memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Sisa lebih 

pembiayaan diproyeksikan turun dengan rata-rata penurunan sebesar 

50% seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini. 

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 bersumber dari 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

sebesar Rp.50.316.109.000,00. 

Penggunaan pembiayaan daerah tahun 2021 yaitu : 

1. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA yang sudah 

diatur penggunaannya menyesuaikan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah dan 

penguatan kemampuan keuangan. 

 
Tabel 3.9  

Proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Kabupaten Kudus 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

NO URAIAN APBD 2020 RKPD 2021 

3 PEMBIAYAAN DAERAH     

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

DAERAH 

100.804.395.000,00 50.316.109.000,00 

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran Sebelumnya 

100.804.395.000,00 50.316.109.000,00 

  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran Sebelumnya 

79.340.795.000,00 50.316.109.000,00 

  Sisa Belanja Dana Penyesuaian 0,00 0,00 

  Sisa Belanja Bantuan Keuangan 

dari Provinsi atau pemerintah 

daerah lainnya 

21.463.600.000,00 0,00 

  PEMBIAYAAN NETTO 100.804.395.000,00 50.316.109.000,00 
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3.3 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Di dalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 telah 

dicantumkan angka Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kudus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada 

tahun 2021 yang telah tercantum bahwa pendapatan Kabupaten Kudus 

mencapai Rp.2.390.680.071.000,- ditambah dengan Sisa lebih riil 

perhitungan anggaran sebesar Rp. 59.145.390.000,00 kemudian 

dikurangi dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan 

mengikat serta prioritas utama sebesar Rp.1.104.796.571.000,- maka 

diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten 

Kudus adalah sebesar Rp. 1.345.028.890.000,-. 

Sedangkan berdasarkan proyeksi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 

2021 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diprediksi  

Rp.762.147.272.000,00 lebih rendah daripada kapasitas riil 

kemampuan keuangan daerah yang diproyeksikan oleh RPJMD yaitu 

sebesar Rp.1.345.028.890.000,00. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 
 

Tabel 3.10  

Perbandingan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 
dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 

 

No Uraian RPJMD RKPD 2021 

    

1. Pendapatan 2.390.680.071.000,00 1.699.628.530.000,00 
 

2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan 

Anggaran 

59.145.390.000,00 50.316.109.000,00 

 Dikurangi   

4. Total Belanja dan 

Pengeluaran Pembiayaan 

Wajib dan Mengikat serta 

Prioritas Utama 

1.104.796.571.000,00 987.797.367.000,00 

 

5. Kapasitas Riil Kemampuan 
Keuangan Daerah 

1.345.028.890.000,00 762.147.272.000,00 
 

    

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat perubahan pada 

struktur keuangan daerah, baik pada pendapatan, belanja, maupun 

pembiayaan daerah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

58 Tahun 2005. Pada tahun 2020 struktur keuangan daerah 

berdasarkan PP 58 Tahun 2005 adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 3.11  
Struktur Keuangan Daerah  

pada APBD Kabupaten Kudus Tahun 2020 
 

Kode Uraian Anggaran 

      

1 PENDAPATAN DAERAH 1.810.667.069.000,00 

      

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 378.701.780.000,00 

1 .1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 133.425.751.000,00  

1 .1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 37.497.715.000,00  

1 .1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

9.277.165.000,00  



III - 26 

 

Kode Uraian Anggaran 

      

1 .1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 198.501.149.000,00  

      

1 .2 DANA PERIMBANGAN 1.062.970.530.000,00 

1 .2 .1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 213.560.102.000,00  

1 .2 .2 Dana Alokasi Umum 849.410.428.000,00  

1 .2 .3 Dana Alokasi Khusus 0,00 

      

1 .3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 368.994.759.000,00  

1 .3 .1 Pendapatan Hibah 0,00  

1 .3 .3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 

148.444.143.000,00 

1 .3 .4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 71.397.894.000,00 

1 .3 .5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya 

0,00 

1 .3 .6 Pendapatan Lainnya 149.152.722.000,00 

      

2 BELANJA DAERAH 1.911.471.464.000,00 

      

2 .1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.070.039.366.000,00  

2 .1 .1 Belanja Pegawai 751.757.086.000,00  

2 .1 .4 Belanja Hibah 34.138.634.000,00  

2 .1 .5 Belanja Bantuan Sosial 8.818.016.000,00  

2 .1 .6 Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 

17.092.348.000,00 

2 .1 .7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan     Pemerintahan 
Desa 

256.233.282.000,00 

2 .1 .8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000.00 

      

2 .2 BELANJA LANGSUNG  841.432.098.000,00 

2 .2 .1 Belanja Pegawai 150.379.108.000,00 

2 .2 .2 Belanja Barang Jasa 393.449.662.000,00 

2 .2 .3 Belanja Modal 297.603.328.000,00 

   

SURPLUS / (DEFISIT) (100.804.395.000,00) 

      

6 PEMBIAYAAN DAERAH  100.804.395.000,00 

      

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 100.804.395.000,00  

6 .1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya 

100.804.395.000,00  

      

PEMBIAYAAN NETTO 100.804.395.000,00 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN 

0,00 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Untuk tahun 2021 struktur keuangan daerah berdasarkan PP 58 

Tahun 2005 adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 3.12  

Struktur Keuangan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 
berdasarkan PP 58 Tahun 2005 

  

Kode Uraian Anggaran 

      

1 PENDAPATAN DAERAH 1.699.628.530.000,00  

      

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 343.824.120.000,00  

1 .1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 125.762.587.000,00  

1 .1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 20.058.448.000,00  

1 .1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 9.277.165.000,00  
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Kode Uraian Anggaran 

      

Dipisahkan 

1 .1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 188.725.920.000,00  

   

1 .2 DANA PERIMBANGAN 993.516.365.000,00  

1 .2 .1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 228.925.061.000,00  

1 .2 .2 Dana Alokasi Umum 764.591.304.000,00  

1 .2 .3 Dana Alokasi Khusus 0,00  

      

1 .3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 362.288.045.000,00  

1 .3 .1 Pendapatan Hibah 0,00  

1 .3 .3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 

148.444.143.000,00  

1 .3 .4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 66.020.441.000,00  

1 .3 .5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya 

0,00  

1 .3 .6 Pendapatan Lainnya 147.823.461.000,00  

      

2 BELANJA DAERAH 1.749.944.639.000,00  

      

2 .1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.101.754.375.000,00  

2 .1 .1 Belanja Pegawai 814.564.117.000,00  

2 .1 .4 Belanja Hibah 30.580.000.000,00  

2 .1 .5 Belanja Bantuan Sosial 7.842.380.000,00  

2 .1 .6 Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 

14.582.104.000,00  

2 .1 .7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan     Pemerintahan 

Desa 

232.185.774.000,00  

2 .1 .8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000.00 

      

2 .2 BELANJA LANGSUNG 648.190.264.000,00 

   

SURPLUS / (DEFISIT) (50.316.109.000,00) 

      

6 PEMBIAYAAN DAERAH 50.316.109.000,00  

      

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.316.109.000,00  

6 .1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran Sebelumnya 

50.316.109.000,00  

      

PEMBIAYAAN NETTO 50.316.109.000,00  

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN 

0,00 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

Adapun struktur keuangan daerah Tahun 2021 sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.13  
Struktur Keuangan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 

berdasarkan PP 12 Tahun 2019 

 

Kode Uraian Anggaran 

      

4 PENDAPATAN DAERAH 1.699.628.530.000,00 

      

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 343.824.120.000,00  

4 .1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 125.762.587.000,00  

4 .1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 20.058.448.000,00  

4 .1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

9.277.165.000,00  

4 .1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 188.725.920.000,00  

      

4 .2 PENDAPATAN TRANSFER  1.355.804.410.000,00  

4 .2 .1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.207.360.267.000,00  

4 .2 .2 Transfer Antar Daerah 148.444.143.000,00  

      

4 .3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 

SAH 

0,00  

4 .3 .1 Pendapatan Hibah 0,00  

      

5 BELANJA DAERAH 1.101.754.375.000,00  

      

5 . 1 BELANJA OPERASI 854.188.075.000,00  

5 .1 . 1 Belanja Pegawai 814.564.117.000,00  

5 .1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 

5 .1 . 3 Belanja Bunga 0,00  

5 .1 . 4 Belanja Subsidi 0,00  

5 .1 . 5 Belanja Hibah 31.781.578.000,00  

5 .1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 7.842.380.000,00  

      

5 . 2 BELANJA MODAL   

5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00  

   

5 . 4 BELANJA TRANSFER 245.566.300.000,00  

5 .4 . 3 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 245.566.300.000,00  

      

SURPLUS / (DEFISIT) 597.874.155.000,00 

      

6 PEMBIAYAAN DAERAH   

      

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.316.109.000,00  

6 .1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya 

50.316.109.000,00  

      

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00  

      

PEMBIAYAAN NETTO 50.316.109.000,00  

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN 

648.190.264.000,00 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar 

Rp.648.190.264.000,00 akan teralokasikan pada komponen belanja 

Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Barang dan Jasa dan 

Belanja Modal, yang pada saat penyusunan dokumen ini belum 

terdistribusi pada komponen belanja tersebut, mengingat e-planning 

saat ini belum mengakomodir struktur APBD sebagaimana Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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BAB IV 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  

 

 

4.1.  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Visi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus 

Tahun 2018 – 2023 yaitu Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, 

Religius, Cerdas dan Sejahtera. Perwujudanvisi tersebut ditempuh 

melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu : 

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif 

dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia. 

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk 

peningkatan pelayanan publik. 

3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif. 

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal 

dan membangun iklim usaha yang berdaya saing. 

 

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas maka ditetapkan 

tujuan pokok pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

pada tahun 2018 – 2023, adapun tujuannya adalah : 

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas; 

2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif; 

3. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui 

kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan; 

4. Terwujudnyapeningkatan perekonomian daerah. 

 

Sedangkan sasaran–sasaran pokok pembangunan adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan; 

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 

3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat; 

4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi; 

5. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan 

serta toleransi umat beragama; 

6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; 

7. Meningkatnya daya saing investasi daerah; 

8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah; 

9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang 

berkelanjutan. 

 

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka 

pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 

memiliki tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1  

Tujuan Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021  
 

No Misi Tujuan Sasaran Strategi 

1 Mewujudkan 

masyarakat Kudus 

yang berkualitas, 

kreatif, inovatif 

dengan 

memanfaatkan 

teknologi dan 

multimedia 

Terwujudnya sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

 

 

1. Meningkatnya kualitas 

pendidikan. 

2. Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat. 

3. Meningkatnya 

kemampuan konsumsi 

masyarakat. 

 

1. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendidikan 

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

4. Pemberian BOS dan beasiswa 

5. Pemberian tambahan penghasilan guru non PNS 

6. Peningkatan pengelolaan perpustakaan 

7. Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan 

8. Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif bagi ibu dan bayi 

9. Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif terhadap penyakit menular dan tidak menular 

10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

kesehatan 

11. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 

12. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

13. Peningkatan pembinaan kepemudaan 

14. Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga 

15. Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang 

16. Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan 

17. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan 

18. Peningkatan pola konsumsi masyarakat 

19. Peningkatan perlindungan sosial 

20. Pemberian tambahan penghasilan tenaga pendidik 

keagamaan non PNS 

2 Mewujudkan 

pemerintahan yang 

semakin handal 

Terwujudnya kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

Meningkatnya penyelenggaraan 

reformasi birokrasi. 

1. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 

2. Penataan manajemen perubahan 

3. Penataan perundang-undangan 
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No Misi Tujuan Sasaran Strategi 

untuk peningkatan 

pelayanan publik. 

 

pelayanan publik yang 

transparan, akuntabel 

dan partisipatif. 

 

4. Penataan dan penguatan organisasi 

5. Penataan ketatalaksanaan 

6. Penataan sistem manajemen SDM aparatur 

7. Penguatan pengawasan 

8. Optimalisasi pembangunan Zona Integritas 

9. Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan 

konsultasi 

10. Penguatan akuntabilitas kinerja 

11. Peningkatan kualitas pelayanan publik  

12. Peningkatan verifikasi dan validasi data kependudukan 

13. Integrasi perencanaan dan penganggaran 

14. Optimalisasi monitoring dan evaluasi 

15. Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah 

16. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah 

17. Peningkatan kedisiplinan aparatur 

18. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur 

19. Optimalisasi penerapan hasil inovasi 

20. Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan 

21. Peningkatan penyelenggaraan persandian 

22. Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip 

secara baku 

23. Penguatan kebijakan internal SPBE 

24. Penguatan tata kelola SPBE 

25. Penguatan layanan SPBE 

26. Peningkatan diseminasi informasi 

3 Mewujudkan 

kehidupan yang 

toleran dan 

kondusif. 

 

Terciptanya kondisi 

masyarakat yang aman, 

tertib melalui kepastian, 

perlindungan dan 

penegakan peraturan 

 

Meningkatnya ketertiban, 

keamanan dan kenyamanan 

lingkungan serta toleransi 

umat beragama 

 

1. Peningkatan penegakan Perda 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan 

demokrasi 

3. Pembinaan mental dan peningkatan implementasi aktivitas 

ibadah 

4. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran 



IV-4 
 

No Misi Tujuan Sasaran Strategi 

5. Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat dan toleransi 

umat beragama 

6. Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan CSR dan 

pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh 

7. Peningkatan aktualisasi budaya dan adat istiadat 

8. Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah dan cagar 

budaya 

4 Memperkuat 

ekonomi 

kerakyatan yang 

berbasis 

keunggulan lokal 

dan membangun 

iklim usaha yang 

berdaya saing 

Terwujudnya peningkatan 

perekonomian daerah 

1. Meningkatnya pendapatan 

dan kesejahteraan 

masyarakat 

2. Meningkatnya daya saing 

investasi daerah 

3. Meningkatnya 

infrastruktur pendukung 

pengembangan wilayah 

4. Meningkatnya 

keseimbangan 

pemanfaatan sumber daya 

alam yang berkelanjutan. 

 

1. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan 

2. Peningkatan produksi dan produktivitaspertanian dan 

perkebunan  

3. Peningkatan produksi dan produktivitaspeternakan 

4. Pembangunan taman hutan raya 

5. Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

6. Peningkatan informasi dan akses pasar tenaga kerja 

7. Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan 

wirausaha baru 

8. Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan 

9. Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah 

10. Peningkatan fasilitasi transmigrasi 

11. Peningkatan perlindungan konsumen 

12. Peningkatan pemasaran hasil produk lokal secara 

konvensional maupun online 

13. Peningkatan pengelolaan pasar 

14. Peningkatan pengendalian manajemen bahan pokok penting 

dan strategis 

15. Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi tata kelola 

ekspor impor 

16. Peningkatan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko 

bencana 

17. Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga 
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No Misi Tujuan Sasaran Strategi 

18. Peningkatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) 

19. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan anak 

20. Peningkatan nilai realisasi investasi 

21. Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu 

22. Peningkatan pengelolaan pariwisata 

23. Peningkatan manajemen pertanahan 

24. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, 

jembatan, irigasi, dan drainase 

25. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum 

26. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi 

27. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan 

dan permukiman 

28. Penurunan luasan kawasan kumuh 

29. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, organisasi dan 

lembaga kemasyarakatan desa 

30. Pembangunan kawasan perdesaan 

31. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan 

desa 

32. Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas 

33. Peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan 

34. Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH 

35. Peningkatan pencegahan pencemaran dan pengawasan 

lingkungan hidup 

36. Peningkatan pengelolaan persampahan 

37. Peningkatan ruang terbuka hijau 

38. Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya 

mineral 

39. Peningkatan jasa ekosistem. 
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Sedangkan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 berdasarkan dokumen RPJMD sebelum 

dilakukan penyesuaian terkait pandemic Covid-19 adalah Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan 

Kompetitif, maka sebagai pedoman implementasi RKPD Tahun 2021, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 yang 

akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2  

Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021  
 

Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Target Capaian 

2021 
      

Misi 1 : 

Mewujudkan masyarakat 
Kudus yang berkualitas, 

kreatif, inovatif dengan 

memanfaatkan teknologi dan 

multimedia 

Terwujudnya sumber 

daya manusia yang 

berkualitas 

Indeks Pembangunan 

Manusia 

  75,89 

 1. Meningkatnya kualitas 

pendidikan 

1. Harapan lama sekolah 14,44 

2. Rata-rata lama sekolah 8,70 

3. Persentase akses dan mutu 

pendidikan 

87,54 

2. Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

1. Angka Harapan Hidup  76,51 

2. Angka Kematian Ibu 59,27 

3. Angka Kematian Bayi 7,3 

3. Meningkatnya 

kemampuan konsumsi 
masyarakat 

Kemampuan konsumsi 

rumah tangga per kapita (ribu 

rupiah/orang/ tahun) 

11.130,49 

Misi 2 : 

Mewujudkan pemerintahan 
yang semakin handal untuk 

peningkatan pelayanan 

publik 

Terwujudnya kualitas 
penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik yang 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

  79 

 Meningkatnya 1. Nilai akuntabilitas kinerja 75,00 
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Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Target Capaian 

2021 
      

transparan, akuntabel 

dan partisipatif 

penyelenggaraan 

reformasi birokrasi 

2. Akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah (Opini 

BPK) 

WTP 

3. Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

2,56 

4. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

83 

Misi 3 : 

Mewujudkan kehidupan yang 

toleran dan kondusif 

Terciptanya kondisi 

masyarakat yang aman, 

tertib melalui kepastian, 

perlindungan dan 

penegakan peraturan 

Angka Kriminalitas   0,014 

 Meningkatnya ketertiban, 

keamanan dan 
kenyamanan lingkungan 

serta toleransi umat 

beragama 

1. Indeks rasa aman 0,53 

2. Indeks Toleransi 100% 

Misi 4 : 

Memperkuat ekonomi 
kerakyatan yang berbasis 

keunggulan lokal dan 

membangun iklim usaha 

yang berdaya saing 

Terwujudnyapeningkatan 
perekonomian daerah 

Pertumbuhan ekonomi 

 

  3,10 

Pertumbuhan ekonomi 

tanpa industri 

pengolahan tembakau 

  5,60 

 1. Meningkatnya 

pendapatan dan 
kesejahteraan 

masyarakat  

 

1. PDRB Per Kapita (juta 

rupiah) 

134 

2. Angka kemiskinan 6,21 

3. Angka Pengangguran 

 

3,15 

2. Meningkatnya daya 

saing investasi daerah 

 

Nilai investasi 8,34 
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Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Target Capaian 

2021 
      

3. Meningkatnya 

infrastruktur 
pendukung 

pengembangan wilayah 

Persentase infrastruktur 

dalam kondisi mantap 

81,72 

4. Meningkatnya 

keseimbangan 

pemanfaatan 
sumberdaya alam yang 

berkelanjutan 

Indeks kualitas lingkungan 

hidup 

65,34 
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4.2.  PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 
 

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 dengan arah kebijakan 

Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan 

Kompetitif, namun perlu diketahui bahwa pada awal tahun 2020 terjadi 

pandemic wabah COVID-19 yang berpengaruh pada setiap sendi 

kehidupan diseluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. 

Berdasarkan hasil Musrenbang Nasional tanggal 4 – 11 Mei 

2020, di tingkat nasional telah ditetapkan fokus pembangunan tahun 

2021 yaitu diarahkan pada : 

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi 

2. Reformasi sistem kesehatan nasional 

3. Reformasi sistem jaring pengaman sosial 

4. Reformasi sistem ketahanan bencana 

Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat segera 

melakukan penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

sebagaimana diatas. 

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus 

melakukan penyesuaian tema RKPD Tahun 2021 dan prioritas 

pembangunan daerah yang adaptif dan responsive terhadap wabah 

COVID-19 dan pemulihannya dengan cara memberikan penekanan 

terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi 

yang dihadapi dan intervensi program yang dilakukan pada tahun 2021 

dengan tetap berpedoman pada target yang telah ditetapkan 

sebagaimana dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023, 

yaitu “Percepatan Pembangunan di segala Bidang Berlandaskan 

Keunggulan Kompetitif Dengan Penekanan Percepatan Pemulihan 

Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang terjabarkan melalui program 

prioritas pembangunan.  

Adapun  prioritas, dukungan urusan dan prioritas program di 

Kabupaten Kudus yang mendapatkan penekanan sebagai wujud 

dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Pandemi 

COVID-19 secara lengkap sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 4.3  

Prioritas dan Fokus Program Pembangunan Pasca COVID-19 

Kabupaten Kudus Tahun 2021  

 

No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak 

Covid 19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

1 Urusan Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan 

Jalan dan Bangunan Pelengkap Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan 

Jembatan 

Program Pengembangan Infrastruktur 

di Wilayah Strategis dan Cepat 
Tumbuh; 

Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur 

Penguatan sistem kesehatan nasional Pembangunan / Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Drainase 

          

2 Urusan Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman 

 Program Pengembangan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman. 

Pembinaan, pengendalian dan peningkatan 

pembangunan perumahan dan kawasan 
permukiman Penguatan sistem jaring pengaman 

sosial 
Pembangunan dan peningkatan kualitas 

rumah tidak layak huni 

          

3 Urusan Pertanahan Program Penataan pengauasaan, 

pemilikan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah dan penyelesaian 
konflik pertanahan 

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

          

4 Urusan Lingkungan Hidup Program pengendalian dan konservasi 

LH 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

Hidup 

Penguatan sistem ketahanan bencana 

Program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan dan 
pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

Pengelolaan sampah dan limbah B3 

Pengelolaan RTH 

Program Pembinaan, Pengawasan dan 
Pengembangan Kapasitas LH 

Pembinaan dan pengawasan lingkungan 
hidup 

          

5 Urusan Perhubungan Program Peningkatan Manajemen 
Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan; dan 

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu 
Lintas 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak 

Covid 19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

Program Peningkatan Keselamatan dan 

Sarana Prasarana LLAJ 

Peningkatan Keselamatan LLAJ 

          

6 Urusan Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar Sembilan Tahun; dan  

Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas 
Pendidikan Dasar 

Penguatan sistem kesehatan nasional 

Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Dasar 

Program Pendidikan Non Formal. Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Anak Usia Dini 

Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas 
Pendidikan Masyarakat 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Non Formal 

          

7 Urusan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan BLUD; Pelayanan Kesehatan BLUD 

Penguatan sistem kesehatan nasional 

Program Peningkatan Kesehatan 

Masyarakat; 

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 

Program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit; 

Peningkatan Imunisasi dan Surveilans 

Wabah/KLB/Bencana 

Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular 

Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular 

Program Pelayanan dan Sumber Daya 

Kesehatan; 

Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan 

Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan 

Alat Kesehatan 

Operasional Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas 

Pelayanan Kesehatan BLUD 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak 

Covid 19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

8 Urusan Pangan Program peningkatan ketahanan 

pangan 

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 
Penguatan sistem ketahanan bencana 

 
  Pengelolaaan ketersediaan dan distribusi 

pangan  

     9 Urusan Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah 

Program peningkatan dan 

pengembangan koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Peningkatan dan pengembangan koperasi 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi    

Peningkatan dan pengembangan Promosi, 
Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan 

Menengah 

   

Peningkatan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil 

dan Menengah 

          

10 Urusan Perdagangan Program Pembinaan pedagang kaki 

lima dan asongan 

Pembinaan dan Penataan PKL 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

Pemberdayaan PKL 

Program Fasilitasi Perdagangan, 

Promosi dan Perlindungan Konsumen 

Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan 

Perdagangan 

Promosi dan Perlindungan Konsumen 

Program Peningkatan dan Pengelolaan 

Pasar 

Pengelolaan Pendapatan, Ketertiban dan 

Kebersihan Pasar 

Penataan pembangunan dan Peningkatan 

Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar 

          

11 Urusan Kebudayaan  Program pengembangan dan 
pengelolaan kekayaan budaya dan 

cagar budaya 

Pembinaan dan pengembangan kesenian 
dan kebudayaan daerah 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 

peninggalan sejarah, museum dan 
purbakala 

          

12 Urusan Pariwisata Program peningkatan dan 

pengembangan pariwisata 

Peningkatan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi Peningkatan dan Pengembangan Promosi 
Pariwisata 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak 

Covid 19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

13 Urusan Tenaga Kerja Program perluasan kesempatan kerja, 

penempatan, pelatihan dan 
produktivitas tenaga kerja; dan  

Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja 

dalam negeri 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

Operasional Pengelolaan dan Peningkatan 

Sarana dan prasarana UPTD BLK 

Program pembinaan, perlindungan 

hubungan industrial dan perselisihan 

ketenagakerjaan 

Fasilitasi dan pembinaan hubungan 

industrial 

         

14 Urusan Perindustrian Program peningkatan dan 

pengembangan perindustrian 

Peningkatan dan pengembangan Industri 

Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka 

Industri Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 
Peningkatan dan pengembangan industri 
kimia, agro dan hasil hutan 

          

15 Urusan Sosial Program pelayanan rehabilitasi sosial, 
bantuan perlindungan dan jaminan 

sosial; 

Fasilitasi Bantuan Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Penguatan sistem jaring pengaman 

sosial 
Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial  

Program pemberdayaan kelembagaan 
sosial dan keluarga miskin; dan 

Pemberdayaan kelembagaan sosial 

Pemberdayaan Keluarga Miskin 

Program Penanggulangan Bencana 
Daerah. 

Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Bencana 

Penguatan sistem ketahanan bencana 
Penanganan kedaruratan dan penyediaan 
logistik 

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana 

         

16 Urusan Pemberdayaan 

Masyarakat  dan Desa 

Program peningkatan pemberdayaan 

masyarakat  

Peningkatan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan 
Penguatan sistem ketahanan bencana 

Fasilitasi Pengembangan perekonomian 

Masyarakat dan infrastruktur Desa 
Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

Program fasilitasi pemerintahan desa Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa 

Penguatan sistem ketahanan bencana 

Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset 

desa 
Percepatan pemulihan industri, 
pariwisata dan investasi 
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No Dukungan Urusan 
Fokus Program Pemulihan Dampak 

Covid 19 

Fokus Kegiatan Pemulihan Dampak 

Covid 19 
Dukungan Pemulihan Covid-19 

17 Urusan Pertanian Program Peningkatan Produksi dan 

Sarana Prasarana 
Pertanian/Perkebunan  

Peningkatan produksi tanaman pangan  

Penguatan sistem ketahanan bencana 

Peningkatan produksi tanaman 

perkebunan 

Peningkatan sarana dan prasarana 

produksi pertanian/perkebunan 

Program Peningkatan Produksi dan 
Sarana Prasarana Peternakan 

Pembinaan dan pengembangan peternakan 

          

 18 Urusan Kelautan dan 
Perikanan 

Program pembinaan dan 
pengembangan budidaya perikanan 

Peningkatan dan pengembangan produksi 
perikanan 

Penguatan sistem jaring pengaman 

sosial 

          

19 Urusan Penanaman Modal Program perencanaan dan 
pengembangan iklim penanaman 

modal; 

Perencanaan penanaman modal 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

Program pelayanan perizinan 

pembangunan dan lingkungan; dan 

Fasilitasi Pelayanan Perizinan 

Pembangunan 

Fasilitasi Pelayanan Perizinan Lingkungan 

Program pelayanan perizinan 
perekonomian dan jasa usaha. 

Fasilitasi Pelayanan Perizinan 
Perekonomian 

Fasilitasi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha 

          

20 Urusan Komunikasi dan 
Informatika 

Program pengelolaan komunikasi dan 
informasi publik 

Penguatan SDM, sarana prasarana dan 
penyebarluasan informasi publik 

Percepatan pemulihan industri, 

pariwisata dan investasi 

          

21 Urusan Administrasi 
Pemerintahan 

Program fasilitasi tata pemerintahan 
pemerintahan; 

Fasilitasi Pemerintahan Daerah 

Penguatan sistem ketahanan bencana Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

dan Kerjasama 

Program peningkatan kesejahteraan 
rakyat; 

Fasilitasi dan peningkatan kesejahteraan 
sosial Penguatan sistem jaring pengaman 

sosial 
Fasilitasi kegiatan keagamaan 
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Dalam rangka percepatan pencapaian target – target Daerah 

sebagaimana yang telah ditetapkan, diperlukan percepatan melalui 

inovasi – inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh masing – masing 

organisasi perangkat daerah dengan mendasarkan pada kebutuhan 

pelayanan kepada masyarakat dan dinamika yang berkembang. 

Pada tahun 2021 juga diarahkan untuk mewujudkan 

implementasi Inovasi Daerah INTI (Inovasi Terintegrasi) dengan 

mengintegrasikan seluruh inovasi sesuai urusan dan kewenangan 

masing masing Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung 

pencapaian target sebagaimana indikator RPJMD.  

Salah satu inovasi prioritas yang dilaksanakan adalah 9 

(sembilan) Program UnggulanKudus yaitu: 

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/ 

TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah, Guruku Sayang 

Guruku Senang. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah 

satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Religius. 

2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit 

kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian 

cair dalam satu hari lewat desa. Dimaksudkan untuk mendukung 

pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang 

Sejahtera. 

3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru, dengan 

inovasi PRABUKU (Pembentukan Wirausaha Baru Kudus). 

Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi 

Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera. 

4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta 

semua pemuka agama/semua tempat ibadah. Dimaksudkan untuk 

mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu 

Kudus yang Religius. 

5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta 

penguatan pemasaran hasil panen. Melalui inovasi Pemberdayaan 

dan Pendampingan P3A dan Gapoktan. Dimaksudkan untuk 

mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu 

Kudus yang Sejahtera. 

6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran 

bantuan usaha. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah 

satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera. 

7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk 

peningkatan sumberdaya manusia. Melalui inovasi KudusTaste of 

Java. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu 

unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Cerdas. 

8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga 

melalui pelatihan khusus kewirausahaan. Dimaksudkan untuk 

mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu 

Kudus yang Sejahtera. 
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9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit 

Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan 

dan pemerintahan daerah.Dimaksudkan untuk mendukung 

pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang 

Sejahtera. 

 

Adapun keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus 

Tahun 2021 dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional disajikan 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.4  

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas 

Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2021 
 

No 

Prioritas 

Pembangunan 
Kabupaten Kudus  

Prioritas Pembangunan 
Provinsi Jawa Tengah  

Prioritas Pembangunan 
Nasional  

1 Percepatan 

pembangunan 

infrastruktur 
pendukung 

perekonomian 

Penguatan kapasitas dan 

daya saing ekonomi rakyat 

dengan tetap 
memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan 
hidup dan risiko bencana 

Pembangunan 

Infrastruktur 

2 Percepatan peningkatan 

kualitas dan 
keunggulan kompetitif 

Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kualitas hidup 

dan kapasitas sumberdaya 
manusia Jawa Tengah 

menuju SDM Jawa Tengah 
yang berdaya saing 

Pembangunan Sumber 

Daya Manusia (SDM) 

3 Pemantapan ekonomi 

kreatif dan kerakyatan 

Penguatan kapasitas dan 

daya saing ekonomi rakyat 

dengan tetap 
memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan 
hidup dan risiko bencana 

Transformasi Ekonomi 

Penyederhanaan Regulasi 

4 Pengurangan 

kemiskinan dan 

pengangguran 

Peningkatan percepatan 

pengurangan kemiskinan 

dan pengangguran 

Transformasi Ekonomi 

5 Pemantapan pelayanan 

publik dan tata kelola 
pemerintahan 

Pemantapan tata kelola 

pemerintahan dan 
kondusivitas wilayah serta 

peningkatan kapasitas 
fiskal daerah 

Penyederhanaan Birokrasi 

Penyederhanaan Regulasi 

 

 

4.3. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN KUDUS  

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah 

(PKW) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana arah pengembangan kawasan 

wilayah di dalam RTRW Nasional dan Kabupaten Kudus juga termasuk dalam 

Kawasan Andalan Wanarakuti. Di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, 

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam 

Kawasan Strategis Wanarakuti. Sedangkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa 

Tengah Kawasan Strategis Wanarakuti merupakan  Wilayah Pengembangan 

Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, 
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Kudus dan Pati, yang diarahkan pada “Pengembangan Wilayah 

Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata 

yang Didukung Sektor Agrominapolitan Dengan Berlandaskan Prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan”.  

 

 
Gambar 4.1 Arah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kudus  

 

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari pengembangan Kawasan Strategis Wanarakuti yang diatur 

dalam RTRWP dan Kawasan Andalan Wanarakuti yang diatur dalam RTRWN. 

Dengan potensi sektor industri pengolahan yang sangat dominan di 

Kabupaten Kudus, dan sejalan dengan tujuan penataan ruang di Kabupaten 

Kudus untuk mewujudkan kabupaten berbasis industri yang didukung oleh 

pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka upaya untuk 

mengembangkan  industri pengolahan di Kabupaten Kudus diarahkan mulai 

dari UMKM sampai dengan industri besar. Fokus pengembangan UMKM 

dilakukan melalui fasilitasi bagi wirausaha baru dan peningkatan kapasitas 

produksi dan pemasaran UMKM.  

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah pada RKPD Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2021, kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten 

Kudus diarahkan pada poros pengembangan Utara–Utara yang membentang 

Kawasan Perkotaan Kudus 

Kawasan Perkotaan Jekulo 
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dari Bregasmalang-Petanglong–Kedungsepur–Wanarakuti-Banglor untuk 

memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu 

menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah diantaranyareaktivasi jalur 

rel kereta api strategis. Guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan 

wilayah Wanarakuti diupayakan melalui beberapa strategi antara lain : 

1. Pemenuhan kebutuhan air baku dengan inisiasi pembangunan SPAM 

Regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati), melalui beberapa strategi 

kegiatan yang dipersiapkan oleh PDAM Kabupaten Kudus di antaranya : 

a. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Bappeda dan 

Dinas Pusdataru) dan BBWS Pemali Juana 

b. PDAM menyusun perencanaan pelayanan untuk wilayah Kecamatan 

Undaan dan Jati 

c. PDAM menyiapkan perencanaan transmisi distribusi dan lokasi 

reservoir air 

d. Memfasilitasi pelaksanaan studi air baku oleh BBWS Pemali Juana 

pada tahun 2020 

2. Perbaikan dan pembangunan Jaringan Irigasi DI. Logung, melalui 

kegiatan pembangunan, pengelolaan, rehabilitasi/pemeliharaan dan 

pendayagunaan sumber daya air dan jaringan pengairan lainnya;  

3. Penanganan kawasan permukiman kumuh, melalui kegiatan pembinaan, 

pengendalian dan peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

4. Penanganan Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, melalui kegiatan 

pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – 

Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – 

Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang perlu dilakukan 

langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan 

yang merata, terarah, fokus, terukur dan strategi yang tepat agar 

pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan 

secara optimal.Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa Kabupaten 

Kudus merupakan bagian dari Kawasan Wanarakuti sebagai pendukung dan 

memberikan nilai tambah pembangunan kawasan. Dukungan Kabupaten 

Kudus dalam implementasi Perpres tersebut pada tahun 2021 meliputi 

penyediaan lahan untuk Pembangunan Jalan Karangbener (UMK) – 

Ngembalrejo, persiapan pembangunan sentra IKM logam, rekayasa dan kopi, 

serta pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS). Dengan demikian, 

untuk mewujudkan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tersebut perlu didukung dengan 

sumber dana APBD dan APBN agar pertumbuhan ekonomi secara nasional 

dapat terwujud. 

Tahun 2021, selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang 

diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, makaarah 

pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus difokuskan untuk 

pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi yang meliputi 

Kawasan Perkotaan Kudus dan Kawasan Perkotaan Jekulo. Kawasan 

Perkotaan Kudus difokuskan untuk peningkatan kawasan agar dapat 



IV-19 
 

berfungsi untuk pusat pelayanan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas  di 

kawasan ini, maka pembangunan jalan lingkar timur mulai dari UMK sampai 

dengan Ngembalrejo menjadi prioritas utama. Selain itu pengembangan 

Kawasan Perkotaan Kudus diarahkan untuk program dan kegiatan 

rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, irigasi, air minum, 

sanitasi yang mendukung pengembangan pusat pelayanan, perdagangan, 

perumahan dan kawasan permukiman. 

Tahun 2021 juga diarahkan untuk pengembangan Kawasan Perkotaan 

Jekulo yang difokuskan untuk pengembangan kawasan Bendungan Logung. 

Dengan berfungsinya Bendungan Logung, maka pengembangan kawasan 

wisata di sekitar Bendungan Logung serta pengembangan kawasan 

peruntukan pertanian yang menjadi daerah irigasi Bendungan Logung perlu 

dilakukan agar dapat terintegrasi dengan baik. Disisi lain, keberadaan 

industri di Kawasan Perkotaan Jekulo merupakan salah satu faktor 

pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Prioritas 

pembangunan sentra industri IKM logam dan rekayasa di kawasan tersebut 

memerlukan perencanaan yang matang dan langkah strategis serta terarah 

agar dapat terwujud dan optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Kudus. Selain prioritas program dan kegiatan yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kesehatan berupa 

pembangunan rumah sakit tipe D di Kawasan Perkotaan Jekulo juga 

merupakan salah satu prioritas pengembangan pusat pelayanan di kawasan 

tersebut. Oleh karena itu pembangunan Kawasan Perkotaan Jekulo 

difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pariwisata, 

pertanian, perdagangan, perindustrian dan kesehatan. 

 

4.4.   PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 
 

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rumusan usulan 

program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok 

pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengar pendapat 

DPRD dengan perangkat daerah untuk agenda kerja DPRD Tahun 2021. 

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD masing-masing komisi 

sebagaimana output e-planning, dijabarkan dalam tabel berikut ini :  
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Tabel 4.5  

DAFTAR ASPIRASI YANG DIUSUNG OLEH DPRD PIMPINAN DPRD 

TAHUN 2021 /  Murni 

 
 

 
No 

Aspirasi/Usulan Verifikasi 

Usulan/Aspirasi 
Vol/ 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verivikator Keterangan 

1 HIBAH SARPRAS PENGURUS TPQ MAMBAUL 
HUDA CEGLIK JAPAN 

1 / Pkt 600.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Japan 

CEGLIK, JAPAN RT. RW. 

2 HIBAH SARPRAS YAYASAN PONDOK 
PESANTREN ROHMATUL UMMAH JL. 
PANDEAN JEKULO 

1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

JL. PANDEAN JEKULO RT. 

RW. 

3 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MTS NU 
MIFTAHUL HUDA UNTUK MTS NU MIFTAUL 
HUDA GLAGAH KULON 

1 / Pkt 400.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Glagah Kulon 

Desa GLAGAH KULON RT. RW. 

4 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MTS NU AL 
FALAH UNTUK MTS NU AL FALAH TANJUNG 
REJO 

1 / Pkt 600.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

Desa TANJUNG REJO RT. RW. 

5 HIBAH SARPRAS PENGURUS TPQ 

TARBIYATUL AULAD PLADEN 

1 / Pkt 400.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 

/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Pladen 

Desa PLADEN RT. RW. 

6 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MI NU 
MATHOLIUL HUDA UNTUK MI NU MATHOLIUL 
HUDA HADIPOLO 

1 / Pkt 600.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Hadipolo 

Desa HADIPOLO RT. RW. 

7 HIBAH SARPRAS PENGURUS PONDOK 
PESANTREN DARUL HASANAH 29 
NGEMBALREJO BAE KUDUS 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

Desa Ngembalrejo RT. RW. 

8 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MI NU 
TAMRINUSH SHIBYAN UNTUK MI NU 
TAMRINUSH SHIBYAN PLADEN 

1 / Pkt 450.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Pladen 

Desa PLADEN RT. RW. 

9 HIBAH SARPRAS YAYASAN PONDOK 
PESANTREN DARUL FALAH JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT. RW. 

10 HIBAH SARPRAS PENGURUS MI NU 
ROUDHOTUT TOLIBIN DESA JAPAN DAWE 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Japan 

Desa Japan RT. RW. 

11 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MI NU 
MAFATIHUL ULUM UNTUK MI NU MAFATIHUL 
ULUM TANJUNGREJO JEKULO 

1 / Pkt 450.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

Desa Tanjungrejo RT. RW. 

12 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN RA NU 
MAFATIHUL ULUM UNTUK RA NU MAFATIUL 
ULUM TANJUNGREJO JEKULO 

1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

Desa Tanjungrejo RT. RW. 

13 HIBAH SARPRAS PENGURUS MASJID 

ROUDLATUL JANNAH BULUNG CANGKRING 

1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 

/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

Desa Bulung Cangkring RT. 
RW. 
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No 

Aspirasi/Usulan Verifikasi 

Usulan/Aspirasi 
Vol/ 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verivikator Keterangan 

14 HIBAH SARPRAS YAYASAN AL MATURIDY 
YAMA UNTUK MTS RAUDLATUT THOLIBIN 
SIDOMULYO JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Sidomulyo 

Desa Sidomulyo RT. RW. 

15 HIBAH SARPRAS YAYASAN AL MATURIDY 
YAMA UNTUK MI RAUDLATUT THOLIBIN 
SIDOMULYO JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Sidomulyo 

Desa Sidomulyo RT. RW. 

16 PEMBANGUNAN RKB TK IT ROHMATUL 
UMMAH JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT. RW. 

17 PEMBANGUNAN RKB TK SEKAR GADING 
DESA KLALING JEKULO 

1 / Pkt 370.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Klaling 

Desa Klaling RT. RW. 

18 PEMBANGUNAN RKB SDIT AL ISLAMIAH 
KARANGBENER 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Karangbener 

Desa karangbener RT. RW. 

19 PEMBANGUNAN RUANG SERBAGUNA PAUD / 
KB AL AZHAR JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT. RW. 

20 PEMBANGUNAN RKB SD NURUL YASIN 

MEJOBO 

1 / Pkt 600.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah 

/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

Desa Mejobo RT. RW. 

21 HIBAH SARPRAS PENGURUS MI NU 
MAFATIHUL ULUM CEGLIK JAPAN DAWE 

1 / Pkt 0 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Japan 

Desa Japan RT. RW. 

22 HIBAH SARPRAS PENGURUS TPQ NURUL 
ULUM DESA PIJI DAWE 

1 / Pkt 0 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Piji 

Desa Piji RT. RW. 

23 PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 2 
GONDOHARUM 

1 / Pkt 250.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

Desa Gondoharum RT. RW. 

24 PEMBANGUNAN WC / JAMBAN SD 2 
GONDOHARUM 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

Desa Gondoharum RT. RW. 

25 PEMBANGUNAN PAGAR SD 1 KLALING 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Klaling 

Desa Klaling RT. RW. 

26 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SD 3 
KLALING 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Klaling 

Desa Klaling RT. RW. 

27 PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 3 
KLALING 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Klaling 

Desa Klaling RT. RW. 

28 PEMBANGUNAN MUSHOLLA SD 3 KLALING 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 

diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Klaling 

Desa Klaling RT. RW. 
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29 PEMBANGUNAN REHAB BERAT SD 2 KLALING 0 / - 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 
Ds. / Kel. Klaling 

Desa Klaling RT. RW. 

30 PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 8 
TANJUNGREJO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

Desa Tanjungrejo RT. RW. 

31 PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 4 
JEKULO 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT. RW. 

32 BEDAH RUMAH ATAS NAMA SATRI DESA 
BULUNG CANGKRING RT 01 / RW 09 JEKULO 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

Desa Bulung Cangkring RT.RT 
RW.RW 

33 BEDAH RUMAH ATAS NAMA ALFIYAH DESA 
JEKULO RT 01 / RW 05 JEKULO 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT.RT RW.RW 

34 BEDAH RUMAH ATAS NAMA JASMANI DESA 
PLADEN RT 03 / RW 03 JEKULO 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Pladen 

Desa Pladen RT.RT RW.RW 

35 BEDAH RUMAH ATAS NAMA ZAEDUN DESA 

JEKULO RT 04 / RW 03 JEKULO 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 

/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT.RT RW.RW 

36 BEDAH RUMAH ATAS NAMA RITA 
SUSILOWATI DESA TANJUNGREJO RT 05 / 
RW 01 JEKULO 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

Desa Tanjungrejo RT.5 RW.1 

37 BEDAH RUMAH ATAS NAMA TEGUH IMAM 
SANTOSO DESA TANJUNGREJO RT 04 / RW 4 
JEKULO 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

Desa Tanjungrejo RT.04 RW.4 

38 BEDAH RUMAH ATAS NAMA SUKIMIN DESA 
BULUNG CANGKRING RT 01 / RW 10 JEKULO 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 
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Desa Bulung Cangkring RT.01 
RW.10 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

39 HIBAH SARPRAS YAYASAN NURUL YASIN 
MEJOBO UNTUK RA NURUL YASIN MEJOBO 

1 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kirig 

Desa Kirig RT. RW. 

40 BEDAH RUMAH ATAS NAMA KUNAENAH 
DESA BULUNG CANGKRING RT 05 / RW 02 

0 / - 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

Desa Bulung Cangkring RT.RT 
RW.RW 

41 PENINGKATAN JALAN KLALING - JEKULO 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Klaling 

Desa Klaling RT. RW. 

42 PENINGKATAN JALAN JEKULO - 
TANJUNGREJO 

1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT. RW. 

43 PENGASPALAN JL.KLALING - TANJUNGREJO 1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

Desa Tanjungrejo RT. RW. 

44 PENINGKATAN JL. JEKULO KIDUL - SADANG 1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT. RW. 

45 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 
PLADEN - BULUNG CANGKRING 

1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

Desa Bulung Cangkring RT.3 
RW.2 

46 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN KB, TPA 
AMANDA DESA KANDANGMAS 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

Desa Kandangmas RT. RW. 

47 HIBAH SARPRAS YAYASAN NURUL FURQON 
UNTUK TPQ NURUL FURQON DESA TEMULUS 

1 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Temulus 

Desa Temulus RT. RW. 

48 HIBAH SARPRAS YAYASAN HIDAYATUT 
THULLAB UNTUK TPQ HIDAYATU THULLAB 

DESA GULANG 

1 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gulang 

Desa Gulang RT. RW. 

49 HIBAH SARPRAS YAYASAN MATHOLIUL 
FALAH KUDUS UNTUK MI MATHOLIUL FALAH 
DESA KANDANGMAS 

1 / Pkt 0 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

Desa Kandangmas RT. RW. 

50 HIBAH SARPRAS PENGURUS MUSHOLA 
QURRTUL AIN DK. BEJI DESA TANJUNGREJO 
RT. 2 RW. 4 

1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

Dukuh Beji Desa tanjungrejo 
RT.2 RW.4 

51 HIBAH SARPRAS PENGURUS MUSHOLA 
NURUL HUDA DUKUH TOMPE DESA 
GONDOHARUM RT. 1 RW. 1 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

Dukuh Tompe Desa 
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Gondoharum RT.1 RW.1 

52 HIBAH SARPRAS YAYASAN MASLAKU FALAH 
KLALING UNTUK MI MASLAKUL FALAH 

KLALING 

1 / Pkt 600.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Klaling 

Desa Klaling RT. RW. 

53 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MI 
MASLAKUL HUDA UNTUK MI MASLAKUL 
HUDA JEKULO 

1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT. RW. 

54 HIBAH SARPRAS YAYASAN TK MUSLIMAT NU 
SITI AMINAH UNTUK TK MUSLIMAT NU SITI 
AMINAH DESA MARGOREJO DAWE 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

Desa Margorejo RT. RW. 

55 HIBAH BANGUNAN YAYASAN SANAM KOIRI 

UNTUK PAUD KB AMALIA DESA PAPRINGAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah 

/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

PAUD bukan 

kewenangan Bag 
Kesra 

Ds. / Kel. Papringan 

Desa Papringan RT. RW. 

56 HIBAH SARPRAS PENGURUS PONPES 
ROUDLOTUT THOLIBIN RT 03 / RW 09 
KANDANGMAS 

1 / Pkt 0 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

Desa Kandangmas RT.RT 
RW.RW 

57 HIBAH BANGUNAN YAYASAN SANAM KOIRI 
UNTUK PAUD KB AMALIA DESA PAPRINGAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Papringan 

Desa Papringan RT. RW. 

58 HIBAH SARPRAS MI MASLAKUL HUDA UNTUK 
MI MASLAKUL HUDA JEKULO 

1 / Pkt 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

Desa Jekulo RT. RW. 

59 HIBAH SARPRAS YAYASAN PONDOK 
PESANTREN ROHMATUL UMMAH JL. 
PANDEAN JEKULO 

1 / Pkt 600.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

JL. PANDEAN JEKULO RT. 
RW. 

60 PEMBANGUNAN TALUD JALAN CRANGGANG 
WETAN - KUWUKAN 

1 / Pkt 0 Kec. DAWE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Cranggang 

Jalan Cranggang Karang 
panas RT.1 RW.6 

61 PEMBANGUNAN GORONG-
GORONG/SALURAN AIR JALAN CRANGGANG 
WETAN KARANG PANAS 

1 / Pkt 0 Kec. DAWE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Cranggang 

Desa Cranggang Wetan Karang 
Panas RT.0 RW.0 

62 PAVINGISASI LAPANGAN SD 2 HADIPOLO 800 / 
M2 

150.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Hadipolo 

Depan Balai Desa Hadipolo 
RT.04 RW.01 

63 PEMBANGUNAN PKD DESA HADIPOLO 1 / Unit 200.000.000 Kec. JEKULO Ditolak DINAS KESEHATAN Untuk PKD bukan 
menjadi tupoksi 
Dinas Kesehatan 

Ds. / Kel. Hadipolo 

Depan Perumahan Sosial 
RT.06 RW.02 

64 HIBAH SARPRAS PERIBADATAN DAN 

PENDIDIKAN KEAGAMAAN UNTUK 
PENGURUS TPQ FATHUL ULUM DESA 
HADIPOLO 

1 / Pkt 25.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah 

/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Hadipolo 

Jalan Argopuro 1 RT.04 RW.01 



IV-25 
 

 

No 

Aspirasi/Usulan Verifikasi 

Usulan/Aspirasi 
Vol/ 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verivikator Keterangan 

65 BEDAH RUMAH IBU RUBIAH DESA KALIREJO 
RT. 3 RW. 2 KECAMATAN UNDAAN 
KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 0 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Kalirejo 

Desa Kalirejo RT.3 RW.2 

66 PENINGKATAN JALAN RUAS PEGANJARAN - 
DUKUH DLINGO 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Panjang 

Desa Panjang RT.4 RW.3 

67 PEMBANGUNAN SALURAN AIR JL. DEPAN 
RUMAH PAK PARMIN - DLINGGO DESA 

PANJANG RT. 4 RW. 3 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggaran Ds. / Kel. Panjang 

Desa Panjang RT.4 RW.3 

68 PENINGKATAN JALAN RUAS PANJANG - UMK 1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Panjang 

Desa Panjang RT.5 RW.2 

69 PEMBANGUNAN SALURAN JL. POROS PAK 
EDY - BATAS PURWOREJO RT. 5 RW. 2 DESA 
PANJANG 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Panjang 

Desa Panjang RT.5 RW.2 

70 REHABILITASI SALURAN AIR JALAN AMARTA 
PERUMNAS GERBANG HARAPAN GONDANG 
MANIS BAE KUDUS 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

Desa Gondangmanis RT. RW. 

71 REHABILITASI SALURAN AIR JALAN JODIPATI 
PERUMNAS GERBANG HARAPAN GONDANG 
MANIS BAE KUDUS 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

Desa Gondangmanis RT. RW. 

72 REABILITASI JALAN DWARAWATI PERUMNAS 
GERBANG HARAPAN GONDANGMANIS BAE 
KUDUS E 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

Desa Gondangmanis RT. RW. 

73 REABILITASI JALAN SAWOJAJAR PERUMNAS 
GERBANG HARAPAN GONDANGMANIS BAE 
KUDUS 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

Desa Gondangmanis RT. RW. 

74 REABILITASI JALAN BUMI RAHTAWU 
PERUMNAS GERBANG HARAPAN 
GONDANGMANIS BAE KUDUS 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

Desa Gondangmanis RT. RW. 

75 REABILITASI JALAN MADUKORO 1 
PERUMNAS GERBANG HARAPAN 
GONDANGGMANIS BAE KUDUS 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

Desa Gondangmanis RT. RW. 

76 REABILITASI JALAN MADUKORO PERUMNAS 
GERBANG HARAPAN GONDANGGMANIS BAE 
KUDUS 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

Desa Gondangmanis RT. RW. 

77 NORMALISASI SUNGAI DAWE WILAYAH 
GOLAN TEPUS MEJOBO 

1 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Kewenangan pusat 

Ds. / Kel. Golantepus 

Desa Golantepus RT. RW.RW 

78 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KAYUAPU - 
KARANGBENER 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangbener 

Desa karangbener RT. RW. 

79 REABILITASI GEDUNG SD 2 NGEMBALREJO 
BAE KUDUS 

1 / Pkt 400.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 
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Desa Ngembalrejo RT. RW. RAGA 

80 PENINGKATAN JALAN RUAS PEGANJARAN - 
DUKUH DLINGO 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Peganjaran 

Sebelah barat Dukuh Dlingo, 
Jalan Lambao Desa 
peganjaran RT. RW. 

81 PEMBANGUNAN SALURAN AIR DESA 
PEGANJARAN DUKUH DLINGO DARI RT 01 - 
RT 04 / RW 01 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Peganjaran 

Dukuh Dlingo, Desa 
peganjaran RT.01- RW.01 

82 REHAB MUSHOLA NURUL IMAM DESA 

PANJANG 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah 

/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Panjang 

Desa Panjang RT. RW. 

83 PEMBANGUNAN GORONG - GORONG DESA 
PANJANG RT 4 / RW 5 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggaran Ds. / Kel. Panjang 

Desa Panjang RT.4 RW.5 

84 PENYENDERAN MAKAM SENTONO DESA BAE 
KECAMATAN BAE 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Bae 

Desa Bae RT. RW. 

85 PEMBANGUNAN JEMBATAN DEPAN BALAI 
DESA BACIN 

1 / Pkt 0 Kec. BAE Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

KEWENANGAN 
PSDA Ds. / Kel. Bacin 

Desa Bacin RT. RW. 

86 NORMALISASI SALURAN AIR / SUNGAI DESA 
PEDAWANG 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pedawang 

Desa Pedawang RT. RW. 

87 NORMALISASI SUNGAI DAWE WILAYAH 
GOLANTEPUS 

1 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Kewenangan pusat 

Ds. / Kel. Golantepus 

Desa Golantepus RT. RW. 

88 REHAB TANGGUL SUNGAI MUSI DESA 
GOLANTEPUS RT 4 / RW 5 

1 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Kewenangan pusat 

Ds. / Kel. Golantepus 

Desa Golantepus RT.4 RW.5 

89 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
LINGKAR TENGGARA - PAYAMAN 

1 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Payaman 

Desa Payaman RT. RW. 

90 PENINGKATAN JALAN TENGGELES - 

KESAMBI 

1 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Verifikasi dan 

diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Tenggeles 

Desa Tenggeles RT. RW. 

91 PEMBANGUNAN JALAN DESA BERUGENJANG 
- GLAGAHWARU UNDAAN 

1 / Pkt 0 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Glagah Waru 

Desa Glagah waru RT. RW. 

92 PEMBANGUNAN JUT DESA UNDAAN TENGAH 1 / Pkt 2.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan Tengah RT. RW. 

93 PEMBANGUNAN TALUD PERTANIAN DESA 
UNDAAN TENGAH 

1 / Pkt 2.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan Tengah RT. RW. 



IV-27 
 

 

No 

Aspirasi/Usulan Verifikasi 

Usulan/Aspirasi 
Vol/ 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verivikator Keterangan 

94 PEMBANGUNAN TALUD UNDAAN TENGAH - 
BATAS PATI 

1 / Pkt 2.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan Tengah RT. RW. 

95 PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA 
DESA UNDAAN TENGAH 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan Tengah RT. RW. 

96 PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA 
DESA WATES 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Wates 

Desa Wates RT. RW. 

97 PEMBANGUNAN TALUD PERTANIAN MEDINI-
TERANGMAS-KUTUK 

1 / Pkt 3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Medini 

Desa Medini-Terangmas-Kutuk 
RT. RW. 

98 PEMBANGUNAN TALUD BABALAN-KUTUK 1 / Pkt 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kalirejo 

Babalan - Kutuk RT. RW. 

99 PEMBANGUNAN JEMBATAN UNDAAN KIDUL - 
GATET 

1 / Pkt 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Kidul 

Desa Undaan Kidul RT. RW. 

100 PEMBANGUNAN TALUD JL. KUDUS - 
PURWODADI 

1 / Pkt 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Kewenangan 
Provinsi Ds. / Kel. Ngemplak 

Jl. Kudus - Purwodadi RT. RW. 

101 Pembangunan TPS/ TPS 3R Desa Prambatan 
Lor 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Prambatan Lor 

Desa Prambatan Lor 
Kecamatan Kaliwungu 
Kabupaten Kudus RT. RW. 

102 PEMBANGUNAN DRAINASE /TROTOAR JALAN 
DERSALAM - CONGE 

1 / Pkt 5.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

Conge, Desa Ngembalrejo RT. 
RW. 

103 TALUD SUNGAI MEDINI 1 / Pkt 500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Medini 

Desa Medini RT. RW. 

104 PEMBANGUNAN GAPURO PERBATASAN KAB. 

KUDUS - KAB. GROBOGAN 

12 / M2 1.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 

diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Lambangan 

Desa Lambangan RT.000 
RW.000 

105 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 
LAMBANGAN - BERUGENJANG 

250 / M 400.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Kewenangan 
Provinsi Ds. / Kel. Lambangan 

Desa Lambangan RT.03 RW.01 

106 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
KALIREJO - WILALUNG 

60 / M2 300.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kalirejo 

Desa Kalirejo RT.01 RW.03 

107 JUT BLOK CANGKRING REJO 188 / 
M3 

200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kalirejo 

Desa Kalirejo RT.000 RW.000 
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108 JUT BLOK SIDO MAKMUR 188 / 
M3 

200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kalirejo 

Desa Kalirejo RT.000 RW.000 

109 PEMBANGUNAN DRAINASE/TROTOAR JALAN 
KUDUS - PURWODADI 

1500 / 
M 

2.000.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Kewenangan 
Provinsi Ds. / Kel. Medini 

Desa Medini RT. RW. 

110 PEMBANGUNAN JUT BLOK PINGKUKMULYO, 
BLOK KAYU URIP DAN BLOK KANDANGREJO 

500 / M 3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Medini 

Desa Medini RT.000 RW.000 

111 JUT GLAGAH WARU KE BERUGENJANG 900 / 
M2 

800.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Glagah Waru 

Desa Glagah Waru RT.001 
RW.004 

112 PEMBANGUNAN TALUD JALAN BABALAN - 
KUTUK 

500 / M 1.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Glagah Waru 

Desa Glagah Waru selatan 
jalan raya kalirejo kutuk 
tepatnya gapura masuk 
Glagah Waru - Kutuk RT.000 

RW.000 

113 PEMBANGUNAN TALUD JALAN KUTUK - 
GATET 

2 / KM 3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

Desa Kutuk - Gatet Undaan 
Kidul RT.000 RW.000 

114 PEMBANGUNAN TALUD JALAN MEDINI - 
KUTUK 

1 / KM 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

Desa Kutuk Jalan Kutuk - 

Terangmas RT.000 RW.000 

115 PEMBANGUNAN JEMBATAN BOKAFET JALAN 
UNDAAN KIDUL - GATET 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Kidul 

Desa Undaan Kidul Kecamatan 
Undaan RT.000 RW.000 

116 PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN 
KIDUL - GATET 

1500 / 
M 

3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Kidul 

Desa Undaan Kidul Kecamatan 
Undaan RT.000 RW.000 

117 PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN LOR - 
LARIKREJO 

1 / KM 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

Jalan poros Desa Undaan Lor - 
Larikrejo RT.07 RW.02 

118 PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN BLOK 
KAUMAN DESA UNDAAN LOR - DESA UNDAAN 
TENGAH 

900 / M 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

Blok kauman rejo Undaan Lor 
RT.02 RW.01 

119 BEDAH RUMAH BPK SUKARI RT. 01 RW. 01 
DESA UNDAAN LOR 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 
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Desa Undaan Lor RT.01 RW.01 ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

120 BEDAH RUMAH BPK SUNTONO SUPRAT RT 01 
/ RW 02 UNDAAN LOR 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

Desa Undaan Lor RT.01 RW.02 

 
121 

 
BEDAH RUMAH IBU NUR CASANAH RT 1 / RW 
1 UNDAAN LOR 

 
1 / Unit 

 
15.000.000 

 
Kec. UNDAAN 

 
Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

 
DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

Desa Undaan Lor RT.RT 
RW.RW 

122 BEDAH RUMAH PONISIH RT 05 / RW 03 
UNDAAN LOR 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

Desa Undaan Lor RT.05 RW.03 

123 BEDAH RUMAH BPK WAGIRAN RT 02 / RW 05 
UNDAAN LOR 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

Desa Undaan Lor RT.02 RW.05 

124 PEMBANGUNAN TALUD JUT BLOK KEDUNG 
REJO I 

1500 / 
M 

1.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

Desa Undaan Lor RT.06 RW.04 

125 PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN 
TENGAH - BATAS PATI 

1 / KM 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Jalan desa Undaan tengah-
Pati RT.04 RW.02 

126 PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN JUT 

KONDANG WIRO TANI UNDAAN TENGAH 

2000 / 

M 

2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 

diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 

PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Persawahan undaan tengah 
RT.000 RW.000 

127 PEMBANGUNAN RABAT BETON JUT 
KONDANG WIRO UNDAAN TENGAH 

3000 / 
M 

3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan tengah RT.000 
RW.000 

128 PENGURUGAN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA 
UNDAAN TENGAH 

1000 / 
M2 

1.500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Lapangan sepak bola Desa 
Undaan tengah gg 8 RT.04 
RW.02 
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129 PENGADAAN LPJU (LAMPU PENERANGAN 
JALAN) UNDAAN TENGAH-GALIRAN 

100 / 
Titik 

2.000.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah masuk dalam 
usulan 
musrembang 

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Jalan undaan tengah -Batas 

Pati (Galiran) RT.04 RW.02 

130 PEMBANGUNAN PAGER MAKAM DESA 
UNDAAN TENGAH 

400 / M 500.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Tidak masuk 
kewenangan OPD Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan tengah gang 12 
RT.04 RW.02 

131 BEDAH RUMAH BPK NUR SAID GG.2 RT 02 / 
RW 01 UNDAAN TENGAH 

1 / Unit 17.500.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan tengah gg 2 

RT.02 RW.01 

132 PEMBANGUNAN LAPANGAN DESA WATES 1 / Pkt 1.300.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Wates 

Desa Wates RT.0 RW.0 

133 BETONISASI JUT KANDANGSARI 750 / M 405.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

usulan ganda 

Ds. / Kel. Wates 

Desa Wates RT.0 RW.0 

134 BEDAH RUMAH IBU SATINAH GG.9 RT 05 / 
RW 02 UNDAAN TENGAH 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan tengah gg 9 
RT.05 RW.02 

135 PEMBANGUNAN GAPURO PERBATASAN 
KECAMATAN UNDAAN - KEC. JATI 

12 / M 1.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

Desa Ngemplak RT.0 RW.0 

136 BANTUAN KEUANGAN UNTUK MASJID JAMI 

AT TAQWA 

750 / 

M2 

100.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 

/ Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

Desa Ngemplak RT.02 RW.0 

137 BEDAH RUMAH IBU TUKINI RT 05 / RW 02 
UNDAAN TENGAH 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan tengah RT.05 
RW.02 

138 PEMBANGUNAN TALUD JALAN MEDINI - 
KUTUK 

2 / KM 3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Terangmas 

Jalan Terangmas - Kutuk RT.1 
RW.1 

139 BEDAH RUMAH BPK ASMUL KALAM RT05 / 
RW 02 UNDAAN TENGAH 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan tengah RT.05 
RW.02 
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140 PENGADAAN LPJU SEPANJANG JALAN 
TERANGMAS - KUTUK - MEDINI 

50 / 
Titik 

750.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

tidak ada dalam SK 
Jalan Ds. / Kel. Terangmas 

Jalan Medini - Kutuk RT.1 

RW.1 

141 PENGADAAN LPJU LAMPUNISASI SEPANJANG 
JALAN TERANGMAS - GLAGAH WARU 

15 / 
Titik 

225.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Terangmas 

Jalan Terangmas - 
Glagahwaru RT.1 RW.1 

142 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) 
TK PERTIWI 

8 / M 250.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Terangmas 

Desa Terangmas Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus 
RT.1 RW.1 

143 BEDAH RUMAH BPK DJUMAH RT 06 / RW 02 
UNDAAN TENGAH 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

 
Desa Undaan tengah RT.06 
RW.02 

144 BEDAH RUMAH IBU IDA MURWATI RT 03 / 

RW 03 UNDAAN TENGAH 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 

/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan tengah RT.03 
RW.03 

145 BEDAH RUMAH BPK KARMAN RT 05 / RW 03 
UNDAAN TENGAH 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan tengah RT.05 

RW.03 

146 BEDAH RUMAH BPK SUTARNYO RT 04 / RW 
03 UNDAAN TENGAH 

1 / Unit 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

Desa Undaan tengah RT.04 
RW.03 

147 PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN 
TENGAH - LARIKREJO 

500 / M 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

Desa Larikrejo RT.000 RW.000 

148 PENINGKATAN JALAN UNDAAN TENGAH - 
LARIKREJO 

1 / KM 2.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

Desa Larikrejo RT.000 RW.000 

149 REHAB SD 2 MEJOBO 1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan 

diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

Mejobo RT.0 RW.0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 



IV-32 
 

 

No 

Aspirasi/Usulan Verifikasi 

Usulan/Aspirasi 
Vol/ 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verivikator Keterangan 

150 PEMBANGUNAN UKS SMP 1 MEJOBO 1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

 

Ds. / Kel. Mejobo 

Mejobo RT.0 RW.0 

151 BADAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN / 
PENGURUKAN DAN PENGECORAN JALAN 
TEMBUS JL. MULYA KE JALAN MUSEUM 
DESA GETASPEJATEN 

1 / Pkt 1.500.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah 
/ Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

Desa Getaspejaten RT. RW. 

152 PENINGKATAN JALAN TUMPANGKRASAK - 
MEGAWON 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Megawon 

Desa megawon RT. RW. 

153 REHAB TOTAL SD UNDAAN LOR 1 / Pkt 6.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 

diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

Desa Undaan Lor RT. RW. 

154 PEMBANGUNAN SD UNGGULAN UNDAAN LOR 1 / Pkt 6.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

Desa Undaan Lor RT.0 RW.0 

155 PEMBANGUNAN KANTOR UPT PENDIDIKAN 
KECAMATAN UNDAAN 

1 / Pkt 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

Jl. Kudus - Purwodadi RT.0 
RW.0 

 
156 

 
Pembangunan drainase jalan Mlati Kidul â€“ 
Loram Wetan ka/ki 

 
1 / Pkt 

 
1.000.000.000 

 
Kec. KOTA 

 
Verifikasi dan 

diusulkan 

 
DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Kelurahan Mlati Kidul RT. RW. 

157 JEMBATAN JALAN WERGU WETAN - 
KARETAN 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Kelurahan Mlati Kidul RT. RW. 

158 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
MAKAM KEMBAR MLATI KIDUL 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

KELURAHAN MLATI KIDUL   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Kelurahan Mlati Kidul RT. 
RW.3 

159 BELANJA JASA PIHAK KE TIGA DI UPT BLK 
DISNAKER 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

Bukan Tupoksi / 
perlu klarifikasi Ds. / Kel. Mejobo 

Perkantoran Mejobo RT. RW. 

160 PENGASPALAN JALAN GG TAMAN RW II MLATI 

KIDUL 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 

diusulkan 

KELURAHAN MLATI KIDUL   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Gg Taman, Mlati Kidul RT. 
RW.RW 

161 SALURAN AIR GANG SEKAR MELATI RW I 
MLATI KIDUL 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

KELURAHAN MLATI KIDUL   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

gang sekar melati, Mlati Kidul 
RT. RW.1 

162 PENGASPALAN JALAN SUMUR TULAK RW II 

MLATI KIDUL 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 

diusulkan 

KELURAHAN MLATI KIDUL   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

jl. sumur tulak, mlati kidul RT. 
RW.RW 
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No 

Aspirasi/Usulan Verifikasi 

Usulan/Aspirasi 
Vol/ 

Satuan 
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163 SALURAN AIR GG ASEMBATUR (SMA 1 KE 
SELATAN) 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

KELURAHAN MLATI KIDUL   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Gg Asembatur, mlati kidul RT. 

RW. 

164 Pembangunan drainase Jl.Mlati Kidul - Karetan 1 / Pkt 500.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

jl. Cut Nyak Dien, Mlati kidul 
RT. RW. 

165 TAMAN DAN JOGING TRACK LAPANGAN 
BELAKANG KANTOR KELURAHAN MLATI 
KIDUL 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Termasuk wilayah 
lingkungan 
bangunan gedung 

kantor sendiri 
(keperuntukan 
untuk fasilitas 
umum sedikit), 
Lokasi kurang 
strategis/representa
tif, Lahan berada di 
belkang tanah desa 
agar dapat 

ditangani oleh 
kelurahan/Kecamat
an Kota 

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

belakang kantor kelurahan 

mlati kidul RT. RW. 

166 PENGASPALAN JALAN RADEN AYU MLATI I 
KELURAHAN MLATI KIDUL 

1 / Pkt 120.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

KELURAHAN MLATI KIDUL   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Jl. Raden Ayu Mlati I, Mlati 
Kidul RT. RW.1 

167 PENGASPALAN JALAN GG NYAI DASIMAH 

BARU RT 5 / RW 1 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 

diusulkan 

KELURAHAN MLATI KIDUL   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Gg Nyai Dasimah baru, Mlati 
Kidul RT. RW.1 

168 BETONISASI JALAN GANG RT 7 / RW II MLATI 
KIDUL 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

KELURAHAN MLATI KIDUL   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Gang RT 7 / RW II, Mlati Kidul 
RT.RT RW.RW 

169 Pembangunan Saluran Drainase Jl.Mlati Kidul 

- Loram Wetan 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 

diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Mlati kidul bejagan RT. RW. 

170 PUBLIKASI CETAK KORAN 1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

  

Ds. / Kel. Glantengan 

Desa Glantengan RT. RW. 

171 PUBLIKASI MEDIA ONLINE 1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

  

Ds. / Kel. Glantengan 

Desa Glantengan RT. RW. 

172 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mlati Kidul 
- Jepang Pendem 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 
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Vol/ 
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173 BELANJA JASA PIHAK KETIGA BIDANG 
PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. KOTA Ditolak DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

Usulan kegiatan 
tidak jelas Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Mlati Kidul RT. RW. 

174 PAGELARAN KETOPRAK 1 / Pkt 0 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

kudus RT.0 RW.0 

175 PAGELARAN WAYANG 1 / Pkt 0 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

kudus RT.0 RW.0 

176 SOSIALISASI KESELAMATAN LALU LINTAS 
ANAK USIA DINI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

kudus RT.0 RW.0 

177 PEMBINAAN PENGEMUDI BECAK 1 / Pkt 100.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

kudus RT.0 RW.0 

178 PEMBINAAN OJEK SE KABUPATEN KUDUS 1 / Pkt 100.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

kudus RT.0 RW.0 

179 PEMBINAAN ANGKUTAN UMUM 1 / Pkt 100.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

kudus RT.0 RW.0 

180 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 
TERMINAL BAKALAN KRAPYAK 

1 / Pkt 1.500.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Bakalan Krapyak 

Bakalan krapyak RT.0 RW.0 

181 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SUB 
TERMINAL JETAK 

1 / Pkt 1.500.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Mijen 

Mijen Kaliwungu Kudus RT.0 
RW.0 

182 PENGADAAN LAMPU PENERANGAN TERMINAL 
DAN SUB TERMINAL KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

kudus RT.0 RW.0 

183 PERENCANAAN TERMINAL DAN SUB 
TERMINAL KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

kudus RT.0 RW.0 

184 PENGADAAN MARKA LALU LINTAS 1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

kudus RT.0 RW.0 

185 PENGADAAN ( RPPJ) RAMBU PETUNJUK 
JALAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

kudus RT.0 RW.0 

186 PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN 1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 

diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

kudus RT.0 RW.0 
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187 Pembangunan Saluran Drainase jl. Mlati Kidul 
- Jepang Pendem 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG Ds. / Kel. Kel. Mlati Kidul 

Jalan Cut Nyak Dien (Samsat 

ke Selatan) Mlati Kidul RT. 
RW. 

188 PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DINAS 
PERHUBUNGAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

kudus RT.0 RW.0 

189 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 
PERKIR KUSUS JATI WETAN 

1 / Pkt 1.500.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Jati Wetan 

Desa Jati Wetan RT.0 RW.0 

190 NORMALISASI LONGSTORIT NGEMPLAK 4 / KM 1.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

Ngemplak RT.0 RW.0 

191 NORMALISASI SUNGAI JUMIRAH 2 / KM 400.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

Jetis Kapuan RT. RW. 

192 NORMALISASI SUNGAI NGETRIK DESA KIRIG 200 / 
KM 

200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kirig 

Desa Kirig RT. RW. 

193 NORMALISASI SUNGAI GANDONGAN 200 / 
KM 

200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Temulus 

Desa Temulus RT.0 RW.0 

194 NORMALISASI SUNGAI GRENO DESA KIRIG 200 / 
KM 

200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan 
diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kirig 

Desa Kirig RT.0 RW.0 

195 NORMALISASI SUNGAI JUANA LAMA DESA 

KARANG ROWO 

200 / 

KM 

200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan 

diusulkan 

DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

Desa Karangrowo RT.0 RW.0 

  
JUMLAH PIMPINAN DPRD (Rp.) 

114.347.500.00
0 
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Tabel 4.6  

DAFTAR ASPIRASI YANG DIUSUNG OLEH DPRD KOMISI A 

TAHUN 2021 / Murni 

 

No. 

Aspirasi / Usulan Verifikasi 

Usulan / Aspirasi 
Vol / 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verifikator Keterangan 

1 PENINGKATAN JALAN GETAS PEJATEN - 
LORAM KULON 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

2 PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN LORAM 
KULON. - GETAS PEJATEN 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Loram Kulon 

RT. RW. 

3 PENINGKATAN JALAN GETAS PEJATEN - 
LORAM KULON. 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

4 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Getas 
Pejaten - Loram Kulon 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

5 Pasangan Talud Saluran Pembuang DESA 
GETAS PEJATEN KECAMATAN JATIR KOTA, 

DI SAMPING HUTAN KOTA GETAS 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

6 HIBAH SARANA PRASARANA MASJID 0 / Pkt 50.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kel. Panjunan 

RT. RW. 

7 BANTUAN KEUANGAN DESA MLATI LOR 
PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI RW 
01 

0 / Pkt 50.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Mlati Lor 

RT. RW. 

8 PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI SERUT DS. 

KARANGAMPEL ( URUT MAKAM KARANG 
ASEM) 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangampel 

RT. RW. 

9 PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI PESANTREN 
DS. KEDUNGDOWO ( Dekat MAKAM TAMBAK 
DONO) 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 

10 PEMBANGUNAN MUSHOLLA SD 3 MEJOBO 0 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

11 REHAB RUANG KELAS SD 4 TEMULUS 1 / Pkt 400.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Temulus 

- RT. RW. 

12 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD 2 
PAYAMAN 

0 / Pkt 250.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 

13 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SMP 
2 MEJOBO 

1 / Pkt 40.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 
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14 REHAB RUANG KELAS SD 4 PAYAMAN 1 / Pkt 300.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 
 
Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 

15 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 2 
BAE 

0 / Pkt 40.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

16 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 3 
PEGANJARAN 

0 / Pkt 40.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

17 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 4 

GONDANGMANIS 

0 / 200.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

RT. RW. 

18 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 3 
PANJANG 

0 / Pkt 40.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Panjang 

RT. RW. 

19 PEMBANGUNAN WC 5 BUAH SD 2 KESAMBI 0 / Pkt 40.000.000 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

sudah di usulkan 
melalui musrenbang Ds. / Kel. Kesambi 

RT. RW. 

20 PEMBANGUNAN PAGAR SD 2 KESAMBI 0 / 40.000.000 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

sudah di usulkan 
melalui musrenbang 
desa 

Ds. / Kel. Kesambi 

RT. RW. 

21 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 2 
GOLANTEPUS 

0 / Pkt 50.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Golantepus 

RT. RW. 

22 PEMBANGUNAN LAPANGAN UPACARA SD 3 
HADIWARNO 

1 / Pkt 400.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Hadiwarno 

RT. RW. 

23 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 1 
GOLANTEPUS 

0 / Pkt 50.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Golantepus 

RT. RW. 

24 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN HASIL 
PENATAAN JALAN LINGKAR BLOK SABUKAN 
DESA JEPANG SEPANJANG 200M 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

tidak ada di SK 
jalan Ds. / Kel. Jepang Pakis 

RT. RW. 

25 PEMBANGUNAN MADIN NAHDHOTUS 

SYUBBAN ALAMAT DESA TENGGELES 
RT.2/11 MEJOBO 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

26 PEMBANGUNAN TPQ NURUS SALAM 
GOLANTEPUS RT 2/6 MEJOBO 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Golantepus 

RT. RW. 

27 PEMBANGUNAN PONPES AL FADLILLAH 
SINGOCANDI KOTA KUDUS 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Singocandi 

RT. RW. 

28 PEMBANGUNAN MADIN DUROTUL 
MAGHFIROH GLAGAH WARU RT 3/4 KUDUS 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Glagah Waru 

RT. RW. 
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29 PEMBANGUNAN MADIN AWWALIYAH 
IANATUT THOLIBIN DESA TENGGELES RT 
2/IV MEJOBO 

0 / Pkt 5.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tenggeles 

RT. RW. 

30 PEMBANGUNAN MI NU NURUL HIKMAH 
TUMPANG KRASAK JATI 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tumpangkrasak 

RT. RW. 

31 PEMBANGUNAN MI NU TARBIYATUL AULAD 
KESAMBI MEJOBO KUDUS 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

32 PEMBANGUNAN MTS NU IBTIDAUL FALAH 
SAMIREJO DAWE KUDUS 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Samirejo 

RT. RW. 

33 PEMBANGUNAN MASJID ALMUTTAQIN 
PUYOH DAWE KUDUS 

0 / 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Puyoh 

RT. RW. 

34 PEMBANGUNAN TPQ MIFTAHUL HUDA 
MENAWAN RT 06/01 DAWE KUDUS 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Menawan 

RT. RW. 

35 PEMBANGUNAN TPQ ROUDLOTUL ULUM 

DESA TANJUNG REJO RT.4/6 JEKULO 
KUDUS 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

RT. RW. 

36 PEMBANGUNAN TPQ AL HUDA 
NGEMBALREJO RT 4/6 JEKULO KUDUS 

0 / Pkt 10.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

RT. RW. 

37 PEMBANGUNAN MI NU ROUDLATUS 
SHIBYAN 02 DS. PEGANJARAN BAE KUDUS 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Peganjaran 

RT. RW. 

38 PEMBANGUNAN GEDUNG MUSLIMAT NU 
ANCAB MEJOBO KUDUS 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

39 PEMBANGUNAN MUSHOLLA SABILAH 
KESAMBI RT 2/11 MEJOBO 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kel. Kajeksan 

RT. RW. 

40 PEMBANGUNAN PONPES MANBAUL ULUM 
KAJEKSAN DK. KELURAHAN NO.22 RT 1/ 3 

KOTA KUDUS 

0 / Pkt 0 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kel. Kajeksan 

RT. RW. 

41 PEMBANGUNAN MASJID DARURROHMAH 
GULANG RT 6/4 MEJOBO KUDUS 

0 / Pkt 40.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gulang 

RT. RW. 

42 PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM DESA 
KESAMBI DK. JELAK RT 01/8 

0 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Makam tidak 
termasuk 
kewenangan OPD 

Ds. / Kel. Kesambi 

RT. RW. 

43 PEMBANGUNAN PAUD DARUL AMANAH 

BULUNG CANGKRING RT 2 / RW 10 
KECAMATAN JEKULO 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 
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44 BANTUAN BEDAH RUMAH IBU 
WAHYUNINGSIH DESA PUYOH RT 3 RW 3 
DAWE KUDUS 

0 / Pkt 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

Ds. / Kel. Puyoh 

RT. RW. 

45 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK BUKARI RT 
05 RW 02 DESA PANJANG KECAMATAN BAE 
KABUPATEN KUDUS 

0 / Pkt 15.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Panjang 

RT. RW. 

46 PEMBANGUNAN GEDUNG BARU TPQ NU 
NAHDLATUL ATHFAL DESA BLIMBING KIDUL 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

Bukan Kewenangan 
Disdikpora Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

47 PEMBANGUNAN TALUD JALAN SIDOREKSO - 
KEDUNGDOWO 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

48 PEMBANGUNAN SENDERAN KALI DESA 
KARANGAMPEL 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangampel 

RT. RW. 

49 PEMBANGUNAN TALUD JALAN SIDOREKSO- 
BLIMBING KIDUL 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

50 BEDAH RUMAH IBU SUMARTI DESA JURANG 
RT 02 RW 01 KECAMATAN GEBOG 
KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Jurang 

RT.2 RW.1 

51 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK BADRI 
MUSTOFA DESA JURANG RT 05 RW 05 
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Jurang 

RT.5 RW.5 

52 BEDAH RUMAH BAPAK SUPARMIN DESA 
JURANG RT 04 RW 03 KECAMATAN GEBOG 
KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Jurang 

RT.4 RW.3 

53 BANTUAN BEDAH SUHARDI DESA MENAWAN 
RT 05 RW 01 KECAMATAN GEBOG 
KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Menawan 

RT.5 RW.1 
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54 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK 
MUNHOFAR DESA MENAWAN RT 06 RW 01 
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Menawan 

RT.6 RW.1 

55 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK REJO 
DESA BLIMBING KIDUL RT 06 RW 01 
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN 
KUDUS 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

56 BANTUAN BEDAH RUMAH IBU MASMI DESA 
BLIMBING KIDUL RT 06 RW 01 KECAMATAN 
KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

57 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK SUMAJI 
DESA BLIMBING KIDUL RT 06 RW 02 

KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN 
KUDUS 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

58 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK SABAR 
DESA BLIMBING KIDUL RT 03 RW 03 
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN 
KUDUS 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

59 PEMBANGUNAN PENGASPALAN JALAN DESA 
PRAMBATAN LOR DUKUH PERENG-
BENDARAN 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Lor 

RT. RW. 

60 PEMBANGUNAN JEMBATAN SIDOREKSO - 
GAMONG 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

61 PEMBANGUNAN GEDUNG BARU TPQ NU NA 
DESA BLIMBING KIDUL 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

62 PEMBANGUNAN TALUD JALAN SIDOREKSO -
KEDUNGDOWO 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gamong 

RT. RW. 

63 PEMBANGUNAN SENDERAN KALI DESA 
KARANGAMPEL 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangampel 

RT. RW. 

64 PEMBANGUNAN TALUD JALAN SIDOREKSO-
BLIMBING KIDUL 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 
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65 RENOFASI JEMBATAN BLIMBINGKIDUL - 
SIDOREKSO 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

66 RENOFASI JEMBATAN DESA SIDOREKSO - 
KEDUNGDOWO 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Banget 

RT. RW. 

67 Peningkatan Jalan Blolo - Nganti 0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangampel 

RT. RW. 

68 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS BLOLO 
- NGANTI 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kaliwungu 

RT. RW. 

69 REHABILITASI RUANG KELAS MI NU 
MIFTAKHUL ULUM DESA KARANGAMPEL 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Karangampel 

RT. RW. 

70 REHABILITASI GEDUNG MUSLIMAT NU DESA 
KARANGAMPEL 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggaran Ds. / Kel. Karangampel 

RT. RW. 

71 BANTUAN HONOR BUAT GURU TPQ, MADIN 

MOHON UNTUK DI PERTAHANKAN 
SEBAGAIMANA YANG MENJADI PROGRAM 
UNGGULAN BAPAK BUPATI NON AKTIF 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Ditolak BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

bantuan Tunjangan 

Kesejahteraan Guru 
Swasta sudah di 
anggarkan melalui 
belanja langusng 
pada Bagian Kesra 
Setda Kab Kudus 

Ds. / Kel. Kaliwungu 

RT. RW. 

72 PEMBANGUNAN GEDUNG TPQ NAHDLOTUL 
ATFAL 

0 / Pkt 0 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Blimbing Kidul 

RT. RW. 

73 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI 
JRAKAH DESA SIDOREKSO 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

74 REHABILITASI JALAN PAPRINGAN -
GETASRABI 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Papringan 

RT. RW. 

75 Pembangunan Drainase Jalan Papringan - 
Getassrabi 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Papringan 

RT. RW. 

76 PEMBANGUNAN REHAB MUSHOLLA KANTOR 
KECAMATAN KALIWUNGU 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Ditolak KECAMATAN KALIWUNGU musholla di kantor 
kecamatan 
kaliwungu sudah 
diusulkan oleh 
kantor kecamatan 
melalui kegiatan 
Peningkatan 

kapasitas sumber 
daya dan sarana 
prasarana aparatur 

Ds. / Kel. Kedungdowo 

RT. RW. 
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77 PEMBANGUNAN MUSHOLLA KANTOR 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan KECAMATAN GEBOG   

Ds. / Kel. 

KECAMATAN GEBOG RT. RW. 

78 BANTUAN KEUANGAN DESA TANJUNG REJO 
UNTUK JALAN LINGKUNGAN RW 02 DESA 
TANJUNG REJOK JALAN LINGKUNGAN RW 2 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

RT. RW. 

79 PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI TATI-DESA 
BANGET DUKUH KACUT DUKUH KACY 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Banget 

RT. RW. 

80 FASILITASI KEGIATAN KTNA KABUPATEN 
KUDUS 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

81 Pembangunan Drainase Jalan Sempalan - 
Pasuruhan Kidul 

0 / Pkt 900.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Kidul 

RT. RW. 

82 PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI JRAKAH-
DESA SIDOREKSO 

0 / Pkt 1.000.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

83 PERAWATAN JEMBATAN JALAN SIDOREKSO-

KEDUNGDOWO 

0 / Pkt 500.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

RT. RW. 

84 PEMBANGUNAN EMBUNG ( PENGADAAN 
TANAH) DESA SETROKALANGAN ( 
EKSEKUTIF) 

0 / Pkt 4.000.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Setrokalangan 

RT. RW. 

85 PEMBANGUNAN ASPAL JUT SIMANGU - 
SIGEDANGAN DESA PASURUHAN KIDUL 

0 / Pkt 37.000.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Kidul 

RT. RW. 

86 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RW 03 DESA 
PASURUHAN KIDUL 

0 / Pkt 415.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Kidul 

RT. RW. 

87 PEMBANGUNAN SALURAN AIR JALAN 
GANESHA-PASURUHAN LOR WILAYAH RW 
06-GAPURA PERBATASAN DESA PASURUHAN 
LOR-PURWOSARI PANJANG 600 M 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Dobel Usulan 

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

88 Pembanguanan Saluran Drainase jalan Ploso- 

Pasuruhan Lor 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

89 BANTUAN BETONISASI JALAN KENCING - 
GOLENG 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

90 Pemasangan LPJU Jalan Kencing - Goleng 1 / Pkt 306.600.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

91 Pembangunan Saluran Air Ruas Jalan 
Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Kidul 

RT. RW. 
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92 PEMBANGUNAN TALUD JALAN PASURUHAN 
LOR- KENCING 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

93 PEMBANGUNAN TALUD JALAN PASURUHAN 
LOR- PASURUHAN KIDUL 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

94 Pembangunan Saluran Air Ruas Jalan 
Ganesha - Pasuruhan Lor 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

95 Pembangunan Saluran Air Jalan Ganesha - 
Pasuruhan Lor 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

96 PENINGKATAN JALAN KENCING - GOLENG 0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

97 PENINGKATAN JL. RUAS KENCING - GOLENG 0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

98 Pembangunan Saluran Air Jalan Ganesha- 

Pasuruhan Lor 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

99 PEMBANGUNAN SALURAN AIR JALAN 
GANESHA- PASURUHAN LOR VOLUME 370 M 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Dobel Usulan 

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

100 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANESA - 
PASURUHAN LOR 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

101 JUT PASURUHAN LOR 0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

102 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI 
MUNENG 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

103 PEMBANGUNAN REHAB DI PLOSO 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

104 PEMBANGUNAN NORMALISASI LONGSTORID 
GOLENG 

0 / Pkt 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

105 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD 2 
GETASRABI 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

106 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD 3 

GAETASRABI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

107 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 0 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / DINAS PEMBERDAYAAN   
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Vol / 
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JALAN RW 01 DESA KARANGROWO Ds. / Kel. Karangrowo Bantuan Keuangan MASYARAKAT DAN DESA 

RT. RW. 

108 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 

JALAN RW 06 DESA KARANGROWO 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

109 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
JALAN RW 02 DESA KARANGROWO2 DESA 
KARANGROWO 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

110 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
JALAN DESA LARIKREJO 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

111 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
JALAN DESA WATES 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Wates 

RT. RW. 

112 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
JALAN DESA KIRIG 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Kirig 

RT. RW. 

113 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
JALAN DESA MEJOBO 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

114 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
JALAN DESA PAYAMAN 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 

115 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
JALAN DESA GULANG 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Gulang 

RT. RW. 

116 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 

JALAN DESA PEGANJARAN 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Peganjaran 

RT. RW. 

117 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
JALAN DESA BAE 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

118 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
JALAN DESA GONDANG MANIS 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

RT. RW. 

119 PEMBANGUNAN TPQ AL-HUDA 
GONDOHARUM RT 02/05 JEKULO KUDUS 

0 / Pkt 300.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

RT. RW. 

120 PEMASANGAN LPJU JALAN GRIBIG - 
BAKALANKRAPYAK 

1 / Pkt 285.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

121 PEMASANGAN LPJUJALAN GRIBIG 
BAKALANKRAPYAK 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

122 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GRIBIG 
- BAKALANKRAPYAK 

0 / Pkt 500.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gribig 
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RT. RW. 

123 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE 
GRIBIG-KARANGMALANG 

0 / Pkt 0 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 

RT. RW. 

124 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS BARU 
SD MUHAMMADIYAH GRIBIG 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

125 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT 5 RW 2 
DESA GRIBIG 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

126 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT 1 RW 7 

DESA GRIBIG 

0 / Pkt 150.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

127 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 1 RW 
7 DESA GRIBIG 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

128 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 1 RW 
7 DESA GRIBIG 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

129 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 1 RW 
7 DESA GRIBIG 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

130 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 1 RW 
7 DESA GRIBIG 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

131 PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI KYAI DESA 
RT 4 RW 4 DESA GRIBIG 

0 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

132 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RTQ 
NAHDLOTUTH THOLIBIN DESA GRIBIG 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

133 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RTQ 
NAHDLOTUTH THOLIBIN DESA GRIBIG 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

134 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RTQ 

NAHDLOTUTH THOLIBIN DESA GRIBIG 

0 / Pkt 100.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

135 KUB USAHA SEJAHTERA DESA BESITO RT 
RW 6 KECAMATAN GEBOG KABUPATEN 
KUDUS 

0 / Pkt 50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Besito 

RT. RW. 

136 PEMASANGAN LAMPU WARNING LIGHT JL. 
KUDUS -JEPARA PERTIGAAN LAPANGAN 

KEDUNGDOWO KECAMATAN KALIWUNGU 
KABUPATEN KUDUS 

0 / Pkt 500.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Bakalan Krapyak 

RT. RW. 

137 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RW 01 
DESA NGEMPLAK UNDAAN 1000M 

0 / Pkt 500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 
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RT. RW. 

138 PEMBANGUNAN TALUD RW 2 DESA 
NGEMPLAK UNDAAN 1000 M 

0 / Pkt 500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

RT. RW. 

139 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RW 2 
DESA NGEMPLAK UNDAAN 

0 / Pkt 500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

RT. RW. 

140 PEMBANGUNAN BETONISASI JUT NGORI 
DESA TEMULUS 

0 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

  
JUMLAH KOMISI A (Rp.) 60.416.600.000 
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Tabel 4.7  

DAFTAR ASPIRASI YANG DIUSUNG OLEH DPRD KOMISI B 

TAHUN 2021 / Murni 
 

No. 

Aspirasi / Usulan Verifikasi 

Usulan / Aspirasi 
Vol / 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verifikator Keterangan 

1 REHAB RA MATHOLIUL FALAH 1 / Pkt 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

Dukuh SIntru RT. RW. 

2 REHAB RA ROUDLOTUT THOLIBIN 1 / Pkt 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Japan 

RT. RW. 

3 REHAB RA HIDAYATUL MUSTAFIDIN 1 / Pkt 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

RT. RW. 

4 REHAB RA TARBIYATUL FALAH 1 / Pkt 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Colo 

RT. RW. 

5 REHAB RA NURUL ULUM 1 / Pkt 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Piji 

RT. RW. 

6 REHAB RA IBTIDAUL FALAH 1 / Pkt 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Samirejo 

RT. RW. 

7 REHAB RA MIFTAHUL HUDA 1 / Pkt 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Glagah Kulon 

RT. RW. 

8 REHAB RA AL-FALAH 1 / Pkt 20.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

9 REHAB RA MIFTAHUL HUDA 1 1 / Pkt 20.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

RT. RW. 

10 REHAB RA DARUL ANWAR 1 / Pkt 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Cranggang 

RT. RW. 

11 REHAB RA NAHDLOTUL ATHFAL 1 / Pkt 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Puyoh 

RT. RW. 

12 REHAB TPQ NURUL ANWAL 1 / Pkt 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Cendono 

RT. RW. 

13 REHAB RA MIFTAHUL FALAH 1 / Pkt 40.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Cendono 

RT. RW. 

14 REHAB MUSHOLLA AL-FURQON 1 / Pkt 20.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Sadang 

RT. RW. 
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15 REHAB MUSHOLLA DARUS SALAM 1 / Pkt 20.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Sidomulyo 

RT. RW. 

16 REHAB MUSHOLLA ITTIHODUL UMMAH 1 / Pkt 20.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

17 REHAB MUSHOLLA AL-IKLAS 1 / Pkt 20.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

RT. RW. 

18 REHAB MUSHOLLA AR-ROHIM 1 / Pkt 20.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

RT. RW. 

19 REHAB MUSHOLLA ROUDLOTUS SHOLIHIN 1 / Pkt 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

RT. RW. 

20 REHAB MUSHOLLA MANBAUL HUDA 1 / Pkt 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Piji 

RT. RW. 

21 REHAB MUSHOLLA DARUL MUTTAQIN 1 / Pkt 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

RT.3 RW.7 

22 REHAB MASJID SABILUL FALAH 1 / Pkt 20.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

23 REHAB TPQ NURUL BURHAN 1 / Pkt 20.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

RT.6 RW.2 

24 REHAB MUSHOLLA AT-TAQWA 1 / Pkt 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Cendono 

RT.3 RW.9 

25 SARANA DAN PRASARANA TIC 1 / Pkt 50.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 

26 PELATIHAN MESIN PENDINGIN 7 / Pkt 140.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 

27 MOERIA CULTURE FESTIFAL 1 / Pkt 190.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 

28 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN TERBAN - 
KANCILAN 

1 / Pkt 195.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Terban 

RT. RW. 

29 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN CENDONO 
- NGELO 

1 / Pkt 195.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Cendono 

RT. RW. 
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30 PAVINGISASI SD REJOSARI 1 1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

31 PENGASPALAN JALAN CENDONO-
MARGOREJO 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Tidak masuk SK 
Jalan Kabupaten Ds. / Kel. Cendono 

RT. RW. 

32 PENINGKATAN JALAN TERGO - BREMI 1 / Pkt 150.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

33 PENINGKATAN JALAN SUDO-MASIN 1 / Pkt 150.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

RT. RW. 

34 FESTIVAL SANTRI NUSANTARA 1 / Pkt 100.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 

35 PEMBANGUNAN MASJID JAMI` ROUDHOTUL 
SOLICHIN 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Cendono 

RT. RW. 

36 PEMBANGUNAN MASJID JAMI` MIFTAHUL 

FALAH 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Ternadi 

RT. RW. 

37 PEMBANGUNAN MUSHOLLA NURUS SA`ADAH 1 / Pkt 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

RT. RW. 

38 PEMBANGUNAN RKB TPQ AL - HIDAYAH 1 / Pkt 30.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tergo 

DUKUH GEMPOL RT. RW. 

39 PELATIHAN PERTANIAN UNTUK 
PRODUKTIFITAS PEMANFAATAN LAHAN 
SEMPIT 

2 / Pkt 100.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Cendono 

Dan Desa Honggosoco kec 
Jekulo RT. RW. 

40 JUT BLOK SIDO REJO DESA PLADEN 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

41 JUT BLOK SIDO MUKTI DESA PLADEN 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 

PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

42 JUT BLOK SIDO MAKMUR DESA PLADEN 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

43 JUT BLOK SETRO MULYA DESA PLADEN 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

44 JUT KRAMAT MAKMUR DESA PLADEN 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 
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45 JUT SIDOMULYO - GONDOHARUM 
(JEMBATAN BENO KE UTARA ) DESA 
GONDOHARUM 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

RT. RW. 

46 JUT KLONENG - KALITEKUK (LANJUTAN) 
DESA GONDOHARUM 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

RT. RW. 

47 LPJU DARI JALAN RUMAH MAKAN BAMBU 
WULUNG KE UTARA SAMPAI DESA 
HANGGOSOCO JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

tidak masuk dalam 
SK Jalan Kabupaten Ds. / Kel. Tenggeles 

RT. RW. 

48 LPJU JALAN DESA KLALING DUKUH KRAJAN 
RT 4 RW 1 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

bukan jalan 
kabupaten dan 

tidak masuk dalam 
SK Jalan 

Ds. / Kel. Klaling 

RT.4 RW.1 

49 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN DESA 
KLALING GANG 2 RT 3 RW 1 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT.3 RW.1 

50 PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI DESA 
PLADEN RT 2 RW 5 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT.2 RW.5 

51 PENINGKATAN JALAN JEKULO KIDUL - 
SADANG (LANJUTAN) 

1 / Pkt 2.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sadang 

RT. RW. 

52 LPJU JALAN SADANG-JEKULO 1 / Pkt 500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Sadang 

RT. RW. 

53 PENINGKATAN JALAN RUAS JEKULO KIDUL - 
SADANG 

1 / Pkt 2.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

RT. RW. 

54 NORMALISASI DUKUH KRAJAN-DUKUH 
JAWIK DESA PLADEN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

55 PENINGKATAN JALAN JAWIK-BULUNGKULON 1 / Pkt 1.800.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

56 LPJU PLADEN - SIDOMULYO 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Ditolak DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

57 PENINGKATAN JALAN TERBAN-SIDOMULYO 1 / Pkt 500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Terban 

RT. RW. 

58 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 
KLALING - JEKULO 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Klaling 

GANG PUSKESMAS JEKULO 

SAMPAI MAKAM KRAMAT RT. 
RW. 
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59 PENINGKATAN JALAN KLALING - 
TANJUNGREJO 

1 / Pkt 1.500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

 

Ds. / Kel. Klaling 

PINTU MASUK DESA KLALING 

SAMPAI TANJUNGREJO RT. 
RW. 

60 PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN KLALING 
- KARANGSUBUR 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

61 PEMBANGUNAN TALUD BETON/BRONJONG 
BATU 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

62 PEMBANGUNAN JALAN BETON 1 / Pkt 500.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

63 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN 
BULUNGCANGKRING - BATAS PATI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

64 NORMALISASI SUNGAI JEMBANGAN KALI 
JATI 

1 / Pkt 1.500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT. RW. 

65 PEMBANGUNAN TALUD JALAN JAWIK - 
BULUNG KULON (LANJUTAN) 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT. RW. 

66 PENINGKATAN JALAN RUAS JAWIK - BULUNG 
KULON 

1 / Pkt 2.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT. RW. 

67 JUT KALIJATI BULUNG KULON 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 

PANGAN 

  

Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT. RW. 

68 PENINGKATAN JALAN SIDOMULYO - 
GONDOHARUM 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

RT. RW. 

69 PEMBANGUNAN PAGAR LAPANGAN OLAH 
RAGA SMP 2 JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

RT. RW. 

70 REHABILITASI HALAMAN SEKOLAH (PAVING) 
SMP 2 JEKULO 

1 / Pkt 70.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

RT. RW. 

71 PEMBUATAN TALUD PAGAR SEKOLAH SD 1 
KANDANGMAS 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

HALAMAN TIMUR SD 1 
KANDANGMAS RT. RW. 

72 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS 

PACIKARAN - MARGOREJO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

DEPAN BALAI DESA 
MARGOREJO SISI TIMUR RT. 
RW. 
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73 PEMBANGUNAN TALUD JALAN DEDEL-
KARANGPANAS 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

DUKUH KARANGPANAS DESA 

MARGOREJO RT. RW. 

74 PENINGKATAN JALAN RUAS PACIKARAN - 
MARGOREJO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

DUKUH PELANG DESA 
MARGOREJO (BARAT SUNGAI) 
RT. RW. 

75 PEMBANGUNAN KANTOR RUANG MADIN 
DARUL MUKMININ 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

JL. PR SUKUN NGEMPLAK 
RT.01 RW.09 

76 PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN 1 / Pkt 50.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Honggosoco 

DUKUH KAUMAN RT. RW. 

77 PEMBANGUNAN JUT BLOK BAYANAN-
TEMPUR POKTAN ADEM AYEM 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

DUKUH GENTUNGAN RT. RW. 

78 PEMBANGUNAN JUT DUKUH POHDENGKOL-
REJOSARI POKTAN AYEM TENTREM 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

79 PEMBANGUNAN JALAN RUAS 
GONDANGMANIS - CENDONO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Cendono 

RT. RW. 

80 Peningkatan Jalan Gondangmanis - Margorejo 
(Lanjutan) 

150 / 
M3 

200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

DUKUH GENTUNGAN RT. RW. 

81 PENINGKATAN JALAN BULUNGCANGKRING-
BATAS PATI 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

82 PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA 
DESA JETISKAPUAN 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

RT. RW. 

83 PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVING MASJID 

BAITUL HAQ 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT.01 RW.03 

84 PEMBANGUNAN MASJID ALFALAH DK. 
PLENYIKAN 

1 / Pkt 25.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Demaan 

RT. RW.07 

85 PEMBANGUNAN MUSHOLA ROUDHOTUL 
JANNAH SINGOCANDI 

1 / Pkt 25.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Singocandi 

RT. RW. 

86 PENGECORAN JUT BLOK KUDUS GAPOKTAN 
SIDOMAKMUR PAYAMAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 
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87 HIBAH BARONGAN CANDI MULYO DESA 
SINGOCANDI 

1 / Pkt 25.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. Singocandi 

RT. RW. 

88 PEMBANGUNAN GEDUNG VIHARA VAJRA 
BODHI MANGGALA 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT.01 RW.04 

89 PEMBANGUNAN MUSHOLA DARUL HIJRO 1 / Pkt 10.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

RT. RW. 

90 PEMBANGUNAN TALUD JUT BLOK 
GEDANGREJO GAPOKTAN LUMBUNGTANI 

DESA NGEMPLAK 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

RT. RW. 

91 PEMBANGUNAN JUT BLOK GEDANGREJO 
GAPOKTAN LUMBUNGTANI DESA NGEMPLAK 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

RT. RW. 

92 PENGADAAN ALSINTAN /COMBI GAPOKTAN 
LUMBUNG TANI DESA NGEMPLAK 

1 / Pkt 400.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

RT. RW. 

93 BANTUAN GRUP BARONGAN ALAS PURWO 1 / Pkt 20.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

RT.02 RW.07 

94 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MASJID 
JAMI BAITURROHIM 

1 / Pkt 30.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

RT. RW. 

95 PENGADAAN KONTAINER BAK SAMPAH 1 / Pkt 800.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS PERDAGANGAN   

Ds. / Kel. 

kabupaten kudus RT. RW. 

96 REVITALISASI PASAR PIJI 1 / Pkt 500.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERDAGANGAN   

Ds. / Kel. Piji 

RT. RW. 

97 PEMBANGUNAN MASJID BESAR 
DARUSSALAM 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

RT. RW.02 

98 REHAB RUANG KELAS MI NU MATHOLIUL 
HUDA 

1 / Pkt 75.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kedungsari 

RT. RW. 

99 PEMBANGUNAN JUT BLOK KIDUL KONDANG 1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

100 PEMBANGUNAN LPJU DK. BABATAN - DS. 
KLUMPIT (JL. GETASRABI - GARUNG LOR) 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

101 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE 

JURANG - BESITO 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jurang 

RT. RW. 

         



IV-54 
 

No. 

Aspirasi / Usulan Verifikasi 

Usulan / Aspirasi 
Vol / 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verifikator Keterangan 

102 PEMBANGUNAN JUT BLOK DUKUH 
KEBANGSAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

103 JUT DUKUH KEMASAN RT 3 RW 5 1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 

RT.3 RW.5 

104 JUT DUKUH 1 BESITO KE KEBON ALAS 
BESITO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Besito 

RT. RW. 

105 JUT LANJUTAN BLOK ADAL-ADAL JURANG - 
MANISAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Besito 

RT. RW. 

106 BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID NURUL 
MUTTAQIN 

1 / Pkt 75.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

107 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 
BESITO - JURANG 

2000 / 
M2 

500.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jurang 

RT. RW. 

108 LPJU JALAN GETASRABI GARUNG LOR 1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

109 LPJU SERABI LOR- JETIS 1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

110 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN .GEBOG - 
BESITO 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Besito 

RT. RW. 

111 Pembangunan Talud Jalan Bonalas - Besito 1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Besito 

RT. RW. 

112 PENINGKATAN JALAN RUAS BESITO - 
BONALAS 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Besito 

RT. RW. 

113 PELATIHAN PEMBIBITAN 1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Ditolak DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

Tugas Fungsi 
Pertanian Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

114 PELATIHAN FERMENTASI 1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Ditolak DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

Tugas Fungsi Dinas 
Pertanian Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

115 PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH 1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

RT. RW. 

116 PEMBANGUNAN JUT BLOK JARANAN DESA 
KARANGMALANG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 



IV-55 
 

No. 

Aspirasi / Usulan Verifikasi 

Usulan / Aspirasi 
Vol / 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verifikator Keterangan 

SELATAN KUD DESA 
KARANGMALANG RT.02 
RW.10 

117 PEMBANGUNAN PONPES MADRASAH HASYIM 
ASY`ARI 2 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 

RT. RW. 

118 PELATIHAN KEJURUAN TEKNIK INFORMASI 
KOMPUTER (DESAIN GRAFIS DAN OPERATOR 
KOMPUTER) KELOMPOK MAJU KREATIF 

1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Jurang 

RT.01 RW.05 

119 PELATIHAN KEJURUAN MANUFAKTUR, 

KELOMPOK SETIA KARYA 

1 / 

Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 

PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT.01 RW.03 

120 PELATIHAN KEJURUAN TATA KECANTIKAN, 
KELOMPOK MATAHARI 

1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

RT.06 RW.02 

121 PELATIHAN KEJURUAN BAHASA, KELOMPOK 
RAMAYANA 

1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

RT.01 RW.01 

122 PELATIHAN KEJURUAN TATA BOGA, 
KELOMPOK MASTER CHIEF 

1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

RT.02 RW.07 

123 PELATIHAN DESAIN GRAFIS, KELOMPOK 
GRAVITASI 

1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

RT.02 RW.05 

124 PELATIHAN PEMELIHARAAN KENDARAAN 
RINGAN SISTEM KONVENSIONAL, 
KELOMPOK KLUMPIT BERDIKARI 

1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Klumpit 

RT.06 RW.03 

125 PELATIHAN KEJURUAN OTOMATIF, 
KELOMPOK GETAS TANGGUH 

1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

KARAAN RT.09 RW.06 

126 PELATIHAN KEJURUAN LAS, KELOMPOK 
SARI MANDIRI 

1 / 
Kelpk 

50.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Kedungsari 

RT.03 RW.04 

127 PEMBANGUNAN TALUD PRAMBATAN KIDUL 
(BANKEU) 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

RT. RW. 

128 PEMBANGUNAN JALAN PRAMBATAN KIDUL 
(BANKEU) 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

RT. RW. 
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129 PENINGKATAN MASJID AT TAQWA DAN 
TEMPAT PARKIR (HIBAH) 

1 / Pkt 600.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

130 REHAB ATAP DAN PAGAR MI 
MUHAMMADIYAH JATI KULON 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

131 BANTUAN PENGADAAN SOUND SYSTEM 
AULA SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Damaran 

RT. RW. 

132 PENGADAAN ALSINTAN /COMBI GAPOKTAN 
SUMBER MAKMUR JETIS KAPUAN 

1 / 
Unit 

400.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

RT. RW. 

133 PEMBANGUNAN LAPANGAN BOLA SAMBA 
(BANKEU) 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

134 PEMBANGUNAN RUANG KELAS PRAKTEK 
SMK MUHAMMADIYAH 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Ditolak BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

Bukan Kewenangan 
Disdikpora Ds. / Kel. Garung Kidul 

RT. RW. 

135 HIBAH MDMC 1 / Pkt 100.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH 

  

Ds. / Kel. Damaran 

RT. RW. 

136 REHAB MASJID AL HUDA LORAM KULON 1 / Pkt 50.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Loram Kulon 

RT. RW. 

137 REHAB MASJID AL AMIN JATI KULON 1 / Pkt 100.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

138 REHAB MASJID MUKLISIN JATI KULON 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

139 PENGADAAN BIOFLOG IKAN LELE DAN NILA 
GAPOKTAN JATI MAKMUR JATI KULON 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

140 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MI 
MUHAMMADIYAH AL TANBIH 

1 / 
Unit 

200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

141 HIBAH GAPOKTAN JATI MAKMUR JATI 
KULON TANAMAAN ANGGUR 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

142 RENOVASI MASJID DARUSSALAM JATI 
KULON 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

143 RENOVASI TPQ MASLICHAH JATI KULON 1 / Pkt 100.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT.04 RW.05 
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144 HIBAH POMPA DAN RUMAH POMPA 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN Ds. / Kel. Jati Kulon 

DUKUH KENCING RT. RW. 

145 BANTUAN PANGGUNG DAN PERALATAN 
KETOPRAK PANJIANOM KUTUK 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

146 BANTUAN PANGGUNG OM MAHEZWARA 
CITRA MUSIK KUTUK 

1 / Pkt 80.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

147 BANTUAN PERALATAN KETOPRAK LANGEN 
MARSUDI BUDOYO 

1 / Pkt 20.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. Berugenjang 

RT. RW. 

148 PEMBANGUNAN VIHARA BUDHASANTI 1 / Pkt 250.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

149 PEMBANGUNAN RUANG KELAS DAN KANOPI 
TK PERTIWI 

1 / 
Unit 

200.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

150 PEMBANGUNAN RUANG KELAS PAUD DESA 

KUTUK 

1 / 

Unit 

200.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

151 PEMBANGUNAN JITUT BLOK SRI MULYO 
KUTUK 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

152 PEMBANGUNAN TAMAN DESA KUTUK 
(BANKEU) 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

153 BEDAH RUMAH AN. SUPENO 1 / 
Unit 

15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT.04 RW.04 

154 BEDAH RUMAH AN. SUTIYONO PAING 1 / 
Unit 

150.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT.04 RW.04 

155 PEMBANGUNAN JUT BLOK BLALAKREJO 1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Wonosoco 

RT. RW. 

156 PEMBANGUNAN JUTA BLOK LARIK MODINAN 
UNDAAN KIDUL 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Kidul 

RT. RW. 
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157 PEMBANGUNAN JUT BLOK TANI TAMPAK 1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

 

 
Ds. / Kel. Undaan Kidul 

RT. RW. 

158 PEMBANGUNAN JUT BLOK TUGU DESA 
PAYAMAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 

159 PEMBANGUNAN JUT BLOK JUMIRAH 
PAYAMAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 

160 Peningkatan JALAN HADIWARNO - JOJO 1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Hadiwarno 

RT. RW. 

161 BEDAH RUMAH AN. ABRAHAM ISNAN 1 / 
Unit 

15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Glagah Waru 

RT.04 RW.04 

162 PEMBANGUNAN JUT BLOK SIDOURIP 
LANJUTAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Glagah Waru 

RT. RW. 

163 PEMBANGUNAN JUT BLOK SIDODADI 
LANJUTAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Glagah Waru 

RT. RW. 

164 PEMBANGUNAN JUT BLOK SRI BANGUN 
LANJUTAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

165 PEMBANGUNAN JUT SRIMUKTI LANJUTAN 1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

166 PEMBANGUNAN JUT BLOK SRI RAHAYU 
LANJUTAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

167 PEMBANGUNAN JUT BLOK SRI TANI 
LANJUTAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

168 PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA KUTUK - 
BATAS PATI 

1 / Pkt 700.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

169 PEMBANGUNAN JALAN COR BETON 
BERTULANG DAN PANCANG RAWAN 
LONGSOR (BANKEU) 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT.04 RW.04 

170 BANTUAN POKTAN BUDIDAYA IKAN NGUDI 

MULYO 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 

PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT.06 RW.04 
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171 PEMBANGUNAN JEMBATAN BABALAN-
KUTUK 

1 / Pkt 1.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

 

Ds. / Kel. Kalirejo 

RT. RW. 

172 PEMBANGUNAN TALUD JALAN BABALAN - 
KUTUK 

1 / Pkt 2.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kalirejo 

RT. RW. 

173 PEMBANGUNAN TALUD JALAN KUTUK - 
GATET 

1 / Pkt 2.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

174 PEMBANGUNAN TALUD JALAN MEDINI - 
KUTUK 

1 / Pkt 2.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

175 PEMBANGUNAN TALUD JALAN KUTUK - 
BATAS PATI 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

176 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 
GLAGAHWARU - TERANGMAS 

1 / Pkt 1.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Glagah Waru 

RT. RW. 

177 PEMBANGUNAN TALUD JALAN LAMBANGAN - 

BERUGENJANG 

1 / Pkt 2.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Lambangan 

RT. RW. 

178 PEMBANGUNAN JEMBATAN KUTUK BATAS 
PATI 01 

1 / Pkt 750.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

179 PEMBANGUNAN JALAN BERUGENJANG - 
WONOSOCO 

1 / Pkt 5.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Berugenjang 

RT. RW. 

180 PEMBANGUNAN TAMAN DESA KUTUK 1 / Pkt 750.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Untuk taman desa 
bisa dibangun dari 
APBDes 

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

181 PEMBANGUNAN MASJID DARUL MUTTAQIN 
DESA KUTUK 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

182 PEMBANGUNAN JITUT BLOK SRITANI 1 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

183 PEMBANGUNAN JITUT BLOK SRI BANGUN 1 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kutuk 

RT. RW. 

184 PEMBANGUNAN JUT BLOK TANI TAMBAK 
REJO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Kidul 

RT. RW. 

185 BANTUAN KEGIATAN B INTEK GURU 

SEKOLAH MINGGU BUDDHIS (SMB) SE 
KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 60.000.000 Kec. Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 
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186 BINTEK PEMUDA-PEMUDI UMAT BUDHA SE 
KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 60.000.000 Kec. Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT Ds. / Kel. 

RT. RW. 

187 KEGIATAN DHARMA SANTI WAISAK UMAT 
BUDHA SE KABUPATEN KUDUS 

1 / Pkt 60.000.000 Kec. Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 

188 PEMBINAAN WALUBI SE KABUPATEN KUDUS 1 / Pkt 20.000.000 Kec. Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 

189 BINTEK ROHANIWAN BUDHA SE KABUPATEN 
KUDUS 

2 / 
Kali/th 

30.000.000 Kec. Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 

190 PEMASANGAN LPJU SEPANJANG JALAN 
BOTO PUTEH DESA MEJOBO RT 05 RW 01 - 
DUKUH MBOGOL DESA MEGAWON 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

bukan jalan 
kabupaten dan 
tidak ada dalam SK 
Jalan Kabupaten 

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

191 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 
MEJOBO - MAKAM SURYO KUSUMO 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

192 PEMBANGUNAN JEMBATAN JRATUN BLOK 
GRINTING 

30 / 
Pkt 

2.000.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Gulang 

RT. RW. 

193 PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG 
ANTARA DESA GULANG - DESA LORAM 
WETAN 

10 / 
M3 

200.000.000 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

dobel usulan 

Ds. / Kel. Gulang 

RT. RW. 

194 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
LINGKAR TENGGARA - PEKENG 

2500 / 
M3 

1.500.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gulang 

RT. RW. 

195 PEMBANGUNAN TALUD JALAN LINGKAR 
TENGGARA - BANCAK 

1500 / 
M2 

300.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 

196 PEMBANGUNAN EMBUNG DESA GULANG 1 / Pkt 500.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gulang 

RT. RW. 

197 PENGECORAN JUT GRINTING SEBELAH 

JRATUN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 

PANGAN 

  

Ds. / Kel. Gulang 

RT. RW. 

198 PENGECORAN JALAN HASIL PENATAAN 
JALAN LINGKAR BLOK SABUKAN DESA 
JEPANG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 

199 PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TENGGARA 
- BANCAK 

1 / Pkt 800.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 

200 LPJU JL. SURYO KUSUMO MEJOBO TEMBUS 
DUKUH BOGOL DESA MEGAWON 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 
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201 PENINGKATAN JALAN MEJOBO - LINGKAR 
TENGGARA 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

202 PENINGKATAN JALAN LINGKAR TENGGARA - 
DUKUH BOGOL 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

203 PEMBUATAN TALUD SUNGAI KALI PENDO 
DESA MEJOBO BATAS DESA JEPANG 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

204 PEMBANGUNAN MASJID WALI AL MAKMUR 1 / Pkt 100.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 

205 PEMBANGUNAN RKB MADRASAH 
MATHOLIUL FALAH 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 

206 PEMBANGUNAN LAPANGAN GAPURAJA 1 / Pkt 300.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 

207 PEMBANGUNAN JALAN MAKAM ISLAM 

DUKUH GEDANG SEWU 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Peganjaran 

Dukus Gedang Sewu RT. RW. 

208 PEMBANGUNAN MASJID BAITUL RAHMAN 1 / Pkt 100.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

RT. RW. 

209 PEMBANGUNAN GEDUNG TPQ BAITUSSALAM 1 / Pkt 50.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Hadiwarno 

RT. RW. 

210 PENINGKATAN JALAN PASAR DORO-SMA 1 
MEJOBO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 

211 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN GULANG-
LINGKAR TENGGARA 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 

212 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN UTARA BD 
GONDANGMANIS 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

Utara Balai Desa 
Gondangmanis RT. RW. 

213 PEMBANGUNAN JEMBATAN BATAS DESA 
GULANG - LORAM WETAN 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gulang 

RT. RW. 

214 REHAB PASAR DESA JEPANG (BANKEU) 1 / Pkt 2.000.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 

215 PENINGKATAN JALAN JEPANGPAKIS-
LINGKAR TENGGARA 

1 / Pkt 1.000.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 
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216 PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM GEDANG 
SEWU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Peganjaran 

RT. RW. 

217 PEMBANGUNAN MASJID JAMI` AT-TAQWA 1 / Pkt 50.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kalirejo 

Gang 2 RT.05 RW.02 

218 PEMBANGUNAN JAMBAN SD 3 KESAMBI 1 / Pkt 75.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kesambi 

RT. RW. 

219 PEMBANGUNAN JUT BLOK BAGAS DESA 
GULANG 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Gulang 

RT. RW. 

220 PEMBANGUNAN MUSHOLA MUNAWAROH AL 
KAROMAH DESA JEPANG 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 

221 PEMBANGUNAN MASJID AT TAQWA 
KALIREJO 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kalirejo 

RT.05 RW.02 

222 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TERSIER 

BLOK KEDUNGREJO 2 UNDAAN LOR 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 

PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

gang 12 RT. RW. 

223 PEMBANGUNAN TPQ MASHALUT TA`LIM 
DESA JEPANG KECAMATAN MEJOBO 
KABUPATEN KUDUS (PLAFON DAN ATAP 
GALVALUM 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 

224 PEMBANGUNAN MUSHOLLA MUNAWAR 
ALKAROMAH 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jepang 

RT. RW. 

225 PEMBANGUNAN TALUT/DINDING PENAHAN 
SUNGAI DI SEBELAH GEDUNG ITC WISATA 
DESA WONOSOCO 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Wonosoco 

RT. RW. 

226 PENGECORAN JUT BLOK SIDOREJO DESA 
GLAGAH WARU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Glagah Waru 

RT. RW. 

227 RENOVASI TPQ DARUS SALAM DESA 

WONOSOCO 

1 / Pkt 20.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Wonosoco 

RT. RW. 

228 PENGECORAN JALAN GANG 32 DESA 
UNDAAN LOR 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

229 PEMBANGUNAN MUSHOLLA MIFTAHUL 
ULUM NGEMPLAK 

1 / Pkt 5.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

RT. RW. 

230 PENGECORAN JALAN GANG 31 DESA 
UNDAAN LOR (BANKEU) 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 
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231 PENGADAAN ALAT REBANA DAN SERAGAM 
REBANA GANG 31 DESA UNDAAN LOR 
(HIBAH) 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

232 PEMBANGUNAN SALURAN GANG 14 DESA 
UNDAAN (BANKEU) 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

233 PEMBANGUNAN MUSHOLLA GANG 5 
NGEMPLAK 

1 / Pkt 10.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

RT. RW. 

234 PEMBANGUNAN KELAS BARU PAUD KBIT AL 
QOLAM DESA UNDAAN LOR 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

235 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN 
JOJO-KESAMBI 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 
dalam musrembang Ds. / Kel. Jojo 

RT. RW. 

236 PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA - 
BAE 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. 

RT. RW. 

237 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 

PASAR BESITO - DUKUH KARANGSAMBUNG 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

238 PEMBANGUNAN MUSHOLLA AL IKLAS DESA 
WATES 

1 / Pkt 0 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Wates 

RT.2 RW.1 

239 BETONISASI JALAN DESA UNDAAN LOR 
(BANKEU) 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT.08 RW.05 

240 PEMBANGUNAN DRAINASE KAMPUNG DESA 
UNDAAN LOR 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT.02 RW.03 

241 PEMBANGUNAN/PENGECORAN JALAN DESA 
UNDAAN LOR 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT.01 RW.02 

  

 

JUMLAH KOMISI B (Rp.) 
 

77.910.000.000 
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1 BEDAH RUMAH IBUNRUMIJAH DESA 
JEKULO RT 4 RW 3 

1 / 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

RT. RW. 

2 BEDAH RUMAH IBU RUKINAH DESA JEKULO 

RT 3 RW 3 

1 / 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

RT. RW. 

3 BANKEU PENGECORAN JALAN MENUJU 
MASJID AL MUNAWAROH DESA JEKULO 

1 / 0 Kec. JEKULO Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Jekulo 

RT. RW. 

4 BANKEU PENGECORAN JUT BLOK MIJEN 
DESA PLADEN 

1 / 0 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

5 PEMBANUNAN RUMAH BURUNG HANTU 
DESA GONDOHARUM 

1 / 0 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

RT. RW. 

6 HIBAH TPQ AL HUDA DESA GONDOHARUM 1 / 0 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

RT. RW. 

7 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PAUD 
TBS KUDUS 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Krandon 

RT. RW. 

8 HIBAH SARANA OLAH RAGA PONPES YANBU 
MENAWAN 

1 / 0 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Menawan 

RT. RW. 

9 BANKEU DESA SOCO 1 / 0 Kec. DAWE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Soco 

RT. RW. 

10 BANKEU DESA REJOSARI 1 / 0 Kec. DAWE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

11 BANKEU DESA PUYOH 1 / 0 Kec. DAWE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Puyoh 

RT. RW. 

12 
 

BANKEU DESA KUWUKAN 
 

1 / 0 Kec. DAWE Ditolak 
 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya  
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 Ds. / Kel. Kuwukan    

RT. RW. 

13 BANKEU DESA CRANGGANG 1 / 0 Kec. DAWE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 

anggarannya Ds. / Kel. Cranggang 

RT. RW. 

14 BANKEU DESA KAJAR 1 / 0 Kec. DAWE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Kajar 

RT. RW. 

15 HIBAH MI IBTIDAUL FALAH DESA SAMIREJO 1 / 0 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Samirejo 

RT. RW. 

16 BANKEU DESA GONDOHARUM 1 / 0 Kec. JEKULO Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada usulan 
nominal Ds. / Kel. Gondoharum 

RT. RW. 

17 BANKEU DESA TERNADI 1 / 0 Kec. DAWE Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Ternadi 

RT. RW. 

18 HIBAH RENOVASI MASJID NAILUL MUNA 

ONGOL - ONGOL DESA LAU 

1 / 0 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

RT. RW. 

19 HIBAH RENOVASI TEMPAT WUDHU DAN 
PAGAR MUSHOLA AL - ISTIQOMAH KRAJAN 
DESA LAU RT 01 RW 01 

1 / 0 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

RT. RW. 

20 RENOVASI MUSHOLA DUKUH JETIS 
KUWUKAN RT 2 RW 1 

1 / 0 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kuwukan 

RT. RW. 

21 HIBAH PEMBANGUNAN TPQ NURUL HIKMAH 
DESA TERNADI 

1 / 0 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Ternadi 

RT. RW. 

22 MASJID BAITUL MUKMININ UNDAAN LOR 1 / 100.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

23 MASJID AL - AZHAR UNDAAN LOR 1 / 100.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

24 MADRASAH DINIYAH AL - QURANIYAH 1 / 180.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Peganjaran 

RT. RW. 

25 REHAB MI MUHAMMADIYAH UNDAAN 1 / 200.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Wates 

RT. RW. 

26 PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA WATES 
GANG 7 

1 / 200.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Wates 

RT. RW. 
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27 JUT KEDUNGREJO 1 BETONISASI 5100 / 5.100.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

28 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN & 
DRAINASE 

1 / 150.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

pasuruhan lor RT.02 RW. 

29 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN 10 / 140.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

undaan lor gang 23 RT. RW. 

30 PENYEDIAAN MESIN PANEN PADI / COMBINE 
GAPOKTAN UNDAAN LOR 

1 / 500.000.000 Kec. UNDAAN Dipertimbangkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

Tidak jelas 
usulannya Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

31 JUT RIPIN REJO BETONISASI 4050 / 4.050.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

32 JUT KAUMAN REJO BETONISASI 3345 / 3.345.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 

PANGAN 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

33 LPJU BERUGENJANG - WONOSOCO UNDAAN 71 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Berugenjang 

RT. RW. 

34 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN 
UNDAAN LOR G. 19 

10 / 140.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

35 PEMASANGAN LAMPU PENERAN JALAN G . 26 10 / 140.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

36 PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN LOR 
- LARIKREJO 

2000 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

37 RKB SD MUHAMMADIYAH BIRRUL WALIDAIN 2 / 400.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kel. Mlati Norowito 

RT. RW. 

38 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 
BERUGENJANG - WONOSOCO 

2000 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Berugenjang 

RT. RW. 

39 MASJID JAMI ASSALIKIN UNDAAN KIDUL 1 / 100.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Undaan Kidul 

RT. RW. 
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40 MASJID BAITUSSALAM DK. KRAJAN RT 05 
RW 01 BAE 

1 / 100.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

41 Pembangunan PAMSIMAS Desa BACIN 1 / 300.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bacin 

RT. RW. 

42 Pembangunan PAMSIMAS Desa UNDAAN LOR 1 / 400.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

43 TALUD KAUMAN REJO JUT BLOK KAUMAN 
REJO 

3345 / 405.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

44 TALUD RIPIN REJO JUT BLOK RIPIN REJO 4050 / 486.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

45 TALUD UDL KADIR REJO JUT BLOK 
DULKADIR REJO 

4725 / 567.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

46 TALUD KEDUNG REJO 1 JUT BLOK KEDUNG 
REJO 1 

5100 / 612.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

47 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN 
UNDAAN LOR G 15 

10 / 140.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

48 RKB SMP MUHAMMADIYAH 3 KUDUS 
UNDAAN TENGAH GANG 2 

1 / 500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

RT. RW. 

49 PENGASPALAN JALAN DERSALAM 4/5 2100 / 200.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Dersalam 

RT. RW. 

50 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN 
UNDAAN LOR GANG 22 

10 / 140.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

51 REHAB MI MUHAMMADIYAH BAE 1 / 200.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

52 DRAINASE UNDAAN LOR GANG 5 420 / 200.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

53 PEMBANGUNAN JALAN SIDOREKSO - 
KEDUNGDOWO 

1 / 500.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 
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54 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 
SIDOREKSO - KEDUNGDOWO 

1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

55 LPJU JL. SIDOREKSO - KEDUNGDOWO 1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

56 LPJU JL. MENAWAN - RAHTAWU 1 / 500.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Rahtawu 

RT. RW. 

57 PEMBANGUNAN TALUD JL. RAHTAWU - 
GEBOG 

1 / 500.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Rahtawu 

RT. RW. 

58 PEMBANGUNAN TALUD JALAN PAPRINGAN - 
SIDOREKSO 

1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

59 PASANGAN TALUD SALURAN PEMBUANG 
SUNGAI BUNTUNG DESA PRAMBATAN KIDUL 

1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

RT. RW. 

60 REHAB SD 1 SIDOREKSO 1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

61 REHAB SD 2 SIDOREKSO 1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

62 REHAB SD 4 SIDOREKSO 1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

63 REHAB SD 2 MIJEN 1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Mijen 

RT. RW. 

64 REHAB KELAS TK. PERTIWI SIDOREKSO 1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

65 JALAN RABAT BETON RW 01 DESA 
KALIWUNGU 

1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kaliwungu 

RT. RW. 

66 PEMBANGUNAN TPS DI RW 03 BLOK 
SIGANDU PRAMBATAN LOR 

1 / 400.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Prambatan Lor 

RT. RW. 

67 Pasangan Talud Kali Pesantren Desa 
Kedungdowo 

1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

RT. RW. 
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68 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE SUCEN 
(SUMUR TULAK) - BAKALAN KRAPYAK 

1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

 

Ds. / Kel. Bakalan Krapyak 

RT. RW. 

69 TALUD JALAN KACU BARU DESA BANGET 1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Banget 

RT. RW. 

70 PEMBANGUNAN JALAN RT 08 RW 05 DESA 
KEDUNGDOWO 

1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

RT. RW. 

71 PEMBANGUNAN JALAN RT 06 RW 02 DESA 

GARUNG KIDUL 

1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Garung Kidul 

RT. RW. 

72 PAGAR MAKAM RT 03 RW 04 DESA 
KEDUNGDOWO 

1 / 100.000.000 Kec. KALIWUNGU Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Makam tidak 
termasuk 
kewenangan Dinas 

Ds. / Kel. Kedungdowo 

RT. RW. 

73 PELATIHAN KUB PANCA KARYA USAHA 
PRAMBATAN KIDUL 

1 / 50.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

RT. RW. 

74 PELATIHAN KUB KARYA MANUNGGAL 
SEJAHTERA KEDUNGDOWO 

1 / 50.000.000 Kec. KALIWUNGU Dipertimbangkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

RT. RW. 

75 PELATIHAN KUB BINA PANCA ABADI 
KALIWUNGU 

1 / 50.000.000 Kec. KALIWUNGU Dipertimbangkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Kaliwungu 

RT. RW. 

76 PELATIHAN KUB LIMA SAUDARA BERSEMI 
SIDOREKSO 

1 / 50.000.000 Kec. KALIWUNGU Dipertimbangkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

Keterangan Mohon 
lebih spesifik 
kejuruan pelatihan 
yang akan 
dikehendaki oleh 
KUB 

Ds. / Kel. Sidorekso 

RT. RW. 

77 HIBAH MTS NU MIFTAHUL MAARIF 

KALIWUNGU 

1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kaliwungu 

RT. RW. 

78 HIBAH MTS NU NURUL HUDA KEDUNGDOWO 1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

RT. RW. 

79 HIBAH RA NU NURUL HUDA KEDUNGDOWO 1 / 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

RT. RW. 

80 
 

PENGURUKAN LAPANGAN SEPAK BOLA DS. 
TUMPANGKRASAK 

1 / 0 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya  
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 Ds. / Kel. Tumpangkrasak    

RT. RW. 

81 PEMBANGUNAN DRAINASE LAPANGAN 

SEPAK BOLA DESA MEGAWON 

1 / 185.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Megawon 

RT. RW. 

82 SALURAN SANITASI DESA MEGAWON 1 / 206.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Megawon 

RT. RW. 

83 BANTUAN PENGECORAN JALAN TEMBUS DS. 
GETAS PEJATEN - TANJUNG KARANG 

1 / 150.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

84 PEMBUATAN JEMBATAN PENGHUBUNG 
DESA LORAM KULON 

1 / 0 Kec. JATI Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggaran Ds. / Kel. Loram Kulon 

RT. RW. 

85 PENGURUKAN UPT DINAS PENDIDIKAN JATI 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jati Wetan 

RT. RW. 

86 REHAB RUANG AULA UPT JATI 1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Jati Wetan 

RT. RW. 

87 PENINGKATAN JALAN TUMPANGKRASAK - 
MEGAWON 

1 / 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Tumpangkrasak 

RT. RW. 

88 BANTUAN PERAWATAN SALURAN DESA JETIS 
KAPUAN 

1 / 0 Kec. JATI Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada usulan 
nominal anggaran Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

RT. RW. 

89 BANTUAN MASJID NURUL MUJAHIDIN 
TUMPANGKRASAK 

1 / 0 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tumpangkrasak 

RT. RW. 

90 BANTUAN KEUANGAN GEREJA GKMI DESA 
TANJUNGKARANG 

1 / 0 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungkarang 

RT. RW. 

91 BANTUAN KEUANGAN PENGURUKAN DAN 
PENGECORAN JALAN TEMBUS MUSIUM 
KRETEK ( BELAKANG DPRD KABUPATEN 
KUDUS ) 

1 / 0 Kec. JATI Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggaran Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

92 BANTUAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN 
AL KHAFID QUR`AN NUN QUR`AN 

1 / Pkt 0 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungkarang 

RT.002 RW.002 

93 BANTUAN KEUANGAN PEMBUATAN KANOPI 

MASJID NURUL MUJAHIDIN AL HUSAINI 
DESANTUMPANG KRASAK 

1 / 30.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tumpangkrasak 

RT. RW. 
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94 BANTUAN KEUANGAN GEDUNG YAYASAN AL-
KHAFID ANAKYATIM PIATU DESA TANJUNG 
KARANG 

1 / 200.000.000 Kec. JATI Ditolak BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

Ke Bagian Kesra 

Ds. / Kel. Tanjungkarang 

RT. RW. 

95 BANTUAN KEUANGAN UNTUIK PERAWATAN 
SALURAN AIR DESA JETIS KAPUAN 

1 / 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

RT. RW. 

96 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN RA. 
BAITUL MUKMININDESA GETAS PEJATEN RT 
1 RW 4 

1 / 30.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

97 BANTUAN KEUANGAN MUSHOLA BAITUL 

ROHMAN DESA GETAS PEJATEN RT 9 RW 4 

1 / 25.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

98 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN 
UTARA MAKAM DESA PLOSO 

1 / 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Ploso 

RT. RW. 

99 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
GEDUNG AL-QULAM PONDOK PESANTREN 

NU DESA TANJUNG KARANG RT 02 RW 02 

1 / 0 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungkarang 

RT. RW. 

100 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN TK 
PERTIWI DESA TANJUNG KARANG 

1 / 25.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Tanjungkarang 

RT. RW. 

101 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
GEDUNG PAUD DESA TANJUNG KARANG 

1 / 25.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Tanjungkarang 

RT. RW. 

102 BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBUATAN 
TRATAK MUSHOLA BAITUR ROHMAN DESA 
GETAS OEJATEN RT 09 RW 04 

1 / 25.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

103 BANTUAN KEUANGAN PERBAIKAN MUSHOLA 
DARUL HIKMAH DESA GETAS PEJATEN RW 
04 

1 / 25.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

104 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN RA NU 

BAITUL MUKMININ DESA GETAS PEJATEN RT 
08 RW 14 

1 / 50.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

105 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
MASJID BAITUL MUKMININ DESA GETAS 
PEJATEN 

1 / 50.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

106 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN TK. 
MUSLIMAT KHOIRIYAYAH DESA GETAS 

PEJATEN RT 01 RW 02 

1 / 30.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 
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107 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 2 
RUANG KELAS BARU UNTUK MADIN 
KHOIRIYAYAH DESA GETAS PEJATEN 

1 / 100.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

 

Ds. / Kel. Getaspejaten 

RT. RW. 

108 BANTUAN KEUANGAN UNTUK FESTIVAL 
AMPYANG MAULID NABI DESA LORAM 
KULON 

1 / 0 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

  

Ds. / Kel. Loram Kulon 

RT. RW. 

109 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
PONDOK PESANTREN HUFFADZ ROUDLOTUL 
QURAN DESA LORAM KULON 

1 / 25.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Loram Kulon 

RT. RW. 

110 BANTUAN KEUANGAN PENGASPALAN JALAN 

GANG BATANG WAROK DESA LORAM KULON 

1 / 100.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Loram Kulon 

RT. RW. 

111 BANTUAN KEUANGAN DESA LORAM KULON 
PEMBANGUNAN JEMBATAN 

1 / 300.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Loram Kulon 

RT. RW. 

112 PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG 
KALI GONDANG DESA KORAM KULON 

KECAMATAN JATI 

1 / 0 Kec. JATI Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

Tidak ada di SK 
jalan Ds. / Kel. Loram Kulon 

RT. RW. 

113 BANTUAN KEUANGAN DESA BETONISASI JL. 
RW 01 SEBELAH TIMUR SEKANDANG 
TEMPEL DESA KANDANG MAS 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

RT. RW. 

114 BANTUAN KEUANGAN DESA BETONISASI 
DESA KAJAR RW 01 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Kajar 

RT. RW. 

115 BANTUAN RKEUANGAN T 08 RW 03 
KEUANGAN DESA PENGASPALAN JALAN DAN 
TALUD DESA BACIN 

1 / 500.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Bacin 

RT. RW. 

116 BANTUAN KEUANGAN DESA BETONISASI 
BLOK NGENDAS RW 01 DESA REJOSARI 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

117 BANTUAN KEUANGAN DESA BETONISASI RW 
02 DUKUH KEPANGEN DESA REJOSARI 

1 / 150.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

118 BANTUAN KR EUANGAN DESA BETONISASIW 
06 BLOK KLEPONAN DUKUH WONOSARI 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

119 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 
TANJUNGREJO - KANDANGMAS 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

RT. RW. 

120 TALUD JEMBATAN POHDENGKOL - 
REJOSARI 

1 / 300.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 
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121 BANTUAN KEUANGAN GEDUNG PERTEMUAN 
BLOK BUNUKSARI 

 1 / 200.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

 

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

122 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS 
REJOSARI - KUWUKAN 

1 / 300.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

123 BANTUAN KEUANGAN DESA PENGASPALAN 
JALAN RW 03 

1 / 300.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

124 LPJU SOLAR / TENAGA SURYA SEL PUYOH - 
SOCO 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

kewenangan 
pemerintah pusat Ds. / Kel. Puyoh 

RT. RW. 

125 LPJU SOLAR / TENAGA SURYA SOCO - 
TERNADI 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

kewenangan 
pemerintah pusat Ds. / Kel. Soco 

RT. RW. 

126 LPJU TENAGA SURYA SEL SAMIREJO - 
SUSUKAN 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

PJUTS merupakan 
kewenangan pusat Ds. / Kel. Samirejo 

RT. RW. 

127 LPJU TENAGA SURYA SOLAR SEL PIJI PUYOH 1 / 300.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

merupakan 

kewenangan 
pemerintah pusat 

Ds. / Kel. Piji 

RT. RW. 

128 LPJU TENAGA SURYA SOLAR SEL REJOSARI 
GLAGAHJ 

1 / 500.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

kewenangan pusat 
akan diusulkan 
melalui APBN 

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

129 LPJU TENAGA SURYA SEL GLAGAH JAPAN 1 / 300.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

kewenangan pusat 

Ds. / Kel. Japan 

RT. RW. 

130 PENINGKATAN JALAN RUAS PELANGGADING 
- REJOSARI 

1 / 2.000.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

RT. RW. 

131 PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAH RAGA 
DESA BULUNGCANGKRING KECAMATAN 
JEKULO KABUPATEN KUDUS 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

132 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 1 & 
2 RW. 9 DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO 

KABUPATEN KUDUS 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Terban 

RT. RW. 

133 PEMBANGUNAN SALURAN AIR JALAN 
LINGKUNGAN RW 8 DAN RW 9 DESA 
BULUNGCANGKRING 

1 / 100.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

134 PEMBANGUNAN JUT BLOK NJENGGLENGAN 
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN 
KUDUS 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Lau 

RT. RW. 

135 PEMBANGUNAN JUT BLOK NGLAKON BARAT 
DESA BULUNGCANGKRING 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 
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136 PEMBANGUNAN JUT BLOK NGLAKON TIMUR 
DESA BULUNGCANGKRING 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

137 PEMBANGUNAN TALUD JALAN JAWIK - 
BULUNGKULON ( LANJUTAN ) 

1 / 2.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT. RW. 

138 PENINGKATAN JALAN JAWIK - BULUNG 
KULON 

1 / 4.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT. RW. 

139 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 

BULUNGKULON - DUKUH KARANGROWO ( 
LANJUTAN ) 

1 / 1.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT. RW. 

140 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
JEKULO - BULUNGCANGKRING ( LANJUTAN ) 

1 / 1.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

141 PENINGKATAN JALAN BULUNGCANGKRING - 
BATAS PATI 

1 / 5.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

142 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
AIR MINUM DESA BULUNGCANGKRING 

1 / 700.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

143 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
KESAMBI - BULUNGCANGKRING ( LANJUTAN 
) 

1 / 1.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sadang 

RT. RW. 

144 PEMASANGAN LPJU DI JALAN KLALING - 
JEKULO ( LANJUTAN ) 

1 / 70.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

RT. RW. 

145 RENOVASI MASJID JAMI DARUSSALAM, 
DESA KLALING KECAMATAN JEKULO 
KABUPATEN KUDUS 

1 / 100.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

146 PEMBANGUNAN MUSHOLA AL HIDAYAH 
DUKUH TAJUG DESA SADANG RT. 07 RW. 2 

KECAMATAN JEKULO 

1 / 50.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Sadang 

RT. RW. 

147 PEMBANGUNAN MUSHOLA NASRUL UMMAH 
RT 7/3 DESA HADIPOLO 

1 / 50.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Hadipolo 

RT. RW. 

148 BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK USAHA 
JEKULO MANDIRI 

1 / 50.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

RT. RW. 
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149 BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK USAHA 
NGANTER BAROKAH 

1 / 50.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

 

 
 

Ds. / Kel. Terban 

 
RT. RW. 

150 REHABILITASI MCK SDN 6 
BULUNGCANGKRING KECAMATAN JEKULO 
KABUPATEN KUDUS 

1 / 100.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

151 PENGADAAN LAPTOP DAN LCD PROJECTOR 
SDN 3 NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI 

KABUPATEN KUDUS 

1 / 50.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Ngembal Kulon 

RT. RW. 

152 PENGADAAN LAPTOP DAN LCD PROJECTOR 
SDN 06 BULUNGCANGKRING KECAMATAN 
JEKULO KABUPATEN KUDUS 

1 / 50.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

153 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PAUD 
(KBIT ) UTSMAN BIN AFFAN DESA KLALING 
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS 

1 / 350.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

154 PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 04 PLADEN 
KEC. JEKULO KAB. KUDUS 

1 / 150.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

155 PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 06 
BULUNGKULON KEC. JEKULO KAB. KUDUS 

1 / 150.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT. RW. 

156 BEDAH RUMAH BAPAK IPAN RT. 05 RW. 02 

DESA BULUNGKULON KEC. JEKULO KAB. 
KUDUS 

1 / 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT. RW. 

157 PEMBANGUNAN MUSHOLA AL ICHLAS DESA 
KANDANGMAS KEC. DAWE KAB. KUDUS 

1 / 50.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

RT. RW. 

158 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
KANDANGMAS - MASIN 

1 / 400.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

RT. RW. 

159 PEMBANGUNAN JUT BLOK PACE SADANG - 
JEKULO 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

RT. RW. 

160 PEMBANGUNAN JUT BLOK KIDUL 

CANGKRING DESA BULUNGCANGKRING 

1 / 2.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 

PANGAN 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 
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161 BEDAH RUMAH IBU RUBI`AH 1 / Pkt 17.500.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 
Ds. / Kel. Bulung Kulon 

RT.003 RW.002 

162 PEMBANGUNAN TEMPAT WUDHU MASJID 
BAITUL MU`MININ 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT.000 RW.000 

163 PEMBANGUNAN DRAINASE CRANGGANG 
WETAN - KUWUKAN 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Cranggang 

RT. RW. 

164 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 

BULUNGCANGKRING - SIDOMULYO 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

RT. RW. 

165 PEMBANGUNAN DRAINASE 
JL.GONDOHARUM - KALI WULUH 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

RT. RW. 

166 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN 
SIDOMULYO -GONDOHARUM 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sidomulyo 

RT. RW. 

167 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KLALING - 
KARANGSUSBUR 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

168 PEMBANGUNAN DRAINASE BARENG 
CEMPLING - SUMBER 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Hadipolo 

RT. RW. 

169 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE 

JL.PLADEN - JAWIK 

1 / 150.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pladen 

RT. RW. 

170 PEMBANGUNAN DRAINASE CRANGGANG 
WETAN - TERGO 

1 / 150.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Cranggang 

RT. RW. 

171 REHABILITASI PERPUSTAKAAN SD 1 
PASURUHAN KIDUL 

1 / 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Kidul 

RT. RW. 

172 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT 05 RW 04 
DESA JATI KULON ( SELATAN PT. PURA ) 

0 / 500.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

173 PENGASPALAN JALAN RT. 04 RW. 02 DESA 
SINGOCANDI 

0 / 200.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Singocandi 

RT. RW. 

174 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RW. 02 DESA 
LORAM KULON 

0 / 400.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Loram Kulon 

RT. RW. 
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175 PENGASPALAN JALAN RW. 02, 04, 05 DESA 
PLOSO 

0 / 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Ploso 

RT. RW. 

176 PENGASPALAN JALAN RT. 02 RW. 05 DESA 
JATI KULON 

0 / 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jati Kulon 

RT. RW. 

177 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RW. 01 DESA 
MEGAWON 

0 / 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Megawon 

RT. RW. 

178 PENGURUKAN JALAN RW. 01 DESA JETIS 
KAPUAN 

0 / 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

RT. RW. 

179 REHABILITASI RUANG KELAS SD. 2 
PASURUHAN LOR 

1 / 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

180 REHABILITASI RUANG KELAS SD 2 
PURWOSARI 

1 / 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

RT. RW. 

181 REHABILITASI RUANG KELAS SD 4 PLOSO 1 / 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Ploso 

RT. RW. 

182 REHABILITASI PERPUSTAKAAN SD 3 PLOSO 1 / 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Ploso 

RT. RW. 

183 PEMBANGUNAN HALAMAN SD 2 PLOSO 1 / 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Ploso 

RT. RW. 

184 PEMBANGUNAN TANGGUL RW 12 DESA 
PASURUHAN LOR 

0 / 1.800.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

185 PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON RW 12 
DESA PASURUHAN LOR 

0 / 500.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

186 PEMBANGUNAN JALAN KARANGROWO - 
BATAS PATI 

2000 / 4.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

187 PEMBANGUNAN JALAN KARANGROWO - 
LARIKREJO 

2 / 5.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

188 PEMBANGUNAN JALAN UNDAAN TENGAH - 

LARIKREJO 

1000 / 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Tengah 

RT. RW. 
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189 PENINGKATAN JALAN UNDAAN LOR - 
LARIKREJO 

5000 / 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

190 PEMBANGUNAN JALAN KARANGROWO - 
LARIKREJO 

2500 / 5.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

191 REHABILITASI JALAN WATES - LARIKREJO 3000 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Wates 

RT. RW. 

192 REHABILITASI JALAN NGELO - NGESENG 1500 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

193 REHABILITASI JALAN LARIKREJO - KALIYOSO 4000 / 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

194 PEMBANGUNAN JALAN NGESENG - 
KALIYOSO 

2500 / 5.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

195 PENINGKATAN JALAN NGESENG - KALIYOSO 1000 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

196 PEMBANGUNAN JALAN BERUGENJANG - 
WONOCOSO 

2000 / 5.000.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 
dalam musrembang Ds. / Kel. Wonosoco 

RT. RW. 

197 PEMBANGUNAN JALAN NGESENG - BATAS 
PATI 

2000 / 4.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

198 PEMBANGUNAN JALAN NGEMBALREJO - 
KEMANGKROMPOL 

2000 / 5.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

RT. RW. 

199 PEMBANGUNAN JALAN KARANGDOWO - 
PONDOK BAE 

1000 / 2.500.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

200 PEMBANGUNAN JALAN BAE - KADILANGON 3000 / 7.500.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

201 PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA - 
BACIN 

1000 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bacin 

RT. RW. 

202 PEMBANGUNAN JALAN RUAS 
GONDANGMANIS - KARANGPANAS 

3000 / 7.500.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

RT. RW. 
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203 PEMBANGUNAN JALAN DESA DERSALAM - 
PEDAWANG 

1500 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

 

Ds. / Kel. Dersalam 

RT. RW. 

204 PEMBANGUNAN JALAN KADILANGON - 
CENDONO 

3500 / 1.000.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Cendono 

RT. RW. 

205 PENINGKATAN JALAN KAYUAPU - 
KARANGBENER 

1500 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangbener 

RT. RW. 

206 PEMBANGUNAN JALAN RUAS PEDAWANG - 
PURI GRAHA 

1200 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pedawang 

RT. RW. 

207 PEMBANGUNAN JALAN CRANGGANG KULON 
- KUWUKAN 

2000 / 5.000.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Cranggang 

RT. RW. 

208 PENINGKATAN JALAN NGETUK - NGELO 2000 / 5.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

RT. RW. 

209 PENINGKATAN JALAN BADONGAN - 
PEDAWANG 

3000 / 7.500.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pedawang 

RT. RW. 

210 PENINGKATAN JALAN CONGE - NGETUK 1000 / 2.500.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

RT. RW. 

211 PEMBANGUNAN JALAN GLAGAH KULON - 

JAPAN 

4000 / 8.000.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Glagah Kulon 

RT. RW. 

212 PENINGKATAN JALAN PADURENAN - DUKUH 
LAU 

3000 / 6.000.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Padurenan 

RT. RW. 

213 PEMBAUNGUNAN TALUD JALAN NGESENG - 
KALIYOSO 

2500 / 5.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

214 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 
KARANGROWO - LARIKREJO 

2500 / 3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

215 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 
KARANGROWO - LARIKREJO 

5000 / 5.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

216 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 
KARANGROWO - LARIKREJO 

1000 / 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 
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217 PEMBANGUNAN TALUD JALAN NGELO - 
NGESENG 

500 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

218 PEMBANGUNAN TALUD JALAN NGESENG -
KALIYOSO 

1000 / 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

219 PEMBANGUNAN TALUD JALAN LARIKREJO - 
KALIYOSO 

3000 / 3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

220 PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN LOR 

- LARIKREJO 

4000 / 4.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

221 PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN 
KIDUL - GATET 

4000 / 4.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Undaan Kidul 

RT. RW. 

222 PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN 
TENGAH - LARIKREJO 

3000 / 3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

223 PEMBANGUNAN TALUD JALAN LAMBANGAN - 
BERUGENJANG 

3000 / 3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Lambangan 

RT. RW. 

224 PEMBANGUNAN TALUD JALAN WATES - 
LARIKREJO 

2000 / 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Wates 

RT. RW. 

225 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 

KARANGDOWO - KADILANGON 

2000 / 2.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

226 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 
KARANGDOWO BAE PONDOK 

2000 / 2.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

227 PEMBANGUNAN TALUD JALAN BAE - 
KADILANGON 

2000 / 2.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

228 PEMBANGUNAN TALUD JALAN KANDANGMAS 
- MASIN 

3000 / 3.000.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

RT. RW. 

229 PEMBANGUNAN TALUD JALAN CONGE - 
NGETUK 

2000 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

RT. RW. 

230 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 

KARANGROWO - LARIKREJO 

2500 / 2.500.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Payaman 

RT. RW. 
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231 PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN 
PEDAWANG - DERSALAM 

5 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

 

Ds. / Kel. Dersalam 

RT. RW. 

232 PEMBANGUNAN JEMBATAN NGESENG - 
BATAS PATI 

6 / 3.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

233 PEMBANGUNAN JEMBATAN NGELO ( JL. 
NGELO - NGESENG ) 

6 / 2.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

234 PEMBANGUNAN TALUD JALAN NGEMPLAK - 

KARANGROWO 

5000 / 5.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

235 PEMBANGUNAN JEMBATAN LARIKREJO - 
KALIYOSO 

6 / 3.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

236 PEMBANGUNAN JEMBATAN WATES ( JL. 
WATES - LARIKREJO ) 

6 / 1.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Wates 

RT. RW. 

237 PEMBANGUNAN JEMBATAN DERSALAM - 
CONGE 

6 / 1.500.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Dersalam 

RT. RW. 

238 PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN 
GONDANGMANIS - BAE 

6 / 2.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

RT. RW. 

239 PEMBANGUNAN JEMBATAN NGEMBAL - 

KEMANG KROMPOL DESA KARANGBENER 

6 / 2.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangbener 

RT. RW. 

240 PEMBANGUNAN JEMBATAN GONDANGMANIS 
- MARGOREJO 

6 / 3.500.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

RT. RW. 

241 PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN MEJOBO 
- KESAMBI 

6 / 2.000.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Mejobo 

RT. RW. 

242 PEMBANGUNAN JEMBATAN PIJI - CENDONO 
( DUKUH MADU ) 

6 / 1.500.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

terealisasi tahun 
2018 Ds. / Kel. Piji 

RT. RW. 

243 NORMALISASI SALURAN PEMBUANG SUNGAI 
NGELO DESA KARANGROWO 

1500 / 500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

244 NURMALISASI SALURAN PEMBUANG SUNGAI 

LARIKREJO 

3000 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 
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245 NORMALISASI SALURAN PEMBUANG SUNGAI 
CILIK 

3000 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

 

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

246 NORMALISASI SALURAN PEMBUANG SUNGAI 
BERUGENJANG 

3000 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Berugenjang 

RT. RW. 

247 LPJU JALAN LARIKREJO - KALIYOSO 1500 / 600.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Larikrejo 

RT. RW. 

248 LPJU JALAN WATES - LARIKREJO 3000 / 1.500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Wates 

RT. RW. 

249 LPJU JALAN KEMANG - PACIKARAN ) DUKUH 
GENTUNGAN ) 

3000 / 1.500.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

RT. RW. 

250 LPJU JALAN REJOSARI ( DUKUH MASIN ) 3000 / 1.500.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

RT. RW. 

251 LPJU JALAN MARGOREJO - GONDANGMANIS 
( DUKUH GENTUNGAN - KARANGPANAS - 
KADILANGON ) 

3000 / 1.500.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

RT. RW. 

252 LPJU JALAN TUMPANGKRASAK - MEGAWON 2000 / 1.000.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Tumpangkrasak 

RT. RW. 

253 LPJU JALAN JEPANG PAKIS - LORAM WETAN 2000 / 1.000.000.000 Kec. JATI Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Jalan Kabupaten 
sudah ada 

penerangan jalan 
umumnya 

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

RT. RW. 

254 LPJU JALAN PASURUHAN KIDUL - LINGKAR 
BARAT 

1000 / 600.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Kidul 

RT. RW. 

255 LPJU JALAN PASURUHAN LOR 2000 / 1.000.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Lor 

RT. RW. 

256 LPJU JALAN KARANGDOWO - KADILANGON 2000 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

257 LPJU JALAN KARANGDOWO - PONDOK 2000 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Bae 

RT. RW. 

258 LPJU UMK - CENDONO 3000 / 2.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

RT. RW. 
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259 REHABILITASI D.I.KEDUNG GUPIT SAL.SEK. 
RENDENG ( BR 6 - BR.8 ) 

500 / 500.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG Ds. / Kel. Tumpangkrasak 

RT. RW. 

260 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
TERSONO - GRIBIG 

1000 / 1.000.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gribig 

RT. RW. 

261 Pembangunan Saluran Drainase Jalan 
Pasuruhan Kidul - Kencing 

500 / 500.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pasuruhan Kidul 

RT. RW. 

262 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 

SMA 1 BAE - MEGAWON 

500 / 0 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Megawon 

RT. RW. 

263 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
MLATI KIDUL - GULANG 

500 / 500.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

RT. RW. 

264 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE 
TRAFIGHT LIGH DERSALAM - UMK 

2000 / 2.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Dersalam 

RT. RW. 

265 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
DERSALAM - NGETUK 

3000 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Dersalam 

RT. RW. 

266 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
NGETUK - NGELO 

1000 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

RT. RW. 

267 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 

DERSALAM - PEDAWANG 

1500 / 1.000.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Dersalam 

RT. RW. 

268 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 
SALURAN AIR DUKUH KALIYOSO RT 05 RW 
06 DESA KARANGROWO UNDAAN KUDUS 

400 / 500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

269 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN 
DESA WATES RT 03 RW 03 GANG RAJAWALI 

400 / 500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Wates 

RT. RW. 

270 BANTUAB KEUANGAN DESA PEMBANGUNAN 
JALAN DUKUH KARANGREJO RT 03 RW 04 
DESA NGEMPLAK UNDAAN KUDUS 

450 / 500.000.000 Kec. UNDAAN Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Ngemplak 

RT. RW. 

271 BANTUAN KEUANGAN DESA PEMBANGUNAN 
JALANDESA NGEMBALREJO RT 03 DAN 04 
RW 5 

300 / 500.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

RT. RW. 

272 BANTUAN HIBAH BANSOS RUMAHNYATIM 

DARUL ULUM DESA NGEMPLAK 

0 / 200.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

Terkait Sarpras 

bukan tupoksi 
Dinsos 

Ds. / Kel. Ngemplak 

RT. RW. 
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273 REHABILITASI RUANG KELAS SD 
KARANGROWO 1 

0 / 500.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

274 REHABILITASI JAMBAN DAN PAVING 
HALAMAN SD KARANGROWO 5 

0 / 200.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Karangrowo 

RT. RW. 

275 LPJU JALAN UNDAAN LOR - LARIKREJO 2000 / 1.000.000.000 Kec. UNDAAN Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Undaan Lor 

RT. RW. 

276 PEMBANGUNAN DRAINASE DI LINGKUNGAN 

MAPOLRES KUDUS 

1 / 500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

277 PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR DI 
MAPOLRES KUDUS 

1 / 500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

278 PEMASANGAN PAVING DI HALAMAN 
MAPOLRES KUDUS 

1 / 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Klaling 

RT. RW. 

279 REHAB MASJID BAETUL MAKMUR DESA 
TEMULUS RT. 05 RW. 06 

1 / 0 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

280 PENINGGIAN JUT BLOK SIMPANG DESA 
TEMULUS 

1 / 0 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

281 PENINGGIAN JUT BLOK GRINTING DESA 
TEMULUS 

1 / 0 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

282 PENINGGIAN JUT BLOK BALONG WARU 
TEMULUS 

1 / 0 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

283 PEMBANGUNAN DRAINASE JL. KIRIG - 
TEMULUS 

1 / 0 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

284 PEMBANGUNAN TAMAN JALAN MEJOBO - 

BATAS PATI DESA TEMULUS 

1 / 0 Kec. MEJOBO Ditolak DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Lokasi tidak 

strategis dalam 
pengembangan 
taman perkotaan, 
merupakan daerah 
perbatasan 

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

285 SALURAN PEMBUANG AIR GONDANGAN - 
TEMULUS 

1 / Pkt 0 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

286 LPJU JALAN TEMULUS - KESAMBI 1 / 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 
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287 Pemasangan LPJU Jalan Mejobo - Batas Pati 1 / 1.000.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

288 PEMBANGUNAN MI HADAYATUSSIBYAN DESA 
TEMULUS 

1 / 300.000.000 Kec. MEJOBO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

289 PENINGGIAN JUT BLOK GANDONGAN 1 / 0 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Temulus 

RT. RW. 

290 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
DAWE - GEBOG 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Samirejo 

RT. RW. 

291 PENINGKATAN JALAN DAWE - GEBOG 600 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Cendono 

RT. RW. 

292 PEBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
DAWE - GEBOG 

1 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Samirejo 

RT. RW. 

293 PENINGKATAN JALAN RUAS TERGO - BREMI 590 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

294 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 
DUKUHWARINGIN - TERGO 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

295 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 
TERGO - GLAGAH 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

296 PEMASANGAN GUARD GRAILL 300 / 750.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERHUBUNGAN   

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

297 PENGADAAN POMPA AIR BERSIH TENAGA 
SURYA DESA TERGO KEC. DAWE 

1 / 250.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

298 PENGADAAN POMPA AIR BERSIH TENAGA 
SURYA DESA GLAGAH KEC. DAWE 

1 / 250.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Glagah Kulon 

RT. RW. 

299 PEMASANGAN LPJU JL. COLO - JAPAN - 
GLAGAH 

15 / 200.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Glagah Kulon 

RT. RW. 

300 PEMBANGUNAN TALUD JALAN COLO - JAPAN 
- GLAGAH 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Glagah Kulon 

RT. RW. 

301 PENINGKATAN JALAN CRANGGANG WETAN - 
KUWUKAN 

800 / 200.000.000 Kec. DAWE 
 

Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 
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Ds. / Kel. Cranggang 

RT. RW. 

302 PEMASANGAN LPJU CRANGGANG WETAN - 

KUWUKAN 

15 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Cranggang 

RT. RW. 

303 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN LAU - 
PACIKARAN 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Lau 

RT. RW. 

304 PENINGKATAN JALAN LAU - PACIKARAN 600 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Lau 

RT. RW. 

305 PENINGKATAN JALAN RUAS PUYOH - 
BONANJAR - SOCO 

650 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Puyoh 

RT. RW. 

306 PENINGKATAN JALAN RUAS PIJI - PUYOH 600 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Piji 

RT. RW. 

307 PEMASANGAN LPJU SOCO - NGEDUK 15 / 200.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Soco 

RT. RW. 

308 PEMASANGAN LPJU PIJI - TERNADI - SOCO 15 / 200.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Ternadi 

RT. RW. 

309 PENINGKATAN JALAN RUAS DAWE - SOCO 2000 / 2.500.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Soco 

RT. RW. 

310 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PIJI - 
TERNADI - SOCO 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Piji 

RT. RW. 

311 PENINGKATAN JALAN KAJAR - CRANGGANG 
WETAN 

600 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kajar 

RT. RW. 

312 PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH COLO 1 / 250.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

  

Ds. / Kel. Colo 

RT. RW. 

313 PENINGKATAN JALAN COLO - MONTEL 785 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Colo 

RT. RW. 

314 PEMBANGUNAN TALUD JALAN KUWUKAN - 
PANDAK 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Kuwukan 

RT. RW. 

315 PENINGKATAN JALAN COLO - JAPAN - 
GLAGAH 

600 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Colo 

RT. RW. 
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316 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASEJALAN 
COLO - JAPAN - GLAGAH 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

 

Ds. / Kel. Japan 

RT. RW. 

317 PENINGKATAN JALAN JAPAN - BATAS PATI 1000 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Japan 

RT. RW. 

318 PENINGKATAN JALAN RUAS JAPAN -REJENU 1000 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Japan 

RT. RW. 

319 PENGADAAN POMPA AIR BERSIH TENAGA 
SURYA DESA JAPAN KEC. DAWE 

1 / 250.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Japan 

RT. RW. 

320 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN COLO - 
DUKUH WARINGIN 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Dukuh Waringin 

RT. RW. 

321 PEMBANGUNAN TALUD JALAN COLO - 
DUKUH WARINGIN 

100 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Dukuh Waringin 

RT. RW. 

322 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN DUKUH 
WARINGIN - GLAGAH 

150 / 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Dukuh Waringin 

RT. RW. 

323 PEMBANGUNAN MADIN AL FALAH 02 , DS 
TERGO RT 03 RW 01 

1 / 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

324 PEMBANGUNAN MASJID ALKAROMAH DESA 
TERGO RT 02 RW 02 

1 / 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

325 PEMGUNAN MASJID AL HIDAYAH DESA 
TERGO RT 03 RW 03 

1 / 15.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tergo 

RT. RW. 

326 PEMBANGUNAN PAVINGISASI MASJID 
MIFTAHUDZAKIRIN DUKUH GRINGGING 
DESA SAMIREJO 

1 / 50.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Samirejo 

RT. RW. 

327 PEMELIHARAAN PONPES AL HUDA 

FATHONIYYAH GRINGGING 

1 / 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Samirejo 

RT. RW. 

328 PEMBANGUNAN MASJID DARUL FITTHRAH 
RT 4 RW 2 KANDANGMAS 

1 / 30.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

RT. RW. 

329 PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHMAN RT 
1 RW 4 DESA TERBAN 

1 / 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Terban 

RT. RW. 

330 
 

PEMBANGUNAN DINIYAH ROUDLOTUL 
TOLIBIN RT. 4 RW .5 DS JAPAN 

1 / 15.000.000 
 

Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
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   Ds. / Kel. Japan    

RT. RW. 

331 PEMELIHARAAN MASJID AL-FALAH RT 2 RW 

1 DS JAPAN 

1 / 10.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Japan 

RT. RW. 

332 PEMELIHARARAN MUSHOLA AL HIDAYAH W 2 
DS JAPAN DK JAPAN LOR 

1 / 7.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Japan 

RT. RW. 

 
JUMLAH KOMISI C (Rp.) 279.757.500.000 
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Tabel 4.9  

DAFTAR ASPIRASI YANG DIUSUNG OLEH DPRD KOMISI D 
TAHUN 2021 / Murni  

 

No. 

Aspirasi / Usulan Verifikasi 

Usulan / Aspirasi 
Vol / 

Satuan 
Anggaran Lokasi Status Verifikator Keterangan 

1 PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN GAJIAN - 
WATUPUTIH/TERBAN RT.01 RW.01 
KECAMATAN JEKULO 

7 / M 1.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Terban 

JALAN GAJIAN - 

WATUPUTIH/TERBAN RT.01 
RW.01 KECAMATAN JEKULO 
RT.01 RW.01 

2 PENINGKATAN JALAN TERBAN-KANCILAN 300 / 
M 

1.200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Terban 

JALAN TERBAN-KANCILAN 
RT.02 RW.05 DESA TERBAN 
KECAMATAN JEKULO RT.02 
RW.05 

3 PEMBANGUNAN TALUD JALAN TERBAN-
KANCILAN 

1600 / 
M 

650.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Terban 

TALUD JALAN JALAN 
TERBAN-KANCILAN RT.02 
RW.05 DESA TERBAN 
KECAMATAN JEKULO RT.02 
RW.05 

4 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN TERBAN-

KANCILAN 

200 / 

M 

500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Terban 

DRAINASE JALAN TERBAN-
KANCILAN RT.02 RW.05 DESA 
TERBAN KECAMATAN 
JEKULO RT.02 RW.05 

5 PENINGKATAN JALAN RUAS JEKULO KIDUL - 
SADANG (LANJUTAN) 

3000 / 
M 

2.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sadang 

POROS DESA JEKULO-
SADANG RT.04 RT.05 RW.02 
DESA SADANG KECAMATAN 
JEKULO (LANJUTAN) RT.04, 
RW.02 

6 BETONISASI JALAN BLOK PACE JUT DESA 
SADANG RT.05 RT.06 RW.04 KECAMATAN 
JEKULO 

1500 / 
M 

2.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Sadang 

JALAN BLOK PACE JUT DESA 
SADANG RT.05 RT.06 RW.04 

KECAMATAN JEKULO RT.05, 
RW.04 
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Usulan / Aspirasi 
Vol / 
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7 LAMPU PENERANGAN JALAN DESA SADANG-
JEKULO RT.06 RW.02 KECAMATAN JEKULO 

12 / 
Titik 

500.000.000 Kec. JEKULO Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Sadang 

DESA SADANG-JEKULO RT.06 

RW.02 KECAMATAN JEKULO 
RT.06 RW.02 

8 PENINGKATAN JALAN JEKULO KIDUL-
SADANG (LANJUTAN) 

3000 / 
M 

2.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Sadang 

JL. POROS DESA JEKULO-
SADANG (LANJUTAN) DESA 
SADANG-JEKULO RT.04, 
RT.05 RW.02 DESA SADANG 

JEKULO RT.04 RW.02 

9 PEMBANGUNAN TALUD JALAN KANCILAN - 
SOKOBUBUK 

700 / 
M 

1.500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Terban 

JALAN KANCILAN 
SOKOBUBUK DESA TERBAN 
KECAMATAN JEKULOJEKULO 
RT.- RW.- 

10 PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN 
KRAWANG - BARENGBODRO 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Hadipolo 

DESA HADIPOLO KECAMATAN 
JEKULO RT.- RW.- 

11 NORMALISASI SUNGAI MRANAK DESA 
PLADEN DK.KRAJAN-DK.JAWIK KECAMATAN 
JEKULO 

2000 / 
M 

200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pladen 

SUNGAI MRANAK DESA 
PLADEN DK.KRAJAN-
DK.JAWIK KECAMATAN 
JEKULO RT.- RW.- 

12 PENINGKATAN JALAN JAWIK-
BULONGKULON 

300 / 
M 

1.800.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pladen 

DESA PLADEN DK. JAWIK 
RT.03 RW.05 KECAMATAN 
JEKULO RT.03 RW.05 

13 PENINGKATAN JALAN TERBAN-SIDOMULYO 
(LANJUTAN) 

250 / 
M 

500.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pladen 

DESA PLADEN DK.JAWIK 

RT.03 RW.05 KECAMATAN 
JEKULO RT.03 RW.05 

14 PEMBANGUNAN TALUD JALAN 
BULUNGCANGKRING - BULUNGCANGKRING 

2000 / 
M 

1.000.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

DESA BULUNGCANGKRING 
RT.03 RW.09 KECAMATAN 
JEKULO RT.03 RW.09 

15 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 

BULUNGCANGKRING - SIDOMULYO 

300 / 

M 

200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 
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Aspirasi / Usulan Verifikasi 
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Vol / 
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DESA BULUNGCANGKRING 
RT.01 RW.09 KECAMATAN 
JEKULO RT.01 RW.09 

16 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN JEKULO - 
BULUNGCANGKRING 

200 / 
M 

200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

DESA BULUNGCANGKRING 
ARAH KE PASAR PURI DESA 
BULUNGCANGKRING RT.04 
RW.01 KECAMATAN JEKULO 
RT.04 RW.01 

17 PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI 

PERTANIAN DESA BULUNGCANGKRING 
RT.03 RW.09 KECAMATAN JEKULO 

1 / KM 600.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 

PANGAN 

  

Ds. / Kel. Bulung Cangkring 

DESA BULUNGCANGKRING 
RT.03 RW.09 KECAMATAN 
JEKULO RT.03 RW.09 

18 REHAB PAGAR SD N 02 TERBAN JALAN 
KANCILAN RT.02 RW.05 DESA TERBAN 
KECAMATAN JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Terban 

ALAN KANCILAN RT.02 RW.05 
DESA TERBAN KECAMATAN 
JEKULO RT.02 RW.05 

19 REHAB PAGAR SD N 02 JEKULO JALAN 
PANDEAN NO. 27 JEKULO DESA JEKULO 
KECAMATAN JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

JALAN PANDEAN NO. 27 
JEKULO DESA JEKULO 
KECAMATAN JEKULO RT.- 
RW.- 

20 REHAB PAGAR SD N 03 KLALING DESA 
KLALING RT.02 RW.02 KECAMATAN JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Ditolak DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

sudah pernah ada 
pembangunan pagar 

di tahun 
sebelumnya 

Ds. / Kel. Klaling 

DESA KLALING RT.02 RW.02 
KECAMATAN JEKULO RT.02 
RW.02 

21 REHAB PAGAR SD N 05 CRANGGANG DESA 
CRANGGANG RT.05 RW.05 KECAMATAN 
DAWE 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Cranggang 

SD N 05 CRANGGANG DESA 
CRANGGANG RT.05 RW.05 
KECAMATAN DAWE RT.05 

RW.05 

22 REHAB RUANG KELAS SD N 01 JEKULO 
JALAN PANDEAN NO. 1 JEKULO DESA 
JEKULO KECAMATAN JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

SD N 01 JEKULO JALAN 
PANDEAN NO. 1 JEKULO 
DESA JEKULO KECAMATAN 
JEKULO RT.- RW.- 

23 REHAB ATAP SEKOLAH SMP N 02 JEKULO 

JL. TANJUNGREJO DESA TANJUNGREJO 
KECAMATAN JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 
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SMP N 02 JEKULO JL. 
TANJUNGREJO DESA 
TANJUNGREJO KECAMATAN 

JEKULO RT.- RW.- 

24 KELUARGA BESAR MARHAENIS KUDUS 
GANG RUMBUNG I DESA NGEMBAL KULON 
RT.07 RW.03 KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

KANTOR KESATUAN BANGSA, 
DAN POLITIK 

  

Ds. / Kel. Ngembal Kulon 

GANG RUMBUNG I DESA 
NGEMBAL KULON RT.07 
RW.03 KECAMATAN JATI 
RT.07 RW.03 

25 PENINGKATAN JALAN RUAS PUYOH - 

BONAJAR - SOCO 

900 / 

M 

0 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Soco 

DESA SOCO KECAMATAN 
DAWE RT.- RW.- 

26 PENINGKATAN JALAN RUAS SOCO - DUKUH 
NGEDUK 

800 / 
M 

0 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Soco 

DUKUH SINGKRANGKANG-
NGEDUK DESA SOCO 
KECAMATAN DAWE RT.- RW.- 

27 Rehabilitasi D.I Sijeruk 36 / M 0 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Soco 

DUKUH KEDOAN DESA SOCO 
KECAMATAN DAWE RT.- RW.- 

28 PENERANGAN JALAN UMUM DESA SOCO 
DESA SOCO KECAMATAN DAWE 

1 / Pkt 0 Kec. DAWE Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

sudah diusulkan 

Ds. / Kel. Soco 

DESA SOCO KECAMATAN 
DAWE RT.- RW.- 

29 Peningkatan Jalan Puyoh - Bonajar - Soco 1700 / 

M 

0 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Soco 

DUKUH BONAJAR-SOCO 
DUKUH SIKATEL DESA SOCO 
KECAMATAN DAWE RT.- RW.- 

30 REHAB RUANG KELAS MADRASAH 
TARBIYATUL AULAD DESA PLADEN RT.02 
RW.04 KECAMATAN JEKULO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Pladen 

DESA PLADEN RT.02 RW.04 
KECAMATAN JEKULO RT.02 

RW.04 

31 BEDAH RUMAH TIDAK LAYAJ HUNI IBU 
ROHMAH DESA JEKULO RT.03 RW.07 
KECAMATAN JEKULO 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Jekulo 

DESA JEKULO RT.03 RW.07 
KECAMATAN JEKULO RT.03 
RW.07 

32 BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BP. 

SUPARKAN DESA HADIPOLO RT.02 RW. 01 
KECAMATAN JEKULO 

1 / Pkt 15.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 

  

Ds. / Kel. Hadipolo 
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DESA HADIPOLO RT.02 RW. 
01 KECAMATAN JEKULO 
RT.02 RW.01 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

33 DRAINASE LAPANGAN SAMBA DESA JATI 
WETAN KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jati Wetan 

LAPANGAN SAMBA DESA JATI 
WETAN KECAMATAN JATI RT.- 
RW.- 

34 REHAB RUANG KELAS SD 3 JEPANGPAKIS 
KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

SD 3 JEPANGPAKIS 

KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

35 PEMBANGUNAN LAPANG UPACARA DAN 
LAPANGAN BASKET SD 3 JEPANGPAKIS 
KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

SD 3 JEPANGPAKIS 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

36 PENINGKATAN JALAN PLADEN - JAWIK 1 / Pkt 900.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Pladen 

JALAN KABUPATEN KRAJAN-

JAWIK DESA PLADEN DK. 
JAWIK RT.02 RW.05 
KECAMATAN JEKULO RT.02 
RW.05 

37 BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA 
HADIPOLO UNTUK PEMBANGUNAN PKD 

1 / 
Unit 

200.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Hadipolo 

Depan Perumahan Sosial 
RT.06 RW.02 

38 MUSHOLLA DARUL MUTTAQIN MARGOREJO 

GENTUNGAN RT.02 RW.10 DAWE 

1 / Pkt 20.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

MARGOREJO GENTUNGAN 
RT.02 RW.10 DAWE RT.02 
RW.01 

39 MI NU ALFALAH REJOSARI RT.03 RW.04 
DAWE 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

REJOSARI RT.03 RW.04 
DAWE RT.03 RW.04 

40 MI HIDAYATUL MUSTAQIMIN DESA LAU 
RT.03 RW.03 DAWE 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

MI HIDAYATUL MUSTAQIMIN 
DESA LAU RT.03 RW.03 
DAWE RT.03 RW.03 

41 MUSHOLLA MATHOLIUL HUDA DESA TERGO 
RT.02 RW. 03 DAWE 

1 / Pkt 25.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tergo 

MUSHOLLA MATHOLIUL 

HUDA DESA TERGO RT.02 
RW. 03 DAWE RT.02 RW.03 
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42 MASJID BAITUR ROHMAN DESA 
HONGGOSOCO RT. 05 RW. 02 JEKULO 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

 

Ds. / Kel. Honggosoco 

MASJID BAITUR ROHMAN 

DESA HONGGOSOCO RT. 05 
RW. 02 JEKULO RT.05 RW.02 

43 MASJID JAMI BAITUL MAQDIS DESA 
GONDOHARUM RT.02 RW.01 JEKULO 

1 / Pkt 80.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gondoharum 

MASJID JAMI BAITUL MAQDIS 
DESA GONDOHARUM RT.02 
RW.01 JEKULO RT.02 RW.01 

44 MASJID SABILUL MUTTAQIN DESA 

HONGGOSOCO RT.04 RW.03 JEKULO 

1 / Pkt 70.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Honggosoco 

MASJID SABILUL MUTTAQIN 
DESA HONGGOSOCO RT.04 
RW.03 JEKULO RT.04 RW.03 

45 TPQ/RTQ MIFTAHUL HUDA DESA 
HONGGOSOCO RT.05 RW.02 JEKULO 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Honggosoco 

TPQ/RTQ MIFTAHUL HUDA 
DESA HONGGOSOCO RT.05 
RW.02 JEKULO RT.05 RW.02 

46 MUSHOLLA MIFTAKHUL HUDA DESA 
HONGGOSOCO RT.02 RW. 03 JEKULO 

1 / Pkt 30.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Honggosoco 

MUSHOLLA MIFTAKHUL 
HUDA DESA HONGGOSOCO 
RT.02 RW. 03 JEKULO RT.02 
RW.03 

47 PONPES TAHFIDZ ROUDHOTUT THOLIBIN 
DESA LAU RT.05 RW.03 DAWE 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

PONPES TAHFIDZ 
ROUDHOTUT THOLIBIN DESA 
LAU RT.05 RW.03 DAWE 
RT.05 RW.03 

48 MI MIFTAKHUL ULUM 02 DESA 
HONGGOSOCO JEKULO 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Honggosoco 

MI MIFTAKHUL ULUM 02 
DESA HONGGOSOCO JEKULO 

RT.- RW.- 

49 MA TAHFIDH TASYWIQU AL FURON DESA 
GARUNG LOR RT.05 RW. 02 KALIWUNGU 

1 / Pkt 130.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Garung Lor 

MA TAHFIDH TASYWIQU AL 
FURON DESA GARUNG LOR 
RT.05 RW. 02 KALIWUNGU 
RT.05 RW.02 

50 REHAB RUANG KELAS MTS HASYIM ASYARI 

III DESA HONGGOSOCO JEKULO 

1 / Pkt 80.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Honggosoco 
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REHAB RUANG KELAS MTS 
HASYIM ASYARI III DESA 
HONGGOSOCO JEKULO RT.- 

RW.- 

51 MUSHOLLA BAITUS SALAM DESA 
TANJUNGREJO RT.03 RW.04 JEKULO 

1 / Pkt 30.000.000 Kec. JEKULO Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tanjungrejo 

MUSHOLLA BAITUS SALAM 
DESA TANJUNGREJO RT.03 
RW.04 JEKULO RT.03 RW.04 

52 KUB ULNA PRINT DESA HONGGOSOCO 
RT.04 RW.05 JEKULO 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Honggosoco 

DESA HONGGOSOCO RT.04 
RW.05 JEKULO RT.04 RW.05 

53 REHAB RUANG SD 2 JAPAN KECAMATAN 
DAWE 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Japan 

REHAB RUANG SD 2 JAPAN 
KECAMATAN DAWE RT.- RW.- 

54 REHAB RUANG GURU SD 5 MARGOREJO 
KECAMATAN DAWE 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Margorejo 

SD 5 MARGOREJO 
KECAMATAN DAWE RT.- RW.- 

55 PEMBANGUNAN JAMBAN SD 6 
KANDANGMAS KECAMATAN DAWE 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kandangmas 

SD 6 KANDANGMAS 
KECAMATAN DAWE RT.- RW.- 

56 REHAB RUANG GURU SD 4 SOCO 
KECAMATAN DAWE 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. DAWE Ditolak DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

diprioritaskan 
rehabilitasi ruang 
kelas 

Ds. / Kel. Soco 

SD 4 SOCO KECAMATAN 

DAWE RT.- RW.- 

57 REHAB RUANG GURU SD 5 HONGGOSOCO 
KECAMATAN JEKULO 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. JEKULO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Honggosoco 

SD 5 HONGGOSOCO 
KECAMATAN JEKULO RT.- 
RW.- 

58 REHAB RUANG KELAS SD 2 REJOSARI 
KECAMATAN DAWE 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. DAWE Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Rejosari 

SD 2 REJOSARI KECAMATAN 
DAWE RT.- RW.- 

59 PENINGKATAN JALAN JEPANGPAKIS - 
LORAM WETAN 

1000 / 
M 

1.200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

JALAN JEPANGPAKIS-LORAM 
WETAN DESA JEPANGPAKIS 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

60 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 

MLATI KIDUL - GULANG 

300 / 

M 

400.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 
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JALAN MLATI KIDUL-GULANG 
DESA JEPANGPAKIS 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

61 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 
JEPANGPAKIS - LORAM WETAN 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

JALAN JEPANGPAKIS-LORAM 
WETAN DESA JEPANGPAKIS 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

62 PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN 
JEPANGPAKIS - LORAM WETAN 

6 / M 700.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

JALAN JEPANGPAKIS-LORAM 

WETAN DESA JEPANGPAKIS 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

63 MASJID BAITUR ROKHIM DESA 
JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

MASJID BAITUR ROKHIM 
DESA JEPANGPAKIS 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

64 MASJID BAITUR ROKHIM DESA PAPRINGAN 
KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Papringan 

MASJID BAITUR ROKHIM 
DESA PAPRINGAN 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

65 MUSHOLLA ASSAJIDIN DESA JEPANGPAKIS 
RT.05 RW.03 KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

MUSHOLLA ASSAJIDIN DESA 
JEPANGPAKIS RT.05 RW.03 

KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

66 PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SD 
2 DESA MEGAWON KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Megawon 

SD 2 DESA MEGAWON 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

67 PEMBANGUNAN PAGAR SD 2 DESA 
MEGAWON KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Megawon 

SD 2 DESA MEGAWON 

KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

68 PEMBANGUNAN RUANG KELAS SD 2 
PAYAMAN KECAMATAN MEJOBO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Payaman 

SD 2 PAYAMAN KECAMATAN 
MEJOBO RT.- RW.- 

69 PEMBANGUNAN REHAB KELAS SD 1 DESA 
MLATI NOROWITO KECAMATAN KOTA 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kel. Mlati Norowito 

SD 1 DESA MLATI NOROWITO 

KECAMATAN KOTA RT.- RW.- 
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70 
 

 

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) 
SD 2 KEDUNGDOWO RT.04 RW.04 
KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 
Ds. / Kel. Kedungdowo 

SD 2 KEDUNGDOWO RT.04 

RW.04 KECAMATAN 
KALIWUNGU RT.04 RW.04 

71 PEMBANGUNAN JL. DURIAN 
TUMPANGKRASAK RT.05 RW.07 KECAMATAN 
JATI 

520 / 
M 

150.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Tumpangkrasak 

JL. DURIAN 
TUMPANGKRASAK RT.05 
RW.07 KECAMATAN JATI 
RT.05 RW.07 

72 PEMBANGUNAN JL. KELAPA GADING I 
MEGAWON RT.01 RW.04 KECAMATAN JATI 

700 / 
M 

150.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Megawon 

JL. KELAPA GADING I 
MEGAWON RT.01 RW.04 
KECAMATAN JATI RT.01 
RW.04 

73 TALUD LAMBIRAN SUNGAI DESA RW.03 
JETIS KAPUAN RT.03 RW.03 KECAMATAN 
JATI 

85 / M 150.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

DESA RW.03 JETIS KAPUAN 

RT.03 RW.03 KECAMATAN 
JATI RT.03 RW.03 

74 PEMBANGUNAN DRAINASE/GORONG-
GORONG (RW.02) JETISKAPUAN RT.02 RW.02 
KECAMATAN JATI 

388 / 
M 

150.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

JETISKAPUAN RT.02 RW.02 
KECAMATAN JATI RT.02 
RW.02 

75 PEMBANGUNAN RUANG KELASA BARU (RKB) 

MTS TSAMROTUL WATHON GONDOSARI JL. 
PR SUKUN / JL. RAHTAWU RAYA 
GONDOSARI RT.01 RW. 02 KECAMATAN 
GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

GONDOSARI JL. PR SUKUN / 
JL. RAHTAWU RAYA 
GONDOSARI RT.01 RW. 02 
KECAMATAN GEBOG RT.01 
RW.02 

76 PEMBANGUNAN GEDUNG NUCENTER 
KUDUS 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. 

KUDUS RT.- RW.- 

77 PEMBANGUAN REHAB KELAS PAGAR TPQ 
MIFTAHUL JANNAH DESA TUMPANGKRASAK 
RT.01 RW.05 KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 75.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tumpangkrasak 

DESA TUMPANGKRASAK 
RT.01 RW.05 KECAMATAN 
JATI RT.01 RW.05 

78 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) 
KB NURUS SHOFA NGELO KARANG BENER 

KECAMATAN BAE 

1 / Pkt 75.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Karangbener 

KARANG BENER KECAMATAN 
BAE RT.- RW.- 
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79 MTs MANBAUL ULUM JL. GEBOG-
NALUMSARI NO.42 GONDOSARI KEC. 
GEBOG 

1 / Pkt 75.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

 

Ds. / Kel. Gondosari 

JL. GEBOG-NALUMSARI 

NO.42 GONDOSARI KEC. 
GEBOG RT.- RW.- 

80 MI NU MIFTAHUL HUDA 01 KARANGMALANG 
KEC. GEBOG 

1 / Pkt 75.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 

KARANGMALANG KEC. 
GEBOG RT.- RW.- 

81 PEMBANGUNAN RKB, KB MIFTAHUL ULUM 
DESA LORAM KULON KEC. JATI 

1 / Pkt 75.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Loram Kulon 

DESA LORAM KULON KEC. 
JATI RT.- RW.- 

82 PEMBANGUNAN RKB, TPQ TISARUL 
MUROTTILIN DESA LORAM KULON KEC. JATI 

1 / Pkt 75.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Loram Kulon 

DESA LORAM KULON KEC. 
JATI RT.- RW.- 

83 REHABILITASI PONPES PUTRA PUTRI 
MANBAUL QURAN DESA RENDENG KEC. 

KOTA 

1 / Pkt 20.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Rendeng 

DESA RENDENG KEC. KOTA 
RT.- RW.- 

84 REHABILITASI MADIN AL FALAH 1 DESA 
TERGO KECAMATAN DAWE 

1 / Pkt 20.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tergo 

DESA TERGO KECAMATAN 
DAWE RT.- RW.- 

85 REHABILITASI TPQ AL FALAH DESA TERGO 
KECAMATAN DAWE 

1 / Pkt 20.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Tergo 

DESA TERGO KECAMATAN 
DAWE RT.- RW.- 

86 PEMBANGUNAN RKB MTs MANBAUL ULUM 
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 20.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

DESA GONDOSARI 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

87 REHAB GEDUNG MI MIFTAHUL HUDA DESA 
KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 20.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 

DESA KARANGMALANG 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

88 PENGADAAN BIBIT PADI 1 / Pkt 100.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. 

DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN KABUPATEN KUDUS 
RT.- RW.- 

89 SOSIALISASI PUBLIKASI DI SETWAN KUDUS 
MELALUI MEDIA MASSA (MEDIA TV, CETAK 
& ON LINE) 

3 / Pkt 120.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan SEKRETARIAT DPRD   

Ds. / Kel. 
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SEKRETARIAT DPRD 
KABUPATEN KUDUS RT.- RW.- 

90 SOSIALISASI PUBLIKASI DI DINAS 

PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
KUDUS MELALUI MEDIA MASSA (MEDIA TV, 
CETAK & ON LINE) 

3 / Pkt 120.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA 
DAN OLAH RAGA KUDUS RT.- 
RW.- 

91 SOSIALISASI PUBLIKASI DI DINAS TENAGA 
KERJA UKM PERINDAGKOP KUDUS MELALUI 
MEDIA MASSA (MEDIA TV, CETAK & ON 
LINE) 

3 / Pkt 120.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. 

DINAS TENAGA KERJA UKM 
PERINDAGKOP KUDUS RT.- 

RW.- 

92 SOSIALISASI PUBLIKASI DI DINAS 
KESEHATAN KUDUS MELALUI MEDIA MASSA 
(MEDIA TV, CETAK & ON LINE) 

3 / Pkt 120.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS KESEHATAN   

Ds. / Kel. 

DINAS KESEHATAN KUDUS 
RT.- RW.- 

93 SOSIALISASI PUBLIKASI DI BPPKAD KUDUS 
MELALUI MEDIA MASSA (MEDIA TV, CETAK 
& ON LINE) 

3 / Pkt 120.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan BADAN PENGELOLAAN 
PENDAPATAN, KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH 

  

Ds. / Kel. 

BPPKAD KUDUS RT.- RW.- 

94 PEMBUATAN VIDEO PROFILE 19 
PUSKESMAS DIKABUPATEN KUDUS 

19 / 
Pkt 

250.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS KESEHATAN   

Ds. / Kel. 

DINAS KESEHATAN KUDUS 
RT. RW. 

95 PENGADAAN TV MONITOR UNTUK 
PELAYANAN PUBLIK DIRUANG TUNGGU 
PASIEN 19 PUSKESMAS DI KABUPATEN 
KUDUS 

19 / 
Pkt 

250.000.000 Kec. Dipertimbangkan DINAS KESEHATAN   

Ds. / Kel. 

DINAS KESEHATAN KUDUS 
RT. RW. 

96 LAPANGAN BOLA RW 1 JATI WETAN 

KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jati Wetan 

RW 1 JATI WETAN 
KECAMATAN JATI RT.- RW.1 

97 PEMBANGUNAN RUANG GURU SMP 2 JATI 1 / Pkt 400.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jati Wetan 

SMP 2 JATI RT.- RW.- 

98 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 
KRESNA (LANJUTAN) 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Jati Wetan 

JL. KRESNA JATI (LANJUTAN) 
DESA JATI WETAN RT.- RW.- 

99 TAMAN ANAK DESA JATI WETAN RW. 02 
DESA JATI WETAN 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jati Wetan 

DESA JATI WETAN RW. 02 
DESA JATI WETAN RT.- RW.2 

100 RUMAH POMPA DAN POMPA DESA JETIS 
KAPUAN KECAMATAN JATI 

2 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jetis Kapuan 

DESA JETIS KAPUAN 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 
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101 PEMBANGUNAN TPQ HIDAYATUL ATHFAL 
DESA JATI WETAN RW.02 KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

 

Ds. / Kel. Jati Wetan 

DESA JATI WETAN RW.02 

KECAMATAN JATI RT.- RW.2 

102 PEMBANGUNAN LAPANGAN BASKET SMP 2 
UNDAAN 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. UNDAAN Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Wates 

SMP 2 UNDAAN RT.- RW.- 

103 TEMPAT PARKIR SD 1 JATI WETAN 
KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Jati Wetan 

SD 1 JATI WETAN 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

104 PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MAQDIS 
DESA SINGOCANDI DUKUH SINGOPADON 
DESA SINGOCANDI 

1 / Pkt 25.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Singocandi 

MASJID BAITUL MAQDIS 
DESA SINGOCANDI DUKUH 
SINGOPADON DESA 
SINGOCANDI RT.- RW.- 

105 PEMBANGUNAN MASJID DARUL MUTTAQIN 
DESA LAU KECAMATAN DAWE 

1 / Pkt 25.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

MASJID DARUL MUTTAQIN 
DESA LAU KECAMATAN 
DAWE RT.- RW.- 

106 BANTUAN KELOMPOK USAHA BINA MAKMUR 
SEJAHTERA DESA SINGOCANDI 
KECAMATAN KOTA 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

Anggaran belanja 
tidak langsung di 
PPKD 

Ds. / Kel. Singocandi 

DESA SINGOCANDI 
KECAMATAN KOTA RT.- RW.- 

107 MADIN DARUSSALAM RW 1 DESA JATI 
WETAN KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jati Wetan 

MADIN DARUSSALAM RW 1 
DESA JATI WETAN 
KECAMATAN JATI RT.- RW.1 

108 BANTUAN KELOMPOK USAHA DESA 
TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 0 Kec. JATI Ditolak DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

Bukan merupakan 
tusi dinnaker Ds. / Kel. Tumpangkrasak 

DESA TUMPANGKRASAK 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

109 BANTUAN KELOMPOK USAHA DESA PLOSO 

KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 0 Kec. JATI Ditolak DINAS TENAGA KERJA, 

PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

bukan merupakan 

tusi dinnaker Ds. / Kel. Ploso 

DESA PLOSO KECAMATAN 
JATI RT.- RW.- 

110 BANTUAN MODAL USAHA KARYA MUKTI 
DESA SINGOCANDI KECAMATAN KOTA 

1 / Pkt 0 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS TENAGA KERJA, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

  

Ds. / Kel. Singocandi 

DESA SINGOCANDI 
KECAMATAN KOTA RT.- RW.- 

111 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN 

PANJANG - SINGOCANDI 

1 / Pkt 0 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Singocandi 
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JALAN SINGOCANDI-
PANJANG DESA SINGOCANDI 
KECAMATAN RT.- RW.- 

112 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.03 
RW.01 DESA SINGOCANDI KECAMATAN 
KOTA 

1 / Pkt 0 Kec. KOTA Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

bukan kewenangan 

Ds. / Kel. Singocandi 

RT.03 RW.01 DESA 
SINGOCANDI KECAMATAN 
KOTA RT.03 RW.01 

113 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD N 
2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 750.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 

SD N 2 KARANGMALANG 

KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

114 PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 
SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN 
GEBOG 

1 / Pkt 160.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 

SD N 2 KARANGMALANG 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

115 PEMBANGUNAN WC SD N 2 KARANGMALANG 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 

SD N 2 KARANGMALANG 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

116 PEMBANGUNAN MASJID DARUL MUTTAQIN 
DESA LAU KECAMATAN DAWE 

1 / Pkt 25.000.000 Kec. DAWE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Lau 

MASJID DARUL MUTTAQIN 
DESA LAU KECAMATAN 
DAWE RT.- RW.- 

117 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.03 
RW.01 DESA SINGOCANDI KECAMATAN 
KOTA 

1 / Pkt 0 Kec. KOTA Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. 

DESA SINGOCANDI 
KECAMATAN KOTA RT.03 
RW.01 

118 PEMASANGAN KERAMIK DAN PENGECATAN 
KAMAR MANDI MUSHOLLA AT-TAQWA DESA 
PAPRINGAN RT.03 RW.01 KALIWUNGU 

KUDUS 

120 / 
M 

25.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Papringan 

MUSHOLLA AT-TAQWA DESA 

PAPRINGAN RT.03 RW.01 
KALIWUNGU KUDUS RT.03 
RW.01 

119 PEMASANGAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN 
SARANA PRASARANA PAUD TPA AISYIYAH 
KEDUNSGSARI RT. 05 RW. 01 KEDUNGSARI 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kedungsari 

PAUD TPA AISYIYAH 
KEDUNSGSARI RT. 05 RW. 01 
KEDUNGSARI KECAMATAN 

GEBOG RT.05 RW.01 
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120 PEMBANGUNAN GEDUNG KLINIK PRATAMA 
PKU MUHAMMADIYAH DESA GETAS RABI 
RT.02 RW 03 KECAMATAN GEBOG 

200 / 
M 

250.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS KESEHATAN  

 
Ds. / Kel. Getasrabi 

KLINIK PRATAMA PKU 
MUHAMMADIYAH DESA 
GETAS RABI RT.02 RW 03 
KECAMATAN GEBOG RT.02 
RW.03 

121 KARANGTARUNA PRAMBATAN KIDUL BALAI 
DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN 
KALIWUNGU 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

PRAMBATAN KIDUL BALAI 

DESA PRAMBATAN KIDUL 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

122 REHAB PAGAR DAN GAPURA SD 01 
PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN 
KALIWUNGU 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

SD 01 PRAMBATAN KIDUL 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

123 REHAB KAMAR MANDI DAN WC SD 5 

KLUMPIT KECAMATAN GEBOG 

4 / 

Ruang 

150.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Klumpit 

SD 5 KLUMPIT KECAMATAN 
GEBOG RT.- RW.- 

124 PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH SD 3 
PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Papringan 

SD 3 PAPRINGAN KECAMATAN 
KALIWUNGU RT.- RW.- 

125 REHAB PAGAR DAN PEMBUATAN GAPURA 

SD 4 KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 165.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Kaliwungu 

SD 4 KALIWUNGU 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

126 REHAB KAMAR MANDI DAN WC, SANITASI 
SD 4 PRAMBATAN LOR KECAMATAN 
KALIWUNGU 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Lor 

SD 4 PRAMBATAN LOR 
KECAMATAN KALIWUNGU 

RT.- RW.- 

127 PIMPINAN CABANG AISYIYAH KECAMATAN 
KALIWUNGU 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

PIMPINAN CABANG AISYIYAH 
DESA PRAMBATAN KIDUL 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

128 DRAINASE SELOKAN DESA PRAMBATAN 

KIDUL DUKUH KRAJAN RT. 09 RW. 02 
KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 
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DESA PRAMBATAN KIDUL 
DUKUH KRAJAN RT. 09 RW. 
02 KECAMATAN KALIWUNGU 

RT.09 RW.02 

129 REHABILITASI JALAN USAHA TANI DESA 
PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN 
KALIWUNGU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

DESA PRAMBATAN KIDUL 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

130 PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN 
KARANGMALANG-PEGANJARAN 

1 / Pkt 60.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangmalang 

JALAN POROS DESA RUAS 
KARANGMALANG-
PEGANJARAN JL. SUDIMORO 
DESA KARANGMALANG 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

131 PENERRANGAN JALAN DUKUH MASAWA 
DESA JURANG RT.01-RT.06 RW.05 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Jurang 

DUKUH MASAWA DESA 

JURANG RT.01-RT.06 RW.05 
KECAMATAN GEBOG RT.01- 
RW.05 

132 PEMBANGUNAN TALUD SALURAN DESA 
RENDENG RT. 01 RW.01 KECAMATAN KOTA 

200 / 
M 

300.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Rendeng 

DESA RENDENG RT. 01 
RW.01 KECAMATAN KOTA 
RT.01 RW.01 

133 PEMBANGUNAN PAGAR SD 2 LORAM WETAN 
KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Loram Wetan 

SD 2 LORAM WETAN 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

134 REVITALISASI SALURAN DRAINASE DESA 
MEGAWON RT.01 RW.02 KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Megawon 

DESA MEGAWON RT.01 
RW.02 KECAMATAN JATI 

RT.01 RW.02 

135 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. 
KARTINI 

1 / Pkt 400.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Burikan 

DESA BURIKAN JL. KARTINI 
RT.01 RW.03 KECAMATAN 
JATI RT.01 RW.03 

136 PEMBANGUNAN GORONG-GORONG DESA 
MEGAWON RT.05 RW.02 & RT.01 RW.02 

KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Megawon 

DESA MEGAWON RT.05 
RW.02 & RT.01 RW.02  
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KECAMATAN JATI RT.05 
RW.02 

137 REHABILITASI RUANG KELAS SD 3 WERGU 

WETAN KECAMATAN KOTA 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Kel. Wergu Wetan 

SD 3 WERGU WETAN 
KECAMATAN KOTA RT.- RW.- 

138 REHABILITASI RUANG KELAS SD KRAMAT 
KECAMATAN KOTA 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kramat 

SD KRAMAT KECAMATAN 
KOTA RT.- RW.- 

139 REHABILITASI RUANG KELAS SD 

GLANTENGAN KECAMATN KOTA 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH 
RAGA 

  

Ds. / Kel. Glantengan 

SD GLANTENGAN KECAMATN 
KOTA RT.- RW.- 

140 REHABILITASI RUANG KELAS SD 3 MLATI 
LOR KECAMATAN KOTA 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Mlati Lor 

SD 3 MLATI LOR KECAMATAN 
KOTA RT.- RW.- 

141 REHABILITASI RUANG KELAS SD 3 
PURWOSARI KECAMATAN KOTA 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Kel. Purwosari 

SD 3 PURWOSARI 
KECAMATAN KOTA RT.- RW.- 

142 PEMBANGUNAN JALAN RT.03 RW.02 
KELURAHAN WERGU WETAN KECAMATAN 
KOTA 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. KOTA Verifikasi dan diusulkan KECAMATAN KOTA   

Ds. / Kel. Kel. Wergu Wetan 

KELURAHAN WERGU WETAN 
KECAMATAN KOTA RT.03 
RW.02 

143 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

OLAHRAGA 

1 / Pkt 1.500.000.000 Kec. Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 
DAN OLAH RAGA KUDUS RT. 
RW. 

144 PAVINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 1 
GARUNG KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 40.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Garung Kidul 

SD 1 GARUNG KIDUL 
KECAMATAN KALIWUNGU 

RT.- RW.- 

145 HIBAH RTQ DARUS SALAM DESA MIJEN 
KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Mijen 

DESA MIJEN KECAMATAN 
KALIWUNGU RT.- RW.- 

146 BANTUAN KEUANGAN DESA MIJEN ASPAL 
JALAN LINGKUNGAN RT.10 RW.06 
KECAMATAN KALIWUNGU 

150 / 
M 

200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Mijen 

DESA MIJEN RT.10 RW.06 

KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.10 RW.06 
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147 BANTUAN KEUANGAN DESA MIJEN 
BETONISASI JALAN BELAKANG PASAR 
JETAK-MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU 

150 / 
M 

200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

 

Ds. / Kel. Mijen 

DESA MIJEN BELAKANG 

PASAR JETAK-MIJEN 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

148 BANTUAN KEUANGAN DESA MIJEN 
PEMBANGUNAN SALURAN AIR JALAN 
BELAKANG PASAR JETAK-MIJEN 
KECAMATAN KALIWUNGU 

150 / 
M 

200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Mijen 

DESA MIJEN BELAKANG 
PASAR JETAK-MIJEN 
KECAMATAN KALIWUNGU 

RT.- RW.- 

149 HIBAH AMBULAN RSU KUMALA SIWI MIJEN 
KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / 
Unit 
Mobil 

600.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS KESEHATAN   

Ds. / Kel. Mijen 

RSU KUMALA SIWI MIJEN 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

150 HIBAH LKSA TUNAS MURIA JL. KUDUS 
JEPARA KM.5 DS KEDUNGDOWO RT.06 
RW.01 KALIWUNGU 

1 / Pkt 70.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

JL. KUDUS JEPARA KM.5 DS 

KEDUNGDOWO RT.06 RW.01 
KALIWUNGU RT.06 RW.01 

151 HIBAH PAUD TAMAN MUTIARA JL. JEPARA 
KM.06 RT.10 RW.06 DESA MIJEN 
KALIWUNGU 

1 / Pkt 70.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Mijen 

JL. JEPARA KM.06 RT.10 
RW.06 DESA MIJEN 
KALIWUNGU RT.10 RW.06 

152 BEDAH RUMAH IBU MASTI DK. KRAJAN 
RT.07 RW.04 DESA MIJEN KALIWUNGU 

1 / Pkt 10.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Mijen 

DK. KRAJAN RT.07 RW.04 
DESA MIJEN KALIWUNGU 
RT.07 RW.04 

153 BEDAH RUMAH BP. SUMANI DK. DEMANGAN 
RT.09 RW.06 DESA MIJEN KALIWUNGU 

1 / Pkt 10.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Mijen 

DK. DEMANGAN RT.09 RW.06 
DESA MIJEN KALIWUNGU 
RT.09 RW.06 

154 BEDAH RUMAH IBU MURNI JURANG RT.02 
RW.06 GEBOG 

1 / Pkt 10.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Jurang 

DESA JURANG RT.02 RW.06 
KECAMATAN GEBOG RT.02 
RW.06 

155 BEDAH RUMAH IBU TUMINI DK. KAUMAN 
RT.04 RW.07 GETASRABI GEBOG 

1 / Pkt 10.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 
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DK. KAUMAN RT.04 RW.07 
GETASRABI GEBOG RT.04 
RW.07 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 

BERENCANA 

156 BEDAH RUMAH BP. UNTUNG MARSUDI DK 
GONDOSARI RT.07 RW. 02 GEBOG 

1 / Pkt 10.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

DK GONDOSARI RT.07 RW. 02 
GEBOG RT.07 RW.02 

157 BEDAH RUMAH IBU SARIAH DK. DEMANGAN 
RT.05 RW.06 DESA MIJEN KALIWUNGU 

1 / Pkt 10.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Mijen 

DK. DEMANGAN RT.05 RW.06 
DESA MIJEN KALIWUNGU 
RT.05 RW.06 

158 BEDAH RUMAH BP. ACHMADI DK. 
KEDUNGDOWO RT.09 RW.01 KALIWUNGU 

1 / Pkt 10.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK, DAN KELUARGA 
BERENCANA 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

DK. KEDUNGDOWO RT.09 
RW.01 KALIWUNGU RT.09 

RW.01 

159 PEMBANGUNAN GEDUNG PONDOK 
PESANTREN TAHFIDZ PUTRA PUTRI 
WAFIYYUL QURAN DESA DAMARAN 
KECAMATAN KOTA 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. KOTA Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Damaran 

PONDOK PESANTREN 
TAHFIDZ PUTRA PUTRI 
WAFIYYUL QURAN DESA 
DAMARAN KECAMATAN KOTA 

RT.- RW.- 

160 PERMOHONAN BANTUAN RENOVASI RUANG 
KELAS MI NU KHIYARUL UMMAH JL. MASJID 
NGARINGAN RT.07 RW.03 DESA KLUMPIT 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Klumpit 

MI NU KHIYARUL UMMAH JL. 
MASJID NGARINGAN RT.07 
RW.03 DESA KLUMPIT 
KECAMATAN GEBOG RT.07 
RW.03 

161 PEMBANGUNAN MASJID JAMI 
BAITURRAHMAN DUKUH KRAJAN RT.02 
RW.02 DESA PAPRINGAN KECAMATAN 
KALIWUNGU 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Papringan 

MASJID JAMI 
BAITURRAHMAN DUKUH 
KRAJAN RT.02 RW.02 DESA 
PAPRINGAN KECAMATAN 
KALIWUNGU RT.02 RW.02 

162 PEMBANGUNAN MUSHOLLA BARU KRAMAT 
PRAMBATAN LOR RT.02 RW.01 KECAMATAN 

KALIWUNGU 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Prambatan Lor 

MUSHOLLA BARU KRAMAT 
PRAMBATAN LOR RT.02  
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RW.01 KECAMATAN 
KALIWUNGU RT.02 RW.01 

163 PEMBANGUNAN DAN RENOVASI MUSHOLLA 

AL MUBAROK DUKUH SINGOLELO DESA 
GRIBIG RT.02 RW.03 KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 20.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Gribig 

MUSHOLLA AL MUBAROK 
DUKUH SINGOLELO DESA 
GRIBIG RT.02 RW.03 
KECAMATAN GEBOG RT.02 
RW.03 

164 PEMBANGUNAN MASJID JAMI BAITUR 
ROHMAN DK. KENDENG DESA GETASRABI 

KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 25.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

MASJID JAMI BAITUR 
ROHMAN DK. KENDENG 
DESA GETASRABI 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

165 PEMBANGUNAN JALAN PAVING DUKUH 
BERU RT.01 RW.07 DESA GONDOSARI 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 0 Kec. GEBOG Ditolak DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

tidak ada nominal 
anggarannya Ds. / Kel. Gondosari 

DUKUH BERU RT.01 RW.07 
DESA GONDOSARI 

KECAMATAN GEBOG RT.01 
RW.07 

166 BANTUAN RENOVASI GEDUNG KELAS DAN 
MCK MI NU HIDAYATUL ATHFAL DESA 
JURANG RT. 06 RW. 05 KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jurang 

MI NU HIDAYATUL ATHFAL 
DESA JURANG RT. 06 RW. 5 
KECAMATAN GEBOG RT.06 
RW.05 

167 PEMBANGUNAN/RENOVASI MUSHOLLA 
NURUL HUDA DESA JURANG RT.03 RW.05 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jurang 

MUSHOLLA NURUL HUDA 
DESA JURANG RT.03 RW.05 
KECAMATAN GEBOG RT.03 
RW.05 

168 PENINGKATAN JALAN SRABI LOR - JETIS 1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Padurenan 

JALAN GETAS RABI LOR-
JETIS DESA PADURENAN 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

169 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT.04 RW.04 
DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN 
KALIWUNGU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

RT.04 RW.04 DESA 
PRAMBATAN KIDUL 

KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.04 RW.04 
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Vol / 

Satuan 
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170 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS 
GARUNG LOR - GETASSRABI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

 

Ds. / Kel. Getasrabi 

JALAN GARUNG LOR-GETAS 

RABI KECAMATAN GEBOG 
RT.- RW.- 

171 PEMBANGUNAN JEMBATAN JL. PRAMBATAN 
LOR-PURWOSARI 2 

1 / Pkt 500.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Prambatan Lor 

JL. PRAMBATAN LOR-
PURWOSARI 2 DESA 
PRAMBATAN LOR 
KECAMATAN KALIWUNGU 

RT.- RW.- 

172 NORMALISASI SUNGAI MUNENG DESA 
PRAMBATAN LOR 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Prambatan Lor 

SUNGAI MUNENG DESA 
PRAMBATAN LOR 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

173 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS 
KALIWUNGU- GETASSRABI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

JALAN KALIWUNGU GETAS 
RABI KECAMATAN GEBOG 
RT.- RW.- 

174 PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON RT.11 
RW.04 DESA PRAMBATAN KIDUL 
KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Kidul 

RT.11 RW.04 DESA 
PRAMBATAN KIDUL 
KECAMATAN KALIWUNGU 

RT.11 RW.04 

175 PASANGAN TALUD SUNGAI MUNENG DESA 
PRAMBATAN LOR 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Prambatan Lor 

RT. 07 RW. 03 DESA 
PRAMBATAN LOR 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.07 RW.03 

176 BETONISASI JL. BATAS DESA PRAMBATAN 

LOR - GARUNG LOR (JALAN NGASEM RT.01 
RW.04) KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 250.000.000 Kec. KALIWUNGU Ditolak DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

Tidak ada di SK 

jalan Ds. / Kel. Garung Lor 

JL. BATAS DESA PRAMBATAN 
LOR - GARUNG LOR (JALAN 
NGASEM RT.01 RW.04) 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.01 RW.04 

177 PEMBANGUNAN SALURAN AIR DESA 
PRAMBATAN LOR RT.07 RW.04 KECAMATAN 

KALIWUNGU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Prambatan Lor 

DESA PRAMBATAN LOR RT.07 
RW.04 KECAMATAN 
KALIWUNGU RT.07 RW.04 
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178 PEMBANGUNAN MASJID AL FALAH DESA 
BESITO KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Besito 

DESA BESITO KECAMATAN 

GEBOG RT.- RW.- 

179 PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR MUSHOLA 
AL HIKMAH RT.04 RW.03 DESA 
JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI 

1 / Pkt 50.000.000 Kec. JATI Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Jepang Pakis 

RT.04 RW.03 DESA 
JEPANGPAKIS KECAMATAN 
JATI RT.04 RW.03 

180 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD 3 
KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Karangampel 

SD 3 KARANGAMPEL 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

181 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH 
BELAKANG SD 1 KARANGAMPEL 
KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Karangampel 

SD 1 KARANGAMPEL 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

182 REHAB RUANG PARKIR DAN PAGAR 
SEKOLAH SMP 1 KALIWUNGU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. 

SMP 1 KALIWUNGU RT.- RW.- 

183 REHAB 3 RUANG KELAS SMP 2 KALIWUNGU 1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. 

SMP 2 KALIWUNGU RT.- RW.- 

184 PEMBUATAN PAGAR MAKAM WETAN DESA 
KEDUNGDOWO KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. KALIWUNGU Ditolak DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Makam tidak 
termasuk 
kewenangan OPD 

Ds. / Kel. Kedungdowo 

DESA KEDUNGDOWO 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

185 PENGURUGAN JUT DESA KEDUNGDOWO 
RT.08 RW. 05 KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 150.000.000 Kec. KALIWUNGU Verifikasi dan diusulkan DINAS PERTANIAN DAN 
PANGAN 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

DESA KEDUNGDOWO RT.08 
RW. 05 KECAMATAN 
KALIWUNGU RT.08 RW.05 

186 REVITALISASI MAKAM WETAN DESA 

KEDUNGDOWO KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 100.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 

Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Kedungdowo 

DESA KEDUNGDOWO 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.- RW.- 

187 BETONISASI JALAN DESA MIJEN RT.10 
RW.06 KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Mijen 

DESA MIJEN RT.10 RW.06 
KECAMATAN KALIWUNGU 

RT.10 RW.06 

188 PEMBUATAN SALURAN AIR DESA MIJEN 
RT.10 RW.06 KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. 
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DESA MIJEN RT.10 RW.06 
KECAMATAN KALIWUNGU 
RT.10 RW.06 

189 PENINGKATAN JALAN RUAS LINGKAR UTARA 
- BACIN 

650 / 
M 

700.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bacin 

BLOK GUNTING UTARA POM 
BENSIN (BACIN) 650 M RT.- 
RW.- 

190 PENINGKATAN JALAN KAYUAPU - 
KARANGBENER 

400 / 
M 

500.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangbener 

DESA KARANGBENER-

HADIPOLO 400 M 
KECAMATAN BAE RT.- RW.- 

191 PEMBANGUNAN SALURAN JALAN UMK - 
KARANGBENER 

150 / 
M 

100.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangbener 

KARANGBENER-UMK 150 M 
KECAMATAN BAE RT.- RW.- 

192 Rehabilitasi D.I.Wuni 1 / Pkt 200.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangbener 

SALURAN IRIGASI 
BENDUNGAN WUNI DESA 
KARANGBENER KECAMATAN 
BAE RT.- RW.- 

193 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS 
KARANGDOWO - BAE PONDOK 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Bae 

DUKUH BENDO RT.02 RW.02 
BAE (JL. KARANG DOWO-
PONDOK JL. KABUPATEN) 

RT.02 RW.02 

194 PENINGKATAN JALAN GONDANGMANIS - 
MARGOREJO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Gondangmanis 

RT.05 RW.05 GONDANGMANIS 
KECAMATAN BAE RT.05 
RW.05 

195 BETONISASI JL. DI RT.10 RW.01 GARUNG 
KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. KALIWUNGU Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  

Ds. / Kel. Garung Kidul 

JL. DI RT.10 RW.01 GARUNG 
KIDUL KECAMATAN 
KALIWUNGU RT.10 RW.01 

196 PENINGKATAN JALAN RUAS NGEMBALREJO 
- KEMANGKROMPOL 

1 / Pkt 300.000.000 Kec. BAE Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Karangbener 

JL. CONGE NGEMBALREJO-
KEMANG KARANGBENER 
KECAMATAN BAE RT.- RW.- 

197 PENINGKATAN JALAN MEJOBO - KESAMBI 1 / Pkt 500.000.000 Kec. MEJOBO Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. 

JL. TEMULUS-BRAYUNG 
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KECAMATAN MEJOBO RT.- 
RW.- 

198 BANTUAN KEUANGAN MAKAM DESA 

PADURENAN KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Ditolak DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Makam tidak 

termasuk dalam 
kewenangan OPD 

Ds. / Kel. Padurenan 

DESA PADURENAN 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

199 PEMBANGUNAN RUANG KELAS MI AL HUDA 
I DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Padurenan 

DESA PADURENAN 
KECAMATAN GEBOG RT.- 

RW.- 

200 PEMBANGUNAN PONPES AL HIDAYAH DESA 
GETAS KECAMATAN GEBOGRABI 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 

DESA GETAS RABI 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

201 PEMBANGUNAN EL FATH EL ISLAMI DESA 
NGEMBAL REJO KECAMATAN BAE 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. BAE Usulan Bansos / Hibah / 
Bantuan Keuangan 

BAGIAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

  

Ds. / Kel. Ngembalrejo 

DESA NGEMBAL REJO 
KECAMATAN JATI RT.- RW.- 

202 REHAB RUANG KELAS DAN PAGAR SD 6 
DESA KLUMPIT KECAMATAN KLUMPIT 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Klumpit 

SD 6 DESA KLUMPIT 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

203 REHAB LAPANGAN SD SD 6 DESA KLUMPIT 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. 

SD SD 6 DESA KLUMPIT 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

204 REHAB KAMAR MANDI SD 6 DESA 
GONDOSARI KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Gondosari 

SD 6 DESA GONDOSARI 
KECAMATAN GEBOG RT.- 
RW.- 

205 REHAB RUANG KELAS SD DAN PEMBERIAN 
ROLLING DOOR SD 5 RAHTAWU 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Rahtawu 

SD 5 RAHTAWU KECAMATAN 
DAWE RT.- RW.- 

206 REHAB LAPANGAN SD 1 PADURENAN 
KECAMATAN GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

RAGA 

  

Ds. / Kel. Padurenan 

SD 1 PADURENAN 
KECAMATAN GEBOG RT.- 

RW.- 

207 REHAB RUANG KELAS DAN PAGAR SD 6 
GETAS RABI KECAMATN GEBOG 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PENDIDIKAN, 
KEPEMUDAAN DAN OLAH 

  

Ds. / Kel. Getasrabi 
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SD 6 GETAS RABI KECAMATN 
GEBOG RT.- RW.- 

RAGA 

208 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RAHTAWU - 

SEMLIRO 

1 / Pkt 200.000.000 Kec. GEBOG Verifikasi dan diusulkan DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

  

Ds. / Kel. Rahtawu 

DUKUH NGELO RW.04 DESA 
RAHTAWU KECAMATAN 
GEBOG RT.- RW.04 

  JUMLAH KOMISI D (Rp.) 47.825.000.000         

  JUMLAH TOTAL ASPIRASI TAHUN 2021 (Rp.) 580.256.600.000         
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4.5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN 

 

Dalam rangka menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2021 didasari 

pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang 

dalam kebijakan pembanguan sesuai urusan pemerintahan, dimana di Kabupaten Kudus telah diselaraskan dengan program dan 

kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut : 

Tabel 4.10   

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kudus 
 

NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

1. URUSAN PENDIDIKAN 

1 Meningkatkan Sumber         

Daya Manusia Berkualitas 
Dan Berdaya       Saing 

Melalui: 
a. Peningkatan Pemerataan 

Layanan Pendidikan 
Berkualitas; dan 

b. Peningkatan 

Produktivitas Dan          
Daya Saing; 

1) Peningkatan pemerataan 

layanan pendidikan berkualitas 
melalui: 

a. Peningkatan kualitas 
pengajaran dan 

pembelajaran; 
b. Pemerataan akses dan wajib   

belajar 12 Tahun; 

c. Peningkatan pengelolaan dan 
penempatan pendidik  dan 

tenaga kependidikan; 
 

 
d. Penjaminan mutu pendidikan 

dan Peningkatan tata kelola 

pendidikan. 

1) Dukungan terhadap fungsi Pendidikan dalam percepatan 

pencegahan anak  kerdil atau stunting melalui: 
a. penyelenggaraan PAUD; 

b. penguatan UKS/M; 
c. bantuan  sanitasi  sekolah; dan 

d. kelas parenting.  
2) Dukungan untuk fungsi pendidikan dari urusan 

pemerintahan bidang lainnya. (antara lain: Penanganan 

anak tidak sekolah, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks 
Perlindungan Anak, Indeks Pembanguan Gender, Olah 

Raga Prestasi Indonesia, Pengarusutamaan Gender dan 
lain-lain). 

 
3) Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan 

sebesar 20% (dua puluh persen)  diluar  belanja  pegawai 

dan DAK; 
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ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

4) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha 
Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) pada lingkup 
kabupaten; 

5) Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan 
kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

6) Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana 
fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan  

prasarana yang berlaku; 
7) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan  

Anak Usia   Dini Holisitik-Integratif PAUD HI) di lingkup 

kabupaten; 
8) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk 

mendukung  wajib  belajar  12 tahun, pendidikan bagi 
masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya 

“kembali  ke  sekolah”  (back  to school) bagi anak usia 
sekolah; 

9) Peningkatan dan penguatan pendidikan karakter dan 

budaya  anti  korupsi  dilingkup maupun 
kabupaten/kota; 

10) Peningkatan dan pengembangan pendidikan literasi 
sekolah di lingkup   kabupaten; dan 

11) Penguatan dan pengembangan bahasa dan sastra di 
daerah. 
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PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

2 Mengembangkan Wilayah        
untuk Mengurangi 
Kesenjangan dan Menjamin 

Pemerataan melalui: 
a. Arah pembangunan 

pulau Papua; 
b. Arah pembangunan 

wilayah Kepulauan 
Maluku; 

c. Arah pembangunan 

wilayah 
d. Kepulauan Nusa 

Tenggara; 
e. Arah pembangunan 

wilayah    Pulau 
Sulawesi; 

f. Arah pembangunan 

wilayah    pulau 
Kalimantan; 

g. Arah pembangunan 
wilayah    pulau 

Sumatera; dan 
h. Arah pembangunan 

wilayah    pulau Jawa 

Bali. 

Pembangunan wilayah melalui      
kegiatan Kelembagaan dan 
Keuangan Daerah. 

 

1) Menginternalisasikan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Pendidikan kedalam dokumen perencanaan dan 
penganggara dengan mempedomani peraturan 

perundangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan program  dan kegiatan  yang tertuang 

dalam SPM berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, 

Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 
Pendidikan; 

3) Penerapan SPM  Urusan Pendidikan Daerah Kabupaten  
a. usia  5  (lima)  tahun  sampai dengan 6 (enam) tahun 

untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia 
dini; 

b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) 

tahun  untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; 
dan 

c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan  18  (delapan belas) 
tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan 

kesetaraan. 
 

2. URUSAN KESEHATAN 
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 Peningkatan Sumber         
Daya Manusia Berkualitas     
dan Berdaya Saing. 

Penerapan SPM kesehatan 
Daerah Kabupaten/Kota: 
a. Pelayanan kesehatan ibu 

hamil; 
b. Pelayanan kesehatan ibu 

bersalin; 
c. Pelayanan kesehatan bayi baru 

lahir; 
d. Pelayanan kesehatan balita; 
e. Pelayanan kesehatan pada usia 

pendidikan dasar; 
f. Pelayanan kesehatan pada usia 

produktif; 
g. Pelayanan kesehatan pada usia 

lanjut; 
h. Pelayanan kesehatan penderita 

hipertensi; 

i. Pelayanan kesehatan penderita 
diabetes melitus; 

j. Pelayanan kesehatan  orang 
dengan gangguan     jiwa berat; 

k. Pelayanan kesehatan  orang 
terduga tuberkulosis; dan 

l. Pelayanan kesehatan  orang 

dengan  risiko terinfeksi    virus 
yang melemahkan daya          

tahan tubuh manusia (human 
immundeficiency virus) 

1) Menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen 
perencanaan  dan  penganggaran dengan mempedomani 
peraturan perundangan yang berlaku 

2) Besar  anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten 
dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran  

pendapatan  dan belanja daerah di luar gaji). 
3) Melaksanakan  program dan kegiatan  yang tertuang  

dalam SPM Provinsi berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018   
tentang   SPM, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  
100  Tahun  2018  tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun  
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 
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2 Peningkatan  akses dan  
kualitas pelayanan 
kesehatan 

Peningkatan kesehatan ibu, anak, 
keluarga berencana dan 
kesehatan reproduksi 

1) Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L 
terkait. 

2) Memperhatikan    indikator    dan target pada sasaran 

RPJMN 

3 Peningkatan Akses              
dan Kualitas Pelayanan 

Kesehatan 

Percepatan perbaikan gizi 
masyarakat 

1) Peningkatan pelayanan kesehatan  dan  gizi  masyarakat 
melalui   percepatan   penurunan stunting, meliputi: 

a. Memastikan perencanaan dan penganggaran 
khususnya di lokasi dengan  prev dan/atau 
kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 

b. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan 
stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh 

OPD terkait  dan multisektor. 
c. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan 

bahwa sasaran prioritas memperoleh dan 
memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 

d. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam 

mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan 
pemutakhiran data. 

 

2) Bagi Pemerintah desa: 
a. Melakukan konvergensi dalam perencanaan 

penganggaran program dan kegiatan pembangunan 
desa. 

b. Memastikan setiap sasaran 1000  HPK menerima dan 
memanfaatkan Intervensi gizi prioritas. 

c. Implementasi  kegiatan dilakukan kerjasama dengan 

kader Pembangunan manusia (KPM), pendamping 
program keluarga harapan, petugas pusksesmas, 



IV-118 
 

NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

bidan desa serta petugas keluarga berencana (KB). 
d. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan  kepada  seluruh sasaran prioritas serta 

mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutahiran 
data setiap bulan. 

3) Bentuk program/kegiatan terkait Penurunan Stunting 
melalui intervensi  gizi  spesifik antara lain: 

a. Urusan Kesehatan meliputi: 

 PMT pemulihan  untuk Bumil KEK; 

 Pemberian IFA/Tablet tambah Darah bagi Ibu 
Hamil; 

 Kelas Ibu Hamil; 

 PMT bagi Balita; 

 Penguatan Fasilitas bagi Posyandu; 

 Pelayanan antenatal Ibu Hamil; 

 Pelayanan postnatal Ibu Bersalin; 

 Pemberian   Vitamin   A paa Anak 6-59 bulan; 

 Imunisasi Dasar lengkap; 

 Pencegahan dan Penanganan kecacingan pada 
Balita; 

 Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja 
Putri; 

 Promosi Penggunaan Jamban Sehat dan cuci 
tangan pakai sabun; 

 Dukungan fortifikasi pangan; 

 Penanganan  balita  gizi buruk; 

 Pembinaan MTBS pada Puskesmas; 
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 Pencegahan Malaria pada ibu hamil (Daerah 
endemis); dan 

 Penanganan  ibu  hamil positif HIV. 
b. Urusan  Keluarga Berencana: 

 Bina Keluarga Balita. 
c. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil: 

 Penyediaan akte kelahiran anak 0-24 bulan; dan 

 Fasilitas Penyediaan NIK. 
d. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan: 

 Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL); dan 

 Kawasan Mandiri Pangan. 
e. Urusan Kelautan dan Perikanan: 

 Promosi Konsumsi Hasil Kelautan dan Perikanan. 
f. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 

 Pembangunan/Pengembangan sarana/ Prasarana 
air minum layak; dan 

 Pengembangan Sarana/Prasarana Sanitasi Layak. 
g. Urusan Pendidikan: 

 Penyelenggaraan PAUD; 

 Kelas Parenting; 

 Penguatan UKS (Unit Kesehataan  Sekolah); dan 

 Bantuan Sanitasi Sekolah. 
h. Urusan Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan 

Anak: 

 Sosialisasi gizi Seimbang, ASI, Pembatasan gula 

garam Lemak (GGL), Kesehatan  Reproduksi, dan    
bahaya merokok bagi anak dan keluarga. 
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i. Urusan Sosial: 

 Family Development Sesion (FDS) pada Program 
Keluarga Harapan (PKH). 

 Fasilitasi pelaksanaan Bantuan Pangan NonTunai 
(BPNT). 

j. Urusan Komunikasi dan Informatika: 

 Kampanye Nasional terkait Stunting. 
k. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 Pembinaan Kader kegiatan pencegahan Stunting di 
tingkat Desa; dan 

 Pembinaan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Upaya 
Penurunan Stunting. 

l. Urusan Penunjang, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 

 Koordinasi Perencanaan dan penganggaran kegiatan 
percepatan penurunan stunting; 

 Penguatan Koordinasi, pemantauan dan evaluasi 
program percepatan penurunan stunting; dan 

 Advokasi penerapan kebijakan percepatan 
penurunan stunting. 

4 Peningkatan Akses              
dan Kualitas Pelayanan 
Kesehatan 

Peningkatan Pengendalian 
Penyakit 

1) Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L 
terkait. 

2) Memperhatikan indikator  dan target pada sasaran 

RPJMN 
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5 Peningkatan Akses              
dan Kualitas Pelayanan 
Kesehatan 

Penguatan  Gerakan Masyarakat   
Hidup Sehat (Germas) 

1) Promotif dan Prenventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
(Germas): 
a. Peningkatan kualitas lingkungan; 

b. Peningkatan perilaku hidup sehat; 
c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi; 

d. Peningkatan aktivitas  fisik masyarakat; dan 
e. Peningkatan edukasi  hidup sehat. 

2) Mengalokasikan untuk penyusunan kebijakan di Daerah 
dalam mendukung program Germas dalam bentuk 
Peraturan Kepala Daerah 

3) Perlu kolaborasi, partisipasi, dan collective action  
stakeholder secara terpadu dan terintegrasi. 

4) Pemerintah  Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa 
Rokok di wilayahnya dengan penyusunan kebijakan 

daerah. 
5) Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat   

(KKS) dan verifikasi tahun 2021 agar menyiapkan 

pengajuan penghargaan Swasti Saba untuk :  
a. Kategori PADAPA (harus mencapai minimal 60% (enam 

puluh persen) Desa/Kelurahan ODF; 
b. Kategori WIWERDA harus   mencapai minimal  80%  

(delapan  puluh persen) Desa/Kelurahan ODF; 
c. Kategori WISATARA harus mencapai minimal 100% 

(seratus persen) Desa/Kelurahan ODF. 

6 Peningkatan dan Akses 

Kualitas Pelayanan 
Kesehatan 

Penguatan    Sistem Kesehatan         

dan Pengawasan Obat dan 
Makanan 

1) Memperhatikan kondisi demografi, topografi dan kekhasan 

Daerah 
2) Memperhatikan pemenuhan sarana   dan prasarana 

fasilitas kesehatan serta pemenuhan Sumber Daya 
Manusia kesehatan 
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3) Memperhatikan pengembangan kompetensi Sumber Daya 
Manusia kesehatan 

4) Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 

5) Memperhatikan NSPK yang  telah diterbitkan oleh K/L 
terkait. 

7 Peningkatan Akses              

dan Kualitas Pelayanan 
Kesehatan 

Ketersediaan obat, mutu   

obat,vaksin, alat  kesehatan  dan 
makanan minuman 

1) Memperhatikan   jalur distribusi obat,  vaksin,  alat  

kesehatan  dan makanan minuman. 
2) Memastikan ketersediaan obat (buffer stock) 

3) Memperhatikan mekanisme pengendalian,  pemantauan, 
dan evaluasi produksi sampai distribusi makanan    
minuman yang beredar di masyarakat 

 
 

4) Melakukan Peningkatan Koordinasi pembinaan 
pengawasan ketersediaan alat kesehatan, obat, vaksin dan 

makanan. 

8 Penguatan Pelaksanaan 

Perlindungan Sosial 

Penguatan  Sistem Jaminan 

Sosial Nasional melalui integrasi 
program Jaminan  Kesehatan 

Daerah (Jamkesda) ke Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) 

Mengintegrasikan jamkesda kedalam program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu  Indonesia Sehat (KIS) 

9 Penyediaan  akses air    

minum  dan sanitasi layak 
dan aman 

Peningkatan kualitas air minum 

dan  sanitasi  layak dan  aman  
melalui Pembinaan Pelaksanaan 
Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM) serta    
Pengawasan Kualitas Air Minum 

dan Sanitasi 

1) Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L 

terkait. 
2) Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 
3) Mengalokasikan  anggaran  untuk pengawasan  kualitas  

air  minum dan pembinaan STBM 
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10 Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Penanggulangan Pencemaran      
dan Kerusakan  Sumber Daya     
Alam  dan Lingkungan Hidup 

melalui Pembangunan Fasilitas 
Pengolahan Limbah B3 Medis      

dan Limbah B3 Terpadu 

1) Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L 
terkait. 

2) Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 

3) Menetapkan perda tentang pengelolaan limbah medis dan  
mengoordinir pengelolaan limbah medis di wilayah 

kerjanya. Pengelolaan limbah medis ini dapat melibatkan 
swasta. 

11 Peningkatan Ketahanan 
Bencana         dan Iklim 

1. Penanggulangan Bencana  
melalui penguatan konvergensi 

antara pengurangan risiko 
bencana 

2. Peningkatan Pengendalian 
Penyakit Arbovirosis 

3. Penguatan Respon Peringatan      
Dini Kejadian Luar Biasa  (KLB)  
dan Kewaspadaan Dini       

Kejadian Penyakit 
4. Peningkatan Pembinaan 

Pelaksanaan Kabupaten/Kota 
Sehat 

1) Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L 
terkait. 

 
2) Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 

12 Menjaga Stabilitas 

Keamanan Nasional    
melalui Penguatan 
Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat 

Peningkatan Pencegahan 

Penyalahgunaan dan       
Rehabilitasi Penyalahguna 
Narkotika 

1) Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L 

terkait. 
2) Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 

13 Peningkatan Kualitas 
Penyelenggaran Haji dan 

Umrah 

Peningkatan pelayanan kesehatan 
calon jemaah haji 

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk 
pembinaan kesehatan calon jemaah haji secara berkala di 

wilayah kerjanya. 
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3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

1 Sumber Daya Air. 
Ketahanan air untuk  

mendukung ketahanan 
nasional: 
a. Pembangunan dan 

Peningkatan Jaringan   
irigasi air   permukaan, 

air    tanah    dan rawa 
(juta ha); 

b. Rehabililtasi jaringan    
irigasi permukaan,   air 
tanah  dan  rawa (juta 

ha); 
c. Pembangunan waduk; 

d. Ketahanan    Air: 
Pengembangan dan  

pengelolaan Jaringan   
Irigasi (permukaan,  air 

tanah,     pompa, rawa,            
dan tambak); 

e. Pembuatan  Peta IGT     

(Informasi Geospasial 
Tematik)   untuk daerah      

irigasi dan          sawah 
beririgasi; dan 

f. Pembinaan pengelolaan  

1. Pemeliharaan dan pemulihan 
sumber air  dan ekosistemnya; 

 
2. Terlaksananya pemenuhan 

kebutuhan untuk kehidupan 

sehari-hari   bagi masyarakat; 
3. Terlaksananya pemenuhan 

kebutuhan air untuk 
kebutuhan social dan ekonomi; 

4. Peningkatan ketangguhan 
masyarakat dalam mengurangi 
resiko   daya rusak             air 

termasuk perubahan iklim; dan 
5. Peningkatan kapasitas 

kelembagaan, ketatalaksanaan 
dan  keterpaduan dalam 

pengelolaan sumber  daya  air 
yang      terpadu, efektif,     

efisien, dan berkelanjutan, 
termasuk peningkatan 
ketersediaan  dan  kemudahan 

akses    terhadap data dan 
informasi.  

1) Meningkatkan Sumber air baku yang berasal dari waduk 
dan embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin 

sepanjang tahun; 
 

2) Pemenuhan  kebutuhan  dan jaminan  kualitas  air  untuk 

kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; 
3) Pembangunan bendungan, embung, dan bangunan 

penampung air lainnya; 
4) Rehabilitasi  bendungan, embung,  dan bangunan 

penampung air lainnya; 
5) Pembangunan dan rehabilitasi  sumur  air  tanah untuk 

air baku; 

6) Pembangunan dan rehabilitasi   embung   untuk air baku; 
7) Pembangunan  dan rehabilitasi   unit   air baku, meliputi 

intake dan; 
8) Penyediaan  sarana prasarana  air baku  tersebut 

disinkronkan dengan pengembangan instalasi pengolahan  
air  dan  saluran distribusi hingga ke masyarakat; 

9) Penyediaan  air  baku  yang layak  juga  harus  didukung 
dengan  upaya  pengendalian pencemaran air pada 
sumber-sumber   air   dengan mengikutsertakan 

masyarakat; 
10) Pembangunan  dan rehabilitasi  bendungan sebagai 

sumber air; 
11) Pembangunan  dan rehabilitasi    bendung dan jaringan  

irigasi  permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan   
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dan penyelenggaraan 
sumber daya air. 

irigasi   tambak,   sesuai kewenangan; 
12) Normalisasi sungai dan pembangunan dan rehabilitasi 

tanggul pengendali banjir; 

 
13) Pengelolaan  drainase,  sesuai dengan kewenangan; 

14) Pengembangan Flood Forecasting and Warning System 
(FFWS); 

15) Pembangunan  dan rehabilitasi sabo; 
16) Pembangunan dan rehabilitasi check-dam; 
17) Pelibatan   masyarakat   pada wilayah sungai untuk 

pengelolaan sumber daya air;  

2 Jalan. Infrastruktur Dasar 
dan Konektivitas: 

a. Kondisi  mantap jalan 
kemantapan jalan  
provinsi menjadi 75 

persen, meningkatnya 
kemantapan jalan 

kabupaten/kota menjadi 
65 persen.  

b. Infrastruktur Dasar              
dan Konektivitas: 
Pembangunan jalan              

baru (kumulatif  5 
tahun). 

Penyelenggaraan jalan     
kabupaten 

1) Memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, 
meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan 

masyarakat denganharga yang  terjangkau, serta 
meningkatkan produktivitas masyarakat; 

2) Peningkatan infrastruktur Jalan  yang  menuju  ke  desa 

masih   banyak   jalan   rusak yang   berupa   jalan   
setapak yang     sulit     dilalui     oleh kendaraan; 

3) Meningkatnya     kemantapan jalan  jalan   
kabupaten/kota menjadi  70% (tujuh puluh persen); dan 

4) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah 
tertinggal     dengan pusat  pertumbuhan  melalui 
pembangunan    sarana    dan prasarana transportasi. 

3 Bangunan Gedung. 

Implementasi Perda BG 
untuk Mendukung 

kemudahan Berusaha         

Membuat   regulasi dalam          

rangka implementasi 
penyelenggaraan BG              

berupa Peraturan   Daerah 

1) Peningkatan    kualitas    dan kapasitas  aparat  

Pemerintah daerah sebagai instansi teknis  yang  akan 
mengawal penyelenggaraan BG; 

2) Ketersediaan  data dan informasi  mengenai 
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dan Peningkatan Investasi maupun  Peraturan Bupati permasalahan, potensi, tantangan, arah pembangunan 
daerah tersebut (visi misi pembangunan daerah); 

3) Kesiapan  kelembagaan penyelenggara  BG  dan  SOP- 

nya; dan 
4) Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan 

gedung di kawasan perkotaan. 

4 Peningkatan Nilai Tambah 
Ekonomi melalui Pertanian, 
Industri,    dan    Jasa 

Produktif 

1. Penyelenggaraan pelatihan  
tenaga kerja konstruksi; 

2. Penyelenggaraa sistem  

informasi jasa    konstruksi 
cakupan Pemerintah daerah; 

3. Penerbitan    izin usaha           
jasa konstruksi nasional; dan 

4. Pengawasan tertib        usaha, 
tertib 

5. Penyelenggaraan dan  tertib 

pemanfaatan jasa konstruksi. 

Penyelenggaraan sistem informasi jasa  konstruksi cakupan  
daerah 
Kabupaten/Kota meliputi: 

1) Peningkatan  layanan kelembagaan   penyelenggara 
sistem informasi; 

2) Penyediaan data   dan informasi sumber daya konstruksi,  
investasi infrastruktur, pasar konstruksi,  izin  usaha  

jasa konstruksi, dan  tertib penyelenggaraan  konstruksi; 
dan 

3) Peningkatan layanan informasi tentang produk 

pembinaan jasa konstruksi. 
 

Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakanpenerbitan 
izin usaha jasa konstruksi nasional yang memperhatikan: 

a. Domisili; 
b. Jumlah; 
c. Persyaratan perpajakan; 

d. Persyaratan hukum (legalitas); dan 
e. Persyaratan teknis usaha. Pemerintah Kabupaten/Kota 

menyelenggarakan  pengawasan tertib  usaha, tertib 
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 

yang   merupakan  kewenangan Kabupaten/Kota  melalui 
pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi. 
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f. Pengawasan sistem  rantai pasok sumber daya  
konstruksi, klasifikasi usaha jasa konstruksi, kualifikasi 
usaha  jasa  konstruksi,  dan pemenuhan persyaratan 

usaha jasa konstruksi; dan 
g. Pengawasan   proses pemilihan penyedia jasa, kontrak    

kerja    konstruksi, penerapan standar K4 untuk usaha    
perseorangan dan sistem manajemen mutu. 

h. Pengawasan   pemanfaatan produk konstruksi yang 
memperhatikan    fungsi, umur rencana, kapasitas beban, 
serta pemeliharaan  produk    sesuai siklus hidup aset. 

 

4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 Prioritas Nasional : 
Memperkuat Infrastruktur  

untuk mendukung ekonomi             
dan pelayanan dasar 

 
Program     Prioritas: 

Infrastruktur pelayanan 
dasar  
Kegiatan     Prioritas: 

Perumahan         dan 
permukiman     yang layak,    

aman    dan terjangkau 
 

Program     Prioritas: 
Infrastruktur perkotaan 

1. Menerapkan standar  
pelayanan minimun dan 

perumahan rakyat; 
2. Meningkatkan kemudahan 

perizinan        dan 
nonperizinan pembangunan 

perumahan    bagi MBR; 
3. Menyediakan data 

penyelenggaraan pemerintahan 

bidang perumahan    dan 
kawasan permukiman; 

 
4. Meningkatkan Pembinaan dan 

Pengawasan dalam 
pelaksanaan bidang 

1) Penguatan Perencanaan dalam penyelesaian   akses   
terhadap hunian layak dan terjangkau: 

a. Penyusunan rencana penyediaan  hunian 
layak/dokumen Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(RP3KP) kabupaten dan Rencana Aksi Daerah (RAD) 

Sustainable Development Goals (SDGs),    terutama    
yang terkait    akses    terhadap hunian   yang   layak   
dan terjangkau; 

b. Pembentukan  Pokja  dan Forum   Perumahan   dan 
Kawasan  Permukiman  di daerah; 

 
c. Penyusunan dan pengembangan data RTLH sebagai      

dasar targeting program/kegiatan penyediaan  hunian  
layak di kabupaten; 
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Kegiatan     Prioritas: 
Penyediaan      akses 

perumahan         dan 
permukiman   layak, aman                  

dan terjangkau di 
perkotaan. 

 
Proyek         prioritas 
mendukung penyediaan      

akses perumahan        dan 
permukiman   layak, aman,                 

dan terjangkau meliputi: 
a. Peningkatan fasilitasi 

penyediaan hunian baru; 
b. Peningkatan fasilitasi 

pembiayaan perumahan; 

c. Pengembangan fasilitasi 
peningkatan kualitas 

rumah; 
d. Penyediaan prasarana,  

sarana, dan  utilitas 
perumahan      dan 
permukiman; 

e. Fasilitasi peningkatan 
standar  keandalan 

bangunan        dan 
keamanan bermukim       

(IMB dan SLF); 

perumahan dan Permukiman; 
5. Menyediakan dokumen 

perencanaan teknis  bidang 

perumahan dan kawasan 
permukiman; 

6. Meningkatkan kualitas 
perumahan     dan 

permukiman kumuh; 
7. Meningkatkan peran              

dan kolaborasi    antar pihak          

dalam pencegahan    dan 
peningkatan kualitas          PKP 

kumuh; 
8. Menyelenggarakan PSU di 

lingkungan hunian, 
perumahan,    dan kawasan 
permukiman  yang berkualitas; 

9. Melaksanakan sertifikasi        
dan registrasi      orang atau            

badan hukum yang 
melaksanakan perancangan   

dan perencanaan rumah  serta  
PSU sesuai kewenangannya; 

d. Penguatan   implementasi kemudahan perizinan dan 
administrasi pertanahan untuk pembangunan 
perumahan; 

2) Pengalokasian  anggaran (APBD) untuk penyelenggaraan 
pembangunan perumahan sebagai  urusan wajib  layanan 

dasar: 
a. Penyediaan  dan  rehabilitasi rumah yang layak huni 

bagi korban bencana (kabupaten/kota); 
b. Fasilitasi penyediaan rumah  yang  layak  huni beserta   

utilitasnya   bagi masyarakat  yang  terkena relokasi               

program pemerintah   daerah kabupaten; 
c. Penguatan   implementasi standar   keamanan   dan 

kelayakan bangunan, termasuk  mitigasi  resiko 
bencana; 

d. Pelaksanaan   fasilitasi dan/atau   penyediaan   dan 
pencadangan  lahan  untuk perumahan dalam rangka 
meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan   

yang   layak, aman, dan terjangkau serta mitigasi  
bencana dan    mitigasi relokasi program pemerintah 

kabupaten; 
e. Pelaksanaan   penyediaan prasarana,   sarana, dan 

utilitas  umum  sesuai dengan kewenangannya; 
 

f. Peningkatan  efisiensi lahan   perkotaan   untuk 

penyediaan  perumahan melalui  peremajaan kawasan  
dan  penyediaan hunian baru dalam rangka           

penanganan permukiman kumuh; 
3) Penguatan kapasitas mendukung      peningkatan akses 

terhadap hunian layak dan terjangkau: 
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f. Penyediaan      satu juta 
Rumah Susun Perkotaan     
(Major Project); 

g. Fasilitasi Penanganan 
Permukiman Kumuh. 

a. Pelaksanaan  pembekalan dan     capacity     building 
bagi  UPTD  dan  Sumber Daya  Manusia  di  bidang 
perumahan; 

b. Penguatan   kelembagaan di    bidang    perumahan 
terutama  untuk mendukung  perubahan UPTD menjadi 

BUMD; 
c. Pelaksanaan   pembinaan terhadap penghuni Sarusun   

dengan penetapan Perhimpunan Pemilik dan    
Penghuni Satuan    Rumah    Susun (P3SRS) untuk 
rusunami; 

4) Peningkatan penyediaan lahan dan pihak ke-3 dalam 
pemenuhan  kebutuhan perumahan: 

a. Pelaksanaan pengendalian pembangunan dan 
pengembangan perumahan melalui   penerapan hunian 

berimbang dalam penerbitan izin pembangunan dan 
pengembangan perumahan; 

b. Pelaksanaan    penerapan sistem pelayanan perizinan 

yang terintegrasi secara elektronik     dan upaya lainnya 
dalam rangka mendukung upaya kemudahan perizinan 

dan nonperizinan pembangunan perumahan dengan 
mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 

Tahun 2017; 
c. Penyediaan perumahan yang  serasi  dengan  tata 

ruang, serta terpadu dengan layanan infrastruktur 

dasar permukiman,  terutama akses air minum, 
sanitasi dan transportasi; 

d. Penguatan   implementasi kemudahan perizinan dan 
admnistrasi pertanahan untuk pembangunan 

perumahan; 
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e. Mendorong  pihak  swasta (pengembang  perumahan 
dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah; 

f. Melakukan  koordinasi dan  sinkronisasi  dengan 
lembaga  yang mempunyai   kewenangan dalam urusan 

jasa konstruksi dan  jasa usaha   terkait   sertifikasi 
dan  registrasi  bagi  orang atau  badan  hukum  yang 

melaksanakan perancangan  dan perencanaan rumah 
serta perencanaan PSU sesuai dengan kewenangannya; 

g. Memastikan   berjalannya iklim  yang  kondusif  bagi 

dunia usaha dan masyarakat, seperti melalui  
kemudahan perizinan dan juga dalam memberikan  

pelayanan jasa konsultasi bagi masyarakat    yang    
akan membangun     rumahnya secara swadaya. 

h. Memastikan kolaborasi berbagai sektor   untuk   
bersama- sama menuntaskan penanganan permukiman 
kumuh. 

 

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
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 Penanggulangan 
Bencana 

Percepatan Pemenuhan SPM 
bidang trantibumlinmas di 
Daerah meliputi: 

Sub urusan trantibum 
1. Sub urusan bencana. 

2. Sub urusan pemadam 
kebakaran. 

Kegiatan diprioritaskan untuk mendorong terpenuhinya 
layanan dasar pada ketiga sub urusan trantibumlinmas 
sebagai berikut: 

1. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum 
meliputi: pelayanan atas yang terkena dampak gangguan 

Trantiburn akibat penegakan hukurn terhadap 
pelanggaran Perda dan Perkada. 

2. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran 
melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban 
kebakaran yang mencakup: 

a. layanan respon cepat 
(Response Time) Penanggulangan kejadian kebakaran; 

b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian 
kebakaran; 

c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; 
d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan 

kebakaran; dan 
e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca 

kebakaran. 

3. Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana 
meliputi: 

a. layanan informasi rawan bencana, melalui 
penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi 

informasi dan edukasi rawan bencana. 
b. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana, melalui penyusunan rencana 
penanggulangan bencana, pembuatan rencana 

kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi; 
c. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 
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melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, 
respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem 
komando penangangan darurat bencana, pencarian 

evakuasi dan pertolongan korban bencana. 

6. URUSAN SOSIAL 

1 Prioritas Nasional II: 
Mengembangkan Wilayah 
Untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan 
Menjamin 

Pemerataan/Kegiatan 
Prioritas (KP): 

Kelembagaan dan 
Keuangan Daerah/ 

Persentase capaian penerapan 
SPM di daerah 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menjadi 
prioritas dalam dokumen perencanaan daerah 

2 Prioritas Nasional III: 
Meningkatkan Sumber 

Daya Manusia Berkualitas 
dan Berdaya Saing/ 

Terwujudnya 
Pengendalian Penduduk 
dan Menguatnya Tata 

Persentase daerah yang 
menyelenggarakan layanan 

terpadu penanggulangan 
kemiskinan 

Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan 
Kemiskinan di daerah dimasukan ke dalam dokumen 

perencanaan daerah. 
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Kelola Kependudukan 

3 Prioritas Nasional III: 
Meningkatkan Sumber 

Daya Manusia Berkualitas 
dan Berdaya Saing/ 
Terwujudnya 

Pengendalian Penduduk 
dan Menguatnya Tata 

Kelola Kependudukan 

Persentase 
provinsi/kabupaten/kota yang 

memanfaatkan sistem 
perencanaan, penganggaran 

Dan monitoring evaluasi unit 
terpadu dalam proses 

penyusunan program-program 
penanggulangan kemiskinan 

Daerah memanfaatkan sistem sistem perencanaan, 
penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam 

penyusunan program penanggulangan kemiskinan 

4 Prioritas Nasional III: 
Meningkatkan Sumber 

Daya Manusia Berkualitas 
dan Berdaya Saing/ 

Terwujudnya 
Pengendalian Penduduk

 dan Menguatnya 
Tata Kelola Kependudukan 

Persentase daerah yang aktif 

melakukan pemutakhiran data 

terpadu penanggulangan 
kemiskinan 

Pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 
dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan 

daerah 

5 Prioritas Nasional III: 

Meningkatkan Sumber 
Daya Manusia Berkualitas 
dan Berdaya Saing/ 

Meningkatnya 
perlindungan social bagi 

seluruh penduduk 

Persentase Instansi pusat dan 

daerah yang mengadopsi sistem 
perlindungan sosial adaptif 

Sistem perlindungan sosial adaptif dijadikan sebagai acuan 

dalam program program perlindungan sosial di daerah 
dalam dokumen perencanaan daerah 

6 Prioritas Nasional III : 
Meningkatkan Sumber 

Daya Manusia Berkualitas 

Persentase pemerintah daerah 
yang menerapkan prinsip-

prinsip kabupaten/kota inklusif 

Prinsip-prinsip kabupaten inklusif diimplementasikan ke 
dalam dokumen perencanaan daerah 
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dan Berdaya Saing/ 
Meningkatnya 
perlindungan sosial bagi 

seluruh penduduk 

8 Major Project: Percepatan 
Penurunan Kematian Ibu 

dan Stunting 

Percepatan Penurunan 
Kematian Ibu dan Stunting 

Dukungan perencanaan daerah dalam melaksanakan 
major project percepatan penurunan kematian ibu dan 

stunting 

9 Major Project: Integrasi 
Bantuan Sosial Menuju 
Skema Perlindungan 

Sosial Menyeluruh (5T) 

Integrasi Bantuan Sosial 
Menuju Skema Perlindungan 
Sosial Menyeluruh (5T) 

Dukungan perencanaan daerah dalam melaksanakan 
major project integrasi bantuan sosial menuju skema 
perlindungan sosial menyeluruh 

7. URUSAN TENAGA KERJA 
 

 Meningkatkan Sumber 
Daya Manusia berkualitas 

dan berdaya saing 

Pelaksanaan Pelatihan Vokasi 
Berdasarkan Klaster 
Kompetensi dan Kerjasama 
dengan Industri 
 

1) Pelaksanaan pelatihan dan pemagangan di daerah 
2) Perizinan dan akreditasi Lembaga Pendidikan 

Keterampilan di daerah 
3) Sertifikasi kompetensi 

4) Penyediaan instruktur Aparatur Sipil Negara di Daerah 
5) Penguatan fungsi konsultansi dan pengukuran 

produktivitas 

 Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk 
Pertumbuhan Berkualitas 
 

Penguatan Pengelolaan 
Informasi Pasar Kerja Daerah 
yang Terintegrasi 
 

1) Penyediaan pengantar kerja dan petugas antar kerja di 

daerah. 
 

2) Penguatan fungsi pengantar kerja dan petugas antar 
kerja di daerah. 

3) Penguatan fungsi pemanfaatan SISNAKER 
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  Pemberdayaan tenaga kerja 
disabilitas 

Penyediaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di 
kabupaten. 
Fungsi  Layanan Disabilitas dimaksud dapat dilaksanakan 
melalui penguatan tugas dan fungsi di bidang 
ketenagakerjaan. 

  Perusahaan yang Menerapkan 
Sistem Manajemen Keselamatan 
Kesehatan Keamanan Kerja 
(SMK3) 

Audit SMK3 pada perusahaan yang memiliki karyawan 100 
orang atau lebih atau perusahaan yang memiliki resiko 
bahaya tinggi 

  Perusahaan yang Menerapkan 
Norma Kerja & Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Jamsos TK) 

Pemeriksaanobjek pengawasan (perusahaan) sesuai dengan 
tugas, fungsi dan tanggung jawabnya 

  Perusahaan yang Mendapatkan 
Pelatihan Penyusunan Struktur  
dan Skala Upah 
 

Pelatihan penyusunan struktur skala upah untuk 
mendorong Pengupahan di atas upah minimum bagi 
pekerja dengan masa kerja diatas 1 tahun meningkatkan 
hubungan industrial yang harmonis 
 

  Pengesahan Peraturan 
Perusahaan bagi Perusahaan 

Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan melalui 
Peraturan Perusahaan elektronik (e-PP) yang terintegrasi dg 
SISNAKER 

  Penyelenggaraan Informasi 
Sarana Hubungan Industrial 

dan Jamsos TK 

Pengelolaan data hubungan industrial dan jaminan sosial 
tenaga kerja antara lain melalui pemanfaatan Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dalam 
jaringan/online melalui SISNAKER dan penyebar luasan 

informasi sarana hubungan industrial dan Jamsos TK 

  Peningkatan peran lembaga 
hubungan industrial 

kabupaten 

Menyusun alokasi kegiatan dalam rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (memfasilitasi 

kegiatan peningkatan fungsi kesekretariatan penyediaan 
sarana prasarana dan lain-lain melalui alokasi APBD) 
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  Pembentukan Lembaga 
Hubungan Industrial di 
Perusahaan 

Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya melalui sosialisasi 
tetapi juga dilakukan dalam bentuk pendampingan sampai 
terbentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit 

  Penyelenggaraan Verifikasi dan 
Rekapitulasi Keanggotaan pada 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
dan Organisasi Pengusaha 
 

Optimalisasi penerapan dan kualitas dialog sosial dalam 
pengelolaan hubungan industrial melalui peningkatan 
keterwakilan organisasi pekerja dan perusahaan dalam 
lembaga hubungan industrial di tingkat perusahaan, 
kabupaten/kota 

  Penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial di luar 
pengadilan hubungan industrial 

Peningkatan kuantitas dan kapasitas mediator hubungan 
industrial dan konsiliator hubungan industrial dalam 
penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan 
hubungan industrial 

3 Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan 
Transformasi Pelayanan 
Publik 

Pelindungan dan Pemberdayaan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
(Pra dan Purna) di Daerah 

Penyediaan  dan/atau penguatan Layanan Terpadu Satu 
Atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia di Daerah Pelaksanaan pemberdayaan Petugas 
Komunitas Migran Produktif di desa dalam memberikan 
Perlindungan pada Calon PMI dan pemberdayaan PMI 
Purna 

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

1. Peningkatan Kualitas Anak 
Perempuan dan  Pemuda  

Urusan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

1) Pembangunan Manusia Berbasis Gender (KPPPA-BPS) 
2) Pembangunan Manusia Berbasis Gender (KPPPA-BPS) 

3) Data Riskesdas Riskesdas Tahun 2020 (Riskedas, 
Susenas BPS) 

2 Pemenuhan Hak dan 

Perlindungan Anak 

Pemenuhan Hak Anak Profil Perempuan Indonesia (KPPPA, data Susenas BPS) 



IV-137 
 

NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

3 Pemenuhan Hak dan 
Perlindungan Anak 

Kualitas Keluarga Profil Anak Indonesia (KPPPA, data Susenas BPS) 

4 Pemenuhan Hak dan 
Perlindungan Anak 

Perlindungan Khusus Anak Data Rikesdas Tahun 2020 (KPPPA, data Riskesdas, 
Susenas BPS) 

5 Pernenuhan Hak dan 
Perlindungan Anak 

Perlindungan Khusus Anak Data Simfoni-PPA 

6 Peningkatan Kesetaraan 

Gender, Pemberdayaan dan 
Perlindungan Perempuan 

Kualitas Hidup Perempuan Profil Perempuan Indonesia (KPPPA, data Sakernas BPS) 

7 Peningkatan Kesetaraan 
Gender, Pembedayaan dan 

Perlindungan Perempuan 

Perlindungan Perempuan PeIaksanaan SPHPN oleh KPPPA tahun 2021 dan 2024 

9. URUSAN PANGAN 

1 Pembangunan 

Ekonomi 

1. Memantapkan penyediaan 

pangan utama dalam 
negeri. 

2. Meningkatkan 
keterjangkauan dan kualitas 
konsumsi pangan dan gizi 

masyarakat. 
3. Optimalisasi fungsi waduk 

terbangun untuk keperluan 
irigasi, air baku 

1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang 

lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 
2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian 

target konsumsi pangan perkapita per Tahun. 
3. Penyusunan data cadangan pangan Kab/Kota. 
4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan. 

5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk 
pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah- daerah yang 

menjadi lokasi sasaran program. 
6. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam 
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dan energi. 
4. Penerapan modernisasi 

secara bertahap dalam 

rangka Efisiensi air irigasi. 

pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan 
pertanian daerah Kab/Kota. 

8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan 
Pertanian 

2 Pembangunan 
Kewilayahan 

1. Meningkatkan ketersediaan 
dan kualitas  input, sarana

prasana dan IPTEK pertanian
 dan perikanan. 

2. Mengembangkan nilai 

tambah dan keterpaduan 
aktifitas hulu- hilir pangan, 

pertanian  dan perikanan. 
3. Meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia 
pertanian, perikanan, 

meningkatkan kesejahteraan 
petani, nelayan, &

pembudidaya ikan. 
4. Penguatan logistik distribusi 

dari sentra produksi ke 

industri 
pengolahan/konsumen. 

5. Pemantapan infrastruktur 
pada sentra produksi 

tanaman pangan; 
dan meningkatkan dukungan 
infrastruktur untuk sentra 

produksi 
perkebunan, hortikultura, 

1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang 
lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 

2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian 
target konsumsi pangan perkapita per Tahun. 

3. Penyusunan data cadangan pangan Kab/Kota. 

4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan. 
5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk 

pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang 
menjadi lokasi sasaran program. 

6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Kab/ Kota. 
7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam 

pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian 
daerah Kab/Kota. 

8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan 
Pertanian. 
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peternakan, termasuk 
optimalisasi pemanfaatan 
waduk yang terbangun. 

10. URUSAN PERTANAHAN 

1 Penyelengaran program 
Reforma Agraria 

Pengintegrasian pelaksanaan 
aset reform dan akses reform 

1) Mengidentifikasi tanah-tanah yang diusulkan untuk 
disertifikasi melalui program PTSL (pendaftaran tanah 

sistematika lengkap); 
 

2) Menginventarisasi data subyek dan objek penerima TORA 
di daerah. 

  Pemberdayaan masyarakat 
penerima tanah objek reforma 

agraria (TORA) dan penyediaan 
akses pendukung. 

1) Sosialisasi, pembinaan serta pemberdayaan terhadap 
subyek penerima TORA dalam rangka pemanfaatan 

TORA di daerah. 
2) Penyediaan dan fasilitasi akses permodalan dan 

pemasaran bagi penerima subyek reform; 

3) Penyediaan infrastruktur pendukung sesuai dengan 
pemanfataan TORA. 

2 Penataan penguasaan dan 

pemilikan TORA 
(termasuk Pelepasan 

Kawasan Hutan) 

Pengadministrasian tanah-tanah

  milik pemerintah daerah 
serta Pengoptimalan tugas dan 

fungsi tim  Inver dalam rangka 
pelepasan tanah di kawasan 
hutan. 

1) Menginventarisir kepemilikan, penggunaan dan 

pemanfataan tanah khususnya tanah milik pemerintah 
daerah. 

2) Pemerintah daerah untuk mengusulkan kepada 
kanwil/kantah BPN terhadap tanah terlantar/ HGU 
habis di daerahnya untuk meminimalisir konflik 
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pertanahan 
3) Pelaksanaan identifikasi kawasan hutan yang berpotensi 

untuk dilepaskan. 

4) Pengusulan pelepasan kawasan hutan melalui tim inver 
dan tim terpadu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 
5) Identifikasi kawasan hutan yang pemanfataanya sudah 

menjadi nonhutan. 

3 Peningkatan Kualitas Data 

Pertanahan dan Legalisasi 
Atas TORA 

Penetapan Surat Keputusan 

penerima subyek redistribusi 
tanah di daerah 

Menginventarisir calon subyek penerima TORA yang 

dianggap sesuai kriteria oleh Pemerintah daerah 

  Dukungan pembiayaan pra 

sertifikasi tanah di dalam APBD 
Kab/Kota 

1) Pembiayaan pra sertifikasi tanah melalui APBD kab/kota 

sesuai dengan SKB 3 Menteri tentang percepatan 
pendaftaran tanah sistematis lengkap 

2) Terhadap keterbatasan APBD untuk melakukan 
pembiayaan pra sertifikasi maka kepala daerah 
mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (perkada) yang 

membebankan pembiayaan kepada masyarakat 

4 Pemberdayaan 
masyarakat dalam 

penggunaan, pemanfataan 
dan produksi atas TORA 

Pembentukan dan optimalisasi 
tugas dan fungsi Gugus Tugas       

Reforma Agraria di 
Kabupaten/Kota 

1) Pembentukan gugus tugas reforma agraria (GTRA) di 
tingkat kabupaten/kota. 

2) Pengoptimalan tugas dan fungsi GTRA termasuk dalam 
penyelesaian konflik pertanahan di daerah 

3) Penyediaan data dan informasi status kepemilikan tanah. 

4) Koordinasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara 
pertanahan di daerah bersama kantor wilayah dan 

kantor pertanahan BPN 
5) Mediasi dan penyelesaian sengketa bidang pertanahan 
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  Pengintegrasian program 
pemberdayaan masyarakat 
penerima TORA kedalam 

program 
OPD terkait. 

1) Menjamin terlaksananya pemanfataan TORA yang telah 
diredistribusikan kepada masyarakat. 

2) Memastikan peningkatan ekonomi masyarakat pasca 

redistribusi tanah 

5 Pengembangan wilayah 

adat Sebagai pusat 
pelestarian budaya dan 

lingkungan hidup 

Sosialisasi peraturan 

perundangan terkait tanah adat 
ulayat 

Menjamin terlaksananya penetapan deliniasi tanah adat dan 

legalisasi tanah adat dengan status hak komunal. 

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 

1 Membangun lingkungan 
hidup, meningkatkan 

ketahanan bencana dan 
perubahan iklim (PN 6) 

1. Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Hidup 

1. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung     
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 

2. Pelaksanaan pembuatan KLHS RPJMD dan dokumen 
Daya Dukung dan Daya Tampung 

3. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan 

unsur pencemar; remediasi, rehabilitasi, restorasi, serta 
pemulihan fungsi lingkungan hidup; 

4. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup; 
5. Pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, 

serta penegakan hukum; 
6. Penanganan pengaduan lingkungan hidup; 

7. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait 
pembinaan dan pengawasan izin dan penegakan hukum; 

8. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan 
hidup untuk masyarakat; 
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  2. Pengelolaan Timbulan 
Sampah 

1. Penyiapan dan pengelolaan operasional infrastruktur 
persampahan dan infrastruktur sampah menjadi energi 

dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; 
2. Pengelolaan sampah di darat  
3. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya; 

 
4. Pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara 

limbah B3. 
5. Peningkatan pengurangan timbulan sampah dan 

    penanganan timbulan sampah 

 

  3. Peningkatan Ketahanan 
terhadap Perubahan Iklim 

1. Pengendalian kerusakan akibat perubahan iklim 
dilakukan dengan melestarikan fungsi atmosfer melalui 

inventarisasi emisi gas rumah kaca, mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim 

2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

3. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi penurunan GRK 

 

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

1. Pembangunan manusia 
melalui pengurangan 

kemiskinan dan 
peningkatan pelayanan 

dasar, perlunya dukungan 
kebijakan daerah 

1. Perwujudan data dan
dokumen kependudukan 

sebagai dasar dalam 
pelayanan publik  

dan pembangunan sektor 
lain. 

2. Mewujudkan integritas sistem 
administrasi kependudukan 

1. Penyediaan data kependudukan secara tersentral 
(online). 

2. Pemerintah daerah Kab/Kota harus menyelenggarakan 
kegiatan yang mendukung suksesnya gerakan indonesia 

adminduk (GISA). 
3. Pemerintah Kab menyelenggarakan kegiatan: 

a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di 
bidang adminduk. 
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dengan berbagai stakeholder 
untuk meningkatkan 
cakupan akte lahir, akte 

mati dan akte cerai. 
3. Terwujudnya pelayanan 

publik yang efektif, efisien 
dan hasil tepat guna 

b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan 
adminduk. 

c. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk melalui 
inovasi. 

4. Fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kab/Kota dengan OPD lain untuk 
pemanfaatan database kependudukan. 

5. Mendorong daerah untuk optimalisasi penerapan 
pelayanan berbasis digital. 

2 Kabupaten/Kota Inovasi 
Pelayanan Kepada 

Masyarakat 

 

Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil di 

Kabupaten/Kota yang 
membahagiakan 

Meningkatkan Pelayanan yang 
membahagiakan melalui Inovasi 

Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan KTP-el 
melalui percepatan pelayanan sehari selesai. Jemput Bola 

di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih 
banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka 

pelayanan perekaman KTPel di berbagai event tingkat 
nasional maupun regional. 

Perpanjangan waktu pelayanan/jam pelayanan di kantor 
setiap harinya minimal mulai jam 08.00 sd jam 18.00. 
Pelaksanaan pelayanan pada hari libur sabtu minggu dan 

hari libur nasional. 

3 Peningkatan pemanfaatan 

NIK, Database 
Kependudukan dan KTP-el 

yang optimal 

Terkoneksinya Database 

Kependudukan dengan OPD 
terkait 

1. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan (MoU dan 

PKS). 
2. Konfigurasi jaringan dan database Kependudukan dalam 

rangka pemanfaatan data tingkat Kabupaten/Kota. 
3. Dinas Dukcapil Kab/Kota memberikan elemen data 

kepada Lembaga Pengguna dengan cara melihat pada 
relevansi kebutuhan pemanfaatan data yang akan di 
akses oleh Lembaga Pengguna (tidak semua elemen data 

dapat diberikan). Jumlah kebutuhan elemen data 
harus dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Sama. 
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4 Penanganan Stunting 
Pemberian Dokumen 
Kependudukan bagi anak 

usia 0 
s.d 24 Bulan. 

Meningkatnya kepemilikan Akte 
Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 
Bulan. 

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan 
Dokumen Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan. 

2. Melakukan Kerjasama dengan OPD terkait untuk 

meningkatkan cakupan Akta Kelahiran. 

5 Fasilitasi pemberian NIK 

bagi setiap penduduk. 

Meningkatnya Kulaitas 

Database Kependudukan 

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan NIK bagi 

penduduk. 
2. Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk 

yang masih banyak belum melakukan perekaman 
termasuk membuka pelayanan perekaman KTPel di 

berbagai event tingkat nasional maupun regional. 
 
 

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

1. Pembangunan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat desa. 

 Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang 
diharapkan adalah: 

1) Menyediakan rencana teknis pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat perdesaan, yang meliputi: 

perencanaan teknis pembangunan prasarana dan 
sarana perdesaan, perencanaan pengembangan sosial 

budaya dan lingkungan perdesaan, perencanaan 
advokasi dan kerjasama perdesaan; 

2) Menyediakan kebijakan dan regulasi pemanfaatan dan 

pengendalian dana desa, yang mencakup: 
pendampingan penyusunan rencana prioritas 

pemanfaatan dana desa, fasilitasi pemanfaatan dana 
desa, fasilitasi publikasi dan pelaporan pemanfaatan 
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dana desa, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan 
dana desa; 

3) Menyediakan kebijakan dan regulasi pemenuhan SPM 

Perdesaan melalui pembangunan prasarana, sarana, 
dan utilitas permukiman perdesaan, pembangunan 

prasarana dan sarana konektivitas perdesaan, 
pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, sosial 

budaya dan  kelembagaan serta pembangunan 
prasarana dan sarana komunikasi dan informatika; 

4) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan 
sosial budaya dan lingkungan perdesaan melalui: 

layanan sosial dasar, termasuk penanganan stunting, 
pendidikan, kesehatan dan gizi keluarga, pengembangan 
modal sosial budaya masyarakat, pengembangan desa  

inklusif  dan  desa   adat, serta pengelolaan lingkungan 
dan kebencanaan; 

5) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan 
kerjasama perdesaan melalui advokasi  kebijakan 

pengembangan perdesaan, peningkatan pendampingan 
perdesaan, kerjasama perdesaan, kerjasama 

pengembangan klaster kawasan perdesaan; 
6) Menyediakan rencana teknis pengembangan ekonomi 

dan investasi perdesaan, yang meliputi: perencanaan 
teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan 

investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, 
perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, 
dan perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk 

unggulan; 
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7) Menyediakan Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan 
pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan, yang 

mencakup: Pengembangan BUMDes dan BUMDes 
Bersama, pengembangan badan pengelola perdesaan, 
pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat 

perdesaan, dan pengembangan kelembagaan investasi 
perdesaan; 

8) Melakukan pelayanan investasi perdesaan, yang 
meliputi: pelayananinformasi potensi investasi, fasilitasi 

pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, dan 
pengembangan kewirausahaan; 

9) Melakukan pengembangan produk unggulan perdesaan  
yang memiliki keunggulan berdaya saing, yang 
mencakup pengembangan produk unggulan, 
pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan 
teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok 
dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan 
pembiayaan produk unggulan; 

10) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan, 
yang mencakup: pengembangan strategi pemasaran, 
pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, 
pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, 
serta pengembangan pemasaran (convensional, 
infrastruktur e-commerce platform dan marketplace) 

11) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui: 
rencana dan program aksi pemberdayaan 
masyarakatpengembangan dan diseminasi, pelayanan 
pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan 
masyarakat; 
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12) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 
perdesaan, yang mencakup: penyediaan rencana dan 
program pelatihan, penyediaan kelembagaan dan tenaga 
pelatihan, melakukan standarisasi dan sertifikasi 
profesi, serta pengembangan kerjasama pelatihan; 

13) Melakukan pembinaan Penggerakan Swadaya 
Masyarakat (PSM), yang mencakup: Rencana dan 
Program Pengembangan PSM, pemenuhan Standarisasi 
dan Sertifikasi PSM, Pengembangan Profesi PSM, dan 
fasilitasi Evaluasi dan Penilaian PSM; 

14) Melakukan pengkajian pembangunan desa dan  
kawasan perdesaan serta pengembangan ekonomi dan 
investasi di desa dan kawasan perdesaan. 

  Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Desa mendukung 

destinasi wisata serta penerapan 
dan pengembangan desa digital 

1) Daerah menetapkan desa-desa yang menjadi desa 
wisata sesuai dengan potensi, kesiapan penyediaan 
dokumen teknis dan dokumen administrasi yang 
dibutuhkan, dan tingkat ketercapaian pengembangan 
destinasi wisata; 

2) Daerah meningkatkan aksesibilitas ke desa-desa yang 
menjadi desa wisata; 

 
3) Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

berupa  peningkatan  kompetensi masyarakat desa 
dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan 
kepariwisataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan 
ekonomi desa untuk mendukung pengembangan 
kepariwisataan; 

4) Desa melakukan pengelolaan sarana dan prasarana 
yang dibangun. 
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5) Daerah menetapkan desa-desa yang menjadi desa digital 
menurut kesiapan penyediaan dokumen teknis dan 
dokumen administrasi yang dibutuhkan; 

6) Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa 
berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam 
perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan 
pemanfaatan teknologi  digital  untuk meningkatkan 
nilai tambah potensi sumberdaya alam  dan lingkungan, 
pelayanan sosial, budaya dan peningkatan kapasitas 
kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung 
pemanfaatan teknologi digital; 

7) Desa melakukan pengelolaan sarana dan prasarana 
yang dibangun. 
 

  Peningkatan Pendayagunaan 
Sumber Daya Alam 

danTeknologi Tepat Guna 
melalui pendampingan 
transformasi ekonomi kampung 

terpadu untuk Mengentaskan 
kemiskinan 

1) Daerah menetapkan desa-desa yang menjadi lokasi 

pendampingan desa sesuai dengan potensi, sosial 
ekonomi, kesiapan penyediaan dokumen teknis dan 

dokumen administrasi yang dibutuhkan; 
 

2) Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam 
perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan 
sumberdaya alam dan peningkatan kapasitas 

kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung 
pengembangan sumberdaya alam yang dimiliki desa; 

3) Daerah bersedia untuk melakukan pendampingan 
lanjutan (take over). 
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  Pengembangan Usaha Ekonomi 
Desa melalui pengembangan 

BUMDesa untuk mendukung 
produk unggulan desa, 
pengembangan usaha ekonomi 

Desa yang terintegraasi dengan 
BUMDes, pendampingan desa, 

pengendalian penggunaan dana 
desa,dan upaya konvergensi 

pencegahan stunting di desa 

1) Daerah menetapkan BUMDes yang memiliki unit usaha 
mendukung produk unggulan desa sesuai dengan 

potensi, sosial ekonomi, kesiapan penyediaan dokumen 
teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan; 

2) Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam 
perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan produk 

unggulan desa dan peningkatan kapasitas BUMDes, 
pengelolaan, dan pengembangannya; 

3) Desa melakukan peningkatan kapasitas BUMDes, 
pengelolaan, dan pengembangannya 

4) Daerah melakukan pengembangan usaha ekonomi desa 
untuk meningkatkan nilai tambah potensi sumberdaya 
yang dimiliki desa; 

5) Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa 
berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam 

perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan usaha 
ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes dan 

peningkatan kapasitas BUMDes, pengelolaan, dan 
pengembangan unit usaha ekonomi desa; 

6) Desa melakukan peningkatan kapasitas BUMDes, 

pengelolaan, dan pengembangan unit usaha ekonomi 
desa. 

7) Daerah melakukan analisis kebutuhan pendampingan 
desa; 

8) Daerah melakukan peningkatan kompetensi 
pendamping desa dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat 

desa dalam perencanaan dan pelaksanaan 
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pembangunan desa, baik pelayanan dasar maupun 
peningkatan nilai tambah potensi desa melalui 
pengembangan usaha ekonomi desa yang terintegrasi 

dengan BUMDes, peningkatan kapasitas BUMDes, 
pengelolaan, dan pengembangannya; 

9) Desa mendayagunakan pendamping desa dalam 

melakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat 
desa. 

10) Daerah melakukan peningkatan kompetensi masyarakat 

desa, aparatur desa dan pendamping desa dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa 
guna meningkatkan pengendalian penggunaan dana 
desa; 

11) Daerah memberikan penghargaan tambahan alokasi 

anggaran untuk pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa bagi desa yang dapat 
melakukan pengendalian penggunaan dana desa 

12) Daerah melakukan peningkatan kompetensi masyarakat 

desa, aparatur desa dan pendamping desa dalam 
perencanaan dan pembangunan serta dan 
pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya 
konvergensi pencegahan stunting; 

13) Daerah memberikan penghargaan tambahan alokasi 

anggaran untuk pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa bagi desa yang dapat melakukan 
pengendalian penggunaan dana desa. 
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2 Pembangunan Kawasan 
Perdesaan 

 Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang 
diharapkan adalah: 

1) Menyediakan rencana teknis pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat perdesaan, yang meliputi : 
perencanaan teknis pembangunan prasarana dan sarana 

perdesaan, perencanaan pengembangan sosial budaya 
dan lingkungan perdesaan, perencanaan advokasi dan 

kerjasama perdesaan ; 
2) Menyediakan kebijakan dan regulasi pemanfaatan dan 

pengendalian dana desa, yang mencakup: 

pendampingan penyusunan rencana prioritas 
pemanfaatan dana desa, fasilitasi pemanfaatan dana 

desa, fasilitasi publikasi dan pelaporan pemanfaatan 
dana desa, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan 

dana desa; 
3) Menyediakan kebijakan dan regulasi pemenuhan SPM 

Perdesaan melalui pembangunan prasarana, sarana, 

dan utilitas permukiman perdesaan, pembangunan 
prasarana dan sarana konektivitas perdesaan, 

pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, sosial 
budaya dan  kelembagaan serta pembangunan 

prasarana dan sarana komunikasi dan informatika; 
4) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan 

sosial budaya dan lingkungan perdesaan melalui: 

layanan sosial dasar, termasuk penanganan stunting, 
pendidikan, kesehatan dan gizi keluarga, pengembangan 

modal sosial budaya masyarakat, pengembangan desa 
inklusif dan desa adat, serta pengelolaan lingkungan 

dan kebencanaan; 
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5) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan 
kerjasama perdesaan melalui advokasi kebijakan 
pengembangan perdesaan, peningkatan pendampingan 

perdesaan, kerjasama perdesaan, kerjasama 
pengembangan klaster kawasan perdesaan; 

6) Menyediakan rencana teknis pengembangan ekonomi 
dan investasi perdesaan, yang meliputi: perencanaan 

teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan 
investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, 
perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, 

dan perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk 
unggulan; 

 
7) Menyediakan Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan 

pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan, yang 
mencakup: Pengembangan BUMDes dan BUMDes 
Bersama, pengembangan badan pengelola perdesaan, 

pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat 
perdesaan, dan pengembangan kelembagaan investasi 

perdesaan; 
8) Melakukan pelayanan investasi perdesaan, yang 

meliputi: pelayanan informasi potensi investasi, fasilitasi 
pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, dan 
pengembangan kewirausahaan; 

9) Melakukan pengembangan produk unggulan perdesaan 
yang memiliki keunggulan berdaya saing, yang 

mencakup: pengembangan produk unggulan, 
pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan 

teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok 
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dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan 
pembiayaan produk unggulan; 

10) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan, 

yang mencakup: pengembangan strategi pemasaran; 
pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, 

pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, 
serta pengembangan pemasaran (convensional, 

infrastruktur e-commerce platform dan marketplace) 
11) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui: 

rencana dan program aksi pemberdayaan masyarakat, 
pengembangan dan diseminasi, pelayanan 

pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat; 
12) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 

perdesaan, yang mencakup: penyediaan rencana dan 
program pelatihan, penyediaan kelembagaan dan tenaga 
pelatihan, melakukan standarisasi dan sertifikasi 

profesi, serta pengembangan kerjasama pelatihan; 
13) Melakukan pembinaan Penggerakan Swadaya 

Masyarakat (PSM), yang mencakup: Rencana dan 
Program Pengembangan PSM, pemenuhan Standarisasi 
dan Sertifikasi PSM, Pengembangan Profesi PSM, dan 

fasilitasi Evaluasi dan Penilaian PSM; 
14) Melakukan pengkajian pembangunan desa dan kawasan 

perdesaan serta pengembangan ekonomi dan investasi di 

desa dan kawasan perdesaan. 

  Pengembangan Ekonomi 

Kawasan Perdesaan melalui 
peningkatan kapasitas BUMDes 

Bersama 

1) Daerah menetapkan BUMDes Bersama yang memiliki 

unit usaha mendukung produk unggulan kawasan 
sesuai dengan potensi, sosial ekonomi, kesiapan 

penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi 
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yang dibutuhkan; 
2) Daerah menetapkan kebijakan kelembagaan yang 

memfasilitasi penguatan dan pengembangan kegiatan 
usaha yang berkelanjutan di tingkat lokal, termasuk 

keterlibatan BUMDes Bersama; 
3) Daerah melakukan pengembangan potensi kewilayahan 

kawasan perdesaan bagi pengembangan ekonomi 
kawasan dan kerjasama antar desa; 

4) Daerah melakukan fasilitasi promosi dan pengembangan 

jejaring pemasaran produk 
5) kawasan perdesaan; 

a. Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa 
berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa 

dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan 
produk unggulan kawasan dan peningkatan kapasitas 

BUMDes Bersama, pengelolaan, dan 
pengembangannya; 

b. Desa-desa yang berada di kawasan melakukan 
peningkatan kapasitas BUMDes Bersama, 

pengelolaan, dan pengembangannya. 

  Pengembangan Sarana 
Prasarana Kawasan Perdesaan 

1) Daerah menetapkan lokasi, pengguna, dan pembinaan 
berkelanjutan sarana dan prasarana yang 
dibangun/dikembangkan; 

2) Daerah melakukan fasilitasi promosi pemasaran produk 
kawasan perdesaan; 

3) Daerah melakukan pengembangan kapasitas sarana dan 
prasarana yang dibangun/dikembangkan; 

4) Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa 
berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam 
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perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana 
dan prasarana  yang dibangun/dikembangkan dan 
peningkatan kapasitas pengelola sarana dan prasarana 

yang dibangun/dikembangkan, pengelolaan, dan 
pengembangannya; 

5) Desa-desa yang berada di kawasan melakukan 
peningkatan kapasitas BUMDes, pengelolaan, dan 

pengembangannya. 

  Pengembangan Kapasitas 

Masyarakat di Kawasan 
Perdesaan 

1) Daerah melakukan analisis kebutuhan pendampingan 

kawasan perdesaan; 

2) Daerah peningkatan kompetensi pendamping kawasan 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

kawasan perdesaan, baik pelayanan dasar maupun 
peningkatan nilai tambah potensi kawasan melalui 
pengembangan usaha ekonomi kawasan yang 

terintegrasi dengan BUMDesa, peningkatan kapasitas 
BUMDesa, pengelolaan, dan pengembangannya; 

3) Desa-desa yang berada di kawasan mendayagunakan 
pendamping kawasan dalam melakukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta 
pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung 

pengembangan fungsional kawasan. 

  Pengembangan Sumber Daya 
Alam Kawasan Perdesaan 

1) Daerah menetapkan kebijakan kelembagaan yang 
memfasilitasi penguatan dan pengembangan potensi 

unggulan kawasan yang berkelanjutan di tingkat lokal, 
termasuk keterlibatan BUMDes Bersama; 
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2) Daerah melakukan pengembangan potensi kewilayahan 
kawasan perdesaan bagi pengembangan ekonomi 

kawasan dan kerjasama antar desa; 
3) Daerah menetapkan lokasi, pengguna, dan pembinaan 

berkelanjutan dalam pengembangan potensi 
unggulan sesuai dengan potensi, sosial ekonomi, 

kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen 
administrasi yang dibutuhkan; 

4) Daerah melakukan fasilitasi promosi dan pengembangan 

jejaring pemasaran produk kawasan perdesaan; 

5) Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa 
berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam 

perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan potensi 
unggulan kawasan perdesaan dan peningkatan 

kapasitas kelembagaan ekonomi kawasan, pengelolaan, 
dan pengembangannya; 

6) Desa-desa yang berada di kawasan melakukan 

peningkatan kapasitas BUMDes Bersama, pengelolaan, 

dan pengembangannya dalam rangka pengembangan 
potensi kawasan perdesaan. 

3. Penyiapan Kawasan dan 
Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi 

 Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang 

diharapkan adalah: 
1) Menyediakan dokumen perencanaan teknis yang 

mencakup: Perencanaan SKP dan KPB, Penyediaan 
Tanah, Perencanaan Teknis SP dan Pusat SKP, 

Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan 
Transmigrasi; 

2) Melakukan pembangunan kawasan transmigrasi yang 

sesuai dengan NSPK yang tetapkan, yang meliputi: 
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Pembangunan satuan permukiman, pembangunan 
pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan 
kawasan perkotaan baru, dan evaluasi perwujudan 

ruang; 
3) Penataan persebaran penduduk di kawasan 

transmigrasi, yang meliputi: penyiapan calon 
transmigrasi, mediasi dan persiapan  perpindahan 

penduduk fasilitasi perpindahan dan penempatan 
transmigrasi, penataan penduduk setempat dan 

adaptasi lingkungan. 

  Pembangunan Permukiman 
Transmigrasi 

1) Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan 
program bagi pembangunan kawasan transmigrasi 

untuk mengoptimalkan fungsi satuan permukiman di 
kawasan transmigrasi melalui: penguatan basis 

produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah 
yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan 
perikanan; penyediaan jaringan infrastruktur secara 

terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, 
pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, 

gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan 
air bersih, dan sistem pengolahan limbah; pelayanan 

dasar administrasi masyarakat; 
2) Penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi 

bahan baku di kawasan transmigrasi, dengan pusat 
pertumbuhan (kota-kota kecil, dan kota-kota menengah) 

dalam pengadaan bahan baku dan pendukung. 

  Penyediaan Tanah Transmigrasi 

melalui fasilitasi penerbitan SK 
HPL pada satuan permukiman 

1) Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah 

melalui: sertifikasi hak atas tanah di kawasan 

transmigrasi; 
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transmigrasi 2) Daerah melaksanakan redistribusi tanah, untuk 
pengembangan kawasan transmigrasi; pemberian 

sertipikat tanah (legalisasi) untuk kawasan transmigrasi 
yang penempatan sebelum tahun 1998;  

3) Untuk mendukung pembangunan IKN, Daerah 

menetapkan prioritas kebijakan fasilitasi sertifikasi 

tanah Transmigrasi. 

4. Pembangunan Dan 
Pengembangan Kawasan 
Transmigrasi 

 1) Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah 
yang diharapkan adalah: 

2) Melakukan pengembangan pengembangan SP dan Pusat 
SKP sesuai, yang mencakup: pengembangan sosial 

budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha, 
prasarana dan sarana, pengembangan kelembagaan dan 

pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas  tanah 
dan pengelolaan aset, serta advokasi pertanahan; 

3) Pengembangan  Kawasan Transmigrasi, yang 

meliputi: Fasilitasi Transmigran Swakarsa Mandiri, 

Pengembangan Konektivitas Intra dan Antar SKP, dan 
antar kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan 
lingkungan, evaluasi perkembangan SP dan SKP, serta 

evaluasi perkembangan KPB dan kawasan transmigrasi; 
4) Menyediakan rencana teknis pengembangan ekonomi 

dan investasi perdesaan, yang meliputi: perencanaan 
teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan 

investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, 
perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, 

dan perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk 
unggulan; 

 



IV-159 
 

NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

5) Menyediakan Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan 
pengembangan ekonomi dan investasi kawasan 

transmigrasi, yang mencakup: Pengembangan BUMDes 
dan BUMDes Bersama, pengembangan badan pengelola 
perdesaan, pengembangan kelembagaan ekonomi, dan 

pengembangan kelembagaan investasi di kawasan 
transmigrasi; 

6) Melakukan pelayanan investasi perdesaan, yang 
meliputi: pelayanan informasi potensi investasi, fasilitasi 

pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, dan 
pengembangan kewirausahaan; 

7) Melakukan pengembangan produk unggulan di kawasan 
transmigrasi yang memiliki keunggulan berdaya saing, 

yang mencakup: pengembangan produk unggulan, 
pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan 

teknologi produk unggulan, pengembangan rantai  
pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta 

pengembangan pembiayaan produk unggulan; 
8) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan, 

yang mencakup: pengembangan strategi pemasaran 
pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran 

pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, 
serta pengembangan pemasaran (convensional, 
infrastruktur e-commerce platform dan marketplace) 

9) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui: 

rencana dan program aksi pemberdayaan masyarakat, 
pengembangan dan diseminasi, pelayanan 
pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat; 
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10) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 
masyarakat di di kawasan transmigrasi, yang mencakup: 

penyediaan rencana dan program pelatihan, penyediaan 
kelembagaan dan tenaga pelatihan, melakukan 
standarisasi dan sertifikasi profesi, serta pengembangan 

kerjasama pelatihan; 
11) Melakukan pembinaan Penggerakan Swadaya 

Masyarakat (PSM), yang mencakup: Rencana dan 
Program Pengembangan PSM, pemenuhan Standarisasi 

dan Sertifikasi PSM, Pengembangan Profesi PSM, dan 
fasilitasi Evaluasi dan Penilaian PSM; 

12) Melakukan pengkajian pembangunan kawasan 
transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan investasi 

di kawasan transmigrasi. 

  Pembangunan dan 
Pengembangan Sarana dan 

Prasarana di Kawasan 
Transmigrasi 

 Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan 
program untuk pengembangan kawasan transmigrasi 

melalui: penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu 
yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, 

bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, 
batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, 
dan sistem  pengolahan limbah; pelayanan dasar 

administrasi masyarakat; penguatan konektivitas 
dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan 

transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota 
kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan 

baku dan pendukung. 

  Pengembangan Usaha 

Transmigrasi 
 Daerah  menetapkan arah kebijakan, strategi, dan 

program untuk mengembangkan pembangunan kawasan 
transmigrasi untuk mengoptimalkan fungsi satuan 
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permukiman di kawasan transmigrasi  melalui: 
penguatan basis produksi dan  pengolahan komoditas
unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra 

hilirisasi pertanian dan perikanan; penguatan 
konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di 

kawasan transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-
kota kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan 

bahan baku dan pendukung; peningkatan/penguatan 
kualitas Sumber Daya Manusia, dan sosial- budaya 
ketransmigrasian. 

  Pelayanan Pertanahan 

Transmigrasi 
 Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah 

melalui: sertifikasi hak atas tanah di kawasan 
transmigrasi; 

 

 Daerah melaksanakan redistribusi tanah, untuk 

pengembangan kawasan transmigrasi; pemberian 
sertipikat tanah (legalisasi) untuk kawasan transmigrasi 

yang penempatan sebelum tahun 1998. 

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
 

1. PN; Meningkatkan 
Sumber Daya Manusia 

Berkualitas dan Berdaya 
Saing 

Sub urusan; Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana

  dan 
Keluarga Sejahtera 

 

2. PP; Perlindungan Sosial 
dan Tata Kelola 

Kependudukan 

Sub urusan; 
Pengendalian Penduduk 
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3. KP; Pemaduan dan 
Sinkronisasi Kebijakan 
Pengendalian Penduduk. 

ProP: Sinergitas 
kebijakan pengendalian 

penduduk dalam 
mewujudkan penduduk 

tumbuh seimbang 
ProP: Penguatan 

kapasitas dan kapabilitas 
kelembagaan 

kependudukan ProP: 
Pemanfaatan data dan 
informasi 
kependudukan 

Pemaduan dan sinkronisasi 
kebijakan pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah 

provinsi dan kab/kota dalam 
rangka pengendalian kuantitas 

penduduk 

Persentase Pemerintah daerah Kab/Kota yang 
melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan 
dan informasi kependudukan 

4 PP; Penguatan 
Pelaksanaan Perlindungan 

Sosial 

Sub urusan; Keluarga 
Sejahtera (KS)-Pembangunan 

Keluarga 

Persentase Pemerintah daerah yang mempergunakan GDPK 
sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan 

daerah 

5. KP; Kesejahteraan Sosial. 
ProP: Penguatan 

kelembagaan dan 
pemberdayaan 

kelanjutusiaan (lansia 
aktif dan produktif) 
ProP:Pelaksanaan 

Perawatan Jangka 
Panjang berbasis 

komunitas yang 
terintegrasi (Long- term 

Pemberdayaan  dan 
peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan 
tingkat kab/kota dalam 

pembangunan keluarga melalui 
pembinaan ketahana dan 
kesejahteraan keluarga. 

Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) 
Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan 

Jangka Panjang Bagi Lansia 
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Care) 

6. PP; Peningkatan Akses 
dan Mutu Pelayanan 
Kesehatan 

Sub urusan; Keluarga 
Berencana (KB) 

 

7. KP; Peningkatan 
kesehatan ibu, anak, 
keluarga berencana (KB), 

dan kesehatan reproduksi. 
ProP: Penurunan 

Kematian Ibu dan Bayi 
ProP: Peningkatan KB dan 

Kesehatan Reproduksi 
KP; Percepatan Perbaikan 

Gizi Masyarakat. 
ProP: Penurunan 
Stunting 

Pengembangan desain program, 
pengelolaan dan pelaksanaan 
advokasi, komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE) 
pengendalian penduduk dan KB 

sesuai kearifan budaya lokal 

Persentase Kelompok Kerja KKBPK (Pokja Advokasi 
Program KKBPK) Tk. Kab/Kota yang efektif 

  Pemberdayaan  dan 

peningkatan peran serta 
organisasi kemasyarakatan 
tingkat provinsi dalam 

pengelolaan pelayanan dan 
pembinaan kesertaan ber-KB 

(Kab/Kota; 

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 

usia 15-49 Tahun 

  Pendayagunaan tenaga 
penyuluh KB/petugas lapangan 

KB, pendistribusian kebutuhan 
alat Dan obat kontrasepsi serta 

Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive 
Prevelance Rate (MCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang 

tidak terpenuhi (unmet need) 
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pelaksanaan pelayanan KB, dan 
Pemberdayaan  dan 
peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan 
tingkat kabupaten/kota dalam 

pelaksanaan pelayanan dan 
pembinaan kesertaan ber-KB)  

8. PN;Revolusi Mental dan 
Pembangunan 

Kebudayaan 

  

9. PP;Revolusi Mental dan 

Pembinaan Ideologi 
Pancasila untuk 

Memperkukuh Ketahanan 
Budaya Bangsa dan 

Membentuk Mentalitas 
Bangsa yang  Maju, 
Modern, dan Berkarakter 

Sub urusan; Keluarga 

Sejahtera (KS) Pembangunan 
Keluarga 

 

10. KP;Revolusi mental dalam 

sistem sosial untuk 

memperkuat ketahanan, 

kualitas dan peran 

keluarga dan masyarakat 

dalam pembentukan 

karakter sejak usia dini. 

ProP: Penyiapan 

kehidupan berkeluarga  

dan kecakapan hidup 

ProP:Peningkatan 

Pengelolaan dan pelaksanaan 

desainprogram pembangunan 
keluarga melalui pembinaan 

ketahanandan kesejahteraan 
keluarga 

 Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan 

pembinaan genre  

 Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan 
Pendampingan pembentukan karakter 
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ketahanan keluarga 

berdasarkan siklus hidup 

dengan memperhatikan 

kesinambungan 

antargenerasi, sebagai 

upaya penguatan fungsi 

dan nilai keluarga 
 

15. URUSAN PERHUBUNGAN 

1. Keterkaitan antarapusat 

pertumbuhan wilayah dan 
daerah sekitarnya,perlu 

difasilitasi dengan 
infrastruktur wilayah yang 
terintegrasi dan 

terhubung dengan baik 
dan terpadu, khususnya 

infrastruktur jalan dan 
perhubungan, baik 

perhubungan lautmaupun 
udara, termasuk jaringan 
Informasi dan komunikasi, 

serta pasokan energi, 
sehingga tercipta 

konektivitas nasional, baik 
secara  domestik 

maupun   secara 

Kab/Kota: 

a. Pengelolaan terminal 
penumpang tipe C 

Pembangunan, 
Penerbitan izin 
pembangunan dan 

pengoperasian 
pelabuhan kabupaten/ 

kota (Andalalin)  

1) Persiapan Pengalihan Personel, Peralatan, Pendanaan 

dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Pusat ke 
Pemerintah Kab/Kota 

2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Hari 
Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal serta Tahun Baru 

3) Penguatan aksesibilitas daerah tertinggal 

4) Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda 
yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

5) Memperhatikan dokumen rencana tata ruang sebagai 
acuan bagi perencanaan transportasi 

6) Sehubungan keberadaan Badan Pengelola 
Transportasi Darat (BPTD) wilayah I-XXV di 33 
Provinsi, maka dalam rangka penyusunan program 

perlu dilakukan sinkronisasi dengan unit pengelola 
transportasi darat dimaksud 
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internasional (locally 
integrated, internationally 
connected). 

Prioritas  khusus akan 

diberikan pada 
peningkatan fungsi 
danperan perhubungan 
laut sebagai 
pengembangan poros 
maritim. 

2. Keselamatan 

Transportasi 

Kab/Kota: 
a. Penyusunan dan 

Penerapan Rencana

 Aksi Keselamatan 
Lalu Lintas Angkutan 
Jalan (RAK LLAJ) Kab/Kota 

b. Pengujian berkala 

kendaraan bermotor (Uji 
KIR) 

c. Penyediaan perlengkapan 

jalan di jalan kab/kota 

Keamanan  dan keselamatan transportasi 

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 1. Pembangunan 
infrastruktur dan 

pemanfaatan teknologi 
informasi komunikasi 

(TIK) dan penyiaran 

1. Pengembangan 
e-Government di lingkup 

Pemerintah daerah. 
2. Pembinaan dan 

Pengembangan Kebijakan 

1) Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu 
stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses 

dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya 
penatakelolaan bidang komunikasi publik, penyediaan 

dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik 
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melalui transformasi 
digital. 

2. Peningkatan Kualitas 

Komunikasi Publik
 dengan strategi: 

a. Penguatan integrasi 
tata kelola informasi 

dan komunikasi 
publik sesuai 
dengan asas-asas 

keterbukaan 
informasi publik. 

b. Penguatan media-
media lokal dan 

alternatif sebagai 
sumber informasi 
utama masyara kat, 

c. Penyediaan konten 
informasi publik 

yang berkualitas dan 
merata, terutama 

bagi masyarakat di 
wilayah 3T, 

d. Peningkatan 

kualitas Sumber 
Daya Manusia 

bidang komunikasi 
dan informasi, 

e. Peningkatan akses 

Komunikasi Daerah. 
3. Pengelolaan dan Penyediaan 

Informasi melalui media 

publik dan kemitraan 
lembaga komunikasi 

 di daerah. 
 

bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, 
maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta 
pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah. 

2) Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional 
tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah 

dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas 
Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi di 

Pemerintah daerah, peningkatan  penyebaran informasi 
publik yang berkualitas melalui media cetak, media 
elektronik, media luar ruang, media tatap muka, 

pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan 
komunitas informasi dan komunikasi publik serta media 

yang dimiliki Pemerintah daerah. Dengan ini maka 
dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 Pemerintah 

daerah perlu memperhatikan isu-isu sebagai berikut: 
a. Penyebaran informasi pencegahan stunting. Jaminan 

Kesehatan Nasional; 
b. Mendukung penyebaran informasi PON 2021 di 

Provinsi Papua; 
c. Penguatan karakter kebangsaaan; dan 
d. Deradikalisasi. 

3) Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik, Pemerintah daerah agar 
memperhatikan: 

a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan 
Pemerintah daerah agar berada di satu rekening 

dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan 
informatika. 
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partisipasi   
masyarakat dalam 
penentuan 

kebijakan publik 
secara langsung dan 

digital 
f. Peningkatan literasi 

media masyarakat 
melalui pendidikan 
dan pendekatan 

sosial budaya, 
g. Penyusunan 

standardisasi 
lembaga pers dan 

jurnalis, 
h. Peningkatan 

kualitas isi siaran 

TV melalui 
pembentukan rating 

nasional serta 
penguatan peran 

KPI; 

b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server 
pengolah data dan jaringan komunikasi data. 

c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, 

pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah 
agar menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa 

yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain. 
d. Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di 

bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan 
komunikasi dan informatika untuk dapat diakses 

secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan  
e. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya 

Manusia bidang TIK di lingkungan Pemerintah 
daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 

1 Rasio Kewirausahaan 
Nasional 

Pengembangan Kewirausahaan 
dan Sumber Daya Manusia 

 



IV-169 
 

NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

2 Pertumbuhan 
Wirausaha Baru 

  

3 Kontribusi Koperasi 
terhadap 
PDB 

Kemudahan Kesempatan dan  
Berusaha 

 

4 Proporsi usaha 

mikro, kecil menengah 
yang Mengakses Kredit 

Lembaga Keuangan 
Formal 

 

Akselerasi Pembiayaan dan 
Investasi 

 

1. Usaha mikro, kecil menengah naik kelas dan 
Modernisasi Koperasi. 

2. Peningkatan ekspor dan penguatan subtitusi impor serta 
UKM masuk Global Value Chain (GVC) 

5 Rasio Kredit 
usaha mikro, kecil 

menengah terhadap Total 
Kredit Perbankan 

Koordinasi lintas sektor  

18. URUSAN PENANAMAN MODAL 

 

  1. Peningkatan Nilai 

Tambah, Lapangan Kerja, 
Investasi, Ekspor, dan 

Daya Saing Perekonomian 

1. Meningkatkan inovasi

dalam rangka pencapaian 
target penanaman modal. 

2. Peningkatan penanaman 
modal yang berkualitas dalam 
upaya mendorong 

pertumbuhan ekkonomi
yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

1) Pengawalan realisasi investasi di daerah. 

2) Perlunya hilirisasi sumber daya alam di daerah. 
3) Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan 

pengusaha nasional khususnya usaha mikro, kecil 
menengah di daerah proyek. 

4) Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja. 

5) Mendorong investasi yang berorientasi ekspor dan 
substitusi impor. 

6) Promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan yang 
sejalan dengan prioritas nasional. 

7) orong peningkatan investasi dalam negeri/ PMDN 
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khususnya usaha mikro, kecil menengah. 
8) Penyederhanaan perizinan di daerah. 

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 

1. Pembangunan Manusia 
berkualitas dan berdaya 

saing 

1. Penguatan Pelaksanaan 
Germas 

1) Penyusunan Raperda yang mengatur mengenai 
Pendidikan jasmani, pengembangan olahraga tradisional 

2) Sinergisitas dalam pengelolaan pariwisata yang 
dikaitkan dengan event olahraga 

3) Dukungan pendanaan swatsa/BUMD dalam 
pengembangan olahraga daerah 

2. Pembangunan Manusia 
berkualitas dan berdaya 
saing 

2. Olahraga Prestasi 1) Pengembangan Olahraga unggulan daerah 

2) Sistem pembinaan atlit junior daerah 
3) Kompetensi berjenjang hingga level nasional 
4) Pengembangan sekolah khusus olahraga daerah 

5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang 
terstandar nasional 

3. Pembangunan Manusia 
berkualitas dan berdaya 
saing 

3. Kualitas Pemuda 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi 
kepemudaan di  tingkat daerah 

2) Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda 
3) Pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, 

4) Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, 
kepemimpinan, dan kepeloporan Pengembangan 

Pendidikan kepramukaan 

4. Revolusi Mental dan 

Pembangunan 
Kebudayaan 

4. Karakter dan Ideologi 

Pancasila 
1) Peningkatan wawasan, kepemimpinan dan kepeloporan 

pemuda 
2) Pengembangan pendidikan kepramukaan 
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5. Memperkuat stabilitas 
Polhukhankam dan 
Transformasi Pelayanan 

Publik 

5. Pencegahan Perilaku 
Beresiko Pemuda 

Pengembangan wawasan pemuda dalam tindakan preventif 
tentang narkoba 

6. Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk 

Pertumbuhan Berkualitas 

6. Pelatihan Kewirausahaan 1. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan 
peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda 

2. Pelatihan managemen keuangan usaha dan perisizinan 
usha dengan memanfaatkan media online maupun 
offline 

3. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pengmbangan 
kewirausahaan lintas dinas secara integritas dengan 

memanfaatkan berbagai media termasuk media berbasis 
teknologi (medsos, website, dll) 

20. URUSAN STATISTIK 

1 Pembangunan 

Manusia.Guna 
mendukung dimensi 
pembangunan 
manusia, BPS, akan 
melaksanakan sensus 
penduduk 2020 dengan 
fokus pembangunan 
satu data 
kependudukan 
indonesia 

 Dukungan Pemerintah daerah dalam Sosialisasi Sensus 

Penduduk 2020, guna suksesnya pelaksanaan Sensus 
penduduk 2020 



IV-172 
 

NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

21. URUSAN PERSANDIAN 

1. Menguatnya Stabilitas 
Polhukhankam dan 

Terlaksananya 
Transformasi Pelayanan 
Publik Hal ini 

diwujudkan dengan: 
1. Pembangu nan

 dan Penguatan 
Computer Security 

Incident Response 
Team (CSIRT); 

2. Penguatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 

Manusia 
Keamanan Siber. 

Pelaksanaan urusan Pemerintah 
daerah Bidang persandian 

meliputi: 
1. Penyelenggaran persandian 

untuk pengamanan informasi 

pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Yang 

dilaksanakan melalui: 
a. Penyusunan kebijakan 

pengamanan informasi 
b. Pengelolaan sumber

 daya keamanan 

informasi 
c. Pengamanan sistem 

elektronik dan 
pengamanan informasi 

nonelektronik 
d. Penyediaan layanan 

keamanan informasi 

1) Dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan 
penguatan incident response team sektor pemerintah 

adalah sebagai berikut: 
2) Dukungan Formasi Sumber Daya Manusia yang akan 

ditunjuk bertugas dalam CSIRT: khusus menjalankan 
fungsi CSIRT (dedicated); atau mendelegasikan staf yang 
menjadi admin TI. 

3) Dukungan APBD untuk Jaldis mengikuti pelatihan, 
FGD, asistensi pembentukan CSIRT, dan/atau Drill Test 

di pusat. 
4) Dukungan dokumen waktu, dan tempat untuk asistensi 

pembentukan CSIRT sektoral di lingkungan pemerintah 
daerah. 

5) Dukungan ketetapan dalam Peraturan Gubernur tentang 

kebijakan tata kelola CSIRT, SOP operasional CSIRT, 
susunan tim CSIRT, dan layanan CSIRT yang 

dinyatakan dalam RFC 2350, berikut dukungan 
anggaran operasional CSIRT dan honorarium Tim CSIRT. 

6) Kebutuhan awal minimum untuk koordinasi antar 
CSIRT: 

a. Sub domain untuk website CSIRT 
b. Line telepon eksternal. 
c. PC 1 set untuk koordinasi dan administrasi CSIRT. 
d. Koneksi dan akses jaringan dan sistem informasi 

internal instansi. 
e. Alamat email khusus CSIRT. 



IV-173 
 

NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

f. Proteksi terhadap virus 
g. Network security scanner 
h. Intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS) 

untuk proteksi sub domain website CSIRT 
i. Pemeriksaan kesiapan respon insiden. 

 operasional CSIRT dan honorarium Tim CSIRT 

 Kebutuhan awal minimum untuk koordinasi 
antar CSIRT: 
a) Sub domain untuk website CSIRT. 

b) Line telepon eksternal. 
c) PC 1 set untuk koordinasi dan administrasi 

CSIRT. 

d) Koneksi dan akses jaringan dan sistem 
informasi internal instansi. 

e) Alamat email khusus CSIRT. 

f) Proteksi terhadap virus 
g) Network security scanner. 
h) Intrusion detection and prevention systems 

(IDS/IPS) untuk proteksi sub domain website 

CSIRT 

 Pemeriksaan kesiapan respon insiden. 

 
 

 1) Menyediakan Sumber Daya Manusia yang memenuhi 
kualifikasi untuk sesuai dengan kompetensi keamanan 

siber dan sandi 
2) Dukungan APBD untuk mengikuti Pendidikan dan 

pelatihan keamanan siber di BSSN 

3) Dukungan BSSN pada pelatihan CSCU meliputi 
akomodasi pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari 

penginapan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan. 
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4) Dukungan APBD untuk mengikuti Pelatihan adalah 
penyiapan Perjalanan Dinas calon peserta pelatihan. 

5) Persyaratan lainnya dari Pemerintah daerah adalah 

penyiapan calon peserta berasal dari dinas komunikasi 
dan informatika dengan kualifikasi persyaratan memiliki 

ijazah minimal D3 komputer/sistem informasi dan/atau 
berpengalaman dalam mengelola jaringan teknologi 

informasi di unit kerjanya 
 

22. URUSAN KEBUDAYAAN 

 

 

Pp: Meningkatkan 

Pemajuan Dan Pelestarian 
Kebudayaan Untuk 
Memperkuat Karakter Dan 

Memperteguh Jati Diri 
Bangsa, Meningkatkan 

Kesejahteraan Rakyat, 
Dan Mempengaruhi Arah 

Perkembangan Peradaban 
Dunia 

 1) Menyelesaikan Pembangunan Museum 

2) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Kebudayaan 

a. Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan: turunan UU 
No 5 thn 2017 

b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu 
c. Pokok pikiran kebudayaan secara berjenjang 

 

a 

KP: Revitalisasi dan 
aktualisasi nilai budaya 

dan kearifan lokal 

  

 ProP: Pelindungan, 
pengembangan, dan 
pemanfaatan nilai budaya,  
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

tradisi, sejarah Dan 
kearifan lokal 

 Penguatan integrasi 
Kebudayaan pada proses 

pembelajaran 

  

 ProP: Peningkatan akses 
dan kualitas pelayanan 
Museum dan arsip 

  

 Peningkatan kualitas 

layanan museum dan 
galeri 

  

 ProP: Pelestarian, 

pengembangan dan 
pemanfaatan manuskrip 

dan arsip sebagai sumber 
nilai budaya, sejarah, dan 

memori kolektif bangsa 

  

 Pemanfaatan arsip terjaga 
dan arsip statis sebagai 
warisan budaya 

  

 

 
 

 
b 

KP: 

Pengembangan dan 
Pemanfaatan Kekayaan 

Budaya untuk 
memperkuat karakter 

bangsa dan 
kesejahteraan rakyat 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

 ProP: Pengembangan 
produk seni, budaya, dan 

film 

  

 ProP: Penyelenggaraan 
festival budaya dan 
membangun Opera 

berkelas internasional 

  

 Peningkatan 
penyelenggaraan festival 

budaya 

  

 ProP: Pengelolaan cagar 
budaya untuk 
meningkatkan 

kesejahteraan rakyat 

  

 Peningkatan 
pengelolaan cagar 

budaya 

  

 ProP: Pengembangan 
budaya bahari Dan 

sumber daya maritim 

  

 Pengembangan dan 
pemanfaatan kekayaan 

budaya maritim 

  

 

 

 
c 

KP: Pelindungan Hak 

Kebudayaan dan Ekspresi 
Budaya untuk 

memperkuat 
kebudayaan yang 

inklusif 

  



IV-177 
 

NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

 ProP: Pengembangan 
wilayah adat Sebagai 
pusat pelestarian budaya 

dan lingkungan hidup 

  

 Pengembangan wilayah 
adat sebagai ruang 

interaksi pemajuan 
kebudayaan 

  

 ProP: Pemberdayaan 
masyarakat adat dan 

komunitas budaya 

  

 Peningkatan dukungan 
terhadap komunitas adat 

dan penghayat 
kepercayaan 

  

 ProP: Pelindungan 
kekayaan budaya 

komunal dan hak cipta 

  

 Inventarisasi kekayaan 
budaya komunal dan 

kekayaan intelektual 
bidang budaya 

  

 
 

 

 

d 

KP: 
Pengembangan Diplomasi 

Budaya untuk 
memperkuat pengaruh 

Indonesia dalam 
perkembangan peradaban 
dunia 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

 ProP: Pengembangan 
diplomasi budayamelalui 
pengembangan Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa 
internasional, muhibah 

seni budaya, dan kuliner 
nusantara 

  

 Penguatan diplomasi 
kebudayaan 

  

 ProP: penguatan pusat 

studi dan rumah budaya 
Indonesia di luar negeri 

  

 Penguatan kegiatan 
kebudayaan di luar negeri 

  

 

e 

KP: 
Pengembangan tata kelola 

pembangunan 
kebudayaan 

  

 ProP: Pengelolaan dana 

perwalian kebudayaan 
  

 Peningkatan fasilitasi 

melalui lembaga pengelola 
Dana Perwalian 

Kebudayaan 

  

 ProP: Peningkatan 
kualitas Sumber Daya 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

Manusia 
kebudayaan 

 Pengembangan Sumber 

Daya Manusia bidang 
kebudayaan 

  

 ProP: Peningkatan sarana 
dan prasarana 

Kebudayaan Optimalisasi 
sarana dan prasarana 

publik  menjadi 
ruang interaksi budaya 

masyarakat 

  

 ProP: Pengembangan 
sistem pendataan 
kebudayaan terpadu 

  

 Pengembangan sistem 

pendataan kebudayaan 
  

 ProP: Pengembangan kerja 
sama dan Kemitraan dalam 

pemajuan kebudayaan 

  

 peningkatan kerjasama 
bidang kebudayaan 

  

23. URUSAN PERPUSTAKAAN 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

1 Revolusi Mental dan 
Pembangunan 
Kebudayaan 

Peningkatan Budaya Literasi, 
Inovasi dan Kreativitas
 Bagi Terwujudnya 

Masyarakat Berpengetahuan, 
dan Berkarakter 

1) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah 
sesuai   kewenangan 

2) Pengembangan budaya kegemaran membaca  

3) Peningkatan layanan perpustakaan berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi 

4) Pengembangan koleksi perpustakaan dan penguatan 
konten literasi. 

5) Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan 
berbasis inklusi sosial. 

6) Pengembangan kemitraan dan jejaring perpustakaan 

7) Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga 
perpustakaan 

8) Pengembangan Sarana dan Prasarana layanan 
perpustakaan 

  Peningkatan Pemajuan dan 
Pelestarian 

Kebudayaan untuk 

Memperkuat 

Pelestarian dan pengembangan serta pemanfaatan warisan 
dokumenter budaya bangsa, baik dalam bentuk karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekam 

  Karakter dan memperteguh Jati 

Diri, Meningkatkan 
Kesejahteraan Rakyat, dan 

Mempengaruhi Arah 
Perkembangan Peradaban 

Dunia 

1) Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis budaya 

etnis nusantara 
2) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam (KCKR) 

terbitan daerah 

24. URUSAN KEARSIPAN 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

1 Pelayanan pengguna arsip 
sebagai memori kolektif 
dan jati diri bangsa 

Peningkatan kualitas pelayanan 
arsip daerah kepada 
masyarakat 

1. Keberadaan dan kelengkapan khazanah arsip 
daerah 

2. Tata laksana pelayanan arsip 

3. Kompetensi SOM Kearsipan daerah di bidang pelayanan 
arsip 

4. Ketersediaan sarana bantu penemuan kembali 

arsip 
5. Ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan arsip 

6. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan 
Daerah 

7. Penambahan pengelolaan dan perawatan khazanah arsip 
daerah 

2 Pemanfaatan arsipsebagai 

memori kolektif dan jati 
diri bangsa 

Peningkatan peran aktif 

masyarakat dalam pemanfaatan 
arsip daerah 

1. Tata laksana pemanfaatan arsip oleh masyarakat 

2. Kompetensi SOM Kearsipan daerah d-i bidang 
pemanfaatan arsip 

3. Kemasan penyajian informasi kearsipan kepada 
masyarakat 

4. Peran aktif lembaga kearsipan daerah sebagai 
simpul Jaringan lnformasi Kearsipan Nasional (JIKN) 

3 Preservasi arsip terjaga 

dan arsip statis sebagai 
warisan budaya 

Perlindungan dan penyelamatan          

arsip terjaga dan arsip statis 
daerah 

1. Keberadaan dan kelengkapan daftar arsip yang perlu 

dipreservasi 
2. Tata laksana preservasi arsip 
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan daerah di 

bidang preservasi arsip 

4. Ketersediaan prasarana dan sarana preservasi arsip 
5. Tingkat pemahaman  masyarakat tentang pentingnya 

pemanfaatan arsip 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

4 Penerapan e- Arsip 
terintegrasi 

Peningkatan kualitas 
pengelolaan arsip dinamis dan 
arsip statis di daerah termasuk 

desa berbasis digital 

1. Tata laksana pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis 
daerah termasuk desa 

2. Pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip negara 

3. Kualitas pengelolaan arsip vital dan aset daerah 
4. Ketersediaan instrumen pengelolaan arsip dinamis dan 

arsip statis secara digital 
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan daerah di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
6. Ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip 

secara digital 

5 Pelaksanaan Pengawasan 
Kearsipan di Instansi 
Pusat (K/L) dan Daerah 

(Provinsi/Kabupaten/Kota) 

Peningkatan akuntabilitas 
pengelolaan arsip dinamis dan
 arsip statis daerah 

1. Kualitas penyelenggaraan kearsipan di daerah 
2. Tata laksana pengawasan kearsipan internal daerah 
3. Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal daerah oleh 

lembaga kearsipan daerah 
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan daerah di 

bidang pengawasan kearsipan 

6 Rekomendasi Hasil 
Pengawasan Kearsipan 

yang Ditindaklanjuti 

Peningkatan kapasitas unit 
kearsipan dan lembaga 

kearsipan di daerah 

1. Tata laksana tindak lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan kearsipan di daerah 

2. Kompetensi SDM Kearsipan daerah di bidang 
penyelenggaraan kearsipan 

3. Ketersediaan sumber daya pendukung penyelenggaraan 

kearsipan di daerah 
4. Pembinaan Kearsipan daerah 

25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

1. Memperkuat ketahanan 
ekonomi untuk 

pertumbuhan yang 

Pengelolaan sumber daya 
ekonomi yang mencakup 

pemenuhanpangan dan 

1. Penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, 
pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan

 untuk menyejahterakan masyarakat; 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

berkualitas dan 
berkeadilan 

pertanian serta pengelolaan 
kemaritiman, kelautan dan 
perikanan, sumber daya air, 

sumber daya energi, serta 
kehutanan 

2. Perlindungan sumber daya ikan dan keanekaragaman 
hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi 
perairan yang berkelanjutan. 

3. Sosialisasi Perda RZWP-3-K 

   1. Pemahaman dan  kepatuhan nelayan serta pemangku 
kepentingan terhadap regulasi tentang   perikanan   

tangkap   (alat tangkap   ramah   lingkungan, BBM 
untuk nelayan, permodalan, illegal fishing, batas wilayah 

penangkapan/WPP, perizinan, dan transhipment); 
2. Peningkatan pengelolaan akses area perikanan (PAAP); 

3. Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf 
internasional (Major Project). 

   1. Optimalisasi pemanfaatan potensi lahan perikanan 
budidaya; 

2. Kelembagaan pembudidaya ikan/pokdakan yang 
berbadan hukum untuk mengakses bantuan 
Pemerintah; 

3. Penggunaan lahan budidaya yang status legalitasnya 
jelas atau sudah tersertifikasi; 

4. Peningkatan akses pelaku utama/usaha perikanan 
terhadap permodalan untuk meningkatkan skala usaha; 

5. Implementasi zonasi kawasan perikanan budidaya yang 
terintegrasi; 

6. Penerapan teknologi inovatif terbaru pada kelompok 

budidaya; 
7. Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi 

udang dan bandeng (Major Project). 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

   1. Perlindungan asuransi bagi nelayan kecil; 
2. Pemberdayaan nelayan 

   Perlindungan asuransi usaha budidaya ikan. 

   Dukungan terhadap program Gemarikan dalam rangka 
ancaman gizi buruk anak Indonesia (stunting) dan upaya 

pemenuhan angka protein dari ikan. 

  Peningkatan nilai tambah 
ekonomi untuk mendukung 
pembangunan ekonomi 

1. Akses permodalan bagi pelaku usaha skala mikro 
kecil; 

2. Penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran inovatif 
oleh pelaku usaha; 

3. Sistem logistik ikan pada lokasi produksi yang 
terfragmentasi; 

4. Peningkatan pendapatan nelayan; dan 

5. Penguatan jaminan usaha serta korporasi nelayan 
(Major Project). 

26. URUSAN PARIWISATA 

 

1 Peningkatan Nilai Tambah 
Jasa Produktif. 

1. Destinasi pariwisata. 
2. Pemasaran pariwisata. 
3. Industri pariwisata. 

4. Kelembagaan. 

1) RKPD harus sejalan dengan arah kebijakan Nasional 
(RPJPN, RPJMN dan RKP) serta Renstra Kemenpar 
dimana di dalam RKP terdapat Prioritas Nasional, 

Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional. 
2) Adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam 

membangun pariwisata daerah 
3) Deregulasi kebijakan pariwisata 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

27. URUSAN PERTANIAN 

1. Pembangunan 
Ekonomi. 

1. Memantapkan penyediaan 
pangan utama dalam 

negeri. 
2. Meningkatkan 

keterjangkauan dan kualitas 

konsumsi pangan dan 
 gizi 
masyarakat. 

3. Optimalisasi fungsi waduk 

terbangun untuk keperluan 
irigasi, air baku dan 

energi. 
Penerapan modernisasi 
secarabertahap dalam rangka 
efisiensi air irigasi. 
 

1) Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang 
lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). 

2) Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian 
target konsumsi pangan perkapita per Tahun. 

3) Penyusunan data cadangan pangan Kab/Kota. 

4) Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan. 
5) Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk 

pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah- daerah yang 
menjadi lokasi sasaran program. 

6) Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Kab/ Kota. 

7) Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam 

pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian 
daerah Kab/Kota. 

8) Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan 

Pertanian. 

2. Pembangunan 
Kewilayahan 

1. Meningkatkan ketersediaan
 dan kualitas  input, sarana

 prasana dan  IPTEK 
pertanian   dan perikanan. 

2. Mengembangkan nilai 
tambah dan keterpaduan 
aktifitas hulu- hilir pangan, 

pertanian dan perikanan. 
3. Meningkatkan kualitas 

 Sumber Daya Manusia 

1) Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang 
lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 

2) Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian 

target   konsumsi pangan perkapita per Tahun. 
3) Penyusunan data cadangan pangan Kab/Kota. 

4) Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan. 
5) Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk 

pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah- daerah yang 
menjadi lokasi sasaran program. 

6) Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Kab/Kota 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

pertanian, perikanan, 
meningkatkan kesejahteraan 
petani, nelayan, dan 

pembudidaya ikan. 
4. Penguatanlogistik distribusi 

dari sentra produksi ke 
industri pengolahan/ 

konsumen. 
5. Pemantapan infrastruktur. 

Pada sentra produksi 

tanaman pangan; dan 
meningkatkan dukungan 

infrastruktur untuk sentra 
produksi perkebunan, 

hortikultura, peternakan, 
termasuk optimalisasi 
pemanfaatan waduk yang 

terbangun. 

7) Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam 
pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian 
daerah Kab/Kota. 

8) Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan 
Pertanian 

28. URUSAN KEHUTANAN 
 

1 Pengelolaan Hutan Pengelolaan Produksi Hutan  
dan Lindung Hutan 

1) Penguatan operasionalisasi KPH untuk tata kelola hutan 
di tingkat tapak 

2) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Pendek 

(RPHJP/Pd) 
3) PengendaliannPerizinan usaha/kerjasama pemanfaatan 

hutan 

4) Perlindungan dan pengamanan hutan 
5) Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha kecil dan 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

menengah Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK) 

6) Rencana pengelolaan hasil hutan kayu kapasitas < 

6.000 m3/tahun 
7) Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

untuk kepentingan religi 

2 Pendidikan dan Pelatihan, 
Penyuluhan 
Dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang 
Kehutanan 

Optimalisasi pelaksanaan dan 
penyuluhan masyarakat di 

bidang kehutanan 
 

1) Pelaksanaan kehutanan masyarakat dan penyuluhan 
pemberdayaan 

2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh 

 

  Peningkatan akses 

pemanfaatan kawasan hutan 
dan pendampingan usaha  

perhutanan sosial.  
(Hutan Desa/HD,  

Hutan Kemasyarakatan/  
HKm, Hutan Tanaman  
Rakyat/HTR, Kemitraan, 

dan Hutan Adat) 

1. Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi 

terkini 
2. Optimalisasi pendampingan pra izin dan sinergitas 

sektor terkait dalam mendukung bina usaha paska izin 
3. Mendorong keterlibatan kabupaten/ kota yang 

wilayahnya termasuk dalam PIAPS dalam kerangka 
pemberdayaan masyarakat dan pengentasan 
kemiskinan 

4 Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan 

Ekosistemnya 

Pengelolaan Taman Hutan Raya 
(Tahura), kawasan        bernilai 

ekosistem penting 
dan daerah penyangga kawasan 
konservasi (Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian 
Alam) 

1. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) 

2. Pengamanan dan perlindungan Pemberdayaan 
masyarakat di daerah penyangga. 

3. Pemanfaatan jasa lingkungan dan kerjasama 
penyelenggaraan Tahura 

4. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem 
penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam. 
5. Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam 
lampiran (Appendix) CITES. 

6. Penyediaaan informasi keaneragaman hayati untuk 

tujuan konservasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan 

5 Pengendalian Daerah 
Aliran Sungai 

Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai  lintas daerah 

kabupaten/kota  dan dalam 
daerah kabupaten/kota dalam 1 

(satu) daerah provinsi 

1. SK MenLHK No. 306/2018 ttg Penetapan Lahan Kritis 
Nasional 

2. Penghijauan pada lahan kritis di luar kawasan 
hutan/daerah imbuhan mata air (kawasan lindung). 

3. Rencana Pengelolaan DAS 
4. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung DAS 

5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS 
6. Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan 
7. Penerapan teknik konservasi tanah dan air 

8. Pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan 
penghijauan lingkungan 

9. Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan 

29. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

1. Memperkuat ketahanan 
ekonomi pertumbuhan 
yang berkualitas 

Optimalisasi pengawasan untuk 
pengelolaan mineral dan 
batubara melalui pengalokasian 

anggaran operasionalisasi 
untuk pengawasan 

pertambangan yang 
dilaksanakan oleh Inspektur

 Tambang dan Pejabat 
Pengawas Pertambangan. 

Menyiapkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas 
inspektur tambang dan pengawasan pelaksanaan DMO 
batubara yang perizinannya menjadi kewenangan 
pemerintah daerah 
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NO 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS BIDANG 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

1 2 3 4 

2. Membangun Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana dan 
Perubahan Iklim 

Meningkatkan Tata Kelola 
Pertambangan yang ramah 
lingkungan dan berkelanjutan di 

daerah 

Memastikan kepatuhan pemegang IUP dalam 
menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan 
tambang serta memastikan pelaksanaan 

3. Membangun Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan 

Ketahanan Bencana dan 
Perubahan Iklim 

Meningkatkan Tata Kelola 
Pertambangan yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan di 
daerah 

Membuat percontohan pertambangan rakyat sesuai kaidah 
good mining practice didalam Wilayah Pertambangan 

Rakyat (WPR) dimana sudah ada Ijin Pertambangan Rakyat 
(IPR). 

4. Memperkuat 
infrastruktur untuk 

mendukung 
pengembangan 

ekonomi dan 
pelayanan dasar 

Meningkatkan koordinasi 
dengan Pemerintah (Badan 

Geologi, Kesumber Daya 
Manusia), serta sinkronisasi dan 

pemanfaatan bersama data dan 
informasi hidrogeologi, dalam 

rangka pengelolaan air tanah 
dan air baku, serta pencegahan 
terhadap bencana penurunan 

tanah. 

Sinkronisasi dan pemanfaatan bersama data titik sumur 
pantau. 

5. Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang 
Berkualitas 

Peningkatan Penelitian dan 
Penyelidikan sumber daya 

geologi 

Melaksanakan penelitian dan penyelidikan sumber daya 
dan cadangan mineral dan batubara, sesuai SNI, agar data 

hasil penyelidikan pusat dan daerah dapat disatupadukan 

6. Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang 
Berkualitas 

Penyusunan Rencana Umum 
Ketenagalistrikan Daerah 

Provinsi (RUKD-P) sebagai 
produk hukum daerah. 

Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah – 
Provinsi (RUKD-P) 20 tahun sebagai produk hukum 

daerah, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 
30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

7. Memperkuat Ketahanan 

Ekonomi untuk 
Pertumbuhan yang 

Pemanfaatan potensi energi 

setempat, pembangunan 
infrastruktur ketenagalistrikan 

Fasilitasi perencanaan anggaran dan koordinasi 

pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan 
pembangkit EBT serta penguatan partisipasi masyarakat 
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Berkualitas dan percepatan peningkatan 
rasio elektrifikasi serta 
penguatan partisipasi 

masyarakat dalam 
pengembangan Energi Baru 

Terbarukan (EBT) 

dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) 

8. Memperkuat 
Infrastruktur untuk 
Mendukung 

Pengembangan 
Ekonomi dan 

Pelayanan Dasar 

Pembangunan 
infrastruktur 
Ketenagalistrikan dan percepatan 
peningkatan rasio elektrifikasi 

Fasilitasi perencanaan anggaran dan koordinasi 
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan 
percepatan peningkatan rasio elektrifikasi 

9. Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang 
Berkualitas 

Penyusunan Rencana Umum 
Energi Daerah– Provinsi 

(RUED-P) sebagai sebagai 
produk hukum daerah. 

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah – Provinsi 
(RUED-P) sebagai produk hukum daerah, yang merupakan 

amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Energi 

30. URUSAN PERDAGANGAN 

1 Peningkatan nilai 
tambah, lapangan 
kerja, dan investasi di 
sektor riil dan 
industrialisasi 

Terciptanya pertumbuhan 
ekonomi daerah yang tinggi 
melalui pembangunan dan 
pengelolaan usaha 
perdagangan yang  
 
dilakukan secara optimal dan 
efisien 

1) Fasilitasi perolehan surat tanda pendaftaran 
waralaba (STPW) di daerah kabupaten/kota untuk:  

a. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 
b. penerima waralaba lanjutan dari waralaba 

dalam negeri; dan  

 
c. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar 

negeri. 
2) Pengawasan dan pengendalian kepatuhan waralaba 

di kabupaten untuk memenuhi ketentuan 
penerbitan STPW untuk:  
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a. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;  
b. penerima waralaba lanjutan dari waralaba 

dalam negeri; dan  

c. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar 
negeri. 

 
3) Fasilitasi perolehan izin usaha perdagangan 

minuman Beralkohol golongan B dan C untuk 
pengecer dan penjual langsung minum ditempat di 
daerah kabupaten. 

4) Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha 
perdagangan dalam memenuhi ketentuan 

penerbitan izin usaha minuman beralkohol 
golongan B dan C untuk pengecer dan penjual 

langsung minum ditempat di daerah kabupaten. 
5) Fasilitasi perolehan izin pengelolaan pasar rakyat, 

pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan di 

daerah Kabupaten. 
6) Pengawasan dan pengendalian kepatuhan pengelola 

pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko 
swalayan di daerah kabupaten dalam memenuhi 

ketentuan penerbitan izin pengelolaan pasar 
rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko 
swalayan di daerah kabupaten. 

7) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan 
berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan 

dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah 
kabupaten. 
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8) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang 
dan pengawasan yang menjadi kewenangan 
kabupaten. 

 

2 Peningkatan Ekspor  
Bernilai Tambah Tinggi 

dan Penguatan Tingkat 
Kandungan Dalam 
Negeri (TKDN) 

Terciptanya pertumbuhan 
ekonomi daerah yang tinggi 

melalui pembangunan dan 
pengelolaan usaha 
perdagangan yang dilakukan 

secara optimal dan efisien 

1) Penyelenggaraan promosi dagang lokal serta misi 
dagang bagi produk ekspor lokal unggulan yang 

menjadi kewenangan Kabupaten. 
2) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor 

yang menjadi kewenangan masing-masing Kabupaten 

3) Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha 
perdagangan dalam memenuhi ketentuan 

penerbitan SKA bagi daerah provinsi yang telah 
ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan 

bagikabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai 
instansi penerbit SKA 

4) Fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan 

Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dan 
pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau 

pulau di daerah kabupaten/kota 

3 Penguatan Pilar 
Pertumbuhan dan Daya 

Saing Ekonomi 

Terciptanya pertumbuhan 
ekonomi daerah yang tinggi 

melalui pembangunan dan 
pengelolaan usaha 
perdagangan yang dilakukan 

secara optimal dan efisien 

1) Pembangunan  dan pengelolaan pusat distribusi 
regional dan pusat distribusi di daerah  

2) Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi 
perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola 
sarana  distribusi perdagangan masyarakat yang 

menjadi kewenangan kabupaten/kota  
3) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok 

dan barang penting yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota Pemantauan harga, informasi 

ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan 
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barang penting yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota  

4) Dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan 

dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 
pengendalian inflasi daerah sebagaimana tertuang 

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 
500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah, maka pada Sekretariat 
Daerah yang membidangi perekonomian selaku 

Pelaksana Harian Tugas TPID (Sekretariat TPID), 
untuk mengakomodir kegiatan yang dapat 

mendukung terkoordinasinya pelaksanaan tugas 
TPID 

5) Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi 

harga yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 
 

6) Pengawasan pupuk dan pestisida yang menjadi 
kewenangannya dalam melaksanakan pengadaan, 

penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di 
wilayah kabupaten/kota  

7) Fasilitasi perolehan Tanda Daftar Gudang (TOG), 

dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) 
di daerah kabupaten/kota Pengawasan dan 

pengendalian kepatuhan pemilik gudang dalam 
memenuhi ketentuan menerbitan TOG, dan SKPB 

di daerah kabupaten/kota 

31. PERINDUSTRIAN 
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1 Pembangunan Industri Terciptanya pertumbuhan 
ekonomi daerah yang tinggi 
melalui pembangunan dan 

pengelolaan usaha industri yang 
dilakukan secara optimal dan 

efisien 

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 
2) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan  Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten meliputi 

a. percepatan pengembangan dan penyebaran industri; 
b. penanaman modal bidang perindustrian; 

c. pemberian fasilitas nonfiskal dalam rangka 
percepatan pembangunan industri di daerah ; 

d. fasilitasi pembangunan Sumber Daya Manusia 
industri; 

e. penjaminan ketersediaan danpenyaluran sumber 
daya alam untuk industri besar dan IKM ; 

f. pengembangan, peningkatan penguasaan  dan 

pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri untuk 
industri besar dan IKM di kabupaten/kota; 

g. fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas 
dan inovasi masyarakat dalam pembangunan

 industri untuk industri besar dan IKM di 
kabupaten/kota; dan 

h. fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan industri; 

i. pembangunan dan pemberdayaan industri besar dan 
IKM di di kabupaten/kota; 

j. pembangunan industri hijau; 
3) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 

2 Meningkatnya penyebaran 
dan pemerataan industri 

Terciptanya pertumbuhan 
ekonomi daerah yang tinggi 

melalui pembangunan dan 
pengelolaan usaha industry 
yang dilakukan secara optimal 

1) fasilitasi perolehan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, 
dan Izin Usaha Kawasan Industri dalam rangka 
pemenuhan komitmen dalam sistem pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik di daerah 
Kabupaten 
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dan efisien 2) pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri 
dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan 
perizinan industri dan perizinan Kawasan industri di 

daerah Kabupaten 

3) pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI 
Kecil dan IUI Menengah, serta IUKI, dan IPKI di 

Kabupaten/Kota kecil terhadap pertumbuhan industri 
nasional 

3 Sistem Informasi 

Industri Nasional 

Terciptanya pertumbuhan 

ekonomi daerah yang tinggi 
melalui pembangunan dan 

pengelolaan usaha industri yang 
dilakukan secara optimal dan 
efisien 

1) fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan 
industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 

2) pengolahan data industri dan data kawasan industri 
disajikan sebagai informasi industri melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional 

3) pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian 
data ke Sistem Informasi Industri Nasional. 

32. URUSAN TRANSMIGRASI 

1 Penyiapan Kawasan dan 
Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi 

 1) Menyediakan dokumen perencanaan teknis yang 
mencakup: Perencanaan SKP dan KPB, Penyediaan 

Tanah, Perencanaan Teknis SP dan Pusat SKP, 
Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi; 
2) Melakukan pembangunan kawasan transmigrasi yang 

sesuai dengan NSPK yang tetapkan, yang meliputi: 

Pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat 
satuan kawasan pengembangan, pembangunan 

kawasan perkotaan baru, dan evaluasi perwujudan 
ruang; 

3) Penataan persebaran penduduk di kawasan 
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transmigrasi, yang meliputi: penyiapan calon 
transmigrasi, mediasi dan persiapan perpindahan 
penduduk, fasilitasi perpindahan dan penempatan 

transmigrasi, penataan penduduk setempat dan 
adaptasi lingkungan. 

  Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi 

Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan 

program bagi pembangunan kawasan transmigrasi 
untuk mengoptimalkan fungsi satuan permukiman di 
kawasan transmigrasi melalui: penguatan basis produksi 

dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang 
tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan 

perikanan; penyediaan jaringan infrastruktur secara 
terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, 

pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, 
gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan 
air bersih, dan sistem pengolahan limbah; pelayanan 

dasar administrasi masyarakat; penguatan konektivitas 
dengan pusat- pusat produksi bahan baku di kawasan 

transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota 
kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan 

baku dan pendukung 

  Penyediaan Tanah Transmigrasi 
melalui fasilitasi penerbitan SK 

HPL pada satuan permukiman 
transmigrasi 

1) Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah 
melalui: sertifikasi hak atas tanah di kawasan 
transmigrasi; 

2) Daerah melaksanakan redistribusi tanah, untuk 
pengembangan kawasan vtransmigrasi; pemberian 

sertipikat tanah (legalisasi) untuk kawasan transmigrasi 
yang penempatan sebelum tahun 1998; 

3) Untuk mendukung pembangunan IKN, Daerah 
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menetapkan prioritas kebijakan fasilitasi sertifikasi 
tanah Transmigrasi. 

2 Pembangunan Dan 
Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi 

 1) Melakukan pengembangan pengembangan SP dan Pusat 
SKP sesuai, yang mencakup: pengembangan sosial 

budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha, 
prasarana dan sarana, pengembangan kelembagaan dan 
pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah 

dan pengelolaan aset, serta advokasi pertanahan; 
2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang meliputi: 

Fasilitasi Transmigran Swakarsa Mandiri, Pengembangan 
Konektivitas Intra dan Antar SKP, dan antar kawasan, 

pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan, 
evaluasi perkembangan SP dan SKP, serta evaluasi 
perkembangan KPB dan kawasan transmigrasi; 

3) Menyediakan rencana teknis pengembangan ekonomi 
dan investasi perdesaan, yang meliputi: perencanaan 

teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan 
investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, 

perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, 
dan perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk 

unggulan; 
4) Menyediakan Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan 

pengembangan ekonomi dan investasi kawasan 

transmigrasi, yang mencakup: Pengembangan BUMDes 
dan BUMDes Bersama, pengembangan badan pengelola 

perdesaan, pengembangan kelembagaan ekonomi, dan 
pengembangan kelembagaan investasi di kawasan 

transmigrasi; 
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5) Melakukan pelayanan investasi perdesaan, yang 
meliputi: pelayanan informasi potensi investasi,
 fasilitasi pelayanan perijinan, fasilitasi 

akses permodalan, dan pengembangan kewirausahaan; 
6) Melakukan pengembangan produk unggulan  di  

kawasan Transmigrasi yang memiliki keunggulan 
berdaya saing, yang mencakup: pengembangan  

produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana 
produksi, dan teknologi produk unggulan, 
pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk 

unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk 
unggulan; 

7) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan, 
yang mencakup: pengembangan  strategi pemasaran, 

pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, 
pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, 
serta pengembangan pemasaran (convensional, 

infrastruktur e-commerce platform dan marketplace) 
8) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui: 

rencana dan program aksi pemberdayaan masyarakat, 
pengembangan dan diseminasi, pelayanan 

pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat; 
9) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 

masyarakat di di kawasan transmigrasi, yang mencakup: 

penyediaan rencana dan program pelatihan, penyediaan 
kelembagaan dan tenaga pelatihan, melakukan 

standarisasi dan sertifikasi profesi, serta pengembangan 
kerjasama pelatihan; 

10) Melakukan pembinaan Penggerakan Swadaya 
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Masyarakat (PSM), yang mencakup: Rencana dan 
Program Pengembangan PSM, pemenuhan Standarisasi 
dan Sertifikasi PSM, Pengembangan Profesi PSM, dan 

fasilitasi Evaluasi dan Penilaian PSM; 
11) Melakukan pengkajian pembangunan kawasan 

transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan investasi 
di kawasan transmigrasi. 

  Pembangunan dan 

Pengembangan Sarana dan 
Prasarana di Kawasan 

Transmigrasi 

12) Penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang 
meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, 

bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, 
batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, 

dan sistem pengolahan limbah; pelayanan dasar 
administrasi masyarakat; penguatan konektivitas 

dengan pusat- pusat produksi bahan baku di kawasan 
transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota 
kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan 

baku dan pendukung. 

  Pengembangan Usaha 

Transmigrasi 

13) Daerah mengembangkan pembangunan kawasan 
transmigrasi untuk mengoptimalkan fungsi satuan 

permukiman di kawasan transmigrasi melalui: 
penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas 

unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra 
hilirisasi pertanian dan perikanan; penguatan 
konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku 

di kawasan transmigrasi, denganpusat pertumbuhan 
(kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam 

pengadaan bahan baku dan pendukung; 
peningkatan/penguatan kualitas Sumber Daya Manusia, 

dan sosial-budaya ketransmigrasian. 
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  Pelayanan Pertanahan 
Transmigrasi 

14) Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah 
melalui: sertifikasi hak atas tanah di kawasan 
transmigrasi; 

15) Daerah melaksanakan redistribusi tanah, untuk 
pengembangan kawasan transmigrasi; pemberian 

sertipikat tanah (legalisasi) untuk kawasan transmigrasi 
yang penempatan sebelum tahun 1998. 

 



IV-201 
 

 
4.6. INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

Untuk mengakselerasikan percapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan Kabupaten Kudus, senantiasa dikembangkan inovasi mulai 

dari perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada 

tabel di bawah ini, disampaikan Tabel Inovasi Kebijakan Pembangunan yang 

telah dan sedang terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kudus. 

 

Tabel 4.11  

Inovasi Kebijakan Pembangunan 
 

No Judul Inovasi Arah / Gambaran Inovasi 
Keterkaitan 

Dengan Prioritas 

1 BANG UMAS 

(Media usulan 
masyarakat dan 

transparansi 
pembangunan 
melalui aplikasi 

online) 

Inovasi program yang digunakan 

sebagai media usulan masyarakat 
dan transparasi pembangunan 

melalui aplikasi online 
 

5)   Pemantapan 

pelayanan 
publik dan 

tata kelola 
pemerintahan 

2 e-KRENOVA 
(Lomba kreativitas 

dan inovasi 
masyarakat 

secara online) 

Aplikasi yang digunakan untuk 
meningkatkan inovasi dan 

kreativitas masyarakat yang dapat 
diupload secara online dan 

dikompetesikan dalam bentuk 
lomba. 

2)   Percepatan 
peningkatan 

kualitas dan 
keunggulan 

kompetitif 
Sumber Daya 
Manusia 

3 e-BUDGETING 

(Perencanaan dan 
penganggaran 

online dan 
terintegrasi) 

Aplikasi yang digunakan untuk 

mempermudah perencanaan yang 
sudah terintegrasi dengan 

penganggaran. 

5)   Pemantapan 

pelayanan 
publik dan 

tata kelola 
pemerintahan 

4 “247” (Pelayanan 
Masyarakat 24 

Jam 7 Hari) 

Akses pelayanan laporan, 
pengaduan, kritik dan saran di 

bidang kebencanaan dengan 
menggunakan media sosial 

WhatsApp, Instagram, Path, 
Facebook dan website 

5)   Pemantapan 
pelayanan 

publik dan 
tata kelola 

pemerintahan 

5 Sistem informasi 

pelayanan jalan 
dan jembatan 
terintegrasi 

berbasis data 
base melalui 

partisipasi media 
sosial masyarakat 

Sistem informasi pelayanan jalan 

dan jembatan terintegrasi berbasis 
data base melalui partisipasi 
media social masyarakat yang 

diharapkan membuat respon dan 
tanggapan Dinas terhadap laporan 

kerusakan jalan maupun jembatan 
menjadi lebih cepat. 

1)   Percepatan 

pembangunan 
infrastruktur 
pendukung 

perekonomian 

6 KUDUS 
BERTEMAN 

(Kudus Berada di 
Tengah Taman) 

 

Program pengembangan taman 
dalam rangka meningkatkan 

kualitas maupun kuantitas taman 
di Kabupaten Kudus. 

 

1)   Percepatan 
pembangunan 

infrastruktur 
pendukung 

perekonomian 

7 SIGERAKJALAN 
(Sistem informasi 

geografis 
perlengkapan 

- Database perlengkapan jalan 

- Penyediaan, pelayanan dan 

penanganan pemeliharaan terkait 
pengelolaan perlengkapan jalan 

1)   Percepatan 
pembangunan 

infrastruktur 
pendukung 
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No Judul Inovasi Arah / Gambaran Inovasi 
Keterkaitan 

Dengan Prioritas 

jalan) 
 

- Aksesibilitas bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi terkait 
pengelolaan perlengkapan jalan. 

perekonomian 

8 SIBULANG MAHIR 

(Si Buah Hati 
Lahir Pulang 
Membawa Akta 

Kelahiran)  
 

Inovasi pelayanan pembuatan akta 

Kelahiran seketika bayi baru lahir, 
sehingga ketika ibu pulang dari RS 
telah membawa akta kelahiran 

bayinya dengan fasilitas gratis dan 
diantar. 

5)   Pemantapan 

pelayanan 
publik dan 
tata kelola 

pemerintahan 

9 SITARLAT (Sistem 

Informasi 
Pendaftaran 

Pelatihan) 

Sistem Informasi pendaftran 

pelatihan yang bisa di akses 
semua masyarakat yang ingin 

mendatar melalui website 

4)   Pengurangan 

kemiskinan 
dan 

pengangguran 

10 E-Paten (Sistem 
informasi 
pelayanan 

administrasi 
terpadu 

kecamatan dalam 
jaringan) 

 

Inovasi kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan 
dengan melimpahkan sebagian 

kewenangan Bupati kepada Camat 
khususnya dalam perizinan dan 

non perizinan melalui aplikasi 
yang telah terintregasi dengan 

sistem perbankan. 

5)   Pemantapan 
pelayanan 
publik dan 

tata kelola 
pemerintahan 

11 LABURESTO 

(Pengurusan 
beasiswa online) 

Layanan beasiswa bagi mahasiswa 

kurang mampu yang berprestasi 
berbasis online. 

 

2)   Percepatan 

peningkatan 
kualitas dan 

keunggulan 
kompetitif 

Sumber Daya 
Manusia 

4)   Pengurangan 

kemiskinan 
dan 

pengangguran 

12 TEKITA 
(Terlambat Kita 

Antar) 
 

Memberikan kepastian kepada 
pemohon  KK dan KTP apabila 

terjadi keterlambatan sebagai 
konsekwensinya petugas akan 
mengantarkan sampai rumah 

pemohon 

5)   Pemantapan 
pelayanan 

publik dan 
tata kelola 
pemerintahan 

13 MBAH BANYU 
(Manajemen 

Pengelolaan Air 
Bersih)  

Inovasi pemberdaaan masyarakat 
dalam hal manajemen pengolahan 

air bersih di lingkungannya 

1)   Percepatan 
pembangunan 

infrastruktur 
pendukung 
perekonomian 

14 SUKET LEDIS 

(Surat Keterangan 
Lima Menit Jadi 

dan Gratis) 

Inovasi komitmen pelayanan surat 

keterangan langsung jadi dan 
gratis 

 

5)   Pemantapan 

pelayanan 
publik dan 

tata kelola 
pemerintahan 

15 SUKET GAMIS 
(Layanan 24 Jam 

Surat Keterangan 
Warga Miskin) 

Inovasi untuk memudahkan 
pilihan waktu bagi warga untuk 

meminta pelayanan tanpa menyita 
waktu kerja warga yang 

bersangkutan. 

5)   Pemantapan 
pelayanan 

publik dan 
tata kelola 

pemerintahan. 
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No Judul Inovasi Arah / Gambaran Inovasi 
Keterkaitan 

Dengan Prioritas 

 
4)   Pengurangan 

kemiskinan 
dan 

pengangguran 

16 PINTER 
BERSOLEK 
(Pembelajaran 

Inovatif, 
Interaktif, 

Bermakna, Sopan, 
Luhur Pekerti, 

Efektif dan 
Kreatif) 

Inovasi konseptual dengan 
meningkatkan kualitas 
pendidikan, efisiensi dan efektifitas 

hasil pendidikan, sehingga 
memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan 

2)   Percepatan 
peningkatan 
kualitas dan 

keunggulan 
kompetitif 

Sumber Daya 
Manusia 

17 Pemeriksaan 
Sehat Terpadu 

Calon Pengantin 
 

Inovasi pelayanan terpadu dan 
satu pintu untuk calon pengantin. 

5)   Pemantapan 
pelayanan 

publik dan 
tata kelola 

pemerintahan 

18 KIPAS (Kelas Ibu 
Pengasuh Anak 
Sehat) 

Peningkatan status gizi anak dan 
penurunan kasus gizi 
kurang/buruk pada anak melalui 

kelas PMBA (Pemberian Makanan 
Bayi dan Balita) 

2)   Percepatan 
peningkatan 
kualitas dan 

keunggulan 
kompetitif 

Sumber Daya 
Manusia 

 
4)   Pengurangan 

kemiskinan 

dan 
pengangguran 

19 Layanan e-Home 

Care (layanan 
pemesanan dan 

booking 
perawatan home 
care secara 

online) 

Inovasi pelayanan medis melalui 

system informasi yang 
memberikan layanan perawatan 
pasien di rumah dan dapat 

dibooking secara online. 

2)   Percepatan 

peningkatan 
kualitas dan 
keunggulan 

kompetitif 
Sumber Daya 

Manusia 

20 INZIKU (Integrasi 
Izin Kudus) 

Terbangunnya aplikasi perizinan 
yang bisa menghubungkan dengan 

OPD teknis terkait rekomendasi 
teknis dan pembayaran pajak 

retribusi 

5)   Pemantapan 
pelayanan 

publik dan 
tata kelola 

pemerintahan 

21 Penggunaan 

tabung komposter 
untuk pengolahan 

sampah organik 
serta pembuatan 

MOL (Mikro 
Organisme Lokal) 
dan POC (Pupuk 

Organik Cair) 
dalam pengolahan 

limbah dapur 
 

Memproduksi pupuk cair sendiri 

dengan tabung komposter dan 
memanfaatkan limbah dapur 

menjadi POC (Pupuk Organik Cair) 

3)   Pemantapan 

ekonomi 
kreatif dan 

kerakyatan 
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No Judul Inovasi Arah / Gambaran Inovasi 
Keterkaitan 

Dengan Prioritas 

22 Handycraft dari 
perca 

 

Banyaknya bahan baku sisa 
garmen yang belum 

termanfaatkan, sehingga dijadikan 
bahan pembuatan handycraft 

3)   Pemantapan 
ekonomi 

kreatif dan 
kerakyatan 

23 Pengolahan 

krupuk berbahan 
baku bonggol 
pisang dan sayur 

mayur 

Pemanfaatan bongkol pisang dan 

sayur mayur sebagai bahan 
pembuatan krupuk 

3)   Pemantapan 

ekonomi 
kreatif dan 
kerakyatan 

24 Kerajinan tangan 
berbahan limbah 

paralon (PVC) 

Pemanfaatan limbah paralon 
untuk dijadikan bahan utama 

pembuatan kerajinan tangan 

3)   Pemantapan 
ekonomi 

kreatif dan 
kerakyatan 

25 Desa produktif 
kluster bordir dan 

konveksi  

Sebagai tujuan wisata belanja 
dengan pendekatan KSU 

Padurenan Jaya sebagai 
management kluster dan 

melestarikan budaya religi 
maulidan jawiyyan untuk 

berkontribusi bersama memajukan 
ekonomi masyarakat padurenan 
melalui bordir dan konveksi 

3)   Pemantapan 
ekonomi 

kreatif dan 
kerakyatan 
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BAB V 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

 

 

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya dan 

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat perubahan pada 

struktur keuangan daerah, baik pada pendapatan, belanja, maupun 

pembiayaan daerah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada 

tahun 2021 struktur keuangan daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005 

adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 5.1  

Struktur Keuangan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 

berdasarkan PP 58 Tahun 2005 
 

Kode Uraian Anggaran 

      

1 PENDAPATAN DAERAH 1.699.628.530.000,00  

      

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 343.824.120.000,00  

1 .1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 125.762.587.000,00  

1 .1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 20.058.448.000,00  

1 .1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

9.277.165.000,00  

1 .1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 188.725.920.000,00  

   

1 .2 DANA PERIMBANGAN 993.516.365.000,00  

1 .2 .1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 228.925.061.000,00  

1 .2 .2 Dana Alokasi Umum 764.591.304.000,00  

1 .2 .3 Dana Alokasi Khusus 0,00  

      

1 .3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 362.288.045.000,00  

1 .3 .1 Pendapatan Hibah 0,00  

1 .3 .3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 

148.444.143.000,00  

1 .3 .4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 66.020.441.000,00  

1 .3 .5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya 

0,00  

1 .3 .6 Pendapatan Lainnya 147.823.461.000,00  

      

2 BELANJA DAERAH 1.749.944.639.000,00  

      

2 .1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.101.754.375.000,00  

2 .1 .1 Belanja Pegawai 814.564.117.000,00  

2 .1 .4 Belanja Hibah 30.580.000.000,00  

2 .1 .5 Belanja Bantuan Sosial 7.842.380.000,00  

2 .1 .6 Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 

14.582.104.000,00  

2 .1 .7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan     Pemerintahan 

Desa 

232.185.774.000,00  

2 .1 .8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000.00 

      

2 .2 BELANJA LANGSUNG 648.190.264.000,00 

   

SURPLUS / (DEFISIT) (50.316.109.000,00) 
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Kode Uraian Anggaran 

      

6 PEMBIAYAAN DAERAH 50.316.109.000,00  

      

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.316.109.000,00  

6 .1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya 

50.316.109.000,00  

      

PEMBIAYAAN NETTO 50.316.109.000,00  

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN 

0,00 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

 

 

Adapun struktur keuangan daerah Tahun 2021 sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.2  

Struktur Keuangan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 
berdasarkan PP 12 Tahun 2019 

 

Kode Uraian Anggaran 

      

4 PENDAPATAN DAERAH 1.699.628.530.000,00 

      

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 343.824.120.000,00  

4 .1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 125.762.587.000,00  

4 .1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 20.058.448.000,00  

4 .1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

9.277.165.000,00  

4 .1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 188.725.920.000,00  

      

4 .2 PENDAPATAN TRANSFER  1.355.804.410.000,00  

4 .2 .1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.207.360.267.000,00  

4 .2 .2 Transfer Antar Daerah 148.444.143.000,00  

      

4 .3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 

SAH 

0,00  

4 .3 .1 Pendapatan Hibah 0,00  

      

5 BELANJA DAERAH 1.101.754.375.000,00  

      

5 . 1 BELANJA OPERASI 854.188.075.000,00  

5 .1 . 1 Belanja Pegawai 814.564.117.000,00  

5 .1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 

5 .1 . 3 Belanja Bunga 0,00  

5 .1 . 4 Belanja Subsidi 0,00  

5 .1 . 5 Belanja Hibah 31.781.578.000,00  

5 .1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 7.842.380.000,00  

      

5 . 2 BELANJA MODAL   

5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00  

   

5 . 4 BELANJA TRANSFER 245.566.300.000,00  

5 .4 . 3 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 245.566.300.000,00  

      

SURPLUS / (DEFISIT) 597.874.155.000,00 
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Kode Uraian Anggaran 

      

6 PEMBIAYAAN DAERAH   

      

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.316.109.000,00  

6 .1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya 

50.316.109.000,00  

      

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00  

      

PEMBIAYAAN NETTO 50.316.109.000,00  

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN 

648.190.264.000,00 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar 

Rp. 648.190.264.000,00 akan teralokasikan pada komponen belanja 

Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Barang dan Jasa dan 

Belanja Modal, yang pada saat penyusunan dokumen ini belum 

terdistribusi pada komponen belanja tersebut, mengingat e-planning 

saat ini belum mengakomodir struktur APBD sebagaimana Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021 

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah 

tahun 2021 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 6 

(enam) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Berikut ini diuraikan 

program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. 

 

5.2.1  Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

5.2.1.1 Pendidikan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

dengan indikator program ini adalah : 

 APK SD/MI 101,80%; 

 APK SMP/MTs 114,75%; 

 Persentase sekolah terakreditasi A 73,96%; 

 Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik 

94,77%;  

 Persentase kompetensi tenaga pendidik pendidikan dasar 

yang bersertifikasi pendidik 68,06%; dan  

 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS 

pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi 91,06% 

b. Program Pendidikan Non Formal, dengan indikator program ini 

adalah : 

 APK PAUD 89,78%;  

 APK Pendidikan Kesetaraan 1,40%;  

 Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi 

baik 92,05%;  
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 Persentase pendidik pendidikan non formal  yang 

bersertifikasi pendidik 37,04%; dan  

 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS 

pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi 

pendidik 88,45%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pendidikan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.3  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pendidikan 
 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan  Keterkaitan dengan  
Target Indikator RKPD 

Yang Perlu Ditingkatkan  

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

APK SD/MI tuntas 
paripurna 

Fasilitasi dan 
Peningkatan 
Kualitas 
Pendidikan Dasar 
  
  

Harapan lama sekolah Tingkat partisipasi warga 
negara usia 7-12 tahun 
yang berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar 

APK SD/MI Angka Kelulusan (AL) 
SD/MI 

APM SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) 
SD/MI 

  Angka Melanjutkan (AM) 
dari SD/MI ke SMP/MTs 

APK SMP/MTs 
tuntas paripurna 

  Tingkat partisipasi warga 
negara usia 13-15 tahun 
yang berpartisipasi dalam 
pendidikan menengah 
pertama 

Penduduk yang berusia 
>15 tahun melek huruf 
(tidak buta aksara) 

Angka Kelulusan (AL) 
SMP/MTs 

Angka Putus Sekolah (APS) 
SMP/MTs 

Persentase sekolah 
terakreditasi A 
meningkat   

Persentase SD dan SMP 
Terakreditasi 

Persentase sarpras 
pendidikan dasar 
dalam kondisi baik 

Pengadaan, 
Pemeliharaan dan 
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendidikan Dasar 

APM SMP/MTs/Paket B   

Persentase 
pendidik 
pendidikan dasar 
yang bersertifikasi 
pendidik meningkat 

Peningkatan 
Mutu Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan 
Pendidikan Dasar 
  

Persentase pendidik 
pendidikan dasar yang 
bersertifikasi pendidik 
  

Persentase pendidik pada 
jenjang sekolah dasar yang 
memiliki ijazah diploma 
empat (D- IV) atau sarjana 
(S1) dan sertifikat pendidik 

Persentase 
pendidik dan 
tenaga 

kependidikan non 
PNS pendidikan 
dasar yang 
memenuhi 
kompetensi 
meningkat 

Persentase pendidik pada 
jenjang sekolah menengah 
pertama yang memiliki 

ijazah diploma empat (D-IV) 
atau sarjana (S1) dan 
sertifikat pendidik 

Program Pendidikan Non Formal 

APK PAUD Fasilitasi dan 
Peningkatan 
Kualitas 
Pendidikan Anak 
Usia Dini 

APK PAUD Tingkat partisipasi warga 
negara usia 5-6 tahun yang 
berpartisipasi dalam PAUD 
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Indikator Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan  Keterkaitan dengan  

Target Indikator RKPD 
Yang Perlu Ditingkatkan  

Keterkaitan dengan 

Target IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

APK Pendidikan 
Kesetaraan 

Fasilitasi dan 
Peningkatan 
Kualitas 
Pendidikan 
Masyarakat 

  Persentase Satuan 
Pendidikan Anak Usia Dini 
Terakreditasi 

Tingkat partisipasi warga 
negara usia 7-18 tahun 
yang belum menyelesaikan 
pendidikan dasar dan 
menengah yang  
berpartisipasi dalam 
pendidikan kesetaraan 

Persentase 
pendidik 
pendidikan non 

formal yang 

bersertifikasi 
pendidik 

Peningkatan 
Mutu Pendidik 
dan Tenaga 

Kependidikan Non 

Formal 

  Persentase pendidik PAUD 
yang memiliki ijazah 
diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) bidang 

pendidikan anak usia dini, 
kependidikan lain atau 
psikologi dan sertifikat 
profesi guru pendidikan 
anak usia dini 

Persentase 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan non 
PNS pendidikan 
non formal yang 
memenuhi 
kompetensi 
pendidik 

   

 

5.2.1.2 Kesehatan  

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

Indikator program ini adalah :  

 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100%. 

b. Program Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Indikator program ini adalah :  

 Cakupan pelayanan pengendalian penyakit 100%. 

c. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  

Indikator program ini adalah: 

 Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan 91,3%;  

 Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas 100%. 

d. Program Pelayanan Kesehatan BLUD 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan Pelayanan BLUD 100%. 

e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan 86,83%. 

f. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit 

mata 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan pelayanan 

kesehatan rujukan 100%. 

 



V-6 
 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kesehatan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 
 

Tabel 5.4   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Kesehatan 
 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan  Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan dengan Target 
IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Pelayanan Kesehatan BLUD 

Cakupan pelayanan 
kesehatan BLUD 

Pelayanan Kesehatan 
BLUD 

Cakupan pelayanan 
BLUD 

  

Rasio daya tampung RS 
terhadap Jumlah Penduduk 

Cakupan pelayanan 
BLUD Puskesmas 

Persentase RS Rujukan 
Tingkat Kabupaten/Kota 
yang terakreditasi 

Persentase Pelayanan 
Medis Rawat Jalan 
dan Rawat Inap sesuai 
dengan SPM 

Cakupan 
ketersediaan sarpras 
kesehatan rujukan 

Rasio Tenaga Kesehatan 
terhadap Jumlah Penduduk 
Kota 

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

Cakupan pelayanan 
kesehatan masyarakat 

Peningkatan 
Kesehatan Keluarga 
dan Gizi 

Cakupan pelayanan 
kesehatan 
masyarakat 

Presentase Balita Gizi 
Buruk/Stunting yg 
mendapatkan 
Perawatan/Pelayanan 
Kesehatan 

Angka Kematian Ibu Persentase ibu hamil 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan ibu hamil 

Persentase ibu bersalin 
mendapatkan pelayanan 
persalinan 

Angka Kematian Ibu Per 
100.000 Kelahiran Hidup 

Angka Kematian Bayi  Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan bayi baru lahir 

Presentase pelayanan 
kesehatan balita sesuai 
standar 

Persentase anak usia 
pendidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Cakupan pelayanan 
pengendalian penyakit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Peningkatan 
Imunisasi dan 
Surveilans 
Wabah/KLB/ 
Bencana 

Cakupan pelayanan 
pengendalian 
penyakit 

  

Cakupan 
desa/kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI) 
dan IDL 

Persentase Desa/kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI) 

Pelayanan 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit Menular 

  
  
  

Persentase penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit DBD 

Persentase orang terduga 
TBC mendapatkan pelayanan 
TBC sesuai standar 

Persentase orang dengan 
resiko terinfeksi HIV 
mendapatkan pelayanan 
deteksi dini HIV sesuai 
standar 

Pelayanan 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit Tidak 
Menular 
 

  
  
  
  
  
  

Persentase penderita DM 
yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai 
standard 
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Indikator Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan  Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan dengan Target 

IKK 
Yang Perlu Ditingkatkan 

 
 
 

  
 
 

Persentase ODGJ berat yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan jiwa sesuai 
standar 

Persentase orang usia 15-29 
tahun mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

Persentase warga negara 
usia 60 tahun ke atas 
mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

Persentase penderita 
hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 

Cakupan pelayanan 
dan sumber daya 
kesehatan 

Pelayanan dan 
Pembiayaan 
Kesehatan   

  

Cakupan pelayanan 
BLUD Puskesmas 

Pelayanan 
Kefarmasian, 
Perbekalan dan Alat 
Kesehatan   

  

Operasional 
Pelayanan Kesehatan 
di Puskesmas 

    

Pelayanan Kesehatan 
BLUD 

    

 

5.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 

Indikator program ini adalah : 

 Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 

83,00%. 

b. Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan 

Indikator program ini adalah : 

 Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap 

90,03%; dan  

 Prosentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi 

mantap 89,84%. 

c. Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan 

Cepat Tumbuh 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase  drainase dalam kondisi baik/ pembuangan 

aliran air tidak tersumbat 64,00%;  

 Persentase penduduk berakses air minum 98%; dan  

 Persentase rumah tinggal bersanitasi 100%. 

d. Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian 

Ruang 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase ketaatan rencana tata ruang 100%. 
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e. Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan 

Indikator program ini adalah : 

 Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik 86%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.5   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
 

Indikator Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan  Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan  

Keterkaitan dengan 

Target IKK 
Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Persentase panjang 
jalan kabupaten dalam 
kondisi mantap 

Pembangunan/ 
Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan Jalan 

dan Bangunan 
Pelengkap 

Persentase panjang 
jalan kabupaten 
dalam kondisi 

mantap 

Panjang jalan Kabupaten 
dalam kondisi baik 

Presentase Panjang Jalan 
Kabupaten yang di 
rehabilitasi/direkonstruksi 

Rasio proyek yang menjadi 
kewenangan 
pengawasannya tanpa 
kecelakaan konstruksi 

Persentase tenaga 
operator/teknisi/analisis 
yang memiliki sertifikat 

kompetensi 

Persentase jumlah 
jembatan kabupaten 
dalam kondisi mantap 

Pembangunan/ 
Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan 
Jembatan 

Persentase jumlah 
jembatan kabupaten 
dalam kondisi 
mantap 

  

Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 

persentase drainase 
dalam kondisi baik/ 
pembuangan aliran air 
tidak tersumbat  

Pembangunan/ 
Peningkatan 
Infastruktur 

Persentase  drainase 
dalam kondisi baik/ 
pembuangan aliran 
air tidak tersumbat 

Rasio luas kawasan 
permukiman rawan banjir 
yang terlindungi oleh 
infrastruktur pengendalian 
banjir di WS Kewenangan 
Kabupaten 

persentase rumah 
tinggal bersanitasi  

 

Persentase rumah 
tinggal bersanitasi 

Rumah Tangga Bersanitasi 

Persentase jumlah rumah 
yang memperoleh layanan 
pengolahan air limbah 
domestik 

Rumah tangga pengguna 
air bersih 

persentase penduduk 
berakses air minum  

Pembangunan / 
Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan 
Drainase 
  

Persentase 
penduduk berakses 
air minum 
  

Persentase jumlah rumah 
tangga yang mendapatkan 
akses terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi terhadap rumah 
tangga di seluruh 
kabupaten 

 

5.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :  

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 98,11%; dan  
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 Persentase lingkungan permukiman kumuh 0,05%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, difokuskan pada 

indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.6   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

cakupan 

ketersediaan rumah 

layak huni 

Pembinaan, 

pengendalian dan 

peningkatan 

pembangunan 
perumahan dan 

kawasan 

permukiman 

  

Persentase Perumahan 

yang sudah dilengkapi 

PSU (Prasarana,Sarana 

dan Utilitas Umum) 

  Rumah layak huni 

persentase 

lingkungan 

permukiman kumuh 

Pembangunan dan 

peningkatan 

kualitas rumah 

tidak layak huni 

Persentase 

lingkungan 

permukiman 

kumuh 
  

Persentase kawasan 

permukiman kumuh 

dibawah 10 ha di 

kabupaten yang 
ditangani 

Penyediaan dan Rehab 

Rumah Layak Huni bagi 

Korban Bencana Alam 

 

 

5.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase potensi konflik social yang tertangani 100% 

 Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 

 Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok 

radikal yang tertangani 100% 

 Persentase potensi konflik SARA yang tertangani 100% 

b. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Trantibum. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan penegakan Perda dan Perkada 80% 

c. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat. Indikator program ini adalah : 

 Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas 

70% 

d. Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran. Indikator program ini adalah : 

 Rasio linmas per jumlah RT 1,34 

 Cakupan penenganan bencana kebakaran kabupaten 84% 

 Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) 8 menit 

 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi 

standard kualifikasi 100%. 
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Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, 

difokuskan pada indikator capaian program dan kegiatan sebagai 

berikut : 

Tabel 5.7   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 

persentase tingkat 
partisipasi pemilih 

dalam pemilu 

Optimalisasi 
kewaspadaan 

nasional dan 
pendidikan politik 
masyarakat  

Persentase tingkat 
partisipasi pemilih 

dalam pemilu 

- 

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum 

cakupan penegakan 
perda dan perkada 

Penyelidikan dan 
Penyidikan 
Pelanggaran 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Kepala Daerah 
tentang Trantibum 

Indeks rasa aman Persentase Personil Satpol 
PP berkualitas PPNS 

Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

Tingkat waktu tanggap 
(response time rate) 
penanganan 

kebakaran 

Peningkatan 
Kesiagaan dan 
Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran 

Tingkat waktu 
tanggap (response 

time rate) 
penanganan 
kebakaran 

  

 

 

5.2.1.6 Sosial 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan 

dasar 42%;dan  

 Persentase penyandang disabilitas,anak terlantar, lanjut 

usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat 

jaminan sosial5,6%. 

b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga 

Miskin  

Indikator program ini adalah : 

 Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai 

standar 65%; dan 

 Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan 

dasar sosial 72%. 

c. Program Penanggulangan Bencana Daerah 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pelayanan penanggulangan bencana 100%. 
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Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Sosial, difokuskan pada indikator capaian program dan kegiatan 

sebagai berikut : 

Tabel 5.8  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Sosial 

 
Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial; 

persentase PMKS yang 

mendapat pelayanan 
kebutuhan dasar 

Fasilitasi Bantuan 

Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Rasio PMKS Persentase penyandang 

disabilitas/ 
terlantar/gepeng di luar 
panti yang terpenuhi 
kewajibannya 

persentase 
penyandang 
disabilitas,anak 
terlantar,lanjut usia 
terlantar, pengemis 
dan gelandangan yang 

mendapat jaminan 
sosial 

Peningkatan 
pelayanan 
rehabilitasi sosial  

Rasio rumah 
singgah/shelter/ tempat 
tinggal sementara untuk 
disabilitas/ 
terlantar/gepeng 

Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin; dan 

persentase PSKS yang 
aktif menangani PMKS 
sesuai standar 

Pemberdayaan 
kelembagaan sosial 

Persentase keluarga 
miskin yang 
memperoleh 
pelayanan dasar 
sosial 

  

persentase keluarga 

miskin yang 
memperoleh 
pelayanan dasar sosial 

Pemberdayaan 

Keluarga Miskin 

Program Penanggulangan Bencana Daerah. 

Cakupan pelayanan 
penanggulangan 
bencana 

Fasilitasi Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
Bencana 

  Perda Penanganan Bencana 

Penanganan 

kedaruratan dan 
penyediaan logistik 

Jumlah Warga Negara yang 

Memperoleh Layanan 
Informasi Rawan Bencana 

Rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca 

bencana 

 

 

5.2.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

5.2.2.1 Tenaga Kerja 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan 

dan produktivitas tenaga kerja. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase pencari kerja yang yang sudah bekerja 46%. 

b. Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan 

perselisihan ketenagakerjaan. Indikator program ini adalah : 

 Persentase kasus yang terselesaikan 100%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Tenaga Kerja, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 5.9   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Tenaga Kerja 
 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga 
kerja;  

persentase pencari 
kerja yang sudah 
bekerja 

Fasilitasi dan 
pembinaan tenaga 
kerja dalam negeri 

Persentase pencari 
kerja yang sudah 
bekerja 

Persentase Kegiatan yang 
Dilaksanakan yang 
Mengacu ke Rencana 
Tenaga Kerja 

Operasional 

Pengelolaan dan 
Peningkatan Sarana 
dan prasarana UPTD 
BLK 

Persentase Tenaga Kerja 

Bersertifikat Kompetensi 

Persentase Instruktur 

Bersertifikat Kompetensi 

Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan 

persentase kasus yang 
terselesaikan 

Fasilitasi dan 
pembinaan 
hubungan industrial 

  Persentase Perselisihan 
Hubungan Industrial yang 
diselesaikan Melalui 
Perjanjian Bersama Oleh 
Mediator Hubungan 
Industrial 

Persentase Lembaga 
Pelatihan Kerja yang 
Memiliki Perizinan 

Persentase Perusahaan 
yang Menerapkan Tata 
Kelola Kerja yang Layak 

 
5.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator program 

ini adalah : 

 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu 100%;  

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, difokuskan pada 

indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 
 

Tabel 5.10   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
 

Indikator Capaian Program Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 
Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

tingkat kesempatan kerja 
perempuan 

Peningkatan 
kualitas 
pemberdayaan 
perempuan 

Tingkat partisipasi 
angkatan kerja 
perempuan dalam 
bekerja 

  

Persentase pekerja perempuan Persentase pekerja 
perempuan 

Cakupan perempuan dan anak 
korban kekerasan yang 
terselesaikan penanganannya 
pada unit pelayanan terpadu 

Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

Fasilitasi dan 
peningkatan 
kualitas 
perlindungan anak 
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5.2.2.3 Pangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Peningkatan Ketahanan Pangan. Indikator program ini adalah : 

 Persentase ketersediaan pangan utama 100%; 

 Persentase keamanan pangan 88%; dan  

 Persentase penanganan daerah rawan pangan 90%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan Pangan, 

difokuskan pada indikator capaian program dan kegiatan sebagai 

berikut : 

Tabel 5.11  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pangan 
 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program peningkatan ketahanan pangan 

persentase keamanan 
pangan 

Peningkatan Mutu 
dan Keamanan 
Pangan 

Persentase 
penanganan daerah 
rawan pangan 

  

Persentase 
ketersediaan pangan 
utama 

Pengelolaaan 
ketersediaan dan 
distribusi pangan  

persentase 
penanganan daerah 
rawan pangan 

 

5.2.2.4 Pertanahan 

Rencana program yang akan dilaksanakan  adalah Program 

Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

dan Penyelesaian Konflik Pertanahan. Indikator program ini adalah : 

 Persentase tanah bersertifikat 71,54%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pertanahan, difokuskan pada indikator capaian program dan kegiatan 

sebagai berikut: 

Tabel 5.12   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Pertanahan 
 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan 

penyelesaian konflik pertanahan 

Persentase luas tanah 
bersertifikat 

Penyerahan hasil 
pengadaan tanah 

    

 

5.2.2.5 Lingkungan Hidup 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program pengendalian dan konservasi LH.  
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Indikator program ini adalah : 

 Indeks kualitas air 48,42%;  

 Indeks kualitas Udara 91,49%; dan  

 Indeks tutupan lahan 58,42%. 

b. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan 

Kapasitas LH 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ 

atau kegaitan yang memiliki izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 34%. 

c. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase Penanganan volume sampah 74%; dan  

 Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8,17%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Lingkungan Hidup, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

Tabel 5.13   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Lingkungan Hidup 

 
Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program pengendalian dan konservasi LH 

Indeks kualitas air Pengendalian 
Pencemaran 
Lingkungan Hidup 

Indeks kualitas air Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) 
Kabupaten 

Indeks kualitas Udara Indeks kualitas 
udara 

Indeks tutupan lahan Indeks tutupan 
lahan 

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka 
hijau (RTH) 

persentase 
penanganan volume 
sampah 

Pengelolaan sampah 
dan limbah B3 

Persentase 
penanganan volume 
sampah 

Terlaksananya pengelolaan 
sampah di wilayah 
Kabupaten 

proporsi Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

Pengelolaan RTH Proporsi ruang 
terbuka hijau (RTH) 

Ruang terbuka hijau per 
satuan luas wilayah 

Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH 

Cakupan pembinaan 
dan pengawasan 

terhadap usaha dan/ 
atau kegaitan yang 
memiliki izin 
lingkungan dan izin 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

Pembinaan dan 
pengawasan 

lingkungan hidup 

Cakupan pembinaan 
dan pengawasan 

terhadap usaha 
dan/atau kegiatan 
yang memiliki izin 
lingkungan dan izin 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

Ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau 

kegiatan terhadap izin 
lingkungan, izin PPLH dan 
PUU LH yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten 

 

5.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk  

b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil 
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c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, difokuskan 

pada indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 
 

Tabel 5.14   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

Indikator Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 

Target IKK 
Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Pelayanan Pencatatan Sipil 

Cakupan kepemilikan 
akta kelahiran usia 0-
18 tahun 

Fasilitasi dan 
peningkatan 
pelayanan akta 
kelahiran dan 
kematian 

  

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

Cakupan kepemilikan 
Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) 

Fasilitasi dan 
peningkatan 
pelayanan identitas 
penduduk 

  Pengurusan KIA 

 

5.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian 

masyarakat desa 20%; dan  

 Persentase peningkatan kawasan perdesaan 50%. 

b. Program fasilitasi pemerintahan desa. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase desa yang bermasalah 30%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, difokuskan pada indikator 

capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 
 

Tabel 5.15   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat 

persentase 
peningkatan 
kelembagaan dan 
perekonomian 
masyarakat desa 

Peningkatan 
pemberdayaan 
lembaga 
kemasyarakatan 

Persentase 
peningkatan 
kelembagaan dan 
perekonomian 
masyarakat desa 

Persentase Peningkatan 
Status Desa Mandiri 
 
 
 
 
 
 
 
 

persentase 
peningkatan kawasan 
perdesaan 

Fasilitasi 
Pengembangan 
perekonomian dan 
infrastruktur Desa 
Masyarakat  

Persentase 
peningkatan 
kawasan perdesaan 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 

Target IKK 
Yang Perlu Ditingkatkan 

Program fasilitasi pemerintahan desa 

persentase desa yang 
bermasalah 

Fasilitasi 
Pemerintahan Desa 
dan Badan 
Permusyawaratan 
Desa 

Persentase desa yang 
bermasalah 

 
Fasilitasi pengelolaan 
keuangan dan aset 

desa 

 

5.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Keluarga Berencana. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan peserta KB Aktif 70,00%; dan 

 Persentase peserta KB MKJP 14,00%.  

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, difokuskan pada 

indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 
Tabel 5.16   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Keluarga Berencana 

cakupan peserta KB 
aktif 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Advokasi 
Penggerakan 
Informasi 

Cakupan peserta KB 
aktif 

TFR (Angka Kelahiran 
Total) 

persentase peserta KB 
MKJP 

Peningkatan 
pelayanan Keluarga 
Berencana dan 
Kesehatan 
Reproduksi 

 Angka Kelahiran Remaja 
Umur 15-19 Tahun  

Persentase 
penggunaan 
kontrasepsi jangka 
panjang 

 

 

5.2.2.9 Perhubungan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Indikator program ini adalah : 

 Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan 

37 km/jam. 

b. Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase penyediaan perlengkapan jalan pada daerah 

rawan kecelakaan 86%. 
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Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perhubungan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.17   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Perhubungan 

 

Indikator Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 

Target IKK 
Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 

kecepatan rata-rata 
kendaraan bermotor di 
jalan perkotaan 

Peningkatan 
Manajemen 
Pengelolaan Lalu 
Lintas 

  Kinerja Lalu Lintas 
Kabupaten melalui 
indikator V/C Ratio 

Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ 

persentase penyediaan 
fasilitas perlengkapan 
jalan pada daerah 
rawan kecelakaan 

Peningkatan 
Keselamatan LLAJ 

persentase 
penyediaan fasilitas 
perlengkapan jalan 
pada daerah rawan 
kecelakaan 

  

 

5.2.2.10 Komunikasi dan Informatika 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik 

b. Program pengembangan teknologi dan sistem informasi  

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Komunikasi dan Informatika, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.18  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Komunikasi dan Informatika 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik 

Cakupan informasi yang 
dipublikasikan melalui 
berbagai media 

Penguatan SDM, 
sarana prasarana 
dan penyebarluasan 
informasi publik 

  

 Persentase Layanan Publik 
yang secara Online & 
integrated 

Program pengembangan teknologi dan sistem informasi 

kebijakan internal SPBE Pengelolaan dan 
pengembangan 
jaringan komunikasi 
dan informasi 

Kebijakan internal 
SPBE 

  

tata kelola SPBE Pengelolaan dan 
pengembangan 
sumber daya 
komunikasi dan 

sistem informasi 

Tata kelola SPBE Persentase ASN Pengelola 
TIK yang Tersertifikasi 
Kompetensi dibawah 
Pengelolaan Dinas Kominfo 
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5.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Rencana  program  dan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan   

adalah Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil 

dan menengah. Indikator program ini adalah : 

 Persentase koperasi aktif 88,50%; dan  

 Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah 5,25%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 5.19   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

 
Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan Target 
IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 

Prosentase koperasi 
aktif 

Peningkatan dan 
pengembangan 
koperasi 

Persentase koperasi 
aktif  

Meningkatnya jumlah 
koperasi yang berkualitas 
(berdasar RAT, Volume 
Usaha dan nilai asset) 

persentase 
perkembangan Usaha 
Mikro, Kecil dan 
Menengah 

Peningkatan dan 
pengembangan 
Promosi, Produksi 
dan Pembiayaan 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

Persentase 
perkembangan 
Usaha mikro, kecil 
dan Menengah 

Meningkatnya Usaha Mikro 
yang Menjadi Wirausaha 

Peningkatan dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia dan 
Teknologi Usaha 
Kecil dan Menengah 

Persentase Jumlah Usaha 
Kecil yang Diberikan 
Dukungan Fasilitasi 
Standarisasi dan Sertifikasi 
Produk Usaha 

 
5.2.2.12 Penanaman Modal 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman 

modal. Indikator program ini adalah : 

 Persentase peningkatan jumlah investor6%. 

b. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 

Fokus kegiatan pada Pembinaan dan pemantauan 

penanaman modal. Indikator program ini adalah : 

 Realisasi investasi yang terlaporkan 3,171 Trilyun. 

c. Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan 

lingkungan yang sesuai standar pelayanan50%. 

d. Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase  pelayanan perizinan perekonomian dan jasa 

usaha yang sesuai standar pelayanan 79%. 
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Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Penanaman Modal, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

Tabel 5.20   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Penanaman Modal 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan Target 
IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; 

persentase peningkatan 

jumlah investor 

Perencanaan 

penanaman modal 

Nilai investasi  Tersedianya Lokasi 

Pembangunan Dalam 
Rangka Izin Penanaman 
Modal 

Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan; dan 

persentase pelayanan 
perizinan pembangunan 
dan lingkungan yang 
sesuai standar 
pelayanan 

Fasilitasi Pelayanan 
Perizinan 
Pembangunan 

Persentase 
pelayanan  perijinan 
pembangunan dan 
lingkungan yang 
sesuai standar 
pelayanan 

Rasio Rumah ber-IMB 
 
 
 

Fasilitasi Pelayanan 
Perizinan 

Lingkungan 

Persentase Pemanfaatan 
Tanah yang Sesuai denga 

Peruntukan Tanahnya diatas 
Izin Lokasi dibandingkan 
dengan Luas Izin Lokasi yang 
Diterbitkan 

Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha.  

persentase pelayanan 
perizinan perekonomian 
dan jasa usaha yang 
sesuai standar 
pelayanan 

Fasilitasi Pelayanan 
Perizinan 
Perekonomian 

Persentase 
pelayanan perizinan 
perekonomian dan 
jasa usaha yang 
sesuai standar 
pelayanan 

 Fasilitasi Pelayanan 
Perizinan Jasa Usaha 

 

5.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Kepemudaan. Indikator program ini adalah : 

 Persentase organisasi pemuda yang aktif 95,95%. 

b. Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga. 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan pembinaan olahraga 92,00%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kepemudaan dan Olahraga, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.21   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga  

Indikator Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan Target 

IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Kepemudaan 

Persentase organisasi 
kepemudaan yang aktif 

Peningkatan kualitas 
sumber daya 
kepemudaan 

Persentase organisasi 
pemuda yang aktif 

Tingkat Partisipasi Pemuda 
dalam Kegiatan Ekonomi 
Mandiri (Jml Pemuda 16-30 
th yang berwirausaha) Pembinaan 

kelembagaan dan 
peningkatan peran 
serta kepemudaan 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan Target 

IKK 
Yang Perlu Ditingkatkan 

Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga 

Cakupan pembinaan 

olahraga 

Pengembangan dan 

pemberdayaan 
olahraga 

  Peningkatan Prestasi 

Olahraga (Perolehan medali 
OR pada even 
Nasional/Internasional) Peningkatan prestasi 

dan pengelolaan 
sarana prasarana 
olahraga 

 

 

5.2.2.14 Statistik 
 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. Indikator 

program ini adalah : 

 Cakupan pelayanan data statistic sektoral 100%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Statistik, difokuskan pada indikator capaian program dan kegiatan 

sebagai berikut : 

 
Tabel 5.22   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Statistik 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan Target 
IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 

Cakupan pelayanan 

data statistik sektoral 

Penyusunan dan 

pengumpulan data 
dan statistik 

sektoral 

  Persentase Perangkat 

Daerah Menggunakan 
Data Statistik dalam 

Menyusun Perencanaan  

Persentase Perangkat 

Daerah yang 

Menggunakan Data 

Statistik dalam 
Melakukan Evaluasi  

 

 

5.2.2.15 Persandian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program 

pengelolaan persandian. Indikator program ini adalah : 

 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan 

pengamanan informasi dan persandian 15%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada Urusan 

Persandian, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 5.23   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Persandian 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan Target 
IKK 

Yang Perlu Ditingkatkan 

Program pengelolaan persandian 

persentase perangkat 
daerah yang 
mengimplementasikan 
pengamanan informasi 
dan persandian 

Pengelolaan 
persandian 

Persentase perangkat 
daerah yang 
mengimplementasika
n pengamanan 
informasi dan 
persandian 

Tingkat Keamanan Informasi 
Pemerintah (Persandian) 

 

5.2.2.16 Kebudayaan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program 

pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar 

budaya. Indikator program ini adalah : 

 Persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan 59%; 

dan  

 Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 18%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kebudayaan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 
Tabel 5.24   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Kebudayaan 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan Target 
IKK Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya 

persentase kelompok 
seni / budaya yang 
diaktualisasikan 

Pembinaan dan 
pengembangan 
kesenian dan 
kebudayaan daerah 

Persentase seni / 
budaya yang 
diaktualisasikan 

 

persentase cagar 
budaya yang dikelola 
secara terpadu 

Pengelolaan dan 
pengembangan 
pelestarian 

peninggalan sejarah, 
museum dan 
purbakala 

Persentase cagar 
budaya yang dikelola 
secara terpadu Terlestarikannya Cagar 

Budaya 

 

5.2.2.17 Perpustakaan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program 

peningkatan pelayanan  dan sistem administrasi perpustakaan. 

Indikator program ini adalah :  

 Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 8% 

 Persentase ketersediaan bahan pustaka 72,65%. 
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Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perpustakaan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 
Tabel 5.25   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Perpustakaan 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan 

persentase 
pengunjung 
perpustakaan per 
tahun 

Peningkatan 
administrasi 
perpustakaan dan 
pengembangan 
jaringan informasi 
perpustakaan 

Persentase 
pengunjung 
perpustakaan per 
tahun 

Nilai Budaya Baca 

persentase 
ketersediaan bahan 
pustaka 

Pengelolaan 
perpustakaan daerah 

Persentase 
ketersediaan bahan 
pustaka 

 

5.2.2.18 Kearsipan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program 

peningkatan pelayanan  dan sistem administrasi kearsipan. 

Indikator program ini adalah :  

 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal 

retensi arsip 16,67%. 

 

Fokus kegiatan pada pelaksanaan fumigasi dan termite 

control, fasilitasi akuisisi arsip perangkat daerah dan alih media 

arsip tekstual. Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada 

urusan Kearsipan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 
Tabel 5.26   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Kearsipan 

  

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi kearsipan 
  

persentase perangkat 
daerah yang mengelola 
arsip secara baku 

Peningkatan 
administrasi kearsipan 
dan pengembangan 
jaringan informasi 
kearsipan 

persentase perangkat 
daerah yang 
melaksanakan 
jadwal retensi arsip 

  

  Pengelolaan arsip 
daerah 
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5.2.3  Urusan Pilihan 

5.2.3.1 Kelautan dan Perikanan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase peningkatan produksi perikanan 98,00%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Kelautan dan Perikanan, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.27   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Kelautan dan Perikanan 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan 

Persentase 

peningkatan 

produksi perikanan 

Peningkatan dan 

pengembangan 

produksi perikanan 

Persentase 

peningkatan 

produksi 
perikanan 

  

Pengelolaan dan 
Pemasaran Produksi 

Perikanan 

 

5.2.3.2 Pariwisata 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

peningkatan dan pengembangan pariwisata. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai 6%;  

 Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata 12%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pariwisata, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.28   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Pariwisata 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program peningkatan dan pengembangan pariwisata 

Persentase 
kunjungan wisata 

Peningkatan dan 
pengembangan 

destinasi pariwisata 

Persentase 
peningkatan 

sarpras pariwisata 

yang memadai 

Kontribusi 
Pariwisata pada 

PDRB 

Persentase PAD 

sektor pariwisata 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Promosi Pariwisata 

Persentase 

peningkatan 

promosi pariwisata 

Persentase 
kenaikan PAD 

sektor pariwisata 
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5.2.3.3 Pertanian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana 

Pertanian/Perkebunan. Indikator program ini adalah : 

 Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / 

perkebunan 97,03%. 

b. Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana 

Peternakan. Indikator program ini adalah : 

 Persentase peningkatan produksi peternakan 90,70%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pertanian, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.29   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Pertanian 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 
perkebunan 

Peningkatan Produksi 
Tanaman Pangan 

Persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 
perkebunan 

 

Peningkatan Produksi 
Tanaman Perkebunan 

 

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

 

Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan 

Persentase 

peningkatan 

produksi 
peternakan 

Pembinaan dan 

pengembangan 

peternakan 

Persentase 

peningkatan 

produksi 
peternakan 

  

 

5.2.3.4 Kehutanan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

pengelolaan taman hutan raya. Fokus kegiatan pada Pengelolaan 

taman hutan raya. Indikator program ini adalah: 

 Persentase tutupan lahan 0,32%. 

 

5.2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral. 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi pelayanan perizinan pemanfaatan 

langsung panas bumi. Indikator program ini adalah : 
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 Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber 

daya mineral 100%. 

 

5.2.3.6 Perdagangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan 

Konsumen. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 50%;  

 Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian 

bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang 

bersubsidi serta pelaksanaan promosi90%; dan  

 Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen 85%. 

b. Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar. Indikator 

program ini adalah : 

 Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD 3,90%; dan  

 Cakupan pengelolaan pasar rakyat 85%. 

c. Program Pembinaan PKL dan asongan. Indikator program ini 

adalah : 

 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 50%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perdagangan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.30  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Perdagangan 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 

cakupan bina 
kelompok 
pedagang/usaha 
informal 

Pembinaan dan 
Penataan PKL 

Cakupan bina 
kelompok 
pedagang/usaha 
informal 

  

Pemberdayaan PKL 

Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen 

cakupan pembinaan 
fasilitasi perdagangan, 
pengendalian bahan 
pokok dan barang 
penting, pengawasan 
barang bersubsidi 
serta pelaksanaan 
promosi 

Fasilitasi, Pembinaan 
dan Pengawasan 
Perdagangan 

Cakupan pembinaan 
fasilitasi 
perdagangan, 
pengendalian bahan 
pokok dan barang 
penting, pengawasan 
barang bersubsidi 
serta pelaksanaan 
promosi 

  

cakupan fasilitasi 
perlindungan 
konsumen 

Promosi dan 
Perlindungan 
Konsumen 

Cakupan fasilitasi 
perlindungan 
konsumen 

  

Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar 

Kontribusi Pendapatan 
Pasar terhadap PAD 

Pengelolaan 
Pendapatan, 
Ketertiban dan 
Kebersihan Pasar 

Kontribusi 
pendapatan pasar 
terhadap PAD 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 

Target IKK Yang 
Perlu Ditingkatkan 

Cakupan Pengelolaan 
Pasar rakyat 

Penataan 
pembangunan dan 
Peningkatan 
Pengelolaan Sarana 
Prasarana Pasar 

Cakupan 
pengelolaan pasar 
rakyat 

  

 

5.2.3.7 Perindustrian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

peningkatan dan pengembangan perindustrian. Indikator program 

ini adalah : 

 Persentase pertumbuhan IKM 0,30%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perindustrian, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.31   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Perindustrian 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 

RKPD Yang Perlu 
Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program peningkatan dan pengembangan perindustrian 

Prosentase 
peningkatan IKM 

Peningkatan dan 
pengembangan 
Industri Logam, Mesin, 

Elektronika dan Aneka 
Industri 

Persentase 
pertumbuhan IKM 

Pertambahan Jumlah 
Industri Kecil dan 
Menengah 

Peningkatan dan 
pengembangan 
industri kimia, agro 
dan hasil hutan 

Persentase Pencapaian 
Sasaran 
Pembangunan Industri 
Termasuk Turunan 
Indikator 
Pembangunan Industri  
dalam RIPIN yang 

ditetapkan Dalam RPIP 

Persentase Jumlah 
Hasil Pemantauan dan 
Pengawasan dengan 
Jumlah IUKI dan IPKI 
yang Lokasinya di 
Daerah Kab  

 

 

5.2.3.8 Transmigrasi 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi. 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi perpindahan dan penempatan 

transmigrasi. Indikator program ini adalah : 

 Persentase calon transmigran yang terfasilitasi 25%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Transmigrasi, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 5.32   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Transmigrasi 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi 

Prosentase calon 
transmigran yang 

terfasilitasi 

Fasilitasi 
perpindahan dan 

penempatan 

transmigrasi 

Persentase calon 
transmigran yang 

terfasilitasi 

Jumlah Satuan 
Pemukiman 

Transmigrasi yang 

difasilitasi 

Pembangunannya 

dan Pembinaannya 

 

5.2.4   Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

5.2.4.1 Administrasi Pemerintahan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Program fasilitasi tata pemerintahan  

Fokus kegiatan pada Fasilitasi Pemerintahan Daerah. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan 

100%; dan  

 Persentase faslitasi kerjasama 100%. 

b. Program penataan peraturan perundang-undangan, 

bantuan hukum dan penegakan HAM 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan. Indikator program ini 

adalah : 

 Persentase penataan terhadap peraturan perundang-

undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda 

88%; dan 

 Persentase peningkatan produk hukum daerah yang 

diinformasikan 96%. 

c. Program peningkatan kesejahteraan rakyat 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan peningkatan 

kesejahteraan sosial. Indikator program ini : 

 Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial 

dan kegiatan keagamaan 100%; dan  

 Persentase fasilitasi penyaluran zakat, infak, sodaqoh 

100%. 

d. Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

dan reformasi birokrasi 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi kelembagaan perangkat 

daerah. Indikator program ini adalah : 

 Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah 

90%;  
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 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 83;  

 Nilai akuntabilitas kinerja 75,00;  

 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten 79; dan  

 Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan 

dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah dan reformasi birokrasi 100%. 

e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala 

daerah/wakil kepala daerah 

Fokus kegiatan pada Penerimaan kunjungan dan 

pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala 

daerah. Indikator program ini adalah : 

 Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah 100%. 

f. Program peningkatan perekonomian daerah 

Fokus kegiatan pada Pengembangan perekonomian 

daerah. Indikator program ini adalah : 

 Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID 81%; 

 Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap 

PAD 6%;  

g. Program Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan 

Fokus kegiatan pada Penyusunan Program Pembangunan 

Daerah. Indikator program ini adalah : 

 Persentase penyusunan program pembangunan daerah 

yang tepat waktu 100%; 

 Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat 

waktu 88%; 

h. Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 

Fokus kegiatan pada Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. Indikator program ini adalah : 

 Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

88%. 

i. Program penyelenggaraan kehumasan 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi kehumasan, publikasi dan 

protokol. Indikator program ini adalah : 

 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan 100%. 

j. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan 

rakyat daerah 

Fokus kegiatan pada Peningkatan kapasitas DPRD. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi 100%. 

k. Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan. Indikator program 

ini adalah : 

 Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 

100%. 
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Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Administrasi Pemerintahan, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.33   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Administrasi Pemerintahan 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program fasilitasi tata pemerintahan ; 

persentase fasilitasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Fasilitasi 
Pemerintahan Daerah 

    

persentase fasilitasi 
kerjasama 

Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah dan 
Kerjasama 

    

Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM; 

Persentase penataan 
terhadap peraturan 
perundang-undangan 
dan penyelesaian 
penanganan kasus 
pemda 

Fasilitasi penyusunan 
rancangan peraturan 
perundang-undangan 

    

Persentase 
peningkatan produk 
hukum daerah yang 
diinformasikan 

Pengkajian dan 
publikasi peraturan 
perundang-undangan 

    

Program peningkatan kesejahteraan rakyat; 

persentase fasilitasi 

peningkatan 
kesejahteraan sosial 
dan kegiatan 
keagamaan 

Fasilitasi dan 

peningkatan 
kesejahteraan sosial 

    

persentase fasilitasi 
penyaluran dan 
pemanfaatan zakat, 
infak, sodaqoh 

Fasilitasi kegiatan 
keagamaan 

    

Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi; 

Persentase efektifitas 
kelembagaan 
perangkat daerah 

Fasilitasi kelembagaan 
perangkat daerah 

Persentase efektifitas 
kelembagaan 
perangkat daerah 

  

nilai akuntabilitas 
kinerja 

Penyelenggaraan 
Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
dan Reformasi 
Birokrasi 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

  

indeks reformasi 
birokrasi 

Nilai akuntabilitas 
kinerja 

  

indeks kepuasan 
masyarakat 

Fasilitasi 
Ketatalaksanaan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah 

Persentase kelancaran 
pelayanan kedinasan 
kepala daerah/ wakil 
kepala daerah 

Penerimaan 
kunjungan dan 
pelaksanaan 
koordinasi kepala 

daerah/wakil kepala 
daerah   

  

Fasilitasi komunikasi 
dan informasi 
pimpinan daerah 
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Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 

Target IKK Yang 
Perlu Ditingkatkan 

Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan 

Persentase 
pelaksanaan 
rekomendasi TPID 

Pengembangan 
perekonomian daerah 

  

  

Persentase kenaikan 
kontribusi laba BUMD 
terhadap PAD 

Pembinaan BUMD dan 
BLUD 

Persentase kenaikan 
kontribusi laba 
BUMD terhadap PAD 

  

Prosentase 
penyusunan program 
pembangunan daerah 
yang tepat waktu 

Penyusunan Program 
Pembangunan Daerah 

  

  

Persentase realisasi 
kegiatan 

pembangunan tepat 
waktu 

Pengendalian, Evaluasi 
dan Pelaporan 

Program 
Pembangunan Daerah 

Persentase realisasi 
kegiatan 

pembangunan yang 
tepat waktu 

  

Program pengelolaan pengadaan barang/jasa 

Persentase 
pelaksanaan 
pengadaan barang dan 
jasa 

Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan 
Barang/Jasa    

  

Pengelolaan 
Pengadaan 
Barang/Jasa   

  

Pengelolaan Layanan 

Pengadaan 
Barang/Jasa Secara 
Elektronik   

  

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 

Persentase agenda 
kerja DPRD yang 
terealisasi  

Fasilitasi 
penyelenggaraan rapat 
DPRD 

    

Peningkatan kapasitas 
DPRD 

    

Fasilitasi pengkajian 

perundang-undangan 
dan penyusunan 
produk hukum 

    

Program Penyelenggaraan Kehumasan 

persentase kegiatan 

DPRD yang 
dipublikasikan 

Fasilitasi kehumasan, 

publikasi dan protokol 

    

 

5.2.4.2 Pengawasan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Indikator program 

ini adalah : 

 Persentase perangkat daerah yang bersih dari 

penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material 

100%; 

 Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi 

dan pencegahan KPK 90%; 

 Persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti 100%; 

 Persentase aduan masyarakat yang telah selesai 

ditindaklanjuti 100%; 
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 Nilai rata-rata maturitas SPIP Perangkat Daerah 3,3; 

 Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai 

ditindaklanjuti 100%; 

 Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM 

20,6%; dan  

 Persentase realisasi progres PMPRB90%. 

b. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan 

prosedur pengawasan. Indikator program ini adalah : 

 Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi 

dan pencegahan KPK. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Pengawasan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

 
Tabel 5.34   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Pengawasan 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH; dan 

persentase perangkat 
daerah yang bersih 
dari penyimpangan 
pengelolaan dan aset 
yang bersifat material 

Pelaksanaan 
pengawasan internal, 
penanganan kasus 
dan evaluasi 
  
  
  
  
  
  
  

Persentase perangkat 
daerah yang bersih 
dari penyimpangan 
pengelolaan 
keuangan dan aset 
yang bersifat 
material 

  

persentase tindak 
lanjut rekomendasi 
koordinasi supervisi 
dan pencegahan KPK 

Persentase tindak 
lanjut rekomendasi 
koordinasi supervisi 
dan pencegahan KPK 

  

persentase aduan 
pungli yang selesai 

ditindak lanjuti   

  

persentase aduan 
masyarakat yang telah 
selesai ditindaklanjuti   

  

nilai rata-rata 
maturitas SPIP PD 

Nilai rata-rata 
maturitas SPIP PD 

  

persentase laporan 
gratifikasi yang telah 
selesai ditindaklanjuti 

    

persentase perangkat 
daerah yang 
berpredikat 
WBK/WBBM 

Persentase perangkat 
daerah yang 
berpredikat 
WBK/WBBM 

  

persentase realisasi 
progres PMPRB 

Persentase realisasi 
progress PMPRB 

  

 

 

5.2.4.3 Perencanaan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Program perencanaan pembangunan daerah. Indikator program 

ini adalah : 
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 Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 

100%; 

 Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 100%; 

dan  

 Persentase keterisian data/informasi 55%. 

b. Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya. 

Indikator program ini adalah : 

 Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya 100%. 

c. Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan  sumber 

daya alam. Indikator program ini adalah : 

 Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan  sumber daya 

alam 100%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada urusan 

Perencanaan, difokuskan pada indikator capaian program dan 

kegiatan sebagai berikut : 
 

Tabel 5.35   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Perencanaan 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program perencanaan pembangunan daerah; 

Persentase konsistensi 
program RPJMD ke 
dalam RKPD 

Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan  

    

Persentase konsistensi 
program RKPD ke 
dalam APBD 

Penyusunan Evaluasi 
Pembangunan 

    

Persentase keterisian 
data/informasi 

Penyusunan Data dan 
Informasi 

Pembangunan 

Persentase keterisian 
data/informasi 

  

Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya; dan 

cakupan fasilitasi 
perencanaan, 
pengendalian dan 
evaluasi kinerja 
bidang pemerintahan 
dan sosial budaya 

Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Pemerintahan 

    

Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan Sosial 
Budaya 

    

Program perencanaan  prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam. 

Cakupan fasilitasi 
perencanaan, 
pengendalian dan 
evaluasi kinerja 
bidang prasarana 
wilayah, ekonomi dan 
sumber daya alam 

Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Prasarana Wilayah 

    

Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan 
ekonomi  

    

Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan SDA & 
LH 
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5.2.4.4 Keuangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Program peningkatan pendapatan daerah 

Fokus kegiatan pada Optimalisasi, monitoring dan 

evaluasi pendapatan daerah. Indikator program ini adalah: 

 Persentase realisasi PAD 100%. 

b. Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan penyusunan anggaran 

daerah seluruh bidang. Indikator program ini adalah : 

 Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

100%. 

c. Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi penatausahaan keuangan 

dan akuntansi daerah seluruh bidang. Indikator program 

ini adalah : 

 Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 100%. 

d. Program pengelolaan perbendaharaan daerah 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi pelaporan dan administrasi 

perbendaharaan daerah. Indikator program ini adalah : 

 Capaian realisasi pembayaran belanja OPD 95%. 

e. Program pengelolaan aset daerah 

Fokus kegiatan pada Peningkatan manajemen aset/barang 

daerah. Indikator program ini adalah : 

 Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total 

aset yang dimiliki Pemerintah Daerah 90%. 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada 

urusan Keuangan, difokuskan pada indikator capaian 

program dan kegiatan sebagai berikut : 

 
Tabel 5.36   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Keuangan 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program peningkatan pendapatan daerah 

persentase realisasi 
PAD 

Optimalisasi, 
monitoring dan 

evaluasi pendapatan 
daerah 

    

Pendataan, 
pendaftaran dan 
pemeliharaan data 
pajak daerah 

    

Fasilitasi penagihan 
dan penanganan 
keberatan pajak 
daerah 

    



V-34 
 

Indikator Capaian 

Program 
Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 

Target IKK Yang 
Perlu Ditingkatkan 

Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah 

persentase klasifikasi 
dan kode rekening 
belanja yang sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Fasilitasi dan 
penyusunan anggaran 
daerah bidang 
Pemerintahan dan 
Sosial Budaya 

    

Fasilitasi dan 
penyusunan anggaran 
daerah bidang 
Prasarana Wilayah, 
Ekonomi dan Sumber 

Daya Alam   

  

Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah 

rasio tahapan 
penyusunan LKPD 
sesuai ketentuan 
peraturan perundang-
undangan 

Fasilitasi 
penatausahaan 
keuangan dan 
akuntansi daerah 
bidang pemerintahan 
dan sosial budaya 

    

Fasilitasi 
penatausahaan 
keuangan dan 
akuntansi daerah 
bidang Prasarana 
Wilayah, Ekonomi dan 
Sumber Daya Alam 

    

Program pengelolaan perbendaharaan daerah 

capaian realisasi 
pembayaran belanja 
PD 

Fasilitasi pelaporan 
dan administrasi 
perbendaharaan 
daerah 

Capaian realisasi 
pembayaran belanja 
PD 

  

Penyusunan dan 
sosialisasi petunjuk 
pengelolaan APBD 

    

Program pengelolaan aset daerah 

persentase jumlah 
koreksi audit BPK 
terhadap total aset 

yang dimiliki 
Pemerintah Daerah  

Perencanaan dan 
Analisis Kebutuhan 
Aset Daerah 

    

Peningkatan 
manajemen 
aset/barang daerah 

    

Pemanfaatan dan 
pemindahtanganan 

barang milik daerah 

    

 

5.2.4.5 Kepegawaian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Program penyelenggaraan administrasi aparatur. Indikator 

program ini adalah : 

 Persentase layanan administrasi kepegawaian yang 

sesuai standar 100%. 

b. Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur. 

Indikator program ini adalah : 

 Persentase perangkat daerah yang berhasil 

melaksanakan kode etik/aturan perilaku95%; 
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 Persentase perangkat daerah yang taat terhadap 

laporan kepegawaian 100%; dan  

 Persentase sistem informasi kepegawaian yang 

terintegrasi dengan SIMPEG75%. 

 

Tabel 5.37  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program penyelenggaraan administrasi aparatur 

Persentase pelayanan 
administrasi 
kepegawaian yang 
sesuai standar 

Penyelenggaraan 
pemindahan, 
pemberhentian dan 
pensiun aparatur 

    

Penataan sistem 
administrasi kenaikan 
pangkat 

    

Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur 

Persentase perangkat 
daerah yang berhasil 
melaksanakan kode 
etik/aturan perilaku 

Penyelenggaraan 
pembinaan disiplin 
aparatur 

    

Persentase perangkat 
daerah yang taat 
terhadap pelaporan 

kepegawaian 

    

Persentase sistem 
informasi kepegawaian 
yang terintegrasi 
dengan simpeg 

Pembangunan/penge
mbangan sistem 
informasi dan 
dokumentasi 
kepegawaian 

Persentase sistem 
informasi 
kepegawaian yang 
terintegrasi dengan 
SIMPEG 

  

 

 

5.2.4.6 Pendidikan dan Pelatihan 

 

a. Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan 

aparatur. Indikator program ini adalah : 

 Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang 

memenuhi standar kompetensi42%; dan  

 Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan 

pelatihan 20 JP pertahun 1,6%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada 

urusan Administrasi Pemerintahan, difokuskan pada 

indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 5.38   

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 
Pada Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

 

Indikator Capaian 
Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  
Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 
Target IKK Yang 

Perlu Ditingkatkan 

Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur 

Persentase pejabat 
eselon II, III, IV, JFU, 
JFT yang memenuhi 
standar kompetensi 

Pengembangan 
aparatur 

Persentase pejabat 
eselon II, III, IV JFU, 
JFT yang memenuhi 
standar kompetensi 

  

Persentase ASN yang 
memenuhi pendidikan 
dan pelatihan 20 JP 
per tahun 

Peningkatan Kapasitas 
Sumberdaya Aparatur 

    

 

 

5.2.4.7 Penelitian dan Pengembangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah 

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Indikator 

program ini adalah : 

 Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian 

daerah 86%. 

 

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada 

urusan Penelitian dan Pengembangan, difokuskan pada 

indikator capaian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.39  

Sinkronisasi Target Indikator RKPD dan Indikator Kinerja Kunci 

Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan 

 

Indikator Capaian 

Program 

Fokus Kegiatan Keterkaitan dengan  

Target Indikator 
RKPD Yang Perlu 

Ditingkatkan 

Keterkaitan dengan 

Target IKK Yang 
Perlu Ditingkatkan 

Program penelitian dan pengembangan daerah 

Capaian fasilitasi 
bidang pengembangan 
dan penelitian daerah 

Pengembangan dan 
inovasi 

Capaian fasilitasi 
bidang 
pengembangan dan 
penelitian daerah 

  

 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, 

direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat 

Daerah yaitu Program pelayanan administrasi umum. Fokus kegiatan pada 

Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan, Peningkatan kapasitas 

sumber daya dan sarana prasarana aparatur dan Peningkatan sistem 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja. Indikator program ini 

adalah : 

 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83%. 
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BAB VI 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

 

 

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, 

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja 

suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah 

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan 

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan, khususnya dalam 

memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, daya saing dan pelayanan 

umum. Keberhasilan ditunjukkan dari pencapaian target indikator 

pembangunan daerah sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada 

akhir tahun perencanaan dapat dicapai. 

Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator 

keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021. 

Keberhasilan indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh 

masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

 

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2021 

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah 

tahun 2021, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama 

daerah tahun 2021 sebagai berikut : 

 

Tabel 6.1  

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 

 

No Indikator Kinerja Utama Satuan  Target 

1 Indeks Pembangunan Manusia Angka 75,89 

2 Harapan lama sekolah Tahun 14,44 

3 Rata-rata lama sekolah Tahun 8,70 

4 Persentase akses dan mutu 

pendidikan 

% 87,54 

5 Angka Harapan Hidup Angka 76,51 

6 Angka Kematian Ibu  Angka 59,27 

7 Angka Kematian Bayi Angka 7,3 

8 Kemampuan konsumsi rumah 

tangga per kapita (ribu 

Rp/org/thn) 

ribu 

Rp/org/thn 

11.130,49 

9 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 79 

10 Nilai akuntabilitas kinerja Angka 75,00 

11 Akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah (Opini BPK) 

 WTP 
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No Indikator Kinerja Utama Satuan  Target 

12 Indeks Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) 

Angka 2,56 

13 Indeks Kepuasan Masyarakat  Angka 83 

14 Angka kriminalitas Angka 0,014 

15 Indeks rasa aman Angka 0,53 

16 Indeks Toleransi % 100 

17 Pertumbuhan Ekonomi % 3,00 - 3,10 

 Pertumbuhan Ekonomi tanpa 

industri pengolahan tembakau 

% 5,60 

18 PDRB Per Kapita (juta rupiah) Rp juta 134 

19 Angka kemiskinan % 6,21 – 6,50 

20 Angka pengangguran % 3,15 - 3,50 

21 Nilai investasi (dalam triliun Rp) Rp. trilyun 8,34 

22 Persentase infrastruktur dalam 

kondisi mantap 

% 81,72 

23 Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup 

% 65,34 

 

Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Bappeda (data diolah) 

 

6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus sebagaimana 

tertuang pada tabel berikut. 

 

Tabel 6.2  

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

Kabupaten Kudus Tahun 2021 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

              

 

ASPEK 

KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT      

   

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Angka 75,89 

 

   
Harapan lama 
sekolah 

Tahun 14,44 
 

   
Rata - rata lama 

sekolah 
Tahun 8,7 

 

   

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan 

% 87,54 

 

   
Angka Harapan 

Hidup 

Tahun 76,51 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

   
Pertumbuhan PDRB % 3,00 - 

3,10  

   

Pertumbuhan 

ekonomi (tanpa 

industri pengolahan 
tembakau) (%) 

% 5,6 

 

   
PDRB per kapita 

(juta rupiah) 

Rp. juta 134 
 

   

Angka kemiskinan % 6,21 – 

6,50  

   

Angka 

pengangguran 
% 3,15 - 

3,50  

       

 

ASPEK 

PELAYANAN 

UMUM   

 

  

A URUSAN WAJIB 

PELAYANAN 

DASAR 

         

1 PENDIDIKAN   APM SD/MI/Paket A % 99,83 Dinas 

Dikpora 

   APM 

SMP/MTs/Paket B 

% 97,97  

   Angka Partisipasi 

Sekolah Usia 7-12 

tahun 

% 103,19  

   Angka Partisipasi 

Sekolah Usia 13-15 

tahun 

% 102,27  

    Program Wajib 

Belajar 

Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun  

APK SD/MI % 101,80   

      APK SMP/MTs % 114,75   

      Persentase sekolah 

terakreditasi A 

% 73,96   

      Persentase sarpras 

pendidikan dasar 

dalam kondisi baik 

% 94,77   

      Persentase pendidik 

pendidikan dasar 

yang bersertifikasi 

pendidik 

% 68,06   

   Persentase pendidik 

dan tenaga 

kependidikan non 

PNS pendidikan 

dasar yang 

memenuhi 

kompetensi 

% 91,06  

    Program 

Pendidikan Non 

Formal 

 

APK PAUD % 89,78   
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

      APK Pendidikan 

Kesetaraan 

% 1,40   

     Persentase sarpras 

pendidikan non 

formal dalam 

kondisi baik 

% 92,05   

   Persentase pendidik 

pendidikan non 

formal  yang 

bersertifikasi 

pendidik 

% 37,04  

   Persentase pendidik 

dan tenaga 

kependidikan non 

PNS pendidikan non 

formal yang 

memenuhi 

kompetensi pendidik 

% 88,45  

             

2 KESEHATAN   Angka Kematian Ibu Angka 59,27 Dinas 

Kesehatan, 

RSUD 

   Angka Kematian 

Bayi  

Angka 7,3  

   Prevalensi stunting 
(pendek dan sangat 

pendek) pada anak 

dibawah dua tahun 

% 18,87 
 

 

    Program 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Cakupan pelayanan 

kesehatan 

masyarakat 

% 100   

    Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Cakupan pelayanan 

pengendalian 

penyakit 

% 100   

    Program 

Pelayanan dan 

Sumber Daya 

Kesehatan 

Cakupan pelayanan 

dan sumber daya 

kesehatan 

% 91,3   

     Cakupan pelayanan 

BLUD Puskesmas 

% 100   

    Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

Cakupan 

ketersediaan alat-

alat kesehatan 

% 86,83   

    Program 

pengadaan, 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana rumah 

sakit/rumah 

sakit jiwa/ 

 

Cakupan 

ketersediaan alat-

alat 

kesehatanpelayanan 

kesehatan rujukan 

% 100   
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

rumah sakit 

paru-paru/ 

rumah sakit mata 

             

3 PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

       Dinas 

PUPR 

    Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

kebinamargaan 

Presentase alat - 

alat berat dalam 

kondisi baik 

% 86   

    Program 

Pengembangan 

dan Pengelolaan 

Jaringan Irigasi, 

Rawa dan 

Jaringan 

Pengairan 

Lainnya 

Presentase luas 

irigasi kabupaten 

dalam kondisi baik 

% 83   

    Program 

Pembangunan/ 

Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan 

Jalan dan 

Jembatan 

Persentase panjang 

jalan kabupaten 

dalam kondisi 

mantap 

% 90,03   

      Persentase jumlah 

jembatan kabupaten 

dalam kondisi 

mantap 

% 89,84   

    Program 

Pengembangan 

Infrastruktur di 

Wilayah Strategis 

dan Cepat 

Tumbuh 

Persentase  drainase 

dalam kondisi baik/ 

pembuangan aliran 

air tidak tersumbat  

% 64,00   

      Persentase 

penduduk berakses 

air minum  

% 98   

      Persentase rumah 

tinggal bersanitasi  

% 100   

    Program 

Perencanaan dan 

Pemanfaatan dan 

Pengendalian 

Ruang 

Persentase ketaatan 

rencana tata ruang 

% 100   

              

4 PERUMAHAN 

RAKYAT DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

  Persentase kawasan 

lingkungan 
permukiman yang 

layak 

 

% 99,03 Dinas 

PKPLH 
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

    Program 

Pengembangan 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

cakupan 

ketersediaan rumah 

layak huni 

% 98,11   

      persentase 

lingkungan 

permukiman kumuh 

% 0,05   

              

5 KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN 

UMUM DAN 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

        Kantor 

Kesbang-

pol, Satpol 

PP 

 

 

    Program 

pembinaan 

kesatuan bangsa 

dan politik 

 

Persentase potensi 

konflik sosial yang 

tertangani 

% 100   

      persentase tingkat 

partisipasi pemilih 

dalam pemilu 

% -   

      persentase potensi 

gangguan keamanan 

dari kelompok 

radikal yang 

tertangani 

% 100   

   persentase potensi 

konflik SARA yang 

tertangani 

% 100  

    Program 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang 

Trantibum 

cakupan penegakan 

perda dan perkada 

% 80   

    Program 

Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum 

dan Ketentraman 

Masyarakat 

persentase 

penurunan 

gangguan tibum 

tranmas 

% 70   

    Program 

Perlindungan 

Masyarakat dan 

Penanggulangan 

Bahaya 

Kebakaran 

Rasio linmas per 

jumlah RT 

Org/RT 1,34   

      Cakupan pelayanan 

bencana kebakaran 

kabupaten/kota 

% 84   
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

      Tingkat Waktu 

Tanggap (response 

time rate) 

Menit 8   

      persentase aparatur 

pemadam 

kebakaran yang 

memenuhi standar 

kualifikasi 

% 100   

              

6 SOSIAL   Rasio PMKS 

 

 % 7,67 
 

Dinas Sos 

P3AP2KB, 

BPBD 

    Program 

Pelayanan 

Rehabilitasi 

Sosial, Bantuan 

Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

Persentase PMKS 

yang mendapat 

pelayanan 

kebutuhan dasar 

% 42   

   persentase 

penyandang 

disabilitas, anak 

terlantar, lanjut usia 

terlantar, pengemis 

dan gelandangan 

yang mendapat 

jaminan sosial 

% 5,6  

    Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Sosial dan 

Keluarga Miskin 

 

persentase PSKS 

yang aktif 

menangani PMKS 

sesuai standar 

% 65   

   persentase keluarga 

miskin yang 

memperoleh 

pelayanan dasar 

sosial 

% 72  

    

 

 

 

Program 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Cakupan pelayanan 

penanggulangan 

bencana 

% 100   

              

B URUSAN WAJIB 

BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR 

          

1 TENAGA KERJA         Dinas 

Nakerinkop

UKM 

    Program 

perluasan 

kesempatan 

persentase pencari 

kerja yang sudah 

bekerja 

% 46   
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

kerja, 

penempatan, 

pelatihan dan 

produktivitas 

tenaga kerja 

    Program 

pembinaan, 

perlindungan 

hubungan 

industrial dan 

perselisihan 

ketenagakerjaan 

persentase kasus 

yang terselesaikan 

% 100   

              

2 PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN 

ANAK 

  Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

 

Angka 63 

  

Dinas Sos 

P3AP2KB 

   Tingkat partisipasi 

angkatan kerja 
perempuan dalam 

bekerja 

% 71,71  

   Persentase pekerja 

perempuan 

% 60,61  

    Program 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Cakupan 

perempuan dan 

anak korban 

kekerasan yang 

terselesaikan 

penanganannya 

pada unit pelayanan 

terpadu 

% 100   

              

3 PANGAN         Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

    Program 

peningkatan 

ketahanan 

pangan 

persentase 

ketersediaan pangan 

utama 

% 100   

   persentase 

keamanan pangan 

% 88  

  

 

 

 persentase 

penanganan daerah 

rawan pangan 

% 90  

              

4 PERTANAHAN         Dinas 

PUPR 

    Program 

Penataan 

Penguasaan, 

pemilikan, 

Penggunaan dan 

Pemanfaatan 

Persentase luas 

tanah bersertifikat 

% 71,54   
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NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

Tanah dan 

Penyelesaian 

Konflik 

Pertanahan 

              

5 LINGKUNGAN 

HIDUP 

        Dinas 

PKPLH 

    Program 

pengendalian dan 

konservasi LH 

Indeks kualitas air % 48,42   

      Indeks kualitas 

Udara 

% 91,49   

      Indeks tutupan 

lahan 

% 58,42   

    Program 

Pembinaan, 

Pengawasan dan 

Pengembangan 

Kapasitas LH 

Cakupan 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap usaha 

dan/ atau kegaitan 

yang memiliki izin 

lingkungan dan izin 

perlindungan dan 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

% 34   

    Program 

pengembangan 

kinerja 

pengelolaan 

persampahan 

dan pengelolaan 

ruang terbuka 

hijau (RTH) 

Persentase 

penanganan 

sampah 

% 74   

      Proporsi ruang 

terbuka hijau (RTH) 

% 8,17   

              

6 ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 

SIPIL 

        Dinas 

Dukcapil 

    Program 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Cakupan 

kepemilikan Kartu 

Tanda Penduduk 

(KTP) 

% 100   

    Program 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

cakupan 

kepemilikan akta 

kelahiran usia 0-18 

tahun 

% 100   

    Program 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Capaian pengelolaan 

database 

kependudukan 

% 100   



VI-10 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

dan Pemanfaatan 

Data 

              

7 PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 

DESA 

        Dinas PMD 

    Program 

peningkatan 

pemberdayaan  

masyarakat  

persentase 

peningkatan 

kelembagaan dan 

perekonomian 

masyarakat desa 

% 20   

   persentase 

peningkatan 

kawasan perdesaan 

% 50  

    Program fasilitasi 

pemerintahan 

desa 

persentase desa 

yang bermasalah 

% 30   

              

8 PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KB 

        Dinas Sos 

P3AP2KB 

    Program Keluarga 

Berencana 

Cakupan peserta KB 

aktif 

% 70,00   

      persentase peserta 

KB MKJP 

 % 14,00   

              

9 PERHUBUNGAN         Dishub 

    Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Pengelolaan Lalu 

Lintas dan 

Angkutan Jalan 

kecepatan rata-rata 

kendaraan bermotor 

di jalan perkotaan 

Km/jam 37   

    

 

 

 

 

 

Program 

Peningkatan 

Keselamatan dan 

Sarana Prasarana 

LLAJ 

persentase 

penyediaan fasilitas 

perlengkapan jalan 

pada daerah rawan 

kecelakaan 

% 86   

              

10 KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

        Dinas 

Kominfo 

    Program 

pengelolaan 

komunikasi dan 

informasi publik 

Cakupan informasi 

yang dipublikasikan 

melalui berbagai 

media 

% 100   

    Program 

pengembangan 

teknologi dan 

sistem informasi 

Kebijakan internal 

SPBE 

 2,59   

      Tata kelola SPBE  2,29   

   Layanan SPBE  2,7  



VI-11 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

11 KOPERASI DAN 

UKM 

        Dinas 

Nakerinkop

UKM 

    Program 

peningkatan dan 

pengembangan 

koperasi, usaha 

kecil dan 

menengah 

Persentase koperasi 

aktif 

% 88,50   

      Persentase 

perkembangan 

Usaha mikro, kecil 

dan Menengah 

% 5,25   

              

12 PENANAMAN 

MODAL 

        DPMPTSP 

    Program 

perencanaan dan 

pengembangan 

iklim penanaman 

modal 

persentase 

peningkatan jumlah 

investor 

% 6   

    Program 

pengendalian 

pelaksanaan 

penanaman 

modal 

realisasi investasi 

yang terlaporkan 

Rp. 3,171 T   

    Program 

Pelayanan 

Perizinan 

Pembangunan 

dan Lingkungan 

persentase 

pelayanan perizinan 

pembangunan dan 

lingkungan yang 

sesuai standar 

pelayanan 

% 50   

    Program 

Pelayanan 

Perizinan 

Perekonomian 

dan Jasa Usaha 

persentase  

pelayanan perizinan 

perekonomian dan 

jasa usaha yang 

sesuai standar 

pelayanan 

% 79   

13 KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA 

        Dinas 

Dikpora 

    Program 

Kepemudaan  

Persentase 

organisasi pemuda 

yang aktif 

% 95,95   

    Program 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Sarana Prasarana 

Olahraga  

cakupan pembinaan 

olahraga 

% 92,00   

              

14 STATISTIK         Dinas 

Kominfo 



VI-12 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

    Program 

pengembangan 

data/informasi/ 

statistik daerah 

Cakupan pelayanan 

data statistik 

sektoral 

% 100   

              

15 PERSANDIAN         Dinas 

Kominfo 

    Program 

pengelolaan 

persandian 

Persentase 

perangkat daerah 

yang 

mengimplementasik

an pengamanan 

informasi dan 

persandian 

% 15   

              

16 KEBUDAYAAN         Dinas 

Budpar 

    Program 

pengembangan 

dan pengelolaan 

kekayaan budaya 

dan cagar budaya 

persentase 

kelompok seni / 

budaya yang 

diaktualisasikan 

% 59   

   persentase cagar 

budaya yang 

dikelola secara 

terpadu 

% 18  

              

17 PERPUSTAKAAN         Dinas 

Kearsipan 

dan 

Perpusta-

kaan 

    Program 

Peningkatan 

Pelayanan  dan 

sistem 

administrasi 

perpustakaan 

persentase 

pengunjung 

perpustakaan per 

tahun 

% 8,0   

   Persentase 

ketersediaan bahan 

pustaka 

% 72,65  

       

18 KEARSIPAN         Dinas 

Kearsipan 

dan 

Perpusta-

kaan 

    Program 

Peningkatan 

Pelayanan  dan 

sistem  

 

persentase 

perangkat daerah 

yang melaksanakan 

jadwal retensi arsip 

% 16,67   



VI-13 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

administrasi 

kearsipan 

          

C URUSAN PILIHAN           

1 KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

        Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

    Program 

pembinaan dan 

pengembangan 

budidaya 

perikanan 

Persentase 

peningkatan 

produksi perikanan 

% 98   

              

2 PARIWISATA         Dinas 

Budpar 

    Program 

peningkatan dan 

pengembangan 

pariwisata 

persentase 

peningkatan sarpras 

pariwisata yang 

memadai 

% 6   

      persentase kenaikan 

PAD sektor 

pariwisata 

% 12   

   Persentase 

peningkatan 

promosi pariwisata 

% 13  

              

3 PERTANIAN         Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

    Program 

Peningkatan 

Produksi dan 

Sarana Prasarana 

Pertanian/ 

Perkebunan  

persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 

perkebunan 

% 97,03   

    Program 

Peningkatan 

Produksi dan 

Sarana Prasarana 

Peternakan 

persentase 

peningkatan 

produksi 

peternakan 

% 90,7   

              

4 KEHUTANAN         Dinas 

PKPLH 

    Program 

pengelolaan 

taman hutan 

raya 

Persentase tutupan 

lahan 

% 0,32   

              

5 ENERGI DAN 

SUMBER DAYA 

MINERAL 

        DPMPTSP 



VI-14 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

    Program 

pelayanan 

perizinan 

pemanfaatan 

energi dan 

sumber daya 

mineral 

cakupan fasilitasi 

perizinan 

pemanfaatan energi 

dan sumber daya 

mineral 

% 100   

              

6 PERDAGANGAN         Dinas 

Perda-

gangan 

  Program 

Pembinaan 

pedagang kaki 

lima dan asongan 

cakupan bina 

kelompok 

pedagang/usaha 

informal 

% 50  

 

 

 

    Program 

Fasilitasi 

Perdagangan, 

Promosi dan 

Perlindungan 

Konsumen 

cakupan pembinaan 

fasilitasi 

perdagangan, 

pengendalian bahan 

pokok dan barang 

penting, 

pengawasan barang 

bersubsidi serta 

pelaksanaan 

promosi 

% 90   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      cakupan fasilitasi 

perlindungan 

konsumen 

% 85   

    Program 

Peningkatan dan 

Pengelolaan 

Pasar 

Kontribusi 

pendapatan pasar 

terhadap PAD 

% 3,90   

   Cakupan 

Pengelolaan pasar 

rakyat 

% 85  

              

7 PERINDUSTRIAN         Dinas 

Nakerinkop

UKM 

    Program 

peningkatan dan 

pengembangan 

perindustrian 

persentase 

pertumbuhan IKM 

% 0,30   

              

8 TRANSMIGRASI         Dinas 

Nakerinkop

UKM 

    Program fasilitasi 

dan 

pengembangan 

wilayah  

 

persentase calon 

transmigran yang 

terfasilitasi 

% 25   



VI-15 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

penempatan 

transmigrasi 

              

D FUNGSI 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

          

1 ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

        Setda, Set 

DPRD 

    Program fasilitasi 

tata 

pemerintahan 

persentase fasilitasi 

penyelenggaraanpe

merintahan 

% 100   

 

 

   Persentase faslitasi 

kerjasama 

% 100  

 

    Program 

penataan 

peraturan 

perundang-

undangan, 

bantuan hukum 

dan penegakan 

HAM 

Persentase penataan 

terhadap peraturan 

perundang-

undangan dan 

penyelesaian 

penanganan kasus 

pemda 

% 88   

 

 

 

 

 

 

 

   Persentase 

peningkatan produk 

hukum daerah yang 

diinformasikan 

% 96  

 

 

 

    Program 

peningkatan 

kesejahteraan 

rakyat 

Persentase fasilitasi 

peningkatan 

kesejahteraan sosial 

dan kegiatan 

keagamaan 

% 100   

   Persentase fasilitasi 

penyaluran zakat, 

infak, sodaqoh 

% 100  

    Program 

pembinaan 

kelembagaan, 

ketatalaksanaan 

dan pelayanan 

publik, 

akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah dan 

reformasi 

birokrasi 

Persentase 

efektifitas 

kelembagaan 

perangkat daerah 

% 90   

   Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

% 83  

   nilai akuntabilitas 

kinerja 

% 75,00  

   Indeks Reformasi 

Birokrasi  

% 79  



VI-16 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

   cakupan pembinaan 

kelembagaan, 

ketatalaksanaan 

dan pelayanan 

publik, 

akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah 

dan reformasi 

birokrasi 

% 100  

    Program 

peningkatan 

pelayanan 

kedinasan kepala 

daerah/wakil 

kepala daerah 

Persentase 

kelancaran 

pelayanan 

kedinasan Kepala 

Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

% 100   

    Program 

peningkatan 

perekonomian 

daerah 

Prosentase 

pelaksanaan 

rekomendasi TPID 

% 81   

      Prosentase kenaikan 

kontribusi laba 

BUMD terhadap 
PAD 

% 6   

    Program Program 

Pengelolaan 

Administrasi 

Pembangunan 

Prosentase 

penyusunan 

program 

pembangunan 

daerah yang tepat 
waktu 

 

% 100   

      Prosentase realisasi 

kegiatan 

pembangunan yang 

tepat waktu 

% 88   

    Program 

Pengelolaan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

persentase fasilitasi 

proses pengadaan 

barang/jasa sesuai 

standar pelayanan 

 

% 100   

    Program 

peningkatan 

kapasitas 

lembaga 

perwakilan 

rakyat daerah 

 

Persentase agenda 

kerja DPRD yang 

terealisasi 

% 100   

    Program 

penyelenggaraan 

kehumasan 

 

persentase kegiatan 

DPRD yang 

dipublikasikan 

% 100   

    Program fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

 

% 100   



VI-17 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

2 PENGAWASAN         Inspekto-

rat 

    Program 

peningkatan 

sistem 

pengawasan 

internal dan 

pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan KDH 

persentase 

perangkat daerah 

yang bersih dari 

penyimpangan 

pengelolaan dan 

aset yang bersifat 

material 

% 100   

      persentase tindak 

lanjut rekomendasi 

koordinasi supervisi 

dan pencegahan 

KPK 

% 90   

      persentase aduan 

pungli yang selesai 

ditindak lanjuti 

% 100   

      persentase aduan 

masyarakat yang 

telah selesai 

ditindaklanjuti 

% 100   

   Nilai rata-rata 

maturitas SPIP 

Perangkat Daerah 

 3,3  

   persentase laporan 

gratifikasi yang 

telah selesai 

ditindaklanjuti 

% 100  

   persentase 

perangkat daerah 

yang berpredikat 

WBK/WBBM 

% 20,6  

   persentase realisasi 

progres PMPRB 

% 90  

              

3 PERENCANAAN         Bappeda 

    Program 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Persentase 

konsistensi program 

RPJMD ke dalam 

RKPD 

% 100   

 

 

 
 

      Persentase 

konsistensi program 

RKPD ke dalam 

APBD 

% 100   

 

 

 
 

      Persentase 

keterisian 

data/informasi 

% 55   

 

 
 

    Program 

perencanaan 

Pemerintahan 

Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian dan 

% 100   



VI-18 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

dan sosial 

budaya 

evaluasi kinerja 

bidang 

pemerintahan dan 

sosial budaya 

    Program 

perencanaan 

prasarana 

wilayah, Ekonomi 

dan  sumber 

daya alam 

Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian dan 

evaluasi kinerja 

bidang prasarana 

wilayah, ekonomi 

dan  sumber daya 

alam 

% 100   

              

4 KEUANGAN         BPPKAD 

    Program 

peningkatan 

pendapatan 

daerah 

persentase realisasi 

target PAD 

% 100   

    Program fasilitasi 

dan penyusunan 

anggaran daerah 

persentase 

klasifikasi dan kode 

rekening belanja 

yang sesuai 

ketentuan peraturan 

perundang-

undangan 

% 100   

    Program 

penatausahaan 

keuangan dan 

akuntansi daerah 

rasio tahapan 

penyusunan LKPD 

sesuai ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 

% 100   

    Program 

pengelolaan 

perbendaharaan 

daerah 

capaian realisasi 

pembayaran belanja 

OPD 

% 95   

    Program 

pengelolaan aset 

daerah 

persentase jumlah 

koreksi audit BPK 

terhadap total aset 

yang dimiliki 

Pemerintah Daerah 

dengan tertib 

% 90   

              

5 KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 

        BKPP 

    Program 

penyelenggaraan 

administrasi 

aparatur 

persentase layanan 

administrasi 

kepegawaian yang 

sesuai standar 

% 100   

    Program 

pembinaan 

pegawai dan 

persentasi 

perangkat daerah 

yang berhasil 

% 95   



VI-19 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

dokumentasi 

aparatur 

melaksanakan kode 

etik/aturan perilaku 

      persentase 

perangkat daerah 

yang taat terhadap 

laporan 

kepegawaian 

% 100   

   persentase sistem 

informasi 

kepegawaian yang 

terintegrasi dengan 

SIMPEG 

% 75  

    Program 

pengembangan, 

pendidikan dan 

pelatihan 

aparatur 

persentase pejabat 

eselon II, III, IV JFU, 

JFT yang memenuhi 

standar kompetensi 

% 42   

   persentase ASN 

yang memenuhi 

pendidikan dan 

pelatihan 20 JP 

pertahun 

% 1,6  

              

6 PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

        Bappeda 

    Program 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah 

capaian fasilitasi 

bidang 

pengembangan dan 

penelitian daerah 

% 86   

             

E NON URUSAN          

    Program 

pelayanan 

administrasi 

umum 

indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah 

% 83 Semua PD 

             

 ASPEK DAYA 

SAING DAERAH 

     

   Kemampuan 

konsumsi rumah 
tangga per kapita  

Rp. ribu 

/org/th 

11.130, 

49 

 

 

 

   Indeks Reformasi 

Birokrasi 

Angka 79  

 

   Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 
(SPBE) 

Angka 2,56  

 

 

 

   Angka kriminalitas Angka 0,014  

 

   Indeks rasa aman Angka 0,53  

 

   Indeks Toleransi % 100  
 



VI-20 
 

NO 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

OPD 

PELAK-

SANA 

   Nilai investasi Rp. 

trilyun 

8,34 T  

 
 

   Persentase 

infrastruktur dalam 

kondisi mantap 

% 81,72  

 
 

 

   Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

Angka 65,34  

 





 

LAMPIRAN I 



Lampiran I
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS

TINGKAT : RKPD
OPD : 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 PENDIDIKAN 41.410.831.000 276.786.969.000
1.01.07 Program pelayanan

administrasi umum
2.755.170.000 2.749.186.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
1.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi
dan pelaporan capaian
kinerja

Kabupaten Kudus 255.000.000 APBD; 251.339.000

Jumlah sekolah yang berhasil sinkron dapodik 475,00 Skl 0,00
Jumlah dokumen pelaporan (LKPJ, LKJip, LPPD), Profil Pendidikan, SPM 5,00 Dok 0,00
Jumlah dokumen evaluasi ( evaluasi renja) 4,00 Dok 0,00
Jumlah dokumen perencanaan OPD (Renstra, Renja, Renja Perubahan, bahan
RKPD, bahan RKPD Perubahan, bahan KUA-PPAS, bahan KUA-PPAS Perubahan,
IKU, RKT, PK, PK Perubahan, Renc Aksi)

12,00 Dok 0,00

sekolah yang berhasil sinkron dapodik Kabupaten Kudus
RT./RW.

424 Skl - APBD Usulan OPD

dokumen pelaporan (LKPJ, LKJip, LPPD), Profil Pendidikan, SPM Kabupaten Kudus
RT./RW.

5 Dok - APBD Usulan OPD

dokumen evaluasi ( evaluasi renja) Kabupaten Kudus
RT./RW.

4 Dok - APBD Usulan OPD

dokumen perencanaan OPD (Renja, Renja Perubahan, bahan RKPD, bahan
RKPD Perubahan, bahan KUA-PPAS, bahan KUA-PPAS Perubahan, IKU, RKT,
PK, PK Perubahan, Renc Aksi)

Kabupaten Kudus
RT./RW.

11 Dok - APBD Usulan OPD

1.01.07.02 Pelayanan
administrasi dan
pelaporan keuangan

Kabupaten Kudus 292.800.000 APBD; 327.948.000

Jumlah pengelola keuangan (PA, KPA, PPK, Bend. pengeluaran, pembuat daftar
gaji, Bendahara pengeluaran pembantu, Pemb Bend Peng BTL, Pemb Bend Peng
BL, bend pengeluaran pembantu BTL, pengurus barang)

79,00 Org 0,00

Jumlah dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, LKPD, laporan keuangan
bulanan

17,00 Dok 0,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Thn - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten Kudus

RT./RW.
1 Thn - APBD Usulan OPD

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Thn - APBD Usulan OPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Thn - APBD Usulan OPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Thn - APBD Usulan OPD

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Thn - APBD Usulan OPD

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Thn - APBD Usulan OPD

Jumlah pengelola keuangan (PA, KPA, PPK, Bend. pengeluaran, pembuat daftar
gaji, Bendahara pengeluaran pembantu, Pemb Bend Peng BTL, Pemb Bend Peng
BL, bend pengeluaran pembantu BTL, pengurus barang)

Kabupaten Kudus
RT./RW.

88 Org - APBD Usulan OPD

Jumlah dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, LKPD, laporan keuangan
bulanan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

20 Dok - APBD Usulan OPD

1.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan
sarana prasarana
aparatur

Kabupaten Kudus 2.207.370.000 APBD; 2.169.899.000

Jumlah PHD/ K2/ Outsorcing/ Staf Pendukung Laporan/ Tenaga Kebersihan/
Tenaga Keamanan

45,00 Org 0,00

Jumlah Pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor 1,00 Pkt 0,00
Jumlah gedung (dikpora/PBG/UPT Pendidikan kecamatan yang terehabilitasi /
terbangun

5,00 Unit 0,00

Jumlah fasilitasi peningkatan kompetensi ASN 1,00 Kgt 0,00
Jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat, SPIP, Laporan Aset, dan
kepegawaian

4,00 Dok 0,00

Jumlah sekolah yang kegiatan rutinnya dibantu pembiayaanya oleh Dikpora,
sekolah yang sewa tanahnya dibayarkan APBD5

5,00 Skl 0,00

Jumlah fasilitasi pembiayaan rutin kantor (pada Dikpora, PBG, UPT Pendidikan
Kecamatan : terbayarkannya tagihan listrik, telepon, internet dan air;
terbayarkannya tagihan surat kabar/majalah; tersedianya alat tulis kantor;
tersedianya makan minum pegawai,

12,00 Bln 0,00

Pengadaan Papan Nama Identitas Disdikpora Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Pkt - APBD Usulan OPD

Terfasilitasinya lembur pegawai Dikpora Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terpenuhinya jasa asuransi barang milik negara/gedung Dikpora, PBG, Kantor
Koordinator kecamatan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Terpenuhinya peralatan rumah tangga perkantoran Dikpora, PBG, Kantor
Koordinator kecamatan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Penyediaan komponen instalasi listrik Dikpora, PBG, Kantor Koordinator
kecamatan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Terbayarkan pajak kendaraan dinas Dikpora roda 4 dan roda 2 Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Terpeliharannya perawatan, pembelian suku cadang, bbm, pelumas kendaraan
roda empat 6 unit dan kendaraan roda 2

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan Dikpora, PBG, Kantor Koordinator
kecamatan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor Dikpora, PBG, Kantor
Koordinator kecamatan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Terpenuhinya jasa surat menyurat Dikpora, PBG, Kantor Koordinator kecamatan Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi (kegiatan senam dan eorobik dinas
dikpora)

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu Dikpora, PBG, Kantor
Koordinator kecamatan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

tersedianya alat tulis kantor Dikpora, PBG, Kantor Koordinator kecamatan Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

terbayarkannya surat kabar/majalah Dikpora, PBG, Kantor Koordinator
kecamatan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Pengadaan AC Disdikpora Kabupaten Kudus
RT./RW.

6 Unit - APBD Usulan OPD

Rehabilitasi tempat parkir Disdikpora Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Pkt - APBD Usulan OPD

Terbayarnya Honor PHD/ K2/ Outsorcing/ Staf Pendukung Laporan/ Tenaga
Kebersihan/ Tenaga Keamanan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Terfasilitasinya survey kepuasan masyarakat, SPIP, Laporan Aset, dan
kepegawaian

Kabupaten Kudus
RT./RW.

4 Dok - APBD Usulan OPD

Fasilitasi sekolah yang kegiatan rutinnya dibantu pembiayaanya oleh Dikpora,
sekolah yang sewa tanahnya dibayarkan APBD

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dikpora, PBG, Kantor
Koordinator kecamatan

Kabupaten Kudus
RT./RW.

12 Bln - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01.16 Program Wajib

Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

30.012.061.000 238.462.638.000

APK SD/MI 101.8 %
APK SMP/MTs 114.75 %
Persentase sekolah terakreditasi A 73.96 %
Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik 94.77 %
Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik 68.06 %
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan
dasar yang memenuhi kompetensi

91.06 %

1.01.16.103 Fasilitasi dan
Peningkatan Kualitas
Pendidikan Dasar

Kabupaten Kudus 805.000.000 APBD; 2.457.600.000

Nilai rata-rata UN SMP 65,00 Nilai 0,00
Nilai rata-rata USBN SD 63,00 Nilai 0,00
Jumlah sekolah terakreditasi A 125,00 Skl 0,00
Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, jumlah sekolah yang
menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan, jumlah sekolah yang
terfasilitasi beasiswa kurang mampu, jumlah sekolah yang terfasilitasi lomba
FLS2N, LCSPN, OSN, Lomba dokter kecil, LSS, l

472,00 Skl 0,00

Jumlah sekolah yang dimerger 2,00 Skl 0,00
Jumlah SMP yang terfasilitasi PPDB Online 27,00 Skl 0,00
Jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender pendidikan dasar 2,00 Dok 0,00
Terfasilitasinya pengembangan sekolah (regrouping/merger SMP tersedianya
jasa penghargaan/beasiswa bagi siswa SMP yang berprestasi )

Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Pkt 30.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Kalender Pendidikan Dikdas Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Kgt 10.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi beasiswa Kurang Mampu Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Kgt 10.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Akreditasi sekolah SD Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Kgt 5.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Akreditasi sekolah SMP Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Kgt 5.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi PPDB On Line SMP Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Kgt 25.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi sekolah ramah anak SMP Kabupaten Kudus

RT./RW.
1 Kgt 25.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi sekolah ramah anak SD Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Kgt 25.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Lomba Kelembagaan SD TTingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional al :
LSS, lomba Perpustakaan, Lomba sekolah Adiwiyata

Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Pkt 7.500.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Lomba Kelembagaan SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional al :
LSS, lomba Perpustakaan, Lomba sekolah Adiwiyata

Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Pkt 7.500.000 APBD Usulan OPD

Terfasilitasinya ujian sekolah /AKM SMP al . pengadaan ijazah SMP, sosialisasi
penyelenggaraan ujian sekolah/AKM di SMP, perakitan soal ujian/AKM SMP,
penggandaan dan pendistribusian soal ujian sekolah/AKM di SMP, pelatihan
penyusunan ulangan semester SMP

Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Pkt 30.000.000 APBD Usulan OPD

Terfasilitasinya pembinaan siswa dan seleksi / lomba-lomba siswa SMP al :
fls2n, OSN, dan LCSPN-SMP tingkat kabupaten/Provinsi/Nasional

Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Kegiatan PAI/MAPSI SMP Tingkat Kabupaten Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Kgt 50.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Kegiatan PAI/MAPSI SD Tingkat Kabupaten Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Kgt 100.000.000 APBD Usulan OPD

Terfasilitasinya pengembangan sekolah (regrouping/merger SD, tersedianya
jasa penghargaan/beasiswa bagi siswa SD yang berprestasi)

Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Pkt 60.000.000 APBD Usulan OPD

Terfasilitasinya pembinaan siswa dan seleksi / lomba-lomba siswa SD al : fls2n,
OSN, Dokter kecil, LSS, Pesta Siaga dan LCSPN-SD tingkat kabupaten

Kabupaten Kudus
RT./RW.

1 Pkt 135.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Kegiatan PAI /MAPSI SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus
RT./RW.

9 Kec 60.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Kegiatan OSN SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus
RT./RW.

9 Kec 60.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Kegiatan FLS2N SD Ingkat Kecamatan Kabupaten Kudus
RT./RW.

9 Kec 60.000.000 APBD Usulan OPD

1.01.16.107 BOS APBD Kabupaten Kudus 20.516.256.000 APBD; 33.151.038.000
Jumlah sekolah penerima BOS APBD Kabupaten 472,00 Skl 0,00
Tercapainya bantuan operasional sekolah Kabupaten Kudus 1 Thn 20.516.256.000 APBD Usulan OPD

1.01.16.108 Pengadaan,
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendidikan Dasar

Kabupaten Kudus 200.000.000 APBD; 82.198.000.000

Jumlah pengadaan mebelair dan alat peraga 60,00 Pkt 0,00
Jumlah sekolah yang dibangun pagar, jamban, lapangan upacara, lapangan
olahraga

73,00 Skl 0,00



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah ruang kelas, laboratorium, ruang guru, UKS, perpustakaan, mushola,
ruang serbaguna, tempat parkir yang dibangun dan direhabilitasi

117,00 Ruang 0,00

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 3 Wergu Wetan SD 3 Wergu wetan
RT./RW.

1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan OPD

1.01.16.111 Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dasar

Kabupaten Kudus 8.490.805.000 APBD; 50.656.000.000

Jumlah guru tersertifikasi 3370,00 Org 0,00
Jumlah guru SD, SMP, dan pengawas berprestasi, calon kepala sekolah yang
diseleksi, nilai angka kredit, mengikuti pelatihan

3835,00 Org 0,00

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non pns di SD dan SMP yang
mendapat tunjangan 1 juta per bulan

2715,00 Org 0,00

Jumlah jurnal profesionalisme pendidik 14,00 Dok 0,00
Jumlah pendidik non PNS di SD dan SMP yang mendapat tunjangan Kabupaten Kudus

RT./RW.
1416 Org 7.575.747.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Pendidik dan Tenagan Kependidikan berprestasi Kabupaten Kudus 125 Org 150.000.000 APBD Usulan OPD
Jumlah calon kepala sekolah yang terseleksi SD Kabupaten Kudus 5 Org 10.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kabupaten Kudus 100 Buku 12.500.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi guru tersertifikasi Kabupaten Kudus 1 Thn 5.058.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Penilaian angka kredit Kabupaten Kudus 5283 Org 90.000.000 APBD Usulan OPD
Jumlah calon kepala sekolah mengikuti diklat SD dan SMP Kabupaten Kudus 70 Org 595.000.000 APBD Usulan OPD
Jumlah calon pengawas sekolah yang terseleksi SD Kabupaten Kudus 5 Org 10.000.000 APBD Usulan OPD
Jumlah calon pengawas sekolah yang mengikuti diklat SD Kabupaten Kudus 5 Org 42.500.000 APBD Usulan OPD

1.01.18 Program Pendidikan
Non Formal

8.643.600.000 35.575.145.000

APK PAUD 89.78 %
APK Pendidikan Kesetaraan 1.4 %
Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik 92.05 %
Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik 37.04 %
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non
formal yang memenuhi kompetensi pendidik

88.45 %

1.01.18.33 Fasilitasi dan
Peningkatan Kualitas
Pendidikan Anak Usia
Dini

Kabupaten Kudus 285.000.000 APBD; 1.989.950.000



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
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Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan festival gebyar PAUD dan lomba -
lomba, peserta yang mengikuti kegiatan Bunda PAUD

800,00 Org 0,00

Jumlah PAUD yang menerapkan kurikulum 2013, PAUD HI, jumlah PAUD
terakreditasi, PAUD yang mengikuti lomba gugus

350,00
Lembaga

0,00

Jumlah PAUD yang mendapatkan BOP, Jumlah PAUD yang mendapatkan
bantuan sarana dan prasarana, Jumlah PAUD yang terrehabilitasi, Jumlah PAUD
yang terfasilitasi pengembangan PAUD, Jumlah PAUD terfasilitasi SPM
Pendidikan Anak Usia Dini

440,00
Lembaga

0,00

Jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender PAUD 1,00 Dok 0,00
Fasilitasi supervisi dan Monitoring satuan PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 5.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Pemenuhan SPM PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 30.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Peningkatan PKG (Kabupaten ) Kabupaten Kudus 1 Kgt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi BOP PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Lomba Gugus PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 75.000.000 APBD Usulan OPD
Festival Gebyar PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 75.000.000 APBD Usulan OPD

1.01.18.36 Fasilitasi dan
Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Masyarakat

Kabupaten Kudus 190.000.000 APBD; 2.689.717.000

Jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender Pendidikan Masyarakat 1,00 Dok 0,00
Jumlah penyelenggara kejar paket, lembaga peserta peringatan HAI 22,00 Lembaga 0,00
Jumlah lembaga PNF yang terakreditasi 50,00 Org 0,00
Jumlah lembaga pendidikan kesetaraan yang melaksanakan USBN, UNBK,
terfasilitasi pengembangan Pendidikan Masyarakat, dan terfasilitasi SPM
Pendidikan Kesetaraan

25,00 Lembaga 0,00

Jumlah lembaga PNF yang terakreditasi 8,00 Lembaga 0,00
Jumlah warga buta aksara yang mengikuti pembelajaran, orang yang mengikuti
pendidikan kecakapan hidup

160,00 Org 0,00

Fasilitasi Ujian Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kudus 1 Kgt 15.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Pelatihan implementasi Kurikulum Pendidikan Kesetaraan dan Kursus Kabupaten Kudus 1 Kgt 60.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Pameran Produk Pendidikan Non Formal Kabupaten Kudus 1 Kgt 15.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi pelatihan peningkatan kecakapan kerja bagi peserta didik paket C Kabupaten Kudus 1 Kgt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi pelatihan peningkatan kecakapan kerja Kabupaten Kudus 1 Kgt 50.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
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Ket.
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Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
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Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01.18.38 Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non
Formal

Kabupaten Kudus 8.168.600.000 APBD; 30.895.478.000

Jumlah pendidik PAUD yang tersertifikasi 410,00 Org 0,00
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non pns di PAUD yang mendapat
tunjangan 1 juta per bulan

1830,00 Org 0,00

Jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi, pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD yang berprestasi

270,00 Org 0,00

Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang mengisi dapodik 500,00
Lembaga

0,00

Fasilitasi Pemilihan Guru PAUD Prestasi dan Kepala sekolah PAUD prestasi Kabupaten Kudus 772 Org 25.000.000 APBD Usulan OPD
fasilitasi pemilihan kepala sekolah dan pengawas yang terseleksi dan mengikuti
diklat

Kabupaten Kudus 2 Org 25.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Pelatihan kompetensi guru paud lanjutan Kabupaten Kudus 200 Org 150.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Dapodik PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 25.000.000 APBD Usulan OPD
Pemberian Honorarium Peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta Kabupaten Kudus 1535 Org 7.943.600.000 APBD Usulan OPD

2.13 KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA

1.500.000.000 3.493.997.000

2.13.22 Program
Kepemudaan

400.000.000 854.993.000

persentase organisasi pemuda yang aktif 95.95 %
Persentase kegiatan kepemudaan 40 %

2.13.22.01 Peningkatan kualitas
sumber daya
kepemudaan

Kabupaten Kudus 300.000.000 APBD; 602.964.000

Jumlah pemuda yang mengikuti pemuda pelopor keamanan lingkungan, jumlah
pemuda yang mengikuti pelatihan ketrampilan, jumlah pemuda yang mengikuti
kegiatan imtaq, jumlah pemuda yang terseleksi lomba, jumlah pemuda yang
memiliki kompetensi paskibraka, jumla

385,00 Org 0,00

Fasilitasi Operasi Pelajar Kabupaten Kudus 1 Kgt 15.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Seleksi di Kalangan Pemuda ( Seleksi PPAP, PPAN, BPAP/KPN,
Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Indonesia (JPI) ), Lomba KIR Tingkat
Kabupaten dan Provinsi

Kabupaten Kudus 120 Org 15.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Paskibraka Kabupaten Kudus 300 Org 270.000.000 APBD Usulan OPD
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Target
Capaian
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Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.13.22.03 Pembinaan

kelembagaan dan
peningkatan peran
serta kepemudaan

Kabupaten Kudus 100.000.000 APBD; 252.029.000

Dokumen pendataan organisasi pemuda 1,00 Dok 0,00
Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina, jumlah organisasi yang mengikuti
kegiatan hari sumpah pemuda

30,00 Orgn 0,00

Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kudus 42 Orgn 39.500.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Hari Sumpah Pemuda Kabupaten Kudus 1 Kgt 23.000.000 APBD Usulan OPD
Terfasilitasinya pendataan potensi kepemudaan (al :pendataan jumlah kegiatan
kepemudaan, jumlah organisasi pemuda )

Kabupaten Kudus 24 Orgn 22.500.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi Organisasi Kepemudan Kabupaten Kudus 1 Kgt 15.000.000 APBD Usulan OPD
2.13.23 Program

Peningkatan
Kualitas dan Sarana
Prasarana Olahraga

1.100.000.000 2.639.004.000

cakupan pembinaan olahraga 92 %
2.13.23.01 Pengembangan dan

pemberdayaan
olahraga

Kabupaten Kudus 400.000.000 APBD; 636.144.000

Jumlah tim gerak jalan hut ri, tim gerak jalan 28 km 422,00 Kelpk 0,00
Jumlah peserta popda kabupaten, oosn kabupaten, Kejurda, pekan seni,
pembinaan olahraga

14530,00 Org 0,00

Jumlah peserta Popda, KOSN/OOSN, POSPEDA dan Sepak Bola gala Siswa SMP
(GSI). Kejurda, Fasilitasi pembinaan keolahragaan

Kabupaten Kudus 14530 Org 400.000.000 APBD Usulan OPD

2.13.23.02 Peningkatan prestasi
dan pengelolaan
sarana prasarana
olahraga

Kabupaten Kudus 700.000.000 APBD; 2.002.860.000

Jumlah peserta festival olahraga tradisional 240,00 Org 0,00
Jumlah dokumen pendataan olahraga 1,00 Dok 0,00
Jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1,00 Kgt 0,00
Terpeliharanya sarpras olahraga, tenaga kebersihan kolam renang, gor, stadion
dan area sport center serta peralatan

Kabupaten Kudus 1 Pkt 700.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 42.910.831.000 280.280.966.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.02.01 : DINAS KESEHATAN

Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02 KESEHATAN 122.330.595.000 139.334.818.000
1.02.07 Program pelayanan

administrasi umum
6.123.095.000 5.718.306.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat
daerah

83

1.02.07.01 Peningkatan sistem
perencanaan, evaluasi
dan pelaporan capaian
kinerja

Dinas Kesehatan Kab.
Kudus

231.500.000 APBD; 300.000.000

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja

18,00 Dok 19,00

Penyusunan dokumen renja, evaluasi renja, evaluasi
kinerja RPJMD/ Renstra, RKPD, LKPJ, LKjIP, LPPD, Sakip,
RTP

Ds.Nganguk 9 Dok - APBD Usulan OPD

Penyusunan perencanaan program/ kegiatan Ds.Nganguk 2 Kali - APBD Usulan OPD
Penyusunan pedoman dan koordinasi perencanaan tingkat
puskesmas

Ds.Nganguk 19 Pusk - APBD Usulan OPD

Rakor DKK, UPT Puskesmas dan Labkesda Ds.Nganguk 12 Kali - APBD Usulan OPD
Rapat kerja bidang kesehatan (Rakerkesda) Kabupaten Ds.Nganguk 200 Org - APBD Usulan OPD
Supervisi terpadu Kab. Kudus 20 Lok - APBD Usulan OPD
Rapat kerja/ koordinasi perencanaan dan pelaporan
bidang kesehatan tingkat provinsi dan nasional/ pusat

Ds.Nganguk 12 Kali - APBD Usulan OPD

1.02.07.02 Pelayanan administrasi
dan pelaporan keuangan

Dinas Kesehatan
Kab.Kudus

251.500.000 APBD; 2.763.698.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan 7,00 Dok 7,00
Penyusunan laporan keuangan dinas kesehatan (bulanan,
semester, dan akhir tahun)

Ds.Nganguk 4 Dok - APBD DKK Kudus Usulan OPD

Penyusunan dokumen RKA, DPA dan DPPA Ds.Nganguk 3 Dok - APBD DKK Kudus Usulan OPD
Honorarium pelaksana kegiatan Ds.Nganguk 18 Org - APBD DKK Kudus Usulan OPD
Bintek penyusunan rencana dan pelaporan keuangan
BLUD Puskesmas

Ds.Nganguk 42 Org - APBD DKK Kudus Usulan OPD

1.02.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Dinas Kesehatan Kab.
Kudus

4.305.095.000 APBD; 1.904.608.000



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya 150,00 Org 150,00
Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian
yang tersusun sesuai standar

6,00 Dok 6,00

Jumlah sarana prasarana aparatur kantor yang
terpelihara

139,00 Unit 139,00

Honorarium pelaksana kegiatan DKK Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Alat tulis kantor dan materai Ds.Nganguk 3261 Bh - APBD Usulan OPD
Alat listrik dan elektronik Ds.Nganguk 215 Bh - APBD Usulan OPD
Alat kebersihan dan bahan pembersih Ds.Nganguk 635 Bh - APBD Usulan OPD
Telepon, air, listrik, internet Ds.Nganguk 12 Bln - APBD Usulan OPD
Langganan majalah Ds.Nganguk 12 Bln - APBD Usulan OPD
Jasa servis peralatan dan perlengkapan Ds.Nganguk 120 Unit - APBD Usulan OPD
Jasa tenaga pelaksana di DKK Ds.Nganguk 31 Org - APBD Usulan OPD
Jasa perawatan kendaraan bermotor Ds.Nganguk 39 Unit - APBD Usulan OPD
Cetak dan penggandaan Ds.Nganguk 35825 Lbr - APBD Usulan OPD
Sewa gedung Puskesmas/ Pustu Kab. Kudus 50 Lok - APBD Usulan OPD
Makanan minuman rapat dan pegawai Ds.Nganguk 4600 Dos - APBD Usulan OPD
Rapat/ koordinasi dan konsultasi Ds.Nganguk 4440 OH - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan gedung DKK Ds.Nganguk 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Survei Kepuasan Pelanggan Ds.Nganguk 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Jasa paket/ pengiriman Ds.Nganguk 20 Kali - APBD Usulan OPD
Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap Ds.Nganguk 22 Org - APBD DKK Kudus Usulan OPD
Premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan di DKK Ds.Nganguk 1 Thn - APBD DKK Kudus Usulan OPD
Rehabilitasi Gedung IFK Ds.Nganguk 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Peralatan kantor (computer notebook core i5 3 unit,
printer multifungsi 13 unit, smart TV LED 55 inch 1 unit)

DKK Kudus 17 Unit - APBD Usulan OPD

Meubelair (almari arsip 8 unit, filling cabinet 13 unit) DKK Kudus 21 Unit - APBD Usulan OPD
1.02.07.04 Peningkatan kapasitas

sumber daya dan sarana
prasarana aparatur
(DBHCHT)

Dinas Kesehatan
Kab.Kudus

1.335.000.000 DBHCHT; 750.000.000

Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya 524,00 Org 150,00
Pelatihan TB DOTS Ds.Nganguk 30 OK - DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelatihan PPGD BTCLS Ds.Nganguk 50 OK - DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pelatihan ACLS Ds.Nganguk 25 OK - DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pelatihan ATLS Ds.Nganguk 5 OK - DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pelatihan pendampingan akreditasi Ds.Nganguk 15 OK - DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pelatihan IVA Test Ds.Nganguk 18 OK - DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pelatihan Pandu PTM Ds.Nganguk 20 OK - DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Rapat/ koordinasi dan operasional penunjang pendidikan/
pelatihan

DKK Kudus 12 Bln - DBHCHT Usulan OPD

Pelatihan peningkatan kapasitas petugas pengelola
limbah B3 di Fasyankes

Ds.Nganguk 50 OK - DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD

Pelatihan/ seminar Dokter DKK Kudus 10 Org - DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan/ seminar Dokter Gigi DKK Kudus 5 Org - DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan/ seminar Perawat DKK Kudus 3 Org - DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan/ seminar Bidan DKK Kudus 3 Org - DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan/ Seminar Tenaga Kesehatan Lainnya DKK Kudus 10 Org - DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan/ seminar umum DKK Kudus 10 Org - DBHCHT Usulan OPD

1.02.36 Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat

4.831.850.000 5.554.909.000

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100 %
1.02.36.01 Peningkatan Kesehatan

Keluarga dan Gizi
Kab.Kudus 507.200.000 Pajak Rokok; 360.109.000

Jumlah remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah
Darah (TTD)

22250,00 Siswa 22250,00

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah
Darah (TTD)

16910,00 Bumil 16910,00

Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan
ASI eksklusif

4950,00 Bayi 4950,00

Jumlah balita kurus yang mendapatkan makanan
tambahan

540,00 Balita 535,00

Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan
tambahan

900,00 Bumil 850,00

Jumlah balita mendapatkan pelayanan sesuai standar 77061,00 Balita 77103,00
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan
sesuai standar

15500,00 Bayi 15562,00



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar

16275,00 Ibu
Bersalin

16340,00

Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai
standar

17050,00 Bumil 17118,00

Penyeliaan falititatif ke Puskesmas , Bidan Desa dan RS 9 Kecamatan 9 Kec 25.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Perencanaan, koordinasi, evaluasi dan orientasi pengguna
kesga gizi

DKK Kudus 19 Pusk 232.200.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Pengkajian dan pembelajaran Audit Maternal Perinatal
(AMP)

DKK Kudus 19 Pusk 200.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Evaluasi balita sehat 19 UPT Puskesmas 19 Kec 50.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
1.02.36.04 Peningkatan Kesehatan

Keluarga dan Gizi
(DBHCHT)

Kab.Kudus 1.796.100.000 DBHCHT; 700.000.000

Jumlah remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah
Darah (TTD)

25000,00 Siswa 22250,00

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah
Darah (TTD)

16000,00 Bumil 169910,00

Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan
ASI eksklusif

4500,00 Bayi 4950,00

Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan 450,00 Balita 535,00
Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan
tambahan

900,00 Bumil 850,00

Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai
standar

55500,00 Balita 77103,00

Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan
sesuai standar

15100,00 Bayi 15562,00

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar

15200,00 Ibu
Bersalin

16340,00

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC
sesuai standar

16600,00 Bumil 17118,00

Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi kesga
gizi

Ds.Nganguk 20,00 Kali 121.900.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD

Seminar Hari Gizi Ds.Nganguk 1 Kali 102.800.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Sosialisasi dan edukasi ASI Esklusif, pencegahan
stunting,pemberian Vitamin A

Ds.Nganguk 3 Kgt 48.400.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD

Pengadaan bahan obat (Yodina Test dan Reagen) Ds.Nganguk 45 Dos 3.700.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan PMT (penyndang status sosial, balita KEP,
anak sekolah, lansia kategori C, ibu hamil KEK,
penyuluhan rumah gizi)

Ds.Nganguk 4420 Pkt 642.800.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD

Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan Call Center Ds.Nganguk 12 Bln 545.000.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Rumah Gizi Ds.Tanjungkarang 12 Bln 55.000.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pengembangan aplikasi SIBULAN Ds.Nganguk 1 Pkt 276.500.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD

1.02.36.05 Peningkatan Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga

Dinas Kesehatan
Kab.Kudus

247.550.000 Pajak Rokok; 740.000.000

Jumlah jamaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani 1200,00 Org 1200,00
Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk
di wilayah kerja puskesmas

55,00 Lok 58,00

Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang
memenuhi syarat kesehatan

790,00 Lok 810,00

Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi
syarat kesehatan

710,00 Lok 715,00

Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

19,00 Pusk 19,00

Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan
kesehatan kerja dasar

19,00 Pusk 19,00

Jumlah desa/ kelurahan ODF 132,00 Desa/Kel 0,00
Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM 132,00 Desa/Kel 57,00
Koordinasi program kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olahraga

Ds.Nganguk 12 Bln 71.750.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Pembinaan kelompok kerja (formal dan informal) 19 UPT Puskesmas 19 Lok 35.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Pengukuran kebugaran bagi ASN/ pekerja Ds.Nganguk 300 Org 25.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Pembinaan GP2SP dan Pos UKK Ds.Nganguk 150 Org 30.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Cetak kartu menuju bugar anak sekolah Ds.Nganguk 10000 Lbr 40.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Koordinasi dan operasional penunjang kegiatan kesling,
kesker dan olahraga

Ds.Nganguk 12 Bln 45.800.000 Pajak Rokok Usulan OPD

1.02.36.08 Peningkatan Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga
(DBHCHT)

Kab.Kudus 166.000.000 DBHCHT; 2.150.800.000

Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM 132,00 Desa/Kel 57,00
Jumlah desa/ kelurahan ODF 132,00 Desa/Kel 0,00



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan
kesehatan kerja dasar

19,00 Pusk 19,00

Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah
kerjanya

19,00 Pusk 19,00

Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi
syarat kesehatan

710,00 Lok 715,00

Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang
memenuhi syarat kesehatan

790,00 Lok 810,00

Jumlah Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk
di wilayah kerja puskesmas

55,00 Lok 58,00

Jumlah jamaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani 1200,00 Org 1200,00
Pengukuran/ tes kebugaran jasmani (single test) anak
sekolah

9 Kecamatan 3800 Anak 87.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pengukuran tes kebugaran jasmani (rockpot) calon
jemaah haji

9 Kecamatan 1350 Org 79.000.000 DBHCHT Usulan OPD

1.02.36.09 Fasilitasi Promosi dan
Pemberdayaan Kesehatan

Dinas Kesehatan
Kab.Kudus

1.000.000.000 Pajak Rokok; 1.254.000.000

Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)

9,00 Kali 10,00

Jumlah desa siaga aktif mandiri 20,00 Desa/Kel 21,00
Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader
kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader

132,00 Desa/Kel 132,00

Jumlah santri yang dilakukan pelayanan kesehatan sesuai
standar

1591,00 Santri 1650,00

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar di sekolah/ madrasah

37459,00 Siswa 41205,00

Desa siaga dan pemberdayaan masyarakat Kab. Kudus 9 Kec 16.600.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Jambore kesehatan Ds.Nganguk 250 Org 43.250.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Gerakan masyarakat hidup sehat Kab. Kudus 0000,00 12.250.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Renval dan orientasi SBH Ds.Nganguk 200 Org 46.600.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Upaya promosi kesehatan Kab. Kudus 9 Kec 365.125.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Peningkatan PHBS Kab. Kudus 9 Kec 124.500.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Pengiriman peserta Kursus Kepramukaan Mahir Dasar
(KMD)

Kab. Kudus 50 Org 200.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Pengadaan UKS Kit Ds.Nganguk 200 Pkt 100.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Survey data kesehatan Kabupaten Kudus Kab. Kudus 1 Pkt 75.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Kegiatan PKM dan lainnya Kab. Kudus 19 Pusk 16.675.000 Pajak Rokok Usulan OPD

1.02.36.12 Fasilitasi Promosi dan
Pemberdayaan Kesehatan
(DBHCHT)

Dinas Kesehatan
Kab.Kudus

1.115.000.000 DBHCHT; 350.000.000

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar di sekolah/madrasah

37459,00 Siswa 41205,00

Jumlah santri yang dilakukan pelayanan kesehatan sesuai
standar

1591,00 Santri 1650,00

Jumlah desa/kel yang dilakukan pembinaan kader
kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader

132,00 Desa/Kel 132,00

Jumlah desa siaga aktif mandiri 20,00 Desa/Kel 21,00
Jumlah publikasi kampanya Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)

9,00 Kali 10,00

Pembuatan media promosi (web kesehatan masyarakat,
spot radio dan blocking time radio)

DKK Kudus 3 Pkt 45.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Sosialisasi AKI/ AKB dan Germas di sekolah/ ponpes 9 Kecamatan 9 Kec 40.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Upaya pemberdayaan masyarakat 132 desa/ kelurahan 132 Desa/Kel 110.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Upaya peningkatan kader kesehatan desa 132 desa/ kelurahan 132 Desa/Kel 920.000.000 DBHCHT Usulan OPD

1.02.37 Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

3.617.993.000 6.008.960.000

Cakupan pelayanan pengendalian penyakit 100 %
1.02.37.01 Peningkatan Imunisasi

dan Surveilans
Wabah/KLB/Bencana

Kab.Kudus 205.450.000 Pajak Rokok; 1.000.000.000

Jumlah penemuan dan penanganan AFP 4,00 Kasus 4,00
Jumlah Kejadian luar Biasa (KLB)/ wabah yang
ditanggulangi <24 jam

2,00 Kejadian 2,00

Jumlah desa/ kelurahan yang terpenuhi cakupan Universal
Child Immunization (UCI)

132,00 Desa/Kel 132,00

Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang mendapatkan
imunisasi dasar lengkap (IDL)

14915,00 Bayi 15105,00

Pengadaan map untuk penyimpanan dokumen jemaah haji DKK Kudus 1500 Bh 22.500.000 Pajak Rokok Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemberangkatan/ pemulangan haji, pengambilan vaksin
serta perlengkapan dan logistik KLB/ penanganan
wabahke Dinkes Provinsi Jateng, koordinasi program ke
Dinkes Provinsi Jateng dan Kemenkes

DKK Kudus 137 OH 41.240.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Koordinasi dan monitoring pelaksanaan indtroduksi
imunisasi baru PVC, BIAS (MR, DT, dan TD), pelacakan
kasus potensial KLB/ wabah/ bencana, surveilans dan haji

19 UPD Puskesmas 19 Pusk 30.950.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Perencanaan dan evaluasi program imunisasi surveilans,
bencana, KLB/ wabah dan haji

DKK Kudus 19 Pusk 37.760.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Sosialisasi introduksi vaksin baru tingkat kecamatan dan
kabupaten

DKK Kudus 9 Kec 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Pemeliharaan dan perawatan AFP DKK Kudus 15 Unit 18.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
1.02.37.04 Peningkatan Imunisasi

dan Surveilans
Wabah/KLB/Bencana
(DBHCHT)

Dinas Kesehatan
Kab.Kudus

207.000.000 DBHCHT; 42.000.000

Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah yang
ditanggulangi kurang dari 24 jam

2,00 Kejadian 2,00

Jumlah desa/ kelurahan yang terpenuhi cakupan Universal
Child Immunization (UCI)

132,00 Desa/Kel 132,00

Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang mendapatkan
Imunisasi Dasar Lengkap

14915,00 Bayi 15105,00

Pengadaan box container plastik sedang/ tanggung Ds.Nganguk 4 Bh 2.000.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pencanangan pelaksanaan imunisasi baru PCV Ds.Nganguk 1 Kali 25.000.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pengadaan vaksin carier Ds.Nganguk 12 Unit 180.000.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD

1.02.37.05 Pelayanan Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular

DKK Kudus 491.523.000 Pajak Rokok; 2.290.000.000

Jumlah sasaran lokasi penanganan dan penanggulangan
DBD

60,00 Lok 60,00

Kasus baru DBD yang mendapatkan penanganan 100,00 % 100,00
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

19082,00 Kasus 19549,00

Jumlah penderita TBC (semua kasus) yang diobati dan
dilaporkan

1931,00 Kasus 2036,00

Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

10430,00 Kasus 10994,00

Pencegahan dan pengendalian DBD (Fogging) Kab. Kudus 60 Lok 114.600.000 Pajak Rokok Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pencegahan dan pengendalian penyakit TB Kab. Kudus 12 Bln 127.925.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS Kab. Kudus 12 Bln 164.180.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional dan koordinasi program penyakit menular Ds.Nganguk 12 Bln 39.818.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Monitoring dan evaluasi program pencegahan dan
pengendalian penyakit menular

Ds.Nganguk 19 Pusk 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD

1.02.37.08 Pelayanan Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular
(DBHCHT)

Kab. Kudus 688.760.000 DBHCHT; 0

Kasus baru DBD yang mendapatkan penanganan 100,00 % 100,00
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang
mendapatkan pelayanan kesehatan

19082,00 Kasus 19549,00

Jumlah penderita TBC yang diobati dan dilaporkan 1931,00 Kasus 2036,00
Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

10430,00 Kasus 10994,00

Cetak media promosi P2PM Ds.Nganguk 1520 Eksp 88.500.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Penunjang operasional P2PM Ds.Nganguk 4,00 Unit 31.700.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pencegahan dan pengendalian DBD Ds.Nganguk 3 Pkt 105.600.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis Ds.Nganguk 3 Pkt 146.250.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS Ds.Nganguk 5 Pkt 301.710.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pencegahan dan pengendalian penyakit TB Ds.Nganguk 5 Bh 15.000.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD

1.02.37.09 Pelayanan Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular

Dinas Kesehatan Kab.
Kudus

376.900.000 Pajak Rokok; 485.000.000

Jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ)
berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

2225,00 Org 2254,00

Jumlah penderita DM usia >=15 th yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar

17976,00 Org 18179,00

Jumlah penderita hipertensi (usia >=15th) yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

231693,00 Org 234312,00

Jumlah usia lanjut (>=60th) yang mendapat pelayanan
skrining kesehatan sesuai standar

87919,00 Org 88913,00

Jumlah usia produktif (15-59 th) yang mendapat
pelayanan skrining kesehatan sesuai standar

577866,00 Org 584397,00

Koordinasi dan monitoring program, pembentukan tim
Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat

DKK Kudus 19 Pusk 71.670.000 Pajak Rokok Usulan OPD
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Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
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Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /
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Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sosialisasi Posbindu Institusi 9 Kecamatan 9 Kec 12.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Pengadaan Bahan Habis Pakai Posbindu Institusi DKK Kudus 20 Instansi 128.905.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan
kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Posbidu Institusi

DKK Kudus 20 Instansi 124.700.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Operasional program penyakit tidak menular DKK Kudus 12 Bln 39.625.000 Pajak Rokok Usulan OPD
1.02.37.12 Pelayanan Pencegahan

dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
(DBHCHT)

Dinas Kesehatan
Kab.Kudus

1.648.360.000 DBHCHT; 36.750.000

Jumlah Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

10305,00 Org 2254,00

Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) usia ≥15th yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

17976,00 Org 18179,00

Jumlah penderita hipertensi (usia ≥15th) yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

231693,00 Org 234312,00

Jumlah usia lanjut (≥60th) yang mendapat pelayann
skrining kesehatan sesuai standar

87919,00 Org 88913,00

Jumlah usia produktif (15-59 th) yang mendapat
pelayanan skrining kesehatan (skrining PTM) sesuai
standar

577866,00 Org 584397,00

Pengadaan tensimeter digital DKK Kudus 132 Bh 264.900.000 DBHCHT Usulan OPD
Pengadaan Bahan Habis Pakai Posbindu Desa/ Kelurahan DKK Kudus 1 Pkt 1.000.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan
kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Posbindu
Desa / Kelurahan

DKK Kudus 132 Desa/Kel 383.460.000 DBHCHT Usulan OPD

1.02.38 Program Pelayanan
dan Sumber Daya
Kesehatan

107.757.657.000 122.052.643.000

Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan 91.3 %
1.02.38.01 Pelayanan dan

Pembiayaan Kesehatan
Dinas Kesehatan

Kab.Kudus
15.089.680.000 Pajak Rokok; 5.685.200.000

Jumlah klinik yang terakreditasi 1,00 Klinik 3,00
Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan
kesehatan (UHC)

847565,00 Org 857220,00

Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan kesehatan tim
P3K

750,00 Kgt 750,00

Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya 19,00 Pusk 19,00
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Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
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Kebutuhan Dana /
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Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jaminan kesehatan Kab. Kudus 85000 Org 14.843.080.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Koordinasi/ Workshop JKN, PIS PK, Pendampingan IKS
Lanjutan, Perkesmas

Ds.Nganguk 5 Kgt 97.450.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Pelaksanaan P3K Kab. Kudus 12 Bln 30.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional penunjang kegiatan JKN, PIS PK, IKS
Lanjutan, Perkesmas, akreditasi

Ds.Nganguk 12 Bln 92.150.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Pelaksanaan U Garuda Kab. Kudus 12 Bln 27.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
1.02.38.04 Pelayanan dan

Pembiayaan Kesehatan
(DBHCHT)

Dinas Kesehatan Kab.
Kudus

42.297.204.000 DBHCHT; 47.000.000.000

Jumlah pembangunan Rumah Sakit tipe D 0,00 Unit 1,00
Jumlah klinik yang terakreditasi 1,00 Klinik 3,00
Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan
kesehatan (UHC)

847565,00 Org 857220,00

Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya 19,00 Pusk 19,00
Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan kesehatan tim
P3K

750,00 Kgt 750,00

Rehabilitasi Puskesmas Rendeng Ds.Rendeng 1 Pkt 500.000.000 DBHCHT Pusk Rendeng Usulan OPD
Jaminan kesehatan masyarakat miskin 9 Kecamatan 12 Bln 37.571.964.000 DBHCHT Usulan OPD
Operasional penunjang kegiatan pelayanan dan
pembiayaan kesehatan

DKK Kudus 12 Bln 54.740.000 DBHCHT Usulan OPD

Akreditasi Puskesmas DKK Kudus 19 Pusk 501.600.000 DBHCHT Usulan OPD
Koordinasi kunjungan puskesmas, program gigi, P3K,
faskes, Tim Mutu, PKS Pelayanan Daerah

DKK Kudus 7 Kgt 52.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Penilaian kinerja Puskesmas 19 UPT Puskesmas 19 Pusk 15.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Dokumen Pembinaan Program Perkesmas & Faskes
swasta, pembinaan akreditasi, self assesment, PKS
pelayanan daerah

DKK Kudus 6 Kgt 61.900.000 DBHCHT Usulan OPD

Jasa perawatan dan operasional U Garuda DKK Kudus, 19 UPT
Puskesmas

450 Kali 90.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Jasa perawatan dan operasional P3K DKK Kudus, 19 UPT
Puskesmas

500 Kali 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Renovasi Puskesmas Tanjungrejo Ds.Tanjungrejo 1 Pkt 1.000.000.000 DBHCHT Pusk.
Tanjungrejo

Usulan OPD

Renovasi Puskemas Jati Ds.Tanjungkarang 1 Pkt 2.350.000.000 DBHCHT Pusk Jati Usulan OPD
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.38.05 Pelayanan Kefarmasian,

Perbekalan dan Alat
Kesehatan

Dinas Kesehatan
Kab.Kudus

229.420.000 Pajak Rokok; 820.200.000

Jumlah item obat dan perbekalan yang tersedia sesuai
dengan kebutuhan

162,00 Item 163,00

Jumlah lokasi dilakukan pengendalian dan pemantauan
obat

20,00 Lok 20,00

Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, bahan kimia, BHP,
dan BMHP

5,00 Jenis 5,00

Pertemuan perencanaan dan monev kefarmasian Ds.Nganguk 4 Kali 10.707.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Pengendalian dan pemantauan obat Ds.Nganguk 20 Lok 16.400.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Koordinasi/ konsultasi perencanaan dan pelaporan
kefarmasian

Ds.Nganguk 162 OH 84.025.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Pengelolaan limbah B3 Ds.Nganguk 1 Pkt 71.195.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional penunjang kegiatan kefarmasian Ds.Nganguk 12 Bln 47.093.000 Pajak Rokok Usulan OPD

1.02.38.08 Pelayanan Kefarmasian,
Perbekalan dan Alat
Kesehatan (DBHCHT)

Dinas Kesehatan
Kab.Kudus

1.039.850.000 DBHCHT; 21.200.500.000

Jumlah item obat dan perbekalan yang ada (tersedia)
sesuai dengan kebutuhan

162,00 Item 163,00

Jumlah lokasi dilakukan pengendalian dan pemantauan
obat

20,00 Lok 20,00

Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, bahan kiia, BHP
dan BMHP

5,00 Jenis 5,00

Pengadaan aplikasi obat instalasi farmasi Ds.Nganguk 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Pengadaan kemasan obat, rapid test HBsAg, HIV dll serta
Bahan Medis Habis Pakai Penunjang

Ds.Nganguk 3 Pkt 375.000.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD

Pemeliharaan sarana prasarana IFK Ds.Nganguk 6 Pkt 36.700.000 DBHCHT DKK, IFK Usulan OPD
Pengadaan obat Ds.Nganguk 3 Pkt 516.100.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD
Operasional IFK Ds.Nganguk 12 Bln 12.050.000 DBHCHT DKK Kudus Usulan OPD

1.02.38.09 Pelayanan Perijinan,
Pengelolaan Sumber
Daya Kesehatan dan
Sistem Informasi

Kab. Kudus 891.860.000 Pajak Rokok; 4.920.000.000

Jenis tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan
menjadi nakes teladan

9,00 Jenis 9,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang
memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan

120,00 IRT 120,00

Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
dan Sistem Informasi

2,00 Dok 2,00

Pemeliharaan jaringan komputer, jaringan SIK, jaringan
Sipedu dan sistem aplikasi Dinas Kesehatan

5,00 aplikasi 5,00

Jumlah sertifikat perijinan 2700,00 Lbr 1400,00
Honorarium dan pre asuransi tenaga kesehatan non PNS DKK Kudus 16 Org 422.060.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Buku dan booklet informasi perijinan, profil kesehatan,
SDMK, Renbut, Data Dasar, Laporan Komdat (SPM) dan
SP3

Ds.Nganguk 320 Eksp 32.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Uji kompetensi tenaga kesehatan Ds.Nganguk 2 Kali 50.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Dokumen kegiatan perijinan, pengelolaan SDK dan sistem
informasi

Ds.Nganguk 8 Dok 15.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Pemilihan tenaga kesehatan teladan Ds.Nganguk 7 Jenis 34.800.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Pemeliharaan penyusunan Web dan SIK Ds.Nganguk 2 Pkt 200.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Langganan internet Ds.Nganguk 1 Thn 74.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional penunjang kegiatan SDK, perijinan, seritifiasi
dan MI

Ds.Nganguk 12 Kali 29.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Koordinasi SDK, perijinan, sertifikasi dan MI Ds.Nganguk 12 Kali 35.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
1.02.38.16 Peningkatan Pelayanan

Laboratorium Kesehatan
(DBHCHT)

UPTD Labkes Kudus 2.385.780.000 DBHCHT; 920.000.000

Jumlah kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan ke
Labkesda

6190,00 Org 6809,00

Operasional labkes Ds.Kel. Purwosari 12 Bln 2.385.780.000 DBHCHT Usulan OPD
1.02.38.17 Operasional Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas
19 Puskesmas 955.000.000 Pajak Rokok; 5.500.000.000

Jumlah indikator SPM yang tercapai 100% 12,00 Item 12,00
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wergu
Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan 12 Bln 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD

Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Purwosari Ds.Kel. Purwosari 12 Bln 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rendeng Ds.Rendeng 12 Bln 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jati Ds.Tanjungkarang 12 Bln 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngembal
Kulon

Ds.Ngembal Kulon 12 Bln 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
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Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Undaan Ds.Undaan Lor 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngemplak Ds.Wates 12 Bln 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mejobo Ds.Kesambi 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jepang Ds.Jepang 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jekulo Ds.Klaling 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjungrejo Ds.Tanjungrejo 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dawe Ds.Cendono 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rejosari Ds.Rejosari 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bae BAE 12 Bln 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gribig Ds.Gribig 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gondosari Ds.Gondosari 12 Bln 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu Ds.Mijen 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sidorekso Ds.Sidorekso 12 Bln 55.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dersalam Ds.Dersalam 12 Bln 45.000.000 Pajak Rokok Usulan OPD

1.02.38.19 Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas (DBHCHT)

19 Puskesmas 8.080.000.000 DBHCHT; 1.432.783.000

Jumlah indikator SPM yang tercapai 100% 12,00 Item 12,00
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wergu Wetan Ds.Kel. Wergu Wetan 12 Bln 357.500.000 DBHCHT Pusk Wergu

Wetan
Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Purwosari Ds.Kel. Purwosari 12 Bln 357.500.000 DBHCHT Pusk
Purwosari

Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rendeng Ds.Rendeng 12 Bln 307.500.000 DBHCHT Pusk Rendeng Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jati Ds.Tanjungkarang 12 Bln 307.500.000 DBHCHT Pusk Jati Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ngembal Kulon Ds.Ngembal Kulon 12 Bln 357.500.000 DBHCHT Pusk Ngembal

Kulon
Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Undaan Ds.Undaan Lor 12 Bln 538.500.000 DBHCHT Pusk Undaan Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ngemplak Ds.Ngemplak 12 Bln 457.500.000 DBHCHT Pusk

Ngemplak
Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mejobo Ds.Kesambi 12 Bln 538.500.000 DBHCHT Pusk Mejobo Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jepang Ds.Jepang 12 Bln 357.500.000 DBHCHT Pusk Jepang Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jekulo Ds.Klaling 12 Bln 589.000.000 DBHCHT Pusk Jekulo Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjungrejo Ds.Tanjungrejo 12 Bln 407.500.000 DBHCHT Pusk

Tanjungrejo
Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dawe Ds.Cendono 12 Bln 488.500.000 DBHCHT Pusk Dawe Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rejosari Ds.Rejosari 12 Bln 457.500.000 DBHCHT Pusk Rejosari Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bae Ds.Bae 12 Bln 357.500.000 DBHCHT Pusk Bae Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gribig Ds.Gribig 12 Bln 488.500.000 DBHCHT Pusk Gribig Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gondosari Ds.Gondosari 12 Bln 357.500.000 DBHCHT Pusk

Gondosari
Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kaliwungu Ds.Mijen 12 Bln 589.500.000 DBHCHT Pusk
Kaliwungu

Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sidorekso Ds.Sidorekso 12 Bln 407.500.000 DBHCHT Pusk Sidorekso Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dersalam Ds.Dersalam 12 Bln 357.500.000 DBHCHT Pusk Dersalam Usulan OPD

1.02.38.20 Pelayanan Kesehatan
BLUD

19 Puskesmas 36.788.863.000 APBD; 31.273.960.000

Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas 652364,00 Org 833024,00
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Dersalam Ds.Dersalam 12 Bln 858.760.000 APBD Pusk Dersalam Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sidorekso Ds.Sidorekso 12 Bln 1.947.414.000 APBD Pusk Sidorekso Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaliwungu Ds.Mijen 12 Bln 2.481.180.000 APBD Pusk

Kaliwungu
Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gondosari Ds.Gondosari 12 Bln 2.651.825.000 APBD Pusk
Gondosari

Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gribig Ds.Gribig 12 Bln 3.400.000.000 APBD Pusk Gribig Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bae Ds.Bae 12 Bln 880.229.000 APBD Pusk Bae Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Rejosari Ds.Rejosari 12 Bln 2.600.000.000 APBD Pusk Rejosari Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Dawe Ds.Cendono 12 Bln 3.000.000.000 APBD Pusk Dawe Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tanjungrejo Ds.Tanjungrejo 12 Bln 2.054.375.000 APBD Pusk

Tanjungrejo
Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jekulo Ds.Klaling 12 Bln 3.121.290.000 APBD Pusk Jekulo Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jepang Ds.Jepang 12 Bln 2.542.552.000 APBD Pusk Jepang Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Mejobo Ds.Mejobo 12 Bln 1.928.695.000 APBD Pusk Mejobo Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ngemplak Ds.Ngemplak 12 Bln 850.000.000 APBD Pusk

Ngemplak
Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Undaan Ds.Undaan Lor 12 Bln 2.677.369.000 APBD Pusk Undaan Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ngembal Kulon Ds.Ngembal Kulon 12 Bln 1.300.240.000 APBD Pusk Ngembal

Kulon
Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jati Ds.Tanjungkarang 12 Bln 1.915.725.000 APBD Pusk Jati Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Rendeng Ds.Rendeng 12 Bln 765.785.000 APBD Pusk Rendeng Usulan OPD
Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Purwosari Ds.Kel. Purwosari 12 Bln 821.529.000 APBD Pusk

Purwosari
Usulan OPD

Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wergu Wetan Ds.Kel. Wergu Wetan 12 Bln 991.895.000 APBD Pusk Wergu
Wetan

Usulan OPD

J U M L A H 122.330.595.000 139.334.818.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.02.02 : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LOEKMONO HADI

Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02 KESEHATAN 164.051.743.000 136.642.752.000
1.02.16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat
30.000.000.000 10.322.771.000

Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan 8683 %
1.02.16.20 Peningkatan Derajat Kesehatan

Masyarakat Dengan Penyediaan
Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Akibat Dampak Asap
Rokok (DBHCHT)

RSUD dr.
Loekmono Hadi

30.000.000.000 DBHCHT; 10.322.771.000

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan 1,00 Pkt 0,00
1.02.33 Program Pelayanan Kesehatan

BLUD
134.051.743.000 126.319.981.000

Cakupan pelayanan kesehatan BLUD 100 %
1.02.33.01 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr.

Loekmono Hadi
134.051.743.000 APBD; 126.319.981.000

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang dilayani tenaga medis
sesuai SPM

112459,00 Pasien 112555,00

Jumlah kunjungan pasien rawat inap yang dilayani tenaga medis
sesuai SPM

24583,00 Pasien 24604,00

Jumlah asuhan keperawatan pasien rawat jalan yang dilayani oleh
perawat sesuai SPM

112459,00 Pasien 112560,00

Jumlah asuhan keperawatan pasien rawat inap yang dilayani oleh
perawat sesuai SPM

24583,00 Pasien 24604,00

Ketersediaan alat kesehatan di RS 62,00 Unit 62,00
Ketersediaan bahan non medis di RS 7,00 Pkt 7,00
Akuntabilitas Kinerja Sesuai Standart 54,00 Dok 54,00
Jumlah Verifikasi dan Laporan Keuangan 4980,00 Dok 4984,00
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Pendapatan 134051,00 Rp. 126319,00 Rp.
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai stadart 220,00 Org 222,00
Informasi, Promosi dan Publikasi RS 1,00 Kgt 1,00
Ketersediaan pembangunan gedung, pemeliharaan alat kesehatan,
gedung dan bangunan serta pengadaan jaringan RS

604669,00 Unit 604481,00

J U M L A H 164.051.743.000 136.642.752.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG
85.056.916.000 133.030.726.960

1.03.07 Program pelayanan administrasi umum 1.565.800.000 2.324.401.000
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja
perangkat daerah

83

1.03.07.01 Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi
dan pelaporan capaian kinerja

Kab. Kudus 10.000.000 APBD; 9.660.900

Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan 29,00 Dok 29,00
Dokumen Renstra,Renja,RKPD,LKPJ,LAKIP/LKJIP,
DAN LPPD

Kab.Kudus 6 Dok - APBD Usulan OPD

1.03.07.02 Pelayanan administrasi dan pelaporan
keuangan

Kab. Kudus 554.140.000 APBD; 663.270.600

Waktu Pelayanan administrasi dan pelaporan
keuangan

29,00 Dok 29,00

Honorarium PNS Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Honorarium Non PNS Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Uang Lembur Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Cetak dan Penggandaan Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Bahan Pakai Habis Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Perjalanan Dinas Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Makanan dan Minuman Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Kantor Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Premi Asuransi Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD

1.03.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan
sarana prasarana aparatur

Kab. Kudus 1.001.660.000 APBD; 1.651.469.500

Jumlah bulan pelayanan sarpras aparatur 12,00 Bln 12,00
Honorarium PNS Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan Kab.Kudus 10 Bln - APBD Usulan OPD



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Premi Asuransi Kab.Kudus 10 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa KIR Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja servise kendaraan Kab.Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Rehabilitasi kantor Dinas PUPR Ds.Rendeng 1 Pkt - APBD Dinas PUPR Usulan OPD
Rehabilitasi Aula UPT Pengairan Wilayah I Ds.Rendeng 1 Pkt - APBD Dinas PUPR Usulan OPD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (AC) Dinas PUPR 5 Unit - APBD Usulan OPD
Pengadaan mebeler UPT Pengairan Wilayah I Dinas PUPR 35 Unit - APBD Usulan OPD
Rehabilitasi atap gedung kantor UPT Pengairan
Wilayah II

Ds.Rendeng 1 Pkt - APBD Dinas PUPR Usulan OPD

1.03.23 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan

3.438.737.000 3.579.656.500

Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik 86 %
1.03.23.04 Pengadaan alat-alat berat Kab.Kudus 2.600.000.000 APBD; 3.000.000.000

Terlaksananya Pengadaan alat berat 1,00 Unit 0,00
Pengadaan excavator long Arm Kab.Kudus 1 Pkt 2.600.000.000 APBD Usulan OPD

1.03.23.14 Operasional Pengelolaan UPT dan
Peningkatan Sarana dan prasarana
Kebinamargaan

Kab. Kudus 838.737.000 APBD; 579.656.500

Jumlah alat - alat berat dalam kondisi baik 29,00 Unit 0,00
Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan
Sarana dan prasarana Kebinamargaan

Kab. Kudus 27 Unit 838.737.000 APBD Usulan OPD

1.03.24 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya

9.656.035.000 20.477.671.600

Presentase luas irigasi kabupaten dalam
kondisi baik

83 %

1.03.24.24 Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan
Jaringan Pengairan Lainnya

Kab. Kudus 2.280.650.000 APBD; 10.238.835.800

Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan
Jaringan Pengairan Lainnya

1144,00 M 0,00

Pasangan Talud Saluran Pembuang Teleng Ds.Kedungsari
RT.006/RW.001

1 Pkt 500.000.000 APBD Dukuh
Klontong

Usulan
Masyarakat
Kudus

Administrasi Pekerjaan Kabupaten Kudus 1 Pkt 72.000.000 APBD Usulan OPD



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perencanaan Teknis Kabupaten Kudus 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Pengawasan Teknis Kabupaten Kudus 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Jasa tenaga pelaksana kegiatan Kab.Kudus 25 Org 650.000.000 APBD Usulan OPD
Updating Data Base Jaringan Irigasi Kab.Kudus 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Kedunggupit ( Br 6 - Br 8 ) Kab.Kudus 1 Pkt 400.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Service Kab. Kudus 1 Unit 8.650.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Kadinowo Kabupaten Kudus 1 Pkt 500.000.000 APBD Usulan OPD

1.03.24.26 Rehabilitasi/Pemeliharaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Air dan
Jaringan Pengairan Lainnya

Kab. Kudus 1.719.350.000 APBD; 9.214.952.220

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Jaringan
Pengairan Lainnya

1144,00 M 0,00

Rehabilitasi D.I. Sijeruk Ds.Soco 1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan
Masyarakat
Kudus

Administrasi Pekerjaan Kabupaten Kudus 1 Pkt 72.000.000 APBD Usulan OPD
Perencanaan Teknis Kabupaten Kudus 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Pengawasan Teknis Kabupaten Kudus 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja bahan baku bangunan / material Kabupaten Kudus 1 Pkt 450.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Kab. Kudus 1 Pkt 127.350.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Buntung Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi Pintu Air Kab. Kudus 1 Pkt 170.000.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Dungdowo Ds.Kedungdowo 1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Kauman Ds.Pasuruhan Kidul 1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan OPD

1.03.24.28 Operasional Pengelolaan UPT dan
Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah I

Kab. Kudus 200.000.000 APBD; 511.941.790

Jumlah Operasional Pengelolaan UPT dan
Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah I

1,00 Unit 0,00

Operasional pengelolaan UPT Pengairan Wilayah I UPT Pengairan
Wilayah I

1 Pkt 25.000.000 APBD Usulan OPD

Pemeliharaan rutin Pengairan Wilayah I UPT Pengairan
Wilayah I

1 Pkt 175.000.000 APBD Usulan OPD

1.03.24.29 Operasional Pengelolaan UPT dan
Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah II

Kab. Kudus 200.000.000 APBD; 511.941.790



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Operasional Pengelolaan UPT dan
Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah II

1,00 Unit 0,00

Operasional pengelolaan UPT Pengairan Wilayah II UPT Pengairan
Wilayah II

1 Pkt 25.000.000 APBD Usulan OPD

Pemeliharaan rutin pengairan wilayah II UPT Pengairan
Wilayah II

1 Pkt 175.000.000 APBD Usulan OPD

1.03.24.30 Pembangunan dan Pengelolaan Sumber
Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya
(DBHCHT)

Kab.Kudus 2.385.000.000 DBHCHT; 0

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi dan normalisasi saluran sungai ( DBHCHT )

0,00 Pkt 0,00

Administrasi Pekerjaan Kab. Kudus 1 Thn 85.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Perencanaan Teknis Kab. Kudus 1 Pkt 50.000.000 DBHCHT Usulan OPD
pengawasan Teknis Kab. Kudus 1 Pkt 50.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Duren Ds.Piji 1 Pkt 400.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Elo Ds.Kandangmas 1 Pkt 400.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Seboyo Ds.Tergo 1 Pkt 450.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Tegaru Ds.Kedungdowo 1 Pkt 450.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Janti Ds.Ternadi 1 Pkt 500.000.000 DBHCHT Usulan OPD

1.03.24.31 Rehabilitasi/Pemeliharaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Air dan
Jaringan Pengairan Lainnya (DBHCHT)

Kab.Kudus 2.871.035.000 DBHCHT; 0

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan dan
Pendayagunaan Sumber daya Air dan Jaringan
Pengairan lainnya ( DBHCHT )

0,00 Pkt 0,00

Rehabilitasi D.I. Sitatar Ds.Soco 1 Pkt 200.000.000 Pajak
Rokok

Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Birowo Ds.Gribig 1 Pkt 200.000.000 Pajak
Rokok

Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Makam Ds.Payaman 1 Pkt 130.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Langgar Ds.Gamong 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Administrasi Pekerjaan Kabupaten Kudus 1 Pkt 91.035.000 DBHCHT Usulan OPD
Perencanaan Teknis Kabupaten Kudus 1 Pkt 50.000.000 Pajak

Rokok
Usulan OPD

Pengawasan Teknis Kabupaten Kudus 1 Pkt 50.000.000 Pajak
Rokok

Usulan OPD



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Normalisasi saluran pembuang Kapiluas Kab. Kudus 1 Pkt 150.000.000 Usulan OPD
Normalisasi saluran pembuang Desa Peganjaran Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD
Normalisasi saluran pembuang nolo Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rehabilitasi D.I. Sudeng Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rehabilitasi D.I Sendono Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD
belanja bahan baku bangunan, upah tenaga dan
bahan bakar pemeliharaan rutin SDA

Kab. Kudus 1 Pkt 700.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Petir Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pasangan Talud Saluran Pembuang Pesantren Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD

1.03.35 Program Pembangunan/ Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

34.896.344.000 83.671.624.800

Prosentase panjang jalan kabupaten dalam
kondisi mantap

90.03 %

persentase jumlah jembatan kabupaten dalam
kondisi mantap

89.84 %

1.03.35.01 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Bangunan Pelengkap

Kab. Kudus 10.046.344.000 APBD; 47.065.288.950

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Bangunan Pelengkap

2,00 KM 0,00

Rehabilitasi Jalan Dersalam - STAIN Ds.Ngembalrejo
RT.08/RW.01

1 Pkt 500.000.000 APBD Jalan HS
Masykuri
Ngetuk arah
Dersalam

Usulan
Masyarakat
Kudus

Peningkatan Jalan Pelanggading - Rejosari Ds.Rejosari
RT./RW.

1,00 Pkt 2.000.000.000 APBD KOMISI C

Peningkatan Jalan Mejobo - Kesambi Ruas Jalan Mejobo -
Kesambi

1,00 Pkt 1.046.344.000 APBD Musrenbang
Desa

Rehabilitasi Jalan Undaan Tengah - Gatet Ds.Undaan Tengah 1 Pkt 500.000.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi Jalan Pohdengkol - Nosari Ds.Rejosari 1 Pkt 800.000.000 APBD Usulan OPD
Peningkatan Jalan Karangbener - Pacikaran Kab. Kudus 1 Pkt 1.000.000.000 APBD Usulan OPD
Administrasi Pekerjaan Kab. Kudus 1 Pkt 154.000.000 APBD Usulan OPD
Perencanaan Teknis Jalan dan Bangunan Pelengkap
(APBD)

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

Perencanaan Teknis Jalan dan Bangunan Pelengkap
(BANGUB)

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perencanaan Teknis Jalan dan Bangunan Pelengkap
(DAK)

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

Jasa tenaga pelaksana kegiatan KOTA 1 Thn 546.000.000 APBD Usulan OPD
Pengawasan Teknis Jalan dan Bangunan Pelengkap
(APBD + BanGub)

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

Peningkatan Jalan Menawan - Rahtawu Ds.Rahtawu 1 Pkt 2.000.000.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi Jalan Gebog - Menawan Kab. Kudus 1 Pkt 1.100.000.000 APBD Usulan OPD

1.03.35.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan

Kab. Kudus 3.150.000.000 APBD; 20.917.906.200

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan

2,00 Unit 0,00

Rehabilitasi Jembatan Ganesha 1 Ds.Pasuruhan Lor 1,00 Unit 1.000.000.000 APBD Ganesa -
Pasuruhan
Lor

Musrenbang
Desa

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN KRAWANG -
BARENGBODRO

Ds.Hadipolo
RT.-/RW.-

1,00 Pkt 500.000.000 DESA
HADIPOLO
KECAMATAN
JEKULO

KOMISI D

Pembangunan Jembatan Prambatan Lor - Purwosari
02

Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 1.500.000.000 APBD Usulan OPD

Administrasi Pekerjaan Kab. Kudus 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Update Database Jembatan KOTA 1 Pkt 100.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD

1.03.35.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Bengunan Pelengkap (DBHCHT)

Kab.Kudus 17.800.000.000 DBHCHT; 0

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Bangunan Pelengkap

2,00 KM 0,00

Peningkatan Jalan Blolo - Nganti Ds.Karangampel 1 Pkt 750.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Peningkatan Jalan Kyai Telingsing Ds.Janggalan 1 Pkt 1.000.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Peningkatan Jalan Bulungcangkring - Batas Pati Ds.Bulung Cangkring 1 Pkt 2.000.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Peningkatan Jalan Gondangmanis - Margorejo Ds.Gondangmanis 1 Pkt 500.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rehabilitasi Jalan Gondoharum - Kaliwuluh Ds.Gondoharum 1 Pkt 500.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Administrasi Pekerjaan Kab. Kudus 1 Pkt 250.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Perencanaan Teknis Jalan dan Bangunan Pelengkap
(DBHCHT)

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pengawasan Teknis Jalan dan Bangunan Pelengkap
(DBHCHT)

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Bahan Baku Bangunan, Upah Tenaga, dan
Bahan Bakar Pemeliharaan Rutin Jalan

Kab. Kudus 1 Thn 5.400.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Appraisal Tanah Jalan Karangbener (UMK) -
Ngembalrejo Kab. Kudus

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pengadaan Tanah Jalan Karangbener (UMK) -
Ngembalrejo Kab. Kudus

Jalan Karangbener
(UMK) - Ngembalrejo

1 Lok 5.000.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Peningkatan Jalan Berugenjang - Wonosoco Jalan Berugenjang -
Wonosoco

1 Pkt 2.000.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Update Database Jalan Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD
1.03.35.08 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan (DBHCHT)
Kab.Kudus 3.900.000.000 DBHCHT; 15.688.429.650

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan

2,00 Unit 0,00

Penggantian Jembatan Jalan Dersalam - Conge Ds.Dersalam 1 Pkt 500.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Administrasi Pekerjaan Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Perencanaan Teknis Jembatan Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pengawasan Teknis Jembatan Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Belanja Bahan Baku Bangunan, Upah Tenaga, dan
Bahan Bakar Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kab. Kudus 1 Pkt 1.500.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pemeliharaan Jembatan Jalan R. Agil Kusumadya -
Mijen

Jembatan Jalan R.
Agil Kusumadya -
Mijen

1 Pkt 1.500.000.000 DBHCHT Usulan OPD

1.03.36 Program Pengembangan Infrastruktur
di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

34.500.000.000 22.660.977.560

persentase drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak tersumbat

64 %

persentase penduduk berakses air minum 98 %
persentase rumah tinggal bersanitasi 100 %

1.03.36.01 Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur Kab. Kudus 12.329.740.000 APBD; 4.357.880.300
Jumlah Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur 5,00 Pkt 0,00
Pengadaan Tanah Untuk Jalan Dr. Wahidin ‑ Noor
Hadi

KOTA 1900 M2 9.880.000.000 APBD Usulan OPD

Biaya Pengukuran KOTA 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Biaya Appraisal Tanah KOTA 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Biaya Pengukuran Ulang KOTA 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling
Lokasi dan Bidang per Bidang untuk tanah
Pemerintah Desa/Kas Desa

KOTA 1 Pkt 10.000.000 APBD Usulan OPD

Biaya Ganti Untung Bangunan KOTA 1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan OPD
Penyelenggaraan TABG Kab. Kudus 12 Bln 200.000.000 APBD Usulan OPD
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kab. Kudus 12 Bln 150.000.000 APBD Usulan OPD
Administrasi Pengelolaan Kegiatan Kab. Kudus 12 Bln 200.000.000 APBD Usulan OPD
Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran
Drainase dan Trotoar Jalan Nuri

Kab. Kudus 1 Pkt 24.750.000 APBD Usulan OPD

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan
Nuri

Kab. Kudus 1 Pkt 1.100.000.000 APBD Usulan OPD

Penyusunan Pemrograman Rekomendasi Teknis
Tata Bangunan

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

Penyusunan Data Base Air Minum Berbasis GIS Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan Data Base Sanitasi Kab. Kudus 1 Pkt 64.990.000 APBD Usulan OPD

1.03.36.04 Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Drainase

Kab. Kudus 2.170.260.000 APBD; 9.151.548.630

Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Drainase

1813,00
KM

0,00

Belanja Material dan Upah Tenaga Pemeliharaan
Rutin Drainase

KOTA 1 Pkt 1.820.000.000 APBD Usulan OPD

Administrasi Pengelolaan Kegiatan KOTA 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Tenaga Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan
Drainase

Kab. Kudus 10 Bln 50.260.000 APBD Usulan OPD

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Tiga
Pemeliharaan Drainase

Kab. Kudus 2 Unit 100.000.000 APBD Usulan OPD

Penyusunan Masterplant Drainase Kabupaten
Kudus

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

1.03.36.06 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
(DBHCHT)

Kab.Kudus 18.600.000.000 DBHCHT; 0

Terlaksananya Pembangunan/peningkatan
infrastruktur ( DBHCHT )

0,00 Pkt 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana air minum Ds.Kedungdowo
RT.RT /RW.RW

1 Pkt 400.000.000 APBD RW 03 Usulan OPD

Pembangunan saluran drainase dan trotoar jl. kyai
telingsing (lanjutan)

KOTA 1 Pkt 2.500.000.000 DBHCHT Usulan OPD



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jl
Subchan ze

KOTA 1 Pkt 2.000.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pengawasan Teknis Saluran Drainase Dan Trotoar
Jalan KH. Turaichan ‑ KH. Achmad Dahlan

KOTA 1 Pkt 45.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pembangunan Drainase Jalan KH. Turaichan ‑ KH.
Achmad Dahlan

KOTA 1 Pkt 3.500.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pengawasan Pembangunan saluran drainase dan
trotoar jl. kyai telingsing (lanjutan

Kab. Kudus 1 Pkt 45.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pembangunan city walk panjang - umk BAE 1 Pkt 9.305.275.000 DBHCHT Usulan OPD
Penmbangunan Sumur dalam Desa Kedungdowo Ds.Kedungdowo 1 Pkt 500.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pengawasan Sumur dalam desa kedungdowo Ds.Kedungdowo 1 Pkt 13.200.000 DBHCHT Usulan OPD
pengawasan citywalk panjang - umk Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD
administrasi pengelolaan kegiatan Kab. Kudus 1 Pkt 146.525.000 DBHCHT Usulan OPD
Pengawasan Saluran drainase Jl. Subchan ZE KOTA 1 Pkt 45.000.000 DBHCHT Usulan OPD

1.03.36.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan
Drainase (DBHCHT)

Kab.Kudus 1.400.000.000 DBHCHT; 9.151.548.630

Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Drainase

1813,00
KM

0,00

Pembangunan saluran drainase jalan kapten ali
mahmudi

Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ngetuk -
Ngelo

Kab. Kudus 1 Pkt 500.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pembangunan Saluran Jalan Loram Wetan - Jepang
Pakis

Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mlati Kidul -
Gulang

Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Administrasi Pengelolaan Kegiatan KOTA 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi
Drainase

KOTA 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD

Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran
Drainase

KOTA 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD

1.03.37 Program Perencanaan dan Pemanfaatan
dan Pengendalian Ruang

1.000.000.000 316.395.500

Persentase ketaatan rencana tata ruang 100 %
1.03.37.01 Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang kab. kudus 900.000.000 APBD; 253.116.400



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terlaksananya Perencanaan dan pemanfaatan
ruang

100,00 % 0,00

Dokumen rencana detail tata ruang kota (rdtrk) 100,00 % 0,00
Koordinasi tentang rencana tata ruang 100,00 % 0,00
fasiltasi Perda RTRW dan RDTRK Kab. Kudus 1 Kgt 250.000.000 BANGUB Usulan OPD
belanja jasa konsultasi perencanaan MEJOBO 1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan OPD
sosialisasi KOTA 2 Kali 100.000.000 APBD Usulan OPD
belanja jasa konsultasi perencanaan KOTA 1 Pkt 350.000.000 APBD Usulan OPD

1.03.37.02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang kab. kudus 100.000.000 APBD; 63.279.100
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang 100,00 % 0,00
koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan
laporan pengendalian pemanfaatan ruang

100,00 % 0,00

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab.Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
2.04 PERTANAHAN 1.150.000.000 50.000.000
2.04.19 Program Penataan Penguasaan,

pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian
Konflik Pertanahan

1.150.000.000 50.000.000

persentase luas tanah bersertifikat 71.54 %
2.04.19.05 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah kab. kudus 1.150.000.000 APBD; 50.000.000

Penyelesaian kasus2 tanah negara 100,00 % 0,00
Prosentase Tersedianya Tanah untuk Jalan lingkar
ruas Mijen - Klumpit

100,00 % 0,00

Penyelesaian sertifikasi tanah Waduk Logung 100,00 % 0,00
fasilitasi pemenuhan kewajiban IPPKH waduk
Logung

Ds.Kandangmas 1 Kgt 100.000.000 APBD Lokasi IPPKH Usulan OPD

belanja jasa konsultasi perencanaan Kab. Kudus 1 Pkt 150.000.000 APBD Usulan OPD
belanja sertifikasi tanah kabupaten kudus 200 Bid 420.000.000 APBD Usulan OPD
fasilitasi pensertifikatan tanah Kab. Kudus 1 Kgt 80.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Modal pengadaan tanah Kab. Kudus 100 M2 400.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 86.206.916.000 133.080.726.960



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.04.01 : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.04 PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN
PEMUKIMAN

27.141.094.000 5.538.000.000

1.04.07 Program pelayanan
administrasi umum

4.782.394.000 5.538.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja
perangkat daerah

83

1.04.07.01 Peningkatan sistem
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kabupaten Kudus 20.000.000 APBD; 0

Jumlah Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan
OPD yang tersusun sesuai standar

17,00 Dok 17,00

monitoring, evaluasi dan koordinasi dalam dan luar
daerah

Kab. Kudus 15 Kali - APBD Usulan OPD

penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan,
monitoring dan evaluasi

Kab. Kudus 10 Dok - APBD Usulan OPD

1.04.07.02 Pelayanan administrasi
dan pelaporan keuangan

Kabupaten Kudus 65.000.000 APBD; 0

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan
yang tersusun sesuai standar

13,00 Dok 0,00

uang lembur PNS dan Non PNS Ds.Jati Wetan 150 Org - APBD Usulan OPD
Honorarium pelaksana kegiatan Ds.Jati Wetan 12 Bln - APBD Usulan OPD
penyusunan dokumen administrasi dan pelaporan
keuangan

Ds.Jati Wetan 12 Dok - APBD Usulan OPD

1.04.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kabupaten Kudus 4.697.394.000 APBD; 5.538.000.000

Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian
yang tersusun sesuai standar

12,00 Dok 0,00

Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi 3,00 Org 0,00
Jumlah pegawai honorer daerah (PHD) dan tenaga
kontrak yang terbayar

62,00 Org 0,00

Jumlah sarpras yang terpelihara 352,00 Unit 0,00
Belanja perpanjangan STNK Ds.Jati Wetan 151 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja Penggantian Suku Cadang Ds.Jati Wetan 224 Bh - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Perjalanan Dinas dalam & Luar Daerah Ds.Jati Wetan 40 OH - APBD Usulan OPD
Belanja Makan dan Minuman rapat dan harian pegawai,
aerobik/kerja bakti, isidentil

Ds.Jati Wetan 800 Org - APBD Usulan OPD

Belanja Sewa tanah transfer depo Ds.Jati Wetan 8 Lok - APBD Usulan OPD
Belanja Cetak dan Penggadaan Ds.Jati Wetan 6 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja jasa KIR kendaraan operasional kantor dan
pelayanan

Ds.Jati Wetan 92 Kali - APBD Usulan OPD

Belanja BBM dan pelumas operasional kantor dan
pelayanan

Ds.Jati Wetan 263710 Liter - APBD Usulan OPD

Belanja service kendaraan operasional kantor dan
pelayanan

Ds.Jati Wetan 267 Unit - APBD Usulan OPD

Jasa tenaga kontrak administrasi, IT dan kebersihan
kantor (gaji+BPJS)

Ds.Jati Wetan 207 Bln - APBD Usulan OPD

Jasa tenaga keamanan/penjaga Ds.Jati Wetan 81 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Servis peralatan eletronik dan
perlengkapan kantor

Ds.Jati Wetan 25 Unit - APBD Usulan OPD

Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi Ds.Jati Wetan 7 Jenis - APBD Usulan OPD
Pembayaran tagihan listrik telepon air surat kabar
internet

Ds.Jati Wetan 12 Bln - APBD Usulan OPD

Belanja Pengisian Tabung Gas Ds.Jati Wetan 8 Kali - APBD Usulan OPD
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Ds.Jati Wetan 25 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja material listrik Ds.Jati Wetan 20 Jenis - APBD Usulan OPD
pengadaan printer Ds.Jati Wetan 2 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja ATK+materai Ds.Jati Wetan 30 Jenis - APBD Usulan OPD
Honor PHD + BPJS JATI 29 Org - APBD Usulan OPD
Honorarium PNS (Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan dan PPBJ)

Ds.Jati Wetan 28 OH - APBD Usulan OPD

Pengadaan pompa air dan perlengkapannya Ds.Jati Wetan 1 Unit - APBD Usulan OPD
Rehab kantor dinas Dinas PKPLH 1 Pkt - APBD Usulan OPD

1.04.21 Program Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman

22.358.700.000 0

cakupan ketersediaan rumah layak huni 97.85 %
persentase lingkungan permukiman kumuh 0.02 %



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.04.21.01 Pembinaan, pengendalian

dan peningkatan
pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman

Kabupaten Kudus 9.700.000 APBD; 0

Luas kawasan kumuh yang tertangani 2,00 Ha 0,00
Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi
peningkatan kualitasnya

200,00 Unit 0,00

Persentase rumah rusak akibat bencana yang akan
direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi

100,00 % 0,00

Persentase rumah tangga yang bersedia difasilitasi
penyediaan rumah layak huni

100,00 % 0,00

Pendampingan penanganan kumuh Kab. Kudus 5 Jenis 9.700.000 APBD Usulan OPD
1.04.21.03 Pembangunan dan

pengembangan sarana
prasarana perumahan dan
kawasan permukiman

Kabupaten Kudus 22.349.000.000 APBD; 0

Jumlah PSU perumahan yang dipelihara 2,00 Prmh 0,00
Jumlah LPJU yang berfungsi dengan baik 4978,00 Unit 0,00
Pembangunan PSU/LPJU baru 15,00 Lok 0,00
Jumlah unit hunian rusunawa dalam kondisi layak huni 396,00 Unit 0,00
Pembayaran listrik Rusunawa Ds.Bakalan Krapyak 12 Bln 50.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja BBM Kab. Kudus 4050 Liter 60.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Sewa Tanah Rusunawa Ds.Bakalan Krapyak 1 Thn 60.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja penunjang administrasi kegiatan LPJU dan
Rusunawa

Kab. Kudus 6 Jenis 76.000.000 APBD Usulan OPD

Jasa Tenaga Pelayanan Rusunawa (administrasi,
kebersihan dan keamanan)

Ds.Bakalan Krapyak 9 Bln 540.000.000 APBD Usulan OPD

Jasa Tenaga Pemeliharaan LPJU (gaji + BPJS) Kab. Kudus 9 Bln 630.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaaan material LPJU Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Pembayaran PPB Rusunawa Ds.Bakalan Krapyak 1 Thn 33.000.000 APBD Usulan OPD
Pembayaran rekening listrik LPJU Kabupaten Kudus Kab. Kudus 8 Bln 20.700.000.000 APBD Usulan OPD
Rehab PSU Perumahan Perumahan Muria Indah 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

2.05 LINGKUNGAN HIDUP 9.400.460.000 5.100.000.000
2.05.26 Program pengendalian

dan konservasi LH
937.000.000 4.500.000.000

Indeks kualitas air 48.42



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indeks kualitas Udara 91.49
Indeks tutupan lahan 58.42

2.05.26.01 Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup

Kabupaten Kudus 30.000.000 APBD; 0

Jumlah dokumen pengendalian lingkungan hidup 1,00 Dok 0,00
Nilai pengujian kualitas air 47,00 - 0,00
Nilai pengujian kualitas udara 91,00 - 0,00
Jumlah pengujian kualitas air industri UMKM 12,00 Lok 0,00
tenaga laboratorium Kab. Kudus 9 Bln 25.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Penunjang administrasi kegiatan Kab. Kudus 4 Jenis 5.000.000 APBD Usulan OPD

2.05.26.02 Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
(DBHCHT)

Kabupaten Kudus 900.000.000 DBHCHT; 4.500.000.000

Jumlah pengujian kualitas air sekitar IHT 36,00 Lok 36,00
Jumlah pengujian kualitas udara sekitar IHT 27,00 Titik 0,00
Jumlah laboratorium lingkungan hidup yang berfungsi 1,00 Unit 1,00
Pemeliharaan Sarpras Laboratorium Kab. Kudus 1 Pkt 150.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Penataan dan Pemeliharaan Taman Kehati Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pengambilan sampel petik udara Kab. Kudus 27 Lok 10.800.000 DBHCHT Usulan OPD
Pengambilan sampel air sungai/badan air dan air bersih Kab. Kudus 42 Lok 39.200.000 DBHCHT Usulan OPD
Pembelian alat laboratorium Kab. Kudus 1 Pkt 400.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pembelian Reagen Kimia Laboratorium Lingkungan Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 DBHCHT Usulan OPD

2.05.26.03 Pemulihan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Kabupaten Kudus 7.000.000 APBD; 0

Jumlah kampung iklim yang difasilitasi dan didampingi 3,00 Desa/Kel 0,00
Jumlah dokumen pemulihan kerusakan lingkungan hidup
(inventarisasi dan PEP GRK)

2,00 Dok 0,00

Fasilitasi pendampingan ProKlim Kab. Kudus 1 Kali 600.000 APBD Usulan OPD
Belanja penunjang administrasi Kab. Kudus 3 Jenis 6.400.000 APBD Usulan OPD

2.05.27 Program Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengembangan
Kapasitas LH

230.000.000 600.000.000



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha dan/ atau kegaitan yang memiliki izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup

34 %

2.05.27.01 Pembinaan dan
pengawasan lingkungan
hidup

Kabupaten Kudus 8.000.000 APBD; 0

Persentase ijin lingkungan yang diawasi 60,00 Kali 0,00
Persentase tindakdaklanjut pengaduan masyarakat
tentang pencemaran lingkungan

60,00 Kali 0,00

Pembinaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan Hidup Kab. Kudus
RT./RW.

26 Kali 7.000.000 APBD Usulan OPD

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab. Kudus
RT./RW.

10 Obj 1.000.000 APBD Usulan OPD

2.05.27.02 Pengembangan kapasitas
lingkungan hidup

Kabupaten Kudus 222.000.000 APBD;DBHCHT; 400.000.000

Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina 8,00 Skl 8,00
Jumlah bank sampah yang dibina 10,00 Unit 10,00
Jumlah peningkatan komunitas pecinta lingkungan 30,00 Kelpk 30,00
Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan
hidup

2,00 Jenis 2,00

Revitalisasi Bank Sampah Induk (perluasan gudang,
kamar mandi, drainase, perataan tanah)

Ds.Gondangmanis
RT./RW.

1 Pkt 200.000.000 DBHCHT Taman
Gondangmanis
Kabupaten
Kudus

Usulan OPD

Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Bank Sampah Kab. Kudus
RT./RW.

1 Pkt 2.000.000 APBD Usulan OPD

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Kab. Kudus
RT./RW.

10 Kali 3.000.000 APBD Usulan OPD

Belanja Penunjang Kegiatan di Bidang Lingkungan
Hidup

Kab. Kudus
RT./RW.

21 Jenis 12.000.000 APBD Usulan OPD

Belanja Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Kab. Kudus
RT./RW.

11 Jenis 5.000.000 APBD Usulan OPD

2.05.28 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan dan
pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)

8.233.460.000 0

persentase penanganan volume sampah 74 %



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8.17 %

2.05.28.01 Pengelolaan sampah dan
limbah B3

Kabupaten Kudus 6.843.000.000 APBD;DBHCHT; 0

Jumlah penanganan sampah 120446,00 Ton 0,00
Jumlah fasilitasi pengelolaan limbah B3 6,00 Unit Usaha 0,00
Belanja Penunjang Administrasi kegiatan Kab. Kudus 2 Jenis 15.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan Alat-alat Kebersihan Kab. Kudus 1 Jenis 5.000.000 APBD Usulan OPD
Premi BPJS Ketenagakerjaan Kab. Kudus 9 Bln 153.500.000 APBD Usulan OPD
Premi BPJS Kesehatan Kab. Kudus 9 Bln 144.624.000 APBD Usulan OPD
Upah Lembur Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kab. Kudus 1125 Jam 10.125.000 APBD Usulan OPD
Jasa Tenaga Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab. Kudus 9 Bln 3.614.751.000 APBD Usulan OPD
Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah (PDU) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 2.900.000.000 DBHCHT Kab. Kudus Usulan OPD

2.05.28.04 Pengelolaan RTH Kabupaten Kudus 1.370.460.000 APBD; 0
Pemeliharaan taman kota milik pemda 46,00 Lok 0,00
Belanja Penunjang Administrasi Kegiatan Kab. Kudus 2 Jenis 5.755.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan perlengkapan pemeliharaan RTH (sapu,
ekrak,Lampu, pisau mesin potong, rantai chainsaw dll)

Kab. Kudus 12 Bln 6.450.000 APBD Usulan OPD

Pembayaran Sewa Tanah Tanjungkarang Kab. Kudus 1 Thn 2.250.000 APBD Usulan OPD
Pembayaran Sewa Tanah Taman Bumi Wangi Kab. Kudus 1 Thn 14.000.000 APBD Usulan OPD
Pembayaran Rekening Listrik RTH Kab. Kudus 12 Bln 144.000.000 APBD Usulan OPD
Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Kab. Kudus 9 Bln 46.600.000 APBD Usulan OPD
Premi Asuransi BPJS Kesehatan Kab. Kudus 9 Bln 44.000.000 APBD Usulan OPD
Upah Lembur Tenaga Taman Kab. Kudus 1000 Jam 9.000.000 APBD Usulan OPD
Jasa Tenaga Pengelolaan Taman/ RTH Kab. Kudus 9 Bln 1.098.405.000 APBD Usulan OPD

2.05.28.05 Operasional Pengelolaan
UPT dan Peningkatan
Sarana dan prasarana
Persampahan

Kabupaten Kudus 20.000.000 APBD; 0

Jumlah sampah yang dikelola di TPA 46,00 Ton 0,00
Jumlah pengelolaan limbah tinja 155,00 M3 0,00
belanja penunjang operasional TPA Ds.Tanjungrejo 10 Jenis 20.000.000 APBD Usulan OPD

3.04 KEHUTANAN 5.000.000 0



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.04.24 Program pengelolaan

taman hutan raya
5.000.000 0

Persentase tutupan lahan 0.32 %
3.04.24.01 Pengelolaan taman hutan

raya
Kabupaten Kudus 5.000.000 APBD; 0

luas lahan konservasi tahura 1000,00 M2 0,00
Belanja penunjang administrasi Ds.Terban 2 Jenis 3.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja pemeliharaan TAHURA (Taman Hutan Raya) Ds.Terban 1 Pkt 2.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 36.546.554.000 10.638.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.05.01 : KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

1.633.573.000 2.546.317.000

1.05.07 Program pelayanan
administrasi umum

140.181.000 407.091.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
1.05.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kab. Kudus 500.000 APBD; 2.200.000

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai
standar

15,00 Dok 15,00 Dok

Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kab. Kudus 5,00 Dok - APBD Usulan OPD
1.05.07.02 Pelayanan administrasi dan

pelaporan keuangan
Kab. Kudus 25.400.000 APBD; 39.500.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai
standar

29,00 Dok 29,00 Dok

Penyediaan honorarium pengelola keuangan Kab. Kudus 96,00 OB - APBD Usulan OPD
Penyediaan dokumen pelaporan keuangan Kab. Kudus 5,00 Dok - APBD Usulan OPD

1.05.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Kab. Kudus 114.281.000 APBD; 365.391.000

Jumlah sarpras yang dikelola 11,00 Unit 11,00 Unit
Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan 16,00 Dok 16,00 Dok
Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan 62,00 Dok 62,00 Dok
Jumlah ASN yang kompeten 1,00 Org 1,00 Org
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Kudus 29,00 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Kab. Kudus 2,00 Bh - APBD Usulan OPD
Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Kudus 120,00 Lbr - APBD Usulan OPD
Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Kudus 4,00 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan jasa telepon Kab. Kudus 12,00 Kali - APBD Usulan OPD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Kudus 12,00 Kali - APBD Usulan OPD
Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Kudus 10,00 Kali - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Kab. Kudus 11,00 Unit - APBD Usulan OPD
Penyediaan barang cetak dan penggandaan Kab. Kudus 3,00 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan makanan dan minuman pegawai Kab. Kudus 2,00 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan makanan dan minuman rapat Kab. Kudus 60,00 Dos - APBD Usulan OPD
Penyediaan makanan dan minuman tamu Kab. Kudus 60,00 Dos - APBD Usulan OPD
Pelaksanaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dan dalam
daerah

Kab. Kudus 62,00 OH - APBD Usulan OPD

1.05.25 Program pembinaan
kesatuan bangsa dan politik

1.493.392.000 2.139.226.000

persentase potensi konflik sosial yang tertangani 100 %
persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 0
persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang
tertangani

100 %

persentase potensi konflik SARA yang tertangani 100 %
1.05.25.01 Optimalisasi kewaspadaan

nasional dan pendidikan politik
masyarakat

Kab. Kudus 614.802.000 APBD; 676.282.000

Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang deteksi dini dan cegah dini
gangguan keamanan

200,00 Org 175,00 Org

Jumlah peserta sosialisasi yg faham tentang pendidikan politik 100,00 Org 75,00 Org
Jumlah Parpol yg faham administrasi bantuan keuangan Parpol 10,00 Orgn 10,00 Orgn
Pemantapan sinergitas FKDM dalam rangka terciptanya tramtibmas dan
penanganan konflik sosial

Kab. Kudus 300,00 Org 60.000.000 APBD Usulan OPD

Pertemuan FKDM Kabupaten Kab. Kudus 12,00 Kali 45.900.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Ipoleksosbud Kab. Kudus 720,00 Org 114.600.000 APBD Usulan OPD
Pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kab. Kudus 12,00 Kali 60.000.000 APBD Usulan OPD
Penyuluhan Pendidikan Politik Kab. Kudus 480,00 Org 73.800.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Parpol Kab. Kudus 100,00 Org 22.293.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Kudus 720,00 Org 114.600.000 APBD Usulan OPD
Pertemuan FORKOPIMDA Kab. Kudus 12,00 Kali 88.824.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Kab. Kudus 158,00 OH 34.785.000 APBD Usulan OPD

1.05.25.02 Peningkatan wawasan
kebangsaan dan ideologi

Kab. Kudus 582.649.000 APBD; 640.914.000



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah peserta sosialisasi yang paham tentang wawasan kebangsaan dan
antisipasi terhadap kegiatan kelompok radikal

350,00 Org 300,00 Org

Jumlah upacara hari besar nasional yang difasilitasi 6,00 Kali 6,00 Kali
Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini dan Antisipasi
Gangguan Keamanan Terhadap Kelompok Radikal

Kab. Kudus 1350,00 Org 150.113.000 APBD Usulan OPD

Seminar Penguatan Ideologi Negara Kab. Kudus 480,00 Org 60.068.000 APBD Usulan OPD
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan PPBN Kab. Kudus 480,00 Org 60.068.000 APBD Usulan OPD
Upacara Peringatan Hari Besar Nasional Kab. Kudus 6,00 Kali 295.010.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dan dalam
daerah

Kab. Kudus 54,00 OH 17.390.000 APBD Usulan OPD

1.05.25.03 Peningkatan ketahanan
nasional

Kab. Kudus 295.941.000 APBD; 822.030.000

Jumlah peserta pembinaan yang faham tentang kerukunan umat beragama,
penghayat kepercayaan dan persaudaraan bangsa Indonesia

125,00 Org 125,00 Org

Jumlah anggota Ormas/LSM yang faham tentang tugas dan fungsinya 75,00 Org 50,00 Org
Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang bahaya penyalahgunaan narkoba 50,00 Org 50,00 Org
Pembinaan FKUB Kab. Kudus 280,00 Org 119.565.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan FPBI Kab. Kudus 140,00 Org 30.828.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan PAKEM Kab. Kudus 210,00 Org 38.892.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan P4GN Kab. Kudus 200,00 Org 26.508.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Ormas/LSM/OKP Kab. Kudus 400,00 Org 53.016.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Kab. Kudus 76,00 OH 27.132.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 1.633.573.000 2.546.317.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.05.02 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

3.624.470.000 7.010.997.000

1.05.07 Program pelayanan
administrasi umum

1.029.165.000 2.096.045.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat
daerah

83

1.05.07.01 Peningkatan sistem
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kab. Kudus 10.000.000 APBD; 10.000.000

Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan pelaporan 5,00 Dok 5,00
Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja

Kab. Kudus 5 Dok - APBD Usulan
OPD

1.05.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kab. Kudus 10.000.000 APBD; 783.018.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan 12,00 Dok 12,00
Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan Kab. Kudus 12 Dok - APBD Usulan

OPD
1.05.07.03 Peningkatan kapasitas sumber

daya dan sarana prasarana
aparatur

Kab. Kudus 1.009.165.000 APBD; 1.303.027.000

Jumlah makanan dan minuman harian, rapat, tamu, pelatihan
dan kegiatan lainnya

150,00 Org 150,00

Jumlah pakaian dinas penunjang kegiatan dan perlengkapannya 3,00 Pkt 4,00
Jumlah perjalanan dinas 35,00 Kali 40,00
Jumlah sarpras yang terpelihara 66,00 Kali 66,00
Jumlah pengadaan barang pakai habis 6,00 Jenis 6,00
Jumlah pengadaan jasa perkantoran 6,00 Jenis 6,00
Jumlah pengadaan sarpras 5,00 Pkt 6,00
Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai
ketentuan

12,00 Dok 12,00

Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai
ketentuan

18,00 Dok 18,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah PHD dan tenaga kontrak pada Sekretariat 5,00 Org 5,00
Jumlah ASN yang kompeten 6,00 Org 8,00
Honorarium PHD dan tenaga kebersihan pada Sekretariat Kab. Kudus 5 Org - APBD Usulan

OPD
Pengiriman ASN mengikuti diklat/bintek/kursus/uji kompetensi Kab. Kudus 6 Org - APBD Usulan

OPD
perjalanan dinas dalam rangka HUT satpol, jambore, koordinasi
dan konsultasi

Kab. Kudus 35 Kali - APBD Usulan
OPD

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Kab. Kudus 66 Kali - APBD Usulan
OPD

pengadaan barang pakai habis Kab. Kudus 6 Jenis - APBD Usulan
OPD

pengadaan pakaian dinas penunjang kegiatan dan
perlengkapannya

Kab. Kudus 3 Pkt - APBD Usulan
OPD

pengadaan jasa perkantoran Kab. Kudus 6 Jenis - APBD Usulan
OPD

penyediaan makanan dan minuman harian, rapat, tamu,
pelatihan dan kegiatan lainnya

Kab. Kudus 150 Org - APBD Usulan
OPD

1.05.26 Program Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Trantibum

300.000.000 432.926.000

cakupan penegakan perda dan perkada 86 %
1.05.26.01 Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Trantibum

Kab. Kudus 100.000.000 APBD; 182.926.000

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelanggaran
Perda/Perkada

130,00 Kali 140,00

Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Gelar Pasukan Satpol
PP

0,00 Org 0,00

Jumlah Objek Pelanggar Perda yang ditertibkan 3,00 Bh 3,00
Jumlah Laporan Pelanggaran Peraturan Daerah 12,00 Dok 12,00
Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan 48,00 Kasus 48,00
Jumlah perda dan perkada disosialisasikan 17,00 Perda 20,00
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Pelanggaran Perda/Perkada

Kab. Kudus 130 Kali 90.000.000 APBD Usulan
OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terlaksananya sosialisasi Perda dan Perkada Kab. Kudus 5 Perda 10.000.000 APBD Usulan

OPD
1.05.26.02 Penyelidikan dan Penyidikan

Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Trantibum

Kab. Kudus 200.000.000 DBHCHT;Pajak
Rokok;

250.000.000

Jumlah kegiatan penyelidikan 70,00 Kali 75,00
Jumlah laporan yang ditindaklanjuti 55,00 Kasus 60,00
Jumlah operasi penegakan perda / perkada 105,00 Kali 110,00
Jumlah pembinaan PPNS 4,00 Kali 4,00
Jumlah operasi penertiban pita cukai ilegal 86,00 Kali 86,00
Jumlah laporan penertiban pita cukai ilegal 12,00 Lap 12,00
Jumlah operasi penertiban kawasan tanpa rokok / kawasan
terbatas merokok

48,00 Kali 60,00

Jumlah laporan penertiban kawasan tanpa rokok / kawasan
terbatas merokok

12,00 Lap 12,00

Jumlah operasi penertiban pita cukai ilegal Kab. Kudus 86 Kali 142.000.000 DBHCHT Usulan
OPD

Laporan penertiban pita cukai ilegal Kab. Kudus 12 Dok 8.000.000 DBHCHT Usulan
OPD

Operasi penertiban kawasan tanpa rokok / kawasan terbatas
merokok

Kab. Kudus 48 Kali 50.000.000 Pajak Rokok Usulan
OPD

1.05.27 Program Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

1.493.595.000 3.099.902.000

persentase penurunan gangguan tibum tranmas 50 %
1.05.27.01 Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketentraman
Masyarakat

Kab. Kudus 275.075.000 APBD; 1.100.000.000

Jumlah patroli wilayah 152,00 Kali 381,00 Kali
Jumlah laporan trantibum 12,00 Lap 12,00 Lap
Jumlah lokasi pengamanan 0,00 5,00 Lok
Jumlah lomba yang diikuti 0,00 3,00 Jenis
Jumlah petugas yang melaksanakan piket dan berpatroli 0,00 241,00 Kali
Jumlah Kader Siaga Trantib 0,00 400,00 Org



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
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Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah penyelengaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat

12,00 Kali 12,00 Kali

Terlaksananya Laporan Trantibum Kabupaten
Kudus

12 Lap 24.275.000 APBD Usulan
OPD

Terlaksananya patroli wilayah Kabupaten
Kudus

152 Kali 250.800.000 APBD Usulan
OPD

1.05.27.02 Pelaksanaan Operasi dan
Pengendalian Gangguan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

Kab. Kudus 1.218.520.000 APBD; 1.999.902.000

Jumlah laporan kegiatan operasi 12,00 Lap 12,00 Lap
Jumlah Pengamanan unsur pimpinan 0,00 Kali 180,00 Kali
Jumlah tenaga kontrak pengendali keamanan dan kenyamanan 52,00 Org 52,00 Org
Jumlah operasi tibum tranmas 0,00 137,00 Kali
Terlaksananya laporan kegiatan operasi Kabupaten

Kudus
12 Lap 18.767.000 APBD Usulan

OPD
Tersedianya tenaga kontrak pengendali keamanan dan
kenyamanan

Kabupaten
Kudus

52 Org 1.199.753.000 APBD Usulan
OPD

1.05.28 Program Perlindungan
Masyarakat dan
Penanggulangan Bahaya
Kebakaran

801.710.000 1.382.124.000

rasio linmas per jumlah RT 1.34
cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 84 %
Tingkat Waktu tanggap (response time rate) 8 menit
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi
standar kualifikasi

100 %

1.05.28.01 Peningkatan Perlindungan
Masyarakat

Kab. Kudus 150.000.000 APBD; 314.824.000

Jumlah anggota Linmas yang ditingkatkan kemampuannya 35,00 Org 50,00 Org
Jumlah lomba Linmas 3,00 Kali 3,00 Kali
Jumlah kegiatan pembinaan anggota Linmas 2,00 Kali 4,00 Kali
Jumlah Piket Siaga Linmas 2,00 Kali 2,00 Kali
Jumlah apel gelar pasukan 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah anggota piket siaga bencana Linmas 40,00 Hari 90,00 Hari
Jumlah anggota Linmas yang mengikuti gelar pasukan 50,00 Org 1000,00 Org



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
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Dana
Target

Capaian
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Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota linmas 6,00 Kali 6,00 Kali
Jumlah anggota Linmas 0,00 0,00
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas Kab.Kudus 2 Kali 10.000.000 APBD Usulan

OPD
Anggota Linmas yang di tingkatkan kemampuannya Kab.Kudus 35 Org 18.810.000 APBD Usulan

OPD
Mengikuti Lomba Linmas Kab.Kudus 3 Kali 70.600.000 APBD Usulan

OPD
Adanya Anggota Piket Siaga Bencana Linmas. Kab.Kudus 40 Hari 20.000.000 APBD Usulan

OPD
Meningkatnya Anggota Linmas Kab.Kudus 6 Kali 7.590.000 APBD Usulan

OPD
Anggota Linmas yang mengikuti Gelar Pasukan Kab.Kudus 50 Org 1.000.000 APBD Usulan

OPD
Mengikuti Apel Gelar Pasukan Kab.Kudus 1 Kali 2.000.000 APBD Usulan

OPD
Adanya piket siaga Linmas Kab.Kudus 2 Kali 20.000.000 APBD Usulan

OPD
1.05.28.02 Peningkatan Kesiagaan dan

Penanggulangan Bahaya
Kebakaran

Kab. Kudus 651.710.000 APBD; 1.067.300.000

Jumlah sarpras pemadam kebakaran 4,00 Unit 6,00 Unit
Jumlah tenaga kontrak pemadam kebakaran 21,00 Org 21,00 Org
Jumlah petugas damkar yang ditingkatkan kemampuannya 6,00 Org 7,00 Org
Jumlah masyarakat yang mengetahui penanggulangan bahaya
kebakaran

700,00 Org 700,00 Org

Jumlah petugas piket damkar 31,00 Org 31,00 Org
Jumlah anggota damkar yang mengikuti gelar pasukan 31,00 Org 31,00 Org
Tersedianya jasa tenaga pelaksana kegiatan Kabupaten

Kudus
21 Org 504.885.000 APBD Usulan

OPD
Tersedianya pengadaan dan Perawatan Sarpras Pemadam
Kebakaran

Kabupaten
Kudus

4 Unit 117.330.000 APBD Usulan
OPD

Terlaksananya Piket siaga kebakaran Kabupaten
Kudus

31 Org 19.995.000 APBD Usulan
OPD

Diklat Personil Damkar Kabupaten
Kudus

6,00 Org 9.500.000 APBD Usulan
OPD

J U M L A H 3.624.470.000 7.010.997.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.06.01 : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
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Perkiraan Maju
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Ket.
Lokasi
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Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06 SOSIAL 2.857.045.000 5.350.000.000
1.06.07 Program pelayanan

administrasi umum
1.982.045.000 3.650.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja
perangkat daerah

83

1.06.07.01 Peningkatan sistem
perencanaan, evaluasi
dan pelaporan capaian
kinerja

Kab. Kudus 8.000.000 APBD; 12.000.000

Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan
pelaporan yang tersusun sesuai standar

16,00 Dok 16,00

Tersusunnya Dok Perencanaan & Pelaporan :
renstra, Renja, Renja Perubahan, RKPD, RKPD
Perubahan, LKPJ, LKJIP, LPPD, SPM, SIPD, IKM,
Evaluasi Triwulan Dan Laporan BUlanan

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 16 Dok - APBD Usulan OPD

1.06.07.02 Pelayanan administrasi
dan pelaporan keuangan

Kab. Kudus 90.000.000 APBD; 138.000.000

Dokumen administrasi dan pelaporan keuangan
yang tersusun sesuai standar

12,00 Dok 12,00

Honorarium PHD 1 orang dan premi asuransi Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Penyediaan alat tulis kantor Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja cetak dan penggandaan laporan keuangan Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 12 Dok - APBD Usulan OPD
Honorarium Pengelola Kegiatan Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 52 OB - APBD Usulan OPD

1.06.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kab. Kudus 1.884.045.000 APBD; 3.500.000.000

Jumlah dokumen administrasi umum yang tersusun
sesuai standar

5,00 Dok 5,00

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang
tersusun sesuai standar

12,00 Dok 12,00

Jumlah ASN yang terkirim diklat 2,00 Org 2,00
Jumlah tenaga pelaksana kebersihan, penjaga
kantor, sopir

31,00 Org 31,00

Jumlah gedung yang direhab 1,00 Unit 1,00
Jumlah gedung yang dibangun 0,00 0,00
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Kegiatan
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Jumlah gedung kantor yang dipelihara 3,00 Unit 1,00
Jumlah bangunan gedung kantor yang disewa 1,00 Unit 1,00
Jumlah perijinan kendaraan dinas 80,00 Unit 80,00
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 10,00 Unit 10,00
Jumlah aset yang dipelihara 90,00 Unit 90,00
Jumlah pengadaan aset 10,00 Unit 15,00
Jumlah Taman Makam Pahlawan tepelihara 1,00 Lok 1,00
Js surat menyurat, Sumber daya air, listrik, telepon,
servis peralatan dan perlengkapan kantor, asuransi
gedung, sewa gedung

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD

Js perijinan kendaraan dinas/operasional, servis,
suku cadang, bahan bakar

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 80 Unit - APBD Usulan OPD

Belanja ATK, Barang cetakan dan penggandaan,
komponen nstalasi listrik /penerangan ban kantor,
Bahan bacaan

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD

Honor pengelola kegiatan, tenaga pelaksana
kebersihan, sopir, penjaga kantor, asuransi
kesehatan dan ketenagakerjaan

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 10 Bln - APBD Usulan OPD

Blj Makanan dan minuman pegawai dan rapat Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 11 Bln - APBD Usulan OPD
Blj perjalanan dinas dalam dan rakor luar daerah Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Blj Pemeliharaan Gedung Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Blj kursus/Bimtek Pegawai Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 2 Org - APBD Usulan OPD
Blj Modal peralatan mesin, Gedung dan bangunan Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 10 Unit - APBD Usulan OPD

1.06.24 Program Pelayanan
Rehabilitasi Sosial,
Bantuan Perlindungan
dan Jaminan Sosial

400.000.000 910.000.000

persentase PMKS yang mendapat pelayanan
kebutuhan dasar

41 %

persentase penyandang disabilitas,anak
terlantar,lanjut usia terlantar, pengemis dan
gelandangan yang mendapat jaminan sosial

3 %

1.06.24.01 Peningkatan pelayanan
rehabilitasi sosial

Kab. Kudus 180.000.000 APBD; 470.000.000

Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang
mendapat jaminan sosial

50,00 Org 50,00
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Jumlah penyandang anak terlantar yang mendapat
jaminan sosial

25,00 Org 25,00

Jumlah penyandang lanjut usia terlantar yang
mendapat jaminan sosial

50,00 Org 50,00

Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat
jaminan sosial

30,00 Org 30,00

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang
terselesaikan penangananya

5,00 Org 5,00

Penyediaan Nutrisi Bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 10.000.000 APBD Usulan OPD

Penyediaan Nutrisi Bagi Anak Terlantar Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 10.000.000 APBD Usulan OPD
Penyediaan Nutrisi Bagi Lansia Terlantar Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 10.000.000 APBD Usulan OPD
Penyediaan Nutrisi Bagi Pengemis dan
Gelandangan

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 10.000.000 APBD Usulan OPD

Operasional Panti Singgah Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 50.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Ketrampilan Kepada Penyandang
Disabilitas Intelektual

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 40.000.000 APBD Usulan OPD

Pelayanan Rehabsos Bimbingan Sosial Kepada
Disabilitas, Anak, dan Lansia terlantar, Pengemis,
dan Gelandangan

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 20.000.000 APBD Usulan OPD

Pelayanan Data dan Pengaduan Kasus-Kasus Sosial Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 10.000.000 APBD Usulan OPD
Kerjasama antar Lembaga Dalam Pelaksanaan
Rehabsos Kab/Kota

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 10.000.000 APBD Usulan OPD

Pelayanan Adopsi Anak Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 5.000.000 APBD Usulan OPD
Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 5.000.000 APBD Usulan OPD

1.06.24.02 Fasilitasi Bantuan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial

Kab. Kudus 220.000.000 APBD; 440.000.000

Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dasar
sosial

40000,00 KK 40000,00

Jumlah PMKS yang mengalami perubahan perilaku
setelah memperoleh pelayanan dasar sosial

250,00 KK 300,00

Pengadaan Logistik Bencana 1,00 Thn 1,00
Operasional Hibah dan Bansos Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 80.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi pendampingan PKH Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 20.000.000 APBD Usulan OPD
Penyerahan Santunan Yatim Piatu Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 30.000.000 APBD Usulan OPD
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Penyaluran Logistik Bencana Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 1 Thn 20.000.000 APBD Usulan OPD
Sosialisasi dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 15.000.000 APBD Usulan OPD
Buku Profil Pelayanan Rehabsos Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 5.000.000 APBD Usulan OPD
Penyaluran Bansos Pangan Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 40.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan Seragan Tagana Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 10.000.000 APBD Usulan OPD

1.06.25 Program
Pemberdayaan
Kelembagaan Sosial
dan Keluarga Miskin

475.000.000 790.000.000

persentase PSKS yang aktif menangani PMKS
sesuai standar

69 %

persentase keluarga miskin yang memperoleh
pelayanan dasar sosial

50.3 %

1.06.25.01 Pemberdayaan
kelembagaan sosial

Kudus 200.000.000 APBD; 350.000.000

PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar 9,00 Lembaga 10,00
Sarasehan, keperintisan kepahlawanan 1,00 Kgt 1,00
Ziarah kepahlawanan 1,00 Kali 1,00
Diklat Karang Taruna Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 12.000.000 APBD Usulan OPD
Honor TKSK dan Premi Asuransi Kesehatan Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 153.700.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Organisasi Sosial Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 14.300.000 APBD Usulan OPD
Buku Profil Bidang Kelembagaan Sosial dan
Keluarga Miskin

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 5.000.000 APBD Usulan OPD

Sarasehan Keperintisan Kepahlawanan Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 15.000.000 APBD Usulan OPD
1.06.25.03 Pemberdayaan Keluarga

Miskin
Kab. Kudus 275.000.000 APBD; 440.000.000

Jumlah keluarga miskin yang memperoleh
pelayanan dasar

40000,00 Org 40000,00

Jumlah keluarga miskin yang memperoleh
keterampilan

50,00 Org 50,00

Pendataan, Pengkajian, pengelolaan data PMKS
dan PSKS

1,00 Buku 1,00

Jumlah RTSM yang tervalidasi 228000,00 Org 228000,00
Penyaluran bansos pangan 36000,00 Org 36500,00
Pendataan PMKS dan PSKS Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 150.000.000 APBD Usulan OPD
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Verifikasi, Validasi BDT dan KJS-KIS Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 125.000.000 APBD Usulan OPD
2.02 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

1.358.000.000 1.925.000.000

2.02.21 Program
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

1.358.000.000 1.925.000.000

tingkat kesempatan kerja perempuan 97.32 %
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang terselesaikan penanganannya
pada unit pelayanan terpadu

100 %

rasio KDRT 0.015
2.02.21.01 Peningkatan kualitas

pemberdayaan
perempuan

Kab. Kudus 218.000.000 APBD; 540.000.000

Jumlah pekerja perempuan 174400,00 Org 174700,00
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah 4000,00 Org 4000,00
Jumlah perempuan yang terlatih keterampilan
usaha ekonomi produktif

480,00 Org 320,00

Jumlah anggota organisasi perempuan dalam hal
kesetaraan gender dan perlindungan anak

27000,00 Org 27000,00

Lomba Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 1,00 Kali 1,00
Jumlah kasus KDRT terhadap perempuan 8,00 Kasus 6,00
Data sistem informasi gender dan anak (SIGA) 1,00 Buku 1,00
Jumlah Angkatan Kerja Perempuan 287165,00 Org 287320,00
penyusunan data Sistem Informasi Gender dan
Anak (SIGA)

Kab. Kudus 1 Dok 25.000.000 APBD Usulan OPD

Bimtek PPRG Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 85 OK 58.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan petugas Pelayanan Terpadu (PPT) Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 50 Org 15.000.000 APBD Usulan OPD
Peringatan Hari Kartini Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 500 Org 40.000.000 APBD Usulan OPD
Peringatan Hari Ibu Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 400 Org 40.000.000 APBD Usulan OPD
Persiapan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 3 Kali 15.000.000 APBD Usulan OPD
Penganganan kasus KDRT Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 5 Kasus 25.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.02.21.02 Peningkatan kualitas
pemberdayaan
perempuan (DBHCHT)

Kab. Kudus 1.000.000.000 DBHCHT; 1.000.000.000

Pelatihan keterampilan kepada kelompok usaha
perempuan

480,00 Org 320,00

Pelatihan Bagi Masyarakat Desa Ds.Tenggeles/RW.1-5 40,00 Org 0 APBD Desa Tenggeles
Rw , 01 , 02 , 03
, 04 , 05

Musrenbang Desa

Pelatihan Bagi PKK Ds.Tenggeles 40,00 Org 0 APBD Desa Tenggeles
Masyarakat
Desa Tenggeles

Musrenbang Desa

Pelatihan Menjahit Ds.Hadiwarno 1,00 Pkt 0 APBD Ds Hadiwarno Musrenbang Desa
Pelatihan Menjahit Ds.Hadiwarno

RT./RW.
1,00 Pkt 0 APBD Desa Hadiwarno

RW. 4 RW. 3
Musrenbang Desa

Pelatihan Menjahit Bagi Masyarakat Desa Ds.Kesambi 40,00 Org 0 APBD Desa Kesambi Musrenbang Desa
Pelatihan menjahit Bagi Masyarakat desa Ds.Kesambi 40,00 Org 0 APBD Desa Tenggeles Musrenbang Desa
Pelatihan Ketrampilan Tata Boga Ds.Papringan

RT.003/RW.002
2,00 Pkt 0 APBD Desa papringan Musrenbang Desa

Pelatihan Tata Boga Ds.Setrokalangan
RT.002/RW.002

60,00 Org 0 APBD Desa
Setrokalangan

Musrenbang Desa

pelatihan-pelatihan kerajinan tangan Ds.Prambatan Lor 1,00 Pkt 0 APBD balai desa Musrenbang Desa
Pelatihan Membordir Kab. Kudus 4 Pkt 120.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan Menjahit Kab. Kudus 5 Pkt 150.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan Olahan makanan berbasis inovasi Kab. Kudus 4 Pkt 132.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan Tata Boga Kab. Kudus 5 Pkt 150.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan Rias Kecantikan kulit Kab. Kudus 4 Pkt 128.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan Souvenir Kab. Kudus 4 Pkt 120.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pelatihan Merajut Tas Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 4 Pkt 124.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Rakor dan monev Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 12 Bln 76.000.000 DBHCHT Usulan OPD

2.02.21.03 Fasilitasi dan
peningkatan kualitas
perlindungan anak

Kab. Kudus 140.000.000 APBD; 385.000.000

Fasilitasi anak korban kekerasan yang diselesaikan
di unit pelayanan terpadu perempuan dan anak

8,00 Kasus 6,00

Jumlah organisasi anak yang dibina 10,00 Lembaga 10,00
Kabupaten Layak Anak (KLA) 0,00 Mdy 0,00



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Workshop per group Konsultan Kekerasan anak Kab. Kudus 60 Orgn 15.000.000 APBD Usulan OPD
Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM)

Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 60 Org 15.000.000 APBD Usulan OPD

Kegiatan Perayaan Hari Anak Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 150 Org 25.000.000 APBD Usulan OPD
Kegiatan Kota Layak Anak Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 35.000.000 APBD Usulan OPD
Kegiatan Forum Anak Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 9 Kec 40.000.000 APBD Usulan OPD
Pencetakan Buku Pedoman PATBM Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 200 Eksp 10.000.000 APBD Usulan OPD

2.08 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

245.000.000 1.250.000.000

2.08.15 Program Keluarga
Berencana

245.000.000 1.250.000.000

cakupan peserta KB aktif 70.6 %
persentase peserta KB MKJP 13.35 %

2.08.15.11 Pengendalian Penduduk
dan Advokasi
Penggerakan Informasi

Kab. Kudus 100.000.000 APBD; 500.000.000

Jumlah wanita usia subur (usia 15 - 49 th) 244500,00 Org 244500,00
Sosialisasi kesehatan reproduksi 1,00 Kali 1,00
Grand desain kependudukan 1,00 Buku 1,00
Sosialisasi GDBK Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 56.000.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan Laporan Data Bangga Kencana Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 7.000.000 APBD Usulan OPD
Sekolah Siaga Kependudukan Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 5.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Data Kependudukan Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 18.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Kampung KB Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 4.000.000 APBD Usulan OPD
Evaluasi Program Kependudukan Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 10.000.000 APBD Usulan OPD

2.08.15.12 Peningkatan pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi

Kab. Kudus 90.000.000 APBD; 500.000.000

Jumlah Pasangan Usia Subur yang aktif ber-KB 117000,00 PUS 122000,00
Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah
20 tahun

730,00 PUS 710,00

Jumlah Pasangan Usia Subur yang aktif ber-KB 91000,00 PUS 93000,00
Unmeet Need KB 12,00 % 11,00



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembinaan KB kepada para akseptor KB 1000,00 Akseptor 1000,00
Jumlah PUS yang mengikuti program MKJP 80,00 PUS 80,00
Buku Profil Bidan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

1,00 Buku 1,00

Peningkatan pelayanan KB dan KR Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 40.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan KB Kepada Akseptor KB Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 50.000.000 APBD Usulan OPD

2.08.15.15 Peningkatan Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga

Kab. Kudus 55.000.000 APBD; 250.000.000

Kelompok BKB yang mendapat pembinaan 18,00 Kelpk 21,00
Kelompok BKR yang mendapat pembinaan 18,00 Kelpk 21,00
Kelompok BKL yang mendapat pembinaan 18,00 Kelpk 21,00
Kelompok PIK-R yang mendapat pembinaan 18,00 Kelpk 21,00
Mitra kerja yang mendukung pemberdayaan
keluarga

6,00 Kelpk 6,00

Pemilihan Duta Genre Tingkat Kabupaten Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 15.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Saka Kencana Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 15.000.000 APBD Usulan OPD
Peningkatan Kapasitas Tribina Dinsos P3AP2KB Kab. Kudus 0000,00 25.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 4.460.045.000 8.525.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.06.02 : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.06 SOSIAL 2.602.544.000 3.600.000.000
1.06.07 Program pelayanan

administrasi umum
1.564.610.000 1.700.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
1.06.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kab. Kudus 5.000.000 APBD; 0

Tersusunnya dokmen perencanaan dan pelaporan 6,00 Dok 6,00
Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan BPBD Kudus 6 Dok - APBD Usulan OPD

1.06.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kab. Kudus 102.000.000 APBD; 200.000.000

Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan 12,00 Bln 12,00
Honorarium pengelola kegiatan, honorarium PHD, honorarium pejabat
pengadaan, dan honorarium PPHP

12,00 Bln 12,00

Honorarium pengelola keuangan, honorarium panitia pelaksana kegiatan dan
honorarium PHD

BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD

1.06.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kab. Kudus 1.457.610.000 APBD; 1.500.000.000

Terpenuhinya kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur 1,00 Pkt 1,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/opersional 25,00 Unit 25,00
Jasa perijinan motor dan mobil 12,00 Bln 12,00
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor 1,00 Pkt 1,00
Biaya langganan telepon dan listrik 12,00 Bln 12,00
Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor 12,00 Bln 12,00
Jasa Surat Menyurat 12,00 Bln 12,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,00 Bln 12,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,00 Bln 12,00
Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12,00 Bln 12,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 12,00 Bln 12,00
Penyediaan makan minum pegawai dan rapat 12,00 Bln 12,00
Makan minum tamu 12,00 Bln 12,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Biaya perjalanan dinas dan rapat koordinasi 12,00 Bln 12,00
Honor tenaga kebersihan kantor, 4 orang 12,00 Bln 12,00
Honor tenaga administrasi kantor, 5 orang 12,00 Bln 12,00
pengadaan perlengkapan gedung kantor 12,00 Unit 10,00
pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12,00 Unit 12,00
Monitoring, evauasi dan pelaporan 12,00 Bln 12,00
Pengadaan Mobil operasional 2,00 Unit 2,00
ATK BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Komponen dan instalasi listrik BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Perangko, materai BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
peralatan kebersihan BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Bahan bakar minyak/ Gas BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Telephon dan listrik BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
servis peralatan dan perlengkapan BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Tenaga Kontrak OB BPBD Kudus 10 Bln - APBD Usulan OPD
Asuransi kesehatan tenaga kontrak dan PHD BPBD Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Asuransi ketenagakerjaan tenaga kontrak dan PHD BPBD Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Jasa servis kendaraan dan pergantian suku cadang BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
BBM/Pelumas BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Pajak Kendaraan BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
cetak penggandaan BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
makan minum harian dan tamu BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
SPPD BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
perlengkapan dan peralatan kantor BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Perawatan gedung BPBD Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
surat kabar BPBD Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Rehabiliatsi Gudang Huntara dan tempat rehat personil/petugas kebencanaan BPBD Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD

1.06.26 Program Penanggulangan
Bencana Daerah

1.037.934.000 1.900.000.000

Cakupan pelayanan penanggulangan bencana 100 %
1.06.26.01 Fasilitasi Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana
Kab. Kudus 533.739.000 APBD; 800.000.000



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 12,00 Bln 0,00
peralatan safety (10 baju pemadam kebakaran ) 10,00 Unit 5,00
Sosialisasi dan simulasi kebencanaan 1000,00 Org 1000,00
Desa Tangguh Bencana 1,00 Desa/Kel 1,00
Monitoring dan evaluasi 0,00 0,00
Tenaga Kontrak gudang pusdalops, 12 orang 12,00 Bln 12,00
Piket posko, lembur posko, piket relawan 1,00 Pkt 1,00
Perlengkapan satgas dan asuransi relawan 1,00 Pkt 1,00
Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana kebencanaan 1,00 Pkt 1,00
Pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan (Mobil kren, mobil hilux, dam
truk, 5 chain saw)

8,00 Unit 5,00

Honor Tenaga penanganan kebencanaan, 32 orang 12,00 Bln 12,00
peralatan evakuasi bencana (5 betel,5 bondem, 5 linggis) 15,00 Unit 15,00
Perjalanan dinas dalam kegiatan kesiapsiagaan 1,00 Pkt 1,00
Honor pelaksana kegiatan BPBD Kudus 1 Pkt 112.197.000 APBD Usulan OPD
ATK BPBD Kudus 1 Pkt 600.000 APBD Usulan OPD
Servis Peralatan Kebencanaan BPBD Kudus 1 Pkt 60.120.000 APBD Usulan OPD
Tenaga Kontrak BPBD Kudus 10 Bln 244.200.000 APBD Usulan OPD
Asuransi kesehatan tenaga kontrak BPBD Kudus 1 Thn 15.180.000 APBD Usulan OPD
asuransi ketenagakerjaan tenaga kontrak BPBD Kudus 1 Thn 18.480.000 APBD Usulan OPD
asuransi ketenagakerjaan relawan BPBD Kudus 1 Thn 16.800.000 APBD Usulan OPD
Desa Tangguh Bencana BPBD Kudus 1 Desa/Kel 20.000.000 APBD Usulan OPD
Sosialisasi dan simulasi kebencanaan BPBD Kudus 1000 Org 20.000.000 APBD Usulan OPD
Seragam relawan dan destana BPBD Kudus 1 Pkt 22.000.000 APBD Usulan OPD
SPPD dalam daerah BPBD Kudus 1 Pkt 4.162.000 APBD Usulan OPD

1.06.26.02 Penanganan kedaruratan
dan penyediaan logistik

Kab. Kudus 357.595.000 APBD; 600.000.000

Terfasilitasinya kedaruratan dan tersedianya logistik 1,00 Pkt 0,00
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk terdampak bencana 1,00 Pkt 1,00
Honor tenaga kontrak kedaruratan, 10 orang 12,00 Bln 12,00
Makan minum tamu U Garuda 12,00 Bln 12,00
Uang transpot pelaku penanganan darurat bencana 1,00 Pkt 1,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,00 Bln 12,00
Honor pelaksana kegiatan BPBD Kudus 12 Bln 8.250.000 APBD Usulan OPD
ATK BPBD Kudus 1 Pkt 425.000 APBD Usulan OPD
Bahan Logistik bencana BPBD Kudus 1 Pkt 60.120.000 APBD Usulan OPD
Droping air bersih BPBD Kudus 1 Pkt 26.250.000 APBD Usulan OPD
Tenaga kontrak kedaruratan BPBD Kudus 10 Bln 111.000.000 APBD Usulan OPD
Asuransi kesehatan tenaga kontrak BPBD Kudus 1 Thn 6.900.000 APBD Usulan OPD
asuransi ketenagakerjaan tenaga kontrak BPBD Kudus 1 Thn 8.400.000 APBD Usulan OPD
makan minum U garuda BPBD Kudus 1 Thn 121.250.000 APBD Usulan OPD
SPPD non ASN BPBD Kudus 1 Pkt 15.000.000 APBD Usulan OPD

1.06.26.03 Rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana

Kab. Kudus 146.600.000 APBD; 500.000.000

Terfasilitasinya bahan bangunan untuk fasilitas publik dan fasilitas penduduk
akibat bencana

1,00 Pkt 0,00

Bahan Bangunan untuk fasilitas publik akibat bencana 1,00 Pkt 1,00
Bahan Bangunan untuk fasilitas penduduk akibat bencana 1,00 Pkt 1,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,00 Bln 12,00
Honor pelaksana kegiatan BPBD Kudus 6 Bln 4.350.000 APBD Usulan OPD
ATK BPBD Kudus 1 Pkt 350.000 APBD Usulan OPD
Bahan baku bangunan untuk fasilitas publik akibat bencana BPBD Kudus 0000,00 115.000.000 APBD Usulan OPD
Bahan baku bangunan untuk fasilitas penduduk akibat bencana BPBD Kudus 1 Pkt 26.900.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 2.602.544.000 3.600.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.01.01 : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana
Pagu

Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.01 TENAGA KERJA 5.076.929.000 0
2.01.07 Program pelayanan administrasi

umum
1.026.929.000 0

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
2.01.07.01 Peningkatan sistem perencanaan,

evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja

Kabupaten Kudus 5.000.000 APBD; 0

Tersusunnya laporan capaian kinerja, kegiatan ( Renja, LKjIP, PK,
LPPD, LKPJ, SAKIP,RKPD, RKPDP, KUAPPA, KUAPPAP, Laporan
Bulanan dan Triwulanan)

12,00 Dok 0,00

Belanja ATK, Lembur, Rapat-rapat 3,00 Kgt 0,00
2.01.07.02 Pelayanan administrasi dan

pelaporan keuangan
Kabupaten Kudus 142.532.000 APBD; 0

Terlaksananya Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
kantor

12,00 Bln 0,00

Honor-honor pengelola kegiatan dan lembur 15,00 OB 0,00
2.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya

dan sarana prasarana aparatur
Kabupaten Kudus 879.397.000 APBD; 0

Meningkatnya kapasitas sumber daya dan prasarana aparatur 12,00 Bln 0,00
Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 12,00 Bln 0,00
Penyediaan materai, perangko da jasa surat menyurat 21,00 Jenis 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,00 Bln 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 11,00 Jenis 0,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 6,00 Unit 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional

40,00 Unit 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 75,00 Jenis 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,00 Jenis 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor

40,00 Jenis 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,00 Unit 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga kantor 45,00 Jenis 0,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana
Pagu

Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,00 Jenis 0,00
Penyediaan bahan logistik kantor 14,00 Unit 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 150,00 Org 0,00
Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 50,00 Org 0,00
Pengadaan mebeluer 5,00 Unit 0,00
Sewa tanah LIK-IHT 1,00 Bid 0,00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2,00 Unit 0,00
Pembangunan Ruang Dapur Kantor 1,00 Unit 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor (AC) 3,00 Unit 0,00
Penyediaan Jasa Keamanan, Kebersihan dan Driver 5,00 Org 0,00

2.01.18 Program perluasan kesempatan
kerja, penempatan, pelatihan
dan produktivitas tenaga kerja

3.820.000.000 0

persentase pencari kerja yang sudah bekerja 46 %
2.01.18.01 Fasilitasi dan pembinaan tenaga

kerja dalam negeri
Kabupaten Kudus 10.000.000 APBD; 0

Terselenggaranya pelayanan Bursa Kerja Online (BKOL) 1,00 Kgt 0,00
Pelayanan Bursa Kerja Online (BKOL) 1,00 Kgt 0,00

2.01.18.02 Fasilitasi dan pembinaan tenaga
kerja dalam negeri (DBHCHT)

Kabupaten Kudus 475.000.000 DBHCHT; 0

Pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online dan penempatan
Tenaga Kerja, penyebarluasan informasi bursa kerja dan fasilitasi
rekrutmen tenaga kerja

10,00 Kgt 0,00

Tenaga Pendamping Penempatan tenaga Kerja 5,00 Org 0,00
Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja 1,00 Kgt 0,00
Fasilitasi rekrutmen tenaga kerja 4,00 Kgt 0,00
Penyelenggaraan Job Fair 1,00 Kgt 0,00
Penyuluhan peluang kerja dan Bimbingan Jabatan 1,00 Kgt 0,00
Terlaksananya iklan layanan tenaga kerja (1 unit) 1,00 Unit 0,00
Pelayanan IPK Online dan Penempatan Tenaga Kerja 1,00 Kgt 0,00

2.01.18.03 Fasilitasi dan pembinaan tenaga
kerja luar negeri

Kabupaten Kudus 10.000.000 APBD; 0

Peningkatan kualitas lembaga ketrampilan kerja 25,00 Org 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) 25,00 Org 0,00
2.01.18.04 Fasilitasi dan pembinaan tenaga

kerja luar negeri (DBHCHT)
Kabupaten Kudus 300.000.000 DBHCHT; 0

Peningkatan produktivitas tenaga kerja, Pelatihan kewirausahaan
masyarakat

4,00 Kgt 0,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung kegiatan ( 2 org x 10 bln ) 2,00 Org 0,00
Pembinaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Sektor informal 4,00 Kali 0,00
Sosialisasi TKLN dan Keluarga Ex TKI 2,00 Kgt 0,00
Sosialisasi PTKIS 1,00 Kali 0,00

2.01.18.05 Operasional Pengelolaan dan
Peningkatan Sarana dan prasarana
UPTD BLK

Kabupaten Kudus 25.000.000 APBD; 0

Pengembangan Aplikasi Pelatihan 1,00 Kali 0,00
Belanja Korden 1,00 Kgt 0,00

2.01.18.06 Operasional Pengelolaan dan
Peningkatan Sarana dan prasarana
UPTD BLK (DBHCHT)

Kab. Kudus 3.000.000.000 DBHCHT; 0

Pemilaharaan Sarpras Worksop TKR, Pelatihan Institusional,
Pelatihan Kerja keliling (MTU), Pemeliharaan Peralatan Pelatihan,
Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Pengadaan Peralatan
pelatihan dan Tenaga Pendukung Pelatihan

34,00 Kgt 0,00

Pemeliharaan Sarpras Workshop TKR 1,00 Kgt 0,00
Pelatihan Institusional 13,00 Kgt 0,00
Pelatihan Kerja Keliling (MTU) 17,00 Kgt 0,00
Pemeliharaan peralatan pelatihan 80,00 Unit 0,00
Pemeliharaan peralatan kantor 60,00 Unit 0,00
Pengadaan peralatan pelatihan 4,00 Jenis 0,00
tenaga pendukung Pelatihan 22 org x 10 bln 22,00 Org 0,00
Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan 6 Orang X 12 Bulan 6,00 Org 0,00
PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH Kab. Kudus

RT./RW.
1,00 Kelpk 0 DBHCHT KOMISI B

Pelatihan Limbah Plastik dan Limbah Rumah Tangga Ds.Menawan
RT./RW.

1,00 Pkt 0 DBHCHT Menawan Musrenbang
Kec

PELATIHAN KEJURUAN LAS, KELOMPOK SARI MANDIRI Ds.Kedungsari
RT.03/RW.04

1,00 Kelpk 0 DBHCHT KOMISI B
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Urusan / Bidang Urusan
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/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PELATIHAN KEJURUAN TATA KECANTIKAN, KELOMPOK
MATAHARI

Ds.Gondosari
RT.06/RW.02

1,00 Kelpk 0 DBHCHT KOMISI B

PELATIHAN KEJURUAN TATA BOGA, KELOMPOK MASTER
CHIEF

Ds.Gondosari
RT.02/RW.07

1,00 Kelpk 0 DBHCHT KOMISI B

PELATIHAN DESAIN GRAFIS, KELOMPOK GRAVITASI Ds.Gondosari
RT.02/RW.05

1,00 Kelpk 0 DBHCHT KOMISI B

PELATIHAN KEJURUAN BAHASA, KELOMPOK RAMAYANA Ds.Gondosari
RT.01/RW.01

1,00 Kelpk 0 DBHCHT KOMISI B

PELATIHAN KEJURUAN TEKNIK INFORMASI KOMPUTER
(DESAIN GRAFIS DAN OPERATOR KOMPUTER) KELOMPOK
MAJU KREATIF

Ds.Jurang
RT.01/RW.05

1,00 Kelpk 0 DBHCHT KOMISI B

PELATIHAN KEJURUAN OTOMATIF, KELOMPOK GETAS
TANGGUH

Ds.Getasrabi
RT.09/RW.06

1,00 Kelpk 0 DBHCHT KARAAN KOMISI B

PELATIHAN PEMELIHARAAN KENDARAAN RINGAN SISTEM
KONVENSIONAL, KELOMPOK KLUMPIT BERDIKARI

Ds.Klumpit
RT.06/RW.03

1,00 Kelpk 0 DBHCHT KOMISI B

PELATIHAN KEJURUAN MANUFAKTUR, KELOMPOK SETIA
KARYA

Ds.Gribig
RT.01/RW.03

1,00 Kelpk 0 DBHCHT KOMISI B

PELATIHAN MESIN PENDINGIN Kab. Kudus
RT./RW.

1 Pkt 0 DBHCHT KOMISI B

PELATIHAN VIDEOGRAPHER DESA PASURUHAN
KIDUL RT 02 RW 02
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS
RT.2/RW.2

10,00 Org 0 DBHCHT Usulan
Masyarakat
Kudus

Pelatihan / Kursus Komputer Desa Setrokalangan
RT.002/RW.002

50,00 Org 0 DBHCHT Musrenbang
Desa

Pelatihan Perbengkelan Desa Setrokalangan
RT.002/RW.002

20,00 Org 0 DBHCHT Musrenbang
Desa

pelatihan menegemen usaha kecil desa kaliwungu 1,00 Kali 0 DBHCHT Musrenbang
Desa

Pelatihan Montir Motor Getassrabi
RT./RW.

1,00 Pkt 0 DBHCHT Musrenbang
Kec

2.01.19 Program pembinaan,
perlindungan hubungan
industrial dan perselisihan
ketenagakerjaan

230.000.000 0

persentase kasus yang terselesaikan 100 %
2.01.19.01 Fasilitasi dan pembinaan hubungan

industrial
Kabupaten Kudus 200.000.000 APBD; 0
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Terlaksananya usulan Upah Minimum 1,00 Kgt 0,00
Pemberdayaan Serikat Pekerja 1,00 Kgt 0,00
Pembinaan Hubungan Industrial (Bintek Pengupahan) 2,00 Kgt 0,00

2.01.19.02 Fasilitasi dan pembinaan
perselisihan ketenagakerjaan

Kabupaten Kudus 30.000.000 APBD; 0

Terlaksananya efektifitas kinerja LKS Tripartit 1,00 Kgt 0,00
Pembinaan efektivitas kinerja lks tripartit 1,00 Kgt 0,00

2.11 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

3.020.000.000 0

2.11.19 Program peningkatan dan
pengembangan koperasi, usaha
kecil dan menengah

3.020.000.000 0

Prosentase koperasi aktif 88.5 %
persentase perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

5.25 %

2.11.19.01 Peningkatan dan pengembangan
koperasi

Kabupaten Kudus 30.000.000 APBD; 0

Pembinaan (Bintek Perkoperasian) 2,00 Kgt 0,00
Monev Koperasi 1,00 Kgt 0,00

2.11.19.02 Peningkatan dan pengembangan
Promosi, Produksi dan Pembiayaan
Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Kudus 15.000.000 APBD; 0

Kemitraan Pemasaran Produk UMKM 1,00 Kali 0,00
2.11.19.04 Peningkatan dan pengembangan

Promosi, Produksi dan Pembiayaan
Usaha Kecil dan Menengah
(DBHCHT)

Kabupaten Kudus 500.000.000 DBHCHT; 0

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan, Pembiayaan UMKM dengan
Lembaga Keuangan dan Fasilitasi promosi melalui pameran
UMKM

6,00 Kgt 0,00

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan UMKM 3,00 Kali 0,00
Sosialisasi Pembiayaan UMKM dengan Lembaga Keuangan 1,00 Kali 0,00
Fasilitasi promosi melalui pameran UMKM ( Pameran
Musrenbangwil)

1,00 Kali 0,00

Fasilitasi promosi melalui pameran UMKM ( Pameran dalam
provinsi )

1,00 Kali 0,00
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Fasilitasi promosi melalui pameran UMKM ( Pameran luar Provinsi
dalam pulau jawa)

1,00 Kali 0,00

Fasilitasi promosi melalui pameran UMKM ( Pameran luar pulau
jawa)

1,00 Kali 0,00

2.11.19.05 Peningkatan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan
Teknologi Usaha Kecil dan
Menengah

Kabupaten Kudus 1.125.000.000 APBD; 0

Penyusunan Data UMKM 1,00 Kgt 0,00
Pelatihan Kewirausahaan 20,00 Pkt 0,00
Pengadaan Sarana Sistem Informasi Usaha dan Ketenagakerjaan 1,00 Unit 0,00

2.11.19.06 Peningkatan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan
Teknologi Usaha Kecil dan
Menengah (DBHCHT)

Kabupaten Kudus 1.350.000.000 DBHCHT; 0

Pelatihan pengembangan UMKM 5,00 Kali 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendamping Kegiatan 21 Orang X 10
Bulan

21,00 Org 0,00

Bantuan Hibah Peralatan Pengolahan Kopi Ds.Colo 1 Pkt 0 DBHCHT Usulan OPD
3.07 PERINDUSTRIAN 2.400.000.000 0
3.07.20 Program peningkatan dan

pengembangan perindustrian
2.400.000.000 0

Prosentase peningkatan IKM 0.3 %
3.07.20.01 Peningkatan dan pengembangan

industri kimia, agro dan hasil hutan
Kabupaten Kudus 20.000.000 APBD; 0

Bintek peningkatan kualitas IKM 1,00 Kali 0,00
3.07.20.02 Peningkatan dan pengembangan

industri kimia, agro dan hasil hutan
(DBHCHT)

Kab. Kudus 1.925.000.000 DBHCHT; 0

Operasional Laboratorium LIK - IHT, Keikutsertaan pameran dan
Penyelenggaraan Kudus Expo 2021 dan Pengelolaan Ruang Pamer
Dekranasda

9,00 Kgt 0,00

Operasional Laboratorium LIK - IHT 1,00 Kgt 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pengelola LIK-IHT 11,00 Org 0,00
Keikutsertaan pameran IKM dalam provinsi dalam pulau jawa 1,00 Kali 0,00
Keikutsertaan pameran IKM luar provinsi dalam pulau jawa 1,00 Kali 0,00
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Penyusunan Profil IKM Unggulan (Makanan Minuman) 1,00 Kali 0,00
Keikutsertaan Dekranasda Carnival Jateng 1,00 Kgt 0,00
Pengelolaan ruang pamer gedung dekranasda Kab. Kudus 1,00 Kgt 0,00
Optimalisasi penggunaan DBHCHT untuk Revitalisasi LIK IHT
Kudus

Kab. Kudus 1,00 Pkt 0 APBD Usulan
Masyarakat
Kudus

3.07.20.03 Peningkatan dan pengembangan
Industri Logam, Mesin, Elektronika
dan Aneka Industri

Kabupaten Kudus 5.000.000 APBD; 0

Monitoring dan Evaluasi IKM 1,00 Kgt 0,00
3.07.20.05 Peningkatan dan pengembangan

Industri Logam, Mesin, Elektronika
dan Aneka Industri (DBHCHT)

Kabupaten Kudus 450.000.000 DBHCHT; 0

Pengembangan ketrampilan IKM dan Pembangunan Industri
Pengemasan

2,00 Kgt 0,00

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan ILMEA 12,00 Bln 0,00
Workshop Trend Fashion 1,00 Kgt 0,00
Pengembangan ketrampilan IKM, 3,00 Kgt 0,00

3.08 TRANSMIGRASI 5.000.000 0
3.08.18 Program fasilitasi dan

pengembangan wilayah
penempatan transmigrasi

5.000.000 0

Prosentase calon transmigran yang terfasilitasi 25 %
3.08.18.01 Fasilitasi perpindahan dan

penempatan transmigrasi
Kabupaten Kudus 5.000.000 APBD; 0

Koordinasi, kosultasi 1,00 Kgt 0,00
J U M L A H 10.501.929.000 0
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OPD : 2.06.01 : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.06 ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2.407.022.000 6.265.000.000

2.06.07 Program pelayanan
administrasi umum

975.893.000 2.115.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 90
2.06.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

59.328.000 APBD; 60.000.000

Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKjIP) 3,00 Dok 3,00
Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulanan,
Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Capaian Output Dokumen
Kependudukan per triwulan)

12,00 Dok 12,00

Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan,
KUA-PPAS tingkat OPD, KUA-PPAS perubahan, Rencana Kinerja Tahunan,
Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)

8,00 Dok 8,00

Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan/kinerja Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

23 Dok - APBD Usulan
OPD

2.06.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

53.096.000 APBD; 55.000.000

Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Progres Fisik dan Keuangan
Bulanan; Laporan Prognosis; Laporan Keuangan OPD)

14,00 Dok 14,00

Jumlah dokumen administrasi keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan
Bulanan OPD)

12,00 Dok 12,00

Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) 3,00 Dok 3,00
Penyusunan dokumen anggaran, administrasi keuangan, pelaporan keuangan Dinas Dukcapil

Kab. Kudus
29 Dok - APBD Usulan

OPD
2.06.07.03 Peningkatan kapasitas

sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus dan
Luar Kab. Kudus

863.469.000 APBD; 2.000.000.000

Jumlah fasilitasi pelayanan umum (honor pelaksana kegiatan, perjalanan dinas,
mamin harian pegawai, belanja jasa kantor/ telepon/ surat kabar/ internet)

12,00 Kali/th 12,00

Jumlah pengadaan sarpras umum aparatur penunjang kelancaran perkantoran
(mesin absensi 1 unit dan kendaraan dinas roda dua 10 unit,, mobil dinas eselon
II 1 unit)

1,00 Pkt 6,00

Jumlah barang persedian penunjang kelancaran pelayanan administrasi umum 7,00 Jenis 7,00
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Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dakam daerah, luar daerah) 56,00 Kali 64,00
Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara dalam kondisi baik 48,00 Unit 61,00
Jumlah tenaga pelaksana tugas kesekretariatan (PHD 2 org dan Tenaga Kontrak
13 org)

15,00 Org 15,00

Jumlah dokumen pengelolaan umum, aset dan kepegawaian yang tersusun sesuai
standar

47,00 Dok 47,00

Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat 2,00 Org 6,00
Diklat//bimtek/workshop peningkatan kompetensi ASN Kudus dan Luar

Kab. Kudus
2 Org - APBD Usulan

OPD
Penyusunan dokumen pengelolaan umum, aset dan kepegawaian yang tersusun
sesuai standar

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

47 Dok - APBD Usulan
OPD

Pemeliharaan sarpras aparatur perkantoran Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

48 Unit - APBD Usulan
OPD

Penyediaan tenaga kontrak pelaksana tugas kesekretariatan (PHD dan Tenaga
Pendamping Teknis Adminduk)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

15 Org - APBD Usulan
OPD

Pengadaan barang persediaan penunjang kelancaran pelayanan administrasi
umum

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

7 Jenis - APBD Usulan
OPD

Fasilitasi pelayanan umum (honor pelaksana kegiatan, mamin harian pegawai,
belanja jasa kantor/ telepon/ surat kabar/ internet)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

7 Jenis - APBD Usulan
OPD

Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) administrasi
kependudukan

Luar Kab. Kudus 56 Kali/th - APBD Usulan
OPD

2.06.18 Program Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

678.070.000 1.500.000.000

Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 100 %
2.06.18.01 Fasilitasi dan peningkatan

pelayanan identitas
penduduk

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

69.754.000 APBD; 400.000.000

Jumlah barang pesediaan penunjang kelancaran pelayanan administrasi umum 4,00 Jenis 4,00
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait
peningkatan pelayanan

4,00 Kali/th 80,00

Jumlah pengadaan ATK cetak dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk 1,00 Pkt 1,00
Jumlah aparatur penyelenggara pelayanan adminduk di tingkat kec yang
meningkat wawasan pelayanan

20,00 Org 20,00

Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar 80000,00 Lbr 80000,00
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan identitas penduduk 8,00 Bln 12,00 Bln
Fasilitasi administrasi pelayanan identitas penduduk (honorarium, lembur,
penggandaan)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

8 Kali/th 21.040.000 APBD Usulan
OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan
pelayanan adminduk

Kab. Kudus dan
Luar Daerah

4 Kali/th 26.800.000 APBD Usulan
OPD

Koordinasi peningkatan penyelenggaraan pelayanan adminduk di tingkat kec Dinas Dukcapil
Kudus

20 Org 2.700.000 APBD Usulan
OPD

Pengadaan barang persediaan penunjang kelancaran pelayanan administrasi
umum

Dinas Dukcapil
Kudus

4 Jenis 19.214.000 APBD Usulan
OPD

2.06.18.03 Fasilitasi dan peningkatan
pelayanan pindah datang
dan pendataan penduduk

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

608.316.000 APBD; 1.100.000.000

Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk 12,00 Kali/th 12,00
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait
peningkatan pelayanan

2,00 Kali/th 28,00

Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar 9000,00 Dok 9000,00
Jumlah tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar 27,00 Org 27,00
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk Dinas Dukcapil

Kudus
12 Kali/th 21.909.000 APBD Usulan

OPD
Penyediaan tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk Dinas Dukcapil

Kudus
27 Org 572.807.000 APBD Usulan

OPD
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan
pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk

Luar Kab. Kudus 2 Kali/th 13.600.000 APBD Usulan
OPD

2.06.19 Program Pelayanan
Pencatatan Sipil

497.707.000 1.050.000.000

Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun 100 %
2.06.19.01 Fasilitasi dan peningkatan

pelayanan akta kelahiran
dan kematian

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

399.586.000 APBD; 800.000.000

Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan akta elahiran dan kematian 8,00 Kali/th 12,00
Jumlah penyusunan dokumen register pencatatan sipil dan berkas permohonan
pelayanan

300,00 Buku 600,00

Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas ( dalam daerah, luar daerah) terkait
peningkatan pelayanan

2,00 Kali/th 24,00

Jumlah tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar 16,00 Org 16,00
Jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar 31000,00 Lbr 31000,00
Fasilitasi administrasi pelayanan akta kelahiran dan kematian (honorariuum
PNS, lembur, bahan habis pakai)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

8 Kali/th 38.945.000 APBD Usulan
OPD

Penyusunan dokumen register pencatatan sipil dan berkas permohonan
pelayanan

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

300 Buku 7.600.000 APBD Usulan
OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan
pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian

Kab Kudus dan
Luar Daerah

2 Kali/th 13.600.000 APBD Usulan
OPD

Penyediaan tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

16 Org 339.441.000 APBD Usulan
OPD

2.06.19.03 Fasilitasi dan peningkatan
pelayanan perkawinan,
perceraian, perubahan
status anak dan
pewarganegaraan

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

98.121.000 APBD; 250.000.000

Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil Tk. Kab (kepada kepala desa,
OPD lintas sektor, pemuka agama, kecamatan)

200,00 Org 200,00

Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta
perceraian dan pewarganegaraan

12,00 Kali/th 12,00

Jumlah publikasi kebijakan / penyelenggaraan adminduk melalui cetak banner
indor, mmt non konstruksi dan leaflet

1,00 Pkt 1,00

Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait
peningkatan pelayanan

7,00 Kali/th 7,00

Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil (kepada pemuka agama,
petugas register desa, kaur kesra, kecamatan)

435,00 Org 435,00

Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur 85000,00 Org 85000,00
Fasilitasi administrasi pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian
dan pewarganegaraan (honorarium, bahan pakai habis, pengggandaan)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

4 Kali/th 9.591.000 APBD Usulan
OPD

Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan
pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status dan pewarganegaraan

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

2 Kali/th 8.460.000 APBD Usulan
OPD

Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil Tk. Kab (kepada kepala desa,
OPD lintas sektor, pemuka agama, kecamatan)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

200 Org 38.960.000 APBD Usulan
OPD

Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil (kepada pemuka agama,
petugas register desa, kaur kesra, kecamatan)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

435 Org 38.910.000 APBD Usulan
OPD

Publikasi kebijakan / penyelenggaraan adminduk melalui cetak mmt non
konstruksi

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

1 Pkt 2.200.000 APBD Usulan
OPD

2.06.20 Program Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan dan
Pemanfaatan Data

255.352.000 1.600.000.000

cakupan pengelolaan database kependudukan 100 %
2.06.20.01 Pembangunan dan

pengoperasian SIAK secara
terpadu

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

226.467.000 APBD; 1.500.000.000

Jumlah tenaga teknis pengelola jaringan SIAK yang terbayar 4,00 Org 4,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
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Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
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Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait
peningkatan pelayanan

3,00 Kali/th 24,00

Jumlah penyusunan buku dokumen kependudukan (buku profil kependudukan ;
Buku agregat semester I dan II)

3,00 Dok 3,00

Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan dapat beroperasional sesuai standar 41,00 Unit 56,00
Jumlah stabilisasi jaringan internet untuk pelayanan online SIAK 2,00 jaringan 2,00
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pengelolaan SIAK terpadu 8,00 Kali/th 12,00
Fasilitasi administrasi pelayanan pengelolaan SIAK terpadu (honorarium PNS,
bahan pakai habis, fotocopy)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

8 Kali/th 7.040.000 APBD Usulan
OPD

Penyediaan jaringan internet untuk pelayanan online SIAK Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

2 jaringan 58.600.000 APBD Usulan
OPD

Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan
SIAK

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

3 Kali/th 38.620.000 APBD Usulan
OPD

Penyediaan tenaga teknis pengelola jaringan SIAK yang terbayar Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

4 Org 84.861.000 APBD Usulan
OPD

Penyusunan buku dokumen kependudukan (buku profil kependudukan ; Buku
agregat semester I dan II)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

3 Dok 4.696.000 APBD Usulan
OPD

Pemeliharaan sarpras SIAK sesuai standar Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

41 Unit 32.650.000 APBD Usulan
OPD

2.06.20.03 Fasilitasi penyajian dan
pemanfaatan data
kependudukan, kerjasama
serta inovasi pelayanan

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

28.885.000 APBD; 100.000.000

Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar 2,00 Instansi 2,00
Meningkatkan koordinasi pengguna pemanfaatan data kependudukan di tingkat
kabupaten

115,00 Org 115,00

Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait
peningkatan pelayanan

4,00 Kali/th 15,00

Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pengelolaan SIAK terpadu 8,00 Kali/th 12,00
Fasilitasi administrasi kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan
(honorarium PNS, bahn pakai habis, fotocopy)

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

8 Kali/th 12.605.000 APBD Usulan
OPD

Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait kerjasama
dan pemanfaatan data kependudukan

Luar Kab. Kudus 4 Kali/th 11.680.000 APBD Usulan
OPD

Koordinasi instansi pengguna pemanfaatan data kependudukan di tingkat
kabupaten

Dinas Dukcapil
Kab. Kudus

115 Org 4.600.000 APBD Usulan
OPD

J U M L A H 2.407.022.000 6.265.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
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OPD : 2.07.01 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi
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Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA
8.116.129.000 6.246.997.000

2.07.07 Program pelayanan
administrasi umum

3.285.447.000 1.448.363.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
2.07.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kab. Kudus 8.000.000 APBD; 19.965.000

Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar 12,00 Dok 12,00
Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kab. Kudus 12 Dok - APBD Usulan OPD

2.07.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kab.Kudus 79.216.000 APBD; 753.194.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai
standar

12,00 Dok 12,00

Penyusunan RKA, DPA, DPPA dan Laporan Keuangan Kab. Kudus 6 Dok - APBD Usulan OPD
Honrarium Pengelola Kegiatan Kab. Kudus 15 Org - APBD Usulan OPD
Lembur Kab. Kudus 15 Org - APBD Usulan OPD

2.07.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kab. Kudus 3.198.231.000 APBD; 675.204.000

Jumlah pelaksanaan rehab ruang arsip 1,00 Pkt 0,00
Jumlah Pengadaan mebelair 84,00 Unit 160,00
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 4,00 Org 4,00
Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5,00 Jenis 10,00
Jumla Pengadaan Pelengkap Gedung Kantor 15,00 Unit 15,00
Jumlah Jaminan Barang Milik Daerah 1,00 Unit 1,00
Jumlah Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik 4,00 Jenis 4,00
Jumlah Peralatan Rumah Tangga 12,00 Jenis 15,00
Jumlah Surat Kabar dan Bahan Peraturan Perundang Undangan 2,00 Jenis 2,00
Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5,00 Jenis 5,00
Jumlah Cetak dan penggandaan 4,00 Jenis 4,00
Jumlah Honorarium Non PNS (PHD, Tenaga Kontrak) 16,00 Org 18,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
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Kerja
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Capaian
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Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lama Perjalanan Dinas Rapat Konsultasi Dan koordinasi Ke Luar Daerah dan
Dalam Daerah

150,00 Hari 200,00

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 250,00 Dos 250,00
Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai 5,00 Jenis 5,00
Jumlah surat menyurat 2,00 Jenis 2,00
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan roda 4 5,00 Unit 4,00
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionan 20,00 Unit 24,00
Jumlah Alat Tulis Kantor 45,00 Jenis 55,00
Jumlah perangkat desa yang menerima BPJS Kesehatan 1594,00 Org 1594,00 Org
BPJS Kesehatan bagi Kades, Sekdes dan Perangkat Desa Dinas PMD 1594 Org - APBD Usulan OPD
Alat Tulis Kantor Kab. Kudus 45 Jenis - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasionanl Kab. Kudus 20 Unit - APBD Usulan OPD
Jasa surat menyurat Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Makanan dan Minuman Pegawai Kab. Kudus 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Makanan dan Minuman Rapat Kab. Kudus 250 Dos - Usulan OPD
Perjalanan Dinas Rapat Konsultasi Dan koordinasi Ke Luar Daerah dan Dalam
Daerah

Kab. Kudus 150 Hari - APBD Usulan OPD

Honorarium Non PNS (PHD, Tenaga Kontrak) Kab. Kudus 16 Org - APBD Usulan OPD
Cetak dan penggandaan Kab. Kudus 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Surat Kabar dan Bahan Peraturan Perundang Undangan Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kab. Kudus 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Peralatan Rumah Tangga Kab. Kudus 12 Jenis - APBD Usulan OPD
Jaminan Barang Milik Daerah Kab. Kudus 1 Unit - APBD Usulan OPD
Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kudus 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Kudus 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Rehab Gedung Ruang Arsip Dinas PMD 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Perlengkapan dan peralatan kantor Dinas PMD 12 Bln - APBD Usulan OPD

2.07.21 Program peningkatan
pemberdayaan
masyarakat

3.567.302.000 3.673.792.000

persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat
desa

20 %

persentase peningkatan kawasan perdesaan 50 %



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
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Dana
Target

Capaian
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07.21.01 Peningkatan pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan
Kab. Kudus 1.586.302.000 APBD; 1.239.427.000

Jumlah pengklasifikasian data berdasarkan IDM, Prudeskel, EPDeskel yang
terfasilitasi

123,00 Desa/Kel 123,00

Jumlah konfergensi pencegahan stanting di desa yang terdampingi 123,00 Desa/Kel 123,00
Jumlah pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya
masyarakat yang terfasilitasi

123,00 Desa/Kel 123,00

Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa

132,00 Desa/Kel 132,00

Jumlah Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 1,00 Kgt 1,00
Jumlah Pelaksanaan pengembangan dan promosi pengenalan alat teknologi
tepat guna

1,00 Kgt 1,00

Jumlah Posyandu yang terbina 9,00 Kec 9,00
Jumlah PKK yang terbina 132,00 Desa/Kel 132,00
Jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa (perlombaan desa) yang
terbina

1,00 Kgt 1,00

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan 861,00 Lembaga 861,00
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (perlombaan desa) Kab. Kudus 1 Kgt 225.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan PKK Kab. Kudus 132 Desa/Kel 500.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Posyandu Kab. Kudus 9 Kec 80.000.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan pengembangan dan promosi pengenalan alat teknologi tepat
guna

Kab. Kudus 1 Kgt 300.000.000 APBD Usulan OPD

Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Kab. Kudus 1 Kgt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa

Kab. Kudus 132 Desa/Kel 31.302.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi pengklasifikasian data berdasarkan IDM, Prudeskel, EPDeskel Kab. Kudus 123 Desa/Kel 100.000.000 APBD Usulan OPD
Pendampingan konfergensi pencegahan stanting di desa Kab. Kudus 123 Desa/Kel 100.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya
masyarakat

Kab. Kudus 123 Desa/Kel 150.000.000 APBD Usulan OPD

2.07.21.02 Pelaksanaan TMMD
(Bangub)

Kab. Kudus 1.155.000.000 APBD; 1.155.000.000

Jumlah TMMD/Karya Bhakti yang dilaksanakan 3,00 Desa/Kel 3,00
Pelaksanaan TMMD/Karya Bhakti Kab. Kudus 3 Desa/Kel 1.105.000.000 APBD Usulan OPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan TMMD/Karya Bhakti Kab. Kudus 3 Desa/Kel 50.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
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Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07.21.03 Fasilitasi Pengembangan

perekonomian Masyarakat
dan infrastruktur Desa

Kab. Kudus 826.000.000 APBD; 1.279.365.000

Jumlah Program Inovasi Desa yang tefasilitasi 9,00 Kali 9,00
Jumlah Desa Berkembang dan Cepat Berkembang Berbasis Data Epideskel
yang terfasilitasi

9,00 Kali 9,00

Jumlah pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur desa yang
terfasilitasi

9,00 Kec 9,00

Jumlah BUMDes yang terfasilitasi 123,00 Desa/Kel 123,00
Jumlah kegiatan monitoring perkembangan simpan pinjam BKM Program
KOTAKU yang dilaksanakan

86,00 Desa/Kel 86,00

Jumlah Kawasan Pedesaaan, Prudes dan Prukades yang terfasilitasi 123,00 Desa/Kel 123,00
Jumlah Pamsimas di desa penerima BPSPAMS yang terfasilitasi 86,00 Desa/Kel 86,00
Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat dan
infrastruktur desa

123,00 Desa/Kel 123,00

Fasilitasi Kawasan Pedesaaan, Prudes dan Prukades Kab. Kudus 123 Desa/Kel 250.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Pamsimas di desa penerima BPSPAMS Kab. Kudus 86 Desa/Kel 90.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi BUMDes Kab. Kudus 123 Desa/Kel 125.000.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan kegiatan monitoring perkembangan simpan pinjam BKM Program
KOTAKU

Kab. Kudus 86 Desa/Kel 86.000.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur desa Kab. Kudus 9 Kec 100.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Desa Berkembang dan Cepat Berkembang Berbasis Data Epideskel Kab. Kudus 9 Kali 75.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Program Inovasi Desa Kab. Kudus 9 Kali 100.000.000 APBD Usulan OPD

2.07.22 Program fasilitasi
pemerintahan desa

1.263.380.000 1.124.842.000

persentase desa yang bermasalah 30 %
2.07.22.01 Fasilitasi Pemerintahan

Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa

Kab. Kudus 715.780.000 APBD; 475.000.000

Jumlah peserta Bintek Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 123,00 Org 123,00
Jumlah peserta Bintek Peningkatan Kapasitas BPD 800,00 Org 800,00
Jumlah peserta Bintek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 615,00 Org 615,00
Jumlah Penyusunan Produk Hukum Bidang Pemerintahan Desa 1,00 Kgt 1,00
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Desa 2,00 Kgt 2,00
Jumlah Pengisian Perangkat Desa yang terfasilitasi 3,00 Kgt 3,00
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Bintek Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Kab. Kudus 123,00 Desa/Kel 105.780.000 APBD Usulan OPD
Bintek Peningkatan Kapasitas BPD Kab. Kudus 800,00 Org 160.000.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan Produk Hukum Bidang Pemerintahan Desa Kab. Kudus 1,00 Kgt 152.000.000 APBD Usulan OPD
Bintek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kab. Kudus 615,00 Org 123.000.000 APBD Usulan OPD
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Desa Kab. Kudus 2,00 Kgt 125.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Kab. Kudus 3,00 Kgt 50.000.000 APBD Usulan OPD

2.07.22.02 Fasilitasi pengelolaan
keuangan dan aset desa

Kab. Kudus 437.600.000 APBD; 604.842.000

Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 123,00 Desa/Kel 123,00
Jumlah Desa yang terfasilitasi Dana Desa 123,00 Desa/Kel 123,00
Jumlah Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang
dilaksanakan

123,00 Desa/Kel 123,00

Jumlah Pelaksanaan Bintek/Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 2,00 Kali 2,00
Fasilitasi Dana Desa Kab. Kudus 123,00 Desa/Kel 215.000.000 APBD Usulan OPD
Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kab. Kudus 123,00 Desa/Kel 75.000.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Bintek/Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Kab. Kudus 2,00 Kali/th 147.600.000 APBD Usulan OPD

2.07.22.03 Pengelolaan Sistem
Informasi Desa

Kab. Kudus 110.000.000 APBD; 45.000.000

Jumlah aplikasi Sistem Informasi Desa (Bangub) 2,00 aplikasi 2,00
Jumlah Server Sistem Informasi Desa (SID) 2,00 aplikasi 2,00
Perawatan Server Sistem Informasi Desa (SID) Kab. Kudus 2,00 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Penerapan SIstem Informasi Administrasi Aset dan Perencanaan
Pembangunan Desa

Kab. Kudus 1,00 Kgt 60.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 8.116.129.000 6.246.997.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.09.01 : DINAS PERHUBUNGAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.09 PERHUBUNGAN 6.408.595.000 6.408.595.000
2.09.07 Program pelayanan

administrasi umum
4.508.595.000 4.508.595.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
2.09.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kab Kudus 25.000.000 APBD; 25.000.000

Jumlah dokumen perencanaan,evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan
yang disusun standar

24,00 Dok 24,00 Dok

Dokumen Perjanian Kinerja, LKPJ, LPPD,Renja, Renja Perubahan, Evaluasi
Renja Triwulan I-IV, KUA PPAS, KUA PPAS Perubahan, Laporan
Perkembangan Kegiatan Pembangunan Bulanan

Ds.Kel. Purwosari 24 Dok - APBD Usulan OPD

2.09.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kab. Kudus 75.000.000 APBD; 75.000.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai
standar

29,00 Dok 0,00

Honor pengelolaan keuangan dan kegiatan 10,00 Org 0,00
Penyusunan dokumen administrasi dan laporan keuangan Ds.Kel. Purwosari 29 Dok - APBD Usulan OPD
Honor pengelolaan keuangan dan kegiatan Ds.Kel. Purwosari 10 Org - APBD Usulan OPD

2.09.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kab. Kudus 4.408.595.000 APBD; 4.408.595.000

Jumlah dokumen pengelolaan sumber daya dan sarpras aparatur yang
tersusun sesuai ketentuan

33,00 Dok 0,00

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 2,00 Org 0,00
Jumlah Pegawai Honorer Daerah dan tenaga kontrak 114,00 Org 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor Ds.Kel. Purwosari 11 Unit - APBD Usulan OPD
Pengadaan rumah tangga dan peralatan kebersihan Ds.Kel. Purwosari 22 Jenis - APBD Usulan OPD
Komponen Instalasi listrik,/penerangan bangunan kantor Ds.Kel. Purwosari 26 Jenis - APBD Usulan OPD
Pengiriman Peserta Diklat Ds.Kel. Purwosari 2 Org - APBD Usulan OPD
Pembayaran sewa tanah operasional Ds.Kel. Purwosari 9 Lok - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan gedung kantor Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Jasa perizinan STNK dan KIR kendaraan dinas Ds.Kel. Purwosari 23 Unit - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tenaga kontrak pelayanan Perhubungan Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Ds.Kel. Purwosari 23 Unit - APBD Usulan OPD
Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Ds.Kel. Purwosari 10 Unit - APBD Usulan OPD
Pembayaran tagihan telepon, listrik , air dan internet Ds.Kel. Purwosari 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa Asuransi Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Honorarium pegawai honorer / tidak tetap Ds.Kel. Purwosari 1 Org - APBD Usulan OPD
Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Ds.Kel. Purwosari 36 Eksp - APBD Usulan OPD
Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan kegiatan lain Ds.Kel. Purwosari 1407 Dos - APBD Usulan OPD
Koordinasi kedalam dan luar daerah Ds.Kel. Purwosari 20 Kali - APBD Usulan OPD
Alat tulis dan materai Ds.Kel. Purwosari 58 Jenis - APBD Usulan OPD
Barang cetakan dan penggandaan Ds.Kel. Purwosari 2 Pkt - APBD Usulan OPD

2.09.21 Program Peningkatan
Manajemen Pengelolaan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

550.000.000 550.000.000

kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan 37
2.09.21.01 Peningkatan Manajemen

Pengelolaan Lalu Lintas
Kab. Kudus 310.035.000 APBD; 310.035.000

Jumlah dokumen perencanaan dan review lalu lintas 5,00 Dok 0,00
Jumlah CCTV dan jaringannya yang dipelihara 26,00 Titik 0,00
Jumlah penghargaan WTN yang diraih 1,00 0,00
Operasional Seksi Lalu Lintas Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 160.035.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan CCTV dan Jaringannya Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Study Kinerja Ruas Jalan Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD

2.09.21.02 Peningkatan Manajemen
Pengelolaan Angkutan
Jalan

Kab. Kudus 100.000.000 APBD; 100.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum 2,00 Dok 0,00
Jumlah pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan barang yang
mendapatkan penyuluhan

50,00 Org 0,00

Jumlah Bus Mudik Lebaran 2,00 Unit 0,00
Penyuluhan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan orang dan barang Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 10.000.000 APBD Usulan OPD
Bus Mudik Lebaran Ds.Kel. Purwosari 2 Unit 50.000.000 APBD Usulan OPD
Operasional Seksi Angkutan Jalan Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 40.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.09.21.03 Operasional Pengelolaan

UPTD Perparkiran dan
Terminal

Kab. Kudus 139.965.000 APBD; 139.965.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan perparkiran dan terminal 12,00 Dok 0,00
Jumlah prasarana perparkiran dan terminal yang direhab/ditingkatkan 5,00 Unit 0,00
Operasional UPTD Pengelolaan Perparkiran dan Terminal Ds.Kel. Purwosari 1 Thn 89.965.000 APBD Usulan OPD
Study Potensi Parkir Khusus Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD

2.09.22 Program Peningkatan
Keselamatan dan Sarana
Prasarana LLAJ

1.350.000.000 1.350.000.000

persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan
kecelakaan

86 %

2.09.22.01 Peningkatan Keselamatan
LLAJ

Kab. Kudus 860.000.000 APBD; 860.000.000

Jumlah dokumen perencanaan keselamatan LLAJ 2,00 Dok 0,00
Jumlah pengadaan Perlengkapan Jalan 180,00 Unit 0,00
Jumlah pengadaan Marka Lalu Lintas 685,00 M2 0,00
Jumlah pengadaan pagar pengaman jalan 40,00 M 0,00
Jumlah pelajar yang mengikuti penyuluhan keselamatan lalu lintas dan
pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ

100,00 Org 0,00

Jumlah Pengadaan Zone Selamat Sekolah (ZoSS) 3,00 Lok 0,00
Jumlah Aplikasi Keselamatan LLAj yang dibangun/dikembangkan/dipelihara 1,00 aplikasi 0,00
Pengadaan pagar pengaman jalan Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Operasional seksi keselamatan Ds.Kel. Purwosari 1 Thn 40.000.000 APBD Usulan OPD
BBM unit keselamatan LLAJ Ds.Kel. Purwosari 2 Unit 25.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan marka lalu lintas Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan cermin tikung Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan Rambu Lalu Lintas Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan Warning Light Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan RPPJ Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 120.000.000 APBD Usulan OPD
Update data base perlengkapan Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 25.000.000 APBD Usulan OPD
Study Kinerja Persimpangan Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Stucy Kelayakan ATCS Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.09.22.03 Peningkatan Sarana

Prasarana LLAJ
Kab. Kudus 490.000.000 APBD; 490.000.000

Jumlah uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan 18500,00 Unit 0,00
Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara dan dikalibrasi 11,00 Unit 0,00
Jumlah perlengkapan lalu lintas yang dipelihara 80,00 Unit 0,00
Jumlah operator kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan penyuluhan 150,00 Org 0,00
Jumlah sistem aplikasi pengujian kendaraan bermotor yang dikelola 1,00 Sys 0,00
Operasional seksi sarana prasarana LLAJ Ds.Kel. Purwosari 1 Thn 20.000.000 APBD Usulan OPD
Kalibrasi dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan perlengkapan Lalu Lintas Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 150.000.000 APBD Usulan OPD
BBM kendaraan unit rambu Ds.Kel. Purwosari 12 Bln 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan Kartu BLUE Kendaraan Bermotor Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 225.000.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan SIM pengujian kendaraan bermotor Ds.Kel. Purwosari 1 Pkt 25.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 6.408.595.000 6.408.595.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.10.01 : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.10 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

4.607.540.000 5.051.009.900

2.10.07 Program pelayanan
administrasi umum

1.904.539.000 2.094.997.900

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
2.10.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kab. Kudus 2.000.000 APBD; 2.200.000

Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja
Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA PPAS Perubahan tingkat OPD,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan,
Rencana Aksi OPD)

8,00 Dok 8,00

Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulan) 4,00 Dok 4,00
Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKjIP) 3,00 Dok 3,00
Penyediaan alat tulis kantor Kab. Kudus 4 Jenis - APBD Usulan

OPD
penggandaan Kab. Kudus 1500 Lbr - APBD Usulan

OPD
2.10.07.02 Pelayanan administrasi dan

pelaporan keuangan
Kab. Kudus 77.950.000 APBD; 85.750.000

Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang tersusun sesuai standar 3,00 Dok 3,00
Jumlah dokumen administrasi keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan
Bulanan OPD) yang tersusun sesuai standar

12,00 Dok 12,00

Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Progres Fisik dan Keuangan
Bulanan; Laporan Prognosis ; Laporan Keuangan OPD) yang tersusun sesuai
standar

14,00 Dok 14,00

Penyediaan honorarium tenaga pelaksana kegiatan Kab. Kudus 10 Org - APBD Usulan
OPD

Penyediaan honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kudus 4 Kgt - APBD Usulan
OPD

Penyediaan alat tulis kantor Kab. Kudus 15 Jenis - APBD Usulan
OPD

Penggandaan Kab. Kudus 15000 Lbr - APBD Usulan
OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan materai Kab. Kudus 500 Lbr - APBD Usulan
OPD

2.10.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Kab. Kudus 1.824.589.000 APBD; 2.007.047.900

Jumlah Laporan BMD /sarpras aparatur yang tersusun sesuai standar 16,00 Dok 16,00
Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai
bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial
(SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesusai standar

18,00 Dok 18,00

Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian OPD (Survey Kepuasan
Masyarakat, Rencana Tindaklanjut Pengendalian, Zona Integritas) yang
tersusun sesuai standar

3,00 Dok 3,00

Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara 12,00 Unit 12,00
Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi
kantor

3,00 Unit 3,00

Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi 1,00 Org 1,00
Jumlah barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran 1,00 Pkt 1,00
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek 4,00 Org 5,00
Penyediaan bahan bacaan dan terbitan berkala Kab. Kudus 7 Eksp - APBD Usulan

OPD
Penyediaan alat tulis kantor Kab. Kudus 40 Jenis - APBD Usulan

OPD
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kab. Kudus 4 Jenis - APBD Usulan

OPD
Penyediaan Bahan bakar minyak/gas Kab. Kudus 24 Bh - APBD Usulan

OPD
Penyediaan jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Kudus 9 Jenis - APBD Usulan

OPD
Penyediaan jasa jaminan kebakaran gedung Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan

OPD
Perawatan kendaraan bermotor Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan

OPD
Perijinan kendaraan dinas/operasional Kab. Kudus 14 Unit - APBD Usulan

OPD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Kudus 7 Jenis - APBD Usulan

OPD
Penyediaan makan dan minum pegawai, tamu dan rapat Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan

OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Koordinasi dan konsultasi Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan
OPD

Pengadaan laptop Kab. Kudus 4 Unit - APBD Usulan
OPD

Pengadaan printer Kab. Kudus 2 Unit - APBD Usulan
OPD

Penyediaan belanja listrik, telepon dan
kawat/faksimil/internet/intranet/TVkabel/TVsatelit

Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan
OPD

Penyediaan surat menyurat dan benda pos Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan
OPD

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kab. Kudus 1 Kgt - APBD Usulan
OPD

Pengadaan lemari arsip Kab. Kudus 4 Unit - APBD Usulan
OPD

2.10.19 Program pengelolaan
komunikasi dan informasi
publik

1.360.956.000 1.480.500.000

Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media 100 %
2.10.19.01 Pengkajian, pengelolaan

informasi dan dokumentasi
Kab. Kudus 50.000.000 APBD; 5.500.000

Jumlah PPID Pembantu yang mengikuti Bintek PPID 177,00 Org 177,00
Jumlah Penerbitan Media Cetak 500,00 Eksp 500,00
Jumlah Pemohonan informasi yang dilayani 12,00 Org 12,00
Jumlah Liputan Kegiatan Kepala Daerah 200,00 berita 200,00
Penyelenggaraan bintek ppid Kab. Kudus 1 Kali 4.160.000 APBD Usulan

OPD
Peliputan kegiatan Pemkab Kab. Kudus 300 Kali 16.200.000 APBD Usulan

OPD
Pengelolaan pengaduan Kab. Kudus 1 Thn 900.000 APBD Usulan

OPD
Pengelolaan ppid Kab. Kudus 1 Thn 28.740.000 APBD Usulan

OPD
2.10.19.02 Penguatan SDM, sarana

prasarana dan penyebarluasan
informasi publik

Kab. Kudus 1.310.956.000 APBD;DBHCHT; 1.475.000.000

Jumlah Tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak) 20,00 Org 20,00
Jumlah Kegiatan Kepala daerah dan kepala OPD dengan insan media 38,00 Kali 38,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Lembaga Penyiaran yang dioperasikan 1,00 Lembaga 1,00
Jumlah Kompetisi yang di selenggarakan 3,00

kompetisi
3,00

Jumlah Penayangan Publikasi Media cetak, media elektronik, publikasi media
sosial, publikasi media online, media luar ruang, media tradisional, media
interpersonal dan publikasi pemberian ucapan selamat kepada stakeholder

1103,00 Kali 1203,00

Jumlah pemeliharaan website dan aplikasi 4,00 Web 4,00
Jumlah Sarana dan prasarana pendukung peralatan studio, sarana dan
prasarana pendukung dokumentasi dan publikasi

30,00 Unit 40,00

Pengelolaan radio suara kudus yang sesuai dengan sp3sps dan honorarium
tenaga pelaksana kegiatan

Kab. Kudus 1 Thn 428.170.000 APBD Usulan
OPD

Tenaga Kontrak Kab. Kudus 21 Org 504.525.000 APBD Usulan
OPD

Penyediaan publikasi media luar ruang (cetak MMT) Kab. Kudus 628 M2 28.261.000 APBD Usulan
OPD

Penyediaan publikasi media cetak koran dan majalah Kab. Kudus 11 Kali 300.000.000 APBD Usulan
OPD

Pemeliharaan baliho Kab. Kudus 5 Titik 50.000.000 DBHCHT Usulan
OPD

2.10.20 Program pengembangan
teknologi dan sistem
informasi

1.342.045.000 1.475.512.000

kebijakan internal SPBE 2.59
tata kelola SPBE 2.29
layanan SPBE 2.7

2.10.20.01 Pengelolaan dan
pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi

Kab. Kudus 846.125.000 APBD; 930.000.000

Jumlah tenaga teknis jaringan komunikasi data 6,00 Org 6,00
Jenis Jaringan Komunikasi data yang dipelihara 1,00 jaringan 1,00
Jumlah OPD yang terhubung jaringan FO 17,00 OPD 20,00
Jumlah menara telekomunikasi dimonitoring 125,00 Obyek 130,00
Pengadaan Komputer Kab. Kudus 2 Unit 25.000.000 APBD Usulan

OPD
Pengadaan Standing AC Kab. Kudus 1 Pkt 30.000.000 APBD Usulan

OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaan peralatan fiber optik Kab. Kudus 1 Pkt 171.000.000 APBD Usulan
OPD

Pemeliharaan jaringan komunikasi data dan tower Kab. Kudus 2 Pkt 280.000.000 APBD Usulan
OPD

Pelaksanaan monitoring dan pendataan menara telekomunikasi Kab. Kudus 1 Thn 10.000.000 APBD Usulan
OPD

Penyediaan Tenaga teknis jaringan komunikasi data Kab. Kudus 5 Org 120.125.000 APBD Usulan
OPD

Penyediaan Service Peralatan Command Center, NOC dan 112 Kab. Kudus 1 Thn 20.000.000 APBD Usulan
OPD

Pengadaan dan pemasangan kabel fiber optik Kab. Kudus 1 Pkt 190.000.000 APBD Usulan
OPD

2.10.20.02 Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
komunikasi dan sistem
informasi

Kab. Kudus 495.920.000 APBD; 545.512.000

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Smart City 0,00 Dok 0,00
Jumlah regulasi aplikasi 2,00 Perbup 3,00
Jumlah aplikasi yang terintegrasi 10,00 aplikasi 11,00
Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT 250,00 Org 300,00
Pengembangan Dashboard Kabupaten Kab. Kudus 1 Pkt 126.720.000 APBD Usulan

OPD
Pengembangan dashboard SID dan web desa Kab. Kudus 1 Pkt 80.000.000 APBD Usulan

OPD
Pelatihan pengisian data desa dan kelurahan Kab. Kudus 1 Pkt 20.000.000 APBD Usulan

OPD
Penyediaan honorarium Tenaga ahli IT/Programer Kab. Kudus 1 Thn 77.000.000 APBD Usulan

OPD
Penyediaan tenaga kontrak Kab. Kudus 8 Org 192.200.000 APBD Usulan

OPD
2.14 STATISTIK 124.200.000 136.500.000
2.14.15 Program pengembangan

data/informasi/statistik
daerah

124.200.000 136.500.000

Cakupan pelayanan data statistik sektoral 100 %
2.14.15.09 Penyusunan dan pengumpulan

data dan statistik sektoral
Kab. Kudus 124.200.000 APBD; 136.500.000



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Publikasi Data statistik 4,00 Dok 0,00
Pengembangan open data Kab. Kudus 1 Pkt 100.200.000 APBD Usulan

OPD
Pelatihan dan update open data OPD Kab. Kudus 1 Pkt 24.000.000 APBD Usulan

OPD
2.15 PERSANDIAN 243.300.000 267.500.000
2.15.16 Program pengelolaan

persandian
243.300.000 267.500.000

persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan
pengamanan informasi dan persandian

15 %

2.15.16.01 Pengelolaan persandian Kab. Kudus 243.300.000 APBD; 267.500.000
Jumlah aparatur yang mengetahui keamanan informasi 1,00 Org 0,00
Jumlah Assesment keamanan informasi 1,00 aplikasi 0,00
Jumlah aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik 5,00 aplikasi 0,00
Jumlah ruang server yang terpelihara sesuai standar keamanan informasi 1,00 Ruang 0,00
Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik Kab. Kudus 1 Thn 36.800.000 APBD Usulan

OPD
Pengadaan Firewall Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan

OPD
Pelatihan Keamanan Informasi 41 OPD Kab. Kudus 70 Org 6.500.000 APBD Usulan

OPD
J U M L A H 4.975.040.000 5.455.009.900



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.12.01 : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.12 PENANAMAN MODAL 1.161.273.000 1.461.840.000
2.12.07 Program pelayanan

administrasi umum
596.773.000 631.787.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
2.12.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kabupaten Kudus 4.500.000 APBD; 20.000.000

Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai ketentuan 7,00 Dok 7,00 Dok
Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standart 6,00 Dok 6,00 Dok
Jumlah dokumen PEPyang tersusun sesuai standart 7,00 Dok 7,00 Dok
Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standart 9,00 Dok 9,00 Dok
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah KOTA 4 Dok - APBD Dinas

PMPTSP
Usulan OPD

Penyusunan Program Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen
perencanaan

Dinas PMPTSP 4 Dok - APBD Usulan OPD

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Dinas PMPTSP 12 Dok - APBD Usulan OPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas PMPTSP 10 Dok - APBD Usulan OPD

2.12.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kabupaten Kudus 52.920.000 APBD; 450.787.000

Jumlah data (dokumen) administrasi dan pelaporan keuangan yang
tersusun sesuai standart

3,00 Dok 3,00 Dok

Jumlah dokumen administrasi dan laporan keuangan yang tersusun
sesuai standart

10,00 Dok 10,00 Dok

Jumlah dokumen administrasi dan laporan kinerja yang tersusun
sesuai standart

10,00 Dok 10,00 Dok

Jumlah dokumen administrasi dan laporan keuangan yang tersusun
sesuai standart

4,00 Dok 4,00 Dok

Jumlah dokumen administrasi dan laporan keuangan yang tersusun
sesuai standart

2,00 Dok 2,00 Dok

Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas PMPTSP 4 Lap - APBD Usulan OPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Dinas PMPTSP 6 Dok - APBD Usulan OPD

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Dinas PMPTSP 6 Dok - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Laporan Pragnosis Realisasi Anggaran Dinas PMPTSP 3 Dok - APBD Usulan OPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PMPTSP 10 Dok - APBD Usulan OPD

2.12.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kabupaten Kudus 539.353.000 APBD; 161.000.000

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 16,00 Dok 0,00
Jumlah pelayanan Sarpras aparatus 49,00 Dok 0,00
Jumlah dokumen sarpras aparatur 33,00 Org 0,00
Jumlah dokumenSarpras aparatur 13,00 Unit 0,00
Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 15,00 Unit 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas PMPTSP 2000 Lbr - APBD Usulan OPD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas PMPTSP 12 Bln - APBD Usulan OPD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PMPTSP 10 Unit - APBD Usulan OPD
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Dinas PMPTSP 0 - Usulan OPD
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Dinas PMPTSP 0 - Usulan OPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional

Dinas PMPTSP 25 Unit - APBD Usulan OPD

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Dinas PMPTSP 12 Bln - APBD Usulan OPD
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Dinas PMPTSP 6 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Kudus 0 - Usulan OPD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PMPTSP 37 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas PMPTSP 6 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan
kantor

Dinas PMPTSP 2 Jenis - APBD Usulan OPD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PMPTSP 0 - Usulan OPD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas PMPTSP 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan Dinas PMPTSP 4 Eksp - APBD Usulan OPD
Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas PMPTSP 12 Bln - APBD Usulan OPD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas PMPTSP 12 Bln - APBD Usulan OPD
Pengadaan Kendaraaan Dinas /Operasional Dinas PMPTSP 0 - Usulan OPD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas PMPTSP 0 - Usulan OPD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas PMPTSP 2 Unit - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas PMPTSP 12 Bln - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas /Operasional Dinas PMPTSP 12 Bln - APBD Usulan OPD
Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas PMPTSP 2 Org - APBD Usulan OPD

2.12.18 Program perencanaan
dan pengembangan
iklim penanaman modal

100.000.000 473.386.000

persentase peningkatan jumlah investor 6 %
2.12.18.01 Perencanaan penanaman

modal
Kabupaten Kudus 50.000.000 APBD; 73.386.000

Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/ insentif
dan kemudahan Penanaman Modal

1,00 Dok 1,00 Dok

Jumlah dokumen kebijakan tentang perencanaan Penanaman Modal 1,00 Sys 1,00 Sys
Jumlah data terbarukan dalam peta potensi dan peluang investasi 1,00 Dok 1,00 Dok
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas /insentif dan kemudahan
Penanaman Modal

Dinas PMPTSP 1 Dok 5.000.000 APBD Usulan OPD

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Dinas PMPTSP 1 Dok 10.000.000 APBD Usulan OPD
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota Dinas PMPTSP 2 Dok 35.000.000 APBD Usulan OPD

2.12.18.02 Pengembangan iklim
penanaman modal

Kudus/ Jawa 50.000.000 APBD; 400.000.000

Jumlah dokumen strategi Promosi investasi Penanaman Modal 1,00 Dok 1,00 Dok
Jumlah kegiatan Promosi investasi 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Dinas PMPTSP 1 Dok 5.000.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab./
Kota

Dinas PMPTSP 3 Jenis 45.000.000 APBD Usulan OPD

2.12.19 Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

120.000.000 130.423.000

realisasi investasi yang terlaporkan 3.171 T
2.12.19.01 Pembinaan dan

pemantauan penanaman
modal

Kabupaten Kudus 75.000.000 APBD; 76.000.000

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi penyampaian LKPM (Laporan
Kegiatan Penanaman Modal)

100,00 Perusahaan 100,00
Perusahaan

Jumlah dokumen laporan realisasi dan pembinaan investasi
pendukung program

10,00 Dok 10,00 Dok

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Dinas PMPTSP 100 Perusahaan 30.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanman
Modal

Dinas PMPTSP 10 Dok 45.000.000 APBD Usulan OPD

2.12.19.02 Pengawasan penanaman
modal

Kabupaten Kudus 45.000.000 APBD; 54.423.000

Jumlah perusahaan yang terevaluasi 150,00 Perusahaan 150,00
Perusahaan

Jumlah dokumen pengawasan Penanaman Modal Pendukung
Program

17,00 Dok 17,00 Dok

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Dinas PMPTSP 150 Perusahaan 45.000.000 APBD Usulan OPD

2.12.20 Program Pelayanan
Perizinan Pembangunan
dan Lingkungan

95.000.000 197.261.000

persentase pelayanan perizinan pembangunan dan
lingkungan yang sesuai standar pelayanan

50 %

2.12.20.01 Fasilitasi Pelayanan
Perizinan Pembangunan

Kabupaten Kudus 95.000.000 APBD; 97.261.000

Jumlah perizinan pembangunan terbit sesuai standar pelayanan 396,00 SK 540,00 SK
Jumlah data (dokumen) laporan/dokumen fasilitasi pelayanan
perizinan pembangunan pendukung program

26,00 Dok 26,00 Dok

2.12.21 Program Pelayanan
Perizinan Perekonomian
dan Jasa Usaha

249.500.000 28.983.000

persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha
yang sesuai standar pelayanan

79 %

2.12.21.01 Fasilitasi Pelayanan
Perizinan Perekonomian

Kabupaten Kudus 199.500.000 APBD; 14.000.000

Jumlah Permohonan Perizinan dan non perizinan yang dilayanai 2113,00 SK 0,00 SK
Jumlah lap/dok pelayanan perizinan perekonomian pendukung
program

26,00 Dok 0,00 Dok

Jumlah layanan pengaduan yang terfasilitasi 15,00 Kasus 0,00 Kasus
Jumlah Perizinan Perekonomian terbit sesuai SP 915,00 SK 0,00 SK
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara
elektronik

Dinas PMPTSP 0000,00 199.500.000 APBD Usulan OPD

Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan
Penanaman Modal

Dinas PMPTSP 0000,00 40.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.12.21.02 Fasilitasi Pelayanan

Perizinan Jasa Usaha
Kabupaten Kudus 50.000.000 APBD; 14.983.000

Jumlah perizinan jasa usaha terbit sesuai standar pelayanan 494,00 SK 0,00
Jumlah Laporan/Dokumen Fasilitasi pelayanan perizinan jasa usaha
pendukung program

26,00 Dok 0,00

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

Dinas PMPTSP 0000,00 10.000.000 APBD Usulan OPD

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/insentif
daerah

Dinas PMPTSP 0000,00 0 Usulan OPD

3.05 ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

0 14.491.000

3.05.19 Program pelayanan
perizinan pemanfaatan
energi dan sumber daya
mineral

0 14.491.000

Cakupan fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Energi dan Sumber
Daya Mineral

100 %

J U M L A H 1.161.273.000 1.476.331.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.16.01 : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.16 KEBUDAYAAN 5.765.030.000 6.054.600.000
2.16.07 Program pelayanan

administrasi umum
3.575.030.000 4.052.324.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
2.16.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi
dan pelaporan capaian
kinerja

Disbudpar, Kab.
Kudus

15.000.000 APBD; 10.000.000

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 8,00 Dok 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan Kab. Kudus 8 Dok - APBD Usulan OPD

2.16.07.02 Pelayanan administrasi
dan pelaporan keuangan

Disbudpar, Kab.
Kudus

111.085.000 APBD; 3.842.324.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan 28,00 Dok 0,00
jumlah tenaga pengelola dan pelaksana teknis kegiatan 126,00 Org 0,00
Uang Lembur Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD

2.16.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Disbudpar, Kab.
Kudus

3.448.945.000 APBD; 200.000.000

Jumlah peralatan gedung kantor 9,00 Bh 0,00
Jumlah perlengkapan gedung kantor 7,00 Bh 0,00
Jumlah mebeleur 16,00 Bh 0,00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak jalan 18,00 Bh 0,00
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 7,00 Org 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ds.Kel. Wergu

Wetan
24 OB - APBD Usulan OPD

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, DLL) Kab. Kudus 30 Jenis - APBD Usulan OPD
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kab. Kudus 24 OB - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Tulis Kantor Kab. Kudus 40 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Makan Minum Kegiatan Lain Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Pengadaan Peralatan Personel Komputer Kab. Kudus 1 Bh - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Belanja Pemeliharaan dan Updating Data Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Belanja Bimbingan Teknis Kab. Kudus 5 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kab. Kudus 12 Kali - APBD Usulan OPD
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kab. Kudus 12 Kali - APBD Usulan OPD
Belanja Penggandaan Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Cetak Kab. Kudus 16 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Penggantian Suku Cadang Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Service Kab. Kudus 12 Kali - APBD Usulan OPD
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Belanja Premi Asuransi Jaminan Ketenagakerjaan Kab. Kudus 102 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Kab. Kudus 102 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan Kab. Kudus 99 Org - APBD Usulan OPD
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Paket/Pengiriman Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Kab. Kudus 12 Kali - APBD Usulan OPD
Belanja Surat Kabar/Majalah Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Listrik Kab. Kudus 5 Rek - APBD Usulan OPD
Belanja Air Kab. Kudus 3 Rek - APBD Usulan OPD
Belanja Telepon Kab. Kudus 2 Rek - APBD Usulan OPD
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kab. Kudus 30 Jenis - APBD Usulan OPD

2.16.19 Program
pengembangan dan
pengelolaan kekayaan
budaya dan cagar
budaya

2.190.000.000 2.002.276.000

persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan 6 %



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 18 %

2.16.19.01 Pembinaan dan
pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah

Kabupaten Kudus 885.000.000 APBD; 400.000.000

Jumlah kelompok seni/budaya yang diaktualisasikan 20,00 Kelpk 0,00
Jumlah kelompok seni/budaya yang bersertifikat dan aktif 323,00 Kelpk 0,00
Penyelenggaraan festival seni dan budaya 23,00 Kali 0,00
Peningkatan jumlah sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya 1,00 0,00
Sarasehan Budaya Kab. Kudus 1 Pkt 15.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Kesenian Daerah Kab. Kudus 6 Pkt 30.000.000 APBD Usulan OPD
Sarasehan penghayat kepercayaan Kepada Tuhan YME Kab. Kudus 1 Pkt 15.000.000 APBD Usulan OPD
Festival seni Remaja Kab. Kudus 1 Pkt 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pagelaran-pagelaran Kab. Kudus 5 Pkt 105.000.000 APBD Usulan OPD
Tradisi Budaya Parade Kupat Kab. Kudus 1 Pkt 90.000.000 APBD Usulan OPD
Kirab budaya dan festival karnaval budaya Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kab. Kudus 9 Kali 16.500.000 APBD Usulan OPD
SPPD Dalam Daerah Penyelenggaraan pemutaran bioskop keliling (bioling) Kab. Kudus 4 Kgt 5.000.000 APBD Usulan OPD
Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Kabupaten Kab. Kudus 1 Pkt 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pendukungan acara Car Free day Kab. Kudus 8 Kelpk 80.000.000 APBD Usulan OPD
Kegiatan Dandangan Kab. Kudus 1 Pkt 60.000.000 APBD Usulan OPD
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kudus (Tahlil, Khotmil Qur-an, Tumpengan) Kab. Kudus 3 Kgt 110.200.000 APBD Usulan OPD
belanja Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya Kab. Kudus 60 Bh 300.000 APBD Usulan OPD
Belanja ATK Kab. Kudus 1 Pkt 3.000.000 APBD Usulan OPD
Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan Kab. Kudus 24 OB 25.000.000 APBD Usulan OPD
Keikutsertaan Festival Seni Tingkat Jawa Tengah Kab. Kudus 2 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

2.16.19.02 Pengelolaan dan
pengembangan
pelestarian peninggalan
sejarah, museum dan
purbakala

Kabupaten Kudus 655.000.000 APBD; 1.200.000.000

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 32,00 0,00
Jumlah cagar budaya yang teridentifikasi 175,00 0,00
Jumlah cagar budaya yang diregistrasikan 107,00 0,00



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkatan jumlah sarana prasarana pelestarian peninggalan sejarah,
museum dan purbakala

1,00 0,00

Dokumen kajian cagar budaya 4,00 0,00
Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya Kab. Kudus 1 Pkt 60.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Pengadaan Papan Nama Bangunan Cagar Budaya Kab. Kudus 12 Bh 24.000.000 APBD Usulan OPD
Honorarium Juru Pelihara Cagar Budaya Kab. Kudus 45 Org 54.000.000 APBD Usulan OPD
Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya Tk Kab Kudus Kab. Kudus 1 Kgt 15.000.000 APBD Usulan OPD
Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Kudus Kab. Kudus 1 Kgt 21.000.000 APBD Usulan OPD
Rehab dan Penambahan Ruang Gardu Pandang Kab. Kudus 1 Pkt 90.000.000 APBD Usulan OPD
Perawatan Benda-benda Cagar Budaya Kab. Kudus 1 Kgt 70.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan Bahan-Bahan Perawatan Benda Cagar Budaya Kab. Kudus 1 Pkt 60.000.000 APBD Usulan OPD
Kajian Cagar Budaya Kabupaten Kudus Kab. Kudus 2 Dok 187.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Pengadaan Peralatan Ekskavasi Kab. Kudus 1 Pkt 60.000.000 APBD Usulan OPD
Belanja Pengadaan Fungingasi Kab. Kudus 1 Pkt 14.000.000 APBD Usulan OPD

2.16.19.03 Operasional Pengelolaan
UPTD Museum dan
Taman Budaya

Kabupaten Kudus 650.000.000 APBD; 402.276.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD museum dan taman budaya 83,00 0,00
Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan koleksi 8,00 0,00
Jumlah penyewa taman budaya 10,00 0,00
Pemeliharaan Bangunan Gedung Museum Patiayam Kab. Kudus 1 Pkt 92.000.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan dan Operasional rutin di Taman Budaya Kab. Kudus 1 Pkt 55.000.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan dan operasional rutin di museum kretek Kab. Kudus 12 Bln 503.000.000 APBD Usulan OPD

3.02 PARIWISATA 1.319.180.000 3.472.141.000
3.02.18 Program peningkatan

dan pengembangan
pariwisata

1.319.180.000 3.472.141.000

Persentase kunjungan wisata 3 %
Persentase PAD sektor pariwisata 12 %

3.02.18.01 Peningkatan dan
pengembangan destinasi
pariwisata

Kabupaten Kudus 150.000.000 APBD; 900.000.000

Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata 26,00 0,00
Jumlah destinasi pariwisata 2,00 0,00



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pendampingan dan Fasilitasi pengembangan Desa wisata Kab. Kudus 10 Desa/Kel 150.000.000 APBD Usulan OPD

3.02.18.04 Peningkatan dan
Pengembangan Promosi
Pariwisata

Kabupaten Kudus 265.000.000 APBD; 1.322.141.000

Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak 6000,00 0,00
Jumlah promosi pariwisata melalui media online/TV 5,00 0,00
Jumlah promosi pariwisata melalui media tatap muka/event 17,00 0,00
Event Bersama Pakudjembara Kab. Kudus 1 Pkt 45.000.000 APBD Usulan OPD
Hari Jadi Jateng 2021 Kab. Kudus 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD
Penyelenggaraan Duta Wisata Kab Kudus 2021 dan pengiriman Duta Wisata
Tk Jawa Tengah 2021

Kab. Kudus 2 Pkt 70.000.000 APBD Usulan OPD

Promosi pariwisata di TMII Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD
3.02.18.05 Peningkatan dan

Pengembangan Promosi
Pariwisata (DBHCHT)

Kabupaten Kudus 150.000.000 DBHCHT; 150.000.000

Jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata (orang) 1135,00 Org 0,00
Jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata yang dibina (orang) 180,00 Org 0,00
Pembinaan stakeholder pariwisata (bimtek pariwisata) Kab. Kudus 1 Pkt 130.000.000 DBHCHT Usulan OPD
Pendataan Stakeholder pariwisata Kab. Kudus 1 Kgt 20.000.000 DBHCHT Usulan OPD

3.02.18.06 Operasional Pengelolaan
UPTD Pengelola Obyek
Wisata

Kabupaten Kudus 754.180.000 APBD; 1.100.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD pengelola obyek wisata 83,00 0,00
Jumlah kunjungan wisata (orang) 1,00 Org 0,00
Jumlah PAD sektor pariwisata 4,00 0,00
Pemeliharaan dan Operasional Administrasi UPTD Pengelola Obyek wisata Kab. Kudus 12 Bln 554.180.000 APBD Usulan OPD
Pembangunan rumah pohon, rehab kandang rusa, dan pembuatan sumur
resapan di Taman Krida

Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 7.084.210.000 9.526.741.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.18.01 : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.17 PERPUSTAKAAN 81.647.000 85.000.000
2.17.16 Program Peningkatan

Pelayanan dan sistem
administrasi perpustakaan

81.647.000 85.000.000

persentase pengunjung perpustakaan per tahun 8 %
persentase ketersediaan bahan pustaka 72.65 %

2.17.16.01 Peningkatan administrasi
perpustakaan dan
pengembangan jaringan
informasi perpustakaan

Kab. Kudus 27.835.000 APBD; 30.000.000

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 69708,00 Org 76679,00
Pelaksanaan Bintek pengelolaan perpustakaan Ds.Kel. Wergu

Wetan
1 Kali 4.050.000 APBD Usulan OPD

Pelaksanaan Pembinaan, pengembangan perpustakaan
melalui penataan perpustakaan pada perpustakaan desa
dan sekolah

Ds.Kel. Wergu
Wetan

35 perpus 15.375.000 APBD Usulan OPD

Pelaksanaan lomba - lomba dan bulan kunjung Ds.Kel. Wergu
Wetan

3 Kali 0 APBD Usulan OPD

Fasilitasi kegiatan masyarakat Ds.Kel. Wergu
Wetan

44 Kali 7.440.000 APBD Usulan OPD

Pembelian ATK dan penggandaan Ds.Kel. Wergu
Wetan

12 Bln 970.000 APBD Usulan OPD

2.17.16.02 Pengelolaan perpustakaan
daerah

Kab. Kudus 53.812.000 APBD; 55.000.000

Jumlah bahan pustaka 44733,00 Buku 45763,00
Pembelian Buku digitasi dan buku cetak Ds.Kel. Wergu

Wetan
1 Pkt 12.200.000 APBD Usulan OPD

Penyediaan Lembur hari sabtu dan minggu Ds.Kel. Wergu
Wetan

12 Bln 41.612.000 APBD Usulan OPD

Pelaksanaan Pengembangan koleksi CD/DVD Perpustakaan
Daerah

Ds.Kel. Wergu
Wetan

100 Bh 0 APBD Usulan OPD

2.18 KEARSIPAN 914.374.000 1.014.000.000
2.18.07 Program pelayanan

administrasi umum
670.904.000 759.000.000



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat
daerah

83

2.18.07.01 Peningkatan sistem
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kab. Kudus 1.000.000 APBD; 3.000.000

Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar 29,00 Dok 29,00
Penyusunan dokumen PEP yang tersusun sesuai standar Ds.Kel. Wergu

Wetan
29 Dok - APBD Usulan OPD

2.18.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kab. Kudus 71.635.000 APBD; 156.000.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan
yang tersusun sesuai standar

29,00 Dok 29,00

Honorarium PNS Ds.Kel. Wergu
Wetan

12 OB - APBD Usulan OPD

2.18.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Kab. Kudus 598.269.000 APBD; 600.000.000

Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat 9,00 Org 9,00
Penyediaan jasa surat menyurat * Ds.Kel. Wergu

Wetan
355 Lbr - APBD Usulan OPD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik * Ds.Kel. Wergu
Wetan

3 Rek - APBD Usulan OPD

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor * Ds.Kel. Wergu
Wetan

12 Kali - APBD Usulan OPD

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas /operasional *

Ds.Kel. Wergu
Wetan

5 Unit - APBD Usulan OPD

Penyediaan alat tulis kantor dan cetak penggandaan * Ds.Kel. Wergu
Wetan

30 Jenis - APBD Usulan OPD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor *

Ds.Kel. Wergu
Wetan

9 Jenis - APBD Usulan OPD

Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga * Ds.Kel. Wergu
Wetan

23 Jenis - APBD Usulan OPD

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor * Ds.Kel. Wergu
Wetan

4 Unit - APBD Usulan OPD

Pendidikan dan pelatihan formal * Ds.Kel. Wergu
Wetan

6 Org - APBD Usulan OPD

Penyediaan bahan bacaan * Ds.Kel. Wergu
Wetan

3 Jenis - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan makanan dan minuman * Ds.Kel. Wergu

Wetan
26 Org - APBD Usulan OPD

Pelaksanaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar
daerah dan dalam daerah *

Ds.Kel. Wergu
Wetan

140 OH - APBD Usulan OPD

Belanja jasa tenaga pelaksana kegiatan * Ds.Kel. Wergu Kulon 5 Org - APBD Usulan OPD
Penyediaan honorarium PHD, Tenaga Administrasi. * Ds.Kel. Wergu

Wetan
13 OB - APBD Usulan OPD

Pemeliharaan ringan Gedung Kantor * Ds.Kel. Wergu
Wetan

1 Pkt - APBD Usulan OPD

Asuransi ketenagakerjaan * Ds.Kel. Wergu
Wetan

16 OB - APBD Usulan OPD

Asuransi Kesehatan * Ds.Kel. Wergu
Wetan

16 OB - APBD Usulan OPD

2.18.19 Program Peningkatan
Pelayanan dan sistem
administrasi kearsipan

243.470.000 255.000.000

persentase perangkat daerah yang mengelola arsip
secara baku

56.71 %

2.18.19.01 Peningkatan administrasi
kearsipan dan pengembangan
jaringan informasi kearsipan

Kab. Kudus 232.320.000 APBD; 235.000.000

Jumlah OPD yang melaksanakan JRA 2,00 OPD 2,00
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
situasi data

Ds.Kel. Wergu
Wetan

15 OPD 0 APBD Usulan OPD

Pelaksanaan pameran arsip daerah lokal tingkat Jateng
dan DIY

Ds.Kel. Wergu
Wetan

1 Kali 17.000.000 APBD Usulan OPD

Pelaksanaan sosialisasi kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah Kabupaten Kudus

Ds.Kel. Wergu
Wetan

2 Kali 10.000.000 APBD Usulan OPD

Pelaksanaan pembinaan kearsipan Perangkat Daerah Ds.Kel. Wergu
Wetan

15 OPD 13.000.000 APBD Usulan OPD

Penyediaan Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan Ds.Kel. Wergu
Wetan

8 Org 192.320.000 APBD Tenaga
Administrasi/Pranata
Kearsipan

Usulan OPD

2.18.19.02 Pengelolaan arsip daerah Kab. Kudus 11.150.000 APBD; 20.000.000
Jumlah SDM pengelola kearsipan. 20,00 Org 30,00
Pelaksanaan Fumigasi dan termitte control Ds.Kel. Wergu

Wetan
1 Kali 2.150.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi akusisi arsip Perangkat Daerah Ds.Kel. Wergu

Wetan
10 OPD 2.000.000 APBD Usulan OPD

Alih media arsip tekstual Ds.Kel. Wergu
Wetan

4800 Lbr 2.000.000 APBD Usulan OPD

Peningkatan sarpras kearsipan Ds.Kel. Wergu
Wetan

6 Unit 3.000.000 APBD Usulan OPD

Pemeliharaan sarpras arsip Ds.Kel. Wergu
Wetan

2 Kali 2.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 996.021.000 1.099.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 3.03.01 : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.03 PANGAN 1.005.000.000 1.005.000.000
2.03.16 Program Peningkatan

Ketahanan Pangan
1.005.000.000 1.005.000.000

Persentase ketersediaan pangan utama 100 %
persentase keamanan pangan 88 %
persentase penanganan daerah rawan pangan 90 %

2.03.16.22 Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan

Dinas Pertanian dan
Pangan Kab. Kudus

150.000.000 APBD; 150.000.000

Prosentase Gapoktan penghasil pangan segar yang
terfasilitasi tentang keamanan pangan

100,00 % 0,00

Prosentase sampel pangan yang diuji dalam kondisi aman
untuk dikonsumsi

76,00 % 0,00

Administrasi pendukung kegiatan Kab. Kudus 1 Pkt 7.000.000 APBD Usulan OPD
Uji laboratorium residu pestisida pangan segar Kab. Kudus 1 Pkt 25.000.000 APBD Usulan OPD
Sosialisasi bmr pestisida dan keamanan pangan segar Kab. Kudus 30 Org 3.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan leaflet penyebaran informasi keamanan pangan Kab. Kudus 3000 Lbr 15.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan keamanan pangan Kab. Kudus 9 Kec 100.000.000 APBD Usulan OPD

2.03.16.37 Pengelolaaan ketersediaan dan
distribusi pangan

Kab. Kudus 595.000.000 APBD; 595.000.000

Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan
akses pangan di daerah

90,00 % 0,00

Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi 19,00 Unit 0,00
Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi 18,00 Desa/Kel 0,00
Jumlah penyediaan pangan utama (beras/gabah) 30,00 Ton 0,00
Pengelolaan cadangan pangan Kab. Kudus 1 Pkt 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan gudang cadangan pangan Kab. Kudus 1 Pkt 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pendampingan kelompok pupm Kab. Kudus 6 Kelpk 40.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan desa mandiri pangan dan kelompok lumbung
pangan

Kab. Kudus 9 Kec 80.000.000 APBD Usulan OPD

Penyusunan neraca bahan makanan Kab. Kudus 1 Pkt 45.000.000 APBD Usulan OPD
Gelar pasar tani Kab. Kudus 12 Kali 100.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyusunan panel harga pangan Kab. Kudus 1 Pkt 45.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan gabah kering giling Kab. Kudus 30 Ton 255.000.000 APBD Usulan OPD

2.03.16.39 Peningkatan pola konsumsi dan
penganekaragaman pangan

Kab. Kudus 260.000.000 APBD; 260.000.000

Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA 120,00 Org 0,00
Administrasi pendukung kegiatan Kab. Kudus 1 Pkt 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pameran pangan nusantara Kab. Kudus 2 Kali 100.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan olahan pangan Kab. Kudus 25 Org 25.000.000 APBD Usulan OPD
Lomba masakan khas daerah Kab. Kudus 1 Kali 65.000.000 APBD Usulan OPD
Lomba cipta menu tk. provinsi jawa tengah Kab. Kudus 1 Kali 30.000.000 APBD Usulan OPD
Edukasi konsumsi b2sa bagi anak usia dini (sd/mi) Kab. Kudus 200 Org 30.000.000 APBD Usulan OPD

3.01 KELAUTAN DAN
PERIKANAN

427.000.000 427.000.000

3.01.30 Program pembinaan dan
pengembangan budidaya
perikanan

427.000.000 427.000.000

Persentase peningkatan produksi perikanan 98 %
3.01.30.01 Peningkatan dan

pengembangan produksi
perikanan

Kab. Kudus 145.000.000 APBD; 145.000.000

Jumlah produksi perikanan tangkap 520,00 Ton 0,00
Jumlah produksi perikanan budidaya 2182,00 Ton 0,00
Pelatihan budidaya Perikanan dan sekolah lapang Ds.Mlati Lor 45 Org 120.000.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan data statistik Dinas Pertanian dan

Pangan
1 Pkt 15.000.000 APBD Usulan OPD

Administrasi pendukung kegiatan Dinas Pertanian dan
Pangan

1 Pkt 10.000.000 APBD Usulan OPD

3.01.30.03 Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan

Kab. Kudus 242.000.000 APBD; 242.000.000

Jumlah produksi olahan hasil perikanan 1845,00 Ton 0,00
Forum POKDAKAN dan POKLAHSAR Kab. Kudus 6 Kali 25.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok
(POKDAKAN/POKLAHSAR)

Kab. Kudus 9 Kec 27.000.000 APBD Usulan OPD

Kontes Ikan Hias dan Pameran Hasil Perikanan Kabupaten
Kudus

Kab. Kudus 2 Kali 40.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lomba Masak Ikan dan Pameran Hasil Perikanan dalam
rangka Hari Ikan Nasional dan Hari Nusantara tingkat
Provinsi Jawa Tengah

Kab. Kudus 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD

Sosialisasi GEMARIKAN Kab. Kudus 100 Org 50.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Kab. Kudus 45 Org 40.000.000 APBD Usulan OPD
Administrasi pendukung kegiatan Dinas Pertanian dan

Pangan
1 Pkt 10.000.000 Usulan OPD

3.01.30.04 Operasional Pengelolaan UPTD
Balai Benih Perikanan

Kab. Kudus 40.000.000 APBD; 40.000.000

Jumlah produksi benih ikan 125000,00 Ekor 0,00
Pengadaan pakan ikan dan kelengkapan pembibitan Kab. Kudus 1 Pkt 40.000.000 APBD Usulan OPD

3.03 PERTANIAN 6.245.211.000 6.729.000.000
3.03.07 Program pelayanan

administrasi umum
2.206.211.000 2.600.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat
daerah

83

3.03.07.01 Peningkatan sistem
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Dinas Pertanian dan
Pangan Kab. Kudus

20.000.000 APBD; 20.000.000

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
yang tersusun sesuai standart

33,00 Dok 0,00

Pengadaan ATK, Penggandaan, Belanja makan minum
rapat dan perjalanan dinas

Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD

3.03.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Dinas Pertanian dan
Pangan Kab. Kudus

45.000.000 APBD; 80.000.000

Jumlah data/dokumen administrasi dan pelaporan
keuangan yang tersusun sesuai standart

29,00 Dok 0,00

Pembayaran PBB Kab. Kudus 1 Thn - APBD Usulan OPD
Honorarium pengelola kegiatan, honor pelatih senam dan
narasumber bintal

Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD

3.03.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Dinas Pertanian dan
Pangan Kab. Kudus

2.141.211.000 APBD; 2.500.000.000

Jumlah data/dokumen kepegawaian dan administrasi umum
yang tersusun sesuai standart

65,00 Dok 0,00

Pembuatan sekat ruang kantor sekretariat Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan makanan dan minuman Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Sewa tanah untuk kantor, BPP dan lumbung pangan Kab. Kudus 25 Lok - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, perlengkapan
gedung kantor, peralatan dan mesin, Pengadaan BBM,
pembelian suku cadang, KIR dan pajak kendaraan

Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD

Jasa asuransi gedung Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Honor dan asuransi Tenaga outsorcing/kontrak tenaga
pembantu administrasi, kebersihan, penjaga, sopir

Kab. Kudus 10 Bln - APBD Usulan OPD

Jasa servise peralatan dan perlengkapan kantor, jasa
pemeliharaan kendaraan dinas

Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, tambah daya
dan pasang pdam, jaringan internet

Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD

Pengadaan alat tulis kantor, materai, barang cetakan dan
penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, rehab instalasi listrik, peralatan rumah
tangga dan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan

Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD

3.03.27 Program Peningkatan
Produksi dan Sarana
Prasarana
Pertanian/Perkebunan

3.440.000.000 3.530.000.000

persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian
/ perkebunan

97.03 %

3.03.27.01 Peningkatan produksi tanaman
pangan

Kab. Kudus 1.777.000.000 APBD; 1.500.000.000

Jumlah penanaman bibit unggul tanaman buah-buahan 10000,00 Batang 0,00
Jumlah Gapoktan yang difasilitasi dalam menyusun RDKK 123,00 Kelpk 0,00
Jumlah penyediaan obat-obatan pertanian untuk
pemberantasan hama penyakit tanaman pangan

1000,00 Liter 0,00

Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang
budidaya tanaman pangan dan hortikultura

200,00 Org 0,00

Sekolah lapang dan demplot budidaya tanaman umbi
(porang)

Kab. Kudus 1 Ha 20.000.000 APBD Usulan OPD

Sekolah lapang dan pengembangan kawasan budidaya
bawang merah

Kab. Kudus 5 Ha 115.000.000 APBD Usulan OPD

Pelatihan dan peningkatan produksi komoditas jamur Kab. Kudus 5000 Bh 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan obat-obatan pertanian Kab. Kudus 1500 Kg 100.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggul
daerah (pameran pangan, festival buah, soropadan agro
expo, kudus expo)

Kab. Kudus 4 Kali 180.000.000 APBD Usulan OPD

Pengadaan bibit tanaman buah-buahan unggulan Kab. Kudus 6000 Batang 1.000.000.000 APBD Usulan OPD
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
(penyusunan rdkk, pelatihan teknologi pertanian, lomba
penyuluhan pertanian

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

Pelatihan kader saka taruna bumi Kab. Kudus 50 Org 25.000.000 APBD Usulan OPD
Administrasi pendukung kegiatan Kab. Kudus 1 Pkt 17.000.000 APBD Usulan OPD
SLTPP dan demplot padi organik Kab. Kudus 4 Ha 100.000.000 APBD Usulan OPD
Sekolah lapang dan Demplot biofarmaka jahe Ds.Kandangmas 2 Ha 50.000.000 APBD Usulan OPD
Sekolah lapang dan demplot biofarmaka kencur Ds.Kandangmas 2 Ha 50.000.000 APBD Usulan OPD

3.03.27.02 Peningkatan produksi tanaman
perkebunan

Kab. Kudus 783.000.000 APBD; 2.000.000.000

Jumlah penanaman bibit unggul tanaman perkebunan 11000,00 Batang 0,00
Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang
budidaya tanaman perkebunan

150,00 Org 0,00

Hibah bibit kopi robusta Ds.Rahtawu 10000 Batang 120.000.000 APBD Usulan OPD
Hibah bibit kelapa kopyor Ds.Kandangmas 5000 Batang 150.000.000 APBD Usulan OPD
Hibah bibit kopi robusta Ds.Menawan 5000 Batang 60.000.000 APBD Usulan OPD
Hibah alat pengolahan kopi (mesin roasting/mesin sangrai
kopi)

Ds.Japan 1 Unit 25.000.000 APBD Usulan OPD

Hibah alat pengolahan kopi (mesin huller) Ds.Japan 1 Unit 20.000.000 APBD Usulan OPD
Hibah alat pengolahan kopi (mesin huller) Ds.Rahtawu 1 Unit 20.000.000 APBD Usulan OPD
Hibah alat pengolahan kopi (mesin pulper) Ds.Rahtawu 1 Unit 28.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan petani tebu Ds.Sadang 1 Pkt 40.000.000 APBD Usulan OPD
Administrasi pendukung kegiatan Kab. Kudus 1 Pkt 10.000.000 APBD Usulan OPD
pengadaan bibit kopi kelompok tani rukun santoso ds.
yapan

Ds.Japan 3000 Batang 45.000.000 APBD Usulan OPD

pengadaan bibit cengkeh kelompok tani rukun santoso ds.
yapan

Ds.Japan 4000 Batang 60.000.000 APBD Usulan OPD

pengadaan bibit kopi kelompok tani tani mudo desa
menawan

Ds.Menawan 3000 Batang 45.000.000 APBD Usulan OPD

pengadaan bibit cengkeh kelompok tani tani mudo ds.
menawan

Ds.Menawan 4000 Batang 60.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022
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Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
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Capaian
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Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pengadaan alat pasca panen pengolahan kopi kelompok
tani semliro mulyo

Ds.Rahtawu 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

3.03.27.03 Peningkatan sarana dan
prasarana produksi
pertanian/perkebunan

Kab. Kudus 850.000.000 APBD; 0

Jumlah infrastruktur pertanian kondisi baik 450,00 KM 0,00
Jumlah alsintan yang siap pakai 115,00 Unit 0,00
Pengelolaan alsintan untuk brigade alsintan dinas Kab. Kudus 12 Bln 50.000.000 APBD Usulan OPD
Pembangunan BPP Undaan lanjutan Kab. Kudus 1 Pkt 750.000.000 APBD Usulan OPD
Perencanaan, Pengawasan dan administrasi kegiatan Kab. Kudus 1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD

3.03.27.05 Operasional Pengelolaan UPTD
Balai Benih Pertanian

Dinas Pertanian dan
Pangan

30.000.000 APBD; 30.000.000

Jumlah benih padi bersertifikat yang tersedia 3,00 Ton 0,00
belanja bahan/bibit tanaman Kab. Kudus 180 Kg 4.500.000 APBD Usulan OPD
honor buruh trampil Kab. Kudus 120 OH 10.000.000 APBD Usulan OPD
pengadaan obat-obatan pertanian Kab. Kudus 7 Liter 1.410.000 APBD Usulan OPD
pengadaan plastik berlogo Kab. Kudus 2200 Lbr 1.100.000 APBD Usulan OPD
administrasi pendukung kegiatan Kab. Kudus 1 Pkt 5.090.000 APBD Usulan OPD
pengadaan pupuk Kab. Kudus 1 Pkt 7.900.000 APBD Usulan OPD

3.03.28 Program Peningkatan
Produksi dan Sarana
Prasarana Peternakan

599.000.000 599.000.000

Persentase peningkatan produksi peternakan 90.7 %
3.03.28.01 Pembinaan dan pengembangan

peternakan
Kab. Kudus 259.000.000 APBD; 259.000.000

Jumlah peningkatan populasi ternak besar 11185,00 Ekor 0,00
Jumlah peningkatan populasi ternak kecil 40578,00 Ekor 0,00
Jumlah peningkatan populasi ternak unggas 11035164,00 Ekor 0,00
Pelatihan pembuatan Pakan ternak Fermentasi Ds.Getasrabi

RT./RW.
1,00 Pkt 25.000.000 APBD Getassrabi Musrenbang Kec

Pengadaan n2 cair, semen beku dan peralatan ib Kab. Kudus 1 Pkt 40.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan obat-obatan ternak Kab. Kudus 1 Pkt 49.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan sarana prasarana kesehatan hewan dan
kesmavet

Kab. Kudus 1 Pkt 40.000.000 APBD Usulan OPD
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Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
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Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
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Uji darah dan uji produk hasil ternak Kab. Kudus 1 Pkt 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan dan peningkatan SDM petugas peternakan Kab. Kudus 1 Pkt 30.000.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan data peternakan Kab. Kudus 1 Pkt 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan budidaya peternakan Kab. Kudus 50 Org 25.000.000 APBD Usulan OPD
Administrasi pendukung kegiatan Kab. Kudus 1 Pkt 20.000.000 APBD Usulan OPD

3.03.28.02 Peningkatan usaha dan sarana
prasarana peternakan

Kab. Kudus 290.000.000 APBD; 290.000.000

Jumlah wira usaha peternakan yang difasilitasi 150,00 Org 0,00
Jumlah peningkatan sarpras peternakan 1,00 Unit 0,00
Pembinaan dan peningkatan teknologi sarana prasarana
peternakan

Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Kab. Kudus 12 Bln 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pengembangan usaha agribisnis peternakan Kab. Kudus 1 Pkt 150.000.000 APBD Usulan OPD
Administrasi pendukung kegiatan Kab. Kudus 1 Pkt 20.000.000 APBD Usulan OPD

3.03.28.03 Operasional Pengelolaan UPTD
Pusat Kesehatan Hewan dan
Rumah Potong Hewan

Dinas Pertanian dan
Pangan Kab. Kudus

50.000.000 APBD; 50.000.000

Jumlah hewan yang disembelih sesuai standart
ASUH(Aman, sehat, utuh dan halal)

1300,00 Ekor 0,00

Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan 130,00 Ekor 0,00
Operasional dan pengelolaan upt pokeswan Kab. Kudus 1 Pkt 20.000.000 APBD Usulan OPD
Operasional dan pengelolaan rumah potong hewan Kab. Kudus 1 Pkt 30.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 7.677.211.000 8.161.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 3.06.01 : DINAS PERDAGANGAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.06 PERDAGANGAN 8.638.040.000 11.940.000.000
3.06.07 Program pelayanan administrasi umum 7.298.540.000 10.150.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
3.06.07.01 Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi

dan pelaporan capaian kinerja
Dinas Perdagangan

Kab. Kudus
15.000.000 APBD; 25.000.000

Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar 5,00 Jenis 0,00
3.06.07.02 Pelayanan administrasi dan pelaporan

keuangan
Dinas Perdagangan

Kab. Kudus
100.000.000 APBD; 125.000.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang
tersusun sesuai standar

19,00 Dok 0,00

3.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan
sarana prasarana aparatur

Dinas Perdagangan
Kab. Kudus

7.183.540.000 APBD; 10.000.000.000

Jumlah Pelayanan Sarpras Aparatur 53,00 Jenis 0,00
Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan 16,00 Dok 0,00
Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan 12,00 Dok 0,00
Jumlah ASN dan Non ASN yang kompeten 304,00 Org 0,00
Jumlah sarpras yang dikelola : Barang tidak bergerak (Gedung)
yang dikelola

36,00 Unit 0,00

Jumlah barang Bergerak (Kendaraan dinas mobil dan sepeda
motor) yang dikelola

22,00 Unit 0,00

Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya 5,00 Org 0,00
3.06.19 Program Pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan
285.000.000 325.000.000

cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 50 %
3.06.19.19 Pembinaan dan Penataan PKL Kabupaten Kudus 50.000.000 APBD; 75.000.000

Jumlah PKL yang dibina 250,00 Org 0,00
Jumlah penataan di lokasi PKL 10,00 Lok 0,00

3.06.19.20 Pemberdayaan PKL Kab. Kudus 235.000.000 APBD; 250.000.000
Jumlah PKL pada acara tradisi Dandangan 350,00 Org 0,00

3.06.24 Program Fasilitasi Perdagangan,
Promosi dan Perlindungan Konsumen

374.500.000 440.000.000



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian
bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang
bersubsidi serta pelaksanaan promosi

90 %

cakupan fasilitasi perlindungan konsumen 85 %
3.06.24.01 Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan

Perdagangan
Kab. Kudus 110.000.000 APBD; 140.000.000

Jumlah pengawasan barang yang dilakukan 12,00 Kali 0,00
Jumlah pemantauan harga barang pokok 356,00 Kali 0,00
JUmlah pelaku usaha potensi ekspor 8,00 Org 0,00

3.06.24.02 Promosi dan Perlindungan Konsumen Kab. Kudus 264.500.000 APBD; 300.000.000
Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang 15300,00 Unit 0,00
Jumlah peserta Sosialisasi Undang-undang UTTP 90,00 Org 0,00
Jumlah masalah sengketa konsumen yang telah difasilitasi 2,00 Kasus 0,00
Jumlah UKM yang mengikuti pameran 4,00 Org 0,00

3.06.25 Program Peningkatan dan Pengelolaan
Pasar

680.000.000 1.025.000.000

Kontribusi Pendapatan Pasar terhadap PAD 39 %
Cakupan Pengelolaan Pasar rakyat 85 %

3.06.25.01 Pengelolaan Pendapatan, Ketertiban dan
Kebersihan Pasar

480.000.000 APBD; 525.000.000

Realisasi penerimaan retribusi pasar 4,00 % 0,00
3.06.25.02 Penataan pembangunan dan Peningkatan

Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar
Kab. Kudus 200.000.000 APBD; 500.000.000

Persentase Pembangunan Pasar yang memadai dan pengelolaan
sarpras pasar

79,00 % 0,00

J U M L A H 8.638.040.000 11.940.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.01 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01 ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

782.778.000 720.000.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

189.542.000 200.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan

pelaporan keuangan
Bagian Pemerintahan Setda 28.100.000 APBD; 30.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan PD yang
tersusun sesuai standar

7,00 Dok 7,00 Dok

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bagian Pemerintahan Setda 5 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Penggandaan Bagian Pemerintahan Setda 2500 Lbr - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Bagian Pemerintahan Setda 161.442.000 APBD; 170.000.000

Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai
ketentuan

8,00 Dok 8,00 Dok

Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan 10,00 Dok 10,00 Dok
Jumlah ASN yang kompeten 12,00 Org 12,00 Org
Honorarium Pegawai Honorer Bagian Pemerintahan Setda 1 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Tulis Kantor Bagian Pemerintahan Setda 17 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Materai Bagian Pemerintahan Setda 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Surat Kabar Bagian Pemerintahan Setda 2 Eksp - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Service dan Perlengkapan Kantor Bagian Pemerintahan Setda 12 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagian Pemerintahan Setda 1 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Premi Asuransi Ketenagakaerjaan Bagian Pemerintahan Setda 1 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Bagian Pemerintahan Setda 4 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja BBM dan Pelumas Bagian Pemerintahan Setda 4 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja Perpanjangan STNK Bagian Pemerintahan Setda 4 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Bagian Pemerintahan Setda 4 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja Cetak Bagian Pemerintahan Setda 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Fotocopy Bagian Pemerintahan Setda 31090 Lbr - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Minuman Harian Pegawai Bagian Pemerintahan Setda 12 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Makanan dan Mimuman Rapat Bagian Pemerintahan Setda 525 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagian Pemerintahan Setda 55 OH - APBD Usulan OPD

4.01.35 Program fasilitasi tata
pemerintahan

593.236.000 520.000.000

persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan 100 %
persentase fasilitasi kerjasama 100 %

4.01.35.01 Fasilitasi Pemerintahan
Daerah

Bagian Pemerintahan Setda 415.240.000 APBD; 270.000.000

Jumlah kecamatan yang difasilitasi pemerintahan sesuai ketentuan 9,00 Kec 9,00 Kec
Jumlah pemetaan batas wilayah desa/kelurahan 100,00 Titik 100,00 Titik
Jumlah pelaksanaan penegasan batas wilayah dengan kabupaten
tetangga

1,00 Pkt 1,00 Pkt

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang
pemerintahan yang tersusun

2,00 Perbup 12,00 Perbup

Iuran Kepesertaan APKASI dan FORSESDASI Bagian Pemerintahan Setda 1 Thn 35.000.000 APBD Usulan OPD
Rapat Kerja Perangkat Wilayah Bagian Pemerintahan Setda 1 Kali 26.140.000 APBD Usulan OPD
Evaluasi Kinerja Kecamatan Bagian Pemerintahan Setda 9 Kec 6.400.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang
Pemerintahan

Bagian Pemerintahan Setda 2 Perbup 7.200.000 APBD Usulan OPD

Penegasan Batas Wilayah desa / kelurahan Bagian Pemerintahan Setda 450 Titik 240.500.000 APBD Usulan OPD
Penegasan Batas Wilayah dengan Kabupaten Tetangga Bagian Pemerintahan Setda 1 Pkt 100.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.35.02 Fasilitasi Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dan
Kerjasama

Bagian Pemerintahan Setda 177.996.000 APBD; 250.000.000

Presentase fasilitasi kerjasama 100,00 % 100,00
Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan terbit di media massa
sesuai ketentuan

1,00 Dok 1,00 Dok

Jumlah dokumen pelaksanaan pilkada yang tersusun 0,00 1,00
Jumlah kerjasama daerah yang mencapai penandatangan MoU 5,00 Dok 5,00
Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan 1,00 Dok 1,00
Jumlah Fasilitasi Kunjungan Kerja yang terlayani 25,00 Kali 25,00 Kali
SK Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tepat waktu 0,00 0,00
Jumlah Laporan SPM yang di terapkan 1,00 Dok 1,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penayangan LPPD 1,00 Kali 1,00 Kali
Dokumen LPPD Bagian Pemerintahan Setda 1 Dok 115.841.000 APBD Usulan OPD
Penayangan LPPD di Media Massa Bagian Pemerintahan Setda 1 Kali 34.020.000 APBD Usulan OPD
Laporan Keterengan Pertanggung Jawaban Bagian Pemerintahan Setda 1 Dok 20.935.000 APBD Usulan OPD
Laporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah Bagian Pemerintahan Setda 1 Dok 1.125.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja di Kabupaten Kudus Bagian Pemerintahan Setda 25 Kali 5.625.000 APBD Usulan OPD
Laporan SPM Bagian Pemerintahan Setda 1 Dok 450.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 782.778.000 720.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.02 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 41.462.394.000 41.462.394.000
4.01.07 Program pelayanan administrasi

umum
470.385.000 470.385.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat
daerah

83

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan pelaporan
keuangan

Bagian Kesejahteraan
Rakyat

135.760.000 APBD; 135.760.000

Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun
sesuai standar

1,00 Dok 1,00 Dok

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai
standar

4,00 Dok 4,00 Dok

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan
sarana prasarana aparatur

Bagian Kesejahteraan
Rakyat

334.625.000 APBD; 334.625.000

Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai
ketentuan

1,00 Dok 1,00 Dok

Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai
ketentuan

1,00 Dok 1,00 Dok

Jumlah ASN yang kompeten 14,00 Org 14,00 Org
4.01.41 Program peningkatan kesejahteraan

rakyat
40.992.009.000 40.992.009.000

persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan
sosial dan kegiatan keagamaan

100 %

persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan
zakat, infak, sodaqoh

100 %

4.01.41.01 Fasilitasi dan peningkatan
kesejahteraan sosial

Bagian Kesejahteraan
Rakyat

37.859.068.000 APBD; 37.859.068.000

Jumlah Fasilitasi Khotib, Imam dan Marbot Masjid, Imam
Mushola dan tempat ibadah lainnya

2,00 Kali 2,00

Jumlah Guru Non PNS Madrasah Swasta, Madrasah
Negeri, Madrasah Diniyah, TPQ dan Diakonia

7079,00 Org 7079,00 Org

4.01.41.02 Fasilitasi kegiatan keagamaan Bagian Kesejahteraan
Rakyat

3.132.941.000 APBD; 3.132.941.000

Jumlah fasilitasi Kegiatan Keagamaan 40,00 Kgt 40,00 Kgt



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembukaan dan Penutupan Porsadin Ds.Demaan 2 Pkt 597.430.000 APBD Jl. Simpang

Tujuh No.1,
Kudus,
Demaan, Kec.
Kota

Usulan
OPD

J U M L A H 41.462.394.000 41.462.394.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.03 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM

Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 890.823.000 888.827.000
4.01.07 Program pelayanan administrasi

umum
156.900.000 157.900.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan

pelaporan keuangan
Bagian Hukum 12.900.000 APBD; 12.900.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan yang tersusun
sesuai standar

7,00 Dok 7,00 Dok

Jumlah Honorarium panitia pelaksana kegiatan (KPA, Bendahara
Pengeluaran Pembantu BL, Pembantu Bendahara Pengeluaran BTL,
Pengurus Barang Pembantu)

12,00 Bln 12,00 Bln

Jumlah dokumen keuangan yang tersusun (RKA, DPA, DPPA,Laporan
Keuangan bulanan/semesteran,laporan prognosis realisasi anggaran,
LKPJ akhir tahun dan LKPD)

7,00 Dok 0,00 Dok

Penyusunan dokumen perencanaan dan palaporan keuangan Bagian Hukum 7,00 Dok - APBD Usulan OPD
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( KPA, Bendahara
Pengeluaran Pembantu BL, Pembantu Bendahara Pengeluaran BTL,
Pengurus Barang)

Bagian Hukum 12,00 Bln - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya
dan sarana prasarana aparatur

Bagian Hukum 144.000.000 APBD; 145.000.000

Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor 25,00 Jenis 25,00 Jenis
Jumlah kegiatan perjalanan dinas 3,00 Org 3,00 Org
Jumlah jasa servive peralatan dan peralatan kantor 18,00 Jenis 18,00 Jenis
Jumlah jasa operasional kendaraan dan perijinan kendaraan dinas 7,00 Unit 7,00 Unit
Jumlah pemeliharaan operasional kendaraan dinas/operasional 7,00 Unit 7,00 Unit
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah pengadaan buku peraturan perundang-undangan 40,00 Buku 40,00 Buku
Belanja jasa surat menyurat Bagian Hukum 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja ATK Bagian Hukum 25,00 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Hukum 18 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja jasa operasional kendaraan dan perijinan kendaraan dinas Bagian Hukum 7,00 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja cetak Bagian Hukum 2,00 Jenis - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Penggandaan Bagian Hukum 31750 Lbr - APBD Usulan OPD
Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum 2,00 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja pengadaan buku peraturan perundang-undangan Bagian Hukum 40,00 Buku - APBD Usulan OPD
Belanja makan dan minum Bagian Hukum 6,00 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Perjalanan dinas Bagian Hukum 3,00 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Pemeliharaan operasional kendaraan dinas/operasional Bagian Hukum 7,00 Unit - APBD Usulan OPD

4.01.36 Program penataan peraturan
perundang-undangan, bantuan
hukum dan penegakan HAM

733.923.000 730.927.000

Prosentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan
dan penyelesaian penanganan kasus Pemda

100 %

persentase peningkatan produk hukum daerah yang
diinformasikan

100 %

4.01.36.01 Fasilitasi penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan

Bagian Hukum 160.000.000 APBD; 160.000.000

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun 235,00 Draft 250,00
Fasilitasi penyusunan draft produk hukum daerah Bagian Hukum 235 Draft 160.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.36.02 Pengkajian dan publikasi peraturan
perundang-undangan

Bagian Hukum 167.996.000 APBD; 165.000.000

Jumlah Himpunan Produk Hukum yang dicetak dan dipublikasikan 760,00 Buku 760,00 Buku
Pencetakan dan terpublikasikannya Himpunan Produk Hukum Bagian Hukum 760 Buku 167.996.000 APBD Usulan OPD

4.01.36.03 Fasilitasi penanganan masalah
hukum dan penegakan HAM

Bagian Hukum 205.927.000 APBD; 205.927.000

Presentase tertanganinya perkara Pemda 100,00 % 100,00
Jumlah dokumen Ranham yang dilaporkan 2,00 Dok 2,00
Penanagan perkara Pemda Bagian Hukum 6 Kasus 205.927.000 APBD Usulan OPD

4.01.36.04 Fasilitasi penanganan masalah
hukum dan penegakan HAM
(DBHCHT)

Bagian Hukum 200.000.000 DBHCHT; 200.000.000

Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi peraturan perUUan
bidang cukai

500,00 Org 500,00

Sosialisasi peraturan perUUan bidang cukai Bagian Hukum 500 Org 200.000.000 DBHCHT Usulan OPD
J U M L A H 890.823.000 888.827.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.04 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
245.000.000 1.406.500.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

140.000.000 166.500.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan

pelaporan keuangan
Bagian Perekonomian 19.300.000 APBD; 46.500.000

Jumlah dokumen Pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai
standar

1,00 Dok 1,00

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar 6,00 Dok 6,00 Dok
Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD 6,00 Org 6,00
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Kab. Kudus 7 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Bagian Perekonomian 120.700.000 APBD; 120.000.000

Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai dengan
ketentuan

12,00 Dok 12,00

Jumlah pengelolaan aset yang tersusun sesuai dengan ketentuan 12,00 Dok 12,00
Jumlah belanja sarana dan prasarana aparatur 15,00 Jenis 15,00
jumlah sarana dan prasarana aparatur kantor yang terpelihara 17,00 Unit 17,00
Alat Tulis Kantor Kab. Kudus 37 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kab. Kudus 1 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kudus 15 Unit - APBD Usulan OPD
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Kudus 4 Unit - APBD Usulan OPD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Kudus 6 Jenis - APBD Usulan OPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Kab. Kudus 4 Unit - APBD Usulan OPD

Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Kudus 150 Dos - APBD Usulan OPD
Perjalanan Dinas Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.37 Program peningkatan

perekonomian daerah
105.000.000 1.240.000.000

Prosentase pelaksanaan rekomendasi TPID 81 %
Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD 6 %

4.01.37.01 Pengembangan perekonomian
daerah

Bagian Perekonomian 75.000.000 APBD; 1.200.000.000

Jumlah dokumen pelaporan Ekuinda, TPID dan TPAKD 11,00 Dok 11,00
Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT 4,00 Dok 4,00
Fasilitasi pengembangan perekonomian Daerah Kab. Kudus 12 Bln 75.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.37.03 Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian 30.000.000 APBD; 40.000.000
Jumlah Perusda dengan hasil audit WTP 5,00 Perusahaan 5,00
Jumlah BLUD yang terbina 20,00 Lembaga 20,00
Fasilitasi Pembinaan BUMD dan BLUD Kab. Kudus 12 Bln 30.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 245.000.000 1.406.500.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.05 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 270.000.000 350.000.000
4.01.07 Program pelayanan administrasi

umum
100.000.000 140.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan

pelaporan keuangan
Bagian Administrasi

Pembangunan
16.000.000 APBD; 20.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah
sesuai standar

6,00 Dok 6,00 Dok

Jumlah dokumen pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang
tersusun sesuai standar

1,00 Dok 1,00 Dok

Jumlah pengelola kegiatan/keuangan perangkat daerah 5,00 Org 5,00 Org
Pengelola kegiatan/keuangan perangkat daerah Kab. Kudus 5 Org - APBD Usulan

OPD
4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya

dan sarana prasarana aparatur
Bagian Administrasi

Pembangunan
84.000.000 APBD; 120.000.000

Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan 12,00 Dok 12,00 Dok
Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan 12,00 Dok 12,00 Dok
Jumlah belanja sarana dan prasarana aparatur 14,00 Jenis 14,00 Jenis
Jumlah sarana dan prasarana aparatur kantor yang terpelihara 11,00 Unit 11,00 Unit
Pemenuhan sarana prasarana aparatur Kab. Kudus 12 Dok - APBD Usulan

OPD
4.01.45 Program Pengelolaan

Administrasi Pembangunan
170.000.000 210.000.000

Prosentase penyusunan program pembangunan daerah yang
tepat waktu

100 %

Prosentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu 88 %
4.01.45.01 Penyusunan Program Pembangunan

Daerah
40.000.000 APBD; 45.000.000

Jumlah dokumen rencana program pembangunan daerah (Renstra,
Renja, RKPD dan KUA PPAS)

4,00 Dok 4,00 Dok

Penyusunan Renja, Renstra, RKPD dan KUA PPAS Setda Kab. Kudus 5 Dok 40.000.000 APBD Usulan
OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.45.02 Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Program Pembangunan
Daerah

130.000.000 APBD; 165.000.000

Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan
perangkat daerah

12,00 Dok 12,00 Dok

Jumlah dokumen pelaporan kegiatan Bangub 1,00 Dok 1,00 Dok
Jumlah dokumen LKJiP/SAKIP, LPPD, LKPJ Setda 3,00 Dok 3,00 Dok
Sistem Informasi Pelaporan Perkembangan Kegiatan OPD 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Penyusunan laporan relisasi kegiatan dan keuangan daerah,
LKJiP/SAKIP, LPPD dan LKPJ Setda

Kab. Kudus 16 Dok 130.000.000 APBD Usulan
OPD

J U M L A H 270.000.000 350.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.06 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.929.989.000 3.750.000.000
4.01.07 Program pelayanan administrasi umum 532.677.000 950.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan pelaporan

keuangan
Kabupaten Kudus 78.176.000 APBD; 140.000.000

Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar 8,00 Dok 8,00
Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD 4,00 Org 4,00

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan
sarana prasarana aparatur

Kabupaten Kudus 454.501.000 APBD; 810.000.000

Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan 27,00 Dok 27,00 Dok
Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan 2,00 Dok 2,00 Dok
Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat 15,00 Org 30,00 Org
Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara 25,00 Unit 30,00 Unit
Jumlah Jasa Tenaga Administrasi dan IT Pengadaan Barang/Jasa 5,00 Org 5,00 Org

4.01.40 Program Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa

1.397.312.000 2.800.000.000

Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai
standar pelayanan

88 %

4.01.40.04 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa

Kabupaten Kudus 135.575.000 APBD; 300.000.000

Jumlah peserta sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa 525,00 Org 875,00 Org
Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa

4,00 Dok 4,00 Dok

4.01.40.05 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus 963.877.000 APBD; 2.000.000.000
Jumlah pengelolaan pengadaan barang dan jasa 100,00 Pkt 190,00
Jumlah dokumen pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4,00 Dok 4,00 Dok

4.01.40.06 Pengelolaan Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik

Kabupaten Kudus 297.860.000 APBD; 500.000.000

Jumlah sistem layanan pengadaan secara elektronik 2,00 Sys 2,00 Sys
Jumlah Sistem Rencana Umum Pengadaan Kab Kudus 1,00 Pkt 1,00
Konsinyering input Rencana Umum Pengadaan (RUP) 1,00 Kgt 2,00



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi layanan pengadaan secara
elektronik

4,00 Dok 4,00 Dok

J U M L A H 1.929.989.000 3.750.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.07 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM

Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program

/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
10.709.072.000 21.265.699.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

10.709.072.000 21.265.699.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.02 Pelayanan administrasi

dan pelaporan
keuangan

Bagian
Umum Setda

605.953.000 APBD; 700.000.000

jumlah dok penyusunan akuntansi dan laporan keuangan(12),Laporan tanggapan
pemeriksaan(2), Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, Laporan
keuangan bulanan / semesteran (14) Laporan prognosis (2), Laporan Keungan akhir th (5)

35,00 Lap 35,00

Tersedianya uang lembur PNS 46,00 Org 46,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS 65,00 Org 65,00
Jumlah dokumen Administrasi keuangan meliputi Administrasi pelaksanaan tugas ASN(1),
penyiapan bahan Pelaksanaan verifikasi(1)

13,00 Dok 13,00

Dokumen pelaporan keuangan (Laporan progres fisik dan keuangan bulanan, Laporan
Prognosis, Laporan keuangan bulanan)

Kab. Kudus 14 Dok - APBD Usulan OPD

Dokumen administrasi keuangan / pertanggungjawaban keuangan bulanan Kab. Kudus 12 Dok - APBD Usulan OPD
4.01.07.03 Peningkatan kapasitas

sumber daya dan
sarana prasarana
aparatur

Bagian
Umum Setda

8.925.517.000 APBD; 19.065.699.000

Jumlah pemeliharaan sarana dan prasaran Rumah Dinas 5,00 Pkt 7,00
Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor 6,00 Pkt 31,00
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas 53,00 Jenis 53,00
Jumlah pengadaan bahan pakai habis dan bahan material 8,00 Jenis 8,00
Jumlah dokumen pedoman pengelolaan SDM dan Aset sesuai dengan standar : Laporan
BMD (2), Persediaan(12), Laporan Kegiatan yang menonjol(12), Laporan penghematan
energi(12)

38,00 Dok 0,00

Pengadaan GPS tracker untuk pemetaan wilayah (tapem) Kab. Kudus 1 Set - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program

/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan AC 2 PK 9 (adbang2, um1,pbj2,kesra2,hukum2), dispenser 3(adbang1,pbj2),
televisi 2(adbang,org), komputer PC 9(prot2,pbj5,kesra2), laptop 20(umum4, tapem2,
adbang4,pbj5,kesra3,perek1,org), printer laserjet 7(umum4, prot2,pbj1), printer inkjet
2(prot), scanner F4 5(prot1,perek1,org1,hukum2), hardisk eksternal 4TB(prot2), memori
64GB 2(prot), camera 2(prot1, adbang1), lensa camera (prot), flashlight (prot), camera video
(prot), tripod (prot), monopod (prot), tas camera 2(prot), UV Filter (prot), baterai camera
2(prot), dry box 2(prot), HT UHF 5(prot), mesin penghancur kertas 3 (adbang1, pbj2)

Kab. Kudus 86 Unit - APBD Usulan OPD

Pengadaan mebelair setda berupa : 2 bh rak kayu, rak buku besi 4(organisasi),20 bh kursi
staf (tapem10,pbj10), kursi hadap(tapem3), whiteboard 2(adbang1,pbj1). filling cabinet
(adbang3 hukum2), almari besi 3 (adbang2 hkm1),almari besi kaca 2(pbj2), kursi rapat 28
(adbang8 hkm20), meja staf10 (pbj), meja rapat 4(adbang), meja kursi tamu 1(kesra)

Kab. Kudus 59 Unit - APBD Usulan OPD

Fasilitasi asuransi kebakaran Gedung kantor dan kendaraan dinas (Perlengkapan) Kab. Kudus 2 Pkt - APBD Usulan OPD
Fasilitasi jamuan makan dan minum tamu, serta Penginapan tamu Bupati / Wakil Bupati,
(Rumah tangga)

Kab. Kudus 20950 Org - APBD Usulan OPD

Fasilitasi pemeliharaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga, serta mebelair
(perlengkapan)

Kab. Kudus 16 Jenis - APBD Usulan OPD

Fasilitasi pelayanan jasa telekomunikasi, air dan listrik (perlengkapan) Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Fasilitasi penyediaan outsourching cleaning service gedung kantor (perlengkapan) Kab. Kudus 27 Org - APBD Usulan OPD
Fasilitasi jasa tenaga teknisi, keamanan, pengemudi, resepsionis pelayan tamu, pramusaji,
dan lembur terbayar (perlengkapan)

Kab. Kudus 27 Org - APBD Usulan OPD

Fasilitasi penyediaan bahan makanan dan minuman Bupati dan Wakil Bupati, dan
penyediaan pakan ternak (rumah tangga)

Kab. Kudus 159 Jenis - APBD Usulan OPD

Fasilitasi penyediaan BBM genset, isi ulang tabung pemadam, isi ulang tabung pemadam
(perlengkapan)

Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD

Fasilitasi pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dan perizinan
kendaraan dinas (perlengkapan)

Kab. Kudus 21 Unit - APBD Usulan OPD

Fasilitasi penyediaan alat listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan
peralatan dan perlengkapan serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan gedung
kantor (perlengkapan)

Kab. Kudus 212 Jenis - APBD Usulan OPD

Fasilitasi pemeliharaan gedung kantor dilingkungan kantor Bupati , jasa konsultansi
perencanaan teknis dan Pengawasan teknis(perlengkapan)

Kab. Kudus 6 Pkt - APBD Usulan OPD

Fasilitasi penyediaan outsourching cleaning service rumah dinas (rumah tangga) Kab. Kudus 15 Org - APBD Usulan OPD
Fasilitasi penyediaan makanan dan minuman harian pegawai serta kegiatan lain Kab. Kudus 60 Org - APBD Usulan OPD
Fasilitasi penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, tabung gas LPG, bahan
peralatan dan perlengkapan serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan gedung
kantor , dan washray(Rumah tangga)

Kab. Kudus 68 Jenis - APBD Usulan OPD

Fasilitasi asuransi kebakaran Gedung kantor (Rumah tangga) Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Fasilitasi general check up Bupati Kab. Kudus 0000,00 - APBD Usulan OPD
Fasilitasi pemeliharaan Rumah DInas (Bupati, wabup, sekda, kejaksaan, Dandim,) Kab. Kudus 5 Pkt - Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program

/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.07.06 Pelayanan

Ketatausahaan Umum
dan Kepegawaian

Bagian
Umum Setda

1.177.602.000 APBD; 1.500.000.000

Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar 17,00 Dok 17,00
Jumlah dokumen pedoman pengelolaan sumber daya aparatur perangkat daerah 17,00 Dok 17,00
Jumlah PHD yang mendapatkan honor dan uang lembur 8,00 Org 7,00 Org
Jumlah jenis belanja barang jasa yang tersedia (ATK, surat kabar/majalah, jasa pengiriman,
premi asuransi kesehatan, cetakan, perjalanan dinas dan kursus/diklat)

7,00 Jenis 7,00

Jumlah buku ilmu sosial 29,00 Bh 29,00
Fasilitasi barang cetakan dan penggandaan Kab. Kudus 18 Jenis - APBD Usulan OPD
Fasilitasi pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar Kab. Kudus 408 OH - APBD Usulan OPD
Fasilitasi kebutuhan diklat Kab. Kudus 24 OK - APBD Usulan OPD
Fasilitasi jasa pengiriman dan paket Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Fasilitasi bahan bacaan dan surat kabar Kab. Kudus 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Fasilitasi alat tulis kantor Kab. Kudus 65 Jenis - APBD Usulan OPD
Honor PHD, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta lembur PHD Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD

J U M L A H 10.709.072.000 21.265.699.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.08 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01 ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

779.343.000 863.000.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

140.143.000 142.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan

pelaporan keuangan
Bagian Organisasi 28.260.000 APBD; 30.000.000

Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD 9,00 Org 9,00 Org
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bagian Organisasi 9 Org - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Bagian Organisasi 111.883.000 APBD; 112.000.000

Jumlah perjalanan dinas dalam setahun 65,00 OH 65,00 OH
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 28,00 Jenis 28,00 Jenis
Jumlah materai yang tersedia 500,00 Lbr 500,00 Lbr
Jumlah cetakan 1300,00 Lbr 1300,00 Lbr
Jumlah penggandaan yang tersedia 500080,00 Lbr 50080,00 Lbr
Tersedianya langganan surat kabar 1,00 Thn 1,00 Thn
Tersedianya makanan dan minuman 1,00 Thn 1,00 Thn
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 55,00 Bh 55,00 Bh
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara 9,00 Unit 9,00 Unit
Jumlah Kendaraan dan Perizinan Dinas/Operasional yang terpelihara 5,00 Unit 5,00 Unit
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Bagian Organisasi 28 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Materai Bagian Organisasi 500 Lbr - APBD Usulan OPD
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bagian Organisasi 55 Bh - APBD Usulan OPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Organisasi 65 OH - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Organisasi 9 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja cetak Bagian Organisasi 1300 Lbr - APBD Usulan OPD
Penggandaan Bagian Organisasi 50080 Lbr - APBD Usulan OPD
Langganan surat kabar Bagian Organisasi 1 Thn - APBD Usulan OPD
Belanja Makanan dan minuman Bagian Organisasi 1 Thn - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja jasa pemeliharaan kendaraan dan perizinan dinas/operasional Bagian Organisasi 5 Unit - APBD Usulan OPD
4.01.42 Program pembinaan

kelembagaan,
ketatalaksanaan dan
pelayanan publik,
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah dan
reformasi birokrasi

639.200.000 721.000.000

persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah 90 %
Indeks Kepuasan Masyarakat 83
nilai akuntabilitas kinerja 75
Indeks Reformasi Birokrasi 79
cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan
reformasi birokrasi

100 %

4.01.42.01 Fasilitasi kelembagaan
perangkat daerah

Bagian Organisasi 321.000.000 APBD; 321.000.000

Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi kelembagaannya 2,00 OPD 2,00 OPD
Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja

2,00 OPD 2,00 OPD

Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) 1,00 Dok 1,00 Dok
Jumlah Dokumen Validasi Evaluasi Jabatan 1,00 Dok 1,00 Dok
Terfasilitasinya kelembagaan perangkat daerah Bagian Organisasi 2 OPD 126.090.000 APBD Usulan OPD
Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagian Organisasi 2 OPD 74.730.000 APBD Usulan OPD
Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Bagian Organisasi 1 Dok 120.180.000 APBD Usulan OPD

4.01.42.02 Fasilitasi Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik

Bagian Organisasi 178.200.000 APBD; 200.000.000

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang tersusun 3,00 Dok 3,00 Dok
Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah difasilitasi pelaksanaan dan
pengembangan pelayanan publik

34,00 OPD 34,00 OPD

Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang nilai IKMnya dengan kategori
baik (A)

6,00 OPD 6,00 OPD

Jumlah buku alamat pejabat Bagian Organisasi 200 Buku 14.950.000 APBD Usulan OPD
Jumlah PD yang dievaluasi kinerja pelayanan publik Bagian Organisasi 10 OPD 17.800.000 APBD Usulan OPD
Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi bidang Pelayanan Publik dan
Tatalaksana

Bagian Orgnisasi 34 OPD 120.450.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengembangan Aplikasi e-SKM Bagian Organisasi 1 Pkt 25.000.000 APBD Usulan OPD
4.01.42.03 Penyelenggaraan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah dan
Reformasi Birokrasi

Bagian Organisasi 140.000.000 APBD; 200.000.000

Jumlah dokumen LKjIP dan Perjanian Kinerja Kabupaten Kudus 2,00 Dok 2,00 Dok
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 34,00 OPD 34,00 OPD
Terlaksananya Budaya Kerja Kabupaten Kudus 34,00 OPD 34,00 OPD
Terlaksananya Penyusunan dokumen LKjIP Kabupaten Kudus dan
Perjanjian Kinerja Bupati Kudus

Bagian Organisasi 2 Dok 80.000.000 APBD Usulan OPD

Terlaksananya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Bagian Organisasi 34 OPD 25.000.000 APBD Usulan OPD
Terlaksananya Pembentukan Nilai Budaya Kerja Kabupaten Bagian Organisasi 34 OPD 35.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 779.343.000 863.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.09 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2.153.334.000 3.851.717.000
4.01.07 Program pelayanan administrasi

umum
422.135.000 695.808.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan pelaporan

keuangan
Bagian Protokol dan

Komunikasi
Pimpinan

101.520.000 APBD; 193.740.000

Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan
keuangan yang tersusun sesuai standar

8,00 Dok 8,00

Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS 10,00 Org 12,00
Tersedianya Uang Lembur PNS dan Non PNS 19,00 Org 25,00

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan
sarana prasarana aparatur

Bagian Protokol dan
Komunikasi
Pimpinan

320.615.000 APBD; 502.068.000

Jumlah alat tulis kantor, listrik dan elektronik, jasa surat menyurat,
peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bacaan dan
peraturan perundangan, cetak dan penggandaan

81,00 Jenis 81,00 Jenis

Jumlah jasa pengemudi/ driver, tenaga protokol, dan jasa pengelola
dokumentasi

7,00 Org 7,00 Org

Jumlah makanan dan minuman pegawai 25,00 Org 25,00 Org
Jumlah perawatan kendaraan bermotor 8,00 Unit 9,00 Unit
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga 13,00 Jenis 13,00 Jenis

4.01.16 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah

1.731.199.000 3.155.909.000

Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah

100 %

4.01.16.08 Penerimaan kunjungan dan pelaksanaan
koordinasi kepala daerah/wakil kepala
daerah

Bagian Protokol dan
Komunikasi
Pimpinan

1.408.029.000 APBD; 2.344.539.000

Jumlah Pelayanan Kunjungan dan Pelaksanaan koordinasi Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah

190,00 Kali 200,00

Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS 19,00 Org 22,00 Org



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.16.09 Fasilitasi komunikasi dan informasi

pimpinan daerah
Bagian Protokol dan

Komunikasi
Pimpinan

323.170.000 APBD; 811.370.000

Jumlah Jasa Penghargaan (Plakat Lambang Daerah) 100,00 Bh 100,00
Jumlah Belanja Cetak untuk kebutuhan Keprotokolan 10,00 Jenis 12,00
Jumlah Karangan Bunga 116,00 Bh 120,00
Jumlah Fasilitasi Komunikasi (Rapat Pimpinan/ Rapim), Coffee
Morning Pimpinan dan insan media

20,00 Kali 20,00

Jumlah Publikasi Media Cetak 7500,00 mmk 7500,00
Publikasi Media Elektronik 1,00 Kali 3,00
Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS 5,00 Org 7,00 Org

J U M L A H 2.153.334.000 3.851.717.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.04 : SEKRETARIAT DPRD

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
23.801.602.000 18.949.875.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

5.901.522.000 5.179.326.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kabupaten Kudus 32.583.000 APBD; 15.000.000

jumlah data/dokumen perencanaan, dan pelaporan sesuai ketentuan 19,00 Dok 10,00
Penyusunan renstra dan renja ( Renja Awal, Renja Perubahan, Evaluasi Renja
) perangkat daerah

Kab. Kudus 4 Dok - APBD Usulan OPD

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen
perencanaan

Kab. Kudus 10 Dok - APBD Usulan OPD

Penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah Kab. Kudus 1 Dok - APBD Usulan OPD
Koordinasi dan sinkronisasi Perangkat Daerah Kab. Kudus 6 Org - APBD Usulan OPD
Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kudus 4 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kabupaten Kudus 156.397.000 APBD; 95.000.000

jumlah dokumen pengelolaan keuangan PD 12,00 Dok 12,00
jumlah pelaksana kegiatan 34,00 Org 23,00
Honorarium pengelola kegiatan dan uang lembur PNS Kab. Kudus 34 Org - APBD Usulan OPD
Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan Kab. Kudus 12 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kabupaten Kudus 3.479.493.000 APBD; 3.069.326.000

Jumlah Sarpras kantor ( kendaraan dinas ) yang terpelihara 50,00 Unit 52,00
Jumlah Sarpras kantor ( peralatan kantor yang terpelihara ) 18,00 Jenis 18,00
jumalh peralatan rumah tangga 50,00 Jenis 64,00
jumlah gedung yang terpelihara 6,00 Pkt 5,00
Jumlah pakaian dinas yang disediakan 245,00 Stel 240,00
Jumlah Pengadaan sarpras kantor 0,00 Unit 15,00
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 6,00 Jenis 6,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah asset kantor (tanah dan asuransi gedung) yang terbayar 2,00 Unit 2,00
Jumlah sarpras kantor (mebeleur ) yang terpelihara 30,00 Bh 30,00
Jumlah Rehab gedung/pembangunan kantor 0,00 Pkt 1,00
Jumlah jasa perbaikan peralatan kantor 18,00 Jenis 18,00
Belanja sewa tanah dan asuransi barang milik daerah Kabupaten Kudus 2 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja perlengkapan dan peralatan kantor Kabupaten Kudus 6 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja pemeliharaan kendaraan dinas (service,suku cadang,BBM,STNK) Kabupaten Kudus 50 Unit - Usulan OPD
Belanja pemeliharaan mebeleur dan sarpras kantor lainnya Kabupaten Kudus 30 Bh - Usulan OPD
Belanja peralatan Rumah Tangga Kabupaten Kudus 9 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja peralatan rumah tangga bahan pembersih dan jasa kebersihan kantor Kabupaten Kudus 40 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja pemeliharaan ( gedung,taman,bangunan,hidran,pagar
lt.2/lanjutan,ralling pagar lt.2/lanjutan)dan jasa tenaga keamanan kantor

Kabupaten Kudus 6 Pkt - APBD Usulan OPD

Pengadaan pakain dinas DPRD Kabupaten Kudus 245 Stel - APBD Usulan OPD
Belanja Pemeliharaan /service perlengkapan kantor Kabupaten Kudus 18 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja pengadaan kendaraan dinas Kab. Kudus 1 Unit - APBD Usulan OPD

4.01.07.06 Pelayanan Ketatausahaan
Umum dan Kepegawaian

Kabupaten Kudus 2.233.049.000 APBD; 2.000.000.000

Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai
standart

10,00 Dok 10,00

Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor 107,00 Jenis 93,00
Jumlah jasa tenaga kontrak/tenaga pelaksana kegiatan Pramu
Tamu,Sarpras,IT dan pengemudi

19,00 Org 55,00

Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat 34,00 Org 42,00
Jumlah kegiatan perjalanan dinas 30,00 Kali 30,00
Jumlah honorarium non PNS 42,00 Org 3,00
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 3,00 Jenis 3,00
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 10,00 Jenis 10,00
Penggandaan dan cetak adminsitrasi umum dan kepegawaian Kab. Kudus 10 Dok - APBD Usulan OPD
Belanja air,listrik dan telepon Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Tulis Kantor Kab. Kudus 71 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja materai Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja alat listrik / komponen listrik Kab. Kudus 23 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja makanan dan minuman harian pegawai , tamu dan kegiatan lainnya Kab. Kudus 8 Jenis - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja jasa tenaga pelaksana kegiatan (pramu tamu,pengemudi,IT, sarpras) Kab. Kudus 13 Org - APBD Usulan OPD
Belanja asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan ( Sarpras, IT, Pramu Tamu,
Pengemudi, PHD )

Kab. Kudus 19 Org - APBD Usulan OPD

Honorarium Non PNS dan Uang lembur non PNS Kab. Kudus 42 Org - APBD Usulan OPD
Bintek Implementasi dan peraturan perundang-undangan Kab. Kudus 20 Org - APBD Usulan OPD
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Kudus 34 Org - APBD Usulan OPD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD Kab. Kudus 30 Kali - APBD Usulan OPD

4.01.15 Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah

17.298.975.000 13.159.181.000

persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi 100 %
4.01.15.10 Fasilitasi penyelenggaraan

rapat DPRD
Kabupaten Kudus 630.945.000 APBD; 685.050.000

Jumlah rapat yang terfasilitasi 214,00 Kali 330,00
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Kab. Kudus 193 Kali 276.760.000 APBD Usulan OPD
Rapat-Rapat Paripurna Kab. Kudus 21 Kali 322.185.000 APBD Usulan OPD
Penggandaan dokumen rapat - rapat kegiatan DPRD Kab. Kudus 15 Dok 32.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.15.11 Peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Kudus 12.453.480.000 APBD; 10.927.447.000
Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan 45,00 Org 45,00
Jumlah SDM anggota DPRD yang memahani aturan 45,00 Org 45,00
Jasa jaminan layanan kesehatan Kab. Kudus 45 Org 114.910.000 APBD Usulan OPD
Kunjungan kerja DPRD dalam daerah Kab. Kudus 45 Org 63.720.000 APBD Usulan OPD
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar propinsi,
konsultasi dalam dan luar propinsi,workshop

Dalam Propinsi dan
luar propinsi

45 Org 11.328.850.000 APBD Usulan OPD

Honorarium Tenaga Ahli Fraksi / tenaga fraksi dan Tim ahli Kab. Kudus 39 Org 946.000.000 APBD Usulan OPD
4.01.15.12 Fasilitasi pengkajian

perundang-undangan dan
penyusunan produk hukum

Kabupaten Kudus 4.214.550.000 APBD; 1.546.684.000

Jumlah Perda yang ditetapkan 12,00 Perda 12,00
Jumlah dokumen produk hukum 50,00 Dok 150,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah Dalam dan Luar

Propinsi
12 Perda 2.591.704.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyelenggaraan kajian Ranperda Dalam dan luar

propinsi
12 Perda 810.444.000 APBD Usulan OPD

Hearing Kabupaten Kudus 1 Kali 44.085.000 APBD Usulan OPD
Reses Kabupaten Kudus 2 Kali 668.337.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Kudus 2 Dok 99.980.000 APBD Usulan OPD

4.01.43 Program penyelenggaraan
kehumasan

601.105.000 611.368.000

persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan 100 %
4.01.43.02 Fasilitasi kehumasan,

publikasi dan protokol
Kabupaten Kudus 601.105.000 APBD; 611.368.000

Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan 148,00 Kali 120,00
Majalah publikasi kegiatan DPRD Kab. Kudus 500 Eksp 75.700.000 APBD Usulan OPD
Penayangan kegiatan DPRD di media cetak,iklan,pemeliharaan baliho,dan
shooting

Kab. Kudus 160 Kali 408.500.000 APBD Usulan OPD

Kalender,baterai,CD blank,CD RW,album foto,MMC,cetak foto Kab. Kudus 7000 Bh 43.705.000 APBD Usulan OPD
Langganan internet dan pulsa listrik Kab. Kudus 1 Thn 70.800.000 APBD Usulan OPD
honor penyusun naskah/makalah Kab. Kudus 12 Tema 2.400.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 23.801.602.000 18.949.875.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.05 : KECAMATAN KALIWUNGU

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
682.819.000 1.822.000.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

382.819.000 1.212.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kecamatan
Kaliwungu

2.000.000 APBD; 12.000.000

Jumlah Dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang
tersusun sesuai standar

8,00 Dok 8,00 Dok

Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan : Renstra,Renja
RKPD, LKPJ, Lakip,LPPD, Laporan Bulanan Kec dan laporan
evaluasi hasil renja OPD

Kab. Kudus 8 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kecamatan
Kaliwungu

36.400.000 APBD; 200.000.000

jumlah pengelola keuangan 10,00 Org 10,00 Org
Jumlah Dokumen Keuangan: RKA, DPA, DPPA, Laporan Keuangan 4,00 Dok 4,00 Dok
Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan KALIWUNGU 10 Org - APBD Usulan OPD
Dokumen Keuangan: RKA, DPA, DPPA, Laporan Keuangan Kab. Kudus 4 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kecamatan
Kaliwungu

344.419.000 APBD; 1.000.000.000

Jumlah Alat tulis kantor 24,00 Jenis 0,00
Jumlah Alat Listrik dan elektronik 3,00 Jenis 0,00
Jumlah Bahan bakar kendaraan bermotor dan pelumas 2,00 Jenis 0,00
Jumlah Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan 4,00 Jenis 0,00
Jumlah Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 20,00 Jenis 0,00
Jumlah jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan, Premi Asuransi Kesehatan
dan Jaminan Ketenagakerjaan

7,00 Org 0,00

Jumlah Jasa Service, Penggantian suku cadang dan pajak
kendaraan bermotor

16,00 Unit 0,00

Jumlah Jasa surat menyurat dan meterai 2,00 Jenis 0,00
Jumlah Langganan Surat Kabar/ Majalah 2,00 Jenis 0,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah langganan telepon, internet, dan listrik 3,00 Rek 0,00
Jumlah makan minum harian pegawai / rapat/ lainnya 6,00 Jenis 0,00
Jumlah makan dan minum tamu 10,00 Jenis 0,00
Jumlah Peralatan kebersihan dan alat pembersih 19,00 Jenis 0,00
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 82,00 Org 0,00
Alat tulis kantor KALIWUNGU 24 Jenis - APBD Usulan OPD
Alat Listrik dan elektronik Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Asuransi Gedung perkantor dan rumah dinas camat Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Bahan bakar kendaraan bermotor dan pelumas Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan Kab. Kudus 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Kudus 20 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan, Premi Asuransi Kesehatan dan
Jaminan Ketenagakerjaan

Kab. Kudus 7 Org - APBD Usulan OPD

Jasa Service, Penggantian suku cadang dan pajak kendaraan
bermotor

Kab. Kudus 16 Unit - APBD Usulan OPD

Jasa surat menyurat dan meterai Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Langganan Surat Kabar/ Majalah Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD
langganan telepon, internet, dan listrik Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
makan minum harian pegawai / rapat dan tamu KALIWUNGU 6 Jenis - APBD Usulan OPD
Peralatan kebersihan dan alat pembersih KALIWUNGU 19 Jenis - APBD Usulan OPD
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah KALIWUNGU 82 Org - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

300.000.000 610.000.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.01 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
desa

Kecamatan
Kaliwungu

45.000.000 APBD; 80.000.000

Jumlah Evaluasi perdes tentang apbdesa/perubahan apbdes 30,00 Dok 30,00 Dok
Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pemerinta desa

15,00 Desa/Kel 15,00
Desa/Kel

Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang pengelolaan
keuangan dan manajemen pemerintah desa

2,00 Kgt 2,00 Kgt



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Evaluasi perdes tentang apbdesa/perubahan apbdes Kab. Kudus 30 Dok 16.200.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang manajemen
pemerintah desa

Kab. Kudus 2 Kgt 20.260.000 APBD Usulan OPD

Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerinta
desa

Kab. Kudus 15 Desa/Kel 8.540.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.02 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
kesejahteraan rakyat

Kecamatan
Kaliwungu

60.000.000 APBD; 120.000.000

Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah festival kirab budaya 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah kegiatan sosial 45,00 Org 45,00 Org
Jumlah lomba sekolah sehat dan lcc dokter kecil 3,00 Kgt 3,00 Kgt
Jumlah organisasi karang taruna yang terbina 1,00 Orgn 1,00 Orgn
Jumlah Pembinaan organisasi perempuan (PKK) yang dilakukan 1,00 Kelpk 1,00 Kelpk
Fasilitasi festival kirab budaya Kab. Kudus 1 Kali 8.370.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi MTQ tingkat kecamatan Kab. Kudus 1 Kali 4.920.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi lomba sekolah sehat dan lcc dokter kecil tingkat
kecamatan

Kab. Kudus 3 Kgt 3.450.000 APBD Usulan OPD

Fasilitasi kegiatan sosial Kab. Kudus 45 OH 10.350.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan organisasi kepemudaan Kab. Kudus 1 Orgn 7.050.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan organisasi perempuan (PKK) Kab. Kudus 1 Kelpk 25.860.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.03 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi dan pembangunan
desa/kelurahan

Kecamatan
Kaliwungu

40.000.000 APBD; 100.000.000

Jumlah Fasilitasi desa dalam rangka pembinaan rt/rw 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Fasilitasi promo produk umkm 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan 1,00 Kgt 1,00 Kgt
Jumlah Monev dan Pelaporan Dana Desa 50,00 OH 50,00 OH
Fasilitasi promo produk umkm Kab. Kudus 1 Kali 19.175.000 APBD Usulan OPD
Musrenbang tingkat kecamatan Kab. Kudus 1 Kgt 9.541.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Rt, Rw, desa lomba Kab. Kudus 1 Kali 900.000 APBD Usulan OPD
Monev dan pelaporan dana desa Kab. Kudus 50 OH 10.384.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.34.05 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum

Kecamatan
Kaliwungu

150.000.000 APBD; 300.000.000

Patroli Wilayah, Operasional Tim Trepadu Penanganan Konflik
Sosial di Kecamatan, pembinaan Linmas dan Bidang Trantib.

15,00 Desa/Kel 15,00
Desa/Kel

Pemantauan dan Piket Bencana 1,00 Posko 1,00 Posko
Pembinaan Bela Negara, sosialisasi wawasan kebangsaan dan
lomba tek-tek kamling tk kecamatan

1,00 Kali 1,00 Kali

Pembinaan bela negara, sosialisasi wasbang dan lomba tek tek
kampling tk kecamatan belanja jasa narasumber wasbang manmin
wasbang

Kab. Kudus 1 Kali 8.800.000 APBD Usulan OPD

Pemantauan dan Piket Bencana Kab. Kudus 1 Posko 41.625.000 APBD Usulan OPD
patroli wilayah, operasional tim terpadu, konflik sosial di
kecamatan, pembinaan linmas dan bidang trantib

Kab. Kudus 15 Desa/Kel 99.575.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.06 Fasilitasi dan
penyelenggaraan pelayanan
umum

kecamatan kaliwungu 5.000.000 APBD; 10.000.000

Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan 1,00 Kali 1,00 Kali
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan Kab. Kudus 1 Kali 5.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 682.819.000 1.822.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06 : KECAMATAN KOTA

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
857.944.000 2.985.000.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

623.248.000 2.550.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kec. Kota
Kudus

5.000.000 APBD; 5.000.000

Jumlah data/dokumen perencanaan, dan pelaporan sesuai ketentuan 8,00 Dok 8,00 Dok
Penyusunnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
berupa renstra, renja, rkpd, lkpj, lakip/lkjip, lppd, laporan bulanan kec
dan laporan evaluasi hasil renja opd

KOTA 8 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kec. Kota
Kudus

35.500.000 APBD; 45.000.000

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan PD 21,00 Dok 21,00
Jumlah Pelaksana Kegiatan (ASN) 8,00 Org 8,00
Honorarium pengelola keuangan KOTA 12 Bln - APBD Usulan OPD
Penyusunan RKA, DPA, Laporan bulanan, ikhtisar kinerja dan laporan
akhir tahun

KOTA 4 Jenis - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kec. Kota
Kudus

582.748.000 APBD; 2.500.000.000

Jumlah Pengadaan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor 1,00 Pkt 1,00
Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah Rekening Jasa Kantor (Langganan Telepon, Listrik, Internet) 4,00 Rek 4,00 Rek
Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara 6,00 Jenis 6,00 Jenis
Jumlah premi Asuransi yang dibayar 3,00 Jenis 3,00 Jenis
jasa service dan perizinan kendaraan bermotor yang tersedia 14,00 Unit 14,00 Unit
Jumlah Pelaksana Kegiatan (PNS) 5,00 Org 5,00 Org
Jumlah Tenaga Pelaksana Kegiatan (Non PNS) 10,00 Org 10,00 Org
Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun
sesuai standart

6,00 Dok 6,00 Dok

Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan 5,00 Jenis 5,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan 6,00 Jenis 6,00 Jenis
Jumlah Pengisian Tabung Gas, Peralatan pembersih dan bahan
kebersihan

20,00 Jenis 20,00 Jenis

Jumlah Surat Kabar yang disediakan 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah Makanan dan minuman harian, rapat dan tamu 10,00 Jenis 10,00 Jenis
Jumlah perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah 38,00 OH 38,00 OH
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,00 Unit 4,00 Unit
Belanja bahan bakar kendaraan bermotor dan pelumas 8,00 Jenis 8,00 Jenis
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan KOTA 12 OB - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Tulis Kantor KOTA 56 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) KOTA 6 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya KOTA 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih KOTA 19 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Pengisian Tabung Gas KOTA 72 Kg - APBD Usulan OPD
Belanja Telepon KOTA 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja Listrik KOTA 2 Rek - APBD Usulan OPD
Belanja Surat Kabar/Majalah KOTA 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Internet KOTA 12 Bln - APBD Usulan OPD
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan KOTA 6 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan KOTA 10 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Premi Asuransi KOTA 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Service KOTA 13 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas KOTA 7 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor KOTA 14 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja Cetak dan Penggandaan Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai KOTA 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat KOTA 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu KOTA 40 Org - APBD Usulan OPD
Belanja Perjalanan Dinas KOTA 8 OH - APBD Usulan OPD
Pengadaan AC 2 PK KOTA 4 Unit - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.34 Program fasilitasi dan

penyelenggaraan
pemerintahan

234.696.000 435.000.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.01 Fasilitasi dan

penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa

Kec. Kota
Kudus

36.700.000 APBD; 55.000.000

Jumlah Rancangan Peraturan desa yang terevaluasi 16,00 Desa/Kel 16,00 Desa/Kel
Jumlah Aparatur Pemdes yang terlatih bidang keuangan desa 50,00 Org 50,00 Org
Jumlah desa yang menyusun Pelaporan sesuai regulasi 16,00 Desa/Kel 16,00 Desa/Kel
Jumlah Aparatur Pemdes yang terlatih bidang manajemen desa 50,00 Org 50,00 Org
Evaluasi rancangan perdes apbdes KOTA 16 Desa/Kel 6.700.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa KOTA 16 Desa/Kel 9.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa KOTA 16 Desa/Kel 9.000.000 APBD Usulan OPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan desa/ kelurahan KOTA 16 Desa/Kel 12.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.02 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
kesejahteraan rakyat

Kec. Kota
Kudus

89.800.000 APBD; 30.000.000

Jumlah Organisasi kepemudaan yang terbina 25,00 Orgn 25,00
Jumlah Festival seni budaya yang dilaksanakan 1,00 Kali 1,00
Jumlah Peserta MTQ tingkat Kecamatan 70,00 Org 70,00
Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina 25,00 Org 25,00
Jumlah sasaran fasilitasi kegiatan sosial yang dilaksanakan 110,00 Org 110,00 Org
Pelaksanaan mtq tingkat kecamatan KOTA 1 Kgt 9.000.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan KOTA 1 Orgn 15.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi kegiatan sosial KOTA 1 Kgt 8.800.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaaan KOTA 1 Kgt 39.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi festival seni dan budaya KOTA 1 Kgt 18.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.03 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi dan pembangunan
desa/kelurahan

Kec. Kota
Kudus

53.196.000 APBD; 70.000.000

Jumlah Usulan dalam Musrenbang 75,00 Obyek 75,00
Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran 25,00 UMKM 25,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Desa/Kelurahan Peserta Lomba K3 dan Kesemarakan 25,00 Desa/Kel 25,00
Jumlah pembinaan yang dilakukan pada desa yang mengikuti desa lomba 8,00 Kali 8,00
Jumlah PKD Terbangun 1,00 Pkt 1,00
Jumlah Desa yang di Lakukan Monev Dana Desa 16,00 Desa/Kel 16,00 Desa/Kel
Pembinaan desa lomba KOTA 1 Kgt 10.296.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan dengan paertisipasi
masyarakat ( k3 dan kesemarakan)

KOTA 2 Kgt 13.800.000 APBD Usulan OPD

Pelaksanaan musrenbang kecamatan KOTA 1 Kgt 10.300.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana desa KOTA 16 Desa/Kel 10.500.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi umkm dalam pameran pembangunan KOTA 1 Kgt 8.300.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.05 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum

Kec. Kota
Kudus

50.000.000 APBD; 250.000.000

Jumlah Pemantauan dan piket bencana yang dilakukan 20,00 Kali 20,00 Kali
Jumlah Peserta Pembinaan bela negara, sosialisasi wawasan kebangsaan
yang dilaksakan

75,00 Org 75,00 Org

Jumlah kegiatan untuk menurunkan Kasus Pelanggaran Perda, Trantibum
dan Kriminalitas

3,00 Kgt 3,00 Kgt

Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas KOTA 25 Desa/Kel 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan wawasan kebangsaan dan terlaksananya bela negara KOTA 25 Desa/Kel 15.000.000 APBD Usulan OPD
Penyebaran informasi potensi bencana KOTA 25 Desa/Kel 15.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.06 Fasilitasi dan
penyelenggaraan pelayanan
umum

Kec. Kota
Kudus

5.000.000 APBD; 30.000.000

Jumlah Desa yang termonitor pelayanan perizinan dan kependudukannya 25,00 Desa/Kel 25,00
Jumlah Inovasi yang dilaksanakan dalam pelayanan masyarakat 1,00 Bh 1,00
Fasilitasi penyelenggaran pelayanan umum KOTA 25 Desa/Kel 5.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 857.944.000 2.985.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.02 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN PURWOSARI

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
1.340.379.000 1.840.941.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

205.344.000 438.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat
daerah

83

4.01.07.01 Peningkatan sistem
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kelurahan Purwosari 3.000.000 APBD; 5.000.000

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, LKJIP,
LKPJ, LPPD, RKPD,KUAPPAS, RKA/DPA/DPPA, LKPD dan
Laporan lainnya

8,00 Dok 8,00

Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja,
LKJIP, LPPD, LKPJ, LKPD, RKA/DPA/DPPA dan laporan lainnya

Ds.Kel. Purwosari 8 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kelurahan Purwosari 31.080.000 APBD; 33.000.000

Honor Pengelola Kegiatan 5,00 Org 5,00 Org
Uang Lembur PNS dan Non PNS 5,00 Org 5,00 Org
Uang Lembur PNS dan Non PNS Ds.Kel. Purwosari 5 Org - APBD Kelurahan

Purwosari
Usulan OPD

Honorarium Pengelola Kegiatan Ds.Kel. Purwosari 5 Org - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Kelurahan Purwosari 171.264.000 APBD; 400.000.000

Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan
perpanjangan STNK

5,00 Unit 5,00 Unit

Jumlah telepon, Internet, dan listrik yang sudah terbayar 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah Tenaga Kontrak, Modin, dan PHD 5,00 Org 5,00 Org
Jumlah Peralatan Rumah Tangga 20,00 Jenis 20,00 Jenis
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

3,00 Jenis 3,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Makanan dan minuman yang tersedia 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah Alat Tulis Kantor 44,00 Jenis 44,00 Jenis
Jumlah Jasa Surat Menyurat 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

2,00 Jenis 2,00 Jenis

Belanja Barang Cetakan dan penggandaan Ds.Kel. Purwosari 1 Jenis - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Belanja Jasa Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

Ds.Kel. Purwosari 4 Jenis - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Belanja Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional

Ds.Kel. Purwosari 5 Unit - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Belanja Jasa Komunikasi, Internet, sumber daya air dan listrik Ds.Kel. Purwosari 3 Jenis - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Honor PHD, TKP (Tenaga Kontrak Perorangan), Pembantu
Modin dan premi

Ds.Kel. Purwosari 5 Org - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Belanja Peralatan Rumah Tangga Ds.Kel. Purwosari 20 Jenis - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

Ds.Kel. Purwosari 3 Jenis - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Belanja Makanan dan minuman Ds.Kel. Purwosari 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Tulis Kantor Ds.Kel. Purwosari 44 Jenis - APBD Kelurahan

Purwosari
Usulan OPD

Belanja Jasa Surat Menyurat Ds.Kel. Purwosari 1 Jenis - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Ds.Kel. Purwosari 1 Jenis - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Ds.Kel. Purwosari 2 Jenis - APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

1.135.035.000 1.402.941.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.07 Fasilitasi dan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan
kelurahan

Kelurahan Purwosari 90.000.000 APBD; 100.000.000

Jumlah RT / RW yang terbina 1,00 Orgn 1,00 Orgn



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah pembinaan LPMK 1,00 Orgn 1,00 Orgn
Pembinaan 44 RT dan 9 RW Ds.Kel. Purwosari 1 Orgn 79.250.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan LPMK Ds.Kel. Purwosari 1 Orgn 10.750.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.08 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan ekonomi, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat di
kelurahan

Kelurahan Purwosari 655.000.000 APBD; 900.000.000

Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Sarana dan Prasarana yang telah terbangun 6,00 Pkt 8,00 Pkt
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Ds.Kel. Purwosari 1 Kali 5.000.000 APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan
(Rehabilitasi Jalan, Saluran)

Ds.Kel. Purwosari 6 Pkt 500.000.000 APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pelatihan, Sosialisasi
dan pembinaan)

Ds.Kel. Purwosari 3 Jenis 150.000.000 APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

4.01.34.09 Fasilitasi dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum di kelurahan

Kelurahan Purwosari 40.035.000 APBD; 50.000.000

Jumlah kegiatan pembinaan KST dan Linmas 1,00 Orgn 1,00 Orgn
Pembinaan KST/Linmas Ds.Kel. Purwosari 1 Orgn 40.035.000 APBD Kelurahan

Purwosari
Usulan OPD

4.01.34.11 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan ekonomi, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat di
kelurahan (DAU Kelurahan)

Kelurahan Purwosari 350.000.000 APBD; 352.941.000

Jumlah Rehabilitasi Jalan 2,00 Pkt 2,00 Pkt
Jumlah Rehabilitasi Saluran dan Sumur Resapan 2,00 Pkt 2,00 Pkt
Rehabilitasi Jalan Ds.Kel. Purwosari 2 Pkt 100.000.000 APBD Kelurahan

Purwosari
Usulan OPD

Rehabilitasi Saluran dan pembangunan Sumur Resapan Ds.Kel. Purwosari 2 Pkt 250.000.000 APBD Kelurahan
Purwosari

Usulan OPD

J U M L A H 1.340.379.000 1.840.941.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.03 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN SUNGGINGAN

Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01 ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

1.318.952.000 1.417.000.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

200.158.000 222.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi
dan pelaporan capaian
kinerja

Kelurahan Sunggingan 3.400.000 APBD; 4.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 8,00 Dok 8,00 Dok
Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, LKJIP,
LPPD, RKPD, KUA PPAS, RKA/DPA/DPPA, LKPD, dan laporan
lainnya

Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

8 Dok - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi
dan pelaporan keuangan

Kelurahan Sunggingan 2.640.000 APBD; 3.000.000

Jumlah dokumen pelaporan keuangan 3,00 Dok 3,00 Dok
Penyusunan dokumen laporan penggunaan DAU Tambahan Tahap
I dan Tahap II serta ddokumen laporan keuangan

Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

3,00 Dok - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kelurahan Sunggingan 194.118.000 APBD; 215.000.000

Jumlah alat tulis kantor terbeli 21,00 Jenis 21,00 Jenis
Jumlah alat listrik dan elektronik terbeli 1,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya terbeli 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih terbeli 10,00 Jenis 10,00 Jenis
Jumlah tabung gas terisi 1,00 Bh 1,00 Bh
Jumlah langganan telepon, langganan listrik dan langganan surat
kabar/majalah yang terbayar

3,00 Jenis 3,00 Jenis

Jumlah tenaga kontrak perorangan (tenaga kebersihan kantor dan
penjaga malam kantor)

2,00 Org 2,00 Org

Jumlah premi asuransi kesehatan dan tenaga kerja yang terbayar 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Jumlah kendaraan dinas terawat 5,00 Unit

Motor
5,00 Unit
Motor

Jumlah bahan bakar minyak/gas dan pelumas terbeli 2,00 Jenis 2,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar perpanjangan STNK 6,00 Unit
Motor

6,00 Unit
Motor

Jumlah cetak dan penggandaan yang terbayar 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Jumlah jenis rapat yang dilaksanakan 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah peralatan kantor terawat 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah papan nama terpadu yang terbeli 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah meubeler yang terbeli 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah peralatan kantor yang terbeli 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah rolling door yang terpasang 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah jendela kantor yang diperbaiki 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang terbeli 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan yang terbayar 2,00 Org 2,00 Org
Jumlah honorarium pengelola barang milik Daerah yang terbayar 1,00 Org 1,00 Org
Jumlah honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan yang
terbayar

1,00 Org 1,00 Org

Pengadaan meja kerja lurah Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja alat tulis kantor Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

21,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu penerangan kantor) Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

2,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

10,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja pengisian tabung gas Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja langganan telepon, langganan listrik dan langganan surat
kabar/majalah

Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

3,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja jasa tenaga kebersihan kantor Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Org - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja premi asuransi kesehatan dan tenaga kerja Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja perawatan kendaraan bermotor Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

5,00 Unit
Motor

- APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

2,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja perpanjangan STNK kendaraan dinas Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

6,00 Unit Mobil - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja cetak dan penggandaan Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja makanan dan minuman (harian pegawai, rapat staf dan
tamu)

Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

3,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin printer, dan AC Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

2,00 Jenis - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pengadaan papan nama terpadu Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Pkt - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pengadaan almari pintu kaca sliding Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

2,00 Unit - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Perbaikan jendela kantor kelurahan Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Pkt - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pengadaan kursi kerja eselon IV Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Unit - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pengadaan filling kabinet Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

2,00 Unit - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pengadaan Sound System Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Unit - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pengadaan printer warna Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Unit - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Belanja jasa penjaga malam kantor Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Org - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Honorarium Pengelola Keuangan Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

2,00 Org - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Honorarium Pengelola Barang Miik Daerah Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Org - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

1,00 Org - APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

1.118.794.000 1.195.000.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.34.07 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan kelurahan

Kelurahan Sunggingan 80.010.000 APBD; 90.000.000

Jumlah Ketua RT yang terbina 27,00 Org 27,00 Org
Jumlah Ketua RW yang terbina 6,00 Org 6,00 Org
Jumlah orang yang terbina dalam organisasi Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

10,00 Org 10,00

Jumlah orang yang diundang pada HUT Proklamasi 100,00 Org 100,00
Jumlah luas tanah yang terbeli 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pembinaan RT dan RW Ds.Kel. Sunggingan

RT.004/RW.003
33,00 Org 74.210.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan

OPD
Pembinaan LPMK Ds.Kel. Sunggingan

RT.004/RW.003
10,00 Org 1.800.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan

OPD
Kegiatan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ds.Kel. Sunggingan

RT.004/RW.003
100,00 Org 4.000.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan

OPD
4.01.34.08 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
kegiatan ekonomi,
pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan

Kelurahan Sunggingan 617.846.000 APBD; 680.000.000

Jumlah personil yang diundang dalam musrenbang kelurahan dan
musyawarah kelurahan

115,00 Org 125,00 Org

Jumlah orang yang terbina dalam organisasi Karang Taruna 35,00 Org 35,00 Org
Jumlah personil Panitia Pelaksana Kegiatan 3,00 Org 3,00 Org
Jumlah orang yang terbina dalam organisasi PKK 80,00 Org 80,00 Org
Jumlah posyandu yang terbina 6,00 Posynd 6,00 Posynd
Jumlah pembangunan atau rehabilitasi/pemeliharaan
saluran/drainase/gorong-gorong di wilayah Kelurahan Sunggingan

3,00 Pkt 4,00 Pkt

Jumlah pembangunan atau rehabilitasi/pemeliharaan jalan di
wilayah Kelurahan Sunggingan

3,00 Pkt 3,00 Pkt

Jumlah papan nama jalan yang terpasang 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah cermin lalu lintas yang terpasang 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah honor modin yang terbayar 2,00 Org 2,00 Org
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ds.Kel. Sunggingan

RT.004/RW.003
3,00 Org 10.200.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan

OPD



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022
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Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
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Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Musrenbang dan Muskel Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

115,00 Org 5.200.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pembinaan PKK Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

80,00 Org 35.350.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pembinaan Karang Taruna Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

35,00 Org 18.550.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pembinaan Posyandu Ds.Kel. Sunggingan 6,00 Posynd 25.500.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
(Pembangunan/Rehabilitasi Jalan, Saluran/Drainase/Gorong-
gorong)

Ds.Kel. Sunggingan 6,00 Pkt 286.106.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Papanisasi nama jalan di wilayah Kelurahan Sunggingan Ds.Kel. Sunggingan 1,00 Pkt 46.785.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pengadaan Cermin Lalu Lintas Ds.Kel. Sunggingan 1,00 Pkt 68.355.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Rehabilitasi/Perbaikan Gedung Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Ds.Kel. Sunggingan
RT.001/RW.002

1,00 Pkt 105.000.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Honorarium Modin Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

2,00 Org 16.800.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

4.01.34.09 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum di
kelurahan

Kelurahan Sunggingan 70.938.000 APBD; 75.000.000

Jumlah orang yang terbina dalam organisasi Forum Kemitraan
Polisi Masyarakat (FKPM)

13,00 Org 13,00 Org

Jumlah orang yang terbina organisasi Kader Siaga Tramtib (KST) 9,00 Org 9,00 Org
Jumlah pembinaan kepada masyarakat 3,00 Kgt 4,00 Kgt
Jumlah pelatihan ketrampilan kepada masyarakat 1,00 Kgt 2,00 Kgt
Pembinaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Ds.Kel. Sunggingan

RT.004/RW.003
13,00 Org 21.736.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan

OPD
Pembinaan Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban (KST) Ds.Kel. Sunggingan

RT.004/RW.003
9,00 Org 11.850.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan

OPD
Pembinaan Sat Linmas Ds.Kel. Sunggingan

RT.004/RW.003
1,00 Kgt 3.100.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan

OPD
Pembinaan PKL, ketentraman dan ketertiban wilayah dan
ketanggapdaruratan bencana kebakaran

Ds.Kel. Sunggingan
RT.004/RW.003

3,00 Kgt 34.252.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD
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Urusan / Bidang
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Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.34.11 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
kegiatan ekonomi,
pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan (DAU
Kelurahan)

Kelurahan Sunggingan 350.000.000 APBD; 350.000.000

Jumlah pembangunan/pemeliharaan saluran/drainase/gorong-
gorong di wilayah Kelurahan Sunggingan

4,00 Pkt 4,00 Pkt

Jumlah pelatihan ketrampilan masyarakat 2,00 Pkt 2,00 Pkt
Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
(Pembangunan/Rehabilitasi Jalan, Saluran/Drainase/Gorong-
gorong)

Ds.Kel. Sunggingan 400 Pkt 300.000.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (pelatihan, sosialisasi,
dan pembinaan)

Ds.Kel. Sunggingan 2,00 Pkt 50.000.000 APBD Kel. Sunggingan Usulan
OPD

J U M L A H 1.318.952.000 1.417.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.04 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN PANJUNAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
1.320.922.000 3.026.294.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

202.128.000 1.877.500.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kelurahan Panjunan 2.010.000 APBD; 2.500.000

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan Renja, RKA, DPA,/DPPA,
LPPD, LKPD dan LKPJ

6,00 Dok 6,00 Dok

Penyusunan Dokumen Prencanaan dan pelaporan 6,00 Dok 6,00 Dok
Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, DPA, Laporan Keuangan LPPD dan
LKPJ

Ds.Kel. Panjunan 6 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kelurahan Panjunan 33.913.000 APBD; 75.000.000

Jumlah pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan 100,00 % 100,00 %
Honorarium Pengelola Kegiatan 6,00 Org 7,00 Org
Uang lembur pegawai 9,00 Org 9,00 Org
Uang lembur Ds.Kel. Panjunan 9 Org - APBD Usulan OPD
Tersedianya Honor Pengelola Kegiatan Ds.Kel. Panjunan 6 Org - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Kelurahan Panjunan 166.205.000 APBD; 1.800.000.000

Jumlah kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur 100,00 % 100,00 %
Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara dan perijinan kendaraan
Dinas / Operasional

4,00 Unit 4,00 Unit

Jumlah Pembangunan Gapuro dan pagar gedung kantor 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah Pengadaan peralatan Gedung Kantor 0,00 4,00 Jenis
Jumlah pemeliharaan berkala/rutin Gedung Kantor 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah belanja Jasa surat menyurat, Komunikasi telpon, air, listrik dan
internet

6,00 Unit 6,00 Unit

Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung Kantor 7,00 Jenis 7,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah barang cetakan, penggandaan , bahan bacaan dan perundang -
undangan

3,00 Jenis 3,00 Jenis

Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan gedung kantor 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah ATK dan peralatan rumah tangga 29,00 Jenis 29,00 Jenis
Jumlah belanja makanan dan minuman Pegawai 10,00 Org 10,00 Org
Jumlah Honorarium tenaga Kontrak/outsorshing dan Modin dan premi
asuransi

3,00 Org 3,00 Org

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Ds.Kel. Panjunan 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Pengadaan ATK dan peralatan rumah tangga Ds.Kel. Panjunan 29 Jenis - APBD Usulan OPD
Barang cetakan, penggandaan, bahan bacaan dan Peundang -
undangan

Ds.Kel. Panjunan 3 Jenis - APBD Usulan OPD

Honor penjaga malam, Modin, tenaga kebersihan dan premi Ds.Kel. Panjunan 3 Org - APBD Usulan OPD
Jasa komunikasi Telpon, air, listrik dan internet Ds.Kel. Panjunan 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional Ds.Kel. Panjunan 4 Unit - APBD Usulan OPD
Jasa surat menyurat Ds.Kel. Panjunan 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor Ds.Kel. Panjunan 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Makanan dan minuman pegawai dan rapat Ds.Kel. Panjunan 10 Org - APBD Usulan OPD
Belanja pemeliharaan peralatan gedung Kantor Ds.Kel. Panjunan 7 Unit - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

1.118.794.000 1.148.794.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.07 Fasilitasi dan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan
kelurahan

Kelurahan Panjunan 99.520.000 APBD; 99.520.000

Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
kelurahan

100,00 % 100,00 %

Jumlah RT / RW dan LPMK yang terbina 3,00 Orgn 3,00 Orgn
Jumlah Honor RT/RW dan LPMK 34,00 Org 34,00 Org
Peringatan HUT RI 100,00 Org 100,00 Org
Pembinaan RT/RW dan LPMK Ds.Kel. Panjunan 3 Orgn 58.770.000 APBD Usulan OPD
Honor RT/RW dan LPMK Ds.Kel. Panjunan 34 Org 36.750.000 APBD Usulan OPD
Peringatan HUT RI Ds.Kel. Panjunan 100 Org 4.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
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Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022
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Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
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Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.34.08 Fasilitasi dan penyelenggaraan

kegiatan ekonomi,
pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan

Kelurahan Panjunan 599.274.000 APBD; 599.274.000

Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat di Kelurahan

100,00 % 100,00 %

Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah orang yang terbina dalam Karang Taruna 40,00 Org 40,00 Org
Jumlah orang yang terbina dalam PKK 40,00 Org 40,00 Org
Jumlah pemeliharaan Jalan dan gorong - gorong / saluran 5,00 Pkt 6,00 Pkt
Jumlah pengadaan pemadam fortable 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan 4,00 Pkt 5,00 Pkt
Jumlah makam yang terenovasi 2,00 Pkt 2,00 Pkt
Pemeliharaan gorong - gorong KH Busiri 1 paket Ds.Kel. Panjunan

RT./RW.01
1 Pkt 203.000.000 APBD Usulan OPD

Musrenbang Tingkat Kelurahan Ds.Kel. Panjunan 01 Kali 5.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan Pemadam Fortable Ds.Kel. Panjunan 01 Pkt 30.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Organisasi Perempuan PKK Ds.Kel. Panjunan 1 Orgn 100.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Karang Taruna Ds.Kel. Panjunan 1 Orgn 70.000.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan jalan 4 paket Ds.Kel. Panjunan 4,00 Pkt 191.274.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.09 Fasilitasi dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum di kelurahan

Kelurahan Panjunan 70.000.000 APBD; 100.000.000

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 100,00 % 100,00
Jumlah honorarium FKM, KST dan Linmas 51,00 Org 51,00 Org
Jumlah pembinaan PKL, Linmas, KST dan FKPM yang dilakukan 12,00 Kali 12,00 Kali
Rehab Pos Kamling Ds.Kel. Panjunan 1 Pkt 15.000.000 DAK Usulan OPD
Pembinaan PKL, Linmas, KST dan FKPM Ds.Kel. Panjunan 4 Orgn 25.000.000 APBD Usulan OPD
Honor Linmas, KST dan FKPM Ds.Kel. Panjunan 51 Org 30.000.000 DAK Usulan OPD

4.01.34.11 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan ekonomi,
pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan (DAU Kelurahan)

Kelurahan Panjunan 350.000.000 APBD; 350.000.000

Jumlah pemeliharaan gorong - gorong 4 paket 4,00 Pkt 4,00 Pkt



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah pembangunan sumur resapan 15 unit 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Rehabilitasi gorong - gorong mbah pondok 1 paket Ds.Kel. Panjunan

RT.02/RW.01
1 Pkt 135.000.000 APBD Usulan OPD

Rehabilitasi gorong - gorong 1 paket Ds.Kel. Panjunan
RT.07/RW.01

1 Pkt 52.000.000 APBD Usulan OPD

Jumlah Rehabilitasi gorong - gorong gang 05, 1 paket Ds.Kel. Panjunan
RT.02/RW.01

1,00 Pkt 80.000.000 APBD Usulan OPD

Rehabilitasi gorong - gorong gang 04 1 paket Ds.Kel. Panjunan
RT.02/RW.01

1,00 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD

Pembangunan sumur resapan 15 unit Ds.Kel. Panjunan 1,00 Pkt 33.000.000 APBD Usulan OPD
J U M L A H 1.320.922.000 3.026.294.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.05 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN WERGU WETAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
1.316.800.000 1.312.271.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

198.006.000 468.981.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kelurahan Wergu Wetan 3.500.000 APBD; 4.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan: Renja, LKJIP, LKPJ,
LPPD, RKPD, KUAPPAS, LKPD dan laporan lainnya

8,00 Dok 8,00

Dokumen Perencanaan Pelaporan : Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, RKPD,
GAP GBS, KUAPPAS, Evaluasi Renja Triwulan

Ds.Kel. Wergu Wetan 8,00 - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kelurahan Wergu Wetan 69.428.000 APBD; 35.000.000

Jumlah pengelola keuangan 8,00 Org 8,00
Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan keuangan yang tersusun 8,00 Dok 8,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Ds.Kel. Wergu Wetan 4 Org - APBD Usulan OPD
Dokumen Pelaporan Keuangan : LKPD, RKA, DPA, DPPA, Laporan
Keuangan lainnya

Ds.Kel. Wergu Wetan 8 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kelurahan Wergu Wetan 125.078.000 APBD; 429.981.000

Jumlah Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 2,00 Org 2,00 Org
Jumlah Sarana Prasarana kantor (kendaraan dinas) yang terpelihara 5,00 Unit 5,00 Unit
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 2,00 Jenis 2,00 Jenis
jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara 7,00 Jenis 7,00 Jenis
jumlah jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang terbayar 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jasa Operasional/ Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas,
pemeliharaan kendaraan dinas operasional : 4 unit motor, 1 unit becak
motor sampah

Ds.Kel. Wergu Wetan 5 Unit - APBD Usulan OPD

Pembelian alat tulis kantor Ds.Kel. Wergu Wetan 10,00 Jenis - APBD Usulan OPD
makanan dan minuman harian pegawai Ds.Kel. Wergu Wetan 5,00 Jenis - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
makanan dan minuman jamuan tamu Ds.Kel. Wergu Wetan 66,00 Dos - APBD Usulan OPD
honorarium Pegawai honorer/ tidak tetap Ds.Kel. Wergu Wetan 2,00 Org - APBD Usulan OPD
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Ds.Kel. Wergu Wetan 4,00 Jenis - APBD Usulan OPD
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Ds.Kel. Wergu Wetan 3,00 Jenis - APBD Usulan OPD
premi jaminan ketenagakerjaan pegawai honorer Ds.Kel. Wergu Wetan 2,00 Org - APBD Usulan OPD
barang cetak dan penggandaan Ds.Kel. Wergu Wetan 2,00 Jenis - APBD Usulan OPD
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ds.Kel. Wergu Wetan 2,00 Jenis - APBD Usulan OPD
komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Ds.Kel. Wergu Wetan 3,00 Jenis - APBD Usulan OPD
peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ds.Kel. Wergu Wetan 10,00 Jenis - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

1.118.794.000 843.290.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.07 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
kelurahan

Kelurahan Wergu Wetan 78.256.000 APBD; 65.695.000

Jumlah RT yang terbina 23,00 Org 23,00 Org
Jumlah RW yang terbina 5,00 Org 5,00 Org
Jumlah LPMK yang terbina 1,00 Orgn 1,00 Orgn
Jumlah Honorarium Ketua RW, Ketua RT dan Ketua LPMK 29,00 Org 29,00 Org
Jumlah Seragam Ketua RW, Ketua RT 28,00 Stel 0,00 Stel
Jumlah Pembuatan Papan Nama Jalan, Ketua RT, RW, LPMK 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pembinaan 23 RT dan 5 RW (dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 12 Kali 19.200.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan 1 organisasi LPMK (dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 2 Kali 2.400.000 APBD Usulan OPD
Honor 23 RT dan 5 RW (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 28 Org 32.175.000 APBD Usulan OPD
Honor Ketua LPMK (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Orgn 1.650.000 APBD Usulan OPD
Seragam Ketua RW, Ketua RT (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 28 Stel 7.056.000 APBD Usulan OPD
Pembuatan Papan Nama Jalan, Ketua RT, RW, LPMK (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 15.775.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.08 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan

Kelurahan Wergu Wetan 519.168.000 APBD; 380.445.000



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan 5,00 RW 5,00 RW
Jumlah Organisasi yang terbina 2,00 Orgn 2,00 Orgn
jumlah sarana prasarana yang tersedia 1,00 Jenis 1,00 Jenis
jumlah posyandu yang terlaksana 5,00 Unit 5,00 Unit
jumlah honorarium tim PKK 8,00 Org 8,00 Org
Jumlah Honorarium Karang Taruna 8,00 Org 8,00 Org
Jumlah Honorarium Modin 2,00 Org 2,00 Org
Jumlah Perbaikan Jalan 3,00 Pkt 3,00 Pkt
Jumlah perbaikan saluran 2,00 Pkt 2,00 Pkt
Jumlah kegiatan pelatihan 1,00 Kgt 1,00 Kgt
Jumlah Honorarium Tenaga kebersihan 3,00 Org 3,00 Org
Jumlah Pembangunan Bank Sampah 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pembinaan Organisasi PKK (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 23 Kali 18.407.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Organisasi Karang Taruna (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 11 Kali 7.211.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan PKK (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Kgt 5.670.000 APBD Usulan OPD
Honorarium Tim PKK (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 8 Org 8.250.000 APBD Usulan OPD
Honorarium Tim Karang Taruna (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 8 Org 7.425.000 APBD Usulan OPD
Honorarium Modin (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 3 Org 18.000.000 APBD Usulan OPD
Honorarium Tenaga Kebersihan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 3 Org 22.500.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 5 RW 2.800.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Posyandu (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 5 Unit 18.150.000 APBD Usulan OPD
Pembelian Seragam PKK (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 16 Unit 4.080.000 APBD Usulan OPD
Pembelian Seragam Karang Taruna (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 25 Unit 6.300.000 APBD Usulan OPD
Pembelian Timbangan balita (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Jenis 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya (Dana
Kelurahan)

Ds.Kel. Wergu Wetan 3 Kgt 12.000.000 APBD Usulan OPD

Pengadaan Gudang Bank Sampah (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 26.150.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan perbaikan jalan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 3 Pkt 215.394.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Perbaikan Saluran (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 2 Pkt 130.931.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Bakti Sosial karang taruna (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Kgt 5.900.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.34.09 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum di kelurahan

Kelurahan Wergu Wetan 171.370.000 APBD; 47.150.000

Jumlah Honorarium FKPM, KST, Linmas 41,00 Org 41,00 Org
Jumlah Pembinaan FKPM, KST, Linmas 3,00 Kgt 3,00 Kgt
Jumlah Pembangunan Poskamling 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah Pembelian Apar 5,00 Bh 5,00 Bh
Jumlah Pengadaan Cermin Tikungan 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah Seragam FKPM, Linmas 32,00 Stel 32,00 Stel
Honorarium FKPM, KST, Linmas (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 41 Org 27.350.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan FKPM, KST, Linmas (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 3 Kgt 6.000.000 APBD Usulan OPD
Pembangunan Poskamling (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 87.720.000 APBD Usulan OPD
Pembelian Apar (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 5 Bh 12.500.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Seragam FKPM, Linmas (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 32 Stel 12.800.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Pengadaan Cermin Tikungan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 25.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.11 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan (DAU Kelurahan)

Kelurahan Wergu Wetan 350.000.000 APBD; 350.000.000

jumlah honorarium Lomba K3 5,00 Org 5,00 Org
Jumlah pelatihan yang terlaksana 4,00 Kgt 4,00 Kgt
Jumlah Lomba K3 tingkat kelurahan yang terlaksana 1,00 Kgt 1,00 Kgt
Jumlah Perbaikan jalan 2,00 Pkt 2,00 Pkt
Jumlah Perbaikan selokan 3,00 Pkt 3,00 Pkt
Honorarium Juri Lumba K3 (DAU Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 5 Org 1.500.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan PKK (ketrampilan souvenir, Ketrampilan Tata Rias/ Make
Up)dan Pelatihan Karang Taruna (Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah,
Pelatihan Kewirausahaan) (DAU Kelurahan)

Ds.Kel. Wergu Wetan 4 Kgt 41.805.000 APBD Usulan OPD

Lomba K3 tingkat kelurahan (DAU Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Kgt 4.350.000 APBD Usulan OPD
Perbaikan Jalan RW 4 (DAU Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 59.188.000 APBD Usulan OPD
Perbaikan Jalan RW 5 (DAU Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 58.588.000 APBD Usulan OPD
Perbaikan Selokan RW 2 (DAU Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 65.073.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perbaikan Selokan RW 4 (DAU Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 63.568.000 APBD Usulan OPD
Perbaikan Selokan RW 5 (DAU Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 55.928.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 1.316.800.000 1.312.271.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.06 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN WERGU KULON

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
1.348.254.000 1.407.745.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

229.460.000 272.710.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kelurahan Wergu
Kulon

3.300.000 APBD; 4.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun sesuai
standart

8,00 Dok 8,00 Dok

Dokumen Perencanaan Pelaporan : Renja, LKJiP, LKPJ, LPPD, RKPD, GAP
GBS, KUAPPAS, Evaluasi Renja Triwulanan

Ds.Kel. Wergu Kulon 8 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kelurahan Wergu
Kulon

48.960.000 APBD; 88.710.000

Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai
standar

7,00 Dok 7,00 Dok

Jumlah Pengelola Kegiatan 7,00 Org 7,00 Org
Dokumen Pelaporan keuangan bulanan/semesteran, LKPJ ATA, laporan
akhir tahun, penggandaan SPJ, laporan prognosis, LKPD

Ds.Kel. Wergu Kulon 7 Dok - APBD Usulan OPD

Honorarium Pelaksana Kegiatan Ds.Kel. Wergu Kulon 7 Org - APBD Usulan OPD
4.01.07.03 Peningkatan kapasitas

sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kelurahan Wergu
Kulon

177.200.000 APBD; 180.000.000

Jumlah Alat Tulis Kantor 32,00 Jenis 32,00 Jenis
Jumlah tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak) 2,00 Org 3,00 Org
Jumlah Sarpras kantor (kendaraan dinas) yang terpelihara 4,00 Unit 4,00 Unit
Jumlah aset (asuransi gedung) yang terbayar 1,00 Unit 1,00 Unit
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah rapat yang terlaksana 10,00 Kali 10,00 Kali
Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar 3,00 Jenis 3,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah makanan dan minuman harian pegawai 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15,00 Jenis 15,00 Jenis
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah jasa surat menyurat 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah pengadaan genset yang tersedia 1,00 Unit 1,00 Unit
Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jasa Operasional/pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas,
pemeliharaan kendaraan dinas operasional : 3 unit motor, I unit becak
motor sampah

Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Unit - APBD Usulan OPD

Jasa surat menyurat Ds.Kel. Wergu Kulon 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Alat Tulis Kantor Ds.Kel. Wergu Kulon 32 Jenis - APBD Usulan OPD
Makanan dan minuman harian pegawai Ds.Kel. Wergu Kulon 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Honorarium tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak) Ds.Kel. Wergu Kulon 2 Org - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Makanan dan minuman rapat Ds.Kel. Wergu Kulon 10 Kali - APBD Usulan OPD
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Ds.Kel. Wergu Kulon 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Premi asuransi barang milik daerah Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Unit - APBD Usulan OPD
Barang cetak dan penggandaan Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Jenis - APBD Usulan OPD
Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ds.Kel. Wergu Kulon 15 Jenis - APBD Usulan OPD
Perlengkapan dan peralatan kantor Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Jenis - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (perbaikan plafon dan pintu
gedung kantor)

Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt - APBD Usulan OPD

Pengadaan Genset Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Unit - APBD Usulan OPD
4.01.34 Program fasilitasi dan

penyelenggaraan
pemerintahan

1.118.794.000 1.135.035.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.07 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
kelurahan

Kelurahan Wergu
Kulon

79.440.000 APBD; 79.440.000

Jumlah RT/RW yang terbina 4,00 Kali 4,00 Kali



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah honorarium RT, RW dan Ketua LPMK 33,00 Org 33,00 Org
Jumlah Honorarium Modin 1,00 Org 1,00 Org
Pembinaan 27 RT dan 5 RW (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Kali 27.190.000 APBD Usulan OPD
Honor RT 27 dan 5 RW (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 32 Org 33.250.000 APBD Usulan OPD
Honor Ketua LPMK (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Org 1.000.000 APBD Usulan OPD
Honor Modin (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Org 18.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.08 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat di
kelurahan

Kelurahan Wergu
Kulon

648.835.000 APBD; 660.835.000

Jumlah musrenbang Kelurahan yang terlaksana 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan yang
terlaksana

4,00 Kali 4,00 Kali

Jumlah papanisasi nama jalan yang tersedia 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah penyuluhan yang terlaksana 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah seragam karang taruna yang tersedia 35,00 Stel 35,00 Stel
Jumlah kegiatan donor darah yang terlaksana 4,00 Kali 4,00 Kali
Jumlah posyandu balita dan posyandu lansia yang terlaksana 12,00 Kali 12,00 Kali
Jumlah Honorarium Tim Penggerak PKK 7,00 Org 7,00 Org
Jumlah Rehabilitasi saluran 6,00 Pkt 6,00 Pkt
Jumlah pengelolaan data yang terlaksana 4,00 Kali 4,00 Kali
Jumlah pelatihan yang terlaksana 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) yang terlaksana 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah kegiatan Forum Kesehatan Desa (FKD) yang terlaksana 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah rapat organisasi kepemudaan yang terlaksana 4,00 Kali 4,00 Kali
Jumlah rapat organisasi perempuan yang terlaksana 11,00 Kali 11,00 Kali
Musrenbang Tingkat Kelurahan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Kali 3.725.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Kali 19.275.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Organisasi Perempuan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Kali 20.575.000 APBD Usulan OPD
Honorarium Tim Penggerak PKK Kelurahan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 7 Org 4.750.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi/pemeliharaan saluran Jl. Buyut Suniyah, Jl. Buyut Sidin I. Jl.
Buyut Sidin II, Jl. Tutut III, Jl. Tutut IV dan Jl. Tutut V (Dana Kelurahan)

Ds.Kel. Wergu Kulon 6 Pkt 471.808.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Papanisasi nama jalan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt 36.000.000 APBD Usulan OPD
Donor darah rutin (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Kali 3.380.000 APBD Usulan OPD
Forum Kesehatan Desa (FKD) (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Kali 2.465.000 APBD Usulan OPD
Survey Mawas Diri (SMD) (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Kali 1.865.000 APBD Usulan OPD
Posyandu Balita (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 12 Kali 10.980.000 APBD Usulan OPD
Posyandu Lansia (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 12 Kali 17.580.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Kander Lansia (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Kali 3.467.000 APBD Usulan OPD
Penyuluhan Pasangan usia subur (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Kali 2.465.000 APBD Usulan OPD
Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Kali 34.000.000 APBD Usulan OPD
Seragam Karang Taruna (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 35 Stel 9.450.000 APBD Usulan OPD
Rapat organisasi Kepemudaan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 4 Kali 2.100.000 APBD Usulan OPD
Rapat organisasi perempuan (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 11 Kali 4.950.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.09 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum di kelurahan

Kelurahan Wergu
Kulon

40.519.000 APBD; 44.760.000

Jumlah pembinaan KST, Linmas, dan FKPM yang terlaksana 3,00 Kali 3,00 Kali
Jumlah Honorarium KST dan FKPM 22,00 Org 22,00 Org
Pembinaan FKPM, KST dan LINMAS (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 3 Kali 14.119.000 APBD Usulan OPD
Honorarium KST (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 9 Org 10.800.000 APBD Usulan OPD
Honorarium FKPM (Dana Kelurahan) Ds.Kel. Wergu Kulon 13 Org 15.600.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.11 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat di
kelurahan (DAU Kelurahan)

Kelurahan Wergu
Kulon

350.000.000 APBD; 350.000.000

Jumlah Rehabilitasi Saluran 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah becak motor sampah yang tersedia 1,00 Unit 1,00 Unit
Jumlah kunjungan ke rumah warga yang terlaksana 12,00 Kali 12,00 Kali
Jumlah Pelatihan yang terlaksana 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah Sosialisasi yang terlaksana 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Rehabilitasi Jalan 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah rehabilitasi gedung kepemudaan 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah rehabilitasi makam 2,00 Pkt 2,00 Pkt
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Program / Kegiatan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah kegiatan program kampung iklim yang terlaksana 1,00 Kgt 1,00 Kgt
Pelatihan kerajinan tangan Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt 20.456.000 APBD Usulan OPD
Kunjungan ke rumah balita gizi kurang/stunting dan kunjungan ke rumah
warga berkebutuhan khusus

Ds.Kel. Wergu Kulon 12 Kali 13.800.000 APBD Usulan OPD

Pengadaan becak motor sampah Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Unit 35.000.000 APBD Usulan OPD
Renovasi makam Mbah Buyut Dewi 1 paket dan renovasi makam Mbah
Buyut Sidin 1 paket

Ds.Kel. Wergu Kulon 2 Pkt 81.639.000 APBD Usulan OPD

Program Kampung Iklim Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Kgt 31.850.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi/pemeliharaan saluran gang ABC Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt 99.045.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan gang Mulyo Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt 49.195.000 APBD Usulan OPD
Rehabilitasi/pemeliharaan gedung Sekretariat Karang Taruna Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt 16.580.000 APBD Usulan OPD
Sosialisasi kenakalan remaja Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Kali 2.435.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 1.348.254.000 1.407.745.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
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OPD : 4.01.06.07 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN MLATI KIDUL
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Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
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Perkiraan Maju
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Ket.
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Capaian
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Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber
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Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01 ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

1.329.495.000 1.451.941.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

210.701.000 294.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kelurahan Mlati
Kidul

3.500.000 APBD; 4.000.000

Tersusunnya Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, RKPD,
KUA/PPAS, LKjIP, LKPJ, LPPD dan laporan semester / tahunan lainnya

10,00 Dok 10,00

Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, RKPD, KUA/PPAS,
LKjIP, LKPJ, LPPD dan laporan semester / tahunan lainnya

10,00 Dok 10,00 Dok

Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, RKPD, KUA/PPAS,
LKjIP, LKPJ, LPPD dan laporan semester / tahunan lainnya

Ds.Kel. Mlati Kidul 10 Dok - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi
dan pelaporan keuangan

kelurahan mlati
kidul

19.290.000 APBD; 30.000.000

Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan 100,00 % 100,00
terlaksananya pembayaran honorarium pelaksana kegiatan 7,00 Org 7,00 Org
Lembur Pegawai 8,00 Org 8,00 Org
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,00 Jenis 2,00 Jenis
terlaksananya pembayaran honorarium pelaksana kegiatan Ds.Kel. Mlati Kidul 7 Org - APBD kelurahan mlati

kidul
Usulan OPD

Belanja Cetak dan Penggandaan Ds.Kel. Mlati Kidul 2 Jenis - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kelurahan Mlati
Kidul

187.911.000 APBD; 260.000.000

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan
Sarana Prasarana Aparatur

100,00 % 100,00

Belanja Alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih 20,00 Jenis 20,00 Jenis
Belanja Alat Tulis Kantor 30,00 Jenis 30,00 Jenis
Belanja cetak,penggandaan dan bahan bacaan 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Belanja Jasa asuransi gedung kantor dan aula 2,00 Unit 2,00 Unit
Belanja Jasa komunikasi, air, listrik, internet 4,00 Jenis 4,00 Jenis
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Belanja jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5,00 Unit 5,00 Unit
Belanja Jasa Surat Menyurat 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Belanja makanan dan minuman pegawai, rapat, tamu dan kegiatan
lain

4,00 Jenis 4,00 Jenis

Belanja pemeliharaan gedung kantor dan aula 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Belanja peralatan dan perlengkapan gedung kanto 3,00 Unit 3,00 Unit
Honorarium PHD, Tenaga Kontrak, Premi Asuransi, instruktur senam 4,00 Org 4,00 Org
Belanja Jasa Surat Menyurat Ds.Kel. Mlati Kidul 1 Jenis - APBD kelurahan mlati

kidul
Usulan OPD

Belanja Alat Tulis Kantor Ds.Kel. Mlati Kidul 30 Jenis - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Belanja Jasa komunikasi, air, listrik, internet Ds.Kel. Mlati Kidul 4 Jenis - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Belanja Alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih Ds.Kel. Mlati Kidul 20 Jenis - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Ds.Kel. Mlati Kidul 3 Jenis - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Belanja cetak,penggandaan dan bahan bacaan Ds.Kel. Mlati Kidul 3 Jenis - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Honorarium PHD, Tenaga Kontrak, Premi Asuransi, instruktur senam Ds.Kel. Mlati Kidul 4 Org - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Belanja makanan dan minuman pegawai, rapat, tamu dan kegiatan
lain

Ds.Kel. Mlati Kidul 4 Jenis - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Belanja jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Ds.Kel. Mlati Kidul 5 Unit - APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

1.118.794.000 1.157.941.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.07 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan kelurahan

Kelurahan Mlati
Kidul

49.750.000 APBD; 50.000.000

Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan kelurahan

100,00 % 100,00

Rapat dan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, RT dan RW 12,00 Kali 12,00 Kali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Honorarium RT/RW dan LPMK 23,00 Orgn 23,00 Orgn
Belanja Seragam RT/RW dan LPMK 23,00 Bh 23,00 Bh
Honorarium RT/RW dan LPMK Ds.Kel. Mlati Kidul 23 Orgn 24.000.000 APBD kelurahan mlati

kidul
Usulan OPD

Belanja Seragam RT/RW dan LPMK Ds.Kel. Mlati Kidul 23 Bh 5.750.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Rapat dan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, RT dan RW Ds.Kel. Mlati Kidul 12 Kali 20.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

4.01.34.08 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat
di kelurahan

Kelurahan Mlati
Kidul

685.694.000 APBD; 720.000.000

terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi,
pembangunan dan kesejahteraan rakyat

100,00 % 100,00

Honorarium Tim PKK Kelurahan 15,00 Org 15,00 Org
Musrenbang Tingkat Kelurahan 2,00 Kali 2,00 Kali
Pelatihan Pemulasaran Jenazah 1,00 Kali 1,00 Kali
Pembangunan sarana dan prasarana Makam Kembar Mlati Kidul 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pembuatan Tutup Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong Jalan Rukun
RW 3

1,00 Pkt 1,00 Pkt

Pengadaan Cermin Cembung Jalan 5,00 Unit 5,00 Unit
Pengaspalan Jalan gg. Nyai Dasimah Baru RT 5 RW 1 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pengaspalan Jalan Raden Ayu Mlati 1 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Perayaan Kegiatan Budaya Keagamaan Haul Mbah Buyut Niyah 1,00 Kali 1,00 Kali
Perayaan kegiatan budaya keagamaan Haul Raden Ayu Mlati 1,00 Kali 1,00 Kali
Rapat dan Pembinaan Organisasi Perempuan 13,00 Kali 13,00 Kali
Rapat, Pembinaan dan Pelatihan Organisasi Kepemudaan 13,00 Kali 13,00 Kali
Rapat, Pembinaan, Pelatihan Kader Kesehatan Kelurahan 6,00 Kali 6,00 Kali
Rehabiltasi/pemeliharaan Saluran Air/Drainase/Gorong-Gorong Jl.
Nyai Dasimah

1,00 Pkt 1,00 Pkt

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Bougenvile RW 3 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pos Kesehatan Desa (PKD) 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong Jalan
RA Mlati

1,00 Pkt 1,00 Pkt
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Pembangunan Saluran Air Gang Sekar Melati RW 1 1,00 Pkt 1,00 Pkt
SALURAN AIR GANG SEKAR MELATI RW I MLATI KIDUL Ds.Kel. Mlati Kidul

RT./RW.1
1,00 Pkt 150.000.000 APBD gang sekar melati,

Mlati Kidul
Pimpinan
DPRD

PENGASPALAN JALAN GG NYAI DASIMAH BARU RT 5 / RW 1 Ds.Kel. Mlati Kidul
RT./RW.1

1,00 Pkt 50.000.000 APBD Gg Nyai Dasimah
baru, Mlati Kidul

Pimpinan
DPRD

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA MAKAM KEMBAR
MLATI KIDUL

Ds.Kel. Mlati Kidul
RT./RW.3

1,00 Pkt 200.000.000 Kelurahan Mlati
Kidul

Pimpinan
DPRD

Rapat dan Pembinaan Organisasi Perempuan Ds.Kel. Mlati Kidul 13 Kali 25.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Musrenbang Tingkat Kelurahan Ds.Kel. Mlati Kidul 2 Kali 5.500.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Rapat, Pembinaan dan Pelatihan Organisasi Kepemudaan Ds.Kel. Mlati Kidul 13 Kali 30.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong Jalan
RA Mlati

Ds.Kel. Mlati
Kidul/RW.1

1 Pkt 100.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Honorarium Tim PKK Kelurahan Ds.Kel. Mlati Kidul 15 Org 7.850.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Pengadaan Cermin Cembung Jalan Ds.Kel. Mlati Kidul 5 Unit 9.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Rapat, Pembinaan, Pelatihan Kader Kesehatan Kelurahan Ds.Kel. Mlati Kidul 6 Kali 30.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Pelatihan Pemulasaran Jenazah Ds.Kel. Mlati Kidul 1 Kali 13.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Perayaan kegiatan budaya keagamaan Haul Raden Ayu Mlati Ds.Kel. Mlati
Kidul/RW.1

1 Kali 8.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pos Kesehatan Desa (PKD) Ds.Kel. Mlati
Kidul/RW.2

1 Pkt 57.344.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

4.01.34.09 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum di
kelurahan

Kelurahan Mlati
Kidul

33.350.000 APBD; 35.000.000

Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan 100,00 % 100,00
Rapat dan Pembinaan FKPM, KST, LINMAS 11,00 Kali 11,00 Kali
Honorarium Anggota KST 9,00 Org 9,00 Org
Honorarium Tim FKPM 8,00 Org 8,00 Org
Honorarium Anggota KST Ds.Kel. Mlati Kidul 9 Org 9.000.000 APBD kelurahan mlati

kidul
Usulan OPD
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Honorarium Tim FKPM Ds.Kel. Mlati Kidul 8 Org 4.350.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Rapat dan Pembinaan FKPM, KST, LINMAS Ds.Kel. Mlati Kidul 11 Kali 20.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

4.01.34.11 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat
di kelurahan (DAU
Kelurahan)

kelurahan mlati
kidul

350.000.000 APBD; 352.941.000

Terlaksanannya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan

100,00 % 100,00

Betonisasi Jalan Gang Perkantoran 2 RW 1 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pavingisasi Jalan Gang Nyai Dasimah Baru 5 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pavingisasi Jalan Wilayah RT 5 RW 2 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pembinaan dan Pelatihan Kader Siaga Bencana 1,00 Kali 1,00 Kali
Pengadaan APAR 5,00 Unit 5,00 Unit
Pengaspalan Jalan Gang Asembatur 1 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pembinaan UMKM di wilayah Kelurahan Mlati Kidul 1,00 Kali 1,00 Kali
Pengaspalan Jalan Sungai Sidadap RW 2 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pavingisasi Jalan Wilayah RT 5 RW 2 Ds.Kel. Mlati Kidul

RT.5/RW.2
1 Pkt 50.000.000 APBD kelurahan mlati

kidul
Usulan OPD

Pengaspalan Jalan Sungai Sidadap RW 2 Ds.Kel. Mlati
Kidul/RW.2

1 Pkt 93.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Pembinaan dan Pelatihan Kader Siaga Bencana Ds.Kel. Mlati Kidul 1 Pkt 20.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Pembinaan UMKM di wilayah Kelurahan Mlati Kidul Ds.Kel. Mlati Kidul 1 Kali 10.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Betonisasi Jalan Gang Perkantoran 2 RW 1 Ds.Kel. Mlati Kidul
RT.1/RW.1

1 Pkt 77.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Pengadaan APAR Ds.Kel. Mlati Kidul 5 Unit 10.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Pengaspalan Jalan Gang Asembatur 1 Ds.Kel. Mlati
Kidul/RW.2

1 Pkt 50.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

Pavingisasi Jalan Gang Nyai Dasimah Baru 5 Ds.Kel. Mlati
Kidul/RW.1

1 Pkt 40.000.000 APBD kelurahan mlati
kidul

Usulan OPD

J U M L A H 1.329.495.000 1.451.941.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.08 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN MLATI NOROWITO

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
1.299.961.000 1.302.782.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

166.396.000 168.096.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat
daerah

83

4.01.07.01 Peningkatan sistem
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

kelurahan
Mlatinorowito

3.500.000 APBD; 5.000.000

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, LKJIP,
LKPJ, LPPD, RKPD,KUAPPAS, RKA/DPA/DPPA, LKPD dan
Laporan lainnya

8,00 Dok 8,00 Dok

Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja,
LKJIP, LPPD, LKPJ, LKPD, RKA/DPA/DPPA dan laporan
lainnya

Ds.Kel. Mlati Norowito 8 Jenis - APBD kel Mlatinorowito Usulan
OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kelurahan
Mlatinorowito

1.800.000 APBD; 2.000.000

Honor Pengelola Kegiatan 5,00 Org 5,00 Org
Penggandaan 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Belanja Penggandaan Ds.Kel. Mlati Norowito 1 Jenis - APBD kel Mlatinorowito Usulan

OPD
Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ds.Kel. Mlati Norowito 2 Jenis - APBD Kelurahan

Mlatinorowito
Usulan
OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

kelurahan
Mlatinorowito

161.096.000 APBD; 161.096.000

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Tersedianya jasa kebersihan kantor (tenaga kebersihan
kontrak

1,00 Org 1,00 Org

Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Tersedianya Alat Tulis Kantor 13,00 Jenis 13,00 Jenis
Penyediaan Makanan dan Minuman 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Terbayarnya Telepon, internet dan Listrik 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor

3,00 Jenis 3,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

1,00 Jenis 1,00 Jenis

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 13,00 Jenis 13,00 Jenis
Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Mebeleur 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan
perizinannya (STNK dan Service)

4,00 Jenis 4,00 Jenis

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan(honor PHD,tenaga
kontrak administrasi beserta premi asuransinya, honor KPA,
PPK pembantu, PPTK, Bend.Pengel.pembantu dan pengurus
barang)

7,00 Org 7,00 Org

Tersedianya peralatan Gedung Kantor 4,00 Unit 4,00 Unit
Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Tersedianya Jasa Surat Menyurat 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Ds.Kel. Mlati Norowito 2 Jenis - APBD kel Mlatinorowito Usulan

OPD
Tersedianya jasa kebersihan kantor (tenaga kebersihan
kontrak

Ds.Kel. Mlati Norowito 1 Org - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Ds.Kel. Mlati Norowito 1 Jenis - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Tersedianya Alat Tulis Kantor Ds.Kel. Mlati Norowito 13 Jenis - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Penyediaan Makanan dan Minuman Ds.Kel. Mlati Norowito 2 Jenis - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Terbayarnya Telepon, internet dan Listrik Ds.Kel. Mlati Norowito 3 Jenis - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor

Ds.Kel. Mlati Norowito 3 Jenis - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Ds.Kel. Mlati Norowito 1 Jenis - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Ds.Kel. Mlati Norowito 13 Jenis - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Mebeleur Ds.Kel. Mlati Norowito 1 Pkt - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan
perizinannya (STNK dan Service)

Ds.Kel. Mlati Norowito 4 Jenis - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan(honor PHD,tenaga
kontrak administrasi beserta premi asuransinya, honor KPA,
PPK pembantu, PPTK, Bend.Pengel.pembantu dan pengurus
barang)

Ds.Kel. Mlati Norowito 7 Org - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Tersedianya peralatan Gedung Kantor Ds.Kel. Mlati Norowito 4 Unit - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor Ds.Kel. Mlati Norowito 1 Pkt - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Ds.Kel. Mlati Norowito 2 Jenis - APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

1.133.565.000 1.134.686.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.05 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum

Kelurahan
Mlatinorowito

30.000.000 APBD; 30.000.000

Terbinanya FKPM, KST dan Linmas 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Terbinanya FKPM, KST dan Linmas Ds.Kel. Mlati Norowito 4 Jenis 30.000.000 APBD Kelurahan

Mlatinorowito
Usulan
OPD

4.01.34.07 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
kelurahan

kelurahan
Mlatinorowito

44.750.000 APBD; 45.871.000

Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana
Masyarakat Kelurahan

2,00 Jenis 2,00 Jenis

Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana
Masyarakat Kelurahan

Ds.Kel. Mlati Norowito 2 Jenis 44.750.000 APBD Usulan
OPD

4.01.34.08 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan

kelurahan
Mlatinorowito

708.815.000 APBD; 708.815.000

Terlaksananya kegiatan pelatihan, Sosialisasi, honor modin
dan pembinaan wilayah di Kelurahan

6,00 Jenis 6,00 Jenis

Terlaksananya Musrenbang Kelurahan 1,00 Kgt 1,00 Kgt
Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana
Masyarakat Kelurahan

3,00 Pkt 3,00 Pkt



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terlaksananya kegiatan pelatihan, Sosialisasi, honor modin
dan pembinaan wilayah di Kelurahan

Ds.Kel. Mlati Norowito 5 Jenis 59.659.000 APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Ds.Kel. Mlati Norowito 1 Jenis 3.000.000 APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana
Masyarakat Kelurahan

Ds.Kel. Mlati Norowito 3 Pkt 646.156.000 APBD Usulan
OPD

4.01.34.11 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan (DAU Kelurahan)

kelurahan
Mlatinorowito

350.000.000 APBD; 350.000.000

Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana
Masyarakat Kelurahan

2,00 Jenis 2,00 Jenis

Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana
Masyarakat Kelurahan

Ds.Kel. Mlati Norowito 2 Jenis 350.000.000 APBD Kelurahan
Mlatinorowito

Usulan
OPD

J U M L A H 1.299.961.000 1.302.782.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.09 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KERJASAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.321.507.000 1.353.000.000
4.01.07 Program pelayanan administrasi

umum
202.713.000 224.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem perencanaan,

evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja

Kelurahan Kerjasan 3.500.000 APBD; 11.000.000

Tersusunnya Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja,
LKJIP, LKPJ, RKPD, KUA PPAS, RKA/DPA/DPPA LKPD dan
Laporan semester/tahunan lainnya

8,00 Dok 0,00

Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD,
RKPD, KUAPPAS, RKADPA/LKPD dan Laporan semester/tahunan
nya

Ds.Kel. Kerjasan
RT./RW.

8 Dok - APBD Kelurahan
Kerjasan

Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kelurahan Kerjasan 20.369.000 APBD; 33.000.000

Jumlah Pengelola Keuangan 9,00 Org 0,00
Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan Ds.Kel. Kerjasan 9 Org - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya
dan sarana prasarana aparatur

Kelurahan Kerjasan 178.844.000 APBD; 180.000.000

Jumlah belanja surat menyurat, Jasa komunikasi, internet, dan
listik

3,00 Jenis 0,00

Jumlah belanja cetak dan penggandan 2,00 Jenis 2,00
jumlah Belanja Alat tulis kantor 20,00 Jenis 0,00
Jumlah Makan minum pegawai dan makan minum rapat 9,00 Org 0,00
Jumlah pembelian suku cadang kendaraan dinas/operasional 4,00 Jenis 0,00
Jumlah Honor PHD, TKP ( Tenaga Kontrak Perorangan) Modin
dan premi asuransi

4,00 Org 0,00

Jumlah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10,00 Jenis 0,00
Jumlah Pengadaan Gedung Kantor 1,00 Pkt 0,00
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3,00 Unit 0,00
Belanja alat tulis kantor Ds.Kel. Kerjasan 20 Jenis - APBD Usulan OPD
Jumlah makan minum pegawai dan makan minum rapat Ds.Kel. Kerjasan 9 Org - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah belanja surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan
listrik

Ds.Kel. Kerjasan 3 Jenis - APBD Kelurahan
Kerjasan

Usulan OPD

Pembelian suku cadang kendaraan dinas/operasional Ds.Kel. Kerjasan 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Honorarium non PNS, honorarium tenaga kontrak Ds.Kel. Kerjasan 4 Org - APBD Usulan OPD
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ds.Kel. Kerjasan 10 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja cetak dan penggandaan Ds.Kel. Kerjasan 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja surat kabar/majalah Ds.Kel. Kerjasan 1 Jenis - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan pemerintahan

1.118.794.000 1.129.000.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.07 Fasilitasi dan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan kelurahan
Kelurahan Kerjasan 150.000.000 APBD; 152.000.000

Jumlah RT yang terbina 7,00 Bh 12,00
Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
kelurahan

Ds.Kel. Kerjasan
RT.7/RW.3

1 Orgn 150.000.000 APBD Kelurahan
Kerjasan

Usulan OPD

4.01.34.08 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan ekonomi, pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di kelurahan

Kelurahan
Kerjassan

368.794.000 APBD; 250.000.000

Jumlah fasillitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan
pembangunan desa/kelurahan

12,00 Bln 12,00

Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat di kelurahan

Ds.Kel. Kerjasan
RT.7/RW.3

1 Orgn 368.794.000 APBD Kelurahan
Kerjasan

Usulan OPD

4.01.34.09 Fasilitasi dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di
kelurahan

Kelurahan Kerjasan 250.000.000 APBD; 370.000.000

Jumlah fasillitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum

3,00 Orgn 12,00

Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 8,00 Orgn 0,00
Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan kertiban umum
di kelurahan

Ds.Kel. Kerjasan
RT.7/RW.3

1 Orgn 250.000.000 APBD Kelurahan
Kerjasan

Usulan OPD

4.01.34.11 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan ekonomi, pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di kelurahan
(DAU Kelurahan)

Kelurahan Kerjasan 350.000.000 APBD; 357.000.000

Jumlah penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa
dan kesejahteraan rakyat ( DAU kelurahan )

2,00 Orgn 2,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)

Ds.Kel. Kerjasan
RT.7/RW.3

4 Kgt 350.000.000 APBD Kelurahan
Kerjasan

Usulan OPD

J U M L A H 1.321.507.000 1.353.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.10 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KAJEKSAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
2.104.015.000 1.517.881.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

985.221.000 383.500.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

kelurahan Kajeksan 3.500.000 APBD; 3.500.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD : Renja, LKJIP,
LPPD, RKPD, KUAPPAS, RKA/DPA/DPPA, LKPD dan laporan lainnya

8,00 Dok 8,00

Dokumen Perencanaan dan Pelaporan : Renja ,lkjip, lkjp, ippd, dan
laporan lainnya

Ds.Kel. Kajeksan 10 Dok - APBD Kajeksan Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kelurahan Kajeksan 28.000.000 APBD; 30.000.000

jumlah pengelola keuangan 7,00 Org 7,00
Honorarium pengelolaan keuangan, uang lembur pegawai Ds.Kel. Kajeksan 9 Org - APBD Kajeksan Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

kelurahan kajeksan 953.721.000 APBD; 350.000.000

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan perpanjangan STNK 4,00 Unit 4,00 Unit
Jumlah belanja Cetak dan penggandaan 20,00 Buku 20,00 Buku
Jumlah belanja listrik, internet dan telepon 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah ATK 30,00 Jenis 30,00 Jenis
Jumlah makan dan minum pegawai/rapat dan tamu 10,00 Jenis 10,00 Jenis
Jumlah Komponen instalasi listrik 10,00 Jenis 10,00 Jenis
Jumlah paket pengadaan bangunan gedung lantai 2 1,00 Pkt 0,00
Jumlah Peralatan Rumah Tangga 33,00 Jenis 33,00 Jenis
Jumlah Honorarium PHD 2,00 Org 2,00 Org
Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak 2,00 Org 2,00 Org
Jumlah premi Asuransi Gedung Kantor 1,00 Thn 1,00 Thn
Jumlah Meubeleur yang terpelihara 5,00 Unit 5,00 Unit
Jumlah perangko, meterai dan benda pos lainnya 230,00 Lbr 230,00 Lbr



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 42,00 Unit 42,00 Unit
Jumlah Pembelian Papan Nama Kelurahan 1,00 Pkt 0,00
Jumlah Pintu 2 Pintu Precici 2,00 Unit 0,00
Jumlah Mesin penghancur Kertas 1,00 Unit 0,00
Jumlah Printer 2,00 Unit 0,00
jumlah AC 1 Pk 2 Unit 2,00 Unit 0,00
Jasa Oprasional / pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas,
pemeliharaan kendaraan dinas 3 unit motor 1 unit becak motor
sampah

Ds.Kel. Kajeksan 4 Unit - APBD Usulan OPD

Belanja rekening listrik, telefondan internet Ds.Kel. Kajeksan 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Cetak dan Penggandaan Ds.Kel. Kajeksan 20 Buku - APBD Usulan OPD
Belanja Jasa Bahan bacaan Ds.Kel. Kajeksan 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Tulis Kantor Ds.Kel. Kajeksan 30 Jenis - APBD Usulan OPD
Makan dan minum pegawai / rapat dan tamu Ds.Kel. Kajeksan 10 Jenis - APBD Usulan OPD
Komponen instalasi listrik Ds.Kel. Kajeksan 10 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja peralatan Rumah Tangga Ds.Kel. Kajeksan 33 Jenis - APBD Usulan OPD
Honorarium PHD Staf Administrasi 2 orang X 13 bulan Ds.Kel. Kajeksan 2 Org - APBD Usulan OPD
Honorarium Tenaga Kontrk Ds.Kel. Kajeksan 2 Org - APBD Usulan OPD
Asuransi Gedung Knator Ds.Kel. Kajeksan 1 Thn - APBD Usulan OPD
service mebeleur Ds.Kel. Kajeksan 5 Unit - APBD Usulan OPD
belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Ds.Kel. Kajeksan 230 Lbr - APBD Usulan OPD
belanja jasa service peralatan kantor Ds.Kel. Kajeksan 42 Kali - APBD Usulan OPD
Pembangunan Gedung Kantor Tahap 2 Ds.Kel. Kajeksan 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Pembelian Papan Nama Kelurahan Ds.Kel. Kajeksan 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Pengadaan almari 2 pintu precici Ds.Kel. Kajeksan 2 Unit - APBD Usulan OPD
mesin Penghancur kertas Ds.Kel. Kajeksan 1 Unit - APBD Usulan OPD
Pembelian Printer Ds.Kel. Kajeksan 2 Unit - APBD Usulan OPD
pengadaan AC 1 Pk 2 unit Ds.Kel. Kajeksan 2 Unit - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

1.118.794.000 1.134.381.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.34.07 Fasilitasi dan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan
kelurahan

Kelurahan Kajeksan 70.675.000 APBD; 80.000.000

jumlah RT yang terbina 11,00 RT 11,00 RT
Jumlah RW terbina 3,00 RW 3,00 RW
Jumlah Snek Rapat RT 11 X 10 Bln X 40 Org 4840,00 Dos 4840,00 Dos
Rapat RT 11 X 10 bulan X 40 orang Ds.Kel. Kajeksan 4840 Dos 52.800.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan dan Honor 11 RT dan 3 RW Ds.Kel. Kajeksan 14 Org 17.875.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.08 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan ekonomi,
pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan

Kelurahan Kajeksan 673.119.000 APBD; 676.440.000

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang
Kelurahan

3,00 RW 3,00 RW

Jumlah organisasi yang terbina 4,00 Kgt 4,00 Kgt
Jumlah sarana prasarana yang telah tersedia 2,00 Pkt 2,00 Pkt
Jumlah kegiatan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan
masyarakat

6,00 Kgt 6,00 Kgt

Jumlah posyandu balita dan posyandu lansia yang terlaksana 11,00 Kali 11,00 Kali
Jumlah Honorarium Tim Penggerak PKK 31,00 Org 31,00 Org
Jumlah Rehabilitasi saluran dan gorong-gorng 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah Pembinaan Karang Taruna 50,00 Org 50,00 Org
Pengaspalan dan perbaikan gorong- gorong RT 02 / RW 03 s.d RT 03
/ RW 03 Kelurahan Kajeksan

Ds.Kel. Kajeksan 1 Pkt 400.000.000 APBD kajeksan Usulan OPD

pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Ds.Kel. Kajeksan 12 Bh 9.000.000 APBD Usulan OPD
Musrembang Tingkat Kelurahan Ds.Kel. Kajeksan 1 Kali 2.500.000 APBD Usulan OPD
pembinaan Karangtaruna Ds.Kel. Kajeksan 50 Org 20.000.000 APBD Usulan OPD
santunan Yatama Ds.Kel. Kajeksan 40 Org 16.619.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan PKK Ds.Kel. Kajeksan 5 Kali 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Karangtaruna Ds.Kel. Kajeksan 5 Kali 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pembangunan Gudang Bank sampah Kelurahan Kajeksan Ds.Kel. Kajeksan 1 Pkt 150.000.000 APBD kajeksan Usulan OPD
Pengadaan Becah Sampah Roda 3 Ds.Kel. Kajeksan 1 Unit 35.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.34.09 Fasilitasi dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban
umum di kelurahan

Kelurahan Kajeksan 25.000.000 APBD; 25.000.000

Jumlah pembinaan FKPM KST DAN LIMAS 19,00 Org 19,00 Org
Pembinaan , Honor FKPM, KST dan LINMAS Ds.Kel. Kajeksan 19 Org 25.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.11 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan ekonomi,
pembangunan dan
kesejahteraan rakyat di
kelurahan (DAU Kelurahan)

kelurahan Kajeksan 350.000.000 APBD; 352.941.000

Jumlah Rehabilitasi Jalan 5,00 Pkt 0,00
Jumlah Sarana dan Prasaranan yang tersedia 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Pengecoran Jalan RT.03 / RW 01 Kajeksan Ds.Kel. Kajeksan

RT.3/RW.1
1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD

Betonisasi RT.04/01 Kajeksan Ds.Kel. Kajeksan
RT.4/RW.1

1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD

Pengadaan Sumurbor dan tandon air RT 04 / RW 02 Kajeksan Ds.Kel. Kajeksan
RT.4/RW.2

1 Pkt 60.000.000 APBD Usulan OPD

Pengaspalan RT.02/ RW.01 Ds.Kel. Kajeksan
RT.2/RW.1

1 Pkt 80.000.000 APBD Usulan OPD

Pengecoran RT.04/ RW.02 Ds.Kel. Kajeksan
RT.4/RW.2

1 Pkt 50.000.000 APBD Usulan OPD

Pavingisasi RT.01/ RW 03 Ds.Kel. Kajeksan
RT.1/RW.3

1 Pkt 60.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 2.104.015.000 1.517.881.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.07 : KECAMATAN JATI

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01 ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

626.837.000 693.000.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

352.337.000 430.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

5.000.000 APBD; 5.000.000

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang
tersusun sesuai standar

10,00 Dok 10,00 Dok

Peningkatan sistem perencanaan,evaluasi dan pelaporan kinerja Ds.Tanjungkarang 10 Dok - APBD Usulan OPD
4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan

pelaporan keuangan
24.500.000 APBD; 25.000.000

Jumlah pengelola keuangan 10,00 Org 10,00 Org
Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan Ds.Tanjungkarang 10 Org - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

322.837.000 APBD; 400.000.000

Jumlah jenis alat tulis terbayar 30,00 Jenis 30,00 Jenis
jumlah perjalanan dinas dan konsultasi keluar daerah terlaksana 17,00 OH 17,00 OH
Jumlah jenis perbaikan peralatan kantor terlaksana 5,00 Jenis 5,00 Jenis
jumlah tenaga kerja non PNS terbayar 4,00 Org 4,00 Org
jumlah jenis makan minum pegawai dan rapat 4,00 Jenis 4,00 Jenis
jumlah jenis belanja jasa kantor (listrik,telpon,air) terbayar 3,00 Jenis 3,00 Jenis
jumlah asuransi gedung terbayar 2,00 Unit 2,00 Unit
jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terijinkan 14,00 Unit 14,00 Unit
jumlah belanja perangko,materai dan benda pos lainya terbayar 3,00 Jenis 3,00 Jenis
jumlah jenis peralatan rumah tangga terbayar 23,00 Jenis 23,00 Jenis
jumlah jenis belanja ncetak dan penggandaan terbayar 3,00 Jenis 3,00 Jenis
jumlah jenis komponen listrik terbayar 4,00 Jenis 4,00 Jenis
jumlah jenis bacaan terbayar 1,00 Jenis 1,00 Jenis
jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor terlaksana 1,00 Jenis 1,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Alat Tulis Kantor Ds.Tanjungkarang 30 Jenis - APBD Usulan OPD
Biaya perjalanan dinas dan konsultasi keluar daerah Ds.Tanjungkarang 17 OH - APBD Usulan OPD
Jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor Ds.Tanjungkarang 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Honor tenaga non PNS Ds.Tanjungkarang 10 Bln - APBD Usulan OPD
Makan dan minum pegawai dan rapat Ds.Tanjungkarang 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Listrik,air dan telpon Ds.Tanjungkarang 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Asuransi Gedung Kantor Ds.Tanjungkarang 2 Unit - APBD Usulan OPD
Jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan jasa perijinan kendaraan
dinas/operasional

Ds.Tanjungkarang 14 Unit - APBD Usulan OPD

jasa surat menyurat Ds.Tanjungkarang 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa peralatan rumah tangga Ds.Tanjungkarang 23 Jenis - APBD Usulan OPD
Cetak dan penggandaan Ds.Tanjungkarang 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Komponen instalasi listrik Ds.Tanjungkarang 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan Ds.Tanjungkarang 1 Jenis - APBD Usulan OPD
Pengadaan penghancur kertas Ds.Tanjungkarang 1 Bh - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

274.500.000 263.000.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.01 Fasilitasi dan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa
29.000.000 APBD; 30.000.000

jumlah aparatur desa bidang pengelolaan keuangan terlatih 90,00 Org 90,00 Org
jumlah aparatur pemerintah desa bidang managemen pemdes
terlatih

90,00 Org 90,00 Org

jumlah perdes yang terevaluasi 14,00 Desa/Kel 14,00 Desa/Kel
jumlah pelaporan APBdes tersusun 14,00 Desa/Kel 14,00 Desa/Kel
Pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Ds.Tanjungkarang 90 Org 5.200.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang managemen
pemerintah desa

Ds.Tanjungkarang 90 Org 5.200.000 APBD Usulan OPD

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ds.Tanjungkarang 14 Desa/Kel 9.416.500 APBD Usulan OPD
Evaluasi Rancangan Peraturan tentang APB des Ds.Tanjungkarang 14 Desa/Kel 9.183.500 APBD Usulan OPD

4.01.34.02 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan kesejahteraan rakyat

92.000.000 APBD; 100.000.000

jumlah organisasi kepemudaan terbina 1,00 Orgn 1,00 Orgn



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

jumlah festifal seni dan budaya terlaksana 1,00 Kali 1,00 Kali
jumlah organisasi perempuan terbina 1,00 Orgn 1,00 Orgn
jumlah MTQ Tingkat Kecamatan terlaksana 1,00 Kali 1,00 Kali
Pembinaan organisasi kepemudaan Ds.Tanjungkarang 1 Orgn 8.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan organisasi perempuan Ds.Tanjungkarang 1 Orgn 48.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Ds.Tanjungkarang 1 Kali 19.000.000 APBD Usulan OPD
Terlaksananya penyelenggaraan MTQ Tk Kecamatan Ds.Tanjungkarang 1 Kali 17.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.03 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan ekonomi dan
pembangunan desa/kelurahan

31.000.000 APBD; 0

jumlah desa terbina dalam lomba desa 1,00 Desa/Kel 1,00 Desa/Kel
jumlah pelaksanaan musrenbang Tk Kecamatan 1,00 Kali 1,00 Kali
jumlah pameran UMKM yang terlaksana 1,00 Kali 1,00 Kali
lomba desa Ds.Tanjungkarang 14 Desa/Kel 3.000.000 APBD Usulan OPD
Musrenbang Kecamatan Ds.Tanjungkarang 1 Kali 9.500.000 APBD Usulan OPD
Pameran UMKM Ds.Tanjungkarang 1 Kali 18.500.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.05 Fasilitasi dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum

120.000.000 APBD; 130.000.000

Penanganan kasus dalam pelanggaran perda 14,00 Desa/Kel 14,00 Desa/Kel
jumlah posko pemantauan dan piket bencana alam 1,00 Posko 1,00 Posko
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan ketertiban Ds.Tanjungkarang 14 Desa/Kel 90.000.000 APBD Usulan OPD
Pemantauan dan penyerbarluasan informasi bencana alam Ds.Tanjungkarang 14 Desa/Kel 30.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.06 Fasilitasi dan penyelenggaraan
pelayanan umum

2.500.000 APBD; 3.000.000

jumlah desa yang termonitor dan kependudukanya 14,00 Desa/Kel 14,00 Desa/Kel
Fasili dan penyelenggaraan pelayanan umum Ds.Tanjungkarang 14 Desa/Kel 2.500.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 626.837.000 693.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.08 : KECAMATAN UNDAAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
711.482.000 1.017.781.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

433.482.000 532.972.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kec. Undaan 5.000.000 APBD; 5.750.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang
tersusun sesuai standart berupa LPPD, LKjIP, Laporan Keuangan
Renja dan LKPJ

5,00 Dok 5,00

Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan berupa LKjIP, LPPD,
Laporan Keuangan, Renja dan LKPJ

Ds.Undaan Kidul 5 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kec. Undaan 26.700.000 APBD; 55.000.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun
sesuai ketentuan

12,00 Dok 12,00

Honorarium pengelola kegiatan Ds.Undaan Kidul 8 Org - APBD Usulan OPD
4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber

daya dan sarana prasarana
aparatur

Kec. Undaan 401.782.000 APBD; 472.222.000

Jumlah pengadaan mebeleur terbayar 20,00 Bh 20,00 Bh
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor terbayar 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah jenis peralatan rumah tangga terbayar 20,00 Jenis 20,00 Jenis
Jumlah jenis komponen listrik terbayar 22,00 Jenis 22,00 Jenis
Jumlah jenis belanja cetak dan penggandaan terbayar 5,00 Jenis 5,00 Jenis
Jumlah belanja perangko, materai dan benda pos terbayar 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah jenis belanja jasa kantor (listrik, air, telpon, internet) terbayar 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah jenis makanan dan minuman pegawai dan rapat 5,00 Jenis 5,00 Jenis
Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor terlaksana 9,00 Unit 9,00 Unit
Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor teraksana 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah jenis perbaikan peralatan kantor terlaksana 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah perjalanan dinas dan konsultasi keluar daerah terlaksana 14,00 OH 14,00 OH



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah jenis alat tulis kantor terbayar 40,00 Jenis 40,00 Jenis
Jumlah pegawai Non PNS 7,00 Org 7,00 Org
Jumlah asuransi gedung kantor yang terbayar 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah Kendaraan Dinas yang terawat dan terijinkan 14,00 Unit 14,00 Unit
Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat 2,00 Org 2,00 Org
Jumlah tenaga non PNS (K2 dan kontrak) Ds.Undaan Kidul 7 Org - APBD Usulan OPD
Alat tulis kantor Ds.Undaan Kidul 40 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa surat menyurat Ds.Undaan Kidul 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Makanan dan minuman pegawai Ds.Undaan Kidul 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi kedalam dan keluar daerah UNDAAN 14 OH - APBD Usulan OPD
Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Ds.Undaan Kidul 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa Asuransi Gedung Kantor Ds.Undaan Kidul 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Rapat koordinasi di Kecamatan Undaan Ds.Undaan Kidul 240 Dos - APBD Usulan OPD
Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Ds.Undaan Kidul 15 Unit - APBD Usulan OPD
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Ds.Undaan Kidul 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Barang cetak dan penggandaan Ds.Undaan Kidul 7 Jenis - APBD Usulan OPD
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ds.Undaan Kidul 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Komponen instalasi listrik/penerangan Ds.Undaan Kidul 22 Jenis - APBD Usulan OPD
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ds.Undaan Kidul 20 Jenis - APBD Usulan OPD
Pengisian tabung gas Ds.Undaan Kidul 12 Kali - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

278.000.000 484.809.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.01 Fasilitasi dan

penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa

Kec. Undaan 35.000.000 APBD; 61.000.000

Jumlah pelaporan Perdes yang tersusun 16,00 Desa/Kel 16,00 Desa/Kel
Jumlah Perdes yang ter evaluasi 16,00 Desa/Kel 16,00 Desa/Kel
Jumlah aparatur desa yang terlatih dalam bidang manajemen dan
keuangan desa

75,00 Org 75,00 Org

Evaluasi rancangan Perdes APBDees UNDAAN 16 Desa/Kel 7.956.000 APBD Usulan OPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemerintahan Desa UNDAAN 16 Desa/Kel 18.194.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen
Pemerintahan Desa

UNDAAN 110 Org 4.425.000 APBD Usulan OPD

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan
Keuangan Desa

UNDAAN 110 Org 4.425.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.02 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
kesejahteraan rakyat

Kec. Undaan 72.650.000 APBD; 121.200.000

Jumlah festival seni dan budaya 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah lomba MTQ tingkat Kecamatan 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang di bina 1,00 Orgn 1,00 Orgn
Fasilitasi kegiatan sosial UNDAAN 16 Desa/Kel 3.640.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi kegiatan pengembangan seni dan budaya UNDAAN 16 Desa/Kel 6.271.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi kegiatan MTQ tingkat Kecamatan UNDAAN 1 Kali 13.007.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan organisasi kepemudaan UNDAAN 1 Orgn 21.695.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan organisasi perempuan UNDAAN 1 Orgn 28.037.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.03 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi dan pembangunan
desa/kelurahan

Kec. Undaan 43.000.000 APBD; 55.850.000

Jumlah UMKM yang mengikuti pameran 4,00 UMKM 4,00 UMKM
Jumlah pembinaan dalam lomba desa 8,00 Kali 8,00 Kali
Jumlah usulan dalam Musrenbang Kecamatan 25,00 Bh 25,00 Bh
Fasilitasi Musrenbang tingkat Kecamatan UNDAAN 1 Kali 7.181.000 APBD Usulan OPD
Kegiatan penataan lingkungan dengan pertisipasi masyarakat (K3) UNDAAN 16 Desa/Kel 7.334.000 APBD Usulan OPD
Monitoring dan evaluasi dana desa UNDAAN 16 Desa/Kel 3.811.000 APBD Usulan OPD
Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Pameran Pembangunan UNDAAN 16 UMKM 11.805.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan RT RW dan terbinanya desa lomba UNDAAN 16 Desa/Kel 9.666.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Kemandirian Desa dalam BUMDes UNDAAN 1 Kali 3.203.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.05 Fasilitasi dan
penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum

Kec. Undaan 120.350.000 APBD; 241.759.000

Jumlah kasus yang ditangani dalam pelanggaran perda 2,00 Kasus 2,00 Kasus
Jumlah pemantauan dan piket bencana yang dilakukan 6,00 Bln 6,00 Bln
Pemantauan dan piket bencana, pembinaan satlinmas UNDAAN 16 Desa/Kel 39.450.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penanganan kasus pelanggaran Perda, tramtibum, kriminalitas UNDAAN 16 Desa/Kel 80.900.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.06 Fasilitasi dan
penyelenggaraan pelayanan
umum

Kec. Undaan 7.000.000 APBD; 5.000.000

Jumlah desa yang termonitor dan terlayani administrasi
kependudukannya

16,00 Desa/Kel 16,00 Desa/Kel

Rapat koordinasi bidang administrasi pelayanan umum UNDAAN 16 Desa/Kel 7.000.000 APBD Usulan OPD
J U M L A H 711.482.000 1.017.781.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.09 : KECAMATAN MEJOBO

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
718.730.000 1.430.065.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

436.730.000 1.086.619.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kecamatan Mejobo 2.000.000 APBD; 4.000.000

Jumlah data/dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan 8,00 Dok 8,00 Dok
Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renstra, Renja, RKPD, LKPJ,
Lakip/LKjIP, LPPD, Laporan Bulanan Kec dan Laporan evaluasi hasil
renja OPD

Ds.Jepang 8 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kecamatan Mejobo 51.660.000 APBD; 70.000.000

Jumlah Honorarium panitia pelaksana kegiatan terbayar 19,00 OB 19,00 OB
Jumlah data/dokumen administrasi dan pelaporan keuangan sesuai
ketentuan

5,00 Dok 5,00 Dok

Honorarium panitia pelaksana kegiatan jasa administrasi keuangan Ds.Jepang 19 OB - APBD Usulan OPD
Dokumen administrasi dan pelaporan keuangan : RKA, DPA, Laporan
bulanan, Laporan ikhtisar kinerja dan Laporan akhir tahun

Ds.Jepang 5 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kecamatan Mejobo 383.070.000 APBD; 1.012.619.000

Jumlah Pegawai Non PNS (PHD) yang terbayar 2,00 OB 2,00 OB
Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi 20,00 Jenis 20,00 Jenis
Jumlah langganan listrik, telpon dan internet yang terbayarkan 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah Peralatan kantor yang terawat 27,00 Unit 27,00 Unit
Jumlah tenaga kontrak yang terbayar 5,00 OB 5,00 OB
Jumlah Kendaraan Dinas yang Terawat 16,00 Unit 16,00 Unit
Jumlah asuransi Barang milik daerah terbayar 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah premi asurani pegawai Non PNS yang terbayar 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah penggandaan dan pencetakan yang terpenuhi 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah minum harian pegawai 28,00 Org 28,00 Org



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah rapat yang terfasilitasi 30,00 Kali 30,00 Kali
Jumlah tamu yang terjamu 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana 10,00 OH 10,00 OH
jumlah Alat listrik dan elektronik yang terpenuhi 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang terpenuhi 5,00 Jenis 5,00 Jenis
Jumlah Materai dan perangko yang terpenuhi 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah surat kabar/majalah yang terpenuhi 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Honorarium PHD Ds.Jepang 2 OB - APBD Usulan OPD
Alat Tulis Kantor Ds.Jepang 20 Jenis - APBD Usulan OPD
Alat listrik dan elektronik Ds.Jepang 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Ds.Jepang 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Materai dan perangko Ds.Jepang 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Langganan telpon, Internet dan langganan listrik Ds.Jepang 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Langganan surat kabar/majalah Ds.Jepang 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Tenaga Kontrak Keamanan dan Kebersihan Ds.Jepang 5 OB - APBD Usulan OPD
Asuransi gedung perkantoran dan rumah dinas camat. Ds.Jepang 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Ds.Jepang 27 Unit - APBD Usulan OPD
Jasa Service, penggantian Suku cadang dan pajak kendaraan
bermotor

Ds.Jepang 16 Unit - APBD Usulan OPD

Bahan Bakar Kendaraan bermotor dan pelumas Ds.Jepang 16 Unit - APBD Usulan OPD
Cetak dan penggandaan Ds.Jepang 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Makanan dan minuman harian pegawai Ds.Jepang 28 Org - APBD Usulan OPD
Makanan dan minuman tamu Ds.Jepang 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Makanan dan minuman rapat dinas dan rapat lainnya Ds.Jepang 30 Kali - APBD Usulan OPD
Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Ds.Jepang 10 OH - APBD Usulan OPD
Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Ds.Jepang 2 Jenis - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

282.000.000 343.446.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.34.01 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
desa

Kecamatan Mejobo 75.000.000 APBD; 77.000.000

Jumlah Peraturan Desa yang tersusun 22,00 Jenis 22,00 Jenis
Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang terfasilitasi

11,00 Desa/Kel 11,00 Desa/Kel

Jumlah peserta pelatihan Aparatur Pemerintah desa dibidang
Pengelolaan Keuangan Desa

77,00 Org 77,00 Org

Jumlah peserta pelatiha Aparatur Pemerintah desa dibidang
Managemen Pemerintahan Desa

77,00 Org 77,00 Org

Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang terbina 165,00 Org 165,00 Org
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa dan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa

Ds.Jepang 11 Desa/Kel 20.000.000 APBD Usulan OPD

Evaluasi RanPerdes tentang APBDesa/Perubahan APBDes Ds.Jepang 22 Jenis 5.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang Pengelolaan Keuangan
Desa

Ds.Jepang 77 Org 20.000.000 APBD Usulan OPD

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang Manajemen
Pemerintahan Desa

Ds.Jepang 77 Org 10.000.000 APBD Usulan OPD

Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Ds.Jepang 165 Org 20.000.000 APBD Usulan OPD
4.01.34.02 Fasilitasi dan

penyelenggaraan kegiatan
kesejahteraan rakyat

Kecamatan Mejobo 79.000.000 APBD; 109.446.000

Jumlah organisasi masyarakat desa yang terbina 11,00 Orgn 11,00 Orgn
Jumlah festival seni dan budaya yang terlaksana 1,00 Kali/th 1,00 Kali/th
Jumlah peserta MTQ yang mengikuti tingkat kecamatan 8,00 Kelpk 8,00 Kelpk
Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi 11,00 Kali 11,00 Kali
Jumlah lomba tingkat kecamatan yang terlaksana 2,00 Jenis 3,00 Jenis
Pembinaan organisasi perempuan (PKK) Ds.Jepang 11 Orgn 37.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi festival dan kirab budaya Ds.Jepang 1 Kali/th 5.000.000 APBD Usulan OPD
MTQ tingkat Kecamatan Ds.Jepang 8 Kelpk 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan organisasi kepemudaan Ds.Jepang 11 Orgn 5.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat dan LCC dokter kecil Ds.Jepang 2 Jenis 4.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi kegiatan sosial Ds.Jepang 11 Kali 8.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.34.03 Fasilitasi dan

penyelenggaraan kegiatan
ekonomi dan pembangunan
desa/kelurahan

Kecamatan Mejobo 72.000.000 APBD; 77.000.000

Jumlah UMKM yang mengikuti pameran 2,00 UMKM 2,00 UMKM
Jumlah RT/RW yang terbina 410,00 Org 410,00 Org
Jumlah pemerintah desa yang dibina untuk lomba desa tingkat
Kabupaten

1,00 Desa/Kel 1,00 Desa/Kel

Jumlah usulan pada musrenbang kecamatan 33,00 Pkt 33,00 Pkt
Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan dana desa yang
terfasilitasi

11,00 Desa/Kel 11,00 Desa/Kel

Fasilitasi Promo Produk UMKM Ds.Jepang 2 UMKM 21.000.000 APBD Usulan OPD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa Ds.Jepang 11 Desa/Kel 11.000.000 APBD Usulan OPD
Musrenbang Tingkat Kecamatan Ds.Jepang 33 Pkt 15.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Lomba Desa Ds.Jepang 1 Desa/Kel 5.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi desa dalam rangka pembinaan RT/RW, Ds.Jepang 410 Org 20.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.05 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum

Kecamatan Mejobo 44.000.000 APBD; 67.000.000

Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela bangsa 50,00 Org 50,00 Org
Jumlah linmas dan KST yang terbina 11,00 Desa/Kel 11,00 Desa/Kel
Jumlah posko penanggulangan bencana alam 1,00 Posko 1,00 Posko
Pembinaan bela negara dan sosialisasi wawasan kebangsaan Ds.Jepang 50 Org 4.000.000 APBD Usulan OPD
Patroli Wilayah, pelatihan Linmas/KST, pelatihan bidang trantib dan
lomba tong tek

Ds.Jepang 11 Desa/Kel 26.000.000 APBD Usulan OPD

Penanggulangan dan piket bencana alam Ds.Jepang 1 Posko 14.000.000 APBD Usulan OPD
4.01.34.06 Fasilitasi dan

penyelenggaraan pelayanan
umum

Kecamatan Mejobo 12.000.000 APBD; 13.000.000

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan yang
terlaksana

11,00 Desa/Kel 11,00 Desa/Kel

Peningkatan pelayanan publik/Paten, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kependudukan

Ds.Jepang 11 Desa/Kel 12.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 718.730.000 1.430.065.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.10 : KECAMATAN JEKULO

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
685.333.000 1.106.934.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

481.133.000 731.032.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

2.000.000 APBD; 3.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja kegiatan 8,00 Dok 0,00
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun : LKJ IP, LPPD, LKPJ,RKPD,
Renja, Laporan Bulanan Kecamatan, laporan perkembangan kegiatan dan
laporan evaluasi hasil renja

8,00 Dok 0,00

Tersusunnya LKj IP, LPPD, LKPJ,RKPD, Renja PD, Laporan bulanan kec,
Laporan Perkembangan Kegiatan dan Laporan evaluasi hasil Renja PD

JEKULO 8 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kecamatan Jekulo 30.800.000 APBD; 428.032.000

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang tersusun
sesuai standar

4,00 Dok 4,00

Jumlah Honorarium penitia pelaksana kegiatan ( PA,PPK,PPTK, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan ,Pembantu
Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang )

10,00 Org 10,00

Jumlah dokumen keuangan yang tersusun ( RKA, DPA,DPPA dan Laporan
Keuangan )

4,00 Dok 4,00

RKA, DPA,DPPA Laporan Keuangan JEKULO 4 Dok - APBD Usulan OPD
Honorarium penitia pelaksana kegiatan ( PA,PPK,PPTK, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan ,Pembantu
Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang )

JEKULO 10 Org - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kecamatan. Jekulo 448.333.000 APBD; 300.000.000

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang kompetensinya meningkat 1,00 Org 1,00
Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor 39,00 Jenis 0,00
Jumlah Honorarium tenaga pelaksana kegiatan 7,00 Org 0,00
Jumlah Honorarium non PNS 1,00 Org 0,00
Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas 78,00 OH 0,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor berupa laptop dan karangan
bunga

2,00 Jenis 0,00

Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan 5,00 Jenis 0,00
Jumlah jasa operasional kendaraan dan perijinan kendaraan dinas 2,00 Jenis 0,00
Jumlah pemeliharaan operasional kendaraan dinas/operasional 2,00 Jenis 0,00
Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1,00 Jenis 0,00
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,00 Jenis 0,00
Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar 4,00 Jenis 0,00
Jumlah premi asuransi yang terbayar 8,00 Org 0,00
Belanja premi asuransi JEKULO 8 Org - APBD Usulan OPD
Honorarium tenaga pelaksana kegiatan JEKULO 7 OB - APBD Usulan OPD
Belanja jasa surat menyurat JEKULO 1 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Tulis Kantor JEKULO 39 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Listrik dan Elektronik JEKULO 8 Jenis - Usulan OPD
Belanja Rumah Tangga JEKULO 20 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja pengisian tabung gas JEKULO 1 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik JEKULO 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan JEKULO 1 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja Cetak dan penggandaan JEKULO 7 Jenis - APBD Usulan OPD
Honorarium non PNS JEKULO 1 Org - APBD Usulan OPD
Belanja makan dan minuman JEKULO 6 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja perlengkapan dan peralatan kantor berupa laptop, printer dan
karangan bunga

JEKULO 2 Jenis - APBD Usulan OPD

Belanja Perjalanan Dinas JEKULO 152 - APBD Usulan OPD
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan JEKULO 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja jasa operasional kendaraan dan perijinan kendaraan dinas JEKULO 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Belanja pemeliharan operasional kendaraan dinas / operasional JEKULO 2 Jenis - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

204.200.000 375.902.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.34.01 Fasilitasi dan

penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa

26.500.000 APBD; 65.000.000

Evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes 12,00 Desa/Kel 0,00
Monev dan pelaporan bidang Pemerintah Desa 10,00 Kali 0,00
Evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang apbdes JEKULO 12 Desa/Kel 19.600.000 APBD Usulan OPD
Monev dan pelaporan bidang pemerintahan desa JEKULO 10 Kali 6.900.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.02 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
kesejahteraan rakyat

Kecamatan Jekulo 65.000.000 APBD; 120.000.000

Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan 12,00 Desa/Kel 0,00
Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan 1,00 Kali 0,00
Jumlah organisasi Perempuan yang melaksanakan pembinaan 1,00 Orgn 0,00
Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial 1,00 Kali 0,00
Jumlah organisasi kepemudaan yang melaksanakan pembinaan 1,00 Orgn 0,00
Jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya 1,00 Kali 0,00
Fasilitasi Kegiatan sosial JEKULO 1 Kali 1.875.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan JEKULO 1 Orgn 11.698.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan JEKULO 1 Kali 22.238.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Pembinaan organisasi perempuan JEKULO 1 Orgn 15.974.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi festival seni dan Budaya JEKULO 1 Kali 13.215.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.03 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi dan pembangunan
desa/kelurahan

Kecamatan Jekulo 29.500.000 APBD; 69.025.000

Jumlah fasilitasi ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan yang
dilaksanakan

12,00 Desa/Kel 12,00

Jumlah Desa yang mengikuti lomba 1,00 Desa/Kel 0,00
Jumlah Pameran Pembangunan yang dilaksanakan 1,00 Kali 0,00
Jumlah pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa 12,00 Desa/Kel 0,00
Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan 1,00 Kali 0,00
Pelaksanaan lDesa Lomba JEKULO 1 Desa/Kel 729.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Pameran Pembangunan JEKULO 1 Kali 11.900.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan JEKULO 1 Kali 14.411.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa JEKULO 12 Desa/Kel 2.460.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.05 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum

Kecamatan Jekulo 78.200.000 APBD; 114.877.000

Penanganan kasus pelanggaran perda Trantibbum dan Kriminalitas 12,00 Desa/Kel 0,00
Jumlah posko yang terpantau dan piket bencana alam 6,00 Posko 0,00
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibbum dan krininalitas JEKULO 12 Desa/Kel 71.450.000 APBD Usulan OPD
Pemantauan dan piket bencana alam JEKULO 6 Posko 6.750.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.06 Fasilitasi dan
penyelenggaraan pelayanan
umum

Kecamatan Jekulo 5.000.000 APBD; 7.000.000

Jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan 2,00 Kali 0,00
Rakor Pelayanan administrasi kependudukan JEKULO 2 Kali 5.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 685.333.000 1.106.934.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.11 : KECAMATAN BAE

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
674.002.000 1.366.000.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

468.002.000 893.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kecamatan
Bae

3.000.000 APBD; 3.000.000

Jumlah Data/Dokumen, Perencanaan dan pelaporan Sesuai Ketentuan 12,00 Dok 12,00
Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Renstra, Renja, RKPD, LKPJ, Lakip,
LPPD, LKJiP,Laporan Bulanan Kecamatan dan Laporan Evaluasi hasil renja
OPD

9,00 Dok 9,00 Dok

Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Renstra, Renja, RKPD, LKPJ, Lakip,
LPPD, LKJiP,Laporan Bulanan Kecamatan dan Laporan Evaluasi hasil renja
OPD

BAE 9 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi
dan pelaporan keuangan

Kecamatan
Bae

36.000.000 APBD; 40.000.000

Jumlah Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah 14,00 Org 14,00
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan 14,00 OB 14,00 OB
Dokumentasi Administrasi dan Pelaporan Keuangan : RKA, DPA, Laporan
Bulanan, Laporan Kinerja dan Laporan Akhir Tahun

9,00 Dok 9,00 Dok

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan BAE 12 Bln - APBD Usulan OPD
Dokumen Keuangan : RKA, DPA, DPPA, Laporan Keuangan BAE 4 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kecamatan
Bae

429.002.000 APBD; 850.000.000

Jumlah Alat Tulis Kantor 24,00 Jenis 24,00 Jenis
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan
dan Perlengkapan Rumah Tangga

10,00 Jenis 10,00 Jenis

Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai 5,00 Jenis 5,00 Jenis
Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas 14,00 OH 14,00 OH
Jumlah Honor Administrasi Keuangan, Honorarium Pejabat Pengadaan dan
Honorarium Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

4,00 Org 4,00 Org

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 4,00 Jenis 4,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Jasa Bahan Bakar Kendaraan Bermontor dan Pelumas 5500,00 Liter 5500,00 Liter
Jumlah Jasa Asuransi Gedung Kantor 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,00 Unit 15,00 Unit
Jumlah Honor Tenaga Pelaksanaan Kegiatan, Premi Asuransi Kesehatan dan
Jaminan Ketenagakerjaan

4,00 Org 4,00 Org

Jumlah Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang dan Pajak Kendaraan
Bermontor

16,00 Unit 16,00

Jumlah Jasa surat menyurat dan materai 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah Jasa surat Kabar/ Majalah 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Jumlah Makanan dan Minuman Tamu 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih)

5,00 Jenis 5,00 Jenis

Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 12,00 Bln 12,00
Jumlah Sewa Tanah/ Tempat Gedung 1,00 Thn 1,00 Thn
Alat Tulis Kantor 24,00 Jenis 24,00 Jenis
Alat Listrik dan Elektronik 10,00 Jenis 10,00 Jenis
Makan dan Minum Harian Pegawai 5,00 Jenis 5,00 Jenis
Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah 14,00 OH 14,00 OH
Honor Administrasi Keuangan, Honorarium Pejabat Pengadaan dan
Honorarium Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

4,00 Org 4,00 Org

Langganan Telpon, Internet, PDAM, Listrik 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pelumas 5500,00 Liter 5500,00 Liter
Asuransi Gedung Kantor 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Cetak dan Penggandaan 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,00 Unit 15,00 Unit
Honor Tenaga Pelaksanaan Kegiatan, Premi Asuransi Kesehatan dan
Jaminan Ketenagakerjaan

4,00 Org 4,00 Org

Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang dan Pajak Kendaraan Bermontor 16,00 Unit 16,00 Unit
Materai dan Perangko 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Langganan Surat Kabar/ Majalah 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Makanan dan Minuman Tamu 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5,00 Jenis 5,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5,00 Jenis 5,00 Jenis
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 12,00 Bln 12,00 Bln
Sewa Tanah/ Tempat Gedung 1,00 Thn 1,00 Thn
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga

BAE 10 Jenis - APBD Usulan OPD

Makanan dan Minuman Harian Pegawai BAE 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah BAE 12 Bln - APBD Usulan OPD
Jasa Administrasi Keuangan, Honorarium Pejabat Pengadaan dan
Honorarium Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

BAE 4 Org - APBD Usulan OPD

Langganan Telpon, Air, Listrik dan Internet BAE 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Bahan Bakar Kendaraan Bermontor dan Pelumas BAE 5500 Liter - APBD Usulan OPD
Asuransi Gedung Kantor BAE 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan BAE 4 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor BAE 15 Unit - APBD Usulan OPD
Jasa Tenaga Pelaksanaan Kegiatan, Premi Asuransi Kesehatan dan Jaminan
Ketenagakerjaan

BAE 4 Org - APBD Usulan OPD

Jasa surat menyurat dan materai BAE 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang dan Pajak Kendaraan Bermontor BAE 16 Unit - APBD Usulan OPD
Makanan dan Minuman Tamu BAE 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Langganan surat Kabar/ Majalah BAE 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih BAE 5 Jenis - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan Gedung Kantor BAE 12 Bln - APBD Usulan OPD
Sewa Tanah Gedung Kantor BAE 1 Unit - APBD Usulan OPD
Belanja Alat Tulis Kantor BAE 24 Jenis - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

206.000.000 473.000.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.01 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
desa

Kecamatan
Bae

50.000.000 APBD; 160.000.000

Jumlah Perdes yang terevaluasi 10,00 Desa/Kel 10,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 10,00 Desa/Kel 10,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terevaluasi (Pengelolaan Keuangan) 10,00 Desa/Kel 10,00
Jumlah Pelaporan Pemerintah Desa yang Tersusun 10,00 Desa/Kel 10,00
Perdes yang terevaluasi 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Monitoring, Evaluasi Penyeleneggaraan Pemerintah Desa 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Aparatusr Pemerintah Desa yang terevaluasi 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Pelaporan Pemerintah Desa yang tersusun 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Evaluasi Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa BAE 10 Desa/Kel 2.500.000 APBD Usulan OPD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa BAE 10 Desa/Kel 37.500.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa BAE 10 Desa/Kel 5.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Manajemen Pemerintah Desa BAE 10 Desa/Kel 5.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.04 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi, pembangunan
desa dan kesejahteraan
rakyat

Kecamatan
Bae

75.000.000 APBD; 185.000.000

Jumlah Peserta LSS dan LCC Dokter Kecil 1,00 Kgt 1,00 Kgt
Jumlah UMKM yang mengikuti pameran 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Usulan pada Musrenbang Tingkat Kecamatan 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Jumlah Pembinaan yang dilakukan desa yang mengikuti lomba desa 1,00 Desa/Kel 1,00 Desa/Kel
JumlahRT/ RW yang terbina 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Jumlah Orang yang terbina dalam karang taruna 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Pembinaan PKK yang dilakukan 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Festival Seni dan Budaya 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Peserta LSS dan LCC Dokter Kecil 1,00 Kgt 1,00 Kgt
UMKM yang mengikuti pameran 1,00 Kali 1,00 Kali
Peserta yang mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan 1,00 Kali 1,00 Kali
Musrenbang Tingkat Kecamatan 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Pembinaan yang dilakukan desa yang mengikuti lomba desa 1,00 Desa/Kel 1,00 Desa/Kel
RT/ RW yang terbina 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Orang yang terbina dalam karang taruna 1,00 Kali 1,00 Kali
Pembinaan PKK yang dilakukan 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Fasilitasi Kegiatan Sosial (LSS) BAE 12 Bln 5.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi Kegiatan UMKM dalam Pameran Pembangunan BAE 1 Kali 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan MTQ BAE 1 Kali 5.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Lomba Desa BAE 15 Desa/Kel 5.000.000 APBD Usulan OPD
Musrenbang Tingkat Kecamatan BAE 10 Desa/Kel 5.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Kepemudaan BAE 1 Kali 5.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Desa dalam rangka Pembinaan RT/ RW BAE 10 Desa/Kel 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Organisasi Perempuan BAE 12 Bln 20.000.000 APBD Usulan OPD
Keragaman Budaya/ Karnaval Budaya BAE 1 Kali 10.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.05 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum

Kecamatan
Bae

75.000.000 APBD; 120.000.000

Jumlah Patroli Wilayah, Pembinaan Wasbang, Pembinaan Linmas dan KST,
Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan,
Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Trantib dan Kriminalitas

12,00 Bln 12,00 Bln

Patroli Wilayah, Pembinaan Wasbang, Pembinaan Linmas dan KST,
Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan,
Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Trantib dan Kriminalitas

12,00 Bln 12,00 Bln

Patroli Wilayah, Pembinaan Wasbang, Pembinaan Linmas dan KST,
Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan,
Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Trantib dan Kriminalitas

BAE 12 Bln 75.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.06 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
pelayanan umum

Kecamatan
Bae

6.000.000 APBD; 8.000.000

Jumlah Sosialisasi Pelayanan Umum 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
osialisasi Pelayanan Umum 10,00 Desa/Kel 10,00 Desa/Kel
Sosialisasi Pelayanan Umum BAE 10 Desa/Kel 6.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 674.002.000 1.366.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.12 : KECAMATAN GEBOG

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
665.915.000 1.446.694.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

480.265.000 1.074.937.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kecamatan
Gebog

5.000.000 APBD; 5.000.000

Jumlah Data/Dokumen, Perencanaan dan Pelaporan Sesuai
Ketentuan

12,00 Dok 12,00 Dok

dokumen perencanaan dan pelaporan : renja, rkpd, lkpj,
lakip/lkjip, lppd,laporan keuangan semesteran, laporan keuangan
akhir tahun dan ikhtisar realisasi keuangan, laporan bulanan,
rka, dpa dan laporan capaian kinerja

GEBOG 12 Dok - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kecamatan
Gebog

32.700.000 APBD; 32.700.000

Jumlah Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah 10,00 Org 10,00
honor pengelola keuangan GEBOG 100 % - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Kecamatan
Gebog

442.565.000 APBD; 1.037.237.000

Jumlah Jasa Surat Menyurat 2,00 Jenis 2,00
Jumlah Pegawai Non PNS (PHD) 3,00 Kgt 3,00 Kgt
jumlah jasa pelaksana kegiatan 6,00 Org 6,00 Org
Jumlah terbayarnya Jasa Premi Asuransi 8,00 Org 8,00 Org
Jumlah Alat Tulis Kantor 33,00 Jenis 33,00 Jenis
Belanja makanan dan minuman pegawai dan rapat 4,00 Jenis 4,00 Jenis
Jumlah biaya perjalanan dinas 127,00 Kali 127,00 Kali
jumlah jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor 5,00 Jenis 5,00 Jenis
Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 14,00 Unit 14,00 Unit
jumlah sewa tanah/tempat/gedung 1,00 Unit 1,00 Unit
Belanja pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1,00 Unit 1,00 Unit
belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,00 Unit 1,00 Unit



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
belanja jasa pengambilan sampah 12,00 Kali 12,00 Kali
jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30,00 Unit 30,00 Unit
Belanja jasa Laundry 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 7,00 Jenis 7,00 Jenis
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,00 Eksp 2,00 Eksp
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6,00 Jenis 6,00 Jenis
Jumlah peralatan rumah tangga (peralatan kebersihan dan bahan
pembersih)

32,00 Jenis 32,00 Jenis

belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,00 Jenis 3,00 Jenis
belanja Tambah daya 7700-10600 1,00 Jenis 1,00 Jenis
belanja perbaikan jaringan instalasi listrik 1,00 Pkt 1,00 Pkt
belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga 5,00 Jenis 5,00 Jenis
belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga 1,00 Unit 1,00 Unit
Rehabilitasi Musholla 1,00 Pkt 0,00
Pembangunan Pos Pol PP 1,00 Pkt 0,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer (2 unit), Printer
(2 Unit) dan Sound system (1 paket)

5,00 Unit 0,00

Penataan Halaman Kantor 1,00 Pkt 0,00
Penataan Tiang Bendera Upacara dan Tiang Lampu 2,00 Jenis 0,00
Pemasangan Tempat banner 1,00 Pkt 0,00
Pengecatan Mobil Dinas Patroli Hylux 1,00 Pkt 0,00
Jasa Surat Menyurat GEBOG 2 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Honor Pegawai Non PNS ( PHD) GEBOG 3 Kgt - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Jasa pelaksana kegiatan GEBOG 6 Org - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Premi Asuransi Pegawai Non PNS ( PHD dan Tenaga Kontrak ) GEBOG 8 Org - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Alat Tulis Kantor GEBOG 33 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Makanan dan Minuman Pegawai dan Rapat GEBOG 4 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Biaya Perjalanan Dinas GEBOG 127 Kali - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Jasa Perawatan Peralatan dan Perlengkapan kantor GEBOG 5 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas GEBOG 14 Unit - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Sewa Tanah/Tempat/Gedung GEBOG 1 Unit - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas GEBOG 1 Unit - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor GEBOG 1 Unit - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
jasa pengambilan sampah GEBOG 12 Kali - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur (Kursi Rapat) GEBOG 30 Unit - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Jasa laundry GEBOG 1 Pkt - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Barang Cetakan dan Penggandaan GEBOG 7 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan GEBOG 2 Eksp - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor GEBOG 6 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Peralatan Rumah Tangga (Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih)

GEBOG 32 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik GEBOG 3 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga GEBOG 5 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Tambah Daya 7700-10600 GEBOG 1 Jenis - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
perbaikan jaringan listrik GEBOG 1 Pkt - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Jasa Jaminan Barang Milik Daerah GEBOG 1 Unit - APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

185.650.000 371.757.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.01 Fasilitasi dan

penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
desa

Kecamatan
Gebog

12.420.000 APBD; 56.423.000

Jumlah Perdes yang Terevaluasi 11,00 Desa/Kel 11,00
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang Tervaluasi (Pengelolaan
Keuangan)

50,00 Org 50,00

Jumlah Pelaporan Pemerintah desa yang tersusun 11,00 Desa/Kel 11,00
Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes GEBOG 11 Desa/Kel 3.000.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Pelatihan Aparatur Pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan
keuangan Desa

GEBOG 50 Org 1.845.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD

Monev Evaluasi dan Pelaporan bidang Pemerintahan desa GEBOG 11 Desa/Kel 7.575.000 APBD Usulan OPD
4.01.34.02 Fasilitasi dan

penyelenggaraan kegiatan
kesejahteraan rakyat

Kecamatan
Gebog

63.690.000 APBD; 102.959.000

Jumlah peserta yang mengikuti MTQ tingkat kecamatan 1,00 Kgt 1,00 Kgt
Jumlah organisasi perempuan 1,00 Orgn 1,00 Orgn



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana
/

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah festival seni dan budaya 1,00 Kgt 1,00 Kgt
Jumlah organisasi kepemudaan 1,00 Orgn 1,00
Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan GEBOG 1 Kgt 9.500.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Pembinaan Organisasi Perempuan GEBOG 1 Orgn 31.275.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Fasilitasi Festival Seni dan Budaya GEBOG 1 Kgt 10.000.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Pembinaan Organisasi Kepemudaan GEBOG 1 Kgt 12.915.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD

4.01.34.03 Fasilitasi dan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi dan pembangunan
desa/kelurahan

Kecamatan
Gebog

15.800.000 APBD; 54.825.000

Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi penataan lingkungan 11,00 Desa/Kel 11,00
Jumlah Usulan Pada musrenbang tingkat kecamatan 11,00 Desa/Kel 11,00
Jumlah umkm dalam pameran 10,00 UMKM 10,00
Jumlah RT RW yang dibina dan Desa Lomba 2,00 Kgt 2,00 Kgt
Kegiatan Penataan Lingkungan GEBOG 1 Kgt 500.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Musrenbang Tingkat Kecamatan GEBOG 1 Kgt 4.000.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
UMKM dalam Pameran Pembangunan GEBOG 1 Kgt 9.300.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD
Pembinaan RT dan RW dan Desa Lomba GEBOG 2 Kgt 2.000.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD

4.01.34.05 Fasilitasi dan
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum

Kecamatan
Gebog

81.140.000 APBD; 142.550.000

Jumlah Kasus yang ditangani dalam Penanganan Perda 5,00 Kasus 5,00
Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Trantibum dan
Kriminalitas

GEBOG 5 Kasus 81.140.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD

4.01.34.06 Fasilitasi dan
penyelenggaraan pelayanan
umum

Kecamatan
Gebog

12.600.000 APBD; 15.000.000

Jumlah Perizinan yang Terfasilitasi 1,00 Jenis 1,00
fasilitasi perizinan GEBOG 1 Jenis 12.600.000 APBD KECAMATAN GEBOG Usulan OPD

J U M L A H 665.915.000 1.446.694.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.13 : KECAMATAN DAWE

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01 ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

721.392.000 721.892.000

4.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

446.659.000 447.159.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.01.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Kecamatan Dawe 5.000.000 APBD; 5.500.000

Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai
dtandart

12,00 Dok 12,00

Dokumen oerencanaan dan pelaporan : Renja, RKPD, LKPJ, LKJIP, Lporan
Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun, dan Ikhtisar
Realisasi Keuangan, Laporan Bulanan, RKA, DPA dan Laporan Capaian
Kinerja

Kab. Kudus 12 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kecamatan Dawe 1.500.000 APBD; 1.500.000

Jumlah Pengelola Keuangan 10,00 Org 10,00
Honorarium pengelola kegiatan DAWE 5 Dok - APBD Usulan OPD

4.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Kecamatan Dawe 440.159.000 APBD; 440.159.000

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Terbayar 25,00 Jenis 25,00
Jumlah Jenis Belanja Jasa Kantor ( Listrik. Telepon, Air ) terbayar 3,00 Jenis 3,00
Jumlah Jenis bacaan terbayar 3,00 Jenis 3,00
Jumlah Jenis Belanja Cetak dan Penggandaan Terbayar 3,00 Jenis 3,00
Jumlah Perjalanan Dinas dan Konsultasi keluar Daerah telaksana 256,00 Org 256,00
Jumlah Tenaga Kerja Non PNS terbayar 8,00 Org 8,00
Jumlah Asuransi Gedung Kantor Terbayar 1,00 Unit 1,00
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terijinkan 16,00 Unit 16,00
Jumlah Jenis Perbaikan Peralatan kantor terlaksana 4,00 Jenis 4,00
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan benda pos terbayar 1,00 Jenis 1,00
Jumlah Jenis Komponen Listrik terbayar 5,00 Jenis 5,00
Jumlah jenis makan dan minum pegawai dan rapat 4,00 Jenis 4,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah jenis peralatan rumah tangga terbayar 22,00 Jenis 22,00
Jumlah Jasa pemeliharaan gedung kantor terlaksana 1,00 Pkt 1,00
Jumlah Jenis pengedaan perlengkapan gedung terlaksana 11,00 Unit 11,00
Jumlah Jenis pengadaan peralatan gedung kantor terlaksana 1,00 Unit 1,00
Alat Tulis Kantor DAWE 25 Jenis - APBD Usulan OPD
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DAWE 3 Jenis - APBD Usulan OPD
biaya perjalanan dinas DAWE 256 Org - APBD Usulan OPD
bahan cetakan dan penggandaan DAWE 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Honor pegawai non PNS (PHD dan tenaga kontrak) DAWE 8 Org - APBD Usulan OPD
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DAWE 3 Jenis - APBD Usulan OPD
jaminan barang milik daerah Kab. Kudus 1 Unit - APBD Usulan OPD
Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas DAWE 16 Unit - APBD Usulan OPD
jasa surat menyurat DAWE 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor DAWE 4 Jenis - APBD Usulan OPD
makanan dan minuman pegawai Kab. Kudus 4 Jenis - APBD Usulan OPD
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DAWE 5 Jenis - APBD Usulan OPD
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Kudus 16 Unit - APBD Usulan OPD
Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
peralatan kebersihan dan bahan pembersih DAWE 22 Jenis - APBD Usulan OPD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Kudus 11 Unit - APBD Usulan OPD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DAWE 1 Unit - APBD Usulan OPD
Honor Pengelola Keuangan DAWE 7 Org - APBD Usulan OPD

4.01.34 Program fasilitasi dan
penyelenggaraan
pemerintahan

274.733.000 274.733.000

Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 100 %
4.01.34.01 Fasilitasi dan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa
kecamatan dawe 65.000.000 APBD; 65.000.000

Jumlah Aparatur Pemdes yang terlatih 160,00 Org 160,00
JUmlah Pelaporan Perdes yang tersusun 36,00 Dok 36,00
Jumlah Perdes yang terevaluasi 18,00 Desa/Kel 18,00
Evaluasi perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes DAWE 18 Desa/Kel 5.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Monitoring evaluasi dan pelaporan DAWE 18 Desa/Kel 20.000.000 APBD Usulan OPD
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah
desa

DAWE 170 Org 30.000.000 APBD Usulan OPD

Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan desa DAWE 85 Org 10.000.000 APBD Usulan OPD
4.01.34.02 Fasilitasi dan penyelenggaraan

kegiatan kesejahteraan rakyat
kecamatan dawe 74.000.000 APBD; 74.000.000

Jumlah Oraganisasi yang terbina 18,00 Orgn 18,00
Jumlah Vestival Seni dan Budaya 1,00 Kgt 1,00
Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan 200,00 Org 200,00
Fasilitasi gelar seni budaya DAWE 1 Kali 20.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi kegiatan sosial DAWE 1 Kali 14.000.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan DAWE 1 Kali/th 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan organisasi kepemudaan DAWE 1 Orgn 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan organisasi perempuan DAWE 1 Orgn 20.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.03 Fasilitasi dan penyelenggaraan
kegiatan ekonomi dan
pembangunan desa/kelurahan

kecamatan dawe 55.000.000 APBD; 55.000.000

Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran 4,00 UMKM 4,00
Jumlah Pembinaan dalam lomba desa 1,00 Desa/Kel 1,00
Jumlah usulan pada musrenbang kecamatan 4,00 Bh 4,00
Jumlah desa yang termonitoring 18,00 Desa/Kel 18,00
Fasilitasi Promo Produk UMKM DAWE 1 Kali 15.000.000 APBD Usulan OPD
Monitoring evaluasi dan pelaporan dana desa Kab. Kudus 18 Desa/Kel 25.000.000 APBD Usulan OPD
Musrenbang Tingkat Kecamatan DAWE 1 Kali 10.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Lomba Desa DAWE 1 Desa/Kel 5.000.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.05 Fasilitasi dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum

Kecamatan Dawe 75.733.000 APBD; 75.733.000

Jumlah Pemantauan dan piket bencana yang dilakukan 1,00 Posko 1,00
Jumlah kasus yang ditangani dalam pelanggaran perda 4,00 Kgt 4,00
Jumlah peserta yang ikut pembinaan wawasan kebangsaan 45,00 Org 45,00
Pemantauan dan Piket Bencana Alam DAWE 1 Posko 15.000.000 APBD Usulan OPD
Pembinaan Bela Negara dan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Kab. Kudus 45 Org 10.000.000 APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan
Dana

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengamanan wilayah terpadu, pengamanan hari raya, piket kantor, dan tim
terpadu penanganan konflik sosial dalam negeri di kecamatan

DAWE 4 Jenis 50.733.000 APBD Usulan OPD

4.01.34.06 Fasilitasi dan penyelenggaraan
pelayanan umum

kecamatan dawe 5.000.000 APBD; 5.000.000

Jumlah Perijinan yang terfasilitasi 12,00 Dok 12,00
Jumlah Desa yang termonitor perijinan dan kependudukannya 18,00 Desa/Kel 18,00
Jumlah Inovasi yang dilakukan dalam pelayanan Masyarakat 1,00 Kgt 1,00
Fasilitasi Pelayanan Umum DAWE 18 Desa/Kel 5.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 721.392.000 721.892.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.02.01 : INSPEKTORAT DAERAH

Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program

/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.02 PENGAWASAN 3.558.864.000 3.598.392.000
4.02.07 Program pelayanan

administrasi umum
1.901.522.000 1.555.500.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.02.07.01 Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi
dan pelaporan capaian
kinerja

Kab Kudus 275.935.000 APBD; 255.500.000

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun
sesuai standar

33,00 Dok 33,00 Dok

Jumlah Pemangku Kepentingan yang hadir pada Sidang Larwasda 300,00 Org 300,00 Org
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti 100,00 % 100,00 %
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal 30,00 Kali 30,00 Kali
Jumlah pemangku kepentingan yang hadir pada Sidang Larwasda Ds.Demaan 300 Org - APBD Usulan OPD
Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun
sesuai standar

Ds.Kel. Mlati Kidul 33 Dok - APBD Inspektorat Usulan OPD

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Inspektorat 30 Kali - APBD Usulan OPD
4.02.07.02 Pelayanan administrasi

dan pelaporan
keuangan

Kab Kudus 50.820.000 APBD; 50.000.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun
sesuai ketentuan

29,00 Dok 29,00 Dok

Jumlah dokumen administrasi dan pelporan keuangan yang tersusun
sesuai standar

Ds.Kel. Mlati Kidul 29 Dok - APBD Usulan OPD

4.02.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan
sarana prasarana
aparatur

Kab Kudus 1.574.767.000 APBD; 1.250.000.000

Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya 43,00 Org 43,00 Org
Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan 16,00 Dok 16,00 Dok
Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan 49,00 Dok 49,00 Dok
Jumlah aset yang dirawat 100,00 Unit 100,00 Unit
Jumlah ASN yang menghadiri Undangan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah

215,00 OK 250,00 OK



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program

/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Penjenjangan 15,00 Org 43,00 Org
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 12,00 Jenis 15,00 Jenis
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 17,00 Jenis 20,00 Jenis
Jumlah pengadaan tenaga kontrak 3,00 Org 3,00 Org
Jumlah peserta Bintal Rohani Islam 1008,00 OK 1008,00 OK
Jumlah peserta Program Pelatihan Mandiri 516,00 OK 516,00 OK
Jumlah peserta Senam 1032,00 OK 1032,00 OK
Jumlah peserta Program Pelatihan Mandiri Ds.Kel. Mlati Kidul 516 OK - APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Penjenjangan Ds.Kel. Mlati Kidul 15 Org - APBD Usulan OPD
Jumlah peserta Senam Ds.Kel. Mlati Kidul 1032 OK - APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah peserta Bintal Rohani Islam Ds.Kel. Mlati Kidul 1008 OK - APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai standar Ds.Kel. Mlati Kidul 49 Dok - APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah aset yang dirawat Ds.Kel. Mlati Kidul 100 Unit - APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Ds.Kel. Mlati Kidul 13 Jenis - APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah ASN yang menghadiri Undangan rapat dan koordinasi dalam
dan luar daerah

Ds.Kel. Mlati Kidul 215 OK - APBD Usulan OPD

Jumlah pengadaan tenaga kontrak Inspektorat 3 Org - APBD Usulan OPD
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Inspektorat 17 Jenis - APBD Usulan OPD
Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai standar Inspektorat 16 Dok - APBD Usulan OPD

4.02.20 Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

1.657.342.000 2.042.892.000

persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan
pengelolaan dan aset yang bersifat material

100 %

persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan
pencegahan KPK

90 %

persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti 100 %
persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti 100 %
nilai rata-rata maturitas SPIP PD 3.3
persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti 100 %
persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM 20.6 %



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program

/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
persentase realisasi progres PMPRB 90 %

4.02.20.10 Pelaksanaan
pengawasan internal,
penanganan kasus dan
evaluasi

Kab. Kudus 1.657.342.000 APBD; 2.042.892.000

Realisasi PKPT 100,00 % 100,00 %
Jumlah Audit Komprehensif plus PPRG 9,00 UK 18,00 UK
Jumlah evaluasi Pelayanan Publik 5,00 UK 10,00 UK
Jumlah laporan penanganan gratifikasi, Whistle Blower System dan
Benturan Kepentingan

12,00 Dok 12,00 Dok

Jumlah laporan Tindak Lanjut Aduan Pungli 12,00 Dok 12,00 Dok
Jumlah Monitoring Centre for Prevention 4,00 Kali 4,00 Kali
Jumlah Obrik pemeriksaan khusus Dana BOS 9,00 Skl 18,00 Skl
Jumlah Obrik Post Audit Dana Desa 18,00 Desa/Kel 0,00 Desa/Kel
Jumlah pemeriksaan kasus 9,00 Kasus 24,00 Kasus
Jumlah Reviu DAK Fisik 9,00 Bid 9,00 Bid
Jumlah Reviu Gender Budget Statement 9,00 UK 43,00 UK
Jumlah Reviu KUA PPAS 2,00 Kali 2,00 Kali
Jumlah Reviu Laporan Keuangan OPD 9,00 SKPD 9,00 SKPD
Jumlah Reviu LKjIP 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Reviu LKPD 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Reviu LPPD 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Reviu PBJ, Penyerapan Anggaran dan Dana Desa 4,00 Kali 4,00 Kali
Jumlah Reviu Renja 9,00 UK 43,00 UK
Jumlah Reviu RKA 9,00 UK 43,00 UK
Jumlah Reviu RKPD 2,00 Kali 2,00 Kali
Jumlah Survey Penilaian Integritas 1,00 Kali/th 1,00 Kali/th
Jumlah Unit Kerja yang implementasi SAKIPnya dievaluasi 9,00 UK 33,00 UK
Jumlah Unit Kerja yang mendapat supervisi dan evaluasi Pembangunan
Zona Integritas

9,00 UK 18,00 UK

Jumlah Unit Kerja yang mendapat supervisi dan evaluasi PMPRB 9,00 UK 15,00 UK
Jumlah Unit Kerja yang mendapat supervisi dan evaluasi SPIP 9,00 UK 24,00 UK
Jumlah verifikasi LHKASN 670,00 Lap 670,00 Lap



Kode
Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah
Daerah dan Program

/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Obrik Post Audit Dana Desa Kab Kudus 18 Desa/Kel 85.060.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Obrik pemeriksaan khusus Dana BOS Kab Kudus 27 Skl 121.960.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Unit Kerja yang mendapat supervisi dan evaluasi PMPRB Kab Kudus 9 UK 24.760.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Unit Kerja yang mendapat supervisi dan evaluasi Pembangunan
Zona Integritas

Kab Kudus 9 UK 24.760.000 APBD Usulan OPD

Jumlah laporan Tindak Lanjut Aduan Pungli Ds.Kel. Mlati Kidul 12 Dok 474.928.000 APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah verifikasi LHKASN Ds.Kel. Mlati Kidul 570 Lap 31.294.000 APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah laporan penanganan gratifikasi, Whistle Blower System dan
Benturan Kepentingan

Ds.Kel. Mlati Kidul 12 Dok 12.260.000 APBD Inspektorat Usulan OPD

Jumlah pemeriksaan kasus Inspektorat 24 Kasus 121.660.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Audit Komprehensif plus PPRG Kab Kudus 27 UK 148.960.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Reviu LKPD Ds.Kel. Mlati Kidul 1 Kali 16.860.000 APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah Unit Kerja yang implementasi SAKIPnya dievaluasi Ds.Kel. Mlati Kidul 13 UK 64.560.000 APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah Reviu PBJ, Penyerapan Anggaran dan Dana Desa Ds.Kel. Mlati Kidul 4 Kali 27.660.000 APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah Unit Kerja yang mendapat supervisi dan evaluasi SPIP Kab. Kudus 9 UK 48.160.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Reviu Gender Budget Statement Inspektorat 9 UK 39.160.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Reviu LKjIP Ds.Kel. Mlati Kidul 1 Kali 16.860.000 APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah Monitoring Centre for Prevention Kab Kudus 4 Kali 15.260.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Reviu Laporan Keuangan OPD Inspektorat 9 SKPD 48.160.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Reviu DAK Fisik Inspektorat 9 Bid 48.160.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Reviu RKPD Ds.Kel. Mlati Kidul 2 Kali 22.460.000 APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah Reviu KUA PPAS Ds.Kel. Mlati Kidul 2 Kali 22.460.000 APBD Inspektorat Usulan OPD
Jumlah evaluasi Pelayanan Publik Kab Kudus 5 UK 31.760.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Reviu Renja Inspektorat 9 UK 39.160.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Survey Penilaian Integritas Kab. Kudus 1 Kali/th 115.000.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Reviu RKA Inspektorat 9 UK 39.160.000 APBD Usulan OPD
Jumlah Reviu LPPD Ds.Kel. Mlati Kidul 1 Kali 16.860.000 APBD Inspektorat Usulan OPD

J U M L A H 3.558.864.000 3.598.392.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.03.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.03 PERENCANAAN 3.859.846.000 5.470.958.000
4.03.07 Program pelayanan administrasi umum 1.494.846.000 2.795.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.03.07.01 Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan

pelaporan capaian kinerja
Kab. Kudus 20.000.000 APBD; 20.000.000

Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun
sesuai standart

15,00 Dok 15,00 Dok

4.03.07.02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan Kab. Kudus 75.000.000 APBD; 75.000.000
Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai
standart

8,00 Dok 8,00 Dok

Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD 7,00 Org 7,00 Org
4.03.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana

prasarana aparatur
Kab. Kudus 1.399.846.000 APBD; 2.700.000.000

Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara 41,00 Unit 41,00 Unit
Jumlah PHD dan Jasa Tenaga Administrasi 8,00 Org 8,00 Org
Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang
tersusun sesuai standart

38,00 Dok 38,00 Dok

Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat 5,00 Org 5,00 Org
Pengadaan Printer Bappeda 6 Unit - APBD Usulan

OPD
Pengadaan Notebook Bappeda 4 Unit - APBD Usulan

OPD
Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencana Bappeda 45 Org - APBD Usulan

OPD
Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Bappeda 43 Org - APBD Usulan

OPD
4.03.21 Program perencanaan pembangunan

daerah
2.100.000.000 1.859.897.000

Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100 %
Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 100 %
Persentase keterisian data/informasi 55 %

4.03.21.16 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kab. Kudus 1.780.000.000 APBD; 1.524.897.000



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 4,00 Dok 4,00 Dok
Penyusunan Perubahan Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah

Bappeda 2 Dok 900.000.000 APBD Usulan
OPD

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Bappeda 2 Dok 880.000.000 APBD Usulan
OPD

4.03.21.17 Penyusunan Evaluasi Pembangunan Kab. Kudus 200.000.000 APBD; 185.000.000
Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan 2,00 Dok 2,00 Dok
Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Bappeda 1 Dok 150.000.000 APBD Usulan

OPD
Penyusunan Evaluasi Pembangunan Tahunan Bappeda 1 Dok 50.000.000 APBD Usulan

OPD
4.03.21.18 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Kab. Kudus 120.000.000 APBD; 150.000.000

Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan 3,00 Dok 3,00 Dok
4.03.27 Program perencanaan Pemerintahan dan

sosial budaya
100.000.000 371.658.000

cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi
kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya

100 %

4.03.27.01 Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan

Kab. Kudus 40.000.000 APBD; 150.000.000

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan 1,00 Dok 1,00 Dok
4.03.27.02 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya
Kab. Kudus 60.000.000 APBD; 221.658.000

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosbud 1,00 Dok 1,00 Dok
4.03.28 Program perencanaan prasarana wilayah,

Ekonomi dan sumber daya alam
165.000.000 444.403.000

Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi
kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya
alam

100 %

4.03.28.01 Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah

Kab. Kudus 75.000.000 APBD; 200.000.000

Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 2,00 Dok 2,00 Dok
4.03.28.02 Penyusunan Perencanaan Pembangunan

ekonomi
Kab. Kudus 40.000.000 APBD; 144.403.000

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 1,00 Dok 1,00 Dok
4.03.28.04 Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA &

LH
Kab. Kudus 50.000.000 APBD; 100.000.000



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH 2,00 Dok 2,00 Dok

4.07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 200.000.000 483.047.000
4.07.27 Program Penelitian dan Pengembangan

Daerah
200.000.000 483.047.000

Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian
daerah

86 %

4.07.27.01 Penyusunan Penelitian dan Pengkajian Kab. Kudus 85.000.000 APBD; 172.000.000
Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian 1,00 Dok 1,00 Dok

4.07.27.02 Pengembangan dan inovasi Kab. Kudus 115.000.000 APBD; 311.047.000
Jumlah dokumen pengembangan & inovasi 1,00 Dok 1,00 Dok

J U M L A H 4.059.846.000 5.954.005.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.04.01 : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.04 KEUANGAN 5.012.678.000 5.235.000.000
4.04.07 Program pelayanan

administrasi umum
1.629.523.000 1.750.000.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat
daerah

83

4.04.07.01 Peningkatan sistem perencanaan,
evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja

Kab. Kudus 45.000.000 APBD; 50.000.000

Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan yang
tersusun sesuai ketentuan

30,00 Dok 30,00 Dok

Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 1,00 Dok 1,00 Dok
Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah

Ds.Demaan 1 Dok - APBD Kab. Kudus Usulan OPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
sesuai ketentuan

Ds.Demaan 30 Dok - APBD Kab. Kudus Usulan OPD

4.04.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kab. Kudus 157.300.000 APBD; 200.000.000

Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang
tersusun sesuai ketentuan

60,00 Dok 60,00 Dok

Penyusunan dokumen administrasi dan pelaporan keuangan Ds.Demaan 60 Dok - APBD Kab. Kudus Usulan OPD
4.04.07.03 Peningkatan kapasitas sumber

daya dan sarana prasarana
aparatur

Kab. Kudus 1.427.223.000 APBD; 1.500.000.000

Jumlah data ( dokumen) Kepegawaian dan administrasi Umum
sesuai standar

65,00 Dok 65,00 Dok

Jumlah dokumen kepegawaian dan administrasi umum sesuai
standar

Ds.Demaan 65 Dok - APBD Kab. Kudus Usulan OPD

4.04.18 Program peningkatan
pendapatan daerah

1.482.722.000 1.275.000.000

persentase realisasi PAD 100 %
4.04.18.01 Optimalisasi, monitoring dan

evaluasi pendapatan daerah
Kab. Kudus 863.799.000 APBD; 600.000.000

Data realisasi pendapatan daerah OPD pengelola pendapatan
(12 OPD)

12,00 OPD 12,00 OPD

Data potensi PAD 1,00 Dok 1,00 Dok



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Dokumen Data Poteni PAD Ds.Demaan 1 Dok 49.393.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD
Data realisasi pendapatan daerah dari OPD pengelola
pendapatan

Ds.Demaan 12 OPD 500.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD

Monev Pendapatan Kab. Kudus 1 Thn 314.406.000 APBD Usulan OPD
4.04.18.02 Pendataan, pendaftaran dan

pemeliharaan data pajak daerah
Kab. Kudus 57.170.000 APBD; 65.000.000

Data wajib pajak baru (WP) 15000,00 Org 15000,00 Org
Dokumen pemutakhiran WP 1,00 Dok 1,00 Dok
PAD Pajak Daerah 99999999,99 Rp. 99999999,99 Rp.
Realisasi PAD Pajak Daerah Kab. Kudus 120733732000 Rp. 30.000.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Wajib Pajak (WP) Ds.Demaan 1 Dok 10.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD
Pendataan Wajib Pajak Baru Kab. Kudus 15000 Org 17.170.000 APBD Usulan OPD

4.04.18.03 Fasilitasi penagihan dan
penanganan keberatan pajak
daerah

Kab. Kudus 508.953.000 APBD; 550.000.000

Jumlah penyelesaian aduan keberatan pajak daerah 15,00 Kasus 15,00 Kasus
Jumlah piutang pajak yang tertagih 99999999,99 Rp. 99999999,99 Rp.
Penyelesaian aduan keberatan pajak daerah Kab. Kudus 15 Kasus 8.953.000 APBD Usulan OPD
Penagihan piutang pajak daerah Kab. Kudus 11370000000 Rp. 500.000.000 APBD Usulan OPD

4.04.18.04 Operasional Pengelolaan UPTD
Pengelola Pajak Daerah

Kab. Kudus 52.800.000 APBD; 60.000.000

Target PAD PBB 99999999,99 Rp. 99999999,99 Rp.
PAD BPHTB 99999999,99 Rp. 99999999,99 Rp.
Capaian realisasi PAD BPHTB Kab. Kudus 23200920000 Rp. 26.000.000 APBD Usulan OPD
Capaian realisasi PAD PBB Kab. Kudus 25150000000 Rp. 26.800.000 APBD Usulan OPD

4.04.19 Program fasilitasi dan
penyusunan anggaran daerah

900.355.000 1.100.000.000

persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

100 %

4.04.19.01 Fasilitasi dan penyusunan
anggaran daerah bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya

Kab. Kudus 477.437.000 APBD; 600.000.000

Penyusunan dokumen anggaran yang tepat waktu 6,00 Dok 6,00 Dok
Penyusunan KUA dan PPAS 2,00 Dok 2,00 Dok



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan KUA dan PPAS Ds.Demaan 1 Dok 225.875.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD
Penyusunan Dokumen Anggaran yang tepat waktu Ds.Demaan 6 Dok 251.562.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD

4.04.19.02 Fasilitasi dan penyusunan
anggaran daerah bidang Prasarana
Wilayah, Ekonomi dan Sumber
Daya Alam

Kab. Kudus 422.918.000 APBD; 500.000.000

Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu 6,00 Dok 6,00 Dok
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2,00 Dok 2,00 Dok
Penyusunan dokumen anggaran tepat waktu Ds.Demaan 6 Dok 243.719.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kab. Kudus 2 Dok 179.199.000 APBD Usulan OPD

4.04.20 Program penatausahaan
keuangan dan akuntansi daerah

577.278.000 600.000.000

rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

100 %

4.04.20.01 Fasilitasi penatausahaan keuangan
dan akuntansi daerah bidang
pemerintahan dan sosial budaya

Kab. Kudus 534.230.000 APBD; 550.000.000

Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat
waktu

8,00 Dok 8,00

Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban APBD Ds.Demaan 8 Dok 534.230.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD
4.04.20.02 Fasilitasi penatausahaan keuangan

dan akuntansi daerah bidang
Prasarana Wilayah, Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

Kab. Kudus 43.048.000 APBD; 50.000.000

Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus tentang kebijakan
akuntansi dan sistem akuntasi pemerintah daerah

2,00 Dok 2,00 Dok

Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah

Ds.Demaan 2 Dok 43.048.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD

4.04.21 Program pengelolaan
perbendaharaan daerah

127.000.000 160.000.000

capaian realisasi pembayaran belanja PD 95 %
4.04.21.01 Fasilitasi pelaporan dan

administrasi perbendaharaan
daerah

Kab. Kudus 100.000.000 APBD; 120.000.000

Jumlah SP2D yang sesuai standar 6954,00 Lbr 6954,00 Lbr
Dokumen laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi 70,00 Lap 70,00 Lap
Penyusunan laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi Ds.Demaan 70 Lap 30.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyelesaian penerbitan SP2D sesuai standar Ds.Demaan 6954 Lbr 70.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD

4.04.21.02 Penyusunan dan sosialisasi
petunjuk pengelolaan APBD

Kab. Kudus 27.000.000 APBD; 40.000.000

Jumlah Dokumen Perbup tentang petunjuk pelaksanaan APBD 1,00 Dok 1,00 Dok
Jumlah OPD yang memahami Juklak APBD 34,00 OPD 34,00 OPD
Jumlah Dokumen Perbup. tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

1,00 Dok 1,00 Dok

Penyusunan Dokumen Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah

Ds.Demaan 1 Dok 10.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD

Sosialisasi Juklak APBD Ds.Demaan 34 OPD 7.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD
Penyusunan dokumen Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan
APBD

Ds.Demaan 1 Dok 10.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD

4.04.22 Program pengelolaan aset
daerah

295.800.000 350.000.000

persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset
yang dimiliki Pemerintah Daerah

90 %

4.04.22.01 Perencanaan dan Analisis
Kebutuhan Aset Daerah

Kab. Kudus 106.800.000 APBD; 125.000.000

Dokumen Rencana Kebutuhan BMD 1,00 Dok 1,00 Dok
Dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 1,00 Dok 1,00 Dok
Dokumen SSH 1,00 Dok 1,00 Dok
Dokumen ASB 1,00 Dok 1,00 Dok
Sertifikat tanah milik daerah 5,00 Bid 5,00 Bid
Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Kudus 5 Bid 10.000.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
BMD

Kab. Kudus 1 Dok 10.000.000 APBD Usulan OPD

Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan BMD Ds.Demaan 1 Dok 6.800.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD
Penyusunan dokumen SSH Ds.Demaan 1 Dok 30.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD
Penyusunan dokumen ASB Ds.Demaan 1 Dok 50.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD

4.04.22.02 Peningkatan manajemen
aset/barang daerah

Kab. Kudus 100.000.000 APBD; 125.000.000

Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi aset dengan tertib 34,00 OPD 34,00 OPD
Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Ds.Demaan 34 OPD 100.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.04.22.03 Pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik
daerah

Kab. Kudus 89.000.000 APBD; 100.000.000

Jumlah pemanfatan aset daerah 403,00 Dok 403,00 Dok
Dokumen Apraisal aset/barang daerah 4,00 Dok 4,00 Dok
PAD pemanfaatan aset daerah 99999999,99 Rp. 99999999,99 Rp.
Dokumen Perjanjian pemanfaatan aset 403,00 Dok 403,00 Dok
Penyusunan dokumen perjanjian pemanfaatan aset daerah Kab. Kudus 403 Dok 20.000.000 APBD Usulan OPD
Capaian realisasi PAD pemanfaatan aset daerah Kab. Kudus 4267059000 Rp. 21.000.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan dokumen apraisal aset/barang daerah Ds.Demaan 4 Dok 38.000.000 APBD Kab. Kudus Usulan OPD
Penyusunan dokumen pemanfaatan aset daerah Kab. Kudus 403 Dok 10.000.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 5.012.678.000 5.235.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.05.01 : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05 KEPEGAWAIAN 2.496.691.000 2.613.826.000
4.05.07 Program pelayanan administrasi

umum
1.033.901.000 1.337.831.000

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 83
4.05.07.01 Peningkatan sistem perencanaan,

evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja

Kab. Kudus 20.000.000 APBD; 20.000.000

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan/kinerja
yang tersusun sesuai dengan standar

4,00 Dok 4,00

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan/kinerja
yang tersusun sesuai dengan standar

Kab. Kudus 4 Dok - APBD Usulan OPD

4.05.07.02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Kab. Kudus 122.425.000 APBD; 70.000.000

Jumlah Dokumen Administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai
standar: dok anggaran: rka, dpa, dppa: 3. Dok admin keu :12. Dok
pelaporan keu: progres fisik keu, lap prognosis lap keu: 14

29,00 Dok 29,00

Jumlah Dokumen Administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai
standar: dok anggaran: rka, dpa, dppa: 3. Dok admin keu :12. Dok
pelaporan keu: progres fisik keu, lap prognosis lap keu: 14

Kab. Kudus 29 Dok - APBD Usulan OPD

4.05.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya
dan sarana prasarana aparatur

Kab. Kudus 891.476.000 APBD; 1.247.831.000

Jumlah dokumen pengelolaan SDM dan Aset sesuai standar: Lap
peremajaan pegawai bulanan (12), ABK (1), SKP (1), Laporan BMD: 2 dok
(persemester), laporan kegiatan menonjol (4x12), laporan data
penghematan energi dan air (12)

76,00 Dok 76,00

Fasilitasi pemeliharaan bangunan gedung diklat 1,00 Pkt 1,00 Pkt
Fasilitasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17,00 Unit 17,00 Unit
Fasilitasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan
gedung diklat

19,00 Jenis 19,00 Jenis

Fasilitasi terbayarnya pajak atas kendaraan dinas 17,00 Unit 17,00 Unit
ASN yang ikut diklat/workshop/bintek/seminar 20,00 Org 20,00 Org
Honor phd dan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan terbayar 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Fasilitasi pelayanan jasa komunikasi dan listrik perangkat daerah 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Fasilitasi asuransi bangunan gedung diklat 1,00 Pkt 1,00 Pkt



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi kebutuhan bahan bacaan 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Fasilitasi jasa surat menyurat 3,00 Jenis 3,00 Jenis
Fasilitasi penyediaan makan minum perangkat daerah 12,00 Bln 12,00 Bln
Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan
keluar daerah

175,00 OH 175,00 OH

Fasilitasi barang cetakan dan penggandaan 17,00 Jenis 17,00 Jenis
Fasilitasi terbayarnya sewa tanah gedung diklat 1,00 Lok 1,00 Lok
Fasilitasi alat tulis kantor 50,00 Jenis 50,00 Jenis
Jumlah sarana dan prasarana kantor perangkat daerah :sofa/kursi tamu
(untuk gedung diklat) 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit

2,00 Jenis 2,00 Jenis

Fasilitasi pemeliharaan bangunan gedung diklat Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Fasilitasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Kudus 17 Unit - APBD Usulan OPD
Fasilitasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan
gedung diklat

Kab. Kudus 19 Jenis - APBD Usulan OPD

Fasilitasi terbayarnya pajak atas kendaraan dinas Kab. Kudus 17 Unit - APBD Usulan OPD
ASN yang ikut diklat/workshop/bintek/seminar Kab. Kudus 20 Org - APBD Usulan OPD
Honor phd dan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan terbayar Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Fasilitasi pelayanan jasa komunikasi dan listrik perangkat daerah Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Fasilitasi asuransi bangunan gedung diklat Kab. Kudus 1 Pkt - APBD Usulan OPD
Fasilitasi kebutuhan bahan bacaan Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD
Fasilitasi jasa surat menyurat Kab. Kudus 3 Jenis - APBD Usulan OPD
Fasilitasi penyediaan makan minum perangkat daerah Kab. Kudus 12 Bln - APBD Usulan OPD
Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan
keluar daerah

Kab. Kudus 175 - APBD Usulan OPD

Fasilitasi barang cetakan dan penggandaan Kab. Kudus 17 Jenis - APBD Usulan OPD
Fasilitasi terbayarnya sewa tanah gedung diklat Kab. Kudus 1 Lok - APBD Usulan OPD
Fasilitasi alat tulis kantor Kab. Kudus 50 Jenis - APBD Usulan OPD
Pembuatan dokumen pengelolaan SDM dan Aset sesuai standar: Lap
peremajaan pegawai bulanan (12), ABK (1), SKP (1), Laporan BMD: 2 dok
(persemester), laporan kegiatan menonjol (4x12), laporan data
penghematan energi dan air (12)

Kab. Kudus 76 Dok - APBD Usulan OPD

Pengadaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah :sofa/kursi
tamu (untuk gedung diklat) 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit

Kab. Kudus 2 Jenis - APBD Usulan OPD



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.31 Program penyelenggaraan

administrasi aparatur
240.000.000 245.000.000

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai
standar

100 %

4.05.31.01 Penyelenggaraan pemindahan,
pemberhentian dan pensiun
aparatur

Kab. Kudus 100.000.000 APBD; 100.000.000

Jumlah SK pensiun yang diproses 400,00 SK 400,00
Jumlah SK Mutasi yang diproses 30,00 SK 30,00
Pelayanan administrasi mutasi pns Kab. Kudus 30 Org 5.000.000 APBD Usulan OPD
Pelayanan administrasi pensiun Kab. Kudus 400 Org 95.000.000 APBD Usulan OPD

4.05.31.02 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat

Kab. Kudus 140.000.000 APBD; 145.000.000

Jumlah surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala 15,00 Bh 15,00
Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit 700,00 SK 700,00
Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Kab. Kudus 15 SK 1.000.000 APBD Usulan OPD
Penyelesaian sk kp pns tepat waktu Kab. Kudus 700 Bh 139.000.000 APBD Usulan OPD

4.05.32 Program pembinaan pegawai
dan dokumentasi aparatur

1.222.790.000 1.030.995.000

Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode
etik/aturan perilaku

95 %

Persentase perangkat daerah yang taat terhadap pelaporan
kepegawaian

100 %

Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan
simpeg

75 %

4.05.32.01 Penyelenggaraan pembinaan
disiplin aparatur

Kab. Kudus 621.390.000 APBD; 530.995.000

Frekuensi pelaksanaan pembinaan 3,00 Kali 3,00
Jumlah OPD yang mematuhi kode etik/aturan perilaku 34,00 OPD 34,00
Pelaksanaan Senam 30,00 Kali 30,00 Kali
Fasilitasi Tes Kesehatan PNS 3,00 Org 3,00 Org
Pengadaan Ekstra Fooding 23,00 Kali 23,00 Kali
Penghargaan bagi PHD 2,00 Org 2,00 Org
Pengusulan Penghargaan satya lancana karya satya bagi ASN 300,00 Org 300,00 Org
Pengelolaan JKK / JKM 1,00 Jenis 1,00 Jenis



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengelolaan LHKPN 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Laporan/aduan kasus kepegawaian 10,00 Kasus 10,00 Kasus
Pembuatan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen 382,00 Org 382,00 Org
Penanganan Izin Perceraian PNS 7,00 Org 7,00 Org
Penanganan Kasus Kepegawaian 14,00 Kasus 14,00 Kasus
Pembuatan ID Card ASN 750,00 Org 750,00 Org
Pendampingan penyusunan SKP 42,00 SKPD 42,00 SKPD
ASN yang mendapatkan penghargaan satya lancana karya satya 300,00 Org 300,00 Org
Terbitnya Izin Cuti 250,00 Org 250,00 Org
Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kasus PNS 675,00 SKPD 675,00 SKPD
Pelaksanaan Senam Kab. Kudus 30 Kali 12.000.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi Tes Kesehatan PNS Kab. Kudus 3 Org 6.000.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan Ekstra Fooding Kab. Kudus 23 Kali 132.250.000 APBD Usulan OPD
Penghargaan bagi PHD Kab. Kudus 2 Org 67.750.000 APBD Usulan OPD
Pengusulan Penghargaan satya lancana karya satya bagi ASN Kab. Kudus 300 Org 9.160.000 APBD Usulan OPD
Pengelolaan JKK / JKM Kab. Kudus 1 Jenis 4.450.000 APBD Usulan OPD
Pengelolaan LHKPN Kab. Kudus 1 Jenis 14.000.000 APBD Usulan OPD
Laporan/aduan kasus kepegawaian Kab. Kudus 10 Kasus 7.500.000 APBD Usulan OPD
Pembuatan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen Kab. Kudus 382 Org 5.800.000 APBD Usulan OPD
Penanganan Izin Perceraian PNS Kab. Kudus 7 Org 44.200.000 APBD Usulan OPD
Penanganan Kasus Kepegawaian Kab. Kudus 14 Kasus 61.900.000 APBD Usulan OPD
Pembuatan ID Card ASN Kab. Kudus 750 Org 104.845.000 APBD Usulan OPD
Pendampingan penyusunan SKP Kab. Kudus 42 SKPD 6.450.000 APBD Usulan OPD
ASN yang mendapatkan penghargaan satya lancana karya satya Kab. Kudus 300 Org 10.100.000 APBD Usulan OPD
Terbitnya Izin Cuti Kab. Kudus 250 Org 5.000.000 APBD Usulan OPD
Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kasus PNS Kab. Kudus 675 OPD 124.025.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Pembinaan Disiplin Kab. Kudus 3 Kali 5.960.000 APBD Usulan OPD
Jumlah OPD yang menjalankan kode etik/aturan perilaku Kab. Kudus 34 SKPD 0 APBD Usulan OPD

4.05.32.02 Pembangunan/pengembangan
sistem informasi dan dokumentasi
kepegawaian

Kab. Kudus 601.400.000 APBD; 500.000.000

Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan Simpeg 6,00 Bh 7,00



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Mesin Absensi dan Server 2,00 Jenis 2,00 Jenis
Jumlah Daftar Gaji Induk PNS 1,00 Jenis 1,00 Jenis
Jumlah Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi Simpeg 1,00 Kali 1,00 Kali
Jumlah Data Fisik Pegawai dan Infrastruktur Pendukung Simpeg yang
Terpelihara

1,00 Jenis 1,00 Jenis

Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan
Simpeg

Kab. Kudus 6 Bh 208.650.000 APBD Usulan OPD

Pembuatan Daftar Gaji Induk PNS Kab. Kudus 1 Jenis 91.160.000 APBD Usulan OPD
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi Simpeg Kab. Kudus 1 Kali 27.410.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan Data Fisik Pegawai dan Infrastruktur Pendukung Simpeg Kab. Kudus 1 Jenis 4.180.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan Mesin Absensi dan Server Kab. Kudus 2 Jenis 270.000.000 APBD Usulan OPD

4.06 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8.660.370.000 7.870.000.000
4.06.15 Program pengembangan,

pendidikan dan pelatihan
aparatur

8.660.370.000 7.870.000.000

Persentase pejabat eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi
standar kompetensi

42 %

Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP
per tahun

16 %

4.06.15.01 Pengembangan aparatur Kab. Kudus 3.278.595.000 APBD; 3.220.000.000
Jumlah Pejabat Eselon II yang dinilai kompetensinya 40,00 Org 40,00
Seleksi Terbuka JPT Pratama 1,00 Kali 1,00 Kali
Seleksi CASN 1,00 Kali 1,00 Kali
Dokumen daftar susunan pegawai dan penetapan kebutuhan pegawai
sesuai formasi dan kelas jabatan

1,00 Dok 1,00 Dok

Penyelesaian SK JPT, SK CPNS, SK PPPK, SK Administrator, SK Pengawas
dan SK Jabfung

620,00 Org 620,00 Org

Pelantikan Pejabat JPT, Administrator, Pengawas, Jabfung, dan
Pengambilan Sumpah PNS/PPPK

12,00 Kali 12,00 Kali

ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian UKPPI 4,00 Kali 4,00 Kali
ASN yang menempuh tugas belajar dan ijin belajar 50,00 Org 50,00 Org
Jumlah Pejabat Eselon III yang dinilai kompetensinya 50,00 Org 50,00 Org
Jumlah Pejabat Eselon IV yang dinilai kompetensinya 50,00 Org 50,00 Org
Jumlah Pejabat JFU/JFT yang dinilai kompetensinya 50,00 Org 50,00 Org



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2022

Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif
Sumber

Dana
Target

Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Seleksi Terbuka JPT Pratama Kab. Kudus 1 Kali 200.000.000 APBD Usulan OPD
ASN yang lulus ujian kompetensi / assesmen Eselon II Kab. Kudus 40 Org 280.000.000 APBD Usulan OPD
Seleksi CASN Kab. Kudus 1 Kali 1.558.595.000 APBD Usulan OPD
ASN yang lulus ujian kompetensi / assesmen Eselon IV Kab. Kudus 50 Org 210.000.000 APBD Usulan OPD
Dokumen daftar susunan pegawai dan penetapan kebutuhan pegawai
sesuai formasi dan kelas jabatan

Kab. Kudus 1 Dok 20.000.000 APBD Usulan OPD

Penyelesaian SK JPT, SK CPNS, SK PPPK, SK Administrator, SK Pengawas
dan SK Jabfung

Kab. Kudus 620 Org 500.000.000 APBD Usulan OPD

Pelantikan Pejabat JPT, Administrator, Pengawas, Jabfung, dan
Pengambilan Sumpah PNS/PPPK

Kab. Kudus 12 Kali 30.000.000 APBD Usulan OPD

ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian UKPPI Kab. Kudus 4 Kali 15.000.000 APBD Usulan OPD
ASN yang menempuh tugas belajar dan ijin belajar Kab. Kudus 50 Org 25.000.000 APBD Usulan OPD
ASN yang lulus ujian kompetensi / assesmen Jabfung Kab. Kudus 50 Org 220.000.000 APBD Usulan OPD
ASN yang lulus ujian kompetensi / assesmen Eselon III Kab. Kudus 50 Org 220.000.000 APBD Usulan OPD

4.06.15.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

Kab. Kudus 5.381.775.000 APBD; 4.650.000.000

Jumlah ASN yang memiliki sertifikat manajerial pelatihan kepemimpinan
nasional

5,00 Org 5,00 Org

Jumlah ASN yang memiliki sertifikat manajerial pelatihan administrator 5,00 Org 5,00 Org
Jumlah ASN yang memiliki sertifikat manajerial pelatihan pengawas 40,00 Org 40,00 Org
Jumlah ASN yang memiliki sertifikat manajerial pelatihan teknis 80,00 Org 80,00 Org
Jumlah ASN yang memiliki sertifikat teknis Latsar ASN 382,00 Org 382,00 Org
Pengiriman ASN untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Kab. Kudus 5 Org 175.000.000 APBD Usulan OPD
Pengiriman ASN untuk mengikuti pelatihan administrator Kab. Kudus 5 Org 150.000.000 APBD Usulan OPD
Penyelenggaraan pelatihan pengawas Kab. Kudus 40 Org 809.200.000 APBD Usulan OPD
Penyelenggaraan pelatihan teknis Kab. Kudus 80 Org 640.000.000 APBD Usulan OPD
Penyelenggaraan Latsar CASN Kab. Kudus 382 Org 3.607.575.000 APBD Usulan OPD

J U M L A H 11.157.061.000 10.483.826.000



 

LAMPIRAN II   



Lampiran II
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS

TINGKAT : RKPD
OPD : 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode

Urusan / Bidang
Urusan Pemerintah

Daerah dan
Program /
Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.1.01.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

1.01.1.01.01.07.02 Pelayanan
administrasi dan
pelaporan keuangan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 1.015.000.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Kudus 1 Thn 1.000.000.000

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kabupaten Kudus 1 Thn 15.000.000

1.01.1.01.01.07.03 Peningkatan
kapasitas sumber
daya dan sarana
prasarana aparatur

Jumlah lokasi / Pekerjaan 20 Pkt 20.947.000.000

REHAB RUANG AULA UPT JATI Kabupaten Kudus 1.00 Pkt 200.000.000

PENGURUKAN UPT DINAS PENDIDIKAN JATI Kabupaten Kudus 1.00 Pkt 200.000.000

Pengadaan Laptop, LCD Proyektor, Printer, Untuk Kantor Koordinator kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus 4 Unit 35.000.000

Pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor Kabupaten Kudus 1 Kgt 1.000.000.000

Fasilitasi peningkatan kompetensi ASN Kabupaten Kudus 1 Kgt 195.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor ( laptop, printer, PC, camera, kacamata VR, Drone Camera) Kabupaten Kudus 8 Jenis 605.000.000

Tersedianya perlengkapan (sound sistem, Dispenser) Kabupaten Kudus 2 Jenis 377.000.000

Pengadaan mebeleur (kursi/meja staf, kursi esselon, kursi kuliah, kursi multi, almari arsip dan filing cabinet Kabupaten Kudus 6 Jenis 713.000.000

pembangunan gedung kantor Disdikpora Jl. Mejobo Mlati Kidul Kudus Kabupaten Kudus 1 Pkt 13.500.000.000

Pengadaan kendaraan roda 2 Kabupaten Kudus 12 Unit 312.000.000

Pengadaan kendaraan roda 4 (pickup) dan non pickup Kabupaten Kudus 5 Unit 1.000.000.000

Terehabnya gedung kantor Disdikpora sebelah timur (atap ruang pengawas, ruang Dikmas dan aula Timur ), Kantor Koordinator
Pendidikan Kec. Kaliwungu (pagar), Dawe (lanjutan), Bae (lanjutan), Gebog (aula),dan Jati (pagar, tempat parkir, peninggian
halaman)

Kabupaten Kudus 6 Pkt 2.000.000.000

Fasilitasi HUT RI dan HUT Kota Kudus tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kabupaten Kudus 1 Pkt 150.000.000

pengadaan Gorden disdikpora Kabupaten Kudus 1 Pkt 30.000.000

Pengadaan Meubelair Pengganti Didikpora Kabupaten Kudus 10 Unit 60.000.000

Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Kabupaten Kudus 2 Unit 20.000.000

Fasilitasi Lomba HUT RI tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 250.000.000

Fasilitasi Hari Pendidikan Nasional tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 100.000.000

Fasilitasi lomba dan Festival Budaya Hari jadi Kota Kudus tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 100.000.000

Fasilitasi Hari Guru Nasional tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 100.000.000

1.01.1.01.01.07.05 Peningkatan sistem
perencanaan,
evaluasi dan
pelaporan capaian
kinerja (Bangub)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 150.000.000
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Manajemen Pendataan Pendidikan Kabupaten Kudus 1 Pkt 150.000.000

1.01.1.01.01.16 Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

1.01.1.01.01.16.103 Fasilitasi dan
Peningkatan Kualitas
Pendidikan Dasar

Jumlah lokasi / Pekerjaan 27 Pkt 6.343.000.000

SOSIALISASI PUBLIKASI DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KUDUS MELALUI MEDIA MASSA (MEDIA TV,
CETAK & ON LINE)

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KUDUS 3.00 Pkt 120.000.000

Fasilitasi Kegiatan Dokter Kecil SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 45.000.000

Fasilitasi Kegiatan LSS SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 90.000.000

Fasilitasi Kegiatan Pesta Siaga SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 171.000.000

Fasilitasi Lomba Murid Berprestasi SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 90.000.000

Fasilitasi Lomba Green Clear SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 45.000.000

Fasilitasi Lomba UKS SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 45.000.000

Fasilitasi Lomba Perpustakaan SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 72.000.000

Fasilitasi Lomba Sekolah Adiwiyata SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 90.000.000

Fasilitasi Lomba Bercerita SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 72.000.000

Fasilitasi Lomba LCC SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 90.000.000

Fasilitasi Lomba Pekan Seni SD Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 90.000.000

terlaksananya lomba mapsi tk kabupaten dan provinsi (Rencana Tuan Rumah) Kabupaten Kudus 1 Kgt 1.200.000.000

Terfasilitasinya ujian sekolah/AKM SD al : pengadaan ijazah SD, sosialisasi penyelenggaraan ujian sekolah /AKM di SD, perakitan
soal ujian sekolah /AKM di SD, penggandaan dan , pendistribusian soal ujian sekolah /AKM di SD, pelatihan penyusunan ulangan
semester SD

Kabupaten Kudus 4 Kgt 500.000.000

Fasilitasi Kegiatan PAI/MAPSI SD Tingkat Provinsi dan Tuan Rumah Festival PAI/MAPSI Kabupaten Kudus 2 Kgt 1.080.000.000

Fasilitasi Kegiatan PAI/MAPSI SMP Tingkat Provinsi dan Tuan Rumah Festival PAI/MAPSI Kabupaten Kudus 1 Kgt 983.000.000

Fasilitasi Lomba Pesta Siaga Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 180.000.000

Fasilitasi lomba Jambore tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 180.000.000

Fasilitasi Lomba Pekan Seni Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 200.000.000

Fasilitasi Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 200.000.000

Fasilitasi lomba 5 Mapel dan lomba Kepramukaan Kabupaten Kudus 9 Kec 200.000.000

Fasilitasi Pengembangan Kurikulum SMP Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

Fasilitasi Pengembangan Kurikulum SD Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

Fasilitasi SPM SD Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

Fasilitasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

Fasilitasi SPM SMP Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

Fasilitasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SMP Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

1.01.1.01.01.16.105 BOS APBN Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 63.348.500.000

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) Kabupaten Kudus 1 Thn 63.348.500.000
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1.01.1.01.01.16.107 BOS APBD Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 25.393.800.000

Fasilitasi Pendampingan BOS SD APBD Kabupaten Kudus 12 Bln 14.377.200.000

Fasilitasi Pendampingan BOS SMP APBD Kabupaten Kudus 12 Bln 11.016.600.000

1.01.1.01.01.16.108 Pengadaan,
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendidikan Dasar

Jumlah lokasi / Pekerjaan 909 Pkt 169.144.346.000

REHABILITASI HALAMAN SEKOLAH (PAVING) SMP 2 JEKULO Kabupaten Kudus 1.00 Pkt 70.000.000

PEMBANGUNAN MUSHOLLA SD 3 MEJOBO Kabupaten Kudus 0.00 Pkt 200.000.000

Pembuatan Gapura SMP 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus 1.00 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SDN 3 Megawon (sisi timur dan selatan) Dukuh Bogol RT.04 RW.03 176.00 M2 300.000.000

REHAB RUANG KELAS SD 4 TEMULUS SD 4 TEMULUS 1.00 Pkt 400.000.000

REHAB RUANG KELAS SD 4 PAYAMAN SD 4 PAYAMAN 1.00 Pkt 300.000.000

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD 2 PAYAMAN SD 2 PAYAMAN 0.00 Pkt 250.000.000

Pembangunan Pagar Kesambi , SDN 2 1.00 Unit 150.000.000

Pembangunan WC 5 Buah Kesambi , SDN 2 5.00 Unit 150.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SMP 2 MEJOBO SMP 2 MEJOBO 1.00 Pkt 40.000.000

Pagar Keliling Belakang SD 1 Golantepus Desa Golantepus, Mejobo, Kudus 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 2 GOLANTEPUS SD 2 GOLANTEPUS 0.00 Pkt 50.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 2 BAE SD 2 BAE 0.00 Pkt 40.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 4 GONDANGMANIS SD 4 GONDANGMANIS 0.00 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 3 PEGANJARAN SD 3 PEGANJARAN 0.00 Pkt 40.000.000

REHAB PAGAR SD N 05 CRANGGANG DESA CRANGGANG RT.05 RW.05 KECAMATAN DAWE SD N 05 CRANGGANG DESA CRANGGANG RT.05 RW.05
KECAMATAN DAWE

1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JAMBAN SD 6 KANDANGMAS KECAMATAN DAWE SD 6 KANDANGMAS KECAMATAN DAWE 1.00 Pkt 150.000.000

REHAB RUANG KELAS SD 2 REJOSARI KECAMATAN DAWE SD 2 REJOSARI KECAMATAN DAWE 1.00 Pkt 150.000.000

REHAB RUANG GURU SD 5 MARGOREJO KECAMATAN DAWE SD 5 MARGOREJO KECAMATAN DAWE 1.00 Pkt 150.000.000

REHAB ATAP SEKOLAH SMP N 02 JEKULO JL. TANJUNGREJO DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO SMP N 2 JEKULO 1.00 Pkt 200.000.000

REHAB RUANG GURU SD 5 HONGGOSOCO KECAMATAN JEKULO SD 5 HONGGOSOCO 1.00 Pkt 150.000.000

PAVINGISASI LAPANGAN SD 2 HADIPOLO SD 2 HADIPOLO 800.00 M2 150.000.000

REHAB RUANG KELAS SD N 01 JEKULO JALAN PANDEAN NO. 1 JEKULO DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO SD 1 JEKULO 1.00 Pkt 200.000.000

REHAB PAGAR SD N 02 JEKULO JALAN PANDEAN NO. 27 JEKULO DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO SD 2 JEKULO 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 04 PLADEN KEC. JEKULO KAB. KUDUS SDN 04 PLADEN 1.00 150.000.000

REHAB PAGAR SD N 02 TERBAN JALAN KANCILAN RT.02 RW.05 DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO SD N 02 TERBAN 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 06 BULUNGKULON KEC. JEKULO KAB. KUDUS SDN 06 BULUNGCANGKRING 1.00 150.000.000

REHABILITASI MCK SDN 6 BULUNGCANGKRING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS SDN 06 BULUNGCANGKRING 1.00 100.000.000

PENGADAAN LAPTOP DAN LCD PROJECTOR SDN 06 BULUNGCANGKRING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS SDN 06 BULUNGCANGKRING 1.00 50.000.000

REHAB SD 2 MEJOBO SD 2 MEJOBO 1.00 Pkt 200.000.000
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PEMBANGUNAN JAMBAN SD 3 KESAMBI SD 3 KESAMBI 1.00 Pkt 75.000.000

PEMBANGUNAN UKS SMP 1 MEJOBO SMP 1 MEJOBO 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SD 2 PAYAMAN KECAMATAN MEJOBO SD 2 PAYAMAN KECAMATAN MEJOBO 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN LAPANGAN BASKET SMP 2 UNDAAN SMP 2 UNDAAN 1.00 Pkt 150.000.000

REHAB TOTAL SD UNDAAN LOR Desa Undaan Lor 1.00 Pkt 6.000.000.000

PENGADAAN LAPTOP DAN LCD PROJECTOR SDN 3 NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS SDN 3 NGEMBAL 1.00 50.000.000

PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SD 2 DESA MEGAWON KECAMATAN JATI SD 2 DESA MEGAWON KECAMATAN JATI 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SD 2 DESA MEGAWON KECAMATAN JATI SD 2 DESA MEGAWON KECAMATAN JATI 1.00 Pkt 200.000.000

REHAB RUANG KELAS SD 3 JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI SD 3 JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN LAPANG UPACARA DAN LAPANGAN BASKET SD 3 JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI SD 3 JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SD 2 LORAM WETAN KECAMATAN JATI SD 2 LORAM WETAN KECAMATAN JATI 1.00 Pkt 200.000.000

TEMPAT PARKIR SD 1 JATI WETAN KECAMATAN JATI SD 1 JATI WETAN KECAMATAN JATI 1.00 Pkt 50.000.000

PEMBANGUNAN RUANG GURU SMP 2 JATI SMP 2 JATI 1.00 Pkt 400.000.000

PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH SD 3 PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU SD 3 PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU 1.00 Pkt 150.000.000

REHAB SD 2 MIJEN SD 2 MIJEN 1.00 200.000.000

REHAB PAGAR DAN PEMBUATAN GAPURA SD 4 KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU SD 4 KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU 1.00 Pkt 165.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD 3 KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU SD 3 KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH BELAKANG SD 1 KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU SD 1 KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SD 2 KEDUNGDOWO RT.04 RW.04 KECAMATAN KALIWUNGU SD 2 KEDUNGDOWO 1.00 Pkt 150.000.000

REHAB SD 4 SIDOREKSO SD 4 SIDOREKSO 1.00 200.000.000

REHAB SD 1 SIDOREKSO SD 1 SIDOREKSO 1.00 200.000.000

REHAB SD 2 SIDOREKSO SD 2 SIDOREKSO 1.00 200.000.000

PAVINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 1 GARUNG KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU SD 1 GARUNG KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU 1.00 Pkt 40.000.000

REHAB KAMAR MANDI DAN WC, SANITASI SD 4 PRAMBATAN LOR KECAMATAN KALIWUNGU SD 4 PRAMBATAN LOR KECAMATAN KALIWUNGU 1.00 Pkt 150.000.000

REHAB PAGAR DAN GAPURA SD 01 PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU SD 01 PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU 1.00 Pkt 150.000.000

REHAB RUANG PARKIR DAN PAGAR SEKOLAH SMP 1 KALIWUNGU SMP 1 KALIWUNGU 1.00 Pkt 200.000.000

REHAB 3 RUANG KELAS SMP 2 KALIWUNGU SMP 2 KALIWUNGU 1.00 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 3 WERGU WETAN KECAMATAN KOTA SD 3 WERGU WETAN KECAMATAN KOTA 1.00 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 3 PURWOSARI KECAMATAN KOTA SD 3 PURWOSARI KECAMATAN KOTA 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB KELAS SD 1 DESA MLATI NOROWITO KECAMATAN KOTA SD 1 MLATI NOROWITO 1.00 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD GLANTENGAN KECAMATN KOTA SD GLANTENGAN KECAMATN KOTA 1.00 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD KRAMAT KECAMATAN KOTA SD KRAMAT KECAMATAN KOTA 1.00 Pkt 200.000.000

REHAB LAPANGAN SD SD 6 DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG SD SD 6 DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 3 MLATI LOR KECAMATAN KOTA SD 3 MLATI LOR KECAMATAN KOTA 1.00 Pkt 200.000.000

REHAB RUANG SD 2 JAPAN KECAMATAN DAWE SD 2 JAPAN 1.00 Pkt 200.000.000

REHAB KAMAR MANDI DAN WC SD 5 KLUMPIT KECAMATAN GEBOG SD 5 KLUMPIT KECAMATAN GEBOG 4.00 Ruang 150.000.000

REHAB RUANG KELAS DAN PAGAR SD 6 DESA KLUMPIT KECAMATAN KLUMPIT SD 6 DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 200.000.000
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REHAB KAMAR MANDI SD 6 DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG SD 6 DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN WC SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 150.000.000

PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 160.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 750.000.000

REHAB LAPANGAN SD 1 PADURENAN KECAMATAN GEBOG SD 1 PADURENAN KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD 3 GAETASRABI SD 3 GAETASRABI 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBUATAN TALUD PAGAR SEKOLAH SD 1 KANDANGMAS HALAMAN TIMUR SD 1 KANDANGMAS 1.00 Pkt 200.000.000

PAVINGISASI SD REJOSARI 1 SD 1 REJOSARI 1.00 Pkt 200.000.000

PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 8 TANJUNGREJO Desa Tanjungrejo 1.00 Pkt 200.000.000

PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 2 GONDOHARUM Desa Gondoharum 1.00 Pkt 250.000.000

PEMBANGUNAN RKB SD NURUL YASIN MEJOBO Desa Mejobo 1.00 Pkt 600.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 1 KARANGROWO SD 1 KARANGROWO 1 Pkt 500.000.000

REHABILITASI JAMBAN DAN PAVING HALAMAN SD 5 KARANGROWO SD 5 KARANGROWO 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 4 PLOSO SD 4 PLOSO 1.00 200.000.000

REHABILITASI PERPUSTAKAAN SD 3 PLOSO SD 3 PLOSO 1.00 200.000.000

PEMBANGUNAN HALAMAN SD 2 PLOSO SD 2 PLOSO 1.00 200.000.000

REHABILITASI PERPUSTAKAAN SD 1 PASURUHAN KIDUL SD 1 PASURUHAN KIDUL 1.00 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 2 PURWOSARI SD 2 PURWOSARI 1.00 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD. 2 PASURUHAN LOR SD. 2 PASURUHAN LOR 1.00 200.000.000

REHAB RUANG KELAS DAN PAGAR SD 6 GETAS RABI KECAMATN GEBOG SD 6 GETAS RABI KECAMATN GEBOG 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN SD UNGGULAN UNDAAN LOR Desa Undaan Lor 1.00 Pkt 6.000.000.000

PEMBANGUNAN LAPANGAN UPACARA SD 3 ADIWARNO SD 3 ADIWARNO 1.00 Pkt 400.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 1 GOLANTEPUS SD 1 GOLANTEPUS 0.00 Pkt 50.000.000

PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 3 KLALING Desa Klaling 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN WC / JAMBAN SD 2 GONDOHARUM Desa Gondoharum 1.00 Pkt 150.000.000

PEMBANGUNAN MUSHOLLA SD 3 KLALING Desa Klaling 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SD 1 KLALING Desa Klaling 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB BERAT SD 2 KLALING Desa Klaling 0.00 - 200.000.000

PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SD 3 KLALING Desa Klaling 1.00 Pkt 200.000.000

PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 4 JEKULO Desa Jekulo 1.00 Pkt 150.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR LAPANGAN OLAH RAGA SMP 2 JEKULO SMP 2 JEKULO 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 3 PANJANG SD 3 PANJANG 0.00 Pkt 40.000.000

Pembangunan Gedung SD Peganjaran 1.00 Bh 150.000.000

Pembangunan gedung sekolah Dasar sd 2 bae 4.00 Bh 50.000.000

Pembangunan pagar sekolah daras negeri 06 Gondosari rw 01 dk tuis Gondosari 60.00 M 250.000.000

REHAB RUANG KELAS SD DAN PEMBERIAN ROLLING DOOR SD 5 RAHTAWU KECAMATAN GEBOG SD 5 RAHTAWU KECAMATAN DAWE 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD 2 GETASRABI SD 2 GETASRABI 1.00 Pkt 300.000.000
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REABILITASI GEDUNG SD 2 NGEMBALREJO BAE KUDUS Desa Ngembalrejo 1.00 Pkt 400.000.000

Pembuatan Gapura SMP 1 Kaliwungu desa kedungdowo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SDN 3 Megawon (sisi timur dan selatan) Dukuh Bogol RT.04 RW.03 176 M2 300.000.000

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD 2 PAYAMAN SD 2 PAYAMAN 1 Pkt 250.000.000

REHAB RUANG KELAS SD 4 PAYAMAN SD 4 PAYAMAN 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Pagar Kesambi , SDN 2 1 Unit 150.000.000

REHAB RUANG KELAS SD 4 TEMULUS SD 4 TEMULUS 1 Pkt 400.000.000

Pembangunan WC 5 Buah Kesambi , SDN 2 5 Unit 150.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SMP 2 MEJOBO SMP 2 MEJOBO 1 Pkt 40.000.000

Pagar Keliling Belakang SD 1 Golantepus Desa Golantepus, Mejobo, Kudus 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 2 GOLANTEPUS SD 2 GOLANTEPUS 1 Pkt 50.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 4 GONDANGMANIS SD 4 GONDANGMANIS 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 2 BAE SD 2 BAE 1 Pkt 40.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 2 PURWOSARI SD 2 PURWOSARI 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD 3 PEGANJARAN SD 3 PEGANJARAN 1 Pkt 40.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD. 2 PASURUHAN LOR SD. 2 PASURUHAN LOR 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI PERPUSTAKAAN SD 1 PASURUHAN KIDUL SD 1 PASURUHAN KIDUL 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN HALAMAN SD 2 PLOSO SD 2 PLOSO 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 4 PLOSO SD 4 PLOSO 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI PERPUSTAKAAN SD 3 PLOSO SD 3 PLOSO 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI JAMBAN DAN PAVING HALAMAN SD 5 KARANGROWO SD 5 KARANGROWO 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 1 KARANGROWO SD 1 KARANGROWO 1 Pkt 500.000.000

PEMBANGUNAN RKB SD NURUL YASIN MEJOBO Desa Mejobo 1 Pkt 600.000.000

PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 2 GONDOHARUM Desa Gondoharum 1 Pkt 250.000.000

PAVINGISASI SD 1 REJOSARI SD 1 REJOSARI 1 Pkt 200.000.000

PAFINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 8 TANJUNGREJO Desa Tanjungrejo 1 Pkt 200.000.000

PEMBUATAN TALUD PAGAR SEKOLAH SD 1 KANDANGMAS HALAMAN TIMUR SD 1 KANDANGMAS 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD 3 GAETASRABI SD 3 GAETASRABI 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD KRAMAT KECAMATAN KOTA SD KRAMAT KECAMATAN KOTA 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 3 MLATI LOR KECAMATAN KOTA SD 3 MLATI LOR KECAMATAN KOTA 1 Pkt 200.000.000

REHAB LAPANGAN SD SD 6 DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG SD SD 6 DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD GLANTENGAN KECAMATN KOTA SD GLANTENGAN KECAMATN KOTA 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB KELAS SD 1 DESA MLATI NOROWITO KECAMATAN KOTA SD 1 DESA MLATI NOROWITO KECAMATAN KOTA 1 Pkt 200.000.000

REHAB 3 RUANG KELAS SMP 2 KALIWUNGU SMP 2 KALIWUNGU 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 3 WERGU WETAN KECAMATAN KOTA SD 3 WERGU WETAN KECAMATAN KOTA 1 Pkt 200.000.000

REHABILITASI RUANG KELAS SD 3 PURWOSARI KECAMATAN KOTA SD 3 PURWOSARI KECAMATAN KOTA 1 Pkt 200.000.000

REHAB RUANG PARKIR DAN PAGAR SEKOLAH SMP 1 KALIWUNGU SMP 1 KALIWUNGU 1 Pkt 200.000.000
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REHAB PAGAR DAN GAPURA SD 01 PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU SD 01 PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU 1 Pkt 150.000.000

REHAB KAMAR MANDI DAN WC, SANITASI SD 4 PRAMBATAN LOR KECAMATAN KALIWUNGU SD 4 PRAMBATAN LOR KECAMATAN KALIWUNGU 1 Pkt 150.000.000

PAVINGISASI LAPANGAN UPACARA SD 1 GARUNG KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU SD 1 GARUNG KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU 1 Pkt 40.000.000

REHAB SD 2 SIDOREKSO SD 2 SIDOREKSO 1 Pkt 200.000.000

REHAB SD 1 SIDOREKSO SD 1 SIDOREKSO 1 Pkt 200.000.000

REHAB SD 4 SIDOREKSO SD 4 SIDOREKSO 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SD 2 KEDUNGDOWO RT.04 RW.04 KECAMATAN KALIWUNGU SD 2 KEDUNGDOWO 1 Pkt 150.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH BELAKANG SD 1 KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU SD 1 KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD 3 KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU SD 3 KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU 1 Pkt 200.000.000

REHAB SD 2 MIJEN SD 2 MIJEN 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH SD 3 PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU SD 3 PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU 1 Pkt 150.000.000

REHAB PAGAR DAN PEMBUATAN GAPURA SD 4 KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU SD 4 KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU 1 Pkt 165.000.000

TEMPAT PARKIR SD 1 JATI WETAN KECAMATAN JATI SD 1 JATI WETAN KECAMATAN JATI 1 Pkt 50.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SD 2 LORAM WETAN KECAMATAN JATI SD 2 LORAM WETAN KECAMATAN JATI 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN LAPANG UPACARA DAN LAPANGAN BASKET SD 3 JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI SD 3 JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI 1 Pkt 200.000.000

REHAB RUANG KELAS SD 3 JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI SD 3 JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SD 2 DESA MEGAWON KECAMATAN JATI SD 2 DESA MEGAWON KECAMATAN JATI 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SD 2 DESA MEGAWON KECAMATAN JATI SD 2 DESA MEGAWON KECAMATAN JATI 1 Pkt 200.000.000

PENGADAAN LAPTOP DAN LCD PROJECTOR SDN 3 NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS SD 3 NGEMBAL KULON 1 Pkt 50.000.000

REHAB TOTAL SD UNDAAN LOR Desa Undaan Lor 1 Pkt 6.000.000.000

PEMBANGUNAN LAPANGAN BASKET SMP 2 UNDAAN SMP 2 UNDAAN 1 Pkt 150.000.000

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SD 2 PAYAMAN KECAMATAN MEJOBO SD 2 PAYAMAN KECAMATAN MEJOBO 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JAMBAN SD 3 KESAMBI SD 3 KESAMBI 1 Pkt 75.000.000

REHAB SD 2 MEJOBO Mejobo 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN UKS SMP 1 MEJOBO Mejobo 1 Pkt 200.000.000

PENGADAAN LAPTOP DAN LCD PROJECTOR SDN 06 BULUNGCANGKRING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS SDN 06 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 50.000.000

REHABILITASI MCK SDN 6 BULUNGCANGKRING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS SDN 06 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 100.000.000

PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 06 BULUNGKULON KEC. JEKULO KAB. KUDUS SDN 06 BULUNGKULON 1 Pkt 150.000.000

REHAB PAGAR SD N 02 TERBAN JALAN KANCILAN RT.02 RW.05 DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO SD N 02 TERBAN 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 04 PLADEN KEC. JEKULO KAB. KUDUS SDN 04 PLADEN 1 Pkt 150.000.000

REHAB PAGAR SD N 02 JEKULO JALAN PANDEAN NO. 27 JEKULO DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO SD N 02 JEKULO 1 Pkt 200.000.000

PAVINGISASI LAPANGAN SD 2 HADIPOLO Depan Balai Desa Hadipolo 800 M2 150.000.000

REHAB RUANG GURU SD 5 HONGGOSOCO KECAMATAN JEKULO SD 5 HONGGOSOCO KECAMATAN JEKULO 1 Pkt 150.000.000

REHAB ATAP SEKOLAH SMP N 02 JEKULO JL. TANJUNGREJO DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO SMP N 02 JEKULO 1 Pkt 200.000.000

REHAB RUANG GURU SD 5 MARGOREJO KECAMATAN DAWE SD 5 MARGOREJO KECAMATAN DAWE 1 Pkt 150.000.000

PEMBANGUNAN JAMBAN SD 6 KANDANGMAS KECAMATAN DAWE SD 6 KANDANGMAS KECAMATAN DAWE 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan SD 3 Demaan SD 3 Demaan 1 Pkt 200.000.000
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REHAB RUANG KELAS SD 2 REJOSARI KECAMATAN DAWE SD 2 REJOSARI KECAMATAN DAWE 1 Pkt 150.000.000

REHAB PAGAR SD N 05 CRANGGANG DESA CRANGGANG RT.05 RW.05 KECAMATAN DAWE SD N 05 CRANGGANG 1 Pkt 200.000.000

REHAB RUANG SD 2 JAPAN KECAMATAN DAWE REHAB RUANG SD 2 JAPAN KECAMATAN DAWE 1 Pkt 200.000.000

REHAB KAMAR MANDI DAN WC SD 5 KLUMPIT KECAMATAN GEBOG SD 5 KLUMPIT KECAMATAN GEBOG 4 Ruang 150.000.000

REHAB RUANG KELAS DAN PAGAR SD 6 DESA KLUMPIT KECAMATAN KLUMPIT SD 6 DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 200.000.000

REHAB RUANG KELAS DAN PAGAR SD 6 GETAS RABI KECAMATN GEBOG SD 6 GETAS RABI KECAMATN GEBOG 1 Pkt 200.000.000

REHAB LAPANGAN SD 1 PADURENAN KECAMATAN GEBOG SD 1 PADURENAN KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 160.000.000

PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 750.000.000

PEMBANGUNAN WC SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG SD N 2 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 150.000.000

REHAB KAMAR MANDI SD 6 DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG SD 6 DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi/pembangunan Ruang guru SMP 2 Jati kudus Kab. Kudus 1 Pkt 400.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Garung kidul SD 2 Garung kidul 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Mushola SMP 1 Kaliwungu SMP 1 Kaliwungu 1 Pkt 180.000.000

Pengadaan Meubelair perpustakaan SMP Bhakti SMP Bhakti 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi Tempat Parkir SMP 1 Kaliwungu SMP 1 Kaliwungu 1 Pkt 190.000.000

Pengadaan Peralatan TIK SMP Bhakti SMP Bhakti 1 Pkt 212.000.000

Rehabilitasi Atap Ruang Kelas SMP Bhakti Praja Gebog SMP Bhakti Praja Gebog 1 Pkt 57.500.000

Pengadaan Alat Praktek Mata Pelajaran Informatika SMP Bhakti Praja Gebog SMP Bhakti Praja Gebog 1 Pkt 17.650.000

Pembangunan Pagar Depan SMP 3 Dawe SMP 3 Dawe 1 Pkt 126.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Golantepus SD 1 Golantepus 1 Pkt 100.000.000

Pembanguan Pagar Keliling SMP 3 Dawe SMP 3 Dawe 1 Pkt 123.750.000

Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SD 1 Golantepus SD 1 Golantepus 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Kamar Mandi Guru dan Murid SD 1 Golantepus 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Senderan 2 SMP 3 Dawe SMP 3 Dawe 1 Pkt 48.000.000

Pembanguna Musholla SD 1 Golantepus SD 1 Golantepus 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Tempat Ibadah SMP 3 Dawe SMP 3 Dawe 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Meja Kursi Siswa SD 1 Golantepus 1 Pkt 10.000.000

Perbaikan Gedung Lantai 1 SMP 1 Gebog SMP 1 Gebog 1 Pkt 500.000.000

Pembangunan Ruang Kelas dan Ruang Guru SD 2 Jepang SD 2 Jepang 1 Pkt 250.000.000

Pengadaan Perangkat Kamera CCTV SMP 1 Gebog SMP 1 Gebog 1 Pkt 60.000.000

Pembangunan Kamar mandi/ WC siswa SD 2 Jepang SD 2 Jepang 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Papan nama SD 2 Jepang SD 2 Jepang 1 Pkt 100.000.000

Pembanguan Ruang Kelas lantai 2 SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 600.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 Hadiwarno SD 2 Adiwarno 1 Pkt 480.000.000

Rehabilitasi Halaman Sekolah SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 250.000.000

Pengadaan Laboratorium Komputer SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 200.000.000
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Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 Temulus SD 4 Temulus 1 Pkt 62.000.000

Rehabilitasi Pagar Samping SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 60.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 120.000.000

Pembangunan Ruang Guru SD 1 Kesambi SD 1 Kesambi 1 Pkt 70.000.000

Pembangunan Musholla SD 1 Kesambi SD 1 Kesambi 1 Pkt 70.000.000

Pengadaan Proyektor SD 1 Kesambi SD 1 Kesambi 1 Pkt 36.000.000

Pembangunan Lapangan Upacara SD 1 Temulus SD 1 Temulus 1 Pkt 194.320.000

Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SD 1 Temulus SD 1 Temulus 1 Pkt 45.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 5 Temulus SD 5 Temulus 1 Pkt 700.000.000

Pembangunan Lapangan Upacara SD 5 Temulus SD 5 Temulus 1 Pkt 194.000.000

Pembangunan Kamar Mandi SD 5 Temulus SD 5 Temulus 1 Pkt 80.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD IT Al kautsar SD IT Al kautsar 1 Pkt 331.326.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Jojo SD 1 Jojo 1 Pkt 50.000.000

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD 1 Jojo SD 1 Jojo 1 Pkt 175.000.000

Pembangunan Musholla SD 3 Tenggeles SD 3 Tenggeles 1 Pkt 112.000.000

Pembangunan UKS SD 3 Tenggeles SD 3 Tenggeles 1 Pkt 112.000.000

Pembangunan Parkir Sepeda Siswa SD 3 Tenggeles SD 3 Tenggeles 1 Pkt 30.000.000

Pembangunan Pagar Batas SD 3 Tenggeles SD 3 Tenggeles 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Prasarana Kantor UPT Pendidikan UPT Pendidikan Kecamatan Undaan 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Lapangan Upacara SD 3 Hadiwarno SD 3 Hadiwarno 1 Pkt 198.000.000

Pembangunan Musholla SD 3 Hadiwarno SD 3 Hadiwarno 1 Pkt 70.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pendidikan UPT Pendidikan Kecamatan Undaan 1 Pkt 24.000.000

Pembangunan Kamar Mandi SD 3 Hadiwarno SD 3 Hadiwarno 1 Pkt 60.000.000

REHAB RUANG KELAS SD N 01 JEKULO JALAN PANDEAN NO. 1 JEKULO DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO SD N 01 JEKULO 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Laptop SD 3 Hadiwarno SD 3 Hadiwarno 1 Pkt 42.000.000

Pengadaan Proyektor/ LCD SD 3 Hadiwarno SD 3 Hadiwarno 1 Pkt 36.000.000

Rehabilitasi 1 ruang kelas SMP Bhakti SMP Bhakti 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Laptop SD 1 Kesambi SD 1 Kesambi 1 Pkt 42.000.000

Pembangunan Pagar Batas SD 1 Kesambi SD 1 Kesambi 1 Pkt 40.000.000

Pembangunan Senderan 1 SMP 3 Dawe SMP 3 Dawe 1 Pkt 96.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Temulus SD 1 Temulus 1 Pkt 700.000.000

Pembangunan Musholla SD 1 Temulus SD 1 Temulus 1 Pkt 175.000.000

Penambahan Gedung Perpustakaan SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Meubelair SD 4 Mejobo SD 4 Mejobo 1 Pkt 10.000.000

Pengadaan Laptop SD 4 Mejobo SD 4 Mejobo 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas Berat SD 4 Mejobo SD 4 Mejobo 1 Pkt 300.000.000

Penambahan Tempatt Parkir SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 20.000.000
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Pembangunan UKS SD 4 Mejobo SD 4 Mejobo 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Mushola SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 100.000.000

Peninggian Halaman Upacara dan Taman SD 4 Mejobo SD 4 Mejobo 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Tempat Parkir Sepada dan Pagar SD 4 Mejobo SD 4 Mejobo 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Meubelair SD 1 Payaman SD 1 Payaman 1 Pkt 13.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana TIK SD 1 Ngemplak 1 Pkt 41.000.000

Pengadaan Laptop SD 1 Payaman SD 1 Payaman 1 Pkt 20.000.000

Pembangunan Pagar Sekolah SD 2 Ngemplak SD 2 Ngemplak 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pavingisasi Halaman SD 1 Payaman SD 1 Payaman 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Kamar Mandi SD 1 Payaman SD 1 Payaman 1 Pkt 120.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah SD 2 Ngemplak SD 2 Ngemplak 1 Pkt 16.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 Kirig SD 2 Kirig 1 Pkt 277.800.000

Rehabilitasi Ruang Ibadah SD 2 Kirig SD 2 Kirig 1 Pkt 73.500.000

Pembangunan Tempat Parkir SD 1 Wates SD 1 Wates 1 Pkt 25.000.000

Pembangunan Ruang Kelas SD 1 Wates SD 1 Wates 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 3 Wates SD 3 Wates 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Gedung UKS SD 3 Wates SD 3 Wates 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Wates SD 3 Wates 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Mushola SD 3 Wates SD 3 Wates 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Jamban SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SD 2 Undaan Lor SD 2 Undaan Lor 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Peninggian Kelas, Gudang dan Laboratorium SD 4 Mejobo 1 Pkt 400.000.000

Pembangunan Halaman Sekolah SD 2 Undaan Lor SD 2 Undaan lor 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Gedung UKS SD 2 Undaan Lor SD 2 Undaan Lor 1 Pkt 75.000.000

Rehabilitasi Toilet Guru dan Siswa SD 2 Kirig SD 2 Kirig 1 Pkt 75.600.000

Pembangunan Halaman Sekolah SD 3 Undaan Lor SD 3 Undaan Lor 1 Pkt 150.000.000

Pavingisasi Halaman SD 2 Kirig SD 2 Kirig 1 Pkt 17.400.000

Pembangunan Jamban SD 3 Undaan Lor SD 3 Undaan Lor 1 Pkt 125.000.000

Rehabilitasi Sanitasi SD 3 Kesambi SD 3 Kesambi 1 Pkt 50.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Undaan Tengah SD 1 Undaan Tengah 1 Pkt 75.000.000

Peninggian Lapangan SD 2 Kirig SD 2 Kirig 1 Pkt 9.000.000

Rehabilitasi Pagar SD 3 Kesambi SD 3 Kesambi 1 Pkt 75.000.000

Rehabilitasi Perpustakaan SD 1 Undaan Tengah SD 1 Undaan Tengah 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Ruang Sirkulasi SD 3 Kesambi SD 3 Kesambi 1 Pkt 40.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Undaan Tengah SD 1 Undaan Tengah 1 Pkt 100.000.000

Peninggian Ruang Serbaguna SD 3 Kesambi SD 3 Kesambi 1 Pkt 60.000.000
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Pavingisasi Halaman SD 3 Kesambi SD 3 Kesambi 1 Pkt 60.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana TIK SD 1 Undaan Tengah SD 1 Undaan Tengah 1 Pkt 20.000.000

Pengadaan Proyektor SD 3 Kesambi SD 3 Kesambi 1 Pkt 24.000.000

Pengadaan Laptop SD 3 Kesambi SD 3 Kesambi 1 Pkt 28.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 3 Undaan Tengah SD 3 Undaan Tengah 1 Pkt 75.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 Jepang SD 4 Jepang 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Halaman Sekolah SD 3 Undaan Tengah SD 3 Undaan Tengah 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Undaan Tengah SD 3 Undaan Tengah 1 Pkt 100.000.000

Peninggian Ruang Kelas SD 4 Hadiwarno SD 4 Hadiwarno 1 Pkt 600.000.000

Pembangunan Pagar SD Hadiwarno SD 4 Hdiwarno 1 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi Pagar Sekolah SD 1 Undaan Kidul SD 1 Undaan Kidul 1 Pkt 75.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana TIK SD 3 Undaan Tengah SD 3 Undaan Tengah 1 Pkt 20.000.000

Peninggian Lantai Ruang Kelas SD 1 Mejobo SD 1 Mejobo 1 Pkt 540.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Undaan Kidul SD 1 Undaan Kidul 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Meublair SD 1 Mejobo SD 1 Mejobo 1 Pkt 96.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 1 Gulang SD 1 Gulang 1 Pkt 180.000.000

Pembangunan Ruang Kelas SD 4 Undaan Kidul SD 4 Undaan Kidul 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Musholla SD 1 Gulang SD 1 Gulang 1 Pkt 80.000.000

Pembangunan UKS SD 4 Undaan Kidul SD 4 Undaan Kidul 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Gulang SD 1 Gulang 1 Pkt 125.000.000

Pembangunan Mushola SD 4 Undaan Kidul SD 4 Undaan Kidul 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Laptop SD 1 Gulang SD 1 Gulang 1 Pkt 24.000.000

Pengadaan Proyektor/ LCD SD 1 Gulang SD 1 Gulang 1 Pkt 24.000.000

Pembangunan Musholla SD 3 Mejobo SD 3 Mejobo 1 Pkt 185.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 Undaan Kidul (Gatet) SD 4 Undaan Kidul (Gatet) 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Ruang UKS SD 3 Mejobo SD 3 Mejobo 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 Sambung SD 2 Sambung 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Gulang SD 2 Gulang 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar Sekolah SD 2 Sambung SD 2 Sambung 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 Gulang SD 2 Gulang 1 Pkt 75.000.000

Pengadaan Sarana Pembelajaran SD 2 Gulang SD 2 Gulang 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Mushola SD 2 Sambung SD 2 Sambung 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Jepang SD 1 Jepang 1 Pkt 450.000.000

Pembangunan Halaman Sekolah SD 2 Sambung SD 2 Sambung 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Sarana Pembelajaran SD 1 Jepang SD 1 Jepang 1 Pkt 50.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Alat Olahraga SD 2 Sambung SD 2 Sambung 1 Pkt 50.000.000

Rehabilitasi Musholla UPT Pendidikan Kec. Mejobo UPT Pendidikan Kec. Mejobo 1 Pkt 300.000.000
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Pembangunan Pagar Sekolah SD 1 Medini SD 1 Medin 1 Pkt 35.000.000

Pembangunan Mushola SD 1 Medin SD 1 Medin 1 Pkt 175.000.000

Pengadaan Meubelair Sekoah SD 1 Medin SD 1 Medin 1 Pkt 40.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Medini SD 2 Medini 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SMP Negeri 3 Satap Undaan SMP Negeri 3 Satap Undaan 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Medini SD 2 Medini 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana TIK SD 2 Medini SD 2 Medini 1 Pkt 20.000.000

Pengadaan Sarana Pembelajaran SMP Negeri 3 Satap Undaan SMP Negeri 3 Satap Undaan 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Medini SD 3 Medini 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Mebelair SMP Negeri 3 Satap Undaan SMP Negeri 3 Satap Undaan 1 Pkt 30.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Medini SD 3 Medini 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar Belakang SMP 2 Bae SMP 2 Bae 1 Pkt 720.000.000

Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 2 Bae SMP 2 Bae 1 Pkt 252.000.000

Rehabilitasi Rumah Dinas SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Halaman Sekolah SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Istiqlal SMP Istiqlal 1 Pkt 110.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana TIK SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 33.000.000

Pengadaan Laptop dam Server SMP Istiqlal SMP Istiqlal 1 Pkt 140.000.000

Pengadaan Meubelair SMP Istiqlal SMP Istiqlal 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Alat Olahraga SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 50.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Mushola SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Tempat Parkir SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 25.000.000

Pengadaan Meubelair SMP Muhammadiyah 2 Kudus SMP Muhammadiyah 2 Kudus 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 75.000.000

Pengadaan Meubelair Sekolah SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 17.000.000

Pembangunan Jamban Siswa SMP 1 Dawe SMP 1 Dawe 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 3 Kalirejo SD 3 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Meubelair SMP 1 Dawe SMP 1 Dawe 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Guru SD 3 Kalirejo SD 3 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Gudang SD 4 Kalirejo SD 4 Kalirejo 1 Pkt 75.000.000

Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SD 3 Kalirejo SD 3 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 4 Kalirejo SD 4 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Sedang Ruang Perpustakaan SMP 2 Kudus SMP 2 Kudus 1 Pkt 50.000.000

Pembangunan Mushola SD 4 Kalirejo SD 4 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000
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Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP 2 Kudus SMP 2 Kudus 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 4 Kalirejo SD 4 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Tempat Parkir SD 4 Kalirejo SD 4 Kalirejo 1 Pkt 25.000.000

Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Komputer SMP 2 Kudus SMP 2 Kudus 1 Pkt 50.000.000

Pembangunan Halaman Sekolah SD 4 Kalirejo SD 4 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Halaman Sekolah SD 2 Lambangan SD 2 Lambangan 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Lambangan SD 2 Lambangan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana TIK SD 2 Lambangan SD 2 Lambangan 1 Pkt 26.000.000

Pembangunan Sumur Bor SD 1 Wonosoco SD 1 Wonosoco 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Jamban Siswa SD 1 Wonosoco SD 1 Wonosoco 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Perangkat Kamera CCTV SMP 1 Gebog SMP 1 Gebog 1 Pkt 60.000.000

Pembangunan Tempat Parkir SD 1 Wonosoco SD 1 Wonosoco 1 Pkt 25.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Lantai 2 SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Glagahwaru SD 1 Glagahwaru 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Glagahwaru SD 1 Glagahwaru 1 Pkt 75.000.000

Peninggian Halaman SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 3 Glagahwaru SD 3 Glagahwaru 1 Pkt 75.000.000

Pengadaan Komputer Laboratorium SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Glagahwaru SD 3 Glagahwaru 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Pagar Samping SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 60.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 3 Glagahwaru SD 3 Glagahwaru 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 2 Kutuk SD 2 Kutuk 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 5 Kudus SMP 5 Kudus 1 Pkt 60.000.000

Pembangunan Pagar Belakang SD 2 Kutuk SD 2 Kutuk 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Alat Multimedia Sekolah SD 2 Kutuk SD 2 Kutuk 1 Pkt 2.500.000

Pembangunan Perpustakaan SD 4 Kutuk SD 4 Kutuk 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Musholla SD 4 Kutuk SD 4 Kutuk 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 4 Kutuk SD 4 Kutuk 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD Terangmas SD Terangmas 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban Siswa SD Terangmas SD Terangmas 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Larikrejo SD 1 Larikrejo 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Larikrejo SD 1 Larikrejo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Musholla SD 1 Larikrejo SD 1 Larikrejo 1 Pkt 30.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Kaliyoso SD 1 Kaliyoso 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Gondangmanis SD 1 Gondangmanis 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Kaliyoso SD 1 Kaliyoso 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 3 Panjang SD 3 Panjang 1 Pkt 200.000.000
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Pembangunan Ruang Kepala SD 1 Kaliyoso SD 1 Kaliyoso 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 3 Kaliyoso SD 3 Kaliyoso 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Musholla SD 3 Kaliyoso SD 3 Kaliyoso 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 3 Kaliyoso SD 3 Kaliyoso 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 3 Terban SD 3 Terban 1 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Karangrowo SD 1 Karangrowo 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 6 Jekulo SD 6 Jekulo 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 2 Bae SMP 2 Bae 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 1 Karangrowo SD 1 Karangrowo 1 Pkt 30.000.000

Rehabilitasi Musholla SD 2 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 4 Bae SMP 4 Bae 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 5 Bae SD 5 Bae 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SMP 3 Jekulo SMP 3 Jekulo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Parkir Sepeda Siswa dan Guru SD 2 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 100.000.000

Pavingisasi Halaman SD 2 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 5 Karangbener SD 5 Karangbener 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SMP 4 Bae SMP 4 Bae 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 2 Garung kidul SD 2 Garung kidul 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Kaliwungu SD 1 Kaliwungu 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 2 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 60.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Gondangmanis SD 2 Gondangmanis 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Ruang Kepala SD 4 Karangrowo SD 4 Karangrowo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Ngembalrejo SD 2 Ngembalrejo 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Kedungdowo SD 1 Kedungdowo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Musholla SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 2 Dawe SMP 2 Dawe 1 Pkt 450.000.000

Pembangunan UKS SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SIswa SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 150.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Setrokalangan SD 1 Setrokalangan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Margorejo SD 1 Margorejo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Tempat Parkir Sepada SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 50.000.000

Pavingisasi Halaman SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 50.000.000

Pembangunan Pagar SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 5 Puyoh SD 5 Puyoh 1 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Kandangmas SD 1 Kandangmas 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Mijen SD 3 Mijen 1 Pkt 200.000.000
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Pembangunan Pagar SD 3 Mijen SD 3 Mijen 1 Pkt 200.000.000

Pemavingan halaman kantor UPT Jekulo UPT Pendidikan Kec. Jekulo 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Meubelair Sekolah UPT Pendidikan Kec. Jekulo 1 Pkt 20.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Soco SD 1 Soco 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 5 Lau SD 5 Lau 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Garung kidul SD 2 Garung kidul 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 4 Cendono SD 4 Cendono 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Bakalan krapyak SD 2 Bakalan krapyak 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 5 Cendono SD 5 Cendono 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Mijen SD 2 Mijen 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 3 Tergo SD 3 Tergo 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 6 Cendono SD 6 Cendono 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Papringan SD 2 Papringan 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 5 Cranggang SD 5 Cranggang 1 Pkt 600.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 4 Cranggang SD 4 Cranggang 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Bakalankrapyak SD 1 Bakalan Krapyak 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Rusak Ruang Kelas SD 1 KLALING SD 1 KLALING 1 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Kandangmas SD 2 Kandangmas 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 KLALING SD 1 KLALING 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 1 KLALING SD 1 KLALING 1 Pkt 35.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Kandangmas SD 1 Kandangmas 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Meubelair SD 1 KLALING SD 1 KLALING 1 Pkt 20.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Lau SD 1 Lau 1 Pkt 200.000.000

SD 2 KLALING SD 2 KLALING 1 Pkt 20.000.000

Pengadaan Meubelair SD 3 KLALING SD 3 KLALING 1 Pkt 10.000.000

Pembangunan Pagar SD 5 Kandangmas SD 5 Kandangmas 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 3 KLALING SD 3 Klaling 1 Pkt 35.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Tergo SD 1 Tergo 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 3 Besito SD 3 Besito 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas rusak sedang SD 3 Klaling SD 3 Klaling 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan UKS SD 3 Klaling SD 3 Klaling 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Papringan SD 3 Papringan 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 3 Padurenan SD 3 Padurenan 1 Pkt 200.000.000

Pavingisasi Halaman SD 3 Klaling SD 3 Klaling 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Kedungsari SD 1 Kedungsari 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Karangampel SD 2 Karangampel 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Meubelair SD 4 KLALING SD 4 KLALING 1 Pkt 10.000.000
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Rehabilitasi ruang kelas SD 6 Klumpit SD 6 Klumpit 1 Pkt 400.000.000

Rehabilitasi Jamban Siswa SD 4 KLALING SD 4 KLALING 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 3 Menawan SD 3 Menawan 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Menawan SD 2 Menawan 1 Pkt 600.000.000

Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SD 4 KLALING SD 4 KLALING 1 Pkt 200.000.000

Pavingisasi Halaman SD 4 KLALING SD 4 KLALING 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SD 8 Kedungsari SD 8 Kedungsari 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 5 KLALING SD 5 KLALING 1 Pkt 400.000.000

Pengadaan Meubelair SD 5 KLALING SD 5 KLALING 1 Pkt 20.000.000

Pembangunan Jamban SD 6 Getasrabi SD 6 Getasrabi 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SD 7 Klumpit SD 7 Klumpit 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD 1 SIDOMULYO SD 1 SIDOMULYO 1 Pkt 500.000.000

Pembangunan Jamban SD 5 Klumpit SD 5 Klumpit 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Ruang Guru SD 2 SIDOMULYO SD 2 SIDOMULYO 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Jamban SD 6 gondosari SD 6 Gondosari 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Lapangan Olahraga SD 2 SIDOMULYO SD 2 SIDOMULYO 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban Siswa SD 2 SIDOMULYO SD 2 SIDOMULYO 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 4 Karangmalang SD 4 Karangmalang 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Prambatan lor SD 1 Prambatan lor 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Jurang SD 2 Jurang 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Kedungsari SD 1 Kedungsari 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Sidorekso SD 1 Sidorekso 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 2 Rahtawu SD 2 Rahtawu 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD 3 PLADEN SD 3 PLADEN 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 7 Gondosari SD 7 Gondosari 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan UKS SD 3 PLADEN SD 3 PLADEN 1 Pkt 200.000.000

Pavingisasi Halaman SD 3 PLADEN SD 3 PLADEN 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 1 Jurang SD 1 Jurang 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 2 Menawan SD 2 Menawan 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Sidorekso SD 1 Sidorekso 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 4 PLADEN SD 4 PLADEN 1 Pkt 40.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 3 Menawan SD 3 Menawan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD 4 PLADEN SD 4 PLADEN 1 Pkt 400.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Klumpit SD 1 Klumpit 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 2 Kedungdowo SD 1 Kedungdowo 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Pagar SD 4 Karangmalang SD 4 Karangmalang 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 6 Klumpit SD 6 Klumpit 1 Pkt 200.000.000
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Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Bakalan Krapyak SD 1 Bakalan Krapyak 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Pagar SD 6 Getasrabi SD 6 Getasrabi 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD 4 PLADEN SD 4 PLADEN 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 6 Gondosari SD 6 Gondosari 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 4 Kaliwungu SD 4 Kaliwungu 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Getas Pejaten SD 2 Getas Pejaten 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Ngambal Kulon SD 2 Ngembal Kulon 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban Siswa SD 4 PLADEN SD 4 PLADEN 1 Pkt 150.000.000

Pavingisasi Halaman SD 4 PLADEN SD 4 PLADEN 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Megawon SD 3 Megawon 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Meubelair SD 1 TERBAN SD 1 TERBAN 1 Pkt 10.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Tumpangkrasak SD 2 Tumpangkrasak 1 Pkt 150.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Prambatan kidul SD 1 Prambatan kidul 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Ruang Guru SD 1 TERBAN SD 1 TERBAN 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat WC SD 1 TERBAN SD 1 TERBAN 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Jati Wetan SD 3 Jati Wetan 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Getas Pejaten SD 1 Getas Pejaten 1 Pkt 150.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 4 Prambatan kidul SD 4 Prambatan kidul 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Ploso SD 2 Ploso 1 Pkt 150.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Sidorekso SD 1 Sidorekso 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 1 TERBAN SD 1 TERBAN 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Getas Pejaten SD 2 Getas Pejaten 1 Pkt 150.000.000

Pavingisasi Halaman SD 1 TERBAN SD 1 TERBAN 1 Pkt 50.000.000

Pengadaan Meubelair SD 2 TERBAN SD 2 TERBAN 1 Pkt 50.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 2 Garung kidul SD 2 Garung kidul 1 Pkt 350.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 TERBAN SD 2 TERBAN 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 2 Bakalan krapyak SD 2 Bakalan krapyak 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 2 Jati SMP 2 Jati 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan UKS SD 2 TERBAN SD 2 TERBAN 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 2 TERBAN SD 2 TERBAN 1 Pkt 450.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 1 Prambatan lor SD 1 Prambatan lor 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 TERBAN SD 2 TERBAN 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Tumpangkrasak SD 2 Tumpangkrasak 1 Pkt 350.000.000

Pengadaan Meubelair SD 4 TERBAN SD 4 TERBAN 1 Pkt 50.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Prambatan kidul SD 1 Prambatan kidul 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Jepang Pakis SD 2 Jepang Pakis 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Meubelair SD 6 TERBAN SD 6 TERBAN 1 Pkt 50.000.000
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Pengadaan Alat Multimedia SD 6 TERBAN SD 6 TERBAN 1 Pkt 20.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Bakalan Krapyak SD 2 Bakalan krapyak 1 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 6 TERBAN SD 6 TERBAN 1 Pkt 450.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Papringan SD 3 Papringan 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan UKS SD 6 TERBAN SD 6 TERBAN 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Ngembalrejo SD 2 Ngembalrejo 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Meubelair SD 1 SADANG SD 1 SADANG 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 3 Jati Wetan SD 3 Jati Wetan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 1 SADANG SD 1 SADANG 1 Pkt 500.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Pasuruhan Lor SD 2 Pasuruhan Lor 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 2 SADANG SD 2 SADANG 1 Pkt 750.000.000

Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SD 2 SADANG SD 2 SADANG 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Bakalan krapyak SD 1 Bakalan Krapyak 1 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Pasuruhan Lor SD 1 Pasuruhan Lor 1 Pkt 200.000.000

Peninggian Halaman SD 2 SADANG SD 2 SADANG 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Tumpangkrasak SD 1 Tumpangkrasak 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan WC SD 3 SADANG SD 3 SADANG 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Meubelair SD 3 SADANG SD 3 SADANG 1 Pkt 25.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Pasuruhan Kidul SD 1 Pasuruhan Kidul 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Karangampel SD 2 Karangampel 1 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 3 Ngembal Kulon SD 3 Ngembal Kulon 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban Siswa SD 1 BULUNGCANGKRING SD 1 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 4 Ploso SD 4 Ploso 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 4 Kaliwungu SD 4 Kaliwungu 1 Pkt 400.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 1 BULUNGCANGKRING SD 1 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 BULUNGCANGKRING SD 1 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Sidorekso SD 1 Sidorekso 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 3 Megawon SD 3 Megawon 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Gudang SD 1 BULUNGCANGKRING SD 1 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 2 Megawon SD 2 Megawon 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Ruang Guru SD 1 BULUNGCANGKRING SD 1 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 2 Ploso SD 2 Ploso 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 2 Mlati norowito SD 1 Mlati Norowito 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD 1 BULUNGCANGKRING SD 1 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Peninggian Halaman dan Pavingisasi SD 1 BULUNGCANGKRING SD 1 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 3 Ngembal Kulon SD 3 Ngembal Kulon 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 2 BULUNGCANGKRING SD 2 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 350.000.000
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Pembangunan Jamban SD 2 BULUNGCANGKRING SD 2 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 3 Wergu Wetan SD 3 Wergu wetan 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 1 Ngembal kulon SD 1 Ngembal Kulon 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 BULUNGCANGKRING SD 2 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 3 BULUNGCANGKRING SD 3 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 350.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Megawon SD 3 Megawon 1 Pkt 200.000.000

Pavingisasi Halaman SD 3 BULUNGCANGKRING SD 3 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 150.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 4 Panjunan SD 4 Panjunan 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 BULUNGCANGKRING SD 3 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Megawon SD 2 Megawon 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Megawon SD 1 Megawon 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 2 Burikan SD 2 Burikan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 4 BULUNGCANGKRING SD 4 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Jati Wetan SD 3 Jati Wetan 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Ruang Guru SD 4 BULUNGCANGKRING SD 4 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Mlatinorowito SD 1 Mlati Norowito 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Jamban Siswa SD 4 BULUNGCANGKRING SD 4 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Pasuruhan Lor SD 1 Pasuruhan Lor 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Ngembal Kulon SD 1 Ngembal Kulon 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Musholla SD 4 BULUNGCANGKRING SD 4 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Musholla SD 5 BULUNGCANGKRING SD 5 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD Nganguk SD Nganguk 1 Pkt 600.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Gondoharum SD 2 Gondoharum 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SD 6 BULUNGCANGKRING SD 6 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 3 Jekulo Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Tempat Parkir Sepada SD 6 BULUNGCANGKRING SD 6 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 100.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Golantepus SD 1 Golantepus 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Musholla SD 6 BULUNGCANGKRING SD 6 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Honggosoco SD 1 Honggosoco 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan UKS SD 6 BULUNGCANGKRING SD 6 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Temulus SD 1 Temulus 1 Pkt 300.000.000

Pavingisasi Halaman SD 7 BULUNGCANGKRING SD 7 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 7 BULUNGCANGKRING SD 7 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Gondoharum SD 2 Gondoharum 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Tempat Parkir Sepada SD 7 BULUNGCANGKRING SD 7 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Terban SD 2 Terban 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 4 Temulus SD 4 Temulus 1 Pkt 450.000.000
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Pembangunan Pagar SD 1 HADIPOLO SD 1 HADIPOLO 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Golantepus SD 1 Golantepus 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD 2 HADIPOLO SD 2 HADIPOLO 1 Pkt 350.000.000

Pembangunan Taman, Lapangan dan Parkir SD 2 HADIPOLO SD 2 HADIPOLO 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 HADIPOLO SD 3 HADIPOLO 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Golantepus SD 3 Golantepus 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 HADIPOLO SD 3 HADIPOLO 1 Pkt 200.000.000

Pavingisasi Halaman SD 3 HADIPOLO SD 3 HADIPOLO 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 6 HADIPOLO SD 6 HADIPOLO 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Jamban SD 5 Temulus SD 5 Temulus 1 Pkt 150.000.000

Pavingisasi Halaman SD 6 HADIPOLO SD 6 HADIPOLO 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Kesambi SD 2 Kesambi 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Meubelair SD 1 KLALING SD 6 HADIPOLO 1 Pkt 10.000.000

Pembangunan Musholla SD 6 HADIPOLO SD 6 HADIPOLO 1 Pkt 250.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 4 Tenggeles SD 4 Tenggeles 1 Pkt 250.000.000

Pengadaan Meubelair SD 1 BULUNGKULON SD 1 BULUNGKULON 1 Pkt 20.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 1 BULUNGKULON SD 1 BULUNGKULON 1 Pkt 100.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Jojo SD 1 Jojo 1 Pkt 350.000.000

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD 1 BULUNGKULON SD 1 BULUNGKULON 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 BULUNGKULON SD 1 BULUNGKULON 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Meubelair SD 2 BULUNGKULON SD 2 BULUNGKULON 1 Pkt 20.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 4 Jepang SD 4 Jepang 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 BULUNGKULON SD 2 BULUNGKULON 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 BULUNGKULON SD 3 BULUNGKULON 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 2 Golantepus SD 2 Golantepus 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 3 BULUNGKULON SD 3 BULUNGKULON 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 2 Temulus SD 2 Temulus 1 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi Jamban Siswa SD 6 BULUNGKULON SD 6 BULUNGKULON 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Meubelair SD 6 BULUNGKULON SD 6 BULUNGKULON 1 Pkt 20.000.000

Pembangunan Musholla SD 7 BULUNGKULON SD 7 BULUNGKULON 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Temulus SD 2 Temulus 1 Pkt 275.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 1 TANJUNGREJO SD 1 TANJUNGREJO 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Golantepus SD 1 Golantepus 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 1 TANJUNGREJO SD 1 TANJUNGREJO 1 Pkt 50.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 4 Undaan kidul SD 4 Undaan kidul 1 Pkt 500.000.000

Pembangunan Musholla SD 2 TANJUNGREJO SD 2 TANJUNGREJO 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Meubelair SD 2 TANJUNGREJO SD 2 TANJUNGREJO 1 Pkt 10.000.000
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Pembangunan Pagar SMP 3 Satap Undaan SMP 3 Satap Undaan 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 2 TANJUNGREJO SD 2 TANJUNGREJO 1 Pkt 30.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Medini SD 2 Medini 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan UKS SD 2 TANJUNGREJO SD 2 TANJUNGREJO 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban Siswa SD 2 TANJUNGREJO SD 2 TANJUNGREJO 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Musholla SD 6 TANJUNGREJO SD 6 TANJUNGREJO 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 3 Kaliyoso SD 3 Kaliyoso 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Ruang Guru SD 7 TANJUNGREJO SD 7 TANJUNGREJO 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Jamban SD 7 TANJUNGREJO SD 7 TANJUNGREJO 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD 8 TANJUNGREJO SD 8 TANJUNGREJO 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Karangrowo Sd 1 Karangrowo 1 Pkt 450.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Medini SD 3 Medini 1 Pkt 250.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Jepang pakis SD 1 Jepang Pakis 1 Pkt 450.000.000

Pavingisasi Halaman SD 8 TANJUNGREJO SD 8 TANJUNGREJO 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Jamban SD 8 TANJUNGREJO SD 8 TANJUNGREJO 1 Pkt 100.000.000

Pavingisasi Halaman SD 9 TANJUNGREJO SD 9 TANJUNGREJO 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Mebelair SD 2 JEKULO SD 2 JEKULO 1 Pkt 10.000.000

Pavingisasi Halaman SD 2 JEKULO SD 2 JEKULO 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 3 JEKULO SD 3 JEKULO 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 JEKULO SD 3 JEKULO 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 5 JEKULO SD 5 JEKULO 1 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 6 JEKULO SD 6 JEKULO 1 Pkt 450.000.000

Pembangunan Jamban SD 6 JEKULO SD 6 JEKULO 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan tempat parkir SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi mushola SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 100.000.000

Rebalitasi Jamban SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Proyektor SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 1 Unit 6.000.000

Pengadaan Laptop SD 1 Ngemplak SD 1 Ngemplak 5 Unit 35.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Ngemplak SD 2 Ngemplak 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Laptop SD 2 Ngemplak SD 2 Ngemplak 2 Unit 14.000.000

Pengadaan Proyektor SD 2 Ngemplak SD 2 Ngemplak 1 Unit 6.000.000

Pengadaan Meubelair SD 2 Ngemplak SD 2 Ngemplak 20 Set 10.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 3 Wates SD 3 Wates 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 1 Wates SD 1 Wates 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Parkir SD 1 Wates SD 1 Wates 1 Pkt 25.000.000
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Pembangunan Jamban SD 3 Wates SD 3 Wates 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Ruang UKS SD 3 Wates SD 3 Wates 1 Pkt 75.000.000

Pengadaan Proyektor SD 3 Wates SD 3 Wates 1 Unit 6.000.000

Pengadaan Laptop SD 3 Wates SD 3 Wates 2 Unit 14.000.000

Pembangunan Mushola SD 3 Wates SD 3 Wates 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan ruang kepala sekolah SD 2 Undaan Lor SD 2 Undaan Lor 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Ruang UKS SD 2 Undaan Lor SD 2 Undaan Lor 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Halaman Sekolah SD 2 Undaan Lor SD 2 Undaan Lor 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 3 Undaan lor SD 3 Undaan Lor 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 HONGGOSOCO SD 1 HONGGOSOCO 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Undaan Lor SD 3 Undaan Lor 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Jamban Siswa SD 1 HONGGOSOCO SD 1 HONGGOSOCO 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Musholla SD 2 HONGGOSOCO SD 2 HONGGOSOCO 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar Belakang SD 5 HONGGOSOCO SD 5 HONGGOSOCO 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Ruang Guru SD 5 HONGGOSOCO SD 5 HONGGOSOCO 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Ruang Guru SD 2 GONDOHARUM SD 2 GONDOHARUM 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 GONDOHARUM SD 2 GONDOHARUM 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar Belakang SD 2 GONDOHARUM SD 2 GONDOHARUM 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Ruang Guru SD 4 GONDOHARUM SD 4 GONDOHARUM 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Jamban Siswa SD 4 GONDOHARUM SD 4 GONDOHARUM 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD 7 GONDOHARUM SD 7 GONDOHARUM 1 Pkt 300.000.000

penambahan Ruang Kelas Baru SD 7 GONDOHARUM SD 7 GONDOHARUM 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Meubelair SD 7 GONDOHARUM SD 7 GONDOHARUM 1 Pkt 50.000.000

Pembangunan pagar / talud SD Krandon SD Krandon 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 3 Kalirejo SD 3 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Rehab ruang guru SD 3 Kalirejo SD 3 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan gedung perpustakaan SD 4 kalirejo SD 4 kalirejo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan halaman sekolah SD 2 Lambangan SD 2 Lambangan 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan ruang guru SD Berugenjang SD Berugenjang 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan sumur bor SD 1 Wonosoco SD 1 Wonosoco 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Wonosoco SD 1 Wonosoco 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 1 Undaan Tengah SD 1 Undaan tengah 1 Pkt 100.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Glagah waru SD 1 Glagah waru 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 1 Undaan Tengah SD 1 Undaan tengah 1 Pkt 100.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 3 Glagah waru SD 3 Glagah waru 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Undaan Tengah SD 1 Undaan tengah 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Mushola SD 1 Undaan Tengah SD 1 Undaan Tengah 1 Pkt 100.000.000
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Pengadaan Proyektor SD 1 Undaan Tengah SD 1 Undaan Tengah 1 Unit 6.000.000

Pengadaan Laptop SD 1 Undaan Tengah SD1 Undaan Tengah 2 Unit 14.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 3 Undaan Tengah SD 3 Undaan Tengah 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 3 Undaan Tengah SD 3 Undaan Tengah 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Undaan Tengah SD 3 Undaan Tengah 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Laptop SD 3 Undaan Tengah SD 3 Undaan Tengah 2 Unit 14.000.000

Pengadaan Proyektor SD 3 Undaan Tengah SD 3 Undaan Tengah 1 Unit 6.000.000

Rehabilitasi pagar SD 1 Undaan Kidul SD 1 Undaan Kidul 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Undaan Kidul SD 1 Undaan Kidul 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 4 Undaan Kidul SD 4 Undaan Kidul 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Ruang UKS SD 4 Undaan Kidul SD 4 Undaan Kidul 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Mushola SD 4 Undaan Tengah SD 4 Undaan Kidul 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 4 Undaan Kidul SD 4 Undaan Kidul 1 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Sambung SD 2 Sambung 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Sambung SD 2 Sambung 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 2 Sambung Kab. Kudus 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Mushola SD 2 Sambung SD 2 Sambung 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Proyektor SD 1 Undaan Tengah SD 2 Sambung 1 Unit 6.000.000

Pengadaan Laptop SD 2 Sambung SD 2 Sambung 2 Unit 14.000.000

Pengadaan Alat Olahraga SD 2 Sambung SD 2 Sambung 1 Pkt 5.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Medini SD 1 Medini 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Meubelair SD 1 Medini SD 1 Medini 1 Pkt 40.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Medini SD 2 Medini 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Medini SD 2 Medini 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 2 Medini SD 2 Medini 1 Pkt 20.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Medini SD 3 Medini 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Medini SD 3 Medini 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Kepala SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Rumah DInas SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan Halaman SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 35.000.000

Pengadaan Alat Olahraga SD 4 Medini SD 4 Medini 1 Pkt 10.000.000

Pembangunan Musholla SD 1 Kalirejo SD 4 Medini 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Tempat Parkir SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 25.000.000

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Meubelair SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 20.000.000
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Pengadaan Alat Multimedia SD 1 Kalirejo SD 1 Kalirejo 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 5 Rahtawu SD 5 Rahtawu 1 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi Toilet Guru dan Siswa SD 5 Puyoh SD 5 Puyoh 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Toilet Guru dan Siswa SD 2 Japan SD 2 Japan 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 2 Japan SD 2 Japan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 4 Soco SD 4 Soco 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Toilet Guru dan Siswa SD 2 Piji SD 2 Piji 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 3 Lau SD 3 Lau 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 3 Lau SD 3 Lau 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Kandangmas SD 3 Kandangmas 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 3 Kandangmas SD 3 Kandangmas 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Toilet Guru dan Siswa SD 1 Tergo SD 1 Tergo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Tergo SD 1 Tergo 1 Pkt 200.000.000

Pavingisasi Halaman SD 1 Margorejo SD 1 Margorejo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Margorejo SD 1 Margorejo 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Toilet Guru dan Siswa SD 1 Dukuwaringin SD 1 Dukuwaringin 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD 1 Dukuwaringin SD 1 Dukuwaringin 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Dukuwaringin SD 1 Dukuwaringin 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 1 Rejosari SD 1 Rejosari 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Toilet Guru dan Siswa SD 6 Kandangmas SD 6 Kandangmas 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 6 Kandangmas SD 6 Kandangmas 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Rejosari SD 2 Rejosari 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 6 Margorejo SD 6 Margorejo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Toilet Guru dan Siswa SD 6 Margorejo SD 6 Margorejo 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 5 Margorejo SD 5 Margorejo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 5 Kandangmas SD 5 Margorejo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Glagah Kulon SD 3 Glagah Kulon 1 Pkt 200.000.000

pavingisasi halaman sd 4 rahtawu sd 4 rahtawu 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Musholla SD 4 Getas Pejaten SD 4 Getas Pejaten 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 4 Getas Pejaten SD 4 Getas Pejaten 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 2 Ngembal Kulon SD 2 Ngembal Kulon 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Toilet Guru dan Siswa SD 2 Jetiskapuan SD 2 Jetiskapuan 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Lapangan Upacara SD 2 Jetiskapuan SD 2 Jetiskapuan 1 Pkt 400.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 2 Jetiskapuan SD 2 Jetiskapuan 1 Pkt 200.000.000

Pavingisasi Halaman SD 2 Tumpangkrasak SD 2 Jetiskapuan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Toilet Guru dan Siswa SD 2 Megawon SD 2 Megawon 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 2 Megawon SD 2 Megawon 1 Pkt 200.000.000
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Pembangunan Perpustakaan SD 2 Jati Wetan SD 2 Jati Wetan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 2 Jati Wetan SD 2 Jati Wetan 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 4 NGembal Kulon SD 4 NGembal Kulon 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Ploso SD 3 Ploso 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Kelas Baru Di lantai 2 SD 1 Getas Pejaten SD 1 Getas Pejaten 1 Pkt 300.000.000

Rehab ruang gudang SD 4 Kalirejo SD 4 kalirejo 1 Pkt 75.000.000

Peninggian Halaman SD 3 Pasuruhan Lor SD 3 Pasuruhan Lor 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 4 Kalirejo SD 4 kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan mushola SD 4 Kalirejo SD 4 kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan tempat parkir SD 4 Kalirejo SD 4 kalirejo 1 Pkt 25.000.000

Pembangunan halaman sekolah SD 4 Kalirejo SD 4 kalirejo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Lambangan SD 2 Lambangan 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD Berugenjang SD Berugenjang 1 Pkt 100.000.000

Rehab mushola SD Berugenjang SD Berugenjang 1 Pkt 75.000.000

Pembangunan halaman sekolah SD Berugenjang SD Berugenjang 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan tempat parkir SD 1 Wonosoco SD 1 Wonosoco 1 Pkt 25.000.000

Pembangunan ruang kepala sekolah SD Berugenjang SD Berugenjang 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Glagah Waru SD 1 Glagah Waru 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Glagah Waru SD 3 Glagah waru 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan gedung perpustakaan SD 3 Glagah Waru SD 3 Glagah waru 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan ruang kelas baru SD 2 Kutuk SD 2 Kutuk 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan gedung perpustakaan SD 4 Kutuk SD 4 Kutuk 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Kutuk SD 2 Kutuk 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan mushola SD 4 Kutuk SD 4 Kutuk 1 Pkt 100.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 4 Kutuk SD 4 Kutuk 1 Pkt 150.000.000

Rehab pagar SD Terangmas SD Terangmas 1 Pkt 75.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Larekrejo SD 1 Larikrejo 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Jamban SD Terangmas SD Terangmas 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Larikrejo SD 1 Larikrejo 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan mushola SD 1 Larikrejo SD 1 Larikrejo 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan mebelair SD 1 Larikrejo SD 1 Larikrejo 1 Pkt 20.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Kaliyoso SD 1 Kaliyoso 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Kaliyoso SD 1 kaliyoso 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan ruang kelas baru SD 3 Kaliyoso SD 3 Kaliyoso 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan ruang kepala sekolah SD 1 Kaliyoso SD 1 Kaliyoso 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan mushola SD 3 Kaliyoso SD 3 Kaliyoso 1 Pkt 100.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Karangrowo Sd 1 Karangrowo 1 Pkt 200.000.000
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Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 3 Kaliyoso SD 3 Kaliyoso 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan tempat parkir SD 2 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 40.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 2 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 120.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 120.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kepala sekolah SD 4 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan mushola SD 4 Karangrowo SD 4 Karangrowo 1 Pkt 100.000.000

Pemabangunan halaman SD 4 Karangrowo SD 4 Karangrowo 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan mushola SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 112.000.000

Pembangunan ruang UKS SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 112.000.000

Pembangunan Jamban SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan tempat parkir SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 30.000.000

Pembangunan halaman sekolah SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 25.000.000

Pembangunan Pagar SD 5 Karangrowo SD 5 Karangrowo 1 Pkt 100.000.000

Rehab mushola SD 2 Karangrowo SD 2 Karangrowo 1 Pkt 100.000.000

rehabilitasi perpustakaan sd 2 papringan sd 2 papringan 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan gedung perpustakaan SD 2 Papringan SD 2 Papringan 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 Banget SD 1 Banget 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Papringan SD 2 Papringan 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 2 Mijen SD 2 Mijen 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Garungkidul SD 1 Garungkidul 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 3 Bakalan krapyak SD 3 Bakalan krapyak 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 3 Bakalan krapyak SD 3 Baka 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan gedung perpustakaan SD 3 Bakalan krapyak SD 3 Bakalan krapyak 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 3 Papringan SD 3 Papringan 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 1 Karangampel SD 1 Karangampel 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 1 Prambatan kidul SD 1 Prambatan kidul 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Paving Halaman SD 1 Prambatan kidul SD 1 Prambatan kidul 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Gamong SD 2 Gamong 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD 2 Garung lor SD 2 Garung lor 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 2 Kaliwungu SD 2 Kaliwungu 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan kantor guru SD 1 Garung lor SD 1 Garung lor 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan gedung perpustakaan SD 1 Garung lor SD 1 Garung lor 1 Pkt 200.000.000

Rehab ruang guru SD Demangan Kab. Kudus 1 Pkt 50.000.000

Rehab sedang/Berat Ruang kelas SD Demangan SD Demangan 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 2 Demaan SD 2 Demaan 1 Pkt 25.000.000

Pengadaan Mebelair SD 2 Demaan SD 2 Demaan 1 Pkt 30.000.000

Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD 2 Rendeng SD 2 Rendeng 1 Pkt 25.000.000
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Pengadaan Alat Multimedia SD 1 Kaliputu SD 1 Kaliputu 1 Pkt 30.000.000

Pengadaan Meubelair SD 2 Rendeng SD 2 Rendeng 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 3 Panjunan SD 3 Panjunan 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD 1 Kajeksan SD 1 Kajeksan 1 Pkt 20.000.000

Pengadaan Alat Olahraga SD 1 Kajeksan SD 1 Kajeksan 1 Pkt 30.000.000

Pengadaan Alat Multimedia SD Krandon SD Krandon 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD Krandon SD Krandon 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Rusak Berat Ruang Kelas SD Kramat SD Kramat 1 Pkt 300.000.000

Pengadaan Alat Multimedia UPT Kota Kudus UPT Pendidikan Kec. Kota 1 Pkt 20.000.000

Rehabilitasi Toilet Guru dan Siswa SD 2 Singocandi SD 2 Singocandi 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Guru SD 2 Burikan SD 1 Burikan 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitas RUang Kelas SD 2 Burikan SD 2 Burikan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD 2 Gondangmanis SD 2 Gondangmanis 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Musholla SD 5 Gondangmanis SD 5 Gondangmanis 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pagar SD 5 Gondangmanis SD 5 Gondangmanis 1 Pkt 200.000.000

pembangunan Ruang Kelas Baru SD 2 Wergu Wetan sd 2 wergu wetan 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Jamban sd 2 wergu wetan sd 2 wergu wetan 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Pagar Sd 1 Kajeksan sd 1 kajeksan 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi sedang / berat laboratorium smp 3 bae smp 3 bae 1 Pkt 250.000.000

Pembangunan Jamban sd 1 kajeksan sd 1 kajeksan 1 Pkt 180.000.000

rehabilitasi sedang / berat ruang kelas smp 3 bae smp 3 bae 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan smp 3 bae smp 3 bae 1 Pkt 150.000.000

pembangunan Mushola sd 1 getas pejaten sd 1 getas pejaten 1 Pkt 300.000.000

rehabilitasi sedang / berat kelas sd 2 garung kidul sd 2 garung kidul 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Lapangan Upacara sd 2 garung kidul sd 2 garung kidul 1 Pkt 400.000.000

rehabilitasi sedang/berat smp 1 kudus smp 1 kudus 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi sedang/berat SMP 1 Kudus SMP 1 Kudus 1 Pkt 200.000.000

Rehab sedang/ berat Ruang Kelas SD 3 Demaan SD 3 Demaan 1 Pkt 200.000.000

1.01.1.01.01.16.109 Pengadaan,
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendidikan Dasar
(DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 145 Pkt 17.208.913.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 4 Kandangmas (Lantai 2) SD 4 Kandangmas 2 Ruang 210.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 6 Kedungsari SD 6 Kedungsari 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 3 Glagah Kulon (Lantai 2) SD 3 Glagah Kulon 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD 3 Kandangmas SD 3 Kandangmas 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Perpustakaan SD 2 Garung Kidul SD 2 Garung Kidul 1 Ruang 110.000.000
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Pembangunan Perpustakaan SD 3 Kandangmas SD 3 Kandangmas 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 GARUNG KIDUL SD 2 Garung Kidul 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 Undaan Kidul SD 4 Undaan Kidul 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 Soco SD 4 Soco 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 Piji SD 2 Piji 2 Ruang 210.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 4 Kandangmas SD 4 Kandangmas 1 Ruang 240.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 2 Temulus SD 2 Temulus 1 Ruang 240.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 3 Glagah Kulon SD 3 Glagah Kulon 1 Ruang 240.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 4 Undaan Kidul SD 4 Undaan Kidul 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Garung Kidul SD 2 Garung Kidul 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Bakalan Krapyak SD 2 Bakalan Krapyak 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Glantengan SD 2 Glantengan 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Jekulo SD 2 Jekulo 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 4 Soco SD 4 Soco 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Piji SD 2 Piji 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SD 4 Dersalam SD 4 Dersalam 1 Ruang 105.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD 6 Gondosari SD 6 Gondosari 1 Ruang 175.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD 3 Kandangmas SD 3 Kandangmas 1 Ruang 175.000.000

Rehabilitasi ruang perpustakaan SD 2 Garung Kidul SD 2 Garung Kidul 1 Ruang 100.000.000

Rehabilitasi ruang perpustakaan SD 2 Jekulo SD 2 Jekulo 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 Glagah waru SD 3 Glagah Waru 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Jamban SD 6 Kedungsari SD 6 Kedungsari 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 Tumpangkrasak SD 2 Tumpangkrasak 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Jamban SD 5 Puyoh SD 5 Puyoh 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi ruang guru SD 5 Cendono SD 5 Cendono 1 Ruang 100.000.000

Rehabilitasi ruang guru SD 5 Lau SD 5 Lau 1 Ruang 100.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 3 Jekulo SMP 3 Jekulo 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 2 Kaliwungu SMP 2 Kaliwungu 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 1 Kudus SMP 1 Kudus 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 2 Jekulo SMP 2 Jekulo 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi ruang kelas SMP 2 Dawe SMP 2 Dawe 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Perpustakaan SD 2 Jekulo SD 2 Jekulo 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 BAKALAN KRAPYAK SD 2 BAKALAN KRAPYAK 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 Glantengan SD 2 Glantengan 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 Jekulo SD 2 Jekulo 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 3 Glagah Waru SD 3 Glagah Waru 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 Dersalam SD 4 Dersalam 2 Ruang 210.000.000
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Pembangunan Kamar mandi/ WC siswa SD 3 Glagah Waru SD 3 Glagah Waru 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Kamar mandi/ WC siswa SD 6 Kedungsari SD 6 Kedungsari 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Kamar mandi/ WC siswa SD 2 Tumpang Krasak SD 2 Tumpang Krasak 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Kamar mandi/ WC siswa SD 5 Puyoh SD 5 Puyoh 1 Ruang 100.000.000

Rehabilitasi Ruang Guru SD 5 Cendono SD 5 Cendono 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Guru SD 5 Lau SD 5 Lau 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 3 JEKULO SMP 3 JEKULO 2 Ruang 230.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 2 KALIWUNGU SMP 2 KALIWUNGU 2 Ruang 230.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 1 Kudus SMP 1 Kudus 2 Ruang 230.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 2 Jekulo SMP 2 Jekulo 2 Ruang 230.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 2 Dawe SMP 2 Dawe 1 Ruang 115.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 5 CENDONO SD 5 CENDONO 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 KANDANGMAS SD 1 KANDANGMAS 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 5 CRANGGANG SD 5 CRANGGANG 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 CRANGGANG SD 4 CRANGGANG 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 PASURUAN KIDUL SD 1 PASURUAN KIDUL 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 SIDOREKSO SD 1 SIDOREKSO 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 3 MENAWAN SD 3 MENAWAN 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 3 BESITO SD 3 BESITO 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 PLOSO SD 4 PLOSO 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 KEDUNGSARI SD 1 KEDUNGSARI 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 Hadiwarno SD 2 Adiwarno 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 UNDAAN KIDUL SD 4 UNDAAN KIDUL 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 KARANGMALANG SD 2 KARANGMALANG 2 Ruang 210.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD 5 Rahtawu SD 5 Rahtawu 4 Ruang 420.000.000

Pembangunan Jamban SD 5 TEMULUS SD 5 Temulus 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 6 GONDOSARI SD 6 GONDOSARI 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 7 KLUMPIT SD 7 KLUMPIT 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 MEGAWON SD 2 Megawon 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 GOLANTEPUS SD 1 Golantepus 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 GOLAN TEPUS SD 3 GOLAN TEPUS 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 KARANGAMPEL SD 2 KARANGAMPEL 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 KARANGAMPEL SD 3 KARANGAMPEL 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 KESAMBI SD 3 Kesambi 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 LORAM WETAN SD 2 LORAM WETAN 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 JETISKAPUAN SD 2 Jetiskapuan 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 MEGAWON SD 2 MEGAWON 1 Ruang 100.000.000
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Pembangunan Jamban SD 6 KANDANGMAS SD 6 Kandangmas 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 KARANG AMPEL SD 1 KARANGAMPEL 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 TERGO SD 1 Tergo 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 PIJI SD 2 PIJI 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 2 JAPAN SD 2 Japan 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 5 PUYOH SD 5 PUYOH 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 BANGET SD 1 BANGET 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 1 BULUNG KULON SD 1 BULUNG KULON 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Jamban SD 3 JEPANG PAKIS SD 3 JEPANG PAKIS 1 Ruang 100.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 2 JEPANG SD 2 Jepang 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 2 GONDOHARUM SD 2 GONDOHARUM 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD NGANGUK SD NGANGUK 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 1 GETASPEJATEN SD 1 GETASPEJATEN 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 1 KEDUNGDOWO SD 1 KEDUNGDOWO 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Guru SD2 MLATINOROWITO SD 2 MLATINOROWITO 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Guru SD 2 JEPANG PAKIS SD 2 JEPANG PAKIS 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Guru SD 2 BURIKAN SD 2 BURIKAN 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Guru SD 2 BAKALANKRAPYAK SD 2 BAKALAN.KRAPYAK 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan UKS SD 1 GOLANTEPUS SD 1 Golantepus 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan UKS SD 2 NGEMBAL KULON SD 2 Ngembal Kulon 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan UKS SD 2 BAKALANKRAPYAK SD 2 BAKALANKRAPYAK 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 7 KLUMPIT SD 7 KLUMPIT 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 2 MEGAWON SD 2 MEGAWON 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Perpustakaan SD 1 JOJO SD 1 JOJO 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 6 GONDANGMANIS SD 6 GONDANGMANIS 1 Ruang 110.000.000

Media Pembelajaran SD 2 SINGOCANDI SD 2 SINGOCANDI 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 2 BARONGAN SD 2 BARONGAN 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 2 WERGU WETAN SD 2 WERGU WETAN 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 3 WERGU WETAN SD 3 WERGU WETAN 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 6 CENDONO SD 6 CENDONO 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 7 CENDONO SD 7 CENDONO 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 3 KANDANGMAS SD 3 KANDANGMAS 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 4 BULUNGCANGKRING SD 4 BULUNGCANGKRING 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 4 TERBAN SD 4 TERBAN 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 JEKULO SD 1 JEKULO 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 GRIBIG SD 1 GRIBIG 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 GONDOSARI SD 1 GONDOSARI 1 Pkt 65.000.000
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Media Pembelajaran SD 3 GETASRABI SD 3 GETASRABI 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 5 JEPANG SD 5 JEPANG 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 GULANG SD 1 Gulang 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 2 JEPANG SD 2 JEPANG 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 SIDOREKSO SD 1 SIDOREKSO 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 MIJEN SD 1 MIJEN 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 3 BLIMBING KIDUL SD 3 BLIMBING KIDUL 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 BAE SD 1 BAE 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 3 BACIN SD 3 BACIN 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 DERSALAM SD 1 DERSALAM 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 2 PASURUHAN LOR SD 2 PASURUHAN LOR 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 GETAS PEJATEN SD 1 GETASPEJATEN 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 LORAM KULON SD 1 LORAM KULON 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 TUMPANGKRASAK SD 1 TUMPANGKRASAK 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 2 SAMBUNG SD 2 SAMBUNG 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 1 UNDAAN KIDUL SD 1 UNDAAN KIDUL 1 Pkt 65.000.000

Media Pembelajaran SD 3 MEDINI SD 3 MEDINI 1 Pkt 65.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 5 RAHTAWU SD 5 RAHTAWU 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 3 GOLAN TEPUS SD 3 GOLAN TEPUS 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan Perpustakaan SD 3 BAKALANKRAPYAK SD 3 BAKALANKRAPYAK 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Perpustakaan SD 1 GARUNG LOR SD 1 GARUNG LOR 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Perpustakaan SD 5 DERSALAM SD 5 DERSALAM 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan UKS SD 2 BAKALAN KRAPYAK SD 2 BAKALAN KRAPYAK 1 Ruang 110.000.000

Pembangunan UKS SD 3 TENGGELES SD 3 Tenggeles 1 Ruang 110.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 PAPRINGAN SD 1 PAPRINGAN 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 TUMPANGKRASAK SD 2 TUMPANGKRASAK 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 KALIWUNGU SD 1 KALIWUNGU 1 Ruang 105.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 2 KEDUNGDOWO SD 2 KEDUNGDOWO 1 Ruang 105.000.000

Media Pembelajaran SD 1 BARONGAN SD 1 BARONGAN 1 Pkt 33.913.000

1.01.1.01.01.16.111 Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dasar

Jumlah lokasi / Pekerjaan 20 Pkt 23.819.000.000

Jumlah tenaga kependidikan non PNS di SD dan SMP yang mendapat tunjangan Kabupaten Kudus 990 Org 12.000.000.000

Jumlah Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi Tk. Kabupaten SD Kabupaten Kudus 1 Kgt 90.000.000

Jumlah calon kepala sekolah dan pengawas yang terseleksi dan mengikuti diklat SD Kabupaten Kudus 60 Org 633.000.000

Fasilitasi Penilaian angka kredit SD Kabupaten Kudus 3783 Org 60.000.000

Jumlah guru tersertifikasi SD Kabupaten Kudus 20 Org 7.500.000
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Pelatihan Penulisan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) SD Kabupaten Kudus 150 Org 125.000.000

Jumlah Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi SD Tk. Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 135.000.000

Pelatihan Tenaga Pendidik untuk mengikuti kompetensi (Kegiatan di PBG untuk SD) Kabupaten Kudus 20 Kgt 600.000.000

Pelatihan Tenaga Pendidik untuk mengikuti kompetensi (Kegiatan di PBG untuk SMP) Kabupaten Kudus 10 Kgt 300.000.000

Pelatihan guru Mata Pelajaran dan Guru Kelas SD Kabupaten Kudus 400 Skl 1.600.000.000

Jumlah Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi Tk. Kabupaten SMP Kabupaten Kudus 1 Kgt 85.000.000

Jumlah calon kepala sekolah dan pengawas yang terseleksi dan mengikuti diklat SMP 10 org Kabupaten Kudus 10 Org 110.000.000

Fasilitasi Penilaian angka kredit SMP 1500 org Kabupaten Kudus 1500 Org 30.000.000

Jumlah guru tersertifikasi SMP 10 Org Kabupaten Kudus 10 Org 2.500.000

Pelatihan Penulisan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) SMP 54 org Kabupaten Kudus 54 Org 60.000.000

Fasilitasi Jurnal Ilmiah SMP 100 Buku Kabupaten Kudus 100 Buku 15.000.000

Fasilitasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan guru SMP Kabupaten Kudus 75 Org 750.000.000

Fasilitasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan guru SD Kabupaten Kudus 150 Org 1.500.000.000

TPP bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah Kabupaten Kudus 471 Org 5.652.000.000

Fasilitasi Jurnal Ilmiah SD 800 buku Kabupaten Kudus 800 Buku 64.000.000

1.01.1.01.01.18 Program
Pendidikan Non
Formal

1.01.1.01.01.18.33 Fasilitasi dan
Peningkatan Kualitas
Pendidikan Anak
Usia Dini

Jumlah lokasi / Pekerjaan 11 Pkt 830.000.000

Fasilitasi orientasi kepramukaan Pra siaga PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 50.000.000

Fasilitasi Festival Gebyar Pra Siaga PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 50.000.000

Terselenggaranya sosialisasi dan orientasi Kepramukaan Pra siaga PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 50.000.000

Pekan Olahraga (POPDA) PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 300.000.000

Fasilitasi verifikasi dan penilaian kelayakan satuan PAUD Baru Kabupaten Kudus 1 Kgt 10.000.000

Fasilitasi Kalender Pendidikan PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 10.000.000

Fasilitasi Akreditasi Satuan PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 10.000.000

Fasilitasi Lomba Sekolah Ramah Anak Kabupaten Kudus 1 Kgt 50.000.000

Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat (Kabupaten dan Provinsi) Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

Workshop Kurikulum PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

Fasilitasi Bunda PAUD Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

1.01.1.01.01.18.36 Fasilitasi dan
Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Masyarakat

Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 185.000.000

Fasilitasi SPM Kesetaraan Kabupaten Kudus 1 Kgt 75.000.000

Fasilitasi pelatihan dan pendampingan akreditasi untuk LKP dan PKBM Kabupaten Kudus 1 Kgt 100.000.000

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Kudus 1 Kgt 10.000.000
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1.01.1.01.01.18.38 Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non
Formal

Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 6.270.000.000

pelatihan kursus mahir dasar (Pramuka) Kabupaten Kudus 390 Org 150.000.000

Pemberian Honorarium Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan Paud dan Dikmas Kabupaten Kudus 510 Org 6.120.000.000

2.13.1.01.01.22 Program
Kepemudaan

2.13.1.01.01.22.01 Peningkatan kualitas
sumber daya
kepemudaan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 560.000.000

Fasilitasi Kegiatan LDK Tingkatan SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dan Umum (Pemuda) Kabupaten Kudus 82 Skl 160.000.000

Fasilitasi Forum Osis Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus 82 Skl 55.000.000

Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Kudus 1 Kgt 200.000.000

Fasilitasi Pendataan Kewirausahaan Muda Kabupaten Kudus 1 Kgt 35.000.000

Fasilitasi Lomba TUB dan PBB Kabupaten Kudus 296 Skl 110.000.000

2.13.1.01.01.22.03 Pembinaan
kelembagaan dan
peningkatan peran
serta kepemudaan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 270.000.000

Terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Kabupaten Kudus 1 Kgt 50.000.000

Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi pemuda Kabupaten Kudus 35 Org 50.000.000

Terlaksananya pameran produk unggulan bagi pemuda Kabupaten Kudus 1 Kgt 120.000.000

Terlaksananya soaialisasi peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan Kabupaten Kudus 135 Org 50.000.000

2.13.1.01.01.23 Program
Peningkatan
Kualitas dan
Sarana Prasarana
Olahraga

2.13.1.01.01.23.01 Pengembangan dan
pemberdayaan
olahraga

Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 1.610.000.000

Fasilitasi Lomba Olahraga dalam rangka HUT RI di tingkat Kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 100.000.000

Fasilitasi Lomba KOSN/O2SN tingkat kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 900.000.000

Fasilitasi Lomba POPDA tingkat kecamatan Kabupaten Kudus 9 Kec 360.000.000

Jumlah tim gerak jalan hut ri, tim gerak jalan 28 km Kabupaten Kudus 422 Kelpk 250.000.000

2.13.1.01.01.23.02 Peningkatan prestasi
dan pengelolaan
sarana prasarana
olahraga

Jumlah lokasi / Pekerjaan 8 Pkt 52.460.000.000

Fasilitasi lomba olahraga tradisional tingkat kECAMATAN Kabupaten Kudus 9 Kec 90.000.000

Penataan/Rehabilitasi Area Kolam Renang Kabupaten Kudus 1 Pkt 11.000.000.000

Pembangunan/rehabilitasi Lintasan Atletik Kabupaten Kudus 1 Pkt 16.000.000.000

Fasilitasi lomba olahraga tradisional tingkat kabupaten dan Provinsi Kabupaten Kudus 1 Kgt 250.000.000

Terbangunnya pagar keliling area sport centre Kabupaten Kudus 1 Pkt 10.000.000.000
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Revieu DED Lintasan Atletik Kabupaten Kudus 1 Pkt 100.000.000

Terpeliharanya/Terehabnya sarpras olahraga, tenaga kebersihan kolam renang, gor, stadion dan area sport center serta peralatan Kabupaten Kudus 1 Pkt 15.000.000.000

Fasilitasi pendataan olahraga Kabupaten Kudus 1 Pkt 20.000.000
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1.02.1.02.01.07 Program pelayanan administrasi umum

1.02.1.02.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 2.190.550.000

Pengadaan meubelair (almari arsip pintu sliding kaca 9 unit, filling kabinet 13 unit, meja rapat besar 1 unit,
kursi rapat 50 unit, almari buku 2 unit)

Kec. KOTA, Nganguk 75 Unit 535.000.000

Peralatan kantor (pesawat telepon 20 unit, LCD proyector 10 unit, CCTV 10 unit, sound system 2 unit, TV
LED 52 inc 3 unit, mesin penghancur kertas 1 unit, kamera 1 unit, mikrofon 2 unit, megapon 2 unit, wireless
2 channel 2 unit, vacum cleaner 1 unit)

Kec. KOTA, Nganguk 54 Unit 495.000.000

Perlengkapan kantor (Komputer notebook core i5 22 unit, printer multi fungsi 14 unit, mesin fotocopy 1 unit,
PC rakitan 2 unit, tablet PC hight class 1 unit)

DKK Kudus 40 Unit 642.550.000

Sarana kegiatan SBH (tenda pramuka 18 unit, bola basket2 unit, ring basket 2 unit) dan alat kegugaran
(treadmill/ sepeda statis 3 unit)

Kec. KOTA, Nganguk 25 Unit 518.000.000

1.02.1.02.01.07.04 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana
prasarana aparatur (DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 9 Pkt 1.237.500.000

Pelatihan imunisasi bersertifikat DKK Kudus 50 Org 200.000.000

Peningkatan kapasitas petugas dalam pemberian vaksin baru PCV DKK Kudus 45 OK 180.000.000

Pelatihan service excellent DKK Kudus 50 OK 200.000.000

Pelathan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) DKK Kudus 10 OK 50.000.000

Pelatihan USG DKK Kudus 10 OK 35.000.000

Pelatihan orientasi tenaga kesehatan dalam diagnosa Penyakit Akibat Kerja DKK Kudus 45 OK 157.500.000

Pelatihan orientasi kesehatan olahraga anak sekolah bagi pengelola program kesehatan olahraga dan UKS DKK Kudus 45 OK 157.500.000

Pelatihan Pergerakan Masyarakat Cegah Stunting untuk Petugas PKM DKK Kudus 35 OK 122.500.000

Pelatihan pengadaan barang dan jasa DKK Kudus 30 Org 135.000.000

1.02.1.02.01.36 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.36.01 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 376.500.000

Seminar program gizi DKK Kudus 1 Kali 100.000.000 Dialokasikan di
kegiatan 36.04

Pengembangan aplikasi SIBULAN DKK Kudus 1 Pkt 276.500.000 Dialokasikan dari
anggaran
DBHCHT kegiatan
36.04

1.02.1.02.01.36.02 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK
Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 450.000.000

Penanggulangan Stunting 9 Kecamatan 9 Kec 450.000.000

1.02.1.02.01.36.03 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK
Non Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 1.179.650.000

Jampersal dan sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kec. KOTA, Nganguk 12 Bln 983.750.000

Dukungan manajemen DAK Non FIsik Kec. KOTA, Nganguk 12 Bln 74.100.000

Pembinaan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga Kec. KOTA, Nganguk 12 Bln 121.800.000
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1.02.1.02.01.36.07 Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga (DAK Non FIsik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 195.000.000

Kebutuhan pasca banjir pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) DKK Kudus 1 Pkt 75.000.000

Pengawasan limbah 19 UPT Puskesmas 19 Pusk 20.000.000

Pendampingan 5 Pilar STBM DKK Kudus 9 Kec 25.000.000

Program menuju kabupaten sehat DKK Kudus 9 Kec 50.000.000

Pendampingan pasca ODF DKK Kudus 9 Kec 25.000.000

1.02.1.02.01.36.09 Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 120.000.000

SOSIALISASI PUBLIKASI DI DINAS KESEHATAN KUDUS MELALUI MEDIA MASSA (MEDIA TV, CETAK &
ON LINE)

DINAS KESEHATAN KUDUS 3.00 Pkt 120.000.000

1.02.1.02.01.36.11 Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
(DAK Non Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 6 Pkt 357.340.000

Peningkatan kapasitas kader posyandu tingkat kabupaten Kec. , 700 Org 179.330.000

Pembinaan kesehatan tradisional Kec. KOTA, Nganguk 50 Org 22.000.000

Perencanaan dan evaluasi TP UKS Kabupaten, Pokjanal Posyandu Kabupaten Kec. KOTA, Nganguk 2 Kgt 11.810.000

Hari kesehatan dan semarak Germas Kec. KOTA, Nganguk 2 Kgt 41.200.000

Orientasi penggerakan masyarakat cegah stunting untuk petugas PKM Kec. KOTA, Nganguk 70 Org 61.000.000

Pelatihan komunikasi edukasi untuk tenaga PKM Kec. KOTA, Nganguk 70 Org 42.000.000

1.02.1.02.01.37 Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit

1.02.1.02.01.37.03 Peningkatan Imunisasi dan Surveilans
Wabah/KLB/Bencana (DAK Non Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 6 Pkt 166.580.000

Koordinasi an monitoring penilaian faktor resiko terintegrasi DKK Kudus 60 Org 35.000.000

Peningkatan kapasitas petugas pelaporan sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) DKK Kudus 45 Org 30.000.000

Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka surveilans bencana DKK Kudus 65 Org 12.000.000

Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka KLB keracunan makanan DKK Kudus 50 Org 20.000.000

Peningkatan kapasitas petugas imunisasi dan surveilans KLB/ wabah DKK Kudus 75 Org 35.000.000

Validasi data surveilans dan imunisasi DKK Kudus 56 Org 34.580.000

1.02.1.02.01.37.06 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular (DAK Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 2.269.300.000

Pengadaan mobil alat fogging (mobil double cabin) Kec. KOTA, Nganguk 1 Unit 500.000.000

Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD Kec. KOTA, Nganguk 3 Pkt 176.000.000

Pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis Kec. KOTA, Nganguk 1 Pkt 220.000.000

Pengendalian dan pencegahan HIV AIDS Kec. KOTA, Nganguk 3 Pkt 103.300.000

Pencegahan dan pengendalian penyakit TB Kec. KOTA, Nganguk 2 Pkt 1.270.000.000

1.02.1.02.01.37.07 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular (DAK Non Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 145.740.000

Cetak media promosi P2PM Kec. KOTA, Nganguk 1520 Eksp 88.500.000

Pembentukan kader P2PM serta akor lintas program dan lintas sektor Kec. KOTA, Nganguk 9 Kec 43.650.000

Operasional penunjang kegiatan P2PM Kec. KOTA, Nganguk 12 Bln 13.590.000
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1.02.1.02.01.38 Program Pelayanan dan Sumber Daya
Kesehatan

1.02.1.02.01.38.01 Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 250.000.000

PENGADAAN TV MONITOR UNTUK PELAYANAN PUBLIK DIRUANG TUNGGU PASIEN 19 PUSKESMAS DI
KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN KUDUS 19.00 Pkt 250.000.000

1.02.1.02.01.38.02 Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DAK Fisik) Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 3.198.000.000

Mobil Laboraorium Keliling UPTD Labkesda 1 Unit 658.000.000

Pengadaan sepeda motor (Pusling Roda Dua) Pusk Dawe, Pusk Rendeng, Pusk Purwosari 7 Unit 140.000.000

Pengadaan ambulance Pusk Dawe, Pusk Rendeng, Pusk Purwosari, Pusk
Jekulo

4 Unit 2.400.000.000

1.02.1.02.01.38.04 Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DBHCHT) Jumlah lokasi / Pekerjaan 31 Pkt 26.550.000.000

PEMBUATAN VIDEO PROFILE 19 PUSKESMAS DIKABUPATEN KUDUS DINAS KESEHATAN KUDUS 19.00 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Dersalam Pusk Dersalam 1 Pkt 800.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Mejobo Pusk Mejobo 1 Pkt 1.500.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Ngemplak Pusk Ngemplak 1 Pkt 1.000.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Dawe Pusk Dawe 1 Pkt 1.500.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Ngembal Kulon Pusk Ngembal Kulon 1 Pkt 800.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Kaliwungu Pusk Kaliwungu 1 Pkt 1.000.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Undaan Pusk Undaan 1 Pkt 2.500.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Sidorekso Pusk Sidorekso 1 Pkt 2.000.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Jepang Pusk Jepang 1 Pkt 2.000.000.000

Rehabilitasi Pustu Tumpangkrasak Pustu Tumpangkrasak 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Pustu Megawon Pustu Megawon 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Pustu Getas Pejaten Pustu Getaspejaten 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Pustu Karangampel Pustu Karangampel 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Pustu Pladen Pustu Pladen 1 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi Pustu Gondoharum Pustu Gondoharum 1 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi Pustu Sadang Pustu Sadang 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Pustu Honggosoco Pustu Honggosoco 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Pustu Nganguk Pustu Nganguk 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Pustu Ngembalrejo Pustu Ngembalrejo 1 Pkt 150.000.000

Rehabilitasi Pustu Singocandi Pustu Singocandi 1 Pkt 250.000.000

Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Rendeng Pusk Rendeng 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Purwosari Pusk Purwosari 1 Pkt 4.000.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Gondosari Pusk Gondosari 1 Pkt 5.000.000.000

Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Dawe Pusk Dawe 19 Pusk 750.000.000

Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Rendeng Pusk Rendeng 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Jekulo Pusk Jekulo 1 Pkt 200.000.000
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Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Ngembal Kulon Pusk Ngembal Kulom 1 Pkt 200.000.000

Revovasi Pustu Bulung Kulon Pustu Bulung Kulon 1 Pkt 200.000.000

Renovasi Pustu Bulung Cangkring Pustu Bulung Cangkring 1 Pkt 200.000.000

Renovasi Pustu Kutuk Pustu Kutuk 1 Pkt 150.000.000

1.02.1.02.01.38.06 Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat
Kesehatan (DAK Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 2.700.000.000

Pengadaan obat dan BMHP DKK Kudus 2 Pkt 2.700.000.000

1.02.1.02.01.38.07 Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat
Kesehatan (DAK Non Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 155.000.000

Pelayanan farmasi dan perbekalan kesehatan DKK Kudus 20 Lok 155.000.000

1.02.1.02.01.38.08 Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat
Kesehatan (DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 5.000.000.000

Alat kesehatan 19 UPT Puskesmas 19 Pusk 5.000.000.000

1.02.1.02.01.38.09 Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya
Kesehatan dan Sistem Informasi

Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 4.134.000.000

Pemanfaatan IT untuk mengkoneksikan seluruh puskesmas dan falilitas kesehatan PEMDA Kudus 19 Puskesmas 19.00 Pkt 3.500.000.000

Dokumen Pemetaan Faskes dan Nakes Kabupaten Kudus Kec. KOTA, Nganguk 2 Pkt 200.000.000

Pengadaan komputer, printer, UPS dan server SIK Dinas Kesehatan Kec. KOTA, Nganguk 5 Pkt 234.000.000

Pengadaan peralatan perijinan (alat ukur cahaya, kelembaban, suhu ruangan, kebisingan) Kec. KOTA, Nganguk 1 Pkt 200.000.000

1.02.1.02.01.38.13 Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.000.000.000

Operasional labkes Kec. KOTA, Kel. Purwosari 12 Bln 1.000.000.000

1.02.1.02.01.38.15 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
(DAK Non Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 600.000.000

Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan UPTD Labkes Kudus 12 Bln 600.000.000

1.02.1.02.01.38.18 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non
Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 19 Pkt 11.479.370.000

BOK Puskesmas Wergu Wetan Kec. KOTA, Kel. Wergu Wetan 12 Bln 589.000.000

BOK Puskesmas Purwosari Kec. KOTA, Kel. Purwosari 12 Bln 600.000.000

BOK Puskesmas Rendeng Kec. KOTA, Rendeng 12 Bln 550.000.000

BOK Puskesmas Jati Kec. JATI, Tanjungkarang 12 Bln 658.900.000

BOK Puskesmas Ngembal Kulon Kec. JATI, Ngembal Kulon 12 Bln 600.000.000

BOK Puskesmas Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 12 Bln 653.400.000

BOK Puskesmas Ngemplak Kec. UNDAAN, Wates 12 Bln 599.980.000

BOK Puskesmas Mejobo Kec. MEJOBO, Kesambi 12 Bln 604.520.000

BOK Puskesmas Jepang Kec. MEJOBO, Jepang 12 Bln 605.000.000

BOK Puskesmas Jekulo Kec. JEKULO, Klaling 12 Bln 605.000.000

BOK Puskesmas Tanjungrejo Kec. JEKULO, Tanjungrejo 12 Bln 605.000.000

BOK Puskesmas Dawe Kec. DAWE, Cendono 12 Bln 594.000.000

BOK Puskesmas Rejosari Kec. DAWE, Rejosari 12 Bln 605.000.000

BOK Puskesmas Bae Kec. BAE, Bae 12 Bln 600.000.000
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BOK Puskesmas Gribig Kec. GEBOG, Gribig 12 Bln 605.000.000

BOK Puskesmas Gondosari Kec. GEBOG, Gondosari 12 Bln 604.500.000

BOK Puskesmas Kaliwungu Kec. KALIWUNGU, Mijen 12 Bln 645.070.000

BOK Puskesmas Sidorekso Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 12 Bln 605.000.000

BOK Puskesmas Dersalam Kec. BAE, Dersalam 12 Bln 550.000.000
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1.03.1.03.01.24 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya

1.03.1.03.01.24.24 Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan
Jaringan Pengairan Lainnya

Jumlah lokasi / Pekerjaan 122 Pkt 101.877.200.000

Pembangunan PARAPET Tanggul Sungai Wulan Pasuruhan Lor 800.00 M 2.000.000.000

Pembangunan Talud Saluran/Sungai Teleng Dukuh Klontong RT.6 RW. 1 Desa Kedungsari Gebog 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan sarana dan prasarana air minum desa Cranggang desa cranggang 1.00 Pkt 800.000.000

senderan / talud sungai dawe RW 3 s.d RW 7 900.00 M 2.700.000.000

Pembangunan Talud Sungai di Kali Tumpang Dersalam Gang 9 250.00 M2 500.000.000

NORMALISASI SUNGAI MRANAK DESA PLADEN DK.KRAJAN-DK.JAWIK KECAMATAN
JEKULO

SUNGAI MRANAK DESA PLADEN DK.KRAJAN-DK.JAWIK
KECAMATAN JEKULO

2000.00 M 200.000.000

NORMALISASI DUKUH KRAJAN-DUKUH JAWIK DESA PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD BETON/BRONJONG BATU Kec. JEKULO, Klaling 1.00 Pkt 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD BETON / BRONJONG BATU JLN. PANTURA KUDUS PATI DEPAN KUD - POLSEK JEKULO 200.00 M 1.000.000.000

Normalisasi sungai Jembangan Kali Jati Sungai jembangan-kalijati 6.00 KM 1.500.000.000

Pasangan talud sungai piji Desa Kesambi Kesambi 1.00 Pkt 1.000.000.000

Normalisasi Sungai Piji Desa Kesambi Kesambi 5000.00 M 0

SALURAN PEMBUANG AIR GONDANGAN - TEMULUS Kec. MEJOBO, Temulus 1.00 Pkt 0

PEMBANGUNAN EMBUNG DESA GULANG Kec. MEJOBO, Gulang 1.00 Pkt 500.000.000

Normalisasi saluran penghubung desa wates Desa Wates 650.00 M 350.000.000

NURMALISASI SALURAN PEMBUANG SUNGAI LARIKREJO Kec. UNDAAN, Larikrejo 3000.00 1.000.000.000

NORMALISASI SALURAN PEMBUANG SUNGAI CILIK Kec. UNDAAN, Larikrejo 3000.00 1.000.000.000

Pembangunan Embung Desa sungai kadimah 1.00 Unit 2.000.000.000

NORMALISASI SUNGAI JUANA LAMA DESA KARANG ROWO Desa Karangrowo 200.00 KM 200.000.000

Talud / Dinding Penahan Sungai Juana Sungai Juana Desa Kutuk 2.00 KM 2.000.000.000

Normalisasi Sungai Juana Sungai Juana Desa Kutuk 2.00 KM 3.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUT/DINDING PENAHAN SUNGAI DI SEBELAH GEDUNG ITC WISATA
DESA WONOSOCO

Kec. UNDAAN, Wonosoco 1.00 Pkt 300.000.000

Normalisasi sungai Londo Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 1.00 Pkt 2.000.000.000

Normalisasi sungai Tumpangkrasak Kec. JATI, Tumpangkrasak 0.00 0

Normalisasi Saluran Sekunder Rendeng Desa Tumpangkrasak Kec. JATI, Tumpangkrasak 0.00 0

Normalisasi dan pemasangan saringan sampah di sungai Tumpangkrasak Kec. JATI, Tumpangkrasak 1.00 Pkt 0

Normalisasi dan pemasangan saringan sampah di sungai Tumpangkrasak Kec. JATI, Tumpangkrasak 1.00 Pkt 0

Pembangunan PARAPET Tanggul Sungai Wulan Pasuruhan Lor 800.00 M 2.000.000.000

PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI MUNENG Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

PEMBANGUNAN NORMALISASI LONGSTORID GOLENG Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0
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Normalisasi Sungai Muneng Pasuruhan Lor 1.00 Kgt 2.000.000.000

Normalisasi Sungai Muneng Pasuruhan Lor 1.00 Kgt 2.000.000.000

Normalisasi Longstorid Goleng Pasuruhan Lor 2000.00 M 5.000.000.000

Normalisasi Longstorage Goleng Pasuruhan Lor 2000.00 M 5.000.000.000

Normalisasi Sungai Gelis Jati Kulon 1000.00 M 3.000.000.000

Pembangunan Saluran Air Jl. Jati Wetan Lingkar Tenggara 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Embung Tanjungkarang 1.00 Pkt 1.500.000.000

Pembangunan sarana prasaran air minum desa kaliwungu dukuh jetis teguan 1.00 Unit 300.000.000

PEMBANGUNAN SENDERAN KALI DESA KARANGAMPEL Kec. KALIWUNGU, Karangampel 0.00 Pkt 0

PEMBANGUNAN SENDERAN KALI DESA KARANGAMPEL Kec. KALIWUNGU, Karangampel 0.00 Pkt 200.000.000

Normalisasi SWD I Desa Setrokalangan 4200.00 M 4.200.000.000

NORMALISASI SUNGAI MUNENG DESA PRAMBATAN LOR SUNGAI MUNENG DESA PRAMBATAN LOR KECAMATAN
KALIWUNGU

1.00 Pkt 100.000.000

Normalisasi saluran pembuang kauman Perbatasan kelurahan Wergu Kulon dan Kelurahan Panjunan
(Gang 1 s/d 4)

1.00 Pkt 200.000.000

Normalisasi Sungai Dawe dan Sungai Piji Kec. , 0.00 0

Rehabilitasi D.I. Montel Kec. DAWE, Japan 1.00 Pkt 500.000.000

Rehabilitasi D.I. Sande Kec. DAWE, Ternadi 1.00 Pkt 750.000.000

Rehabilitasi D.I Sijeruk DUKUH KEDOAN DESA SOCO KECAMATAN DAWE 36.00 M 0

Pembangunan Talud Sungai gembel tumpang ( Lanjutan) RT 08 RW 01 s.d RT 08 RW 03 800.00 M3 1.000.000.000

Normalisasi Sungai tumpang RT 08 RW01 s.d Rt 08 rw 03 1.00 Kgt 300.000.000

Pembangunan saluran sekunder dunggupit RT 5 RW 2, RT 3, 4 RW 1 500.00 M2 350.000.000

Normalisasi saluran pembuang gembel (Pengerukan Lumpur) Sungai RW 1 s.d RW 2 300.00 M 300.000.000

NORMALISASI SALURAN AIR / SUNGAI DESA PEDAWANG Desa Pedawang 1.00 Pkt 100.000.000

Pembangunan talud sungai logung di sekitar jembatan kauman-tambak Dusun Kauman 1000.00 M2 1.000.000.000

normalisasi dan pembangunan talud sungai logung di sekitar taman bumiwangi Dusun Kauman 1000.00 M2 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI DESA PLADEN RT 2 RW 5 Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 200.000.000

Normalisasi sungai nglangak BLT 9 - Sidomulyo Desa Pladen Dk. Krajan - Dk. Jawik 2000.00 M 200.000.000

Pengerukan Sungai Palelesan Desa Sidomulyo 6000.00 M 1.500.000.000

Pemasangan pintu klep ditanggul afur Jeratun seluna ( titik ) Bulungkulon 4.00 Titik 1.000.000.000

Normalisasi sungai Tanjang _ Pagak sungai Tanjang - Pagak 2.00 KM` 500.000.000

Normalisasi sungai Pamali Juana Bulungkulon 2.00 KM 2.000.000.000

NORMALISASI SUNGAI JEMBANGAN KALI JATI Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1.00 Pkt 1.500.000.000

Peninggian Parepet Tanggul sungai logung 4.00 Titik 600.000.000

Normalisasi Sungai Doro dari Dukuh Pecinan s/d Dukuh Kalidoro Kidul Bulungcangkring 2.00 KM 500.000.000

Betonisasi jalan Sungai poceho Desa Mejobo Jembatan Sungai poceho ke utara s/d Dukuh Jetis
desa Golantepus

300.00 M2 800.000.000

Pembangunan Pintu pengatur Sungai Dawe Perbatasan (JU. I) Ds Temulus 36.00 M2 500.000.000
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NORMALISASI SUNGAI GANDONGAN Desa Temulus 200.00 KM 200.000.000

pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Kirig Blok Krapyak dan Kudo 1.00 Pkt 200.000.000

NORMALISASI SUNGAI NGETRIK DESA KIRIG Desa Kirig 200.00 KM 200.000.000

NORMALISASI SUNGAI GRENO DESA KIRIG Desa Kirig 200.00 KM 200.000.000

Normalisasi sungai patusan Larikrejo 5.00 KM 4.000.000.000

NORMALISASI LONGSTORIT NGEMPLAK Ngemplak 4.00 KM 1.500.000.000

NORMALISASI SALURAN PEMBUANG SUNGAI BERUGENJANG Kec. UNDAAN, Berugenjang 3000.00 1.000.000.000

NORMALISASI SALURAN PEMBUANG SUNGAI NGELO DESA KARANGROWO Kec. UNDAAN, Karangrowo 1500.00 500.000.000

Pengadaan Pompa Air Longsrage Jl. AKBP. R Agil Kusumadya - Mijen Jati Kulon 1.00 Unit 600.000.000

Peningkatan debit pompa air di RW 3 Jati wetan dan pembuatan talut sungai Kec. JATI, Jati Wetan 0.00 0

Normalisasi Sungai Kencing Tanjungkarang s.d Barisan 4000.00 M 225.000.000

NORMALISASI SUNGAI JUMIRAH Jetis Kapuan 2.90 KM 400.000.000

Pemeliharaan dan perbaikan Rumah Pompa (Pengadaan) Jetiskapuan 10.00 Unit 500.000.000

Peningkatan Kapasitas Pompa air Desa Tanjung Karang sehingga mempercepat proses
pompa di Kec. Jati agar tidak terjadi banjir, pembuatan talud di Desa Tanjung Karang
sehingga mengurangi luapan air yang masuk

Kec. JATI, 0.00 0

Rehabilitasi DI langgar desa sidorekso 1.00 Pkt 20.000.000

rehabilitasi saluran sekunder DI langgar desa sidorekso 1.00 Pkt 50.000.000

Rehabilitasi saluran sekunder langgar jl sidorekso - kedungdowo ( Gapura masuk blimbing kidul ) 14.00 M3 200.000.000

NORMALISASI SUNGAI SERUT DESA MIJEN 450.00 M3 500.000.000

PASANGAN TALUD SUNGAI MUNENG DESA PRAMBATAN LOR RT. 07 RW. 03 DESA PRAMBATAN LOR KECAMATAN
KALIWUNGU

1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN EMBUNG ( PENGADAAN TANAH) DESA SETROKALANGAN (
EKSEKUTIF)

Kec. KALIWUNGU, Setrokalangan 0.00 Pkt 4.000.000.000

Normalisasi Sungai Drakah desa sidorekso 1.00 Pkt 200.000.000

PASANGAN TALUD SALURAN PEMBUANG SUNGAI BUNTUNG DESA PRAMBATAN KIDUL Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 200.000.000

Normalisasi Saluran Induk Kedungguit Ruas BKG2- BKG.3 ( Depan makam Pahlawan) Kec. KOTA, Kaliputu 0.00 0

Normalisasi Saluran Pembuang Purwosari Kec. , 0.00 0

PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI JRAKAH DESA SIDOREKSO Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 0.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI JRAKAH-DESA SIDOREKSO Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 0.00 Pkt 1.000.000.000

Normalisasi Sungai Bacot Desa Payaman 1600.00 M2 150.000.000

Normalisasi Saluran Pembuang Anyar Desa Payaman 300.00 M2 200.000.000

Normalisasi Longstorage Ngemplak Kalibupati 1120.00 M2 1.000.000.000

Normalisasi Sungai JU.3/1G Larikrejo - Kaliyoso Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 700.00 M 200.000.000

Pembangunan Talud Saluran Pembuang Cangkringan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Talud Sungai Tumpang Kec. JATI, Megawon 350.00 M2 1.000.000.000

Pembangunan Talud Sungai Gandu Kec. JATI, Loram Wetan 4500.00 M3 200.000.000

Pembangunan Talud Sungai Gondang Sungai Gondang 1000.00 M 2.000.000.000

Pembangunan Talud Suplesi Ploso Ds. Getaspejaten 350.00 M 700.000.000
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Pembangunan Talud Sungai Gondang Ds. Getaspejaten 855.00 M 2.400.000.000

Pembangunan Talud Sungai Kencing Desa Jati Wetan 750.00 M` 2.500.000.000

Pembangunan Talud Sungai Tunggul Desa papringan 2.00 Pkt 500.000.000

Pembangunan Talud Saluran Pembuang Jember dk Winong - Dk Proko 500.00 M3 500.000.000

Pembangunan Talud Pembuang Sungai Tati ( Desa Kaliwungu ) dk Gerung - dk kaliwungu 1200.00 M3 500.000.000

Normalisasi Sungai Pesantren desa karangampel 1000.00 M 200.000.000

Pembangunan Talud Sungai Pesantren Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 286.00 M 283.000.000

Pembangunan Talud Sungai Drakah desa sidorekso 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Talud Sungai Mati Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 1.00 Pkt 500.000.000

Pembangunan Talud Saluran Pembuang - Setrokalangan Desa Setrokalangan 175.00 M 349.200.000

Rehabilitasi D.I BUWAK ( Sal. Sek. Buwak ) dukuh tersono ( pintu Kluntung s/d jembatan yang melintas di
jalan Garung lor Getas Srabi

600.00 M 600.000.000

Pembangunan Talud Sungai Muneng sungai Muneng 750.00 M 1.000.000.000

Normalisasi saluran pembuang Muneng Desa Prambatan Lor 1.00 Pkt 350.000.000

Pembangunan Talud Sungai Buntung prambatan kidul 300.00 M2 500.000.000

Pasanan Talud Saluran Pembuang Gambir desa bakalan krapyak 750.00 M2 400.000.000

Pembangunan Talud Sungai Sili Dusun Kebun Agung Rt 4 Rw 3 Krandon 30.00 M 400.000.000

PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI PESANTREN DS. KEDUNGDOWO ( Dekat MAKAM
TAMBAK DONO)

Kec. , 1.00 Pkt 200.000.000

Pasangan Talud Saluran Pembuang Ngasinan Kec. JEKULO, Honggosoco 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Pasangan Talud Saluran Jatipasehan Kec. JEKULO, Hadipolo 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Pasangan Talud Saluran Pembuang Salaman Kec. JEKULO, Klaling 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Perencanaan teknis Kab.Kudus 1 Pkt 50.000.000

Pengawasan teknis Kab.Kudus 1 Pkt 50.000.000

1.03.1.03.01.24.25 Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan
Jaringan Pengairan Lainnya (Bangub)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.000.000.000

Pasangan Talud Sungai Teleng Kec. GEBOG, Kedungsari 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

1.03.1.03.01.24.26 Rehabilitasi/Pemeliharaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Air dan
Jaringan Pengairan Lainnya

Jumlah lokasi / Pekerjaan 52 Pkt 21.890.000.000

Talud sungai Jrakah- Desa Sidorekso Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 0.00 1.000.000.000

Rehabilitasi D.I. Ngipik Kec. DAWE, Japan 1.00 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi D.I. Blego Kec. DAWE, Colo 1.00 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi D.I. Wuni Kec. DAWE, Glagah Kulon 1.00 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi D.I. Putat Kec. DAWE, Glagah Kulon 1.00 Pkt 300.000.000

Rehabilitasi D.I. Pelem Kec. DAWE, Glagah Kulon 1.00 Pkt 500.000.000

Rehabilitasi D.I. Pugat Kec. DAWE, Glagah Kulon 1.00 Pkt 500.000.000

Rehabilitasi D.I. Pandanan Kec. DAWE, Glagah Kulon 0.00 500.000.000

Rehabilitasi D.I. Klejok Kec. DAWE, Glagah Kulon 1.00 Pkt 500.000.000
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Pembangunan Talud Sungai Tumpang Perumda Tumpangkrasak 800.00 M2 240.000.000

REHABILITASI D.I.KEDUNG GUPIT SAL.SEK. RENDENG ( BR 6 - BR.8 ) Kec. JATI, Tumpangkrasak 500.00 500.000.000

Pasangan Talud Saluran Pembuang DESA GETAS PEJATEN KECAMATAN JATIR KOTA, DI
SAMPING HUTAN KOTA GETAS

Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI SERUT DS. KARANGAMPEL ( URUT MAKAM KARANG
ASEM)

Kec. KALIWUNGU, Karangampel 1.00 Pkt 200.000.000

Pasangan Talud Kali Pesantren Desa Kedungdowo Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 200.000.000

Pembangunan Talud Sungai Drakah Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1.00 Pkt 1.000.000.000

Rehab Daerah Irigasi Janti (ternadi) Kec. , 0.00 0

PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI TATI-DESA BANGET DUKUH KACUT DUKUH KACY Kec. KALIWUNGU, Banget 0.00 Pkt 200.000.000

Pasangan Talud Sungai Tati Kec. KALIWUNGU, Banget 0.00 0

Pembangunan Talud Saluran tepian Bangunan Gedung Balai Nikah Jl. Cut Nyak Dien 1.00 Pkt 0

Rehabilitasi D.I. Bantenan Desa Golantepus 1.00 Pkt 600.000.000

Pembangunan Talud Kali Mrisen Golantepus Desa Golantepus Kali Mrisen 1000.00 M2 1.000.000.000

Pembangunan Talud Sungai Tumpang Desa Mejobo jln. Lingkar tenggara (bogol) - mejobo 960.00 M2 1.000.000.000

Pembangunan Talud Sungai Pendo Desa Mejobo Jembatan Sungai Poceho keselatan - Rt 5 Rw 3 3000.00 M2 1.500.000.000

Pembangunan Talud Sungai Jojo Ds.Jojo 1.00 Pkt 500.000.000

Normalisasi Sungai Gandongan Ds Temulus Saluran (Sungai Gandongan) 31.00 M2 200.000.000

Rehabilitasi D.I. Makam Desa Payaman 250.00 M2 200.000.000

Rehabilitasi Saluran Kedunggupit (Sal. Sek. Mlati BM.3 - BM.7) Desa Megawon Dukuh Wungu 200.00 M 300.000.000

Rehabilitasi D.I. Ploso Kiri (Sal. Sek. Ploso Kiri) Kec. JATI, Ploso 250.00 M 300.000.000

Rehabilitasi D.I. Ploso Kanan (Saluran Sekunder Ploso Kanan) Pasuruhan Lor 4000.00 M 2.000.000.000

Rehabilitasi D.I BUWAK dukuh krajan rt 04 rw 01 ( lanjutan) 100.00 M 100.000.000

Rehabilitasi D.I Birowo desa bakalan krapyak 300.00 M 400.000.000

Rehabilitasi Saluran Sekunder Wergu Kelurahan Wergu Wetan 1.00 Pkt 500.000.000

Rehailitasi Saluran Pembuangan Rendeng sepanjang sungai dari Rt 02 Rw 02, Rt 03 Rw 02, Rt 06 Rw 02, Rt
01 Rw 03

600.00 M2 400.000.000

Rehabilitasi D.I. Sowito Kec. DAWE, Puyoh 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Kadinowo Kec. DAWE, Cendono 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Janti Kec. DAWE, Ternadi 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Suru Kec. DAWE, Puyoh 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Guwo Kec. DAWE, Piji 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Sumban Kec. DAWE, Soco 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Dalan Kec. DAWE, Kandangmas 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Presen Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Sente Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Talang Kec. DAWE, Japan 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Beran Kec. DAWE, Piji 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD
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Rehabilitasi D.I. Brengos Kec. DAWE, Kandangmas 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Gandri Kec. DAWE, Puyoh 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Turusan Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Grenjengan Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Reco Kec. GEBOG, Gondosari 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Normalisasi Saluran Pembuang Sikebo Kec. BAE, Dersalam 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Normalisasi Saluran Pembuang Gembel Kec. BAE, Pedawang 1 Pkt 150.000.000 Usulan OPD

Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan Kabupaten Kudus 1 Pkt 900.000.000 Usulan OPD

1.03.1.03.01.24.27 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang
Telah Dibangun ( DAK )

Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 6.238.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Setro Kec. MEJOBO, Mejobo 1 Pkt 938.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mojo Perak Kec. JEKULO, Hadipolo 1 Pkt 600.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedunggupit Kec. BAE, Bae 1 Pkt 1.700.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Karanggayam Kec. GEBOG, Jurang 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

1.03.1.03.01.24.30 Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya
Air dan Jaringan Pengairan Lainnya
(DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 6 Pkt 1.450.000.000

Normalisasi Saluran pembuang Kapiluas Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Normalisasi Saluran pembuang Desa peganjaran Kec. BAE, Peganjaran 1 Pkt 100.000.000

Normalisasi Saluran pembuang Nolo Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Rehab D.I Ingas Sundeng Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Rehab D.I Sendono Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Belanja bahan baku bangunan / material Kec. , 1 Pkt 600.000.000

1.03.1.03.01.24.31 Rehabilitasi/Pemeliharaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Air dan
Jaringan Pengairan Lainnya (DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 26 Pkt 5.100.000.000

Rehabilitasi D.I. Sijeruk Kec. DAWE, Soco 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Wuni Kec. DAWE, Tergo 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Salaman Kec. JEKULO, Klaling 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Kopyah Kec. GEBOG, Kedungsari 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Silep Kec. GEBOG, Gribig 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Anyar Kec. DAWE, Glagah Kulon 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Ledok Kec. DAWE, Glagah Kulon 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Pundung Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Sembojo Kec. JEKULO, Honggosoco 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Ngumbut Kec. DAWE, Rejosari 1 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Duklopo Kec. DAWE, Piji 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Siwaru Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Kedunggupit ( Sal. Sek. Rendeng ) Kec. BAE, Pedawang 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD
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Rehabilitasi D.I. Gayam B Kec. DAWE, Kandangmas 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Gede Kec. DAWE, Glagah Kulon 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Dungdowo Kec. DAWE, Margorejo 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Jrebeng Kec. DAWE, Margorejo 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Kedunggupit ( Sal. Sek. Rendeng ) Kec. JATI, Tumpangkrasak 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Kedunggupit ( BKG.1 - BKG.2 ) Kec. BAE, Panjang 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Dung Betung Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Kauman Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Wuluh Kec. GEBOG, Karangmalang 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Punen Kec. GEBOG, Kedungsari 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Jaranan Kec. KALIWUNGU, Prambatan Lor 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

BBM Kec. , 1 Pkt 0

Pasangan Talud Pembuang pesantren Kec. , 1 Pkt 0

1.03.1.03.01.24.32 Rehabilitasi/Pemeliharaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Air dan
Jaringan Pengairan Lainnya (Bangub)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 9 Pkt 17.300.000.000

Rehabilitasi D.I. Karanggayam Kec. GEBOG, Jurang 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Kedunggupit Kec. JATI, 1 Pkt 5.000.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I.Ploso Kec. JATI, Ploso 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I.Gerangan Kec. KALIWUNGU, Papringan 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Bon Agung Kec. DAWE, Kandangmas 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Rehabilitasi D.I. Buwak Kec. GEBOG, Gribig 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Administrasi Pekerjaan Kabupaten Kudus 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

Perencanaan Teknis Kabupaten Kudus 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

Pengawasan Teknis Kabupaten Kudus 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

1.03.1.03.01.35 Program Pembangunan/ Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.35.01 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Bangunan Pelengkap

Jumlah lokasi / Pekerjaan 374 Pkt 1.226.167.099.000

PENINGKATAN JALAN LINGKAR UTARA - BACIN Kec. BAE, Bacin 1000.00 1.000.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN SIDOREKSO - KEDUNGDOWO Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 150.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN PRAMBATAN KIDUL - SIMANGU Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 400.000.000

PENINGKATAN JALAN GAJIAN - WATU PUTIH JALAN GAJIAN -WATU PUTIH DESA TERBAN RT.01 RW.01
KECAMATAN JEKULO

1200.00 M 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JL. SUMBER - MEJOBO Desa Golantepus 1.00 Pkt 0

PENINGKATAN JALAN KEDUNGDOWO - GARUNG KIDUL Kec. KALIWUNGU, Garung Kidul 1.00 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN RAHTAWU - SEMLIRO DUKUH NGELO RW.04 DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan talud jalan tanjungrejo-kandangmas Kec. DAWE, Rejosari 0.00 1.500.000.000

Pembangunan Jalan ruas Karangbener - UMK Kec. BAE, Karangbener 1.00 Pkt 125.000.000.000
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Peningkatan jalan ruas Dersalam - STAIN Kec. BAE, Ngembalrejo 3600.00 M2 0

Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan Lingkar Panjang - UMK Kec. BAE, Gondangmanis 1.00 Pkt 25.000.000.000

Pembangunan box culvert/gorong-gorong jalan Sidorekso - Blimbing Kidul Kec. KALIWUNGU, 0.00 0

Peningkatan Jalan Sudo - Masin Kec. , 0.00 2.000.000.000

Pembangunan Gapuro Perbatasan Kab. Kudus - Kab. Grobogan Desa Lambangan 12.00 M` 1.500.000.000

PENINGKATAN JALAN TUMPANGKRASAK - MEGAWON Kec. JATI, Tumpangkrasak 1.00 0

Peningkatan Jalan Jepang Pakis – Loram Wetan Jepangpakis RW 1 dan 2 1688.00 M 2.000.000.000

PENINGKATAN JALAN GETAS PEJATEN - LORAM KULON Kec. JATI, Getaspejaten 0.00 Pkt 200.000.000

Peningkatan Jalan Kencing - Goleng Jl. Kencing - Goleng 400.00 M 600.000.000

Pembangunan Talud Jalan Sidorekso - Gamong Desa Sidorekso 50.00 M 200.000.000

TALUD JALAN KACU BARU DESA BANGET Kec. KALIWUNGU, Banget 1.00 200.000.000

Saluran air/ drainase di sepanjang ruas jalan Sidorekso Kedungdowo. sekitar area Balai
Desa Banget

Kec. KALIWUNGU, Banget 0.00 0

PEMBANGUNAN JALAN KARANGROWO - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Karangrowo 2.50 5.000.000.000

PEMBANGUNAN JALAN KARANGROWO - BATAS PATI Kec. UNDAAN, Karangrowo 2000.00 4.000.000.000

Peningkatan Jalan Babalan - Kutuk Jalan Kutuk - Glagahwaru - Kalirejo 4.00 KM 10.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN KUTUK - GATET Desa Kutuk - Gatet Undaan Kidul 2.00 KM 3.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Babalan - Kutuk Kec. UNDAAN, Kalirejo 1.00 Pkt 200.000.000

Peningkatan Jalan Kalirejo - Wilalung Jalan lingkar selatan terminal s/d jalan kudus purwodadi Desa
Kalirejo Undaan kudus

1313.00 M3 700.000.000

Pembangunan Talud Jalan Babalan - Batas Pati Kec. UNDAAN, Kalirejo 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN GAPURO PERBATASAN KAB. KUDUS - KAB. GROBOGAN Desa Lambangan 12.00 M2 1.500.000.000

Pembangunan Gapuro Perbatasan kKec. Undaan Desa Ngemplak Kec.Jati Desa Jetis Kapuan Ngemplak 12.00 M 1.500.000.000

REHABILITASI JALAN WATES - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Wates 3000.00 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Ngeseng - Kaliyoso jalan kaliyoso batas pati 2.00 KM 2.000.000.000

Peningkatan Jalan Karangrowo - Larikrejo dukuh ngeli-desa larikrejo 1.00 KM 2.000.000.000

PEMBAUNGUNAN TALUD JALAN NGESENG - KALIYOSO Kec. UNDAAN, Karangrowo 2500.00 5.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN KARANGROWO - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Karangrowo 5000.00 5.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN KARANGROWO - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Karangrowo 2500.00 3.000.000.000

PEMBANGUNAN JALAN NGESENG - KALIYOSO Kec. UNDAAN, Karangrowo 2500.00 5.000.000.000

PEMBANGUNAN JALAN KARANGROWO - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Karangrowo 2500.00 5.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Jojo - Kesambi Kesambi 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan lingkar Tenggara - Kirig (Lanjutan) Ds Kirig , Ruas Jln lingkar tenggara kirig 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Lingkar Tenggara - Kirig Kec. MEJOBO, Kirig 1.00 Pkt 200.000.000

Pasangan Box Cafed Jalan Lingkar Tenggara Kirig Ds Kirig Jln Lingkar Tenggara Kirig 1.00 Unit 400.000.000

PENINGKATAN JALAN PASAR DORO-SMA 1 MEJOBO Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Trotoar jalan mlati kidul -jepang pendem Desa Jepang , Mejobo, Kudus 1.00 Pkt 2.500.000.000

Pembangunan Trotoar jalan lingkar tenggara - jepang pendem Desa jepang ,mejobo,kudus 1.00 Pkt 2.500.000.000



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENINGKATAN JALAN MEJOBO - KESAMBI JL. TEMULUS-BRAYUNG KECAMATAN MEJOBO 1.00 Pkt 500.000.000

Peningkatan Jalan Berugenjang - Wonosoco Desa Berugenjang Kecamatan Undaan 520.00 M3 1.500.000.000

Pembangunan Gapuro Perbatasan Jl. Babalan - Batas Pati Desa Berugenjang Kecamatan Undaan 1.00 Pkt 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Tenggeles - Hadiwarno Ds Tenggeles, Ruas Jl Tenggeles - Hadiwarno (Dusun 1) 1.00 Pkt 2.000.000.000

Peningkatan Jalan Dukuh Rau - Golantepus Desa Tenggeles , Ngrau - Golantepus 800.00 M2 1.000.000.000

PENINGKATAN JALAN TENGGELES - KESAMBI Desa Tenggeles 1.00 Pkt 0

Pembangunan Talud Jln Dukuh rau - golantepus Desa golantepus , ruas jln. Rau - golantepus 1500.00 M2 1.500.000.000

PENINGKATAN JALAN MEJOBO - LINGKAR TENGGARA Kec. MEJOBO, Mejobo 1.00 Pkt 1.000.000.000

PENINGKATAN JALAN LINGKAR TENGGARA - DUKUH BOGOL Kec. MEJOBO, Mejobo 1.00 Pkt 500.000.000

Peningkatan Jalan Krawang - Jojo Ds Hadiwarno, Ruas Jl Krawang - Jojo 1.00 Pkt 500.000.000

Peningkatan Jalan Kesambi - Jelak (Lanjutan) Kesambi 1.00 Pkt 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Sidomulyo-Gondoharum (Lanjutan) Jalan Sidomulyo - Gondoharum 1250.00 M 6.000.000.000

Peningkatan Jalan Jawik - Bulungkulon Bulungkulon 1.00 KM 2.000.000.000

PENINGKATAN JALAN JAWIK - BULUNG KULON Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1.00 4.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN JAWIK - BULUNGKULON ( LANJUTAN ) Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1.00 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN JAWIK - BULUNG KULON (LANJUTAN) Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1.00 Pkt 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN BULUNGCANGKRING - BULUNGCANGKRING DESA BULUNGCANGKRING RT.03 RW.09 KECAMATAN
JEKULO

2000.00 M 1.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Bulungcangkring - Batas Pati Bulungcangkring 2000.00 M 1.000.000.000

PENINGKATAN JALAN JEKULO KIDUL-SADANG (LANJUTAN) JL. POROS DESA JEKULO-SADANG (LANJUTAN) DESA
SADANG-JEKULO RT.04, RT.05 RW.02 DESA SADANG JEKULO

3000.00 M 2.000.000.000

PENINGKATAN JALAN JEKULO KIDUL - SADANG (LANJUTAN) Kec. JEKULO, Sadang 1.00 Pkt 2.000.000.000

PENINGKATAN JALAN JEKULO KIDUL - SADANG Desa Sadang s/d Jekulo 3000.00 M 2.000.000.000

PENINGKATAN JALAN KLALING - JEKULO Desa Klaling 1.00 Pkt 200.000.000

PENINGKATAN JALAN TERBAN-SIDOMULYO Kec. JEKULO, Terban 1.00 Pkt 500.000.000

PENINGKATAN JALAN TERBAN-KANCILAN JALAN TERBAN-KANCILAN RT.02 RW.05 DESA TERBAN
KECAMATAN JEKULO

300.00 M 1.200.000.000

PENINGKATAN JALAN TERBAN - KRANGIT BARU Jalan Terban Krangit Baru 1.00 KM 500.000.000

PENINGKATAN JALAN TERBAN - KANCILAN Jalan Terban Kancilan 300.00 M 1.200.000.000

PENINGKATAN JALAN KANCILAN - SOKOBUBUK Jalan Kancilan Soko bubuk 700.00 M` 1.500.000.000

PENINGKATAN JALAN GAJIAN - WATU PUTIH/ TERBAN Jalan gajian Watu putih 1200.00 M` 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN TERBAN-KANCILAN TALUD JALAN JALAN TERBAN-KANCILAN RT.02 RW.05 DESA
TERBAN KECAMATAN JEKULO

1600.00 M 650.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN KANCILAN - SOKOBUBUK JALAN KANCILAN SOKOBUBUK DESA TERBAN KECAMATAN
JEKULOJEKULO

700.00 M 1.500.000.000

Peningkatan Jalan Gondoharum -Kaliwuluh dukuh kaliwuluh 500.00 M 1.000.000.000

PENINGKATAN JALAN TERBAN-SIDOMULYO (LANJUTAN) DESA PLADEN DK.JAWIK RT.03 RW.05 KECAMATAN JEKULO 250.00 M 500.000.000

PENINGKATAN JALAN TERBAN-SIDOMULYO Desa Pladen Dk. Jawik 250.00 M 500.000.000

Peningkatan Jalan Pladen - Jawik Desa Pladen Kec. Jekulo Kab. Kudus 1.00 Pkt 500.000.000
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PENINGKATAN JALAN PLADEN - JAWIK JALAN KABUPATEN KRAJAN-JAWIK DESA PLADEN DK. JAWIK
RT.02 RW.05 KECAMATAN JEKULO

1.00 Pkt 900.000.000

PENINGKATAN JALAN JAWIK-BULUNGKULON Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 1.800.000.000

PENINGKATAN JALAN JAWIK-BULONGKULON DESA PLADEN DK. JAWIK RT.03 RW.05 KECAMATAN JEKULO 300.00 M 1.800.000.000

PENINGKATAN JALAN JAWIK-BULONGKULON Desa Pladen Dk. Jawik 300.00 M` 1.800.000.000

PENINGKATAN JALAN KLALING - TANJUNGREJO PINTU MASUK DESA KLALING SAMPAI TANJUNGREJO 1.00 Pkt 1.500.000.000

PENINGKATAN JALAN KLALING - TANJUNGREJO JLN. KLALING - TANJUNG REJO (PINTU MASUK DESA
KLALING SAMPAI TANJUNG REJO)

1.00 Pkt 1.500.000.000

PENINGKATAN JALAN KLALING - KARANGSUBUR DUSUN KARANG SUBUR (JALAN MENUJU BUPER) 1.00 Pkt 500.000.000

Peningkatan Jalan Honggosoco - Margorejo Tanjungrejo Rt. 02 / Rw. 10 - Rt. 05 / Rw. 04 300.00 M 500.000.000

Peningkatan Jalan Hadipolo - Tanjungrejo Tanjungrejo Rw. 03 600.00 M 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN TANJUNGREJO - KANDANGMAS Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 200.000.000

Pembangunan Jalan Honggosoco - Banderrejo honggoosoc 900.00 M 1.000.000.000

PENINGKATAN JALAN HADIPOLO - DAU Kec. JEKULO, Hadipolo 6400.00 M2 1.000.000.000

PENINGKATAN JALAN HADIPOLO - DAU hadipolo 1500.00 M 2.000.000.000

PENINGKATAN JL. JEKULO KIDUL - SADANG Desa Jekulo 1.00 Pkt 0

Peningkatan jalan ruas jekulo - sadang Rw 3 S/d Rw 5 1500.00 M2 2.000.000.000

PENINGKATAN JALAN JEKULO - TANJUNGREJO Desa Jekulo 1.00 Pkt 0

PENINGKATAN JALAN RUAS JEKULO KIDUL - SADANG Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 2.000.000.000

PENINGKATAN JALAN KAYUAPU - KARANGBENER Kec. BAE, Karangbener 1500.00 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Dukuh Bendo Kerep - Dk Kadesono RT 001 RW 003 - RT 003 RW 003 600.00 M 1.000.000.000

Pembangunan Jalan ruas Karangbener - UMK Kec. BAE, Karangbener 1.00 Pkt 125.000.000.000

Pembangunan Jalan Karangbener - UMK Kec. BAE, Karangbener 1.00 Pkt 125.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN CONGE - NGETUK Kec. BAE, Ngembalrejo 2000.00 1.000.000.000

Peningkatan Jalan ruas Dersalam - STAIN Jl. Balaidesa Dersalam arah IAIN Kudus 500.00 M2 300.000.000

Peningkatan Jalan Pedawang - Dersalam Dersalam Gang 9 1050.00 M2 500.000.000

PEMBANGUNAN JALAN RUAS PEDAWANG - PURI GRAHA Kec. BAE, Pedawang 1200.00 1.000.000.000

Peningkatan jalan Kadilangan - Cendono Kadilangan Cendono 4500.00 M 750.000.000

PENINGKATAN JALAN GONDANGMANIS - MARGOREJO RT.05 RW.05 GONDANGMANIS KECAMATAN BAE 1.00 Pkt 200.000.000

Peningkatan jalan Dukuh Bendo Kerep - Dk Kadesono Gang 25 Kayuapu Kulon Menghubungkan Dukuh Bendokerep
Karangbener

5400.00 M2 750.000.000

PEMBANGUNAN JALAN RUAS GONDANGMANIS - KARANGPANAS Kec. BAE, Gondangmanis 3000.00 7.500.000.000

Peningkatan jalan ruas UMK - Karangbener Karangbener (UMK) - Ngembalrejo 4.25 KM 125.000.000.000

PENINGKATAN JALAN RUAS NGEMBALREJO - KEMANGKROMPOL JL. CONGE NGEMBALREJO-KEMANG KARANGBENER
KECAMATAN BAE

1.00 Pkt 300.000.000

Peningkatan Jalan ruas Kadisono - Buyutan RW 06 Desa Karangbener 120.00 M2 200.000.000

PENINGKATAN JALAN KAYUAPU - KARANGBENER DESA KARANGBENER-HADIPOLO 400 M KECAMATAN BAE 400.00 M 500.000.000

PEMBANGUNAN JALAN RUAS GONDANGMANIS - CENDONO Kec. DAWE, Cendono 1.00 Pkt 200.000.000

Peningkatan Jalan Bae Kraja - Samirejo (lanjutan) Jln Bae-Krajan Samirejo 1800.00 M2 3.500.000.000
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PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS KARANGDOWO - BAE PONDOK DUKUH BENDO RT.02 RW.02 BAE (JL. KARANG DOWO-
PONDOK JL. KABUPATEN)

1.00 Pkt 200.000.000

PENINGKATAN JALAN RUAS PEGANJARAN - DUKUH DLINGO Sebelah barat Dukuh Dlingo, Jalan Lambao Desa peganjaran 1.00 Pkt 0

Pembangunan talud jalan Peganjaran - Klumpit ( Jl Lingkar ) Jalan Lambau 1000.00 M 500.000.000

PENINGKATAN JALAN RUAS PEGANJARAN - DUKUH DLINGO Desa Panjang 1.00 Pkt 0

Pembangunan Talud jalan lingkar utara - Bae sungai rw 5 500.00 M 225.000.000

PENINGKATAN JALAN RUAS PANJANG - UMK Desa Panjang 1.00 Pkt 0

PENINGKATAN JALAN RUAS LINGKAR UTARA - BACIN BLOK GUNTING UTARA POM BENSIN (BACIN) 650 M 650.00 M 700.000.000

Peningkatan jalan Pedawang - Perum Graha Jalan RT 1,2,3,4 RW 1, RT 4 RW 2 5400.00 M2 360.000.000

PENINGKATAN JALAN RUAS PUYOH - BONAJAR - SOCO DESA SOCO KECAMATAN DAWE 900.00 M 0

PENINGKATAN JALAN RUAS SOCO - DUKUH NGEDUK DUKUH SINGKRANGKANG-NGEDUK DESA SOCO KECAMATAN
DAWE

800.00 M 0

Penngkatan jalan Kandangmas-Cranggang Wetan Jalan Kandangmas-Cranggang Wetan 1900.00 M 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN KANDANGMAS - MASIN Kec. DAWE, Kandangmas 3000.00 3.000.000.000

Pembangunan talud jalan Tanjungrejo-Kandangmas Jalan Tanjungrejo - Kandangmas 500.00 M 1.500.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS REJOSARI - KUWUKAN Kec. DAWE, Rejosari 1.00 300.000.000

PENINGKATAN JALAN RUAS PACIKARAN - MARGOREJO DUKUH PELANG DESA MARGOREJO (BARAT SUNGAI) 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JL. RAHTAWU - GEBOG Kec. GEBOG, Rahtawu 1.00 500.000.000

Pemasangan Guard rail jalan Menawan - Rahtawu Sepanjang jalan desa Rahtawu 500.00 M` 500.000.000

Pembangunan Talud Jalan Ruas Menawan - Rahtawu Menawan 300.00 M 450.000.000

Peningkatan Jalan ruas Kedungsari - Dukuh Jering desa Kedungsari 3000.00 M 1.125.000.000

Peningkatan Jalan Dk Ngrandu - Dk Sendang jl sendang krandu (rt05 rw 02 s/d rt01 rw 06) 1100.00 M 235.000.000

PENINGKATAN JALAN KEMASAN - PASAR BESITO dukuh 2 1130.00 M2 271.200.000

Pembangunan talud jalan Winong - padurenan Utara jembatan AMD Padurenan 4.00 M2 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS KALIWUNGU- GETASSRABI JALAN KALIWUNGU GETAS RABI KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS GARUNG LOR - GETASSRABI JALAN GARUNG LOR-GETAS RABI KECAMATAN GEBOG 1.00 Pkt 200.000.000

Peningkatan JALAN HADIWARNO - JOJO Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Talud Jln Krawang - Jojo Desa golantepus , ruas jln. Jln Krawang - Jojo 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Talud Jln Kesambi – Bulung Cangkring Desa golantepus , ruas jln. Jln Kesambi – Bulung Cangkring 1.00 Pkt 250.000.000

Pembangunan Talud Jl Krawang - Jojo Ds Hadiwarno Ruas Jl Krawang- Jojo 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pasangan Talud Ruas jalan Kesambi - Bulung Cangkring Desa Jojo sebelah utara, Jalan Kesambi -Bulung Cakring (Utara
Jalan)

300.00 M2 800.000.000

Pembangunan Talud Jl Kesambi - Bulung Cangkring Ds Hadiwarno Ruas Jl Kesambi - Bulung Cangkring 1.00 Pkt 250.000.000

Peningkatan Jalan Kesambi -Jelak (ka /ki) Desa Kesambi Jalan Kesambi-Jelak 1.00 Pkt 500.000.000

Pembangunan Talud Jalan Jojo - Kesambi Desa Kesambi , Ruas Jalan Jojo - Kesambi 558.00 M2 500.000.000

PENINGKATAN JALAN JEPANGPAKIS-LINGKAR TENGGARA Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN BERUGENJANG - WONOSOCO Kec. UNDAAN, Berugenjang 2000.00 1.000.000.000

PEMBANGUNAN JALAN BERUGENJANG - WONOSOCO Kec. UNDAAN, Berugenjang 1.00 Pkt 5.000.000.000
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Pembangunan Talud Jalan Berugenjang - Wonosoco Desa Berugenjang Kecamatan Undaan 270.00 M3 1.500.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN MEDINI - KUTUK Jalan Terangmas - Kutuk 2.00 KM 3.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Medini - Kutuk jalan Terangmas-Kutuk 2000.00 M 7.000.000.000

PENINGKATAN JALAN UNDAAN TENGAH - LARIKREJO Desa Larikrejo 1.00 KM 2.500.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN TENGAH - LARIKREJO Desa Larikrejo 500.00 M 1.000.000.000

Peningkatan jalan Karangrowo - Ngeseng dukuh krajan -ngelo 2.00 KM 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN LOR - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Larikrejo 2000.00 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Karangrowo - Batas Pati (Lanjutan) jalan karangrowo - jongso 1.00 KM 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN NGEMPLAK - KARANGROWO Kec. UNDAAN, Karangrowo 5000.00 5.000.000.000

Pembangunan Talud jalan Karangrowo - batas pati Karangrowo 1.00 KM 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN TENGAH - BATAS PATI Jalan desa Undaan tengah-Pati 1.00 KM 2.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Undaan Tengah - batas Pati Jalan Desa Undaan Tengah-Pati 1500.00 M 500.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN LOR - LARIKREJO Jalan poros Desa Undaan Lor - Larikrejo 1.00 KM 2.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Undaan Lor - Larikrejo Jalan poros Desa Undaan Lor-Larikrejo 2000.00 M 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN KIDUL - GATET Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1500.00 M 3.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN MEDINI - KUTUK Desa Kutuk Jalan Kutuk - Terangmas 1.00 KM 2.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Medini - Kutuk Jalan Kutuk - Terangmas 1.00 KM 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN KUTUK - BATAS PATI Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan babalan - Kutuk Jalan Kutuk - Glagahwaru - Kalirejo Undaan Kudus 2.00 KM 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN BABALAN - KUTUK Desa Glagah Waru selatan jalan raya kalirejo kutuk tepatnya
gapura masuk Glagah Waru - Kutuk

500.00 M 1.500.000.000

Pembangunan Talud Jalan Babalan - Kutuk Selatan Jalan Raya Kalirejo Kutuk tepatnya gapura masuk
Glagah sampai perbatasan des glagah dan kutuk

2800.00 M2 540.000.000

PENINGKATAN JL. RUAS KENCING - GOLENG Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

PENINGKATAN JALAN JEPANGPAKIS - LORAM WETAN JALAN JEPANGPAKIS-LORAM WETAN DESA JEPANGPAKIS
KECAMATAN JATI

1000.00 M 1.200.000.000

PENINGKATAN JALAN TUMPANGKRASAK - MEGAWON Desa megawon 1.00 Pkt 1.000.000.000

PENINGKATAN JALAN KENCING - GOLENG Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

Peningkatan jalan Menawan - Rahtawu (lanjutan) Perbatasan desa Menawan sampai dengan balai desa Rahtawu 3.00 KM 1.500.000.000

Rehabilitasi Jalan Kedungsari - Menawan dk balai desa kedungsari s/d bumi perkemahan (menawan) 3420.00 M 750.000.000

Rehabilitasi Jalan Jurang - Soco Jalan Jurang - Besito dan jalan Jurang - Soco 2000.00 M 2.000.000.000

Pembangunan talud jalan Padurenan - Dukuh Lau Ruas jalan desa Padurenan - dk Lau Nalumsari (Jepara) 300.00 M2 400.000.000

Peningkatan Jalan Piji - Ternadi Jalan Piji Ternadi 4500.00 M 2.000.000.000

Peningkatan Jalan Puyoh - Bonajar - Soco Jalan Puyoh-Bonajar-Soco 1500.00 M 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Cranggang Wetan - Kuwukan Jalan Cranggang Wetan - Kuwukan 2000.00 Pak 1.500.000.000

PENINGKATAN JALAN NGETUK - NGELO Kec. BAE, Ngembalrejo 2000.00 5.000.000.000

PENINGKATAN JALAN CONGE - NGETUK Kec. BAE, Ngembalrejo 1000.00 2.500.000.000

PEMBANGUNAN JALAN DESA DERSALAM - PEDAWANG Kec. BAE, Dersalam 1500.00 1.000.000.000
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PEMBANGUNAN JALAN NGEMBALREJO - KEMANGKROMPOL Kec. BAE, Ngembalrejo 2000.00 5.000.000.000

PENGASPALAN JL.KLALING - TANJUNGREJO Desa Tanjungrejo 1.00 Pkt 0

Betonisasi Jalan Jekulo - Tanjungrejo Tanjungrejo Rt. 05 / Rw. 01 500.00 M 800.000.000

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TENGGARA - BANCAK Kec. MEJOBO, Payaman 1.00 Pkt 800.000.000

Pembangunan Jalan Lingkar Tenggara - Payaman (Lanjutan) Jalan Lingkar Tenggara Payaman 54000.00 M2 1.500.000.000

Rehabilitasi Jalan Ngeseng - Kaliyoso jalan kaliyoso - ngeseng 1.00 KM 1.000.000.000

PEMBANGUNAN JALAN UNDAAN TENGAH - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1000.00 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN LOR - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Undaan Lor 4000.00 4.000.000.000

Pembangunan talud jalan Undaan kidul - Gatet Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1500.00 M` 3.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN GLAGAHWARU - TERANGMAS Kec. UNDAAN, Glagah Waru 1.00 Pkt 1.500.000.000

Peningkatan Jalan dari Jalan Lingkar Tenggara - Golan Tepus Ngembal Kulon RW 04 1103.00 M 4.412.000.000

Pembangunan jalan jepang pakis - loram wetan Jepangpakis - Loram Wetan 1.00 M 2.000.000.000

Betonisasi Jalan Tugu A. Yani - Ploso Jl.TUGU A.YANI - PLOSO 409.00 M 814.299.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN PASURUHAN LOR- KENCING Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

Peningkatan Jalan Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul Jalan Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul 1500.00 M 550.000.000

Pembangunan talud Loram Wetan - Tanjungkarang No SK 150 Jl. Tanjung Lor 500.00 M 500.000.000

pelebaran jalan sidorekso - kedungdowo desa blimbing kidul 1.00 Pkt 300.000.000

Peningkatan jalan kabupaten ruas Garung Lor - Garung Kidul Utara Kampun 420.00 M3 330.300.000

Peningkatan jalan kabupaten ruas kedungdowo - Garung Kidul Desa Garung Kidul 231.00 M3 346.500.000

Pembangunan Talud Saluran Pembuang Wergu Kelurahan Wergu Wetan 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Talud Saluran Pembuang Purwosari Purwosari 1.00 Pkt 500.000.000

Peningkatan Jalan Mayor Kusmanto dr rendeng 800.00 M 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN RUAS BLOLO - NGANTI Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 0.00 Pkt 0

Pembangunan Talud Jalan Rahtawu - Semliro dukuh semliro rt 3/4 50.00 M 1.000.000.000

pelebaran jalan menawan - rahtawu menawan - rahtawu 5000.00 M 10.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Menawan - Rahtawu jl Menawan - Rahtawu rt05 rw02 600.00 M 900.000.000

Pembangunan Talud Jalan Kaliwungu - Getassrabi jl Kaliwungu - Getassrabi 500.00 M 700.000.000

Rehabilitasi Jalan Gribig - Bakalan Krapyak Desa Gribig ( Jalan Kabupaten ) 680.00 M 1.360.000.000

REHABILITASI JALAN NGELO - NGESENG Kec. UNDAAN, Larikrejo 1500.00 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN WATES - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Wates 2000.00 2.000.000.000

Peningkatan Jalan Medini - Kutuk Desa Terangmas kecamatan undaan kabupaten kudus 2500.00 M 4.000.000.000

Peningkatan Jalan Kedungsari - Batas Jepara jl sampet talun (perbatasan bate gede ) 3250.00 M 325.000.000

PENINGKATAN JALAN PADURENAN - DUKUH LAU Kec. GEBOG, Padurenan 3000.00 6.000.000.000

Peningkatan Jalan Besito - Jurang Perbatasan desa Besito sampai pertigaan desa Jurang arah
Gondosari

1.00 KM 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Srabi Lor - Jetis jl srabi lor - jetis 1000.00 M 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN KARANGROWO - LARIKREJO Kec. MEJOBO, Payaman 2500.00 2.500.000.000

Pembangunan talud jalan garung lor - getassrabi jl Getassrabi - Garung lor 1000.00 M 750.000.000
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Peningkatan Jalan Piji - Ternadi Jl. Piji - Ternadi 1000.00 M 1.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Dedel - Karangpanas Jl. Dedel - Karangpanas 2200.00 M 500.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN LINGKAR TENGGARA - BANCAK Kec. MEJOBO, Payaman 1500.00 M2 300.000.000

Peningkatan Jalan Lingkar Tenggara - Bancak Desa Gulang Lingkar Tenggara - Bancak (Kanan-Kiri) 250.00 M2 800.000.000

Pembangunan Talud Jalan Lingkar Tenggara - Bancak Desa Gulang jalan lingkar tenggara Bancak (depan rumah bu
carik gualng ) ke selatan sampai jalan lingkar

1500.00 M2 300.000.000

Pembangunan Talud Jalan Berugenjang - Wonosoco Desa Berugenjang Kecamatan Undaan 200.00 M3 4.000.000.000

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA - BAE Kec. MEJOBO, 1.00 Pkt 200.000.000

REHABILITASI JALAN LARIKREJO - KALIYOSO Kec. UNDAAN, Larikrejo 4000.00 2.000.000.000

PENINGKATAN JALAN UNDAAN LOR - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Larikrejo 5000.00 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN TENGAH - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Larikrejo 3000.00 3.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Undaan Tengah - Larikrejo Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 1200.00 M 4.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Undaan Lor - Larikrejo Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 1500.00 M 4.000.000.000

Pembangunan Jalan Undaan Tengah - Larikrejo Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 2500.00 M 5.000.000.000

Talud Jalan Ngelo - Ngeseng jalan ngelo - ngeseng 1.00 KM 2.000.000.000

PENINGKATAN JALAN NGESENG - KALIYOSO Kec. UNDAAN, Karangrowo 1000.00 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN NGELO - NGESENG Kec. UNDAAN, Karangrowo 500.00 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN KARANGROWO - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Karangrowo 1000.00 2.000.000.000

PEMBANGUNAN JALAN NGESENG - BATAS PATI Kec. UNDAAN, Karangrowo 2000.00 4.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD UNDAAN TENGAH - BATAS PATI Desa Undaan Tengah 1.00 Pkt 2.500.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN UNDAAN KIDUL - GATET Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 4000.00 4.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN MEDINI - KUTUK Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 2.500.000.000

Pembangunan Talud Jalan Kutuk Batas Pati Kutuk Batas Pati 2.00 KM 6.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Kutuk - Gatet (Lanjutan) Jalan Kutuk - Gatet Undaan Kidul 2.00 KM 3.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN KUTUK - GATET Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 2.500.000.000

Pembangunan Jalan Kutuk - Batas Pati Jalan Kutuk - Batas Pati 2.00 KM 3.000.000.000

Peningkatan Jalan Kalirejo - Wilalung Desa Kalirejo Kecamatan Undaan RT 05 RW 04 s/d Makam
waduk

42.00 M3 400.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN BABALAN - KUTUK Kec. UNDAAN, Kalirejo 1.00 Pkt 2.500.000.000

PEMBANGUNAN TALUD BABALAN-KUTUK Babalan - Kutuk 1.00 Pkt 2.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN LAMBANGAN - BERUGENJANG Kec. UNDAAN, Lambangan 3000.00 3.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN LAMBANGAN - BERUGENJANG Kec. UNDAAN, Lambangan 1.00 Pkt 2.500.000.000

Peningkatan jalan Berugenjang - Wonosoco Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 1200.00 M 500.000.000

Pembangunan Talud Jalan Berugenjang - Wonosoco Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 1.00 KM 1.000.000.000

Pelebaran Jalan Tumpangkrasak ke Megawon Jalan Desa Tumpangkrasak ke Megawon 600.00 M 400.000.000

Peningkatan Jalan Megawon – Lingkar Tenggara (Jalur Lambat) Ngembal Kulon 360.00 M 1.440.000.000

BETONISASI JALAN LORAM WETAN - TANJUNG KARANG LORAM WETAN - TANJUNG KARANG 800.00 M3 1.500.000.000

BETONISASI JALAN LORAM WETAN - GETAS PEJATEN LORAM WETAN - GETAS PEJATEN 315.00 M3 1.000.000.000
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BETONISASI JALAN GETAS PEJATEN - DUKUH PRING KUNING LORAM KULON GETAS PEJATEN - DUKUH PRING KUNING LORAM KULON 318.00 M3 1.000.000.000

Peningkatan jalan kencing - goleng JL Kencing - Goleng 400.00 M 600.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN PASURUHAN LOR- PASURUHAN KIDUL Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

BANTUAN BETONISASI JALAN KENCING - GOLENG Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Tanggulangin - Tanjungkarang Dukuh Tanggulangin - Tanjungkarang 1000.00 M 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Jetiskapuan - Lingkar Tenggara RW 3, 2 dan 1 2000.00 M 4.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Jetiskapuan - Lingkar Tenggara RW 3 750.00 M 2.000.000.000

REHABILITASI JALAN PAPRINGAN -GETASRABI Kec. KALIWUNGU, Papringan 0.00 Pkt 200.000.000

Pemeliharaan Jalan Papringan - Getassrabi Desa papringan 1500.00 M 1.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Papringan - Getassrabi Desa papringan 1500.00 M 500.000.000

Pembangunan Talud Jalan Papringan - Batas Jepara Desa papringan 1500.00 M 500.000.000

Rehabilitasi jalan kaliwungu - Dk gerung Kaliwungu-Dk Gerung 1350.00 1.500.000.000

pembangunan talud jalan winong - Papringan dukuh Winong -Papringan 500.00 M3 500.000.000

pembangunan talud jalan kaliwungu - dk Gerung desa kaliwungu 90.00 M2 500.000.000

pembangunan pengaspalan jalan kaliwungu-getasrabi desa kaliwungu 1000.00 M 200.000.000

Peningkatan jalan mijen - lingkar selatan desa kedungdowo 1.00 Pkt 150.000.000

Peningkatan jalan lingkar selatan-setrokalangan desa kedungdowo 1.00 Pkt 100.000.000

Peningkatan jalan Kedungdowo -Kudus permai desa kedungdowo 1.00 Pkt 150.000.000

Peningkatan jalan Kedundowo -Lingkar Selatan kedungdowo 1.00 Pkt 300.000.000

pembangunan Jalan Kedungdowo-Lingkar selatan desa kedungdowo 1.00 Pkt 300.000.000

Renovasi Jembatan jalan Sidorekso - Gamong Desa Gamong 1.00 Pkt 250.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN SIDOREKSO - KEDUNGDOWO Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 0.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN SIDOREKSO- BLIMBING KIDUL Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 0.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN SIDOREKSO - GAMONG Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 0.00 Pkt 200.000.000

perbaikan jembatan jalan garung lor - getassrabi 2 jalan garung lor getasrabi ( pertigaan jalan Mbah Nasukha ) 21.00 M3 300.000.000

Pembangunan jembatan sungai Muneng Jl.Prambatan Lor - Purwosari 2 blok si Got 80.00 M2 1.000.000.000

Peningkatan Jl Kaliputu Bacin Jalan sedomukti /Jalan Arah Balai Desa 420.00 M 350.000.000

Peningkatan jalan mawar Jalan Mawar Selatan Pasar Kliwon dan Jalan Cempaka Nganguk
Kota Kudus

3000.00 M3 2.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Larikrejo - Kaliyoso (Lanjutan) Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 900.00 M 10.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN LARIKREJO - KALIYOSO Kec. UNDAAN, Larikrejo 3000.00 3.000.000.000

Talud Jalan Karangrowo - Larikrejo jalan larik rejo - karangrowo 1.00 KM 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Ngelo - Ngeseng dalam dukuh ngelo 1.00 KM 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN NGESENG -KALIYOSO Kec. UNDAAN, Karangrowo 1000.00 2.000.000.000

Peningkatan Jalan Karangrowo - Batas Pati Kec. UNDAAN, Karangrowo 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Ngemplak - Ketanjung Kec. UNDAAN, Ngemplak 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Undaan Kidul - Gatet Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Undaan Tengah - Larikrejo Undaan Tengah 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD
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Peningkatan Jalan Undaan Tengah - Gatet Undaan Kidul 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Lambangan - Berugenjang Berugenjang 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Undaan Tengah - Batas Pati Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kalirejo - Wilalung Kec. UNDAAN, Kalirejo 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Getas Pejaten - Museum Kretek Kec. JATI, Getaspejaten 1 Pkt 1.200.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Tumpangkrasak - Megawon Kec. JATI, Tumpangkrasak 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Lingkar Tenggara - Golantepus Kec. JATI, Ngembal Kulon 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Jepang Pakis - Loram Wetan Kec. JATI, Jepang Pakis 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan R. Agil Kusumadya - Mijen (Lingkar) Pasuruhan Lor, Pasuruhan Kidul, Mijen 1 Pkt 10.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Loram Wetan - Tanjungkarang Kec. JATI, Loram Wetan 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Ganesha - Pasuruhan Lor Kec. JATI, Pasuruhan Lor 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Tugu A. Yani - Ploso Kec. JATI, Ploso 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul Pasuruhan Kidul 1 Pkt 800.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Mulya Kec. JATI, Getaspejaten 1 Pkt 600.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Prambatan Kidul - Simangu Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Jetis Kapuan - Lingkar tenggara Kec. JATI, Jetis Kapuan 1 Pkt 3.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Loram Wetan - Getaspejaten Getas Pejaten 1 Pkt 1.300.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Jati Kulon - Museum Kretek Getaspejaten 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kencing - Tanjungkarang Kec. JATI, Jati Wetan 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Badongan - Pedawang Kec. BAE, Pedawang 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Dersalam - Conge Kec. BAE, Dersalam 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Ngelo - Dau Kec. BAE, Karangbener 1 Pkt 3.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Dersalam - STAIN Kec. BAE, Dersalam 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Lingkar Utara - Bacin Kec. BAE, Bacin 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peninngkatan Jalan Ngembalrejo - Kemangkrompol Kec. BAE, Ngembalrejo 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Pedawang - Perum Graha Kec. BAE, Pedawang 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Ngetuk -Ngelo Kec. BAE, Dersalam 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan jalan Dukuh Mudal - Pedawang Kec. BAE, Pedawang 1 Pkt 300.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Peganjaran - Dukuh Dlingo Kec. BAE, Peganjaran 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Gondangmanis - Cendono Kec. BAE, Gondangmanis 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Bae - Kadilangon Kec. BAE, Gondangmanis 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan UMK - Gondangmanis Gondangmanis 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Colo - Dukuh Waringin Kec. DAWE, Dukuh Waringin 1 Pkt 5.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Dukuh Waringin - Tergo Kec. DAWE, Tergo 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Tergo - Glagah Kec. DAWE, Tergo 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kajar - Kumbang Kec. DAWE, Kajar 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Pelanggading - Rejosari Kec. DAWE, Rejosari 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD
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Peningkatan Jalan Dedel - Karangpanas Kec. DAWE, Margorejo 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Dawe - Gebog Kec. DAWE, Samirejo 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Cranggang Wetan - Kuwukan Kec. DAWE, Kuwukan 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Puyoh - Bonajar - Soco Soco 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kandangmas - Cranggang Wetan Kec. DAWE, Kandangmas 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Cranggang Wetan - Tergo Kec. DAWE, Tergo 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Dawe - Soco Soco 1 Pkt 5.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Sudo - Masin Kec. DAWE, Kandangmas 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Rejosari - Kuwukan Kec. DAWE, Rejosari 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan jalan Pijji - Ternadi - Soco Kec. DAWE, Piji 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Cendono - Samirejo Kec. DAWE, Cendono 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Lingkar Tenggara - Megawon Kec. JATI, Megawon 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Lingkar Tenggara - Dukuh Bogol Kec. JATI, Ngembal Kulon 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Sunan Muria Kec. KOTA, Glantengan 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan R - Agil Kusumadya (Jalur lambat) Kec. JATI, Getaspejaten 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Tanjungrejo - Kandangmas Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Kesambi - Bulungcangkring Kec. MEJOBO, Jojo 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Papringan - Batas Jepara Kec. KALIWUNGU, Papringan 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Rejosari - Kuwukan Kec. DAWE, Rejosari 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Cranggang Wetan - Kuwukan Kec. DAWE, Kuwukan 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Jawik - Bulungkulon Kec. JEKULO, Pladen 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Kandangmas - Masin Kec. DAWE, Kandangmas 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Nosari - Logung Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Soco - Ngeduk Kec. DAWE, Soco 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Undaan Kidul - Gatet Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Undaan Lor - Larikrejo Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Undaan Tengah - Batas Pati Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1 Lumps 2.500.000.000 Usulan OPD

Belanja Bahan Baku Bangunan, Upah Tenaga, Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan dan Bahan
Bakar Pemeliharaan Rutin jalan

Kec. , 1 Pkt 5.000.000.000 Usulan OPD

Pengawasan Teknis Jalan dan Bangunan Pelengkap (APBD) Kec. , 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

Pengawasan Teknis Jalan dan Bangunan Pelengkap (BANGUB) Kec. , 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

Appraisal Tanah Jalan Karangbener (UMK) - Ngembalrejo Kab. Kudus Kec. BAE, Ngembalrejo 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

Pengadaan Tanah Jalan Karangbener (UMK) - Ngembalrejo Kab. Kudus Kec. BAE, Ngembalrejo 1 Pkt 124.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jalan Soco - Rahtawu Jalan Soco - Rahtawu 1 Pkt 15.000.000.000

Peningkatan Jalan Hadipolo - Tanjungrejo Kec. , 1 Pkt 500.000.000

Peningkatan Jalan Lingkar Tenggara - Pekeng Kec. MEJOBO, Gulang 1 Pkt 4.000.000.000

Update Database Jalan Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Talud Jalan Garung Lor - Garung Kidul Kec. KALIWUNGU, 1 Pkt 200.000.000
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Peningkatan Jalan Rejosari - Kandangmas Kec. DAWE, 1 Pkt 300.000.000

Peningkatan Jalan Lau - Masin Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 950.000.000

Pembangunan Jalan Tanjungkarang - Tanjung Lor Kec. JATI, Tanjungkarang 1 Pkt 300.000.000

Peningkatan Jalan Tanggulangin - Tanjungkarang Kec. JATI, Jati Wetan 1 Pkt 5.000.000.000

Updating Data Base Jalan Kec. , 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Mlati Kidul Kec. KOTA, Kel. Mlati Kidul 1 Pkt 3.132.800.000

1.03.1.03.01.35.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Bangunan Pelengkap (DAK )

Jumlah lokasi / Pekerjaan 16 Pkt 156.067.468.000

Pembangunan Jalan Karangbener (UMK) - Ngembalrejo Kabupaten Kudus Kec. BAE, 1 Pkt 30.000.000.000

Peningkatan Jalan Nasional Kudus - Pati (Pelebaran Jalan menjadi 4 Jalur ) Kec. JEKULO, 1 Pkt 40.000.000.000

Pelebaran Jalan Cranggang Wetan - Kuwukan Kec. DAWE, Kuwukan 1 Pkt 6.800.000.000 Usulan OPD

Pelebaran Jalan Karangbener - Pacikaran Kec. DAWE, Margorejo 1 Pkt 7.808.000.000 Usulan OPD

Pelebaran Jalan Rejosari - Kuwukan Kec. DAWE, Kuwukan 1 Pkt 13.020.000.000 Usulan OPD

Pelebaran Jalan Karangmalang - Getassrabi Karangmalang 1 Pkt 4.095.000.000 Usulan OPD

Pelebaran Jalan Menawan - Rahtawu Kec. GEBOG, Menawan 1 Pkt 10.000.000.000 Usulan OPD

Pelebaran Jalan Kaliwungu - Getassrabi Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 1 Pkt 10.355.000.000 Usulan OPD

Pelebaran Jalan Beji - Turus Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1 Pkt 4.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Krawang - Jojo (201) Kec. JEKULO, 1 Pkt 3.054.000.000

Peningkatan Jalan Peganjaran - Besito (030) Jalan Peganjaran - Besito 1 Pkt 5.000.000.000

Peningkatan Jalan Besito - Jurang (091) Jalan Besito - Jurang 1 Pkt 5.040.000.000

Peningkatan Jalan KH. R. Asnawi (268) Jalan KH. R. Asnawi 1 Pkt 3.395.468.000

Rehabilitasi Jalan Tenggeles - Kesambi (337) Jalan Tenggeles - Kesambi 1 Pkt 4.000.000.000

Peningkatan Jalan Kencing - Tanjungkarang Kec. JATI, Jati Wetan 1 Pkt 3.040.000.000

Peningkatan Jalan Colo - Dukuh Waringin Dukuhwaringin 1 Pkt 6.460.000.000

1.03.1.03.01.35.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Bangunan Pelengkap (Bangub)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 15 Pkt 69.500.000.000

Peningkatan Jalan Dukuh Waringin - Tergo Kec. DAWE, 1 Pkt 5.000.000.000

Peningkatan Jalan Turus - Sekandang Kec. JEKULO, 1 Pkt 6.000.000.000

Peningkatan Jalan Kedungsari - Batas Jepara Kec. GEBOG, 1 Pkt 4.000.000.000

Peningkatan Jalan Tergo - Glagah Kec. DAWE, 1 Pkt 2.000.000.000

Peningkatan Jalan R. Agil Kusumadya - Mijen Kec. JATI, 1 Pkt 5.000.000.000

Peningkatan Jalan Colo - Dukuh Waringin Kec. DAWE, 1 Pkt 5.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Babalan - Kutuk Kec. UNDAAN, 1 Pkt 2.500.000.000

Peningkatan Jalan Berugenjang - Wonosoco Kec. UNDAAN, 1 Pkt 5.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Glagahwaru - Terangmas Kec. UNDAAN, 1 Pkt 1.500.000.000

Pembangunan Talud Jalan Kutuk - Batas Pati Kec. UNDAAN, 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Talud Jalan Kutuk - Gatet Kec. UNDAAN, 1 Pkt 2.500.000.000

Pembangunan Talud Jalan Lambangan - Berugenjang Kec. UNDAAN, 1 Pkt 2.500.000.000
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Pembangunan Talud Jalan Medini - Kutuk Kec. UNDAAN, 1 Pkt 2.500.000.000

Peningkatan Jalan Bulungcangkring - Batas Pati Kec. JEKULO, 1 Pkt 20.000.000.000

Peningkatan Jalan Tanjungrejo - Kandangmas Jalan Tanjungrejo - Kandangmas 1 Pkt 5.000.000.000

1.03.1.03.01.35.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 67 Pkt 177.060.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN BAE - BESITO dukuh 2 20.00 M2 2.400.000.000

Pembangunan Jembatan jalan Karangdowo Bae Pondok jln Bae Pondok Besito 30.00 M2 1.000.000.000

Pembangunan Jembatan �jalan Kadisono- Buyutan Kadisono RT 01 RW 02- RT 02 RW 02 1050.00 M 300.000.000

Pembangunan Jembatan jalan Ngembalrejo - Kemangkrompol Kec. BAE, Ngembalrejo 45.00 M2 0

Pembangunan Jembatan Jalan Ngelo - Dau honggoosoc 15.00 M 10.000.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Krawang - Barengbodro hadipolo 1.00 Pkt 500.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN KLALING - KARANGSUBUR JLN. KLALING - BRUPE (JEMBATAN PERTAMA MASUK DUSUN
KARANG SUBUR)

1.00 Pkt 1.000.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN KLALING - KARANGSUBUR Kec. JEKULO, Klaling 1.00 Pkt 1.000.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN MEJOBO - KESAMBI Kec. MEJOBO, Mejobo 6.00 2.000.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Lingkar Tenggara - Kirig Ds Kirig 1.00 Unit 1.000.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Temulus - Kesambi Ds Temulus (Utara Jratun) 168.00 M2 850.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Kalirejo - Wilalung Kec. UNDAAN, Kalirejo 1.00 Pkt 750.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN LORAM KULON. - GETAS PEJATEN Kec. JATI, Loram Kulon 0.00 Pkt 200.000.000

pembangunan jembatan karangmalang - peganjaran jalan karangmalang - peganjaran 4.00 M 1.000.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN KARANGMALANG-PEGANJARAN JALAN POROS DESA RUAS KARANGMALANG-PEGANJARAN JL.
SUDIMORO DESA KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG

1.00 Pkt 60.000.000

Pembangunan Jembatan Klumpit - Getassrabi jl Babatan - Pedak 1.00 Pkt 700.000.000

Rehabilitasi Jembatan Ngembalrejo - Kemangkrompol Perbatasan Dusun Kauman dan Boto Lor 45.00 M2 950.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Ngembalrejo - Kemangkrompol RT 6 RW 4 9.00 M 1.000.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN PEDAWANG - DERSALAM Kec. BAE, Dersalam 5.00 1.000.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Krawang - Barengbodro Desa Hadipolo 16.00 M2 400.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Kalirejo - Wilalung Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 150.00 M3 1.000.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN BABALAN-KUTUK Kec. UNDAAN, Kalirejo 1.00 Pkt 1.500.000.000

Pembangunan Jembatan jalan Berugenjang - Wonosoco Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 1.00 Pkt 3.500.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Jepang Pakis - Loram Wetan Jepangpakis - Loram Wetan 1.00 Pkt 800.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN JEPANGPAKIS - LORAM WETAN JALAN JEPANGPAKIS-LORAM WETAN DESA JEPANGPAKIS
KECAMATAN JATI

6.00 M 700.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN GANESA - PASURUHAN LOR Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

PEMBANGUNAN JEMBATAN DERSALAM - CONGE Kec. BAE, Dersalam 6.00 1.500.000.000

Rehabilitasi DI Gerangan Desa papringan 2.00 Pkt 500.000.000

pembangunan jembatan jalan kaliwungu - dk gerung desa kaliwungu 2.00 Unit 1.000.000.000

Normalisasi Hulu BD petir desa kaliwungu 800.00 M2 100.000.000

PERAWATAN JEMBATAN JALAN SIDOREKSO-KEDUNGDOWO Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 0.00 Pkt 500.000.000
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Pembangunan Jembatan Kutuk - Batas Pati Jalan Poros Desa Kutuk - Batas Pati 1.00 Unit 500.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA KUTUK - BATAS PATI Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 700.000.000

perbaikan jembatan penghubung sidorekso - blimbing kidul desa sidorekso 1.00 Pkt 7.000.000.000

Rehabilitasi Jembatan Bae Krajan - Samirejo Jln Bae Krajan-Samirejo 50.00 M2 1.000.000.000

Pembangunan Jembatan Prambatan Kidul - Ganesha desa prambatan kidul 1.00 Pkt 300.000.000

JEMBATAN JALAN WERGU WETAN - KARETAN Kelurahan Mlati Kidul 1.00 Pkt 500.000.000

Pembangunan Jembatan Jl Sucen - Penganjaran Desa Krandon Rw 03 Kec Kota Kab Kudus 1.00 Unit 800.000.000

Pembangunan Jembatan Jojo -Kesambi 04 Kec. MEJOBO, Kesambi 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Klaling - Karangsubur Kec. JEKULO, Klaling 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Dawe - Soco Kec. DAWE, Soco 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Mlati Kidul - Loram Wetan Kec. KOTA, Kel. Mlati Kidul 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Karangbener -Ngelo Kec. BAE, Karangbener 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Ngelo -Dau (BRAHOLO) Kec. BAE, Karangbener 1 Pkt 10.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Klaling - Tanjungrejo (merah) Kec. JEKULO, Klaling 1 Pkt 10.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Sidorekso - Kedungdowo Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1 Pkt 7.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Berugenjang - Wonosoco Kec. UNDAAN, Berugenjang 1 Pkt 4.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Cranggang Wetan - Tergo 01 Kec. DAWE, Cranggang 1 Pkt 15.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Karangrowo - Batas Pati Kec. UNDAAN, Karangrowo 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Ngembalrejo - Kemangkrompol Kec. BAE, Ngembalrejo 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Bae - Kadilangon Kec. BAE, Gondangmanis 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Kesambi - Bulungcangkring 04 Kec. MEJOBO, Kesambi 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan dukuh Golan - Dukuh Tepus Kec. MEJOBO, Golantepus 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Dukuh Tanggulangin - Tanjungkarang Kec. JATI, Jati Wetan 1 Pkt 1.200.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Gajian - Watu Putih 03 Kec. JEKULO, Terban 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Besito - Karangmalang Kec. GEBOG, Karangmalang 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Ganesha 1 02 Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Bae - Besito 01 (Karangsambung) Kec. BAE, Bae 1 Pkt 50.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Kenari Gang 2 Kec. KOTA, Kel. Wergu Kulon 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Tergo - Glagah 02 Kec. DAWE, Tergo 1 Pkt 5.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Dukuh Karangmalang - Dukuh Gambir Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Jembatan Krawang - Bareng Bodro Kec. JEKULO, Hadipolo 1 Pkt 700.000.000 Usulan OPD

Perencanaan Teknis Jembatan Kec. , 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

Pengawasan Teknis Jembatan Kec. , 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

Pemeliharaan Jembatan Jalan R. Agil Kusumadya - Mijen Kec. JATI, Pasuruhan Lor 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Penggantian Jembatan Jalan Mejobo - Batas Pati Jalan Mejobo - Batas Pati 1 Pkt 750.000.000

Updating Data Base Jembatan Kec. , 1 Pkt 200.000.000

1.03.1.03.01.35.05 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan (DAK)

0
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1.03.1.03.01.35.06 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan (Bangub)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 41.280.120.000

Pembangan Jembatan Jalan Kutuk - Batas Pati Kec. JEKULO, 1 Pkt 750.000.000

Pembangunan jembatan jalan Babalan - Kutuk Kec. UNDAAN, 1 Pkt 1.500.000.000

Pembangunan Jembatan Karangsambung Kec. BAE, Bae 1 Pkt 30.000.000.000

Pembangunan Jembatan Kandangmas - Cranggang Wetan Jembatan Kandangmas - Cranggang Wetan 1 Pkt 5.000.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Berugenjang - Wonosoco Kec. UNDAAN, Wonosoco 1 Pkt 4.030.120.000

1.03.1.03.01.35.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Bengunan Pelengkap (DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 101 Pkt 170.090.000.000

Pembangunan Talud Jalan Colo - Dukuhwaringin Jalan Colo-Dukuhwaringin 100.00 M 200.000.000

Peningkatan Jalan Japan - Batas Pati Jalan Japan -atas Pati 400.00 M 500.000.000

Peningkatan Jalan Colo - Montel Jalan Colo Montel 785.00 M 500.000.000

Pembangunan Talud Jalan Kuwukan - Pandak Jalan Kuwukan Pandak 100.00 M 500.000.000

Peningkatan Jalan Kajar - Cranggang Wetan Jalan Kajar-Cranggang Wetan 1500.00 M 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Dawe - Soco Jalan Dawe-Soco 2000.00 M 2.500.000.000

Peningkatan Jalan Tergo - Glagah Jalan Tergo - Glagah Kulon 1000.00 M 1.500.000.000

Peningkatan Jalan Tergo - Bermi Jalan Tergo - Bermi 600.00 M 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Lingkar Utara - Bae Jalan Lambau 1500.00 M 650.000.000

PEMBANGUNAN JALAN BAE - KADILANGON Kec. BAE, Bae 3000.00 7.500.000.000

PENINGKATAN JALAN BADONGAN - PEDAWANG Kec. BAE, Pedawang 3000.00 7.500.000.000

Peningkatan Jalan Badongan - Pedawang Jl. Badongan-Pedawang 1137.00 M 500.000.000

Rehabilitasi Jalan Gondangmanis - Karangpanas Jln Gondangmanis-Karangpanas Margerejo 1500.00 M2 900.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JALAN SIDOREKSO-BLIMBING KIDUL Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 0.00 Pkt 0

Pembangunan Talud Jalan Babalan - Batas Pati Kec. UNDAAN, Kalirejo 1 Pkt 1.000.000.000

Rehabilitasi Jalan Dukuh Kawakan - Gringging Kec. DAWE, Samirejo 1 Pkt 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Bonalas - Besito Kec. GEBOG, Besito 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Gebog - Menawan Kec. GEBOG, Gondosari 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Menawan - Rahtawu Kec. GEBOG, Rahtawu 1 Pkt 10.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Rahtawu - Semliro Kec. GEBOG, Rahtawu 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kedungsari - Menawan Kec. GEBOG, Kedungsari 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Gondosari - Dombang Kec. GEBOG, Gondosari 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Jurang - Soco Kec. GEBOG, Jurang 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kemasan - Pasar Besito Kec. GEBOG, Besito 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Karangmalang - Tulis Kec. GEBOG, Padurenan 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Gebog - Kedungsari Kec. GEBOG, Kedungsari 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kedungsari - Batas Jepara Kec. GEBOG, Kedungsari 1 Pkt 3.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Karangmalang - Getassrabi Kec. GEBOG, Getasrabi 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Gribig - Bakalan Krapyak Kec. GEBOG, Gribig 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD
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Peningkatan Jalan Pasar Besito - Dukuh Karangsambung Kec. GEBOG, Besito 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Sidorekso - Kedungdowo Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1 Pkt 8.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Prambatan Lor - Purwosari 2 Kec. KALIWUNGU, Prambatan Lor 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Sidorekso - Gamong Kec. KALIWUNGU, Gamong 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kedungdowo - Lingkar Selatan Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kedungdowo - Garung Kidul Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Garung Lor - Garung Kidul Kec. KALIWUNGU, Garung Lor 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Sucen - Peganjaran Kec. KOTA, Kel. Kajeksan 1 Pkt 4.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Mayor Kusmanto Kec. KOTA, Rendeng 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Garung Lor - Getassrabi Kec. KALIWUNGU, Garung Lor 1 Pkt 4.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Pramuka Kec. KOTA, Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kaliwungu - Winong Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Pemuda Kec. KOTA, Kel. Panjunan 1 Pkt 700.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kaliwungu - Dukuh Gerung Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Panjang - Singocandi Kec. KOTA, Singocandi 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Papringan - Getassrabi Kec. KALIWUNGU, Papringan 1 Pkt 5.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Lingkar Utara - Singocandi Kec. KOTA, Singocandi 1 Pkt 200.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kaliwungu - Getassrabi Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 1 Pkt 5.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan K.H. R. Norhadi Kec. KOTA, Janggalan 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Burikan - Bacin Kec. KOTA, Burikan 1 Pkt 750.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Sidomulyo - Gondoharum Gondoharum 1 Pkt 3.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Gor Wergu - Loram Wetan Kec. JATI, Loram Wetan 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Dr. Lukmonohadi - Dr. Ramelan (Jalur Lambat) Kec. KOTA, Kel. Panjunan 1 Pkt 750.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Masjid Kec. KOTA, Demaan 1 Pkt 300.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Jawik - Bulungkulon Kec. JEKULO, Pladen 1 Pkt 3.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan RA. Kartini Kec. KOTA, Burikan 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Sunan Kudus Kec. KOTA, Glantengan 1 Pkt 600.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Terban - Sidomulyo Kec. JEKULO, Sidomulyo 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Mlati Kidul - Jepang pendem Kec. MEJOBO, Jepang 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Honggosoco - Banderrejo Kec. JEKULO, Honggosoco 1 Pkt 1.200.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Honggosoco - Margorejo Kec. JEKULO, Honggosoco 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Mejobo - Lingkar Tenggara Kec. MEJOBO, Mejobo 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Krawang - Dau Tanjungrejo 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Mejobo - Kesambi Kec. MEJOBO, Mejobo 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Tenggeles - Kesambi Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1 Pkt 4.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Klaling - Tanjungrejo Tanjungrejo 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Tenggeles - Hadiwarno Kec. MEJOBO, Tenggeles 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD
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Peningkatan Jalan Nosari - Logung Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Lingkar Tenggara - Pekeng Kec. MEJOBO, Gulang 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Turus - Sekandang Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Lingkar Tenggara - Mejobo (Dopang) Kec. MEJOBO, Mejobo 1 Pkt 1.200.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Bulungcangkring - Batas Pati Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1 Pkt 5.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Dukuh Tepus - Dukuh Golan Kec. MEJOBO, Golantepus 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Talud Jalan Krawang - Jojo Kec. JEKULO, Sadang 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Klaling - Tanjungrejo Jekulo 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Loram Wetan - Tanjung Karang Kec. JATI, Tanjungkarang 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Pladen - Bulungcangkring Bulungcangkring 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Sempalan - Pasuruhan Kidul Kec. JATI, Jati Kulon 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Pasuruhan Lor - Kencing Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0000.00 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Hadipolo - Tanjungrejo Tanjungrejo 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Tanggulangin - Tanjungkarang Kec. JATI, Tanjungkarang 1 Pkt 2.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Kancilan - Sokobubuk Kec. JEKULO, Terban 1 Pkt 1.000.000.000 Usulan OPD

Peningkatan Jalan Klaling - Karangsubur Kec. JEKULO, Klaling 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Jati Wetan - Lingkar Tenggara Kec. JATI, Jati Wetan 1 Pkt 400.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Jetis Kapuan - Lingkar Tenggara Kec. JATI, Jetis Kapuan 0000.00 1.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Tanjungkarang - Jati Wetan Kec. JATI, Jati Wetan 1 Pkt 500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Menawan - Rahtawu Kec. GEBOG, Rahtawu 1 Pkt 2.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Rahtawu - Semliro Kec. GEBOG, Rahtawu 1 Pkt 1.500.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Menawan - Lundrak Kec. GEBOG, Menawan 1 Pkt 750.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Lundrak - Kambangan Kec. GEBOG, Menawan 1 Pkt 750.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Ngelo - Dersalam Kec. BAE, Dersalam 1 Lumps 1.500.000.000 Usulan OPD

Pengawasan Teknis Pembangunan Talud Jalan Kec. , 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

Pengawasan Teknis Pembangunan Talud Jalan Kec. , 1 Pkt 100.000.000 Usulan OPD

Pembangunan Talud Jalan Bae - Kadilangon Kec. BAE, Gondangmanis 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Talud Jalan Tergo - Glagah Kec. DAWE, Tergo 1 Pkt 190.000.000

Pembangunan Talud Jalan Lingkar Selatan - Karangturi Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Jalan Pohdengkol - Nosari Kec. DAWE, 1 Pkt 800.000.000

Peningkatan Jalan Pohdengkol - Rejosari Kec. DAWE, 1 Pkt 200.000.000

Peningkatan Jalan Blolo - Nganti Kec. KALIWUNGU, 1 Pkt 750.000.000

Peningkatan Jalan Kyai Telingsing Kec. KOTA, 1 Pkt 1.000.000.000

Rehabilitasi Jalan Dukuh Kawakan - Gringging Kec. DAWE, Cendono 1 Pkt 1.000.000.000

Rehabilitasi Jalan Karangmalang - Klumpit Kec. GEBOG, 1 Pkt 500.000.000

1.03.1.03.01.36 Program Pengembangan Infrastruktur di
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.03.1.03.01.36.01 Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur Jumlah lokasi / Pekerjaan 60 Pkt 81.606.963.000
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Pembangunan saluran drainase Mako Polres Kudus Kab.Kudus 1 Pkt 2.276.963.000

Rehab Pagar, pembangunan pos satuan pengamanan (satpam) kantor Kejaksaan Negeri
Kudus dan toilet

Kejaksaan Negeri Kudus 3.00 Pkt 0

PEMBANGUNAN GAPURO PERBATASAN KAB. KUDUS - KAB. GROBOGAN Desa Lambangan 12.00 M2 1.500.000.000

Pembangunan Drainase Jalan KH. Turaichan ‑ KH. Achmad Dahlan Kec. KOTA, 1 Pkt 5.500.000.000

Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum kepada BKM Melati Desa
Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu

Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1 Pkt 400.000.000

Pembangunan sarpras air minum Desa Cranggang Kec. DAWE, Cranggang 0.00 1.000.000.000

Pembangunan Tugu pembatas jalan Tergo - Glagah Jalan Raya Gembong - Colo 120.00 M2 500.000.000

PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR DI MAPOLRES KUDUS Kec. JEKULO, Klaling 1.00 500.000.000

PEMASANGAN PAVING DI HALAMAN MAPOLRES KUDUS Kec. JEKULO, Klaling 1.00 200.000.000

Pembangunan SPALD Desa Pasuruhan Lor Ganesa - Pasuruhan Lor 370.00 M 500.000.000

Pembangunan SPALD Desa Pasuruhan Lor Ganessa - Pasuruhan Lor 1065.00 M 1.385.000.000

Pembangunan SPALD Desa Pasuruhan Lor Ploso - Pasuruhan Lor 450.00 M 750.000.000

Pembangunan Pamsimas Ngembal Kulon Kec. , 0.00 0

Pembangunan saluran Drainase Jl. lingkar tenggara - Gulang Desa Payaman 120.00 M2 1.000.000.000

Pembangunan saluran drainase Jalan Megawon - Lingkar Tenggara Jalan Megawon - Lingkar Tenggara (mulai timur lapangan sepak
bola sampai dengan Jalan Lingkar Tenggara

400.00 M 300.000.000

Pembangunan saluran air Jl. Mlati Kidul - Jepang pendem Jalan Mlati Kidul - Jepang pendem 150.00 M 300.000.000

Pembangunan saluran Drainase Jl.Jepangpakis - Lingkar Tenggara Jepangpakis - Lingkar Tenggara 1.00 M 1.500.000.000

Pembangunan saluran Drainase Jl.Jepangpakis - Loram Wetan Jepangpakis - Loram Wetan 1.00 M 2.000.000.000

Pembangunan saluran Drainase jl.Melati Kidul - Gulang Melati Kidul - Gulang 2.00 M 2.000.000.000

Pembangunan Drainase Jln.loram wetan -tanjung karang Jln.loram wetan -tanjung karang 1000.00 M 2.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jln. Gor Wergu - Loram Wetan Jln. Gor Wergu Wetan- Loram Wetan 800.00 M 1.600.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl.Loram Wetan- Getas Pejaten Loram Wetan- Getas Pejaten 1500.00 M 1.500.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jln. Loram Kulon -Kiringan Jln. Loram Kulon -Kiringan 1.00 KM 2.000.000.000

Pembuatan Drainase di Jalan Jetiskapuan Lingkar Tenggara (Jalan Kabupaten) RW 1, 2, 3 2000.00 M2 2.000.000.000

pembangunan sarana prasaran air minum desa kaliwungu dukuh proko winong 1.00 Unit 300.000.000

pembangunan saluran drainase kaliwungu-winong kaliwungu - winong 150.00 M 500.000.000

pembangunan saluran Drainase kaliwungu - pedurenan kaliwungu pedurenan 150.00 M2 500.000.000

Pembanguan Drainase Jalan Lingkar selatan- Setrokalangan desa kedungdowo 1.00 Pkt 250.000.000

pembangunan drainase jalan garung lor- getasrabi pertigaan lampu merah RSI Sunan Kudus ke Utara 600.00 M 1.000.000.000

Pembangunan Saluran drainase dan Trotoar Jalan Kolonel Tit Sudono Jl. Kolonel Tit Sudono 1.00 Pkt 1.500.000.000

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala
permukiman Kelurahan Kejaksan

Kelurahan Kajeksan 1.00 Pkt 500.000.000

Pembangunan Trotoar jl wahid hasyim Jalan P. Puger Dan Jalan Wahid Hasyim 1000.00 M2 500.000.000

Pembangunan Drainase Jl. KH. R. Asnawi Sepanjang Jalan KHM.Arwani 750.00 M 1.000.000.000

Pembangunan Saluran drainase Jl, besito - jurang dukuh 3-4 800.00 M 720.000.000

Pembangunan Drainase jalan Cranggang Wetan-Kuwukan Jalan Cranggang Wetan - Kuwukan 250.00 M 225.000.000
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Pembangunan Saluran drainase jalan Lau - Pacikaran Lau Pacikaran 3000.00 M 1.000.000.000

Pembangunan drainase jalan Dawe - Pohdengkol Dawe-Pohdengkol 3000.00 M 1.000.000.000

Pembangunan Drainase Jl. Piji - Ternadi Jl. Piji – Ternadi 1000.00 M 700.000.000

Pembangunan drainase jl Menawan- Jurang rw 1 400.00 M 400.000.000

pembangunan saluran drainase Jl. besito - Gebog Selatan kantor Camat Gebog sampai dengan desa Besito 1.00 KM 3.500.000.000

Pembangunan saluran jalan Pohdengkol-Wonosari Jalan Podengkol - Wonosari 1400.00 M 500.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Cendono - Arum Jl Cendono arum 1000.00 M 500.000.000

Pembangunan saluran/ Drainase Jalan Dawe-Soco Jalan Dawe-Soco 1600.00 M 1.500.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Dawe - Gebog Jl. Dawe-Gebog 1090.00 M 800.000.000

Pembangunan Drainase Jl Purworejo - UMK Jl. Kudus Colo sebelah barat 1000.00 M 150.000.000

Pembangunan saluran drainase Jl. Sucen - peganjaran jalan dewi sartika 1000.00 M 700.000.000

Pembangunan saluran Panjang - Karangsambung Panjang-Plumbungan Purworejo 400.00 M 250.000.000

Pembangunan saluran Drainase Jalan Peganjaran - Klumpit ( jl.ingkar ) Jalan lingkar utara ( seluler) 1200.00 M 1.000.000.000

Pembangunan drainase Jl.Panjang - Peganjaran Jl. Kudus-Colo Depan masjid Al-Huda Panjang 100.00 M 100.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Terban - Kancilan Jalan Terban Kancilan 200.00 M` 200.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl Ngrau - Golantepus Desa Tenggeles , Rt , 02 , 03 Rw, 04 Ruas Jalan Ngrau -
Golantepus

900.00 M2 1.000.000.000

Pembangunan drainase jalan kesambi -Jelak Desa Kesambi 2500.00 M2 1.500.000.000

Pembangunan Saluran air / Drainase Jalan Kesambi - Bulung Cangkring Desa Jojo sebelah utara balai Desa , jalan Kesambi -Bulung
cangkring (Selatan Jalan)

96.00 M2 300.000.000

Pembangunan City Walk Jalan Sunan Kudus Kec. , 1 Pkt 16.500.000.000

Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar Jalan Dr Wahidin Kec. , 1 Pkt 5.500.000.000

Pembangunan Tunnel (Prasarana Jaringan Bawah Tanah) di Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus 1 Pkt 2.000.000.000

Pembangunan/rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Kudus (Lanjutan) Kejaksaan Negeri Kudus 1 Pkt 3.000.000.000

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Pengadilan Negeri Kudus Pengadilan Negeri Kudus 1 Pkt 1.600.000.000

Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kudus Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kudus 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Gedung MPP Kab. Kudus 1 Pkt 0

1.03.1.03.01.36.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (
DAK )

Jumlah lokasi / Pekerjaan 12 Pkt 6.360.320.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun desa Banget Kecamatan Kaliwungu

Kec. KALIWUNGU, Banget 1 Pkt 546.450.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun desa Gamong Kecamatan Kaliwungu

Kec. KALIWUNGU, 1 Pkt 545.050.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu

Kec. , 1 Pkt 519.050.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu

Kec. , 1 Pkt 558.354.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu

Kec. , 1 Pkt 554.500.000
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Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu

Kec. , 1 Pkt 524.150.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun Desa Singocandi Kecamatan Kota

Kec. , 1 Pkt 552.450.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati

Kec. , 1 Pkt 501.050.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun Desa Jati Wetan Kecamatan Jati

Kec. , 1 Pkt 590.600.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun Desa Padurenan Kecamatan Gebog

Kec. , 1 Pkt 516.700.000

Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun Desa Piji Kecamatan Dawe

Kec. , 1 Pkt 633.950.000

Kegiatan Penunjang Kec. , 4 Pkt 318.016.000

1.03.1.03.01.36.03 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air
Limbah (DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 2.000.000.000

Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
(SPALD-T) skala permukiman Desa Golantepus Kecamatan Mejobo

Kec. , 1 Unit 475.000.000

Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
(SPALD-T) skala permukiman Desa Gribig Kecamatan Gebog

Kec. , 1 Unit 475.000.000

Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
(SPALD-T) skala permukiman Desa Karangmalang Kecamatan Gebog

Kec. , 1 Unit 475.000.000

Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
(SPALD-T) skala permukiman Desa Kandangmas Kecamatan Dawe

Kec. , 1 Unit 475.000.000

Kegiatan Penunjang Kec. , 3 Pkt 100.000.000

1.03.1.03.01.36.04 Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Drainase

Jumlah lokasi / Pekerjaan 134 Pkt 128.462.642.000

Pembangunan Saluran Drainase jl. Panjang ‑ UMK Kec. , 1 Pkt 600.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Tersono ‑ Gribig (241) Kec. , 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan Lingkar Panjang - UMK Kec. BAE, Gondangmanis 1.00 Pkt 25.000.000.000

Pembangunan salura drainase jalan komplek perkantoran mejobo Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus 1.00 Pkt 0

Pembuatan Sumur Bur Desa Payaman 3.00 Unit 150.000.000

Pembangunan Trotoar jalan Lingkar tenggara- Mejobo Desa jepang ,mejobo,kudus 1.00 Pkt 2.500.000.000

Pembangunan Gorong-gorong Jalur Lambat Lingkar Tenggara Ngembal Kulon Ngembal Kulon 6750.00 M2 7.425.000.000

Pembangunan saluran Lingkar Tenggara – Jepang Jepangpakis RT 01,02 RW 04 1642.00 M 1.500.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL.LORAM WETAN - TANJUNG KARANG LORAM WETAN - TANJUNG KARANG 950.00 M3 1.000.000.000

Pembangunan saluran Darinase depan pendopo dan Simpang tujuh Area depan kantor Bupati Kudus( diluar pagar pendopo) 1.00 Pkt 0

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN KOMPLEK PERKANTORAN MLATI KIDUL JALAN DI DEPAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB.KUDUS

35.00 KM` 52.500.000

PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN UTARA BD GONDANGMANIS Utara Balai Desa Gondangmanis 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KAYUAPU - KARANGBENER Desa karangbener 1.00 Pkt 0

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE TRAFIGHT LIGH DERSALAM - UMK Kec. BAE, Dersalam 2000.00 2.000.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN DERSALAM - PEDAWANG Kec. BAE, Dersalam 1500.00 1.000.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN DERSALAM - NGETUK Kec. BAE, Dersalam 3000.00 1.000.000.000
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PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. KLALING - JEKULO GANG PUSKESMAS JEKULO SAMPAI MAKAM KRAMAT 1.00 Pkt 500.000.000

Gorong gorong jalan kabupaten Gondoharum Kaliwuluh dukuh kaliwuluh 7.00 M 500.000.000

Gorong gorong jalan kabupaten Gondoharum - sido mulyo dukuh tlogo 8.00 M 100.000.000

Pembangunan saluran Drainase Jalan Mejobo - Makam Suryokusumo (ka/ki) Desa Mejobo Jalan Suryokusumo (Dari Kali Pendo s/d
Perempatan Mejobo)

1000.00 M2 1.000.000.000

PEMBANGUNAN DRAINASE JL. KIRIG - TEMULUS Kec. MEJOBO, Temulus 1.00 0

Pembangunan saluran Drainase Jl. panjang- karangsambung Saluran panjang- karangsambung ( Dk. Plumbungan) 1800.00 M 250.000.000

Pembangunan saluran Drainase Jalan Purworejo - UMK Jalan Purworejo - UMK 1000.00 M 100.000.000

Pelebaran Gorong-Gorong Perempatan Panjang Barat Permpatan Lampu Merah Panjang 60.00 M` 100.000.000

Gorong-Gorong Panjang Purworejo 150.00 M 100.000.000

Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan Lingkar Panjang - UMK Kec. BAE, Gondangmanis 1.00 Pkt 25.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase jalan Gribig - bakalankrapyak Depan Puskesmas s/d Tugu Djarum 600.00 M 600.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jalan jalan Gribig - bakalankrapyak Jembatan s/d Djarum SKM 400.00 M 400.000.000

PENGADAAN SUMUR DALAM (BOR) RT 00 RW 01 DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

1.00 Pkt 900.000.000

PEMBANGUNAN GORONG-GORONG/SALURAN AIR JALAN CRANGGANG WETAN
KARANG PANAS

Desa Cranggang Wetan Karang Panas 1.00 Pkt 0

Pembangunan saluran jalan poh dengkol-nosari (rejosari) Kec. DAWE, Rejosari 0.00 500.000.000

Pembangunan drainase jalan cendono-piji (cendono) Kec. DAWE, Cendono 0.00 500.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Piji - Ternadi - Soco Jalan Piji Ternadi 2.00 KM 1.000.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Cendono - Piji jalan Cendono - Piji 900.00 M 450.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jln Karangdowo-Bae Pondok Jln Karangdowo-Bae Pondok 250.00 M2 300.000.000

Pembangunan saluran Drainase Jl.Panjang - Peganjaran Jalan Peganjaran (Kudus-Gebog) 500.00 M 1.200.000.000

Pembangunan Drainase Jl..Klumpit - Kalilopo Desa Klumpit 5.00 M 1.000.000.000

Pembangunan Drainase jalan Colo- Japan-Glagah Kulon Jl. Colo-Japan-Glagah Kulon 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl. UMK - Gondangmanis Jln. UMK-Gondangmanis 2000.00 750.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dersalam - Pedawang Dersalam Gang 9 100.00 M 200.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. KLALING - JEKULO DUKUH KRAJAN DEPAN SD 4 KLALING ( GANG PUSKESMAS
JEKULO SAMPAI MAKAM KRAMAT)

400.00 M 500.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Bulungcangkring - Batas Pati Bulungcangkring 200.00 M 200.000.000

Pembangunan Saluran Drainase jalan Sumber - Mejobo Desa Golantepus , ruas jln Sumber - Mejobo 1000.00 M2 1.500.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl Mejobo - Kirig (Lanjutan) Ds Kirig Balai Desa ke Selatan Jl Mejobo - Kirig 1500.00 M2 1.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase jalan lingkar tenggara - Payaman (ka /ki) Pertigaan ke utara jalan lingkar payaman (kiri –Kanan 812.00 M2 500.000.000

Pembangunan saluran dranase jalan Kalirejo - Wilalung Demak Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 60.00 M3 300.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jln. Getas Pejaten-Loram Kulon Jln. Getas Pejaten-Loram Kulon 500.00 M 400.000.000

Pembangunan Saluran Drainase jalan Prambatan Kidul - Simangu Jl Prambatan Kidul - Pasuruhan Kidul 500.00 M 1.000.000.000

Pembuatan Saluran Drainase Jln. Sempalan - Pasuruhan Kidul JATI KULON 300.00 M 750.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. KRESNA (LANJUTAN) JL. KRESNA JATI (LANJUTAN) DESA JATI WETAN 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Papringan - Getassrabi Desa papringan 500.00 M 1.000.000.000
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Pembangunan Saluran Drainase Jalan Papringan - Batas Jepara Desa papringan 500.00 M 500.000.000

pembangunan drainase kaliwungu - getas srabi kaliwungu-getas srabi 250.00 M2 2.000.000.000

pembangunan drainase jalan kaliwungu - winong kaliwungu - winong 1000.00 M 500.000.000

Pembangunan saluran Drainase jalan mijen - getasrabi jl.pemuda desa mijen 700.00 M3 500.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. SIDOREKSO - KEDUNGDOWO Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1.00 200.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL.SUCEN (SUMUR TULAK) - BAKALAN KRAPYAK Kec. KALIWUNGU, Bakalan Krapyak 1.00 200.000.000

Pembangunan drainase jl. Wergu Wetan - Karetan Kelurahan Wergu Wetan 1.00 Pkt 400.000.000

Pembangunan saluran drainase Jl Kenari Jl. Kenari (sebelah selatan, mulai sungai batas Kelurahan Wergu
Kulon sampai dengan mulut Jl. Kenari sebelah timur)

1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan drainase Jl Agus Salim Jl. KH. Agus Salim (mulai bengkel cat mobil sampai dengan
bengkel CV. Sri Slamet)

1.00 Pkt 600.000.000

Pembangunan saluran drainase jl kyai telingsing Jln Kyai Telingsing 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase jl. Mlati Kidul - Jepang Pendem Jalan Cut Nyak Dien (Samsat ke Selatan) Mlati Kidul 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan saluran drainase jl wergu wetan - karetan Kelurahan Mlati Kidul 1.00 Pkt 400.000.000

Pembangunan saluran drainase Jl. Mlati Kidul - Jepang pendem Kelurahan Mlati Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan drainase jalan Mlati Kidul – Loram Wetan ka/ki Kelurahan Mlati Kidul 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mayor Kusmanto ds rendeng 250.00 M 300.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE /TROTOAR JL. BURIKAN - BACIN JL. YOS SUDARSO BURIKAN KUDUS 150.00 M 35.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. KARTINI DESA BURIKAN JL. KARTINI RT.01 RW.03 KECAMATAN JATI 1.00 Pkt 400.000.000

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN PANJANG - SINGOCANDI JALAN SINGOCANDI-PANJANG DESA SINGOCANDI
KECAMATAN

1.00 Pkt 0

Pembangunan Saluran Drainse / Gorong-gorong Jalan Besito - Jurang Jurang tengah s/d Desa Besito 2000.00 M 2.000.000.000

Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Jl. Besito - jurang Jalan Besito - jurang (jalan protokol) 9.00 M 50.000.000

Pembangunan Saluran drainase jl.Peganjaran - Besito jln. peganjaran besito (depan KUD) 800.00 M 800.000.000

Pembangunan dreinase Jalan. Klumpit - dukuh sudimoro Jalan. Klumpit dukuh sudimoro 1.00 M 250.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Colo-Dukuhwaringin Jalan Colo-Dukuhwaringin 600.00 M 600.000.000

Pembagunan Drainase Jalan Dukuhwaringin-Glagah Kulon Jalan Dukuhwaringin-Glagah kulon 500.00 M2 500.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Getas Pejaten - Loram Kulon Kec. JATI, Getaspejaten 0.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Saluran Drainase jalan Getaspejaten - Museum Kretek Getaspejaten - Museum Kretek 2197.00 M 2.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl.Tugu A.Yani - Ploso Jl.TUGU A.YANI - PLOSO 491.00 M 736.142.000

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pasuruhan Kidul - Kencing Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 500.00 500.000.000

Pembangunan Saluran Air Ruas Jalan Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 0.00 Pkt 0

Pembangunan Drainase Jalan Sempalan - Pasuruhan Kidul Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 0.00 Pkt 900.000.000

Pembangunan Saluran Drainase jalan Ganesha - Pasuruhan Lor Ganesa - Pasuruhan Lor 1065.00 M 1.385.000.000

Pembangunan Saluran Air Ruas Jalan Ganesha - Pasuruhan Lor Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

Pembangunan Saluran Air Jalan Ganesha- Pasuruhan Lor Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

Pembangunan Saluran Air Jalan Ganesha - Pasuruhan Lor Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

Pembangunan Drainase Jalan Ploso - Pasuruhan Lor Ploso - Pasuruhan Lor 450.00 M 750.000.000
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Pembanguanan Saluran Drainase jalan Ploso- Pasuruhan Lor Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

Pembangunan Saluran Draenase jl. Dukuh Tanggulangin - Tanjungkarang Jl. Tanggulangin - Tanjungkarang 1000.00 M 2.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase / Trotoar Tanjungkarang - Musium Kretek Tanjungkarang 200.00 M2 225.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Papringan - Getassrabi Kec. KALIWUNGU, Papringan 0.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan drainase jl. Winong - Getassrabi winong - getas srabi 150.00 M2 0

Pembangunan Saluran Drainase jalan Lingkar Selatan - Setrokalangan desa kedungdowo 1.00 Pkt 400.000.000

Pembangunan Drainase/ Gorong- gorong Jl. Mijen - Lingkar Selatan jalan mijen-lingkar selatan 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Drainase / Gorong-gorong Jalan Mijen -Lingkar selatan desa kedungdowo 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Garung Lor - Garung Kidul desa prambatan lor 1000.00 M 250.000.000

Pembangunan drainase / gorong-gorong jl. Ganesha 2 Purwosari 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Kh. Wachid Hasyim Wilayah RW 03 Kelurahan Panjunan 500.00 M 750.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl.Mlati Kidul - Loram Wetan Mlati kidul bejagan 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan drainase Jl.Mlati Kidul - Karetan jl. Cut Nyak Dien, Mlati kidul 1.00 Pkt 500.000.000

Pembangunan drainase / gorong-gorong Jl..Mlati Kidul - loram wetan Kelurahan Mlati Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Drainase Jalan RA. Kartini jalan Kartini Burikan Kudus 600.00 M 450.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl,Kaliputu - Bacin Jalan Sedomukti arah Balai Desa RT.01 RW3 140.00 M` 150.000.000

Pembangunan Drainase Jl. sucen - peganjaran Jl.KH.M.Arwani 500.00 M 1.000.000.000

Pembangunan Drainase Jl. Kaliputu - Kajeksan Jl Dewi Sartika 350.00 M 400.000.000

Pembangunan drainase dan trotoar jl. KH. R. Asnawi Desa Damaran Jalan KHR. ASNAWI KUDUS 2000.00 M2 2.000.000.000

Pembangunan Drainase jl mawar Jalan Mawar Selatan Pasar Kliwon 2000.00 M 500.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Anggrek sebelah timur pasar kliwon 123.00 M2 200.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mlati Kidul - Jepang Pendem Kec. KOTA, 1.00 Pkt 1.000.000.000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Tiga Pemeliharaan Drainase Kec. , 2 Unit 100.000.000

Pasir beton Kec. KOTA, 200 M3 100.000.000

Besi Beton Kec. KOTA, 12 Ton 180.000.000

Batu Kris 1/2 Kec. KOTA, 500 M3 198.000.000

Paku, Bendrat, PVC, Kayu Acuan Kec. KOTA, 1 Lumps 120.000.000

Cat Kansteen Kec. KOTA, 1.6 Ton 198.000.000

Batu Pondasi Kec. KOTA, 500 M3 165.000.000

Portland Cement (PC) 50 kg Kec. KOTA, 2000 Bh 198.000.000

Grill Inlet (30x60) Kec. KOTA, 0000.00 85.000.000

Box Culvert Kec. KOTA, 0000.00 80.000.000

Pembangunan Saluran Jalan Loram Wetan - Jepang Pakis Kec. , 0000.00 200.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mlati Kidul - Gulang Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Mlati Kidul - Karetan (Jl. Cut Nyak Dien) Kab. Kudus 1 Pkt 400.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Tanjungkarang - Tanjung Lor Kab. Kudus 1 Pkt 400.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Sudimoro - Gribig Kab. Kudus 1 Pkt 500.000.000
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Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Lingkar Selatan - Mijen Kab. Kudus 1 Pkt 500.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dewi Sartika Kab. Kudus 1 Pkt 300.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Jember - Peganjaran Kab. Kudus 1 Pkt 2.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Pedawang - Dersalam Kab. Kudus 1 Pkt 500.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan UMK - Gondangmanis Kab. Kudus 1 Pkt 500.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Ngelo - Dau Kab. Kudus 1 Pkt 500.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Sudirman Kab. Kudus 1 Pkt 750.000.000

Pemabangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Tanjungkarang - Jati Wetan Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Kec. , 0000.00 680.000.000

Perencanaan Kegiatan Kec. , 0000.00 50.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kapten Ali Mahmudi Kec. , 0000.00 200.000.000

1.03.1.03.01.36.05 Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Drainase ( Bangub )

0

1.03.1.03.01.36.06 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
(DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 4.290.000.000

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Kolonel Tit Sudono Kec. KOTA, 1 Pkt 1.500.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jl.Barongan- Kantor Pos JL KRAMAT KECIL BARONGAN 392.00 M3 1.000.000.000

Pembangunan Drainase jl wahid hasyim Jln. Wahid Hasyim 500.00 M2 700.000.000

Pembangunan drainase jl Cempaka Jalan Cempaka Desa Nganguk Kudus 500.00 M 1.000.000.000

Biaya Pengukuran Ulang Kec. KOTA, 1 Pkt 90.000.000

1.03.1.03.01.36.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan
Drainase (DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 13 Pkt 31.544.738.000

Pembangunan drainase jalan sidorekso kedungdowo Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1 Pkt 500.000.000

Pembangunan drainase jalan pasuruhan lor pasuruhan kidul Kec. JATI, Pasuruhan Lor 1 Pkt 750.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Tanjungrejo - Hadipolo Kab. Kudus 1 Pkt 1.000.000.000

Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Pramuka Kab. Kudus 1 Pkt 2.000.000.000

Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Jalan Dersalam - UMK Sisi Timur Kab. Kudus 1 Pkt 644.478.000

Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Jalan Lingkar Tenggara - Jepang Pendem Kab. Kudus 1 Pkt 900.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Mlati Kidul - Jepang Pendem Kab. Kudus 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Agus Salim Kab. Kudus 1 Pkt 1.000.000.000

Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Jalan Lingkar Tenggara - Mejobo Kab. Kudus 1 Pkt 900.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan SMA I Bae - Megawon Sisi Barat Kab. Kudus 1 Pkt 800.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan UMK - Panjang Kab. Kudus 1 Pkt 20.000.000.000

Belanja Material dan Upah Tenaga Pemeliharaan Rutin Drainase Kec. KOTA, 0000.00 50.260.000

Upah dan Tenaga Kec. KOTA, 0000.00 2.000.000.000

2.04.1.03.01.19 Program Penataan Penguasaan,
pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian
Konflik Pertanahan

2.04.1.03.01.19.06 Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bangub) Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 21.463.600.000



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

penyusunan renja tata batas kawasan hutan Lokasi IPPKH 1 Pkt 463.600.000 kewajiban
terkait
IPPKH

kewajiban
terkait IPPKH

Tata batas kawasan hutan Lokasi IPPKH 1 Pkt 1.000.000.000 Kewajiban
terkait
IPPKH

Kewajiban
terkait IPPKH

ganti rugi biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan dan penanaman kayu di areal
IPPKH

Lokasi IPPKH 1 Pkt 20.000.000.000 Kewajiban
terkait
IPPKH

Kewajiban
terkait IPPKH



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.04.01 : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
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1.04.1.04.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

1.04.1.04.01.07.03 Peningkatan kapasitas
sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Jumlah lokasi / Pekerjaan 15 Pkt 1.191.000.000

Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kec. JATI, Jati Wetan 6 Bh 1.200.000

Belanja Perlengkapan Dan Peralatan rumah tangga Kec. JATI, Jati Wetan 7 Jenis 26.300.000

Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan teknis PNS Kec. JATI, Jati Wetan 2 Org 5.000.000

Belanja material bahan bangunan Kec. JATI, Jati Wetan 10 Jenis 15.000.000

Pemasangan jaringan PABX dan sound system Kec. JATI, Jati Wetan 1 Pkt 20.000.000

Uang Lembur Kec. JATI, Jati Wetan 100 Jam 1.500.000

Pengadaan TV 32 inch display informasi Kec. JATI, Jati Wetan 1 Unit 4.000.000

Pengadaan Scanner ADF F4 Kec. JATI, Jati Wetan 1 Unit 17.000.000

Pengadaan desktop PC Kec. JATI, Jati Wetan 2 Unit 30.000.000

Belanja tanaman dan material taman kantor Kec. JATI, Jati Wetan 10 Jenis 10.000.000

Pengadaan Smart TV 75 inch Kec. JATI, Jati Wetan 1 Unit 37.000.000

Pengadaan UPS Server Kec. JATI, Jati Wetan 1 Unit 10.000.000

Pengadaan UPS Kec. JATI, Jati Wetan 4 Unit 4.000.000

Rehabilitasi kantor dan gudang material LPJU Kec. JATI, Jati Wetan 1 Pkt 1.000.000.000

Pengadaan Laptop Kec. JATI, Jati Wetan 1 Unit 10.000.000

1.04.1.04.01.21 Program Pengembangan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

1.04.1.04.01.21.01 Pembinaan, pengendalian dan
peningkatan pembangunan
perumahan dan kawasan
permukiman

Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 500.000.000

Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kaligelis Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Penyusunan Masterplan penataan kawasan Kaligelis Kabupaten Kudus 1 Pkt 300.000.000

1.04.1.04.01.21.02 Pembangunan dan
peningkatan kualitas rumah
tidak layak huni (DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 4.058.484.000

Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kec Kaliwungu 140 Unit 2.554.240.000

Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kec Undaan 80 Unit 1.504.244.000

1.04.1.04.01.21.03 Pembangunan dan
pengembangan sarana
prasarana perumahan dan
kawasan permukiman

Jumlah lokasi / Pekerjaan 98 Pkt 41.903.200.000

PEMBANGUNAN LPJU DK. BABATAN - DS. KLUMPIT (JL. GETASRABI - GARUNG LOR) Kec. GEBOG, Getasrabi 1.00 Pkt 200.000.000

PEMASANGAN LPJU JALAN GRIBIG - BAKALANKRAPYAK Kec. GEBOG, Gribig 1.00 Pkt 285.000.000
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Pemasangan LPJU Jalan Soco- Dukuh Ngeduk Jalan Soco-Ngeduk 33.00 Titik 412.500.000

Pemasangan LPJU Jalan Colo -Japan-Glagah Jl. Colo -Japan - Glagah Kulon 100.00 Titik 1.250.000.000

REHABILITASI SALURAN AIR JALAN JODIPATI PERUMNAS GERBANG HARAPAN GONDANG MANIS BAE
KUDUS

Desa Gondangmanis 1.00 Pkt 0

REHABILITASI SALURAN AIR JALAN AMARTA PERUMNAS GERBANG HARAPAN GONDANG MANIS BAE
KUDUS

Desa Gondangmanis 1.00 Pkt 0

REABILITASI JALAN SAWOJAJAR PERUMNAS GERBANG HARAPAN GONDANGMANIS BAE KUDUS Desa Gondangmanis 1.00 Pkt 0

REABILITASI JALAN MADUKORO 1 PERUMNAS GERBANG HARAPAN GONDANGGMANIS BAE KUDUS Desa Gondangmanis 1.00 Pkt 0

REABILITASI JALAN DWARAWATI PERUMNAS GERBANG HARAPAN GONDANGMANIS BAE KUDUS E Desa Gondangmanis 1.00 Pkt 0

Pengaspalan dan Saluran Jalan Perumahan Muria Indah 7500.00 M2 900.000.000

Pengaspalan dan Saluran Jalan Perum Gerbang Harapan 7500.00 M2 900.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Pladen - Sidomulyo (lanjutan) Desa Pladen Dk. Krajan - Dk. Jawik 30.00 Titik 375.000.000

LPJU JALAN SADANG-JEKULO Kec. JEKULO, Sadang 1.00 Pkt 500.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Sidomulyo-Gondoharum Jalan Sidomulyo - Gondoharum 1.00 Pkt 500.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Sumber - Mejobo Desa Golantepus Di Jalan Sumber-Mejobo 40.00 Titik 600.000.000

Pemasangan LPJU Dukuh Rau - Golantepus Golantepus - Ngrau 20.00 Titik 250.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Mejobo - Makam Suryo Kusumo Desa Mejobo Di ruas Jalan Mejobo Makam Suryo Kusumo 10.00 Titik 125.000.000

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Tenggeles - Hadiwarno Ds Hadiwarno Jalan Tenggeles - Hadiwarno 13.00 Titik 200.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Krawang – Jojo Ds Hadiwarno jalan Krawang – Jojo 13.00 Titik 162.500.000

Pemasangan LPJU Jalan Jojo - Kesambi Desa Kesambi , Jalan Jojo - Kesambi 40.00 Unit 500.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Temulus - Batas Pati (lanjutan) Ds Temulus Jl Temulus - Batas Pati 40.00 Titik 500.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Lingkar Tenggara - Kirig Ds Kirig, Ruas Jln Lingkar Tengggara Kirig 25.00 Titik 312.500.000

Pemasangan LPJU jalan lingkar tenggara -payaman Desa Payaman 18.00 Titik 225.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Glagahwaru - Terangmas jalan Terangmas-glagahwaru 15.00 Unit 187.500.000

Pemasangan LPJU Jalan Undaan Tengah - Larikrejo Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 20.00 Unit 250.000.000

Pemasangan LPJU Undaan Tengah-Batas Pati (Galiran) Desa Undaan Tengah gg 08 Kecamatan Undaan 32000.00 M 800.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Undaan Kidul - Gatet Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan (dukuh gatet) 3929.00 M 1.000.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Berugenjang - Wonosoco Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 9.00 Titik 112.500.000

Pemasangan LPJU Jl Tumpangkrasak - Megawon (lanjutan) Jalan Desa Tumpangkrasak - Megawon 24.00 Titik 300.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Megawon - Lingkar Tenggara Jalan Megawon - Lingkar Tenggara 16.00 Titik 200.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Loram Wetan 6 JALAN LORAM WETAN 6 8.00 Bh 100.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Loram Wetan 5 JALAN LORAM WETAN 5 10.00 Bh 125.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul Jalan Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul 1022.00 M 250.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Kencing - Goleng Kec. JATI, Pasuruhan Lor 1.00 Pkt 306.600.000

Pemasangan LPJU Jati Wetan - Lingkar Tenggara Desa Jati Wetan Lingkar 30.00 Titik 375.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Tanjungkarang - Jati Wetan Jl. Tanjungkrang - Jati Wetan 29.00 Titik 362.500.000

Pemasangan LPJU jalan Jetiskapuan - Lingkar Tenggara RW 3, 2 dan 1 27.00 Titik 337.500.000

Pemasangan LPJU Jalan Papringan - Getassrabi Jalan Papringan - Getassrabi 20.00 Titik 250.000.000
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Pemasangan LPJU Jalan Papringan - Batas Jepara Jalan Papringan - Batas Jepara 20.00 Titik 250.000.000

pemasangan LPJU jalan winong - papringan winong - papringan 1300.00 M 325.000.000

Pemasangan LPJU jalan garung lor -Getasrabi jalan garunglor-getas srabi 15.00 Titik 187.500.000

Pemasangan LPJU jalan Blolo - Nganti jalan blolo -nganti 10.00 Titik 125.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Sidorekso - Gamong jalan sidorekso - gamong 10.00 Titik 125.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Tutut I, Jl. Tutut II, Jl. Tit Sudono, Jl. Nuri Jl. Tutut I, Jl. Tutut II, Jl. Tit Sudono, Jl. Nuri 16.00 Titik 200.000.000

Pemasangan LPJU Highmast Perempatan Sleko Jalan Pemuda Jalan Pemuda 1 Pkt 250.000.000

Pemasangan LPJU Highmast Perempatan Pegadaian Jalan Sudirman Jalan Sudirman 1 Pkt 250.000.000

Pemasangan LPJU Highmast Proliman Barongan Jalan Sosrokartono Jalan Sosrokartono 1 Pkt 250.000.000

Pemasangan LPJU Highmast Pertigaan Pengkol Jalan HM. Subchan ZE Jalan HM. Subchan ZE 1 Pkt 250.000.000

Pemasangan LPJU Highmast Perempatan UMK Jalan Kampus UMK Jalan Kampus UMK 1 Pkt 250.000.000

Pemasangan LPJU Highmast Perempatan Menara Jalan Sunan Kudus Jalan Sunan Kudus 1 Pkt 250.000.000

Pemasangan LPJU Highmast Perempatan Jepang Jalan Lingkar Tenggara Jalan Lingkar Tenggara 1 Pkt 250.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Megawon - Lingkar Tenggara Jalan Megawon - Lingkar Tenggara 16 Titik 200.000.000

REABILITASI JALAN MADUKORO PERUMNAS GERBANG HARAPAN GONDANGGMANIS BAE KUDUS Desa Gondangmanis 1 Pkt 0

BEDAH RUMAH IBU RUBI`AH Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1 Pkt 17.500.000

Peningkatan Kualitas Rumah Tinggal layak Huni (RTLH) desa setrokalangan 15 Pkt 262.500.000

BEDAH RUMAH BPK NUR SAID GG.2 RT 02 / RW 01 UNDAAN TENGAH Desa Undaan tengah gg 2 1 Unit 17.500.000

LPJU SERABI LOR- JETIS Kec. GEBOG, Getasrabi 1 Pkt 200.000.000

LPJU JL. MENAWAN - RAHTAWU Kec. GEBOG, Rahtawu 1 500.000.000

LPJU JALAN GETASRABI GARUNG LOR Kec. GEBOG, Getasrabi 1 Pkt 200.000.000

PEMASANGAN LPJU CRANGGANG WETAN - KUWUKAN Kec. DAWE, Cranggang 15 200.000.000

LPJU JALAN KEMANG - PACIKARAN ) DUKUH GENTUNGAN ) Kec. DAWE, Margorejo 3000 1.500.000.000

LPJU JALAN REJOSARI ( DUKUH MASIN ) Kec. DAWE, Kandangmas 3000 1.500.000.000

LPJU JALAN MARGOREJO - GONDANGMANIS ( DUKUH GENTUNGAN - KARANGPANAS - KADILANGON ) Kec. DAWE, Margorejo 3000 1.500.000.000

LPJU JALAN KARANGDOWO - PONDOK Kec. BAE, Bae 3000 1.000.000.000

LPJU JALAN KARANGDOWO - KADILANGON Kec. BAE, Bae 3000 1.000.000.000

LPJU JL. SIDOREKSO - KEDUNGDOWO Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1 Pkt 200.000.000

LPJU JALAN PASURUHAN LOR Kec. JATI, Pasuruhan Lor 2000 1.000.000.000

LPJU JALAN PASURUHAN KIDUL - LINGKAR BARAT Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 1000 600.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Tenggeles - Kesambi Kec. MEJOBO, Tenggeles 1 Pkt 1.000.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Cranggang - Kuwukan Kec. DAWE, Cranggang 1 Pkt 1.000.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Kandangmas - Tergo Kec. DAWE, Kandangmas 1 Pkt 1.000.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Jekulo - Tanjungrejo Kec. JEKULO, Jekulo 1 Pkt 400.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Krawang - Jojo Kec. MEJOBO, Jojo 1 Pkt 500.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Klaling-Karang Subur Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1 Pkt 500.000.000

REABILITASI JALAN BUMI RAHTAWU PERUMNAS GERBANG HARAPAN GONDANGMANIS BAE KUDUS Desa Gondangmanis 1 Pkt 0
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LPJU UMK - CENDONO Kec. BAE, Gondangmanis 3000 2.000.000.000

PEMASANGAN LPJU DI JALAN KLALING - JEKULO ( LANJUTAN ) Kec. JEKULO, Jekulo 1 70.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Mejobo - Batas Pati Kec. MEJOBO, Temulus 1 1.000.000.000

Pengadaan LPJU Undaan Kidul - Gatet Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 18 Unit 300.000.000

LPJU JALAN TUMPANGKRASAK - MEGAWON Kec. JATI, Tumpangkrasak 2000 1.000.000.000

LPJU JALAN TEMULUS - KESAMBI Kec. MEJOBO, Temulus 1 200.000.000

LPJU JALAN WATES - LARIKREJO Kec. UNDAAN, Wates 3000 1.500.000.000

Pengadaan Mobil Truck Hidrolis LPJU Kec. , 1 Unit 1.800.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Loram Wetan 6 JALAN LORAM WETAN 6 8 Bh 100.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Loram Wetan 5 JALAN LORAM WETAN 5 10 Bh 125.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul Jalan Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul 1022 M 250.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Kencing - Goleng Kec. JATI, Pasuruhan Lor 1 Pkt 306.600.000

Pemasangan LPJU Jati Wetan - Lingkar Tenggara Desa Jati Wetan Lingkar 30 Titik 375.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Tanjungkarang - Jati Wetan Jl. Tanjungkrang - Jati Wetan 29 Titik 362.500.000

Pemasangan LPJU jalan Jetiskapuan - Lingkar Tenggara RW 3, 2 dan 1 27 Titik 337.500.000

Pemasangan LPJU Jalan Papringan - Getassrabi Jalan Papringan - Getassrabi 20 Titik 250.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Papringan - Batas Jepara Jalan Papringan - Batas Jepara 20 Titik 250.000.000

pemasangan LPJU jalan winong - papringan winong - papringan 1300 M 325.000.000

Pemasangan LPJU jalan garung lor -Getasrabi jalan garunglor-getas srabi 15 Titik 187.500.000

Pemasangan LPJU jalan Blolo - Nganti jalan blolo -nganti 10 Titik 125.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Sidorekso - Gamong jalan sidorekso - gamong 10 Titik 125.000.000

Pemasangan LPJU Jalan Tutut I, Jl. Tutut II, Jl. Tit Sudono, Jl. Nuri Jl. Tutut I, Jl. Tutut II, Jl. Tit Sudono, Jl. Nuri 16 Titik 200.000.000

Rehabilitasi jalan dan drainase perumahan megawon indah Desa megawon dan tumpangkrasak 1 Pkt 300.000.000 Crossing
drainase dan
jalan

Crossing
drainase dan
jalan

2.05.1.04.01.26 Program pengendalian dan
konservasi LH

2.05.1.04.01.26.01 Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup

Jumlah lokasi / Pekerjaan 7 Pkt 3.842.000.000

Pembangunan IPAL Komunal Domestik Pondok Pesantren Kec. KOTA, Kel. Kajeksan 5 Pkt 2.500.000.000

Pembangunan IPAL Komunal Industri Tahu Kec. BAE, Karangbener 1 Pkt 1.200.000.000

Perencanaan IPAL Domestik Pondok Pesantren Kec. KOTA, 1 Pkt 15.000.000

Perencanaan IPAL Komunal Industri Tahu Kec. BAE, Karangbener 1 Pkt 15.000.000

Penyusunan Dokumen IKPLHD Kec. , 1 Pkt 20.000.000

Penyusunan RPPLH Tahap I Kec. , 1 Pkt 42.000.000

Penyusunan KLHS RDTRK Kec. MEJOBO, 1 Pkt 50.000.000

2.05.1.04.01.26.02 Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup (DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 2.500.000.000

Pengadaan IPAL Industri kecil sekitar IHT Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1 Pkt 2.500.000.000
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2.05.1.04.01.26.03 Pemulihan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 0

penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kec. , 1 Dok 0

Penyusunan PEP Gas Rumah Kaca Kec. , 1 Dok 0

2.05.1.04.01.26.04 Pemulihan Kerusakan
Lingkungan Hidup (DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 100.000.000

pengadaan alat laboratorium lingkungan Kec. , 1.00 Pkt 100.000.000 menunjang
sarana prasarana
laboratorium
lingkungan

menunjang
sarana prasarana
laboratorium
lingkungan

2.05.1.04.01.27 Program Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengembangan Kapasitas
LH

2.05.1.04.01.27.01 Pembinaan dan pengawasan
lingkungan hidup

Jumlah lokasi / Pekerjaan 8 Pkt 304.000.000

Pendataan Unit Usaha dan Pembuatan Sistem Aplikasi Pengaduan Berbasis OSS Kabupaten kudus 2 Pkt 200.000.000

Pembinaan Unit Usaha dan Unit Rumah Makan Kabupaten kudus 40 Unit 26.000.000

Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten kudus 1 Pkt 16.000.000

Monitoring unit usaha/ industri Kabupaten Kudus 1 Pkt 32.000.000

Sosialisasi Pembinaan pengelolaan sampah masyarakat desa 50.00 Org 5.000.000

Pembinaan / Bintek Pengawas Lingkungan Hidup Kab. Kudus 14 Kali 7.000.000

Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan PPLH Kab. Kudus 16 Kali 8.000.000

Koordinasi dan Singkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan LH
diluar Pengadilan atau Melalui Pengadilan

Kab. Kudus 15 Kali 10.000.000

2.05.1.04.01.27.02 Pengembangan kapasitas
lingkungan hidup

Jumlah lokasi / Pekerjaan 7 Pkt 1.540.000.000

Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang Pengelola Bank Sampah Kecamatan Dawe DAWE 1 Pkt 200.000.000

Pengembangan Sekolah PBLHS (Sekolah Adiwiyata) Kab. Kudus 1 Pkt 200.000.000

Pembinaan, Pelatihan Masyarakat Peduli Sampah Kab. Kudus 1 Pkt 120.000.000

Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang Pengelola Bank Sampah Kecamatan Undaan UNDAAN 1 Pkt 200.000.000

Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang Pengelola Bank Sampah Kecamatan Kab. Kudus 1 Pkt 600.000.000

Jasa Konsultasi Perencanaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang Pengelola Bank Sampah
Kecamatan

Kab. Kudus 1 Pkt 20.000.000

Koordinasi Persiapan Penilaian Adipura Kab. Kudus 7 Kali 200.000.000

2.05.1.04.01.27.03 Pengembangan kapasitas
lingkungan hidup (DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 6 Pkt 1.089.000.000

Pengawasan Kegiatan Revitalisasi dan Pembangunan Gedung Bank Sampah Kabupaten kudus 1 Pkt 39.000.000

Pembangunan Gedung Pengelola Bank Sampah Kecamatan Kota Kota 1 Pkt 200.000.000

Perencanaan Revitalisasi Bank Sampah Induk dan Pembangunan Gedung Bank Sampah Kabupaten kudus 1 Pkt 50.000.000

Pembangunan Gedung Pengelola Bank Sampah Kecamatan Bae BAE 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Gedung Pengelola Bank Sampah Kecamatan Gebog Gebog 1 Pkt 200.000.000

Revalitasi Bank Sampah Induk Ds. Gondangmanis 1 Pkt 400.000.000



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
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Penting Ket.
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Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.05.1.04.01.27.04 Pengembangan kapasitas
lingkungan hidup (Bangub)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.400.000.000

Konsultan dan Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang Pengelola Bank Sampah di Kecamatan-kecamatan
Kabupaten Kudus

Kudus 6 Pkt 1.400.000.000

2.05.1.04.01.27.05 Pembinaan dan Pengawasan
Lingkungan Hidup (DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Gudang dan Sarpras Bank Sampah Induk Ds. Gondangmanis 1 Pkt 1.000.000.000

2.05.1.04.01.28 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan dan
pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)

2.05.1.04.01.28.01 Pengelolaan sampah dan
limbah B3

Jumlah lokasi / Pekerjaan 51 Pkt 62.387.457.000

TPA Tanjungrejo segera diperluas karena sudah overload Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 0

PEMBANGUNAN TPS/ TPS 3R Desa Loram Wetan BLOK TAHUNAN 1.00 Pkt 500.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Desa Colo Colo 1.00 Pak 250.000.000

Pembangunan Landasan Container Sampah Desa Sidomulyo 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan TPS/ TPS 3R Desa Prambatan Lor Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kudus

1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan TPS/ TPS 3R Desa Prambatan Lor di blok si pucang,dekat jalan lingkar selatan 1.00 Pkt 250.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Desa Colo Colo 1 Pak 250.000.000

Pembangunan Landasan Container Sampah Desa Sidomulyo 1 Pkt 200.000.000

Sosialisasi Pembinaan pengelolaan sampah masyarakat desa 50 Org 5.000.000

Pembangunan TPS/ TPS 3R Desa Prambatan Lor Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kudus

1 Pkt 200.000.000

Pembangunan TPS/ TPS 3R Desa Prambatan Lor di blok si pucang,dekat jalan lingkar selatan 1 Pkt 250.000.000

Jasa Tenaga Sopir Truck Arm Roll (9 orang untuk Pelayanan 9 Kecamatan) Kec. , 12 Bln 282.780.000

Pengadaan Truck Arm Roll untuk pelayanan 9 Kecamatan (Program Pengambilan Sampah Desa) Kec. , 9 Unit 4.050.000.000

Pembangunan Jalan Operasional, Drainase dan PJU untuk Perluasan Lahan TPA Kec. , 1 Pkt 4.675.000.000

Jasa Tenaga Pengangkutan sampah TPS (Rencana Pengadaan Bentor 26 unit) Kec. , 12 Bln 816.918.000

Jasa Tenaga Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Penggantian Tenaga PNS/ PHD yang Pensiun 6 orang) Kec. , 12 Bln 188.520.000

PEMBANGUNAN TPS DI RW 03 BLOK SIGANDU PRAMBATAN LOR Kec. KALIWUNGU, Prambatan Lor 1 400.000.000

PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH COLO Kec. DAWE, Colo 1 250.000.000

Pekerjaan Pendahuluan Pembangunan Perluasan lahan TPA TPA Tanjungrejo 1 Pkt 260.000.000

Pembangunan Pagar Keliling Perluasan Lahan TPA TPA Tanjungrejo 1 Pkt 432.300.000

Pembangunan Instalasi Air Bersih dan Sumur Pantau (Sumur Monitoring) TPA Tanjungrejo 1 Pkt 205.700.000

Pembangunan Buffer Lingkungan Perluasan TPA TPA Tanjungrejo 1 Pkt 271.700.000

Pembangunan Kolam Leachate/ lidi dan sumur pantau TPA Tanjungrejo 1 Pkt 3.410.000.000

Pembangunan Landfill (area penimbunan sampah) sanitary landfill TPA Tanjungrejo 1 Pkt 14.190.000.000

Pengadaan Bouldozer TPA Tanjungrejo 1 Unit 1.900.000.000
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Pengadaan Excavator TPA Tanjungrejo 1 Unit 1.850.000.000

Sertifikasi lahan perluasan TPA TPA Tanjungrejo 1 Pkt 100.000.000

Pengukuran Lahan Perlunasan lahan TPA oleh BPN TPA Tanjungrejo 1 Pkt 4.500.000

Appraisal Perluasan Lahan TPA TPA Tanjungrejo 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan Lahan untuk Perlunasan TPA TPA Tanjungrejo 4.9 Ha 13.475.000.000

Jasa tenaga operasional Pusat Daur Ulang (PDU) Kec. , 12 Bln 377.039.000

Pemasangan Instalasi Listrik Pusat Daur Ulang (PDU) 11.00 VA Kec. , 1 Pkt 25.000.000

Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Kec. , 1 Pkt 50.000.000

Pengadaan Motor Becak Sampah (bentor) Kec. , 26 Unit 1.170.000.000

Pengadaan Becak Sampah (Penggantian) Kec. , 25 Unit 125.000.000

Pengadaan Truck Arm Roll (5 unit utk penggantian Arm Roll lama (1997 -1999) dan 5 unt lokasi baru) Kec. , 10 Unit 4.500.000.000

Pengadaan Container Sampah Kec. , 10 Unit 400.000.000

Pengadaan Dump Truck Sampah (5 unit utk penggantian Truck lama (1997 -1999) dan 5 unt lokasi baru) Kec. , 10 Unit 4.500.000.000

Perencanaan Teknis Pembangunan TPS/ TPS 3R Kec. , 1 Pkt 50.000.000

Rehabilitasi TPS/ TPS 3R Tumpangkrasak Kec. JATI, Tumpangkrasak 1 Pkt 175.000.000

Rehabilitasi TPS/ TPS 3R Purwosari Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 350.000.000

Rehabilitasi TPS/ TPS 3R Getas Pejaten Kec. JATI, Getaspejaten 1 Pkt 350.000.000

Rehabilitasi TPS/ TPS 3R Dersalam Kec. BAE, Dersalam 1 Pkt 175.000.000

Perencanaan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan TPS/ TPS 3R Kec. , 1 Pkt 60.000.000

Rehabilitasi TPS/ TPS 3R Kajeksan Kec. KOTA, Kel. Kajeksan 1 Pkt 350.000.000

Perencanaan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan TPS/ TPS 3R Kec. , 1 Pkt 80.000.000

Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kec. , 1 Pkt 78.000.000

Reviu DED TPA Tanjungrejo TPA Tanjungrejo 1 Pkt 100.000.000 dalam rangka
perluasan tanah
TPA

dalam rangka
perluasan tanah
TPA

Sosialisasi ke warga dalam rangka perluasan TPA Tanjungrejo TPA Tanjungrejo 1 Bln 5.000.000 dalam rangka
perluasan tanah
TPA

dalam rangka
perluasan tanah
TPA

Perencanaan pengadaan tanah TPA Tanjungrejo TPA Tanjungrejo 1 Pkt 50.000.000 dalam rangka
perluasan tanah
TPA

dalam rangka
perluasan tanah
TPA

Pembangunan instalasi pengolah limbah cair TPA Tanjungrejo 1 Pkt 200.000.000

2.05.1.04.01.28.02 Pengelolaan sampah dan
limbah B3 (DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 3.200.000.000

Pengadaan Container Sampah Kec. , 5 Unit 200.000.000

Pengadaan Dump Truck Sampah Kec. , 3 Unit 1.350.000.000

Pengadaan Truck Arm Roll Sampah Kab. Kudus 3 Unit 1.650.000.000

2.05.1.04.01.28.04 Pengelolaan RTH Jumlah lokasi / Pekerjaan 14 Pkt 8.233.540.000

Pembuatan Taman Perempatan Desa Mejobo Depan INDOMART Desa Mejobo Perempatan Desa Mejobo Depan INDOMART 1.00 Pkt 500.000.000

Pembuatan Taman dan Tugu Perempatan Ds Mejobo Depan Indomart Ds Mejobo Perempatan Desa Mejobo Depan Indomart 1.00 Pkt 500.000.000
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Pembangunan Taman Desa Barat Desa Kutuk 1.00 Unit 700.000.000

Labelisasi pohon Kec. , 1 Pkt 20.000.000

Pembangunan Lampu Taman Median R. Agil Kusumadya Kec. , 1 Pkt 350.000.000

Pengadaan mobil tangga hidrauli Kec. , 1 Unit 1.500.000.000

Pengecatan Pohon Penghijauan Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Pemeliharaan Rutin RTH Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Taman Ganesha Kec. , 1 Pkt 2.500.000.000

Penyusunan Masterplan RTH Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Rehabilitasi Taman Salter R. Agil Kusumadya Kec. , 1 Pkt 1.000.000.000

Pembayaran sewa tanah HK. Tanggulangin Kec. , 1 Thn 40.000.000

Belanja Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Taman Kec. , 1 Pkt 23.540.000

Jasa rimbas pihak ketiga rimbas pohon penghijauan Kec. , 1 Pkt 500.000.000

2.05.1.04.01.28.05 Operasional Pengelolaan UPT
dan Peningkatan Sarana dan
prasarana Persampahan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 125.068.000

service jembatan timbang TPA Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1 Kali 15.000.000

Pengadaan tanah urug TPA Kec. JEKULO, Tanjungrejo 2500 M3 110.068.000

3.04.1.04.01.24 Program pengelolaan
taman hutan raya

3.04.1.04.01.24.01 Pengelolaan taman hutan
raya

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 0

Penyusunan kajian pembentukan TAHURA (Taman Hutan Raya) Kec. JEKULO, Terban 1 Dok 0



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.05.02 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.05.1.05.02.07 Program pelayanan administrasi umum

1.05.1.05.02.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 1.744.805.000

dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan Kab. Kudus 18 Dok 5.000.000

dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan Kab. Kudus 12 Dok 5.000.000

pengadaan sarana dan prasarana aparatur Kab. Kudus 5 Pkt 1.730.000.000

Belanja jasa tenaga kebersihan pada Sekretariat Kab. Kudus 2 OB 4.805.000

1.05.1.05.02.26 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum

1.05.1.05.02.26.01 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 71.329.000

Adanya Perda dan Perkada yang di sosialisasikan Kab. Kudus 17 Bh 42.550.000

Terlaksananya Pelanggaran Perda yang diselesaikan Kab. Kudus 48 Kasus 13.880.000

Terlaksananya Obyek Pelanggar Perda yang ditertibkan Kab. Kudus 3 Bh 11.203.000

Adanya laporan pelanggaran perda Kab. kudus 12 Dok 3.696.000

1.05.1.05.02.26.02 Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 60.000.000

Jumlah operasi penegakan perda / perkada Kab. Kudus 105 Kali 20.000.000

Laporan/aduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kab. Kudus 55 Kasus 18.000.000

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan Kab. Kudus 70 Kali 12.000.000

Laporan penertiban kawasan tanpa rokok / kawasan terbatas merokok Kab. Kudus 12 Dok 10.000.000

1.05.1.05.02.27 Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1.05.1.05.02.27.01 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 474.504.005

Jumlah lokasi pengamanan Kabupaten Kudus 5 Lok 109.674.000

Jumlah Lomba yang diikuti Kabupaten Kudus 3 Jenis 2.700.000

Jumlah petugas yang melaksanakan piket dan berpatroli Kabupaten Kudus 241 Kali 225.650.000

Jumlah Kader Siaga Trantib Kabupaten Kudus 400 Org 136.480.005

1.05.1.05.02.27.02 Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 556.746.000

Terlaksananya pengamanan unsur pimpinan Kabupaten Kudus 180 Kali 126.000.000

Terlaksananya operasi tibum tranmas Kabupaten Kudus 137 Kali 302.410.000

Tersedianya tenaga kontrak pengendali keamanan dan kenyamanan Kabupaten Kudus 52 Org 128.336.000

1.05.1.05.02.28 Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1.05.1.05.02.28.02 Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 2.763.707.000

Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten Kudus 21 Org 73.850.000

Pengadaan Truk Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus 2 Unit 2.639.420.000

Jasa tenaga pelaksana kegiatan Kabupaten Kudus 21 OB 50.437.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.06.01 : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.06.1.06.01.07 Program pelayanan administrasi umum

1.06.1.06.01.07.01 Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 300.000.000

Terakhir kami berharap pemkab kudus membantu pembangunan sekretariat untuk Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dan Kami
berharap bisa menempati gedung milik KB di selatan pertigaan Kec. Mejobo

Kec. , 1.00 Unit 200.000.000

Semua difabel di Kab. Kudus bisa diikutsertakan dalam program wirausahawan baru yang dicanangkan pemerintah kab. Kudus
dimana setiap tahunnya mencetak 500 wirausahawan baru

Kec. , 1.00 Kelpk 50.000.000

Pemkab Kudus menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas dengan harapan setiap penyandang difabel di Kab. Kudus yang
mempunyai kartu penyandang disabilitas secara otomatis bisa mendapatkan jaminan pelayanan sosial, kesehatan danlain
sebagainya seperti Jamkes

Kec. , 1.00 Pkt 50.000.000

2.08.1.06.01.15 Program Keluarga Berencana

2.08.1.06.01.15.13 Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (DAK
Fisik)

1.700.000.000

2.08.1.06.01.15.14 Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (DAK
Non Fisik)

3.300.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.06.02 : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.06.1.06.02.07 Program pelayanan administrasi umum

1.06.1.06.02.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 1.069.000.000

pemeliharaan rutin/ berkala mebelair BPBD Kudus 6 Unit 9.000.000

pengadaan perlengkapan gedung kantor BPBD Kudus 12 Unit 60.000.000 Usulan OPD Usulan OPD

pengadaan mobil operasional BPBD Kudus 2 Unit 1.000.000.000 Usulan OPD Usulan OPD

1.06.1.06.02.26 Program Penanggulangan Bencana Daerah

1.06.1.06.02.26.01 Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 2.460.000.000

pengadaan sarpras kebencanaan (mobil kren, mobil hilux, dam truk, 5 chain saw BPBD Kudus 8 Unit 1.500.000.000 Usulan OPD Usulan OPD

Tenaga Kontrak penanganan kebencanaan 32 orang BPBD Kudus 11 Bln 960.000.000 Usulan OPD Usulan OPD



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.01.01 : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.01.2.01.01.07 Program pelayanan administrasi umum

2.01.2.01.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 1.300.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Kec. , 1 Unit 500.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Kec. , 5 Jenis 200.000.000

Rehabilitasi gedung pelayanan Ak I Kec. , 1 Unit 200.000.000

Perbaikan Atap / Plafon Gedung Sekretariat (Lanjutan) Kec. , 1 Kgt 200.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kec. , 1 Kgt 200.000.000

2.01.2.01.01.18 Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga
kerja

2.01.2.01.01.18.02 Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri (DBHCHT) Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 50.000.000

Terselenggaranya Bimtek Pengelola BKK Kec. , 1 Kgt 50.000.000

2.01.2.01.01.18.05 Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 600.000.000

Pengadaan sarana perlengkapan gedung workshop TKR Kec. , 1 Kgt 200.000.000

Pemeliharaan jalan halaman kantor Kec. , 1 Kgt 200.000.000

Rehabilitasi atap gedung wisma Kec. , 1 Kgt 200.000.000

2.11.2.01.01.19 Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

2.11.2.01.01.19.02 Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 120.000.000

SOSIALISASI PUBLIKASI DI DINAS TENAGA KERJA UKM PERINDAGKOP KUDUS MELALUI MEDIA
MASSA (MEDIA TV, CETAK & ON LINE)

Kec. , 3 Pkt 120.000.000 KOMISI D KOMISI D

2.11.2.01.01.19.05 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 350.000.000

Penyusunan Ranperda Pemberdayaan UMKM Kec. , 1 Kgt 100.000.000

Penyusunan Data UMKM Kec. , 0000.00 200.000.000

Pengadaan Sarana Sistem Informasi Usaha dan Ketenagakerjaan Kec. , 0000.00 50.000.000

2.11.2.01.01.19.07 Peningkatan dan pengembangan SDM dan Teknologi UKM (DAK) Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 417.358.000

Pelatihan dan Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kec. , 2 Pkt 417.358.000

3.07.2.01.01.20 Program peningkatan dan pengembangan perindustrian

3.07.2.01.01.20.01 Peningkatan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 250.000.000

Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Sentra IKM Logam, Rekayasa Mesin, Perbengkelan dan Kopi Kec. , 1 Dok 150.000.000

Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan Sentra IKM Logam, Rekayasa Mesin,
Perbengkelan dan Kopi

Kec. , 1 Dok 100.000.000

3.07.2.01.01.20.03 Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 100.000.000

Penyusunan NA RPIK Kec. , 1 Kgt 100.000.000

3.07.2.01.01.20.05 Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri
(DBHCHT)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Industri Pengemasan Kec. , 1 Kgt 1.000.000.000

3.08.2.01.01.18 Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.08.2.01.01.18.01 Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 75.000.000

Pengiriman Transmigran Kec. , 1 Kgt 75.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.06.01 : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.06.2.06.01.07 Program pelayanan administrasi umum

2.06.2.06.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 755.300.000

Pengadaan sarpras umum aparatur penunjang kelancaran perkantoran (mesin absensi 1 unit dan kencaraan dinas roda dua
10 unit, mobil dinas eselon II 1 unit)

Dinas Dukcapil Kab. Kudus 1 Pkt 755.300.000

2.06.2.06.01.18 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2.06.2.06.01.18.01 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan identitas penduduk Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 169.800.000

Publikasi kebijakan / penyelenggaraan adminduk melalui cetak kalender Dinas Dukcapil Kudus 2000 Lbr 66.400.000

Pengadaan ATK cetak dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk Dinas Dukcapil Kudus 1 Pkt 103.400.000

2.06.2.06.01.18.02 Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk (DAK Non Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 8 Pkt 2.149.737.000

Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk Luar Kab. Kudus 6 Kali 70.500.000

Pengadaan Kartu Identitas Anak Dinas Dukcapil Kab. Kudus 1 Pkt 401.300.000

Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el Dinas Dukcapil Kab. Kudus 1 Pkt 215.550.000

Pengadaan Ribbon, Toner, Catridge, Film Printer, Cleaning Kit Dinas Dukcapil Kab. Kudus 1 Pkt 1.320.500.000

Fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk (honorarium, fotocopy, ATK, rakor, pelayanan keliling) Dinas Dukcapil Kab. Kudus 5 Jenis 93.162.000

Asistensi pembahasan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Adminduk Luar Kab. Kudus 2 Kali 32.575.000

Cetak publikasi adminduk melalui cetak banner Dinas Dukcapil Kab. Kudus 10 Bh 5.200.000

Rapat/Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas Dukcapil Kab. Kudus 1 Kali 10.950.000

2.06.2.06.01.19 Program Pelayanan Pencatatan Sipil

2.06.2.06.01.19.02 Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil
(DAK Non Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 538.867.000

Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk Luar Kab. Kudus 5 Kali 46.820.000

Pengadaan blangko pencatatan sipil Dinas Dukcapil Kab. Kudus 1 Pkt 81.100.000

Pengadaan Ribbon, Toner, Catridge, Film Printer, Cleaning Kit Dinas Dukcapil Kab. Kudus 1 Pkt 330.900.000

Fasilitasi pelayanan pencatatan sipil (honorarium PNS, ATK, fotocopy, pelayanan keliling) Dinas Dukcapil Kab. Kudus 4 Jenis 80.047.000

2.06.2.06.01.19.03 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian,
perubahan status anak dan pewarganegaraan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 126.700.000

Publikasi kebijakan / penyelenggaraan adminduk melalui cetak banner indo, mmt non konstruksi, dan leaflet Dinas Dukcapil Kab. Kudus 1 Pkt 126.700.000

2.06.2.06.01.20 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data

2.06.2.06.01.20.01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 922.705.000

Bimtek peningkatan kompetensi implementasi aplikasi kependudukan terintegrasi SIAK Dinas Dukcapil Kab. Kudus 40 Org 81.005.000

Pengadaan sarpras kendaraan khusus mobil pelayanan KTP Dinas Dukcapil Kab. Kudus 1 Unit 301.300.000

Pengadaan sarpras SIAK dan KTP yang sesuai standar Dinas Dukcapil Kab. Kudus 2 Set 385.300.000

Pengadaan sarpras KIA / Kartu Identitas Anak yang sesuai standar Dinas Dukcapil Kab. Kudus 2 Set 155.100.000

2.06.2.06.01.20.02 Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan/SIAK
(DAK Non Fisik)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 154.998.000



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk Luar Kab. Kudus 5 Kali 46.820.000

Pengelolaan SIAK / Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Dukcapil Kab. Kudus 8 Bln 3.460.000

Penerapan Dukcapil Go-Digital dan Inovasi Pelayanan Adminduk Dinas Dukcapil Kab. Kudus 8 Kali 104.718.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.07.01 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.07.2.07.01.07 Program pelayanan administrasi umum

2.07.2.07.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 1.204.200.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Kec. , 4 Unit 120.000.000

Pengadaan Pelengkap Gedung Kantor (Pembelian AC Stand Floor 4 unit, Printer Laser Jet (2 unit), Scanner (1 unit), Kamera (1
unit), Handycam (1 unit), AC 2 PK (6 unit)

Kec. , 15 Unit 354.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Kec. , 4 Org 40.000.000

Pengadaan mebelair kursi rapat (50 Unit), Meja Kursi Tamu pejabat Eselon II (1 paket), Meja kursi tamu pejabat eselon III (1
unit), Meja Esselon II, III, IV (16 unit), Kursi Esselon II, III, IV (16 Unit)

dinas PMD 84 Unit 265.200.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Dinas PMD 1 Unit 425.000.000

2.07.2.07.01.21 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

2.07.2.07.01.21.02 Pelaksanaan TMMD (Bangub) Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 750.000.000

Pelaksanaan TMMD/Karya Bhakti Dinas PMD 3 Desa/Kel 750.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.09.01 : DINAS PERHUBUNGAN

Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.09.2.09.01.07 Program pelayanan
administrasi umum

2.09.2.09.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 150.000.000

Pengadaan perlengkapan kantor Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Set 50.000.000

Pengadaan PDH Kec. KOTA, Kel. Purwosari 87 Stel 65.000.000

Pengadaan pakian olahraga pegawai ( training,kaos lengan pendek ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 87 Stel 35.000.000

2.09.2.09.01.22 Program Peningkatan
Keselamatan dan Sarana
Prasarana LLAJ

2.09.2.09.01.22.01 Peningkatan Keselamatan
LLAJ

Jumlah lokasi / Pekerjaan 25 Pkt 10.090.000.000

PEMASANGAN GUARD GRAILL Kec. DAWE, Tergo 300.00 750.000.000

Pemasangan Guard Graill Letter S Desa Tergo 300.00 M 600.000.000

Pemasangan Lampu Rambu Hati2 di letter S Depan Pos Graha Kencana Desa Dersalam (depan alfamart) 1.00 Titik 200.000.000

Pengadaan Kaca Cembung Desa Sidomulyo 4.00 Bh 40.000.000

Pemasangan Traffic Ligh Desa Mejobo Perempatan Desa Mejobo depan Indomart Desa Mejobo ,Perempatan Desa Mejobo depan Indomard 1.00 Unit 500.000.000

Pemasangan Kaca Cembung Jl Tenggeles - Hadiwarno, Jl Krawang - Jojo, Ds Hadiwarno Jl Tenggeles - Hadiwarno, Jl Krawang - Jojo, 6.00 Bh 60.000.000

Pemasangan Kaca Cembung Desa Hadiwarno : jln. Tenggeles - Hadiwarno jln. Krawang
- Jojo

2.00 Titik 20.000.000

Pengadaan Rambu - rambu Jalan Wates - Kaliyoso Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 1.00 Pkt 200.000.000

Pengadaan Rambu - rambu Jalan Larikrejo - Kaliyoso Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 1.00 Pkt 200.000.000

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKIR KUSUS JATI WETAN Desa Jati Wetan 1.00 Pkt 1.500.000.000

Marka Jalan (Kejut) 1 . Jln. PLN - Pasuruhan Lor . 2. Jln. Sempalan - Pasuruhan Kidul Jati Kulon 20.00 Titik 20.000.000

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SUB TERMINAL JETAK Mijen Kaliwungu Kudus 1.00 Pkt 1.500.000.000

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL BAKALAN KRAPYAK Bakalan krapyak 1.00 Pkt 1.500.000.000

PEMASANGAN LAMPU WARNING LIGHT JL. KUDUS -JEPARA PERTIGAAN LAPANGAN KEDUNGDOWO KECAMATAN
KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

Kec. KALIWUNGU, Bakalan Krapyak 0.00 Pkt 500.000.000

PERENCANAAN TERMINAL DAN SUB TERMINAL KABUPATEN KUDUS kudus 1.00 Pkt 100.000.000

PENGADAAN LAMPU PENERANGAN TERMINAL DAN SUB TERMINAL KABUPATEN KUDUS kudus 1.00 Pkt 1.000.000.000

PEMBINAAN PENGEMUDI BECAK kudus 1.00 Pkt 100.000.000

PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DINAS PERHUBUNGAN kudus 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBINAAN OJEK SE KABUPATEN KUDUS kudus 1.00 Pkt 100.000.000

SOSIALISASI KESELAMATAN LALU LINTAS ANAK USIA DINI kudus 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBINAAN ANGKUTAN UMUM kudus 1.00 Pkt 100.000.000

PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN kudus 1.00 Pkt 200.000.000

PENGADAAN MARKA LALU LINTAS kudus 1.00 Pkt 200.000.000



Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENGADAAN ( RPPJ) RAMBU PETUNJUK JALAN kudus 1.00 Pkt 200.000.000

Penyuluhan keselamatan lalu lintas dan Pemelihan Pelajar Pelopor Keselamatan ( PPKJ ) LLAJ tingkat Kabupaten Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 100.000.000

2.09.2.09.01.22.03 Peningkatan Sarana
Prasarana LLAJ

Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 1.000.000.000

Pengadaan perlengkapan pendukung pengujian Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 100.000.000

Rehab balai pengujian kendaraan bermotor Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 200.000.000

Peningkatan area pengujian kendaraan bermotor Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 700.000.000

2.09.2.09.01.22.05 Peningkatan Keselamatan
LLAJ (DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 17 Pkt 335.302.000

Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman - Colo - Dukuh Waringin ( 44 Meter ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 70.180.000

Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan - Dukuh Waringin - Tergo ( 40 Meter ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 63.800.000

Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan - Tergo - Glagah ( 40 Meter ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 63.800.000

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - Panjang - Peganjaran ( 6 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 8.929.800

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - Panjang - UKM - ( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - Peganjaran - Klupit ( Jl Lingkar ) ( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - Colo - Dukuh Waringin ( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - Dawe - Gebog ( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - DAWE- POHDENGKOL( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - DUKUH WARINGIN - TERGO ( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - POHDENGKOL - DAU - ( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - TERGO - GLAGAH ( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - BESITO - JURANG ( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - GEBOG - MENAWAN ( 8 unit ) Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 11.906.400

Biaya Rapat Kec. KOTA, Kel. Purwosari 60 Org 2.400.000

Biaya Perjalanan Dinas Kec. KOTA, Kel. Purwosari 12 OH 1.200.000

Biaya Pengawasan Kegiatan Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 5.928.200



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.10.01 : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.10.2.10.01.07 Program pelayanan administrasi umum

2.10.2.10.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 200.000.000

Pelaksanaan Capacity Building bagi pegawai di lingkungan Kec. , 1 Pkt 200.000.000

2.10.2.10.01.19 Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik

2.10.2.10.01.19.01 Pengkajian, pengelolaan informasi dan dokumentasi Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 19.250.000

Penerbitan berkala Kec. , 2 Kali 19.250.000

2.10.2.10.01.19.02 Penguatan SDM, sarana prasarana dan penyebarluasan informasi
publik

Jumlah lokasi / Pekerjaan 15 Pkt 10.060.000.000

PUBLIKASI CETAK KORAN Desa Glantengan 1.00 Pkt 200.000.000

PUBLIKASI MEDIA ONLINE Desa Glantengan 1.00 Pkt 200.000.000

Penyediaan Publikasi media cetak koran dan majalah Kec. , 168 Kali 4.850.000.000

Penyediaan Publikasi media elektronik (tv dan radio) Kec. , 10 Kali 200.000.000

Penyelenggaraan Sosialisasi/dialog interaktif Kec. , 2 Kali 60.000.000

Pelaksanaan jumpa pers dengan pimpinan dan insan media Kec. , 12 Kali 48.000.000

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui publikasi media tradisional dan fasilitasi FK Metra Kec. , 5 Kali 275.000.000

Penyediaan koordinasi dan konsultasi Kec. , 1 Thn 150.000.000

Penyediaan publikasi media online Kec. , 240 Kali 1.200.000.000

Penyediaan belanja Layanan IMM Kec. , 11 Bln 198.000.000

Penyediaan publikasi kegiatan Pemkab Kudus( pembuatan kaledoskop dan cd liputan ) Kec. , 2 Pkt 15.000.000

Pengadaan Tempat Baliho Kec. , 3 Titik 525.000.000

Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung peralatan studio, sarana dan prasarana pendukung dokumentasi dan publikasi(
pemancar radio, microphone,gimbal stabilizer,kamera,lensa, pc unit/komputer PC, laptop,ipad,hardish external

Kec. , 10 Unit 489.000.000

Pengadaan Videotron dengan kelengkapannya Kec. , 1 Pkt 1.500.000.000

Pelaksanaan Press Tour Kec. , 1 Pkt 150.000.000

2.10.2.10.01.20 Program pengembangan teknologi dan sistem informasi

2.10.2.10.01.20.01 Pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Jumlah lokasi / Pekerjaan 11 Pkt 3.550.000.000

Pembelian lisensi VMWARE Kec. , 1 Pkt 250.000.000

Pengadaan alat penunjang pemeliharaan jaringan komunikasi data Kec. , 1 Pkt 50.000.000

Pengadaan Dell EMC Switch Manageable Kec. , 2 Unit 200.000.000

Pengadaan All In One PC Kec. , 2 Unit 50.000.000

Pengadaan Genset (450 kVA) Kec. , 1 Pkt 1.000.000.000

Pengadaan Smart TV Kec. , 1 Unit 50.000.000

Pembangunan Tower Triangle Repeater HT Kec. , 1 Pkt 50.000.000

Pengadaan Repeater Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan HT dan radio rig Kec. , 1 Pkt 50.000.000



Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.
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Pengembangan jaringan fiber optik Kec. , 1 Pkt 1.500.000.000

Penyusunan DED fiber optik desa/kelurahan Kec. , 1 Pkt 200.000.000

2.10.2.10.01.20.02 Pengelolaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan sistem
informasi

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 368.200.000

Penyediaan perangkat lunak legal Kec. , 1 Pkt 100.400.000

Penyusunan Blueprint integrasi sistem Kec. , 1 Pkt 57.400.000

Pengadaan laptop core i7 Kec. , 2 Unit 60.400.000

Penyusunan dokumen rencana induk SPBE Kec. , 1 Pkt 100.000.000

Pemeliharaan aplikasi Kec. , 2 aplikasi 50.000.000

2.14.2.10.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

2.14.2.10.01.15.09 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 259.250.000

Penyusunan data/Buku Statistik Sektoral Kec. , 2 Pkt 177.300.000

Penyusunan data/buku statistik daerah/DDA/PDRB Kec. , 1 Pkt 81.950.000

2.15.2.10.01.16 Program pengelolaan persandian

2.15.2.10.01.16.01 Pengelolaan persandian Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 900.000.000

Pengadaan web application firewall Kec. , 1 Pkt 700.000.000

Pengadaan Software Security Assesment Kec. , 1 Pkt 200.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.16.01 : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.16.2.16.01.07 Program pelayanan administrasi
umum

2.16.2.16.01.07.01 Peningkatan sistem perencanaan,
evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja

Jumlah lokasi / Pekerjaan 11 Pkt 2.210.000.000

BANTUAN PERALATAN KETOPRAK LANGEN MARSUDI BUDOYO Kec. UNDAAN, Berugenjang 1.00 Pkt 20.000.000

Pengadaan Perahu/kapal Ngemplak, embung desa 25.00 Unit 500.000.000

Pengadaan Seperangkat Gamelan Desa Undaan lor RT. 07 RW. 02 Kec. Undaan Undaan Lor 1.00 Set 300.000.000

PENGADAAN ALAT REBANA DAN SERAGAM REBANA GANG 31 DESA UNDAAN LOR (HIBAH) Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Pkt 15.000.000

Pengadaan Peralatan Sarana Prasarana Seni dan Budaya Desa Kutuk Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 500.000.000

BANTUAN PANGGUNG OM MAHEZWARA CITRA MUSIK KUTUK Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 80.000.000

BANTUAN PANGGUNG DAN PERALATAN KETOPRAK PANJIANOM KUTUK Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 200.000.000

Festival Ampyang Maulid Loram Kulon 1.00 Tradisi 200.000.000

pengadaan alat kesenian tradisional ( gamelan ) desa banget 1.00 Pkt 350.000.000

BANTUAN GRUP BARONGAN ALAS PURWO Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1.00 Pkt 20.000.000

HIBAH BARONGAN CANDI MULYO DESA SINGOCANDI Kec. KOTA, Singocandi 1.00 Pkt 25.000.000

2.16.2.16.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya
dan sarana prasarana aparatur

Jumlah lokasi / Pekerjaan 6 Pkt 455.000.000

Belanja Pengadaan Fungingasi Kec. , 1 Pkt 30.000.000

Belanja Pengadaan Peralatan Ekskavasi Kec. , 4 Bh 60.000.000

Belanja Pengadaan Peralatan Dokumentasi Kec. , 2 15.000.000

Belanja Pengadaan Personal Komputer Kec. , 5 Bh 50.000.000

Belanja Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Kec. , 1 Kgt 100.000.000

2.16.2.16.01.19 Program pengembangan dan
pengelolaan kekayaan budaya
dan cagar budaya

2.16.2.16.01.19.01 Pembinaan dan pengembangan
kesenian dan kebudayaan daerah

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 117.000.000

PELATIHAN VIDEOGRAPHER DESA PASURUHAN KIDUL RT 02 RW 02
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

10.00 Org 20.000.000

Kirab Budaya Desa Kaliwungu Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 2 Kgt 20.000.000

Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda Kec. , 1 Pkt 15.000.000

Seminar Dialeg Kudus Kec. , 1 Pkt 15.000.000

Lomba-lomba Seni Kec. , 3 Kelpk 47.000.000

2.16.2.16.01.19.02 Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah,
museum dan purbakala

Jumlah lokasi / Pekerjaan 7 Pkt 3.980.000.000

Pengadaan Tanah untuk Museum Purbakala Situs Patiayam Kec. , 1 Pkt 3.000.000.000
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Festival Cagar Budaya Kabupaten Kudus Kec. , 1 Kgt 150.000.000

Lomba Lintas Medan Jelajah Purba Patiayam Kec. , 1 Kgt 275.000.000

Lomba Vokal Group Lagu Cagar Budaya Kec. , 1 Kgt 50.000.000

Pengidentifikasian Cagar Budaya Kabupaten Kudus Kec. , 1 Kgt 25.000.000

Rehab Eks Kawedanan Tenggeles menjadi Rumah Budaya Kec. , 1 Pkt 400.000.000

Pengadaan Kendaraan Roda Dua Lintas Medan Kec. , 2 Unit 80.000.000

2.16.2.16.01.19.03 Operasional Pengelolaan UPTD
Museum dan Taman Budaya

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 10.763.154.000

Pengadaan Alat-alat Kantor Kec. , 20 Unit 162.704.000

Pengadaan Bangunan Gedung Museum Purbakala Situs Patiayam Kec. , 1 Pkt 5.825.000.000

Pengadaan Bangunan Gedung Pertemuan Terbuka Museum Kretek, Taman Selfie, Drainase, Pavingisasi Halaman, Rehab Ember
Tumpah, Mini Movie 6D,

Kec. , 1 Pkt 2.290.000.000

Pemeliharaan Bangunan Gedung Museum Kretek Kec. , 1 Pkt 92.450.000

Pengadaan Panggung Kesenian Terbuka, Ruang Gamelan, Tribun Penonton, Kios Kuliner, Kantor Pengelola, Pos Penjaga dan Wisma
Seniman di Taman Budaya Sosrokartono

Kec. , 1 Pkt 2.393.000.000

2.16.2.16.01.19.04 Operasional Pengelolaan UPTD
Museum dan Taman Budaya (DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 8 Pkt 1.200.000.000

Kajian Koleksi Kec. , 2 Bln 100.000.000

Konservasi Koleksi Kec. , 8 Kgt 180.000.000

Belajar di Museum Kec. , 800 Org 140.000.000

Pekan Raya Museum Kec. , 100 Org 120.000.000

Lomba Film Pendek Ayo Ke Museum Kec. , 100 Org 125.000.000

Reklame media cetak dan elektronik Kec. , 6 Kgt 100.000.000

Pameran Koleksi Kec. , 2 Kgt 195.000.000

Pemeliharaan Musem Kec. , 8 Bln 240.000.000

3.02.2.16.01.18 Program peningkatan dan
pengembangan pariwisata

3.02.2.16.01.18.01 Peningkatan dan pengembangan
destinasi pariwisata

Jumlah lokasi / Pekerjaan 16 Pkt 18.500.000.000

Pembangunan Parkir Wisata Colo Kec. DAWE, Colo 1 Pkt 5.000.000.000

Peningkatan Sarpras Wisata di Desa Wonosoco Kec. UNDAAN, Wonosoco 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Panggung Taman Desa Kec. UNDAAN, Wates 1 Pkt 100.000.000

Pembangunan Embung Menjadi Obyek Wisata Kec. UNDAAN, Ngemplak 1 Pkt 2.000.000.000

Pengembangan Wisata Alam Klaling Bendungan Logung Kec. JEKULO, Klaling 1 Pkt 500.000.000

Rehabilitasi Landasan akses di Terminal Wisata Colo Kec. , 1 Pkt 200.000.000

pembangunan pagar dan penataan lingkungan colo Kec. , 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi Villa Colo Kec. , 1 Pkt 700.000.000

Pembagunan Talud / Senderan di Terminal Wisata Colo Kec. , 1 Pkt 500.000.000

Pembangunan TIC Kec. , 1 Pkt 250.000.000

Revitalisasi Taman Lampion Kec. , 1 Pkt 300.000.000
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Pengadaan Tanah untuk Zona wisata 1 Logung Kec. , 1 Pkt 7.200.000.000

Penyusunan Rencana Detil Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Pusat Kota dan Sekitarnya Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Penyusunan Rencana Detil Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Patiayam dan Sekitarnya Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Penyusunan Rencana Detil Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Gunung Muria dan Sekitarnya Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Penyusunan Rencana Detil Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Wonosoco dan Sekitarnya Kec. , 1 Pkt 150.000.000

3.02.2.16.01.18.04 Peningkatan dan Pengembangan
Promosi Pariwisata

Jumlah lokasi / Pekerjaan 39 Pkt 7.050.000.000

Pembuatan Booklet, Leaflet dan Pamflet Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Pembuatan Kalender Event Kec. , 1 Pkt 100.000.000

Pembuatan Banner Promosi Pariwisata di Hotel dan Restoran Kec. , 20 Pkt 100.000.000

Media Placement (TV, Sosial Media & Baliho) Kec. , 1 Pkt 300.000.000

Borobudur International Festival Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Pameran GWBN (Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara) Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Pameran Produk Unggulan Kec. , 1 Pkt 100.000.000

MICE Event Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Festival Dolanan Anak di Daya Tarik Wisata Kec. , 1 Pkt 100.000.000

Jeep Adventure Kec. , 1 Pkt 100.000.000

Fashion On The Street Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Festival Kopi Muria Kec. , 1 Pkt 300.000.000

Kudus Culinary & Fashion Festival Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Festival Desa Wisata Tingkat Jateng Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Diksar Saka Pariwisata Kec. , 1 Pkt 100.000.000

Lomba Konvensi dan Apresiasi Pokdarwis tk Jateng Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Penyelenggaraan dan Pengiriman Festival Jamu & Kuliner Jateng 2021 Kec. , 1 Pkt 250.000.000

Tuan Rumah Penyelenggaraan Pemilihan Mas Mbak Jateng 2021 Kec. , 1 Pkt 250.000.000

Roadshow promosi pariwisata di luar jateng Kec. , 1 Pkt 1.000.000.000

Kudus Fun Bike Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Promosi Pariwisata di Maerokoco Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Kudus Marathon Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Pembuatan Video Profil Pariwisata dan Iklan TVC Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Festival Rebo Wekasan Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival Jenang Tebokan Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival Ampyang Maulid Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival Haul Mbah Rogomoyo Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival Resik-resik Sendang Dewot Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival Wiwit Kopi Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival Kupatan Bulusan Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival Patiayam Kec. , 1 Pkt 75.000.000
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Festival Sedekah Kubur Raden Bagus Rinangku dan Raden Ayu Dewi Nawangsih Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival Ngunduh Duren dan Ace Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival Maulidan Jawiyan Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Festival 1 Suro di Rahtawu Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Festival Munjung Wong Tuwo Kec. , 1 Pkt 75.000.000

Penyelenggaraan Konser Musik Tahun Baru Kec. , 1 Pkt 300.000.000

Pembuatan Website & Aplikasi Pariwisata Kec. , 1 Pkt 250.000.000

Pameran Pariwisata di Luar Jawa Tengah Kec. , 6 Kgt 750.000.000

3.02.2.16.01.18.06 Operasional Pengelolaan UPTD
Pengelola Obyek Wisata

Jumlah lokasi / Pekerjaan 45 Pkt 3.154.140.000

Rehab Pagar Taman Ria Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Rehab Mushola, Graha Muria, Aula, Bangsal, Villa dan Halaman Depan Graha Muria Kec. , 1 Pkt 600.000.000

Belanja Modal pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Rehab Waterpool, Mushola, Pagar depan, Kandang Rusa, Kandang Burung, Kolam ikan Kec. , 1 Pkt 500.000.000

Pembuatan Kamar Mandi, Sumur, Sapiten Tugu Identitas Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Belanja Modal Pengadaan Becak Motor Sampah Kec. , 1 Unit 65.000.000

Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Kec. , 2 Unit 60.000.000

Belanja Modal Pengadaan Mobil Kec. , 1 Unit 450.000.000

Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC Kec. , 2 Unit 30.000.000

Belanja Modal Pengadaan Note Book Kec. , 2 Unit 28.000.000

Mic wireless Kec. , 4 Bh 2.500.000

Pengadaan Sound System Kec. , 2 Unit 15.000.000

Pengadaan Kipas Angin Kec. , 8 Bh 4.000.000

Pengadaan AC Split Panasonic 1 PK Kec. , 20 Bh 60.000.000

Gorden Kec. , 100 M 70.000.000

Tempat Handuk Kec. , 10 Bh 1.500.000

Bed cover Putih Kec. , 45 Bh 25.000.000

Sprei Kasur , arung Bantal Guling kain Katun putih Kec. , 45 Set 22.500.000

Guling Bahan katun Isi Dacron Kec. , 45 Bh 7.000.000

Springbed 180 x 200 cm Kec. , 18 Bh 45.000.000

Bantal Bahan katun isi Dacron Kec. , 90 Bh 14.000.000

Springbed 100 x 200 cm Kec. , 35 Bh 55.000.000

Kursi Lipat FTR 501 Kec. , 100 Bh 35.000.000

Meja Konsumsi/ Meja Panjang ukuran 300 x 200x 75 cm Kec. , 4 Bh 40.000.000

Pengadaan Tutup Gelas Kec. , 5 Lsn 250.000

Pengadaan Asbak Kec. , 10 Unit 860.000

Pengadaan Rak Piring Kec. , 1 Unit 2.500.000
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Pengadaan Mangkuk Makan Lambang Pemda Warna Kuning Emas Kec. , 5 Lsn 2.500.000

Pengadaan Gelas Bening Polos Kristal Kec. , 5 Lsn 950.000

Pengadaan Gelas Kaki Kec. , 5 Lsn 2.500.000

Pengadaan Lepek Cangkir makan Lambang Pemda Warna kuning Emas Kec. , 5 Lsn 2.000.000

Pengadaan Cangkir Makan Lambang Pemda Warna Kuning emas Kec. , 5 Lsn 2.000.000

Pengadaan Garpu Besar Kec. , 5 Lsn 1.500.000

Pengadaan sendok makan Kec. , 5 Lsn 1.500.000

Pengadaan Piring Makan Lambang Pemda Warna Kuning Emas Kec. , 5 Lsn 5.000.000

Pengadaan Dispenser Kec. , 5 Unit 2.500.000

Pengadaan Lemari Es 2 Pintu Kec. , 1 Unit 15.000.000

Pengadaan Kompor gas Tungku 3 Kec. , 1 Unit 3.800.000

Belanja Modal Pengaaan Handycam Kec. , 1 Unit 15.100.000

Belanja Modal Pengadaan kamera Digital SLR Kec. , 1 Unit 15.300.000

Belanja Modal pengadaan LCD Kec. , 2 Unit 65.400.000

Belanja Modal Pengadaan Printer Kec. , 4 Unit 4.500.000

Belanja Modal pengadaan UPS Kec. , 2 Unit 6.000.000

Pemeliharaan dan opersional di taman krida Kec. , 1 Thn 125.480.000

3.02.2.16.01.18.07 Peningkatan dan Pengembangan
Promosi Pariwisata (DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 11 Pkt 961.404.000

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kec. , 1 Kgt 116.500.000

Pelatihan Manajemen Homestay/pondok wisata/rumah wisata Kec. , 1 Kgt 116.500.000

Pelatihan pemandu wisata trekking Kec. , 1 Kgt 88.175.000

Pelatihan pemandu wisata caving/susur goa Kec. , 1 Kgt 88.175.000

Pelatihan pemandu wisata themepark Kec. , 1 Kgt 88.175.000

Pelatihan pemandu wisata outbond Kec. , 1 Kgt 88.175.000

Pelatihan pemandu wisata ecopark Kec. , 1 Kgt 88.175.000

Pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja Kec. , 1 Kgt 88.175.000

Pelatihan pemandu wisata tematik Kec. , 1 Kgt 88.175.000

Pelatihan pemandu wisata perdesaan dan perkotaan Kec. , 1 Kgt 88.175.000

supporting kit Kec. , 1 Kgt 23.004.000
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2.03.3.03.01.16 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan

2.03.3.03.01.16.22 Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 25.000.000

Pertanian masuk sekolah Dinas Pertanian dan Pangan 1 Pkt 25.000.000

2.03.3.03.01.16.37 Pengelolaaan ketersediaan dan
distribusi pangan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 9 Pkt 3.955.000.000

Pendampingan family farming Dinas Pertanian dan Pangan 1 Pkt 25.000.000

Perencanaan, Pengawasan dan administrasi kegiatan Kec. , 1 Pkt 30.000.000

Pembangunan pagar, lantai jemur dan kamar mandi lumbung pangan Kec. , 10 Lok 2.000.000.000

Penuyusunan NA Pengelolaaan cadangan pangan Kec. , 1 Pkt 50.000.000

pembangunan selep padi desa kaliwunu 1.00 Set 300.000.000

pembnguan tempat pengeringan padi desa kaliwungu 1.00 Unit 500.000.000

Pembangunan Pagar dan Tempat Penjemuran Gudang Ketahanan Pangan Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 450.00 M3 250.000.000

Pengadaan Ricemil / Selep Padi Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 60.00 M3 300.000.000

Optimalisasi Fungsi Lumbung Desa Golantepus 1.00 Unit 500.000.000

3.01.3.03.01.30 Program pembinaan dan
pengembangan budidaya
perikanan

3.01.3.03.01.30.01 Peningkatan dan
pengembangan produksi
perikanan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 32 Pkt 3.960.000.000

PENGADAAN BIOFLOG IKAN LELE DAN NILA GAPOKTAN JATI MAKMUR JATI KULON Kec. JATI, Jati Kulon 1.00 Pkt 100.000.000

pelatihan dan ternak lele desa sidorekso 1.00 Pkt 25.000.000

BANTUAN POKTAN BUDIDAYA IKAN NGUDI MULYO Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 100.000.000

Pengelolaan Bantuan Benih Ikan Lele Desa Hadiwarno RW. 4 RW. 3 1.00 Pkt 10.000.000

Pengelolaan Benih Ikan Lele Ds Hadiwarno 1.00 Pkt 10.000.000

Hibah rehab/pembangunan kolam permanen kelompok Argo Mino Desa Rahtawu Kec. Gebog kelompok Argo Mino 1 Pkt 45.000.000

Perencanaan, Pengawasan dan administrasi kegiatan Kec. , 1 Pkt 50.000.000

Hibah pakan ikan untuk kolam permanen kelompok Cendono Songo Desa Cendono Kec Dawe Kec. DAWE, Cendono 1 Pkt 9.000.000

Hibah pakan ikan untuk kolam permanen kelompok remaja asri ds jurang kec gebog Kec. GEBOG, Jurang 1 Pkt 9.000.000

Hibah pakan ikan untuk kolam permanen kelompok Putri Duyung Desa Lau Kec Dawe Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 9.000.000

Restocking Benih Kab. Kudus 200000 Ekor 60.000.000

Hibah ke Masyarakat berupa Calon Induk Lele Pokdakan Barokah 1 Pkt 15.000.000

Hibah ke Masyarakat berupa Calon Induk Lele Pokdakan Mina Abadi 1 Pkt 15.000.000

Hibah ke Masyarakat berupa Calon Induk Lele Pokdakan Sumber Lele 1 Pkt 15.000.000

Hibah ke Masyarakat berupa Calon Induk Lele Pokdakan Mina Moncer 1 Pkt 15.000.000
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Hibah ke Masyarakat berupa Calon Induk Lele Pokdakan Mina Hayati 1 Pkt 15.000.000

Hibah pakan ikan untuk kolam permanen kelompok Argo Mino Desa Rahtawu Kec. Gebog kelompok Argo Mino 1 Pkt 9.000.000

Hibah benih nila untuk kolam permanen kelompok Argo Mino Desa Rahtawu Kec. Gebog kelompok Argo Mino 1 Pkt 6.000.000

Pembangunan ruang edukasi perikanan Kec. , 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan kolam pemijahan BBI Hadipolo Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan peralatan BBI Margorejo Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Hibah rehab/pembangunan kolam permanen kelompok remaja asri ds. jurang kec. gebog Kec. GEBOG, Jurang 1 Pkt 45.000.000

Hibah rehab/pembangunan kolam permanen kelompok Putri Duyung Desa Lau Kec Dawe Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 45.000.000

Hibah rehab/pembangunan kolam permanen kelompok Cendono Songo Desa Cendono Kec Dawe Kec. DAWE, Cendono 1 Pkt 45.000.000

Hibah benih lele untuk kolam permanen kelompok remaja asri ds jurang kec gebog Kec. GEBOG, Jurang 1 Pkt 6.000.000

Hibah benih lele untuk kolam permanen kelompok Putri Duyung Desa Lau Kec Dawe Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 6.000.000

Hibah benih lele untuk kolam permanen kelompok Cendono Songo Desa Cendono Kec Dawe Kec. DAWE, Cendono 1 Pkt 6.000.000

Pembangunan Kolam Tangkap BBI Margorejo BBI Margorejo 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Pagar BBI Margorejo BBI Margorejo 1 Pkt 500.000.000

Hibah kepada masyarakat berupa benih ikan nila dan karper Pokdakan Berkah Siombo 50000 Ekor 15.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tambak Pokdakan Mina Sejahtera Abadi 1 Pkt 300.000.000

Pengadaan alat - alat laboratorium (test kit kualitas air dan tabung oksigen) Dinas Pertanian dan Pangan 1 Pkt 75.000.000

3.01.3.03.01.30.03 Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 16 Pkt 1.065.000.000

Hibah Kendaraan Roda Tiga untuk Pemasaran Hasil Perikanan Kec. UNDAAN, Kalirejo 1 Unit 30.000.000

Hibah Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1 Pkt 150.000.000

Hibah Kendaraan Roda Tiga untuk Pemasaran Hasil Perikanan Kec. BAE, Gondangmanis 1 Unit 15.000.000

Hibah Kendaraan Roda Tiga untuk Pemasaran Hasil Perikanan Kec. UNDAAN, Lambangan 1 Unit 30.000.000

Perencanaan, Pengawasan dan administrasi kegiatan Kec. , 1 Pkt 30.000.000

Hibah Kendaraan Roda Tiga untuk Pemasaran Hasil Perikanan Kec. UNDAAN, Kalirejo 1 Unit 30.000.000

Hibah Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Kec. KALIWUNGU, Garung Lor 1 Pkt 15.000.000

Hibah Kendaraan Roda Tiga untuk Pemasaran Hasil Perikanan Kec. UNDAAN, Kalirejo 1 Unit 30.000.000

Hibah Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Kec. JATI, Loram Wetan 1 Pkt 15.000.000

Hibah Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Kec. KOTA, Kramat 1 Pkt 15.000.000

Hibah Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Kec. MEJOBO, Gulang 1 Pkt 15.000.000

Hibah Pembangunan Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan Kec. DAWE, Cendono 1 Pkt 150.000.000

Hibah Pembangunan Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan Kec. KOTA, Langgardalem 1 Pkt 150.000.000

Hibah Pembangunan Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan Kec. UNDAAN, Kalirejo 1 Pkt 150.000.000

Hibah Pembangunan Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan Kec. UNDAAN, Kalirejo 1 Pkt 150.000.000

Sekolah Lapang Pengolahan Hasil Perikanan Kec. , 45 Org 90.000.000

3.03.3.03.01.07 Program pelayanan
administrasi umum
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3.03.3.03.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Jumlah lokasi / Pekerjaan 10 Pkt 2.575.000.000

Pengadaan sepeda motor operasional Kec. , 5 Unit 100.000.000

Pengadaan mobil operasional: Kec. , 4 Unit 1.350.000.000

Rehab pagar dan taman, pemasangan paving gedung sekretariat Kec. , 1 Pkt 125.000.000

Rehab kantor bidang perikanan Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Pembuatan tempat parkir sekretariat, peternakan, ketahanan pangan, atap gudang KJF Kec. , 1 Pkt 200.000.000

Rehab dapur, ruang arsip/gudang dan pemasangan awneng teras belakang Kec. , 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan komputer dan printer/scanner Kec. , 10 Unit 90.000.000

Pengadaan LCD, fix screen/layar tetap di aula, sound sistem aula dan ruangan dan lapangan apel Kec. , 1 Pkt 100.000.000

Pengecatan gedung kantor Kec. , 1 Pkt 50.000.000

Pengadaan Drone Dinas Pertanian dan Pangan 2 Unit 210.000.000

3.03.3.03.01.27 Program Peningkatan
Produksi dan Sarana
Prasarana
Pertanian/Perkebunan

3.03.3.03.01.27.01 Peningkatan produksi tanaman
pangan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 225.000.000

Pelatihan Pembibitan Tanaman Getassrabi 1.00 Pkt 25.000.000

HIBAH GAPOKTAN JATI MAKMUR JATI KULON TANAMAAN ANGGUR Kec. JATI, Jati Kulon 1.00 Pkt 100.000.000

FASILITASI KEGIATAN KTNA KABUPATEN KUDUS Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 0.00 Pkt 100.000.000

3.03.3.03.01.27.02 Peningkatan produksi tanaman
perkebunan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 110.000.000

Hibah pupuk ZA untuk intensifikasi tebu Kec. DAWE, Cranggang 5000 Kg 22.000.000

Hibah pupuk ZA untuk intensifikasi tebu Kec. JEKULO, Sadang 10000 Kg 44.000.000

Hibah pupuk ZA untuk intensifikasi tebu Kec. JEKULO, Gondoharum 5000 Kg 22.000.000

Hibah pupuk ZA untuk intensifikasi tebu Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 5000 Kg 22.000.000

3.03.3.03.01.27.03 Peningkatan sarana dan
prasarana produksi
pertanian/perkebunan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 245 Pkt 218.601.275.000

PENGECORAN JUT BLOK SIDOREJO DESA PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK MODANGREJO Kec. UNDAAN, Wonosoco 1.00 Pkt 200.000.000

Pengerasan Jalan Usaha Tani Jalan Conge - Boto Lor (Depan MAN 01 Kudus) 6000.00 M2 300.000.000

betonisasi jalan srimulyo - makam blok petak pertanian sri mulyo 1.00 KM 1.000.000.000

Betonisasi JUT Blok Buloh-Benter, Poktan Margo Tani Blok Buloh Benter 1000.00 M 950.000.000

Betonisasi JUT Blok Sampok Kajar, Poktan Rahayu Blok Sampok Kajar 2000.00 M 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK KIDUL KONDANG Kec. GEBOG, Getasrabi 1.00 Pkt 200.000.000

Betonisasi JUT blok Depung Kajar Piji Blok Depung Kajar-Piji 3000.00 M 300.000.000

Betonisasi JUT Blok Kesambi Blok Kesambi 1500.00 M 200.000.000

Betonisasi JUT blok bulak barter poktan margo tani (puyoh) Kec. , 0.00 200.000.000
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Betonisasi JUT Blok Depung Kajar Poktan Hasil Tani Kec. , 0.00 200.000.000

Betonisasi JUT Blok Sampok Kajar Poktan Rahayu Kec. , 0.00 200.000.000

Pembangunan JUT Baderrejo Honggosoco Kec. , 0.00 200.000.000

Pembangunan JUT Cendono- Samirejo Kec. , 0.00 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD SALURAN DESA RENDENG RT. 01 RW.01 KECAMATAN KOTA DESA RENDENG RT. 01 RW.01 KECAMATAN KOTA 200.00 M 300.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Prambatan Kidul 500.00 M 600.000.000

REHABILITASI JALAN USAHA TANI DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Prambatan Kidul 490.00 M 500.000.000

pembanguan jembatan JUT desa banget 1.00 Pkt 200.000.000

Jembatan Usaha Tani di Desa Tanjungkarang RW 04 Kec. JATI, Tanjungkarang 1.00 Pkt 200.000.000

PENGURUGAN JUT DESA KEDUNGDOWO RT.08 RW. 05 KECAMATAN KALIWUNGU DESA KEDUNGDOWO RT.08 RW. 05 KECAMATAN KALIWUNGU 1.00 Pkt 150.000.000

JALAN RABAT BETON RW 01 DESA KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 1.00 200.000.000

JUT PASURUHAN LOR Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 Pkt 0

Betonisasi jalan usaha tani depan PAUD ke timur 1000.00 M 300.000.000

PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON RW 12 DESA PASURUHAN LOR Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 500.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani Pasuruhan Lor 1.00 Kgt 750.000.000

Rehab DI Ploso Kanan Pasuruhan Lor 4000.00 M 2.000.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) (pembangunan jalan makadam plus rabat beton JUT) Jalan Mulya ke selatan jalan Museum Kretek 358.50 M 1.500.000.000

Pembangunan saluran air tersier untuk pertanian blok Turen dan blok Genggong (mulai timur lapangan sepak bola
Megawon sampai LIK)

Desa Megawon RT.01 & 02 RW.03 1000.00 M 300.000.000

PEMBANGUNAN ASPAL JUT SIMANGU - SIGEDANGAN DESA PASURUHAN KIDUL Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 0.00 Pkt 37.000.000.000

Pembangunan Saluran tersier Blok Cangkring Rejo Blok Cangkring Rejo Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 2250.00 M3 700.000.000

Pembangunan JUT Desa Medini 500.00 M 3.000.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK PINGKUKMULYO, BLOK KAYU URIP DAN BLOK KANDANGREJO Desa Medini 500.00 M 3.000.000.000

PEMBANGUNAN JITUT BLOK SRI BANGUN Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 300.000.000

JUT KAUMAN REJO BETONISASI Kec. UNDAAN, Undaan Lor 3345.00 3.345.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK TANI TAMBAK REJO Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

JUT KEDUNGREJO 1 BETONISASI Kec. UNDAAN, Undaan Lor 5100.00 5.100.000.000

JUT RIPIN REJO BETONISASI Kec. UNDAAN, Undaan Lor 4050.00 4.050.000.000

PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN BLOK KAUMAN DESA UNDAAN LOR - DESA UNDAAN TENGAH Blok kauman rejo Undaan Lor 900.00 M 1.000.000.000

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TERSIER BLOK KEDUNGREJO 2 UNDAAN LOR gang 12 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jembatan Sungai Blok Kedung Rejo II - Ripin Rejo Blok Kedung Rejo II - Ripin Rejo 1.00 Unit 1.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JUT BLOK KEDUNG REJO I Desa Undaan Lor 1500.00 M 1.500.000.000

Pembangunan Dinding Penahan JUT Desa Undaan Tengah Persawahan Desa Undaan Tengah 2000.00 M 2.000.000.000

PEMBANGUNAN RABAT BETON JUT KONDANG WIRO UNDAAN TENGAH Desa Undaan tengah 3000.00 M 3.000.000.000

PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN JUT KONDANG WIRO TANI UNDAAN TENGAH Persawahan undaan tengah 2000.00 M 2.000.000.000

Pembangunan saluran tersier Blok Gedondong kudo desa kesambi Kesambi 1.00 Pkt 500.000.000

Bethonisasi JUT Kandangsari Desa Wates 750.00 M 405.000.000
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Rabat Beton JUT Sido Mulyo I/jl.jratun seluna Desa Terangmas kecamatan undaan kabupaten kudus 480.00 M 200.000.000

Pengecoran JUT Blok Palwadak 3 700.00 M 400.000.000

Pengadaan mesin pemotong padi (Combie) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1.00 Unit 450.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK SIDODADI LANJUTAN Kec. UNDAAN, Glagah Waru 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN REHAB DI PLOSO Kec. JATI, Pasuruhan Lor 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK KIDUL CANGKRING DESA BULUNGCANGKRING Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1.00 2.000.000

BETONISASI JALAN BLOK PACE JUT DESA SADANG RT.05 RT.06 RW.04 KECAMATAN JEKULO JALAN BLOK PACE JUT DESA SADANG RT.05 RT.06 RW.04
KECAMATAN JEKULO

1500.00 M 2.000.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK NGLAKON BARAT DESA BULUNGCANGKRING Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1.00 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK NGLAKON TIMUR DESA BULUNGCANGKRING Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1.00 200.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian Bulungcangkring 1.00 KM 600.000.000

JUT Kali Jati Bulungkulon 1.00 KM 0

PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA BULUNGCANGKRING RT.03 RW.09 KECAMATAN JEKULO DESA BULUNGCANGKRING RT.03 RW.09 KECAMATAN JEKULO 1.00 KM 600.000.000

JUT KALIJATI BULUNG KULON Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1.00 Pkt 200.000.000

BANKEU PENGECORAN JUT BLOK MIJEN DESA PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 0

PEMBANUNAN RUMAH BURUNG HANTU DESA GONDOHARUM Kec. JEKULO, Gondoharum 1.00 0

Rabat beton JUT Blok Kramat 450.00 M2 800.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK PACE SADANG - JEKULO Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 200.000.000

JUT di Conge-Boto Lor Kec. BAE, Ngembalrejo 6000.00 M2 0

PENGADAAN POMPA AIR BERSIH TENAGA SURYA DESA TERGO KEC. DAWE Kec. DAWE, Tergo 1.00 250.000.000

PENGADAAN POMPA AIR BERSIH TENAGA SURYA DESA GLAGAH KEC. DAWE Kec. DAWE, Glagah Kulon 1.00 250.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK NJENGGLENGAN DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS Kec. DAWE, Lau 1.00 200.000.000

PENGADAAN POMPA AIR BERSIH TENAGA SURYA DESA JAPAN KEC. DAWE Kec. DAWE, Japan 1.00 250.000.000

Pengecoran Jalan Usaha Tani ( JUT ) Jalan Gribig - Klumplit 100.00 M 150.000.000

Pembangunan / Rehabilitasi JUT Blok Bandung, Blok Tanjung Atas, Blok Ploso Desa Klumpit 1.50 M 1.000.000.000

JUT DUKUH KEMASAN RT 3 RW 5 Kec. GEBOG, Karangmalang 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK DUKUH KEBANGSAN Kec. GEBOG, Getasrabi 1.00 Pkt 200.000.000

JUT DUKUH 1 BESITO KE KEBON ALAS BESITO Kec. GEBOG, Besito 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK JARANAN DESA KARANGMALANG SELATAN KUD DESA KARANGMALANG 1.00 Pkt 200.000.000

JUT LANJUTAN BLOK ADAL-ADAL JURANG - MANISAN Kec. GEBOG, Besito 1.00 Pkt 200.000.000

Penyusunan Naskah Akademis LP2B Dinas Pertanian dan Pangan 1 Pkt 50.000.000

JUT BLOK SIDO MAKMUR Desa Kalirejo 188.00 M3 200.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani dari Jalan Mulya ke selatan menuju Jalan Museum Kretek 358.50 M 1.500.000.000

JUT GLAGAH WARU KE BERUGENJANG Desa Glagah Waru 900.00 M2 800.000.000

Dinding Penahan Jalan (TALUD) Blok Gempolrejo Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1000.00 M 2.000.000.000

PEMBANGUNAN JITUT BLOK SRITANI Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 300.000.000

Dinding Penahan Jalan (TALUD) Blok Tambaksari sebelah selatan Dukuh Gatet Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1200.00 M 2.500.000.000

JUT BLOK CANGKRING REJO Desa Kalirejo 188.00 M3 200.000.000
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Pembangunan BPP Bae Kec. , 1 Pkt 1.000.000.000

Rehab jalan usaha tani di Poktan Ngudi Lestari Desa Prambatan Lor Kec. KALIWUNGU, Prambatan Lor 1 Pkt 200.000.000

Rehab jalan usaha tani di Gapoktan Tani Makmur Desa Pasuruan Lor Kec. JATI, Pasuruhan Lor 1 Pkt 200.000.000

Rehab jalan usaha tani di Gapoktan Sido Makmur Desa PasuruanKidul Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 1 Pkt 200.000.000

Rehab jalan usaha tani di Poktan Rejosari Desa Jurang Kec. GEBOG, Jurang 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Jaringan irigasi tersier Kec. KALIWUNGU, Prambatan Lor 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan mesin combine Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1 Pkt 400.000.000

Pengadaan pompa air tenaga surya Kec. JEKULO, Gondoharum 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan mesin combine Kec. GEBOG, Getasrabi 1 Pkt 400.000.000

Pembangunan longstorade Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT DESA UNDAAN TENGAH Desa Undaan Tengah 1.00 Pkt 2.500.000.000

Pembangunan TALUD JUT Blok Ripin Rejo Desa Undaan Lor JUT Blok Ripin Rejo Desa Undaan Lor 1500.00 M 1.500.000.000

Pembangunan TALUD JUT Blok Kedung Rejo I Desa Undaan Lor JUT Blok Kedung Rejo I Desa Undaan Lor 1500.00 M 1.500.000.000

Pembangunan TALUD JUT Blok Kauman Rejo Desa Undaan Lor JUT Blok Kauman Rejo Desa Undaan Lor 1500.00 M 1.500.000.000

Pembangunan Dinding Penahan Blok Kauman Desa Undaan Lor - Desa Undaan Tengah Blok Kauman Rejo Undaan Lor 900.00 M 1.000.000.000

Pembangunan betonisasi JUT Blok Kedung Rejo I RT .06 RW .04 Desa Undaan Lor Undaan Lor 1400.00 M 1.875.000.000

Pengadaan mesin pompa air besar 6 dem Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1.00 Unit 20.000.000

PEMBANGUNAN JUTA BLOK LARIK MODINAN UNDAAN KIDUL Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK TANI TAMPAK Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

Jaringan irigasi Usaha Tani (JITUT) Blok Tambaksari Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 2000.00 M 2.000.000.000

Jaringan irigasi Usaha Tani (JITUT) Blok Singorono Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1700.00 M 200.000.000

Jaringan irigasi Usaha Tani (JITUT) Blok Masjid Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 2000.00 M 2.000.000.000

Jaringan irigasi Usaha Tani (JITUT) Blok Kauman Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1500.00 M 1.500.000.000

Jaringan irigasi Usaha Tani (JITUT) Blok Joyomulyo Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 2000.00 M 2.000.000.000

Dinding Penahan Jalan (TALUD) Blok rek mudinan (Tani Makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 2000.00 M 5.000.000.000

Dinding Penahan Jalan (TALUD) Blok Masjid (Tani Makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1000.00 M 3.000.000.000

Dinding Penahan Jalan (TALUD) Blok kudomulyo / rek brojol (Tani Makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 2000.00 M 5.000.000.000

Dinding Penahan Jalan (TALUD) Blok Kauman ( Tani Makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1500.00 M 2.000.000.000

Dinding Penahan Jalan (TALUD) Blok Kalirejo (Tani Makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 750.00 M 1.500.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Tambak Rejo (Tani Makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 750.00 M 1.500.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Singorono (Tani makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 3000.00 M 2.000.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok rek mudinan (Tani makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 800.00 M 1.500.000.000

PEMBANGUNAN JUT SRIMUKTI LANJUTAN Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK SRI TANI LANJUTAN Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK SRI RAHAYU LANJUTAN Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK SRI BANGUN LANJUTAN Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JITUT BLOK SRI MULYO KUTUK Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 200.000.000
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Lanjutan Pembangunan JUT Blok Sri Mulyo, Sri Raharjo, Sri Bangun, Sri Rhayu, Sri Tani Desa Kutuk Desa Kutuk Blok Sri Mulyo, Sri Raharjo, Sri Bangun, Sri Rhayu, Sri
Tani

2.00 KM 2.000.000.000

Lanjutan Pembangunan JITUT Blok Sri Mulyo, Sri Raharjo, Sri Bangun, Sri Rhayu, Sri Tani Desa Kutuk Desa Kutuk Blok Sri Mulyo, Sri Raharjo, Sri Bangun, Sri Rhayu, Sri
Tani

2.00 KM 1.000.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK SIDOURIP LANJUTAN Kec. UNDAAN, Glagah Waru 1.00 Pkt 200.000.000

PENGECORAN JUT BLOK SIDOREJO DESA GLAGAH WARU Kec. UNDAAN, Glagah Waru 1.00 Pkt 200.000.000

JUT RT 3 RW 3 MENUJU TERANGMAS Glagahwaru Blok Sidorejo menuju terangmas 630.00 M2 650.000.000

JUT GLAGAHWARU KE BERUGENJANG Glagahwaru Brang kidul Rt 001/002 900.00 M2 800.000.000

Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Blok Kaur Sari Desa Sambung 250.00 M 200.000.000

Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Blok Pingkuk Rejo Desa Sambung 250.00 M 200.000.000

Pembangunan Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Margorejo Desa Sambung 300.00 M 200.000.000

JUT Blok Sido Makmur Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 188.00 M3 200.000.000

PEMBANGUNAN TALUD PERTANIAN MEDINI-TERANGMAS-KUTUK Desa Medini-Terangmas-Kutuk 1.00 Pkt 3.000.000.000

JUT Blok Cangkring Rejo Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 188.00 M3 200.000.000

JUT Blok Pande Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 188.00 M3 200.000.000

JITUT Blok Pande Rejo Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 188.00 M3 200.000.000

JITUT Blok Sido Makmur Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 188.00 M3 200.000.000

JITUT Blok Cangkring Rejo Desa Kalirejo Kecamatan Undaan 188.00 M3 200.000.000

Pembangunan Jembatan Pertanian Watu Rejo 2 Desa Lambangan Kec. Undaan 125.00 M` 200.000.000

Pembangunan JUT Blok Penggung rejo, JUT blok blalak Rejo, JUT blok Modang Rejo, dan JUT blok Waduk Rejo Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 4.00 Pkt 800.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK BLALAKREJO Kec. UNDAAN, Wonosoco 1.00 Pkt 200.000.000

Pelatihan Budidaya Bebek dan Kalkun Desa Megawon 4.00 Kelpk 100.000.000

BETONISASI JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK SINGKIL 158.00 M3 400.000.000

BETONISASI JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK TAHUNAN 450.00 M 2.000.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul 1.00 Kgt 750.000.000

Rehabilitasi Saluran tersier Pertanian Ploso Kiri Jati Kulon 300.00 M 1.000.000.000

HIBAH POMPA DAN RUMAH POMPA DUKUH KENCING 1.00 Pkt 200.000.000

PENGADAAN ALSINTAN /COMBI GAPOKTAN SUMBER MAKMUR JETIS KAPUAN Kec. JATI, Jetis Kapuan 1.00 Unit 400.000.000

Pembuatan Sumur Irigasi Pertanian ( Sumur Patek ) Desa papringan 1.00 Pkt 500.000.000

betonisasi jalan usaha tani ( JUT ) blok betetan 585.00 M2 400.000.000

betonisasi jalan usaha tani ( JUT ) blok si pule teguhan 450.00 M3 500.000.000

JALAN USAHA TANI BLOK DEMANGAN DESA MIJEN 450.00 M3 500.000.000

JALAN USAHA TANI BLOK SI OMBO DESA MIJEN 450.00 M3 250.000.000

pengurugan JUT kedungdowo 350.00 M 150.000.000

JALAN USAHA TANI BLOK SI BELIK DESA MIJEN 450.00 M3 500.000.000

pembuatan sumur PWJ baru blok sawah Ngambon blok sawah Ngambon 1.00 Unit 250.000.000

betonisasi lanjutan jalan usaha tani si ploso desa sidorekso 1.00 Pkt 400.000.000

betonisasi lanjutan jalan usaha tani si gelap desa sidorekso 1.00 Pkt 400.000.000
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bantuan bibit padi desa sidorekso 1.00 Pkt 20.000.000

Jalan usaha Tani desa blimbing kidul 400.00 M 350.000.000

Pembangunan Talud Sungai JUT (ruas makam Kalangan - SWD I) Desa Setrokalangan 1164.00 M 744.960.000

Pembangunan Talud Sungai JUT (ruas blok Sili - SWD I) Desa Setrokalangan 1090.00 M 697.000.000

Pembangunan Talud Sungai JUT (ruas blok si Glagah - SWD I) Desa Setrokalangan 1096.00 M 701.440.000

Pembangunan Betonisasi JUT (ruas makam kalangan - SWD I) Desa Setrokalangan 582.00 M 283.725.000

Pembangunan Betonisasi JUT (ruas blok Sili - SWD I) Desa Setrokalangan 545.00 M 265.000.000

Pembangunan Betonisasi JUT (ruas blok si Glagah - SWD I) Desa Setrokalangan 548.00 M 267.150.000

pembangunan jalan usaha tani si gandu-jl lingkar 3000.00 M2 500.000.000

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus 117.00 M3 200.000.000

Pembangunan Talud di Desa Prambatan Kidul Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus 1.00 Pkt 200.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok rek brojol (Tani makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 3000.00 M 4.000.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Kalirejo (Tani Makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1500.00 M 3.000.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Gempol Rejo (Tani Makmur) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan 1500.00 M 2.000.000.000

Pembangunan RABAT beton JUT Desa Undaan Tengah Desa Undaan tengah Kecamatan Undaan 3000.00 M 3.000.000.000

PEMBANGUNAN TALUD PERTANIAN DESA UNDAAN TENGAH Desa Undaan Tengah 1.00 Pkt 2.500.000.000

Pembangunan Jaringan saluran Pertanian di petak krajan 2 petak pertanian Blok krajan 2 500.00 M 200.000.000

Pembangunan Jaringan saluran Pertanian di petak kudu manis peta pertanian Blok Kudu manis 500.00 M 200.000.000

Pembangunan Jaringan saluran Pertanian di petak wonorejo 1 petak Pertanian blok wonorejo 1 500.00 M 500.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Cangkringrejo Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 1200.00 M 1.200.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Cangkringrejo (Jalan Pani) Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 750.00 M 300.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok rek brojol Larikrejo 1350.00 M3 4.000.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Sri Widodo (Barat Sungai) Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 492.00 M 500.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Sri Widodo (Karman) Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 480.00 M 480.000.000

Jaringan Irigasi Blok Cangring Rejo Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 500.00 M 500.000.000

Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Sri Widodo (Timur Sungai) Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 450.00 M 450.000.000

Jaringan Irigasi Blok Karang Baru Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 500.00 M 500.000.000

Jaringan Irigasi Blok Mino Utomo Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 500.00 M 500.000.000

Jaringan Irigasi Blok Sri Widodo Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 500.00 M 500.000.000

Pengerasan Jalan Usaha Tani Blok Mino Utomo Desa Larikrejo Kecamatan Undaan 750.00 M` 750.000.000

Bethonisasi JUT Tegong Mulyo Desa Wates 1200.00 M 650.000.000

Saluran Irigasi Pertanian Geden Bengkok Carik s/d Perbatasan Undaan Lor Desa Wates 820.00 M 650.000.000

PEMBANGUNAN TALUD JUT BLOK GEDANGREJO GAPOKTAN LUMBUNGTANI DESA NGEMPLAK Kec. UNDAAN, Ngemplak 1.00 Pkt 200.000.000

Saluran Irigasi Pertanian Kandangsari Desa Wates 500.00 M 270.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK GEDANGREJO GAPOKTAN LUMBUNGTANI DESA NGEMPLAK Kec. UNDAAN, Ngemplak 1.00 Pkt 200.000.000

Talut Blok Srigono 700.00 M 800.000.000

Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kaiman 1000.00 M 500.000.000
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PENGADAAN ALSINTAN /COMBI GAPOKTAN LUMBUNG TANI DESA NGEMPLAK Kec. UNDAAN, Ngemplak 1.00 Pkt 400.000.000

Talut Blok Kaliyah 700.00 M 800.000.000

Talut Blok Gedang rejo 800.00 M 900.000.000

Talut Blok Palwadak 800.00 M 800.000.000

Talut Blok Kaiman 700.00 M 800.000.000

Dinding penahan JUT sido Mukti Desa Terangmas kecamatan undaan kabupaten kudus 180.00 M 250.000.000

Pembangunan dinding penahan Blok Sido Rejo Desa Terangmas kecamatan undaan kabupaten kudus 180.00 M 250.000.000

Pembangunan Dinding Penahan JUT Sido Mulyo I Desa Terangmas kecamatan undaan kabupaten kudus 180.00 M 250.000.000

Jaringan irigasi Usaha Tani (JITUT) Blok Beru Beruk Desa Berugenjang Kecamatan Undaan 750.00 M3 2.000.000.000

Jaringan irigasi Usaha Tani (JITUT) Blok Beru Gadon Desa Berugenjang Kecamatan Undaan 600.00 M3 2.000.000.000

Jaringan irigasi Usaha Tani (JITUT) Blok Beru Rejo I sampai Bedeng Desa Berugenjang Kecamatan Undaan 600.00 M3 800.000.000

Jaringan irigasi Usaha Tani (JITUT) Blok Beru Rejo II Desa Berugenjang Kecamatan Undaan 180.00 M3 650.000.000

PEMBANGUNAN JEMBATAN JRATUN BLOK GRINTING Kec. MEJOBO, Gulang 30.00 Pkt 2.000.000.000

Pembangunan Embung Desa Gulang Blok Kedung (Timur Pasar Doro) 10000.00 M2 500.000.000

Pengecoran JUT Grinting Sebelah Jaratun Desa Gulang 1.00 Pkt 200.000.000

Pengecoran JUT dari Sipayung s/d SDIT Al-Kautsar Desa Jepang , Mejobo, Kudus 1.00 Pkt 800.000.000

PENGECORAN JUT GRINTING SEBELAH JRATUN Kec. MEJOBO, Gulang 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK JUMIRAH PAYAMAN Kec. MEJOBO, Payaman 1.00 Pkt 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK TUGU DESA PAYAMAN Kec. MEJOBO, Payaman 1.00 Pkt 200.000.000

PENGECORAN JUT BLOK KUDUS GAPOKTAN SIDOMAKMUR PAYAMAN Kec. MEJOBO, Payaman 1.00 Pkt 200.000.000

Betonosasi Jalan JUT Blok Krapyak (Poktan Sumber Makmur) Desa Kirig Blok Krapyak 200.00 M 200.000.000

Jembatan Penghubung Poktan Sumber Makmur – Bangun Mulyo Desa kirig 150.00 M2 750.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Gandongan ( Poktan Simpang joyo) Ds Temulus JUT Blok Gandongan 329.00 M2 150.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Waru (poktan dadi makmur) Ds Temulus JUT Blok Waru 600.00 M2 200.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kalipang (Poktan Sido Rukun ) Ds Temulus JUT Blok Kalipang 600.00 M2 200.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sawah Ginting (Poktan Sido rejo) Ds Temulus JUT Sawah Ginting 600.00 M2 200.000.000

Pemnbanguna JUT Blok Blok Siombo / Ketok Tengah Poktan Karya Tani (Pengurukan, Pemadatan dan Betoonisasi) Desa Kesambi 900.00 M2 300.000.000

Pembangunan Betonisasi JUT Blok Asem dan Blok Tambahan ( poktan Tugu Makmur) Desa Kesambi 1500.00 M2 500.000.000

Pembanguna Betonisasi JUT Blok Sangkal putung / Siombo (poktan Karya Tani) Perbatasan Jojo Kesambi Desa Kesambi 900.00 M2 300.000.000

Pembangunan Betonisasi jalan usaha tani (JUT) Blok kudo (Poktan pagolongan tani) Desa Jojo. Blok kudo 75.00 M2 200.000.000

Pembangunan Betonisasi jalan usaha tani (JUT) Blok Pocok ( Paguyuban Tani) Desa Jojo. JUT Blok Pocok 350.00 M2 200.000.000

Pembangunan JUT Blok Rogo ( poktan Sumber rejeki ) Desa Hadiwarno Desa Hadiwarno Blok Rogo 1600.00 M2 200.000.000

Pembangunan Saluran Tersier Blok Kali Makam Pejajaran Desa Mejobo Blok Kali Makam Pajajaran 500.00 M2 800.000.000

Pembangunan jalan usaha tani (JUT) Blok serut (Poktan Sumber Rejo) Desa Golantepus , Blok Serut 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan Sumur Dalam (Poktan Sumber rejeki) Desa Golantepus , 1.00 Pkt 25.000.000

Pembangunan Sumur Dalam (Poktan Sumber Rejo) Desa Golantepus , 1.00 Pkt 25.000.000

Betonisasi jl. Blok Pace JUT Desa Sadang 1500.00 M 2.000.000.000
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Pembangunan Sumur Dalam (Poktan Tentrem Ayem) Desa Golantepus 1.00 Pkt 25.000.000

JUT SIDOMULYO - GONDOHARUM (JEMBATAN BENO KE UTARA ) DESA GONDOHARUM Kec. JEKULO, Gondoharum 1.00 Pkt 200.000.000

JUT KLONENG - KALITEKUK (LANJUTAN) DESA GONDOHARUM Kec. JEKULO, Gondoharum 1.00 Pkt 200.000.000

JUT BLOK SETRO MULYA DESA PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 200.000.000

Pengerasan jalan JUT Dukuh tompe dukuh tompe 3000.00 M 1.500.000.000

JUT BLOK SIDO MAKMUR DESA PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 200.000.000

JUT BLOK SIDO MUKTI DESA PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 200.000.000

JUT KRAMAT MAKMUR DESA PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 200.000.000

JUT BLOK SIDO REJO DESA PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 200.000.000

Pembangunan jalan usaha tani (conge - IAIN) makadam Conge - IAIN 2000.00 M 200.000.000

PEMBANGUNAN JUT BLOK BAYANAN-TEMPUR POKTAN ADEM AYEM DUKUH GENTUNGAN 1.00 Pkt 200.000.000

Pengerasan dan Betonisasi JUT Blok Kluweh, Poktan Wirogo Tomo Dukuh kiringan 600.00 M2 650.000.000

PEMBANGUNAN JUT DUKUH POHDENGKOL-REJOSARI POKTAN AYEM TENTREM Kec. DAWE, Rejosari 1.00 Pkt 200.000.000

PENYEDIAAN MESIN PANEN PADI / COMBINE GAPOKTAN UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 500.000.000

3.03.3.03.01.27.04 Peningkatan sarana dan
prasarana produksi
pertanian/perkebunan (DAK)

Jumlah lokasi / Pekerjaan 13 Pkt 4.350.000.000

Pembangunan irigasi air tanah dalam di poktan tani widodo desa ngembalrejo kec. bae Kec. BAE, Ngembalrejo 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan irigasi air tanah dalam di poktan hasil makmur ds. gondangmanis kec. bae Kec. BAE, Gondangmanis 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan irigasi air tanah dalam di poktan ngudi makmur ds. peganjaran kec. bae Kec. BAE, Peganjaran 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan irigasi air tanah dalam di Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kec. JEKULO, Hadipolo 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan irigasi air tanah dalam di Desa Sadang Kec. Jekulo Kec. JEKULO, Sadang 2 Pkt 300.000.000

Pembangunan irigasi air tanah dalam di Desa Payaman Kec. Jekulo Kec. MEJOBO, Payaman 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan irigasi air tanah dalam di Desa Honggosoco Kec. Jekulo Kec. JEKULO, Honggosoco 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan irigasi air tanah dalam di Desa Bulung Kulon Kec. JEKULO, Bulung Kulon 2 Pkt 300.000.000

Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Jekulo Kec. JEKULO, Jekulo 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gebog Kec. GEBOG, Besito 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan irigasi air tanah dalam di Gapoktan Madya Tani Desa Prambatan Lor Kec. Kaliwungu Gapoktan Madya Tani 1 Pkt 150.000.000

Pembangunan Lumbung Pangan dan Sarana Pendukungnya Kec. BAE, Ngembalrejo 1 Pkt 500.000.000

Penyediaan Sarana Keinformasian Balai Penyuluh Pertanian BPP Kaliwungu, Gebog, Jekulo dan Dawe 4 Pkt 200.000.000

3.03.3.03.01.28 Program Peningkatan
Produksi dan Sarana
Prasarana Peternakan

3.03.3.03.01.28.01 Pembinaan dan pengembangan
peternakan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 1.467.000.000

Hibah ternak kerbau kepada Kelompok Ternak Maeso Rowo Desa Bulung Cangring Kec. Jekulo Kelompok Ternak Maeso Rowo 30 Ekor 480.000.000

Hibah Ternak kerbau kepada Kelompok Ternak Barokah Desa Glagahwaru Kec. Undaan Kelompok Ternak Barokah 30 Ekor 480.000.000

Hibah ternak kerbau kepada Kelompok Ternak Maeso Lemu Desa Bulungcangring Kec. Jekulo Kelompok Ternak Maeso Lemu 30 Ekor 480.000.000

Hibah pengadaan ternak domba Kec. GEBOG, Gribig 12 Ekor 27.000.000
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3.03.3.03.01.28.02 Peningkatan usaha dan sarana
prasarana peternakan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 1.080.000.000

Hibah kandang kerbau kepada Kelompok Ternak Maeso Suro Desa Pasuruan Lor Kec. Jati Kelompok Ternak Maeso Suro 1 Pkt 600.000.000

Hibah kandang kerbau kepada Kelompok Ternak Maeso Lemu Desa Bulungcangring Kec. Jekulo Kelompok Ternak Maeso Lemu 1 Pkt 100.000.000

Hibah kandang kerbau kepada Kelompok Ternak Maeso Rowo Desa Bulung Cangring Kec. Jekulo Kelompok Ternak Maeso Rowo 1 Pkt 100.000.000

Hibah kandang kerbau kepada Kelompok Ternak Barokah Desa Glagahwaru Kec. Undaan Kelompok Ternak Barokah 1 Pkt 100.000.000

Hibah pembangunan kandang ternak Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1 Pkt 180.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 3.06.01 : DINAS PERDAGANGAN
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3.06.3.06.01.07 Program pelayanan administrasi umum

3.06.3.06.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 6 Pkt 11.280.000.000

Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan 1 Pkt 10.000.000.000

Pengadaan Stand AC Aula Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan 1 Unit 30.000.000

Peninggian Daya Listrik dan Pemeliharaan jaringan Listrik Dinas Perdagangan 1 Pkt 50.000.000

Pengadaan Komputer Kabupaten Kudus 20 Unit 400.000.000

Pengadaan Printer Kabupaten Kudus 20 Unit 50.000.000

Kendaraan Dinas Dinas Perdagangan 2 Unit 750.000.000

3.06.3.06.01.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

3.06.3.06.01.19.19 Pembinaan dan Penataan PKL Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 600.000.000

Revitalisasi Taman Menara Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Taman Bojana Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Pembuatan Rambu Larangan PKL Kabupaten Kudus 20 Unit 100.000.000

Pembuatan Sistem Informasi PKL Kabupaten Kudus 1 Pkt 100.000.000

3.06.3.06.01.24 Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen

3.06.3.06.01.24.02 Promosi dan Perlindungan Konsumen Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan Gedung Metrologi Kabupaten Kudus 1 Pkt 1.000.000.000

3.06.3.06.01.24.03 Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan (DAK) 2.000.000.000

3.06.3.06.01.25 Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar

3.06.3.06.01.25.01 Pengelolaan Pendapatan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 800.000.000

Pengadaan Container Sampah Kabupaten Kudus 20 Unit 800.000.000

3.06.3.06.01.25.02 Penataan pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar Jumlah lokasi / Pekerjaan 32 Pkt 12.650.000.000

REVITALISASI PASAR PIJI Kec. DAWE, Piji 1.00 Pkt 500.000.000

PENGADAAN KONTAINER BAK SAMPAH kabupaten kudus 1.00 Pkt 800.000.000

Revitalisasi Pasar Langgardalem Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Piji Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Besito Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Kaliputu Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Jurang Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Jekulo Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Brayung Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Doro Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Prapat Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Hewan Gulang Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000
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Revitalisasi Pasar Kalirejo Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Wates Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Ngemplak Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Undaan Kidul Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Burung Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Baru Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Kliwon Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Jember Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Bitingan Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Barongan Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Mijen Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Sidorekso Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Karangampel Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Kedungdowo Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Karangbener Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Ngablak Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Revitalisasi Pasar Ngembalrejo Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Pengadaan Genset Pasar Kliwon Kabupaten Kudus 1 Pkt 5.000.000.000

Pengadaan CCTV Kabupaten Kudus 1 Pkt 200.000.000

Perbaikan Escalator Pasar Kliwon Kabupaten Kudus 6 Unit 750.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.06 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
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Rencana Tahun 2021
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4.01.4.01.03.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.03.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 288.850.000

Tersedianya Sarana dan Prasarana Bidding Room LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kudus 1 Kgt 238.850.000

Tersedianya sarana dan prasarana kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kudus 20 Unit 50.000.000

4.01.4.01.03.40 Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

4.01.4.01.03.40.05 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.068.000.000

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kudus 200 Pkt 1.068.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.07 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
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4.01.4.01.03.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.03.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana
prasarana aparatur

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 17.819.700.000

Pengadaan sepeda motor dinas untuk kasubbag Kab. Kudus 14 Unit 410.000.000

Fasilitasi penyediaan kendaraan pool (Hi-Ace) Kab. Kudus 1 Unit 534.700.000

Pembangunan Taman, Parkir dan Pos Jaga di lingkungan kantor Bupati Kudus, jasa konsultansi
pengawasan teknis

Kec. , 2 Pkt 4.600.000.000 rasionalisasi 2020 sehingga
dianggarkan lagi 2021

rasionalisasi 2020 sehingga
dianggarkan lagi 2021

Pembangunan Gedung Perijinan, Jasa konsultansi pengawasan teknis, jasa konsultan amdal, jasa
konsultan UKL-UPL

Kec. KOTA, 4 Pkt 12.075.000.000 rasionalisasi 2020 sehingga
dilncurkan 2021

rasionalisasi 2020 sehingga
dilncurkan 2021

Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kudus Rumah Dinas Kejaksaan
Negeri Kudus

1 Pkt 200.000.000

4.01.4.01.03.07.06 Pelayanan Ketatausahaan Umum dan
Kepegawaian

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 200.000.000

Rehab Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Kejaksaan Negeri Kudus 1.00 Pkt 200.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.03.08 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
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Pagu Anggaran Sumber
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4.01.4.01.03.42 Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah dan reformasi birokrasi

4.01.4.01.03.42.02 Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 127.000.000

Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi 10 OPD 45.000.000

Jumlah Tenaga Outsourching Bagian Organisasi 2 Org 82.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.04 : SEKRETARIAT DPRD

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.04.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.04.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana
aparatur

Jumlah lokasi / Pekerjaan 11 Pkt 8.618.059.000

Belanja pemeliharaan Gudang Arsip dan Pagar Halaman Depan Kabupaten Kudus 2 Pkt 300.000.000

Belanja pakaian kerja tenaga kebersihan dan keamanan kantor Kabupaten Kudus 84 Stel 40.000.000

Pengadaan kendaraan komisi A,B,C,D dan sepeda motor Kabupaten Kudus 6 Unit 2.571.750.000

Belanja pengadaan alat kantor ( AC,mesin penghancur kertas,finger print, LED monitor,mesin foto copy ) Kabupaten Kudus 35 Unit 398.820.000

Belanja pengadaan printer scanner dan komputer Kabupaten Kudus 10 Unit 102.050.000

Belanja pengadaan mebeleur Kabupaten Kudus 27 Unit 450.000.000

DED dan Pembangunan gedung kantor permanen ( ruang kantor DPRD) Kabupaten Kudus 1 Pkt 3.231.906.000

Belanja pengadaan server dan redisign simleg Kabupaten Kudus 2 Pkt 120.000.000

Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD Dalam Daerah, Dalam Propinsi dan Luar
Propinsi

7 Kali 50.000.000

Bintek Implementasi dan peraturan perundang-undangan Dalam dan Luar Propinsi 15 Org 100.000.000

Pengadaan sound system ( Aula,Ruang paripurna, outdour halaman depan dan belakang) Kabupaten Kudus 4 Unit 1.253.533.000

4.01.4.01.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah

4.01.4.01.04.15.11 Peningkatan kapasitas DPRD Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 14.068.615.000

Kegiatan Penyusunan Pokok pokok pikiran DPRD Kec. , 1 Thn 68.615.000

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar propinsi, konsultasi dalam dan luar
propinsi,workshop

Kec. , 45 Org 14.000.000.000

4.01.4.01.04.15.12 Fasilitasi pengkajian perundang-undangan dan penyusunan
produk hukum

Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 668.337.000

Reses Kabupaten Kudus 1 Kali 668.337.000

4.01.4.01.04.43 Program penyelenggaraan kehumasan

4.01.4.01.04.43.02 Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 120.000.000

SOSIALISASI PUBLIKASI DI SETWAN KUDUS MELALUI MEDIA MASSA (MEDIA TV, CETAK & ON LINE) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS 3.00 Pkt 120.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.05 : KECAMATAN KALIWUNGU

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.05.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.05.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 480.000.000

Rehabilitasi halaman gedung kantor Kec. KALIWUNGU, 1 Pkt 200.000.000

Barang peralatan dan perlengkapan kantor AC 4 unit, 1 set mebeluer, 1 komputer dan 3 unit Handy Talkie Kec. KALIWUNGU, 9 Jenis 70.000.000

Rehabilitasi Mushola Kecamatan Kec. , 1 Pkt 200.000.000

peralatan meteran gulung, meteran dorong dan hammer test Kec. , 3 Jenis 10.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06 : KECAMATAN KOTA

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.500.000.000

Belanja Modal meliputi Pengadaan Peralatan dan perelengkapan gedung kantor, pengadaan
bangunan Pelengkap gedung Kantor meliputi (Penataan halaman, pembangunan mushola,
Pembangunan Rumah Dinas dan Ruang Arsip)

Kec. KOTA, 12 Bln 1.500.000.000

4.01.4.01.06.34 Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan

4.01.4.01.06.34.03 Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.000.000.000

Pembangunan PKD Kec. KOTA, 1 Pkt 1.000.000.000

4.01.4.01.06.34.06 Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 30.000.000

Pelaksanaan Inovasi Kecamatan Kota Kec. KOTA, 25 Desa/Kel 30.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.02 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN PURWOSARI

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 283.000.000

Belanja Jasa Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Purwosari 1 Org 200.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Purwosari 40 M2 30.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( Scanner, mesin potong rumput, AC ) Kelurahan Purwosari 8 Unit 53.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.03 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN SUNGGINGAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 19.000.000

Pengadaan kamera Kel. Sunggingan 1.00 Unit 9.000.000

Pengadaan rolling door aula kantor kelurahan Kel. Sunggingan 1.00 Pkt 10.000.000

4.01.4.01.06.34 Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan

4.01.4.01.06.34.07 Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 1.600.000.000

Pengadaan tanah untuk perluasan kantor Kel. Sunggingan 1.00 Pkt 1.600.000.000

4.01.4.01.06.34.08 Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 95.000.000

Pembangunan Jalan di Wilayah RW. 05 Kel. Sunggingan 1.00 Pkt 25.000.000

Pembangunan Jalan di Wilayah RT. 03 RW. 03 Kel. Sunggingan 1.00 Pkt 70.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.04 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN PANJUNAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 1.850.000.000

Pembangunan gapuro dan pagar gedung kantor Kec. KOTA, Kel. Panjunan 2 Pkt 150.000.000

Pembangunan gedung Kantor Kec. KOTA, Kel. Panjunan 1 Pkt 1.700.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.05 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN WERGU WETAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 231.576.000

Pembelian AC 2 PK Kec. KOTA, Kel. Wergu Wetan 1 Bh 33.087.000

Pembelian AC 1 PK Kec. KOTA, Kel. Wergu Wetan 3 Bh 39.705.000

Pembelian Meja Counter Kec. KOTA, Kel. Wergu Wetan 2 Bh 8.784.000

Pembangunan Pagar Kelurahan dan Tempat Parkir Kec. KOTA, Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 150.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.06 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN WERGU KULON

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 4 Pkt 223.480.000

Pemeliharaan rutin gedung kantor (penataan tempat parkir kantor) Kec. KOTA, Kel. Wergu Kulon 1 Pkt 80.000.000

Pengadaan gorden, pengadaan running text dan pengadaan CCTV beserta perlengkapannya Kec. KOTA, Kel. Wergu Kulon 4 Pkt 117.520.000

Pengadaan kursi rapat Kec. KOTA, Kel. Wergu Kulon 30 Unit 15.880.000

Pengadaan almari arsip Kec. KOTA, Kel. Wergu Kulon 2 Unit 10.080.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.07 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN MLATI KIDUL

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.06.07.02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 8.550.000

Lembur Pegawai kelurahan mlati kidul 8 Org 8.550.000

4.01.4.01.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 48.000.000

Belanja Jasa asuransi gedung kantor dan aula kelurahan mlati kidul 2 Unit 6.000.000

Belanja peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan mlati kidul 3 Unit 12.000.000

Belanja pemeliharaan gedung kantor dan aula kelurahan mlati kidul 1 Pkt 30.000.000

4.01.4.01.06.34 Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan

4.01.4.01.06.34.08 Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan
rakyat di kelurahan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 325.000.000

PENGASPALAN JALAN RADEN AYU MLATI I KELURAHAN MLATI KIDUL Jl. Raden Ayu Mlati I, Mlati Kidul 1.00 Pkt 120.000.000

Rehabiliasi/pemeliharaan Saluran Air/Drainase/Gorong-Gorong Jl. Nyai Dasimah kelurahan mlati kidul 1 Pkt 100.000.000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Bougenvile RW 3 kelurahan mlati kidul 1 Pkt 70.000.000

Pembuatan Tutup Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong Jalan Rukun RW 3 kelurahan mlati kidul 1 Pkt 30.000.000

Perayaan Kegiatan Budaya Keagamaan Haul Mbah Buyut Niyah kelurahan mlati kidul 1 Kali 5.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.08 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN MLATI NOROWITO

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 600.000.000

Tersedianya Gedung Kantor yang representatif Kelurahan Mlatinorowito 1 Pkt 600.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.09 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KERJASAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 2.047.000.000

Pengadaan Gedung Kantor Kec. KOTA, Kel. Kerjasan 1 Pkt 2.000.000.000

Belanja Lapotop dan LCD Proyektor Kec. KOTA, Kel. Kerjasan 3 Unit 47.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.06.10 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KAJEKSAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.06.34 Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan

4.01.4.01.06.34.08 Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di
kelurahan

Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 240.000.000

pengadaan Tutup saluran air Grili RT 01 / RW 03 Kelurahan Kajeksan kajeksan 1 Pkt 50.000.000

Pembuatan Gorong-gorong RT 03 / Rw 0 2 Kajeksan Kec. KOTA, Kel. Kajeksan 1 Pkt 190.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.07 : KECAMATAN JATI

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.07.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.07.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 15.000.000

Jasa Pemeliharaan Gedung kantor Kec. JATI, Tanjungkarang 1 Obyek 15.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.08 : KECAMATAN UNDAAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
/ Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu Anggaran Sumber
Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.08.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.08.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana
aparatur

Jumlah lokasi / Pekerjaan 5 Pkt 209.500.000

Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 2 Org 3.000.000

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 1 Pkt 50.000.000

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa Scanner, Komputer desktop, laptop, mesin penghancur kertas,
Kamera digital, chainsaw stail, senter polarion, TV

Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 9 Unit 116.000.000

Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 20 Bh 35.500.000

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor berupa korden Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 1 Pkt 5.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.09 : KECAMATAN MEJOBO

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.09.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.09.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 2 Pkt 550.000.000

Pengadaan Printer 3 Unit, Laptop 3 Unit, Mesin Fotocopy 1 Unit, AC Standing Floor 2 Unit dan TV
LED 1 Unit.

Kec. MEJOBO, Jepang 10 Unit 150.000.000

rehabilitasi sedang Gedung Kantor Kec. MEJOBO, Jepang 1 Pkt 400.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.01.12 : KECAMATAN GEBOG

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.01.12.07 Program pelayanan administrasi umum

4.01.4.01.12.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 7 Pkt 430.500.000

Rehabilitasi Musholla KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 200.000.000

Pembangunan Pos Pol PP KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 100.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer (2 unit), Printer (2 Unit) dan Sound system (1 paket) KECAMATAN GEBOG 5 Unit 67.500.000

Penataan Halaman Kantor KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 30.000.000

Penataan Tiang Bendera Upacara dan Tiang Lampu KECAMATAN GEBOG 2 Jenis 15.000.000

Pemasangan Tempat banner KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 10.000.000

Pengecatan Mobil Dinas Patroli Hylux KECAMATAN GEBOG 1 Pkt 8.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.02.01 : INSPEKTORAT DAERAH

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.02.4.02.01.07 Program pelayanan administrasi umum

4.02.4.02.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 260.000.000

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Inspektorat 1 Unit 260.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.03.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.03.4.03.01.07 Program pelayanan administrasi umum

4.03.4.03.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 3 Pkt 940.000.000

Pengadaan Mobil Dinas/Operasional OPD Bappeda 2 Unit 740.000.000

Pengadaan Mobile File Bappeda 2 Unit 100.000.000

Pengadaan Meja/Kursi Kerja Bappeda 1 Pkt 100.000.000

4.03.4.03.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah

4.03.4.03.01.21.20 Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah / SPPD(BanGub) 305.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.04.01 : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.04.4.04.01.07 Program pelayanan administrasi umum

4.04.4.04.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 150.000.000

Tenaga kontrak Kec. KOTA, Demaan 5 Org 150.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 4.05.01 : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu Anggaran Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.05.4.05.01.07 Program pelayanan administrasi umum

4.05.4.05.01.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur Jumlah lokasi / Pekerjaan 1 Pkt 150.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (filing cabinet laci 4 unit, kipas angin dinding 4 unit,
korden asrama diklat 20 unit, filling cabinet kaca 2 unit, laptop 4 unit)

Kec. , 5 Jenis 150.000.000



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD SEBAGAI BANTUAN SOSIAL / HIBAH KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu
Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

1 Pembangunan RAU Gedung Paud Mlati Lor Kec. KOTA, Mlati Lor 0.00 0

2 Bantuan RKB SMP IT QOLSABA Kec. , 1 Pkt 150.000.000

3 RKB SMP MUHAMMADIYAH 3 KUDUS UNDAAN TENGAH GANG 2 Kec. , 1.00 500.000.000

4 RKB SD MUHAMMADIYAH BIRRUL WALIDAIN Kec. , 2.00 400.000.000

5 BANTUAN PENGADAAN SOUND SYSTEM AULA SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS Kec. , 1.00 Pkt 100.000.000

6 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) KB NURUS SHOFA NGELO KARANG BENER KECAMATAN BAE Kec. BAE, Karangbener 1.00 Pkt 75.000.000

7 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD DESA TANJUNG KARANG Kec. , 1.00 25.000.000

8 PEMBANGUNAN RKB, KB MIFTAHUL ULUM DESA LORAM KULON KEC. JATI Kec. JATI, Loram Kulon 1.00 Pkt 75.000.000

9 REHABILITASI RUANG KELAS MI NU MIFTAKHUL ULUM DESA KARANGAMPEL Kec. , 0.00 Pkt 200.000.000

10 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) TK PERTIWI Kec. UNDAAN, Terangmas 8.00 M 250.000.000

11 PEMBANGUNAN RKB SDIT AL ISLAMIAH KARANGBENER Kec. BAE, Karangbener 1.00 Pkt 200.000.000

12 PEMBANGUNAN REHAB RUANG KELAS BARU SD MUHAMMADIYAH GRIBIG Kec. , 0.00 Pkt 100.000.000

13 REHABILITASI RUANG KELAS MI NU MIFTAKHUL ULUM DESA KARANGAMPEL Kec. , 1 Pkt 200.000.000

14 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD DESA TANJUNG KARANG Kec. , 1 Pkt 250.000.000

15 PEMBANGUNAN RKB, KB MIFTAHUL ULUM DESA LORAM KULON KEC. JATI Kec. , 1 Pkt 75.000.000

16 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) KB NURUS SHOFA NGELO KARANG BENER KECAMATAN BAE Kec. , 1 Pkt 75.000.000

17 BANTUAN PENGADAAN SOUND SYSTEM AULA SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS Kec. , 1 Pkt 100.000.000

18 RKB SD MUHAMMADIYAH BIRRUL WALIDAIN Kec. , 2 Pkt 400.000.000

19 RKB SMP MUHAMMADIYAH 3 KUDUS UNDAAN TENGAH GANG 2 Kec. , 1 Pkt 500.000.000

20 Pembangunan TK Pertiwi 1 Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 150.000.000

21 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Al Khikmah untuk TK NURUL HUDA Kec. DAWE, Piji 1 Pkt 50.000.000

22 Yayasan Umi Sipah untuk Rehab KB Kartika Ikhlas Bakti Kec. UNDAAN, Karangrowo 1 Pkt 50.000.000

23 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Darul Hikmah utnuk KB Darul Hikmah Kec. DAWE, Puyoh 1 Pkt 50.000.000

24 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Proyo Wongso Jati Sentono untuk KB Ummi Halimatus Sa diyyah Kec. GEBOG, Klumpit 1 Pkt 50.000.000

25 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Aisyiyah untuk TPA Hlimatus Sa diyah Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1 Pkt 50.000.000

26 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Aisyiyah untuk TPA Aisyiyah Kedungsari Kec. GEBOG, Kedungsari 1 Pkt 50.000.000

27 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Bahrul Ulum untuk KB Bahrul Ulum Kec. JATI, Tumpangkrasak 1 Pkt 50.000.000

28 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan HWK untuk TK HWK Getas Pejaten Kec. JATI, Getaspejaten 1 Pkt 50.000.000

29 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Bhayangkari untuk TK Kemala Bhayangkari 44 Kec. KOTA, Rendeng 1 Pkt 50.000.000

30 Rehabilitasi sedang/berat Perkumpulan TK Pertiwi Kelurahan Wergu Wetan Kec. KOTA, Kel. Wergu Wetan 1 Pkt 50.000.000

31 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Noor Hidayah Klaling untuk TK Sekar Gading Kec. JEKULO, Klaling 1 Pkt 100.000.000

32 Rehabilitasi sedang/berat Perkumpulan TK Kartini Kec. KOTA, Kaliputu 1 Pkt 200.000.000

33 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Dian Darma untuk TK Pertiwi 07.4 Mlati Norowito Kec. KOTA, Kel. Mlati Norowito 1 Pkt 300.000.000

34 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Dian Darma untuk TK Pertiwi 07.2 Purwosari Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 200.000.000



No Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu
Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

35 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Dian Darma untuk TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kec. , 1 Pkt 50.000.000

36 Rehabilitasi sedang/berat Yayasan Dian Darma untuk TK Pertiwi 07.1 Kabupaten Kudus Kec. , 1 Pkt 300.000.000

37 HIBAH PAUD TAMAN MUTIARA JL. JEPARA KM.06 RT.10 RW.06 DESA MIJEN KALIWUNGU Kec. , 1 Pkt 70.000.000

38 PEMBANGUNAN PAUD DARUL AMANAH BULUNG CANGKRING RT 2 / RW 10 KECAMATAN JEKULO Kec. , 0 Pkt 100.000.000

39 PEMASANGAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN SARANA PRASARANA PAUD TPA AISYIYAH KEDUNSGSARI RT. 05 RW. 01 KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG Kec. , 1 Pkt 100.000.000

40 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PAUD (KBIT ) UTSMAN BIN AFFAN DESA KLALING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS Kec. , 1 Pkt 350.000.000

41 REHAB KELAS TK. PERTIWI SIDOREKSO Kec. , 1 Pkt 200.000.000

42 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PAUD TBS KUDUS Kec. , 1 Pkt 200.000.000

43 HIBAH SARPRAS YAYASAN TK MUSLIMAT NU SITI AMINAH UNTUK TK MUSLIMAT NU SITI AMINAH DESA MARGOREJO DAWE Kec. , 1 Pkt 200.000.000

44 PEMBANGUNAN RKB TK SEKAR GADING DESA KLALING JEKULO Kec. , 1.00 Pkt 370.000.000

45 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN TK PERTIWI DESA TANJUNG KARANG Kec. JATI, Tanjungkarang 1.00 25.000.000

46 HIBAH BANGUNAN YAYASAN SANAM KOIRI UNTUK PAUD KB AMALIA DESA PAPRINGAN Kec. KALIWUNGU, Papringan 1.00 Pkt 200.000.000

47 HIBAH BANGUNAN YAYASAN SANAM KOIRI UNTUK PAUD KB AMALIA DESA PAPRINGAN Kec. KALIWUNGU, Papringan 1.00 Pkt 200.000.000

48 Pembangunan Gedung TK PERTIWI Kec. JATI, Jati Wetan 1.00 Pkt 500.000.000

49 PEMBANGUNAN RUANG KELAS PAUD DESA KUTUK Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Unit 200.000.000

50 PEMBANGUNAN RUANG KELAS DAN KANOPI TK PERTIWI Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Unit 200.000.000

51 Pembangunan ruanag kelas Baru (RKB)TK pertiwi Kec. UNDAAN, Terangmas 8.00 M 250.000.000

52 PEMBANGUNAN KELAS BARU PAUD KBIT AL QOLAM DESA UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Pkt 150.000.000

53 PEMBANGUNAN RKB TK IT ROHMATUL UMMAH JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 200.000.000

54 PEMBANGUNAN RUANG SERBAGUNA PAUD / KB AL AZHAR JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 200.000.000

55 Pembangunan TK Pertiwi 2 Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 150.000.000

56 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN KB, TPA AMANDA DESA KANDANGMAS Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 Pkt 200.000.000

57 HIBAH SARPRAS YAYASAN TK MUSLIMAT NU SITI AMINAH UNTUK TK MUSLIMAT NU SITI AMINAH DESA MARGOREJO DAWE Kec. DAWE, Margorejo 1.00 Pkt 200.000.000

58 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PAUD TBS KUDUS Kec. KOTA, Krandon 1.00 Pkt 200.000.000

59 REHAB KELAS TK. PERTIWI SIDOREKSO Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1.00 200.000.000

60 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PAUD (KBIT ) UTSMAN BIN AFFAN DESA KLALING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS Kec. JEKULO, Klaling 1.00 350.000.000

61 PEMASANGAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN SARANA PRASARANA PAUD TPA AISYIYAH KEDUNSGSARI RT. 05 RW. 01 KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Kedungsari 1.00 Pkt 100.000.000

62 PEMBANGUNAN PAUD DARUL AMANAH BULUNG CANGKRING RT 2 / RW 10 KECAMATAN JEKULO Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 0.00 Pkt 100.000.000

63 HIBAH PAUD TAMAN MUTIARA JL. JEPARA KM.06 RT.10 RW.06 DESA MIJEN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Pkt 70.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD SEBAGAI BANTUAN SOSIAL / HIBAH KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.02.01 : DINAS KESEHATAN

No Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu

Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

1 PEMBANGUNAN GEDUNG KLINIK PRATAMA PKU MUHAMMADIYAH DESA GETAS RABI RT.02 RW 03 KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Getasrabi 200.00 M 250.000.000

2 HIBAH AMBULAN RSU KUMALA SIWI MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Unit Mobil 600.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD SEBAGAI BANTUAN SOSIAL / HIBAH KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 1.04.01 : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja
Pagu

Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

1 Peningkatan Kualitas RTLH Kec. MEJOBO, Mejobo 5.00 Unit 87.500.000

2 Peningkatan Kualitas RTLH Kec. MEJOBO, Payaman 2.00 Unit 35.000.000

3 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Ibu Satinah gg 9 Rt.5 Rw.2 Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 17.500.000

4 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Nur Said gg.2 Rt.2 Rw.1 Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 17.500.000

5 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Djumah Rt.6/Rw.2 Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 17.500.000

6 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Asmui Kalam Rt.5 /Rw.2 Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 17.500.000

7 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Ibu Sukaelah Rt.5/Rw.5 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

8 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Ibu Siti Sukaenah Rt.3/Rw.5 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

9 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Ibu Robinah Rt.6/Rw.3 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

10 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Ibu Ponisih Rt.5/Rw.3 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

11 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Ibu Muslimatun Rt.3/Rw.3 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

12 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Wagiran Rt.2 /Rw.5 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

13 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Suntono Suprat Rt.1 /Rw.2 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

14 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Subari Rt.3 /Rw.4 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

15 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Sadeli Rt.3 /Rw.4 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

16 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Purnomo Rt.4 /Rw.5 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

17 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Karso Sumarto Rt.3 /Rw.5 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

18 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Hasim Asari Rt.4 /Rw.4 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

19 Peningkatan Kualitas RTLH atas nama Bpk Anshori Rt.1 /Rw.5 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 17.500.000

20 Penaaman Penghijauan di Hutan Sabuk Hijau Embung Logung Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1000.00 Batang 0



Lampiran III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD SEBAGAI BANTUAN SOSIAL / HIBAH KABUPATEN KUDUS

TINGKAT : RKPD
OPD : 1.06.01 : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Pagu
Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

1 BANTUAN BEDAH SUHARDI DESA MENAWAN RT 05 RW 01 KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Kec. GEBOG, Menawan 1.00 Pkt 15.000.000

2 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK MUNHOFAR DESA MENAWAN RT 06 RW 01 KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Kec. GEBOG, Menawan 1.00 Pkt 15.000.000

3 BEDAH RUMAH IBU SUMARTI DESA JURANG RT 02 RW 01 KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Kec. GEBOG, Jurang 1.00 Pkt 15.000.000

4 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK BADRI MUSTOFA DESA JURANG RT 05 RW 05 KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Kec. GEBOG, Jurang 1.00 Pkt 15.000.000

5 BEDAH RUMAH BAPAK SUPARMIN DESA JURANG RT 04 RW 03 KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Kec. GEBOG, Jurang 1.00 Pkt 15.000.000

6 BEDAH RUMAH ATAS NAMA TEGUH IMAM SANTOSO DESA TANJUNGREJO RT 04 / RW 4 JEKULO Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 15.000.000

7 BEDAH RUMAH ATAS NAMA RITA SUSILOWATI DESA TANJUNGREJO RT 05 / RW 01 JEKULO Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 15.000.000

8 BEDAH RUMAH ATAS NAMA ZAEDUN DESA JEKULO RT 04 / RW 03 JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 15.000.000

9 BEDAH RUMAH ATAS NAMA ALFIYAH DESA JEKULO RT 01 / RW 05 JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 15.000.000

10 BEDAH RUMAH ATAS NAMA JASMANI DESA PLADEN RT 03 / RW 03 JEKULO Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 15.000.000

11 BEDAH RUMAH ATAS NAMA SUKIMIN DESA BULUNG CANGKRING RT 01 / RW 10 JEKULO Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1.00 Pkt 15.000.000

12 BEDAH RUMAH ATAS NAMA SATRI DESA BULUNG CANGKRING RT 01 / RW 09 JEKULO Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1.00 Pkt 15.000.000

13 BEDAH RUMAH ATAS NAMA KUNAENAH DESA BULUNG CANGKRING RT 05 / RW 02 Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 0.00 - 0

14 Bedah Rumah Ibu Yatemi Kec. MEJOBO, Tenggeles 1.00 Unit 15.000.000

15 Bedah Rumah Ibu Siti Safaah Kec. MEJOBO, Tenggeles 1.00 Unit 15.000.000

16 Bedah Rumah Ibu Rumisih Kec. MEJOBO, Tenggeles 1.00 Unit 15.000.000

17 Bedah Rumah Bp Herianto Kec. MEJOBO, Tenggeles 1.00 Unit 15.000.000

18 Bedah Rumah Kec. MEJOBO, Tenggeles 5.00 Unit 75.000.000

19 Bedah Rumah Kec. MEJOBO, Golantepus 5.00 Unit 75.000.000

20 Bedah Rumah Ibu Sri Hariyanti Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1.00 Unit 15.000.000

21 Bedah Rumah Bapak Siswanto Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1.00 Unit 15.000.000

22 Bedah Rumah Bapak Muhamad Wagiman Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1.00 Unit 15.000.000

23 Bedah Rumah Kec. MEJOBO, Hadiwarno 5.00 Unit 75.000.000

24 Bedah Rumah Kec. MEJOBO, Jojo 5.00 Unit 75.000.000

25 Bedah Rumah Ibu Asmah Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000

26 Bedah Rumah Ibu Sutarmi Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000

27 Bedah Rumah Ibu Siti Juwariyah Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000

28 Bedah Rumah Ibu Sholichah Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000

29 Bedah Rumah Ibu Murwati Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000

30 Bedah Rumah Ibu Kutin Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000

31 Bedah Rumah Ibu Kasminah Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000

32 Bedah Rumah Bapak Sunardi Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000



No Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Pagu
Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

33 Bedah Rumah Bapak Sulajan Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000

34 Bedah Rumah Bapak Aliman Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 15.000.000

35 Bedah Rumah Kec. MEJOBO, Kesambi 5.00 Unit 75.000.000

36 Bedah Rumah Kec. MEJOBO, Kesambi 5.00 Unit 75.000.000

37 Bedah Rumah bapak suwanto Kec. MEJOBO, Kirig 1.00 Unit 15.000.000

38 Bedah Rumah bapak Sudarnoto Kec. MEJOBO, Kirig 1.00 Unit 15.000.000

39 Bedah Rumah Kec. MEJOBO, Kirig 5.00 Unit 75.000.000

40 RTLH Kec. MEJOBO, Payaman 3.00 Unit 45.000.000

41 Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kec. UNDAAN, Larikrejo 32.00 Unit 560.000.000

42 BEDAH RUMAH AN. SUTIYONO PAING Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Unit 150.000.000

43 BEDAH RUMAH AN. SUPENO Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Unit 15.000.000

44 BEDAH RUMAH AN. ABRAHAM ISNAN Kec. UNDAAN, Glagah Waru 1.00 Unit 15.000.000

45 BEDAH RUMAH IBU RUBIAH DESA KALIREJO RT. 3 RW. 2 KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS Kec. UNDAAN, Kalirejo 1.00 Pkt 0

46 bedah rumah Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1.00 Pkt 100.000.000

47 BANTUAN BEDAH RUMAH IBU MASMI DESA BLIMBING KIDUL RT 06 RW 01 KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 1.00 Pkt 15.000.000

48 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK SUMAJI DESA BLIMBING KIDUL RT 06 RW 02 KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 1.00 Pkt 15.000.000

49 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK SABAR DESA BLIMBING KIDUL RT 03 RW 03 KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 1.00 Pkt 15.000.000

50 BEDAH RUMAH, SUTRISNO Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 1.00 Unit 15.000.000

51 BEDAH RUMAH BP. UNTUNG MARSUDI DK GONDOSARI RT.07 RW. 02 GEBOG Kec. GEBOG, Gondosari 1.00 Pkt 10.000.000

52 BEDAH RUMAH BAPAK IPAN RT. 05 RW. 02 DESA BULUNGKULON KEC. JEKULO KAB. KUDUS Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1.00 15.000.000

53 Bedah  Rumah Kec. MEJOBO, Temulus 5.00 Unit 75.000.000

54 bedah rumah Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1.00 Pkt 100.000.000

55 BEDAH RUMAH IBU SATINAH GG.9 RT 05 / RW 02 UNDAAN TENGAH Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 15.000.000

56 BEDAH RUMAH IBU IDA MURWATI RT 03 / RW 03 UNDAAN TENGAH Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 15.000.000

57 BEDAH RUMAH BPK SUTARNYO RT 04 / RW 03 UNDAAN TENGAH Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 15.000.000

58 BEDAH RUMAH BPK KARMAN RT 05 / RW 03 UNDAAN TENGAH Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 15.000.000

59 BEDAH RUMAH BPK DJUMAH RT 06 / RW 02 UNDAAN TENGAH Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 15.000.000

60 BEDAH RUMAH IBU MURNI JURANG RT.02 RW.06 GEBOG Kec. GEBOG, Jurang 1.00 Pkt 10.000.000

61 BEDAH RUMAH IBU TUMINI DK. KAUMAN RT.04 RW.07 GETASRABI GEBOG Kec. GEBOG, Getasrabi 1.00 Pkt 10.000.000

62 BANTUAN BEDAH RUMAH IBU WAHYUNINGSIH DESA PUYOH RT 3 RW 3 DAWE KUDUS Kec. DAWE, Puyoh 0.00 Pkt 15.000.000

63 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK BUKARI RT 05 RW 02 DESA PANJANG KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS Kec. BAE, Panjang 0.00 Pkt 15.000.000

64 BEDAH RUMAH TIDAK LAYAJ HUNI IBU ROHMAH DESA JEKULO RT.03 RW.07 KECAMATAN JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 15.000.000

65 BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BP. SUPARKAN DESA HADIPOLO RT.02 RW. 01 KECAMATAN JEKULO Kec. JEKULO, Hadipolo 1.00 Pkt 15.000.000

66 BEDAH RUMAH IBUNRUMIJAH DESA JEKULO RT 4 RW 3 Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 0

67 BEDAH RUMAH IBU RUKINAH DESA JEKULO RT 3 RW 3 Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 0

68 BEDAH RUMAH BPK ASMUL KALAM RT05 / RW 02 UNDAAN TENGAH Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 15.000.000
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69 BEDAH RUMAH IBU TUKINI RT 05 / RW 02 UNDAAN TENGAH Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Unit 15.000.000

70 BEDAH RUMAH PONISIH RT 05 / RW 03 UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 15.000.000

71 BEDAH RUMAH IBU NUR CASANAH RT 1 / RW 1 UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 15.000.000

72 BEDAH RUMAH BPK WAGIRAN RT 02 / RW 05 UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 15.000.000

73 BEDAH RUMAH BPK SUNTONO SUPRAT RT 01 / RW 02 UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 15.000.000

74 BEDAH RUMAH BPK SUKARI RT. 01 RW. 01 DESA UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Unit 15.000.000

75 Bedah Rumah Sutrisno Desa Undaan Kidul RT 03 Rw 01 Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 0.00 15.000.000

76 Bedah Rumah 30 unit Kec. UNDAAN, Kalirejo 30.00 Unit 0

77 BEDAH RUMAH IBU SARIAH DK. DEMANGAN RT.05 RW.06 DESA MIJEN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Pkt 10.000.000

78 BEDAH RUMAH IBU MASTI DK. KRAJAN RT.07 RW.04 DESA MIJEN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Pkt 10.000.000

79 BEDAH RUMAH BP. SUMANI DK. DEMANGAN RT.09 RW.06 DESA MIJEN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Pkt 10.000.000

80 HIBAH LKSA TUNAS MURIA JL. KUDUS JEPARA KM.5 DS KEDUNGDOWO RT.06 RW.01 KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 Pkt 70.000.000

81 kegiatan operasional KOMNAS Perlindungan Anak Kab. Kudus Kec. , 0.00 195.030.000

82 BANTUAN BEDAH RUMAH BAPAK REJO DESA BLIMBING KIDUL RT 06 RW 01 KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 1.00 Pkt 15.000.000

83 BEDAH RUMAH BP. ACHMADI DK. KEDUNGDOWO RT.09 RW.01 KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 Pkt 10.000.000

84 Hibah untuk Karang Taruna Kab. Kudus Kec. , 1.00 Pkt 303.650.000

85 Belanja hibah dan belanja langsung untuk JPPA Kec. , 0.00 0
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1 KUB ULNA PRINT DESA HONGGOSOCO RT.04 RW.05 JEKULO Kec. JEKULO, Honggosoco 1.00 Pkt 50.000.000

2 PELATIHAN DAN PENGAJUAN MODAL USAHA UNTUK WIRAUSAHA PEMULA Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 5.00 Org 50.000.000

3 PELATIHAN KUB BINA PANCA ABADI KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 1.00 50.000.000

4 PELATIHAN KUB KARYA MANUNGGAL SEJAHTERA KEDUNGDOWO Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 50.000.000

5 PELATIHAN KUB PANCA KARYA USAHA PRAMBATAN KIDUL Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 50.000.000

6 BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK USAHA NGANTER BAROKAH Kec. , 1.00 50.000.000

7 BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK USAHA JEKULO MANDIRI Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 50.000.000

8 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 1.00 Pkt 50.000.000

9 BANTUAN MODAL USAHA KARYA MUKTI DESA SINGOCANDI KECAMATAN KOTA Kec. KOTA, Singocandi 1.00 Pkt 50.000.000

10 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Garung Lor 1.00 Pkt 50.000.000

11 Pelatihan dan Modal Usaha Kec. KALIWUNGU, Garung Lor 1.00 Pkt 200.000.000

12 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Setrokalangan 1.00 Pkt 50.000.000

13 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Banget 1.00 Pkt 50.000.000

14 PELATIHAN DAN MODAL USAHA Kec. KALIWUNGU, Banget 1.00 Pkt 200.000.000

15 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 1.00 Pkt 50.000.000

16 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1.00 Pkt 50.000.000

17 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Gamong 1.00 Pkt 50.000.000

18 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 Pkt 50.000.000

19 PELATIHAN DAN MODAL USAHA Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 Pkt 200.000.000

20 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Karangampel 1.00 Pkt 50.000.000

21 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Pkt 50.000.000

22 Bantuan kegiatan Kelompok Usaha Bersama Kec. KALIWUNGU, Papringan 1.00 Pkt 50.000.000

23 Permohonan Bantuan Modal Usaha Kelompok Mekar Sari (Bp Ahmat Faisol) Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Unit 50.000.000

24 Permohonan Bantuan Modal Usaha Kelompok Sumber Rizqi (bp Saifuddin) Kec. MEJOBO, Tenggeles 1.00 Kelpk 50.000.000

25 Permohonan Bantuan modal usaha Kec. BAE, Peganjaran 1.00 Kgt 10.000.000

26 KUB USAHA SEJAHTERA DESA BESITO RT RW 6 KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Kec. GEBOG, Besito 0.00 Pkt 50.000.000



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN OPD SEBAGAI BANTUAN SOSIAL / HIBAH KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD

OPD : 2.07.01 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No Kegiatan

Rencana Tahun 2021
Catatan
Penting Ket.

Lokasi
Target

Capaian
Kerja

Pagu
Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

1 PEMBANGUNAN LAPANGAN DESA NGEMPLAK Kec. UNDAAN, Ngemplak 1.00 Pkt 300.000.000

2 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN / PENGURUKAN DAN PENGECORAN JALAN TEMBUS JL. MULYA KE JL. MUSEUM DESA GETASPEJATEN Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 Pkt 1.500.000.000

3 PEMBANUNAN JEMBATAN RT. 05 RW 02 PASURUHAN KIDUL ( BARAT RUMAH CARIK ) Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 0.00 400.000.000

4 PENGASPALAN JALAN RW. 08 DESA PURWOSARI Kec. KOTA, Kel. Purwosari 0.00 200.000.000

5 perbaikan jembatan gerem Kec. GEBOG, Kedungsari 1.00 Pkt 900.000.000

6 Betonisasi Lanjutan Jalan Kesambi 1 (Rt, 1-2 ,Rw 1) Kec. MEJOBO, Kesambi 400.00 M2 800.000.000

7 Pembangunan Dinding Penahan Jalan Kulon Karang Desa Undaan Lor Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1500.00 M` 1.500.000.000

8 Betonisasi Jalan Kec. UNDAAN, Kalirejo 1200.00 M3 1.000.000.000

9 PEMBANGUNAN JALAN BETON Kec. JEKULO, Klaling 1.00 Pkt 500.000.000

10 betonisasi jalan desa jajar -tampung Kec. JEKULO, Gondoharum 1500.00 M 3.000.000.000

11 Rehabilitasi Jalan Hadiwarno - Sadang Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1.00 Pkt 1.000.000.000

12 Rehabilitasi jalan Hadiwarno - sadang Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1.00 Pkt 1.000.000.000

13 PENGECORAN JALAN HASIL PENATAAN JALAN LINGKAR BLOK SABUKAN DESA JEPANG Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 200.000.000

14 Betonisasi Jalan Timur Desa Kec. UNDAAN, Ngemplak 1000.00 M 500.000.000

15 Senderan/ Talud Jalan Poros Kutuk Slokan Kec. UNDAAN, Kutuk 2.00 KM 2.000.000.000

16 Pembangunan Jalan Cor Beton Bertulang dan Tiang Pancang Rawan Longsor Kec. UNDAAN, Kutuk 200.00 M 300.000.000

17 Pembangunan jembatan Kec. UNDAAN, Glagah Waru 350.00 M2 875.000.000

18 PEMBANGUNAN JALAN DESA BERUGENJANG - GLAGAHWARU UNDAAN Kec. UNDAAN, Glagah Waru 1.00 Pkt 0

19 Pembangunan Jalan Tembus Kec. UNDAAN, Kalirejo 1.00 Pkt 330.000.000

20 Betonisasi Jalan Kec. UNDAAN, Kalirejo 720.00 M3 1.000.000.000

21 pembangunan saluran air/ drainase Kec. GEBOG, Gondosari 3876.00 M 1.600.000.000

22 Pembangunan drainase /gorong-gorong Kec. GEBOG, Gondosari 2000.00 M 1.000.000.000

23 PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM GEDANG SEWU Kec. BAE, Peganjaran 1.00 Pkt 200.000.000

24 PEMBANGUNAN JALAN MAKAM ISLAM DUKUH GEDANG SEWU Kec. BAE, Peganjaran 1.00 Pkt 100.000.000

25 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA PEGANJARAN Kec. BAE, Peganjaran 0.00 Pkt 300.000.000

26 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN DESA KLALING GANG 2 RT 3 RW 1 Kec. JEKULO, Klaling 1.00 Pkt 200.000.000

27 Talut Kec. UNDAAN, Ngemplak 500.00 M 900.000.000

28 Talut Kec. UNDAAN, Ngemplak 800.00 M 600.000.000

29 Talut Kec. UNDAAN, Ngemplak 700.00 M2 800.000.000

30 Talut Kec. UNDAAN, Ngemplak 700.00 M2 800.000.000

31 Pembangunan saluran beton RT.02 Rw.04 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

32 PENGURUKAN LAPANGAN SEPAK BOLA DS. TUMPANGKRASAK Kec. JATI, Tumpangkrasak 1.00 0

33 Penataan Lapangan Desa (perluasan sesuai standar lapangan sepak bola internasional) Kec. JATI, Tumpangkrasak 880.00 M2 300.000.000

34 PEMBANGUNAN JL. DURIAN TUMPANGKRASAK RT.05 RW.07 KECAMATAN JATI Kec. JATI, Tumpangkrasak 520.00 M 150.000.000
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35 jalan Poros Desa Tumpangkrasak tepatnya depan Kantor Balaidesa meuju Megawon Kec. JATI, Tumpangkrasak 0.00 0

36 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN UTARA MAKAM DESA PLOSO Kec. JATI, Ploso 1.00 200.000.000

37 PENGADAAN LAPTOP DAN LCD PROYEKTOR KARANG TARUNA TUNAS GARUDA Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 1.00 Pkt 20.000.000

38 Pembangunan Saluran Air Kanan Kiri Jalan Kec. GEBOG, Gribig 1600.00 M 1.600.000.000

39 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 1 RW 7 DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 200.000.000

40 PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI KYAI DESA RT 4 RW 4 DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 200.000.000

41 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 1 RW 7 DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 200.000.000

42 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 1 RW 7 DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 200.000.000

43 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 1 RW 7 DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 200.000.000

44 BANTUAN KEUANGAN DESA BETONISASI DESA KAJAR RW 01 Kec. DAWE, Kajar 1.00 200.000.000

45 PENINGKATAN JALAN DESA MENJADI JALAN KABUPATEN Kec. DAWE, Cranggang 7500.00 M2 750.000.000

46 PEMBANGUNAN / PENGGANTIAN BUK DEKER ( BIS BETON ) Kec. DAWE, Cranggang 6.00 Bh 150.000.000

47 BANTUAN KR EUANGAN DESA BETONISASIW 06 BLOK KLEPONAN DUKUH WONOSARI Kec. DAWE, Rejosari 1.00 200.000.000

48 BANTUAN KEUANGAN DESA BETONISASI JL. RW 01 SEBELAH TIMUR SEKANDANG TEMPEL DESA KANDANG MAS Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 200.000.000

49 LAMPU PENERANGAN JALN CRANGGANG - KUWUKAN Kec. DAWE, Cranggang 1.00 Pkt 400.000.000

50 BANTUAN KEUANGAN GEDUNG PERTEMUAN BLOK BUNUKSARI Kec. DAWE, Rejosari 1.00 200.000.000

51 BANTUAN KEUANGAN DESA PENGASPALAN JALAN RW 03 Kec. DAWE, Rejosari 1.00 300.000.000

52 BANTUAN KEUANGAN DESA BETONISASI BLOK NGENDAS RW 01 DESA REJOSARI Kec. DAWE, Rejosari 1.00 200.000.000

53 BANTUAN KEUANGAN DESA BETONISASI RW 02 DUKUH KEPANGEN DESA REJOSARI Kec. DAWE, Rejosari 1.00 150.000.000

54 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA BAE Kec. BAE, Bae 0.00 Pkt 300.000.000

55 Pembangunan Jembatan Penghubung antara RW 2 dan RW 3 Desa Panjang ( Bankeu) Kec. BAE, Panjang 500.00 M 500.000.000

56 Peninggian jalan dan Jembatan ( Bankeu) Kec. BAE, Bacin 1.00 Kgt 1.000.000.000

57 Pembangunan/rehab Talud dan Pengaspalan Jalan ( Bankeu) Kec. BAE, Bacin 200.00 M3 600.000.000

58 BANTUAN RKEUANGAN T 08 RW 03 KEUANGAN DESA PENGASPALAN JALAN DAN TALUD DESA BACIN Kec. BAE, Bacin 1.00 500.000.000

59 Bedah Rumah Kec. BAE, Gondangmanis 6.00 Bh 15.000.000

60 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA GONDANG MANIS Kec. BAE, Gondangmanis 0.00 Pkt 300.000.000

61 pembangunan Gedung serba guna Kec. BAE, Ngembalrejo 600.00 M2 1.800.000.000

62 BANTUAN KEUANGAN DESA PEMBANGUNAN JALANDESA NGEMBALREJO RT 03 DAN 04 RW 5 Kec. BAE, Ngembalrejo 300.00 500.000.000

63 PENGASPALAN JALAN DERSALAM 4/5 Kec. BAE, Dersalam 2100.00 200.000.000

64 Betonisasi Jalan Rt. 01 / Rw. 01 Kec. JEKULO, Tanjungrejo 600.00 M 750.000.000

65 BANTUAN KEUANGAN DESA TANJUNG REJO UNTUK JALAN LINGKUNGAN RW 02 DESA TANJUNG REJOK JALAN LINGKUNGAN RW 2 Kec. JEKULO, Tanjungrejo 0.00 Pkt 200.000.000

66 BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA HADIPOLO UNTUK PEMBANGUNAN PKD Kec. JEKULO, Hadipolo 1.00 Unit 200.000.000

67 Revitalisasi lapangan Tambakjaya Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 2.000.000.000

68 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 1 & 2 RW. 9 DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS Kec. JEKULO, Terban 1.00 200.000.000

69 PEMBANGUNAN SALURAN AIR JALAN LINGKUNGAN RW 8 DAN RW 9 DESA BULUNGCANGKRING Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1.00 100.000.000

70 Pembangunan Sumur Pamsimas Kec. MEJOBO, Tenggeles 1.00 Unit 250.000.000

71 PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAH RAGA DESA BULUNGCANGKRING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1.00 200.000.000
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72 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA MEJOBO Kec. MEJOBO, Mejobo 0.00 Pkt 300.000.000

73 pengurugan Lapangan Upacara Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1.00 Unit 150.000.000

74 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA KIRIG Kec. MEJOBO, Kirig 0.00 Pkt 300.000.000

75 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA PAYAMAN Kec. MEJOBO, Payaman 0.00 Pkt 300.000.000

76 Usulan Pengecoran Jalan Lingkungan Hasil Penataan Jalan Lingkar Blok Sabukan Desa Jepang Kec. MEJOBO, Jepang 200.00 M 200.000.000

77 REHAB PASAR DESA JEPANG (BANKEU) Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 2.000.000.000

78 Pengecoran Jalan Hasil Penataan Jalan Lingkar Blok Sabukan Desa Jepang Kec. MEJOBO, Jepang 200.00 M 200.000.000

79 PEMBANGUNAN LAPANGAN GAPURAJA Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 300.000.000

80 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA GULANG Kec. MEJOBO, Gulang 0.00 Pkt 300.000.000

81 Pembangunan Lapangan Futsal Kec. UNDAAN, Terangmas 42.00 M 850.000.000

82 Talut Kec. UNDAAN, Ngemplak 1.00 KM 500.000.000

83 Pengecoran Jalan Lingkar Barat Desa Kec. UNDAAN, Ngemplak 1.00 KM 1.000.000.000

84 PEMBANGUNAN TALUD RW 2 DESA NGEMPLAK UNDAAN 1000 M Kec. UNDAAN, Ngemplak 0.00 Pkt 500.000.000

85 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RW 2 DESA NGEMPLAK UNDAAN Kec. UNDAAN, Ngemplak 0.00 Pkt 500.000.000

86 PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RW 01 DESA NGEMPLAK UNDAAN 1000M Kec. UNDAAN, Ngemplak 0.00 Pkt 500.000.000

87 BANTUAB KEUANGAN DESA PEMBANGUNAN JALAN DUKUH KARANGREJO RT 03 RW 04 DESA NGEMPLAK UNDAAN KUDUS Kec. UNDAAN, Ngemplak 450.00 500.000.000

88 PEMBANGUNAN LAPANGAN DESA WATES Kec. UNDAAN, Wates 1.00 Pkt 1.300.000.000

89 PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA WATES Kec. UNDAAN, Wates 1.00 Pkt 500.000.000

90 Pembangunan Lapangan Desa Kec. UNDAAN, Wates 1.00 Pkt 1.300.000.000

91 PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA WATES GANG 7 Kec. UNDAAN, Wates 1.00 200.000.000

92 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA WATES RT 03 RW 03 GANG RAJAWALI Kec. UNDAAN, Wates 400.00 500.000.000

93 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA WATES Kec. UNDAAN, Wates 0.00 Pkt 300.000.000

94 Pembuatan Talud dalam Desa Larikrejo RT. 02 - 04 RW.02 Kec. UNDAAN, Larikrejo 385.00 M 1.000.000.000

95 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA LARIKREJO Kec. UNDAAN, Larikrejo 0.00 Pkt 300.000.000

96 Pembangunan Talut Jalang lingkungan Kec. UNDAAN, Karangrowo 500.00 M` 500.000.000

97 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SALURAN AIR DUKUH KALIYOSO RT 05 RW 06 DESA KARANGROWO UNDAAN KUDUS Kec. UNDAAN, Karangrowo 400.00 500.000.000

98 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN RW 02 DESA KARANGROWO2 DESA KARANGROWO Kec. UNDAAN, Karangrowo 0.00 Pkt 300.000.000

99 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN RW 06 DESA KARANGROWO Kec. UNDAAN, Karangrowo 0.00 Pkt 300.000.000

100 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN RW 01 DESA KARANGROWO Kec. UNDAAN, Karangrowo 0.00 Pkt 300.000.000

101 PENGURUGAN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA UNDAAN TENGAH Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1000.00 M2 1.500.000.000

102 PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA UNDAAN TENGAH Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1.00 Pkt 1.000.000.000

103 Pengurugan Lapangan Sepak Bola Kec. UNDAAN, Undaan Tengah 1000.00 M2 1.500.000.000

104 TALUD RIPIN REJO JUT BLOK RIPIN REJO Kec. UNDAAN, Undaan Lor 4050.00 486.000.000

105 TALUD UDL KADIR REJO JUT BLOK DULKADIR REJO Kec. UNDAAN, Undaan Lor 4725.00 567.000.000

106 TALUD KEDUNG REJO 1 JUT BLOK KEDUNG REJO 1 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 5100.00 612.000.000

107 TALUD KAUMAN REJO JUT BLOK KAUMAN REJO Kec. UNDAAN, Undaan Lor 3345.00 405.000.000

108 PENGECORAN JALAN GANG 32 DESA UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Pkt 200.000.000
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109 PENGECORAN JALAN GANG 31 DESA UNDAAN LOR (BANKEU) Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Pkt 100.000.000

110 PEMBANGUNAN/PENGECORAN JALAN DESA UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Pkt 100.000.000

111 PEMBANGUNAN SALURAN GANG 14 DESA UNDAAN (BANKEU) Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Pkt 100.000.000

112 Pembangunan saluran beton RT.06 Rw.04 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

113 Pembangunan saluran beton RT.06 Rw.01 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

114 Pembangunan saluran beton RT.05 Rw.04 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

115 Pembangunan saluran beton RT.05 Rw.03 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

116 Pembangunan saluran beton RT.04 Rw.04 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

117 Pembangunan saluran beton RT.03 Rw.03 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

118 Pembangunan saluran beton RT.04 Rw.03 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

119 Pembangunan saluran beton RT.02 Rw.02 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

120 Pembangunan saluran beton RT.02 Rw.03 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

121 Pembangunan saluran beton RT.01 Rw.03 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

122 Pembangunan saluran beton RT.01 Rw.02 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 350.00 M 200.000.000

123 PEMBANGUNAN DRAINASE KAMPUNG DESA UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Pkt 100.000.000

124 Pembangunan Aspal Jalan RT.05 RW.01 Desa Undaan Lor Kec. Undaan Kec. UNDAAN, Undaan Lor 450.00 M 200.000.000

125 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UNDAAN LOR GANG 22 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 10.00 140.000.000

126 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UNDAAN LOR G. 19 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 10.00 140.000.000

127 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UNDAAN LOR G 15 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 10.00 140.000.000

128 PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN Kec. UNDAAN, Undaan Lor 10.00 140.000.000

129 PEMASANGAN LAMPU PENERAN JALAN G . 26 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 10.00 140.000.000

130 DRAINASE UNDAAN LOR GANG 5 Kec. UNDAAN, Undaan Lor 420.00 200.000.000

131 BETONISASI JALAN DESA UNDAAN LOR (BANKEU) Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 Pkt 100.000.000

132 PEMBANGUNAN TAMAN DESA KUTUK (BANKEU) Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 300.000.000

133 Pembangunan Kantor Desa Baru Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Unit 2.000.000.000

134 TALUD SUNGAI MEDINI Kec. UNDAAN, Medini 1.00 Pkt 500.000.000

135 PEMBANGUNAN JALAN COR BETON BERTULANG DAN PANCANG RAWAN LONGSOR (BANKEU) Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 200.000.000

136 Betonisasi Jalan Lingkar Wisata Desa wonosoco RT 01 Rw 01 Kec. UNDAAN, Wonosoco 800.00 M 220.000.000

137 Pengaspalan Jalan Kec. UNDAAN, Kalirejo 32.00 M3 150.000.000

138 SALURAN SANITASI DESA MEGAWON Kec. JATI, Megawon 1.00 206.000.000

139 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RW. 01 DESA MEGAWON Kec. JATI, Megawon 0.00 200.000.000

140 PEMBANGUNAN JL. KELAPA GADING I MEGAWON RT.01 RW.04 KECAMATAN JATI Kec. JATI, Megawon 700.00 M 150.000.000

141 PEMBANGUNAN GORONG-GORONG DESA MEGAWON RT.05 RW.02 & RT.01 RW.02 KECAMATAN JATI Kec. JATI, Megawon 1.00 Pkt 200.000.000

142 PEMBANGUNAN DRAINASE LAPANGAN SEPAK BOLA DESA MEGAWON Kec. JATI, Megawon 1.00 185.000.000

143 PEMBANGUNAN GAPURA BATAS DESA Kec. JATI, Loram Wetan 16.00 M 500.000.000

144 PEMBANGUNAN GAPURA BATAS DESA Kec. JATI, Loram Wetan 24.00 M2 600.000.000

145 REVITALISASI SALURAN DRAINASE DESA MEGAWON RT.01 RW.02 KECAMATAN JATI Kec. JATI, Megawon 1.00 Pkt 200.000.000
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146 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RW. 02 DESA LORAM KULON Kec. JATI, Loram Kulon 0.00 400.000.000

147 BANTUAN KEUANGAN PENGASPALAN JALAN GANG BATANG WAROK DESA LORAM KULON Kec. JATI, Loram Kulon 1.00 100.000.000

148 BANTUAN PENGECORAN JALAN TEMBUS DS. GETAS PEJATEN - TANJUNG KARANG Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 150.000.000

149 BANTUAN KEUANGAN DESA LORAM KULON PEMBANGUNAN JEMBATAN Kec. JATI, Loram Kulon 1.00 300.000.000

150 PENGASPALAN JALAN RW. 02, 04, 05 DESA PLOSO Kec. JATI, Ploso 0.00 200.000.000

151 BADAN KEUANGAN PEMBANGUNAN JALAN / PENGURUKAN DAN PENGECORAN JALAN TEMBUS JL. MULYA KE JALAN MUSEUM DESA GETASPEJATEN Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 Pkt 1.500.000.000

152 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN TENIS MEJA Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 1.00 Pkt 25.000.000

153 PEMBANGUNAN TANGGUL RW 12 DESA PASURUHAN LOR Kec. JATI, Pasuruhan Lor 0.00 1.800.000.000

154 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RW 03 DESA PASURUHAN KIDUL Kec. JATI, Pasuruhan Kidul 0.00 Pkt 415.000.000

155 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN & DRAINASE Kec. JATI, Pasuruhan Lor 1.00 150.000.000

156 PENGASPALAN JALAN RT. 02 RW. 05 DESA JATI KULON Kec. JATI, Jati Kulon 0.00 200.000.000

157 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT 05 RW 04 DESA JATI KULON ( SELATAN PT. PURA ) Kec. JATI, Jati Kulon 0.00 500.000.000

158 PEMBANGUNAN LAPANGAN BOLA SAMBA (BANKEU) Kec. JATI, Jati Kulon 1.00 Pkt 200.000.000

159 Pembangunan saluran drainase Kec. GEBOG, Gondosari 1500.00 M 600.000.000

160 PENERRANGAN JALAN DUKUH MASAWA DESA JURANG RT.01-RT.06 RW.05 KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Jurang 1.00 Pkt 200.000.000

161 drainase perempatan s/d pertigaan besito Kec. GEBOG, Besito 1430.00 M 1.287.000.000

162 Pengencoran jalan lingkungan RT 03/02 Kec. GEBOG, Klumpit 0.00 0

163 Pasar Desa / Kios Desa Kec. GEBOG, Klumpit 1504.00 M 1.500.000.000

164 Pembangunan /MI Khiyarul Ummah Kec. GEBOG, Klumpit 100.00 M 300.000.000

165 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT 5 RW 2 DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 100.000.000

166 PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT 1 RW 7 DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 150.000.000

167 TAMAN ANAK DESA JATI WETAN RW. 02 DESA JATI WETAN Kec. JATI, Jati Wetan 1.00 Pkt 150.000.000

168 Pembangunan Pengurugan Jalan dan Pembangunan Jalan Beton Kec. JATI, Jati Wetan 400.00 M 500.000.000

169 DRAINASE LAPANGAN SAMBA DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jati Wetan 1.00 Pkt 200.000.000

170 LAPANGAN BOLA RW 1 JATI WETAN KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jati Wetan 1.00 Pkt 100.000.000

171 PENGURUKAN JALAN RW. 01 DESA JETIS KAPUAN Kec. JATI, Jetis Kapuan 0.00 200.000.000

172 RUMAH POMPA DAN POMPA DESA JETIS KAPUAN KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jetis Kapuan 2.00 Pkt 200.000.000

173 TALUD LAMBIRAN SUNGAI DESA RW.03 JETIS KAPUAN RT.03 RW.03 KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jetis Kapuan 85.00 M 150.000.000

174 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Jetiskapuan (Pengurugan Lapangan) Kec. JATI, Jetis Kapuan 1.00 Pkt 1.500.000.000

175 PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA JETISKAPUAN Kec. JATI, Jetis Kapuan 1.00 Pkt 1.000.000.000

176 PEMBANGUNAN DRAINASE/GORONG-GORONG (RW.02) JETISKAPUAN RT.02 RW.02 KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jetis Kapuan 388.00 M 150.000.000

177 Betonisasi Penahan Jalan Poros Desa (RW 3) Desa Tanjungkarang Kec. JATI, Jetis Kapuan 450.00 M 1.000.000.000

178 Pembangunan Jembatan Penghubung (Blok Posong) ke RW 05 Kec. JATI, Jetis Kapuan 1.00 Pkt 1.500.000.000

179 BANTUAN KEUANGAN UNTUIK PERAWATAN SALURAN AIR DESA JETIS KAPUAN Kec. JATI, Jetis Kapuan 1.00 200.000.000

180 REHABILITASI LAPANGAN SEPAK BOLA Kec. KALIWUNGU, Papringan 1.00 Pkt 250.000.000

181 PEMBUATAN LAPANGAN BOLA VOLY Kec. KALIWUNGU, Papringan 1.00 Pkt 200.000.000

182 pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 6000.00 M 300.000.000
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183 pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 600.00 M 300.000.000

184 pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 6000.00 M 300.000.000

185 Pembuatan Saluran Air jalan lingkar- pasar mijen Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Pkt 300.000.000

186 BETONISASI JALAN DESA MIJEN RT.10 RW.06 KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Pkt 300.000.000

187 Betonisasi Jalan Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Pkt 300.000.000

188 BANTUAN KEUANGAN DESA MIJEN PEMBANGUNAN SALURAN AIR JALAN BELAKANG PASAR JETAK-MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 150.00 M 200.000.000

189 BANTUAN KEUANGAN DESA MIJEN BETONISASI JALAN BELAKANG PASAR JETAK-MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 150.00 M 200.000.000

190 BANTUAN KEUANGAN DESA MIJEN ASPAL JALAN LINGKUNGAN RT.10 RW.06 KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 150.00 M 200.000.000

191 Pembangunan Tugu Gapura batas Desa Karangampel Kec. KALIWUNGU, Karangampel 3.00 Bh 500.000.000

192 Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Olahraga Desa Karangampel Kec. KALIWUNGU, Karangampel 648.00 M2 1.500.000.000

193 REVITALISASI MAKAM WETAN DESA KEDUNGDOWO KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 Pkt 100.000.000

194 Pembuatan Pagar Makam wetan Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 45.00 M 150.000.000

195 pengadaan kontainer dan becak motor sampah Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 Pkt 300.000.000

196 PEMBANGUNAN JALAN RT 08 RW 05 DESA KEDUNGDOWO Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 200.000.000

197 Bimbingan dan pelatihan aparatur Desa Kec. KALIWUNGU, Sidorekso 1.00 Pkt 5.000.000

198 Rumah Panggung Kec. KALIWUNGU, Setrokalangan 140.00 M 1.000.000.000

199 PEMBANGUNAN JALAN RT 06 RW 02 DESA GARUNG KIDUL Kec. KALIWUNGU, Garung Kidul 1.00 200.000.000

200 BETONISASI JL. DI RT.10 RW.01 GARUNG KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Garung Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

201 PEMBANGUNAN SALURAN AIR DESA PRAMBATAN LOR RT.07 RW.04 KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Prambatan Lor 1.00 Pkt 200.000.000

202 PEMBANGUNAN PENGASPALAN JALAN DESA PRAMBATAN LOR DUKUH PERENG-BENDARAN Kec. KALIWUNGU, Prambatan Lor 0.00 Pkt 200.000.000

203 PEMBANGUNAN TALUD PRAMBATAN KIDUL (BANKEU) Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 Pkt 100.000.000

204 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT.04 RW.04 DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

205 PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON RT.11 RW.04 DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

206 PEMBANGUNAN JALAN PRAMBATAN KIDUL (BANKEU) Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 Pkt 100.000.000

207 KARANGTARUNA PRAMBATAN KIDUL BALAI DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 Pkt 50.000.000

208 DRAINASE SELOKAN DESA PRAMBATAN KIDUL DUKUH KRAJAN RT. 09 RW. 02 KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

209 rehab lapangan sepak bola Kec. KALIWUNGU, Bakalan Krapyak 8235.00 M2 500.000.000

210 PENGASPALAN JALAN RT. 04 RW. 02 DESA SINGOCANDI Kec. KOTA, Singocandi 0.00 200.000.000

211 BANTUAN KEUANGAN DESA MLATI LOR PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI RW 01 Kec. KOTA, Mlati Lor 0.00 Pkt 50.000.000

212 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA Kec. , 1.00 Pkt 1.500.000.000

213 Penggunaan Dana desa bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut, termasuk di dalamnya masyarakat dengan difabel di desa tersebut. Sebagai contoh untuk
penambahan ketrampilan, modal usaha dan pemenuhan alat bantu untuk difa

Kec. , 0.00 0

214 PEMBUATAN SALURAN AIR DESA MIJEN RT.10 RW.06 KECAMATAN KALIWUNGU Kec. , 1.00 Pkt 300.000.000
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1 BANTUAN SOSIAL FISCA SEPTIANI Kec. KOTA, Kaliputu 1 Pkt 0

2 BANTUAN KEUANGAN RA HIDAYATUL AULAD DESA PRAMBATAN KIDUL RT. 4 RW. 4 PEMBANGUNAN RUANG GURU Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 0.00 150.000.000

3 PEMBANGUNAN MASJID ALFALAH DK. PLENYIKAN Kec. KOTA, Demaan 1.00 Pkt 25.000.000

4 PEMBANGUNAN MUSHOLA ROUDHOTUL JANNAH SINGOCANDI Kec. KOTA, Singocandi 1.00 Pkt 25.000.000

5 PEMBANGUNAN PONPES AL FADLILLAH SINGOCANDI KOTA KUDUS Kec. KOTA, Singocandi 0.00 Pkt 10.000.000

6 REHAB ATAP DAN PAGAR MI MUHAMMADIYAH JATI KULON Kec. JATI, Jati Kulon 1.00 Pkt 150.000.000

7 REHAB MASJID AL HUDA LORAM KULON Kec. JATI, Loram Kulon 1.00 Pkt 50.000.000

8 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MI MUHAMMADIYAH AL TANBIH Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 Unit 200.000.000

9 REHAB MASJID MUKLISIN JATI KULON Kec. JATI, Jati Kulon 1.00 Pkt 200.000.000

10 REHAB MASJID AL AMIN JATI KULON Kec. JATI, Jati Kulon 1.00 Pkt 100.000.000

11 PENINGKATAN MASJID AT TAQWA DAN TEMPAT PARKIR (HIBAH) Kec. JATI, Jati Kulon 1.00 Pkt 600.000.000

12 PEMBANGUNAN MI NU NURUL HIKMAH TUMPANG KRASAK JATI Kec. JATI, Tumpangkrasak 0.00 Pkt 10.000.000

13 RENOVASI TPQ DARUS SALAM DESA WONOSOCO Kec. UNDAAN, Wonosoco 1.00 Pkt 20.000.000

14 PEMBANGUNAN MADIN DUROTUL MAGHFIROH GLAGAH WARU RT 3/4 KUDUS Kec. UNDAAN, Glagah Waru 0.00 Pkt 10.000.000

15 PEMBANGUNAN GEDUNG VIHARA VAJRA BODHI MANGGALA Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 300.000.000

16 PEMBANGUNAN GEDUNG MUSLIMAT NU ANCAB MEJOBO KUDUS Kec. MEJOBO, Mejobo 0.00 Pkt 100.000.000

17 PEMBANGUNAN VIHARA BUDHASANTI Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 250.000.000

18 PEMBANGUNAN MADIN NAHDHOTUS SYUBBAN ALAMAT DESA TENGGELES RT.2/11 MEJOBO Kec. MEJOBO, Mejobo 0.00 Pkt 10.000.000

19 PEMBANGUNAN MUSHOLLA SD 3 MEJOBO Kec. MEJOBO, Mejobo 0.00 Pkt 40.000.000

20 PEMBANGUNAN MI NU TARBIYATUL AULAD KESAMBI MEJOBO KUDUS Kec. MEJOBO, Mejobo 0.00 Pkt 10.000.000

21 PEMBANGUNAN TPQ NURUS SALAM GOLANTEPUS RT 2/6 MEJOBO Kec. MEJOBO, Golantepus 0.00 Pkt 10.000.000

22 Pembangunan Madin Awwaliyah Ianatut Tholibin Kec. MEJOBO, Tenggeles 1.00 Unit 15.000.000

23 PEMBANGUNAN MADIN AWWALIYAH IANATUT THOLIBIN DESA TENGGELES RT 2/IV MEJOBO Kec. MEJOBO, Tenggeles 0.00 Pkt 5.000.000

24 Pembangunan Madin Nahdhotus Syubban Kec. MEJOBO, Tenggeles 1.00 Unit 10.000.000

25 PEMBANGUNAN TPQ ROUDLOTUL ULUM DESA TANJUNG REJO RT.4/6 JEKULO KUDUS Kec. JEKULO, Tanjungrejo 0.00 Pkt 10.000.000

26 pEMBANGUNAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL Kec. BAE, Ngembalrejo 1.00 Bh 100.000.000

27 PEMBANGUNAN TPQ AL HUDA NGEMBALREJO RT 4/6 JEKULO KUDUS Kec. BAE, Ngembalrejo 0.00 Pkt 10.000.000

28 PEMBANGUNAN MI NU ROUDLATUS SHIBYAN 02 DS. PEGANJARAN BAE KUDUS Kec. BAE, Peganjaran 0.00 Pkt 100.000.000

29 PEMBANGUNAN MTS NU IBTIDAUL FALAH SAMIREJO DAWE KUDUS Kec. DAWE, Samirejo 0.00 Pkt 10.000.000

30 PEMBANGUNAN MASJID ALMUTTAQIN PUYOH DAWE KUDUS Kec. DAWE, Puyoh 0.00 10.000.000

31 PEMBANGUNAN TPQ MIFTAHUL HUDA MENAWAN RT 06/01 DAWE KUDUS Kec. GEBOG, Menawan 0.00 Pkt 10.000.000

32 Hibah kepada MUSHOLLA SABILILLAH Kec. MEJOBO, Kesambi 1 Pkt 50.000.000

33 HIbah YAYASAN ASSALAM AL QUDSY untuk PONDOK PESANTREN ASSALAM Kec. KALIWUNGU, Mijen 1 Pkt 100.000.000

34 HIBAH PERKUMPULAN RAUDLATUL ATHFAL NAHDLATUL ULAMA TERPADU NURUL HUDA untuk RA TERPADU NURUL HUDA Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1 Pkt 100.000.000

35 REHAB RA AL-FALAH Kec. DAWE, Rejosari 1.00 Pkt 20.000.000

36 REHAB MUSHOLLA AT-TAQWA Kec. DAWE, Cendono 1.00 Pkt 15.000.000
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37 REHAB MUSHOLLA DARUL MUTTAQIN Kec. DAWE, Margorejo 1.00 Pkt 15.000.000

38 PEMBANGUNAN MASJID Kec. BAE, Karangbener 1.00 Bh 70.000.000

39 REHAB MUSHOLLA AL-FURQON Kec. JEKULO, Sadang 1.00 Pkt 20.000.000

40 Pembangunan Gedung Muslimat NU Ancab Mejobo Kec. MEJOBO, Mejobo 1.00 Unit 100.000.000

41 PEMBANGUNAN GEDUNG TPQ BAITUSSALAM Kec. MEJOBO, Hadiwarno 1.00 Pkt 50.000.000

42 Pembangunan Mushola sabilillah Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 60.000.000

43 Pembangunan MI NU Tarbiyatul Aulat Kec. MEJOBO, Kesambi 1.00 Unit 10.000.000

44 HIBAH SARPRAS YAYASAN NURUL YASIN MEJOBO UNTUK RA NURUL YASIN MEJOBO Kec. MEJOBO, Kirig 1.00 Pkt 0

45 PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVING MASJID BAITUL HAQ Kec. MEJOBO, Payaman 1.00 Pkt 50.000.000

46 PEMBANGUNAN RKB MADRASAH MATHOLIUL FALAH Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 200.000.000

47 PEMBANGUNAN MUSHOLLA MIFTAHUL ULUM NGEMPLAK Kec. UNDAAN, Ngemplak 1.00 Pkt 5.000.000

48 PEMBANGUNAN MASJID DARURROHMAH GULANG RT 6/4 MEJOBO KUDUS Kec. MEJOBO, Gulang 0.00 Pkt 40.000.000

49 PEMBANGUNAN MUSHOLLA AL IKLAS DESA WATES Kec. UNDAAN, Wates 1.00 Pkt 0

50 PEMBANGUNAN MUSHOLLA GANG 5 NGEMPLAK Kec. UNDAAN, Ngemplak 1.00 Pkt 10.000.000

51 PEMBANGUNAN MASJID DARUL MUTTAQIN DESA KUTUK Kec. UNDAAN, Kutuk 1.00 Pkt 200.000.000

52 HIBAH MTS NU NURUL HUDA KEDUNGDOWO Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 200.000.000

53 RENOVASI TPQ MASLICHAH JATI KULON Kec. JATI, Jati Kulon 1.00 Pkt 100.000.000

54 REHAB RUANG KELAS MI NU MATHOLIUL HUDA Kec. GEBOG, Kedungsari 1.00 Pkt 75.000.000

55 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RTQ NAHDLOTUTH THOLIBIN DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 100.000.000

56 HIBAH MASJID BAITURROHMAH Kec. JEKULO, Honggosoco 1 Pkt 100.000.000

57 HIBAH PADA MASJID BAITURRAHMAN Kec. BAE, Gondangmanis 1 Pkt 100.000.000

58 Hibah Sarpras Perkumpulan TPQ ATTAQY KANDANGMAS Untuk TPQ ATTAQY KANDANGMAS Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 Pkt 300.000.000

59 Hibah Sarpras Perkumpulan PONPES RAUDLATUT THOLIBIN KANDANGMAS Untuk PONPES RAUDLATUT THOLIBIN KANDANGMAS Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 Pkt 250.000.000

60 Hibah sarpras Perkumpulan Madrasah Diniyah Matholiul Falah Untuk MADIN MATHOLIUL FALAH Desa Kandangmas Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 Pkt 400.000.000

61 Hibah rehab ma`had darul falah Jekulo Kec. JEKULO, Jekulo 0.00 0

62 Hibah Sarpras Perkumpulan MTS RAUDLATUT THOLIBIN SIDOMULYO Untuk MTS RAUDLATUT THOLIBIN SIDOMULYO Kec. JEKULO, Sidomulyo 1.00 Pkt 300.000.000

63 Hibah Sarpras Perkumpulan MI NU RAUDLATUT THOLIBIN SIDOMULYO Untuk MI NU RAUDLATUT THOLIBIN SIDOMULYO Kec. JEKULO, Sidomulyo 1.00 Pkt 300.000.000

64 Hibah Sarpras Yayasan Pesanggrahan Keramat DARUL MUQOMAH BULUNG KULON Untuk MADIN DARUL MUQOMAH BULUNG KULON Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1.00 Pkt 400.000.000

65 Hibah Sarpras Yayasan MIFTAHUL HUDA BULUNG KULON Untuk MTS MIFTAHUL HUDA BULUNG KULON Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1.00 Pkt 400.000.000

66 Renovasi lantai/ganti keramik aula TPQ Miftahul Murottilin Papringan Kec. KALIWUNGU, Papringan 0.00 0

67 Gypysum masjid JAMI` Baitul Muslimin Desa Banget RT 03/02 Kec. KALIWUNGU, Banget 0.00 0

68 OPERASIONAL BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kec. KOTA, 29.00 Kgt 233.500.000

69 PEMBINAAN WALUBI SE KABUPATEN KUDUS Kec. , 1.00 Pkt 20.000.000

70 HIBAH PADA MASJID JAMI DARUSSALAM Kec. JATI, Loram Wetan 1 Pkt 100.000.000

71 HIbah kepada PERKUMPULAN MTS NU MATHOLIUL HUDA KUDUS Kec. KALIWUNGU, Bakalan Krapyak 1 Pkt 100.000.000

72 Hibah kepada YAYASAN NURUL HUDA KUDUS untuk MTs. NU NURUL HUDA Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1 Pkt 100.000.000

73 Hibah TPQ DARUL FURQON Kec. JEKULO, Jekulo 1 Pkt 100.000.000

74 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama SYAFI ANDRIANI Kec. JATI, Jati Kulon 1 Pkt 20.000.000

75 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama NANDA DIAH SHOLEKHAT WIBOWO Kec. JEKULO, Terban 1 Pkt 20.000.000
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76 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama TSANIA NOOR MAWARSIH Kec. KOTA, Kaliputu 1 Pkt 20.000.000

77 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama DEBORA AYU ARISTANTIA Kec. JATI, Loram Wetan 1 Pkt 20.000.000

78 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama ULINAIFAHTIN Kec. DAWE, Margorejo 0000.00 20.000.000

79 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama AKABAR ZEIN MUZADI Kec. MEJOBO, Tenggeles 1 Pkt 20.000.000

80 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama AMINATUS SA DIYAH Kec. KALIWUNGU, Prambatan Lor 1 Pkt 20.000.000

81 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama MUHAMMAD AULIA FATAH Kec. GEBOG, Karangmalang 1 Pkt 20.000.000

82 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama ANGGI FADHLIKA HUMMA Kec. BAE, Dersalam 1 Pkt 20.000.000

83 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama NOOR SHOLIHATUL ULA Kec. DAWE, Samirejo 1 Pkt 20.000.000

84 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama RAHMAWATI Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1 Pkt 20.000.000

85 Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi atas nama FRESTI NURUL FAIDAH Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 20.000.000

86 HIBAH SARANA OLAH RAGA PONPES YANBU MENAWAN Kec. GEBOG, Menawan 1.00 0

87 PEMBANGUNAN RKB MTs MANBAUL ULUM DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Gondosari 1.00 Pkt 20.000.000

88 MTs MANBAUL ULUM JL. GEBOG-NALUMSARI NO.42 GONDOSARI KEC. GEBOG Kec. GEBOG, Gondosari 1.00 Pkt 75.000.000

89 REHAB GEDUNG MI MIFTAHUL HUDA DESA KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Karangmalang 1.00 Pkt 20.000.000

90 MI NU MIFTAHUL HUDA 01 KARANGMALANG KEC. GEBOG Kec. GEBOG, Karangmalang 1.00 Pkt 75.000.000

91 PEMBANGUNAN RUANG KELAS MI AL HUDA I DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Padurenan 1.00 Pkt 200.000.000

92 PEMBANGUNAN PONPES AL HIDAYAH DESA GETAS KECAMATAN GEBOGRABI Kec. GEBOG, Getasrabi 1.00 Pkt 200.000.000

93 PEMELIHARARAN MUSHOLA AL HIDAYAH W 2 DS JAPAN DK JAPAN LOR Kec. DAWE, Japan 1.00 7.000.000

94 PEMELIHARAAN MASJID AL-FALAH RT 2 RW 1 DS JAPAN Kec. DAWE, Japan 1.00 10.000.000

95 PEMBANGUNAN DINIYAH ROUDLOTUL TOLIBIN RT. 4 RW .5 DS JAPAN Kec. DAWE, Japan 1.00 15.000.000

96 RENOVASI MUSHOLA DUKUH JETIS KUWUKAN RT 2 RW 1 Kec. DAWE, Kuwukan 1.00 0

97 HIBAH PEMBANGUNAN TPQ NURUL HIKMAH DESA TERNADI Kec. DAWE, Ternadi 1.00 0

98 PONPES TAHFIDZ ROUDHOTUT THOLIBIN DESA LAU RT.05 RW.03 DAWE Kec. DAWE, Lau 1.00 Pkt 100.000.000

99 PEMBANGUNAN MASJID DARUL MUTTAQIN DESA LAU KECAMATAN DAWE Kec. DAWE, Lau 1.00 Pkt 25.000.000

100 MI HIDAYATUL MUSTAQIMIN DESA LAU RT.03 RW.03 DAWE Kec. DAWE, Lau 1.00 Pkt 50.000.000

101 HIBAH RENOVASI TEMPAT WUDHU DAN PAGAR MUSHOLA AL - ISTIQOMAH KRAJAN DESA LAU RT 01 RW 01 Kec. DAWE, Lau 1.00 0

102 HIBAH RENOVASI MASJID NAILUL MUNA ONGOL - ONGOL DESA LAU Kec. DAWE, Lau 1.00 0

103 REHABILITASI TPQ AL FALAH DESA TERGO KECAMATAN DAWE Kec. DAWE, Tergo 1.00 Pkt 20.000.000

104 PEMGUNAN MASJID AL HIDAYAH DESA TERGO RT 03 RW 03 Kec. DAWE, Tergo 1.00 15.000.000

105 REHABILITASI MADIN AL FALAH 1 DESA TERGO KECAMATAN DAWE Kec. DAWE, Tergo 1.00 Pkt 20.000.000

106 PEMBANGUNAN RKB TPQ AL - HIDAYAH Kec. DAWE, Tergo 1.00 Pkt 30.000.000

107 PEMBANGUNAN MASJID ALKAROMAH DESA TERGO RT 02 RW 02 Kec. DAWE, Tergo 1.00 15.000.000

108 PEMBANGUNAN MASJID DARUL FITTHRAH RT 4 RW 2 KANDANGMAS Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 30.000.000

109 MUSHOLLA MATHOLIUL HUDA DESA TERGO RT.02 RW. 03 DAWE Kec. DAWE, Tergo 1.00 Pkt 25.000.000

110 PEMBANGUNAN MADIN AL FALAH 02 , DS TERGO RT 03 RW 01 Kec. DAWE, Tergo 1.00 10.000.000

111 MI NU ALFALAH REJOSARI RT.03 RW.04 DAWE Kec. DAWE, Rejosari 1.00 Pkt 50.000.000

112 MUSHOLLA DARUL MUTTAQIN MARGOREJO GENTUNGAN RT.02 RW.10 DAWE Kec. DAWE, Margorejo 1.00 Pkt 20.000.000

113 PEMELIHARAAN PONPES AL HUDA FATHONIYYAH GRINGGING Kec. DAWE, Samirejo 1.00 10.000.000

114 PEMBANGUNAN PAVINGISASI MASJID MIFTAHUDZAKIRIN DUKUH GRINGGING DESA SAMIREJO Kec. DAWE, Samirejo 1.00 50.000.000
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115 HIBAH MI IBTIDAUL FALAH DESA SAMIREJO Kec. DAWE, Samirejo 1.00 0

116 REHAB MI MUHAMMADIYAH BAE Kec. BAE, Bae 1.00 200.000.000

117 MASJID BAITUSSALAM DK. KRAJAN RT 05 RW 01 BAE Kec. BAE, Bae 1.00 100.000.000

118 REHAB MUSHOLA NURUL IMAM DESA PANJANG Kec. BAE, Panjang 1.00 Pkt 0

119 PEMBANGUNAN EL FATH EL ISLAMI DESA NGEMBAL REJO KECAMATAN BAE Kec. BAE, Ngembalrejo 1.00 Pkt 200.000.000

120 MUSHOLLA BAITUS SALAM DESA TANJUNGREJO RT.03 RW.04 JEKULO Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 30.000.000

121 TPQ/RTQ MIFTAHUL HUDA DESA HONGGOSOCO RT.05 RW.02 JEKULO Kec. JEKULO, Honggosoco 1.00 Pkt 50.000.000

122 REHAB RUANG KELAS MTS HASYIM ASYARI III DESA HONGGOSOCO JEKULO Kec. JEKULO, Honggosoco 1.00 Pkt 80.000.000

123 MUSHOLLA MIFTAKHUL HUDA DESA HONGGOSOCO RT.02 RW. 03 JEKULO Kec. JEKULO, Honggosoco 1.00 Pkt 30.000.000

124 MI MIFTAKHUL ULUM 02 DESA HONGGOSOCO JEKULO Kec. JEKULO, Honggosoco 1.00 Pkt 150.000.000

125 MASJID SABILUL MUTTAQIN DESA HONGGOSOCO RT.04 RW.03 JEKULO Kec. JEKULO, Honggosoco 1.00 Pkt 70.000.000

126 MASJID BAITUR ROHMAN DESA HONGGOSOCO RT. 05 RW. 02 JEKULO Kec. JEKULO, Honggosoco 1.00 Pkt 50.000.000

127 PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHMAN RT 1 RW 4 DESA TERBAN Kec. JEKULO, Terban 1.00 15.000.000

128 MASJID JAMI BAITUL MAQDIS DESA GONDOHARUM RT.02 RW.01 JEKULO Kec. JEKULO, Gondoharum 1.00 Pkt 80.000.000

129 PEMBANGUNAN MUSHOLA MUNAWAROH AL KAROMAH DESA JEPANG Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 50.000.000

130 HIBAH TPQ AL HUDA DESA GONDOHARUM Kec. JEKULO, Gondoharum 1.00 0

131 MASJID JAMI ASSALIKIN UNDAAN KIDUL Kec. UNDAAN, Undaan Kidul 1.00 100.000.000

132 PEMBANGUAN REHAB KELAS PAGAR TPQ MIFTAHUL JANNAH DESA TUMPANGKRASAK RT.01 RW.05 KECAMATAN JATI Kec. JATI, Tumpangkrasak 1.00 Pkt 75.000.000

133 PEMBANGUNAN MASJID JAMI` AT-TAQWA Kec. UNDAAN, Kalirejo 1.00 Pkt 50.000.000

134 PEMBANGUNAN MASJID AT TAQWA KALIREJO Kec. UNDAAN, Kalirejo 1.00 Pkt 50.000.000

135 BANTUAN KEUANGAN PEMBUATAN KANOPI MASJID NURUL MUJAHIDIN AL HUSAINI DESANTUMPANG KRASAK Kec. JATI, Tumpangkrasak 1.00 30.000.000

136 PEMBANGUNAN RKB, TPQ TISARUL MUROTTILIN DESA LORAM KULON KEC. JATI Kec. JATI, Loram Kulon 1.00 Pkt 75.000.000

137 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN HUFFADZ ROUDLOTUL QURAN DESA LORAM KULON Kec. JATI, Loram Kulon 1.00 25.000.000

138 BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBUATAN TRATAK MUSHOLA BAITUR ROHMAN DESA GETAS OEJATEN RT 09 RW 04 Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 25.000.000

139 BANTUAN KEUANGAN PERBAIKAN MUSHOLA DARUL HIKMAH DESA GETAS PEJATEN RW 04 Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 25.000.000

140 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN TK. MUSLIMAT KHOIRIYAYAH DESA GETAS PEJATEN RT 01 RW 02 Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 30.000.000

141 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN RA. BAITUL MUKMININDESA GETAS PEJATEN RT 1 RW 4 Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 30.000.000

142 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN RA NU BAITUL MUKMININ DESA GETAS PEJATEN RT 08 RW 14 Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 50.000.000

143 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUKMININ DESA GETAS PEJATEN Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 50.000.000

144 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU UNTUK MADIN KHOIRIYAYAH DESA GETAS PEJATEN Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 100.000.000

145 BANTUAN KEUANGAN MUSHOLA BAITUL ROHMAN DESA GETAS PEJATEN RT 9 RW 4 Kec. JATI, Getaspejaten 1.00 25.000.000

146 BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG AL-QULAM PONDOK PESANTREN NU DESA TANJUNG KARANG RT 02 RW 02 Kec. JATI, Tanjungkarang 1.00 0

147 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MASJID JAMI BAITURROHIM Kec. JATI, Jetis Kapuan 1.00 Pkt 30.000.000

148 HIBAH RTQ DARUS SALAM DESA MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Mijen 1.00 Pkt 50.000.000

149 MA TAHFIDH TASYWIQU AL FURON DESA GARUNG LOR RT.05 RW. 02 KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Garung Lor 1.00 Pkt 130.000.000

150 REHABILITASI PONPES PUTRA PUTRI MANBAUL QURAN DESA RENDENG KEC. KOTA Kec. KOTA, Rendeng 1.00 Pkt 20.000.000

151 PEMBANGUNAN GEDUNG NUCENTER KUDUS Kec. KOTA, 1.00 Pkt 200.000.000

152 HIBAH SARPRAS PERIBADATAN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN UNTUK PENGURUS TPQ FATHUL ULUM DESA HADIPOLO Kec. JEKULO, Hadipolo 1.00 Pkt 25.000.000

153 PEMBANGUNAN TPQ MASHALUT TA`LIM DESA JEPANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS (PLAFON DAN ATAP GALVALUM Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 100.000.000
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154 PEMBANGUNAN MUSHOLLA MUNAWAR ALKAROMAH Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 50.000.000

155 HIBAH SARPRAS YAYASAN PONDOK PESANTREN ROHMATUL UMMAH JL. PANDEAN JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 0

156 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MI MASLAKUL HUDA UNTUK MI MASLAKUL HUDA JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 0

157 HIBAH SARPRAS MI MASLAKUL HUDA UNTUK MI MASLAKUL HUDA JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 0

158 REHAB MASJID BAETUL MAKMUR DESA TEMULUS RT. 05 RW. 06 Kec. MEJOBO, Temulus 1.00 0

159 HIBAH SARPRAS YAYASAN NURUL FURQON UNTUK TPQ NURUL FURQON DESA TEMULUS Kec. MEJOBO, Temulus 1.00 Pkt 0

160 BANTUAN MASJID NURUL MUJAHIDIN TUMPANGKRASAK Kec. JATI, Tumpangkrasak 1.00 0

161 BANTUAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN AL KHAFID QUR`AN NUN QUR`AN Kec. JATI, Tanjungkarang 1.00 Pkt 0

162 BANTUAN KEUANGAN GEREJA GKMI DESA TANJUNGKARANG Kec. JATI, Tanjungkarang 1.00 0

163 PEMBANGUNAN GEDUNG TPQ NAHDLOTUL ATFAL Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 0.00 Pkt 0

164 PEMBANGUNAN GEDUNG BARU TPQ NU NA DESA BLIMBING KIDUL Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 0.00 Pkt 0

165 HIBAH SARPRAS PENGURUS MI NU MAFATIHUL ULUM CEGLIK JAPAN DAWE Kec. DAWE, Japan 1.00 Pkt 0

166 HIBAH SARPRAS PENGURUS TPQ NURUL ULUM DESA PIJI DAWE Kec. DAWE, Piji 1.00 Pkt 0

167 HIBAH SARPRAS YAYASAN MATHOLIUL FALAH KUDUS UNTUK MI MATHOLIUL FALAH DESA KANDANGMAS Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 Pkt 0

168 HIBAH SARPRAS PENGURUS PONPES ROUDLOTUT THOLIBIN RT 03 / RW 09 KANDANGMAS Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 Pkt 0

169 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN RA NU MAFATIHUL ULUM UNTUK RA NU MAFATIUL ULUM TANJUNGREJO JEKULO Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 0

170 HIBAH SARPRAS PENGURUS MUSHOLA QURRTUL AIN DK. BEJI DESA TANJUNGREJO RT. 2 RW. 4 Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 0

171 PEMBANGUNAN RUANG KELASA BARU (RKB) MTS TSAMROTUL WATHON GONDOSARI JL. PR SUKUN / JL. RAHTAWU RAYA GONDOSARI RT.01 RW. 02 KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Gondosari 1.00 Pkt 200.000.000

172 PEMBANGUNAN MASJID BESAR DARUSSALAM Kec. GEBOG, Gondosari 1.00 Pkt 150.000.000

173 PEMBANGUNAN KANTOR RUANG MADIN DARUL MUKMININ Kec. GEBOG, Gondosari 1.00 Pkt 100.000.000

174 PEMBANGUNAN/RENOVASI MUSHOLLA NURUL HUDA DESA JURANG RT.03 RW.05 KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Jurang 1.00 Pkt 50.000.000

175 BANTUAN RENOVASI GEDUNG KELAS DAN MCK MI NU HIDAYATUL ATHFAL DESA JURANG RT. 06 RW. 05 KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Jurang 1.00 Pkt 50.000.000

176 PEMBANGUNAN MASJID AL FALAH DESA BESITO KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Besito 1.00 Pkt 50.000.000

177 PEMBANGUNAN PONPES MADRASAH HASYIM ASY`ARI 2 Kec. GEBOG, Karangmalang 1.00 Pkt 100.000.000

178 PEMBANGUNAN MASJID JAMI BAITUR ROHMAN DK. KENDENG DESA GETASRABI KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Getasrabi 1.00 Pkt 25.000.000

179 BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID NURUL MUTTAQIN Kec. GEBOG, Getasrabi 1.00 Pkt 75.000.000

180 PEMBANGUNAN DAN RENOVASI MUSHOLLA AL MUBAROK DUKUH SINGOLELO DESA GRIBIG RT.02 RW.03 KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Gribig 1.00 Pkt 20.000.000

181 PERMOHONAN BANTUAN RENOVASI RUANG KELAS MI NU KHIYARUL UMMAH JL. MASJID NGARINGAN RT.07 RW.03 DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG Kec. GEBOG, Klumpit 1.00 Pkt 50.000.000

182 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RTQ NAHDLOTUTH THOLIBIN DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 100.000.000

183 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RTQ NAHDLOTUTH THOLIBIN DESA GRIBIG Kec. GEBOG, Gribig 0.00 Pkt 100.000.000

184 REHAB RA ROUDLOTUT THOLIBIN Kec. DAWE, Japan 1.00 Pkt 10.000.000

185 HIBAH SARPRAS PENGURUS TPQ MAMBAUL HUDA CEGLIK JAPAN Kec. DAWE, Japan 1.00 Pkt 600.000.000

186 HIBAH SARPRAS PENGURUS MI NU ROUDHOTUT TOLIBIN DESA JAPAN DAWE Kec. DAWE, Japan 1.00 Pkt 300.000.000

187 REHAB RA TARBIYATUL FALAH Kec. DAWE, Colo 1.00 Pkt 10.000.000

188 PEMBANGUNAN MASJID JAMI` MIFTAHUL FALAH Kec. DAWE, Ternadi 1.00 Pkt 15.000.000

189 REHAB RA NAHDLOTUL ATHFAL Kec. DAWE, Puyoh 1.00 Pkt 10.000.000

190 REHAB RA NURUL ULUM Kec. DAWE, Piji 1.00 Pkt 10.000.000

191 REHAB MUSHOLLA MANBAUL HUDA Kec. DAWE, Piji 1.00 Pkt 15.000.000

192 REHAB TPQ NURUL BURHAN Kec. DAWE, Lau 1.00 Pkt 20.000.000
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193 REHAB RA MIFTAHUL HUDA 1 Kec. DAWE, Lau 1.00 Pkt 20.000.000

194 REHAB RA HIDAYATUL MUSTAFIDIN Kec. DAWE, Lau 1.00 Pkt 15.000.000

195 REHAB MUSHOLLA ROUDLOTUS SHOLIHIN Kec. DAWE, Lau 1.00 Pkt 15.000.000

196 PEMBANGUNAN MASJID DARUL MUTTAQIN DESA LAU KECAMATAN DAWE Kec. DAWE, Lau 1.00 Pkt 25.000.000

197 REHAB RA DARUL ANWAR Kec. DAWE, Cranggang 1.00 Pkt 10.000.000

198 REHAB MASJID SABILUL FALAH Kec. DAWE, Tergo 1.00 Pkt 20.000.000

199 REHAB RA MIFTAHUL HUDA Kec. DAWE, Glagah Kulon 1.00 Pkt 10.000.000

200 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MTS NU MIFTAHUL HUDA UNTUK MTS NU MIFTAUL HUDA GLAGAH KULON Kec. DAWE, Glagah Kulon 1.00 Pkt 400.000.000

201 REHAB RA MATHOLIUL FALAH Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 Pkt 10.000.000

202 PEMBANGUNAN MUSHOLLA NURUS SA`ADAH Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 Pkt 15.000.000

203 PEMBANGUNAN MUSHOLA AL ICHLAS DESA KANDANGMAS KEC. DAWE KAB. KUDUS Kec. DAWE, Kandangmas 1.00 50.000.000

204 REHAB TPQ NURUL ANWAL Kec. DAWE, Cendono 1.00 Pkt 15.000.000

205 REHAB RA MIFTAHUL FALAH Kec. DAWE, Cendono 1.00 Pkt 40.000.000

206 PEMBANGUNAN MASJID JAMI` ROUDHOTUL SOLICHIN Kec. DAWE, Cendono 1.00 Pkt 50.000.000

207 REHAB RA IBTIDAUL FALAH Kec. DAWE, Samirejo 1.00 Pkt 10.000.000

208 MADRASAH DINIYAH AL - QURANIYAH Kec. BAE, Peganjaran 1.00 180.000.000

209 PEMBANGUNAN MASJID BAITUL RAHMAN Kec. BAE, Gondangmanis 1.00 Pkt 100.000.000

210 HIBAH SARPRAS PENGURUS PONDOK PESANTREN DARUL HASANAH 29 NGEMBALREJO BAE KUDUS Kec. BAE, Ngembalrejo 1.00 Pkt 200.000.000

211 REHAB MUSHOLLA AL-IKLAS Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 20.000.000

212 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MTS NU AL FALAH UNTUK MTS NU AL FALAH TANJUNG REJO Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 600.000.000

213 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MI NU MAFATIHUL ULUM UNTUK MI NU MAFATIHUL ULUM TANJUNGREJO JEKULO Kec. JEKULO, Tanjungrejo 1.00 Pkt 450.000.000

214 PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN Kec. JEKULO, Honggosoco 1.00 Pkt 50.000.000

215 PEMBANGUNAN MUSHOLA NASRUL UMMAH RT 7/3 DESA HADIPOLO Kec. JEKULO, Hadipolo 1.00 50.000.000

216 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MI NU MATHOLIUL HUDA UNTUK MI NU MATHOLIUL HUDA HADIPOLO Kec. JEKULO, Hadipolo 1.00 Pkt 600.000.000

217 PEMBANGUNAN TPQ AL-HUDA GONDOHARUM RT 02/05 JEKULO KUDUS Kec. JEKULO, Jekulo 0.00 Pkt 300.000.000

218 HIBAH SARPRAS YAYASAN PONDOK PESANTREN ROHMATUL UMMAH JL. PANDEAN JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 600.000.000

219 HIBAH SARPRAS YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH JEKULO Kec. JEKULO, Jekulo 1.00 Pkt 200.000.000

220 REHAB RUANG KELAS MADRASAH TARBIYATUL AULAD DESA PLADEN RT.02 RW.04 KECAMATAN JEKULO Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 200.000.000

221 HIBAH SARPRAS PERKUMPULAN MI NU TAMRINUSH SHIBYAN UNTUK MI NU TAMRINUSH SHIBYAN PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 450.000.000

222 HIBAH SARPRAS PENGURUS TPQ TARBIYATUL AULAD PLADEN Kec. JEKULO, Pladen 1.00 Pkt 400.000.000

223 REHAB MUSHOLLA ITTIHODUL UMMAH Kec. JEKULO, Klaling 1.00 Pkt 20.000.000

224 RENOVASI MASJID JAMI DARUSSALAM, DESA KLALING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS Kec. JEKULO, Klaling 1.00 100.000.000

225 HIBAH SARPRAS YAYASAN MASLAKU FALAH KLALING UNTUK MI MASLAKUL FALAH KLALING Kec. JEKULO, Klaling 1.00 Pkt 600.000.000

226 REHAB MUSHOLLA AR-ROHIM Kec. JEKULO, Gondoharum 1.00 Pkt 20.000.000

227 HIBAH SARPRAS PENGURUS MUSHOLA NURUL HUDA DUKUH TOMPE DESA GONDOHARUM RT. 1 RW. 1 Kec. JEKULO, Gondoharum 1.00 Pkt 100.000.000

228 REHAB MUSHOLLA DARUS SALAM Kec. JEKULO, Sidomulyo 1.00 Pkt 20.000.000

229 HIBAH RA NU NURUL HUDA KEDUNGDOWO Kec. KALIWUNGU, Kedungdowo 1.00 200.000.000

230 PEMBANGUNAN GEDUNG BARU TPQ NU NAHDLATUL ATHFAL DESA BLIMBING KIDUL Kec. KALIWUNGU, Blimbing Kidul 1.00 Pkt 200.000.000

231 PEMBANGUNAN MUSHOLLA BARU KRAMAT PRAMBATAN LOR RT.02 RW.01 KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Prambatan Lor 1.00 Pkt 50.000.000
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232 PIMPINAN CABANG AISYIYAH KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Prambatan Kidul 1.00 Pkt 50.000.000

233 PEMBANGUNAN MUSHOLA DARUL HIJRO Kec. KOTA, Kel. Purwosari 1.00 Pkt 10.000.000

234 HIBAH SARANA PRASARANA MASJID Kec. KOTA, Kel. Panjunan 0.00 Pkt 50.000.000

235 PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MAQDIS DESA SINGOCANDI DUKUH SINGOPADON DESA SINGOCANDI Kec. KOTA, Singocandi 1.00 Pkt 25.000.000

236 HIBAH SARPRAS YAYASAN AL MATURIDY YAMA UNTUK MTS RAUDLATUT THOLIBIN SIDOMULYO JEKULO Kec. JEKULO, Sidomulyo 1.00 Pkt 200.000.000

237 PEMBANGUNAN GEDUNG PONDOK PESANTREN TAHFIDZ PUTRA PUTRI WAFIYYUL QURAN DESA DAMARAN KECAMATAN KOTA Kec. KOTA, Damaran 1.00 Pkt 50.000.000

238 HIBAH SARPRAS YAYASAN AL MATURIDY YAMA UNTUK MI RAUDLATUT THOLIBIN SIDOMULYO JEKULO Kec. JEKULO, Sidomulyo 1.00 Pkt 200.000.000

239 PEMBANGUNAN TEMPAT WUDHU MASJID BAITUL MU`MININ Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1.00 Pkt 100.000.000

240 HIBAH SARPRAS PENGURUS MASJID ROUDLATUL JANNAH BULUNG CANGKRING Kec. JEKULO, Bulung Cangkring 1.00 Pkt 0

241 PEMBANGUNAN MUSHOLA AL HIDAYAH DUKUH TAJUG DESA SADANG RT. 07 RW. 2 KECAMATAN JEKULO Kec. JEKULO, Sadang 1.00 50.000.000

242 PEMBANGUNAN MI HADAYATUSSIBYAN DESA TEMULUS Kec. MEJOBO, Temulus 1.00 300.000.000

243 PEMBANGUNAN MASJID WALI AL MAKMUR Kec. MEJOBO, Jepang 1.00 Pkt 100.000.000

244 HIBAH SARPRAS YAYASAN HIDAYATUT THULLAB UNTUK TPQ HIDAYATU THULLAB DESA GULANG Kec. MEJOBO, Gulang 1.00 Pkt 0

245 REHAB MI MUHAMMADIYAH UNDAAN Kec. UNDAAN, Wates 1.00 200.000.000

246 MASJID BAITUL MUKMININ UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 100.000.000

247 MASJID AL - AZHAR UNDAAN LOR Kec. UNDAAN, Undaan Lor 1.00 100.000.000

248 PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR MUSHOLA AL HIKMAH RT.04 RW.03 DESA JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jepang Pakis 1.00 Pkt 50.000.000

249 HIBAH MTS NU MIFTAHUL MAARIF KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu 1.00 200.000.000

250 MASJID BAITUR ROKHIM DESA PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Papringan 1.00 Pkt 100.000.000

251 PEMASANGAN KERAMIK DAN PENGECATAN KAMAR MANDI MUSHOLLA AT-TAQWA DESA PAPRINGAN RT.03 RW.01 KALIWUNGU KUDUS Kec. KALIWUNGU, Papringan 120.00 M 25.000.000

252 MUSHOLLA ASSAJIDIN DESA JEPANGPAKIS RT.05 RW.03 KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jepang Pakis 1.00 Pkt 100.000.000

253 MASJID BAITUR ROKHIM DESA JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jepang Pakis 1.00 Pkt 100.000.000

254 RENOVASI MASJID DARUSSALAM JATI KULON Kec. JATI, Jati Kulon 1.00 Pkt 50.000.000

255 PEMBANGUNAN MASJID JAMI BAITURRAHMAN DUKUH KRAJAN RT.02 RW.02 DESA PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU Kec. KALIWUNGU, Papringan 1.00 Pkt 50.000.000

256 PEMBANGUNAN TPQ HIDAYATUL ATHFAL DESA JATI WETAN RW.02 KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jati Wetan 1.00 Pkt 150.000.000

257 MADIN DARUSSALAM RW 1 DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI Kec. JATI, Jati Wetan 1.00 Pkt 100.000.000

258 PEMBANGUNAN PONPES MANBAUL ULUM KAJEKSAN DK. KELURAHAN NO.22 RT 1/ 3 KOTA KUDUS Kec. KOTA, Kel. Kajeksan 0.00 Pkt 0

259 PEMBANGUNAN MUSHOLLA SABILAH KESAMBI RT 2/11 MEJOBO Kec. KOTA, Kel. Kajeksan 0.00 Pkt 100.000.000

260 Pembinaan dan operasional walubi Kec. , 0.00 20.000.000

261 KEGIATAN DHARMA SANTI WAISAK UMAT BUDHA SE KABUPATEN KUDUS Kec. , 1.00 Pkt 60.000.000

262 Kegiatan bersama dharma santi waisak tingkat kabupaten Kec. , 0.00 100.000.000

263 BINTEK ROHANIWAN BUDHA SE KABUPATEN KUDUS Kec. , 2.00 Kali/th 30.000.000

264 Hibah pembangunan gedung Ma`had Aly TBS Kudus Pladen Kec. , 0.00 1.000.000.000

265 Bintek Rohaniawan, Pemuka Agama Budha dan Ketua Vihara/ klenteg 12 tempat ibadah Kec. , 2.00 Kgt 60.000.000

266 Bintek perkumpulan pemuda dan pemudi, perkumpulan wanita buddhis, perkumpulan anjangsana bapak-bapak Kec. , 0.00 60.000.000

267 BINTEK PEMUDA-PEMUDI UMAT BUDHA SE KABUPATEN KUDUS Kec. , 1.00 Pkt 60.000.000

268 Bintek guru-guru sekolah minggu Budha Kec. , 0.00 60.000.000

269 BANTUAN KEGIATAN B INTEK GURU SEKOLAH MINGGU BUDDHIS (SMB) SE KABUPATEN KUDUS Kec. , 1.00 Pkt 60.000.000

270 Hibah MUSHOLLA AT TAQWA Kec. KALIWUNGU, Papringan 1 Pkt 25.280.000
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271 Bantuan Keuangan Untuk Masjid Jami At Taqwa Kec. UNDAAN, Ngemplak 750.00 M2 100.000.000

272 BANTUAN KEUANGAN UNTUK MASJID JAMI AT TAQWA Kec. UNDAAN, Ngemplak 750.00 M2 100.000.000

273 HIBAH VIHARA BUDHA SANTI UNTUK PEMBANGUNAN KUTI, KANOPI DAN PAGAR VIHARA Kec. , 1 Pkt 189.145.231

274 HIBAH TPQ MANBAUL HUDA UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG Kec. , 1 Pkt 629.847.000

275 HIBAH MUSHOLLA BAITURRAHIM UNTUK REHAB MUSHOLLA Kec. , 1 Pkt 399.502.749

276 HIBAH MASJID JAMI BAITURRAHMAN Kec. , 1 Pkt 0

277 HIBAH MUSHOLLA AL MANSHUR Kec. , 1 Pkt 0

278 HIBAH MUSHOLA AL KHOIROT Kec. , 1 Pkt 0

279 HIBAH MASJID AL HIDAYATUL MUBAROKAH UNTUK INFRASTUKUTUR MASJID Kec. , 1 Pkt 665.145.000

280 HIBAH TPQ ASSALAM UNTUK RUANG KELAS BARU Kec. , 1 Pkt 216.631.250

281 HIBAH MADIN HIDAYATUL MUBTADIIN UNTUK RUANG KELAS BARU Kec. , 1 Pkt 149.534.250

282 HIBAH MASJID ROUDLOTUL JANNAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID Kec. , 1 Pkt 906.000.000

283 HIBAH MASJID JAMI BAITURROHIM Kec. , 1 Pkt 400.000.000

284 HIBAH MASJID BAITURROHIM UNTUK PEMBANGUNAN MASJID Kec. , 1 Pkt 1.699.639.000

285 HIBAH PONDOK PESANTREN DARUL BAROKHAH AL QUDS UNTUK PEMBANGUNAN PONPES Kec. , 1 Pkt 1.834.939.000

286 HIBAH MADIN DARUL ULUM UNTUK PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU Kec. , 1 Pkt 815.288.000

287 HIBAH PONDOK PESANTREN DARUL FALAH UNTUK PEMBANGUNAN ASRAMA Kec. , 1 Pkt 250.000.000

288 HIBAH MUSHOLLA AL MUBAROK UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLLA Kec. , 1 Pkt 74.400.000

289 HIBAH MUSHOLLA MIFTAKHUL HUDA UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLLA Kec. , 1 Pkt 38.125.000

290 HIBAH MASJID SABILUL MUTTAQIN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID Kec. , 1 Pkt 273.108.786

291 HIBAH MUSHOLLA DARUL MUTTAQIN UNTUK REHABILITASI PAGAR TERALIS DAN KANOPI Kec. , 1 Pkt 62.450.000

292 HIBAH MADIN JAMIATUTH THOLABIYAH UNTUK RUANG KELAS BARU Kec. , 1 Pkt 235.000.000

293 HIBAH TPQ AL FURQON UNTUK RENOVASI GEDUNG Kec. , 1 Pkt 83.045.000

294 HIBAH MADIN AL ISHLAH UNTUK RENOVASI RUANG KELAS DAN PENGADAAN SARPRAS Kec. , 1 Pkt 211.920.000

295 HIBAH TPQ HIDAYATUL ATHFAL UNTUK PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR Kec. , 1 Pkt 83.045.000

296 HIBAH MUSHOLLA AL IKHLASH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT WUDU Kec. , 1 Pkt 167.750.000

297 HIBAH TPQ AL MUYASSAR 2 UNTUK PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU Kec. , 1 Pkt 539.223.000

298 HIBAH PONDOK PESANTREN WAFIYYUL QURAN UNTUK PEMBANGUNAN ASRAMA Kec. , 1 Pkt 457.895.000

299 HIBAH TPQ MIFTAHUL HUDA UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG Kec. , 1 Pkt 683.497.548

300 HIBAH MASJID DARUL MUTTAQIN UNTUK REHAB TOTAL MASJID Kec. , 1 Pkt 1.895.790.000

301 HIBAH MUSHOLLA IDANNIYAH UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLLA Kec. , 1 Pkt 98.450.000

302 HIBAH JEMAAT KRISTEN INDONESIA PEDULI KASIH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG SEKOLAH MINGGU Kec. , 1 Pkt 357.710.500

303 HIBAH MUSHOLLA BAITUS SHOLIHIN UNTUK REHAB MUSHOLLA Kec. , 1 Pkt 31.081.000

304 HIBAH MASJID JAMI AL ANWAR UNTUK RENOVASI MASJID Kec. , 1 Pkt 279.112.500

305 HIBAH MUSHOLLA AT TAQWA UNTUK REHAB MUSHOLLA Kec. , 1 Pkt 100.000.000

306 HIBAH MASJID FALAKHUL MU``TAKIFIN UNTUK PEMBANGUNANA DAN PENGEMBANGAN MASJID Kec. , 1 Pkt 107.600.000

307 HIBAH MASJID AL BADROWI UNTUK RENOVASI MASJID Kec. , 1 Pkt 111.948.000

308 HIBAH MASJID AL MU"AMMAR UNTUK REHAB TOTAL MASJID Kec. , 1 Pkt 1.454.227.000

309 HIBAH MASJID AL MA``RUF UNTUK RENOVASI PEMBANGUNAN MASJID Kec. , 1 Pkt 2.000.000.000
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310 HIBAH MASJID AL ISHLAH UNTUK RENOVASI MEMPERBESAR MASJID Kec. , 1 Pkt 95.936.000

311 HIBAH MASJID BAITUR ROHIM UNTUK RENOVASI MASJID Kec. , 1 Pkt 2.207.050.000

312 HIBAH MASJID BAITUL IZZA UNTUK MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MASJID Kec. , 1 Pkt 2.154.859.300

313 HIBAH MASJID BAITUL MUTTAQIN UNTUK RENOVASI ATAP MASJID Kec. , 1 Pkt 342.966.511

314 HIBAH MUSHOLLA BAITUL MUTTAQIN UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLLA Kec. , 1 Pkt 292.037.000

315 HIBAH MADIN AL QURÁNIYAH UNTUK PEMBUATAN RUANG KELAS BARU Kec. , 1 Pkt 180.400.000

316 HIBAH PONPES EL FATH EL ISLAMI UNTUK PEMBANGUNAN PONPES Kec. , 1 Pkt 254.407.755

317 HIBAH TPQ NURUL IMAN UNTUK PEMBANGUNAN TPQ NURUL IMAN Kec. , 1 Pkt 243.650.000

318 HIBAH YAYASAN SANTI MANGGALA untuk VIHARA VAJRA BODHI MANGGALA Kec. , 1 Pkt 6.565.600.000

319 HIBAH PERKUMPULAN TPQ TASHILUL MUROTTILIN Kec. , 1 Pkt 770.000.000

320 HIBAH PERKUMPULAN MI NU MATHOLIUL HUDA HADIPOLO Kec. , 1 Pkt 850.000.000

321 HIBAH PERKUMPULAN MADRASAH TSANAWIYAH NU MATHOLIUL HUDA Kec. , 1 Pkt 0

322 HIBAH PERKUMPULAN RAUDHATUL ATHFAL MAFATIHUL ULUM Kec. , 1 Pkt 490.000.000

323 HIBAH PERKUMPULAN ROUDLOTUL ATHFAL NU DARUL ANWAR Kec. , 1 Pkt 10.000.000

324 HIBAH YAYASAN PONDOK MODERN HARUN ARROSYID untuk PONDOK MODERN HARUN ARROSYID Kec. , 1 Pkt 99.521.375

325 HIBAH PERKUMPULAN MADRASAH IBTIDAIYAH NU MIFTAHUL HUDA 01 Kec. , 1 Pkt 265.100.000

326 HIBAH YAYASAN MANBA`UL ULUM KUDUS untuk Mts MANBA`UL ULUM Kec. , 1 Pkt 381.657.000

327 HIBAH YAYASAN KHOIRIYYAH GETASPEJATEN untuk MI NU KHOIRIYYAH Kec. , 1 Pkt 403.925.000

328 HIBAH PERKUMPULAN BADAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAARIF NU MI NU ITTIHADUL FALAH Kec. , 1 Pkt 348.946.008

329 HIBAH PERKUMPULAN BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN NU RA ITTIHADUL FALAH Kec. , 1 Pkt 320.000.000

330 HIBAH MUSLIMAT NU KAB KUDUS untuk MUSLIMAT NU ANCAB MEJOBO Kec. , 1 Pkt 300.000.000

331 HIBAH YAYASAN NURUL YASIN MEJOBO untuk RA NURUL YASIN Kec. , 1 Pkt 550.000.000

332 HIBAH PERKUMPULAN MI NU AL-AZHARIYYAH Kec. , 1 Pkt 78.000.000

333 HIBAH PERKUMPULAN MI NU MAFATIHUL ULUM TANJUNGREJO Kec. , 1 Pkt 872.926.000

334 HIBAH PERKUMPULAN BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA`ARIF NU MIFTAHUL KHOIRIYAH untuk RA MIFTAHUL KHOIRIYAH Kec. , 1 Pkt 97.230.000

335 HIBAH PERKUMPULAN MI NU TSAMROTUL WATHON Kec. , 1 Pkt 897.206.000

336 HIBAH PERKUMPULAN MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA MIFTAHUL HUDA 02 Kec. , 1 Pkt 2.822.605.000

337 HIBAH PERKUMPULAN MADRASAH ALIYAH IBTIDAUL FALAH SAMIREJO Kec. , 1 Pkt 515.000.000

338 HIBAH PERKUMPULAN MTS NU IBTIDAUL FALAH Kec. , 1 Pkt 2.024.215.000

339 HIBAH PERKUMPULAN MI MATHOLIUL HUDA Kec. , 1 Pkt 176.104.824

340 HIBAH YAYASAN MASLAKUL FALAH KLALING untuk MI NU MASLAKUL FALAH Kec. , 1 Pkt 870.000.000

341 HIBAH YAYASAN ISLAMIYAH GOLANTEPUS untuk RA ISLAMIYAH GOLANTEPUS Kec. , 1 Pkt 153.000.000

342 HIBAH PERKUMPULAMN MADRASAH TSANAWIYAH NADLATUL ULAMA RADEN UMAR SAID Kec. , 1 Pkt 431.112.000

343 HIBAH PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA`ARIF NU HIDAYATUL MUBTADIIN untuk MI NU HIDAYATUL MUBTADIIN Kec. , 1 Pkt 597.390.000

344 HIBAH PERKUMPULAN MADRASAH IBTIDAIAH HIDAYATUL MUSTAFIDIN / MI HIDAYATUL MUSTAFIDIN Kec. , 1 Pkt 668.390.000

345 HIBAH PERKUMPULAN RAUDLATUL ATFAL MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA TARBIYATUL WILDAN Kec. , 1 Pkt 15.000.000

346 HIBAH PERKUMPULAN BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA`ARIF NU MIFTAHUL KHOIRIYAH / MI NU MIFTAHUL KHOIRIYAH Kec. , 1 Pkt 130.832.000

347 HIBAH PCNU untuk MTS HASYIM AS`ARI 03 KUDUS Kec. , 1 Pkt 80.500.000

348 HIBAH YAYASAN AL FALAH REJOSARI untuk MI NU Al FALAH Kec. , 1 Pkt 659.242.000
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349 HIBAH PD MUHAMMADIYAH untuk MI MUHAMMADYAH 1 KUDUS Kec. , 1 Pkt 1.290.550.000

350 HIBAH PERKUMPULAN MI NU RAUDLATUS SHIBYAN 02 Kec. , 1 Pkt 329.922.000

351 HIBAH PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN RA MUSLIMAT NU MASYITHOH Kec. , 1 Pkt 46.345.000

352 HIBAH YAYASAN MIFTAHUL MA`ARIF KALIWUNGU KUDUS untuk MI MIFTAHUL MA`ARIF Kec. , 1 Pkt 252.778.000

353 HIBAH YAYASAN TSAMROTUL HUDA untuk Mts TSAMROTUL HUDA Kec. , 1 Pkt 188.875.000

354 HIBAH PD MUHAMMADIYAH untuk MI MUHAMMADYAH UNDAAN Kec. , 1 Pkt 212.000.000

355 HIBAH PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN BADAN PELAKSANAN PENDIDIKAN MA`ARIF NU TARBIYATUL ATHFAL untuk MI NU TARBIYATUL ATHFAL KAJAR. Kec. , 1 Pkt 1.280.135.000

356 HIBAH YAYASAN AL FURQON KUDUS untuk MTS AL FURQON. Kec. , 1 Pkt 15.000.000

357 HIBAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MA`AHID untuk MA MA`AHID Kec. , 1 Pkt 2.902.493.000

358 HIBAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYUDIYYAH untuk MA NU ROUDHOTUTH THOLIBIN Kec. , 1 Pkt 182.500.000

359 HIBAH YAYASAN BAITUL MUKMININ untuk MTS.NU BAITUL MUKMININ. Kec. , 1 Pkt 520.000.000

360 HIBAH PERKUMPULAN MADIN TARBIYATUL ULA untuk MADIN AWWALIYAH TARBIYATUL ULA Kec. , 1 Pkt 140.850.000

361 HIBAH PCNU untuk TPQ NU NAHDLATUL ATHFAL Kec. , 1 Pkt 684.890.000

362 HIBAH YAYASAN QOLBUN SALIM AL-BARK untuk PONPES AL MUAYYAD AL MALIKY Kec. , 1 Pkt 361.760.000

363 HIBAH YAYASAN AL FALAH 01 untuk MADIN AL-FALAH 1 Kec. , 1 Pkt 99.900.000.000

364 HIBAH YAYASAN AL FALAH 01 untuk TPQ AL-FALAH 1 Kec. , 1 Pkt 34.100.000

365 HIBAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYUDIYYAH untuk MA NU ROUDHOTUTH THOLIBIN Kec. , 1 Pkt 182.500.000

366 HIBAH YAYASAN BAITUL MUKMININ untuk MTS.NU BAITUL MUKMININ. Kec. , 1 Pkt 520.000.000

367 HIBAH PERKUMPULAN MADIN TARBIYATUL ULA untuk MADIN AWWALIYAH TARBIYATUL ULA Kec. , 1 Pkt 140.850.000

368 HIBAH PCNU untuk TPQ NU NAHDLATUL ATHFAL Kec. , 1 Pkt 684.890.000

369 HIBAH YAYASAN QOLBUN SALIM AL-BARK untuk PONPES AL MUAYYAD AL MALIKY Kec. , 1 Pkt 361.760.000

370 HIBAH YAYASAN AL FALAH 01 untuk MADIN AL-FALAH 1 Kec. , 1 Pkt 99.900.000.000

371 HIBAH YAYASAN AL FALAH 01 untuk TPQ AL-FALAH 1 Kec. , 1 Pkt 34.100.000

372 HIBAH KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI SYUKUR Kec. , 1 Pkt 0

373 HIBAH FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH Kec. , 1 Pkt 2.014.273.750

374 HIBAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN KUDUS Kec. , 1 Pkt 500.000.000

375 HIBAH BADAN WAKAF INDONESIA Kec. , 1 Pkt 450.000.000

376 HIBAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS Kec. , 1 Pkt 11.300.000.000

377 HIBAH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUDUS Kec. , 1 Pkt 997.600.000

378 HIBAH DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN KUDUS Kec. , 1 Pkt 515.000.000

379 HIBAH PADA RTQ MIFTAHUL HUDA Kec. JEKULO, Honggosoco 1 Pkt 50.000.000

380 Perkumpulan RA Islahiyatul Muna untuk RA Islahiyatul Muna Kec. JEKULO, Bulung Kulon 1 Pkt 160.000.000

381 YAYASAN AL-MUNAWWARAH KUDUS untuk MI NU AL MUNAWAROH Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 100.000.000

382 YAYASAN AL-MUNAWWARAH KUDUS untuk MTs NU AL MUNAWAROH Kec. DAWE, Lau 1 Pkt 100.000.000

383 Yayasan Islamic Centre untuk MTS Islamic Centre Kec. BAE, Ngembalrejo 1 Pkt 170.000.000

384 HIBAH MADIN MIFTAHUL HUDA Kec. JEKULO, Sadang 1 Pkt 50.000.000

385 Pondok Pesantren Roudlotuttholibin Kec. DAWE, Piji 1 Pkt 100.000.000

386 Pondok Pesantren Roudlotuttholibin Kec. DAWE, Piji 1 Pkt 100.000.000

387 MUI Kabupaten Kudus Kec. KOTA, Demaan 1 Pkt 100.000.000



No Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting Ket.
Lokasi

Target
Capaian

Kerja

Pagu
Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

388 MASJID "BAITUL HAQ' Kec. MEJOBO, Payaman 1 Pkt 104.380.000

389 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MAAHID untuk MTs MAAHID Kec. KALIWUNGU, Bakalan Krapyak 1 Pkt 218.122.000

390 MASJID JAMI BAITUL MUMIN Kec. JEKULO, Terban 1 Pkt 100.000.000

391 MASJID SABILUL MUTTAQIN Kec. MEJOBO, Tenggeles 1 Pkt 100.000.000

392 PONPES DARUL FALAH Kec. JEKULO, Jekulo 1 Pkt 200.000.000

393 PONPES RAUDLATUL THOLIBIN Kec. KOTA, Kel. Kerjasan 1 Pkt 200.000.000

394 PONPES ANFAUL ULUM Kec. , 1 Pkt 100.000.000

395 YAYASAN ANFAUL ULUM untuk PONDOK PESANTREN ANFAUL ULUM Kec. DAWE, Samirejo 1 Pkt 100.000.000

396 YAYASAN ROUDLOTUL KHIKMAH untuk PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL KHIKMAH Kec. DAWE, Glagah Kulon 1 Pkt 100.000.000

397 PONPES DARUL FALAH Kec. JEKULO, Jekulo 1 Pkt 200.000.000

398 PONPES RAUDLATUL THOLIBIN Kec. KOTA, Kel. Kerjasan 1 Pkt 100.000.000

399 PERKUMPULAN MI NU MIFTAHUL FALAH CENDONO Kec. DAWE, Cendono 1 Pkt 200.000.000

400 PENGURUS CABANG NU untuk TPQ KHURRIYATUL FIKRI Kec. JATI, Pasuruhan Lor 1 Pkt 200.000.000

401 YAYASAN BINA SABRANG JATI untuk TPQ AL AMIN Kec. UNDAAN, Karangrowo 1 Pkt 150.000.000

402 MASJID DARUR ROHMAH Kec. MEJOBO, Gulang 1 Pkt 100.000.000

403 MASJID JAMI AL URWATIL WUTSQO Kec. KOTA, Kel. Panjunan 1 Pkt 200.000.000

404 MUSHOLLA WASILATUT TAQWA Kec. JATI, Loram Wetan 1 Pkt 150.000.000

405 MASJID BAITUL MUSLIMIN Kec. KALIWUNGU, Banget 1 Pkt 50.000.000

406 MADIN BAITUL HIKMAH Kec. JEKULO, Terban 1 Pkt 200.000.000
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URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 01 1.01.1 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA
42,910,831,000              42,910,831,000              Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

1 01 1.01.1 07 Program pelayanan administrasi umum 2,755,170,000                 2,755,170,000                 
1 01 1.01.1 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan OPD 

(renja, renja perubahan, bahan 

RKPD, bahan RKPD perubahan, 

bahan KUA-PPAS, bahan KUA-PPAS 

perubahan, IKU, RKT, PK, PK 

perubahan, renc aksi

50,000,000                                             50,000,000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan OPD 

(Renstra, Renja, Renja Perubahan, 

bahan RKPD, bahan RKPD 

Perubahan, bahan KUA-PPAS, bahan 

KUA-PPAS Perubahan, IKU, RKT, PK, 

PK Perubahan, Renc Aksi) 11 Dok

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Indeks kepuasan 

masyarakat

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Nilai SAKIP OPD 1 01 01 2.01 01

Jumlah dokumen evaluasi (evaluasi 

renja)
5,000,000                         5,000,000                         Penyusunan  Program  dan  Kegiatan  

Perangkat Daerah dalam Dokumen 

Perencanaan

Jumlah dokumen evaluasi (evaluasi 

renja) 4 Dok

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

1 01 01 2.01 02

Jumlah dokumen pelaporan (LKPJ, 

LKJip, LPPD), profil pendidikan, SPM
100,000,000                    100,000,000                    Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen pelaporan (LKPJ, 

LKJip, LPPD), Profil Pendidikan, SPM 

5 Dok

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

1 01 01 2.01 03

Jumlah sekolah yang berhasil 

sinkron dapodik
100,000,000                    100,000,000                    Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Perangkat Daerah

 Jumlah sekolah yang berhasil 

sinkron dapodik 475 Skl

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

1 01 01 2.01 04

1 01 1.01.1 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen  RKA,RKA 

perubahan, DPA, DPPA, LKPD, 

laporan keuangan bulanan

19,000,000                                             10,000,000 Penyusunan  Program  dan  Kegiatan  

Perangkat Daerah dalam Dokumen 

Perencanaan

Jumlah dokumen  RKA,RKA 

Perubahan, DPA, DPPA, LKPD, 

laporan keuangan bulanan 20 Dok

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Indeks kepuasan 

masyarakat

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Nilai SAKIP OPD 1 01 01 2.01 02

Jumlah pengelola keuangan (PA, 

KPA, PPK, bend. pengeluaran, 

pembuat daftar gaji, bend. 

pengeluaran pembantu, pemb. 

bendahara pengeluaran BTL, pemb. 

bendahara pengeluaran BL, bend. 

pengeluaran pembantu BTL, 

pengurus barang)

273,800,000                    273,800,000                    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pengelola keuangan (PA, 

KPA, PPK, Bend Pengeluaran, 

Pembuat daftar gaji, Bend 

Pengeluaran Pembantu, Pemb Bend 

Peng BTL, Pemb Bend Peng BL, bend 

pengeluaran pembantu BTL, 

pengurus barang) 88 Org

Administrasi Keuangan Indeks kepuasan 

masyarakat

X XX 01 2.02 01

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Keuangan X XX 01 2.02 02

2,500,000                         Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi 1 Th

Administrasi Keuangan X XX 01 2.02 03

1,500,000                         Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan 1 Th

Administrasi Keuangan X XX 01 2.02 04

1,000,000                         Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan 1 Th

Administrasi Keuangan X XX 01 2.02 05

1,000,000                         Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 1 Th

Administrasi Keuangan X XX 01 2.02 06

1,000,000                         Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran 1 Th

Administrasi Keuangan X XX 01 2.02 07

1,000,000                         Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran 1 Th

Administrasi Keuangan X XX 01 2.02 08

1,000,000                         Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun 1 Th

Administrasi Keuangan X XX 01 2.02 09

1 01 1.01.1 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah fasilitasi pembiayaan rutin 

kantor (pada Dikpora, PBG, UPT 

Pendidikan Kecamatan

Administrasi Umum Indeks kepuasan 

masyarakat

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Nilai SAKIP OPD 01 2.03 02

Terbayarkannya tagihan listrik, 

telepon, internet dan air
421,174,000                    15,000,000                      Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

selama 12 Bln

X XX 01 2.03 01

Terbayarkannya tagihan surat 

kabar/majalah
27,000,000                      421,174,000                    Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik selama 

12 Bln

X XX 01 2.03 02

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
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Tersedianya alat tulis kantor 66,551,000                      58,000,000                      Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor selama 12 Bln

X XX 01 2.03 03

Tersedianya makan minum pegawai, 

rapat dan tamu
64,775,000                      7,200,000                         Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS selama 

12 Bln

X XX 01 2.03 04

Terpenuhinya perjalanan dinas 

dalam dan luar daerah
150,000,000                    75,000,000                      Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah selama 12 Bln

X XX 01 2.03 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan 

rekreasi (kegiatan senam dan 

eorobik dinas dikpora)

7,200,000                         17,500,000                      Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional selama 12 Bln

X XX 01 2.03 06

Terpenuhinya jasa surat menyurat 15,000,000                      403,756,000                    Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan selama 12 Bln

X XX 01 2.03 07

Terawatnya peralatan dan 

perlengkapan kantor
25,000,000                      400,000,000                    Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

selama 12 Bln

X XX 01 2.03 08

Tersedianya barang cetakan dan 

penggadaan
56,434,000                      Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja selama 12 Bln

X XX 01 2.03 09

Terpeliharannya perawatan, 

pembelian suku cadang, bbm, 

pelumas untuk kendaraan roda 

empat 6 unit dan kendaraan roda 2

162,480,000                    66,551,000                      Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 

12 Bln

X XX 01 2.03 10

Terbayarkan pajak kendaraan dinas 17,500,000                      56,434,000                      Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan selama 12 Bln

X XX 01 2.03 11

Penyediaan komponen instalasi 

listrik
25,000,000                      25,000,000                      Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor selama 12 Bln

X XX 01 2.03 12

Terpenuhinya peralatan rumah 

tangga perkantoran
25,000,000                      Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

X XX 01 2.03 13

Terpenuhinya jasa asuransi barang 

milik negara/gedung
75,000,000                      25,000,000                      Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga selama 12 Bln

X XX 01 2.03 14

Sarpras aparatur yang terpelihara 100,000,000                    77,000,000                      Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan 

selama 12 Bln

X XX 01 2.03 15

Terfasilitasinya lembur pegawai 12,500,000                      Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

selama 12 Bln 

X XX 01 2.03 16

Jumlah sekolah yang kegiatan 

rutinnya dibantu pembiayaanya 

oleh Dikpora, sekolah yang sewa 

tanahnya dibayarkan APBD

58,000,000                      77,275,000                      Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 

selama 12 Bln

X XX 01 2.03 17

Jumlah dokumen survey kepuasan 

masyarakat, SPIP, Laporan Aset, dan 

kepegawaian

50,000,000                      150,000,000                    Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah selama 12 

Bln

X XX 01 2.03 18

Jumlah PHD/K2/Outsorcing/Staf 

Pendukung Laporan/Tenaga 

Kebersihan/Tenaga Keamanan

803,756,000                    Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

X XX 01 2.03 20

Jumlah Pengadaan sarpras aparatur 

penunjang kelancaran administrasi 

kantor

45,000,000                      50,000,000                      Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor Papan nama kantor 1 pkt

X XX 01 2.03 21

Jumlah gedung (dikpora/PBG/UPT 

Pendidikan kecamatan yang 

terehabilitasi / terbangun 

0 45,000,000                      Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

AC 6 unit

X XX 01 2.03 24

Jumlah fasilitasi peningkatan 

kompetensi ASN
0 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur X XX 01 2.03 25

50,000,000                      Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Tempat parkir 1 pkt X XX 01 2.03 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

X XX 01 2.03 29

162,480,000                    Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional 

selama 12 Bln

X XX 01 2.03 30

15,000,000                      Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor selama 

12 Bln

X XX 01 2.03 32

10,000,000                      Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor 12 Bln

X XX 01 2.03 34
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Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

X XX 01 2.03 35

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

X XX 01 2.03 38

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

X XX 01 2.03 39

Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Kendaraan Dinas/Operasional

X XX 01 2.03 40

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Indeks kepuasan 

masyarakat

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Nilai SAKIP OPD X XX 01 2.04

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal X XX 01 2.04 09

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

X XX 01 2.04 10

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

X XX 01 2.04 11

1 01 07 05 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja (Bangub)

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Perangkat Daerah 4 

dok

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Indeks kepuasan 

masyarakat

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Nilai SAKIP OPD 1 01 01 2.01 04

1 01 1.01.1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 30,012,061,000              30,012,061,000              -                                                            

1 01 1.01.1 16 103 Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Dasar

Jumlah sekolah  terakreditasi A 10,000,000                      Penyelengaraan Proses Belajar dan 

Ujian bagi Peserta Didik

Penyelengaraan Proses Belajar dan 

Ujian bagi Peserta Didik

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar

APK pendidikan dasar PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.01 23

Nilai rata-rata UN SMP 30,000,000                      415,000,000                    Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 1 th

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar

APK SD/MI URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.01 25

Nilai Rata-rata USBN SD 0 112,500,000                    Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 1 th

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.01 28

Jumlah sekolah yang menerapkan 

kurikulum 2013, jumlah sekolah 

yang menerapkan sistem 

penjaminan mutu pendidikan, 

jumlah sekolah yang terfasilitasi 

beasiswa kurang mampu, jumlah 

sekolah yang terfasilitasi lomba 

FLS2N, LCSPN, OSN, Lomba dokter 

kecil, LSS, lomba Perpustakaan, 

lomba MAPSI (tingkat kecamatan, 

kabupaten dan provinsi), jumlah 

sekolah yang terfasilitasi 

pengembangan sekolah, dan jumlah 

sekolah terfasilitasi SPM Pendidikan 

Dasar

640,000,000                    30,000,000                      Penyelengaraan Proses Belajar dan 

Ujian bagi Peserta Didik

Penyelengaraan Proses Belajar dan 

Ujian bagi Peserta Didik 1 th

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

APK pendidikan dasar PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.02 36

Jumlah SMP yang terfasilitasi PPDB 

Online
25,000,000                      150,000,000                    Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 1 th

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

APK SMP/MTs URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.02 38
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Jumlah sekolah yang dimerger 90,000,000                      97,500,000                      Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 1 th

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.02 41

Jumlah dokumen pedoman 

penyusunan kalender pendidikan 

dasar 

10,000,000                      

1 01 1.01.1 16 107 BOS APBD/APBN Jumlah sekolah penerima BOS APBN -                                     -                                     Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 1 th

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar

APK pendidikan dasar PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.01 28

Jumlah sekolah penerima BOS APBD 

Kabupaten
20,516,256,000              20,516,256,000              Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 1 th

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

APK pendidikan dasar PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.02 41

1 01 1.01.1 16 108 Pengadaan, Pemeliharaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Dasar

Jumlah ruang kelas, laboratorium,  

ruang guru, UKS, perpustakaan, 

mushola, ruang serbaguna, tempat 

parkir yang dibangun dan 

direhabilitasi

200,000,000                    Penambahan Ruang Kelas Baru Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar

Persentase sarpras 

dikdas dalam kondisi 

baik

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.01 02

Jumlah sekolah yang dibangun 

pagar, jamban, lapangan  upacara, 

lapangan olahraga

0 Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU

Persentase sarpras 

pendidikan dasar 

dalam kondisi baik

1 01 02 2.01 03

Jumlah pengadaan mebelair dan alat 

peraga
0 Pembangunan Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah

1 01 02 2.01 04

Pembangunan Perpustakaan 

Sekolah

1 01 02 2.01 05

Pembangunan  Sarana,  Prasarana  

dan  Utilitas Sekolah

1 01 02 2.01 06

Pembangunan Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

1 01 02 2.01 07

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas

1 01 02 2.01 08

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Guru/Kepala Sekolah/TU

1 01 02 2.01 09

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Unit Kesehatan Sekolah

1 01 02 2.01 10

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Perpustakaan Sekolah

1 01 02 2.01 11

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 

Prasarana dan Utilitas Sekolah

1 01 02 2.01 12

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 

Sekolah

1 01 02 2.01 13

Pengadaan Mebeluer Sekolah 1 01 02 2.01 14

Pengadaaan Alat Rumah Tangga 

Sekolah

1 01 02 2.01 15

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 

Siswa

1 01 02 2.01 22
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Penambahan Ruang Kelas Baru Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

Persentase sarpras 

dikdas dalam kondisi 

baik

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.02 02

Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU

1 01 02 2.02 03

Pembangunan Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah

1 01 02 2.02 04

Pembangunan Perpustakaan 

Sekolah

1 01 02 2.02 05

Pembangunan Laboratorium 1 01 02 2.02 06

Pembangunan Ruang Serba 

Guna/Aula

1 01 02 2.02 07

Pembangunan Fasilitas Parkir 1 01 02 2.02 10

Pembangunan Sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah

1 01 02 2.02 12

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 

Sekolah

1 01 02 2.02 13

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas Sekolah

1 01 02 2.02 14

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Guru Sekolah

1 01 02 2.02 15

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Unit Kesehatan Sekolah

1 01 02 2.02 16

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Perpustakaan Sekolah

1 01 02 2.02 17

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Laboratorium

1 01 02 2.02 18

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Serba Guna/Aula

1 01 02 2.02 19

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Sedang/Berat Asrama

1 01 02 2.02 20

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 

Sekolah

1 01 02 2.02 21

Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas 

Parkir

1 01 02 2.02 22

200,000,000                    Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 

Prasarana dan Utilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 

Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 pkt

1 01 02 2.02 24

Pengadaan Mebeluer Sekolah 1 01 02 2.02 25

Perlengkapan Dasar Buku Teks 

Peserta Didik

1 01 02 2.02 33

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 

Siswa

1 01 02 2.02 35

1 01 1.01.1 16 109 Pengadaan, Pemeliharaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Dasar (DAK)

Rehabilitasi Sedang/Berat SD/SMP Pengadaan, Pemeliharaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Dasar (DAK) 1 Paket

1 01 1.01.1 16 111 Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Dasar

Jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan  non pns di SD dan 

SMP yang mendapat tunjangan 1 

juta per bulan

7,575,747,000                 8,485,747,000                 Pengembangan Karir Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan pada Satuan 

Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan  non pns di SD dan 

SMP yang mendapat tunjangan 1 

juta per bulan 1416 org

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar

Persentase pendidik 

dikdas PNS dan non PNS 

yg memenuhi 

kompetensi

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.01 27

Jumlah jurnal profesionalisme 

pendidik
12,500,000                      Jumlah jurnal profesionalisme 

pendidik 100 buku

Persentase 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan non 

PNS pendidikan 

dasar yang 

memenuhi 

kompetensi
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Jumlah guru sd,smp dan pengawas 

berprestasi, calon kepala sekolah 

yang di seleksi, nilai angka kredit, 

mengikuti pelatihan, Diklat

897,500,000                    Jumlah guru sd,smp dan pengawas 

berprestasi, calon kepala sekolah 

yang di seleksi, nilai angka kredit, 

mengikuti pelatihan 1 th

Persentase 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan non 

PNS pendidikan 

non formal yang 

memenuhi 

kompetensi

Jumlah guru tersertifikasi 5,058,000                         5,058,000                         Pengembangan Karir Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan pada Satuan 

Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama 

Fasilitasi guru tersertifikasi 1 tahun Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

Persentase pendidik 

dikdas PNS dan non PNS 

yg memenuhi 

kompetensi

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.02 40

Persentase 

pendidik 

pendidikan dasar 

yang bersertifikasi 

pendidik

1 01 1.01.1 18 Program Pendidikan Non Formal 8,643,600,000                 8,643,600,000                 Persentase 

pendidik 

pendidikan non 

formal yang 

bersertifikasi 

pendidik

1 01 1.01.1 18 33 Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah dokumen pedoman 

penyusunan kalender PAUD
0                      150,000,000 Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen PAUD

Festival Gebyar PAUD                       

Lomba Gugus PAUD 1 kgt

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD)

APK Paud PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.03 17

APK PAUD

Jumlah PAUD yang mendapatkan 

BOP, jumlah PAUD yang 

mendapatkan bantuan sarana dan 

prasarana, jumlah PAUD 

terehabilitasi, jumlah PAUD yang 

terfasilitasi pengembangan PAUD, 

jumlah PAUD terfasilitasi SPM 

Pendidikan Anak Usia Dini

135,000,000                    50,000,000                      Penyusunan Kompetensi Dasar 

Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Nonformal

Fasilitasi BOP PAUD 1 kgt Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal

Persentase PAUD yg 

menerapkan kurikulum

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KURIKULUM

SPM PAUD URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 03 2.02 01

Jumlah peserta yang mengikuti 

kegiatan festival  gebyar PAUD dan 

lomba lomba, peserta yang 

mengikuti kegiatan Bunda PAUD

75,000,000                      50,000,000                      Penyediaan Buku Teks Pelajaran 

Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Nonformal

Fasilitasi Peningkatan PKG 

(Kabupaten ) 1 kgt

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal

Persentase PAUD yg 

menerapkan kurikulum

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KURIKULUM

SPM PAUD URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 03 2.02 03

Jumlah PAUD yang menerapkan 

kurikulum 2013, PAUD HI, jumlah 

PAUD terakreditasi, PAUD yang 

mengikuti lomba gugus

75,000,000                      30,000,000                      Pengadaan Perlengkapan Siswa 

PAUD

Fasilitasi Pemenuhan SPM PAUD 1 

kgt

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD)

APK Paud PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.03 10

Penilaian  Kelayakan  Usul  Perizinan  

PAUD  dan Pendidikan Nonformal 

yang Diselenggarakan oleh 

Masyarakat

Penilaian  Kelayakan  Usul  Perizinan  

PAUD  dan Pendidikan Nonformal 

yang Diselenggarakan oleh 

Masyarakat

Persentase sarpras PAUD 

dalam kondisi baik

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PERIZINAN PENDIDIKAN

SPM PAUD URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 05 2.02 01
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5,000,000.00                   Pengendalian dan Pengawasan 

Perizinan PAUD dan Pendidikan 

Nonformal yang Diselenggarakan 

oleh Masyarakat

Fasilitasi supervisi dan Monitoring 

satuan PAUD 1 kgt

Penilaian  Kelayakan  Usul  Perizinan  

PAUD  dan Pendidikan Nonformal 

yang Diselenggarakan oleh 

Masyarakat

Persentase sarpras PAUD 

dalam kondisi baik

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PERIZINAN PENDIDIKAN

SPM PAUD URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 05 2.02 02

Persentase sarpras 

pendidikan non 

formal dalam 

kondisi baik

1 01 1.01.1 18 36 Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Masyarakat

Jumlah warga buta aksara yang 

mengikuti pembelajaran, orang yang 

mengikuti pendidikan kecakapan 

hidup

115,000,000                                   100,000,000.00 Penyelenggaraan Proses Belajar 

Nonformal/Kesetaraan

Fasilitasi pelatihan peningkatan 

kecakapan kerja 1 kgt

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

APK kesetaraan PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase akses 

dan mutu 

pendidikan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.04 12

APK pendidikan 

kesetaraan

Jumlah lembaga PNF yang 

terakreditasi
0                   25,000,000.00 Penyiapan dan Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan Pendidikan di 

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Fasilitasi Ujian Pendidikan 

Kesetaraan 1 kgt

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

APK kesetaraan PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.04 13

Jumlah penyelenggara kejar paket, 

lembaga peserta peringatan HAI
0                   60,000,000.00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan 

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Fasilitasi Pelatihan implementasi 

Kurikulum Pendidikan Kesetaraan 

dan Kursus 1 kgt

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

APK kesetaraan PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.04 14

Jumlah tutor yang mengikuti 

pengembangan kurikulum PNF
60,000,000                                        15,000,000.00 Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan

Fasilitasi Pameran Produk 

Pendidikan Non Formal 1 kgt

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

APK kesetaraan PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.04 16

Jumlah lembaga pendidikan 

kesetaraan yang melaksanakan 

USBN, UNBK,  terfasilitasi 

pengembangan Pendidikan 

Masyarakat, dan terfasilitasi SPM 

Pendidikan Kesetaraan

15,000,000                      

Jumlah dokumen pedoman 

penyusunan kalender Pendidikan 

Masyarakat

0

1 01 1.01.1 18 38 Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Non Formal

Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang 

mengisi dapodik
25,000,000                                  8,158,600,000.00 Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan

Fasilitasi Pemilihan Guru PAUD 

Prestasi dan Kepala sekolah PAUD 

prestasi 772 org

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

Persentase pengelola 

PAUD yg berkompetensi

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 01 02 2.04 15

Jumlah guru/kepsek PAUD yang 

mengikuti pelatihan kompetensi, 

pendidik dan tenaga kependidikan 

PAUD yang berprestasi dan 

mengikuti diklat

200,000,000                    Fasilitasi Pelatihan kompetensi guru 

paud lanjutan 200 org

Jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan  non pns di PAUD yang 

mendapat tunjangan 1 juta per 

bulan

7,943,600,000                 Fasilitasi Dapodik PAUD 1 kgt
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Jumlah pendidik PAUD yang 

tersertifikasi
0 Pemberian Honorarium Peningkatan 

kesejahteraan bagi guru swasta 

1535 org

2 13 1.01.1 22 Program Kepemudaan 400,000,000                    400,000,000                    
2 13 1.01.1 22 01 Peningkatan kualitas sumber daya 

kepemudaan

Jumlah pemuda yang mengikuti 

pemuda pelopor keamanan 

lingkungan, jumlah pemuda yang 

mengikuti pelatihan ketrampilan, 

jumlah pemuda yang mengikuti 

kegiatan imtaq,  jumlah pemuda 

yang terseleksi lomba, jumlah 

pemuda yang memiliki kompetensi 

paskibraka, jumlah pemuda yang 

terfasilitasi pengembangan sumber 

daya pemuda

300,000,000                                           15,000,000 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan Peningkatan 

Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Pelopor

Fasilitasi Seleksi di Kalangan Pemuda 

( Seleksi PPAP, PPAN, BPAP/KPN, 

Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda 

Indonesia (JPI) ), Lomba KIR Tingkat 

Kabupaten dan Provinsi 120 org

Penyadaran, Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda   dan   

Kepemudaan   Terhadap   Pemuda 

Pelopor    Kabupaten/Kota,    

Wirausaha    Muda Pemula, dan 

Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Jumlah pemuda yg 

terfasilitasi 

pengembangan sdm

PROGRAM  

PENGEMBANGAN  

KAPASITAS  DAYA SAING 

KEPEMUDAAN

Persentase 

organisasi 

kepemudaan yang 

aktif

2 19 02 2.01 01

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan Peningkatan  

Kapasitas  Daya  Saing  Wira  Usaha 

Pemula

Penyadaran, Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda   dan   

Kepemudaan   Terhadap   Pemuda 

Pelopor    Kabupaten/Kota,    

Wirausaha    Muda Pemula, dan 

Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2 19 02 2.01 02

15,000,000                      Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan Peningkatan 

Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader 

Kabupaten/kota

fasilitasi operasi pelajar  1 kgt Penyadaran, Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda   dan   

Kepemudaan   Terhadap   Pemuda 

Pelopor    Kabupaten/Kota,    

Wirausaha    Muda Pemula, dan 

Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2 19 02 2.01 03

270,000,000                    Peningkatan   Kepemimpinan,   

Kepeloporan   dan Kesukarelawanan 

Pemuda

fasilitasi paskibraka 300 org Penyadaran, Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda   dan   

Kepemudaan   Terhadap   Pemuda 

Pelopor    Kabupaten/Kota,    

Wirausaha    Muda Pemula, dan 

Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2 19 02 2.01 08

2 13 1.01.1 22 03 Pembinaan kelembagaan dan 

peningkatan peran serta 

kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan yang 

dibina, jumlah organisasi yang 

mengikuti kegiatan  hari sumpah 

pemuda

77,500,000                                             39,500,000 Pemenuhan Hak setiap Pemuda 

yang meliputi: perlindungan 

pemuda,advokasi, akses 

pengembangan diri , penggunaan 

prasarana dan sarana tanpa 

diskriminatif, partisipasi pemuda 

dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan evaluasi dan 

pengambilan keputusan program 

strategis kepemudaan

Terselenggaranya Pembinaan 

Organisasi 42 orgn

Penyadaran, Pemberdayaandan 

Pengembangan Pemuda dan 

Kepemudaan Terhadap Pemuda 

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha 

Muda Pemula dan Pemuda Kader 

Kabupaten / Kota

Jumlah pemuda yg 

terfasilitasi 

pengembangan sdm

Program Pengembangan 

Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan

Persentase 

organisasi 

kepemudaan yang 

aktif

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kepemudaan dan 

Olahraga

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kepemudaan dan 

Olahraga

2 19 02 2.01 04

Dokumen pendataan organisasi 

pemuda
22,500,000                      23,000,000                      Pelaksanaan Koordinasi Strategis 

Lintas Sektor Penyelenggaraan 

Pelayanan Kepemudaan Melalui 

Implementasi Rencana Aksi Daerah / 

Rad Tingkat kabupaten /Kota

Fasilitasi Hari Sumpah Pemuda    1 

kgt

Penyadaran, Pemberdayaandan 

Pengembangan Pemuda dan 

Kepemudaan Terhadap Pemuda 

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha 

Muda Pemula dan Pemuda Kader 

Kabupaten / Kota

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kepemudaan dan 

Olahraga

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kepemudaan dan 

Olahraga

2 19 02 2.01 05

15,000,000                      Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Pemuda atau Organisasi 

Kepemudaan Melalui Kemitraan 

dengan Dunia Usaha

Terlaksananya pengiriman OKP 

berprestasi 1 kgt

Pemberdayaan dan Pengembangan 

Organisasi Kepemudaan Tingkat 

Daerah Kabupaten / Kota

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kepemudaan dan 

Olahraga

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kepemudaan dan 

Olahraga

2 19 02 2.02 01

22,500,000                      Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 

Organisasi Kepemudaan Kabupaten 

/ Kota

Terfasilitasinya pendataan potensi 

kepemudaan 24 orgn

Pemberdayaan dan Pengembangan 

Organisasi Kepemudaan Tingkat 

Daerah Kabupaten / Kota

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kepemudaan dan 

Olahraga

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kepemudaan dan 

Olahraga

2 19 02 2.02 02

2 13 1.01.1 23 Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga 1,100,000,000                 1,100,000,000                 
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2 13 1.01.1 23 01 Pengembangan dan pemberdayaan 

olahraga

Jumlah peserta popda kabupaten, 

oosn kabupaten, Kejurda, pekan 

seni, pembinaan olahraga

400,000,000                    Koordinasi,     Sinkronisasi     dan     

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Perkumpulan Olahraga dan 

Penyelenggaraan Kompetisi Oleh 

Satuan Pendidikan Dasar

Penyelenggaraan  Kejuaraan 

Olahraga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah atlit daerah yg 

berkompetisi

PROGRAM  

PENGEMBANGAN  

KAPASITAS  DAYA SAING 

KEOLAHRAGAAN

Persentase 

penghargaan 

olahraga

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

2 19 03 2.01 02

Jumlah tim gerak jalan hut ri, tim 

gerak jalan 28 km
0 400,000,000                    Penyelenggaraan Kejuaraan dan 

Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota

Koordinasi,     Sinkronisasi     dan     

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Perkumpulan Olahraga dan 

Penyelenggaraan Kompetisi Oleh 

Satuan Pendidikan Dasar 14530 org

Penyelenggaraan  Kejuaraan 

Olahraga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah atlit daerah yg 

berkompetisi

Cakupan 

pembinaan 

olahraga

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

2 19 03 2.02 02

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 

Penyelenggaraan Kejuaraan

Penyelenggaraan  Kejuaraan 

Olahraga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah atlit daerah yg 

berkompetisi

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

2 19 03 2.02 03

2 13 1.01.1 23 02 Peningkatan prestasi dan 

pengelolaan sarana prasarana 

olahraga

Jumlah dokumen pendataan 

olahraga

Jumlah peningkatan sarana dan 

prasarana olahraga
700,000,000                    700,000,000                    Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Penyediaan   Sarana   

dan   Prasarana   Olahraga 

Kabupaten/Kota

1 pkt Pembinaan dan Pengembangan 

Olahraga Pendidikan Pada Jenjang 

Pendidikan yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah siswa berprestasi 

olahraga

PROGRAM  

PENGEMBANGAN  

KAPASITAS  DAYA SAING 

KEOLAHRAGAAN

Persentase 

penghargaan 

olahraga

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

2 19 03 2.01 03

Jumlah peserta festival olahraga 

tradisional
0 Pemanfaatan Olahraga Tradisional 

dalam Masyarakat

Pembinaan dan Pengembangan 

Olahraga Rekreasi

Jumlah peserta festival 

olahraga rekreasi

Cakupan 

pembinaan 

olahraga

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

2 19 03 2.05 06

42,910,831,000       42,910,831,000       JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

1 WAJIB Urusan Wajib 1

1 02
KESEHATAN

DINAS KESEHATAN Bidang Kesehatan 1 02

1 02 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
6.123.095.000                PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

1 02 01

1 02 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

231.500.000                   Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan capaian 

kinerja

1 02 01 2.01

6.000.000                        Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang 

tersusun

1 02 01 2.01 01

131.500.000                   Penyusunan  Program  dan  Kegiatan  

Perangkat Daerah dalam Dokumen 

Perencanaan

Jumlah program dan kegiatan dalam 

Renja

1 02 01 2.01 02

50.000.000                      Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen laporan evaluasi 

yang tersusun

1 02 01 2.01 '03

44.000.000                      Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan PKP Puskesmas 1 02 01 2.01 05

1 02 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan
251.500.000                   Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

administrasi dan 

pelaporan keuangan

1 02 01 2.02

43.000.000                      Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah dokumen akuntansi dan 

laporan keuangan yang tersusun

1 02 01 2.02 04

5.000.000                        Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

Tersedianya bahan tanggapan 

pemeriksaan

1 02 01 2.02 05

178.500.000                   Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian realisasi fisik 

dan keuangan bulanan yang tersusun

1 02 01 2.02 06

5.000.000                        Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun

1 02 01 2.02 07

5.000.000                        Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah pelaporan prognosis realisasi 

anggaran

1 02 01 2.02 08

15.000.000                      Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 

(LKPD) yang tersusun

1 02 01 2.02 09

1 02 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah sarana prasarana aparatur 

kantor yang terpelihara
4.305.095.000                Administrasi Umum Jumlah sarana prasarana 

aparatur kantor yang 

terpelihara

1 02 01 2.03

1 02 07 04 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur 

(DBHCHT)

Jumlah dokumen pengelolaan umum 

dan kepegawaian yang tersusun 

sesuai standar

1.335.000.000                1.200.000                        Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Jumlah dokumen 

pengelolaan umum dan 

kepegawaian yang 

tersusun sesuai standar

1 02 01 2.03 01

Jumlah ASN yang meningkat 

kompetensinya
540.000.000                   Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya telepon, internet, 

air dan listrik setiap bulan

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor 

yang tersedia

1 02 01 2.03 02

Jumlah tenaga non pns (honorer dan 

tenaga pelaksana kegiatan)
34.900.000                      Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa/ sewa peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Jumlah tenaga non pns 

(honorer dan tenaga 

pelaksana kegiatan)

1 02 01 2.03 03

272.200.000                   Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/ operasional

1 02 01 2.03 06

1.751.221.000                Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Tersedianya honor pelaksanaan 

kegiatan, honor non PNS (PHD, K2, 

tenaga administrasi)

1 02 01 2.03 07

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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18.334.000                      Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honor tenaga kebersihan 

kantor

1 02 01 2.03 08

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah peralatan kantor yang 

dilakukan pemeliharaan/ servis

1 02 01 2.03 09

50.435.000                      Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 1 02 01 2.03 10

31.270.000                      Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah cetak dan penggandaan 1 02 01 2.03 11

11.005.000                      Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah belanja komponen listrik/ 

penerangan bangunan kantor

1 02 01 2.03 12

202.500.000                   Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah belanja peralatan dan 

perlengkapan kantor

1 02 01 2.03 13

34.630.000                      Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah belanja peralatan rumah 

tangga

1 02 01 2.03 14

10.000.000                      Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan (koran/ 

majalah) dan perundang-undangan 

yang tersedia

1 02 01 2.03 15

5.000.000                        Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik yang tersedia 

(spanduk, petunjuk layanan, bendera, 

lambang garuda, plakat, karangan 

bunga,  dll)

1 02 01 2.03 16

185.000.000                   Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan minuman rapat/ 

pegawai/ tamu yang tersedia

1 02 01 2.03 17

233.000.000                   Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas rapat 

koordinasi dan konsultasi yang 

tersedia

1 02 01 2.03 18

Pengadaan Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah pengadaan kenadaraan 

operasional/ pelayanan di DKK/ 

Puskesmas/ Labkes

1 02 01 2.03 20

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 

yang tersedia

1 02 01 2.03 22

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 

tersedia 

1 02 01 2.03 23

182.500.000                   Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia 1 02 01 2.03 25

517.000.000                   Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin gedung 

kantor (pengecatan, rehab)

1 02 01 2.03 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan mobil dinas  

dan operasional

1 02 01 2.03 30

20.000.000                      Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah servis perlengkapan gedung 

kantor

1 02 01 2.03 32

14.900.000                      Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor

Jumlah servis peralatan gedung 

kantor

1 02 01 2.03 34

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah pemeliharaan mebeleur 1 02 01 2.03 35

190.000.000                   Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah rehab gedung kantor DKK/ IFK 1 02 01 2.03 38

Rehabilitasi  Sedang/Berat Kendaraan 

Dinas/ Operasional

Jumlah servis kendaraan dinas/ 

operasional

1 02 01 2.03 40

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang 

meningkat 

kompetensinya

1 02 01 2.04

1.335.000.000                Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti 

pelatihan/ diklat formal

1 02 01 2.04 09

1 02 36 Program Peningkatan Kesehatan 

Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan 

masyarakat
4.831.850.000                PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan 

pelayanan ibu 

hamil yang 

mendapatkan 

pelayanan sesuai 

standar

1 02 02

1 02 36 01 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan 

Gizi

Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat 

makanan tambahan
507.200.000                   Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah ibu hamil yang 

mendapatakan 

pelayanan sesuai standar

Cakupan 

pelayanan ibu 

bersalin  yang 

mendapatkan 

pelayanan sesuai 

standar

1 02 02 2.02
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Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat 

makanan tambahan
300.200.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah ibu bersalin yang 

mendapatkan pelayanan 

sesuai standar

Cakupan 

pelayanan bayi 

baru lahir yang 

memenuhi 

standar

1 02 02 2.02 01

Jumlah balita kurus yang mendapat 

makanan tambahan
683.750.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Bersalin

Jumlah ibu bersalin yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar

Jumlah bayi baru lahir 

yang mendapat 

pelayanan sesuai standar

Cakupan 

pelayanan balita 

yang memenuhi 

standar

1 02 02 2.02 02

Jumlah ibu hamil yang mendapat TTD 432.200.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir

Jumlah bayi baru lahir yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar

Jumlah balita yang 

mendapat pelayanan 

sesuai standar

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan 

masyarakat

1 02 02 2.02 03

Jumlah remaja puteri yang mendapat 

TTD
207.000.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

Jumlah balita yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah ibu hamil KEK 

yang mendapat 

makanan tambahan

1 02 02 2.02 04

680.150.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

Jumlah pengadaan PMT untuk 

penyandang status sosial, balita KEP, 

anak sekolah, lansia kategori C, ibu 

hamil KEK, penyuluhan rumah gizi

Jumlah balita kurus yang 

mendapat makanan 

tambahan

1 02 02 2.02 15

Jumlah sosialisasi dan edukasi ASI 

Eklusif, pencegahan stunting

Jumlah bayi usia kurang 

dari 6 bulan yang 

mendapat ASI Eksklusif

1 02 36 04 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan 

Gizi (DBHCHT)

Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan 

yang mendapat ASI Eksklusif
1.796.100.000                Jumlah balita yang mendapatkan 

vitamin A

Jumlah ibu hamil yang 

mendapat TTD

Jumlah ibu hamil yang mendapat TTD Pelaksanaan rumah tunggu kelahiran 

(jumlah tenaga pelaksana kegiatan, 

langganan internet)

Jumlah remaja puteri 

yang mendapat TTD

Jumlah remaja puteri yang mendapat 

TTD

Jumlah ibu hamil yang mendapatakan 

pelayanan sesuai standar

Jumlah ibu bersalin yang 

mendapatkan pelayanan sesuai 

standar

Jumlah bayi baru lahir yang 

mendapat pelayanan sesuai standar

Jumlah balita yang mendapat 

pelayanan sesuai standar

1 02 36 05 Peningkatan Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah desa/ kelurahan yang 

melaksanakan STBM
247.550.000                   PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Jumlah desa/ kelurahan ODF Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan kegiatan 

kesehatan kerja dasar

Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan kegiatan kesehatan 

kerja dasar

146.800.000                   Pengelolaan  Pelayanan     Kesehatan  

Kerja  dan Olahraga

Terlaksananya kegiatan olahraga 

pada kelompok masyarakat di 

wilayah kerja 19 Puskesmas

Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan kegiatan 

olahraga pada kelompok 

masyarakat di wilayah 

kerjanya

1 02 02 2.02 16

Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) 

yang memenuhi syarat kesehatan
95.000.000                      Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan

Tersedianya Tempat Fasilitas Umum 

yang memenuhi syarat kesehatan

Jumlah Tempat Fasilitas 

Umum (TFU) yang 

memenuhi syarat 

kesehatan

1 02 02 2.02 17

Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan 

(TPM) yang memenuhi syarat 

kesehatan

100.000.000                   Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota 

Sehat

Terpenuhinya indikator Kabupaten/ 

Kota Sehat tatanan 8 (Kehidupan 

Masyarakat Sehat Yang Mandiri)

Jumlah Pos Upaya 

Kesehatan Kerja (UKK) 

yang terbentuk di 

wilayah kerja puskesmas

1 02 02 2.02 29
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Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja 

(UKK) yang terbentuk di wilayah kerja 

puskesmas

PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN

1 02 04

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 

Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) Antara Lain Jasa 

Boga, Rumah Makan/Restoran dan 

Depot Air Minum (DAM)

Jumlah Tempat 

Pengelolaan Makanan 

(TPM) yang memenuhi 

syarat kesehatan

1 02 04 2.04

1 02 36 08 Peningkatan Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olahraga 

(DBHCHT)

Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan kegiatan olahraga 

pada kelompok masyarakat di 

wilayah kerjanya

166.000.000                   51.750.000                      Pengendalian   dan   Pengawasan   

serta   Tindak Lanjut  Pengawasan  

Penerbitan  Sertifikat  Laik Higiene 

Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) antara lain jasa boga, 

rumah makan/restoran dan Depot Air 

Minum (DAM)

Terlaksananya kegiatan pengawasan/ 

pemeriksaan  Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM)

1 02 04 2.04 01

Jumlah jamaah haji yang diperiksa 

kebugaran jasmani

Penerbitan   Stiker   Pembinaan   pada   

Makanan Jajanan dan Sentra 

Makanan Jajanan

Jumlah sentra makanan 

jajanan yang memenuhi 

syarat kesehatan

1 02 04 2.05

20.000.000                      Pengendalian   dan   Pengawasan   

Serta   Tindak Lanjut    Penerbitan    

Stiker    Pembinaan    pada Makanan 

Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Terlaksananya pengawasan/ 

pemeriksaan pada makanan jajanan 

dan sentra makanan jajanan

1 02 04 2.05 01

1 02 36 09 Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan 

Kesehatan

Jumlah anak usia pendidikan dasar 

yang mendapat pelayanan kesehatan 

sesuai standar di sekolah/ madrasah

1.000.000.000                PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan 

pelayanan usia 

pendidikan dasar  

yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar

1 02 02

Jumlah santri yang dilakukan 

pelayanan kesehatan sesuai standar

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anak usia 

pendidikan dasar yang 

mendapat pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

di sekolah/ madrasah

1 02 02 2.02

1 02 36 12 Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan 

Kesehatan (DBHCHT)

Jumlah desa/ kel yang dilakukan 

pembinaan kader kesehatan untuk 

meningkatkan peran serta kader

1.115.000.000                151.810.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

Jumlah siswa yang dilakukan 

pemeriksaan/ penjaringan kesehatan 

serta jumlah sekolah yang dilakukan 

pembinaan UKS

Jumlah santri yang 

dilakukan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

1 02 02 2.02 05

Jumlah desa siaga aktif mandiri 246.600.000                   Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

Terlaksananya kegiatan Saka Bhakti 

Husada (SBH), poskestren, orientasi 

SBH

1 02 02 2.02 18

Jumlah publikasi kampanye Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
22.000.000                      Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Tradisonal, Akupuntur, Asuhan 

Mandiri dan Tradisional Lainnya

1 02 02 2.02 19

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN

1 02 05

Advokasi,  Pemberdayaan,  

Kemitraan, Peningkatan Peran serta 

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 

Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah desa/ kel yang 

dilakukan pembinaan 

kader kesehatan untuk 

meningkatkan peran 

serta kader

1 02 05 2.01

776.475.000                   Peningkatan Upaya Promosi 

Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 

Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya sosialisasi dan 

publikasi Germas, rakor PKM dan 

Germas serta upaya pemberdayaan 

masyarakat

1 02 05 2.01 01

Pelaksanaan Gerakan Hidup Bersih 

dan    Sehat    dalam    Rangka    

Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota

Jumlah publikasi 

kampanye Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat 

(Germas)

1 02 05 2.02
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176.125.000                   Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 

dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Terlaksananya kegiatan Hari 

Kesehatan Nasional (HKN), Jambore 

dan Pokjanal (Kelompok Kerja 

Operasional) Posyandu

1 02 05 2.02 01

Pengembangan      dan      

Pelaksanaan      Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah desa siaga aktif 

mandiri

1 02 05 2.03

741.990.000                   Bimbingan Teknis Dan Supervisi 

Pengembangan Dan  Pelaksanaan  

Upaya  Kesehatan  Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM)

Terlaksananya monev 19 puskesmas 1 02 05 2.03 01

1 02 37 Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Cakupan pelayanan pengendalian 

penyakit
3.617.993.000                PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan desa/ 

kelurahan UCI dan 

IDL

1 02 02

1 02 37 01 Peningkatan Imunisasi dan Surveilans 

Wabah/KLB/Bencana

Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap (IDL)

205.450.000                   Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah bayi umur 0-11 

bulan yang 

mendapatkan imunisasi 

dasar lengkap (IDL)

1 02 05 2.02

Jumlah desa/ kelurahan Universal 

Child Immunization (UCI)
110.000.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Terpenuhinya pelayanan kesehatan 

bagi penduduk yang mengalami KLB

Jumlah desa/ kelurahan 

Universal Child 

Immunization (UCI)

1 02 05 2.02 13

1 02 37 04 Peningkatan Imunisasi dan Surveilans 

Wabah/KLB/Bencana (DBHCHT)

Jumlah Kejadian luar Biasa (KLB)/ 

wabah yang ditanggulangi
207.000.000                   82.450.000                      Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Bagi Penduduk Terdampak   Krisis   

Kesehatan  Akibat   Bencana 

dan/Atau Berpotensi Bencana

Terpenuhinya pelayanan kesehatan 

bagi penduduk terdampak krisis 

akibat bencana/ potensi bencana

Jumlah Kejadian luar 

Biasa (KLB)/ wabah yang 

ditanggulangi

1 02 05 2.02 14

Jumlah penemuan dan penanganan 

AFP
100.000.000                   Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya surveilans kesehatan 

untuk jamaah haji dan kasus penyakit 

potensi wabah

Jumlah penemuan dan 

penanganan AFP

1 02 05 2.02 20

10.000.000                      Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 

Lab Rujukan/Nasional

Terpenuhinya pengambilan dan 

pengiriman spesimen penyakit

1 02 05 2.02 28

30.000.000                      Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

Terlaksananya supervisi/ monitoring 

pelaksanaan imunisasi

1 02 05 2.02 36

80.000.000                      Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan 

Respon Wabah

Bintek  dan validasi data SKDR (Sistem 

Kewaspadaan Dini dan Respon)  

penyakit berpotensial KLB/ wabah

1 02 05 2.02 37

1 02 37 05 Pelayanan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular

Jumlah orang terduga TBC yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar

491.523.000                   PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan orang 

terduga 

tuberkulosis yang 

memenuhi 

standar

1 02 02

Jumlah penderita TBC yang diobati 

dan dilaporkan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah orang terduga 

TBC yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

sesuai standar

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan orang 

dengan risiko 

terinveksi HIV 

yang memenuhi 

standar

1 02 02 2.02

Jumlah orang dengan risiko terinfeksi 

HIV yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

245.280.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

Terpenuhinya pelayanan kesehatan 

pada orang terduga tuberkulosis 

sesuai standar

Jumlah penderita TBC 

yang diobati dan 

dilaporkan

1 02 02 2.02 11
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1 02 37 08 Pelayanan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular 

(DBHCHT)

Kasus baru DBD yang mendapatkan 

penanganan
688.760.000                   277.769.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Terpenuhinya pelayanan kesehatan 

pada orang dengan risiko terinfeksi 

HIV  sesuai standar

Jumlah orang dengan 

risiko terinfeksi HIV yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

1 02 02 2.02 12

Jumlah sasaran lokasi penanganan 

dan penanggulangan DBD
657.234.000                   Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

Terpenuhinya pelayanan kesehatan 

pada penyakit menular lainnya 

(kusta, diare, malaria, DBD, dll)

Kasus baru DBD yang 

mendapatkan 

penanganan

1 02 02 2.02 25

Jumlah sasaran lokasi 

penanganan dan 

penanggulangan DBD

1 02 37 09 Pelayanan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Jumlah usia produktif (15-59 th) yang 

mendapat pelayanan skrining 

kesehatan sesuai standar

376.900.000                   PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan pada 

usia produktif 

yang memenuhi 

standar

1 02 37 12 Pelayanan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

(DBHCHT)

Jumlah usia lanjut (>=60th) yang 

mendapat pelayanan skrining 

kesehatan sesuai standar

1.648.360.000                Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah usia produktif (15-

59 th) yang mendapat 

pelayanan skrining 

kesehatan sesuai standar

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan pada 

usia lanjut yang 

memenuhi 

standar

Jumlah penderita hipertensi (usia 

>=15th) yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar

531.204.000                   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif

Terpenuhinya pelayanan pada usia 

produktif yang sesuai standar

Jumlah usia lanjut 

(>=60th) yang mendapat 

pelayanan skrining 

kesehatan sesuai standar

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan pada 

penderita 

hipertensi yang 

memenuhi 

standar

1 02 02 2.02 06

Jumlah penderita DM usia >=15 th 

yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

1.266.245.000                Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

Terpenuhinya pelayanan pada usia 

lanjut yang sesuai standar

Jumlah penderita 

hipertensi (usia >=15th) 

yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

sesuai standar

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan pada 

penderita 

diabetes melitus 

yang memenuhi 

standar

1 02 02 2.02 07

Jumlah penderita Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (OGDJ) berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar

57.439.000                      Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Penderita Hipertensi

Terpenuhinya pelayanan kesehatan 

pada penderita hipertensi yang sesuai 

standar

Jumlah penderita DM 

usia >=15 th yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan orang 

dengan gangguan 

jiwa berat yang 

memenuhi 

standar

1 02 02 2.02 08

57.389.000                      Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Penderita Diabetes Melitus

Terpenuhinya pelayanan kesehatan 

pada penderita Diabetes Melitus yang 

sesuai standar

Jumlah penderita Orang 

Dengan Gangguan Jiwa 

(OGDJ) berat yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

Cakupan 

pelayanan 

pengendalian 

penyakit

1 02 02 2.02 09

7.400.000                        Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Terpenuhiya pelayanan kesehatan 

pada ODGJ berat 

1 02 02 2.02 10

7.395.000                        Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Masalah Kesehatan 

Jiwa (ODMK)

Terpenuhinya pelayanan kesehatan 

pada ODMK

1 02 02 2.02 21

7.395.000                        Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

Terpenuhinya pelayanan kesehatan 

pada orang dengan masalah NAPZA

1 02 02 2.02 22

83.387.000                      Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

Terlaksananya koornidasi, monitoring 

dan pembinaan PTM lainnya

1 02 02 2.02 25

7.406.000                        Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA 

di Fasyankes dan Sekolah

Jumlah siswa yang dilakukan deteksi 

dini penyalahgunaan NAPZA

1 02 02 2.02 27
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1 02 38 Program Pelayanan dan Sumber 

Daya Kesehatan 

Cakupan pelayanan dan sumber daya 

kesehatan 
107.757.657.000           PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat

1 02 02

1 02 38 01 Pelayanan dan Pembiayaan 

Kesehatan

Jumlah penduduk yang mendapatkan 

pelayanan jaminan kesehatan
15.089.680.000              Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Jumlah pembangunan 

Rumah Sakit tipe D

1 02 02 2.01

Jumlah kegiatan yang mendapat 

pelayanan kesehatan P3K

Pembangunan Rumah Sakit beserta 

Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Jumlah pembangunan Rumah Sakit 

tipe D

Jumlah pembangunan/ 

pengembangan/ 

rehabilitasi  Puskesmas 

dan jaringannya

1 02 02 2.01 01

1 02 38 04 Pelayanan dan Pembiayaan 

Kesehatan (DBHCHT)

Jumlah klinik yang terakreditasi 42.297.204.000              Pembangunan Puskesmas 1 02 02 2.01 02

Pembangunan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya

1 02 02 2.01 03

Pembangunan Rumah Dinas Tenaga 

Kesehatan

1 02 02 2.01 04

Pengembangan Puskesmas 1 02 02 2.01 06

Pengembangan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya

1 02 02 2.01 07

652.000.000                   Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Puskesmas

Jumlah rehabilitasi Puskesmas 1 02 02 2.01 09

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah rehabilitasi Puskesmas 

pembantu

1 02 02 2.01 10

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah 

Dinas Tenaga Kesehatan

1 02 02 2.01 11

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Terlaksananya pembangunan gedung 

fasilitas kesehatan lainnya

1 02 02 2.01 12

3.198.000.000                Pengadaan Prasarana dan Pendukung 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya pengadaan mobil 

laboratorium keliling, pusling roda 

dua dan ambulance untuk puskesmas

1 02 02 2.01 13

Pemeliharaan Sarana Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.01 18

447.000.000                   Pemeliharaan Prasarana dan 

Pendukung Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Terlaksananya kegiatan P3K dan U 

Garuda 

1 02 02 2.01 19

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

1 02 02 2.02

52.498.431.000              Pengelolaan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat

Jumlah masyarakat yang memperoleh 

jaminan kesehatan

Jumlah penduduk yang 

mendapatkan pelayanan 

jaminan kesehatan

1 02 02 2.02 26

216.453.000                   Pelaksanaan  Akreditasi  Fasilitas  

Kesehatan  di Kabupaten/Kota

Jumlah puskesmas yang dilakukan 

penilaian reakreditasi

Jumlah puskesmas yang 

meningkat status 

akreditasinya

1 02 02 2.02 35

Jumlah klinik yang 

terakreditasi

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C 

dan D dan Fasilitas  Pelayanan  

Kesehatan  Tingkat  Daerah 

Kabupaen/Kota

Jumlah failitas kesehatan 

yang mendapatkan 

pembinaan

1 02 02 2.04

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 

dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tingkat  Daerah Kabupaten/Kota

1 02 02 2.04 02
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350.000.000                   Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan 

(puskesmas, RS, klinik) yang dilakukan 

pembinaan dan monitoring

1 02 02 2.04 03

25.000.000                      Penyiapan Perumusan  dan 

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan

Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

dengan Rumah Sakit untuk pelayanan 

rujukan

1 02 02 2.04 04

1 02 38 05 Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan 

dan Alat Kesehatan

Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, 

bahan kimia, BHP, dan BMHP
229.420.000                   PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan 

ketersediaan obat 

dan vaksin di 

puskesmas

Jumlah lokasi dilakukan pengendalian 

dan pemantauan obat

Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Jumlah pengadaan obat, 

reagen, bahan kimia, 

BHP dan BMHP

1 02 02 2.01

Jumlah item obat dan perbekalan 

yang tersedia sesuai dengan 

kebutuhan

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Jumlah lokasi dilakukan 

pengendalian dan 

pemantauan obat

1 02 02 2.01 14

1 02 38 08 Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan 

dan Alat Kesehatan (DBHCHT)
1.039.850.000                155.000.000                   Pengadaan dan Pemeliharaan Alat 

Kalibrasi

Terlaksananya kalibrasi alat 

kesehatan pada puskesmas

Jumlah item obat dan 

perbekalan kesehatan 

sesuai kebutuhan

1 02 02 2.01 15

132.390.000                   Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah pengadaan obat Jumlah ketersediaan alat 

kesehatan sesuai 

kebutuhan

1 02 02 2.01 16

931.880.000                   Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah pengadaan bahan habis 

pakai/ reagen

1 02 02 2.01 17

50.000.000                      Pemeliharaan Rutin dan Berkala  Alat 

Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya pemeliharaan gedung 

Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)

1 02 02 2.01 20

1 02 38 09 Pelayanan Perijinan, Pengelolaan 

Sumber Daya Kesehatan dan Sistem 

Informasi

Jumlah sertifikat perijinan 891.860.000                   PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan 

pelayanan 

perizinan, 

sertifikasi dan 

pemetaan SDM 

Kesehatan

Jumlah pemeliharaan jaringan 

komputer, jaringan SIK, jaringan 

Sipedu dan sistem aplikasi Dinas 

Kesehatan

Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi

Jumlah dokumen 

Pengelolaan Sumber 

Daya Kesehatan dan 

Sistem Informasi

1 02 02 2.03

Jumlah dokumen Pengelolaan 

Sumber Daya Kesehatan dan Sistem 

Informasi

32.000.000                      Pengelolaan Data dan Informasi 

Kesehatan

Jumlah dokumen laporan kinerja 

(SPM), profil kesehatan serta 

terlaksananya laporan online 

Jumlah pemeliharaan 

jaringan komputer, 

jaringan SIK, jaringan 

Sipedu dan sistem 

aplikasi Dinas Kesehatan

1 02 02 2.03 01

Jumlah pengelola industri rumah 

tangga pangan yang memiliki 

sertifikat penyuluh keamanan pangan

Pengelolaan Sistem Informasi 

Kesehatan

1 02 02 2.03 02

Jenis tenaga kesehatan yang 

mengikuti pembinaan menjadi nakes 

teladan

74.000.000                      Pengadaan Alat/Perangkat Sistem 

Informasi Kesehatan dan Jaringan 

Internet

Jumlah pengadaan sistem informasi/ 

jaringan internet Sistem Informasi 

Kesehatan (SIK)

1 02 02 2.03 03

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C 

dan D dan Fasilitas  Pelayanan  

Kesehatan  Tingkat  Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Sakit Tipe 

C dan D serta klinik yang 

memenuhi syarat 

perijinan

1 02 02 2.04

22.450.000                      Pengendalian dan Pengawasan  serta  

Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 

Rumah Sakit Kelas C dan D

Jumlah rumah sakit kelas C dan D 

yang dilakukan pembinaan dan 

pengawasan dalam rangka perizinan

1 02 02 2.04 01
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PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS  SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KESEHATAN

Cakupan 

pelayanan dan 

sumber daya 

kesehatan

1 02 03

Pemberian  Izin  Praktik  Tenaga  

Kesehatan  di Wilayah 

Kabupaten/Kota

Jumlah praktek mandiri 

tenaga kesehatan yang 

memenuhi syarat 

perijinan

1 02 03 2.01

15.000.000                      Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Perizinan Praktik 

Tenaga Kesehatan

Jumlah praktik mandiri dokter, 

perawat, bidan , terapis

1 02 03 2.01 01

Pembinaan  Teknis,  Pengawasan  

Praktik  Tenaga Kesehatan di Wilayah 

Kabupaten/Kota

Jumlah praktek mandiri 

tenaga kesehatan yang 

dilakukan pembinaan 

dan pengawasan

1 02 03 2.02

14.051.000                      Pembinaan dan Pengawasan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan

Terlaksananya koordinasi dan 

monitoring tenaga kesehatan non 

PNS

1 02 03 2.02 01

34.800.000                      Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga 

Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan ASN di 

lingkup dinas kesehatan, UPT/ UPTD 

dan RSUD yang melaksanakan uji 

kompetensi

1 02 03 2.02 02

Perencanaan Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumberdaya 

Manusia Kesehatan untuk UKP dan 

UKM Manusia di Wilayah 

Kabupaten/Kota

Dokumen profil Sumber 

Daya Manusia Kesehatan 

(SDMK)

1 02 03 2.03

Distribusi dan Pemerataan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan

1 02 03 2.03 01

422.060.000                   Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan sesuai Standar

Jumlah tenaga kesehatan non PNS 

untuk melaksanakan pelayanan 

sesuai standar

1 02 03 2.03 02

Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah tenaga kesehatan 

yang lulus uji kompetensi 

sesuai fungsionalnya

1 02 03 2.04

50.000.000                      Peningkatan Kompetensi dan 

Kualifikasi Sumber Daya Manusia 

Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan ASN di 

lingkup dinas kesehatan, UPT/ UPTD 

dan RSUD yang memenuhi syarat uji 

kompetensi

1 02 03 2.04 01

27.179.000                      Sertifikasi Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang 

memenuhi syarat perizinan

1 02 03 2.04 02

Pembinaan dan Pengawasan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi dilakukan 

pembinaan dan 

pengawasan  SDMK

1 02 03 2.05

Pembinaan dan Pengawasan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan

1 02 03 2.05 01

12.000.000                      Pengelolaan Sistem Informasi Sumber 

Daya Manusia Kesehatan

Dokumen profil sumber daya manusia 

kesehatan (SDMK)

1 02 03 2.05 02

PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN

1 02 04

Pemberian Izin Apotek,  Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah apotek, toko 

obat, toko alat 

kesehatan dan optikal, 

UMOT yang memenuhi 

syarat kesehatan

1 02 04 2.01
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Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 

Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT)

1 02 04 2.01 01

Penyediaan dan Pengelolaan Data 

Perizinan dan Tindak  Lanjut  

Pengawasan  Izin  Apotek,  Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1 02 04 2.01 02

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin 

Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan  Optikal, Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT)

1 02 04 2.01 03

Pemberian Sertifikat Produksi untuk 

Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 

1  tertentu dan Perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga Kelas 1 tertentu 

Perusahaan Rumah Tangga

Jumlah sarana produksi 

alat kesehatan kelas 1 

dan PKRT yang 

memenuhi rekomendasi 

1 02 04 2.02

Pengendalian dan Pengawasan Serta 

Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat 

Produksi   Alat Kesehatan Kelas 1 

Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu 

Perusahaan Rumah Tangga

1 02 04 2.02 01

Pengendalian dan Pengawasan Serta 

Tindak Lanjut Pengawasan 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah 

Tangga

1 02 04 2.02 02

Penerbitan  Sertifikat  Produksi  

Pangan  Industri Rumah  Tangga  dan  

Nomor  P-IRT  sebagai  Izin Produksi, 

untuk Produk Makanan Minuman 

tertentu yang Dapat Diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga

Jumlah P-IRT yang 

memenuhi syarat 

perijinan

1 02 04 2.03

87.376.000                      Pengendalian   dan   Pengawasan   

Serta   Tindak Lanjut  Pengawasan  

Sertifikat  Produksi  Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 

Sebagai Izin Produksi, untuk Produk 

Makanan Minuman Tertentu yang 

Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah 

Tangga

Jumlah Industri rumah tangga yang 

memenuhi syarat kesehatan

1 02 04 2.03 01

Pemeriksaan     dan     Tindak     Lanjut     

Hasil Pemeriksaan Post Market pada 

Produksi dan Produk Makanan 

Minuman Industri Rumah Tangga

Jumlah produksi dan 

produk makanan yang 

memenuhi syarat 

kesehatan

1 02 04 2.06

6.400.000                        Pemeriksaan Post Market pada 

Produk Makanan-Minuman Industri 

Rumah Tangga yang Beredar dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut 

Pengawasan

Jumlah pemeriksaan produk makanan 

minuman yang bersedar

1 02 04 2.06 01

94.544.000                      Penyediaan dan Pengelolaan Data 

Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan  

Industri Rumah Tangga

Jumlah perizinan dan pembinaan 

Industri Rumah Tangga

1 02 04 2.06 02
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1 02 38 16 Peningkatan Pelayanan Laboratorium 

Kesehatan (DBHCHT)

Jumlah kumjungan pasien yang 

melakukan pemeriksaan ke Labkesda
2.385.780.000                PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 02 02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kunjungan pasien 

yang melakukan 

pemeriksaan ke Labkes

1 02 02 2.02

2.385.780.000                Operasional Pelayanan Fasilitas  

Kesehatan Lainnya

Tersedianya belanja operasional  

Labkes

1 02 02 2.02 34

1 02 38 17 Operasional Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas

Jumlah indikator SPM yang tercapai 

100%
955.000.000                   PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 02 02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah indikator SPM 

yang tercapai 100%

1 02 02 2.02

1 02 38 19 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 

(DBHCHT)

Jumlah indikator SPM yang tercapai 

100%
8.080.000.000                45.823.863.000              Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya belanja operasional 

puskesmas

1 02 02 2.02 33

1 02 38 20 Pelayanan Kesehatan BLUD Jumlah kunjungan pasien yang 

berobat ke puskesmas
36.788.863.000              

122.330.595.000    122.330.595.000                                                                        - JUMLAH
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1 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1

1 02 KESEHATAN 1 02

1 02 02.16 Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat

Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten 

Kudus

Jumlah alat kesehatan 

yang tersedia

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Pengadaan alat 

kesehatan bagi 

penderita akibat 

dampak asap 

rokok

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

1 02 02.2.01

1 02 02.16 20 Kegiatan Peningkatan Derajat 

Kesehatan Mayarakat dengan 

Penyediaan Fasilitas Perawatan 

Kesehatan Bagi Penderita akibat 

dampak asap rokok (DBHCHT)

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Kesehatan
30.000.000.000              30.000.000.000              Pembangunan Rumah Sakit beserta 

sarana dan Prasarana 

Pendukungnya

Tercapainya pembangunan rumah 

sakit beserta sarana dan prasarana 

pendukungnya

1 02 02.2.01 01

1 02 02.26 Program pengadaan, peningkatan 

sarana dan prasarana rumah 

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit 

paru-paru/rumah sakit mata

Cakupan ketersediaan sarpras 

kesehatan rujukan

Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten 

Kudus

Tersedianya sarana dan 

prasarana kesehatan 

rujukan

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan bagi 

masyarakat

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 02 02.2.01

Cakupan 

ketersediaan 

sarpras kesehatan 

rujukan

1 02 02.26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan 

rumah sakit

Tersedianya sarana dan prasarana 

kesehatan rujukan

Pengadaan Alat kesehatan / Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan

Tersedianya jumlah alat kesehatan / 

alat penunjang medik yang 

diadakan

1 02 02.2.01 14

1 02 02.26  29 Pembangunan/rehabilitasi gedung 

dan penyediaan sarana dan 

prasarana kesehatan

Terpenuhinya sarana & prasarana 

kesehatan rujukan
-                                         Pengadaan Prasarana dan 

Pendukung Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Tercukupinya prasarana dan 

pendukung fasilitas pelayanan 

kesehatan

1 02 02.2.01 13

1 02 02.33 Program Pelayanan Kesehatan 

BLUD

Cakupan Pelayanan Kesehatan 

BLUD
134.051.743.000            Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten Kota

Melaksanakan SPM RS 

dan menyelenggarakan 

indeks kepuasan 

pelanggan

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Tercapainya SPM 

RS dan 

terselenggaranya 

indeks kepuasan 

pelanggan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 02 02. 2.02

Persentase Pelayanan Medis Rawat 

Jalan dan Rawat Inap sesuai dengan 

SPM

Cakupan 

pelayanan BLUD

Persentase Pelayanan Asuhan 

Keperawatan Rawat Jalan dan 

Rawat Inap sesuai dengan SPM

Persentase Pelayanan Penunjang 

Medis dan Non Medis

Rasio Cost Recovery

Indeks Kepuasan Masyarakat

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LOEKMONO HADI
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1 02 02.33 01 Pelayanan Kesehatan BLUD Cakupan Pelayanan Kesehatan 

BLUD
 134.051.743.000            Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tercapainya pelayanan sesuai SPM 

dan ketersediaan sarana dan 

prasarana untuk pelayanan 

kesehatan

1 02 02. 2.02 32

Jumlah kunjungan pasien rawat 

jalan yang dilayani tenaga medis 

sesuai SPM

Jumlah kunjungan pasien rawat 

inap yang dilayani tenaga medis 

sesuai SPM

Jumlah asuhan keperawatan pasien 

rawat jalan yang dilayani oleh 

perawat sesuai SPM

Jumlah asuhan keperawatan pasien 

rawat inap yang dilayani oleh 

perawat sesuai SPM

Ketersediaan alat kesehatan di RS

Ketersediaan bahan non medis di RS

Akuntabilitas Kinerja Sesuai 

Standart

Jumlah Verifikasi dan Laporan 

Keuangan

Jumlah Penerimaan dan 

Pengeluaran Pendapatan

Kompetensi Sumber Daya Manusia 

(SDM) sesuai stadart

Informasi, Promosi dan Publikasi RS

Ketersediaan pembangunan 

gedung, pemeliharaan alat 

kesehatan, gedung dan bangunan 

serta pengadaan jaringan RS

164.051.743.000    164.051.743.000    JUMLAH
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1 03 01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
               1.565.800.000                1.565.800.000 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

INDEK KEPUASAN 

MASYARAKAT

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG

1 03 01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah data (dokumen) 

perencanaan sesuai standar
                    10.000.000                     10.000.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah data (dokumen) 

perencanaan sesuai 

standar

1 02 01 2.01

Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah Renstra dan Renja Perangkat 

Daerah

1 02 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat 

Daerah

1 02 01 2.01 02

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Kinerja Perangkat Daerah 1 02 01 2.01 05

1 03 01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah data (dokumen) Keuangan 

sesuai standar
554.140.000                                   151.170.000 Administrasi Keuangan Jumlah data (dokumen) 

Keuangan sesuai standar

1 02 01 2.02

                                       - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 01 02 01 2.02 01

                  151.170.000 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

01 02 01 2.02 02

                                       - Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi 01 02 01 2.02 `03

                                       - Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

01 02 01 2.02 `04

                                       - Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan

01 02 01 2.02 `05

                                       - Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

01 02 01 2.02 `06

                                       - Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

01 02 01 2.02 `07

                                       - Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

01 02 01 2.02 `08

                                       - Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir 

Tahun

01 02 01 2.02 `09

1 03 01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah bulan pelayanan sarpras 

aparatur
               1.001.660.000                1.404.630.000 Administrasi Umum Jumlah bulan pelayanan 

sarpras aparatur

1 02 01 2.03

                       2.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat 1 02 01 2.03 01

                  156.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

1 02 01 2.03 02

                                       - Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

1 02 01 2.03 03

                                       - Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan PNS

1 02 01 2.03 04

                                       - Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

1 02 01 2.03 05

                    39.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

1 02 01 2.03 06

                  142.090.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 1 02 01 2.03 07

                    12.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 02 01 2.03 08

                                       - Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

1 02 01 2.03 09

                    29.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1 02 01 2.03 10

                    22.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

1 02 01 2.03 11

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

                       7.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

1 02 01 2.03 12

                       7.500.000 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

1 02 01 2.03 13

                       7.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 1 02 01 2.03 14

                                       - Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

1 02 01 2.03 15

-                                       Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor 1 02 01 2.03 16

                  124.820.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 1 02 01 2.03 17

                    43.150.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

1 02 01 2.03 18

                                       - Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional

1 02 01 2.03 20

                                       - Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung 

Kantor

1 02 01 2.03 22

                    40.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 1 02 01 2.03 24

                    35.000.000 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 1 02 01 2.03 25

                                       - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

1 02 01 2.03 28

                                       - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mobil Jabatan

1 02 01 2.03 29

                  292.870.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

1 02 01 2.03 30

                    20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

1 02 01 2.03 32

                                       - Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

1 02 01 2.03 34

                                       - Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

1 02 01 2.03 35

                  425.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Rumah Gedung Kantor yang 

direhabilitasi

1 02 01 2.03 38

                                       - Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang 

direhabilitasi

1 02 01 2.03 39

                                       - Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional yang 

direhabilitasi

1 02 01 2.03 40

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

jumlah pegawai 

mengikuti pelatihan

1 02 01 2.04

                                       - Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 

Formal

1 02 01 2.04 09

                                       - Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan

1 02 01 2.04 10

                                       - Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

1 02 01 2.04 11

1 03 01 23 Program peningkatan sarana dan 

prasarana kebinamargaan 

Presentase alat - alat berat dalam 

kondisi baik
               3.438.737.000                                        - 

1 03 01 23 4 Pengadaan alat-alat berat Jumlah Pengadaan alat-alat berat                2.600.000.000 

1 03 01 23 14 Operasional Pengelolaan UPT dan 

Peningkatan Sarana dan prasarana 

Kebinamargaan

Jumlah alat - alat berat dalam 

kondisi baik
                  838.737.000                                        - 

1 03 01 24 Program pengembangan dan 

pengelolaan jaringan irigasi, rawa 

dan jaringan pengairan lainnya 

Presentase luas irigasi kabupaten 

dalam kondisi baik
               9.656.035.000                9.656.035.000 PROGRAM  

PENGELOLAAN  SUMBER  

DAYA  AIR (SDA)

PERSENTASE LUAS 

IRIGASI 

KABUPATEN 

DALAM KONDISI 

BAIK

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG
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1 03 01 24 24 Pembangunan dan Pengelolaan SDA 

dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jumlah Pembangunan dan 

Pengelolaan SDA dan Jaringan 

Pengairan Lainnya

               2.280.650.000                2.380.650.000 Pengelolaan   SDA   dan   Bangunan   

Pengaman Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pembangunan 

dan Pengelolaan SDA 

dan Jaringan Pengairan 

Lainnya

                  150.000.000 Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Bendungan, Embung, dan 

Bangunan Penampung Air Lainnya

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Bendungan, Embung, dan 

Bangunan Penampung Air Lainnya

1 03 02 2.01 01

                                       - Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Air Tanah dan Air Baku

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Air Tanah dan Air Baku

1 03 02 2.01 02

                  100.000.000 Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup Untuk 

Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 

Drainase Utama Perkotaan dan 

Pengaman Pantai

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup Untuk 

Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 

Drainase Utama Perkotaan dan 

Pengaman Pantai

1 03 02 2.01 03

                                       - Penyusunan Pola dan Rencana 

Pengelolaan SDA WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pola dan Rencana 

Pengelolaan SDA WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

1 03 02 2.01 04

                                       - Pembangunan Bendungan Jumlah Bendungan yang Dibangun 1 03 02 2.01 05

                                       - Pembangunan Embung dan 

Penampung Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampung Air 

Lainnya yang Dibangun

1 03 02 2.01 06

                                       - Pembangunan Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun 1 03 02 2.01 08

                                       - Pembangunan Tanggul Sungai Jumlah Tanggul Sungai yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 09

                  500.000.000 Pembangunan Bangunan Perkuatan 

Tebing

Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing 

yang Dibangun

1 03 02 2.01 10

                                       - Pembangunan Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir

Jumlah Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir yang Dibangun

1 03 02 2.01 11

                                       - Pembangunan Kanal Banjir Jumlah Kanal Banjir yang Dibangun 1 03 02 2.01 12

                                       - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 13

                                       - Pembangunan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 14

                                       - Pembangunan Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 15

                                       - Pembangunan Check Dam Jumlah Check Dam yang Dibangun 1 03 02 2.01 16

                                       - Pembangunan Flood Forecasting 

And Warning System (FFWS)

Jumlah Flood Forecasting And 

Warning System (FFWS) yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 19

                                       - Peningkatan Tanggul Sungai Jumlah Tanggul Sungai yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 34

                                       - Peningkatan Bangunan Perkuatan 

Tebing

Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing 

yang Ditingkatkan

1 03 02 2.01 35

                                       - Peningkatan Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir

Jumlah Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir yang Ditingkatkan

1 03 02 2.01 36

                                       - Peningkatan Kanal Banjir Jumlah Kanal Banjir yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 37

                                       - Peningkatan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 38

                                       - Peningkatan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 39

                                       - Peningkatan Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 40

                                       - Peningkatan Check Dam Jumlah Check Dam  yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 41

                                       - Peningkatan Flood Forecasting And 

Warning System (FFWS)

Jumlah Flood Forecasting And 

Warning System (FFWS) yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 44
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                                       - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan 

Sungai

Jumlah Sungai yang 

Dinormalisasi/Restorasi/Pelihara

1 03 02 2.01 46

                                       - Pembangunan Infrastruktur untuk 

Perlindungan dan Pemeliharaan 

Mata Air

Jumlah Infrastruktur untuk 

Perlindungan dan Pemeliharaan 

Mata Air yang Dibangun

1 03 02 2.01 47

Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 

pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pembangunan 

sarana irigasi

                                       - Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan Rawa

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan Rawa

1 03 02 2.02 01

               1.630.650.000 Pembangunan Jaringan Irigasi 

Permukaan

Jumlah  Jaringan Irigasi Permukaan 

yang Dibangun

1 03 02 2.02 02

                                       - Pembangunan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 

Dibangun

1 03 02 2.02 03

                                       - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

Dibangun

1 03 02 2.02 04

                                       - Pembangunan Jaringan Irigasi 

Tambak

Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

Dibangun

1 03 02 2.02 05

                                       - Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi 

Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang Dibangun

1 03 02 2.02 06

                                       - Pembangunan Jaringan Irigasi Air 

Tanah

Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang Dibangun

1 03 02 2.02 07

                                       - Peningkatan Jaringan Irigasi 

Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang Ditingkatkan

1 03 02 2.02 08

                                       - Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.02 09

                                       - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.02 10

                                       - Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.02 11

                                       - Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi 

Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang Ditingkatkan

1 03 02 2.02 12

                                       - Peningkatan Jaringan Irigasi Air 

Tanah

Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang Ditingkatkan

1 03 02 2.02 13

                                       - 
1 03 01 24 26 Rehabilitasi/Pemeliharaan dan 

Pendayagunaan Sumber Daya Air 

dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan 

dan Pendayagunaan Sumber Daya 

Air dan Jaringan Pengairan Lainnya

               1.719.350.000                1.619.350.000 Pengelolaan   SDA   dan   Bangunan   

Pengaman Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah pengaman 

wilayah sungai yang 

direhabilitasi

                                       - Rehabilitasi Bendungan Jumlah Bendungan yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 20

                                       - Rehabilitasi Embung dan 

Penampungan Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampungan 

Air Lainnya yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 21

                                       - Rehabilitasi Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 23

                                       - Rehabilitasi Tanggul Sungai Jumlah Tanggul Sungai yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 24

                                       - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan 

Tebing

Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 25

                  170.000.000 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir

Jumlah Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 26

                                       - Rehabilitasi Kanal Banjir Jumlah Kanal Banjir yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 27

                                       - Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 28

                                       - Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 29

                                       - Rehabilitasi Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 30

                                       - Rehabilitasi Check Dam Jumlah Check Dam  yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 31

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Bendungan

Jumlah Bendungan yang Dipelihara 1 03 02 2.01 48
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                                       - Operasi dan Pemeliharaan Embung 

dan Penampung Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampung Air 

Lainnya yang Dipelihara

1 03 02 2.01 49

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air 

Tanah untuk Air Baku

Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air 

Baku yang Dipelihara

1 03 02 2.01 50

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Embung 

Air Baku

Jumlah Embung Air Baku yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 51

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air 

Baku

Jumlah Unit Air Baku yang Dipelihara 1 03 02 2.01 52

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul 

dan Tebing Sungai

Jumlah Tanggul dan Tebing Sungai 

yang Dipelihara

1 03 02 2.01 53

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Kanal 

Banjir

Jumlah Kanal Banjir yang Dipelihara 1 03 02 2.01 54

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Stasiun 

Pompa Banjir

Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 55

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Polder/Kolam Retensi

Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 56

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Bangunan Sabo

Jumlah Bangunan Sabo yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 57

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Check 

Dam

Jumlah Check Dam yang Dipelihara 1 03 02 2.01 58

                                       - Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas 

Air WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Hidrologi dan Kualitas Air WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dikelola

1 03 02 2.01 60

                                       - Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kelembagaan Pengelolaan 

SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang dibina dan diberdayakan

1 03 02 2.01 61

                                       - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis 

(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pemanfaatan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dievaluasi dan di Rekomendasi 

Teknis (Rekomtek) 

1 03 02 2.01 62

                                       - Koordinasi dan Sinkronisasi 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Pengelolaan SDA Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dikoordinasi dan Sinkronisasi

1 03 02 2.01 63

Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 

pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah jaringan irigasi 

yang direhabilitasi

               1.449.350.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 14

                                       - Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 15

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 16

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 17

                                       - Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi 

Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 18

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 19

                                       - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Konservasi Kawasan 

Rawa

Jumlah Konservasi Kawasan Rawa 

yang dikoordinasi, sinkronisasi dan 

dilaksanakan

1 03 02 2.02 20

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang Dipelihara

1 03 02 2.02 21

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Bendung 

Irigasi

Jumlah Bendung Irigasi yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 22

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Rawa

Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 23

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Tambak

Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 24

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Sumur 

Jaringan Irigasi Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang Dipelihara

 bb                                 03 02 2.02 25

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Air Tanah

Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang Dipelihara

1 03 02 2.02 26

                                       - Operasional Unit Pengelola Irigasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi 1 03 02 2.02 27
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                                       - Pengelolaan dan Pengawasan 

Alokasi Air Irigasi

Jumlah Alokasi Air Irigasi yang 

dikelola dan diawasi

1 03 02 2.02 28

                                       - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan 

Rawa

Jumlah Kawasan Rawa yang 

dipelihara

1 03 02 2.02 29

1 03 01 24 28 Operasional Pengelolaan UPT dan 

Pemeliharaan Jaringan Pengairan 

Wilayah I

Jumlah Operasional Pengelolaan 

UPT dan Pemeliharaan Jaringan 

Pengairan Wilayah I

                  200.000.000                   200.000.000 Pengelolaan   SDA   dan   Bangunan   

Pengaman Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah bangunan 

pengaman wilayah 

sungai yang direhabilitasi

                                       - Rehabilitasi Bendungan Jumlah Bendungan yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 20

                                       - Rehabilitasi Embung dan 

Penampungan Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampungan 

Air Lainnya yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 21

                                       - Rehabilitasi Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 23

                                       - Rehabilitasi Tanggul Sungai Jumlah Tanggul Sungai yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 24

                                       - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan 

Tebing

Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 25

                                       - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir

Jumlah Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 26

                                       - Rehabilitasi Kanal Banjir Jumlah Kanal Banjir yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 27

                                       - Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 28

                                       - Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 29

                                       - Rehabilitasi Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 30

                                       - Rehabilitasi Check Dam Jumlah Check Dam  yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 31

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Bendungan

Jumlah Bendungan yang Dipelihara 1 03 02 2.01 48

                  200.000.000 Operasi dan Pemeliharaan Embung 

dan Penampung Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampung Air 

Lainnya yang Dipelihara

1 03 02 2.01 49

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air 

Tanah untuk Air Baku

Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air 

Baku yang Dipelihara

1 03 02 2.01 50

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Embung 

Air Baku

Jumlah Embung Air Baku yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 51

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air 

Baku

Jumlah Unit Air Baku yang Dipelihara 1 03 02 2.01 52

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul 

dan Tebing Sungai

Jumlah Tanggul dan Tebing Sungai 

yang Dipelihara

1 03 02 2.01 53

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Kanal 

Banjir

Jumlah Kanal Banjir yang Dipelihara 1 03 02 2.01 54

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Stasiun 

Pompa Banjir

Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 55

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Polder/Kolam Retensi

Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 56

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Bangunan Sabo

Jumlah Bangunan Sabo yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 57

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Check 

Dam

Jumlah Check Dam yang Dipelihara 1 03 02 2.01 58

                                       - Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas 

Air WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Hidrologi dan Kualitas Air WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dikelola

1 03 02 2.01 60

                                       - Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kelembagaan Pengelolaan 

SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang dibina dan diberdayakan

1 03 02 2.01 61

                                       - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis 

(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pemanfaatan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dievaluasi dan di Rekomendasi 

Teknis (Rekomtek) 

1 03 02 2.01 62
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                                       - Koordinasi dan Sinkronisasi 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Pengelolaan SDA Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dikoordinasi dan Sinkronisasi

1 03 02 2.01 63

Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 

pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah jaringan irigasi 

yang direhabilitasi

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 14

                                       - Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 15

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 16

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 17

                                       - Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi 

Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 18

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 19

                                       - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Konservasi Kawasan 

Rawa

Jumlah Konservasi Kawasan Rawa 

yang dikoordinasi, sinkronisasi dan 

dilaksanakan

1 03 02 2.02 20

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang Dipelihara

1 03 02 2.02 21

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Bendung 

Irigasi

Jumlah Bendung Irigasi yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 22

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Rawa

Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 23

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Tambak

Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 24

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Sumur 

Jaringan Irigasi Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang Dipelihara

 bb                                 03 02 2.02 25

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Air Tanah

Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang Dipelihara

1 03 02 2.02 26

                                       - Operasional Unit Pengelola Irigasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi 1 03 02 2.02 27

                                       - Pengelolaan dan Pengawasan 

Alokasi Air Irigasi

Jumlah Alokasi Air Irigasi yang 

dikelola dan diawasi

1 03 02 2.02 28

                                       - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan 

Rawa

Jumlah Kawasan Rawa yang 

dipelihara

1 03 02 2.02 29

1 03 01 24 29 Operasional Pengelolaan UPT dan 

Pemeliharaan Jaringan Pengairan 

Wilayah II

Jumlah Operasional Pengelolaan 

UPT dan Pemeliharaan Jaringan 

Pengairan Wilayah II

                  200.000.000                   200.000.000 Pengelolaan   SDA   dan   Bangunan   

Pengaman Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah bangunan 

pengaman wilayah 

sungai yang direhabilitasi

                                       - Rehabilitasi Bendungan Jumlah Bendungan yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 20

                                       - Rehabilitasi Embung dan 

Penampungan Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampungan 

Air Lainnya yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 21

                                       - Rehabilitasi Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 23

                                       - Rehabilitasi Tanggul Sungai Jumlah Tanggul Sungai yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 24

                                       - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan 

Tebing

Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 25

                                       - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir

Jumlah Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 26

                                       - Rehabilitasi Kanal Banjir Jumlah Kanal Banjir yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 27

                                       - Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 28

                                       - Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 29
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                                       - Rehabilitasi Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 30

                                       - Rehabilitasi Check Dam Jumlah Check Dam  yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 31

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Bendungan

Jumlah Bendungan yang Dipelihara 1 03 02 2.01 48

                  200.000.000 Operasi dan Pemeliharaan Embung 

dan Penampung Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampung Air 

Lainnya yang Dipelihara

1 03 02 2.01 49

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air 

Tanah untuk Air Baku

Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air 

Baku yang Dipelihara

1 03 02 2.01 50

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Embung 

Air Baku

Jumlah Embung Air Baku yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 51

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air 

Baku

Jumlah Unit Air Baku yang Dipelihara 1 03 02 2.01 52

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul 

dan Tebing Sungai

Jumlah Tanggul dan Tebing Sungai 

yang Dipelihara

1 03 02 2.01 53

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Kanal 

Banjir

Jumlah Kanal Banjir yang Dipelihara 1 03 02 2.01 54

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Stasiun 

Pompa Banjir

Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 55

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Polder/Kolam Retensi

Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 56

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Bangunan Sabo

Jumlah Bangunan Sabo yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 57

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Check 

Dam

Jumlah Check Dam yang Dipelihara 1 03 02 2.01 58

                                       - Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas 

Air WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Hidrologi dan Kualitas Air WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dikelola

1 03 02 2.01 60

                                       - Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kelembagaan Pengelolaan 

SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang dibina dan diberdayakan

1 03 02 2.01 61

                                       - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis 

(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pemanfaatan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dievaluasi dan di Rekomendasi 

Teknis (Rekomtek) 

1 03 02 2.01 62

                                       - Koordinasi dan Sinkronisasi 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Pengelolaan SDA Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dikoordinasi dan Sinkronisasi

1 03 02 2.01 63

Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 

pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah jaringan irigasi 

yang direhabilitasi

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 14

                                       - Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 15

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 16

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 17

                                       - Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi 

Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 18

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 19

                                       - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Konservasi Kawasan 

Rawa

Jumlah Konservasi Kawasan Rawa 

yang dikoordinasi, sinkronisasi dan 

dilaksanakan

1 03 02 2.02 20

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang Dipelihara

1 03 02 2.02 21

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Bendung 

Irigasi

Jumlah Bendung Irigasi yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 22

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Rawa

Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 23
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                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Tambak

Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 24

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Sumur 

Jaringan Irigasi Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang Dipelihara

 bb                                 03 02 2.02 25

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Air Tanah

Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang Dipelihara

1 03 02 2.02 26

                                       - Operasional Unit Pengelola Irigasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi 1 03 02 2.02 27

                                       - Pengelolaan dan Pengawasan 

Alokasi Air Irigasi

Jumlah Alokasi Air Irigasi yang 

dikelola dan diawasi

1 03 02 2.02 28

                                       - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan 

Rawa

Jumlah Kawasan Rawa yang 

dipelihara

1 03 02 2.02 29

1 03 1.03.01 24 30 Pembangunan dan Pengelolaan 

Sumber Daya Air dan Jaringan 

Pengairan Lainnya (DBHCHT)

               2.385.000.000                2.485.000.000 Pengelolaan   SDA   dan   Bangunan   

Pengaman Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah bangunan 

pengaman wilayah 

sungai yang dibangun

                  200.000.000 Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Bendungan, Embung, dan 

Bangunan Penampung Air Lainnya

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Bendungan, Embung, dan 

Bangunan Penampung Air Lainnya

1 03 02 2.01 01

                                       - Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Air Tanah dan Air Baku

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Air Tanah dan Air Baku

1 03 02 2.01 02

                                       - Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup Untuk 

Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 

Drainase Utama Perkotaan dan 

Pengaman Pantai

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup Untuk 

Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 

Drainase Utama Perkotaan dan 

Pengaman Pantai

1 03 02 2.01 03

                                       - Penyusunan Pola dan Rencana 

Pengelolaan SDA WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pola dan Rencana 

Pengelolaan SDA WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

1 03 02 2.01 04

                                       - Pembangunan Bendungan Jumlah Bendungan yang Dibangun 1 03 02 2.01 05

                                       - Pembangunan Embung dan 

Penampung Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampung Air 

Lainnya yang Dibangun

1 03 02 2.01 06

                                       - Pembangunan Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun 1 03 02 2.01 08

                                       - Pembangunan Tanggul Sungai Jumlah Tanggul Sungai yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 09

                                       - Pembangunan Bangunan Perkuatan 

Tebing

Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing 

yang Dibangun

1 03 02 2.01 10

                                       - Pembangunan Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir

Jumlah Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir yang Dibangun

1 03 02 2.01 11

                                       - Pembangunan Kanal Banjir Jumlah Kanal Banjir yang Dibangun 1 03 02 2.01 12

                                       - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 13

                                       - Pembangunan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 14

                                       - Pembangunan Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 15

                                       - Pembangunan Check Dam Jumlah Check Dam yang Dibangun 1 03 02 2.01 16

                                       - Pembangunan Flood Forecasting 

And Warning System (FFWS)

Jumlah Flood Forecasting And 

Warning System (FFWS) yang 

Dibangun

1 03 02 2.01 19

                                       - Peningkatan Tanggul Sungai Jumlah Tanggul Sungai yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 34

                                       - Peningkatan Bangunan Perkuatan 

Tebing

Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing 

yang Ditingkatkan

1 03 02 2.01 35

                                       - Peningkatan Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir

Jumlah Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir yang Ditingkatkan

1 03 02 2.01 36
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                                       - Peningkatan Kanal Banjir Jumlah Kanal Banjir yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 37

                                       - Peningkatan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 38

                                       - Peningkatan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 39

                                       - Peningkatan Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 40

                                       - Peningkatan Check Dam Jumlah Check Dam  yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 41

                                       - Peningkatan Flood Forecasting And 

Warning System (FFWS)

Jumlah Flood Forecasting And 

Warning System (FFWS) yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.01 44

                                       - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan 

Sungai

Jumlah Sungai yang 

Dinormalisasi/Restorasi/Pelihara

1 03 02 2.01 46

                                       - Pembangunan Infrastruktur untuk 

Perlindungan dan Pemeliharaan 

Mata Air

Jumlah Infrastruktur untuk 

Perlindungan dan Pemeliharaan 

Mata Air yang Dibangun

1 03 02 2.01 47

Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 

pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah jaringan irigasi yg 

dibangun

                                       - Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan Rawa

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan Rawa

1 03 02 2.02 01

                                       - Pembangunan Jaringan Irigasi 

Permukaan

Jumlah  Jaringan Irigasi Permukaan 

yang Dibangun

1 03 02 2.02 02

                                       - Pembangunan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 

Dibangun

1 03 02 2.02 03

                                       - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

Dibangun

1 03 02 2.02 04

                                       - Pembangunan Jaringan Irigasi 

Tambak

Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

Dibangun

1 03 02 2.02 05

                                       - Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi 

Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang Dibangun

1 03 02 2.02 06

                                       - Pembangunan Jaringan Irigasi Air 

Tanah

Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang Dibangun

1 03 02 2.02 07

               2.285.000.000 Peningkatan Jaringan Irigasi 

Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang Ditingkatkan

1 03 02 2.02 08

                                       - Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.02 09

                                       - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.02 10

                                       - Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

Ditingkatkan

1 03 02 2.02 11

                                       - Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi 

Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang Ditingkatkan

1 03 02 2.02 12

                                       - Peningkatan Jaringan Irigasi Air 

Tanah

Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang Ditingkatkan

1 03 02 2.02 13

1 03 24 31 Rehabilitasi/Pemeliharaan dan 

Pendayagunaan Sumber Daya Air 

dan Jaringan Pengairan Lainnya 

(DBHCHT)

               2.871.035.000                2.771.035.000 Pengelolaan   SDA   dan   Bangunan   

Pengaman Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah bangunan 

pengaman wilayah 

sungai yang direhabilitasi

                                       - Rehabilitasi Bendungan Jumlah Bendungan yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 20

                                       - Rehabilitasi Embung dan 

Penampungan Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampungan 

Air Lainnya yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 21

                                       - Rehabilitasi Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 23

                                       - Rehabilitasi Tanggul Sungai Jumlah Tanggul Sungai yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 24

                                       - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan 

Tebing

Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 25
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                                       - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir

Jumlah Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir yang direhabilitasi

1 03 02 2.01 26

                                       - Rehabilitasi Kanal Banjir Jumlah Kanal Banjir yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 27

                                       - Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 28

                                       - Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 29

                                       - Rehabilitasi Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 30

                                       - Rehabilitasi Check Dam Jumlah Check Dam  yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.01 31

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Bendungan

Jumlah Bendungan yang Dipelihara 1 03 02 2.01 48

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Embung 

dan Penampung Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampung Air 

Lainnya yang Dipelihara

1 03 02 2.01 49

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air 

Tanah untuk Air Baku

Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air 

Baku yang Dipelihara

1 03 02 2.01 50

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Embung 

Air Baku

Jumlah Embung Air Baku yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 51

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air 

Baku

Jumlah Unit Air Baku yang Dipelihara 1 03 02 2.01 52

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul 

dan Tebing Sungai

Jumlah Tanggul dan Tebing Sungai 

yang Dipelihara

1 03 02 2.01 53

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Kanal 

Banjir

Jumlah Kanal Banjir yang Dipelihara 1 03 02 2.01 54

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Stasiun 

Pompa Banjir

Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 55

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Polder/Kolam Retensi

Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 56

                                       - Operasi dan Pemeliharaan 

Bangunan Sabo

Jumlah Bangunan Sabo yang 

Dipelihara

1 03 02 2.01 57

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Check 

Dam

Jumlah Check Dam yang Dipelihara 1 03 02 2.01 58

                                       - Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas 

Air WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Hidrologi dan Kualitas Air WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dikelola

1 03 02 2.01 60

                                       - Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kelembagaan Pengelolaan 

SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang dibina dan diberdayakan

1 03 02 2.01 61

                                       - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis 

(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pemanfaatan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dievaluasi dan di Rekomendasi 

Teknis (Rekomtek) 

1 03 02 2.01 62

                                       - Koordinasi dan Sinkronisasi 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Pengelolaan SDA Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dikoordinasi dan Sinkronisasi

1 03 02 2.01 63

Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 

pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah irigasi yang 

direhabilitasi

               2.771.035.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 14

                                       - Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 15

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 16

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

direhabilitasi

1 03 02 2.02 17

                                       - Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi 

Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 18

                                       - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang direhabilitasi

1 03 02 2.02 19
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                                       - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Konservasi Kawasan 

Rawa

Jumlah Konservasi Kawasan Rawa 

yang dikoordinasi, sinkronisasi dan 

dilaksanakan

1 03 02 2.02 20

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Permukaan

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan 

yang Dipelihara

1 03 02 2.02 21

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Bendung 

Irigasi

Jumlah Bendung Irigasi yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 22

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Rawa

Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 23

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Tambak

Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang 

Dipelihara

1 03 02 2.02 24

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Sumur 

Jaringan Irigasi Air Tanah

Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang Dipelihara

 bb                                 03 02 2.02 25

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Air Tanah

Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah 

yang Dipelihara

1 03 02 2.02 26

                                       - Operasional Unit Pengelola Irigasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi 1 03 02 2.02 27

                                       - Pengelolaan dan Pengawasan 

Alokasi Air Irigasi

Jumlah Alokasi Air Irigasi yang 

dikelola dan diawasi

1 03 02 2.02 28

                                       - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan 

Rawa

Jumlah Kawasan Rawa yang 

dipelihara

1 03 02 2.02 29

1 03 01 35 Program Pembangunan/ 

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan 

Prosentase panjang jalan kabupaten 

dalam kondisi mantap
            34.896.344.000             48.725.081.000 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN

PERSENTASE 

JALAN 

KABUPATEN 

DALAM KONDISI 

MANTAP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG

Persentase jumlah jembatan 

kabupaten dalam kondisi mantap

Persentase jumlah 

jembatan 

kabupaten dalam 

kondisi mantap

1 03 01 35 01 Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan dan Bangunan 

Pelengkap

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan dan Bangunan 

Pelengkap

            10.046.344.000             23.875.081.000 Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pembangunan/ 

Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan dan 

Bangunan Pelengkap

               3.838.737.000 Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi  dan Teknis Sistem 

Pengembangan Jalan 

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi  

dan Teknis Sistem Pengembangan 

Jalan

Program peningkatan 

sarana dan prasarana 

kebinamargaan 

PROGRAM 

PANJANG JALAN 

KABUPATEN DAN 

JEMBATAN DALAM 

KONDISI MANTAP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG

1 03 10 2.01 01

            10.390.000.000 Pembebasan Lahan/Tanah Untuk 

Penyelenggaraan Jalan

Jumlah Pembebasan Lahan/Tanah 

Untuk Penyelenggaraan Jalan

1 03 10 2.01 02

                                       - Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Leger Jalan yang Dikelola 1 03 10 2.01 03

                                       - Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Kondisi Jalan/Jembatan yang 

disurvey

1 03 10 2.01 04

                                       - Pembangunan Jalan Jumlah Jalan yang dibangun 1 03 10 2.01 05

                                       - Pelebaran Jalan Menuju Standar Jumlah Jalan Menuju Standar yang 

Dilebarkan

1 03 10 2.01 06

                                       - Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jumlah Jalan Menambah Lajur yang 

Dilebarkan

1 03 10 2.01 07

               6.846.344.000 Rekonstruksi Jalan Jumlah Jalan yang Direkonstruksi 1 03 10 2.01 08

               2.800.000.000 Rehabilitasi Jalan Jumlah Jalan yang Direhabilitasi 1 03 10 2.01 09

                                       - Pemeliharaan Berkala Jalan Jumlah Jalan dengan Pemeliharaan 

Berkala

1 03 10 2.01 10

                                       - Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah Jalan dengan Pemeliharaan 

Rutin

1 03 10 2.01 11

                                       - Pembangunan Underpass Jumlah Underpass yang Dibangun 1 03 10 2.01 14

1 03 01 35 04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jembatan

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jembatan
               3.150.000.000                3.150.000.000 

                                       - Pembangunan Terowongan/Tunnel Jumlah Terowongan/Tunnel yang 

Dibangun

1 03 10 2.01 15
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               2.150.000.000 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 1 03 10 2.01 12

                                       - Pembangunan Flyover Jumlah Flyover yang Dibangun 1 03 10 2.01 13

                                       - Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 1 03 10 2.01 16

                                       - Pelebaran Jembatan Jumlah Jembatan yang Dilebarkan 1 03 10 2.01 17

               1.000.000.000 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 1 03 10 2.01 18

                                       - Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan dengan 

Pemeliharaan Rutin

1 03 10 2.01 19

                                       - Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan dengan 

Pemeliharaan Berkala

1 03 10 2.01 20

1 03 01 35 07 Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan dan Bangunan 

Pelengkap (DBHCHT)

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan dan Bangunan 

Pelengkap

            17.800.000.000             17.800.000.000 Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pembangunan/ 

Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan dan 

Bangunan Pelengkap

                  200.000.000 Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi  dan Teknis Sistem 

Pengembangan Jalan

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi  

dan Teknis Sistem Pengembangan 

Jalan

1 03 10 2.01 01

               5.100.000.000 Pembebasan Lahan/Tanah Untuk 

Penyelenggaraan Jalan

Jumlah Pembebasan Lahan/Tanah 

Untuk Penyelenggaraan Jalan

1 03 10 2.01 02

                                       - Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Leger Jalan yang Dikelola 1 03 10 2.01 03

                                       - Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Kondisi Jalan/Jembatan yang 

disurvey

1 03 10 2.01 04

                                       - Pembangunan Jalan Jumlah Jalan yang dibangun 1 03 10 2.01 05

                                       - Pelebaran Jalan Menuju Standar Jumlah Jalan Menuju Standar yang 

Dilebarkan

1 03 10 2.01 06

                                       - Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jumlah Jalan Menambah Lajur yang 

Dilebarkan

1 03 10 2.01 07

            11.000.000.000 Rekonstruksi Jalan Jumlah Jalan yang Direkonstruksi 1 03 10 2.01 08

               1.500.000.000 Rehabilitasi Jalan Jumlah Jalan yang Direhabilitasi 1 03 10 2.01 09

                                       - Pemeliharaan Berkala Jalan Jumlah Jalan dengan Pemeliharaan 

Berkala

1 03 10 2.01 10

                                       - Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah Jalan dengan Pemeliharaan 

Rutin

1 03 10 2.01 11

                                       - Pembangunan Underpass Jumlah Underpass yang Dibangun 1 03 10 2.01 14

1 03 01 35 08 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemelih

araan Jembatan (DBHCHT)

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jembatan
               3.900.000.000                3.900.000.000 Pembangunan Terowongan/Tunnel Jumlah Terowongan/Tunnel yang 

Dibangun

1 03 10 2.01 15

                                       - Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 1 03 10 2.01 12

                                       - Pembangunan Flyover Jumlah Flyover yang Dibangun 1 03 10 2.01 13

                  500.000.000 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 1 03 10 2.01 16

                                       - Pelebaran Jembatan Jumlah Jembatan yang Dilebarkan 1 03 10 2.01 17

               1.500.000.000 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 1 03 10 2.01 18

               1.900.000.000 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan dengan 

Pemeliharaan Rutin

1 03 10 2.01 19

                                       - Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan dengan 

Pemeliharaan Berkala

1 03 10 2.01 20

1 03 01 36 Program Pengembangan 

Infrastruktur di Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh 

Persentase drainase dalam kondisi 

baik/ pembuangan aliran air tidak 

tersumbat 

            34.500.000.000             24.110.000.000 

Persentase penduduk berakses air 

minum 

Persentase rumah tinggal 

bersanitasi 

1 03 01 36 01 Pembangunan/ Peningkatan 

Infastruktur

Jumlah Pembangunan/ Peningkatan 

Infastruktur
            12.329.740.000                1.939.740.000 PROGRAM 

PENGELOLAAN  DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

PERSENTASE 

PENDUDUK 

BERAKSES MINUM

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah SPAM yang 

terbangun
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                                       - Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis SPAM

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis SPAM

1 03 03 2.01 01

                                       - Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Perluas

an/Perbaikan SPAM

Jumlah SPAM yang 

dibangun/ditingkatkan/diperluas/di

perbaiki 

1 03 03 2.01 02

                                       - Pembangunan SPAM di Kawasan 

Perdesaan dan Perkotaan

Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan 

yang Dibangun

1 03 03 2.01 04

                                       - Peningkatan SPAM di Kawasan 

Perdesaan/ Perkotaan

Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan 

yang Ditingkatkan

1 03 03 2.01 06

                                       - Perbaikan SPAM di Kawasan 

Perdesaan/ Perkotaan

Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan 

yang Diperbaiki

1 03 03 2.01 08

PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN GEDUNG

Persentase rumah 

tinggal bersanitasi 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung

Jumlah Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan 

Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung yang 

diberikan

                                       - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB), 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran 

Tenaga Ahli Bangunan Gedung 

(TABG), Pendataan  Bangunan  

Gedung, serta Implementasi SIMBG

Jumlah Penerbitan Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Sertifikat Laik 

Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli 

Bangunan Gedung (TABG), 

Pendataan  Bangunan  Gedung, 

serta Implementasi SIMBG yang 

Diselenggara

1 03 08 2.01 01

                  450.000.000 Penyusunan Regulasi terkait 

Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

Jumlah Regulasi terkait Bangunan 

Gedung Kabupaten/Kota

1 03 08 2.01 03

PROGRAM 

PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI

PERSENTASE 

TENAGA 

KONTRUKSI 

TERAMPIL

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi

Jumlah Tenaga 

konstruksi yang dilatih

 0 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi

Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil 

Konstruksi

1 03 11 2.01 04

Pengelolaan dan pengembangan 

Sistem Drainase yang Terhubung 

Langsung dengan Sungai dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Drainase yang 

direhabilitasi

PERSEBTASE 

DRAINASE DALAM 

KONDISI BAIK

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG

                  389.740.000 Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem Drainase 

Perkotaan

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Drainase 

Perkotaan

1 03 06 2.01 01

                                       - Penyusunan Outline Plan pada 

Kawasan Genangan

Jumlah Outline Plan pada Kawasan 

Genangan

1 03 06 2.01 02

                                       - Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Rehabili

tasi Sistem Drainase Perkotaan dan 

Lingkungan

Jumlah Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Rehabili

tasi Sistem Drainase Perkotaan dan 

Lingkungan

1 03 06 2.01 03

               1.100.000.000 Pembangunan Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Dibangun

1 03 06 2.01 05

                                       - Peningkatan Saluran Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Ditingkatkan

1 03 06 2.01 06

                                       - Rehabilitasi Saluran Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Direhabilitasi

1 03 06 2.01 07
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                                       - Penyediaan Sarana Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Sarana Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

1 03 06 2.01 08

                                       - Operasi dan Pemeliharaan Sistem 

Drainase

Jumlah Sistem Drainase yang 

Dipelihara

1 03 06 2.01 09

1 03 01 36 04 Pembangunan / Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Drainase

Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Drainase
               2.170.260.000                2.170.260.000 Pengelolaan dan pengembangan 

Sistem Drainase yang Terhubung 

Langsung dengan Sungai dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Drainase yang 

dipelihara/dibangun

                                       - Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem Drainase 

Perkotaan

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Drainase 

Perkotaan

1 03 06 2.01 01

                                       - Penyusunan Outline Plan pada 

Kawasan Genangan

Jumlah Outline Plan pada Kawasan 

Genangan

1 03 06 2.01 02

                                       - Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Rehabili

tasi Sistem Drainase Perkotaan dan 

Lingkungan

Jumlah Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Rehabili

tasi Sistem Drainase Perkotaan dan 

Lingkungan

1 03 06 2.01 03

                                       - Pembangunan Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Dibangun

1 03 06 2.01 05

                                       - Peningkatan Saluran Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Ditingkatkan

1 03 06 2.01 06

                                       - Rehabilitasi Saluran Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Direhabilitasi

1 03 06 2.01 07

                                       - Penyediaan Sarana Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Sarana Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

1 03 06 2.01 08

               2.170.260.000 Operasi dan Pemeliharaan Sistem 

Drainase

Jumlah Sistem Drainase yang 

Dipelihara

1 03 06 2.01 09

1 03 1.03.01 36 06 Pembangunan/ Peningkatan 

Infastruktur (DBHCHT)
            18.600.000.000             18.600.000.000 PROGRAM 

PENGELOLAAN  DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

PERSENTASE 

PENDUDUK 

BERAKSES MINUM

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah SPAM yang 

dibangun

                  248.200.000 Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis SPAM

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis SPAM

1 03 03 2.01 01

                                       - Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Perluas

an/Perbaikan SPAM

Jumlah SPAM yang 

dibangun/ditingkatkan/diperluas/di

perbaiki 

1 03 03 2.01 02

                                       - Pembangunan SPAM di Kawasan 

Perdesaan dan Perkotaan

Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan 

yang Dibangun

1 03 03 2.01 04

                  900.000.000 Peningkatan SPAM di Kawasan 

Perdesaan/ Perkotaan

Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan 

yang Ditingkatkan

1 03 03 2.01 06

                                       - Perbaikan SPAM di Kawasan 

Perdesaan/ Perkotaan

Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan 

yang Diperbaiki

1 03 03 2.01 08

PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN GEDUNG

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG
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Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung

 jumlah Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan 

Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung yang 

diberikan

                                       - Penyelenggaraan Penerbitan Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB), 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran 

Tenaga Ahli Bangunan Gedung 

(TABG), Pendataan  Bangunan  

Gedung, serta Implementasi SIMBG

Jumlah Penerbitan Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Sertifikat Laik 

Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli 

Bangunan Gedung (TABG), 

Pendataan  Bangunan  Gedung, 

serta Implementasi SIMBG yang 

Diselenggara

1 03 08 2.01 01

                                       - Penyusunan Regulasi terkait 

Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

Jumlah Regulasi terkait Bangunan 

Gedung Kabupaten/Kota

1 03 08 2.01 03

PROGRAM 

PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI

Persentase alat-

alat berat dalam 

kondisi baik

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi

Jumlah tenaga terampil 

kronstruksi yg terlatih

                                       - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi

Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil 

Konstruksi

1 03 11 2.01 04

Pengelolaan dan pengembangan 

Sistem Drainase yang Terhubung 

Langsung dengan Sungai dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Drainase yang 

direhabilitasi

                                       - Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem Drainase 

Perkotaan

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Drainase 

Perkotaan

1 03 06 2.01 01

                                       - Penyusunan Outline Plan pada 

Kawasan Genangan

Jumlah Outline Plan pada Kawasan 

Genangan

1 03 06 2.01 02

                                       - Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Rehabili

tasi Sistem Drainase Perkotaan dan 

Lingkungan

Jumlah Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Rehabili

tasi Sistem Drainase Perkotaan dan 

Lingkungan

1 03 06 2.01 03

                                       - Pembangunan Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Dibangun

1 03 06 2.01 05

            17.305.275.000 Peningkatan Saluran Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Ditingkatkan

1 03 06 2.01 06

                                       - Rehabilitasi Saluran Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Direhabilitasi

1 03 06 2.01 07

                                       - Penyediaan Sarana Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Sarana Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

1 03 06 2.01 08

                  146.525.000 Operasi dan Pemeliharaan Sistem 

Drainase

Jumlah Sistem Drainase yang 

Dipelihara

1 03 06 2.01 09

1 03 01 36 07 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemelih

araan Drainase (DBHCHT)

Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Drainase
               1.400.000.000                1.400.000.000 

                  200.000.000 Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem Drainase 

Perkotaan

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Drainase 

Perkotaan

1 03 06 2.01 01

                                       - Penyusunan Outline Plan pada 

Kawasan Genangan

Jumlah Outline Plan pada Kawasan 

Genangan

1 03 06 2.01 02

                                       - Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Rehabili

tasi Sistem Drainase Perkotaan dan 

Lingkungan

Jumlah Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Rehabili

tasi Sistem Drainase Perkotaan dan 

Lingkungan

1 03 06 2.01 03
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               1.100.000.000 Pembangunan Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Dibangun

1 03 06 2.01 05

                                       - Peningkatan Saluran Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Ditingkatkan

1 03 06 2.01 06

                                       - Rehabilitasi Saluran Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan yang Direhabilitasi

1 03 06 2.01 07

                                       - Penyediaan Sarana Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

Jumlah Sarana Sistem Drainase 

Perkotaan dan Lingkungan

1 03 06 2.01 08

                  100.000.000 Operasi dan Pemeliharaan Sistem 

Drainase

Jumlah Sistem Drainase yang 

Dipelihara

1 03 06 2.01 09

1 03 01 37 Program Perencanaan dan 

Pemanfaatan dan Pengendalian 

Ruang 

Persentase ketaatan rencana tata 

ruang
               1.000.000.000                1.000.000.000 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG

PERSENTASE 

KETAATAN 

RENCANA TATA 

RUANG

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANAHAN

1 03 01 37 01 Perencanaan dan Pemanfaatan 

Ruang

Terlaksananya Perencanaan dan 

pemanfaatan ruang
                  900.000.000                   900.000.000 Penetapan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci 

Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

Dokumen rencana detail 

tata ruang kota (rdtrk)

Dokumen rencana detail tata ruang 

kota (rdtrk)
                  200.000.000 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, 

Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 

Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Jumlah Persetujuan Substansi, 

Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 

Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

1 03 12 2.01 01

Dokumen revisi rencana tata ruang                                        - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, 

Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 

Penetapan RRTR

Kabupaten/Kota

Jumlah Persetujuan Substansi, 

Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 

Penetapan RRTR

Kabupaten/Kota

1 03 12 2.01 02

                  100.000.000 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan 

Perundang - undangan Bidang 

Penataan Ruang

Jumlah Kebijakan dan Peraturan 

Perundang - undangan Bidang 

Penataan Ruang

1 03 12 2.01 04

Koordinasi tentang rencana tata 

ruang

Koordinasi dan sinkronisasi 

Perencanaan Tata Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota

                  600.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Jumlah Penyusunan RTRW 

Kabupaten/Kota

1 03 12 2.02 01

                                       - Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Jumlah Penyusunan RRTR 

Kabupaten/Kota

1 03 12 2.02 02

1 03 01 37 02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengendalian 

pemanfaatan ruang
                  100.000.000                   100.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemanfataan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota

                                       - Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Sistem Informasi Penataan 

Ruang

1 03 12 2.03 02

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pemanfataan Ruang 

Daerah Kabupaten/Kota

                  100.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Penataan 

Ruang

Jumlah Pelaksanaan Penataan 

Ruang

1 03 12 2.04 04

koordinasi pengendalian tata ruang, 

manual dan laporan pengendalian 

pemanfaatan ruang

1 03 01 19 Program Penataan Penguasaan, 

pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah dan 

Penyelesaian Konflik Pertanahan 

Persentase luas tanah bersertifikat                1.150.000.000                1.150.000.000 PROGRAM  

PENYELESAIAN  

SENGKETA  TANAH 

GARAPAN

PERSENTASE 

KETAATAN 

RENCANA TATA 

RUANG

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANAHAN
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1 03 01 19 05 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Penyelesaian kasus2 tanah negara                1.150.000.000                1.150.000.000 Penyelesaian Sengketa  Tanah  

Garapan  dalam Daerah 

Kabupaten/Kota.

Jumlah sengketa tanah 

yang terselesaikan

Prosentase Tersedianya Tanah untuk 

Jalan lingkar utara timur
                                       - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan 

Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah Inventarisasi Sengketa, 

Konflik, dan Perkara Pertanahan 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota.

2 10 04 2.01 01

Prosentase Tersedianya Tanah untuk 

Jalan lingkar ruas Mijen - Klumpit

Prosentase Tersedianya Tanah untuk 

waduk Logung (pinjam pakai 

Perhutani)

PROGRAM   

PENYELESAIAN   GANTI   

KERUGIAN DAN 

SANTUNAN TANAH 

UNTUK PEMBANGUNAN

PERSENTASE 

KETAATAN 

RENCANA TATA 

RUANG

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANAHAN

                                       - Koordinasi     dan     Sinkronisasi     

Perencanaan Penggunaan Tanah

Jumlah Perencanaan Penggunaan 

Tanah

2 10 10 2.01 01

1.150.000.000              Koordinasi     dan     Sinkronisasi     

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah Kabupaten/Kota

2 10 10 2.01 03

Penyelesaian    Masalah    Ganti    

Kerugian    dan Santunan   Tanah   

untuk   Pembangunan   oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

1 03 01 19 06 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

(Bangub)

Penyelesaian kasus2 tanah negara             21.463.600.000 21.463.600.000           Koordinasi     dan     Sinkronisasi     

Penyelesaian Masalah Ganti 

Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti 

Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

2 10 05 2.01 02

PROGRAM REDISTRIBUSI 

TANAH, SERTA GANTI 

KERUGIAN PROGRAM 

TANAH KELEBIHAN 

MAKSIMUM DAN 

TANAH ABSENTEE

Penetapan Subyek dan Obyek 

Redistribusi Tanah serta Ganti 

Kerugian Tanah Kelebihan 

Maksimum dan Tanah Absentee 

dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

 0 Koordinasi   Penyelenggaraan 

redistribusi Tanah Obyek Reforma 

agraria dalam 1 (satu) 

kabupaten/kota

Jumlah Penyelenggaraan redistribusi 

Tanah Obyek Reforma agraria dalam 

1 (satu) kabupaten/kota

2 10 06 2.01 03

 0 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penataan Akses dalam Pemanfaatan 

Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) 

Kabupaten/kota

Jumlah Penataan Akses dalam 

Pemanfaatan Redistribusi Tanah 

dalam 1 (satu) Kabupaten/kota

2 10 06 2.01 04

PROGRAM 

PENGELOLAAN TANAH 

KOSONG

Penyelesaian Masalah Tanah 

Kosong

 0 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyelesaian Tanah Kosong di 

Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Jumlah Penyelesaian Tanah Kosong 

di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

PROGRAM 

PENGELOLAAN IZIN 

MEMBUKA TANAH

Penerbitan Izin Membuka Tanah
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 0 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemberian Izin Membuka Tanah

Jumlah Pemberian Izin Membuka 

Tanah

2 10 08 2.01 01

PROGRAM 

PENATAGUNAAN 

TANAH

Penggunaan  Tanah  yang  

Hamparannya  dalam satu Daerah 

Kabupaten/Kota

86.206.916.000     86.206.916.000     JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

1 Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1

1 04 Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN

1 4

1 04 01 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 4 2-11 0-0 04

1 04 01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

PROGRAM             

PENUNJANG             

URUSAN

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

1 4 2-11 0-0 04 01

1 04 01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

20.000.000                    Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan OPD yang 

tersusun sesuai standar

1 4 2-11 0-0 04 01 2.01

Jumlah Dokumen Perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan OPD yang 

tersusun sesuai standar

2.000.000                      Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah renstra dan renja 

perangkat daerah yang tersusun 

sesuai standar

1 4 2-11 0-0 04 01 2.01 01

8.000.000                      Penyusunan  Program  dan  

Kegiatan OPD dalam Dokumen 

Perencanaan

Jumlah dokumen Program dan 

Kegiatan OPD yang tersusun sesuai 

standar

1 4 2-11 0-0 04 01 2.01 02

4.000.000                      Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi 

perangkat daerah yang tersusun 

sesuai standar

1 4 2-11 0-0 04 01 2.01 03

3.000.000                      Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Perangkat Daerah

Intensitas pelaksanaan Koordinasi 

dan Sinkronisasi Perencanaan 

Perangkat Daerah

1 4 2-11 0-0 04 01 2.01 04

3.000.000                      Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang tersusun 

sesuai standar

1 4 2-11 0-0 04 01 2.01 05

1 04 01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

1 4 2-11 0-0 04 01

1 04 01 07 02 65.000.000                    Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

administrasi dan 

pelaporan keuangan 

yang tersusun sesuai 

standar

1 4 2-11 0-0 04 01 2.02

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang 

tersusun sesuai standar

55.000.000                    Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah bulan terbayarnya 

honorarium pengelola kegiatan 

1 4 2-11 0-0 04 01 2.02 02

4.700.000                      Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah dokumen verifikasi yang 

dihasilkan

1 4 2-11 0-0 04 01 2.02 03

3.300.000                      Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

1 4 2-11 0-0 04 01 2.02 04

1.000.000                      Pengelolaan  dan  Penyiapan  

Bahan  Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah dokumen tanggapan 

pemeriksaan 

1 4 2-11 0-0 04 01 2.02 05

KODE

Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

1.000.000                      Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

1 4 2-11 0-0 04 01 2.02 06

-                                       Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah dokumen  Laporan 

Keuangan Bulanan/Semesteran

1 4 2-11 0-0 04 01 2.02 07

-                                       Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan 

Prognosis Realisasi Anggaran

1 4 2-11 0-0 04 01 2.02 08

-                                       Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah dokumen Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun

1 4 2-11 0-0 04 01 2.02 09

1 04 01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

1 4 2-11 0-0 04 01

1 04 01 07 03 4.697.394.000              Administrasi Umum Jumlah dokumen 

pengelolaan umum dan 

kepegawaian yang 

tersusun sesuai standar

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03

Jumlah dokumen pengelolaan 

umum dan kepegawaian yang 

tersusun sesuai standar

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar dan surat 

masuk

Jumlah sarpras yang 

terpelihara

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 01

Jumlah sarpras yang terpelihara 206.000.000                  Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan terpenuhinya 

kebutuhan komunikasi sumber 

daya air dan listrik 

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 02

-                                       Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

memanfaatkan jasa perlatan dan 

perlengkapan kantor yang dibeli

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 03

158.700.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

operasional/Dinas yang 

memanfaatkan Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan 

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 06

-                                       Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor

Jumlah personil petugas 

Kebersihan Kantor

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 08

25.000.000                    Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan Kerja yang 

diperbaiki

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 09

30.000.000                    Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan terpenuhinya Alat 

Tulis Kantor

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 10

10.878.000                    Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang dibeli

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 11

5.500.000                      Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor yang 

dibeli

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 12

-                                       Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah  Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang dibeli

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 13

36.200.000                    Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 

yang dibeli

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 14

-                                       Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan yang dibayar 1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 15

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang 

dibeli

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 16

10.000.000                    Penyediaan Makanan dan 

Minuman

Jumlah makan minuman yang 

tersedia

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 17

42.216.000                    Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah orang hari yang 

pelaksanaan Rapat-Rapat Kordinasi 

dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 18

10.000.000                    Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung 

Kantor yang dibeli

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 22

8.000.000                      Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor 

yang dibeli

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 24

-                                       Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebelair yang 

dibeli

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 25

Peningkatan kapasitas sumber 

daya dan sarana prasarana 

aparatur
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120.000.000                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah  gedung kantor yang 

dipelihara

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 28

2.265.451.000              Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan 

dinas/operasional yang dipelihara

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 30

-                                       Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung 

kantor yang dipelihara

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 32

-                                       Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor 

yang dipelihara

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 34

-                                       Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah mebelair yang dipelihara 1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 35

-                                       Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang 

direhabilitasi

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 38

Jumlah pegawai honorer daerah 

(PHD) dan tenaga kontrak yang 

terbayar

1.769.449.000              Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah pegawai honorer daerah 

(PHD) dan tenaga kontrak yang 

terbayar

1 4 2-11 0-0 04 01 2.03 07

Jumlah aparatur yang meningkat 

kompetensi

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang 

meningkat kompetensi

1 4 2-11 0-0 04 01 2.04

-                                       Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur mendapat 

bimbingan dan pelatihan formal

1 4 2-11 0-0 04 01 2.04 09

1 04 01 21 Program Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Cakupan ketersediaan rumah 

layak huni

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN

Cakupan 

ketersediaan 

rumah layak huni

1 4 2-11 0-0 04 02

1 04 01 21 01 Pembinaan, pengendalian dan 

peningkatan pembangunan 

perumahan dan kawasan 

permukiman

Luas kawasan kumuh yang 

tertangani
9.700.000                      Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan

Persentase rumah rusak 

akibat bencana yang 

akan direhabilitasi, 

dibangun kembali, 

dan/atau direlokasi

1 4 2-11 0-0 04 02 2.06

Jumlah rumah tidak layak huni 

yang difasilitasi peningkatan 

kualitasnya

-                                       Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan

Jumlah pengesahan siteplan yang 

dikeluarkan

Jumlah dokumen 

perumahan dan 

permukiman yang 

disusun

1 4 2-11 0-0 04 02 2.06 03

Persentase rumah rusak akibat 

bencana yang akan direhabilitasi, 

dibangun kembali, dan/atau 

direlokasi

Jumlah rumah rusak akibat 

bencana yang akan direhabilitasi, 

dibangun kembali, dan/atau 

direlokasi

Persentase rumah tangga yang 

bersedia difasilitasi penyediaan 

rumah layak huni

Jumlah dokumen perumahan dan 

permukiman yang disusun

PROGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN SERTA 

PERMUKIMAN KUMUH

Persentase 

lingkungan 

permukiman 

kumuh

1 4 2-11 0-0 04 03

Penataan Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

Jumlah rumah tidak 

layak huni yang 

difasilitasi peningkatan 

kualitasnya

1 4 2-11 0-0 04 03 2.02

9.700.000                      Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Penataan 

Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman kumuh

Jumlah rumah tidak layak huni 

yang difasilitasi peningkatan 

kualitasnya

Persentase rumah tangga 

yang bersedia difasilitasi 

penyediaan rumah layak 

huni

1 4 2-11 0-0 04 03 2.02 05

Jumlah dokumen penanganan 

kawasan kumuh yang disusun

Luas kawasan kumuh 

yang tertangani

Luas kawasan kumuh yang 

tertangani

1 04 01 21 Program Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Cakupan ketersediaan rumah 

layak huni

PROGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN SERTA 

PERMUKIMAN KUMUH

Cakupan 

ketersediaan 

rumah layak huni

1 4 2-11 0-0 04 03

1 04 01 21 02 Pembangunan dan peningkatan 

kualitas rumah tidak layak huni 

(DAK)

Jumlah rumah tidak layak huni 

yang difasilitasi peningkatan 

kualitasnya
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Perbaikan Rumah Tidak Layak 

Huni untuk Pencegahan terhadap 

Tumbuh dan Berkembangnya 

Permukiman Kumuh

Jumlah rumah tidak layak huni 

yang difasilitasi peningkatan 

kualitasnya

Peningkatan Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas 

di bawah 10 (Sepuluh) Ha

Jumlah rumah tidak 

layak huni yang 

difasilitasi peningkatan 

kualitasnya

1 4 2-11 0-0 04 03 2,03 02

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan 

Permukiman dan Permukiman 

Kumuh

Jumlah kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian 

Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan Permukiman dan 

Permukiman Kumuh

Jumlah rumah tidak 

layak huni yang 

difasilitasi peningkatan 

kualitasnya

1 4 2-11 0-0 04 03 2.01 03

1 04 01 21 Program Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Cakupan ketersediaan rumah 

layak huni

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA 

DAN UTILITAS UMUM 

(PSU)

Cakupan 

ketersediaan 

rumah layak huni

1 4 2-11 0-0 04 04

1 04 01 21 03 Pembangunan dan 

pengembangan sarana prasarana 

perumahan dan kawasan 

permukiman

22.349.000.000            Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan

Jumlah PSU perumahan 

yang dibangun 

1 4 2-11 0-0 04 04 2.01

Jumlah PSU perumahan yang 

dipelihara
21.666.000.000            Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum di Perumahan 

untuk Menunjang Fungsi Hunian

Jumlah PSU perumahan yang 

dibangun baik melalui rehabilitasi 

dan pembangunan baru

Jumlah LPJU yang 

berfungsi dengan baik

1 4 2-11 0-0 04 04 2.01 02

Jumlah LPJU yang berfungsi 

dengan baik

Jumlah pemasangan LPJU baru Pembangunan PSU/LPJU 

baru

Pembangunan PSU/LPJU baru Jumlah LPJU yang berfungsi 

dengan baik

Jumlah dokumen PSU perumahan 

yang disusun

Jumlah dokumen LPJU yang 

disusun

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN

Prosentase  unit 

hunian rusunawa 

dalam kondisi 

layak huni

1 4 2-11 0-0 04 02

Jumlah unit hunian rusunawa 

dalam kondisi layak huni

Pembinaan Pengelolaan Rumah 

Susun Umum dan/atau Rumah 

Khusus

Jumlah unit hunian 

rusunawa dalam kondisi 

layak huni

1 4 2-11 0-0 04 02 2.05

683.000.000                  Penatausahaan Pemanfaatan 

Rumah Susun Umum dan/atau 

Rumah Khusus

Jumlah bulan tersedianya biaya 

operasional rusunawa

1 4 2-11 0-0 04 02 2.05 02

Jumlah sarana prasarana rusunawa 

yang dibangun

1 04 01 21 Program Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Cakupan ketersediaan rumah 

layak huni

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA 

DAN UTILITAS UMUM 

(PSU)

Cakupan 

ketersediaan 

rumah layak huni

1 4 2-11 0-0 04 04

1 04 01 21 04 Pembangunan dan 

pengembangan sarana prasarana 

perumahan dan kawasan 

permukiman (Bangub)

-                                       Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan

Jumlah PSU perumahan 

yang dibangun 

1 4 2-11 0-0 04 04 2.01

Jumlah PSU perumahan yang 

dipelihara
-                                       Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum di Perumahan 

untuk Menunjang Fungsi Hunian

Jumlah PSU perumahan yang 

dibangun baik melalui rehabilitasi 

dan pembangunan baru

Pembangunan PSU/LPJU 

baru

1 4 2-11 0-0 04 04 2.01 02

Jumlah pemasangan LPJU baru

Pembangunan PSU/LPJU baru -                                       Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 

Rangka Penyediaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan

jumlah kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi dalam Rangka 

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum Perumahan dan 

LPJU

1 4 2-11 0-0 04 04 2.01 03
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2 Urusan Wajib 

Bukan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkungan 

Hidup

URUSAN  

PEMERINTAHAN  

WAJIB  YANG  

TIDAK BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

2

2 05 Lingkungan 

Hidup

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

2 11

2 05 01 26 Program pengendalian dan 

konservasi LH 

Indeks kualitas air PROGRAM 

PERENCANAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah Dokumen 

Lingkungan Hidup 

yang Dihasilkan

2 11 2-11 0-0 04 02

Indeks kualitas Udara

Indeks tutupan lahan

2 05 01 26 01 Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen pengendalian 

lingkungan hidup
30.000.000                    Penyelenggaran Kajian Lingkungan 

Hidup Streategis (KLHS) 

Kabupaten/Kota

 Jumlah dokumen KLHS 

dihasilkan

2 11 2-11 0-0 04 02 2.02

Nilai pengujian kualitas air -                                       Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis tata 

Ruang (KLHS) Kabupaten/Kota 

yang dihasilkan

2 11 2-11 0-0 04 02 2.02 01

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Nilai IKLH 2 11 2-11 0-0 04 03

Nilai pengujian kualitas udara Pencegahan Pencemaran 

dan/atau  Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota

Indeks tutupan lahan, 

indeks kualitas air, indek 

kualitas udara 

Indeks kualitas air 2 11 2-11 0-0 04 03 2.01

Jumlah pengujian kualitas air 

industri UMKM
30.000.000                    Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap Media 

Tanah, Air, Udara dan Laut

Jumlah pengajuan kualitas udara 

dan air, UMKM dan sekitar IHT

Indeks kualitas 

udara

2 11 2-11 0-0 04 03 2.01 01

Indeks tutupan 

lahan

2 05 01 26 Program pengendalian dan 

konservasi LH 

Indeks kualitas air PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Nilai IKLH 2 11 2-11 0-0 04 03

Indeks kualitas Udara

Indeks tutupan lahan

2 05 01 26 02 Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan Hidup (DBHCHT)
900.000.000                  Pencegahan Pencemaran 

dan/atau  Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota

Indeks tutupan lahan, 

indeks kualitas air, indek 

kualitas udara 

2 11 2-11 0-0 04 03 2.01

Jumlah pengujian kualitas air 

sekitar IHT
700.000.000                  Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap Media 

Tanah, Air, Udara dan Laut

Jumlah pengajuan kualitas udara 

dan air, UMKM dan sekitar IHT

2 11 2-11 0-0 04 03 2.01 01

Jumlah pengujian kualitas udara 

sekitar IHT

Jumlah laboratorium LH yang 

berfungsi

Jumlah laboratorium lingkungan 

hidup yang berfungsi

Pelatihan/pendampingan dan atau 

sertifikasi tenaga teknis tenaga 

lingkungan 
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PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Nilai IKLH 2 11 2-11 0-0 04 03

Pemulihan   Pencemaran   

dan/atau   Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi tercemar 

yang dipulihkan

2 11 2-11 0-0 04 03 2.03

-                                       Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Rehabilitasi

Jumlah IPAL yang dibangun 2 11 2-11 0-0 04 03 2.03 04

Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati Kabupaten/Kota

Jumlah taman 

Keanekaragaman Hayati 

yang dipelihara dan 

/dibangun

2 11 2-11 0-0 04 04 2.01

200.000.000                  Pengelolaan  Taman  

Keanekaragaman  Hayati  di Luar 

Kawasan Hutan

Jumlah taman Keanekaragaman 

Hayati yang dipelihara dan 

/dibangun

2 11 2-11 0-0 04 04 2.01 02

2 05 01 26 Program pengendalian dan 

konservasi LH 

Indeks kualitas air PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Nilai IKLH 2 11 2-11 0-0 04 03

Indeks kualitas Udara

Indeks tutupan lahan

2 05 01 26 03 Pemulihan Kerusakan Lingkungan 

Hidup
7.000.000                      Pencegahan Pencemaran dan/atau  

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

Jumlah kampung iklim 

yang terbentuk

2 11 2-11 0-0 04 03 2.01

Jumlah desa/lembaga yang 

difasilitasi melaksanakan usaha 

pencegahan dan atau pemulihan 

kerusakan lingkungan hidup

                       7.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan  

Pelaksanaan Pengendalian  Emisi  

Gas  Rumah  Kaca,  Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim

Jumlah kampung iklim yang 

terbentuk 

Jumlah dokumen 

pemulihan kerusakan 

lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 03 2.01 02

Jumlah dokumen inventarisasi 

kerusakan dan pemulihan 

lingkungan hidup

, Jumlah dokumen pemulihan 

kerusakan lingkungan hidup

2 05 01 26 Program pengendalian dan 

konservasi LH 

Indeks kualitas air PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Nilai IKLH 2 11 2-11 0-0 04 03

Indeks kualitas Udara

Indeks tutupan lahan

2 05 01 26 04 Pemulihan Kerusakan Lingkungan 

Hidup (DAK)

Jumlah peningkatan sarpras 

pengendalian dan pemulihan 

lingkungan hidup

Pencegahan Pencemaran 

dan/atau  Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota

Indeks tutupan lahan, 

indeks kualitas air, indek 

kualitas udara 

2 11 2-11 0-0 04 03 2.03

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap Media 

Tanah, Air, Udara dan Laut

Jumlah alat laboratorium LH yang 

tersedia

2 11 2-11 0-0 04 03 2.03 04
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2 05 01 27 Program Pembinaan, Pengawasan 

dan Pengembangan Kapasitas LH 

Cakupan pembinaan dan 

pengawasan terhadap usaha dan/ 

atau kegaitan yang memiliki izin 

lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup

PROGRAM   

PEMBINAAN   DAN   

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN IZIN 

PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

(PPLH)

Cakupan 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap usaha 

dan/ atau 

kegaitan yang 

memiliki izin 

lingkungan dan 

izin perlindungan 

dan pengelolaan 

lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 06

2 05 01 27 01 Pembinaan dan pengawasan 

lingkungan hidup

Persentase ijin lingkungan yang 

diawasi
8.000.000                      Pembinaan  dan  Pengawasan  

Terhadap  Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan dan 

Izin PPLH    diterbitkan    oleh    

Pemerintah    Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase Izin 

Lingkungan dan Izin PPLH    

diterbitkan    oleh    

Pemerintah    Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

diawasi

Persentase 

peningkatan 

komunitas pecinta 

lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 06 2.01

-                                       Pengembangan    Kapasitas    

Pejabat    Pengawas Lingkungan 

Hidup

Jumlah pengawas lingkungan 

hidup yang mendapatkan 

pembinaan/bintek

2 11 2-11 0-0 04 06 2.01 02

7.000.000                      Pengawasan Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan  

Hidup,  Izin  PPLH  yang  

Diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah  Izin Lingkungan  Hidup,  

Izin  PPLH  yang  Diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang diawasi

2 11 2-11 0-0 04 06 2.01 03

-                                       Koordinasi  dan  Sinkronisasi  

Pengawasan  dan Penerapan 

Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Jumlah kegiatan Koordinasi  dan  

Sinkronisasi  Pengawasan  dan 

Penerapan Sanksi Upaya dan 

Rencana PPLH

2 11 2-11 0-0 04 06 2.01 04

PROGRAM 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase 

tindakdaklanjut 

pengaduan 

masyarakat 

tentang 

pencemaran 

lingkungan

2 11 2-11 0-0 04 10

Persentase tindakdaklanjut 

pengaduan masyarakat tentang 

pencemaran lingkungan

Penyelesaian  Pengaduan  

Masyarakat  di  Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 

Kabupaten/Kota

Persentase 

tindakdaklanjut 

Pengaduan  Masyarakat  

di  Bidang Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 

Kabupaten/Kota

2 11 2-11 0-0 04 10 2.01

1.000.000                      Pengelolaan   Pengaduan   

Masyarakat   terhadap PPLH 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pengaduan Masyarakat   

terhadap PPLH Kabupaten/Kota 

yang ditindaklanjuti

2 11 2-11 0-0 04 10 2.01 01

-                                       Koordinasi  dan  Sinkronisasi  

Penerapan  Sanksi Administrasi,  

Penyelesaian  Sengketa,  dan/atau 

Penyidikan Lingkungan Hidup di 

Luar Pengadilan atau melalui 

Pengadilan

Jumlah kegiatan Koordinasi  dan  

Sinkronisasi  Penerapan  Sanksi 

Administrasi,  Penyelesaian  

Sengketa,  dan/atau Penyidikan 

Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan atau melalui 

Pengadilan

2 11 2-11 0-0 04 10 2.01 02
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2 05 01 27 Program Pembinaan, Pengawasan 

dan Pengembangan Kapasitas LH 

Cakupan pembinaan dan 

pengawasan terhadap usaha dan/ 

atau kegaitan yang memiliki izin 

lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 

PELATIHAN  DAN  

PENYULUHAN  

LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT

Cakupan 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap usaha 

dan/ atau 

kegaitan yang 

memiliki izin 

lingkungan dan 

izin perlindungan 

dan pengelolaan 

lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 08

2 05 01 27 02 Pengembangan kapasitas 

lingkungan hidup

Jumlah sekolah adiwiyata yang 

dibina
222.000.000                  Penyelenggaraan    Pendidikan,    

Pelatihan,    dan Penyuluhan  

Lingkungan  Hidup  untuk  

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sekolah 

adiwiyata yang dibina

2 11 2-11 0-0 04 08 2.01

Jumlah bank sampah yang dibina 202.000.000                  Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Bidang Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sekolah adiwiyata yang 

dibina

Jumlah bank sampah 

yang dibina

2 11 2-11 0-0 04 08 2.01 01

Jumlah peningkatan komunitas 

pecinta lingkungan

Jumlah bank sampah yang dibina Jumlah peningkatan 

komunitas pecinta 

lingkungan

Jumlah peningkatan komunitas 

pecinta lingkungan

3.000.000                      Pendampingan Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup

Jumlah Gerakan Peduli Lingkungan 

Hidup yang dilaksanakan

2 11 2-11 0-0 04 08 2.01 02

,
PROGRAM 

PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT

Jumlah 

penerimaan 

penghargaan 

dibidang 

lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 09

Jumlah penerimaan penghargaan 

dibidang lingkungan hidup

Pemberian    Penghargaan    

Lingkungan    Hidup

Jumlah penerimaan 

penghargaan dibidang 

lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 09 2.01

17.000.000                    Penilaian Kinerja 

Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantropi  dalam  

Perlindungan  dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Jumlah penerimaan penghargaan 

dibidang lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 09 2.01 01

2 05 01 27 Program Pembinaan, Pengawasan 

dan Pengembangan Kapasitas LH 

Cakupan pembinaan dan 

pengawasan terhadap usaha dan/ 

atau kegaitan yang memiliki izin 

lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 

PELATIHAN  DAN  

PENYULUHAN  

LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT

Cakupan 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap usaha 

dan/ atau 

kegaitan yang 

memiliki izin 

lingkungan dan 

izin perlindungan 

dan pengelolaan 

lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 08
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2 05 01 27 03 Pengembangan kapasitas 

lingkungan hidup (DAK)

Jumlah bank sampah yang 

terbangun dan atau meningkat 

kualitasnya

Penyelenggaraan    Pendidikan,    

Pelatihan,    dan Penyuluhan  

Lingkungan  Hidup  untuk  

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota (DAK)

Jumlah bank sampah 

yang terbangun dan atau 

meningkat kualitasnya

2 11 2-11 0-0 04 08 2.02

Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Bidang Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah bank sampah yang 

terbangun dan atau meningkat 

kualitasnya

2 11 2-11 0-0 04 08 2.02 01

2 05 01 27 Program Pembinaan, Pengawasan 

dan Pengembangan Kapasitas LH 

Cakupan pembinaan dan 

pengawasan terhadap usaha dan/ 

atau kegaitan yang memiliki izin 

lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 

PELATIHAN  DAN  

PENYULUHAN  

LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT

Cakupan 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap usaha 

dan/ atau 

kegaitan yang 

memiliki izin 

lingkungan dan 

izin perlindungan 

dan pengelolaan 

lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 08

2 05 01 27 04 Pengembangan kapasitas 

lingkungan hidup (Bangub)

Jumlah bank sampah yang 

terbangun dan atau meningkat 

kualitasnya

-                                       Penyelenggaraan    Pendidikan,    

Pelatihan,    dan Penyuluhan  

Lingkungan  Hidup  untuk  

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

(BANGUB)

Jumlah bank sampah 

yang terbangun dan atau 

meningkat kualitasnya

2 11 2-11 0-0 04 08 2.03

-                                       Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Bidang Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah bank sampah yang 

terbangun dan atau meningkat 

kualitasnya

2 11 2-11 0-0 04 08 2.03 01

2 05 01 27 Program Pembinaan, Pengawasan 

dan Pengembangan Kapasitas LH 

Cakupan pembinaan dan 

pengawasan terhadap usaha dan/ 

atau kegaitan yang memiliki izin 

lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup

PROGRAM   

PEMBINAAN   DAN   

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN IZIN 

PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

(PPLH)

Cakupan 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap usaha 

dan/ atau 

kegaitan yang 

memiliki izin 

lingkungan dan 

izin perlindungan 

dan pengelolaan 

lingkungan hidup

2 11 2-11 0-0 04 06

2 05 01 27 05 Pembinaan dan Pengawasan 

Lingkungan Hidup (DBHCHT)

Jumlah pembinaan dan 

pengawasan industri hasil 

tembakau dan sekitar industri 

hasil tembakau

Pembinaan  dan  Pengawasan  

Terhadap  Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan dan 

Izin PPLH    diterbitkan    oleh    

Pemerintah    Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah pembinaan dan 

pengawasan industri 

hasil tembakau dan 

sekitar industri hasil 

tembakau

2 11 2-11 0-0 04 06 2.03

-                                       Pengawasan Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan  

Hidup,  Izin  PPLH  yang  

Diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pembinaan dan 

pengawasan industri hasil 

tembakau dan sekitar industri hasil 

tembakau

2 11 2-11 0-0 04 06 2.03 03

2 05 01 28 Program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

Persentase penanganan volume 

sampah

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Persentase 

penanganan 

volume sampah

2 11 2-11 0-0 04 11
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Proporsi Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)

2 05 01 28 01 Pengelolaan sampah dan limbah 

B3

Jumlah penanganan sampah 6.843.000.000              Pengelolaan Sampah Jumlah penanganan 

sampah

2 11 2-11 0-0 04 11 2.01

-                                       Penyusunan Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan 

Sampah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan 

Sampah Kabupaten/Kota yang 

disusun

2 11 2-11 0-0 04 11 2.01 01

3.943.000.000              Penanganan Sampah dengan 

Melakukan Pemilahan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan,  dan  Pemrosesan  

Akhir  Sampah  di TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

Jumlah tenaga penunjang 

persampahan 

2 11 2-11 0-0 04 11 2.01 03

Jumlah peningkatan sarana dan 

prasarana sampah 

Prosentase sampah tertangani

-                                       Peningkatan Peran serta 

Masyarakat dalam Pengelolaan 

Persampahan

Jumlah desa/organisasi 

masyarakat yang berperanserta 

dalam pengelolaan persampahan

2 11 2-11 0-0 04 11 2.01 04

2.900.000.000              Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyediaan Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Persampahan

Jumlah kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyediaan Prasarana 

dan Sarana Pengelolaan 

Persampahan

2 11 2-11 0-0 04 11 2.01 05

-                                       Penyusunan  Kebijakan  Kerjasama  

Pengelolaan Persampahan

Jumlah dokumen Kebijakan  

Kerjasama  Pengelolaan 

Persampahan yang disusun

2 11 2-11 0-0 04 11 2.01 06

PROGRAM 

PENGENDALIAN BAHAN 

BERBAHAYA DAN   

BERACUN   (B3)   DAN   

LIMBAH   BAHAN 

BERBAHAYA DAN 

BERACUN (LIMBAH B3)

Jumlah fasilitasi 

pengelolaan 

limbah B3

2 11 2-11 0-0 04 05

Jumlah fasilitasi pengelolaan 

limbah B3

Penyimpanan Sementara Limbah 

B3

Jumlah dokumen 

rekomendasi 

pengelolaan limbah B3 

2 11 2-11 0-0 04 05 2.01

-                                       Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

Izin Penyimpanan Sementara 

Limbah B3 Dilaksanakan melalui 

Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik

Jumlah dokumen rekomendasi 

pengelolaan limbah B3 

2 11 2-11 0-0 04 05 2.01 01

-                                       Verifikasi Lapangan untuk 

Memastikan Pemenuhan 

Persyaratan Administrasi dan 

Teknis Penyimpanan Sementara 

Limbah B3

Jumlah kegiatan Verifikasi 

Lapangan yang dilakukan dalam 

Pemenuhan Persyaratan 

Administrasi dan Teknis 

Penyimpanan Sementara Limbah 

B3

2 11 2-11 0-0 04 05 2.01 02

2 05 01 28 Program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

Persentase penanganan volume 

sampah

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Persentase 

penanganan 

volume sampah

2 11 2-11 0-0 04 11

Proporsi Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)

2 05 01 28 02 Pengelolaan sampah dan limbah 

B3 (DAK)

Jumlah peningkatan sarpras 

pengelolaan persampahan

Pengelolaan Sampah Jumlah penanganan 

sampah

2 11 2-11 0-0 04 11 2.04

Penanganan Sampah dengan 

Melakukan Pemilahan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan,  dan  Pemrosesan  

Akhir  Sampah  di TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

Jumlah peningkatan sarana dan 

prasarana sampah 

2 11 2-11 0-0 04 11 2.04 03
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2 05 01 28 Program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

Persentase penanganan volume 

sampah

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Persentase 

penanganan 

volume sampah

2 11 2-11 0-0 04 11

Proporsi Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)

2 05 01 28 03 Pengelolaan sampah dan limbah 

B3 (Bangub)

Jumlah peningkatan sarpras 

pengelolaan persampahan
-                                       Pengelolaan Sampah Jumlah penanganan 

sampah

2 11 2-11 0-0 04 11 2.05

-                                       Penanganan Sampah dengan 

Melakukan Pemilahan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan,  dan  Pemrosesan  

Akhir  Sampah  di TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

Jumlah peningkatan sarana dan 

prasarana sampah 

2 11 2-11 0-0 04 11 2.05 05

2 05 01 28 Program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

Persentase penanganan volume 

sampah

PROGRAM  

PENGELOLAAN  

KEANEKARAGAMAN 

HAYATI (KEHATI)

Proporsi Ruang 

Terbuka Hijau 

(RTH)

2 11 2-11 0-0 04 04

Proporsi Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)

2 05 01 28 04 Pengelolaan RTH Pemeliharaan taman kota milik 

pemda
1.370.460.000              Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati Kabupaten/Kota

Jumlah taman kota milik 

pemda yang dipelihara

2 11 2-11 0-0 04 04 2.01

1.370.460.000              Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)

Jumlah taman kota milik pemda 

yang dipelihara

2 11 2-11 0-0 04 04 2.01 04

2 05 01 28 Program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

Persentase penanganan volume 

sampah

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Persentase 

penanganan 

volume sampah

2 11 2-11 0-0 04 11

Proporsi Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)

2 05 01 28 05 Operasional Pengelolaan UPT dan 

Peningkatan Sarana dan 

prasarana Persampahan

Jumlah sampah yang dikelola di 

TPA
20.000.000                    Pengelolaan Sampah Jumlah penanganan 

sampah

2 11 2-11 0-0 04 11 2.01

Jumlah pengelolaan limbah tinja , 20.000.000                    Penanganan Sampah dengan 

Melakukan Pemilahan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan,  dan  Pemrosesan  

Akhir  Sampah  di TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

Jumlah sampah yang dikelola di 

TPA

2 11 2-11 0-0 04 11 2.01 03

Jumlah pengelolaan limbah tinja

3 Urusan 

Pilihan 

Kehutanan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

PILIHAN

3

3 04 Urusan 

Pilihan 

Kehutanan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEHUTANAN

3 28

1 04 1 24 Program pengelolaan taman 

hutan raya 

Persentase tutupan lahan PROGRAM KONSERVASI  

SUMBER DAYA ALAM 

HAYATI DAN 

EKOSISTEMNYA

Persentase 

tutupan lahan 

konservasi Tahura

3 28 2-11 0-0 04 04

1 04 1 24 01 Pengelolaan taman hutan raya Jumlah tanaman dalam tahura 5.000.000                      Pengelolaan Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Kabupaten/Kota

Jumlah tanaman dalam 

tahura

3 28 2-11 0-0 04 04 2,01

5.000.000                      Kerja Sama Penyelenggaraaan 

TAHURA Kabupaten/Kota

Jumlah tanaman dalam tahura 3 28 2-11 0-0 04 04 2,01 07

36.546.554.000     36.546.554.000     JUMLAH
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1 Urusan Wajib 

Pelayanan 

DasarKetentra

man dan 

Ketertiban 

Umum serta 

Perlindungan 

Masyarakat

Urusan Unsur 

Pemerintahan 

Umum

8

1 05 Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik

              1.633.573.000               1.633.573.000 Kesatuan Bangsa dan 

Politik

8 01

1 05 1.05.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
                 140.181.000                  140.181.000 . PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

8 01 01

1 05 1.05.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

                          500.000                          500.000 . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan dan  

evaluasi kinerja 

perangkat daerah  yang 

tersusun.

8 01 01 2.01

                          150.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah yang tersusun.

8 01 01 2.01 01

                          100.000 Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi perangkat 

daerah yang tersusun.

8 01 01 2.01 03

                          250.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

8 01 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan PD yang tersusun sesuai 

standart

                    25.400.000                     25.400.000 . Administrasi Keuangan Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

keuangan

8 01 01 2.02

                                       - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terbayarkan gaji dan 

tunjangan

                                        1.212.586.000 8 01 01 2.02 01

                    24.900.000 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah frekwensi penyediaan 

administrasi pelaksanaan tugas ASN.

8 01 01 2.02 02

                                       - Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja perangkat 

daerah.

8 01 01 2.02 06

                                       - Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah laporan keuangan bulanan. 8 01 01 2.02 07

                                       - Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi 

anggaran.

8 01 01 2.02 08

                          500.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir 

tahun anggaran.

8 01 01 2.02 09

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah sarpras yang dikelola                   114.281.000                   114.281.000 Administrasi Umum Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

umum

8 01 01 2.03 01

                          474.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat

Jumlah dokumen pengelolaan aset 

yang tersusun sesuai ketentuan
                      3.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa telepon, listrik dan air. 8 01 01 2.03 02

                      4.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor dalam kondisi baik.

8 01 01 2.03 03

                                       -                                        - Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah ASN yang terbayarkan 

jaminan kesehatannya.

8 01 01 2.03 04

                      6.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang kondisinya 

baik dan diurus perijinannya.

8 01 01 2.03 06

                                       -                                        - Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah honorarium tenaga 

administrasi.

5 01 01 2.03 07

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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                                       -                                        - Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

5 01 01 2.03 09

                      6.725.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyedian Alat Tulis Kantor 5 01 01 2.03 10

                      5.950.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetak 

dan penggandaan

5 01 01 2.03 11

                          100.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah penyediaan komponen 

instalasi listrik

5 01 01 2.03 12

                                       - Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

5 01 01 2.03 13

                          600.000 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah penyediaan peralatan 

rumah tangga

5 01 01 2.03 14

                      3.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan

5 01 01 2.03 15

                      9.798.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan 

minuman

5 01 01 2.03 17

                    19.744.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi 

luar daerah

5 01 01 2.03 18

                                       -                                        - Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

5 01 01 2.03 22

                                       -                                        - Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan peralatan 

gedung kantor

5 01 01 2.03 24

                                       -                                        - Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan meubeleur 5 01 01 2.03 25

                    54.690.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan dinas

5 01 01 2.03 30

                                       - Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala perlengkapan gedung 

kantor

5 01 01 2.03 32

                                       - Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan gedung 

kantor

5 01 01 2.03 34

                                       - Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala meubelair

5 01 01 2.03 35

                                       - Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah frekuensi rehabilitasi 

sedang/berat kendaraan 

dinas/operasional

5 01 01 2.03 40

                                      - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat

5 01 01 2.04

Jumlah dokumen pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai ketentuan
                                       - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pengadaan pakaian kerja 

lapangan

5 01 01 2.04 09

Jumlah ASN yang kompeten                                        - Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang meningkat 

kompetensinya

5 01 01 2.04 10

                                       - Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah sosialisasi peraturan 

perundangan

5 01 01 2.04 11

                                       - Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah 

penyelenggaran/keikutsertaan 

bimtek

1 05 1.05.01 25 Program pembinaan kesatuan 

bangsa dan politik

Persentase potensi gangguan 

keamanan dari kelompok radikal 

yang tertangani

                 534.692.000                  613.477.000 PROGRAM PENGUATAN 

IDEOLOGI PANCASILA 

DAN KARAKTER 

KEBANGSAAN

Persentase potensi 

gangguan 

keamanan dari 

kelompok radikal 

yang tertangani

8 01 02

1 05 1.05.01 25 02 Peningkatan wawasan kebangsaan 

dan ideologi

Jumlah peserta sosialisasi yang 

faham tentang wawasan 

kebangsaan dan antisipasi terhadap 

kegiatan kelompok radikal                               

Jumlah upacara hari bsar nasional 

yang difasilitasi 

                  534.692.000                   613.477.000 .  Perumusan Kebijakan Teknis dan 

pemantapan pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan

Jumlah peserta yang 

faham pada pemantapan 

pelaksanaan bidang 

ideologi Pancasila dan 

karakter kebangsaan.

8 01 02 2.01
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                  613.477.000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bhineka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah peserta sosialisasi / 

pembinaan yang faham tentang  

ideologi wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, Bhinneka 

Tunggal Ika dan sejarah 

kebangsaan. 

8 01 02 2.01 03

Jumlah upacara hari besar nasional 

yang difasilitasi.

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bhinneka  Tunggal Ika 

dan sejarah Kebangsaan

Jumlah pelaksanaan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan di Bidang 

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bhinneka 

Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan

8 01 02 2.01 04

1 05 1.05.01 25 Program pembinaan kesatuan 

bangsa dan politik

Persentase tingkat partisipasi 

pemilih dalam pemilu
                 145.180.000                  130.878.000 PROGRAM 

PENINGKATAN PARTAI 

POLITIK DAN LEMBAGA 

PENDIDIKAN MELALUI 

PENDIDIKAN POLITIK 

DAN PENGEMBANGAN 

ETIKA SERTA BUDAYA 

POLITIK

Persentase tingkat 

partisipasi pemilh 

dalam Pemilu

8 01 03

1 05 1.05.01 25 01 Optimalisasi kewaspadaan nasional 

dan pendidikan politik masyarakat

Jumlah peserta sosialisasi yang 

faham tentang pendidikan politik.      

Jumlah Parpol yang faham 

administrasi bantuan keuangan 

Parpol

                  145.180.000                   130.878.000 .  Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi 

Politik

Jumlah peserta yang 

faham pada pemantapan 

pelaksanaan bidang 

pendidikan politik, etika 

budaya politik, 

peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, 

perwakilan dan Parpol, 

Pemilu/Pemilukada, 

serta pemantauan situasi 

politik.

8 01 03 2.01

                  130.878.000 Pelaksanaan Koordinasi  di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, Serta Pemantauan Situasi 

Politik di Daerah

Jumlah peserta sosialisasi / 

pembinaan yang faham tentang 

pendidikan politik.

8 01 03 2.01 04

Jumlah Parpol yang faham tentang 

administrasi bantuan keuangan 

Parpol.

                                       - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 

Kepala Daerah, Serta Pemantauan 

Situasi Politik di Daerah

Jumlah pelaksanaan Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, Serta Pemantauan Situasi 

Politik di Daerah

8 01 03 2.01 05

1 05 1.05.01 25 Program pembinaan kesatuan 

bangsa dan politik
                    11.842.000                     53.016.000 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 

PENGAWASAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN

Persentase potensi 

konflik SARA yang 

tertangani

8 01 04
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1 05 1.05.01 25 03 Peningkatan ketahanan nasional Jumlah anggota Ormas/LSM yang 

faham tentang tugas dan fungsinya
                    11.842.000                     53.016.000 Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah peserta yang 

faham pada pemantapan 

pelaksanaan bidang 

pemberdayaan dan 

pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan.

8 01 04 2.01

                    53.016.000 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang 

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan 

Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Jumlah anggota Ormas/LSM yang 

faham tentang tugas dan fungsinya.

8 01 04 2.01 03

                                       - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi 

dan Pelaporan Dibidang 

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan 

Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan Dibidang Pendaftaran 

Ormas, Pemberdayaan Ormas, 

Evaluasi dan Mediasi Sengketa 

Ormas, Pengawasan Ormas dan 

Ormas Asing di Daerah

8 01 04 2.01 04

1 05 1.05.01 25 Program pembinaan kesatuan 

bangsa dan politik

Persentase potensi konflik SARA 

yang tertangani
                    30.158.000                  212.097.000 PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

KETAHANAN EKONOMI, 

SOSIAL DAN BUDAYA

Persentase potensi 

konflik SARA yang 

tertangani

8 01 05

1 05 1.05.01 25 03 Peningkatan ketahanan nasional Jumlah peserta pembinaan yang 

faham tentang kerukunan umat 

beragama, penghayat kepercayaan 

dan persaudaraan bangsa Indonesia                        

Jumlah peserta sosialisasi yang 

faham tentang bahaya 

penyalahgunaan narkoba

                    30.158.000                   212.097.000 Perumusan Kebijakan Teknis Dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan 

Budaya

Jumlah peserta sosialisasi 

yang faham pada 

pemantapan 

pelaksanaan bidang 

ketahanan ekonomi, 

sosial dan budaya.

8 01 05 2.01

                  212.097.000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi 

Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah peserta pembinaan yang 

faham tentang kerukunan umat 

beragama dan penghayat 

kepercayaan di daerah, pencegahan 

dan penyalahgunaan narkotika.

8 01 05 2.01 04

                                       - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan 

Fasilitasi Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi 

Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Pelaksanaan Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi 

Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah

8 01 05 2.01 05

1 05 1.05.01 25 Program pembinaan kesatuan 

bangsa dan politik

Persentase potensi konflik sosial 

yang tertangani
                 771.520.000                  483.924.000 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KEWASPADAAN 

NASIONAL DAN 

PENINGKATAN 

KUALITAS DAN 

FASILITASI 

PENANGANAN KONFLIK 

SOSIAL

Persentase potensi 

konflik sosial yag 

tertangani

8 01 06

1 05 1.05.01 25 01 Optimalisasi kewaspadaan nasional 

dan pendidiksn politik masyarakat

Jumlah peserta sosialisasi yang 

faham tentang deteksi dini dan 

cegah dini gangguan keamanan

                  771.520.000                   483.924.000 Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial

Jumlah peserta sosialisasi 

yang faham pada 

pemantapan 

kewaspadaan nasional 

dan penanganan konflik 

sosial.

8 01 06 2.01
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                  483.924.000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Kewaspadaa Dini, Kerjasama 

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 

Asing, Kewaspadaan Perbatasan 

Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 

serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah peserta sosialisasi yang 

faham tentang deteksi dini dan 

cegah dini gangguan keamanan

8 01 06 2.01 04

1.633.573.000       1.633.573.000       JUMLAH



URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM
INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

1 URUSAN 

WAJIB 

PELAYANAN 

DASAR

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1

1 05 URUSAN 

KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

URUSAN 

PEMERINTAHAN  

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

1 05 00-00.01

1 05 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           3.624.470.000           3.624.470.000 SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA

1 05 00-00.01 01

1 05 02 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
          1.029.165.000           1.029.165.000                                                                    - PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

1 05 00-00.01 01

1 05 02 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Tersusunnya dokumen perencanaan 

dan pelaporan: Renstra, Renja, LKPJ, 

LKJIP dan LPPD

                10.000.000                 10.000.000 . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

1 05 00-00.01 01 2.01

                  2.800.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang 

tersusun sesuai standart

1 05 00-00.01 01 2.01 01

                  7.200.000 Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi dan 

pelaporan yang tersusun sesuai 

standart

1 05 00-00.01 01 2.01 03

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan PD

1 05 00-00.01 01 2.01 04

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi/kinerja PD 

(LKPJ ATA, LPPD, LKjIP)

1 05 00-00.01 01 2.01 05

1 05 02 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Tersedianya pelayanan administrasi 

dan pelaporan keuangan
              156.442.000                 10.000.000 . Administrasi Keuangan Jumlah fasilitasi  

pelayanan Administrasi 

Keuangan

1 05 00-00.01 01 2.02

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

1 05 00-00.01 01 2.02 01

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

jumlah  penyediaan administrasi 

pelaksanaan tugas ASN

1 05 00-00.01 01 2.02 02

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

jumlah penyiapan bahan verifikasi 1 05 00-00.01 01 2.02 03

Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

1 05 00-00.01 01 2.02 04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah  pengelolaan bahan 

tanggapan pemeriksaan

1 05 00-00.01 01 2.02 05

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja

1 05 00-00.01 01 2.02 06

                10.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/ Semesteran

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan PD yang tersusun sesuai 

standart

1 05 00-00.01 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi 

anggaran

1 05 00-00.01 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir 

tahun anggaran

1 05 00-00.01 01 2.02 09

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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1 05 02 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Tercukupinya kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
              862.723.000               795.215.000                                              148.697.000                                              943.912.000 Administrasi Umum Jumlah fasilitasi  

pelayanan Administrasi 

Umum

1 05 00-00.01 01 2.03

                  1.800.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan perangko yang 

digunakan

1 05 00-00.01 01 2.03 01

                75.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Fasilitasi Telepon, Air, 

Listrik dan  Internet

1 05 00-00.01 01 2.03 02

                10.600.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor dalam kondisi baik

1 05 00-00.01 01 2.03 03

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan PNS

1 05 00-00.01 01 2.03 04

Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah yang 

dijamin pemeliharaannya

1 05 00-00.01 01 2.03 05

                23.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional 

dalam kondisi layak jalan

1 05 00-00.01 01 2.03 06

              148.697.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

1 05 00-00.01 01 2.03 07

                48.050.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah TKP Jasa Kebersihan Kantor 1 05 00-00.01 01 2.03 08

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah Peralatan Kerja dalam kondisi 

baik

1 05 00-00.01 01 2.03 09

                24.928.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan ATK 1 05 00-00.01 01 2.03 10

                13.445.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetak dan 

penggandaan

1 05 00-00.01 01 2.03 11

                  1.800.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah penyediaan komponen 

instalasi listrik

1 05 00-00.01 01 2.03 12

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

1 05 00-00.01 01 2.03 13

                  4.270.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah 

tangga

1 05 00-00.01 01 2.03 14

                10.080.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-undangan

1 05 00-00.01 01 2.03 15

                  1.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan bahan logistik 

kantor

1 05 00-00.01 01 2.03 16

                54.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan 

minuman

1 05 00-00.01 01 2.03 17

                72.495.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi luar 

daerah

1 05 00-00.01 01 2.03 18

Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/ 

Operasional

1 05 00-00.01 01 2.03 20

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan 

gedung kantor

1 05 00-00.01 01 2.03 22

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung 

kantor

1 05 00-00.01 01 2.03 24

Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan meubeler 1 05 00-00.01 01 2.03 25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala gedung kantor

1 05 00-00.01 01 2.03 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala mobil jabatan

1 05 00-00.01 01 2.03 29

              305.550.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan dinas

1 05 00-00.01 01 2.03 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala perlengkapan gedung 

kantor

1 05 00-00.01 01 2.03 32

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan gedung 

kantor

1 05 00-00.01 01 2.03 34

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala meubeler

1 05 00-00.01 01 2.03 35

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah frekuensi Rehabilitasi 

Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

1 05 00-00.01 01 2.03 38

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

Jumlah frekuensi Rehabilitasi 

Sedang/Berat Mobil Jabatan

1 05 00-00.01 01 2.03 39
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Rehabilitasi  Sedang/Berat Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah frekuensi Rehabilitasi  

Sedang/Berat Kendaraan 

Dinas/Operasional

1 05 00-00.01 01 2.03 40

              213.950.000                                           1.157.862.000 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Prosentase 

meningkatnya 

kedisiplinan dan 

kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

1 05 00-00.01 01 2.04

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas dan 

kelengkapannya

1 05 00-00.01 01 2.04 02

              103.750.000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pengadaan pakaian kerja 

lapangan

1 05 00-00.01 01 2.04 03

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari 

Tertentu

Jumlah pengadaan pakaian kerja 

lapangan

1 05 00-00.01 01 2.04 05

                30.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang meningkat 

kompetensinya

1 05 00-00.01 01 2.04 09

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah sosialisasi peraturan 

perundangan

1 05 00-00.01 01 2.04 10

                80.200.000 Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyelenggaraan/ 

keikutsertaan bimtek

1 05 00-00.01 01 2.04 11

1 05 02 26 Progam Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Trantibum

Cakupan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah

              300.000.000               300.000.000 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan 

pelayanan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

1 05 00-00.01 02

1 05 02 26 01 Pembinaan, Pengawasan dan 

Penyuluhan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala daerah tentang 

Trantibum

Jumlah pembinaan, pengawasan dan 

penyuluhan perda dan perkada 

tentang trantibum

              100.000.000               100.000.000 Penegakan Perda Kabupaten/Kota 

dan Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah Fasilitasi 

Penegakan Perda 

Kabupaten/Kota dan 

Peraturan 

Bupati/Walikota

Cakupan 

penegakan perda 

dan perkada

1 05 00-00.01 02 2.02

Jumlah pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelanggaran 

perda/perkada

                10.000.000 Sosialisasi Penegakan Peraturan 

Daerah dan  Peraturan 

Bupati/Walikota

Jumlah frekuensi Sosialisasi 

Penegakan Peraturan Daerah dan  

Peraturan Bupati/Walikota

1 05 00-00.01 02 2.02 01

Jumlah Laporan Pelanggaran Perda                 90.000.000 Pengawasan atas Kepatuhan 

terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati

Jumlah frekuensi Pengawasan atas 

Kepatuhan terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati

1 05 00-00.01 02 2.02 02

Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi 

perda dan perkada

1 05 02 26 02 Penyelidikan dan Penyidikan 

Pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Trantibum

Jumlah penyelidikan dan penyidikan 

pelanggaran perauran daerah dan 

peraturan kepala daerah tentang 

trantibum

200.000.000               200.000.000 Penegakan Perda Kabupaten/Kota 

dan Peraturan Bupati

Jumlah Fasilitasi 

Penegakan Perda 

Kabupaten/Kota dan 

Peraturan 

Bupati/Walikota

1 05 00-00.01 02 2.02

Jumlah operasi penertiban pita cukai 

ilegal
150.000.000 Penanganan atas Pelanggaran 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah Penanganan atas 

Pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Peraturan Bupati/Walikota

1 05 00-00.01 02 2.02 03

Jumlah masyarakat yang mengetahui 

peraturan tentang pita cukai

Jumlah operasi penertiban pita cukai 

ilegal

1 05 00-00.01 02 2.02 03

Jumlah laporan penertiban pita cukai 

ilegal
50.000.000 Jumlah operasi penertiban kawasan 

tanpa rokok / kawasan terbatas 

merokok

1 05 00-00.01 02 2.02 03

Jumlah laporan penertiban kawasan 

tanpa rokok / kawasan terbatas 

merokok

1 05 00-00.01 02 2.02 03

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi 

penanganan gangguan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

1 05 00-00.01 02 2.01

Pencegahan Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

Jumlah frekuensi Pencegahan 

Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

1 05 00-00.01 02 2.01 01
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Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitasi 

Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Kabupaten/Kota

1 05 00-00.01 02 2.03

Pengembangan Kapasitas dan Karier 

PPNS

Jumlah frekuensi Kegiatan 

Pengembangan Kapasitas dan Karier 

PPNS

1 05 00-00.01 02 2.03 01

1 05 02 27 Program Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat

Presentase penurunan gangguan 

tibum tranmas
          1.493.595.000           1.493.595.000 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan 

pelayanan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

1 05 00-00.01 02

1 05 02 27 01 Kegiatan Penyelengaraan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat

Terselenggaranya ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat 
              275.075.000               275.075.000 . Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi 

penanganan gangguan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

Persentase 

cakupan 

penanganan 

gangguan tibum 

tranmas

1 05 00-00.01 02 2.01

                24.275.000 Pencegahan Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

Jumlah frekuensi Pencegahan 

Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

1 05 00-00.01 02 2.01 01

              250.800.000 Koordinasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Masyarakat 

Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah frekuensi Koordinasi 

Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum Tingkat 

Kabupaten/Kota

1 05 00-00.01 02 2.01 03

Kerjasama antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam Teknik  Pencegahan  

dan  Penanganan  Gangguan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah frekuensi Kerjasama antar 

Lembaga dan Kemitraan dalam 

Teknik  Pencegahan  dan  

Penanganan  Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

1 05 00-00.01 02 2.01 07

1 05 02 27 02 Kegiatan Pelaksanaan Operasi dan 

Pengendalian Gangguan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat

Terlaksananya operasi dan 

pengendalian gangguan ketertiban 

umum dan ketenteraman 

masyarakat

          1.218.520.000           1.218.520.000 Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi 

penanganan gangguan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

1 05 00-00.01 02 2.01

          1.199.753.000 Pencegahan Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

Jumlah tenaga kontrak pengendali 

keamanan dan kenyamanan

1 05 00-00.01 02 2.01 01

Penindakan  atas  Gangguan  

Ketentraman  dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan    Perda    dan Perkada

Jumlah Penindakan  atas  Gangguan  

Ketentraman  dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan    Perda    dan Perkada

1 05 00-00.01 02 2.01 02

                18.767.000 Koordinasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Masyarakat 

Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah frekuensi Koordinasi 

Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum Tingkat 

Kabupaten/Kota

1 05 00-00.01 02 2.01 03

Kerjasama antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam Teknik  Pencegahan  

dan  Penanganan  Gangguan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah frekuensi Kerjasama antar 

Lembaga dan Kemitraan dalam 

Teknik  Pencegahan  dan  

Penanganan  Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

1 05 00-00.01 02 2.01 07

1 05 02 28 Program Perlindungan Masyarakat 

dan Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran 

Rasio linmas per jumlah RT               801.710.000               801.710.000 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan 

pelayanan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

1 05 00-00.01 02

Caakupan pelayanan bencana 

kebakaran kabupaten

Rasio linmas per 

jumlah RT

Tingkat waktu tanggap (response 

time rate)

Persentase aparatur pemadam 

kebakaran yang memenuhi standar 

kualifikasi
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1 05 02 28 01 Peningkatan Perlindungan 

Masyarakat

Meningkatnya perlindungan 

masyarakat
              150.000.000               150.000.000 Kegiatan Penanganan Gangguan 

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) Daerah

Jumlah fasilitasi 

penanganan gangguan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

1 05 00-00.01 02 2.01

                32.540.000 Koordinasi Penyelenggaraan  

ketentraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat 

tingkat kabupaten/kota

Jumlah koordinasi perlindungan 

masyarakat

1 05 00-00.01 02 2.03 03

                27.850.000 Pemberdayaan Perlindungan 

Masyarakat Dalam Rangka 

Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Jumlah pemberdayaan perlindungan 

masyarakat Dalam Rangka 

Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1 05 00-00.01 02 2.05 04

                89.610.000 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol 

polisi pamong praja dan satuan 

Perlindungan Masyarakat Termasuk 

Dalam Pelaksanaan Tugas Yang 

Bernuansa Hak Asasi Manusia

prosentase  peningkatan kapasitas 

SDM Satlinmas 

1 05 00-00.01 02 2.05 05

              651.710.000               651.710.000 PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

KEBAKARAN

Prosentase 

penanganan 

pemadaman 

kebakaran

1 05 00-00.01 04

1 05 02 28 02 Peningkatan Kesiagaan dan 

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Meningkatnya kesiagaan dan 

penanganan kebakaran
              651.710.000               651.710.000 Pencegahan, Pengendalian, 

Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan 

Beracun Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi 

Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Cakupan 

penanganan 

bencana 

kebakaran 

kabupaten

1 05 00-00.01 04 2.01

Pencegahan Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pemeriksaan   Alat Pemadam 

Kebakaran

Tingkat waktu 

tanggap (response 

time rate)

              643.460.000 Pemadaman dan Pengendalian 

Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah frekuensi kesiapsiagaan 

pemadaman, penanggulangan dan 

pengendalian kebakaran

Persentase 

aparatur 

pemadam 

kebakaran yang 

memenuhi standar 

kualifikasi

1 05 00-00.01 04 2.01 02

Inspeksi Peralatan Proteksi 

Kebakaran

Jumlah Inspeksi 

Peralatan Proteksi 

Kebakaran

1 05 00-00.01 04 2.02

                  8.250.000 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi 

Kebakaran

Jumlah Penilaian Sarana Prasarana 

Proteksi Kebakaran

1 05 00-00.01 04 2.03 02

Investigasi Kejadian Kebakaran Jumlah Investigasi 

Kejadian Kebakaran

1 05 00-00.01 04 2.03

Investigasi Kejadian Kebakaran, 

meliputi Penelitian dan Pengujian 

Penyebab Kejadian Kebakaran

Jumlah Penelitian dan Pengujian 

Penyebab Kejadian Kebakaran

1 05 00-00.01 04 2.03 01

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan Kebakaran

Jumlah Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Pencegahan Kebakaran

1 05 00-00.01 04 2.04

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran, melalui Sosialisasi dan 

Edukasi Masyarakat

Jumlah Sosialisasi dan Edukasi 

Masyarakat

1 05 00-00.01 04 2.04 01

    3.624.470.000     3.624.470.000 JUMLAH
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1 06 01 07 Program pelayanan administrasi 

umum

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
1.982.045.000            1.982.045.000            Program pelayanan 

administrasi umum

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja PD

SOSIAL SOSIAL 1 06 01 07

1 06 01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan 

evaluasi dan pelaporan capaian kerja

Jumlah dokumen perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan yang tersusun 

sesuai standar

8.000.000                    8.000.000                    Dokumen perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan 

Jumlah dokumen perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan yang tersusun 

sesuai standar

Peningkatan sistem perencanaan 

evaluasi dan pelaporan capaian kerja

Indeks kepuasan 

masyarakat atas kinerja 

perangkat daerah

1 06 01 07 01

1 06 01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan 

Dokumen administrasi dan pelaporan 

keuangan yang tersusun sesuai 

standar

90.000.000                 90.000.000                 Dokumen administrasi dan pelaporan 

keuangan yang tersusun

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan 

Jumlah dokumen 

perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan yang 

tersusun sesuai standar

1 06 01 07 02

1 06 01 07 03 Peningkatan kapasitas sumberdaya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah dokuman administrasi umum 

yang tersusun sesuai standar
1.884.045.000            1.884.045.000            Dokumen administrasi umum Jumlah dokumen administrasi umum 

yang tersusun sesuai standar

Peningkatan kapasitas sumberdaya 

dan sarana prasarana aparatur

Dokumen administrasi 

dan pelaporan keuangan 

yang tersusun sesuai 

standar

1 06 01 07 03

Jumlah dokuman administrasi 

kepegawaian yang tersusun sesuai 

standar

   Dokuman administrasi kepegawaian Jumlah dokuman administrasi 

kepegawaian yang tersusun sesuai 

standar

Jumlah dokuman 

administrasi umum yang 

tersusun sesuai standar

Jumlah ASN yang terkirim diklat ASN yang dikirim diklat Jumlah ASN yang dikirim diklat Jumlah dokuman 

administrasi 

kepegawaian yang 

tersusun sesuai standar

Jumlah tenaga pelaksana (kebersihan, 

sopir, penjaga kantor)

Tenaga pelaksana (kebersihan, sopir, 

penjaga kantor)

Jumlah tenaga pelaksana (kebersihan, 

sopir, penjaga kantor)

Jumlah ASN yang 

terkirim diklat

Jumlah gedung yang dipelihara Gedung yang dipelihara Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah tenaga pelaksana 

(kebersihan, sopir, 

penjaga kantor)

Jumlah gedung yang direhabilitasi Rehabilitasi gedung kantor 

PKH,Rehabilitasi gedung eks BPS dan 

rehabilitasi lanjutan gedung loka bina 

karya

Jumlah gedung yang direhabilitasi Jumlah gedung yang 

dipelihara

Jumlah bangunan gedung yang 

disewa

Sewa gedung eks BPS Jumlah bangunan gedung yang 

disewa

Jumlah gedung yang 

direhabilitasi

Jumlah perijinan kendaraan dinas 

operasional

Perijinan kendaraan dinas operasional Jumlah perijinan kendaraan dinas 

operasional

 Jumlah bangunan 

gedung yang disewa

Jumlah pemeliharaan kendaraan 

dinas operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas 

operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan 

dinas operasional

Jumlah perijinan 

kendaraan dinas 

operasional

Jumlah aset yang dipelihara Aset yang dipelihara Jumlah aset yang dipelihara Jumlah pemeliharaan 

kendaraan dinas 

operasional

Jumlah pengadaan aset Pengadaan AC split 1 PK 2 unit dan 

kipas angin 5 unit

Jumlah pengadaan aset Jumlah aset yang 

dipelihara

Jumlah TMP yang dipelihara Peringatan hari-hari besar nasional Jumlah TMP yang dipelihara Jumlah pengadaan aset

Jumlah TMP yang 

dipelihara

1 06 01 24 Program pelayanan rehabsos, banlin 

dan jamsos

Persentase PMKS yang mendapat 

pelayanan kebutuhan dasar
400.000.000               400.000.000               Program pemberdayaan 

kelembagaan sosial dan 

keluarga miskin

Persentase PMKS 

yang mendapat 

pelayanan 

kebutuhan dasar

1 06 01 24

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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-Persentase penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia 

terlantar, pengemis dan gelandangan 

yang mendapat jamsos

 Persentase 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar, 

pengemis dan 

gelandangan yang 

mendapat jamsos

- Jumlah anak yang berhadapan 

dengan hukum yang terselesaikan 

penangannanya

 Jumlah anak yang 

berhadapan 

dengan hukum 

yang terselesaikan 

penangannanya

Persentase PSKS 

yang aktif 

menangani PMKS 

sesuai standar

Persentase 

keluarga miskin 

yang memperoleh 

pelayanan dasar 

sosial

1 06 01 24 01 Peningkatan pelayanan rehabsos Jumlah penyandang disabilitas 

terlantar yang terlantar mendapat 

jamsos

180.000.000               180.000.000               Peningkatan pelayanan rehabilitasi 

sosial

1 06 01 24 01

Jumlah anak terlantar yang mendapat 

jamsos
10.000.000                 Penyediaan nutrisi bagi penyandang 

disabilitas terlantar

Jumlah penyandang disabilitas 

terlantar yang terlantar mendapat 

jamsos

Jumlah penyandang 

disabilitas terlantar yang 

terlantar mendapat 

jamsos

Jumlah lansia terlantar yang 

mendapat jamsos
10.000.000                 Penyediaan nutrisi bagi anak terlantar Jumlah anak terlantar yang mendapat 

jamsos

Jumlah anak terlantar 

yang mendapat jamsos

Jumlah gelandangan dan pengemis 

yang mendapat jamsos
10.000.000                 Penyediaan nutrisi bagi lansia 

terlantar

Jumlah lansia terlantar yang 

mendapat jamsos

Jumlah lansia terlantar 

yang mendapat jamsos

Jumlah anak yang berhadapan 

dengan hukum yang terselesaikan 

penanganannya

10.000.000                 Penyediaan nutrisi bagi pengemis dan 

gelandangan

Jumlah gelandangan dan pengemis 

yang mendapat jamsos

Jumlah gelandangan dan 

pengemis yang 

mendapat jamsos

40.000.000                 Operasional panti singgah Jumlah panti singgah yang dipelihara Jumlah anak yang 

berhadapan dengan 

hukum yang 

terselesaikan 

penanganannya

30.000.000                 Pelatihan ketrampilan kepada 

penyandang disabilitas inteltual

Jumlah penyandang disabilitas 

inteltual yang mendapat pelatihan 

ketrampilan

20.000.000                 Pelayanan rehabsos bimbingan sosial 

kepada disabilitas, anak dan lansia 

terlantar, pengemis dan gelandangan

jumlah bimbingan sosial kepada 

disabilitas, anak ,lansia terlantar, 

pengemis dan gelandangan

 

10.000.000                 Pelayanan data dan pengaduan kasus 

-kasus sosial

Jumlah layanan data dan pengaduan 

kasus - kasus sosial yang tertangani

10.000.000                 Pelayanan penelusuran keluarga, 

rujukan, kedaruratan

Jumlah peayanan penelusuran 

keluarga, rujukan, kedaruratan

10.000.000                 Kerjasama antar lembaga dalam 

pelaksanaan rehabsos Kab/Kota

Jumlah kerjasama antar lembaga 

dalam pelaksanaan rehabsos 

Kab/Kota

10.000.000                 Pelayanan adopsi anak Jumlah pelayanan adopsi anak

10.000.000                 Penanganan kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum

Jumlah anak berhadapan dengan 

hukum yang terselesaikan 

penanganannya
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1 06 01 24 02 Fasilitasi bantuan perlindungan dan 

jamsos

Jumlah PMKS yang memperoleh 

pelayanan dasar sosial
220.000.000               220.000.000               Fasilitasi bantuan perlindungan dan 

jamsos

1 06 01 24 02

Jumlah PMKS yang mengalami 

perubahan perilaku setelah 

memperoleh pelayanan dasar sosial

50.000.000                 Operasional hibah dan bansos Jumlah  hibah dan bansos yang 

dilaksanakan

 Jumlah PMKS yang 

memperoleh pelayanan 

dasar sosial

Pengadaan logistik bencana 20.000.000                 Fasilitasi pendampingan PKH Jumlah fasilitasi pendampingan PKH Jumlah PMKS yang 

mengalami perubahan 

perilaku setelah 

memperoleh pelayanan 

dasar sosial

30.000.000                 Penyerahan santunan yatim piatu Jumlah santunan yatim piatu yang 

diberikan

Pengadaan logistik 

bencana

Pengadaan seragam tagana Jumlah pengadaan seragam tagana Penyaluran bansos 

pangan

20.000.000                 Pengadaan seragam PKH Jumlah pengadaan seragam PKH

20.000.000                 Penyaluran logistik bencana Jumlah penyaluran logistik bencana 

20.000.000                 Penanganan khusus bagi kelompok 

rentan

Jumlah penanganan khusus bagi 

kelompok rentan

 

15.000.000                 Sosialisasi dan pelatihan taruna siaga 

bencana

Jumlah sosialisasi dan pelatihan  

taruna siaga bencana

5.000.000                    Buku profil pelayanan rehabsos Jumlah buku profil pelayanan 

rehabsos

40.000.000                 Penyaluran bansos pangan Jumlah penyaluran bansos  pangan  

1 06 01 25 Program pemberdayaan 

kelembagaan sosial dan keluarga 

miskin

Persentase PSKS yang aktif 

menangani PMKS sesuai standar
475.000.000               475.000.000                1 06 01 25

Persentase keluarga miskin yang 

memperoleh pelayanan dasar sosial

 

1 06 01 25 01 Pemberdayaan kelembagaan sosial Jumlah PSKS yang aktif menangani 

PMKS sesuai standar
200.000.000               200.000.000                Pemberdayaan kelembagaan sosial 1 06 01 25 01

Pembinaan organisasi sosial sesuai 

standar
12.000.000                 Diklat karang taruna Jumlah karang taruna yang mengikuti 

diklat

Jumlah PSKS yang aktif 

menangani PMKS sesuai 

standar

Sarasehan keperintisan 

kepahlawanan
153.700.000               Honor TKSK dan premi asuransi 

kesehatan

Jumlah jasa TKSK yang mendapat 

honor dan premi asuransi kesehatan

Pembinaan organisasi 

sosial sesuai standar

 14.300.000                 Pembinaan organisasi sosial Jumlah organisasi sosial yang 

mendapat pembinaan

Sarasehan keperintisan 

kepahlawanan

5.000.000                    Buku profil bidang kelembagaan 

sosial dan Keluarga miskin

Jumlah buku profil bidang 

kelembagaan sosial dan Keluarga 

miskin yang disusun

 

15.000.000                 Sarasehan keperintisan 

kepahlawanan 

Jumlah peserta sarasehan 

keperintisan kepahlawanan 

1 06 01 25 02 Pemberdayaan keluarga miskin Jumlah keluarga miskin yang 

memperoleh pelayanan dasar
275.000.000               275.000.000                Pemberdayaan keluarga miskin 1 06 01 25 02

150.000.000               pendataan PMKS dan PSKS Jumlah PMKS dan PSKS yang di data Jumlah PMKS dan PSKS 

yang di data

Jumlah keluarga miskin yang 

memperoleh pelatihan keterampilan
125.000.000               Verifikasi ,validasi BDT dan KJS-KIS Jumlah BDT dan KJS-KIS yang di 

verifikasi dan validasi 

Jumlah BDT dan KJS-KIS 

yang di verifikasi dan 

validasi 

Pendataan dan pengkajian dan 

pengelolaan data PMKS dan PSKS

Jumlah RTSM yang tervalidasi

Penyaluran bansos pangan

2 02 21 Program pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak

Tingkat kesempatan kerja perempuan 1.358.000.000            1.358.000.000            Program pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak

Tingkat 

kesempatan kerja 

perempuan

2 02 21
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Cakupan perempuan dan anak 

korban kekerasan yang terselesaikan 

penanganannya pada UPT pelayanan 

terpadu perempuan dan anak 

  Cakupan 

perempuan dan 

anak korban 

kekerasan yang 

terselesaikan 

penanganannya 

pada UPT 

pelayanan terpadu 

perempuan dan 

anak 

Rasio KDRT Rasio KDRT

Persentase pekerja 

perempuan

2 02 21 01 Peningkatan kualitas pemberdayaan 

perempuan

Jumlah pekerja perempuan 218.000.000               218.000.000               Peningkatan kualitas pemberdayaan 

perempuan

2 02 21 01

Jumlah pekerja perempuan di 

lembaga pemerintah
25.000.000                 Penaganan kasus kekerasan 

perempuan

Fasilitasi korban kekerasan 

perempuan yang diselesaikan di UPT 

terpadu  perempuan dan anak 

Jumlah pekerja 

perempuan

Jumlah perempuan yang 

meningkatkan kualitas 

pemberdayaan perempuan

25.000.000                 Penyusunan data SIGA Penyusunan data siga yang di susun Jumlah pekerja 

perempuan di lembaga 

pemerintah

Jumlah anggota organisasi 

perempuan dalam kesetaraan gender 

dan perlindungan anak

58.000.000                 Bimbingan teknis PPRG Peserta yang memahami bimtek PPRG Jumlah perempuan yang 

meningkatkan kualitas 

pemberdayaan 

perempuan

Lomba anugrah parahita ekapraya 40.000.000                 Peringatan hari Kartini Jumlah anggota 

organisasi perempuan 

dalam kesetaraan gender 

dan perlindungan anak

Jumlah kasus KDRT yang terselesaikan 

penanganannya
                  40.000.000 Peringatan hari Ibu Lomba anugrah parahita 

ekapraya

Data sistem informasi gender dan 

anak
15.000.000                 Persiapan anugerah parhita ekapraya  Jumlah kasus KDRT yang 

terselesaikan 

penanganannya

15.000.000                 Pelatihan petugas pelayanan terpadu Pelatihan petugas pelayanan terpadu Data sistem informasi 

gender dan anak

2 02 21 02 Peningkatan kualitas pemberdayaan 

perempuan (DBHCHT)

Pelatihan keterampilan kepada 

kelompok usaha perempuan
1.000.000.000            Peningkatan kualitas pemberdayaan 

perempuan (DBHCHT)

2 02 21 02

1.000.000.000            Pelatihan keterampilan kepada 

kelompok usaha perempuan

Jumlah kelompok usaha perempuan 

yang mengikuti pelatihan 

keterampilan 

Jumlah kelompok usaha 

perempuan yang 

mengikuti pelatihan 

keterampilan 

 

2 02 21 03 Fasilitasi dan peningkatan kualitas 

perlindungan anak

Fasilitasi anak korban kekerasan yang 

diselesaikan di UPT perempuan dan 

anak

140.000.000               140.000.000                Fasilitasi dan peningkatan kualitas 

perlindungan anak

2 02 21 03

Jumlah organisasi anak yang dibina 

Kabupaten layak anak
15.000.000                 Workshop peer group konsultasi 

kekerasan anak

Jumlah peserta workshop peer group 

konsultasi kekerasan anak

Fasilitasi anak korban 

kekerasan yang 

diselesaikan di UPT 

perempuan dan anak

 15.000.000                 Sosialisasi perlindungan anak terpadu 

berbasis masyarakat

Jumlah peserta perlindungan anak 

terpadu berbasis masyarakat

Jumlah organisasi anak 

yang dibina Kabupaten 

layak anak

20.000.000                 Kegiatan perayaan hari anak

30.000.000                 Kegiatan kota layak anak Madya 

35.000.000                 Kegiatan forum anak Jumlah organisasi anak yang dibina

15.000.000                 Penanganan kasus kekerasan anak Fasilitasi korban kekerasan anak yang 

diselesaikan di UPT terpadu  

perempuan dan anak 
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10.000.000                 Penyusunan buku pedoman PATBM Jumlah penyusunan buku pedoman 

PATBM

2 08 15 Program keluarga berencana Cakupan peserta KB aktif 245.000.000               245.000.000                Program keluarga 

berencana

Cakupan peserta 

KB aktif

2 08 15

Persentase peserta KB MKJP  Persentase peserta 

KB MKJP

2 08 15 01 Pengendalian penduduk dan advokasi 

penggerakan informasi

Jumlah wanita usia subur (15-49 thn) 100.000.000               100.000.000               Pengendalian penduduk dan advokasi 

penggerakan informasi

Jumlah wanita usia subur 

(15-49 thn)

2 08 15 01

Sosialisasi kesehatan reproduksi -                                     25.000.000                 Sosialisasi  GDBK Jumlah peserta yang memahami 

konsep kependudukan

Sosialisasi kesehatan 

reproduksi 

Grand desain kependudukan - 5.000.000                    Penyusunan laporan data bangga 

kencana

Jumlah penyusunan laporan data 

bangga kencana

5.000.000                    Sekolah siaga kependudukan

25.000.000                 Pelatihan data kependudukan Jumlah penyuluh dan PPKBD yang 

mengiuti pelatihan data 

kependudukan

 

20.000.000                 Pembinaan kampung KB Jumlah kampung KB yang diberi 

pembinaan

20.000.000                 Evaluasi program kependudukan Jumlah pelaporan data pengendalian 

pendudk dan KB

2 08 15 02 Peningkatan pelayanan KB dan KR Jumlah PUS yang aktif berKB 90.000.000                 90.000.000                 Peningkatan pelayanan KB dan KR Jumlah PUS yang aktif 

berKB

2 08 15 02

Jumlah PUS yang istrinya di bawah 20 

tahun
                  60.000.000 Peningkatan pelayanan KB dan KR Jumlah akseptor KB dan KR yang 

mendapat pelayanan

Jumlah PUS yang istrinya 

di bawah 20 tahun

Jumlah PUS yang aktif 

ber KB

Unmeet Need 30.000.000                 Pembinaan KB kepada akseptor KB Jumlah akseptor KB yang mendapat 

pembinaan

Unmeet Need

Pembinaan KB kepada akseptor KB Pembinaan KB kepada 

akseptor KB

Jumlah PUS yang 

mengikuti program MKJP

2 08 15 03 Peningkatan keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga

Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) yang 

mendapat pembinaan
55.000.000                                   55.000.000  Peningkatan keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga

Kelompok Tribina 

(BKB,BKR,BKL) yang 

mendapat pembinaan

2 08 15 03

Pembinaan saka kencana                   15.000.000 Pemilihan duta genre tingkat 

Kabupaten

Jumlah duta genre yang aktif 

mengikuti pembinaan

Jumlah duta genre yang 

aktif mengikuti 

pembinaan

Pemilihan duta generasi berencana                   15.000.000 Pembinaan saka kencana Jumlah peserta saka kencana  yang 

aktif mengikuti kegiatan

Jumlah peserta saka 

kencana  yang aktif 

mengikuti kegiatan

Mitra kerja yang mendukung 

pemberdayaan keluarga
25.000.000                 Peningkatan kapasitas tribina Jumlah kelompok tribina yang aktif 

berkegiatan

Jumlah kelompok tribina 

yang aktif berkegiatan

Mitra kerja yang mendukung 

pemberdayaan keluarga

Mitra kerja yang mendukung 

pemberdayaan keluarga

 Mitra kerja yang 

mendukung 

pemberdayaan keluarga

4.460.045.000     4.460.045.000     

 

JUMLAH
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1 06 01 02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Sosial Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja erangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

                     5.000.000 5.000.000                     . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan , evaluasi 

dan pelaporan

5 01 5-4.0-0.02 01

Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 01

Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Dokumen Evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 02

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Pelaporan SAKIP 5 01 5-4.0-0.02 01

Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan PD yang tersusun sesuai 

standart

                 102.000.000 102.000.000                . Administrasi Keuangan Honor pengelola 

keuangan, honor panitia 

kegiatan dan honor PHD

5 01 5-4.0-0.02 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01

102.000.000                Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Honor pengelola keuangan, honor 

panitia kegiatan dan honor PHD

5 01 5-4.0-0.02 01

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

5 01 5-4.0-0.02 01

Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

5 01 5-4.0-0.02 01

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

5 01 5-4.0-0.02 01

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

5 01 5-4.0-0.02 01

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

5 01 5-4.0-0.02 01 01

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

5 01 5-4.0-0.02 01 02

Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat
              1.457.610.000 1.457.610.000             . Administrasi Umum jumlah administrasi 

kantor yang terpenuhi

5 01 5-4.0-0.02 01

Jumlah dokumen pengelolaan 

umum dan kepegawaian yang 

tersusun sesuai standart

3.120.000                     Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perangko, materai 5 01 5-4.0-0.02 01

Jumlah sarpras aparatur kantor yang 

terpelihara
65.000.000                   Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

telephon, listrik 5 01 5-4.0-0.02 01

Jumlah PHD dan jasa tenaga 

administrasi
19.000.000                   Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

jasa servis peralatan dan 

perlengkapan kantor

5 01 5-4.0-0.02 01

15.300.000                   Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

asuransi kesehatan dan ketenaga 

kerjaan tenaga kontrak dan  PHD

5 01 5-4.0-0.02 01

Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

 Jaminan Barang Milik Daerah 5 01 5-4.0-0.02 01

17.900.000                   Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Pemeliharaan dan Perizinan 

Kendaraan Dinas/Operasional

5 01 5-4.0-0.02 01

Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jasa Administrasi Keuangan 5 01 5-4.0-0.02 01

88.800.000                   Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01

Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 01 5-4.0-0.02 01

20.000.000                   Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK 5 01 5-4.0-0.02 01

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan 5 01 5-4.0-0.02 01

12.665.000                   Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01

2.000.000                     Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01

6.000.000                     Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Peralatan Rumah Tangga 5 01 5-4.0-0.02 01

18.498.000                   Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Surat kabarc cetak penggandaan 5 01 5-4.0-0.02 01

141.100.000                Penyediaan Bahan Logistik Kantor BBM dan Gas 5 01 5-4.0-0.02 01

25.000.000                   Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 5 01 5-4.0-0.02 01

114.127.000                Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 

Luar Daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional 5 01 5-4.0-0.02 01

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Perlengkapan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01

Pengadaan Mebeleur Mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01

4.000.000                     Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

5 01 5-4.0-0.02 01

111.100.000                Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

5 01 5-4.0-0.02 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

5 01 5-4.0-0.02 01

794.000.000                Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

5 01 5-4.0-0.02 01

Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Kendaraan Dinas/Operasional

5 01 5-4.0-0.02 01

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

jumlah kedisiplinan dan 

kapasitas sumber daya 

apaatur

5 01 5-4.0-0.02 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 01 5-4.0-0.02 01

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

5 01 5-4.0-0.02 01

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

5 01 5-4.0-0.02 01

1 06 01 02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Sosial Program Penanggulangan Bencana cakupan pelayanan penanggulangan 

bencana

Program Penanganan 

Bencana

cakupan pelayanan 

penanggulangan 

bencana

Sosial URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 06 06

Penanganan kedaruratan dan 

penyediaan logistik

Pelayanan Kedaruratan dan 

tersedianya logistik bencana
357.595.000                357.595.000                Perlindungan Sosial Korban Bencana 

Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

jumlah kebutuhan dasar 

korban bencana alam 

yang tercukupi

1 06 06 2.01

68.795.000                   Penyediaan Makanan jumlah logistik Makanan yang 

tersedia

1 06 06 2.01 01

Penyediaan Sandang jumlah Sandang yang tersedia 1 06 06 2.01 02
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162.500.000                Penyediaan Tempat Penampungan 

Pengungsi

jumlah Tempat Penampungan 

Pengungsi

1 06 06 2.01 03

Penanganan Khusus Bagi Kelompok 

Rentan

jumlah Kelompok Rentan yang 

tertangani

1 06 06 2.01 04

126.300.000                Pelayanan Dukungan Psikososial jumlah Dukungan Psikososial 1 06 06 2.01 05

Penyelenggaraan Pemberdayaan 

Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 

Bencana Kabupaten/Kota

jumlah kegiatan  

pemberdayaan 

masyarakat terhadap 

kesiapsiagaan bencana

1 06 06 2.02

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Kampung Siaga Bencana

jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1 06 06 2.02 01

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Taruna Siaga Bencana

jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1 06 06 2.02 02

Program Penanggulangan 

Bencana

cakupan pelayanan 

penanggulangan 

bencana

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

1 05 03

Pelayanan Informasi Rawan Bencana jumlah layanan informasi 

kebencanaan

1 05 03 2.01

Penyusunan Kajian Resiko Nencana 

Kabupaten/Kota

jumlah Kajian Resiko Nencana 

Kabupaten/Kota

1 05 03 2.01 01

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi Rawan Bencana

jumlah Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi Rawan 

Bencana

1 05 03 2.01 02

Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

jumlah kegiatan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana

1 05 03 2.02

Fasilitasi Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Bencana

Terlaksananya Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Bencana
                 533.739.000 533.739.000                Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana 

Kaupaten/Kota

jumlah Rencana Penanggulangan 

Bencana Kaupaten/Kota

1 05 03 2.02 01

20.000.000                   Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana Kabupaten/Kota

jumlah Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

1 05 03 2.03 02

407.457.000                Pengendalian Operasi dan 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota

jumlah Pengendalian Operasi dan 

Tersediannya Sarana dan Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota

1 05 03 2.04 03

                   60.120.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan 

dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana

jumlah Peralatan Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1 05 03 2.05 04

26.162.000                   Pengelolaan Risiko Bencana 

Kabupaten/Kota

jumlah Risiko Bencana 

Kabupaten/Kota

1 05 03 2.06 05

20.000.000                   Penguatan Kapasitas Kawasan untuk 

pencegahan dan kesiapsiagaan

jumlah Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk pencegahan dan 

kesiapsiagaan

1 05 03 2.07 06

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana

Tersedianya Fasilitas publik dan 

fasilitas penduduk akibat bencana
                 146.600.000 146.600.000                Penanganan Pasca Bencana 

Kabupaten/Kota

jumlah Penanganan Pasca Bencana 

Kabupaten/Kota

1 05 03 2.08 07

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi 

Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ 

Kota

jumlah Pengembangan Kapasitas 

Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/ Kota

1 05 03 2.09 08

Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

jumlah penyelamatan 

dan evakuasi korban 

bencana

1 05 03 2.03

Respon Cepat Kejadian Luar Biasa 

Penyakit/Wabah Zoonoris Prioritas

jumlah respon Cepat Kejadian Luar 

Biasa Penyakit/Wabah Zoonoris 

Prioritas

1 05 03 2.03 01

Respon Cepat Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota

jumlah respon Cepat Darurat 

Bencana Kabupaten/Kota

1 05 03 2.04 02
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Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi 

Korban Bencana Kabupaten/Kota

jumlah Pencarian, Pertolongan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota

1 05 03 2.05 03

146.600.000                Penyediaan Logistik Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota

jumlah Logistik Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota

1 05 03 2.06 04

Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan Bencana

jumlah dasar 

penanggulangan bencana 

yang tersusun

1 05 03 2.04

Penyusunan Regulasi 

Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota

jumlah Regulasi Penanggulangan 

Bencana Kabupaten/Kota

1 05 03 2.04 01

Penguatan Kelembagaan Bencana 

Kabupaten/Kota

jumlah Penguatan Kelembagaan 

Bencana Kabupaten/Kota

1 05 03 2.04 02

Kerjasama Antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam Penanggulangan 

Bencana Kabupaten/Kota

jumlah Kerjasama Antar Lembaga 

dan Kemitraan dalam 

Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota

1 05 03 2.04 03

2.602.544.000      2.602.544.000      JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

2 01 01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

TIDAK BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

2

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG TENAGA 

KERJA

2 7

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

2 7 01

2 01 01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Penyusunan laporan capaian kinerja 

kegiatan ( Renja, LKJ IP, PK, LPPD, 

LKPJ, Kudus dalam angka, SAKIP, 

RKPD, KUA PPA, Laporan Keuangan)

                        5.000.000,00 5.000.000,00                       Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan; dokumen 

evaluasi dan dokumen 

pelaporan 

kegiatan/kinerja yang 

tersusun sesuai dengan 

standar

2 7 01 2.01

Penyusunan renstra dan renja Jumlah dokumen perencanaan OPD 

(Rencana Strategis , Rencana Kerja, 

Rencana Kinerja Tahunan, 

Perjanjian Kinerja)

2 7 01 2.01 `01

Penyusunan program dan kegiatan 

perangkat daerah dalam dokumen 

perancanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Program dan Kegiatan (RKPD dan 

KUAPPA)

2 7 01 2.01 `02

Koordinasi dan sinkronisasi 

perangkat daerah

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan PD

2 7 01 2.01 `04

Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen pelaporan hasil 

evaluasi kegiatan/kinerja OPD ( 

Evaluasi Capaian Kinerja, Evaluasi 

Renja, LKPJ ATA, LPPD, LKjIP)

2 7 01 2.01 `05

2 01 01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Terlaksananya pelayanan 

administrasi dan pelaporan 

keuangan kantor

                    142.532.000,00                     142.532.000,00 Administrasi Keuangan Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

keuangan

2 7 01 2.02

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah ASN yang terbayarkan gaji 

dan tunjangannya

2 7 01 2.02 `01

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

jumlah frekuensi penyediaan 

administrasi pelaksanaan tugas ASN

2 7 01 2.02 `02

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

jumlah penyiapan bahan verifikasi 2 7 01 2.02 `03

Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

2 7 01 2.02 `04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah frekuensi pengelolaan 

bahan tanggapan pemeriksaan

2 7 01 2.02 `05

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja

2 7 01 2.02 `06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah laporan keuangan bulanan 2 7 01 2.02 `07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi 

anggaran

2 7 01 2.02 `08

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir 

tahun anggaran

2 7 01 2.02 `09

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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2 01 01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber 

daya dan prasarana aparatur
                    879.397.000,00                     879.397.000,00 Administrasi Umum Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

umum

2 7 01 2.03

                        5.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat 2 7 01 2.03 01

                      90.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah fasilitasi jasa telepon, listrik 

dan air

2 7 01 2.03 `02

                      25.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

dalam kondisi baik

2 7 01 2.03 `03

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah ASN yang terbayarkan 

jaminan kesehatannya

2 7 01 2.03 `04

                    100.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah barang milik daerah dijamin 

terjaga dengan baik

2 7 01 2.03 `05

                      80.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional dalam kondisi 

baik

2 7 01 2.03 `06

Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah fasilitasi honorarium 

keuangan

2 7 01 2.03 `07

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 

tercukupi

2 7 01 2.03 `08

Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kantor dalam 

keadaan baik

2 7 01 2.03 `09

                      40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan ATK 2 7 01 2.03 10

                      35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetak 

dan penggandaan

2 7 01 2.03 11

                        4.397.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah penyediaan komponen 

instalasi listrik

2 7 01 2.03 12

                      20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

2 7 01 2.03 13

                      10.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah penyediaan peralatan 

rumah tangga

2 7 01 2.03 14

                      15.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan

2 7 01 2.03 15

                        6.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan bahan logistik 

kantor

2 7 01 2.03 16

                      85.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan 

minuman

2 7 01 2.03 17

                    100.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi 

luar daerah

2 7 01 2.03 18

Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas 2 7 01 2.03 20

                      14.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan 

gedung kantor

2 7 01 2.03 22

Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan peralatan 

gedung kantor

2 7 01 2.03 24

                      20.000.000,00 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan meubeler 2 7 01 2.03 25

                    155.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala gedung kantor

2 7 01 2.03 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan dinas

2 7 01 2.03 30

25.000.000,00                     Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala perlengkapan gedung 

kantor

2 7 01 2.03 32

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan gedung 

kantor

2 7 01 2.03 34

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala meubeler

2 7 01 2.03 35

50.000.000,00                     Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor direhab 

sedang / berat

2 7 01 2.03 38

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat

2 7 01 2.04

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas 

dan kelengkapannya

2 7 01 2.04 `02
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Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyelenggaraan/ 

keikutsertaan bimtek

2 7 01 2.04 11

2 01 01 18 Program perluasan kesempatan 

kerja, penempatan, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja 

Persentase pencari kerja yang 

sudah bekerja

Program Penempatan 

Tenaga Kerja

Cakupan Jumlah 

Tenaga Kerja yang 

ditempatkan

2 `07 `04

Persentase 

pencari kerja yang 

sudah bekerja

2 01 01 18 01 Fasilitasi dan pembinaan tenaga 

kerja dalam negeri

Terselenggaranya pelayanan Bursa 

Kerja Online (BKOL) dan 

penyebarluasan informasi bursa 

kerja

                      10.000.000,00 10.000.000,00                     Pelayanan Antar Kerja di Daerah 

Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten

Jumlah Pencari Kerja 

Daerah kabupaten yang 

terlayani dan terdaftar

2 `07 `04 `2.01

Penyediaan Sumber Daya Pelayanan 

Antar Kerja

Jumlah Sumber daya yang melayani 

antar kerja

2 `07 `04 `2.01 `01

Pelayanan Antar Kerja Frekuensi pencari kerja yang 

terlayani

2 `07 `04 `2.01 `02

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 

bagi Pencari Kerja

Jumlah  pelaksanaan penyuluhan 

dan bimbingan jabatan bagi pencari 

kerja

2 `07 `04 `2.01 `03

Penerbitan  Izin Lembaga 

Penempatan Tenaga Kerja Swasta 

(LPTKS) secara Terintegrasi

Jumlah Dokumen 

perizinan penempatan 

tenaga kerja swasta yang 

terintegrasi

2 `07 `04 `2.02

Penyediaan Sumber Daya Perizinan 

LPTKS secara Terintegrasi

Jumlah Lembaga Penempatan 

Tenaga Kerja Swasta yang 

terintegrasi

2 `07 `04 `2.02 `01

2 01 01 18 02 Fasilitasi dan pembinaan tenaga 

kerja dalam negeri (DBHCHT)

Terselenggaranya penyuluhan, 

terbangunnya jejaring kerja dan job 

fair

                    475.000.000,00 475.000.000,00                   Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Informasi Pasar 

Kerja yang terdaftar

2 `07 `04 `2.03

Pemeliharaan dan Operasional 

Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Frekuensi Pemeliharaan aplikasi 

informasi pasar kerja online.

2 `07 `04 `2.03 `01

Pelayanan dan Penyediaan 

Informasi Pasar Kerja Online

Jumlah pelayanan dan penyediaan 

IPK online

2 `07 `04 `2.03 `02

Job Fair / Bursa Kerja Jumlah Frekuensi Penyelenggaraan 

Job Fair / Bursa Kerja

2 `07 `04 `2.03 `03

Perlindungan PMI ( Pra dan Pasca 

Penempatan) di daerah Kabupaten / 

Kota

Jumlah Fasilitasi 

Perelindungan PMI di 

Kabupaten 

2 `07 `04 `2.04

Peningkatan Perlindungan dan 

Kompetensi Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI)

Jumlah Perlindungan dan 

Kompetensi calon PMI

2 `07 `04 `2.04 `01

Pemberdayaan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) Purna Penempatan

Jumlah Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) Purna Penempatan yang 

terfasilitasi

2 `07 `04 `2.04 `03

Program Pelatihan Kerja 

dan Produktivitas 

Tenaga Kerja

Cakupan jumlah 

pendaftar 

pelatihan yang 

dapat ikut 

pelatihan dan 

lulus

2 `07 `03

2 01 01 18 05 Operasional Pengelolaan dan 

Peningkatan Sarana dan prasarana 

UPTD BLK

Pengembangan Aplikasi Pelatihan 

dan Belanja Korden
                      25.000.000,00 3.025.000.000,00               Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan 

Unit Kompetensi 

Jumlah Pelatihan 

Kompetensi yang 

dilaksanakan

2 `07 `03 `2.01

2 01 01 18 06 Operasional Pengelolaan dan 

Peningkatan Sarana dan prasarana 

UPTD BLK (DBHCHT)

Pelatihan Kerja Institusional BLK dan 

Pelatihan Kerja Keliling (Mobile 

Training Unit / MTU), Pemeliharaan 

Peralatan Pelatihan, Rehabilitasi 

Gedung

                3.000.000.000,00 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari 

Kerja Berdasarkan Klaster 

Kompetensi

Jumlah Pelatihan Ketrampilan bagi 

Pencari Kerja yang dilaksanakan

2 `07 `03 `2.01 `01

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja 

sama dengan Sektor Swasta untuk 

Penyediaan Instruktur serta Sarana 

dan Prasarana Lembaga Pelatihan

Jumlah Frekuensi Penyediaan 

Sarana dan Prasarana Pelatihan 

yang tersedia

2 `07 `03 `2.01 `02
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2 01 01 18 03 Fasilitasi dan pembinaan tenaga 

kerja luar negeri

Peningkatan kualitas lembaga 

ketrampilan kerja
                      10.000.000,00 10.000.000,00                     Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta

Jumlah fasilitasi 

Pembinaan bagi 

Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta

2 `07 `03 2.02

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta yang dibina

2 `07 `03 2.02 `01

2 01 01 18 04 Fasilitasi dan pembinaan tenaga 

kerja luar negeri (DBHCHT)

Peningkatan produktifitas tenaga 

kerja
                    300.000.000,00 300.000.000,00                   Perizinan dan Pendaftaran Lembaga 

Pelatihan Kerja

Jumlah Perizinan LPKS 

yang terdaftar

2 `07 `03 2.03

Penyediaan Sumber daya Perizinan 

LPK secara Terintegrasi

Jumlah Penyediaan Sumber daya 

Perizinan LPKS

2 `07 `03 2.03 `01

2 01 01 19 Program pembinaan, perlindungan 

hubungan industrial dan 

perselisihan ketenagakerjaan 

Persentase kasus yang 

terselesaikan

Program Hubungan IndustrialCakupan 

terselesaikannya 

kasus PHI/PHK

2 `07 `05

2 01 01 19 01 Fasilitasi dan pembinaan hubungan 

industrial

Terlaksananya usulan upah 

minimum dan Pemberdayaan 

Serikat Pekerja

                    200.000.000,00 200.000.000,00                   Pengesahan Peraturan Perusahaan 

dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama untuk Perusahaan yang 

Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) 

Daerah Kab / Kota 

Jumlah Peraturan 

Perusahaan dan 

Perjanjian Kerja sama 

Perusahaan yang 

disyahkan dan terdaftar 

Persentase kasusu 

yang terselesaikan

2 `07 `05 2.01

Penyelenggaraan pendataan dan 

informasi sarana hubungan 

industrial dan jaminan sosial tenaga 

kerja.

Jumlah hasil pendataan informasi 

hubungan industrial dan jaminan 

sosial tenaga kerja

2 01 01 19 02 Fasilitasi dan pembinaan 

perselisihan ketenagakerjaan

Terlaksananya efektifitas kinerja LKS 

Tripartit
                      30.000.000,00 30.000.000,00                     Pencegahan dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja dan Penutupan 

Perusahaan di Daerah Kab / Kota

Jumlah Frekuensi Upaya 

Pencegahan dan 

Penyelesaian 

Perselisihan Kasus 

Industrial yang masuk / 

terdaftar

2 `07 `05 2.02

Penyelenggaraan Verifikasi dan 

Rekapitulasi Keanggotaan pada 

Organisasi Pengusaha, Federasi,  

dan Konfederasi Serikat Pekerja / 

Serikat Buruh serta non afiliasi

Jumlah Hasil Verifikasi dan 

Rekapitulasi Keanggotaan pada 

organisasi Pengusaha, federasi, dan 

konfederasi Serikat Pekerja / Serikat 

Buruh serta Non Afiliasi

2 `07 `05 2.02 `03

Pelaksanaan Operasional Lembaga 

Kerjasama  Tripartit daerah Kab / 

Kota

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan 

terhadap Lembaga Kerjasama 

Tripartit Kabupaten

2 `07 `05 2.02 `04

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOPERASI, UKM

2 17

Program Pelayanan Izin 

Usaha Simpan Pinjam

Cakupan Jumlah 

Pelayanan 

Perizinan Usaha 

Simpan Pinjam 

Koperasi

2 17 `02

Penerbitan Izin Usaha Simpan 

Pinjam Untuk Koperasi Dengan 

Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah 

Kabupaten

Jumlah  Penerbitan Izin 

Usaha Simpan Pinjam 

Koperasi

2 17 `02 2.01

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha 

simpan Pinjam dan Pembukaan 

kantor Cabang, cabang Pembantu 

dan kantor Kas Koperasi Simpan 

Pinjam untuk Koperasi dengan 

Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 

Kab / Kota

Jumlah Fasilitasi Izin Usaha simpan 

Pinjam Koperasi, Pembukaan Kantor 

cabang , Cabang Pembantu dan 

Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam  

yang terpenuhi

2 17 `02 2.01 `01

Program Pengawasan 

dan Pemeriksaan 

Koperasi

Cakupan 

Pengawasan dan 

Pemeriksaan 

Koperasi terhadap 

Jumlah Koperasi

2 17 `03
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Pemeriksaan dan Pengawasan 

Koperasi, Koperasi simpan Pinjam / 

Unit Simpan Pinjam Koperasi yang 

Wilayah Keanggotaannya dalam 

Daerah Kab / Kota

Jumlah / Frekuensi 

Pelaksanaan 

Pengawasan Terhadap 

Koperasi

2 17 `03 2.01

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, 

Kemandirian, Ketangguhan  serta 

Akuntabilitas Koperasi Kewenangan 

Kab / Kota

Jumlah Pengawasan  terhadap 

kesehatan  dan akuntabilitas 

Koperasi

2 17 `03 2.01

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi 

terhadap Peraturan Perundang-

Undangan Kewenangan Kab / Kota

Frekuensi pemeriksaan kepatuhan 

koperasi terhadap perundang-

perundangan.

2 17 `03 2.01 `02

Program Penilaian 

Kesehatan KSP / USP 

Koperasi

Cakupan Penilaian 

Kesehatan KSP / 

USP Koperasi

2 17 04

Penilaian Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam / Unit simpan Pinjam 

Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaannya dalam 1 (satu) 

Daerah Kab / Kota

Jumlah Pelaksanaan 

Penialaian Kesehatan 

KSP /USP Koperasi

2 17 04 2.01

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 

KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab 

/ Kota

Jumlah Pelaksanaan Penilaian 

Kesehatan KSP/USP Koperasi yang 

menjadi Kewenagan Kabupaten

2 17 04 2.01 01

Penghargaan Kesehatan KSP /USP 

Koperasi Kewenangan Kab / Kota

Jumlah Pemberian Penghargaan 

terhadap Penilaian Kesehatan 

KSP/USP Koperasi yang menjadi 

Kewenangan Kabupaten

2 17 04 2.01 02

2 01 01 19 Program peningkatan dan 

pengembangan koperasi, usaha 

kecil dan menengah 

Prosentase koperasi aktif Program Pendidikan dan 

Pelatihan Perkoperasian

Cakupan  Pserta 

Diklat 

Perkoperasian 

terhadap Jumlah 

Anggota Koperasi

2 17 05

Persentase perkembangan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah

Pendidikan dan Latihan 

Perkoperasian  bagi Koperasi yang 

Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 

Kab / Kota

Jumlah Frekuensi 

Pelaksanaan Diklat 

Perkoperasian 

Persentase 

koperasi aktif

2 17 05 2.01

2 01 01 19 01 Peningkatan dan pengembangan 

koperasi

Terselenggaranya Sosialisasi, Bintek 

dan Pameran Hari Koperasi
                      30.000.000,00 30.000.000,00                     Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Perkoperasian Serta 

kapasitas dan Kompetensi SDM 

Koperasi

Fasilitasi Peningkatan Pemahaman 

dan Pengetahuan Perkoperasian 

serta kapasitas dan Kompetensi 

SDM Koperasi 

2 17 05 2.01 01

Program Pemberdayaan 

Usaha Menengah, 

Usaha Kecil dan Usaha 

Mikro (UMKM)

Cakupan 

Pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah

2 17 07

Pemberdayaan Usaha Mikro yang 

Dilakukan Melalui Pendataan 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 

Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para Pemangku 

Kepentingan

Fasilitasi Pengembangan 

/ Peningkatan Skala 

Usaha Mikro menjadi 

Usaha Kecil

2 17 07 2.01

2 01 01 19 05 Peningkatan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan 

Teknologi Usaha Kecil dan 

Menengah

Terlaksananya kegiatan sosialisasi                 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00               Pendataan Potensi dan 

Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Dokumen hasil Pendataan 

Potensi Pengembangan Usaha 

Mikro

2 17 07 2.01 01

190.000.000,00                   -Tersusunnya Data UMKM

900.000.000,00                   -Terlaksananya Pelatihan 

Kewirausahaan

35.000.000,00                     Tersedianya Sistem Informasi 

Pendataan UMKM

Fasilitasi Kemudahan Perizinan 

Usaha Mikro

Jumlah Fasilitasi Perizinan Usaha 

Mikro
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2 01 01 19 06 Peningkatan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan 

Teknologi Usaha Kecil dan 

Menengah (DBHCHT)

Pelatihan kewirausahaan UMKM                 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00               Pemberdayaan Kelembagaan 

Potensi dan Pengembangan Usaha 

Mikro

2 17 07 2,01 04

200.000.000,00                   -Terlaksananya Pelatihan 

Pengembangan Usaha Mikro

800.000.000,00                   -Tersedianya Tenaga pendamping 

kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan 

Para Pemangku Kepentingan   dalam   

Pemberdayaan Usaha Mikro

2 17 07 2,01 05

2 `01 `01 19 `03 Peningkatan dan Pengembangan, 

promosi, Produksi dan Pembiayaan 

Usaha kecil dan Menengah

Pelatihan dan Pendampingan 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah

Pemberdayaan Kelembagaan 

Potensi dan Pengembangan Usaha 

Mikro

Jumlah fasilitasi Pemberdayaan 

Penguatan Kelembagaan Potensi 

dan Pengembangan  Usaha Mikro

2 17 07 2,01 04

Program Pengembangan UMKMCakupan 

Pengembangan 

UMKM 

2 17 08

Pengembangan Usaha Mikro 

dengan Orientasi Peningkatan Skala 

Usaha Menjadi Usaha Kecil

Jumlah Pengembangan / 

Peningkatan Usaha 

Mikro menjadi Usaha 

Kecil

Persentase 

perkembangan 

UMKM

2 17 08 2.01

2 01 01 19 02 Peningkatan dan pengembangan 

Promosi, Produksi dan Pembiayaan 

Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan Kredit bagi Usaha 

Mikro
                      15.000.000,00 515.000.000,00                   Fasilitasi Usaha mikro Menjadi 

Usaha kecil dalam Pengembangan 

Produksi dan Pengolahan, 

Pemasaran, SDM, serta Desain dan 

Teknologi

Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro 

menjadi Usaha Kecil dalam 

Pengembangan Produksi dan 

Pengolahan, Pemasaran, SDM serta 

Desain dan Teknologi

2 17 08 2.01 01

2 01 01 19 04 Peningkatan dan pengembangan 

Promosi, Produksi dan Pembiayaan 

Usaha Kecil dan Menengah 

(DBHCHT)

Temu kemitraan dan promosi bagi 

UMKM
                    500.000.000,00 15.000.000,00                     - Terlaksananya Kemitraan 

Pemasaran Online

30.000.000,00                     - Terlaksananya sosialisasi 

Pneguatan Kelembagaan (Sosilaisasi 

Legalitas 1x, Sosialisasi SPIRT dan 

layak sehat 1x, Sosialisasi Kekayaan 

Intelektual 1x)

10.000.000,00                     -Terlaksananya Sosialisasi 

Pembiayaan UMKM dengan 

Lembaga Keuangan 1x

50.000.000,00                     -Terlaksananya Fasilitas promosi 

Melalui pameran UMKM (Pameran 

Musrenbangwil 1x)

100.000.000,00                   -Terlaksananya Fasilitas promosi 

Melalui pameran UMKM (Pameran 

Dalam Provinsi 1x)

`

120.000.000,00                   -Terlaksananya Fasilitas promosi 

Melalui pameran UMKM (Pameran 

Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa 1x)

190.000.000,00                   -Terlaksananya Fasilitas promosi 

Melalui pameran UMKM (Pameran 

Luar Provinsi Luar Pulau Jawa 1x)

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

PILIHAN

3

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN

3 31

2 01 01 20 Program peningkatan dan 

pengembangan perindustrian 

Prosentase peningkatan IKM Program Perencanaan 

dan Pembangunan 

Industri 

Cakupan Terhadap 

Perencanaan 

Pembangunan 

Industri

3 31 02
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2 01 01 20 01 Peningkatan dan pengembangan 

industri kimia, agro dan hasil hutan

Bintek Peningkatan Kualitas IKM                       20.000.000,00 2.295.000.000,00               Penyusunan dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri Kab / Kota

Jumlah Dokumen hasil 

Penyusunan dan 

Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri 

Kabupaten

Persentase 

pertumbuhan IKM

3 31 02 2.01

2 01 01 20 02 Peningkatan dan pengembangan 

industri kimia, agro dan hasil hutan 

(DBHCHT)

Operasional Laboratorium dan 

pelaksanaan pameran
                2.275.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyusunan Kebijakan dalam 

rangka Mendukung Penguatan 

Industri Nasional dan Perwilayahan 

Industri

Jumlah Dokumen Penyusunan 

Kebijakan yang mendukung 

Penguatan Industri nasional dan 

Wilayah Industri

3 31 02 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Sumber daya Industri

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Sumber daya Industri

3 31 02 2.01 03

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Rencana 

Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat

Frekuensi Jumlah Koordinasi, 

Sinkronisasi,Pemberdayaan Industri 

dan Peranserta Masyarakat 

3 31 02 2.01 05

Program Pengendalian 

Izin Usaha Industri (IUI) 

Kabupaten / Kota 

Cakupan 

Pengendalian Izin 

Usaha Industri 

(IUI)

3 31 03

2 01 01 20 03 Peningkatan dan pengembangan 

Industri Logam, Mesin, Elektronika 

dan Aneka Industri

Monitoring dan Evaluasi IKM                         5.000.000,00 5.000.000,00                       Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) 

Kecil dan IUI Menengah

Jumlah Penerbitan IUI 

Kecil dan IUI Menengah

3 31 03 2.01

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksaan IUI 

Kewenangan Kab/Kota dalam 

Memenuhi Ketentuan Perizinan 

Frekuensi Pengawasan Pelaksanaan 

IUI yang menjadi Kewenangan 

kabupaten

3 31 03 2.01 `02

Program Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Industri Nasional

Cakupan 

Pengelolaan 

Sistem Industri 

nasional

3 31 `04

2 01 01 20 05 Peningkatan dan pengembangan 

Industri Logam, Mesin, Elektronika 

dan Aneka Industri (DBHCHT)

Pengembangan Ketrampilan IKM 

dan Pembangunan Industri 

Pengemasan

                    450.000.000,00 450.000.000,00                   Penyediaan Informasi Industri untuk 

Informasi Industri untuk IUI, IPUI, 

IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab / 

Kota

Jumlah Penyediaan 

Informasi Industri untuk 

IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 

Kewenangan Kabupaten.

3 31 `04 2.01

Koordinasi dan Konsultasi kegiatan 

ILMEA

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengumpulan, Pengolahan dan 

Analisis Data Sistem Informasi 

Industri Nasional

Jumlah Fasilitasi Pengumpulan, 

Pengolahan dan analisis data Sistem 

Informasi Industri Nasional

3 31 `04 2.01 `01

Workshop Trend Fashion Desiminasi dan Publikasi Data 

Informasi Industri Kabupaten

Jumlah Frekuensi Desiminasi dan 

Publikasi Data Informasi Industri 

kabupaten

3 31 `04 2.01 `02

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

TRANSMIGRASI

3 32

2 01 01 18 Program fasilitasi dan 

pengembangan wilayah 

penempatan transmigrasi 

Prosentase calon transmigran yang 

terfasilitasi

Program Pembangunan 

Kawasan Transmigrasi

Cakupan 

Pembangunan 

Kawasan 

Transmigrasi

3 32 3

2 01 01 18 01 Fasilitasi perpindahan dan 

penempatan transmigrasi

Koordinasi, konsultasi ke 

Kementerian Transmigrasi, 

monitoring transmigran

                        5.000.000,00                         5.000.000,00 Penataan Persebaran Penduduk 

yang Berasal dari 1 (satu) Daerah 

Kab/Kota

Jumlah Frekuensi 

Penataan Persebaran 

Penduduk dari 

Kabupaten

Persentase calon 

trasnmigran yang 

terfasilitasi

3 32 3 2.01

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Kerjasama Pembangunan 

Transmigrasi  yang Berasal Dari 1 

(satu) Daerah  Kab / Kota

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pembangunan 

Transmigrasi

3 32 3 2.01 01

Pemindahan dan Penempatan 

Transmigran  yang Berasal dari 1 

(satu) Daerah kab / Kota

Jumlah Frekuensi Pemindahan dan 

Penempatan Transmigran

3 32 3 2.01 04

10.501.929.000,00     10.501.929.000,00     JUMLAH
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2 Urusan 

Administrasi 

Kependudukan 

dan Capil

Wajib Non 

Pelayanan Dasar

Urusan 

Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

2 06 2.06.01 Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

2.407.022.000 2.407.022.000 0 Dinas Administrasi 

Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil

2 12 0-0.0-0.01

2 06 2.06.01 07 Sekretariat Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
975.893.000 Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

2 12 0-0.0-0.01 01

2 06 2.06.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, 

dokumen evaluasi dan dokumen 

pelaporan kegiatan/kinerja yang 

tersusun sesuai dengan standar

59.328.000 59.328.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan; dokumen 

evaluasi dan dokumen 

pelaporan 

kegiatan/kinerja yang 

tersusun sesuai dengan 

standar

2 12 0-0.0-0.01 01

6.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan OPD 

(Rencana Kerja, Rencana Kinerja 

Tahunan, Perjanjian Kinerja)

2 12 0-0.0-0.01 01 2.01 01

8.728.000 Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi capaian 

kinerja OPD (Evaluasi Renja 

Triwulanan, Evaluasi Capaian 

Kinerja Triwulanan, Laporan 

Capaian Output Dokumen 

Kependudukan Triwulan)

2 12 0-0.0-0.01 01 2.01 03

36.600.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan PD

2 12 0-0.0-0.01 01 2.01 04

8.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelaporan 

kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, 

LPPD, LKjIP)

2 12 0-0.0-0.01 01 2.01 05

2 06 2.06.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen anggaran, 

dokumen administrasi 

pertanggungjawaban anggaran, 

dokumen evaluasi serapan 

anggaran dan dokumen pelaporan 

keuangan yang tersusun sesuai 

standar

53.096.000 53.096.000 Administrasi Keuangan Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

keuangan

2 12 0-0.0-0.01 01 2.02

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

jumlah ASN yang terbayarkan gaji 

dan tunjangannya

2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 01

23.000.000 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

jumlah frekuensi penyediaan 

administrasi pelaksanaan tugas 

ASN

2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 02

3.000.000 Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

jumlah penyiapan bahan verifikasi 2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 03

8.096.000 Pengelolaan  dan  Penyiapan  

Bahan  Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah frekuensi pengelolaan 

bahan tanggapan pemeriksaan

2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 05

3.000.000 Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja

2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 06

10.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah laporan keuangan bulanan 2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 07

1.000.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi 

anggaran

2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 08

5.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir 

tahun anggaran

2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 09

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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2 06 2.06.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
863.469.000 857.469.000 Administrasi Umum Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

umum

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03

Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat
0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat 2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 01

Jumlah dokumen pengelolaan 

umum, aset dan kepegawaian yang 

tersusun sesuai standar

28.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah fasilitasi jasa telepon, listrik 

dan air

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 02

Jumlah tenaga kontrak pelaksana 

tugas kesekretariatan
0 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan dalam kondisi baik

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 03

Jumlah sarpras aparatur yang 

terpelihara dalam kondisi baik
0 Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah ASN yang terbayarkan 

jaminan kesehatannya

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 04

12.300.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional dalam kondisi 

baik

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 06

372.796.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah fasilitasi honorarium 

keuangan

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 07

16.108.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan ATK 2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 10

17.750.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetak 

dan penggandaan

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 11

1.800.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah penyediaan komponen 

instalasi listrik

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 12

4.200.000 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 13

24.089.000 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah penyediaan peralatan 

rumah tangga

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 14

7.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 15

6.950.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan bahan logistik 

kantor

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 16

26.156.000 Penyediaan Makanan dan 

Minuman

Jumlah penyediaan makanan dan 

minuman

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 17

199.440.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi 

luar daerah

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 18

0 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah pengadaan mobil jabatan 2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 19

0 Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan 

dinas

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 20

0 Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan 

gedung kantor

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 22

0 Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan peralatan 

gedung kantor

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 24

0 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan meubeler 2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 25

11.880.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala gedung kantor

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 28

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala mobil jabatan

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 29

113.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan dinas

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 30

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala perlengkapan gedung 

kantor

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 32

14.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan gedung 

kantor

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 34

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala meubeler

2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 35

6.000.000 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat

2 12 0-0.0-0.01 01 2.04

0 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah pengadaan mesin absensi 2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 01

0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas 

dan kelengkapannya

2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 02



URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM
INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

0 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pengadaan pakaian kerja 

lapangan

2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 03

0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang meningkat 

kompetensinya

2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 09

0 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah sosialisasi peraturan 

perundangan

2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 10

6.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyelenggaraan/ 

keikutsertaan bimtek

2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 11

2 06 2.06.01 18 Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk

Program Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk 

Cakupan kepemilikan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP)
678.070.000 Program Pendaftaran 

Penduduk 

Cakupan 

kepemilikan Kartu 

Tanda Penduduk 

(KTP)

2 12 0-0.0-0.01 02

2 06 2.06.01 18 01 Fasilitasi dan peningkatan 

pelayanan identitas penduduk

Jumlah penerbitan KTP dan KIA 

sesuai standar
69.754.000 678.070.000 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah penerbitan 

dokumen pendaftaran 

penduduk

2 12 0-0.0-0.01 02 2.01

0 Pendataan Penduduk Non 

Permanen dan Rentan Administrasi 

Kependudukan

Jumlah penduduk non permanen 

dan rentan yang terdata

2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 01

40.254.000 Pencatatan, Penatausahaan  dan 

Penerbitan Dokumen atas 

Pendaftaran Penduduk

Jumlah penerbitan dokumen atas 

pendaftaran penduduk

2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 02

43.100.000 Penyelesaian Masalah Pendaftaran 

Penduduk

Jumlah masalah pendaftaran 

penduduk yang terselesaikan

2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 03

572.807.000 Peningkatan Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk

Fasilitasi peningakatan pelayanan 

pendaftaran penduduk

2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 04

21.909.000 Pencatatan, Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen atas 

Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Jumlah penerbitan dokumen atas 

peristiwa kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 05

2 06 2.06.01 18 02 Sosialisasi, pelayanan dan 

penerbitan dokumen pendaftaran 

penduduk (DAK Non Fisik)

Jumlah pengadaan bahan cetak 

dokumen pendaftaran penduduk 

(blangko dan formulir)

-

2 06 2.06.01 18 03 Fasilitasi dan peningkatan 

pelayanan pindah datang dan 

pendataan penduduk

Jumlah penerbitan dokumen 

pindah dan datang penduduk 

sesuai standar

608.316.000 -

2 06 2.06.01 19 Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

Cakupan kepemilikan Akta 

Kelahiran usia 0-18 tahun
497.707.000 Program Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Cakupan 

kepemilikan Akta 

Kelahiran usia 0-

18 tahun

2 12 0-0.0-0.01 03

2 06 2.06.01 19 01 Fasilitasi dan peningkatan 

pelayanan akta kelahiran dan 

kematian

Jumlah pelayanan penerbitan akta 

kelahiran dan kematian yang sesuai 

standar

399.586.000 497.707.000 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah penerbitan 

dokumen pencatatan 

sipil

2 12 0-0.0-0.01 03

18.051.000 Pencatatan, Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen atas 

Pelaporan Peristiwa Penting

jumlah penerbitan dokumen atas 

peristiwa penting

2 12 0-0.0-0.01 03 2.01 01

479.656.000 Peningkatan dalam Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Fasilitasi peningakatan pelayanan 

pencatatan sipil

2 12 0-0.0-0.01 03 2.01 02

2 06 2.06.01 19 02 Sosialisasi, pelayanan dan 

penerbitan dokumen pencatatan 

sipil (DAK Non Fisik)

Jumlah pengadaan bahan cetak 

dokumen pencatatan sipil (blangko 

dan formulir)

-

2 06 2.06.01 19 03 Fasilitasi dan peningkatan 

pelayanan perkawinan, perceraian, 

perubahan status anak dan 

pewarganegaraan

Jumlah penduduk yang terdata 

pencatatan perkawinannya sesuai 

prosedur

98.121.000 -

2 06 2.06.01 20 Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

dan 

Pemanfaatan 

Data 

Program Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data 

Cakupan pengelolaan database 

kependudukan 
255.352.000 Program Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

Cakupan 

pengelolaan 

database 

kependudukan 

2 12 0-0.0-0.01 04

2 06 2.06.01 20 01 Pembangunan dan pengoperasian 

SIAK secara terpadu

Jumlah sarpras SIAK yang tersedia 

dan dapat beroperasional sesuai 

standar

226.467.000 28.885.000 Pengumpulan Data Kependudukan 

dan Pemanfaatan dan Penyajian 

Database Kependudukan

Jumlah instansi yang 

memanfaatkan

data kependudukan 

sesuai standar

2 12 0-0.0-0.01 04 2.01

0 Pengumpulan,  Analisis,  dan  

Diseminasi  Data Pendaftaran 

Penduduk

Jumlah frekuensi publikasi data 

pendaftaran penduduk

2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 01
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0 Pengumpulan,  Analisis,  dan  

Diseminasi  Data Pencatatan Sipil

Jumlah frekuensi publikasi data 

pencatatan sipil

2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 02

24.285.000 Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan

Jumlah penyajian data 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 04

4.600.000 Kerjasama Pemanfaatan Data 

Kependudukan

Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

pemanfaatan data kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 05

0 Inventarisasi Data untuk 

Kepentingan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen kepundudukan 

pendukung pembangunan daerah

2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 06

2 06 2.06.01 20 02 Pengelolaan sistem informasi 

administrasi kependudukan/SIAK 

(DAK Non Fisik)

Jumlah buku kependudukan yang 

tersusun sesuai dengan strandar
0 Penataan Administrasi 

Kependudukan

Jumlah penyediaan 

blangko dan formulir 

administrasi 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.02

0 Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, dan 

Pengendalian Urusan  Administrasi 

Kependudukan di Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen pedoman 

pengendalian administrasi 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.02 01

0 Pengadaan Blangko Dokumen 

Kependudukan selain Blangko KTP-

El, Formulir, dan Buku untuk 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil sesuai dengan 

Kebutuhan

Jumlah pengadaan blangko, 

formulir kependudukan 

2 12 0-0.0-0.01 04 2.02 02

2 06 2.06.01 20 03 Fasilitasi penyajian dan 

pemanfaatan data kependudukan, 

kerjasama serta inovasi pelayanan

Jumlah instansi yang 

memanfaatkan data 

kependudukan sesuai standar

28.885.000 0 Penyelenggaraan Urusan 

Administrasi Kependudukan

Jumlah fasilitasi 

penyelenggaraan 

urusan administrasi 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03

0 Koordinasi   dengan   Kantor   

Kementerian   yang 

Menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan  di Bidang Agama 

Kabupaten/Kota dan Pengadilan 

Agama yang Berkaitan dengan 

Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan 

Rujuk bagi Penduduk yang 

Beragama Islam

Frekuensi koordinasi pencatatan 

pernikahan dan perceraian

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 01

0 Koordinasi   dengan   Kantor   

Kementerian   yang 

Menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang  Agama  

Kabupaten/Kota dalam 

Memelihara Hubungan Timbal Balik 

melalui Pembinaan Masing-masing 

kepada Instansi Vertikal dan UPT 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Frekuensi koordinasi instansi lintas 

sektor terkait kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 02

0 Koordinasi Antarlembaga 

Pemerintah dan Lembaga Non-

Pemerintah di Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban Pelayanan 

Administrasi Kependudukan

Frekuensi koordinasi penertiban 

pelayanan administrasi 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 03

Pelayanan  Secara  Aktif  

Pendaftaran  Peristiwa 

Kependudukan Dan Pencatatan 

Peristiwa Penting

Jumlah pelayanan aktif/jemput 

bola administrasi kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 04

Fasilitasi  Penyelenggaraan  Urusan  

Administrasi Kependudukan

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan 

administrasi kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 06

0 Penyelenggaraan Pemanfaatan 

Data Kependudukan

Jumlah penyelenggaraan 

pemanfaatan data kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 07
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Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan 

Administrasi Kependudukan

Jumlah sosialisasi administrasi 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 08

0 Kerja Sama Dengan Organisasi 

Kemasyarakatan Dan Perguruan 

Tinggi

Jumlah PKS dengan 

ormas/perguruan tinggi

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 09

0 Komunikasi,   Informasi,   Dan   

Edukasi   Kepada Pemangku 

Kepentingan Dan Masyarakat

Jumlah frekuensi penyampaian 

informasi kepada stakeholder 

terkait

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 10

0 Penyajian Data Kependudukan 

Yang Akurat Dan Dapat 

Dipertanggungjawabkan

Jumlah penyajian data 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.03 11

0 Pembinaan   dan   Pengawasan   

Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan

Jumlah pengawasan 

penyelenggaraan 

administrasi 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.04

0 Pengelolaan dan Pelaporan 

Penggunaan Blangko Dokumen 

Kependudukan, Formulir, dan Buku 

untuk Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil

Jumlah pengelolaan blangko, 

formulir dan buku administrasi 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 04 2.04 01

0 Supervisi  Bersama  dengan  Kantor  

Kementerian yang 

Menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Agama 

Kabupaten/Kota dan Pengadilan 

Agama mengenai Pelaporan 

Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan 

Rujuk bagi Penduduk yang 

Beragama Islam dalam Rangka 

Pembangunan Basis Data 

Kependudukan

Jumlah supervisi bersama antar 

instansi terkait oerkawinan dan 

perceraian

2 12 0-0.0-0.01 04 2.04 04

0 Pengawasan Penyelenggaraan 

Urusan Administrasi 

Kependudukan

Jumlah pengawasan 

penyelenggaraan adminduk

2 12 0-0.0-0.01 04 2.04 05

Program Pengelolaan 

Profil Kependudukan

Prosentase 

penyediaan data 

base 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 05

226.467.000 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah buku 

kependudukan yang 

tersusun sesuai dengan 

standar

2 12 0-0.0-0.01 05 2.05

226.467.000 Penyediaan Data Kependudukan 

Kabupaten/Kota

Jumlah penyediaan data 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 05 2.05 01

0 Penyusunan Profil Data 

Perkembangan dan Proyeksi  

kependudukan  serta  kebutuhan  

yang lain

Jumlah dokumen profil/proyeksi 

kependudukan

2 12 0-0.0-0.01 05 2.05 02

2.407.022.000 2.407.022.000JUMLAH
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2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA

2.07.01 07 Program Pelayanan Administrasi 

Umum

Indeks kepuasan masyrakat atas 

kinerja perangkat daerah

2.07.01 07 01 Peningkatan Sistem Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan Capaian 

Kinerja

Jumlah dokumen PEP yang tersusun 

sesuai standar
                                   -   2 13 01 2.01

                    8,000,000 4,000,000                    Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah  Renstra dan Renja Perangkat 

Daerah yang tersusun

Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat 

Daerah

Jumlah  Dokumen 

Perencanaan Dan 

Evaluasi Perangkat 

Daerah yang tersusun

Program Pelayanan 

Administrasi Umum

Persentase  

Pelayanan 

Administrasi 

Umum

2 13 01 2.01 01

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

persentase layanan 

kepegawaian 

sesuai standar

4,000,000                    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen  Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang tersusun

2 13 01 2.01 05

2.07.01 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan 

keuangan

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

                  79,216,000 Administrasi Keuangan Jumlah  admnistrasi 

keuangan yang tersusun

2 13 01 2.02

79,216,000                 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah dolumen  Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan yang tersusun

01 2.02 04

2.07.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah bulan pelayanan sarpras 

aparatur
                                   -   Administrasi Umum Jumlah admnistrasi 

umum

2 13 01 2.03

BPJS Kesehatan bagi Kades dan 

Peangkat Desa
             1,822,005,000 

Jasa surat menyurat                     1,500,000 1,500,000                    Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah  Jasa Surat Menyurat yang 

tersedia

01 2.03 01

Langganan listrik, air, telepon dan 

internet
                  84,600,000                   84,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah  Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang tersedia

01 2.03 02

Jaminan Barang Milik Daerah                   10,000,000 10,000,000                 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah   Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah yang tersedia

01 2.03 05

Pemeliharaan Kendaraan  

Dinas/Operasional
                100,000,000 10,000,000                 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah  Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional yang tersedia

01 2.03 06

Honor PHD, dan Tenaga Kontrak                 419,226,000 275,016,000               Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah  Jasa Administrasi Keuangan 

yang tersedia

01 2.03 07

Honor Tenaga Kebersihan 48,070,000                 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang 

tersedia

01 2.03 08

Jasa Service peralatan dan 

perlengkapan kantor
                  10,000,000 10,000,000                 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah  Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja yang tersedia

01 2.03 09

Alat Tulis Kantor                   18,000,000 18,000,000                 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 01 2.03 10

Cetak Dan Penggandaan                   14,400,000 14,400,000                 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah  Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang tersedia

01 2.03 11

 Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor
                    4,000,000 4,000,000                    Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor yang 

tersedia

01 2.03 12

Perlengkapan dan peralatan kantor                     1,500,000 1,500,000                    Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang tersedia

01 2.03 13

Peralatan Rumah Tangga                     5,000,000 5,000,000                    Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah  Peralatan Rumah Tangga 

yang tersedia

01 2.03 14

Surat Kabar dan Bahan Bacaan 

Peraturan Perundang Undangan
                    6,000,000 6,000,000                    Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah  Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan tersedia

01 2.03 15

Makan Minum Pegawai                   27,000,000 27,000,000                 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah  Makanan dan Minuman yang 

tersedia

01 2.03 17

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Perjalanan Dinas Rapat Konsultasi 

dan Koordinasi Ke Luar Daerah dan 

Dalam daerah

                  25,000,000 25,000,000                 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

Jumlah  Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah yang 

terlaksana

01 2.03 18

Honor  Penjaga Kantor 96,140,000                 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah  Gedung Kantor yang 

terpelihara

2 13 01 2.03 28

Pemeliharaan Kendaraan  

Dinas/Operasional
90,000,000                 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah  Kendaraan Dinas/Operasional 

yang terpelihara

2 13 01 2.03 30

Rehab Gedung Ruang Arsip 650,000,000               650,000,000               Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat 

Rumah Gedung Kantor

2 13 01 2.03 38

2.07.01 21 Program Peningkatan pemberdayaan 

Masyarakat

Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Penyelenggaraan 

Penataan Desa

2 13 02

Penyediaan  Prasarana  dan  Sarana  

Transportasi antar Wilayah

Meningkatnya sarana dan prasarana 

serta infrastruktur Desa

Penyediaan  Prasarana  dan  Sarana  

Transportasi antar Wilayah

Jumlah Penyediaan  

Prasarana  dan  Sarana  

Transportasi antar 

Wilayah

2 13 02 2.01

2.07.01 21 02 TMMD              1,155,000,000 1,155,000,000            Penyediaan dana Operasional, 

Penghasilan Tetap, dan Tunjangan 

Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan 

Desa

2 13 02 2.01 05

2.07.01 07 03 Program Pelayanan Administrasi 

Umum

BPJS Kesehatan bagi Kades dan 

Perangkat Desa
1,822,005,000            Peningkatan Kerjasama 

Desa

Persentase 

Kerjasama Desa

2 13 02 2.01 07

Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Jumlah Fasilitasi 

Permakades

Persentase 

peningkatan 

kawasan 

perdesaan

2 13 03

Jumlah Desa yang 

melakukan kerjasama 

dengan pihak ke 3

2 13 03 2.01

2.07.01 21 Program Peningkatan pemberdayaan 

Masyarakat

JumlahDesa yang 

melakukan kerjasama 

antar desa

2.07.01 21 03 Fasilitasi pengembangan 

perekonomian masyrakat dan 

infrastruktur desa

Fasilitasi Kawasan Pedesaan, Prudes 

dan Prukades
                250,000,000 100,000,000               Fasilitasi Prudes, Prukades Jumlah Fasilitasi Prudes, Prukades 2 13 03 2.01 01

75,000,000                 Fasilitasi Penyusunan Permakades Jumlah Fasilitasi Penyusunan 

Permakades

Program Administrasi 

Pemerintah Desa

Persentase  

Administrasi 

Pemerintah Desa

2 13 04

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi  

Pemerintah Desa

Jumlah Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi  Pemerintah 

Desa

Persentase desa 

yang bermasalah

2 13 04 2.01

2.07.01 22 02 Program Fasilitasi pemerintah Desa Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa
75,000,000                 75,000,000                 Fasilitasi Penyelenggaraan  

Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah desa yang tertib administrasi 2 13 04 2.01 01

2.07.01 22 01 Penyusunan Produk Hukum 152,000,000               60,000,000                 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 

Desa

Jumlah produk hukum daerah 2 13 04 2.01 02

Sosialisasi Peraturan Perundang 

undangan Desa
125,000,000               125,000,000               

2.07.01 21 02 Program Peningkatan pemberdayaan 

Masyarakat

Fasilitasi Kawasan Pedesaan, Prudes 

dan Prukades
75,000,000                 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa

Persentase desa yang menyusun 

perencanaan pembangunan desa 

sesuai ketentuan

2 13 04 2.01 03

2.07.01 22 02 Program Fasilitasi pemerintah Desa Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa
215,000,000               215,000,000               Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Desa

Persentase desa yang mengelola 

keuangan desa sesuai ketentuan

2 13 04 2.01 04

Pelaksanaan Bintek/Pelatihan 

aparatur Pemerintah Desa
147,600,000               147,600,000               Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Desa

Persentase desa yang mengelola 

keuangan desa sesuai ketentuan

2 13 04 2.01 04

2.07.01 22 03 Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi 

Administrasi Aset dan Perencanaan
60,000,000                 60,000,000                 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Desa

Persentase desa yang mengelola 

keuangan desa sesuai ketentuan

2 13 04 2.01 04

Perawatan Server Sistem Informasi 

Desa
50,000,000                 50,000,000                 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Desa

Persentase desa yang mengelola 

keuangan desa sesuai ketentuan

2 13 04 2.01 04

2.07.01 22 01 Program Fasilitasi pemerintah Desa 2 13 04 2.01 05

 Fasilitasi pemerintah Desa dan BPD 2 13 04 2.01 06

Bintek Peningkatan Kapasitas BPD 160,000,000               160,000,000               Peningkatan  Kapasitas  

Pemerintahan  Desa  dan BPD

Jumlah kades, perangkat desa, dan 

BPD yang mengikuti diklat/bimtek

Bintek Peningkatan Kapasitas Kepala 

Desa
105,780,000               105,780,000               Peningkatan  Kapasitas  

Pemerintahan  Desa  dan BPD

Jumlah kades, perangkat desa, dan 

BPD yang mengikuti diklat/bimtek
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Bintek Peningkatan Kapasitas 

Perangkat Desa
123,000,000               123,000,000               Peningkatan  Kapasitas  

Pemerintahan  Desa  dan BPD

Jumlah kades, perangkat desa, dan 

BPD yang mengikuti diklat/bimtek

42,000,000                 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa

50,000,000                 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan 

Desa

Persentase peraturan desa yang 

sesuai ketentuan

2 13 04 2.01 07

2.07.01 21 03 Fasilitasi pengembangan 

perekonomian masyrakat dan 

infrastruktur desa

Fasilitasi BUMDes                 125,000,000 125,000,000               Pembinaan  dan  Pemberdayaan  

BUM  Desa  dan Lembaga Kerja sama 

antar Desa

2 13 04 2.01 08

2.07.01 22 01  Fasilitasi pemerintah Desa dan BPD Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa 50,000,000                 50,000,000                 Fasilitasi    Pengangkatan    dan    

Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah formasi perangkat desa yang 

diisi

2 13 04 2.01 10

2.07.01 21 Program Peningkatan pemberdayaan 

Masyarakat

Peningkatan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan

Fasilitasi pengk;asifikasian data 

berdasarkan IDM, Prudeskel, 

EPDeskel

100,000,000               100,000,000               Fasilitasi  Penyusunan  Profil  Desa  

dan Evaluasi Perkembangan Desa

2 13 04 2.01 11

Pembinaan kelompok Masyarakat 

Pembangunan desa (perlombaan 

desa)

225,000,000               225,000,000               

2.07.01 21 03 Fasilitasi pengembangan 

perekonomian masyrakat dan 

infrastruktur desa

Fasilitasi Desa berkembang dan cepat 

berkembang Berbasis Data Epideskel
75,000,000                 75,000,000                 

Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman, Ketertiban dan 

Perlindungan Masyarakat Desa

2 13 04 2.01 12

2.07.01 21 Program Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kelembagaan dan 

perekonomian masyarkata desa

Program Pemberdayaan 

Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat

persentase  

Pemberdayaan 

Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum 

Adat

2 13 05

Persentase Peningkatan kawasan 

pedesaan

Persentase 

peningkatan 

kelembagaan dan 

perekonomian 

masyarakat desa

Pemberdayaan  Lembaga  

Kemasyarakatan  yang Bergerak  di  

Bidang  Pemberdayaan  Desa  dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Provinsi serta Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat 

yang Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pemberdayaan  

Lembaga  

Kemasyarakatan  yang 

Bergerak  di  Bidang  

Pemberdayaan  Desa  

dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah Provinsi 

serta Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat 

yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 

yang Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

2 13 05 2.01

Identifikasi dan Inventarisasi 

Masyarakat Hukum Adat

2 13 05 2.01 01

2.07.01 21 01 Peningkatan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan

Fasilitasi pelestarian dan 

pengembangan adat istiadat dan nilai 

sosial budaya masyarakat

150,000,000               150,000,000               Kelembagaan Masyarakat Desa dan 

Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Kelembagaan Masyarakat 

Desa dan Masyarakat Hukum Adat

2 13 05 2.01 02

Pendampingan konfergensi 

pencegahan stanting di desa
100,000,000               100,000,000               

Pembinaan Posyandu 80,000,000                 80,000,000                 
Monitoring evaluasi dan pelaporan 

peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam membangun desa

31,302,000                 31,302,000                 

Pelaksanaan Bulan Bhkati gotong 

Royong 
100,000,000               100,000,000               

Pembinaan PKK 500,000,000               500,000,000               Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan

2 13 05 2.01 03

2.07.01 21 03 Fasilitasi pengembangan 

perekonomian masyrakat dan 

infrastruktur desa

Fasilitasi Program Inovasi Desa 100,000,000               100,000,000               Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Kelembagaan

Jumlah Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Kelembagaan

2 13 05 2.01 04
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Fasilitasi pengembangan 

perekonomian masyarakat dan 

infrastruktur desa

100,000,000               100,000,000               Fasilitasi   Pengembangan     Usaha  

Ekonomi Masyarakat

Jumlah Fasilitasi   Pengembangan     

Usaha  Ekonomi Masyarakat

2 13 05 2.01 05

Pelaksanaan kegiatan monitoring 

perkembangan simpan pinjam BKM 
86,000,000                 86,000,000                 

Pembinaan BPSPAM di desa 

penerima Pamsimas
90,000,000                 90,000,000                 

2.07.01 21 01 Peningkatan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan

Pelaksanaan pengembangan dan 

promosi pengenalan alat teknologi 

tepat guna

300,000,000               300,000,000               Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna

Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna

2 13 05 2.01 06

8,116,129,000      8,116,129,000      JUMLAH
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Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar Bidang 

Perhubungan

Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar 

Bidang 

Perhubungan

2 09 PERHUBUNGAN 6.408.595.000 6.408.595.000 PERHUBUNGAN

2 09 01 07 Program Pelayanan Administrasi 

Umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
4.508.595.000 Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

5 1 5-4.0-0.02 01

2 09 01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen 

perencanaan,evaluasi dan 

pelaporan bidang Perhubungan 

yang disusun standar

25.000.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan,evaluasi 

dan pelaporan bidang 

Perhubungan yang 

disusun standar

5 01 5.4-'0.02 01 02:01

Dokumen Perjanjian Kinerja, LKPJ, 

LPPD,Renja, Renja Perubahan, 

Evaluasi Renja Triwulan I-IV,KUA 

PPAS,KUA PPAS 

Perubahan,Laporan Perkembangan 

Kegiatan, Pembangunan Bulanan

4.000.000                     Penyusunan Rentra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah Renstra dan Renja 

perangkat daerah yang tersusun 

sesuai standar

5 01 5.4-'0.02 01 02:01 01

4.000.000                     Penyusunan  Program  dan  

Kegiatan OPD dalam Dokumen 

Perencanaan

Jumlah dokumen Program dan 

Kegiatan OPD yang tersusun sesuai 

standar

5 01 5.4-'0.02 01 02:01 02

4.000.000                     Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi 

perangkat daerah yang tersusun 

sesuai standar

5 01 5.4-'0.02 01 02:01 03

9.000.000                     Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Perangkat Daerah

Intensitas pelaksanaan Koordinasi 

dan Sinkronisasi Perencanaan 

Perangkat Daerah

5 01 5.4-'0.02 01 2.01 04

4.000.000                     Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja 

perangkat daerah yang tersusun 

sesuai tandar

5 01 5.4-'0.02 01 02:01 05

09 01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

75.000.000 Administrasi Keuangan Jumlah fasilitas 

pelayanan administrasi 

keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

2 Penyusunan dokumen administrasi 

dan laporan keuangan
1.900.000 1.900.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah ASN yang terbayarkan gaji 

dan tunjangannya

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

Penyedian Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah bulan terbayarnya 

honorarium pengelola kegiatan 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Vertifikasi

Jumlah dokumen verifikasi yang 

dihasilkan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

Penyusunan Akuntasi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah dokumen tanggapan 

pemeriksaan 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

Penyusunan Laporan Capiann 

Kinerja dan Ikhtiyar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

Hunor pengelolaan keuangan dan 

kegiatan
73.100.000 73.100.000 Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah dokumen  Laporan 

Keuangan Bulanan/Semesteran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosasi 

Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan 

Prognosis Realisasi Anggaran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah dokumen Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

09 01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber 

daya dan sarana prasarana 

aparatur

Jumlah dokumen pengelolaan 

sumber daya dan sarpras aparatur 

yang tersusun sesuai ketentuan

4.408.595.000 Administrasi Umum Jumlah fasilitas 

pelayanan administrasi 

keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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2 Jumlah aparatur yang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan

Jumlah Pegawai Honorer Daerah 

dan tenaga kontrak

01 1.04

Jumlah Pegawai Honorer Daerah 

dan tenaga kontrak

01 1.04 09

Jumlah Pegawai Honorer Daerah 

dan tenaga kontrak

5 01 5-4.0-0.02 01

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar dan surat 

masuk

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Pengadaan peralatan gedung 

kantor
30.000.000 30.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan peralatan 

gedung kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

Pengadaan rumah tangga dan 

peralatan kebersihan
10.000.000 10.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

Komponen instalasi 

listrik,/penerangan bangunan 

kantor

20.000.000 20.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

Pengiriman peserta Diklat 15.000.000 15.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur mendapat 

bimbingan dan pelatihan formal

5 01 5-4.0-0.02 01 1.04 09

Pembayaran sewa tanah 

operasaional
184.725.000 184.725.000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah barang milik daerah 5 01 5-4.0-0.02 01 2.;03 05

Pemeliharaan gedung kantor 75.000.000 75.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 

gedung kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

Jasa perizinan STNK dan KIR 

kendaraan dinas
25.980.000 25.980.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Tenaga kontrak pelayan 

Perhubungan
2.832.200.000 2.832.200.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah jasa administrasi keungan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

Pemeliharaan kendaraan 

dinas/operasional
100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

Jasa service peralatan dan 

perlengkapan kantor
20.230.000 20.230.000 Penyedian jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang memanfaatkan jasa 

perlatan dan perlengkapan kantor 

yang dibeli

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

Pembayaran tagihan telepon, 

listrik,air dan internet
821.200.000 821.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan terpenuhinya 

kebutuhan komunikasi sumber 

daya air dan listrik 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Jasa Asuransi 14.000.000 14.000.000 Penyediaan jasa jaminan 

pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah jasa asuransi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

Honorarium pegawai 

honorer/tidak tetap
43.055.000 43.055.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah pegawai honorer/tidak 

tetap

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

Bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan
10.000.000 10.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

Makanan dan minuman 

pegawai,tamu,rapat dan kegiatan 

lain

42.205.000 42.205.000 Penyediaan Makanan dan 

Minuman

Jumlah penyediaan makanan dan 

minuman

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

Koordinasi kedalam dan luar 

daerah
100.000.000 100.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi 

luar daerah

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 18

Alat tulis dan materai 15.000.000 15.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan terpenuhinya Alat 

Tulis Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

Barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 50.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang dibeli

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

PERHUBUNGAN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN

2 15

09 01 21 Program Peningkatan Manajemen 

Pengelolaan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Kecepatan rata-rata kendaraan 

bermotor di jalan perkotaan
310.035.000 Kecepatan rata-rata kendaraan 

bermotor di jalan perkotaan

Program 

Penyelenggaraan Lalu 

Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ)

Kecepatan rata-

rata kendaraan 

bermotor di jalan 

perkotaan

15 2 15 02

2 09 01 21 01 Peningkatan Manajemen 

Pengelolaan Lalu Lintas

Jumlah dokumen perencanaan dan 

review lalu lintas

Penetapan Rencana Induk Jaringan 

LLAJ Kabupaten / Kota

Jumlah rencana induk 

jaringan LLAJ Kabupaten 

/ Kota

15 2 15 02 02:01

2 Jumlah CCTV dan jaringannya yang 

dipelihara
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Jumlah kinerja ruas jalan

Operasional seksi lalu lintas 160.035.000 160.035.000 Pelaksanaan Penyusunan Rencana 

Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / 

Kota

Jumlah penyusunan rencana induk 

jaringan LLAJ Kabupaten / Kota

15 2 15 02 02:01 01

Pemeliharaan CCTV dan 

jaringannya
100.000.000 100.000.000 Penetapan Kebijakan dan 

Sosialisasi Rencana Induk Jaringan 

LLAJ Kabupaten / Kota

Jumlah kebijakan dan sosialisasi 

rencana induk jaringan LLAJ 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 02:01 02

Study Kinerja Ruas jalan 50.000.000 50.000.000 Pengendadalian Pelaksanaan 

Rencana Induk Jaringan LLAJ 

Kabupaten / Kota

Jumlah pelaksanaan rencana induk 

jaringan LLAJ Kabupaten / Kota

15 2 15 02 02.06 03

09 21 03 Peningkatan Manajemen 

Pengelolaan Angkutan Jalan

Jumlah dokumen perencanaan dan 

evaluasi angkutan umum
100.000.000 Penyediaan Angkutan Umum 

untuk Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar Kota dalam 

1(satu)Dearah Kabupaten/Kota

Jumlah angkutan umum 

untuk jasa angkutan 

orang dan / atau barang 

antar kota dalam 1(satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

15 2 15 02 02:09

2 Jumlah pengusaha dan pengemudi 

angkutan orang dan barang yang 

mendapatkan penyuluhan

Jumlah Bus Mudik Lebaran

Penyuluhan Pengusaha dan 

Pengemudi  Angkutan Orang dan 

Barang

10.000.000 10.000.000 Pengendalian dan Pengawasan 

Ketersediaan Angkutan Umum 

untuk Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar Kota dalam 

1 (satu) Kabupaten / Kota

Jumlah ketersediaan angkutan 

umum untuk jasa angkutan orang 

dan / atau barang antar kota dalam 

1 (satu) Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.'09 02

Bus Mudik Lebaran 50.000.000 50.000.000 Penyediaan Angkutan Umum 

untuk Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar Kota dalam 

1(satu)Dearah Kabupaten/Kota

Jumlah angkutan umum untuk jasa 

angkutan orang dan / atau barang 

antar kota dalam 1 (satu) 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.'09 01

Operasional seksi angkutan jalan 40.000.000 40.000.000 Penyediaan Angkutan Umum 

untuk Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar Kota dalam 

1(satu)Dearah Kabupaten/Kota

Jumlah angkutan umum untuk jasa 

angkutan orang dan / atau barang 

antar kota dalam 1 (satu) 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.'09 01

09 01 21 03 Operasional Pengelolaan UPTD 

Perparkiran dan Terminal

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan perparkiran dan 

terminal

139.965.000 Pengelolaan Terminal Penumpang 

Tipe C

Jumlah Terminal 

Penumpang Tipe C

15 2 15 02 02:03

Jumlah prasarana Perparkiran dan 

Terminal yang 

direhab/ditingkatkan

2 Operasional UPTD Pengelolaan 

Perparkiran dan Terminal
89.965.000 89.965.000 Rehabilitas dan pemeliharaan 

Terminal (fasilitas utama dan 

pendukung)

Jumlah Terminal (fasilitas utama 

dan pendukung) yang direhabilitasi 

dan dipelihara

15 2 15 02 2.'03 04

Study Potensi Parkir Khusus 50.000.000 50.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM 

Pengelolaan Terminal Tipe C

Jumlah SDM Pengelolaan Terminal 

Tipe C 

15 2 15 02 2.'03 05

Program Peningkatan Keselamatan 

dan Sarana Prasarana LLAJ 

Persentase penyediaan fasilitas 

perlengkapan jalan pada daerah 

rawan kecelakaan

1.685.302.000 Persentase penyediaan fasilitas 

perlengkapan jalan pada daerah 

rawan kecelakaan

Program 

Penyelenggaraan Lalu 

Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ)

Persentase 

penyediaan 

fasilitas 

perlengkapan jalan 

pada daerah 

rawan kecelakaan

15 2 15 02

09 01 22 Peningkatan Keselamatan LLAJ Jumlah dokumen perencanaan 

keselamatan LLAJ
860.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah perlengkapan 

jalan di jalan Kabupaten 

/kota

15 2 15 02 2.02

2 09 01 22 01 Jumlah pengadaan perlengkapan 

jalan

2 Jumlah pengadaan Marka Lalu 

Lintas

Jumlah pengadaan pagar 

pengaman jalan

Jumlah pelajar yang mengikuti 

penyuluhan keselamatan lalu lintas 

dan pemilihan pelajar pelopor 

keselamatan LLAJ
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Jumlah Pengadaan Zone Selamat 

Sekolah (ZoSS)

Jumlah Aplikasi Keselamatan LLAj 

yang 

dibangun/dikembangkan/dipelihar

a

Pengadaan pagar pengaman jalan 100.000.000 100.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Operasional seksi keselamatan 40.000.000 40.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

BBM unit keselamatan LLAJ 25.000.000 25.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Pengadaan marka lalun lintas 100.000.000 100.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Pengadaan cermin tikung 100.000.000 100.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Pengadaan rambu lalu lintas 100.000.000 100.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Pengadaan warning light 100.000.000 100.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Pengadaan RPPJ 120.000.000 120.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Update data base perlengkapan 25.000.000 25.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Study kinerja persimpangan 50.000.000 50.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Study kelayakan ATCS 100.000.000 100.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

jumlah perlengkapan jalan 

Kabupaten / Kota

15 2 15 02 2.02 02

Peningkatan Sarana Prasarana LLAJ Jumlah uji berkala kendaraan 

bermotor yang dikeluarkan
490.000.000 Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor

Jumlah berkala 

kendaraan bermotor

15 2 15 02 2.'05

09 01 22 03 Jumlah alat uji kendaraan 

bermotor yang dipelihara dan 

dikalibrasi

2 Jumlah perlengkapan lalu lintas 

yang dipelihara

Jumlah operator kendaraan tidak 

bermotor yang mendapatkan 

penyuluhan

Jumlah sistem aplikasi pengujian 

kendaraan bermotor yang dikelola

operasional seksi sarana prasarana 

LLAJ
20.000.000 20.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Manusia Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Jumlah sumber daya manusia 

pengujian berkala kendaraan 

bermotor

15 2 15 02 2.05 02

Kalibrasi dan pemeliharaan alat uji 

kendaraan bermotor
50.000.000 50.000.000 Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Jumlah sarana dan prasarana 

pengujian berkala kendaraan 

bermotor yang dipelihara

15 2 15 02 2.05 07

Pemeliharaan perlengkapan lalu 

lintas
150.000.000 150.000.000 Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Jumlah sarana dan prasarana 

pengujian berkala kendaraan 

bermotor yang dipelihara

15 2 15 02 2.05 07

BBM kendaraan unit rambu 20.000.000 20.000.000 Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Jumlah sarana dan prasarana 

pengujian berkala kendaraan 

bermotor yang dipelihara

15 2 15 02 2.05 07

Pengadaan kartu BLUE kendaraan 

bermotor
225.000.000 225.000.000 Penyediaan Bukti Lulus Uji 

Pengujian Bekala Kendaraan 

Bermotor

Jumlah bukti lulus uji pengujian 

berkala kendaraan bermotor

15 2 15 02 2.05 04

Pemeliharaaan SIM Pengujian 

kendaraan bermotor
25.000.000 25.000.000 Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Jumlah sarana dan prasarana 

pengujian berkala kendaraan 

bermotor yang dipelihara

15 2 15 02 2.05 07

6.408.595.000

6.408.595.000 6.408.595.000JUMLAH
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4.975.040.000             4.975.040.000             
2 10 01 07 KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
1.904.539.000             1.904.539.000             PROGRAM PENUNJANG             Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

URUSAN

PEMERINTAHAN 

DAERAH

X XX 01

2 10 01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

2.000.000                     2.000.000                     Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

X XX 01 2.01 01

Jumlah dokumen perencanaan OPD 

(Rencana Kerja, Rencana Kerja 

Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, 

KUA PPAS Perubahan tingkat OPD, 

Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian 

Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, 

Rencana Aksi OPD)

1.700.000                     -                                      Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan OPD 

(Rencana Kerja, Rencana 

Kerja Perubahan, KUA-

PPAS tingkat OPD, KUA 

PPAS Perubahan tingkat 

OPD, Rencana Kinerja 

Tahunan, Perjanjian 

Kinerja, Perjanjian 

Kinerja Perubahan, 

Rencana Aksi OPD)

X XX 01 2.01 01

Jumlah dokumen evaluasi capaian 

kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulan)
-                                      300.000                        Penyusunan  Program  dan  Kegiatan  

Perangkat Daerah dalam Dokumen 

Perencanaan

Jumlah program dan kegiatan 

perangkat daerah dalam dokumen 

perencanaan

Jumlah dokumen 

evaluasi capaian kinerja 

OPD (Evaluasi Renja 

Triwulan)

X XX 01 2.01 02

Jumlah dokumen pelaporan 

kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, 

LKjIP)

300.000                        1.700.000                     Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi perangkat 

daerah

Jumlah dokumen 

pelaporan 

kegiatan/kinerja OPD 

(LKPJ ATA, LPPD, LKjIP)

X XX 01 2.01 03

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X XX 01 2.01 05

2 10 01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan
77.950.000                   77.950.000                   Administrasi Keuangan X XX 01 2.02

Jumlah dokumen anggaran (RKA, 

DPA, DPPA) yang tersusun sesuai 

standar

3.000.000                     Jumlah dokumen 

anggaran (RKA, DPA, 

DPPA) yang tersusun 

sesuai standar

Jumlah dokumen administrasi 

keuangan (Pertanggungjawaban 

Keuangan Bulanan OPD) yang 

tersusun sesuai standar

70.950.000                   Jumlah dokumen 

administrasi keuangan 

(Pertanggungjawaban 

Keuangan Bulanan OPD) 

yang tersusun sesuai 

standar

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan (Laporan Progres Fisik dan 

Keuangan Bulanan; Laporan 

Prognosis ; Laporan Keuangan OPD) 

yang tersusun sesuai standar

4.000.000                     Jumlah dokumen 

pelaporan keuangan 

(Laporan Progres Fisik 

dan Keuangan Bulanan; 

Laporan Prognosis ; 

Laporan Keuangan OPD) 

yang tersusun sesuai 

standar

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN X XX 01 2.02 01

68.250.000                   Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Jumlah administrasi pelaksanaan 

tugas ASN

X XX 01 2.02 02

-                                      Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

X XX 01 2.02 03

2.700.000                     Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah pelaporan keuangan X XX 01 2.02 04

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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-                                      Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

X XX 01 2.02 05

7.000.000                     Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan 

ikhtisa realisasi kinerja RKPD

X XX 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

X XX 01 2.02 07

-                                      Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

X XX 01 2.02 08

-                                      Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

X XX 01 2.02 09

2 10 01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
1.824.589.000             1.824.589.000             Administrasi Umum X XX 01 2.03

Jumlah Laporan BMD /sarpras 

aparatur yang tersusun sesuai 

standar

-                                      1.630.000                     Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan BMD 

/sarpras aparatur yang 

tersusun sesuai standar

X XX 01 2.03 01

Jumlah dokumen pengelolaan SDM 

(Laporan rutin peremajaan pegawai 

bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, 

SKP, Standar Kompetensi Manajerial 

(SKM), Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai yang tersusun sesusai 

standar

-                                      1.267.600.000             Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah dokumen 

pengelolaan SDM 

(Laporan rutin 

peremajaan pegawai 

bulanan, DUK, Daftar 

Nominatif, ABK, SKP, 

Standar Kompetensi 

Manajerial (SKM), 

Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai yang tersusun 

sesusai standar

X XX 01 2.03 02

Jumlah dokumen evaluasi dan 

pengendalian OPD (Survey Kepuasan 

Masyarakat, Rencana Tindaklanjut 

Pengendalian, Zona Integritas) yang 

tersusun sesuai standar

10.800.000                   1.750.000                     Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

- Jumlah jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Jumlah dokumen 

evaluasi dan 

pengendalian OPD 

(Survey Kepuasan 

Masyarakat, Rencana 

Tindaklanjut 

Pengendalian, Zona 

Integritas) yang tersusun 

sesuai standar

X XX 01 2.03 03

Jumlah sarpras aparatur yang 

terpelihara
200.390.000                -                                      Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah sarpras aparatur 

yang terpelihara

X XX 01 2.03 04

Jumlah pengadaan sarpras aparatur 

penunjang kelancaran administrasi 

kantor

1.583.730.000             6.000.000                     Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah jasa jaminan barang milik 

daerah

Jumlah pengadaan 

sarpras aparatur 

penunjang kelancaran 

administrasi kantor

X XX 01 2.03 05

Jumlah aparatur yang meningkat 

kompetensi
5.000.000                     6.400.000                     Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah aparatur yang 

meningkat kompetensi

X XX 01 2.03 06

Jumlah barang habis pakai penunjang 

kelancaran administrasi perkantoran
24.669.000                   450.000                        Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah jasa administrasi keuangan Jumlah barang habis 

pakai penunjang 

kelancaran administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 07

Jumlah aparatur yang mengikuti 

bimtek
-                                      -                                      Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah aparatur yang 

mengikuti bimtek

X XX 01 2.03 08

30.000.000                   Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah jasa perbaikan peralata kerja X XX 01 2.03 09

21.641.000                   Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor X XX 01 2.03 10

20.965.000                   Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan

X XX 01 2.03 11

-                                      Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

X XX 01 2.03 12

-                                      Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

X XX 01 2.03 13

-                                      Penyediaan Peralatan Rumah Tangga X XX 01 2.03 14
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10.800.000                   Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan X XX 01 2.03 15

3.028.000                     Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah bahan bakar gas

'Jumlah bahan pembersih

X XX 01 2.03 16

22.400.000                   Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah kebutuhan minum harian 

pegawai

- Jumlah kebutuhan makan dan 

minum rapat

X XX 01 2.03 17

165.635.000                Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas X XX 01 2.03 18

-                                      Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

X XX 01 2.03 20

-                                      Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

X XX 01 2.03 22

90.300.000                   Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor X XX 01 2.03 24

18.000.000                   Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur X XX 01 2.03 25

-                                      Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

X XX 01 2.03 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

X XX 01 2.03 29

157.990.000                Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah kebutuhan rutin bahan 

bakar minyak

- Jumlah pemeliharaan rutin 

kendaraan dinas

X XX 01 2.03 30

-                                      Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

X XX 01 2.03 31

-                                      Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor

X XX 01 2.03 34

-                                      Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

X XX 01 2.03 35

-                                      Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

X XX 01 2.03 38

-                                      Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

X XX 01 2.03 39

-                                      Rehabilitasi  Sedang/Berat Kendaraan 

Dinas/Operasional

X XX 01 2.03 40

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

X XX 01 2.04

-                                      Pendidikan dan Pelatihan Formal X XX 01 2.04 09

-                                      Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

X XX 01 2.04 10

-                                      Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

X XX 01 2.04 11

2 10 01 19 KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Program pengelolaan komunikasi 

dan informasi publik 

Cakupan informasi yang 

dipublikasikan melalui berbagai 

media

1.360.956.000             1.360.956.000             PROGRAM INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI 

PUBLIK

Cakupan informasi 

yang 

dipublikasikan 

melalui berbagai 

media

BIDANG 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

2 16 02

2 10 01 19 01 Pengkajian, pengelolaan informasi 

dan dokumentasi
50.000.000                   1.360.956.000             Pengelolaan  Informasi  dan  

Komunikasi  Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

2 16 02 2.01

Jumlah PPID Pembantu yang 

mengikuti Bintek PPID
4.160.000                     900.000                        Monitoring Opini dan Aspirasi Publik - Jumlah pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti

'- Jumlah analisis berita tentang 

Kabupaten Kudus

Jumlah PPID Pembantu 

yang mengikuti Bintek 

PPID

2 16 02 2 02

Jumlah Penerbitan Media Cetak 16.200.000                   Monitoring Informasi dan Penetapan   

Agenda Prioritas Komunikasi 

Pemerintah Daerah

- Jumlah liputian kegiatan Pemerintah 

Daerah

Jumlah Penerbitan 

Media Cetak

2 16 02 2.01 03

Jumlah Pemohonan informasi yang 

dilayani
29.640.000                   328.261.000                Pengelolaan Konten dan Perencanaan 

Media Komunikasi Publik

- Jumlah publikasi media cetak, media 

elektronik, media online, media luar 

ruang

Jumlah Pemohonan 

informasi yang dilayani

2 16 02 2.01 04

Jumlah Liputan Kegiatan Kepala 

Daerah
16.200.000                   Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Liputan Kegiatan 

Kepala Daerah

2 16 02 2 05

32.900.000                   Pelayanan Informasi Publik - Jumlah permohonan informasi 

publik yang dilayani



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE
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Layanan Hubungan Media Jumlah Tenaga pelaksana 

kegiatan (tenaga 

kontrak)

Kemitraan Dengan Pemangku 

Kepentingan

Jumlah Kegiatan Kepala 

daerah dan kepala OPD 

dengan insan media

982.695.000                Penguatan Kapasitas Sumber Daya 

Komunikasi Publik

- Jumlah SDM pengelola informasi 

dan komunikasi

- Jumlah sarana prasarana pendukung 

informasi dan komunikasi

Jumlah Lembaga 

Penyiaran yang 

dioperasikan

Penyelenggaraan  Hubungan  

Masyarakat,  Media dan Kemitraan 

Komunitas

Jumlah Kompetisi yang di 

selenggarakan

2 16 02 2 06

Jumlah Penayangan 

Publikasi Media cetak, 

media elektronik, 

publikasi media sosial, 

publikasi media online, 

media luar ruang, media 

tradisional, media 

interpersonal dan 

publikasi pemberian 

ucapan selamat kepada 

stakeholder

2 16 02 2 07

2 10 01 19 02 Penguatan SDM, sarana prasarana 

dan penyebarluasan informasi publik
1.310.956.000             Jumlah pemeliharaan 

website dan aplikasi

2 16 02 2 08

Jumlah Tenaga pelaksana kegiatan 

(tenaga kontrak)
504.525.000                Jumlah Sarana dan 

prasarana pendukung 

peralatan studio, sarana 

dan prasarana 

pendukung dokumentasi 

dan publikasi

2 16 02 2.01 10

Jumlah Kegiatan Kepala daerah dan 

kepala OPD dengan insan media

2 16 02 2.01 12

Jumlah Lembaga Penyiaran yang 

dioperasikan
428.170.000                

Jumlah Kompetisi yang di 

selenggarakan

Jumlah Penayangan Publikasi Media 

cetak, media elektronik, publikasi 

media sosial, publikasi media online, 

media luar ruang, media tradisional, 

media interpersonal dan publikasi 

pemberian ucapan selamat kepada 

stakeholder

378.261.000                

Jumlah pemeliharaan website dan 

aplikasi

Jumlah Sarana dan prasarana 

pendukung peralatan studio, sarana 

dan prasarana pendukung 

dokumentasi dan publikasi

2 10 01 20 KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Program pengembangan teknologi 

dan sistem informasi 

kebijakan internal SPBE 1.342.045.000             1.342.045.000             PROGRAM APLIKASI 

INFORMATIKA

kebijakan internal 

SPBE

BIDANG 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

2 16 03

tata kelola SPBE Tata kelola SPBE

layanan SPBE Layanan SPBE



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE
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2 10 01 20 01 Pengelolaan dan pengembangan 

jaringan komunikasi dan informasi
846.125.000                846.125.000                Pengelolaan Nama Domain yang 

Telah Ditetapkan Oleh  Pemerintah  

Pusat  dan  Sub  Domain  Di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2 16 03 2.01

Jumlah tenaga teknis jaringan 

komunikasi data
120.125.000                Jumlah tenaga teknis 

jaringan komunikasi data

Jenis Jaringan Komunikasi data yang 

dipelihara
355.000.000                Jenis Jaringan 

Komunikasi data yang 

dipelihara

Jumlah OPD yang terhubung jaringan 

FO
361.000.000                Jumlah OPD yang 

terhubung jaringan FO

Jumlah menara telekomunikasi 

dimonitoring
10.000.000                   Jumlah menara 

telekomunikasi 

dimonitoring

-                                      Pendaftaran Nama Domain 

Pemerintah Provinsi

2 16 03 2 01

-                                      Penatalaksanaan  dan Pengawasan 

Nama Domain dan Sub Domain dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Provinsi

2 16 03 2.01 02

846.125.000                Penyelenggaraan Sistem Jaringan 

Intra Pemerintah Daerah

- Jumlah OPD yang terhubung 

jaringan fiber optik

2 16 03 2.01 03

2 10 01 20 02 Pengelolaan dan pengembangan 

sumber daya komunikasi dan sistem 

informasi

495.920.000                495.920.000                Pengelolaan e-government Di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2 16 03 2.02

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pengembangan Smart City
-                                      Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pengembangan Smart 

City

Jumlah regulasi aplikasi -                                      Jumlah regulasi aplikasi

Jumlah aplikasi yang terintegrasi 475.920.000                Jumlah aplikasi yang 

terintegrasi

Jumlah SDM yang mengikuti 

pelatihan IT
20.000.000                   Jumlah SDM yang 

mengikuti pelatihan IT

-                                      Penatalaksanaan   dan Pengawasan e-

government dalam   Penyelenggaraan   

Pemerintahan   Daerah Provinsi

2 16 03 2.02 01

-                                      Sinkronisasi  Pengelolaan  Rencana  

Induk  dan Anggaran Pemerintahan 

Berbasis Elektronik

2 16 03 2.02 02

206.720.000                Pengelolaan Pusat Data  

Pemerintahan Daerah

Jumlah data dan aplikasi yang 

terintegrasi

2 16 03 2 03

-                                      Penyelenggaraan     Sistem     

Komunikasi     Intra Pemerintah 

Daerah

2 16 03 2.02 04

-                                      Koordinasi  dan  Sinkronisasi  Sistem  

Keamanan Informasi

2 16 17 2.02 05

-                                      Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan 

Informasi Elektronik

2 16 03 2.02 06

-                                      Pengembangan Aplikasi dan Proses    

Bisnis Pemerintahan Berbasis 

Elektronik

2 16 03 2.02 07

192.200.000                Penyelenggaran Sistem   Penghubung   

Layanan Pemerintah

Jumlah panggilan darurat yang 

diterima

2 16 03 2.02 08

-                                      Pengembangan dan Pengelolaan 

Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 

dan Kota Cerdas

2 16 03 2.02 09

97.000.000                   Pengembangan  dan  Pengelolaan 

Sumber  Daya Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Pemerintah Daerah

- Jumlah tenaga programer

- Jumlah SDM yang menguasai IT

2 16 03 2.02 10
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-                                      Pengelolaan Government Chief 

Information Officer (GCIO)

2 16 03 2.02 11

2 10 01 15 STATISTIK Program pengembangan 

data/informasi/statistik daerah 

Cakupan pelayanan data statistik 

sektoral
124.200.000                124.200.000                PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

STATISTIK SEKTORAL

Cakupan 

pelayanan data 

statistik sektoral

BIDANG STATISTIK URUSAN 

PEMERINTAHAN

2 20 02

2 10 01 15 09 Penyusunan dan pengumpulan data 

dan statistik sektoral
124.200.000                124.200.000                Penyelenggaraan  Statistik  Sektoral  

di  Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2 20 02 2.01

Jumlah Publikasi Data statistik 124.200.000                Jumlah Publikasi Data 

statistik

124.200.000                Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengumpulan, Pengolahan,  Analisis 

dan   diseminasi   Data Statistik 

Sektoral

- Jumlah data statistik digital 2 20 02 2.01 01

Peningkatan kapasitas SDM Pemda 

dalam Peningkatan Mutu Statistik 

Daerah yang Terintegrasi

2 20 02 2.01 02

-                                      Membangun Metadata Statistik 

Sektoral

2 20 02 2 03

-                                      Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Statistik Sektoral

2 20 02 2.01 04

-                                      Pengembangan Infrastruktur 2 20 02 2 05

-                                      Penyelenggaraan  Otorisasi  Statistik  

Sektoral  di Daerah

2 20 02 2.01 06

2 10 01 16 PERSANDIAN Program pengelolaan persandian persentase perangkat daerah yang 

mengimplementasikan pengamanan 

informasi dan persandian

243.300.000                243.300.000                PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN 

INFORMASI

Persentase 

perangkat daerah 

yang 

mengimplementas

ikan pengamanan 

informasi dan 

persandian

BIDANG 

PERSANDIAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN

2 21 02

2 10 01 16 01 Pengelolaan persandian 243.300.000                243.300.000                Penyelenggaraan Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

2 21 02 2.01

Jumlah aparatur yang mengetahui 

keamanan informasi
6.500.000                     Jumlah aparatur yang 

mengetahui keamanan 

informasi

Jumlah Assesment keamanan 

informasi

Jumlah Assesment 

keamanan informasi

Jumlah aplikasi yang menggunakan 

sertifikat elektronik
36.800.000                   Jumlah aplikasi yang 

menggunakan sertifikat 

elektronik

Jumlah ruang server yang terpelihara 

sesuai standar keamanan informasi
200.000.000                Jumlah ruang server yang 

terpelihara sesuai 

standar keamanan 

informasi

-                                      Penetapan Kebijakan Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan Jaring 

Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

2 21 02 2.01 01

-                                      Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan 

Pengelolaan Sumber  Daya  

Keamanan  Informasi  Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

2 21 02 2.01 02

200.000.000                Pelaksanaan Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik 

dan Non Elektronik

- Jumlah penetrasi server 2 21 02 2.01 03

43.300.000                   Penyediaan Layanan  Keamanan 

Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

- Jumlah perangkat daerah yang 

menggunakan tanda tangan 

elektronik

2 21 02 2.01 04

Penetapan Pola Hubungan 

Komunikasi  Sandi Antar Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota

2 21 02 2.02
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-                                      Operasionalisasi Jaring Komunikasi 

Sandi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

2 21 02 2.02 01

4.975.040.000      4.975.040.000      JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

Urusan 

Pemerintahan 

Wajib yang tidak 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

2

2.12 02.12 Wajib Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Penanaman 

Modal

2 18

2.12 02.12.01 Dinas PMPTSP Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Indek Kepuasan 

Masyarakat

2 18 01

2.12 02.12.01 07 Program Pelayanan Administrasi 

Umum

Indeks Kepuasan Masyarakat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah data (dokumen) 

Perencanaan,Evaluasi 

dan Pelaporan yang 

tersusun sesuai 

ketentuan

2 18 01 2,01

2.12 02.12.01 07 01 Peningkatan sisten Perenca-  naan , 

evaluasi dan Pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun 

sesuai ketentuan.

4.500.000                      1.000.000                      Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

yang tersusun  

2 18 01 2,01 01

1.000.000                      Penyusunan Program Kegiatan 

Perangkat Daerah dalam Dokumen 

Perencanaan

Jumlah dokumen Program Kegiatan 

dan dokumen perencanaan yang 

tersusun

2 18 01 2,01 02

1.000.000                      Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi Perangkat 

Daerah yang tersusun

2 18 01 2,01 03

1.500.000                      Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Kinerja Perangkat Daerah 

yang terevaluasi

2 18 01 2,01 05

Administrasi Keuangan Jumlah doku-men 

adminis-trasi keuangan 

yang terlaporkan

2 18 01 2,02

2.12 02.12.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai ketentuan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen administrsi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standart

2 18 01 2,02 01

49.320.000                   49.320.000                   Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Jumlah dokumen administrasi 

Pelaksanaaan Tugas ASN sesuai 

standart

2 18 01 2,02 02

900.000                         900.000                         Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen  PEP yang tersusun 

sesuai standart

2 18 01 2,02 06

900.000                         900.000                         Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan /Semesteran

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan Keuangan yang tersusun 

sesuai standart

2 18 01 2,02 07

900.000                         900.000                         Penyusunan Pelaporan Pragnosis 

Realisasi Anggaran 

Jumlah laporan Pragnosis Realisasi 

Anggaran sesuai standart

2 18 01 2,02 08

900.000                         900.000                         Penyusunan PelaporanKeuangan 

Akhir Tahun

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan Keuangan yang tersusun 

sesuai standart

2 18 01 2,02 09

Administrasi Umum Jumlah dokumen SDM 

yang tersusun sesuai 

ketentuan

2 18 01 2,03

2.12 02.12.01 07 03 Peningkatan Kapasitas Sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah dokumen Pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai ketentuan

                  539.353.000 4.287.000                      Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 01

Jumlah dokumen pengelolaan aset 

yang tersusun sesuai ketentuan

42.800.000                   Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber 

daya air dan Listrik

Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 02

Jumlah ASN dan Non ASN yang 

kompeten

24.500.000                   Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan kantor

 Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 03

Jumlah Sarpras yang dikelola -                                       Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

- 2 18 01 2,03 04

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019



-                                       Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

- 2 18 01 2,03 05

28.550.000                   Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah barang bergerak (kendaraan 

dinas mobil dan sepeda motor) yang 

dikelola

2 18 01 2,03 06

48.110.000                   Penyediaan Jasa  Administrasi 

Keuangan

 Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 07

3.100.000                      Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 08

-                                       Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

 Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 09

59.859.000                   Penyediaan Alat Tulis Kantor  Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 10

18.451.000                   Penyediaan Barng Cetakan dan 

Penggandaan

 Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 11

950.000                         Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

 Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 12

-                                       Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

- 2 18 01 2,03 13

9.014.000                      Penyediaan Peralatan Rumah tangga  Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 14

8.000.000                      Penyediaan bahan bacan dan 

Peraturan Per Undang-undangan

 Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 15

100.487.000                 Penyediaan Makanan dan Minuman  Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 17

72.005.000                   Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

 Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 18

-                                       Pengadaan Kendaraan Dinas 

/operasional

- 2 18 01 2,03 20

-                                       Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

- 2 18 01 2,03 22

10.300.000                   Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 24

-                                       Pengadaan Meubeler - 2 18 01 2,03 25

-                                       Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung 

Kantor

- 2 18 01 2,03 28

78.940.000                   Pemeliharaan Rutin /Berkala 

Kendaraan Dinas/ Operasional

 Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 30

-                                       Pemeliharaan Rutin /Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

- 2 18 01 2,03 32

-                                       Pemeliharaan Rutin /Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

- 2 18 01 2,03 34

-                                       Pemeliharaan Rutin /Berkala 

meubeler

- 2 18 01 2,03 35

-                                       Rehabilitasi Sedang /berat Rumah 

Gedung Kantor

- 2 18 01 2,03 38

20.000.000                   Rehabilitasi Sedang /berat Kendaraan 

Dinas/ operasional

 Jumlah pelayanan Sarpras aparatur 2 18 01 2,03 40

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN dan Non 

ASM yang kompeten

2 18 01 2,04

-                                       Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Perlengkapan

- 2 18 01 2,04 02

10.000.000                   Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang meningkat 

kapasitasnya

2 18 01 2,04 09

 Program Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal

Persentase 

Pertumbuhan 

Investor (5%)

2 18 02

2.12 02.12.01 18 Program Perencananan dan 

Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal 

Presentasi Peningkatan Jumlah 

Investor

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif di Bidang 

Penanaman Modal yang menjadi 

kewenangan Daerah Kab./Kota

Jumlah dokumen 

penetapan 

Fasilitasi/insentif (1 doc)

Realisasi investasi 

yang terlaporkan

2 18 02 2.01

2.12 02.12.01 18 01 Keg. Perencanaan Penanaman 

Modal

Jumlah Sistem Informasi investasi 

yang dikelola

70.000.000                   20.000.000                   Evaluasi Pelaksanaan Pemberian 

Fasilitas /Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal

Jumlah dokumen Evaluasi 

pelaksanaan pemberian 

fasilitasi/insentif dan kemu dahan 

Penanaman Modal

2 18 02 2.01 02

Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kab./Kota

Jumlah sistem yang 

dikelola    (1 sys)

2 18 02 2.02

Jumlah dokumen perencanaan 

penanaman modal yang mendukung 

program

10.000.000                   Penyusunan Rencana Umum 

Penanaman Modal Daerah Kab./Kota

Jumlah dokumen kebijakan tentang 

perencanaan Penanaman Modal      (1 

doc)

2 18 02 2.02 01



40.000.000                   Penyediaan Peta Potensi dan Peluang 

Usaha Kab./Kota

Jumlah sistem yang dikelola (2 dt) 2 18 02 2.02 02

Program Promosi 

Penanaman Modal

Cakupan 

Pelayanan Promosi 

(50%)

2 18 03

Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang menjadi 

kewenangan Daerah Kab./Kota

Jumlah Promosi 

Penanaman Modal (1 kl)

Persentase 

peningkatan 

jumlah investor

2 18 03 2.01

2.12 02.12.01 18 02 Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal

Jumlah Kemitraan Kerjasama Usaha 30.000.000                   20.000.000                   Penyusunan Strategi Promosi 

Penanaman Modal

Jumlah Promosi Penanaman Modal 

(1 doc)

2 18 03 2.01 01

Jumlah kepeminatan Investasi 10.000.000                   Pelaksanaan Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Daerah Kab./Kota

Jumlah kegiatan Promosi (3 jns) 2 18 03 2.01 02

Jumlah dokumen pengembangan 

iklim penanaman modal yang 

mendukung program

Program Pengelolaan 

Energi Baru Terbarukan

Cakupan Fasilitasi 

Perizinan 

Pemanfaatan 

Energi dan Sumber 

Daya Mineral

3 29 05

2.12 02.12.01 19 Program Pelayanan Perizinan 

Pemanfaatan Energi  dan Sumber 

Daya Mineral

Cakupan Fasilitasi Perizinan 

Pemanfaatan Energi dan Sumber 

Daya Mineral

Penatausahaan Izin Pemanfaatan 

langsung panas bumi dalam daerah 

kabupaten/kota

Jumlah koordinasi dan 

fasilitasi pemanfaatan 

langsung panas bumi

3 29 05 2.01

2.12 02.12.01 19 01 Fasilitasi Pelayanan Perizinan 

Pemanfaatan Langsung  Panas Bumi

Jumlah koordinasi dan fasilitasi 

pemanfaatan langsung panas bumi

-                                       -                                       Penyusunan rekomendasi Perizinan 

dan Informasi Izin Pemanfaatan 

Langsung Panas Bumi dalam daerah 

Kabupaten/Kota

3 29 05 2.01 02

Program Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal

Jumlah realisasi 

investasi yang 

terlaporkan secara 

on line melalui 

LKPM

2 18 05

2.12 02.12.01 19 Program Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Realisasi Investasi yang terlaporkan Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten/kota

Jumlah Perusahaan yang 

melaporkan 

penyampaian LKPM

2 18 05 2.01

2.12 02.12.01 19 01 Pembinaan dan Pemantauan 

Penanaman Modal

Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi  

penyampaian LKPM

75.000.000                   30.000.000                   Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemantauan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi 

penyampaian LKPM (Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal)

2 18 05 2.01 01

Jumlah dokumen laporan realisasi 

dan pembinaan investasi pendukung 

program

45.000.000                   Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 

Modal

Jumlah Perusahaan yang memahami 

penyampaian LKPM

2 18 05 2.01 02

2.12 02.12.01 19 02 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan yang terevaluasi 45.000.000                   45.000.000                   Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Jumlah Perusahaan yang terevaluasi 2 18 05 2.01 03

Jumlah dokumen pengawasan 

penanaman modal pendukung 

program

Jumlah dokumen pengawasan 

Penanaman Modal Pendukung 

Program

Program Pengelolaan  

Data dan Sistem 

Informasi Pelayanan 

Modal

Cakupan data dan 

Sistem Informatika 

Perizinan, non 

perizinan dan 

investasi sektoral

2 18 06

2.12 02.12.01 20 Program Pelayanan Perizinan 

Pembangunan dan Lingkungan

Prosentase Pelayanan Perizinzn 

Pembangunan dan Lingkungan sesuai 

standart pelayanan

Pengelolaan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat Daeraj 

Kab./Kota

Data dan informasi 

Perizinan, Non Perizinan 

dan Investasi Sektoral

2 18 06 2,01

2.12 02.12.01 20 01 Fasilitasi Pelayanan Perizinan 

Pembangunan

Jumlah Perizinan Pembangunan 

terbit sesuai dengan SP

95.000.000                   95.000.000                   Pengolahan, Penyajian dan 

Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Penataan arsip perizinan dan 

non perizinan dan investasi (1 pkt)

2 18 06 2,01 01



Jumlah laporan/dokumen fasilitasi 

pelayanan perizinan pembangunan 

pendukung program

Jumlah LJumlah Pengelolaan 

(Maintenance) aplikasi dan website 

Perizinan dan Non Perizinan dan 

Investasi (2 pkt)

2.12 02.12.01 20 02 Fasilitasi Pelayanan  Perizinan 

Lingkungan

Jumlah Perizinan Lingkungan Terbit 

sesuai dengan SP

-                                       

Jumlah laporan/dokumen fasilitasi 

pelayanan perizinan lingkungan 

pendukung program

Program Pelayanan 

Penanaman Modal

Prosentase 

Pelayanan 

Perizinan dan non 

Perizinan yang 

terbit

2 18 04

Program Pelayanan Perizinan 

Perekonomian dan Jasa Usaha

Prosentase Pelayanan Perizinan 

Perekonomian dan Jasa Usaha  yang 

sesuai standart Pelayanan

Pelayanan Perizinan dan Non 

perizinan secara terpadu satu pintu 

di bidang penanaman modal yang 

menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota

Jumlah pemohon yang 

dilayani

Persentase 

pelayanan  

perijinan 

pembangunan dan 

lingkungan yang 

sesuai standar 

pelayanan

2 18 04 2.01

2.12 02.12.01 21 01 Fasilitasi Pelayanan Perizinan 

Perekonomian

Jumlah Perizinan Perekonomian  

terbit sesuai dengan SP

199.500.000                                   199.500.000 Penyediaan pelayanan terpadu 

perizinan dan nonperizinan berbasis 

sistem pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik

Jumlah Permohonan Perizinan dan 

non perizinan yang dilayanai (2113 

SK)

Persentase 

pelayanan 

perizinan 

perekonomian dan 

jasa usaha yang 

sesuai standar 

pelayanan

2 18 04 2.01 01

Jumlah laporan/dokumen fasilitasi 

pelayanan perizinan perekonomian 

pendukung program

                    40.000.000 Pemantauan pemenuhan komitmen 

perizinan dan non perizinan 

penanaman modal

Jumlah kemitraan perizinan dan non 

perizinan yang terverifikasi (440 izin)

2 18 04 2.01 02

2.12 02.12.01 21 02 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Jasa 

Usaha

Jumlah Perizinan jasa Usaha terbit 

sesuai dengan SP

50.000.000                                       10.000.000 Penyediaan Layanan Konsultasi dan 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah layanan pengaduan yang 

terfasilitasi (15 pengaduan)

2 18 04 2.01 03

Jumlah laporan/dokumen fasilitasi 

pelayanan perizinan jasa usaha 

pendukung program

-                                       Koordinasi dan sinkronisasi 

penetapan pemberian 

fasilitas/insentif daerah

- 2 18 04 2.01 04

1.161.273.000             1.161.273.000             JUMLAH
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2 16 WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

WAJIB NON 

PELAYANAN

KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN 2-22

2 16 1 DINAS KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA 
          7.084.210.000           7.084.210.000 DINAS KEBUDAYAAN 

DAN PARIWISATA 

2-22 3-26 0-0 3

2 16 07 Program pelayanan administrasi 

umum

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
          3.575.030.000           3.575.030.000 . . PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

2 16 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan yang tersusun 

sesuai standart

               15.000.000                15.000.000 . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan; dokumen 

evaluasi dan dokumen 

pelaporan 

kegiatan/kinerja yang 

tersusun sesuai dengan 

standar

x xx 01 2.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Evaluasi Pelaporan

.

                  5.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan OPD 

(Rencana Kerja, Rencana Kinerja 

Tahunan, Perjanjian Kinerja)

x xx 01 2.01 01

                  5.000.000 Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi capaian 

kinerja OPD (Evaluasi Renja 

Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja 

Triwulanan, Laporan Capaian Output 

Dokumen Kependudukan Triwulan)

x xx 01 2.01 03

                  5.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelaporan 

kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, 

LPPD, LKjIP)

x xx 01 2.01 05

2 16 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan
            111.085.000             111.085.000 . Administrasi Keuangan Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

keuangan

x xx 01 2.02

jumlah tenaga pengelola dan 

pelaksana teknis kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah ASN yang terbayarkan gaji 

dan tunjangannya

x xx 01 2.02 01

Honorarium Panitia Pelaksana 

Kegiatan
                75.000.000                 80.085.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

jumlah frekuensi penyediaan 

administrasi pelaksanaan tugas ASN

x xx 01 2.02 02

Uang Lembur                 36.085.000                   3.000.000 Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

jumlah penyiapan bahan verifikasi x xx 01 2.02 03

                  5.000.000 Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan akuntansi dan 

keuangan

x xx 01 2.02 04

                  3.000.000 Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah frekuensi pengelolaan bahan 

tanggapan pemeriksaan

x xx 01 2.02 05

                  3.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja

x xx 01 2.02 06

                  5.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah laporan keuangan bulanan x xx 01 2.02 07

                  2.000.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi 

anggaran

x xx 01 2.02 08

                10.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 

anggaran

x xx 01 2.02 09

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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2 16 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah peralatan gedung kantor          3.448.945.000          3.423.945.000 Administrasi Umum Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

umum

x xx 01 2.03

Jumlah perlengkapan gedung kantor

Jumlah mebeleur

Jumlah kendaraan dinas/operasional 

yang layak jalan

Jumlah aparatur yang mengikuti 

diklat

5.000.000 5.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Belanja Perangko, Materai 

dan Benda Pos Lainnya

x xx 01 2.03 01

1.500.000 1.500.000 Jumlah Paket/Pengiriman

7.500.000 7.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening telepon yang 

terbayarkan

x xx 01 2.03 02

0 12.000.000 12.000.000 Jumlah Rekening Air yang 

terbayarkan

150.000.000 150.000.000 Jumlah Rekening listrik yang terbayar

72.000.000 72.000.000 Jumlah rekening internet yang 

terbayar

30.000.000 30.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Frekuensi service peralatan dan 

perlengkapan

x xx 01 2.03 03

25.000.000 25.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Frekuensi pemeliharaan dan 

updating data

x xx 01 2.03 03

75.000.000 75.000.000 Belanja Premi Asuransi Barang Milik 

Daerah

Jumlah premi asuransi barang milik 

daerah

x xx 01 2.03 05

20.000.000 20.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan yang terbayar 

pajaknya

x xx 01 2.03 06

7.000.000 7.000.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Pegawai yang terbayarkan 

honornya

x xx 01 2.03 07

70.000.000 70.000.000 Jumlah PHD yang terbayar

20.000.000 20.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan dan 

Bahan Pembersih

x xx 01 2.03 08

2.200.000.000 2.200.000.000 Jumlah Jasa Tenaga Pelaksana 

Kegiatan

10.000.000 10.000.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Frekuensi Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin

x xx 01 2.03 09

35.000.000 35.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor x xx 01 2.03 10

100.000.000 100.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Belanja Cetak x xx 01 2.03 11

17.945.000 17.945.000 Jumlah penggandaan

17.500.000 17.500.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jenis Belanja Alat Listrik dan 

Elektronik (Lampu Pijar, Battery 

Kering, DLL)

x xx 01 2.03 12

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

x xx 01 2.03 13

10.000.000 10.000.000 Jumlah belanja pengadaan peralatan 

personel komputer

7.500.000 7.500.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah surat kabar/majalah x xx 01 2.03 15

24.000.000 24.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Frekuensi Makanan dan Minuman 

Harian Pegawai

x xx 01 2.03 17

12.000.000 12.000.000 Frekuensi Makanan dan Minuman 

Rapat

10.000.000 10.000.000 Frekuensi Makanan dan Minuman 

Tamu

10.000.000 10.000.000 Frekuensi Makan Minum Kegiatan 

Lain

10.000.000 10.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

Frekuensi perjalanan dinas dalam 

daerah

x xx 01 2.03 18

140.000.000 140.000.000 frekuensi perjalanan dinas luar 

daerah

25.000.000 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Frekuensi Pemeliharaan Gedung dan 

Bangunan

x xx 01 2.03 28
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30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Frekuensi Jasa Service x xx 01 2.03 30

30.000.000 30.000.000 Frekuensi Penggantian Suku Cadang

60.000.000 60.000.000 Jenis Bahan Bakar Minyak/Gas dan 

Pelumas

85.000.000 85.000.000 Jumlah pegawai yang terbayarkan 

asuransi kesehatannya

x xx 01 2.03

95.000.000 95.000.000 Jumlah pegawai yang terbayarkan 

asuransi 'ketenagakerjaannya

x xx 01 2.03

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat

x xx 01 2.04

               25.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal x xx 01 2.04 9

25.000.000 25.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ASN yang mengikuti 

bimbingan teknis

x xx 01 2.04 11

KEBUDAYAAN 2.190.000.000 2.190.000.000
2 16 19 Program pengembangan dan 

pengelolaan kekayaan budaya dan 

cagar budaya

persentase kelompok seni / budaya 

yang diaktualisasikan
          2.190.000.000              725.200.000 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN

jumlah budaya 

non bendawi yang 

dibina

2 22 02

persentase cagar budaya yang 

dikelola secara terpadu

2 16 19 01 Pembinaan dan pengembangan 

kesenian dan kebudayaan daerah

Jumlah kelompok seni/budaya yang 

diaktualisasikan
            885.000.000             250.000.000 Pengelolaan Kebudayaan yang 

Masyarakat Pelakunya Dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan 

pengelolaan 

kebudayaan

2 22 02 2.01

Jumlah kelompok seni/budaya yang 

bersertifikat dan aktif

Penyelenggaraan festival seni dan 

budaya

Peningkatan jumlah sarana prasarana 

penyelenggaraan seni dan budaya

                10.000.000 10.000.000 Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan 

Kebudayaan

Frekuensi kegiatan pemilihan duta 

bahasa tingkat kabupaten

2 22 02 2.01 01

             105.000.000 105.000.000 frekuensi kegiatan pagelaran-

pagelaran

                20.000.000 20.000.000 Frekuensi pelaksanaan Festival Seni 

Remaja

             100.000.000 100.000.000 frekuensi Keikutsertaan Festival Seni 

Tingkat Jawa Tengah

Pembinaan Sumber Daya Manusia, 

Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

2 22 02 2.01 02

                15.000.000 15.000.000 jumlah kegiatan sarasehan budaya

            460.200.000 Pelestarian Kesenian Tradisional 

yang Masyarakat Pelakunya Dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kesenian 

tradisional yang 

dilestarikan

2 22 02 2.02

             110.200.000 110.200.000 Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 

Budaya

jumlah kegiatan peringatan hari jadi 

kabupaten kudus

2 22 02 2.02 01

                60.000.000 60.000.000 frekuensi pelaksanaan kegiatan 

dandangan

             200.000.000 200.000.000 Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 

Budaya

frekuensi pelaksanaan Kirab Budaya 

dan Festival Karnaval Budaya 

2 22 02 2.02 01

                90.000.000 90.000.000 frekuensi pelaksanaan Tradisi Budaya 

Parade Kupat

Pembinaan Sumber Daya Manusia, 

Lembaga, dan Pranata Tradisional

2 22 02 2.02 02
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               15.000.000 Pembinaan Lembaga Adat yang 

Penganutnya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga adat 

yang dibina

2 22 02 2.03

                15.000.000 15.000.000 Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan 

Lembaga Adat

frekuensi pelaksanaan Sarasehan 

Penghayat Kepercayaan Kepada 

Tuhan YME

2 22 02 2.03 01

             159.800.000 PROGRAM  

PENGEMBANGAN 

KESENIAN TRADISIONAL

jumlah seni 

tradisional yang 

dibina

2 22 03

            159.800.000 Pembinaan Kesenian yang 

Masyarakat Pelakunya dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

jumlah kelompok 

kesenian yang dibina

Persentase seni / 

budaya yang 

diaktualisasikan

2 22 03 2.01

                  5.000.000 5.000.000 Peningkatan Pendidikan dan 

Pelatihan Sumber Daya Manusia 

Kesenian Tradisional

Terlaksananya pemutaran bioling 2 22 03 2.01 01

                74.800.000 74.800.000 frekuensi kegiatan pelatihan kesenian 

daerah

                80.000.000 80.000.000 Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 

Budaya

jumlah kelompok pengisi 

Pendukungan Car Free Day

Pemerintah Bidang 

Kebudayaan

Wajib Bukan 

Pelayanan Dasar

3 23 03 2.03 02

Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 

Budaya

frekuensi pelaksanaan Kegiatan 

Dandangan

Pemerintah Bidang 

Kebudayaan

Wajib Bukan 

Pelayanan Dasar

4 24 04 2.04 03

2 16 19              655.000.000 PROGRAM 

PELESTARIAN DAN 

PENGELOLAAN CAGAR 

BUDAYA

jumlah 

pertambahan 

cagar budaya yang 

dikelola

2 22 5

2 16 19 02 Pengelolaan dan pengembangan 

pelestarian peninggalan sejarah, 

museum dan purbakala

Jumlah cagar budaya yang dikelola 

secara terpadu
            655.000.000                21.000.000 Penetapan Cagar Budaya Peringkat 

Kabupaten/Kota

Jumlah cagar budaya 

yang ditetapkan

Persentase cagar 

budaya yang 

dikelola secara 

terpadu

2 22 5 2,01

Jumlah cagar budaya yang 

teridentifikasi

Jumlah cagar budaya yang 

diregistrasikan

Peningkatan jumlah sarana prasarana 

pelestarian peninggalan sejarah, 

museum dan purbakala

Dokumen kajian cagar budaya

Register Cagar Budaya 2 22 5 2,01 1

                21.000.000 21.000.000 Register Cagar Budaya jumlah cagar budaya yang teregister 2 22 5 2,01 1

634.000.000 Pengelolaan Cagar Budaya 

Peringkat Kabupaten/Kota

jumlah cagar budaya 

yang dikelola

2 22 5 2,02

Pencegahan dan penanggulangan 

dari kerusakan, kehancuran, atau 

kemusnahan Cagar Budaya

2 22 5 2,02 2

                90.000.000 90.000.000 Frekuensi Rehab dan penambahan 

ruang gardu pandang

2 22 5 2,02 2

                70.000.000 70.000.000 jumlah benda-benda cagar budaya 

yang dirawat

2 22 5 2,02 2

                60.000.000 60.000.000 jumlah penyediaan bahan-bahan 

perawatan cagar budaya

2 22 5 2,02 2

                60.000.000 60.000.000

                14.000.000 14.000.000
Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, 

dan Promosi Cagar Budaya Serta 

Pemanfaatannya

2 22 5 2,02 3

             187.000.000 187.000.000 Jumlah dokumen kajian cagar budaya 2 22 5 2,02 3

                24.000.000 24.000.000 jumlah Pengadaan Papan Nama 

Bangunan Cagar Budaya

2 22 5 2,02 3

2 22 5 2,02 3
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                15.000.000                 15.000.000 Frekuensi pelaksanaan Lomba Karya 

Tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya Tk 

Kab Kudus

2 22 5 2,02 3

2 22 5 2,02

                54.000.000 54.000.000 Peningkatan Mutu dan Kapasitas 

Tenaga Cagar Budaya

Jumlah juru pelihara yang terbayar 

honornya

2 22 5 2,02 5

                60.000.000 60.000.000 jumlah pelaksanaan Pelatihan Juru 

Pelihara Cagar Budaya

2 22 5 2,02 5

             650.000.000 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERMUSEUMAN

peningkatan 

sarpras 

permuseuman

2 22 6

Pengelolaan Museum 

Kabupaten/Kota

jumlah museum yang 

dikelola

2 22 6 2,01

Revitalisasi Sarana dan Prasarana 

Museum

2 22 6 2,01 5

2 16 19 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERMUSEUMAN

peningkatan 

sarpras 

permuseuman

2 16 19 03 Operasional Pengelolaan UPTD 

Museum dan Taman Budaya

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja UPTD museum dan taman 

budaya

            650.000.000             650.000.000 Pengelolaan Museum 

Kabupaten/Kota

jumlah museum yang 

dikelola

2 22 6 2,01

Jumlah sarana dan prasarana 

pemeliharaan koleksi

Jumlah penyewa taman budaya

Penyediaan dan Pemeliharaan sarana 

dan Prasarana Museum

2 22 6 2.01 04

2 22 6 2.01 04

92.000.000               92.000.000 Frekuensi Pemeliharaan Bangunan 

Gedung Museum Patiayam

2 22 6 2.01 04

2 22 6 2.01 04

55.000.000               55.000.000 Frekuensi Pemeliharaan dan 

Operasional rutin di Taman Budaya

2 22 6 2.01 04

503.000.000             503.000.000 Frekuensi Pemeliharaan dan 

operasional rutin di museum kretek

2 22 6 2.01 04

19 04 Operasional Pengelolaan UPTD 

Museum dan Taman Budaya (DAK)
-                             0 Pengelolaan Museum 

Kabupaten/Kota

jumlah museum yang 

dikelola

2 22 6 2,01

Kajian Koleksi Pelindungan,  Pengembangan,  dan  

Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu

Jumlah Kajian Koleksi 2 22 06 2.01 01

Konservasi Koleksi Jumlah koleksi yang dikonservasi

Belajar di Museum Peningkatan Akses Masyarakat 

Terhadap Museum

Frekuensi Kegiatan Belajar di 

Museum

2 22 06 2.01 03

Pekan Raya Museum Frekuensi Kegiatan Pekan Raya 

Museum

Lomba Film Pendek Ayo Ke Museum Frekuensi Kegiatan Lomba Film 

Pendek Ayo Ke Museum

Reklame media cetak dan elektronik Frekuensi Kegiatan Reklame media 

cetak dan elektronik

Pameran Koleksi Frekuensi Kegiatan Pameran Koleksi

Pemeliharaan Musem Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Museum

Frekuensi KegiatanPemeliharaan 

Musem

2 22 06 2.01 04

3 02 PARIWISATA           1.319.180.000           1.319.180.000 PARIWISATA 3 26

3 02 18 Program peningkatan dan 

pengembangan pariwisata
             150.000.000 PROGRAM 

PENINGKATAN DAYA 

TARIK DESTINASI 

PARIWISATA

jumlah 

penambahan 

destinasi wisata 

dan sarpras 

pariwisata

3 26 02

Persentase kunjungan wisata Persentase 

kenaikan PAD 

sektor pariwisata

Persentase PAD sektor pariwisata
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3 02 18 01 Peningkatan dan pengembangan 

destinasi pariwisata
            150.000.000                                 -   Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

Kabupaten/Kota

jumlah daya tarik 

wisata yang dikelola

3 26 02 2.01

Jumlah sarana dan prasarana 

destinasi pariwisata

Jumlah destinasi pariwisata

Pengembangan Daya Tarik Wisata 

Kab/Kota

3 26 02 2.01 03

            150.000.000 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

jumlah destinasi wisata 

yang dikelola

3 26 02 2.03

Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Kab/Kota

3 26 02 2.03 03

Pengadaan dan Pemel Sarpras Dalam 

Pengelolaan destinasi pariwisata 

kab/kota

3 26 02 2.03 04

3 26 02 2.03 04

             150.000.000 150.000.000 Pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan destinasi pariwisata 

Kab/Kota

Jumlah desa wisata 3 26 02 2.03 06

3 26 02 2.03 06

             265.000.000 PROGRAM PEMASARAN 

PARIWISATA

kenaikan jumlah 

kunjungan wisata

3 26 03

3 02 18 04 Peningkatan dan Pengembangan 

Promosi Pariwisata

Jumlah promosi pariwisata melalui 

media cetak
            265.000.000             265.000.000 Pemasaran Pariwisata Dalam dan 

Luar negeri Daya Tarik, Destinasi 

dan Kawasan strategis pariwisata 

Kab Kota

jumlah kegiatan 

pemasaran pariwisata 

di dalam dan di luar 

negeri

Persentase 

peningkatan 

promosi 

pariwisata

3 26 03 2.01

Jumlah promosi pariwisata melalui 

media online/TV

Jumlah promosi pariwisata melalui 

media tatap muka/event

Penguatan promosi melalui media 

cetak, Elektronik dan Media Lainnya 

baik dalam dan luar negeri

3 26 03 2.01 01

             100.000.000 100.000.000 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran 

Pariwisata Baik dalam dan Luar 

Negeri Bagi Industri Parisata/Kab 

Kota

Frekuensi kegiatan Promosi 

pariwisata di TMII

3 26 03 2.01 02

                70.000.000 70.000.000 Frekuensi Penyelenggaraan dan 

pengiriman Duta Wisata Kabupaten 

Kudus 2022

                50.000.000 50.000.000 Frekuensi Hari Jadi Jateng 2022

                45.000.000 45.000.000 Frekuensi pelaksanaan Event 

Bersama Pakudjembara

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF

peningkatan 

kapasitas SDM 

Pariwisata

3 26 05

Pelaksanaan peningkatan kapasitas 

sumber daya pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

jumlah pelaksanaan 

kegiatan peningkatan 

kapasitas sumber daya 

pariwisata 

3 26 05 2.01

Pengembangan Kompetensi SDM 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Dasar

3 26 05 2.01 01

Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

dalam pengembangan Kemitraan 

Pariwisata

3 26 05 2.01 02
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             150.000.000 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF

Jumlah SDM 

Pariwisata yang 

meningkat 

kompetensinya

3 26 05

3 02 18 05 Peningkatan dan Pengembangan 

Promosi Pariwisata (DBHCHT)
 150.000.000             150.000.000 Pelaksanaan peningkatan kapasitas 

sumber daya pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

jumlah pelaksanaan 

kegiatan peningkatan 

kapasitas sumber daya 

pariwisata 

3 26 05 2.01

Jumlah pelaku/pekerja pada industri 

pariwisata (orang)

Jumlah pelaku/pekerja pada industri 

pariwisata yang dibina (orang)

             130.000.000              130.000.000 Fasilitasi pengembangan Kompetensi 

sumber daya manusia ekonomi 

kreatif

Jumlah stake holder yang dibina 3 26 05 2.01 06

                20.000.000                 20.000.000 jumlah stake holder yang di data

             754.180.000 PROGRAM 

PENINGKATAN DAYA 

TARIK DESTINASI 

PARIWISATA

Jumlah 

peningkatan 

destinasi wisata

3 26 02

3 02 18 06 Operasional Pengelolaan UPTD 

Pengelola Obyek Wisata
            754.180.000             754.180.000 Pengelolaan Kawasan  Strategis 

Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah kawasan 

strategis pariwisata 

kabupaten /kota yang 

dikelola

Persentase 

peningkatan 

sarpras 

pariwisata yang 

memadai

3 26 02 2.02

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja UPTD pengelola obyek wisata

Jumlah kunjungan wisata (orang)

Jumlah PAD sektor pariwisata

             554.180.000 554.180.000 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana dalam Pengelolaan 

Kawasan Wisata Strategis Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemeliharaan dan 

Operasional Administrasi UPTD 

Pengelola Obyek wisata

3 26 02 2.02 04

             200.000.000 200.000.000 Jumlah Pembangunan rumah pohon, 

rehab kandang rusa, dan pembuatan 

sumur resapan di Taman Krida

3 26 02 2.02 04

                                 -   PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF

Jumlah SDM 

Pariwisata yang 

meningkat 

kompetensinya

3 26 03

3 02 18 07 Peningkatan dan Pengembangan 

Promosi Pariwisata (DAK)
                                -                                   -   Pelaksanaan peningkatan kapasitas 

sumber daya pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Pelaksanaan 

peningkatan kapasitas 

sumber daya pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif

3 26 05 2.01

Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan 

Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar 

(Mahasiswa dan/atau Siswa)

3 26 05 2.01 03

Pelatihan Tata Kelola Destinasi 

Pariwisata

Jumlah orang yang mengikuti 

Pelatihan Tata Kelola Destinasi 

Pariwisata

Pelatihan Manajemen 

Homestay/pondok wisata/rumah 

wisata

Jumlah orang yang 

mengikutiPelatihan Manajemen 

Homestay/pondok wisata/rumah 

wisata

Pelatihan pemandu wisata trekking Jumlah orang yang mengikuti 

Pelatihan pemandu wisata trekking
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Pelatihan pemandu wisata 

caving/susur goa

Jumlah orang yang 

mengikutiPelatihan pemandu wisata 

caving/susur goa

Pelatihan pemandu wisata 

themepark

Jumlah orang yang mengikuti 

Pelatihan pemandu wisata 

themepark

Pelatihan pemandu wisata outbond Jumlah orang yang mengikuti 

Pelatihan pemandu wisata outbond

Pelatihan pemandu wisata ecopark Jumlah orang yang mengikuti 

Pelatihan pemandu wisata ecopark

Pelatihan pemandu wisata kuliner 

dan belanja

Jumlah orang yang mengikuti 

Pelatihan pemandu wisata kuliner 

dan belanja

Pelatihan pemandu wisata tematik Jumlah orang yang mengikuti 

Pelatihan pemandu wisata tematik

Pelatihan pemandu wisata perdesaan 

dan perkotaan

Jumlah orang yang mengikuti 

Pelatihan pemandu wisata perdesaan 

dan perkotaan

supporting kit jumlah penyediaan supporting kit

7.084.210.000             7.084.210.000             JUMLAH
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Perpustakaan

Dinas 

Kearsipan dan 

Perpustakaan 

996.021.000              996.021.000              Dinas  Perpustakaan 

dan Kearsipan 
2

23.24 0.0.0.0.01 01.

2 18 01 07 Pemerintahan 

Daerah

Sekretariat Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
670.904.000              670.904.000              PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat

Pemerintahan 

Daerah

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 01

2 18 01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen PEP yang tersusun 

sesuai standar
1.000.000                  1.000.000                  Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan; dokumen 

evaluasi dan dokumen 

pelaporan 

kegiatan/kinerja yang 

tersusun sesuai dengan 

standar

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 01 01

0 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan OPD 

(Rencana Kerja, Rencana Kinerja 

Tahunan, Perjanjian Kinerja)
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 01 03

0 Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi capaian 

kinerja OPD (Evaluasi Renja 

Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja 

Triwulanan.

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 01 05

1.000.000                  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelaporan 

kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, 

LPPD, LKjIP)

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02

2 18 01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

71.635.000                71.635.000                Administrasi Keuangan Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

keuangan
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02 01

0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah ASN yang terbayarkan gaji 

dan tunjangannya
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02 02

71.635.000                Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

jumlah frekuensi penyediaan 

administrasi pelaksanaan tugas ASN 2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02 03

0 Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

jumlah penyiapan bahan verifikasi
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02 04

0 Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan keuangan
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02 05

0 Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah frekuensi pengelolaan bahan 

tanggapan 
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02 06

0 Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02 07

0 Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah laporan keuangan bulanan
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02 08

0 Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi 

anggaran
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 02 09

0 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir 

tahun anggaran
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03

2 18 01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat
598.269.000              598.269.000              -                                                                 Administrasi Umum Jumlah fasilitasi 

pelayanan administrasi 

umum

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 01

1.710.000                  1.710.000                  Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 02

130.400.000              130.400.000              Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah fasilitasi jasa telepon, listrik 

dan air
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 03

11.200.000                11.200.000                Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

dalam kondisi baik 2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 04

KODE KODE

TABEL KERJA
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0 Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah ASN yang terbayarkan 

jaminan kesehatannya
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 05

0 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah gedung kantor yang 

diasuransikan.
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 06

17.090.000                17.090.000                Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional dalam kondisi 

baik

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 07

103.376.000              103.376.000              Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Terbayarnya honorarium PHD, 

Tenaga Administrasi, Premi Asuransi 

Kesehatan serta Ketenagakerjaan 

sejumlah 3 orang

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 08

120.200.000              120.200.000              Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya honorarium Tenaga 

Kebersihan Kantor, Keamanan 

Kantor, Premi Asuransi Kesehatan 

serta Ketenagakerjaan sejumlah 5 

orang

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 09

0 Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

Jumlah perbaikan peralatan kerja.
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 10

28.433.000                28.433.000                Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan ATK 2 23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 11

6.070.000                  6.070.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetak 

dan penggandaan
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 12

3.034.000                  3.034.000                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah penyediaan komponen 

instalasi listrik 2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 13

0 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 14

11.750.000                11.750.000                Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah penyediaan peralatan 

rumah tangga
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 15

6.720.000                  6.720.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 16

0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan bahan logistik 

kantor
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 17

14.080.000                14.080.000                Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan 

minuman
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 18

60.876.000                60.876.000                Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi 

luar daerah
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 19

0 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah pengadaan mobil jabatan
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 20

0 Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 22

0 Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan 

gedung kantor
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 24

16.050.000                16.050.000                Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan peralatan 

gedung kantor
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 25

0 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan meubeler 2 23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 28

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala gedung kantor
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 29

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala mobil jabatan
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 30

65014000 47.924.000                47.780.000                Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan dinas
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 32

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala perlengkapan gedung 

kantor

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 34

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan gedung 

kantor

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 35

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah frekuensi pemeliharaan 

rutin/berkala meubeler
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 38

0 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah frekuensi rehabilitasi 

Sedang/Berat Rumah Gedung 

Kantor

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 39

0 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

Jumlah frekuensi rehabilitasi 

Sedang/Berat  Mobil Jabatan
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 03 40

0 Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah frekuensi rehabilitasi 

Sedang/Berat Kendaraan 

Dinas/Operasional

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 04

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat

2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 04 01



0 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah pengadaan mesin absensi
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 04 02

0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas 

dan kelengkapannya
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 04 03

0 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pengadaan pakaian kerja 

lapangan
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 04 09

19.500.000                19.500.000                Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang meningkat 

kompetensinya
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 04 10

0 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah sosialisasi peraturan 

perundangan
2

23.24 0.0.0.0.01 01 2. 04 11

0 Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyelenggaraan/ 

keikutsertaan bimtek 2

23 0.0.0.0.01 02

2 18 01 16 Perpustakaan Program Peningkatan Pelayanan 

dan sistem administrasi 

perpustakaan 

Persentase pengunjung 

perpustakaan per tahun
81.647.000                81.647.000                Program Pembinaan 

Perpustakaan

Program 

Peningkatan 

Pelayanan dan 

sistem 

administrasi 

perpustakaan 

Urusan Wajib 

Bukan 

Pelayanan 

Dasar

Persentase ketersediaan bahan 

pustaka

Persentase 

pengunjung 

perpustakaan 

per tahun

2

23 0.0.0.0.01 02 2. 01

2 18 01 16 01 Peningkatan administrasi 

perpustakaan dan pengembangan 

jaringan informasi perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan 

per tahun
27.835.000                27.835.000                Pengelolaan Perpustakaan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pengunjung 

perpustakaan per tahun

Persentase 

ketersediaan 

bahan pustaka
2

23 0.0.0.0.01 02 2. 01 04

Pembinaan, pengembangan 

perpustakaan melalui penataan 

perpustakaan pada perpustakaan 

desa dan sekolah

15.375.000                15.375.000                Pembinaan Perpustakaan Pada 

Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh 

Wilayah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan Standar Nasional 

Perpustakaan

Jumlah fasilitasi perpustakaan 

sesuai standar

2

23 0.0.0.0.01 02 2. 01 06

Bintek pengelolaan perpustakaan 5.020.000                  5.020.000                  Peningkatan Kapasitas Tenaga 

Perpustakaan dan Pustakawan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi SDM tenaga 

perpustakaan dan pustakawan.
2

23 0.0.0.0.01 02 2. 02

Pembudayaan  Gemar  Membaca  

Tingkat  Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pemustaka yang 

membaca buku 2

23 0.0.0.0.01 02 2. 02 03

Lomba - lomba dan bulan kunjung 0 0 Pemberian Penghargaan Gerakan 

Budaya Gemar Membaca

Jumlah penghargaan Gerakan 

Budaya Gemar Membaca 2

23 0.0.0.0.01 02 2. 02 04

Fasilitasi kegiatan masyarakat 7.440.000                  7.440.000                  Pengembangan Literasi Berbasis 

Inklusi Sosial

Jumlah fasilitasi Inklusi Sosial
2

23 0.0.0.0.01 02 2. 01

2 18 01 16 02 Pengelolaan perpustakaan daerah Jumlah bahan pustaka 53.812.000                53.812.000                Pengelolaan Perpustakaan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah bahan pustaka

2

23 0.0.0.0.01 02 2. 01 08

Buku digitasi dan buku cetak 12.200.000                12.200.000                Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah pengadaan bahan pustaka
2

23 0.0.0.0.01 02 2. 01 09

Pengembangan koleksi CD/DVD 

Perpustakaan Daerah
0 0 Pengelolaan dan Pengembangan 

Bahan Pustaka

Jumlah bahan pustaka yang diolah 

dan siap layan
2

23 0.0.0.0.01 02 ####

Pembudayaan  Gemar  Membaca  

Tingkat  Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah buku yang dibaca 

2

23 0.0.0.0.01 02 #### 01

Lembur hari sabtu dan minggu 41.612.000                41.612.000                Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi 

Pada Satuan Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Khusus Serta 

Masyarakat

Jumlah fasilitasi honorarium 

keuangan

2

24 0.0.0.0.01 02

2 18 01 19 Kearsipan Program Peningkatan Pelayanan 

dan sistem administrasi kearsipan 

Persentase perangkat daerah yang 

mengelola arsip secara baku
243.470.000              243.470.000              PROGRAM 

PENGELOLAAN ARSIP

Persentase 

perangkat 

daerah yang 

mengelola arsip 

secara baku

Urusan Wajib 

Bukan 

Pelayanan 

Dasar
2

24 0.0.0.0.01 02 2. 03

2 18 01 19 01 Peningkatan administrasi kearsipan 

dan pengembangan jaringan 

informasi kearsipan

Jumlah OPD yang melaksanakan 

JRA
232.320.000              232.320.000              Pengelolaan Simpul Jaringan 

Informasi Kearsipan Nasional 

Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang 

terintegrasi dengan SIKD

persentase 

perangkat 

daerah yang 

melaksanakan 

jadwal retensi 

arsip

2

24 0.0.0.0.01 02 2. 03 02

Pelaksanaan pameran arsip daerah 

lokal tingkat Jateng dan DIY
17.000.000                17.000.000                Penyediaan Informasi, Akses dan 

Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 

kab/kota Melalui JIKN

Jumlah pameran arsip  tingkat 

Jateng dan DIY



Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kondisi situasi data
0 0 Pemberdayaan  Kapasitas  Unit  

Kearsipan  dan Lembaga Kearsipan 

Daerah Kab/Kota

Jumlah fasilitasi Unit  Kearsipan  dan 

Lembaga Kearsipan 2

24 0.0.0.0.01 02 2. 01

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah arsip dinamis 

yang dikelola
2

24 0.0.0.0.01 02 2. 01 01

Sosialisasi kearsipan di lingkungan 

instansi pemerintah Kabupaten 

Kudus

10.000.000                10.000.000                Penciptaan dan Penggunaan Arsip 

Dinamis

Jumlah pengguna arsip dinamis

2

24 0.0.0.0.01 02

Pelaksanaan pembinaan kearsipan 

perangkat daerah
13.000.000                13.000.000                Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip 

Dinamis

Jumlah perangkat daerah yang 

dibina

Penyediaan Jasa Tenaga Pelaksana 

Kegiatan
192.320.000              192.320.000              Belanja Jasa Tenaga Pelaksana 

Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/pranata 

kearsipan

2 18 01 19 02 Pengelolaan arsip daerah Jumlah SDM pengelola kearsipan. 11.150.000                11.150.000                PROGRAM 

PENGELOLAAN ARSIP

Persentase 

perangkat 

daerah yang 

mengelola arsip 

secara baku

2

24 0.0.0.0.01 02 2. 01

Pengelolaan Arsip Statis Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah arsip statis yang 

dikelola
2

24 0.0.0.0.01 02 2. 01 02

Fumigasi dan termitte control 2.150.000                  2.150.000                  Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip 

Dinamis

Jumlah arsip dinamis yang 

terpelihara
2

24 0.0.0.0.01 03

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 

PENYELAMATAN ARSIP

Persentase 

arsip 

terselamatkan 2

24 0.0.0.0.01 03 2. 04

Autentikasi  Arsip  Statis  dan  Arsip  

Hasil  Alih Media Kabupaten/Kota

Jumlah arsip hasil 

autentikasi dan arsip 

hasil alih media

2

24 0.0.0.0.01 03 2. 04 02

Alih media arsip tekstual 2.000.000                  2.000.000                  Penilaian dan Penetapan Hasil Alih 

Media sesuai Persyaratan 

Penjaminan Keabsahan Arsip

Jumlah arsip hasil alih media

2

24 0.0.0.0.01 02

PROGRAM 

PENGELOLAAN ARSIP

Persentase 

perangkat 

daerah yang 

mengelola arsip 

secara baku

2

24 0.0.0.0.01 02 2. 02 02

Akusisi arsip inaktif Perangkat 

Daerah
2.000.000                  2.000.000                  Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan 

Akses Arsip Statis

Jumlah arsip yang diakuisisi

2

24 0.0.0.0.01 02 2. 01

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah arsip dinamis 

daerah yang terkelola
2

24 0.0.0.0.01 02 2. 02 01

Peningkatan sarpras kearsipan 3.000.000                  3.000.000                  Penyediaan sarpras kearsipan Jumlah sarpras kearsipan

Pemeliharaan sarpras arsip 2.000.000                  2.000.000                  Penciptaan dan Penggunaan Arsip 

Dinamis

Jumlah arsip dinamis daerah yang 

dikelola

996.021.000       996.021.000       JUMLAH
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3 03 01 16 WAJIB PANGAN Program Peningkatan Ketahanan 

Pangan 

Persentase ketersediaan pangan 

utama

Persentase keamanan pangan

Persentase penanganan daerah 

rawan pangan

PROGRAM 

PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN

Persentase 

keamanan pangan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

2 09 05

3 03 01 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan 

Pangan

Prosentase sampel pangan yang diuji 

dalam kondisi aman untuk 

dikonsumsi/ Prosentase Gapoktan 

penghasil pangan segar yang 

terfasilitasi tentang keamanan 

pangan

150.000.000                 150.000.000                 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan 

Pangan

Segar Distribusi lintas Daerah 

Kabupaten/Kota

Prosentase sampel 

pangan yang diuji dalam 

kondisi aman untuk 

dikonsumsi/ Prosentase 

Gapoktan penghasil 

pangan segar yang 

terfasilitasi tentang 

keamanan pangan

2 09 05 1.01

Uji laboratorium residu pestisida 

pangan segar
                    25.000.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengujian

Mutu dan Keamanan Pangan Segar 

Asal

Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Uji laboratorium residu 

pestisida pangan segar

2 09 05 1.01 05

Sosialisasi bmr pestisida dan 

keamanan pangan segar
                      3.000.000 Terlaksananya Sosialisasi bmr 

pestisida dan keamanan pangan segar

Pengadaan leaflet penyebaran 

informasi keamanan pangan
                    15.000.000 Tersedianya leaflet penyebaran 

informasi keamanan pangan

Pembinaan keamanan pangan                   100.000.000 Terlaksananya Pembinaan keamanan 

pangan

Administrasi pendukung kegiatan                       7.000.000 Tertibnya administrasi  kegiatan

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN

KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT

Persentase 

ketersediaan 

pangan utama

2 09 03

3 03 01 16 37 Pengelolaaan ketersediaan dan 

distribusi pangan

Jumlah penyediaan pangan utama 

(beras/gabah)
                  265.000.000                   265.000.000 Pengelolaan dan Keseimbangan 

Cadangan

Pangan Kabupaten/Kota

Jumlah penyediaan 

pangan utama 

(beras/gabah)

2 09 03 2.02

Pengadaan gabah kering giling 255.000.000 255.000.000 Pengadaan Cadangan Pangan 

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Tersedianya gabah kering giling 2 09 03 2.02 03

Pengelolaan cadangan pangan 10.000.000 10.000.000 Pemeliharaan Cadangan Pangan 

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengelolaan cadangan 

pangan

2 09 03 2.02 04

Prosentase ketersediaan informasi 

pasokan harga dan akses pangan di 

daerah

190.000.000                 190.000.000                 Penyediaan dan Penyaluran Pangan 

Pokok atau

Pangan Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan

Daerah Kabupaten/Kota dalam 

Rangka

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Prosentase ketersediaan 

informasi pasokan harga 

dan akses pangan di 

daerah

2 09 03 2.01

Penyusunan panel harga pangan 45.000.000 45.000.000 Penyediaan Informasi Harga Pangan 

dan Neraca

Bahan Makanan

Tersusunya data panel harga pangan 2 09 03 2.01 01

Penyusunan neraca bahan makanan 45.000.000 45.000.000 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga 

Pangan

Tersusunnya  neraca bahan makanan 2 09 03 2.01 04

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE
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-                                  Pengembangan Kelembagaan dan 

Jaringan

Distribusi Pangan

2 09 03 2.01 05

Gelar pasar tani 100.000.000 100.000.000 Pengembangan Kelembagaan Usaha 

Pangan

Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Terlaksananya Gelar pasar tani 2 09 03 2.01 06

PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN PANGAN

Persentase 

penanganan 

daerah rawan 

pangan

2 09 04

Jumlah desa rawan pangan yang 

difasilitasi
120.000.000                 120.000.000                 Penanganan Kerawanan Pangan 

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah desa rawan 

pangan yang difasilitasi

2 09 04 2.02

Pendampingan kelompok pupm 40.000.000 40.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penanganan

Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pendampingan 

kelompok pupm

2 09 04 2.02 01

Pembinaan desa mandiri pangan dan 

kelompok lumbung pangan
80.000.000 80.000.000 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, 

dan

Penyaluran Cadangan Pangan pada 

Kerawanan

Pangan yang Mencakup dalam 1 

(Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Terlaksananya pembinaan desa 

mandiri pangan dan kelompok 

lumbung pangan

2 09 04 2.02 02

PROGRAM 

PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA

EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN DAN

KEMANDIRIAN PANGAN

Persentase 

ketersediaan 

pangan utama

2 09 02

Jumlah lumbung pangan yang 

difasilitasi
20.000.000                   20.000.000                   Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh

Pendukung Kemandirian Pangan 

Sesuai

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lumbung pangan 

yang difasilitasi

2 09 02 2.01

Pemeliharaan gudang cadangan 

pangan
20.000.000 20.000.000 Penyediaan Infrastruktur Lumbung 

Pangan

Terlaksananya pemeliharaan gudang 

cadangan pangan

2 09 02 2.01 01

Penyediaan Infrastruktur Lantai 

Jemur

2 09 02 2.01 02

Penyediaan Infrastruktur Pendukung

Kemandirian Pangan Lainnya

2 09 02 2.01 03

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN

KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT

Persentase 

ketersediaan 

pangan utama

2 09 03

3 03 01 16 39 Peningkatan pola konsumsi dan 

penganekaragaman pangan

Jumlah masyarakat yang paham 

tentang konsumsi B2SA
260.000.000                 260.000.000                 Pelaksanaan Pencapaian Target 

Konsumsi

Pangan Perkapita/Tahun sesuai 

dengan Angka

Kecukupan Gizi

Jumlah masyarakat yang 

paham tentang konsumsi 

B2SA

2 09 03 2.04 01

Penyusunan dan Penetapan Target 

Konsumsi

Pangan per Kapita per Tahun

Pameran pangan nusantara                   100.000.000 260.000.000                 Pemberdayaan Masyarakat dalam

Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis

Sumber Daya Lokal

Terlaksananya pameran pangan 

nusantara

2 09 03 2.04 02

Pelatihan olahan pangan                     25.000.000 Terlaksananya pelatihan olahan 

pangan

Lomba masakan khas daerah                     65.000.000 Terlaksananya Lomba masakan khas 

daerah

Lomba cipta menu tk. provinsi jawa 

tengah
                    30.000.000 Terlaksananya Lomba cipta menu tk. 

provinsi jawa tengah

Edukasi konsumsi b2sa bagi anak usia 

dini (sd/mi)
                    30.000.000 Terlaksananya eEdukasi konsumsi 

b2sa bagi anak usia dini (sd/mi)
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Administrasi pendukung kegiatan                     10.000.000 Tertibnya administrasi  kegiatan

3 03 01 30 PILIHAN KELAUTAN 

DAN 

PERIKANAN

Program pembinaan dan 

pengembangan budidaya perikanan 

Persentase peningkatan produksi 

perikanan

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN

BUDIDAYA

Persentase 

peningkatan 

produksi 

perikanan

KELAUTAN

DAN PERIKANAN

PEMERINTAHAN 

PILIHAN

3 25 03

3 03 01 30 01 Peningkatan dan pengembangan 

produksi perikanan

Jumlah produksi perikanan budidaya 145.000.000                 145.000.000                 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan 

Kecil

Jumlah produksi 

perikanan budidaya

3 25 03 2.02

Pelatihan budidaya Perikanan dan 

sekolah lapang
                  120.000.000 145.000.000                 Pemberian Pendampingan, 

Kemudahanan Akses

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan 

Informasi, Serta

Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan

Terlaksananya pelatihan budidaya 

Perikanan dan sekolah lapang

3 25 03 2.02 04

Penyusunan data statistik perikanan                     15.000.000 Tersusunya  data statistik perikanan

Administrasi pendukung kegiatan                     10.000.000 Administrasi pendukung kegiatan

Penyediaan Prasarana 

Pembudidayaan Ikan

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3 25 03 2.04 02

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN

TANGKAP

Persentase 

peningkatan 

produksi 

perikanan

KELAUTAN

DAN PERIKANAN

PEMERINTAHAN 

PILIHAN

3 25 02

Jumlah produksi perikanan tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di 

Wilayah

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan 

Genangan Air

Lainnya Yang Dapat Diusahakan 

dalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah produksi 

perikanan tangkap

3 25 02 2.01

Penyediaan Prasarana Usaha 

Perikanan Tangkap

3 25 02 2.01 02

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN

BUDIDAYA

Persentase 

peningkatan 

produksi 

perikanan

KELAUTAN

DAN PERIKANAN

PEMERINTAHAN 

PILIHAN

3 25 03

3 03 01 30 02 Peningkatan dan pengembangan 

produksi perikanan (DAK)

Jumlah peningkatan sarpras 

perikanan
0 0 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 

(DAK)

3 25 03 2.04

Penyediaan Prasarana 

Pembudidayaan Ikan

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

3 25 03 2.04 02

Penjaminan Ketersediaan Sarana 

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten / Kota

3 25 03 2.04 03

PROGRAM PENGOLAHAN 

DAN PEMASARAN

HASIL PERIKANAN

Persentase 

peningkatan 

produksi 

perikanan

3 25 05

3 03 01 30 03 Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

Perikanan

Jumlah produksi olahan hasil 

perikanan
242.000.000                 242.000.000                 Pembinaan Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan

Bagi Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Skala

Mikro dan Kecil

Jumlah produksi olahan 

hasil perikanan

3 25 05 2.02

Forum POKDAKAN dan POKLAHSAR                     25.000.000 242.000.000                 Pelaksanaan Bimbingan dan 

Penerapan

Persyaratan Atau Standar Pada Usaha

Pengolahan dan Pemasaran Skala 

Mikro dan Kecil

Forum POKDAKAN dan POKLAHSAR 3 25 05 2.02 01

Pembinaan dan Penumbuhan 

Kelompok (POKDAKAN/POKLAHSAR)
                    27.000.000 Pembinaan dan Penumbuhan 

Kelompok (POKDAKAN/POKLAHSAR)

Kontes Ikan Hias dan Pameran Hasil 

Perikanan Kabupaten Kudus
                    40.000.000 Kontes Ikan Hias dan Pameran Hasil 

Perikanan Kabupaten Kudus
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Lomba Masak Ikan dan Pameran Hasil 

Perikanan dalam rangka Hari Ikan 

Nasional dan Hari Nusantara tingkat 

Provinsi Jawa Tengah

                    50.000.000 Lomba Masak Ikan dan Pameran Hasil 

Perikanan dalam rangka Hari Ikan 

Nasional dan Hari Nusantara tingkat 

Provinsi Jawa Tengah

Sosialisasi GEMARIKAN                     50.000.000 Sosialisasi GEMARIKAN

Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan                     40.000.000 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

Administrasi pendukung kegiatan                     10.000.000 Administrasi pendukung kegiatan

3 03 01 30 04 Operasional Pengelolaan UPTD Balai 

Benih Perikanan

Jumlah produksi benih ikan 40.000.000                   40.000.000                   Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3 25 03 2.04

Pengadaan pakan ikan dan 

kelengkapan pembibitan
40.000.000 40.000.000 Pembinaan dan Pemantauan 

Pembudidayaan Ikan di darat

3 25 03 2.04 05

3 03 01 07 PILIHAN PERTANIAN Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

3 27 01

3 03 01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan yang tersusun 

sesuai standart

20.000.000                   20.000.000                   Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan yang 

tersusun sesuai standart

3 27 01 2.01

Pengadaan ATK, Penggandaan, 

Belanja makan minum rapat dan 

perjalanan dinas

20.000.000 20.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Tersusunnya Renstra dan Renja 3 27 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen evaluasi 3 27 01 2.01 02

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya evaluasi kinerja PD 3 27 01 2.01 03

3 03 01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah data/dokumen administrasi 

dan pelaporan keuangan yang 

tersusun sesuai standart

45.000.000                   45.000.000                   Administrasi Keuangan Jumlah data/dokumen 

administrasi dan 

pelaporan keuangan 

yang tersusun sesuai 

standart

3 27 01 2.02

Honorarium pengelola kegiatan, 

honor pelatih senam dan narasumber 

bintal

43.500.000 45.000.000                   Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium pengelola 

kegiatan, honor pelatih senam dan 

narasumber bintal

3 27 01 2.02 01

Pembayaran PBB 1.500.000 Terbayarnya  PBB

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

3 27 01 2.02 02

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

3 27 01 2.02 03

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

3 27 01 2.02 04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

3 27 01 2.02 05

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 27 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

3 27 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

3 27 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

3 27 01 2.02 09

3 03 01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah data/dokumen kepegawaian 

dan administrasi umum yang 

tersusun sesuai standart

2.141.211.000             2.126.211.000             Administrasi Umum Jumlah data/dokumen 

kepegawaian dan 

administrasi umum yang 

tersusun sesuai standart

3 27 01 2.03

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 27 01 2.03 01
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Jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik, tambah daya dan pasang 

pdam, jaringan internet

                  320.000.000 320.000.000                 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya Jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik, tambah 

daya dan pasang pdam, jaringan 

internet

3 27 01 2.03 02

-                                  Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

3 27 01 2.03 03

Honor dan asuransi Tenaga 

outsorcing/kontrak tenaga pembantu 

administrasi, kebersihan, penjaga, 

sopir

              1.202.684.000 1.202.684.000             Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Terbayarnya Honor dan asuransi 

Tenaga outsorcing/kontrak tenaga 

pembantu administrasi, kebersihan, 

penjaga, sopir

3 27 01 2.03 04

Jasa asuransi gedung                     56.900.000 56.900.000                   Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Terselengaranya Jasa asuransi gedung 3 27 01 2.03 05

Jasa servise peralatan dan 

perlengkapan kantor, jasa 

pemeliharaan kendaraan dinas

                    80.000.000 80.000.000                   Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Terselenggaranya Jasa servise 

peralatan dan perlengkapan kantor, 

jasa pemeliharaan kendaraan dinas

3 27 01 2.03 06

-                                  Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

3 27 01 2.03 07

-                                  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 27 01 2.03 08

-                                  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

3 27 01 2.03 09

                    81.527.000 81.527.000                   Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 27 01 2.03 10

-                                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

3 27 01 2.03 11

-                                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

3 27 01 2.03 12

-                                  Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

3 27 01 2.03 13

-                                  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 27 01 2.03 14

-                                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

3 27 01 2.03 15

-                                  Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 27 01 2.03 16

Penyediaan makanan dan minuman                   100.000.000 100.000.000                 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 3 27 01 2.03 17

Rapat koordinasi dan konsultasi 

keluar daerah
                    95.000.000 95.000.000                   Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah

3 27 01 2.03 18

-                                  Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

3 27 01 2.03 20

Sewa tanah untuk kantor, BPP dan 

lumbung pangan
                    45.100.000 45.100.000                   Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Terbayarnya Sewa tanah untuk 

kantor, BPP dan lumbung pangan

3 27 01 2.03 22

-                                  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 27 01 2.03 24

-                                  Pengadaan Mebeleur 3 27 01 2.03 25

Pembuatan sekat ruang kantor 

sekretariat
                    25.000.000 25.000.000                   Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Terbangunnya sekat ruang kantor 

sekretariat

3 27 01 2.03 28

Pemeliharaan kendaraan 

dinas/operasional, perlengkapan 

gedung kantor, peralatan dan mesin, 

pengadaan BBM, pembelian suku 

cadang, KIR dan pajak kendaraan

                  120.000.000 120.000.000                 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Terselenggaranya Pemeliharaan 

kendaraan dinas/operasional, 

perlengkapan gedung kantor, 

peralatan dan mesin, pengadaan 

BBM, pembelian suku cadang, KIR dan 

pajak kendaraan

3 27 01 2.03 30

-                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

3 27 01 2.03 32

-                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor

3 27 01 2.03 34

-                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

3 27 01 2.03 35

-                                  Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

3 27 01 2.03 38

15.000.000                   Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang 

terlatih

3 27 01 2.04

Pendidikan dan pelatihan formal                     15.000.000 15.000.000                   Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya Pendidikan dan 

pelatihan formal

3 27 01 2.04 09

Pengadaan alat tulis kantor, materai, 

barang cetakan dan penggandaan, 

komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor, 

rehab instalasi listrik, peralatan 

rumah tangga dan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan

Tersedianya alat tulis kantor, materai, 

barang cetakan dan penggandaan, 

komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor, 

rehab instalasi listrik, peralatan 

rumah tangga dan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan
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3 03 01 27 Program Peningkatan Produksi dan 

Sarana Prasarana 

Pertanian/Perkebunan 

Persentase peningkatan produktifitas 

hasil pertanian / perkebunan

PROGRAM 

PENGENDALIAN DAN

PENANGGULANGAN 

BENCANA PERTANIAN

Persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 

perkebunan

3 27 05

3 03 01 27 01 Peningkatan produksi tanaman 

pangan
              1.777.000.000 1.677.000.000             Pengendalian dan Penanggulangan 

Bencana

Pertanian Kabupaten/Kota

Jumlah penyediaan obat-

obatan pertanian untuk 

pemberantasan hama 

penyakit tanaman 

pangan

3 27 05 2.01

Jumlah penyediaan obat-obatan 

pertanian untuk pemberantasan 

hama penyakit tanaman pangan

100.000.000                 1.677.000.000             Pengendalian Organisme Pengganggu 

Tumbuhan

(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan

Perkebunan

Tersedianya obat-obatan pertanian 3 27 05 2.01 01

Pengadaan obat-obatan pertanian 100.000.000 Tersedianya bibit tanaman buah-

buahan unggulan 

Jumlah penanaman bibit unggul 

tanaman buah-buahan
1.000.000.000             Terlaksananya Sekolah lapang dan 

demplot budidaya tanaman umbi 

(porang)

Pengadaan bibit tanaman buah-

buahan unggulan 
              1.000.000.000 Terlaksananya Sekolah lapang dan 

pengembangan kawasan budidaya 

bawang merah

Jumlah petani yang meningkat 

ketrampilannya di bidang budidaya 

tanaman pangan dan hortikultura

577.000.000                 Terlaksananya Pelatihan dan 

peningkatan produksi komoditas 

jamur

Sekolah lapang dan demplot 

budidaya tanaman umbi (porang)
                    20.000.000 Terlaksananya SLTPP dan demplot 

padi organik

Sekolah lapang dan pengembangan 

kawasan budidaya bawang merah
                  115.000.000 Terlaksananya Sekolah lapang dan 

Demplot biofarmaka jahe

Pelatihan dan peningkatan produksi 

komoditas jamur
                    20.000.000 Terlaksananya Sekolah lapang dan 

demplot biofarmaka kencur

SLTPP dan demplot padi organik                   100.000.000 Terlatihnya  kader saka taruna bumi

Sekolah lapang dan Demplot 

biofarmaka jahe
                    50.000.000 Tertibnya Administrasi  kegiatan

Sekolah lapang dan demplot 

biofarmaka kencur
                    50.000.000 Terlaksananya Promosi hasil produksi 

pertanian/perkebunan unggul daerah 

(pameran pangan, festival buah, 

soropadan agro expo, kudus expo)

Pelatihan kader saka taruna bumi                     25.000.000 

Administrasi pendukung kegiatan                     17.000.000 

Promosi hasil produksi 

pertanian/perkebunan unggul daerah 

(pameran pangan, festival buah, 

soropadan agro expo, kudus expo)

                  180.000.000 

PROGRAM PENYULUHAN 

PERTANIAN

Persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 

perkebunan

3 27 07

Jumlah Gapoktan yang difasilitasi 

dalam menyusun RDKK
100.000.000                 100.000.000                 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Gapoktan yang 

difasilitasi dalam 

menyusun RDKK

3 27 07 2.01

Penyuluhan dan pendampingan bagi 

pertanian/perkebunan (penyusunan 

rdkk, pelatihan teknologi pertanian, 

lomba penyuluhan pertanian

100.000.000 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 

dan Desa

Terlaksananya Penyuluhan dan 

pendampingan bagi 

pertanian/perkebunan (penyusunan 

rdkk, pelatihan teknologi pertanian, 

lomba penyuluhan pertanian

3 27 07 2.01 01
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PROGRAM PENYEDIAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN

Persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 

perkebunan

3 27 03

3 03 01 27 02 Peningkatan produksi tanaman 

perkebunan

Jumlah petani yang meningkat 

ketrampilannya di bidang budidaya 

tanaman perkebunan

                  783.000.000 783.000.000                 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah petani yang 

meningkat 

ketrampilannya di bidang 

budidaya tanaman 

perkebunan

3 27 03 2.01

Jumlah penanaman bibit unggul 

tanaman perkebunan

Jumlah penanaman bibit 

unggul tanaman 

perkebunan

Penyusunan Masterplan 

Pengembanagn Prasarana Sarana 

Kawasan dan Komoditas Perkebunan

Terlaksananya Hibah bibit kopi 

robusta

3 27 03 2.01 04

Hibah bibit kopi robusta                   120.000.000 Terlaksananya Hibah bibit kelapa 

kopyor

Hibah bibit kelapa kopyor                   150.000.000 Terlaksananya Hibah bibit kopi 

robusta

Hibah bibit kopi robusta                     60.000.000 Terlaksananya Hibah alat pengolahan 

kopi (mesin roasting/mesin sangrai 

kopi)

Hibah alat pengolahan kopi (mesin 

roasting/mesin sangrai kopi)
                    25.000.000 Terlaksananya Hibah alat pengolahan 

kopi (mesin huller)

Hibah alat pengolahan kopi (mesin 

huller)
                    20.000.000 Terlaksananya Hibah alat pengolahan 

kopi (mesin huller)

Hibah alat pengolahan kopi (mesin 

huller)
                    20.000.000 Terlaksananya Hibah alat pengolahan 

kopi (mesin pulper)

Hibah alat pengolahan kopi (mesin 

pulper)
                    28.000.000 Terlaksananya Pelatihan petani tebu

Pelatihan petani tebu                     40.000.000 Tertibnya Administrasi  kegiatan

Administrasi pendukung kegiatan                     10.000.000 Tersedianya bibit kopi kelompok tani 

rukun santoso ds. yapan

pengadaan bibit kopi kelompok tani 

rukun santoso ds. yapan
                    45.000.000 Tersedianya bibit cengkeh kelompok 

tani rukun santoso ds. yapan

pengadaan bibit cengkeh kelompok 

tani rukun santoso ds. yapan
                    60.000.000 Tersedianya bibit kopi kelompok tani 

tani mudo desa menawan

pengadaan bibit kopi kelompok tani 

tani mudo desa menawan
                    45.000.000 Tersedianya bibit cengkeh kelompok 

tani tani mudo ds. menawan

pengadaan bibit cengkeh kelompok 

tani tani mudo ds. menawan
                    60.000.000 Tersedianya alat pasca panen 

pengolahan kopi kelompok tani 

semliro mulyo

pengadaan alat pasca panen 

pengolahan kopi kelompok tani 

semliro mulyo

                  100.000.000 

PROGRAM PENYEDIAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN

Persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 

perkebunan

3 27 02

3 03 01 27 03 Peningkatan sarana dan prasarana 

produksi pertanian/perkebunan

Jumlah alsintan yang siap pakai 850.000.000                 50.000.000                   Pengawasan Penggunaan Sarana 

Pertanian

Jumlah alsintan yang siap 

pakai

3 27 02 2.01

Pengelolaan alsintan untuk brigade 

alsintan dinas
50.000.000 50.000.000                   Pendampingan Penggunaan Sarana 

Pendukung

Pertanian

Terkelolanya alsintan untuk brigade 

alsintan dinas

3 27 02 2.01 01

3 27 03

Jumlah infrastruktur pertanian 

kondisi baik
800.000.000                 800.000.000                 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah infrastruktur 

pertanian kondisi baik

3 27 03 2.01

Pembangunan BPP Undaan lanjutan 750.000.000 800.000.000                 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana

Pendukung Pertanian lainnya

Terbangunnya BPP Undaan lanjutan 3 27 03 2.01 03

Perencanaan, Pengawasan dan 

administrasi kegiatan
50.000.000 Terlaksnanya Perencanaan, 

Pengawasan dan administrasi 

kegiatan
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Pembangunan Prasarana Pertanian 3 27 03 2.02

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Usaha Tani

3 27 03 2.02 01

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan

Embung Pertanian

3 27 03 2.02 02

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan

Jalan Usaha Tani

3 27 03 2.02 03

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan

DAM Parit

3 27 03 2.02 04

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan

Long Storage

3 27 03 2.02 05

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan

Pintu Air

3 27 03 2.02 06

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan

Balai Penyuluh di Kecamatan serta 

sarana

pendukungnya

3 27 03 2.02 08

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan

Prasarana Pertanian Lainnya

3 27 03 2.02 09

PROGRAM PENYULUHAN 

PERTANIAN

Persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 

perkebunan

3 27 07

3 03 01 27 04 Peningkatan sarana dan prasarana 

produksi pertanian/perkebunan 

(DAK)

Jumlah peningkatan sarpras 

penyuluhan

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah peningkatan 

sarpras penyuluhan

3 27 07 2.01

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Penyuluhan

Pertanian di Kecamatan dan Desa

3 27 07 2.01 01

Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan Petani di

Kecamatan dan Desa

3 27 07 2.01 02

Pembangunan Balai Penyuluh 

Pertanian (BPP) Kecamatan Jekulo

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana 

dan

Prasarana Penyuluhan Pertanian

Terbangunnya Balai Penyuluh 

Pertanian (BPP) Kecamatan Jekulo

3 27 07 2.01 03

Pembangunan Balai Penyuluh 

Pertanian (BPP) Kecamatan Gebog

Terbangunnya Balai Penyuluh 

Pertanian (BPP) Kecamatan Gebog

Pembangunan irigasi air tanah dalam 

di poktan tani widodo desa 

ngembalrejo kec. bae

Terbangunnya irigasi air tanah dalam 

di poktan tani widodo desa 

ngembalrejo kec. bae

Pembangunan irigasi air tanah dalam 

di poktan hasil makmur ds. 

gondangmanis kec. bae

Terbangunnya irigasi air tanah dalam 

di poktan hasil makmur ds. 

gondangmanis kec. bae

Pembangunan irigasi air tanah dalam 

di poktan ngudi makmur ds. 

peganjaran kec. bae

Terbangunnya irigasi air tanah dalam 

di poktan ngudi makmur ds. 

peganjaran kec. bae

Pembangunan irigasi air tanah dalam 

di Desa Hadipolo Kec. Jekulo

Terbangunnya irigasi air tanah dalam 

di Desa Hadipolo Kec. Jekulo

Pembangunan irigasi air tanah dalam 

di Desa Sadang Kec. Jekulo

Terbangunnya irigasi air tanah dalam 

di Desa Sadang Kec. Jekulo

Pembangunan irigasi air tanah dalam 

di Desa Payaman Kec. Jekulo

Terbangunnya irigasi air tanah dalam 

di Desa Payaman Kec. Jekulo

Pembangunan irigasi air tanah dalam 

di Desa Honggosoco Kec. Jekulo

Terbangunnya irigasi air tanah dalam 

di Desa Honggosoco Kec. Jekulo

Pembangunan irigasi air tanah dalam 

di Desa Bulung Kulon

Terbangunnya irigasi air tanah dalam 

di Desa Bulung Kulon
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KODE KODE

PROGRAM PENYEDIAAN 

DAN PENGEMBANGAN

SARANA PERTANIAN

Persentase 

peningkatan 

produktifitas hasil 

pertanian / 

perkebunan

3 27 02

3 03 01 27 05 Operasional Pengelolaan UPTD Balai 

Benih Pertanian

Jumlah benih padi bersertifikat yang 

tersedia
30.000.000                   30.000.000                   Pengendalian dan Pengawasan 

Penyediaan dan

Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan 

Hijauan

Pakan Ternak Dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota

Jumlah benih padi 

bersertifikat yang 

tersedia

3 27 02 2.05

belanja bahan/bibit tanaman 4.500.000 Pengujian Mutu Benih dan Bibit 

Ternak

tersedianya  bahan/bibit tanaman 3 27 02 2.05 02

honor buruh trampil 10.000.000
pengadaan obat-obatan pertanian 1.410.000

pengadaan plastik berlogo 1.100.000
administrasi pendukung kegiatan 5.090.000

pengadaan pupuk 7.900.000

3 03 01 28 Program Peningkatan Produksi dan 

Sarana Prasarana Peternakan 

Persentase peningkatan produksi 

peternakan

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

KESEHATAN HEWAN

DAN KESEHATAN 

MASYARAKAT VETERINER

Persentase 

peningkatan 

produksi 

peternakan

3 27 04

3 03 01 28 01 Pembinaan dan pengembangan 

peternakan

Jumlah peningkatan populasi ternak 

besar/ Jumlah peningkatan populasi 

ternak kecil/ Jumlah peningkatan 

populasi ternak unggas

259.000.000                 259.000.000                 Penjaminan Kesehatan Hewan, 

Penutupan dan

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit 

Hewan

Menular Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah peningkatan 

populasi ternak besar/ 

Jumlah peningkatan 

populasi ternak kecil/ 

Jumlah peningkatan 

populasi ternak unggas

3 27 04 2.01

Pelatihan pembuatan Pakan ternak 

Fermentasi
25.000.000                   Pengendalian dan Penanggulangan 

Penyakit

Hewan dan Zoonosis

Terlaksananya Pelatihan pembuatan 

Pakan ternak Fermentasi

3 27 04 2.01 01

Pengadaan n2 cair, semen beku dan 

peralatan ib
                    40.000.000 Tersedianya n2 cair, semen beku dan 

peralatan ib

Pengadaan obat-obatan ternak                     49.000.000 Tersedianya obat-obatan ternak

Pengadaan sarana prasarana 

kesehatan hewan dan kesmavet
                    40.000.000 Tersedianya sarana prasarana 

kesehatan hewan dan kesmavet

Uji darah dan uji produk hasil ternak                     10.000.000 Terlaksananya Uji darah dan uji 

produk hasil ternak

Pembinaan dan peningkatan SDM 

petugas peternakan
                    30.000.000 Terlaksananya Pembinaan dan 

peningkatan SDM petugas 

peternakan

Penyusunan data peternakan                     20.000.000 Tersusunnya  data peternakan

Pelatihan budidaya peternakan                     25.000.000 Terlaksananya Pelatihan budidaya 

peternakan

Administrasi pendukung kegiatan                     20.000.000 Tertibnya Administrasi  kegiatan

3 03 01 28 02 Peningkatan usaha dan sarana 

prasarana peternakan

Jumlah wira usaha peternakan yang 

difasilitasi
290.000.000                 290.000.000                 Penerapan dan Pengawasaan 

Persyaratan Teknis

Kesehataan Masyarakat Veteriner

Jumlah wira usaha 

peternakan yang 

difasilitasi

3 27 04 2.04

Jumlah peningkatan 

sarpras peternakan

Pengawasan perdagangan ternak 

antar daerah
20.000.000 Pendampingan Unit Usaha Hewan 

dan Produk

Hewan

Terlaksananya Pengawasan 

perdagangan ternak antar daerah

3 27 04 2.04 01

Pengembangan usaha agribisnis 

peternakan
150.000.000 Terwujudnya Pengembangan usaha 

agribisnis peternakan

Administrasi pendukung kegiatan 20.000.000 Tertibnya Administrasi  kegiatan

Jumlah peningkatan sarpras 

peternakan

Terlaksananya Pembinaan dan 

peningkatan teknologi sarana 

prasarana peternakan 

Pembinaan dan peningkatan 

teknologi sarana prasarana 

peternakan 

100.000.000
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3 03 01 28 03 Operasional Pengelolaan UPTD Pusat 

Kesehatan Hewan dan Rumah Potong 

Hewan

Jumlah hewan yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan
50.000.000                   50.000.000                   Pengelolaan Pelayanan Jasa 

Laboratorium dan

Jasa Medik Veteriner dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah hewan yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan

3 27 04 2.03

Jumlah hewan yang 

disembelih sesuai 

standart ASUH(Aman, 

sehat, utuh dan halal)

Operasional dan pengelolaan upt 

pokeswan
20.000.000 20.000.000                   Penyediaan Pelayanan Jasa 

Laboratorium

Terselenggaranya operasional dan 

pengelolaan upt pokeswan

3 27 04 2.03 01

Jumlah hewan yang disembelih sesuai 

standart ASUH(Aman, sehat, utuh 

dan halal)

30.000.000                   Penyediaan Pelayanan Jasa Medik 

Veteriner

Terselenggaranya operasional dan 

pengelolaan rumah potong hewan

3 27 04 2.03 02

Operasional dan pengelolaan rumah 

potong hewan
30.000.000

7.677.211.000       7.677.211.000       JUMLAH



URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM
INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

BIDANG 

PERDAGANGAN
8.638.040.000               8.638.040.000 Prosentase PDRB 

sektor 

Perdagangan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN

3 30

3 06 01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
7.298.540.000               7.298.540.000 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat

01

3 06 01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen PEP yang tersusun 

sesuai standar
15.000.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

01 2.01

-                       3.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen  PEP yang tersusun 

sesuai standar

01 2.01 01

-                       4.000.000 Penyusunan  Program  dan  Kegiatan  

Perangkat Daerah dalam Dokumen 

Perencanaan

Jumlah dokumen  PEP yang tersusun 

sesuai standar

01 2.01 02

-                       4.000.000 Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen  PEP yang tersusun 

sesuai standar

01 2.01 03

- Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Perangkat Daerah

01 2.01 04

3 06 01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

100.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 01 2.01 05

-                  705.800.000 SEWA TANAH 2020 dan 2021 Administrasi Keuangan 01 2.02

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 2.02 01

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

01 2.02 02

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

01 2.02 03

                      4.000.000 Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 2.02 04

- Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

01 2.02 05

3 06 01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 7.183.540.000                       5.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen  PEP yang tersusun 

sesuai standar

01 2.02 06

Jumlah dokumen pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai ketentuan
-                       5.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 2.02 07

Jumlah dokumen Pengelolaan aset 

yang tersusun sesuai ketentuan
                      5.000.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 2.02 08

Jumlah ASN dan Non ASN yang 

kompeten
                      5.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 2.02 09

Jumlah Sarpras Barang tidak bergerak 

(gedung) yang dikelola

Administrasi Umum 01 2.03

Jumlah Barang Bergerak  (kendaraan 

dinas mobil dan sepeda motor) yang 

dikelola

-                       3.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 01

Jumlah ASN  yang meningkat 

kapasitasnya
              1.206.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 02

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

01 2.03 03

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 04

                 747.500.000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 05

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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                 255.415.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Barang Bergerak  (kendaraan 

dinas mobil dan sepeda motor) yang 

dikelola

01 2.03 06

              3.878.801.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 07

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 2.03 08

                    11.150.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 09

                    31.857.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 10

                    55.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 11

                      7.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 12

                 100.000.000 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 13

                      6.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 14

                      4.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 15

                    34.939.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 16

                    32.685.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 17

                 111.595.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 18

Pengadaan Mobil Jabatan 01 2.03 19

                                       - Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

01 2.03 20

Pengadaan Perlengkapan Rumah 

Jabatan/Dinas

01 2.03 21

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

01 2.03 22

Pengadaan Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas

01 2.03 23

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 24

Pengadaan Mebeleur Jumlah pelayanan sarpras aparatur 01 2.03 25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 

Jabatan

01 2.03 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 

Dinas

01 2.03 27

                    12.298.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Sarpras Barang tidak bergerak 

(gedung) yang dikelola

01 2.03 28

                    25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

Jumlah Barang Bergerak  (kendaraan 

dinas mobil dan sepeda motor) yang 

dikelola

01 2.03 29

                    15.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Barang Bergerak  (kendaraan 

dinas mobil dan sepeda motor) yang 

dikelola

01 2.03 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

01 2.03 31

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

01 2.03 32

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

01 2.03 33

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

01 2.03 34

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

01 2.03 35

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Jabatan

01 2.03 36

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Dinas

01 2.03 37

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

01 2.03 38
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Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

01 2.03 39

                    10.000.000 Rehabilitasi  Sedang/Berat Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Barang Bergerak  (kendaraan 

dinas mobil dan sepeda motor) yang 

dikelola

01 2.03 40

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

01 2.04

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01 2.04 01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya

01 2.04 02

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 01 2.04 03

Pengadaan Pakaian Korpri 01 2.04 04

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari 

Tertentu

01 2.04 05

Pemulangan Pegawai yang Pensiun 01 2.04 06

Pemulangan Pegawai yang Tewas 

dalam Melaksanakan Tugas

01 2.04 07

Pemindahan Tugas PNS 01 2.04 08

                    10.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN  yang meningkat 

kapasitasnya

01 2.04 09

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

01 2.04 10

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

01 2.04 11

3 06 01 19 Program Pembinaan pedagang kaki 

lima dan asongan 

Cakupan bina kelompok 

pedagang/usaha informal
285.000.000

3 06 01 19 19 Pembinaan dan Penataan PKL Jumlah Penataan dilokasi PKL 50.000.000
Jumlah PKL yang dibina -

3 06 01 19 20 Pemberdayaan PKL Jumlah PKL pada acara tradisi 

dandangan
235.000.000

3 06 01 24 Program Fasilitasi Perdagangan, 

Promosi dan Perlindungan 

Konsumen 

Cakupan pembinaan fasilitasi 

perdagangan, pengendalian bahan 

pokok dan barang penting, 

pengawasan barang bersubsidi serta 

pelaksanaan promosi

374.500.000                  180.000.000 PROGRAM STABILISASI 

HARGA  BARANG 

KEBUTUHAN POKOK 

DAN BARANG PENTING

Cakupan Stabilisasi 

Harga Barang 

Kebutuhan Pokok 

dan Barang 

Penting

3 30 04

Cakupan fasilitasi perlindungan 

konsumen
0 Menjamin Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang    

Penting    di    tingkat    Daerah 

Kabupaten/ Kota

Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan 

Barang    Penting

Cakupan 

pembinaan 

fasilitasi 

perdagangan, 

pengendalian 

bahan pokok dan 

barang penting, 

pengawasan 

barang bersubsidi 

serta pelaksanaan 

promosi

3 30 04 2.01

3 06 01 24 01 Fasilitasi, Pembinaan dan 

Pengawasan Perdagangan

Jumlah pengawasan pendistribusian 

barang yang dilakukan
110.000.000                       5.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Ketersediaan Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat 

Agen dan Pasar Rakyat

Jumlah pengawasan pendistribusian 

barang yang dilakukan

Cakupan fasilitasi 

perlindungan 

konsumen

3 30 04 2.01 01

Jumlah Pemantauan harga bahan 

pokok

Jumlah Pemantauan harga bahan 

pokok
                      5.000.000 Koordinasi     dan     sinkronisasi     

Peningkatan aksesibilitas   Barang   

Kebutuhan   Pokok   dan Barang 

Penting di Tingkat Agen dan Pasar 

Rakyat

Jumlah pengawasan pendistribusian 

barang yang dilakukan

3 30 04 2.01 02

Jumlah Pemantauan harga bahan 

pokok

Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor                       5.000.000 Pengendalian  Ketersediaan  Barang  

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Jumlah pemantauan harga bahan 

pokok

3 30 04 2.01 03
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- Pengendalian Harga, dan Stok 

Barang Kebutuhan Pokok  dan  

Barang  Penting  Di  Tingkat  Pasar 

Kabupaten/ Kota

Stabilnya Harga, dan 

Stok Barang Kebutuhan 

Pokok  dan  Barang

3 30 04 2.02

-                       5.000.000 Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok  dan  Barang  

Penting  Pada  Pelaku Usaha 

Distribusi Barang Dalam 1  (Satu) 

Kabupaten/ Kota

Jumlah pengawasan pendistribusian 

barang yang dilakukan

3 30 04 2.02 01

-                       5.000.000 Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok  dan  Barang  

Penting  Pada  Pasar  Rakyat yang    

Terintegrasi    Dalam    Sistem    

Informasi Perdagangan

Jumlah pengawasan pendistribusian 

barang

3 30 04 2.02 02

-                  150.000.000 Pelaksanaan  Operasi  Pasar  reguler  

dan  Pasar Khusus   yang   Berdampak   

Dalam   1   (Satu) Kabupaten/ Kota

Jumlah pemantauan harga bahan 

pokok

3 30 04 2.02 03

- Pengawasan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi di Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota

Stabilnya peredaran 

pupuk dan pestisida 

Bersubsidi

3 30 04 2.03

-                                        - Pemeriksaan   Kelengkapan   Legalitas   

Dokumen Perizinan

3 30 04 2.03 01

-                                        - Pengawasan   Pengadaan   Pupuk   

dan   Pestisida Bersubsidi

Jumlah pengawasan pendistribusian 

barang

3 30 4 2,03 02

3 06 01 24 02 Promosi dan Perlindungan Konsumen Jumlah UTTP yang ditera dan tera 

ulang 
264.500.000                       5.000.000 Pengawasan Penyaluran dan 

Penggunaan Pupuk

dan Pestisida Bersubsidi

Jumlah pengawasan barang yang 

dilakukan

3 30 04 2.03 03

Jumlah masalah sengketa konsumen 

yang telah difasilitasi
                   70.000.000 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKSPOR

Peningkatan 

jumlah pelaku 

ekspor

3 30 5

Jumlah UKM yang mengikuti 

pameran

Penyelengga raan Promosi dan Misi 

Dagang Bagi Produk Ekspor 

Unggulan yang Terdapat Pada 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan Promosi dan 

Misi Dagang Bagi Produk 

Ekspor Unggulan

3 30 05 2.01

-                     25.000.000 Pembinaan  dan  Pengembangan  

Usaha  Produk Ekspor Unggulan 

Kabupaten/ Kota

Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor 3 30 05 2.01 01

-                                        - Pameran Dagang Nasional Jumlah UKM yang mengikuti 

pameran

3 30 05 2,01 02

-                     25.000.000 Pameran Dagang Lokal Jumlah UKM yang mengikuti 

pameran

3 30 05 2,01 03

-                                        - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor 

Unggulan

Jumlah pelaku usaha potensi ekspor 3 30 05 2,01 04

-                                        - Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah pelaku usaha potensi ekspor 3 30 05 2,01 05

-                     20.000.000 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah pelaku usaha potensi ekspor 3 30 05 2,01 06

-                    47.500.000 PROGRAM 

PENGGUNAAN DAN 

PEMASARAN PRODUK 

DALAM NEGERI

Cakupan 

Penggunaan dan 

Pemasaran Produk 

Dalam Negri

3 30 07

- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran  

dan Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri

Cakupan Promosi, 

Pemasaran  dan 

Peningkatan 

Penggunaan Produk 

Dalam Negeri

3 30 07 2.01

-                     35.000.000 Pelaksanaan Promosi Penggunaan 

Produk Dalam Negeri Di Tingkat 

Kabupaten/ Kota

Jumlah UKM yang mengikuti 

pameran

3 30 07 2.01 01

3 06 01 24 03 Fasilitasi, Pembinaan dan 

Pengawasan Perdagangan (DAK)

Penyediaan dryer dan rumah Dryer 

SRG dan Penyediaan RMU dan rumah 

RMU SRG (DAK)

                    10.000.000 Pemasaran dan Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri Di 

Tingkat Kabupaten/ Kota

Jumlah UKM yang mengikuti 

pameran

3 30 07 2.01 02
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-                       2.500.000 Peningkatan Sistem dan Jaringan 

Informasi Perdagangan

3 30 07 2.01 03

                   77.000.000 PROGRAM 

STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN 

KONSUMEN

Cakupan 

Standarisasi dan 

Perlindungan 

Konsumen

3 30 06

Pelaksanaan  Metrologi  Legal  

Berupa  Tera,  Tera Ulang, dan 

Pengawasan

Jumlah UTTP yang sesuai 

standar

3 30 06 2.01

                    77.000.000 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 

Tera, Tera Ulang

Jumlah UTTP yang ditera dan tera 

ulang 

3 30 06 2.01 01

                                       - Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi 

Legal

3 30 06 2,01 02

                                       - Penyidikan Metrologi Legal 3 30 06 2,01 03

3 06 01 25 Program Peningkatan dan 

Pengelolaan Pasar 

Kontribusi Pendapatan Pasar 

terhadap PAD
680.000.000                  965.000.000 PROGRAM 

PENINGKATAN  SARANA  

DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN

Kontribusi 

Pendapatan Pasar 

terhadap PAD 

3 30 03

Cakupan Pengelolaan Pasar rakyat 0 Pembangunan dan Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah pasar yang 

dibangun dan Ijin 

Rekomendasi Surrat 

Daftar sebagai 

Distributor barang

Cakupan 

Pengelolaan Pasar 

Rakyat

3 30 03 2.01

3 06 01 25 01 Pengelolaan Pendapatan, Ketertiban 

dan Kebersihan Pasar

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar 480.000.000                  200.000.000 Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan

Jumlah Pasar yang Direvitalisasi dan 

dibangun

Cakupan bina 

kelompok 

pedagang/usaha 

informal

3 30 03 2,01 01

Honorarium pns -                  445.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Sarana 

Distribusi Perdagangan

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar 3 30 03 2.01 02

Belanja alat tulis kantor -                     25.000.000 Pembinaan Terhadap Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan 

Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar 3 30 03 2.02

-                     60.000.000 Pembinaan  dan  Pengendalian  

Pengelola  Sarana Distribusi 

Perdagangan

Jumlah Penataan dilokasi PKL 3 30 03 2.02 01

Jumlah PKL yang dibina

-                  235.000.000 Pemberdayaan Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

Jumlah PKL pada acara tradisi 

dandangan

3 30 03 2.02 02

3 06 01 25 02 Penataan pembangunan dan 

Peningkatan Pengelolaan Sarana 

Prasarana Pasar

Jumlah Pasar yang Direvitalisasi dan 

dibangun
200.000.000

3 06 01 25 03 Penataan pembangunan dan 

Peningkatan Pengelolaan Sarana 

Prasarana Pasar (DAK)

Jumlah Pasar yang Direvitalisasi dan 

dibangun

3 06 01 25 04 Penataan pembangunan dan 

Peningkatan Pengelolaan Sarana 

Prasarana Pasar (BANGUB)

Jumlah Pasar yang Direvitalisasi dan 

dibangun

PROGRAM PERIZINAN 

DAN PENDAFTA RAN 

PERUSAHAAN

Cakupan 

Pelayanan 

Rekomendasi 

pengajuan 

perijinan dan 

pendaftaran

3 30 02

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar 

Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin 

Usaha Toko Swalayan

Rekomendasi 

penerbitan ijin 

Pengelolaan Pasar 

Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan, dan Izin 

Usaha Toko Swalayan

3 30 02 2.01
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                                       - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen  

Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, 

Pusat Perbelanjaan, dan Toko  

Swalayan melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

3 30 02 2.01 01

Penerbitan Tanda Daftar Gudang 3 30 02 2,02

                                       - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar 

Gudang

3 30 02 2,02 01

Penerbitan  Surat  Tanda  

Pendaftaran  Waralaba (STPW) 

Untuk Penerima Waralaba Dari 

Waralaba Dalam Negeri

Rekomendasi 

Penerbitan  Surat  

Tanda  Pendaftaran  

Waralaba (STPW) Untuk 

Penerima Waralaba Dari 

Waralaba Dalam Negeri

3 30 02 2.03

                                       - Fasilitasi Perizinan Surat   Tanda   

Pendaftaran dan/atau   Lanjutan   

Waralaba   (STPW)   Dalam Negeri 

Terintegrasi Secara Elektronik

3 30 02 2.03 01

                                       - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

Perolehan Surat Tanda Pendaftaran 

dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) 

Dalam Negeri

3 30 02 2.03 02

Penerbitan  Surat  Tanda  

Pendaftaran  Waralaba (STPW) 

Untuk  Penerima Waralaba Lanjutan 

Dari Waralaba Luar Negeri

Rekomendasi 

Penerbitan  Surat  

Tanda  Pendaftaran  

Waralaba (STPW) Untuk  

Penerima Waralaba 

Lanjutan Dari Waralaba 

Luar Negeri

3 30 02 2.04

                                       - Sistem   Pelayanan   Perizinan   

Lanjutan   Surat Tanda Pendaftaran 

dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) 

Terintegrasi Secara Elektronik Luar 

Negeri

3 30 02 2.04 01

                                       - Fasilitasi   Pemenuhan   Lanjutan   

Surat   Tanda Pendaftaran dan/atau 

Lanjutan Waralaba (STPW) Luar 

Negeri

3 30 02 2.04 02

Penerbitan    Surat    Izin    Usaha    

Perdagangan Minuman Beralkohol 

Golongan B dan C Untuk Pengecer   

dan   Penjual   Langsung   Minum   Di 

Tempat

Rekomendasi 

Penerbitan    Surat    Izin    

Usaha    Perdagangan 

Minuman Beralkohol 

Golongan B dan C Untuk 

Pengecer   dan   Penjual   

Langsung   Minum   Di 

Tempat

3 30 02 2.05

                                       - Fasilitasi     Penerbitan     Surat     Izin     

Usaha Perdagangan  Minuman  

Beralkohol  Golongan  B dan C

3 30 02 2.05 01

Pengendalian    Fasilitas    

Penyimpanan    Bahan Berbahaya      

dan      Pengawasan      

Distribusi,Pengemasan dan 

Pelabelan Bahan Berbahaya Di 

tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Monitoring   Bahan 

Berbahaya      dan      

Pengawasan      

Distribusi,Pengemasan 

dan Pelabelan Bahan 

Berbahaya Di tingkat 

Daerah Kabupaten/ Kota

3 30 02 2.06

                                       - Pemeriksanaan Penyimpanan Bahan 

berbahaya

3 30 2 2,06 01
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                                       - Fasilitasi   pemenuhan   komitmen   

pemeriksaan distribusi bahan 

berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2

3 30 02 2.06 02

                                       - Pengawasan Distribusi, Pengemasan 

dan Pelabelan Bahan Berbahaya 

Terhadap Pengguna Akhir Bahan 

Berbahaya (PA-B2) Maupun 

Produsen B2 (P-B2)

3 30 02 2.06 03

Penerbitan Surat Keterangan Asal 

(Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang 

Telah Ditetapkan Sebagai Instansi 

Penerbit Surat Keterangan Asal)

Fasilitasi ke Pemprov 

untuk penerbitan SKA

3 30 02 2.07

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan 

Penerbitan SKA

3 30 02 2.07 01

Pengembangan SRG dan 

peralatannya

Pembangunan/Revitalisasi pasar 

rakyat, penyediaan sarana untuk 

mendukung pembentukan unit 

metrologi legal, pembentukan unit 

metrologi legal, pembangunan depo 

gerai maritim/gudang non SRG, 

Pembangunan gudang dan 

penyediaan sarana penunjang 

gudang SRG serta penyediaan 

peralatan uji mutu barang BPSMB

DAK Fisik-Bidang Pasar-

Penugasan-LO

7 2 01 01 03 02

8.638.040.000 8.638.040.000JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 782.778.000               782.778.000               Unsur Pendukung 

Urusan Pemerintahan

4

4 01 782.778.000               782.778.000               Sekretariat Daerah 4 01

4 01 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
189.542.000               189.542.000               Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase 

Capaian Kinerja 

Bidang 

Pemerintahan

4 01 01

28.100.000                 28.100.000                 Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen 

Perencanaan dan 

Pelaporan Keuangan PD 

yang tersusun

4 01 01 2.02

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tercukupinya  Gaji dan Tunjangan 

ASN

4 01 01 2.02 01

4 01 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pelaporan keuangan PD yang 

tersusun sesuai standar

28.100.000                 28.100.000                 Penyusunan akuntasi dan pelaporan 

keuangan

Jumlah Dokumen Pelaporan 

Akuntansi dan Keuangan

4 01 01 2.02 04

4 01 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah Dokumen Pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai ketentuan
161.442.000               161.442.000               Administrasi Umum Cakupan Pelayanan 

Administrasi Umum

4 01 01 2.03

Jumlah Dokumen Pengelolaan Asset 

yang tersusun sesuai ketentuan

Jumlah ASN yang kompeten

Jasa surat menyurat dan materai 740.000                       740.000                       Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Meyurat 4 01 01 2.03 01

Jasa service peralatan dan 

perlengkapan kantor
3.600.000                    3.600.000                    Penyediaan Jasa Peralatan dan 

perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

4 01 01 2.03 03

Jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas
5.300.000                    5.300.000                    Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Tersedianya  Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

4 01 01 2.03 06

Honorarium tenaga non PNS (PHD) 39.088.000                 39.088.000                 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi 

Keuangan

4 01 01 2.03 07

Premi asuransi kesehatan 1.650.000                    1.650.000                    
Premi asuransi ketenagakerjaan 2.060.000                    2.060.000                    
Alat tulis kantor 7.711.000                    7.711.000                    Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 4 01 01 2.03 10

Cetak 2.900.000                    2.900.000                    Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Tersedianya  Barang Cetakan dan 

Penggandaan

4 01 01 2.03 11

Penggandaan 6.218.000                    6.218.000                    
Langganan Surat Kabar 3.200.000                    3.200.000                    Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

4 01 01 2.03 15

Minuman harian pegawai 3.740.000                    3.740.000                    Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya  Makanan dan Minuman 4 01 01 2.03 17

Makanan dan minuman rapat 7.875.000                    7.875.000                    
Perjalanan dinas dalam dan luar 

daerah
58.480.000                 58.480.000                 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

Tercukupinya Rapat - rapat 

Koordinasi dan Konsultas dalam dan 

Luar Daerah

4 01 01 2.03 18

Penggantian suku cadang kendaraan 

dinas
4.000.000                    4.000.000                    Pemeliharaan Rutin/Berkala 

kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / 

operasional

4 01 01 2.03 30

BBM dan pelumas 14.880.000                 14.880.000                 

4 01 4.03.01 35 Program Fasilitasi Tata Pemerintahan Persentase Fasilitasi Tata 

Pemerintahan
593.236.000               593.236.000               Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat

Persentase 

fasilitasi tata 

pemerintahan

4 01 02

Persentase 

fasilitasi kerjasama

4 01 4.03.01 35 01 Fasilitasi Pemerintahan Daerah 415.240.000               415.240.000               Administrasi Tata Pemerintahan Persentase tertib 

administrasi 

pemerintahan

4 01 02 2.01

Jumlah kecamatan yang difasilitasi 

pemerintahan sesuai ketentuan

Penataan Administrasi Pemerintahan Evaluasi kinerja kecamatan 4 01 02 2.01 01

Rapat kerja perangkat wilayah

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMERINTAHAN
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Jumlah rancangan peraturan 

perundang-undangan bidang 

pemerintahan yang tersusun

Penataan Administrasi Pemerintahan Rancangan Peraturan Bupati

Jumlah pemetaan batas wilayah 

desa/kelurahan

Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan

Penegasan batas  wilayah 

desa/kelurahan

4 01 02 2.01 02

Jumlah pelaksanaan penegasan batas 

wilayah dengan kabupaten tetangga

Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan

Penegasan batas wilayah dengan 

Kabupaten tetangga

4 01 4.03.01 35 02 Fasillitasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Otonomi Daerah dan 

Kerjasama

177.996.000               177.996.000               Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase pelaksanaan 

kerjasama daerah

4 01 02 2.04

Penayangan LPPD di media massa Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 

Daerah

Penayangan LPPD di media massa 4 01 02 2.01 03

Dokumen LPPD Dokumen LPPD

Laporan Keterangan Pertanggung 

Jawaban (LKPJ)

Laporan Keterangan Pertanggung 

Jawaban (LKPJ)

Laporan SPM Laporan SPM

Laporan pelaksanaan kerjasama 

daerah

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Laporan pelaksanaan kerjasama 

daerah

4 01 02 2.04 01

Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja 

di Kabupaten Kudus

Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja 

di Kabupaten Kudus

Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Laporan evaluasi pelaksanaan 

kerjasama

4 01 02 2.04 03

782.778.000        782.778.000        JUMLAH
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4 01 03 05 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  

4 01 03 05 01 Belanja Tidak Langsung  - - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan keuangan PD 

yang tersusun sesuai 

standar

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Sekretariat Daerah Unsur 

Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

4 01 00.0-0.01.02 01 2.02 01

4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4 01 4.01.03 07 Program pelayanan administrasi 

umum 
                 470.385.000 470.385.000                .

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

4 01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pelaporan Perangkat Daerah sesuai 

standar

135.760.000                135.760.000                Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pelaporan Perangkat Daerah sesuai 

standar

Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan keuangan PD 

yang tersusun sesuai 

standar

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Sekretariat Daerah Unsur 

Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

4 01 00.0-0.01.02 01 2.02 09

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan Perangkat Daerah yang 

tersusun sesuai standar

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan Perangkat Daerah yang 

tersusun sesuai standar

Jumlah pengelola 

kegiatan/keuangan perangkat 

daerah

Jumlah pengelola 

kegiatan/keuangan perangkat 

daerah

4 01 4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah dokumen pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai ketentuan
334.625.000                334.625.000                Jumlah dokumen pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai ketentuan

Administrasi Umum Cakupan pelayanan 

administrasi Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Sekretariat Daerah Unsur 

Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

4 01 00.0-0.01.02 01 2.03

Jumlah dokumen pengelolaan aset 

yang tersusun sesuai ketentuan

Jumlah dokumen pengelolaan aset 

yang tersusun sesuai ketentuan

Jumlah belanja sarana dan prasarana 

aparatur

Jumlah belanja sarana dan prasarana 

aparatur

Jumlah sarana dan prasarana 

aparatur kantor yang tersedia

Jumlah sarana dan prasarana 

aparatur kantor yang tersedia

Pemenuhan sarana prasarana 

aparatur 

Pemenuhan sarana prasarana 

aparatur 

16.856.000                   16.856.000                   Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

4 01 00.0-0.01.02 01 2.03 03

36.598.000                   36.598.000                   Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

4 01 00.0-0.01.02 01 2.03 06

12.393.000                   12.393.000                   Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 01 00.0-0.01.02 01 2.03 10

19.900.000                   19.900.000                   Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

4 01 00.0-0.01.02 01 2.03 11

1.800.000                     1.800.000                     Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

4 01 00.0-0.01.02 01 2.03 15

53.700.000                   53.700.000                   Penyediaan Makanan dan Minuman 4 01 00.0-0.01.02 01 2.03 17

143.878.000                143.878.000                Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

4 01 00.0-0.01.02 01 2.03 18

49.500.000                   49.500.000                   Pemeliharaan rutin /berkala 

Kendaraan Dinas /Operasional

4 01 00.0-0.01.02 01 2.03 30

4 01 4.01.03 41 Program Peningkatan 

Kesejahteraan Rakyat
           40.992.009.000 40.992.009.000           

4 01 4.01.03 41 02 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah Kegiatan (pengajian, 

selapanan dan manaqip, Kegiatan 

PHBI, Kegiatan Pemberangkatan dan 

Pemulangan Ibadah Haji (PPIH) 

Kabupaten Kudus, Hisab Rukyat dan 

MTQ)

              3.132.941.000 3.132.941.000             Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

Jumlah Kegiatan (pengajian, 

selapanan dan manaqip, Kegiatan 

PHBI, Kegiatan Pemberangkatan dan 

Pemulangan Ibadah Haji (PPIH) 

Kabupaten Kudus, Hisab Rukyat dan 

MTQ)

Evaluasi  Pelaksanaan  Kebijakan  

Kesejahteraan Rakyat

terfasilitasinya Kegiatan 

keagamaan di Kesra

Evaluasi  Pelaksanaan  

Kebijakan  

Kesejahteraan Rakyat

Persentase 

capaian kinerja 

Bidang 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat

Sekretariat Daerah Unsur 

Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan

4 01 00.0-0.01.02 02 2.02 01

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

4 01 4.01.03 41 01 Fasilitasi dan Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial
            37.859.068.000 37.859.068.000           Evaluasi  Pelaksanaan  Kebijakan  

Kesejahteraan Rakyat

persentase Realisasi 

Kegiatan Kesejahteraan  

yang tepat waktu

Evaluasi  Pelaksanaan  

Kebijakan  

Kesejahteraan Rakyat

Persentase 

capaian kinerja 

Bidang 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat

Sekretariat Daerah Unsur 

Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan

4 01 00.0-0.01.02 02 2.02

Jumlah dokumen tanda terima 

Honor Guru Keagamaan
            37.823.139.000 37.823.139.000           Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan 

Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Sosial  

Jumlah dokumen tanda terima 

Honor Guru Keagamaan

Persentase 

fasilitasi 

peningkatan 

kesejahteraan 

sosial dan 

kegiatan 

keagamaan

4 01 00.0-0.01.02 02 2.02 02

Jumlah dokumen pelaporan kegiatan 

Kesejahteraan sosial

Jumlah dokumen pelaporan kegiatan 

Kesejahteraan sosial

Persentase 

fasilitasi 

penyaluran dan 

pemanfaatan 

zakat, infak, 

sodaqoh

Jumlah dokumen pelaporan kegiatan 

Kesejahteraan masyarakat
                   35.929.000 35.929.000                   Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan 

Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Masyarakat 

Jumlah dokumen pelaporan kegiatan 

Kesejahteraan masyarakat

4 01 00.0-0.01.02 02 2.02 03

41.462.394.000    41.462.394.000    JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 890.823.000 890.823.000 4

4 01 890.823.000 890.823.000 Sekretariat 

Daerah

4 01

4 01 03 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
156.900.000 156.900.000 Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase 

capaian kinerja 

bidang 

pemerintahan

4 01 01

12.900.000 12.900.000 Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan keuangan PD 

yang tersusun sesuai 

standar

4 01 01 2.02

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 4 01 01 2.02 01

4 01 03 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pelaporan keuangan PD yang 

tersusun sesuai standar

12.900.000               12.900.000               Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah dokumen pelaporan akuntansi 

dan keuangan

4 01 01 2.02 04

4 01 03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah Dokumen pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai ketentuan
144.000.000             144.000.000             Administrasi Umum Cakupan Pelayanan 

Administrasi Umum

4 01 01 2.03

Jumlah Dokumen pengelolaan asset 

yg tersusun sesuai ketentuan

Jumlah ASN yang kompeten

Jasa surat menyurat dan materai 1.500.000                  1.500.000                  Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 4 01 01 2.03 01

Jasa service peralatan dan 

perlengkapan kantor 
10.633.000               10.633.000               Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

4 01 01 2.03 03

Belanja Surat tanda nomor kendaraan 5.000.000                  5.000.000                  Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional

4 01 01 2.03 06

Alat Tulis Kantor 20.614.000               20.614.000               Penyediaan ATK Tersedianya ATK 4 01 01 2.03 10

Cetak 1.000.000                  1.000.000                  Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan 

penggandaan

4 01 01 2.03 11

Penggandaan 6.350.000                  6.350.000                  
Langganan surat khabar/majalah 4.800.000                  4.800.000                  Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan

4 01 01 2.03 15

Buku peraturan perUUan 12.000.000               12.000.000               

makan minum pegawai 8.470.000                  8.470.000                  Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 4 01 01 2.03 17

makan minum rapat

Perjalanan Dinas 30.753.000               30.753.000               Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya perjalanan dinas rapat 

dan koordinasi ke luar daerah

4 01 01 2.03 18

Penggantian suku cadang kendaraan 10.000.000               42.880.000               Pemeliharaan Rutin/Berkala 

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan 

dinas/operasional

4 01 01 2.03 30

Bahan Bakar Minyak 32.880.000               
4 01 03 36 Program penataan peraturan 

perundang-undangan, bantuan 

hukum dan penegakan HAM 

Prosentase penataan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan 

penyelesaian penanganan kasus 

Pemda

733.923.000 733.923.000 Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat

Persentase 

penataan 

terhadap 

peraturan 

perundang-

undangan dan 

penyelesaian 

penanganan kasus 

pemda

4 01 02

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUKUM
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URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE
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Persentase peningkatan produk 

hukum daerah yang diinformasikan
733.923.000             733.923.000             Persentase 

peningkatan 

produk hukum 

daerah yang 

diinformasikan

Koordinasi Penyusunan Kebijakan 

Daerah

Prosentase 

terselenggaranya 

kebijakan daerah

4 01 02 2.03

4 01 03 36 01 Fasilitasi penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan

Jumlah rancangan peraturan 

perundang-undangan yang tersusun
160.000.000             160.000.000             Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 

Daerah

Jumlah produk hukum daerah yang 

tersusun

4 01 02 2.03 01

4 01 03 36 03 Fasilitasi penanganan masalah hukum 

dan penegakan HAM

Presentase tertanganinya perkara 

Pemda
205.927.000             205.927.000             Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah perkara Pemda yang 

tertangani

4 01 02 2.03 02

Jumlah dokumen Ranham yang 

dilaporkan

4 01 03 36 04 Fasilitasi penanganan masalah hukum 

dan penegakan HAM (DBHCHT)

Jumlah masyarakat yang menerima 

sosialisasi peraturan perUUan bidang 

cukai

200.000.000             200.000.000             Jumlah masyarakat yang menerima 

sosialisasi peraturan perUUan bidang 

cukai

4 01 03 36 02 Pengkajian dan publikasi peraturan 

perundang-undangan

Jumlah Himpunan Lembaran Daerah 

dan Himpunan Perbup yang dicetak 

dan dipublikasikan

167.996.000             167.996.000             Pendokumentasian Produk Hukum 

dan Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum yang 

diinformasikan

4 01 02 2.03 03

Jumlah peserta Pembinaan  JDIH

890.823.000 890.823.000JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 4

4 01 Sekretariat 

Daerah

4 01

4 01 03               245.000.000               245.000.000 Bagian 

Perekonomian

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04

4 01 4 01 03 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
              140.000.000               140.000.000 . Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01

Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan keuangan PD 

yang tersusun sesuai 

standart

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.02

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan 

ASN

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.02 01

4 01 4 01 03 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan PD yang tersusun sesuai 

standart

                19.300.000                 19.300.000 Penyusunan Akutansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah dokumen pelaporan 

akutansi dan keuangan

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.02 04

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pelaporan PD sesuai Standar 

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 07

4 01 4 01 03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah dokumen pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai dengan 

ketentuan

              120.700.000               120.700.000 . Administrasi Umum Cakupan Pelayanan 

administrasi umum

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03

Jumlah dokumen pengelolaan aset 

yang tersusun sesuai dengan 

ketentuan

Jumlah ASN yang kompeten

Jasa Surat Menyurat dan Meterai                       900.000                       900.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 01

Jasa Servis peralatan dan 

perlengkapan kantor
                  3.600.000                   3.600.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 03

Jasa servis Kendaraan                   2.900.000                   5.800.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 06

Belanja Pajak kendaraan bermotor                   2.900.000 

Belanja Alat Tulis Kantor                 15.200.000                 15.200.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 10

Cetak                   5.400.000                   8.200.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan 

Penggandaan

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 11

Penggandaan                   2.800.000 
Bahan pembersih                   1.500.000                   1.500.000 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah 

Tangga

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 14

Langganan surat Kabar Nasional                   1.800.000                   1.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 15

Makan Minum Pegawai                   2.000.000                   6.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan 

Minuman

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 17

Makan Minum Rapat                   4.000.000 
Perjalanan dinas Rapat-Rapat 

Kordinasi dan Konsultasi ke Luar 

Daerah

                30.000.000                 30.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya perjalanan dinas Rapat-

Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 

Luar Daerah

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 18

Penggantian suku cadang kendaraan                   7.800.000                 35.700.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Terpemeliharanya Kendaraan 

Dinas/Operasional

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.03 30

Bahan Bakar minyak                 26.400.000 
Pelumas                   1.500.000 

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.04

Pelatihan dan Sertifikasi                 12.000.000                 12.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keikutsertaan dan pendidikan dan 

pelatihan formal

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 01 2.04 09

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEREKONOMIAN
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URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE
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4 01 4 01 03 37 Program peningkatan 

perekonomian daerah 

Prosentase pelaksanaan 

rekomendasi TPID
              105.000.000               105.000.000 . Program Perekonomian 

dan Pembangunan

Persentase 

pelaksanaan 

rekomendasi 

TPID

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 03

Prosetase kenaikan kontribusi laba 

BUMD terhadap PAD

. Persentase 

kenaikan 

kontribusi laba 

BUMD terhadap 

PAD

. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

Prosetase kenaikan 

kontribusi laba BUMD 

terhadap PAD

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 03 2.01

Prosentase 

pelaksanaan 

rekomendasi TPID

4 01 4 01 03 37 02 Pembinaan BUMD dan BLUD Jumlah Perusda dengan hasil audit 

WTP
                30.000.000                 30.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 

BLUD

Jumlah Perusda dengan hasil audit 

WTP

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 03 2.01 01

4 01 4 01 03 37 01 Pengembangan Perekonomian 

Daerah

Jumlah dokumen pelaporan 

Ekuinda, TPID dan TPAKD
                75.000.000                 75.000.000 Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian

Jumlah dokumen pelaporan 

Ekuinda, TPID dan TPAKD

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 03 2.01 02

Jumlah dokumen pelaporan realisasi 

penggunaan DBHCHT

Jumlah dokumen pelaporan realisasi 

penggunaan DBHCHT

Pemantauan  Kebijakan  Terkait  

Sumber  Daya Alam

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 03 2.04

0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan dan Perikanan

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 03 2.04 01

0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 03 2.04 02

0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Energi dan Air

4 01 4-1.0-0.0-0.01.04 03 2.04 03

245.000.000       245.000.000       JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 01 03

4 01 03 05 Belanja Tidak Langsung                                    -                                    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan keuangan PD 

yang tersusun sesuai 

standar

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Sekretariat 

Daerah

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

4 01 00.0-0.01.05 01 2.02 01

4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4 01 07 Program pelayanan administrasi 

umum
100.000.000             100.000.000             

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

4 01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pelaporan Perangkat Daerah sesuai 

standar

16.000.000               16.000.000               Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pelaporan Perangkat Daerah sesuai 

standar

Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan keuangan PD 

yang tersusun sesuai 

standar

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Sekretariat 

Daerah

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

4 01 00.0-0.01.05 01 2.01 04

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan Perangkat Daerah yang 

tersusun sesuai standar

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan Perangkat Daerah yang 

tersusun sesuai standar

Jumlah pengelola kegiatan/keuangan 

perangkat daerah

Jumlah pengelola kegiatan/keuangan 

perangkat daerah

4 01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah dokumen pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai ketentuan
84.000.000               84.000.000               Jumlah dokumen pengelolaan SDM 

yang tersusun sesuai ketentuan

Administrasi Umum Cakupan Pelayanan 

administrasi umum

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Sekretariat 

Daerah

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

4 01 00.0-0.01.05 01

Jumlah dokumen pengelolaan aset 

yang tersusun sesuai ketentuan

Jumlah dokumen pengelolaan aset 

yang tersusun sesuai ketentuan

Jumlah belanja sarana dan prasarana 

aparatur

Jumlah belanja sarana dan prasarana 

aparatur

Jumlah sarana dan prasarana 

aparatur kantor yang tersedia

Jumlah sarana dan prasarana 

aparatur kantor yang tersedia

Pemenuhan sarana prasarana 

aparatur 

Pemenuhan sarana prasarana 

aparatur 

4 01 00.0-0.01.05 01

900.000                     900.000                     Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 01

3.400.000                  3.400.000                  Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 03

5.260.000                  5.260.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 06

15.180.000               15.180.000               Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 10

5.984.000                  5.984.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 11

1.500.000                  1.500.000                  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 14

1.800.000                  1.800.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 15

26.740.000               26.740.000               Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 30

5.632.000                  5.632.000                  Penyediaan Makanan dan Minuman 4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 17

17.604.000               17.604.000               Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

4 01 00.0-0.01.05 01 2.03 18

4 01 45 Program Pengelolaan Administrasi 

Pembangunan

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE
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4 01 45 01 Penyusunan Program Pembangunan 

Daerah

Jumlah dokumen rencana program 

pembangunan daerah (Renstra, 

Renja, RKPD dan KUA PPAS)

40.000.000               40.000.000               Fasilitasi Penyusunan Program 

Pembangunan

Jumlah dokumen rencana program 

pembangunan daerah (Renstra, 

Renja, RKPD dan KUA PPAS)

Administrasi Pembangunan Tersusunnya dokumen 

perencanaan Setda yang 

tepat waktu

Program Perekonomian 

dan Pembangunan

Persentase 

capaian kinerja 

bidang 

perekonomian 

dan 

pembangunan

Sekretariat 

Daerah

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

4 01 00.0-0.01.05 3 2,02 01

Penyusunan Renja, Renstra, RKPD 

dan KUA PPAS Setda

Penyusunan Renja, Renstra, RKPD 

dan KUA PPAS Setda

4 01 45 02 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 

Program Pembangunan Daerah
130.000.000             130.000.000             Administrasi Pembangunan Persentase Realisasi 

Kegiatan Pembangunan 

yang tepat waktu

Program Perekonomian 

dan Pembangunan

Persentase 

capaian kinerja 

bidang 

perekonomian 

dan 

pembangunan

Sekretariat 

Daerah

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Jumlah dokumen pelaporan realisasi 

kegiatan dan keuangan perangkat 

daerah

79.150.000               Pengendalian dan Evaluasi Program 

Pembangunan

Jumlah dokumen pelaporan realisasi 

kegiatan dan keuangan perangkat 

daerah

Persentase 

realisasi kegiatan 

pembangunan 

yang tepat waktu

4 01 00.0-0.01.05 3 2,02 02

Sistem Informasi Pelaporan 

Perkembangan Kegiatan OPD

Jumlah dokumen pelaporan kegiatan 

Bangub
50.850.000               Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah dokumen pelaporan kegiatan 

Bangub

4 01 00.0-0.01.05 3 2,02 03

Jumlah dokumen LKJiP/SAKIP, LPPD, 

LKPJ Setda

Jumlah dokumen LKJiP/SAKIP, LPPD, 

LKPJ Setda

Penyusunan laporan relisasi kegiatan 

dan keuangan daerah, LKJiP/SAKIP, 

LPPD dan LKPJ Setda

Penyusunan laporan relisasi kegiatan 

dan keuangan daerah, LKJiP/SAKIP, 

LPPD dan LKPJ Setda

270.000.000       270.000.000       JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 Urusan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

4

4 01 Administrasi Pemerintahan 4 01

4 01 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN 

PENGADAAN BARANG DAN JASA )

4 01

4 01 4 01 00.0-0.01.04 01

4 01 4.01.03 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

4 01 00.0-0.01.04 01

4 01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

                78.176.000                 78.176.000 Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Sekretariat Daerah UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.02

Jumlah pengelola 

kegiatan/keuangan perangkat 

daerah

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah pengelola 

kegiatan/keuangan perangkat 

daerah

4 01 00.0-0.01.04 01 2.02 02

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan Perangkat Daerah yang 

tersusun sesuai standar

Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan 

Jumlah Dokumen Pelaporan 

Keuangan 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.02 04

Penyediaan pelayanan administrasi 

umum 

Penyediaan pelayanan 

administrasi umum 

                38.040.000                 38.040.000 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah ASN Perangkat Daerah 4 01 00.0-0.01.04 01 2.02 02

                  6.600.000                   6.600.000 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah ASN Perangkat Daerah 4 01 00.0-0.01.04 01 2.02 02

                17.512.000 

                  1.500.000 

                10.024.000 

                  4.500.000 

                  6.732.000 
4 01 4.01.03 06 Belanja Tidak Langsung Penyediaan Gaji, Tunjangan dan 

Tambahan Penghasilan ASN

Jumlah ASN Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Sekretariat Daerah UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.02 01

4 01 4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah dokumen pengelolaan SDM  

PD  yang tersusun sesuai standar
              454.491.000               454.491.000 Administrasi Umum Jumlah dokumen 

pengelolaan SDM  PD  

yang tersusun sesuai 

standar

4 01 00.0-0.01.04 01 2.03

Jumlah dokumen pengelolaan aset 

yang tersusun sesuai ketentuan
                29.110.000  Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

 Jumlah pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan 

kantor 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.03 03

Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat
                24.006.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah pemeliharaan 

kendaraan dinas / operasional 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.03 06

Jumlah sarpras aparatur kantor 

yang terpelihara
              132.594.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Tenaga Administrasi 

dan Tenaga IT Pengadaan 

Barang/Jasa 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.03 07

Jumlah Jasa Tenaga Administrasi 

dan IT Pengadaan Barang/Jasa
                      421.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 4 01 00.0-0.01.04 01 2.03 10

Penyediaan sarana dan prasarana 

aparatur yang memadai 
                  2.800.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.03 11

                  3.600.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.03 15

                20.800.000 Penyediaan Makanan dan 

Minuman

Jumah Makanan dan 

Minuman

4 01 00.0-0.01.04 01 2.03 17

KODE KODE

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT  DAERAH

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

              120.160.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.03 18

                46.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

4 01 00.0-0.01.04 01 2.03 30

Peningkatan Disiplin dan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat 

                75.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ASN yang 

kompetensinya meningkat 

4 01 00.0-0.01.04 01 2.04 11

4 01 4.01.03 40 Program Pengelolaan Pengadaan 

Barang/Jasa

persentase fasilitasi proses 

pengadaan barang/jasa sesuai 

standar pelayanan

          1.397.312.000           1.397.312.000 PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

persentase 

fasilitasi proses 

pengadaan 

barang/jasa 

sesuai standar 

pelayanan

4 01 00.0-0.01.04 03

persentase fasilitasi proses 

pengadaan barang/jasa sesuai 

standar pelayanan

persentase 

fasilitasi proses 

pengadaan 

barang/jasa 

sesuai standar 

pelayanan

4 01 4.01.03 40 04 Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang/Jasa 

Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan 

Barang dan Jasa 
              135.575.000               135.575.000 Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah fasilitasi proses 

pengadaan barang dan 

jasa 

4 01 00.0-0.01.04 03 2.03 03

Jumlah peserta sosialisasi 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Jumlah peserta sosialisasi 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Jumlah dokumen pelaksanaan 

pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang dan jasa 

Jumlah dokumen pelaksanaan 

pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang dan jasa 

4 01 4.01.03 40 05 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah pengelolaan  pengadaan 

barang dan jasa 
              963.877.000               963.877.000 Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Jumlah pengelolaan  

pengadaan barang dan jasa 

4 01 00.0-0.01.04 03 2.03 01

Jumlah dokumen pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa 

Jumlah dokumen pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa 

4 01 4.01.03 40 06 Pengelolaan Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa Secara Elektronik

Jumlah sistem layanan pengadaan 

secara elektronik 
              297.860.000               297.860.000 Pengelolaan pelayanan 

Pengadaan Secara Elektronik 

Jumlah sistem layanan 

pengadaan secara elektronik 

4 01 00.0-0.01.04 03 2.03 02

Jumlah Sistem Rencana Umum 

Pengadaan Kab Kudus 

Jumlah Sistem Rencana Umum 

Pengadaan Kab Kudus 

Konsinyering Input Rencana Umum 

Pengadaan (RUP)

Konsinyering Input Rencana 

Umum Pengadaan (RUP)

Jumlah dokumen pelaksanaan 

fasilitasi layanan pengadaan secara 

elektronik 

Jumlah dokumen pelaksanaan 

fasilitasi layanan pengadaan 

secara elektronik 

1.929.979.000              1.929.979.000              JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

SEKRETARIAT 

DAERAH

4 01 0-0.0-0.01

4 01 03 07 Belanja Tidak Langsung Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Keuangan PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

4 01 0-0.0-0.01 07 04

4 01 03 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
10.709.072.000 10.709.072.000 Program Administrasi 

Umum

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

4 01 0-0.0-0.01 07 04

4 01 03 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dok penyusunan akuntansi 

dan laporan keuangan(12),Laporan 

tanggapan pemeriksaan(2), Laporan 

Capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja OPD, Laporan 

keuangan 

605.953.000 605.953.000 Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Laporan 

Keuangan 

Jumlah Dokumen Perencanaan, 

Penatausahaan dan Pelaporan 

Keuangan

Administrasi Keuangan Jumlah dok penyusunan 

akuntansi dan laporan 

keuangan(12),Laporan 

tanggapan 

pemeriksaan(2), Laporan 

Capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

OPD, Laporan keuangan 

4 01 0-0.0-0.01 07 04 2.02

Dokumen pelaporan keuangan 

(Laporan progres fisik dan keuangan 

bulanan, Laporan Prognosis, 

Laporan keuangan bulanan)

519.408.000                  519.408.000 Dokumen pelaporan keuangan 

(Laporan progres fisik dan keuangan 

bulanan, Laporan Prognosis, 

Laporan keuangan bulanan)

Dokumen administrasi keuangan / 

pertanggungjawaban keuangan 

bulanan

86.545.000                    86.545.000 Dokumen administrasi keuangan / 

pertanggungjawaban keuangan 

bulanan

Tersedianya uang lembur PNS 4 01 0-0.0-0.01 07 04 2.02 04

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

Jumlah dokumen Administrasi 

keuangan meliputi Administrasi 

pelaksanaan tugas ASN(1), 

penyiapan bahan Pelaksanaan 

verifikasi(1)

4 01 03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
8.925.517.000 8.925.517.000             4 01 0-0.0-0.01 07 04 2.01

Jumlah dokumen pedoman 

pengelolaan SDM dan Aset sesuai 

dengan standar : Laporan BMD (2), 

Persediaan(12), Laporan Kegiatan 

yang menonjol(12), Laporan 

penghematan energi(12)

6.160.421.000 6.160.421.000             Pengelolaan Perlengkapan Jumlah Pemeliharaan  Sarana dan 

Prasarana Aparatur kantor

Administrasi Umum Jumlah dokumen 

pedoman pengelolaan 

SDM dan Aset sesuai 

dengan standar : Laporan 

BMD (2), Persediaan(12), 

Laporan Kegiatan yang 

menonjol(12), Laporan 

penghematan energi(12)

4 01 0-0.0-0.01 07 04 2.01 02

Jumlah pemeliharaan sarana dan 

prasarana gedung kantor

Jumlah pengadaan sarana dan 

prasarana gedung kantor  

Jumlah pengadaan bahan pakai 

habis dan bahan material

                   14.114.000 Pengadaan GPS tracker untuk 

pemetaan wilayah 

(tapem)(perlengkapan)

KODE

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE
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                 896.000.000 Pengadaan AC 2 PK 9 (adbang2, 

um1,pbj2,kesra2,hukum2), 

dispenser 3(adbang1,pbj2), televisi 

2(adbang,org), komputer PC 

9(prot2,pbj5,kesra2), laptop 

20(umum4, tapem2, 

adbang4,pbj5,kesra3,perek1,org), 

printer laserjet 7(umum4, 

prot2,pbj1), printer inkjet 2(prot), 

scanner F4 

6(prot2,perek1,org1,hukum2), 

hardisk eksternal 4TB(prot2), 

memori 64GB 6(prot), camera 

4(prot1, adbang1), lensa camera 

3(prot), flashlight 3(prot), camera 

video 3(prot), tripod 3(prot), 

monopod 3(prot), tas camera 

6(prot), UV Filter 3(prot), baterai 

camera 6(prot), dry box 2(prot), HT 

UHF 5(prot), mesin penghancur 

kertas 3 (adbang1, pbj2) 

(perlengkapan)

                 194.000.000 Pengadaan mebelair setda berupa : 

2 bh rak kayu, rak buku besi 

7(organisasi),20 bh kursi staf 

(tapem10,pbj10), kursi 

hadap(tapem3), whiteboard 

2(adbang1,pbj1). filling cabinet 

(adbang3 hukum2), almari besi 3 

(adbang2 hkm1),almari besi kaca 

2(pbj2), kursi rapat 28 (adbang8 

hkm20), meja staf10 (pbj), meja 

rapat 4(adbang), meja kursi tamu 

1(kesra)

                 172.000.000 Fasilitasi asuransi kebakaran 

Gedung kantor dan kendaraan dinas 

(Perlengkapan)

4 01 0-0.0-0.01 07 04 2.01 03

                 225.273.000 Fasilitasi pemeliharaan 

perlengkapan dan peralatan rumah 

tangga, serta mebelair 

(perlengkapan)

             1.758.000.000 Fasilitasi pelayanan jasa 

telekomunikasi, air dan listrik 

(perlengkapan)

                 711.750.000 Fasilitasi penyediaan outsourching 

cleaning service gedung kantor 

(perlengkapan)

                 679.380.000 Fasilitasi jasa tenaga teknisi, 

keamanan, pengemudi, resepsionis 

pelayan tamu, pramusaji, dan 

lembur terbayar (perlengkapan)

                   28.958.000 Fasilitasi penyediaan BBM genset, isi 

ulang tabung pemadam, isi ulang 

tabung pemadam (perlengkapan)

                 738.980.000 Fasilitasi pemeliharaan rutin / 

berkala kendaraan dinas / 

operasional dan perizinan 

kendaraan dinas (perlengkapan)

                 214.086.000 Fasilitasi penyediaan alat listrik, 

peralatan kebersihan dan bahan 

pembersih, bahan peralatan dan 

perlengkapan serta perlengkapan 

dan peralatan rumah tangga dan 

gedung kantor (perlengkapan)



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE
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                 476.900.000 Fasilitasi pemeliharaan gedung 

kantor dilingkungan kantor Bupati , 

jasa konsultansi perencanaan teknis 

dan Pengawasan 

teknis(perlengkapan)

                   50.980.000 Fasilitasi penyediaan makanan dan 

minuman harian pegawai serta 

kegiatan lain(perlengkapan)

Jumlah pengadaan sarana dan 

prasarana rumah dinas
2.765.096.000             2.765.096.000             Pengelolaan Rumah Tangga Jumlah Pengadaan Bahan Pakai 

Habis dan Bahan Material

4 01 0-0.0-0.01 07 04 2.01 03

Jumlah pemeliharaan sarana dan 

prasaran Rumah Dinas

                 946.515.000 Fasilitasi jamuan makan dan minum 

tamu, serta Penginapan tamu 

Bupati / Wakil Bupati, (Rumah 

tangga)

                 262.682.000 Fasilitasi penyediaan bahan 

makanan dan minuman Bupati dan 

Wakil Bupati, dan penyediaan pakan 

ternak (rumah tangga)

                 363.600.000 Fasilitasi penyediaan outsourching 

cleaning service rumah dinas (rumah 

tangga)

                 230.999.000 Fasilitasi penyediaan peralatan 

kebersihan dan bahan pembersih, 

tabung gas LPG, bahan peralatan 

dan perlengkapan serta 

perlengkapan dan peralatan rumah 

tangga dan gedung kantor , dan 

washray(Rumah tangga)

                   57.500.000 Fasilitasi asuransi kebakaran 

Gedung kantor (Rumah tangga)

                     2.000.000 Fasilitasi general check up Bupati 

(rumah tangga)

                 901.800.000 Fasilitasi pemeliharaan Rumah DInas 

(Bupati, wabup, sekda, kejaksaan, 

Dandim,)(rumah tangga

4 01 03 07 06 Pelayanan ketatausahaan umum 

dan kepegawaian

Jumlah dokumen pengelolaan 

umum dan kepegawaian yang 

tersusun sesuai standar

1.177.602.000 1.177.602.000             Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf 

ahli dan Kepegawaian

Administrasi Umum Jumlah dokumen 

pengelolaan umum dan 

kepegawaian yang 

tersusun sesuai standar

4 01 0-0.0-0.01 07 04 2.01

Jumlah dokumen pengelolaan 

umum dan kepegawaian yang 

tersusun sesuai standar

4 01 0-0.0-0.01 07 04 2.01 01

Jumlah dokumen pedoman 

pengelolaan sumber daya aparatur 

perangkat daerah

Jumlah dokumen pedoman 

pengelolaan sumber daya aparatur 

perangkat daerah

Jumlah PHD yang mendapatkan 

honor dan uang lembur

Jumlah PHD yang mendapatkan 

honor dan uang lembur

Jumlah jenis belanja barang jasa 

yang tersedia (ATK, surat 

kabar/majalah, jasa pengiriman, 

premi asuransi kesehatan, cetakan, 

perjalanan dinas dan kursus/diklat)

Jumlah jenis belanja barang jasa 

yang tersedia (ATK, surat 

kabar/majalah, jasa pengiriman, 

premi asuransi kesehatan, cetakan, 

perjalanan dinas dan kursus/diklat)

Jumlah buku ilmu sosial Jumlah buku ilmu sosial

10.709.072.000    10.709.072.000    JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

5 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.857.141.000             1.857.141.000             Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4

4 01 03 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

4 01

4 01 01

4 01 03 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Honorarium Panitia Pelaksana 

Kegiatan
28.260.000                   28.260.000                   Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan keuangan PD 

yang tersusun sesuai 

standar

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

Sekretariat 

Daerah

4 01 01 1.02

28.260.000                   28.260.000                   Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah dokumen laporan akuntansi 

dan keuangan

4 01 01 1.02 04

4 01 03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah sarpras aparatur kantor yang 

terpelihara
111.883.000                 111.883.000                 Administrasi Umum Cakupan Pelayanan 

Administrasi Umum

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

Sekretariat 

Daerah

4 01 01 1.03

Jumlah perjalanan dinas dalam 

setahun
                      2.400.000                       2.400.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang digunakan 4 01 01 1.03 1

                      6.380.000                       6.380.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan kendaran Dinas/Operasioal

Jumlah kendaraan dinas yang dirawat 4 01 01 1.03 6

18.512.000                   18.512.000                   Penyedian Alat Tulis Kantor (ATK) Jumlah jenis alat tulis kantor yang 

digunakan

4 01 01 1.03 10

                    12.866.000                     12.866.000 Peyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah jenis cetak dan penggandaan 4 01 01 1.03 11

                      2.750.000                       2.750.000 Penyediaan jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

yang dirawat

4 01 01 1.03 13

                      1.380.000                       1.380.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga 

yang digunakan

4 01 01 1.03 14

                      1.500.000                       1.500.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis langganan surat kabar 4 01 01 1.03 15

                      6.085.000                       6.085.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah rapat internal bagian 4 01 01 1.03 17

                    31.650.000                     31.650.000 Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi ke luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

4 01 01 1.03 18

                    28.360.000                     28.360.000 Penyediaan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah BBM yang digunakan 

kendaraan dinas

4 01 01 1.03 30

4 01 03 42 Program pembinaan kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan pelayanan 

publik, akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah dan reformasi 

birokrasi 

Persentase efektifitas kelembagaan 

perangkat daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai akuntabilitas kinerja

Indeks Reformasi Birokrasi

Cakupan pembinaan kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan pelayanan 

publik, akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah dan reformasi 

birokrasi

4 01 04

321.000.000                 321.000.000                 Penataan Organisasi Jumlah Perangkat 

Daerah yang difasilitasi 

dalam rangka Penataan 

Organisasi

PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Prosentase 

Capaian Kinerja 

Bidang 

Administrasi 

Umum

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

Sekretariat 

Daerah

4 01 04 2.02

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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4 01 03 42 01 Fasilitasi kelembagaan perangkat 

daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang 

terfasilitasi penataan kelembagaan 

sesuai peraturan perundang-

undangan

                  126.090.000                   126.090.000 Pengelolaan Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Perangkat Daerah yang 

terfasilitasi penataan kelembagaan 

sesuai peraturan perundang-

undangan

Persentase 

efektifitas 

kelembagaan 

perangkat daerah

4 01 04 2.02 01

Jumlah Perangkat Daerah yang 

terfasilitasi penyusunan standar 

kompetensi jabatan (SKJ) sesuai 

ketentuan yang berlaku

                    74.730.000                     74.730.000 Jumlah Perangkat Daerah yang 

terfasilitasi penyusunan standar 

kompetensi jabatan (SKJ) sesuai 

ketentuan yang berlaku

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Jumlah Perangkat Daerah yang 

terfasilitasi penyusunan Anjab dan 

Evjab sesuai ketentuan yang berlaku

                  120.180.000                   120.180.000 Jumlah Perangkat Daerah yang 

terfasilitasi penyusunan Anjab dan 

Evjab sesuai ketentuan yang berlaku

Nilai akuntabilitas 

kinerja

Indeks Reformasi 

Birokrasi

4 01 03 42 02 Fasilitasi Ketatalaksanaan dan 

Pelayanan Publik
178.200.000                 178.200.000                 Fasiltasi Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana

Penataan Organisasi Jumlah Perangkat 

Daerah yang difasilitasi 

dalam rangka Penataan 

Organisasi

PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Prosentase 

Capaian Kinerja 

Bidang 

Administrasi 

Umum

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

Sekretariat 

Daerah

4 01 04 2.02 02

Jumlah dokumen ketatalaksanaan 

yang tersusun
                    14.950.000                     14.950.000 Jumlah dokumen ketatalaksanaan 

yang tersusun

Cakupan 

pembinaan 

kelembagaan, 

ketatalaksanaan 

dan pelayanan 

publik, 

akuntabilitas 

kinerja pemerintah 

daerah dan 

reformasi birokrasi

Jumlah OPD yang telah difasilitasi 

pelaksanaan ketatalaksanaan dan 

pengembangan pelayanan publik

                    17.800.000                     17.800.000 Jumlah OPD yang telah difasilitasi 

pelaksanaan ketatalaksanaan dan 

pengembangan pelayanan publik

Jumlah OPD yang nilai IKMnya dengan 

kategori baik (A)
                  120.450.000                   120.450.000 Jumlah OPD yang nilai IKMnya dengan 

kategori baik (A)

                    25.000.000                     25.000.000 

140.000.000                 140.000.000                 Peningkatan Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi

Penataan Organisasi Jumlah Perangkat 

Daerah yang difasilitasi 

dalam rangka Penataan 

Organisasi

PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Prosentase 

Capaian Kinerja 

Bidang 

Administrasi 

Umum

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

Sekretariat 

Daerah

4.01.03.42.03 Penyelenggaraan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Daerah dan 

Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen bidang akuntabilitas 

kinerja dan reformasi birokrasi yang 

tersusun tepat waktu

                    80.000.000 Jumlah dokumen bidang akuntabilitas 

kinerja dan reformasi birokrasi yang 

tersusun tepat waktu

4 01 04 2.02 03

Jumlah fasilitasi pelaksanaan RB                     25.000.000 Jumlah fasilitasi pelaksanaan RB

Terlaksananya Budaya Kerja 

Kabupaten Kudus
                    35.000.000 Terlaksananya Budaya Kerja 

Kabupaten Kudus

779.343.000          779.343.000          JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4

4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 4 01

4 01 4.01.03 BAGIAN PROTOKOL DAN 

KOMUNIKASI PIMPINAN

BAGIAN PROTOKOL 

DAN KOMUNIKASI 

PIMPINAN

4 01 0-0.0-0.01.09

4 01 4.01.03 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

4 01 0-0.0-0.01.09 01

4 01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan PD yang tersusun sesuai 

standart

101.520.000                 95.590.000 . Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

administrasi keuangan 

PD

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2.02

95.590.000 Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah Dokumen Pelaporan 

Keuangan

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2.02 04

BELANJA TIDAK LANGSUNG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN 4 01 0-0.0-0.01.09 01 2.02 01

4 01 4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
320.615.000               517.034.000 . Administrasi Umum Jumlah Dokumen 

Administrasi Umum

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03

Jumlah alat tulis kantor, listrik dan 

elektronik, jasa surat menyurat, 

peralatan kebersihan dan bahan 

pembersih, bahan bacaan dan 

peraturan perundangan, cetak dan 

penggandaan

3.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 01

Jumlah jasa Pengemudi/ Driver dan 

Protokol
28.200.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 03

Jumlah makanan dan minuman 

pegawai
9.800.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan 

Kendaraan Dinas/Operasional

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 06

Jumlah Perawatan Kendaraan 

Bermotor
1.200.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 10

Jumlah pengadaan peralatan dan 

perlengkapan rumah tangga
21.630.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Cetakan dan Penggandaan 4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 11

720.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen 4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 12

2.000.000 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 13

3.312.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 15

3.700.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor 4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 16

11.992.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 17

250.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 18

59.080.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 30

122.400.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah jasa  tenaga Protokol

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah pelayanan 

Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
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4 01 4.01.03 16 Program peningkatan pelayanan 

kedinasan kepala daerah/ wakil 

kepala daerah

Persentase kelancaran pelayanan 

kedinasan Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah

PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase 

kelancaran 

pelayanan 

kedinasan kepala 

daerah/ wakil 

kepala daerah
4 01 4.01.03 16 08 Penerimaan kunjungan dan 

pelaksanaan koordinasi kepala 

daerah/wakil kepala daerah

Jumlah Pelayanan kunjungan dan 

pelaksanaan koordinasi kepala 

daerah/wakil kepala daerah

1.408.029.000 1.145.710.000 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Pelayanan kunjungan dan 

pelaksanaan koordinasi kepala 

daerah/wakil kepala daerah

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 01

4 01 4.01.03 19 Program pengelolaan komunikasi 

dan informasi publik

Persentase pengelolaan komunikasi 

dan informasi publik

4 01 4.01.03 19 03 Fasilitasi Komunikasi dan Informasi 

Pimpinan Daerah
323.170.000 355.000.000 Fasilitasi Komunikasi dan Informasi 

Pimpinan Daerah

Jumlah fasilitasi komunikasi (Rapat 

Pimpinan / RAPIM), Coffee morning 

pimpinan dan insan media.

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 02

Jumlah Jasa Penghargaan (Plakat 

lambang daerah).

Jumlah Belanja cetak untuk 

kebutuhan keprotokolan

Jumlah Karangan bunga

Jumlah fasilitasi komunikasi (Rapat 

Pimpinan / RAPIM), Coffee morning 

pimpinan dan insan media.

Jumlah publikasi media cetak 40.000.000 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah publikasi media cetak dan 

elektronik

4 01 0-0.0-0.01.09 01 2,03 03

Publikasi media elektronik

    2.153.334.000     2.153.334.000 JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 UNSUR PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

4

4 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DPRD 4 02

4 01 04 01 SEKRETARIAT DPRD

4 01 4.01.04 07 Program Pelayanan Administrasi 

Umum

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

4 02 01

Persentase dokumen pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan yang 

tersusun

Persentase 

dokumen 

pelaporan capaian 

kinerja dan 

keuangan yang 

tersusun

Persentase penyerapan anggaran 

SOPD

4 01 4.01.04 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pelaporan sesuai ketentuan
                   32.583.000 32.583.000                   Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan sesuai 

ketentuan

4 02 01 2

Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah
1.152.000                     1.152.000                     Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen  Renstra dan Renja 

yang tersusun

4 02 01 2 01

Penyusunan program dan kegiatan 

PD dlm dokumen perencanaan
2.900.000                     2.900.000                     Penyusunan program dan kegiatan 

PD dlm dokumen perencanaan

Jumlah dokumen penyusunan 

program dan kegiatan Perangkat 

Daerah

4 02 01 2 02

Penyusunan dokumen evaluasi PD 386.000                         386.000                         Penyusunan dokumen evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi Perangkat 

Daerah

4 02 01 2 03

Koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan PD
27.300.000                   27.300.000                   Koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan PD

Jumlah dokumen hasil koordinasi 

dan sinkronisasi perencanaan 

Perangkat Daerah

4 02 01 2 04

Evaluasi dan Kinerja PD 845.000                         845.000                         Evaluasi dan Kinerja PD Jumlah dokumen evaluasi  dan 

kinerja Perangkat Daerah

4 02 01 2 05

4 01 4.01.04 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen pelaporan dan 

pengelolaan keuangan PD yang 

tersusun sesuai standart

                 156.397.000 156.397.000                Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

pelaporan dan 

pengelolaan keuangan 

PD yang tersusun sesuai 

standart

4 02 01 2

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4 02 01 2 01

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

4 02 01 2 02

Penyediaan Bahan pelaksanaan 

veriikasi

Penyusunan akuntansi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen pengelolaan 

keuangan PD
5.235.000                     5.235.000                     Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen pengelolaan 

keuangan PD

4 02 01 2 04

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 

tanggapan pemeriksaan

4 02 01 2 04

Penyusunan laporan keuangan 

bulanan/semesteran

4 02 01 2 04

Penyusunan pelaporan prognosis 

realisasi anggaran

4 02 01 2 04

                                     -   Penyusunan pelaporan akhir tahun 4 02 01 2 04

Honorarium pengelola kegiatan dan 

Uang lembur PNS

Jumlah pelaksana kegiatan 151.162.000                 151.162.000                 Penyediaan jasa administrasi 

keuangan

Jumlah pelaksana kegiatan 4 02 01 2 07

PROGRAM LAYANAN 

DAN ADMINISTRASI 

KEUANGAN

4 02 02

4 01 4.01.04 07 03 Peningkatan Kapasitas sumber daya 

dan Sarana prasarana aparatur

Jumlah sarpras  kantor (peralatan 

kantor) yang terpelihara
              3.479.493.000 3.479.493.000             Layanan administrasi DPRD 4 02 02 2

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Jumlah Peralatan Rumah Tangga 

dan bahan pembersih

Penyelenggaraan 

administrasi,ketatausahaan dan 

kepegawaian DPRD

4 02 02 2 01

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 

dan bahan pembersih

Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD 4 02 02 2 03

Jumlah gedung yang terpelihara Pengadaan dan Pemeliharaan 

kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan 

DPRD

4 02 02 2 04

Jumlah pengadaan sarpras kantor Pengadaan dan Pemeliharaan 

Sarpras Kantor DPRD

4 02 02 2 05

Jumlah sarpras kantor (kendaraan) 

yang terpelihara

Pelaksanaan peraturan perundang-

undangan lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintah 

daerah

4 02 02 2 06

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

4 02 01

Jumlah sarpras kantor (mebeleur) 

yang terpelihara

Persentase 

dokumen 

pelaporan capaian 

kinerja dan 

keuangan yang 

tersusun

Jumlah asset kantor (tanah) yang 

terbayar

Jumlah asset kantor (asuransi 

gedung) yang terbayar

Administrasi Umum Jumlah jasa administrasi 

umum

4 02 01 2

Jumlah pakaian dinas yang 

disediakan
96.150.000                   96.150.000                   Penyediaan jasa perbaikan 

peralatan kerja

Jumlah sarpras  kantor (peralatan 

kantor) yang terpelihara

4 02 01 2 09

Jumlah pengadaan sarpras kantor                  803.697.000                  803.697.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Peralatan kebersihan , bahan 

pembersih dan jasa tenaga kontrak 

tenaga kebersihan kantor

4 02 01 2 08

63.290.000                   63.290.000                   Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 

1.206.001.000             1.206.001.000             Pemeliharaan rutin berkala gedung 

kantor

Jumlah gedung yang terpelihara 4 02 01 2 28

Pengadaan peralatan gedung kantor 4 02 01 2 24

Pengadaan mebeleur 4 02 01 2 25

Pengadaan perlengkapan gedung 

kantor

4 02 01 2 22

158.000.000                 158.000.000                 Pemeliharaan rutin berkala /mobil 

jabatan

Jumlah sarpras kantor (kendaraan) 

yang terpelihara

4 02 01 2 29

191.200.000                 191.200.000                 Pemeliharaan rutin berkala 

/kendaraan dinas/operasional

Jumlah sarpras kantor (kendaraan) 

yang terpelihara

4 02 01 2 30

123.041.000                 123.041.000                 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah sarpras kantor (kendaraan) 

yang terpelihara

4 02 01 2 06

                 158.660.000                  158.660.000 Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor

4 02 01 2 13

37.016.000                   37.016.000                   Pemeliharaan rutin berkala 

mebeleur

Jumlah sarpras kantor (mebeleur) 

yang terpelihara

4 02 01 2 35

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat

4 02 01 2

Jumlah aset kantor yang 

terpelihara

Jumlah  sarpras kantor 

yang tersedia

Jumlah jasa administrasi 

keuangan

Pengadaan mesin/kartu absensi 4 02 01 2 01

151.000.000                 151.000.000                 Penyediaan jasa jaminan Barang 

milik daerah

Jumlah asset kantor (tanah) yang 

terbayar

4 02 01 2 05

Jumlah asset kantor (asuransi 

gedung) yang terbayar
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Layanan keuangan dan 

kesejahteraan DPRD

Jumlah layanan 

keuangan dan 

kesejahteraan DPRD

4 02 02 2

Penyelenggaraan  administrasi 

keuangan DPRD

4 02 02 2 01

461.438.000                 461.438.000                 Penyediaan pakaian dinas dan 

atribut DPRD

Jumlah pakaian dinas yang 

disediakan

4 02 01 2 02

Peningkatan disiplin dan kapasitas 

sumber daya aparatur

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat

4 02 01 2

Jumlah aset kantor yang 

terpelihara

Jumlah  sarpras kantor 

yang tersedia

Jumlah jasa administrasi 

keuangan

Pengadaan pakaian kerja lapangan 4 02 01 2 03

30.000.000                   30.000.000                   Pengadaan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pengadaan sarpras kantor

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

4 02 01

Persentase 

dokumen 

pelaporan capaian 

kinerja dan 

keuangan yang 

tersusun

Persentase 

penyerapan 

anggaran SOPD

4.01.04 07 06 Pelayanan Ketatausahaan Umum 

dan Kepegawaian
              2.233.049.000 2.233.049.000             Adminsitrasi Umum Jumlah jasa administrasi 

umum

4 02 01 2

Belanja barang cetakan dan 

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan
34.750.000                   34.750.000                   Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan

` 4 02 01 2 11

Belanja air,listrik dan telepon Jumlah barang habis pakai 

penunjang administrasi kantor
                 359.000.000                  359.000.000 Penyediaan jasa 

komunikasi,sumber daya air dan 

listrik

Jumlah jasa komunikasi,sumber 

daya air dan listrik

4 02 01 2 02

Belanja Alat Tulis Kantor Jumlah barang habis pakai 

penunjang administrasi kantor
                    90.286.000                     90.286.000 Penyediaan ATK Jumlah penyediaan ATK 4 02 01 2 10

Belanja Materai Jumlah barang habis pakai 

penunjang administrasi kantor
                    13.000.000                     13.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan jasa surat 

menyurat

4 02 01 2 01

Belanja alat listrik /komponen listrik Jumlah barang habis pakai 

penunjang administrasi kantor
                    24.400.000                     24.400.000 Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan kantor

Jumlah Penyediaan komponen 

instalasi listrik/penerangan kantor

4 02 01 2 12

Belanja makanan dan minuman 

harian pegawai,tamu dan kegiatan 

lainnya

Jumlah barang habis pakai 

penunjang administrasi kantor
                 474.819.000                  474.819.000 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan 

minuman

4 02 01 2 17

Belanja jasa tenaga pelaksana 

kegiatan (pramu 

tamu,pengemudi,IT,sarpras)

Jumlah jasa tenaga kontrak/tenaga 

pelaksana kegiatan
                 288.340.000                  288.340.000 Penyediaan jasa administrasi 

keuangan

Jumlah jasa tenaga kontrak/tenaga 

pelaksana kegiatan

4 02 01 2 7

Belanja asuransi kesehatan dan 

ketenagakerjaan (tenaga 

sarpras,IT,pramu 

tamu,pengemudi,PHD)

Jumlah jasa tenaga kontrak/tenaga 

pelaksana kegiatan
66.240.000                   66.240.000                   Penyediaan jasa administrasi 

keuangan

Jumlah tenaga PHD,jasa tenaga 

kontrak/tenaga pelaksana kegiatan

4 02 01 2 7

Peningkatan disiplin dan kapasitas 

sumber daya aparatur

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat

4 02 01 2

Jumlah aset kantor yang 

terpelihara

Jumlah  sarpras kantor 

yang tersedia

Jumlah jasa administrasi 

keuangan
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Bintek Implementasi per-UUan Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat
                 283.290.000                  283.290.000 Bintek Implementasi per-UUan Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat mengenai Implementasi 

perUUan

4 02 01 2 11

Pendidikan dan Pelatihan Formal                  144.500.000                  144.500.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat mengenai kinerja 

aparatur

4 02 01 2 09

Rapat rapat koordinasi dan 

konsultasi Sekretariat DPRD

Jumlah kegiatan perjalanan dinas                  258.600.000                  258.600.000 Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah

Jumlah kegiatan perjalanan dinas 4 02 01 2 18

Honorarium Non PNS dan Uang 

lembur non PNS

Jumlah honorarium non pns 146.864.000                 146.864.000                 Penyediaan jasa administrasi 

keuangan

Jumlah honorarium non pns 4 02 01 2 7

Adminsitrasi Umum Jumlah jasa administrasi 

umum

4 02 01 2

Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perUUan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan 

per-UUan
                    48.960.000                     48.960.000 Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perUUan

Jumlah bahan bacaan dan per 

aturan perUUan

4 02 01 2 15

4 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

4

4 01 04 01 SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD 4 02

4 01 4.01.04 15 Program Peningkatan Kapasitas 

lembaga perwakilan rakyat daerah

Persentase agenda kerja DPRD yang 

terealisasi

PROGRAM LAYANAN 

DAN ADMINISTRASI 

KEUANGAN

Persentase 

penyerapan 

anggaran SOPD

4 02 02

4 01 4.01.04 15 10 Fasilitasi Penyelenggaraan rapat 

DPRD
                 630.945.000 Layanan administrasi DPRD Jumlah layanan 

administrasi DPRD

4 02 02 2

Rapat-rapat alat kelengkapan Jumlah rapat yang terfasilitasi 276.760.000                 630.945.000                Fasilitasi rapat DPRD Jumlah rapat yang terfasilitasi 4 02 02 2 02

Rapat-rapat paripurna 322.185.000                 
Penggandaan dokumen rapat-rapat 

kegiatan DPRD
32.000.000                   

4 01 4.01.04 15 11 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi 

layanan kesehatan
           12.453.480.000 12.453.480.000           Layanan keuangan dan 

kesejahteraan DPRD

Jumlah layanan 

keuangan dan 

kesejahteraan DPRD

4 02 02 2

Jasa layanan kesehatan Jumlah SDM anggota DPRD yang 

memahami aturan
                 114.910.000                  114.910.000 Pelaksanaan medical check up 

DPRD

Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi 

layanan kesehatan

4 02 02 2 03

PROGRAM DUKUNGAN 

PELAKSANAAN TUGAS 

DAN FUNGSI DPRD

Persentase agenda 

kerja DPRD yang 

terealisasi

4 02 03

Penyerapan dan Penghimpunan 

aspirasi masyarakat

Jumlah kegiatan 

penyerapan aspirasi 

masyarakat

4 02 03 2,1

Kunjungan kerja dalam daerah                     63.720.000 63.720.000                   Kunjungan kerja dalam daerah Jumlah pengawasan DPRD sesuai 

dengan bidang tugasnya

4 02 03 2,1 01

Penyusunan pokok-pokok pikiran 

DPRD

4 02 03 2,1 02

Kunjungan Kerja pimpinan dan 

anggota DPRD dalam dan luar 

propinsi,konsultasi dan workshop

11.328.850.000           

Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah SDM  DPRD yang 

memahami aturan

4 02 03 2

Orientasi DPRD 4 02 03 2 01

647.820.000                 Bimbingan teknis DPRD Jumlah SDM  DPRD yang 

kompetensinya meningkat

4 02 03 2 02

                 946.000.000 

598.000.000                 Penyediaan kelompok pakar dan 

tim ahli

Jumlah kelompok pakar dan tim ahli 

yang tersedia

4 02 03 2 04

348.000.000                 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah tenaga ahli fraksi yang 

tersedia

4 02 03 2 05

Penyelenggaraan hubungan 

masyarakat

4 02 03 2 06

1.047.040.000             Penyusunan program kerja DPRD Jumlah kunjungan kerja Banmusy 

dalam/luar propinsi

4 02 03 2 07

409.200.000                 Penyusunan dan pembahasan 

Program Pembentukan Peraturan 

Daerah

Jumlah kunjungan kerja 

Bapemperda dalam/luar propinsi

4 02 03 2 01
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Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah keputusan DPRD 4 02 03 2

799.070.000                 Pembahasan APBD Jumlah kunjungan kerja Banggar 

dalam/luar propinsi

4 02 03 2 03

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan

Jumlah kegiatan 

pengawasan 

pemerintahan yang 

dilakukan DPRD

4 02 03 2

1.121.692.000             Pengawasan urusan pemerintahan 

bidang Pemerintahan dan Hukum

Jumlah kunjungan kerja komisi A 

dalam/luar propinsi

4 02 03 2 01

1.121.692.000             Pengawasan urusan pemerintahan 

bidang Infrastruktur

Jumlah kunjungan kerja komisi C 

dalam/luar propinsi

4 02 03 2 02

1.121.692.000             Pengawasan urusan pemerintahan 

bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah kunjungan kerja komisi D 

dalam/luar propinsi

4 02 03 2 03

1.121.692.000             Pengawasan urusan pemerintahan 

bidang Perekonomian

Jumlah kunjungan kerja komisi B 

dalam/luar propinsi

4 02 03 2 04

Pelaksanaan dan pengawasan Kode 

etik DPRD

Jumlah SDM DPRD yang 

memahami tentang kode 

etik DPRD

4 02 03 2,1

256.260.000                 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah kunjungan kerja Badan 

kehormatan dalam/luar propinsi

4 02 03 2,1 02

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah pimpinan DPRD 

dan alat kelengkapan 

yang memahami aturan

4 02 03 2,1

3.682.692.000             Koordinasi dan konsultasi 

pelaksanaan tugas DPRD

Jumlah kunjungan 

kerja,koordinasi,konsultasi alat 

kelengkapan dan pimpinan DPRD

4 02 03 2,1 01

4 01 4.01.04 15 12 Fasilitasi pengkajian perundang-

undangan dan penyusunan produk 

hukum

Jumlah Perda yang ditetapkan 4.214.550.000             4.214.550.000             Pembentukan Perda dan Peraturan 

DPRD

Jumlah Perda yang 

ditetapkan

4 02 03 2

Pembahasan Ranperda Jumlah dokumen produk hukum               2.591.704.000               2.591.704.000 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah kunjungankerja terkait 

pembahasan ranperda

4 02 03 2 02

Penyelenggaraan kajian Ranperda 810.444.000                 810.444.000                 Penyelenggaraan kajian perundang-

undangan

Jumlah kegiatan kajian Ranperda 4 02 03 2 03

Penyusunan Naskah Akademik 99.980.000                   99.980.000                   Fasilitasi Penyusunan Naskah 

Akademik

Jumlah dokumen produk hukum  4 02 03 2 04

Penyusunan Tata Tertib DPRD 4 02 03 2 05

Penyerapan dan Penghimpunan 

aspirasi masyarakat

Jumlah kegiatan 

penyerapan aspirasi 

masyarakat

4 02 03 2,1

Reses 668.337.000                 668.337.000                 Pelaksanaan Reses Jumlah kegiatan Reses 4 02 03 2,1 03

Pembahasan Kebijakan Anggaran 4 02 03 2

Pembahasan KUA dan PPAS 4 02 03 2 01

Pembahasan KUPA dan PPAS 

Perubahan

4 02 03 2 02

Pembahasan APBD 4 02 03 2 03

Pembahasan APBD Perubahan 4 02 03 2 04

Pembahasan laporan semester 4 02 03 2 05

Pembahasan pertanggungjawaban 

APBD

4 02 03 2 06

Pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan

Jumlah kegiatan 

pengawasan 

pemerintahan yang 

dilakukan DPRD

4 02 03 2

hearing 44.085.000                   44.085.000                   Hearing Jumlah kegiatan Hearing

4 01 4.01.04 43 Program Penyelenggaraan 

Kehumasan

Persentase agenda kerja DPRD yang 

terealisasi

PROGRAM DUKUNGAN 

PELAKSANAAN TUGAS 

DAN FUNGSI DPRD

Persentase agenda 

kerja DPRD yang 

terealisasi

4 02 03
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4 01 4.01.04 43 02 Fasilitasi Kehumasan,Publikasi dan 

Protokol

Jumlah kegiatan DPRD yang 

dipublikasikan
                 601.105.000                  601.105.000 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah SDM  DPRD yang 

memahami aturan

Persentase 

kegiatan DPRD 

yang 

dipublikasikan

4 02 03 2

majalah publikasi kegiatan 

DPRD,penayangan baliho, cetak 

,iklan,shoting,kalender,baterai,MMC

,CD,RW,cetak foto

                 527.905.000 527.905.000                 Publikasi dan dokumentasi dewan Jumlah kegiatan DPRD yang 

dipublikasikan

4 02 03 2 03

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

4 02 01

Persentase 

dokumen 

pelaporan capaian 

kinerja dan 

keuangan yang 

tersusun

Administrasi Umum Jumlah jasa administrasi 

umum

4 02 01 2

layanan internet dan pulsa listrik                     70.800.000 70.800.000                   Penyediaan jasa 

komunikasi,sumber daya air dan 

listrik

Jumlah barang habis pakai 

penunjang administrasi kantor

4 02 01 2 02

PROGRAM DUKUNGAN 

PELAKSANAAN TUGAS 

DAN FUNGSI DPRD

Persentase agenda 

kerja DPRD yang 

terealisasi

4 02 03

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah materi yang 

dipahami peserta 

Undangan DPRD

4 02 03 2,1

honor penyusun naskah                       2.400.000 2.400.000                     Pelaksanaan Undangan DPRD Jumlah materi yang dipahami 

peserta Undangan DPRD

4 02 03 2,1 03

23.801.602.000    23.801.602.000    JUMLAH
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                682.819.000 682.819.000               
Perencanaan Urusan 

Pemerintahan 

Fungsi Penunjang 

Administrasi

Kecamatan Kaliwungu

Program pelayanan administrasi 

umum

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
382.819.000               382.819.000               PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

01

4 01 12 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah data/dokumen, perencanaan 

dan pelaporan sesuai ketentuan
2.000.000                   2.000.000                   Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

yang tersusun

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan evaluasi 

dan pelaporan capaian 

kinerja yang tersusun

01 1 01

dokumen perencanaan dan 

pelaporan : renja, rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd,KUA PPAS, laporan 

bulanan kec dan laporan evaluasi 

hasil renja opd

                    2.000.000                     1.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja 01 1 01 01

1.000.000                    Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen  : rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd, laporan bulanan,

01 1 01 02

4 01 12 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan
                  36.400.000 2.200.000                   Administrasi Keuangan Jumlah laporan 

keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 1 02

honor pengelola keuangan                   34.200.000 -                                Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah  Gaji dan Tunjangan ASN 01 1 02 01

Dokumen perencanaan : RKA, DPA, 

Laporan bulanan, ikhtisar kinerja dan 

laporan akhir tahun

                    2.200.000 2.200.000                    Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah RKA, DPA, Laporan bulanan, 

ikhtisar kinerja dan laporan akhir 

tahun

01 1 02 06

4 01 12 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
                344.419.000 378.619.000               Administrasi Umum 01 1 03

jasa surat menyurat                     1.350.000 1.350.000                    Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Meyurat jasa surat menyurat 01 1 03 01

Langganan telpon, intenet dan listrik                   30.000.000 30.000.000                 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

01 1 03 02

jasa service peralatan dan 

perlengkapan kantor
                    2.400.000 2.400.000                    Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

01 1 03 03

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

 Tersedianya Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

01 1 03 04

Asuransi Gedung perkantoran dan 

rumah dinas camat
                    3.000.000 3.000.000                    Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah  Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

01 1 03 05

jasa service dan perizinan kendaraan 

bermotor
                  11.710.000                   11.710.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah  Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

01 1 03 06

Honorarium PHD                                    -   209.200.000               Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Honor PHD dan Jasa 

Administrasi Keuangan

01 1 03 07

Jasa Tenaga outsorcing                 175.000.000 -                                Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah  Jasa Kebersihan Kantor 01 1 03 08

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 1 03 09

alat tulis kantor                   13.002.000 13.002.000                 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 01 1 03 10

barang cetakan, penjilidan dan 

penggandaan
                    2.534.000 2.534.000                    Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah  Barang Cetakan dan 

Penggandaan

01 1 03 11

Alat Listrik dan elektronik                     1.275.000 1.275.000                    Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah  Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

01 1 03 12

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

01 1 03 13

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KALIWUNGU

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE
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KODE KODE

Peralatan pembersih dan bahan 

kebersihan
                    6.144.000 6.144.000                    Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 01 1 03 14

Langganan surat kabar/majalah                     4.200.000 4.200.000                    Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

01 1 03 15

Makanan dan minuman harian, rapat 

dan tamu
                    8.950.000 8.950.000                    Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah  Makanan dan Minuman 

harian, rapat dan tamu

01 1 03 17

Perjalana dinas dalam dan luar 

daerah
                    7.350.000 7.350.000                    Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

01 1 03 18

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Tersedianya  Perlengkapan Gedung 

Kantor

01 1 03 22

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 01 1 03 23

pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 01 1 03 24

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas

Terpeliharanya  Rutin/berkala Rumah 

Dinas

01 1 03 25

-                                Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 

Kantor

Jumlah  Jasa Keamanan Kantor 01 1 03 26

Belanja bahan bakar kendaraan 

bermotor dan pelumas
                  65.904.000 65.904.000                 Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah peliharaan  Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

01 1 03 27

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Terpeliharanya rutin/berkala 

Mebeleur

01 1 03 28

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Terpeliharanya rehabilitasi 

Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

01 1 03 29

                  11.600.000 11.600.000                 Penyediaan jasa pemeliharaan 

kesehatan dan ketenagakerjaan non 

PNS

KECAMATAN 

KALIWUNGU

7 01

Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan
                300.000.000 300.000.000               PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Cakupan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

7 01 02

4 01 12 34 06 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

pelayanan umum
                    5.000.000 5.000.000                   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang dilimpahkan Kepada Camat

Jumlah pencapaian 

standar pelayanan 

minimal di wilayah 

kecamatan yang 

terfasilitasi

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7.01 02.2 02

Jumlah monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kependudukan
                    5.000.000 5.000.000                    Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan

Jumlah urusan pemerintahan yang 

terkait dengan pelayanan perizinan 

yang terlaksana

7.01 02.2 04 01

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

dan kelurahan

7.01 03

4 01 12 34 03 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan 

desa/kelurahan

                  40.000.000 40.000.000                 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

Jumlah fasilitasi 

ekonomi dan 

pembangunan desa/ 

kelurahan yang 

dilaksanakan

7.01 03 2.01

musrenbang tingkat kecamatan                     9.541.000 9.541.000                    Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah pelaksanaan Musrenbang 

Kecamatan

7.01 03 2.01 01

Fasilitasi Promo produk UMKM                   19.175.000 19.175.000                 Sinrkonisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan Oleh Pemerintah dan 

Swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah Pameran UMKM 7.01 03 2.01 02

pembinaan rt dan rw, desa lomba                         900.000 7.01 03 2.01 03

Monev dan Pelaporan Dana Desa                   10.384.000 

11.284.000                 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan  Monev Dana 

Desa dan fasilitasi Lomba Desa dan 

Pembinaan RT/RW
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PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan Fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04

4 01 12 34 05 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum
                150.000.000 150.000.000               Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah posko 

pemantauan piket 

bencana alam dan 

jumlah fasilitasi 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04 2.01

Pembinaan bela negara, sosialisasi 

wawasan kebangsaan dan lomba tek 

tek kamling tk. kecamatan

10.000.000                 7.01 04 2.01 01

Pemantauan dan piket bencana alam 40.000.000                 

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Perda dan Perkada

7.01 04 ###

Patroli wilayah, operasional tim 

terpadu penanganan konflik sosial di 

kecamatan, pembinaan linmas dan 

bidang trantib

100.000.000                               100.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan.atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah penanganan Kasus 

Pelanggaran Perda dan Trantbum dan 

Kriminalitas

7.01 04 ### 01

Jumlah Pembinaan linmas dan trantib

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Cakupan Fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pembinaan dan 

peawasan 

pemerintahan 

desa

7.01 06

4 01 12 34 01 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa
45.000.000                 45.000.000                 Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi desa dan 

koordinasi pembinaan 

pengawasan pemerintah 

desa yang terfasilitasi

7.01 06 2.01

Evaluasi Perdes tentang 

APBDesa/Perubahan APBDesa
                  16.200.000 16.200.000                 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 

dan peraturan Kepala Desa

Jumlah penyusunan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa yang 

tersusun (Evaluasi Raperdes)

7.01 06 2.01 05

monev dan pelaporan bidang 

pemerintahan desa
                    8.540.000 8.540.000                    Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa

Jumlah Monev dan pelaporan 

pemdes dan fasilitasi 

penyelenggaraan pemdes

7.01 06 2.01 03

Pelatihan aparatur pemerintahan 

desa dalam bidang manajemen 

pemerintah desa dan Pengelolaan 

Keuangan Desa

                  20.260.000 20.260.000                 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa 

dan pendayagunaan Aset Desa

Jumlah pelatihan aparatur 

pemerintah desa dalam bidang 

pengelolaan keuangan desa

7.01 06 2.01 05

Jumlah Pelatihan aparatur 

pemerintahan desa dalam bidang 

manajemen pemerintah desa

4 01 12 34 02 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan kesejahteraan rakyat
                  60.000.000 60.000.000                 

Fasilitasi festival dan kirab budaya                     8.370.000 8.370.000                    Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek,Pemajuan Tradisi 

budaya

Jumlah festival seni dan budaya #### 02 ### 01

Mtq tingkat kecamatan                     4.920.000 4.920.000                    Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

Jumlah peserta mtq tingkat 

kecamatan

#### 02 2.01 01

Fasilitasi kegiatan sosial                   10.350.000 7.01 03 2.01 03

Fasilitasi lomba sekolah sehat, lcc 

dokter kecil dan lomba rebana tingkat 

kecamatan

                    3.450.000 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Organisasi Kepemudaan dan 

pembinaan organisasi perempuan, 

kegiatan LSS dan LCC

                  50.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah pelaksanaan Pembinaan 

Wawasan Kebangsaan dan Piket 

Bencana Alam

46.710.000                 
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Pembinaan organisasi perempuan 

(pkk)
                  25.860.000 

Pembinaan organisasi kepemudaan                     7.050.000 

682.819.000         682.819.000         

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Organisasi Kepemudaan dan 

pembinaan organisasi perempuan, 

kegiatan LSS dan LCC

JUMLAH

46.710.000                 
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                857.944.000 857.944.000               
Urusan 

Pemerintahan 

Fungsi Penunjang 

Administrasi

Perencanaan

Program pelayanan administrasi 

umum
623.248.000               623.248.000               PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM)

01

4 01 06 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

5.000.000                   5.000.000                   Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen PEP 

yang tersusun sesuai 

standar

01 1 01

Dokumen perencanaan dan 

pelaporan : renstra, renja, rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd, laporan bulanan kec 

dan laporan evaluasi hasil renja opd

                    5.000.000                     1.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja 01 1 01 01

4.000.000                    Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokume evaluasi yang 

tersusun  : rkpd, lkpj, lakip/lkjip, lppd, 

laporan bulanan.

01 1 01 02

4 01 06 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan
                  35.500.000 1.901.000                   Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen 

Keuangan yang Tersusun 

Sesuai Regulasi

01 1 02

Jumlah honor pengelola keuangan                   33.599.000 -                                Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah  Gaji dan Tunjangan ASN 01 1 02 01

Jumlah Dokumen perencanaan yang 

tersusun : RKA, DPA, Laporan 

bulanan, ikhtisar kinerja dan laporan 

akhir tahun

                    1.901.000 1.901.000                    Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah dokumen akuntansi dan 

pelaporan yang tersusun

01 1 02 06

4 01 06 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
                582.748.000 616.347.000               Administrasi Umum Jumlah pelayanan 

Administrasi Umum 

Yang Tersedia

01 1 03

Jumlah jasa surat menyurat                     1.950.000 1.950.000                    Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah  jasa surat menyurat yang 

tersedia

01 1 03 01

Jumlah Rekening Jasa Kantor 

(Langganan Telepon, Listrik, Internet)
                118.819.000 118.819.000               Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang tersedia

01 1 03 02

Jumlah Peralatan kantor yang 

terpelihara
                  10.250.000 10.250.000                 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia

01 1 03 03

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

 Tersedianya Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

01 1 03 04

Jumlah premi Asuransi yang dibayar                   30.370.000 8.500.000                    Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumah Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah yang tersedia 

01 1 03 05

Jumlah jasa service dan perizinan 

kendaraan bermotor
                  16.200.000                   16.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan 

perijinan kendaraan 

dinas/operasional yang tersedia ( 

Perpanjangan STNK , KIR dan Jasa 

Service )

01 1 03 06

Jumlah Pelaksana Kegiatan                     6.000.000 112.760.000               Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah  jasa administrasi keuangan 

yang tersedia ( Tenaga Outsorching 

Administrasi dan Honor Panitai 

Pengelola Kegiatan

01 1 03 07

Jumlah Tenaga Pelaksana Kegiatan 

(Non PNS)
                222.000.000 48.774.000                 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Outsorching 

Kebersihan

01 1 03 08

Jumlah dokumen pengelolaan umum 

dan kepegawaian yang tersusun 

sesuai standart

                  30.082.000 30.082.000                 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang 

tersedia 

01 1 03 10

Jumlah Barang cetakan dan 

Penggandaan 
                    4.250.000 4.250.000                    Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Tersedianya  Barang Cetakan dan 

Penggandaan

01 1 03 11

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE
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Jumlah Alat Listrik dan elektronik 

yang disediakan 
                    8.950.000 8.950.000                    Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 

yang tersedia

01 1 03 12

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

01 1 03 13

Pengisian Tabung Gas, Peralatan 

pembersih dan bahan kebersihan
                    4.636.000 4.636.000                    Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga 

yang tersedia

01 1 03 14

Jumlah Surat Kabar yang disediakan                     5.000.000 5.000.000                    Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah  Surat Kabar yang tersedia 01 1 03 15

Jumlah Makanan dan minuman 

harian, rapat dan tamu
                  21.835.000 21.835.000                 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis Makanan dan Minuman 

harian, rapat dan tamu yang tersedia

01 1 03 17

Jumlah perjalanan Dinas dalam dan 

Luar Daerah
                    5.180.000 5.180.000                    Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan Dinas dalam dan 

Luar Daerah

01 1 03 18

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Tersedianya  Perlengkapan Gedung 

Kantor

01 1 03 22

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 01 1 03 23

pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 01 1 03 24

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas

Terpeliharanya  Rutin/berkala Rumah 

Dinas

01 1 03 25

Jumlah Pengadaan Perlengkapan 

Kantor
                  40.000.000 40.000.000                 Pengadaan Perlengkapan gedung 

kantor

Jumlah pengadaan Perelengkapan 

gedung kantor yang tersedia

01 1 03 22

121.935.000               Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Tenaga outsorching Penjaga 

kantor

01 1 03 26

Jumlah Belanja bahan bakar 

kendaraan bermotor dan pelumas
                  57.226.000 57.226.000                 Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Belanja bahan bakar 

kendaraan bermotor dan pelumas 

yang tersedia

01 1 03 27

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Terpeliharanya rutin/berkala 

Mebeleur

01 1 03 28

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Terpeliharanya rehabilitasi 

Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

01 1 03 29

UNSUR 

KEWILAYAHAN

7

KECAMATAN 7 01

Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan
                234.696.000 234.696.000               PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

7 01 02

4 01 06 34 06 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

pelayanan umum
                    5.000.000 5.000.000                   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang dilimpahkan Kepada Camat

Jumlah Fasilitasi 

Pelayanan Publik yang 

dilaksanakan 

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7.01 02.2 02

Jumlah Fasilitasi penyelenggaran 

pelayanan umum
                    5.000.000 5.000.000                    Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan

Jumlah Fasilitasi Perizinan sesuai 

standar

7.01 02.2 04 01

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN

Cakupan 

Penyelenggaraan  

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

7.01 03

4 01 06 34 03 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan 

desa/kelurahan

                  53.196.000                   53.196.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

Jumlah Fasilitasi dan 

Pembangunan 

Desa/Kelurahan yang 

dilaksanakan 

7.01 03 2.01

Jumlah Usulan dalam Musrenbang                   10.300.000 10.300.000                 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Usulan Musrenbang 

Kecamatan

7.01 03 2.01 01
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Jumlah UMKM yang mengikuti 

Pameran
                    8.300.000 8.300.000                    Sinrkonisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan Oleh Pemerintah dan 

Swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah UMKM yang mengikuti 

Pameran

7.01 03 2.01 02

Jumlah pembinaan yang dilakukan 

pada desa yang mengikuti desa lomba
                  10.296.000 7.01 03 2.01 03

Jumlah Desa yang di Lakukan Monev 

dan Pelaporan Dana Desa
                  10.500.000 

Jumlah Desa/Kelurahan Peserta 

Lomba K3 dan Kesemarakan
                  13.800.000 

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan kegiatan 

koordinasi 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04

4 01 06 34 05 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum
                  50.000.000 50.000.000                 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Posko 

pemantauan piket 

bencana alam dan 

jumlah fasilitasi 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04 2.01

Jumlah Pembinaan bela negara, 

sosialisasi wawasan kebangsaan dan 

lomba tek tek kamling tk. kecamatan

15.000.000                 7.01 04 2.01 01

Jumlah Pemantauan dan piket 

bencana alam
15.000.000                 

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Perda dan Perkada

7.01 04 02:02

Jumlah Patroli wilayah, operasional 

tim terpadu penanganan konflik 

sosial di kecamatan, pembinaan 

linmas dan bidang trantib

20.000.000                                   20.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan.atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah Penurunan Kasus Pelanggaran 

Perda dan Trantbum dan Kriminalitas

7.01 04 02:02 01

Jumlah Pembinaan linmas dan trantib

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Cakupan Kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

7.01 06

4 01 06 34 01 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa
36.700.000                 36.700.000                 Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Fasilitasi dan 

Koordinasi pembinaan 

dan pengawasan 

pemerintahan desa

7.01 06 2.01

 Jumlah Rancangan Peraturan desa 

yang terevaluasi
                    6.700.000 6.700.000                    Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 

dan peraturan Kepala Desa

 Jumlah Rancangan Peraturan desa 

yang terevaluasi

7.01 06 2.01 05

Jumlah desa yang menyusun 

Pelaporan sesuai regulasi
                  12.000.000 12.000.000                 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa

Jumlah desa yang menyusun 

Pelaporan sesuai regulasi

7.01 06 2.01 03

Jumlah Aparatur Pemdes yang 

terlatih bidang keuangan desa
                    9.000.000 9.000.000                    Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa 

dan pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Aparatur Pemdes yang 

terlatih bidang keuangan desa

7.01 06 2.01 05

Jumlah Aparatur Pemdes yang 

terlatih bidang manajemen desa
                    9.000.000 9.000.000                    Jumlah Aparatur Pemdes yang 

terlatih bidang manajemen desa

4 01 06 34 02 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan kesejahteraan rakyat
                  89.800.000 89.800.000                 

Jumlah Festival seni budaya yang 

dilaksanakan
                  18.000.000 18.000.000                 Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek,Pemajuan Tradisi 

budaya

Jumlah Festival seni budaya yang 

dilaksanakan

02:22 02 02:02 01

 Jumlah Peserta MTQ tingkat 

Kecamatan
                    9.000.000 9.000.000                    Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

 Jumlah Peserta MTQ tingkat 

Kecamatan

04:01 02 2.01 01

Jumlah Desa yang terfasilitasi 

Kegiatan Sosial
                    8.800.000 7.01 03 2.01 0362.800.000                 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Desa/Keluarahan yang 

terfasilitasi kegiatan Pemberdayaan 

masyarakat 

34.596.000                 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Desa/Kelurahan yang 

terfasilitasi dalam kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan Kota 

                  30.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Pembinaan Wawasan 

Kebangsaan dan Piket Bencana Alam 

yang dilakukan
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KODE KODE

Jumlah anggota organisasi 

perempuan yang terbina
                  15.000.000 

Jumlah Organisasi kepemudaan yang 

terbina
                  39.000.000 

857.944.000         857.944.000         

62.800.000                 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Desa/Keluarahan yang 

terfasilitasi kegiatan Pemberdayaan 

masyarakat 

JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 5

4 01 KECAMATAN 5 01

4 01 4.01.06 KECAMATAN KOTA KELURAHAN 5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

Jumlah dokumen perencanaan                      2.000.000 2.000.000                    Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Jumlah dokumen evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Honor Pengelola Kegiatan . Honor Pengelola Kegiatan Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi 

Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN                                       -                                       - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

  Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

Jumlah laporan yg tersusun                      1.000.000 1.000.000                    Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan yg tersusun 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

                                      - Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

                                      - -                                     Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

. Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

Administrasi Umum Jumlah Jasa Administrasi 

Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah jasa surat menyurat                         900.000 900.000                       Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon
                  19.200.000                   19.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                                       - -                                     Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 
                     1.450.000 1.450.000                    Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan                   93.291.000 93.291.000                  Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor                   26.461.000 26.461.000                  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

Jumlah ATK                      8.665.000 8.665.000                    Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan
                     2.270.000 2.270.000                    Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

KODE KODE

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN PURWOSARI

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor
                     1.122.000 1.122.000                    Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

Jumlah Peralatan Rumah Tangga                      1.820.000 1.820.000                    Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan
                     1.800.000 1.800.000                    Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

Jumlah Makanan dan Minuman 

yang tersedia
                     6.904.000 6.904.000                    Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 

yang tersedia

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor
                                      - -                                     Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

Jumlah peralatan Gedung Kantor                                       - -                                     Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

Jumlah Mebeleur                                       - -                                     Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor
                  26.461.000                   26.461.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

                     9.500.000 9.500.000                    Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor
                                      - -                                     Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor
                     2.500.000 2.500.000                    Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur
                                      - -                                     Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif
                                      - -                                     Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

4 01 06 34 Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

KELURAHAN 7 01 03

08 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi, pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat di 

kelurahan

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan

Pemberdayaan  Kelurahan Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pembangunan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7 01 03.02 02

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan
                     5.000.000 5.000.000                    Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan

7 01 03.02 02 01

Jumlah sarana dan prasarana                 850.000.000 850.000.000               Pembangunan Sarana dan Prasarana 

di Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana 7 01 03.02 02 02

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 
                150.000.000 150.000.000               Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 

7 01 03.02 02 03

Jumlah kegiatan yang terevaluasi Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan yang terevaluasi 7 01 03.02 02 04

4 01 06 34 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kelurahan

Terlaksananya pembinaan 

KST/Linmas dan FKPM

Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

7 01 04

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penyelenggaraan 

Trantibum

7 01 04.02 01

                                      - -                                     Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

RI, TNI, dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

7 01 04.02 01 01
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Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 
                  40.035.000                   40.035.000 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 

7 01 04.02 02

Koordinasi/Sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang Penegakan 

Peraturan perundang-undangan 

dan/atau Kepolisian Negara RI

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penerapan dan 

penegakan Perda dan 

Perkada

7 01 04.02 02 01

4 01 06 34 07 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RT/RW Program 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum

7 01 05

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

7 01 05.02

Jumlah Pembinaan Wasbang Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

Jumlah Pembinaan Wasbang 7 01 05.02 02

Jumlah konflik yang tertangani Penanganan Konflik Sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah konflik yang tertangani 7 01 05.02 05

Jumlah pembinaan RT / RW                   90.000.000 90.000.000                  Pelaksanaan semua Urusan 

Pemerintahan yg bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak 

dilksanakan oleh instansi vertikal

Jumlah pembinaan RT / RW 7 01 05.02 07

1.340.379.000     1.340.379.000     JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 5

4 01 KECAMATAN 5 01

4 01 4.01.06 KECAMATAN KOTA KELURAHAN 5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
              200.158.000 200.158.000              . PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

                   3.400.000                    3.400.000 . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

Jumlah dokumen perencanaan                    3.400.000 3.400.000                  Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Jumlah dokumen evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Honor Pengelola Kegiatan                    2.640.000 2.640.000                  . Honor Pengelola Kegiatan Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi 

Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN                                     -                                     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

  Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

Jumlah laporan yg tersusun                    2.640.000 2.640.000                  Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan yg tersusun 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

                                    - Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

                                    - -                                   Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara
              194.118.000 194.118.000              . Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

Administrasi Umum Jumlah Jasa Administrasi 

Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah jasa surat menyurat                    1.800.000 1.800.000                  Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon
                 22.000.000                  22.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                                     - -                                   Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 
                   4.780.000 4.780.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan                  17.400.000 17.400.000                Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor                  26.100.000 26.100.000                Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

Jumlah ATK                    8.923.000 8.923.000                  Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan
                   1.122.000 1.122.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

KODE KODE

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN SUNGGINGAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor
                      990.000 990.000                      Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

Jumlah Peralatan Rumah Tangga                    4.794.000 4.794.000                  Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan
                   2.500.000 2.500.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

Jumlah Makanan dan Minuman 

yang tersedia
                   7.909.000 7.909.000                  Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 

yang tersedia

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor
                 26.000.000 26.000.000                Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

Jumlah peralatan Gedung Kantor                  11.500.000 11.500.000                Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

Jumlah Mebeleur                    7.600.000 7.600.000                  Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor
                 36.100.000                  36.100.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

                   8.000.000 8.000.000                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor
                                    - -                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor
                   6.600.000 6.600.000                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur
                                    - -                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif
                                    - -                                   Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

4 01 06 34 Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan
           1.118.794.000 1.118.794.000          Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

KELURAHAN 7 01 03

08 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi, pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat di 

kelurahan

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan
              967.846.000 967.846.000              Pemberdayaan  Kelurahan Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pembangunan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7 01 03.02 02

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan
                   5.200.000 5.200.000                  Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan

7 01 03.02 02 01

Jumlah sarana dan prasarana               806.246.000 806.246.000              Pembangunan Sarana dan Prasarana 

di Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana 7 01 03.02 02 02

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 
              156.400.000 156.400.000              Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 

7 01 03.02 02 03

Jumlah kegiatan yang terevaluasi Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan yang terevaluasi 7 01 03.02 02 04

4 01 06 34 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kelurahan

Terlaksananya pembinaan 

KST/Linmas dan FKPM
                 70.938.000 70.938.000                Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

7 01 04

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penyelenggaraan 

Trantibum

7 01 04.02 01

                                    - -                                   Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

RI, TNI, dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

7 01 04.02 01 01
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Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 
                 70.938.000                  70.938.000 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 

7 01 04.02 02

Koordinasi/Sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang Penegakan 

Peraturan perundang-undangan 

dan/atau Kepolisian Negara RI

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penerapan dan 

penegakan Perda dan 

Perkada

7 01 04.02 02 01

4 01 06 34 07 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RT/RW                  80.010.000 80.010.000                Program 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum

7 01 05

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

7 01 05.02

Jumlah Pembinaan Wasbang Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

Jumlah Pembinaan Wasbang 7 01 05.02 02

Jumlah konflik yang tertangani Penanganan Konflik Sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah konflik yang tertangani 7 01 05.02 05

Jumlah pembinaan RT / RW                  80.010.000 80.010.000                Pelaksanaan semua Urusan 

Pemerintahan yg bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak 

dilksanakan oleh instansi vertikal

Jumlah pembinaan RT / RW 7 01 05.02 07

1.318.952.000    1.318.952.000    JUMLAH
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4 5

4 01 KECAMATAN 5 01

4 01 4.01.06 KECAMATAN KOTA KELURAHAN 5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

Jumlah dokumen perencanaan                        500.000 500.000                      Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Jumlah dokumen evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Honor Pengelola Kegiatan . Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi 

Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN                                     -                                     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

  Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

Jumlah laporan yg tersusun                     1.510.000 1.510.000                   Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan yg tersusun 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

                                    - Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

                                    - -                                   Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

. Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

Administrasi Umum Jumlah Jasa Administrasi 

Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah jasa surat menyurat                     3.000.000 3.000.000                   Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon
                 28.875.000                  28.875.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                                     - -                                   Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 
                    1.500.000 1.500.000                   Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan                  75.314.000 75.314.000                 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor                  26.409.000 26.409.000                 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

Jumlah ATK                  14.000.000 14.000.000                 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan
                    5.000.000 5.000.000                   Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

KODE KODE

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN PANJUNAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor
                    3.000.000 3.000.000                   Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor
                                    - -                                   Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

Jumlah Peralatan Rumah Tangga                     5.978.000 5.978.000                   Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan
                    2.941.000 2.941.000                   Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

Jumlah Makanan dan Minuman yang 

tersedia
                    8.904.000 8.904.000                   Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang 

tersedia

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor
                                    - -                                   Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

Jumlah peralatan Gedung Kantor                                     - -                                   Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

Jumlah Mebeleur                                     - -                                   Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor
                    9.077.000                     9.077.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

                 12.220.000 12.220.000                 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor
                                    - -                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor
                    3.900.000 3.900.000                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur
                                    - -                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif
                                    - -                                   Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

4 01 06 34 Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

KELURAHAN 7 01 03

08 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi, pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat di 

kelurahan

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan

Pemberdayaan  Kelurahan Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pembangunan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7 01 03.02 02

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan
                    5.000.000 5.000.000                   Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan

7 01 03.02 02 01

Jumlah sarana dan prasarana                774.274.000 774.274.000               Pembangunan Sarana dan Prasarana 

di Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana 7 01 03.02 02 02

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 
               170.000.000 170.000.000               Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 

7 01 03.02 02 03

Jumlah kegiatan yang terevaluasi                                     - -                                   Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan yang terevaluasi 7 01 03.02 02 04

4 01 06 34 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kelurahan

Terlaksananya pembinaan 

KST/Linmas dan FKPM

Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

7 01 04

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penyelenggaraan 

Trantibum

7 01 04.02 01

                                    - -                                   Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

RI, TNI, dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

7 01 04.02 01 01
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Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 
                 70.000.000                  70.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 

7 01 04.02 02

Koordinasi/Sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang Penegakan 

Peraturan perundang-undangan 

dan/atau Kepolisian Negara RI

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penerapan dan 

penegakan Perda dan 

Perkada

7 01 04.02 02 01

4 01 06 34 07 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RT/RW Program 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum

7 01 05

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

7 01 05.02

Jumlah Pembinaan Wasbang Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

Jumlah Pembinaan Wasbang 7 01 05.02 02

Jumlah konflik yang tertangani Penanganan Konflik Sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah konflik yang tertangani 7 01 05.02 05

Jumlah pembinaan RT / RW                  99.520.000 99.520.000                 Pelaksanaan semua Urusan 

Pemerintahan yg bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak 

dilksanakan oleh instansi vertikal

Jumlah pembinaan RT / RW 7 01 05.02 07

1.320.922.000     1.320.922.000     JUMLAH
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INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 5

4 01 KECAMATAN 5 01

4 01 4.01.06 KECAMATAN KOTA KELURAHAN 5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

Jumlah dokumen perencanaan                   3.500.000 3.500.000                  Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Jumlah dokumen evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Honor Pengelola Kegiatan . Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi 

Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN                                    -                                     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Jumlah Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

Jumlah laporan yg tersusun                   7.268.000 7.268.000                  Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan yg tersusun 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

. Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

Administrasi Umum Jumlah Jasa Administrasi 

Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah jasa surat menyurat                                    - -                                   Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon
                15.600.000                  15.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                                    - -                                   Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 
                  3.550.000 3.550.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan               115.860.000 115.860.000              Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor                 22.500.000 22.500.000                Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

Jumlah ATK                   8.111.000 8.111.000                  Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan
                  2.961.000 2.961.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor
                  1.920.000 1.920.000                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor
                  8.368.000 8.368.000                  Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 2.500.000                  Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

Jumlah Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan
                  2.000.000 2.000.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

KODE KODE

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN WERGU WETAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Jumlah Makanan dan Minuman 

yang tersedia
                  7.640.000 7.640.000                  Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 

yang tersedia

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor
                                   - -                                   Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

Jumlah peralatan Gedung Kantor                                    - -                                   Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

Jumlah Mebeleur                                    - -                                   Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor
                                   -                                     - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

                21.228.000 21.228.000                Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor
                                   - -                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor
                                   - -                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur
                                   - -                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif
                                   - -                                   Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

4 01 06 34 08 Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupam Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

KELURAHAN 7 01 03

Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi, pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat di 

kelurahan

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan

Pemberdayaan  Kelurahan Jumlah Masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pembangunan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7 01 03.02 02

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan
                  2.800.000 2.800.000                  Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan

7 01 03.02 02 01

Jumlah sarana dan prasarana               674.820.000 762.540.000              Pembangunan Sarana dan 

Prasarana di Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana 7 01 03.02 02 02

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 
              169.048.000 169.048.000              Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 

7 01 03.02 02 03

Jumlah kegiatan yang terevaluasi Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan yang terevaluasi 7 01 03.02 02 04

4 01 06 34 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kelurahan

Terlaksananya pembinaan 

KST/Linmas dan FKPM

Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

7 01 04

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penyelenggaraan 

Trantibum

7 01 04.02 01

                                   - -                                   Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

RI, TNI, dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

7 01 04.02 01 01

Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 
              171.370.000                  81.150.000 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 

7 01 04.02 02

Koordinasi/Sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang Penegakan 

Peraturan perundang-undangan 

dan/atau Kepolisian Negara RI

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penerapan dan 

penegakan Perda dan 

Perkada

7 01 04.02 02 01
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4 01 06 34 07 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RT/RW Program 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum

7 01 05

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

7 01 05.02

Jumlah Pembinaan Wasbang Fasilitasi , Koordinasi dan 

Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 

Konsultasi) Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional

Jumlah Pembinaan Wasbang 7 01 05.02 02

Jumlah konflik yang tertangani Penanganan Konflik Sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah konflik yang tertangani 7 01 05.02 05

Jumlah pembinaan RT / RW                 78.256.000 78.256.000                Pelaksanaan semua Urusan 

Pemerintahan yg bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak 

dilksanakan oleh instansi vertikal

Jumlah pembinaan RT / RW 7 01 05.02 07

    1.316.800.000 1.316.800.000    JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 5

4 01 KECAMATAN 5 01

4 01 4.01.06 KECAMATAN KOTA KELURAHAN 5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
              229.460.000 229.460.000              PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

                   3.300.000                    3.300.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

Jumlah dokumen Perencanaan                    3.300.000 3.300.000                  Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Jumlah dokumen evaluasi                                     - -                                   Penyusunan Dokumen Evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen evaluasi dan 

pelporan keuangan yang tersusun 

sesuai standar

                 48.960.000 2.310.000                  . Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi 

Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

Jumlah Pengelola Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

                 48.960.000 2.310.000                  Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Dokumen pelaporan keuangan 

bulanan / semesteran, LKPJ ATA, 

laporan akhir tahun, penggandaan 

SPJ, laporan prognosis, LKPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
              177.200.000 223.850.000              . Administrasi Umum Jumlah Jasa Administrasi 

Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah Jasa surat menyurat                    1.800.000 1.800.000                  Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Jumlah jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik yang terbayar
                 15.000.000                  15.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik yang terbayar

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah jasa jaminan kesehatan PNS 

yang terpelihara

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

Jumlah aset (asuransi gedung) yang 

terbayar
                   6.155.000 6.155.000                  Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah aset (asuransi gedung) yang 

terbayar

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

Jumlah sarpras kantor (kendaraan 

dinas) yang terpelihara
                   5.100.000 5.100.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional 

dan perizinannya (STNK dan Service) 

yang terbayar

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Jumlah tenaga pelaksana kegiatan 

(tenaga kontrak)
                 48.780.000 46.650.000                Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah pengelola kegiatan (honor 

KPA, PPK pembantu, PPTK, bend. 

Pengel. Pembantu dan pengurus 

barang)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

                                    - 24.390.000                Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Pelaksana Kegiatan 

(honorarium tenaga kontrak 

kebersihan beserta premi 

asuransinya)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

Jumlah Alat Tulis Kantor                  11.136.000 11.136.000                Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan
                   7.857.000 7.857.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

Jumlah komponen instalasi 

listrik/penerangan
                   1.965.000 1.965.000                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor
                       500.000 500.000                      Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

KODE KODE

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN WERGU KULON

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Jumlah peralatan rumah tangga                    1.987.000 1.987.000                  Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

Jumlah bahan bacaan dan peraturan                    2.000.000 2.000.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

Jumlah makanan dan minuman                  10.920.000 10.920.000                Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

                                    - -                                   Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan 

gedung kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

Jumlah pengadaan genset yang 

tersedia
                 24.880.000 24.880.000                Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan 

gedung kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

                                    - -                                   Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

Jumlah bangunan gedung kantor 

yang terpelihara
                 25.000.000 49.390.000                Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah bangunan gedung kantor 

yang terpelihara dan jumlah tenaga 

penjaga malam beserta premi 

asuransinya

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

Jumlah sarpras kantor (kendaraan 

dinas) yang terpelihara
                   7.520.000 7.520.000                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas/operasional yang terpelihara

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 

yang terpelihara

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

Jumlah sarpras kantor (peralatan 

kantor) yang terpelihara
                   6.600.000 6.600.000                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor 

yang terpelihara

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

Jumlah mebeleur yang terpelihara                                     - -                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah mebeleur yang terpelihara 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah rehabilitasi gedung kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

4 01 06 34 Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan
           1.118.794.000 1.118.794.000          Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

KELURAHAN 7 01 03

08 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi, pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat di 

kelurahan

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan
           1.016.835.000 1.016.835.000          Pemberdayaan  Kelurahan Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pembangunan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7 01 03.02 02

Jumlah Musrenbang Kelurahan yang 

terlaksana
                   3.725.000 3.725.000                  Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan

7 01 03.02 02 01

Jumlah pembinaan organisasi 

kepemudaan dan organisasi 

perempuan yang terlaksana

               857.808.000 857.808.000              Pembangunan Sarana dan Prasarana 

di Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana 7 01 03.02 02 02

Jumlah papanisasi nama jalan yang 

tersedia
               155.302.000 155.302.000              Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 

7 01 03.02 02 03

Jumlah penyuluhan, pelatihan, 

kegiatan donor darah, posyandu 

balita, posyandu lansia, pengelolaan 

data,  SMD, FKD, rapat organisasi 

kepemudaan dan organisasi 

perempuan yang terlaksana

Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan yang terevaluasi 7 01 03.02 02 04

Jumlah seragam karang taruna yang 

tersedia

Jumlah Honorarium TP. PKK

Jumlah Rehabilitasi saluran

4 01 06 34 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kelurahan

Jumlah pembinaan KST, Linmas dan 

FKPM yang terlaksana
                 40.519.000 40.519.000                Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

7 01 04



URUSAN
BIDANG 
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Jumlah honorarium KST dan FKPM                  40.519.000 40.519.000                Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah koordinasi dalam 

penyelenggaraan 

Trantibum

7 01 04.02 01

                 40.519.000 40.519.000                Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

RI, TNI, dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas

7 01 04.02 01 01

                                    -                                     - Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

7 01 04.02 02

                                    -                                     - Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penerapan dan 

penegakan Perda dan 

Perkada

                                    - -                                   Koordinasi/Sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang Penegakan 

Peraturan perundang-undangan 

dan/atau Kepolisian Negara RI

7 01 04.02 02 01

4 01 06 34 07 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Kelurahan

                 61.440.000 61.440.000                Program 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum

7 01 05

Jumlah RT/RW yang terbina                  61.440.000 61.440.000                Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum

7 01 05.02

Jumlah honorarium RT, RW dan 

Ketua LPMK

Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

Jumlah Pembinaan Wasbang 7 01 05.02 02

Jumlah honorarium Modin Penanganan Konflik Sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah Konflik yang tertangani 7 01 05.02 05

                 61.440.000 61.440.000                Pelaksanaan semua Urusan 

Pemerintahan yg bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak 

dilksanakan oleh instansi vertikal

Jumlah Pembinaan RT/RW 7 01 05.02 07

1.348.254.000    1.348.254.000    JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 5

4 01 KECAMATAN 5 01

4 014.01.06 KELURAHAN MLATI KIDUL KELURAHAN 5 01 5-4.0-0.02

4 034.03.0107 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

5 01 5-4.0-0.02 01

4 034.03.0107 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

                   3.500.000 3.500.000                  Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 034.03.0107 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan 

keuangan

Honor Pengelola Kegiatan . Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi 

Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

                                   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

                      750.000 750.000                      Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah laporan yg tersusun 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

                                   - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

                   2.000.000 2.000.000                  Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

4 034.03.0107 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

. Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

Administrasi Umum Jumlah Jasa Administrasi 

Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara
                   2.500.000 2.500.000                  Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

                 22.500.000                  22.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

-                                   Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

                   3.200.000 3.200.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

               108.394.000 108.394.000              Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

-                                   Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

                   8.500.000 8.500.000                  Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

                   7.500.000 7.500.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

                   3.000.000 3.000.000                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

KODE KODE

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : MLATI KIDUL

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

                   3.500.000 3.500.000                  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

                   3.000.000 3.000.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

                 21.757.000 21.757.000                Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang 

tersedia

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

Jumlah Sarpras aparatur yang 

tersedia
-                                   Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

-                                   Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

-                                   Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara
                                   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

                 16.800.000 16.800.000                Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

-                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

                   5.800.000 5.800.000                  Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

-                                   Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

-                                   Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

4 01 06 34 Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupam Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

KELURAHAN 7 01 03

08 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi, pembangunan dan 

kesejahteraan rakyat di kelurahan

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan

Pemberdayaan  Kelurahan Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pembangunan

7 01 03.02 02

Jumlah kegiatan organisasi 

masyarakat yang mendukung 

pembangunan

                   5.500.000 5.500.000                  Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan

7 01 03.02 02 01

Jumlah sarana dan prasarana yang 

telah terbangun 
               886.344.000 886.344.000              Pembangunan Sarana dan Prasarana 

di Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana 7 01 03.02 02 02

Jumlah masyarakat yang meningkat 

ketrampilan dan pengetahunannya
               143.850.000 143.850.000              Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 

7 01 03.02 02 03

Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan yang terevaluasi 7 01 03.02 02 04

4 01 06 34 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kelurahan

Terlaksananya pembinaan 

KST/Linmas dan FKPM

Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

7 01 04

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penyelenggaraan 

Trantibum

7 01 04.02 01

-                                   Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

RI, TNI, dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

7 01 04.02 01 01

                 33.350.000                  33.350.000 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 

7 01 04.02 02

Koordinasi/Sinergi dengan perangkat 

daerah yang tugas dan fungsinya di 

bidang Penegakan Peraturan 

perundang-undangan dan/atau 

Kepolisian Negara RI

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penerapan dan 

penegakan Perda dan 

Perkada

7 01 04.02 02 01
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4 01 06 34 07 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RT/RW Program 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

7 01 05

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

7 01 05.02

Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional

Jumlah Pembinaan Wasbang 7 01 05.02 02

Penanganan Konflik Sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah konflik yang tertangani 7 01 05.02 05

                 49.750.000 49.750.000                Pelaksanaan semua Urusan 

Pemerintahan yg bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak 

dilksanakan oleh instansi vertikal

Jumlah pembinaan RT / RW 7 01 05.02 07

1.329.495.000    1.329.495.000    JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 5

4 01 KECAMATAN 5 01

4 01 4.01.06 KECAMATAN KOTA KELURAHAN 5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

                    3.500.000                     3.500.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Honor Pengelola Kegiatan . Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi 

Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

                                     -                                      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

                    1.800.000                     1.800.000 Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan yg tersusun 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

. Administrasi Umum Jumlah Jasa Administrasi 

Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara
                        676.000                         676.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

                  11.000.000                   11.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

                                     -                                      - Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

                                     -                                      - Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

                    4.000.000                     4.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

                  10.175.000                   10.175.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

                  73.230.000                   73.230.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

                  23.540.000                   23.540.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

                    4.841.000                     4.841.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

                    2.425.000                     2.425.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : MLATI NOROWITO

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

                    2.909.000                     2.909.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

                                     -                                      - Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

                    2.500.000                     2.500.000 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

                    1.800.000                     1.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

                    6.000.000                     6.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 

yang tersedia

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

Jumlah Sarpras aparatur yang 

tersedia
                                     -                                      - Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

                    7.000.000                     7.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara
                    8.000.000                     8.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

                    3.000.000                     3.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

4 01 06 34 Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupam Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

KELURAHAN 7 01 03

08 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi, pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat di 

kelurahan

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan

Pemberdayaan  Kelurahan Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pembangunan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7 01 03.02 02

Jumlah kegiatan organisasi 

masyarakat yang mendukung 

pembangunan

                    3.000.000                     3.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan

7 01 03.02 02 01

Jumlah sarana dan prasarana yang 

telah terbangun 
            1.040.906.000             1.040.906.000 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana di Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana 7 01 03.02 02 02

Jumlah masyarakat yang meningkat 

ketrampilan dan pengetahunannya
                  59.659.000                   59.659.000 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 

7 01 03.02 02 03

Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan yang terevaluasi 7 01 03.02 02 04

4 01 06 34 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kelurahan

Terlaksananya pembinaan 

KST/Linmas dan FKPM

Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

7 01 04

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penyelenggaraan 

Trantibum

7 01 04.02 01
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                  30.000.000                   30.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

RI, TNI, dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

7 01 04.02 01 01

Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 

7 01 04.02 02

Koordinasi/Sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang Penegakan 

Peraturan perundang-undangan 

dan/atau Kepolisian Negara RI

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penerapan dan 

penegakan Perda dan 

Perkada

7 01 04.02 02 01

4 01 06 34 07 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RT/RW Program 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum

7 01 05

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

7 01 05.02

Fasilitasi , Koordinasi dan 

Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 

Konsultasi) Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional

Jumlah Pembinaan Wasbang 7 01 05.02 02

Penanganan Konflik Sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah konflik yang tertangani 7 01 05.02 05

Pelaksanaan semua Urusan 

Pemerintahan yg bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak 

dilksanakan oleh instansi vertikal

Jumlah pembinaan RT / RW 7 01 05.02 07

1.299.961.000     1.299.961.000     JUMLAH
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4 5

4 01 KECAMATAN 5 01

4 01 4.01.06 KECAMATAN KOTA KELURAHAN 5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

                   3.500.000 3.500.000                  . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

Jumlah dokumen perencanaan                    3.500.000 3.500.000                  Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Jumlah dokumen evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Honor Pengelola Kegiatan                        269.000                        269.000 . 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

Jumlah laporan yg tersusun                        269.000 269.000                      Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan yg tersusun 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara
              198.944.000               198.944.000 . Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

Administrasi Umum Jumlah Jasa Administrasi 

Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah jasa surat menyurat                        600.000                        600.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon
                 13.800.000                  13.800.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 
                   1.200.000 1.200.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan                103.998.000                103.998.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor                  26.628.000 26.628.000                Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

Jumlah ATK                    2.161.000                    2.161.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

KODE KODE

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KERJASAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

Jumlah Peralatan Rumah Tangga                        971.000 971.000                      Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan
                   2.100.000                    2.100.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

Jumlah Makanan dan Minuman 

yang tersedia
                   9.400.000 9.400.000                  Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 

yang tersedia

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

Jumlah peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

Jumlah Mebeleur Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor
                 26.628.000                  26.628.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

                 11.458.000                  11.458.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

4 01 06 34 Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupam Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

KELURAHAN 7 01 03

08 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi, pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat di 

kelurahan

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan
              718.794.000               718.794.000 Pemberdayaan  Kelurahan Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pembangunan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7 01 03.02 02

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan
                   5.100.000                    5.100.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan

7 01 03.02 02 01

Jumlah sarana dan prasarana                350.000.000                350.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana 

di Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana 7 01 03.02 02 02

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 
               363.694.000                363.694.000 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 

7 01 03.02 02 03

Jumlah kegiatan yang terevaluasi Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan yang terevaluasi 7 01 03.02 02 04

4 01 06 34 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kelurahan

Terlaksananya pembinaan 

KST/Linmas dan FKPM
              250.000.000               250.000.000 Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

7 01 04

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penyelenggaraan 

Trantibum

7 01 04.02 01

               250.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

RI, TNI, dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

7 01 04.02 01 01
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Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 
               250.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 

7 01 04.02 02

Koordinasi/Sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang Penegakan 

Peraturan perundang-undangan 

dan/atau Kepolisian Negara RI

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penerapan dan 

penegakan Perda dan 

Perkada

7 01 04.02 02 01

4 01 06 34 07 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RT/RW               150.000.000               150.000.000 Program 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum

7 01 05

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

7 01 05.02

Jumlah Pembinaan Wasbang                100.000.000                100.000.000 Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

Jumlah Pembinaan Wasbang 7 01 05.02 02

Jumlah konflik yang tertangani Penanganan Konflik Sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah konflik yang tertangani 7 01 05.02 05

Jumlah pembinaan RT / RW                  50.000.000                  50.000.000 Pelaksanaan semua Urusan 

Pemerintahan yg bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak 

dilksanakan oleh instansi vertikal

Jumlah pembinaan RT / RW 7 01 05.02 07

1.321.507.000    1.321.507.000    JUMLAH
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4 01 KECAMATAN 5 01

4 01 4.01.06 KECAMATAN KOTA KELURAHAN 5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

Jumlah dokumen perencanaan                    3.500.000                    3.500.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Jumlah dokumen evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi PD Jumlah dokumen evaluasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Honor Pengelola Kegiatan . Honor Pengelola Kegiatan Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi 

Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN                                    -                                    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

  Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

Jumlah laporan yg tersusun                  28.000.000                  28.000.000 Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan yg tersusun 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

                                   -                                    - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

                                   -                                    - Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

. Jumlah Sarpras aparatur yang 

terpelihara

Administrasi Umum Jumlah Jasa Administrasi 

Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah jasa surat menyurat                    1.980.000                    1.980.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon
                 29.341.000                  29.341.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran listrik, internet dan 

telepon

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                    5.000.000                    5.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 
                   5.000.000                    5.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yg 

terpelihara dan perpanjangan STNK 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan                  76.000.000                  76.000.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor                  46.000.000                  46.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

Jumlah ATK                  15.000.000                  15.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan
                 10.000.000                  10.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

KODE KODE

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KAJEKSAN
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Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor
                   8.000.000                    8.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

Jumlah Peralatan Rumah Tangga                    7.000.000                    7.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan
                   4.000.000                    4.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

Jumlah Makanan dan Minuman yang 

tersedia
                 35.000.000                  35.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang 

tersedia

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

Jumlah perlengkapan Gedung Kantor                  20.500.000                  20.500.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

Jumlah peralatan Gedung Kantor                  12.000.000                  12.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Gedung Kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

Jumlah Mebeleur                                    -                                    - Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

                 20.000.000                  20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, 

Olie, suku cadang)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor
                   6.900.000                    6.900.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur
                   2.000.000                    2.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Pemeliharaan  Rutin/Berkala 

Mebeleur

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif
              650.000.000               650.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang 

representatif

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

4 01 06 34 Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

KELURAHAN 7 01 03

08 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi, pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat di 

kelurahan

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan

Pemberdayaan  Kelurahan Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pembangunan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7 01 03.02 02

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan
                   2.500.000                    2.500.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan

7 01 03.02 02 01

Jumlah sarana dan prasarana               944.619.000               944.619.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana 

di Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana 7 01 03.02 02 02

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 
                 76.000.000                  76.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat 

7 01 03.02 02 03

Jumlah kegiatan yang terevaluasi Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan yang terevaluasi 7 01 03.02 02 04

4 01 06 34 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kelurahan

Terlaksananya pembinaan 

KST/Linmas dan FKPM

Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Cakupan Kegiatan 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

7 01 04

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penyelenggaraan 

Trantibum

7 01 04.02 01

                                   -                                    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

RI, TNI, dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

7 01 04.02 01 01
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Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 
                 25.000.000                  25.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan FKPM, KST dan 

Linmas 

7 01 04.02 02

Koordinasi/Sinergi dengan perangkat 

daerah yang tugas dan fungsinya di 

bidang Penegakan Peraturan 

perundang-undangan dan/atau 

Kepolisian Negara RI

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan 

koordinasi dalam 

penerapan dan 

penegakan Perda dan 

Perkada

7 01 04.02 02 01

4 01 06 34 07 Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RT/RW Program 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum

7 01 05

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

7 01 05.02

Jumlah Pembinaan Wasbang Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

Jumlah Pembinaan Wasbang 7 01 05.02 02

Jumlah konflik yang tertangani Penanganan Konflik Sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah konflik yang tertangani 7 01 05.02 05

Jumlah pembinaan RT / RW                  70.675.000                  70.675.000 Pelaksanaan semua Urusan 

Pemerintahan yg bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak 

dilksanakan oleh instansi vertikal

Jumlah pembinaan RT / RW 7 01 05.02 07

2.104.015.000    2.104.015.000    JUMLAH



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

               626.837.000 626.837.000              
Urusan 

Pemerintahan 

Fungsi Penunjang 

Administrasi

Perencanaan

Program pelayanan administrasi 

umum

Indeks kepusasan masyarkat atas 

kinerja perangkat daerah
352.337.000              352.337.000              PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

4 01 12 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah data/dokumen perencanaan 

dan pelaporan sesuai ketentuan
5.000.000                   5.000.000                   Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dok perencanaan 

evaluasi dan pelaporan 

capaian kenerja yg 

tersusun

Dokumen perencanaan dan 

pelaporan : renstra, renja, rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd, laporan bulanan kec 

dan laporan evaluasi hasil renja opd

                    5.000.000                     5.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen renstra dan renja jumlah Dokumen Renstra dan Renja

Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dok :RKPD,lkpj,Lkjip,lppd dan 

laporan keuangan

Jumlah  dokumen  tersusun : rkpd, 

lkpj, lakip/lkjip, lppd, laporan 

bulanan,

4 01 12 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah Pengelolaan perangkat 

daerah
                 24.500.000 2.000.000                   Administrasi Keuangan Jumlah lap.keuangan yg 

tersusun sesuai standar

Honor pengelola keuangan                   22.500.000 -                               Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah  Gaji dan Tunjangan ASN

Dokumen perencanaan : RKA, DPA, 

Laporan bulanan, ikhtisar kinerja dan 

laporan akhir tahun

                    2.000.000 2.000.000                   Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah RKA, DPA, Laporan bulanan, 

ikhtisar kinerja dan laporan akhir 

tahun

4 01 12 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Tersedianya sarpras dan peningkatan 

kapasitas aparatur
               322.837.000 345.337.000              Administrasi Umum Jumlah adm.umum yg 

tersedia

Jasa surat menyurat                        780.000 780.000                      Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Meyurat

Langganan telpon, intenet dan listrik                   59.220.000 59.220.000                 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jasa service peralatan dan 

perlengkapan kantor
                    6.530.000 6.530.000                   Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

 Tersedianya Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Asuransi Gedung perkantoran dan 

rumah dinas camat
                    9.500.000 9.500.000                   Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah  Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

jasa service dan perizinan kendaraan 

bermotor
                  31.140.000                   31.140.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah  Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jasa administrasi keuangan                   52.000.000 74.500.000                 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah  Jasa Administrasi Keuangan

Jasa Tenaga outsorcing/kontrak                   52.000.000 52.000.000                 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah  Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

alat tulis kantor                     6.544.000 6.544.000                   Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor

barang cetakan, penjilidan dan 

penggandaan
                    9.070.000 9.070.000                   Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah  Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Alat Listrik dan elektronik                        700.000 700.000                      Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah  Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Peralatan pembersih dan bahan 

kebersihan
                    2.025.000 2.025.000                   Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATI

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Langganan surat kabar/majalah                     4.000.000 4.000.000                   Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

Makanan dan minuman harian, rapat 

dan tamu
                  15.748.000 15.748.000                 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah  Makanan dan Minuman 

harian, rapat dan tamu

Perjalana dinas dalam dan luar 

daerah
                    5.050.000 5.050.000                   Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Tersedianya  Perlengkapan Gedung 

Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas

Terpeliharanya  Rutin/berkala Rumah 

Dinas

-                               Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 

Kantor

Jumlah  Jasa Keamanan Kantor

Belanja bahan bakar kendaraan 

bermotor dan pelumas
                  64.530.000 64.530.000                 Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan  Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Terpeliharanya rutin/berkala 

Mebeleur

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Terpeliharanya rehabilitasi 

Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor 

(penghancur kertas)
                    4.000.000 4.000.000                   Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan peralatan 

gedung kantor

UNSUR 

KEWILAYAHAN

KECAMATAN

Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan Pemerintahan
               274.500.000 274.500.000              PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Cakupan 

penyelenggaran 

kegiatan 

pemerintahan 

fdan pelayanan 

publik

4 01 12 34 06 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

pelayanan umum

Terlaksananya fasilitasi 

penyelenggaraan administrasi umum
                    2.500.000 2.500.000                   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang dilimpahkan Kepada Camat

jumlah urusan 

pemerintahan yg 

dilimpahkan kepada 

Camat

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kependudukan
                    2.500.000 2.500.000                   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan

Jumlah Fasilitasi Perizinan

4 01 12 34 03 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan 

desa/kelurahan

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan kegiatan ekbang 

desa

                 31.000.000 31.000.000                 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN

Cakupan dan 

penyelenggaran 

pemberdayaan 

masyarakat desa

musrenbang tingkat kecamatan                     9.500.000 9.500.000                   Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Musrenbang Kecamatan

Fasilitasi Promo produk UMKM                   18.500.000 18.500.000                 Sinrkonisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan Oleh Pemerintah dan 

Swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah  Pameran UMKM terlaksana

Lomba desa                     3.000.000 
Monev dan Pelaporan Dana Desa                                    -   

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

jumlah fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

kenetraman dan 

ketertiban

4 01 12 34 05 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum

terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan ketentraman dan 

keteriban umum

               120.000.000 120.000.000              Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah posko 

pemantauan piket 

bencana alam dan jml 

fsilitasi penyelenggaraan 

trantib

3.000.000                   Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

jumlah Monev Dana Desa dan 

fasilitasi Lomba Desa dan Pembinaan 
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KODE KODE

Pembinaan bela negara, sosialisasi 

wawasan kebangsaan dan lomba tek 

tek kamling tk. kecamatan

-                               

Pemantauan dan piket bencana alam 30.000.000                 

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Perda dan Perkada

Patroli wilayah, operasional tim 

terpadu penanganan konflik sosial di 

kecamatan, pembinaan linmas dan 

bidang trantib

90.000.000                                   90.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan.atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah Penurunan Kasus Pelanggaran 

Perda dan Trantbum dan Kriminalitas

Jumlah Pembinaan linmas dan trantib

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemdes

4 01 12 34 01 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan adminitrasi 

pemerintahan desa

29.000.000                 29.000.000                 Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi desa 

dan pembinaan 

pengawasan desa 

Evaluasi Perdes tentang 

APBDesa/Perubahan APBDesa
                    9.183.500 9.183.500                   Jumlah Fasilitasi Penyusunan 

Peraturan Desa dan peraturan Kepala 

Desa

Jumlah Evaluasi Ranperdes

monev dan pelaporan bidang 

pemerintahan desa
                    9.416.500 9.416.500                   jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Jumlah Monev dan pelaporan 

pemdes dan fasilitasi 

penyelenggaraan pemdes

Pelatihan aparatur pemerintahan 

desa dalam bidang manajemen 

pemerintah desa dan Pengelolaan 

Keuangan Desa

                    5.200.000 5.200.000                   jumlah Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan desa dan pendayagunaan 

Aset Desa

Jumlah pelatihan aparatur 

pemerintah desa dalam bidang 

pengelolaan keuangan desa

                    5.200.000 5.200.000                   jumlah Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan desa dan pendayagunaan 

Aset Desa

Jumlah Pelatihan aparatur 

pemerintahan desa dalam bidang 

manajemen pemerintah desa

4 01 12 34 02 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan kesejahteraan rakyat

Terlaksananya fasilitasi dan 

pyelenggaraan kegiatan kesra
                 92.000.000 92.000.000                 

Fasilitasi festival dan kirab budaya                   19.000.000 19.000.000                 Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek,Pemajuan Tradisi 

budaya

Jumlah fasilitasi festival seni dan 

budaya

Mtq tingkat kecamatan                   17.000.000 17.000.000                 jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina 

Mental Spiritual

Jumlah peserta mtq tingkat 

kecamatan

Fasilitasi kegiatan sosial                                    -   56.000.000                 
Fasilitasi lomba sekolah sehat, lcc 

dokter kecil dan lomba rebana tingkat 

kecamatan

                                   -   

Pembinaan organisasi perempuan 

(pkk)
                  48.000.000 

Pembinaan organisasi kepemudaan                     8.000.000 

626.837.000        626.837.000        JUMLAH

                  30.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Pembinaan Wawasan 

Kebangsaan dan Piket Bencana Alam

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah  Organisasi Kepemudaan dan 

pembinaan organisasi perempuan, 

kegiatan LSS dan LCC
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Perencanaan Urusan 

Pemerintahan 

Fungsi Penunjang 

Administrasi

KECAMATAN UNDAAN

Program pelayanan administrasi 

umum

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

01

4 01 08 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan evaluasi 

dan pelaporan capaian 

kinerja yang tersusun

01 1 01

Dokumen perencanaan dan 

pelaporan : renja, rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd,laporan keuangan 

semesteran, laporan keuangan akhir 

tahun dan ikhtisar realisasi keuangan, 

laporan bulanan, rka, dpa dan 

laporan capaian kinerja

5.000.000                                    1.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

yang tersusun

01 1 01 01

4.000.000                  Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi yang 

tersusun  : (RKPD, LKPJ, LKJIP, Lap 

Bulanan, RKA dan DPA)

01 1 01 02

4 01 08 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Administrasi Keuangan Jumlah laporan 

keuangan yang tersusun 

sesuai standart

01 1 02

Gaji dan tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan ASN 01 1 02 01

1.500.000                  Penyusunan akuntansi dan pelaporan 

keuangan

Jumlah dokumen akuntansi dan 

pelaporan yang tersusun

01 1 02 06

4 01 08 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
428.482.000             426.982.000             Administrasi Umum Jumlah administrasi 

umum yang tersedia

01 1 03

Jasa surat menyurat                   2.100.000 2.100.000                  Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah  jasa surat menyurat yang 

tersedia

01 1 03 01

Jasa komunikasi, sumber daya air , 

listrik dan internet
                63.000.000 61.500.000               Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air, Listrik dan internet

Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air , Listrik dan internet  yang tersedia

01 1 03 02

Jasa perawatan peralatan dan 

perlengkapan kantor
                  7.030.000 7.030.000                  Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Jumlah jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia

01 1 03 03

Jasa Jaminan pemeliharaan 

kesehatan PNS

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

 Tersedianya Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

01 1 03 04

                                   - -                                  Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan PNS yang tersedia

01 1 03 04

Jasa jaminan barang milik daerah                 12.000.000 12.000.000               Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah jasa jaminan barang milik 

daerah tersedia

01 1 03 05

jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas 
                  5.580.000 5.580.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan 

perijinan kendaraan 

dinas/operasional yang tersedia ( 

Perpanjangan STNK , KIR dan Jasa 

Service )

01 1 03 06

Jasa Administrasi keuangan dan 

tenaga kontrak adm keuangan
                26.700.000                 81.700.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah  jasa administrasi keuangan 

yang tersedia ( Honor PHD dan Premi 

Asuransi, Honor Tenaga Administrasi 

dan premi asuransi Dan Honor Panitia 

Pengelola Kegiatan

01 1 03 07

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN UNDAAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Jasa tenaga kontrak dan K2               195.000.000 57.500.000               Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang 

tersedia ( Honorarium Tenaga 

kebersihan dan premi asuransi )

01 1 03 08

Jasa Perbaikan peralatan kerja                                    - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

01 1 03 09

alat tulis kantor                 11.196.000 11.196.000               Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah  alat Tulis Kantor yang 

tersedia

01 1 03 10

Barang cetakan dan penggandaan                 15.534.000 15.534.000               Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah  barang cetak dan 

penggandaan yang tersedia

01 1 03 11

Komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor
                  5.260.000 5.260.000                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah  komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

yang tersedia

01 1 03 12

Pengadaan perlengkapan gedung 

kantor
                                   - Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan 

perlengkapan kantor

01 1 03 13

Peralatan rumah tangga (peralatan 

kebersihan dan bahan pembersih)
                  6.602.000 6.602.000                  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah  peralatan rumah tangga yang 

tersedia

01 1 03 14

Bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan
                  3.600.000 3.600.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan yang tersedia

01 1 03 15

Pengisian tabung gas                   2.040.000 2.040.000                  Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor tersedia 01 1 03 16

Makanan dan minuman pegawai dan 

rapat
                13.580.000 13.580.000               Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah  makanan dan minuman 

harian, rapat dan tamu tersedia

01 1 03 17

Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah
                  5.000.000 5.000.000                  Penyediaan biaya perjalanan dinas, 

Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam dan luar Daerah 

yang tercukupi

01 1 03 18

pengadaan perlengkapan gedung 

kantor
                                   - Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung 

kantor

01 1 03 22

pengadaan peralatan gedung kantor                                    - -                                  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 01 1 03 23

pengadaan mebeleur                                    - Penyediaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 01 1 03 26

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas
                                   - Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas

Terpeliharanya rumah dinas 01 1 03 28

Tenaga kontrak pengamanan kantor

                                   - 82.500.000               Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 

Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor 

yang terpelihara ( Jumlah Honorarium 

dan premi asuransi tenaga keamanan 

yang terbayar )

01 1 03 29

Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

                54.260.000 54.260.000               Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan  rutin/berkala 

kendaran Dinas/operasional yang 

terbayar ( BBM, Oli dan Suku Cadang )

01 1 03 31

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
                                   - Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur 01 1 03 36

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor
                                   - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

01 1 03 39

Pendidikan dan pelatihan formal
-                                  Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya ASN mengikuti diklat 

formal

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

01 1 04 09

Pengadaan pakaian khusus hari-hari 

tertentu

01 1 04 05

UNSUR KEWILAYAHAN 7

KECAMATAN UNDAAN 7 01

4 01 08 34 06 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

pelayanan umum
7.000.000                  7.000.000                  Cakupan 

penyelenggaraan 

kegiatan peemrintahan 

dan pelayanan publik

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7 01 02

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan pelayanan umum

Penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di 

Kecamatan

7.01 02.2 02

fasilitasi perizinan                   7.000.000 7.000.000                  Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan Kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

7.01 02.2 02 03

7.01 02.2 04
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Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan

7.01 02.2 04 01

4 01 08 34 03 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan 

desa/kelurahan

43.000.000               43.000.000               Cakupan 

penyelenggaraan 

kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa dan 

kelurahan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

7.01 03

kegiatan penataan lingkungan                   6.536.000 7.334.000                  Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Fasilitasi keg penataan lingkungandg 

partisipasi masyarakat

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

Jumlah fasilitasi ekonomi 

dan pembangunan 

desa/kelurahan yang 

dilaksanakan

7.01 03 2.01

musrenbang tingkat kecamatan                   7.181.000 7.181.000                  Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Pelaksanaan  Musrenbang Tk. 

Kecamatan yang terlaksana

7.01 03 2.01 01

umkm dalam pameran pembangunan                 11.805.000 11.805.000               Sinrkonisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan Oleh Pemerintah dan 

Swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah  Pameran UMKM yang 

terlaksana

7.01 03 2.01 02

pembinaan rt dan rw, desa lomba, 

Monev dan pelaporan dana desa
                17.478.000 16.680.000               Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Monev Bumdes, Monev Dana 

Desa dan Lomba Desa yang 

terlaksana

7.01 03 2.01 03

4 01 08 34 05 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum
 

120.350.000             120.350.000             Cakupan kegiatan 

koordinasi ketentraman 

dan ketertiban umum

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

7.01 04

penanganan kasus pelanggaran perda 

trantibum dan kriminalitas

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

7.01 04 2.01

Pemantauan dan piket bencana alam                 39.450.000 39.450.000               Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Piket Bencana Alam 7.01 04 2.01 01

Harmonisasi hubungan dengan 

Tomas dan Toga

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Perda dan Perkada

7.01 04 2.02 02

Patroli wilayah, operasional tim 

terpadu penanganan konflik sosial di 

Kecamatan, pembinaan linmas dan 

bidang tramtib

                80.900.000                 80.900.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan.atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum ( 

Tim Terpadu penanganan konflik 

sosial, Linmas dan Piket Kantor )

7.01 04 2.02 01

4 01 12 34 01 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa
                35.000.000 35.000.000               Cakupan kegiatan 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

7.01 06

Evaluasi Perdes tentang 

APBDesa/Perubahan APBDesa
                  7.956.000 7.956.000                  Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah penyusunan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa ynag 

tersusun ( Evaluasi Raperdes )

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

7.01 06 2.01 05

monev dan pelaporan bidang 

pemerintahan desa
                18.194.000 18.194.000               Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa 

dan pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Fasilitasi pengelolaan 

keuangan desa yang terfasilitasi

7.01 06 2.01 03

pelatihan aparatur pemerintah desa 

dalam bidang pengelolaan keuangan 

desa

                  4.425.000 4.425.000                  Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa

Jumlah aparatur desa yang mengikuti 

pelatihan

7.01 06 2.01 05

pelatihan aparatur pemerintahan 

desa dalam bidang manajemen 

pemerintah desa

4.425.000                  4.425.000                  Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa

Jumlah aparatur desa yang mengikuti 

pelatihan

7.01 06 2.01 05

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

7.01 06 2.01 13
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Fasilitasi Penetapan Lokasi 

Pembangunan Kawasan Perdesaan

7.01 06 2.01 10

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 

dan kewajiban Lembaga 

Kemasyarakatan

7.01 06 2.01 12

Fasilitasi Kerja sama Antardesa dan 

Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga

7.01 06 2.01 13

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan 

pendayagunaan RuangDesa serta 

Penetapan dan penegasan Batas Desa

7.01 06 2.01 15

Koordinasi Pendampingan Desa di 

Wilayahnya

7.01 06 2.01 17

Koordinasi Pelaksanaan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan di 

Wilayah Kecamatan 

7.01 06 2.01 18

4 01 08 34 02 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan kesejahteraan rakyat
                72.650.000 72.650.000               

pengiriman peserta mtq tingkat 

kecamatan
                13.007.000 13.007.000               Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

Jumlah peserta mtq tingkat 

kecamatan yang terkirim

fasilitasi festival seni dan budaya                   6.271.000 6.271.000                  Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek,Pemajuan Tradisi 

budaya

Jumlah  festival seni dan budaya yang 

terlaksana

Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat, LCC, 

Dokter Kecil dan Pramuka
                  3.640.000 3.640.000                  Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah organisasi kepemudaan, 

Jumlah keg sosial (LSS) dan Jumlah 

pembinaan Organisasi perempuan

pembinaan organisasi perempuan                 28.037.000 28.037.000               

Fasilitasi Organisasi Kepemudaan                 21.695.000 21.695.000               

711.482.000       711.482.000       JUMLAH

4.01.02.2.02.01

2.22.02.2.02.01

2.13.05.2.01.03
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              718.730.000 718.730.000              
Urusan 

Pemerintahan 

Fungsi Penunjang 

Administrasi

Perencanaan

Program pelayanan administrasi 

umum

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
436.730.000              436.730.000              PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

dearah

01

4 01 12 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

2.000.000                  2.000.000                  Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah data/dokumen 

perencanaan dan 

pelaporan sesuai 

ketentuan

01 1 01

dokumen perencanaan dan 

pelaporan : renstra, renja, rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd, laporan bulanan kec 

dan laporan evaluasi hasil renja opd

                   2.000.000                    1.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja 

yang tersusun

01 1 01 01

1.000.000                  Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd, laporan bulanan 

yang tersusun

01 1 01 02

4 01 12 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan
                 51.660.000 1.500.000                  Administrasi Keuangan Jumlah data/dokumen 

administrasi dan 

pelaporan keuangan 

sesuai ketentuan

01 1 02

ketentuan                  50.160.000 -                               Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 

terbayarkan

01 1 02 01

Dokumen perencanaan : RKA, DPA, 

Laporan bulanan, ikhtisar kinerja dan 

laporan akhir tahun

                   1.500.000 1.500.000                  Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

Jumlah RKA, DPA, Laporan bulanan, 

ikhtisar kinerja dan laporan akhir 

tahun yang tersusun

01 1 02 06

4 01 12 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
              383.070.000 433.230.000              Administrasi Umum Jumlah administrasi 

umum yang tersedia

01 1 03

jasa surat menyurat                    1.000.000 1.000.000                  Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Meyurat tersedia 01 1 03 01

Langganan telpon, intenet dan listrik                  43.290.000 43.290.000                Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang terpenuhi

01 1 03 02

jasa service peralatan dan 

perlengkapan kantor
                   5.000.000 5.000.000                  Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang terpenuhi

01 1 03 03

Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

 Tersedianya Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

01 1 03 04

Asuransi Gedung perkantoran dan 

rumah dinas camat
                   5.400.000 5.400.000                  Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah terpenuhi

01 1 03 05

jasa service dan perizinan kendaraan 

bermotor
                 15.000.000                  15.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional yang terlaksana

01 1 03 06

Honorarium PHD                  84.500.000 134.660.000              Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah Honor PHD dan Jasa 

Administrasi Keuangan yang 

terbayarkan

01 1 03 07

Jasa Tenaga outsorcing                130.000.000 52.000.000                Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 

terbayarkan

01 1 03 08

alat tulis kantor                    8.000.000 8.000.000                  Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 01 1 03 10

barang cetakan, penjilidan dan 

penggandaan
                   8.500.000 8.500.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang tersedia

01 1 03 11

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MEJOBO

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
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Alat Listrik dan elektronik                    1.000.000 1.000.000                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor yang 

tersedia

01 1 03 12

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

01 1 03 13

Peralatan pembersih dan bahan 

kebersihan
                   1.000.000 1.000.000                  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang 

tersedia

01 1 03 14

Langganan surat kabar/majalah                    3.000.000 3.000.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang tersedia

01 1 03 15

Makanan dan minuman harian, rapat 

dan tamu
                 24.320.000 24.320.000                Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 

harian, rapat dan tamu yang 

terpenuhi

01 1 03 17

Perjalana dinas dalam dan luar 

daerah
                 13.000.000 13.000.000                Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah 

yang terlaksana

01 1 03 18

Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Tersedianya  Perlengkapan Gedung 

Kantor

01 1 03 22

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 01 1 03 23

pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 01 1 03 24

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas

Terpeliharanya  Rutin/berkala Rumah 

Dinas

01 1 03 25

78.000.000                Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 

Kantor

Jumlah Jasa Keamanan Kantor yang 

terbayar

01 1 03 26

Belanja bahan bakar kendaraan 

bermotor dan pelumas
                 40.060.000 40.060.000                Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Rutin/berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional yang terpelihara

01 1 03 27

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Terpeliharanya rutin/berkala 

Mebeleur

01 1 03 28

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Terpeliharanya rehabilitasi 

Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

01 1 03 29

UNSUR 

KEWILAYAHAN

7

KECAMATAN 7 01

Program Fasilitasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan fasilitasi dan 

penyelenggaraan pemerintahan
              282.000.000 282.000.000              PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Cakupan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

7 01 02

4 01 12 34 06 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

pelayanan umum
                 12.000.000 12.000.000                Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang dilimpahkan Kepada Camat

Jumlah monitoring, 

evaluasi dan pelaporan 

kependudukan yang 

terlaksana

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7.01 02.2 02

monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kependudukan
                 12.000.000 12.000.000                Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan

Jumlah pelayanan publik/Paten, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kependudukan yang terlaksana

7.01 02.2 04 01

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN

Cakupan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

7.01 03

4 01 12 34 03 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan 

desa/kelurahan

                 72.000.000 72.000.000                Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

Jumlah Koordinasi 

Kegiatan Pemberdayaan 

Desa yang terlaksana

7.01 03 2.01

musrenbang tingkat kecamatan                  15.000.000 15.000.000                Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah usulan pada musrenbang 

kecamatan

7.01 03 2.01 01

Fasilitasi Promo produk UMKM                  21.000.000 21.000.000                Sinrkonisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan Oleh Pemerintah dan 

Swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah UMKM yang mengikuti 

pameran

7.01 03 2.01 02



URUSAN
BIDANG 
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PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM
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pembinaan rt dan rw, desa lomba                  25.000.000 7.01 03 2.01 03

Monev dan Pelaporan Dana Desa                  11.000.000 
PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan 

koordinasi 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04

4 01 12 34 05 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum
                 44.000.000 44.000.000                Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah koordinasi upaya 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum yang 

terlaksana

7.01 04 2.01

Pembinaan bela negara, sosialisasi 

wawasan kebangsaan dan lomba tek 

tek kamling tk. kecamatan

7.000.000                  7.01 04 2.01 01

Pemantauan dan piket bencana alam 14.000.000                

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Perda dan Perkada

7.01 04 ####

Patroli wilayah, operasional tim 

terpadu penanganan konflik sosial di 

kecamatan, pembinaan linmas dan 

bidang trantib

23.000.000                                 23.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan.atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah Penurunan Kasus Pelanggaran 

Perda dan Trantbum dan Kriminalitas

7.01 04 #### 01

Jumlah peserta Pembinaan linmas 

dan trantib

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Cakupan 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan 

desa

7.01 06

4 01 12 34 01 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa
75.000.000                75.000.000                Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah rekomendasi dan 

koordinasi pembinaan 

pengawasan pemerintah 

desa yang terlaksana

7.01 06 2.01

Evaluasi Perdes tentang 

APBDesa/Perubahan APBDesa
                   5.000.000 5.000.000                  Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 

dan peraturan Kepala Desa

Jumlah Ranperdes terevaluasi 7.01 06 2.01 05

monev dan pelaporan bidang 

pemerintahan desa
                 40.000.000 40.000.000                Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa

Jumlah Monev dan pelaporan 

pemdes dan fasilitasi 

penyelenggaraan pemdes

7.01 06 2.01 03

Pelatihan aparatur pemerintahan 

desa dalam bidang manajemen 

pemerintah desa dan Pengelolaan 

Keuangan Desa

                 30.000.000 30.000.000                Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa 

dan pendayagunaan Aset Desa

Jumlah peserta pelatihan aparatur 

pemerintah desa dalam bidang 

pengelolaan keuangan desa

7.01 06 2.01 05

Jumlah peserta Pelatihan aparatur 

pemerintahan desa dalam bidang 

manajemen pemerintah desa

4 01 12 34 02 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan kesejahteraan rakyat
                 79.000.000 79.000.000                

Fasilitasi festival dan kirab budaya                    5.000.000 5.000.000                  Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek,Pemajuan Tradisi 

budaya

Jumlah fasilitasi festival seni dan 

budaya

#### 02 #### 01

Mtq tingkat kecamatan                  17.000.000 17.000.000                Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

Jumlah pengiriman peserta mtq 

tingkat kecamatan

#### 02 2.01 01

Fasilitasi kegiatan sosial                    8.000.000 7.01 03 2.01 03

Fasilitasi lomba sekolah sehat, lcc 

dokter kecil dan lomba rebana tingkat 

kecamatan

                   4.000.000 

Pembinaan organisasi perempuan 

(pkk)
                 40.000.000 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah fasilitasi Organisasi 

Kepemudaan dan pembinaan 

organisasi perempuan, kegiatan LSS 

dan LCC

36.000.000                Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Monev Dana Desa, fasilitasi 

Lomba Desa dan Pembinaan RT/RW

                 21.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah peserta Pembinaan Wawasan 

Kebangsaan dan Jumlah Posko Piket 

Bencana Alam

57.000.000                



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN
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Pembinaan organisasi kepemudaan                    5.000.000 

718.730.000        718.730.000        

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah fasilitasi Organisasi 

Kepemudaan dan pembinaan 

organisasi perempuan, kegiatan LSS 

dan LCC

JUMLAH

57.000.000                



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

Perencanaan Urusan 

Pemerintahan 

Fungsi Penunjang 

Administrasi

Program pelayanan administrasi 

umum

Indek Kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat dearah

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

dearah

01

4 01 12 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

2.000.000                 2.000.000                 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan evaluasi 

dan pelaporan capaian 

kinerja yang tersusun

01 1 01

dokumen perencanaan dan 

pelaporan : renja, rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd,, laporan bulanan, 

rka, dpa dan laporan capaian kinerja

2.000.000                  2.000.000                  Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

yang tersususn

01 1 01 01

Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi yang 

tersusun  : (RKPD, LKPJ, LKJIP, Lap 

Bulanan, RKA dan DPA)

01 1 01 02

4 01 12 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan
                30.800.000 500.000                     Administrasi Keuangan Jumlah laporan 

keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 1 02

Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun sesuai standar

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan ASN 01 1 02 01

                30.800.000                       500.000 Penyusunan akuntansi dan pelaporan Jumlah dokumen akuntansi dan 

pelaporan yang tersusun

4 01 12 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
              448.333.000 478.633.000             Administrasi Umum Jumlah administrasi 

umum yang tersedia

01 1 03

Belanja Jasa Surat Menyurat                   2.100.000 2.100.000                  Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah  jasa surat menyurat yang 

tersedia

01 1 03 01

Belanja Jasa Komunikasi, Sumber 

daya air dan Listrik
                45.200.000 45.200.000               Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang tersedia

01 1 03 02

Belanja Jasa Service peralatan dan 

perlengkapan kantor
                  7.800.000 7.800.000                  Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia

01 1 03 03

                                   - -                                  Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan PNS yang tersedia

01 1 03 04

                                   - -                                  Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

01 1 03 05

Belanja jasa operasional kendaraan 

dan perijinan kendaraan dinas
                10.600.000 10.600.000               Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan 

perijinan kendaraan 

dinas/operasional yang tersedia ( 

Perpanjangan STNK , KIR dan Jasa 

Service )

01 1 03 06

              210.800.000               155.200.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

 Jumlah  jasa administrasi keuangan 

yang tersedia ( Honor PHD dan Premi 

Asuransi, Honor Tenaga Administrasi 

dan premi asuransi Dan Honor Panitai 

Pengelola Kegiatan 

01 1 03 07

                                   - 54.650.000               Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang 

tersedia ( Honorarium Tenaga 

kebersihan dan premi asuransi )

01 1 03 08

                                   - -                                  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 

yang tersedia

01 1 03 09

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEKULO

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Jumlah Alat Tulis Kantor                 18.633.000 18.633.000               Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah  alat Tulis Kantor yang 

tersedia

01 1 03 10

 Jumlah Belanja Cetak dan 

Penggandaan
                  4.600.000 4.600.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah  barang cetak dan 

penggandaan yang tersedia

01 1 03 11

 Jumlah Belanja Alat Listrik Elektronik                   2.500.000 2.500.000                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah  komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

yang tersedia

01 1 03 12

  Jumlah Belanja Perlengkapan dan 

Peralatan kantor ( berupa laptop, 

printer dan karangan Bunga ) 

                41.700.000 40.500.000               Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

 Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor yang tersedia ( Belanja Laptop 

) 

01 1 03 13

                  3.636.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 1 03 14

Jumlah Belanja Rumah Tangga                   5.000.000 7.100.000                  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah  peralatan rumah tangga yang 

terdedia

Jumalah Belanja Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan
                  3.000.000 3.000.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan yang tersedia

01 1 03 15

Jumlah Belanja Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan
                10.050.000 10.050.000               Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah  makanan dan minuman yang 

terdedia

01 1 03 17

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas                 12.750.000 12.750.000               Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam dan luar Daerah 

yang tercukupi

01 1 03 18

                                   - -                                  Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 

yang terdesia

01 1 03 22

                                   - -                                  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 

yang tersedia

01 1 03 23

                                   - -                                  pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang tersedia 01 1 03 24

-                                  Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 

rumag dinas yang terpelihara

01 1 03 25

                                   - 54.650.000               Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 

Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor 

yang terpelihara ( Jumlah Honorarium 

dan premi asuransi tenaga keamanan 

yang terbayar )

01 1 03 26

Jumlah Belanja Pemeliharaan 

Rutin/berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

7.500.000                  49.300.000               Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan  rutin/berkala 

kendaran Dinas/operasional yang 

terbayar ( BBM, Oli dan Suku Cadang )

01 1 03 27

-                                  -                                  Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 

mebeleur yang terpelihara

01 1 03 28

-                                  -                                  Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Rehabilitasi sedang/Berat 

rumah gedung kantor yang 

terlaksanan

01 1 03 29

Jumlah Belanja Premi asuransi 23.400.000               - Penyediaan Jasa pemeliharaan 

Kesehatan dan ketenagakerjaan non 

PNS

Jumlah Belanja Pengisian tabung gas 900.000                     - Belanja Pengisian tabung gas

41.800.000               - Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan 

Pelumas

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah Kedisiplinan 

dankapasitas sumber 

daya apartur yang 

meningkat

01 1 04

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 

tertentu

01 1 04 05

Pendidikan dan Pelatihan Formal 01 1 04 09

UNSUR KEWILAYAHAN 7

7 01

4 01 12 34 06 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

pelayanan umum
5.000.000                 5.000.000                 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Cakupan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

7 01 02
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Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan pelayanan umum

Penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di 

Kecamatan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7.01 02.2 02

fasilitasi perizinan Fasilitasi Percepatan Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal di wilayah 

Kecamatan

Jumlah pencapaian standar 

pelayanan minimal di wilayah 

Kecamatan yang terfasilitasi

7.01 02.2 02 02

Jumlah Pelaksanaan Rakor pelayanan administrasi kependudukan5.000.000                  5.000.000                  Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan Kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Pelayanan kepada 

Masyarakat di wilayah kecamatan 

yang terlaksanan (Rakor pelayanan 

administrasi kependudukan )

7.01 02.2 02 03

7.01 02.2 04

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan

Jumlah urusan pemerintahan yang 

terkait dengan pelayanan perizinan 

yang terlaksana

7.01 02.2 04 01

4 01 12 34 03 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan 

desa/kelurahan

29.500.000               29.500.000               PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

7.01 03

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

Jumlah Fasilitasi ekonomi 

dan pembangunan 

desa/kelurahan yang 

ilaksanakan

7.01 03 2.01

Pelaksanaan Musrenbang Tk. 

Kecamatan
14.411.000               14.411.000               Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Pelaksanaan  Musrenbang Tk. 

Kecamatan yang terlaksana

7.01 03 2.01 01

Pelaksanaan Pameran Pembangunan 11.900.000               11.900.000               Sinrkonisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan Oleh Pemerintah dan 

Swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah  Pameran UMKM yang 

terlaksana

7.01 03 2.01 02

Pelaksanaan monev dan pelaporan 

dana desa
3.189.000                  3.189.000                  Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Monev Bumdes, Monev Dana 

Desa dan Lomba Desa yang 

terlaksana

7.01 03 2.01 03

4 01 12 34 05 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum
78.200.000               78.200.000               PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan ke 

giatankoordinasi 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah posko 

pemantauan piket 

bencana alam dan 

jumlah fasilitasi 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04 2.01

Pemantauan dan piket bencana alam 6.750.000                  6.750.000                  Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Piket Bencana Alam 7.01 04 2.01 01

penanganan kasus pelanggaran perda 

trantibum dan kriminalitas
71.450.000               71.450.000               Fasilitasi penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum ( Tim Terpadu 

penanganan konflik sosial, Linmas 

dan Piket Kantor )

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Perda dan Perkada

7.01 04 2.02

-                                  Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan.atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01 04 2.02 01
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4 01 12 34 01 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa

Cakupan Fasilitasi dan 

penyelenggaran pemerintah
26.500.000               26.500.000               PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Cakupan kegiatan 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan 

desa

7.01 06

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi dan 

koordinasi pembinaan 

pengawasan pemerintah 

desa yang terfasilitasi

7.01 06 2.01

Evaluasi penyusunan rancangan 

peraturan desa tentang APBDes
                19.600.000 19.600.000               Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah penyusunan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa ynag 

tersusun ( Evaluasi Raperdes )

7.01 06 2.01 01

Monev dan pelaporan bidang 

pemerintah desa
                  6.900.000 6.900.000                  FasilitasiPengelolaan Keuangan desa 

dan pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Fasilitasi pengelolaan 

keuangan desa yang terfasilitasi

7.01 06 2.01 03

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa

7.01 06 2.01 05

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi, 

dan Kewajiban Lembaga 

Kemasyarakatan

7.01 06 2.01 12

4 01 12 34 02 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan kesejahteraan rakyat
                65.000.000                 65.000.000 

pengiriman peserta mtq tingkat 

kecamatan
                22.238.000 22.238.000               Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

Jumlah peserta mtq tingkat 

kecamatan yang terkirim

pembinaan organisasi perempuan                 15.974.000 -                                  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

fasilitasi festival seni dan budaya                 13.215.000 13.215.000               Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan obyek, Pemajuan 

Tradisi Budaya

Jumlah  festival seni dan budaya yang 

terlaksana

pembinaan organisasi kepemudaan                 13.573.000 29.547.000               Peningkatan Efektivitas kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah organisasi kepemudaan, 

Jumlah keg sosial (LSS) dan Jumlah 

pembinaan Organisasi perempuan

685.333.000       685.333.000       JUMLAH
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Perencanaan Urusan 

Pemerintahan 

Fungsi Penunjang 

Administrasi

Program pelayanan administrasi 

umum

Indek Kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat dearah

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

dearah

01

4 01 12 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

3.000.000                   3.000.000                   Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan evaluasi 

dan pelaporan capaian 

kinerja yang tersusun

01 1 01

dokumen perencanaan dan 

pelaporan : renja, rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd,, laporan bulanan, 

rka, dpa dan laporan capaian kinerja

3.000.000                   3.000.000                   Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

yang tersususn

01 1 01 01

Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi yang 

tersusun  : (RKPD, LKPJ, LKJIP, Lap 

Bulanan, RKA dan DPA)

01 1 01 02

4 01 12 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan
                 36.000.000 3.600.000                   Administrasi Keuangan Jumlah laporan 

keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 1 02

Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun sesuai standar

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan ASN 01 1 02 01

                  36.000.000                   36.000.000 Penyusunan akuntansi dan pelaporan Jumlah dokumen akuntansi dan 

pelaporan yang tersusun

4 01 12 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
               429.002.000                429.002.000 Administrasi Umum Jumlah administrasi 

umum yang tersedia

01 1 03

Belanja Jasa Surat Menyurat                     4.000.000 4.000.000                   Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah  jasa surat menyurat yang 

tersedia

01 1 03 01

Belanja Jasa Komunikasi, Sumber 

daya air dan Listrik
                  85.002.000 85.002.000                 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang tersedia

01 1 03 02

Belanja Jasa Service peralatan dan 

perlengkapan kantor
                  15.000.000 15.000.000                 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia

01 1 03 03

                                     - -                                    Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan PNS yang tersedia

01 1 03 04

                    9.000.000 9.000.000                   Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

01 1 03 05

Belanja jasa operasional kendaraan 

dan perijinan kendaraan dinas
                  20.000.000 20.000.000                 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan 

perijinan kendaraan dinas/operasional 

yang tersedia ( Perpanjangan STNK , KIR 

dan Jasa Service )

01 1 03 06

                  75.000.000                   75.000.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

 Jumlah  jasa administrasi keuangan 

yang tersedia ( Honor PHD dan Premi 

Asuransi, Honor Tenaga Administrasi 

dan premi asuransi Dan Honor Panitia 

Pengelola Kegiatan 

01 1 03 07

                  65.000.000 65.000.000                 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang 

tersedia ( Honorarium Tenaga 

kebersihan dan premi asuransi )

01 1 03 08

                                     - -                                    Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 

yang tersedia

01 1 03 09

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Jumlah Alat Tulis Kantor                   20.000.000 20.000.000                 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah  alat Tulis Kantor yang tersedia 01 1 03 10

 Jumlah Belanja Cetak dan 

Penggandaan
                  10.000.000 10.000.000                 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah  barang cetak dan 

penggandaan yang tersedia

01 1 03 11

 Jumlah Belanja Alat Listrik Elektronik                   10.000.000 10.000.000                 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah  komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

yang tersedia

01 1 03 12

  Jumlah Belanja Perlengkapan dan 

Peralatan kantor ( berupa laptop, 

printer dan karangan Bunga ) 

                                     - -                                    Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

 Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor yang tersedia ( Belanja Laptop ) 

01 1 03 13

                    3.636.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01 1 03 14

Jumlah Belanja Rumah Tangga                     3.500.000 3.500.000                   Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah  peralatan rumah tangga yang 

terdedia

Jumalah Belanja Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan
                    5.500.000 5.500.000                   Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan yang tersedia

01 1 03 15

Jumlah Makan Minum Harian 

Pegawai
                  14.000.000 14.000.000                 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah  makanan dan minuman yang 

terdedia

01 1 03 17

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas                   10.000.000 10.000.000                 Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam dan luar Daerah yang 

tercukupi

01 1 03 18

                                     - -                                    Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 

yang terdesia

01 1 03 22

                                     - -                                    Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang 

tersedia

01 1 03 23

                                     - -                                    pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang tersedia 01 1 03 24

-                                    Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 

rumag dinas yang terpelihara

01 1 03 25

Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Gedung Kantor
                  15.000.000 15.000.000                 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 

Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor 

yang terpelihara ( Jumlah Honorarium 

dan premi asuransi tenaga keamanan 

yang terbayar )

01 1 03 26

Jumlah Belanja Pemeliharaan 

Rutin/berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

65.000.000                 65.000.000                 Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan  rutin/berkala 

kendaran Dinas/operasional yang 

terbayar ( BBM, Oli dan Suku Cadang )

01 1 03 27

-                                    -                                    Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 

mebeleur yang terpelihara

01 1 03 28

-                                    -                                    Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Rehabilitasi sedang/Berat 

rumah gedung kantor yang terlaksanan

01 1 03 29

Jumlah Belanja Premi asuransi -                                    - Penyediaan Jasa pemeliharaan 

Kesehatan dan ketenagakerjaan non 

PNS

Jumlah Belanja Pengisian tabung gas -                                    - Belanja Pengisian tabung gas

-                                    - Belanja Bahan bakar minyak/Gas 

dan Pelumas

Jumlah Sewa Gedung Kantor 3.000.000                   3.000.000                   01 1 07 02

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah Kedisiplinan 

dankapasitas sumber 

daya apartur yang 

meningkat

01 1 04

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 

tertentu

01 1 04 05

Pendidikan dan Pelatihan Formal 01 1 04 09

UNSUR KEWILAYAHAN 7

7 01

4 01 12 34 06 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

pelayanan umum
6.000.000                   6.000.000                   PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Cakupan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

7 01 02



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan pelayanan umum

Penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di 

Kecamatan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7.01 02.2 02

fasilitasi perizinan Fasilitasi Percepatan Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal di 

wilayah Kecamatan

Jumlah pencapaian standar pelayanan 

minimal di wilayah Kecamatan yang 

terfasilitasi

7.01 02.2 02 02

Jumlah Pelaksanaan Rakor pelayanan administrasi kependudukan6.000.000                   6.000.000                   Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan Kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Pelayanan kepada Masyarakat 

di wilayah kecamatan yang terlaksanan 

(Rakor pelayanan administrasi 

kependudukan )

7.01 02.2 02 03

7.01 02.2 04

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan

Jumlah urusan pemerintahan yang 

terkait dengan pelayanan perizinan 

yang terlaksana

7.01 02.2 04 01

4 01 12 34 03 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi,pembangunan dan 

Kesra

75.000.000                 75.000.000                 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

7.01 03

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

Jumlah Fasilitasi ekonomi 

dan pembangunan 

desa/kelurahan yang 

ilaksanakan

7.01 03 2.01

Pelaksanaan Musrenbang Tk. 

Kecamatan
5.000.000                   5.000.000                   Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Pelaksanaan  Musrenbang Tk. 

Kecamatan yang terlaksana

7.01 03 2.01 01

Pelaksanaan Pameran Pembangunan 10.000.000                 10.000.000                 Sinrkonisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan Oleh Pemerintah dan 

Swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah  Pameran UMKM yang 

terlaksana

7.01 03 2.01 02

Pelaksanaan monev dan pelaporan 

dana desa
5.000.000                   5.000.000                   Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Monev Bumdes, Monev Dana 

Desa dan Lomba Desa yang terlaksana

7.01 03 2.01 03

pengiriman peserta mtq tingkat 

kecamatan
                    5.000.000 5.000.000                   Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

Jumlah peserta mtq tingkat kecamatan 

yang terkirim

pembinaan organisasi perempuan                   20.000.000 20.000.000                 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

fasilitasi festival seni dan budaya                   10.000.000 10.000.000                 Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan obyek, Pemajuan 

Tradisi Budaya

Jumlah  festival seni dan budaya yang 

terlaksana

pembinaan organisasi kepemudaan                   10.000.000 10.000.000                 Peningkatan Efektivitas kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah organisasi kepemudaan, Jumlah 

keg sosial (LSS) dan Jumlah pembinaan 

Organisasi perempuan

Pembinaan RT/ RW 10.000.000                 10.000.000                 Peningkatan Efektivitas kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah RT/ RW Se Kecamatan

4 01 12 34 05 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum
75.000.000                 75.000.000                 PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan ke 

giatankoordinasi 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah posko 

pemantauan piket 

bencana alam dan 

jumlah fasilitasi 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04 2.01
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Pemantauan dan piket bencana alam -                                    -                                    Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Piket Bencana Alam 7.01 04 2.01 01

penanganan kasus pelanggaran 

perda trantibum dan kriminalitas
75.000.000                 75.000.000                 Fasilitasi penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum ( Tim Terpadu 

penanganan konflik sosial, Linmas dan 

Piket Kantor )

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Perda dan Perkada

7.01 04 2.02

-                                    Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan.atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01 04 2.02 01

4 01 12 34 01 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa

Cakupan Fasilitasi dan 

penyelenggaran pemerintah
50.000.000                 50.000.000                 PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Cakupan kegiatan 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan 

desa

7.01 06

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi dan 

koordinasi pembinaan 

pengawasan pemerintah 

desa yang terfasilitasi

7.01 06 2.01

Evaluasi penyusunan rancangan 

peraturan desa tentang APBDes
                    2.500.000 2.500.000                   Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah penyusunan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa ynag 

tersusun ( Evaluasi Raperdes )

7.01 06 2.01 01

Monev dan pelaporan bidang 

pemerintah desa
                  37.500.000 37.500.000                 FasilitasiPengelolaan Keuangan desa 

dan pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Fasilitasi pengelolaan keuangan 

desa yang terfasilitasi

7.01 06 2.01 03

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 

dlm Bidang Manajemen dan 

Pengelolaan Keuangan Desa

                  10.000.000                   10.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa

7.01 06 2.01 05

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi, 

dan Kewajiban Lembaga 

Kemasyarakatan

7.01 06 2.01 12

674.002.000        641.602.000        JUMLAH
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KECAMATAN GEBOG

Program pelayanan administrasi 

umum

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indek Kepuasan 

Masyarakat atas 

kinerja perangkat 

Daerah

01

4 01 12 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah Data/Dokumen, Perencanaan 

dan Pelaporan sesuai ketentuan

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan evaluasi 

dan Pelaporan Capaian 

Kinerja yang tersusun

01 1 01

dokumen perencanaan dan 

pelaporan : renja, rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd,laporan bulanan kec, 

dan laporan evaluasi hasil kerja

                  5.000.000                   2.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah  Dokumen Renstra dan Renja Tersusunnya Renstra dan Renja 01 1 01 01

3.000.000                  Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen : rkpd, 

lkpj,lakip/lkjip,lppd dan laporan 

bulanan.

Tersusunnya Dokumen : RKPD, LKJip, 

Lap Bulanan, RKA dan DPA

01 1 01 02

4 01 12 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah Pengelolaan Keuangan 

Perangkat Daerah

 Administrasi Keuangan Jumlah laporan 

keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 1 02

honor pengelola keuangan                 32.700.000 -                                  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah  Gaji dan Tunjangan ASN 01 1 02 01

2.000.000                  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah  RKA, DPA, laporan bulanan, 

ikhtisar kinerja dan laporam akhir 

tahun

01 1 02 06

4 01 12 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
              442.565.000 473.265.000             Administrasi Umum Jumlah administrasi 

umum yang tersedia

01 1 03

jasa surat menyurat                   1.080.000 1.080.000                  Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Meyurat 01 1 03 01

jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik
                44.000.000 44.000.000               Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

01 1 03 02

jasa perawatan peralatan dan 

perlengkapan kantor
                  6.100.000 6.100.000                  Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

01 1 03 03

jasa jaminan barang milik daerah                   8.210.000 8.210.000                  Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah  Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas 
                61.160.000 61.160.000               Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah  Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

01 1 03 05

                91.890.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah  Jasa Administrasi Keuangan 

yang tersedia,(Honor panitia 

pengelolaan kebersihan,Honor PHD 

(supir) dan Kontrak kebersihan)

01 1 03 06

169.500.000             Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa tenaga kontrak 

(administrasi)

01 1 03 07

alat tulis kantor                 15.977.000 15.977.000               Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah  Alat Tulis Kantor 01 1 03 08

barang cetakan dan penggandaan                   7.329.000 7.329.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah  Barang Cetakan dan 

Penggandaan

01 1 03 09

komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor
                      706.000 706.000                     Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah  Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

01 1 03 10

peralatan rumah tangga (peralatan 

kebersihan dan bahan pembersih)
                  4.784.000 4.784.000                  Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

01 1 03 11

Belanja Perlengkapan dan peralatan 

rumah tangga
                  2.000.000 2.000.000                  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah  Peralatan Rumah Tangga 01 1 03 12

KODE KODE

 honor pegawai non pns (phd dan 

tenaga kontrak ) 
              230.690.000 

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GEBOG

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan
                  3.240.000 3.240.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah  Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

01 1 03 13

makanan dan minuman pegawai dan 

rapat
                12.014.000 12.014.000               Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang 

tersedia

01 1 03 14

biaya perjalanan dinas                 15.275.000 15.275.000               Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Jumlah  Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

01 1 03 15

pemeliharaan rutin/berkala rumah 

dinas
                  5.500.000 5.500.000                  Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas

Jumlah  pemeliharaan Rutin/berkala 

Rumah Dinas yang tersedia

01 1 03 17

Jasa Pengambilan Sampah                   1.200.000 
pemeliharaan rutin/berkala gedung 

kantor,
                  7.000.000 

sewa tanah/tempat/gedung                   5.000.000 01 1 03 18

pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                   3.000.000 01 1 03 22

Jasa Laundry                       300.000 01 1 03 23

Tambah Daya 7700-10600                   3.000.000 3.000.000                  Jumlah Tambah Daya 7700-10600 01 1 03 24

Perbaikan Jaringan Instalasi listrik                   5.000.000 5.000.000                  Jumlah Perbaikan Jaringan Instalasi 

listrik

01 1 03 25

Peningkatan Disiplin dan kapasitas 

sumber daya aparatur

Jumlah kedisiplinan dan 

kapasitas sumber daya 

aparatur yang meningkat

01 1 03 26

Pengadaan pakaian khusus hari-hari 

tertentu

01 1 03 27

01 1 03 28

01 1 03 29

KECAMATAN GEBOG 7 01

4 01 12 34 06 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

pelayanan umum

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Cakupan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

7 01 02

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan pelayanan umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang dilimpahkan Kepada Camat

Jumlah urusan 

pemerintahan yag 

dilimpahkan kepada 

camat

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7.01 02.2 02

monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kependudukan
12.600.000               12.600.000               Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan

Jumlah monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kependudukan

7.01 02.2 04 01

4 01 12 34 03 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan 

desa/kelurahan

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan kegiatan ekonomi 

dan pembangunan desa/kelurahan

15.800.000               15.800.000               PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

dan kelurahan

7.01 03

kegiatan penataan lingkungan                       500.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

Jumlah Fasilitasi ekonomi 

dan Pembangunan 

desa/kelurahan yang 

dilaksanakan

7.01 03 2.01

musrenbang tingkat kecamatan                   4.000.000 4.000.000                  Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 

Kecamatan

7.01 03 2.01 01

umkm dalam pameran pembangunan                   9.300.000 9.300.000                  Sinrkonisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan Oleh Pemerintah dan 

Swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah  Pameran UMKM yang 

terlaksana 

7.01 03 2.01 02

pembinaan rt dan rw, desa lomba                   2.000.000 2.500.000                  Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Monev Dana Desa, dan Lomba 

Desa dan Pembinaan RT RW

7.01 03 2.01 03

3.300.000                  Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Jumlahpemeliharaan rutin/berkala 

Mebeleur dan Jasa Laundry

13.200.000               Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 

Kantor

Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala 

Gedung Kantor, jasa pengambilan 

sampah dan sewa 

Tanah/Tempat/Gedung
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4 01 12 34 05 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

Ketertiban umum

7.01 04

penanganan kasus pelanggaran perda 

trantibum dan kriminalitas
                81.140.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Posko 

pemantauan piket 

bencana alam dan 

Jumlah Fasilitasi 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04 2.01

Fasilitasi dan Penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum

Jumlah Pembinaan Wawasan 

Kebangsaan dan Piket Bencana Alam

7.01 04 2.01 01

                81.140.000 Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan 

Trantbum dan Kriminalitas

4 01 12 34 01 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan desa

12.420.000               12.420.000               PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan 

Desa

7.01 06

Evaluasi Perdes tentang APBDes                   3.000.000 3.000.000                  Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 

dan peraturan Kepala Desa

Jumlah  Ranperdes yang terevaluasi Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi  desa 

yang  dan koordinasi 

pembinaan pengawasan 

pemerintah desa yang 

terfasilitasi

7.01 06 2.01

pelatihan aparatur pemerintah desa 

dalam bidang pengelolaan keuangan 

desa

                  1.845.000 1.845.000                  FasilitasiPengelolaan Keuangan desa 

dan pendayagunaan Aset Desa

Jumlah pelatihan aparatur 

pemerintah desa dalam bidang 

pengelolaan keuangan desa

7.01 06 2.01 05

monev dan pelaporan bidang 

pemerintahan desa
                  7.575.000 7.575.000                  Jumah monev dan pelaporan bidang 

pemerintahan desa yang terlaksana

7.01 06 2.01 03

Jumlah pelatihan aparatur 

pemerintah desa dalam bidang 

manajemen Pemerintahan Desa

7.01 06 2.01 12

4 01 12 34 02 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan kesejahteraan rakyat
                63.690.000 63.690.000               

pengiriman peserta mtq tingkat 

kecamatan
                  9.500.000 9.500.000                  Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

Jumlah  peserta mtq tingkat 

kecamatan

pembinaan organisasi perempuan                 31.275.000 10.000.000               Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek,Pemajuan Tradisi 

budaya

Jumlah festival seni dan budaya

fasilitasi festival seni dan budaya                 10.000.000 44.190.000               Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Organisasi Kepemudaan dan 

pembinaan organisasi perempuan

Fasilitasi Organisasi Kepemudaan                 12.915.000 7.01 03 2.01 03

        665.915.000 665.915.000       

4.01.02.2.02.01

2.13.05.2.01.03

2.22.02.2.02.01

JUMLAH
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              721.392.000               721.392.000 Perencanaan Urusan 

Pemerintahan 

Fungsi Penunjang 

Administrasi

Program pelayanan administrasi 

umum

Indek Kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat dearah

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indek Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

dearah

01

4 01 12 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

5.000.000                 5.000.000                 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan evaluasi 

dan pelaporan capaian 

kinerja yang tersusun

01 1 01

dokumen perencanaan dan 

pelaporan : renja, rkpd, lkpj, 

lakip/lkjip, lppd,, laporan bulanan, 

rka, dpa dan laporan capaian kinerja

5.000.000                  5.000.000                  Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

yang tersususn

01 1 01 01

Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi yang 

tersusun  : (RKPD, LKPJ, LKJIP, Lap 

Bulanan, RKA dan DPA)

01 1 01 02

4 01 12 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan
                  1.500.000 1.500.000                 Administrasi Keuangan Jumlah laporan 

keuangan yang tersusun 

sesuai standar

01 1 02

Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun sesuai standar
-                                  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan ASN 01 1 02 01

                  1.500.000 1.500.000                 Penyusunan akuntansi dan pelaporan Jumlah dokumen akuntansi dan 

pelaporan yang tersusun

4 01 12 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur
              440.159.000 440.159.000             Administrasi Umum Jumlah administrasi 

umum yang tersedia

01 1 03

Belanja Jasa Surat Menyurat                   1.200.000 1.200.000                  Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah  jasa surat menyurat yang 

tersedia

01 1 03 01

Langganan Telpon, Air dan Listrik                 31.885.000 31.885.000               Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang tersedia

01 1 03 02

Belanja Jasa Service peralatan dan 

perlengkapan kantor
                12.800.000 12.800.000               Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia

01 1 03 03

                                   - -                                  Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan PNS yang tersedia

01 1 03 04

                12.575.000 12.575.000               Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

01 1 03 05

Belanja jasa operasional kendaraan 

dan perijinan kendaraan dinas
                  5.450.000 5.450.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan 

perijinan kendaraan 

dinas/operasional yang tersedia ( 

Perpanjangan STNK , KIR dan Jasa 

Service )

01 1 03 06

              177.561.000 177.561.000             Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

 Jumlah  jasa administrasi keuangan 

yang tersedia ( Honor PHD dan Premi 

Asuransi, Honor Tenaga Administrasi 

dan premi asuransi Dan Honor Panitai 

Pengelola Kegiatan 

01 1 03 07

                48.200.000 48.200.000               Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang 

tersedia ( Honorarium Tenaga 

kebersihan dan premi asuransi )

01 1 03 08

                                   - -                                  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 

yang tersedia

01 1 03 09

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN DAWE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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Jumlah Alat Tulis Kantor                 16.921.000 16.921.000               Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah  alat Tulis Kantor yang 

tersedia

01 1 03 10

 Jumlah Belanja Cetak dan 

Penggandaan
                  5.400.000 5.400.000                  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah  barang cetak dan 

penggandaan yang tersedia

01 1 03 11

 Jumlah Belanja Alat Listrik Elektronik                   6.400.000 6.400.000                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah  komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

yang tersedia

01 1 03 12

  Jumlah Belanja Perlengkapan dan 

Peralatan kantor ( berupa laptop, 

printer dan karangan Bunga ) 

                      500.000 500.000                     Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

 Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor yang tersedia ( Belanja Laptop 

) 

01 1 03 13

Jumlah Belanja Rumah Tangga                   5.554.000 5.554.000                  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah  peralatan rumah tangga yang 

terdedia

01 1 03 14

Jumalah Belanja Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan
                  7.452.000 7.452.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan yang tersedia

01 1 03 15

Jumlah  makanan dan minuman yang 

terdedia
                  8.202.000 8.202.000                  Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah  makanan dan minuman yang 

terdedia

01 1 03 17

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas                 38.525.000 38.525.000               Rapat - rapat Koordinasi dan 

Konsultas dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam dan luar Daerah 

yang tercukupi

01 1 03 18

                                   - -                                  Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 

yang terdesia

01 1 03 22

                                   - -                                  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 

yang tersedia

01 1 03 23

                                   - -                                  pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang tersedia 01 1 03 24

-                                  Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 

Dinas

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 

rumag dinas yang terpelihara

01 1 03 25

                                   - -                                  Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 

Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor 

yang terpelihara ( Jumlah Honorarium 

dan premi asuransi tenaga keamanan 

yang terbayar )

01 1 03 26

Jumlah Belanja Pemeliharaan 

Rutin/berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

8.046.000                  8.046.000                  Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan  rutin/berkala 

kendaran Dinas/operasional yang 

terbayar ( BBM, Oli dan Suku Cadang )

01 1 03 27

-                                  -                                  Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 

mebeleur yang terpelihara

01 1 03 28

-                                  -                                  Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

Jumlah Rehabilitasi sedang/Berat 

rumah gedung kantor yang 

terlaksanan

01 1 03 29

Jumlah Belanja Premi asuransi -                                  -                                  Penyediaan Jasa pemeliharaan 

Kesehatan dan ketenagakerjaan non 

PNS

Jumlah Belanja Pengisian tabung gas 1.200.000                  1.200.000                  Belanja Pengisian tabung gas

52.288.000               52.288.000               Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan 

Pelumas

-                                  Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah Kedisiplinan 

dankapasitas sumber 

daya apartur yang 

meningkat

01 1 04

-                                  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 

tertentu

01 1 04 05

-                                  Pendidikan dan Pelatihan Formal 01 1 04 09

-                                  UNSUR KEWILAYAHAN 7

-                                  7 01

4 01 12 34 06 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

pelayanan umum
5.000.000                 5.000.000                  PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Cakupan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

7 01 02
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Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan pelayanan umum
-                                  Penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di 

Kecamatan

Cakupan fasilitasi 

dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

7.01 02.2 02

fasilitasi perizinan -                                  Fasilitasi Percepatan Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal di wilayah 

Kecamatan

Jumlah pencapaian standar 

pelayanan minimal di wilayah 

Kecamatan yang terfasilitasi

7.01 02.2 02 02

Jumlah Pelaksanaan Rakor pelayanan administrasi kependudukan5.000.000                  5.000.000                  Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan Kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Pelayanan kepada 

Masyarakat di wilayah kecamatan 

yang terlaksanan (Rakor pelayanan 

administrasi kependudukan )

7.01 02.2 02 03

-                                  7.01 02.2 04

-                                  Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan

Jumlah urusan pemerintahan yang 

terkait dengan pelayanan perizinan 

yang terlaksana

7.01 02.2 04 01

4 01 12 34 03 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan 

desa/kelurahan

55.000.000               55.000.000               PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Cakupan  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

7.01 03

-                                  Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

Jumlah Fasilitasi ekonomi 

dan pembangunan 

desa/kelurahan yang 

ilaksanakan

7.01 03 2.01

Pelaksanaan Musrenbang Tk. 

Kecamatan
10.000.000               10.000.000               Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Pelaksanaan  Musrenbang Tk. 

Kecamatan yang terlaksana

7.01 03 2.01 01

Pelaksanaan Pameran Pembangunan 15.000.000               15.000.000               Sinrkonisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan Oleh Pemerintah dan 

Swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah  Pameran UMKM yang 

terlaksana

7.01 03 2.01 02

Pelaksanaan monev dan pelaporan 

dana desa
30.000.000               30.000.000               Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Monev Bumdes, Monev Dana 

Desa dan Lomba Desa yang 

terlaksana

7.01 03 2.01 03

4 01 12 34 05 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum
75.733.000               75.733.000               PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Cakupan ke 

giatankoordinasi 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum

-                                  Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah posko 

pemantauan piket 

bencana alam dan 

jumlah fasilitasi 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum

7.01 04 2.01

Pemantauan dan piket bencana alam 15.000.000               15.000.000               Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Piket Bencana Alam 7.01 04 2.01 01

penanganan kasus pelanggaran perda 

trantibum dan kriminalitas
60.733.000               60.733.000               Fasilitasi penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum

Terlaksananya fasilitasi dan 

penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum ( Tim Terpadu 

penanganan konflik sosial, Linmas 

dan Piket Kantor )

-                                  Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Perda dan Perkada

7.01 04 2.02
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-                                  Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan.atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01 04 2.02 01

4 01 12 34 01 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa

Cakupan Fasilitasi dan 

penyelenggaran pemerintah
65.000.000               65.000.000               PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Cakupan kegiatan 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan 

desa

7.01 06

-                                  Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi dan 

koordinasi pembinaan 

pengawasan pemerintah 

desa yang terfasilitasi

7.01 06 2.01

Evaluasi penyusunan rancangan 

peraturan desa tentang APBDes
                  5.000.000 5.000.000                  Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah penyusunan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa ynag 

tersusun ( Evaluasi Raperdes )

7.01 06 2.01 01

Monev dan pelaporan bidang 

pemerintah desa
                30.000.000 30.000.000               FasilitasiPengelolaan Keuangan desa 

dan pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Fasilitasi pengelolaan 

keuangan desa yang terfasilitasi

7.01 06 2.01 03

                30.000.000 30.000.000               Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa

7.01 06 2.01 05

-                                  Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi, 

dan Kewajiban Lembaga 

Kemasyarakatan

7.01 06 2.01 12

4 01 12 34 02 Fasilitasi dan penyelenggaraan 

kegiatan kesejahteraan rakyat
                74.000.000 74.000.000               

pengiriman peserta mtq tingkat 

kecamatan
                10.000.000 10.000.000               Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

Jumlah peserta mtq tingkat 

kecamatan yang terkirim

pembinaan organisasi perempuan                 20.000.000 20.000.000               Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

fasilitasi festival seni dan budaya                 20.000.000 20.000.000               Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan obyek, Pemajuan 

Tradisi Budaya

Jumlah  festival seni dan budaya yang 

terlaksana

pembinaan organisasi kepemudaan                 24.000.000 24.000.000               Peningkatan Efektivitas kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah organisasi kepemudaan, 

Jumlah keg sosial (LSS) dan Jumlah 

pembinaan Organisasi perempuan

721.392.000                 721.392.000                 JUMLAH
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4 6

4 02 6 01

4 024.02.01 INSPEKTORAT DAERAH           3.558.864.000 3.558.864.000         INSPEKTORAT DAERAH 6 01 5-4.0-0.02

4 024.02.0107 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah
          1.901.522.000 1.901.522.000         . PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja perangkat 

daerah

6 01 5-4.0-0.02 01

Rasio Temuan BPK 

RI  yang 

ditindaklanjuti

Rasio Temuan 

BPKP  yang 

ditindaklanjuti

Rasio Temuan 

Inspektorat 

Provinsi  yang 

ditindaklanjuti

Rasio Temuan 

Inspektorat 

Daerah  yang 

ditindaklanjuti

4 024.02.0107 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

              259.805.000 259.805.000             . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

6 01 5-4.0-0.02 01 2.01

                  2.400.000 2.400.000                  Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

yang tersusun

Jumlah aktivitas Tindak 

Lanjut Hasil Pengawasan

6 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

                39.708.000 39.708.000               Penyusunan  Program  dan  

Kegiatan  Perangkat Daerah dalam 

Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan yang 

tersusun

6 01 5-4.0-0.02 01 2.01 02

                  2.000.000 2.000.000                  Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Monev yang 

tersusun

6 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

                  5.000.000 5.000.000                  Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang mengikuti 

Koordinasi dan sinkronisasi 

dokumen perencanaan

6 01 5-4.0-0.02 01 2.01 04

              210.697.000 210.697.000             Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan

6 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 024.02.0107 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan PD yang tersusun sesuai 

standart

              110.185.000 110.185.000             Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

pelaporan keuangan PD 

yang tersusun sesuai 

standart

6 01 5-4.0-0.02 01 2.02

                                   - -                                  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

                91.260.000 91.260.000               Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah ASN yang mengelola 

keuangan

6 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

                                   - -                                  Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

6 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

                18.925.000 18.925.000               Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen keuangan yang 

tersusun

6 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

                                   - -                                  Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

6 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

                                   - -                                  Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

6 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

                                   - -                                  Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

6 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

                                   - -                                  Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

6 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

                                   - -                                  Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

6 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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4 024.02.0107 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat
          1.370.282.000 1.370.282.000          Administrasi Umum Jumlah dokumen 

pengelolaan umum dan 

kepegawaian yang 

tersusun sesuai standart

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah dokumen pengelolaan 

umum dan kepegawaian yang 

tersusun sesuai standart

                  1.050.000 1.050.000                  Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim lewat 

ekspedisi

Jumlah sarpras aparatur 

kantor yang terpelihara

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Jumlah sarpras aparatur kantor 

yang terpelihara
              123.910.000 123.910.000             Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan fasilitas dasar kantor Jumlah PHD dan jasa 

tenaga administrasi

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Jumlah PHD dan jasa tenaga 

administrasi
                51.950.000 51.950.000               Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor yang dirawat

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

                                   - -                                  Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

- 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

                30.000.000 30.000.000               Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah asuransi BMD 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

                30.000.000 30.000.000               Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ 

operasional yang kena pajak

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

              167.948.000 167.948.000             Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah PHD dan tenaga kontrak 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

                  9.640.000 9.640.000                  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan 

kantor

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

                                   - -                                  Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

- 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 09

                42.324.000 42.324.000               Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan ATK 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

                32.300.000 32.300.000               Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

                12.045.000 12.045.000               Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah penyediaan komponen 

instalasi listrik

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

                17.300.000 17.300.000               Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

                19.395.000 19.395.000               Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah penyediaan peralatan 

rumah tangga

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

                  1.000.000 1.000.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

                                   - -                                  Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 16

                99.360.000 99.360.000               Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan dan 

Minuman

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

              229.600.000 229.600.000             Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah ASN yang menghadiri 

Undangan rapat dan koordinasi 

dalam dan luar daerah

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 18

                                   - -                                  Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

- 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 20

                                   - -                                  Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

- 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

              263.100.000 263.100.000             Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan peralatan 

gedung kantor

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24

                20.000.000 20.000.000               Pengadaan Mebeleur jumlah pengadaan mebeleur 6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

                                   - -                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

                                   - -                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 29

              219.360.000 219.360.000             Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ 

operasional yang dirawat

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

                                   - -                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

                                   - -                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

                                   - -                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

                                   - -                                  Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

                                   - -                                  Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 39
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                                   - -                                  Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Kendaraan Dinas/Operasional

6 01 5-4.0-0.02 01 2.03 40

              161.250.000 161.250.000             Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang 

kompetensinya 

meningkat

6 01 5-4.0-0.02 01 2.04

              118.500.000 118.500.000             Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat 

Formal

6 01 5-4.0-0.02 01 2.04 09

                                   - -                                  Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

- 6 01 5-4.0-0.02 01 2.04 10

                42.750.000 42.750.000               Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ASN yang mengikuti Bintek 

Implementasi Perundang-undangan

6 01 5-4.0-0.02 01 2.04 11

4 024.02.0120 Program peningkatan sistem 

pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan KDH

Persentase perangkat daerah yang 

bersih dari penyimpangan 

pengelolaan dan aset yang bersifat 

material

              910.920.000 910.920.000             PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN

Persentase 

perangkat daerah 

yang bersih dari 

penyimpangan 

pengelolaan dan 

aset yang bersifat 

material

6 01 5-4.0-0.02 02

Persentase tindak lanjut 

rekomendasi koordinasi supervisi 

dan pencegahan KPK

Persentase aduan 

masyarakat yang 

telah selesai 

ditindaklanjuti

Persentase aduan pungli yang 

selesai ditindaklanjuti

Persentase aduan masyarakat yang 

telah selesai ditindaklanjuti

nilai rata-rata maturitas SPIP PD

Persentase laporan gratifikasi yang 

telah selesai ditindaklanjuti

Persentase perangkat daerah yang 

berpredikat WBK/WBBM

Persentase realisasi progres PMPRB

4 024.02.0120 010 Pelaksanaan pengawasan internal, 

penanganan kasus dan evaluasi

Realisasi PKPT               789.260.000 789.260.000             . Penyelenggaraan Pengawasan 

Internal

Jumlah aktivitas 

pengawasan internal

6 01 5-4.0-0.02 02 2.01

              355.980.000 355.980.000             Audit Kinerja dan Keuangan Jumlah Post Audit Dana Desa 6 01 5-4.0-0.02 02 2.01 01

Jumlah Riksus Dana BOS

Jumlah Audit Komprehensif

              336.960.000 336.960.000             Review Kinerja dan Keuangan Jumlah reviu LKPD 6 01 5-4.0-0.02 02 2.01 02

Jumlah reviu PBJ

Jumlah reviu GBS

Jumlah reviu LKjIP

Jumlah reviu LK OPD

Jumlah reviu DAK

jumlah reviu RKPD

Jumlah Reviu KUA PPAS

Jumlah reviu Renja OPD

Jumlah reviu RKA OPD

Jumlah reviu LPPD

                                   - -                                  Pemantauan Kinerja dan Keuangan 6 01 5-4.0-0.02 02 2.01 03

                96.320.000 96.320.000               Evaluasi Kinerja dan Keuangan Jumlah evaluasi implementasi SAKIP 

di OPD

6 01 5-4.0-0.02 02 2.01 04

Jumlah evaluasi Yanlik di OPD

              121.660.000 121.660.000             Penyelenggaraan   Pengawasan   

Dengan   Tujuan Tertentu

Jumlah aktivitas PDTT 6 01 5-4.0-0.02 02 2.02

              121.660.000 121.660.000             Audit Kinerja dan Keuangan Jumlah Audit Kasus 6 01 5-4.0-0.02 02 2.02 01
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              746.422.000 746.422.000             PROGRAM PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN DAN 

ASISTENSI

Persentase aduan 

pungli yang 

selesai 

ditindaklanjuti

6 01 5-4.0-0.02 03

Nilai rata-rata 

maturitas SPIP PD

Persentase 

laporan gratifikasi 

yang telah selesai 

ditindaklanjuti

Persentase 

perangkat daerah 

yang berpredikat 

WBK/WBBM

Persentase 

realisasi progres 

PMPRB

Persentase tindak 

lanjut 

rekomendasi 

koordinasi 

supervisi dan 

pencegahan KPK

              746.422.000 746.422.000             Asistensi dan Pendampingan Jumlah anti coruption 

activity

6 01 5-4.0-0.02 03 2.02

              648.742.000 648.742.000             Tindak Lanjut Pengaduan 

Masyarakat

Jumlah laporan Satgas Saber Pungli Jumlah advisory avtivity 6 01 5-4.0-0.02 03 2.02 01

Jumlah laporan penanganan 

gratifikasi dan WBS

Jumlah laporan MCP

Jumlah verifikasi LHKASN

Jumlah Survei Penilaian Integritas

                97.680.000 97.680.000               Asistensi dan Pendampingan Jumlah supervisi dan evaluasi 

PMPRB

6 01 5-4.0-0.02 03 2.02 02

Jumlah supervisi dan evaluasi 

pembangunan ZI

Jumlah supervisi dan evaluasi SPIP

3.558.864.000             3.558.864.000             JUMLAH
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URUSAN
URUSAN

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5

4 03 Perencanaan PERENCANAAN 5 01

4 03 4.03.01 BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH

BADAN 

PERENCANAAN, 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

DAERAH

5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

. PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja 

perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

             20.000.000              20.000.000 . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

evaluasi PD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

               6.256.250 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

PD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

             13.743.750 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Junlah dokumen evaluasi kinerja 

perangkat daerah

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Jumlah dokumen pelaporan 

keuangan PD yang tersusun sesuai 

standart

             75.000.000              75.000.000 . Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

administrasi keuangan 

PD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

             75.000.000 Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah Dokumen Pelaporan 

Keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

BELANJA TIDAK LANGSUNG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat
        1.399.846.000         1.268.046.000 . Administrasi Umum Jumlah Dokumen 

Administrasi Umum

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Jumlah dokumen pengelolaan 

umum dan kepegawaian yang 

tersusun sesuai standart

             54.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Jumlah sarpras aparatur kantor 

yang terpelihara
             19.520.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan 

Kendaraan Dinas/Operasional

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Jumlah PHD dan jasa tenaga 

administrasi
           219.720.000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah PHD dan Tenaga 

Administrasi

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

             12.100.000 Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 09

             36.298.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

             17.333.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Cetakan dan Penggandaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

               7.185.000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

             94.500.000 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

             31.420.000 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

             12.600.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

             74.970.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

           392.150.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 18

               5.250.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah rutin/berkala gedung kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

           282.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

               4.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan peralatan gedung 

kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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               5.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah mebeluer 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

           131.800.000 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

5 01 5-4.0-0.02 01 2.04

           131.800.000 Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ASN yang kompetensinya 

meningkat

5 01 5-4.0-0.02 01 2.04 11

4 03 4.03.01 21 Program perencanaan 

pembangunan daerah 

Persentase konsistensi program 

RPJMD ke dalam RKPD

. PROGRAM 

PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI 

PEMBANGUNAN 

DAERAH

Persentase 

konsistensi 

program RPJMD 

ke dalam RKPD

5 01 5-4.0-0.02 02

Persentase konsistensi program 

RKPD ke dalam APBD

. Persentase 

konsistensi 

program RKPD 

ke dalam APBD

Persentase keterisian data dan 

informasi

. Persentase 

keterisian data 

dan informasi

4 03 4.03.01 21 16 Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah
        1.780.000.000         1.780.000.000 . Koordinasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01

        1.407.500.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah tingkat 

kabupaten

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01 01

               7.500.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat 

Kecamatan

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah tingkat 

kecamatan

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01 02

           170.000.000 Koordinasi Pelaksanaan 

Musrenbang Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan musrenbang 

kabupaten

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01 03

           170.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Forum 

Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 

Daerah

Jumlah pelaksanaan forum 

perangkat daerah/lintas perangkat 

daerah

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01 04

             25.000.000 Pengintegrasian Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan Rencana Perangkat Daerah 

dan Rencana Pembangunan Lainnya

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah yang 

terintegrasi

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01 05

4 03 4.03.01 21 17 Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jumlah dokumen Evaluasi 

Pembangunan
           200.000.000            200.000.000 . Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen 

pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan 

pembangunan daerah

5 01 5-4.0-0.02 02 2.03

           200.000.000 Penyusunan Pelaporan Capaian 

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen pelaporan capaian 

pembangunan daerah

5 01 5-4.0-0.02 02 2.03 04

4 03 4.03.01 21 18 Penyusunan Data dan Informasi 

Pembangunan

Jumlah dokumen data dan 

informasi pembangunan
           120.000.000            120.000.000 . Koordinasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01

           120.000.000 Pengelolaan Data dan Informasi 

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen data dan 

informasi pembangunan daerah

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01 07

4 03 4.03.01 21 20 Sinkronisasi perencanaan 

pembangunan daerah / 

SPPD(BanGub)

Jumlah dokumen SPPD . Koordinasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01

Pengintegrasian Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan Rencana Perangkat Daerah 

dan Rencana Pembangunan Lainnya

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah yang 

terintegrasi

5 01 5-4.0-0.02 02 2.01 05
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4 03 4.03.01 27 Program perencanaan 

Pemerintahan dan sosial budaya 

Cakupan fasilitasi perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi kinerja 

bidang pemerintahan dan sosial 

budaya

. PROGRAM 

PERENCANAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PEMBANGUNAN 

MANUSIA

Persentase 

capaian IKU 

Bupati bidang 

pemerintahan 

dan 

pembangunan 

manusia

5 01 5-4.0-0.02 03

4 03 4.03.01 27 01 Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan pemerintahan
             40.000.000              40.000.000 . Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Pemerintahan

Jumlah dokumen 

perencanaan daerah 

bidang pemerintahan

Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

kinerja bidang 

pemerintahan 

dan sosial 

budaya

5 01 5-4.0-0.02 03 2.01

             40.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

pemerintahan

5 01 5-4.0-0.02 03 2.01 01

4 03 4.03.01 27 02 Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan sosbud
             60.000.000              30.000.000 . Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang pembangunan 

manusia

5 01 5-4.0-0.02 03 2.02

             30.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

pembangunan manusia

5 01 5-4.0-0.02 03 2.02 01

             30.000.000 Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang kesejahteraan 

masyarakat

5 01 5-4.0-0.02 03 2.03

             30.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

kesejahteraan masyarakat

5 01 5-4.0-0.02 03 2.03 01

4 03 4.03.01 28 Program perencanaan prasarana 

wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam 

Cakupan fasilitasi perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi kinerja 

bidang prasarana wilayah, ekonomi 

dan sumber daya alam

. PROGRAM 

PERENCANAAN 

INFRASTRUKTUR DAN 

KEWILAYAHAN

Persentase 

capaian IKU 

Bupati bidang 

infrastruktur dan 

kewilayahan

5 01 5-4.0-0.02 05

4 03 4.03.01 28 01 Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan prasarana wilayah
             75.000.000              25.000.000 . Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Sumber Daya Air dan Lingkungan 

Hidup

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang sumber daya air 

dan lingkungan hidup

Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

kinerja bidang 

prasarana 

wilayah, 

ekonomi dan 

sumber daya 

alam

5 01 5-4.0-0.02 05 2.01

             25.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Sumber Daya Air dan Lingkungan 

Hidup

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

sumber daya air dan lingkungan 

hidup

5 01 5-4.0-0.02 05 2.01 01



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG 

URUSAN
URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

             25.000.000 Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Kebinamargaan dan Perhubungan

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang kebinamargaan 

dan perhubungan

5 01 5-4.0-0.02 05 2.02

             25.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Kebinamargaan dan Perhubungan

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

kebinamargaan dan perhubungan

5 01 5-4.0-0.02 05 2.02 01

             25.000.000 Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang keciptakaryaan 

dan kewilayahan

5 01 5-4.0-0.02 05 2.03

             25.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

keciptakaryaan dan kewilayahan

5 01 5-4.0-0.02 05 2.03 01

PROGRAM 

PERENCANAAN 

PEREKONOMIAN DAN 

SUMBER DAYA ALAM

Persentase 

capaian IKU 

Bupati bidang 

perekonomian 

dan sumber daya 

alam

5 01 5-4.0-0.02 04

4 03 4.03.01 28 02 Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan ekonomi
             40.000.000              20.000.000 . Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Perekonomian

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang perekonomian

Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

kinerja bidang 

prasarana 

wilayah, 

ekonomi dan 

sumber daya 

alam

5 01 5-4.0-0.02 04 2.01

             20.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Perekonomian

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

perekonomian

5 01 5-4.0-0.02 04 2.01 01

             20.000.000 Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Ekonomi Kreatif

5 01 5-4.0-0.02 04 2.02

             20.000.000 Koordinasi Penyusunan  Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Ekonomi Kreatif

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

ekonomi kreatif

5 01 5-4.0-0.02 04 2.02 01

PROGRAM 

PERENCANAAN 

PEREKONOMIAN DAN 

SUMBER DAYA ALAM

Persentase 

capaian IKU 

Bupati bidang 

perekonomian 

dan sumber daya 

alam

5 01 5-4.0-0.02 04



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG 

URUSAN
URUSANKODE KODE
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4 03 4.03.01 28 04 Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan SDA & LH

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan SDA & LH
             50.000.000              20.000.000 . Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Sumber Daya Alam

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang sumber daya 

alam

Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

kinerja bidang 

prasarana 

wilayah, 

ekonomi dan 

sumber daya 

alam

5 01 5-4.0-0.02 04 2.03

             20.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD   dan RKPD) Bidang 

Sumber Daya Alam

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

sumber daya alam

5 01 5-4.0-0.02 04 2.03 01

. PROGRAM 

PERENCANAAN 

INFRASTRUKTUR DAN 

KEWILAYAHAN

Persentase 

capaian IKU 

Bupati bidang 

infrastruktur dan 

kewilayahan

5 01 5-4.0-0.02 05

             15.000.000 . Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Sumber Daya Air dan Lingkungan 

Hidup

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang sumber daya air 

dan lingkungan hidup

Cakupan fasilitasi 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

kinerja bidang 

prasarana 

wilayah, 

ekonomi dan 

sumber daya 

alam

5 01 5-4.0-0.02 05 2.01

             15.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Sumber Daya Air dan Lingkungan 

Hidup

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

sumber daya air dan lingkungan 

hidup

5 01 5-4.0-0.02 05 2.01 01

             15.000.000 Fasilitasi dan Monev Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Bidang 

Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang keciptakaryaan 

dan kewilayahan

5 01 5-4.0-0.02 05 2.03

             15.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 

Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

keciptakaryaan dan kewilayahan

5 01 5-4.0-0.02 05 2.03 01

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN5

4 07 Penelitian dan Pengembangan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05

4 07 4.03.01 BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH

BADAN 

PERENCANAAN, 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

DAERAH

5 05 5-4.0-0.02

4 07 4.03.01 27 Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

Capaian fasilitasi bidang penelitian 

dan pengembangan daerah

. PROGRAM  

PENELITIAN  DAN  

PENGEMBANGAN 

DAERAH

Capaian fasilitasi 

bidang 

penelitian dan 

pengembangan 

daerah

5 05 5-4.0-0.02 02

4 07 4.03.01 27 01 Penyusunan Penelitian dan 

Pengkajian

Jumlah dokumen penelitian dan 

pengkajian
             85.000.000              85.000.000 . Penelitian  dan  Pengembangan  

Bidang  Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah dokumen 

penelitian dan 

pengembangan bidang 

ekonomi dan 

pembangunan

5 05 5-4.0-0.02 02 2.03
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             85.000.000 Penelitian dan Pengembangan 

Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah dokumen penelitian dan 

pengembangan perindustrian dan 

perdagangan

5 05 5-4.0-0.02 02 2.03 02

4 07 4.03.01 27 02 Pengembangan dan inovasi Jumlah dokumen pengembangan 

dan inovasi
           115.000.000            115.000.000 . Pengembangan Inovasi dan 

Teknologi

Jumlah dokumen 

pengembangan inovasi 

dan teknologi

5 05 5-4.0-0.02 02 2.04

           115.000.000 Penelitian, Pengembangan, dan 

Perekayasaan di Bidang Teknologi 

dan Inovasi

Jumlah dokumen penelitian, 

pengembangan, dan perekayasaan 

di bidang teknologi dan inovasi

5 05 5-4.0-0.02 02 2.04 01

4.059.846.000       4.059.846.000       JUMLAH



PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021

ANGGARAN 

2021
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSAN

4 .04 Keuangan KEUANGAN

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH

4 .04 .07 Program pelayanan administrasi umum Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

     1,629,523,000    1,629,523,000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH

5 02 01

4 .04 .07 .01 Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan capaian kinerja

Jumlah dokumen perencanaan, dan 

pelaporan PD yang tersusun sesuai 

standart

           45,000,000         45,000,000 Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, dan 

pelaporan PD yang 

tersusun sesuai standart

5 02 01 2.01

Jumlah Dokumen Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah

           35,000,000         35,000,000 Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra, Renja PD 

dan Perbup Pokok-pokok pengelolaan 

keuangan daerah

5 02 01 2.01 01

Jumlah Dokumen Standar Satuan 

Harga (SSH)

           10,000,000         10,000,000 Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi kinerja 

perangkat daerah (evaluasi renja, 

SAKIP, LPPD, LKPJ, LKJiP)

5 02 01 2.01 03

                           - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 02 01 2.01 05

4 .04 .07 .02 Pelayanan administrasi dan pelaporan 

keuangan

Jumlah dokumen administrasi dan 

pelaporan keuangan 

         157,300,000       157,300,000 Administrasi 

Keuangan

Jumlah dokumen 

administrasi dan 

pelaporan keuangan 

5 02 01

                           - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen Gaji dan TPP 5 02 01 2.02 01

      150,000,000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Jumlah dokumen SPJ 5 02 01 2.02 02

           1,000,000 Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah dokumen RKA/DPA/DPPA 5 02 01 2.02 03

           1,500,000 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan

 Jumlah dokumen LKPD 5 02 01 2.02 04

              500,000 Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah dokumen LHP BPK 5 02 01 2.02 05

              500,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan 

perkembangan kegiatan

5 02 01 2.02 06

           1,800,000 Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

 Jumlah dokumen keuangan 

semesteran/akhir semester 

5 02 01 2.02 07

              500,000 Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen prognosis 5 02 01 2.02 08

           1,500,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

 Jumlah dokumen keuangan akhir 

semester 

5 02 01 2.02 09

4 .04 .07 .03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan 

sarana prasarana aparatur

Jumlah dokumen Kepegawaian dan 

administrasi Umum sesuai standar

     1,427,223,000    1,402,223,000 Administrasi Umum 5 02 01 2.03

        10,590,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman surat/dokumen 

dan jumlah perangko, meterai dan 

benda pos lainnya

5 02 01 2.03 01

        38,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

5 02 01 2.03 02

        20,000,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan servis peralatan 

dan perlengkapan kantor (kali)

5 02 01 2.03 03

                           - Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

5 02 01 2.03 04

      101,000,000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah

Jumlah barang milik daerah yang 

diasuransikan

5 02 01 2.03 05

      212,100,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 5 02 01 2.03 06

      335,288,000 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah PHD dan Tenaga Administrasi 5 02 01 2.03 07

           7,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah alat kebersihan dan bahan 

pembersih

5 02 01 2.03 08

                           - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja

5 02 01 2.03 09

        61,414,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 5 02 01 2.03 10

        28,050,000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Cetakan dan Penggandaan 5 02 01 2.03 11

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

TABEL KERJA
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           5,050,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 

/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor

5 02 01 2.03 12

                           - Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

5 02 01 2.03 13

        15,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 5 02 01 2.03 14

           7,200,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

5 02 01 2.03 15

        24,970,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor 5 02 01 2.03 16

        66,270,000 Penyediaan Makanan dan Minuman 5 02 01 2.03 17

      200,000,000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah

5 02 01 2.03 18

                           - Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah makanan dan minuman 5 02 01 2.03 20

        64,100,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 5 02 01 2.03 22

      164,731,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 5 02 01 2.03 25

        10,000,000 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur 5 02 01 2.03 26

                           - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

5 02 01 2.03 28

                           - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

5 02 01 2.03 29

                           - Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

5 02 01 2.03 30

           4,460,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor

5 02 01 2.03 32

           7,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor

Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Peralatan Gedung 

Kantor

5 02 01 2.03 34

        20,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Mebeleur

5 02 01 2.03 35

                           - Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

5 02 01 2.03 30

                           - Rehabilitasi  Sedang/Berat Kendaraan 

Dinas/Operasional

5 02 01 2.03 39

        25,000,000 Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

5 02 01 2:04

        25,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti 

Pendidikan dan pelatihan formal

5 02 01 2:04 09

                           - Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

5 02 01 2:04 10

                           - Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

5 02 01 2:04 11

   1,604,633,000 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02

4 .04 .19 Program fasilitasi dan penyusunan 

anggaran daerah

persentase klasifikasi dan kode 

rekening belanja yang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan

         900,355,000       900,355,000 Koordinasi dan  

Penyusunan  

Rencana  Anggaran 

Daerah

persentase klasifikasi 

dan kode rekening 

belanja yang sesuai 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan

5 02 02 2.01

4 .04 .19 .01 Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah 

bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS          225,875,000       225,875,000 Penyusunan KUA dan PPAS  Jumlah dokumen KUA dan PPAS 5 02 02 2.01 01

Jumlah Dokumen Anggaran yang 

tepat waktu

         251,562,000       179,199,000 Penyusunan   Perubahan   KUA   dan 

Perubahan PPAS

 Jumlah dokumen Perubahan KUA dan 

PPAS 

5 02 02 2.01 02

4 .04 .19 .02 Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah 

bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan 

Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS

         179,199,000                            - Penyusunan dan Review RKA 

SKPD/Perubahan RKA SKPD

5 02 02 2.01 03

Jumlah dokumen penyusunan 

anggaran yang tepat waktu

         243,719,000                            - Penyusunan dan Review DPA 

SKPD/Perubahan DPA SKPD

5 02 02 2.01 04

      251,562,000 Penyusunan peraturan daerah 

tentang APBD dan Peraturan  Kepala  

Daerah  tentang  penjabaran APBD

Jumlah dokumen Perda dan Perbup 

APBD

5 02 02 2.01 05

      243,719,000 Penyusunan      peraturan      daerah      

tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

penjabaran Perubahan APBD

Jumlah dokumen Perubahan Perda 

dan Perbup APBD

5 02 02 2.01 06

                           - Penyusunan  Peraturan  Kepala  

Daerah  tentang Teknis Penyusunan 

Anggaran SKPD

5 02 02 2.01 07

                           - Penyusunan Regulasi Bidang 

Anggaran

5 02 02 2.01 08



                           - Koordinasi Perencanaan Anggaran 

Pendapatan

5 02 02 2.01 09

                           - Koordinasi    Perencanaan    Anggaran    

Belanja Daerah

5 02 02 2.01 10

                           - Koordinasi Perencanaan Anggaran 

Pembiayaan

5 02 02 2.01 11

4 .04 .21

Program pengelolaan perbendaharaan 

daerah

Capaian realisasi pembayaran 

belanja PD

         127,000,000       127,000,000 Koordinasi   dan   

Pengelolaan   

Perbendaharaan 

Daerah

Capaian realisasi 

pembayaran belanja PD

5 02 02 2.02

4 .04 .21 .01 Fasilitasi pelaporan dan administrasi 

perbendaharaan daerah

Jumlah SP2D yang sesuai standar          100,000,000         30,000,000 Koordinasi dan Pengelolaan Kas 

Daerah

Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan 

Kas Daerah

5 02 02 2.02 01

Dokumen laporan (Dana Transfer) 

yang terverifikasi

                           - Penatausahaan Pembiayaan Daerah 5 02 02 2.02 02

4 .04 .21 .02 Penyusunan dan sosialisasi petunjuk 

pengelolaan APBD

Jumlah Dokumen Perbup tentang 

petunjuk pelaksanaan APBD

           27,000,000         50,000,000 Koordinasi  Pengelolaan  Dana  

Perimbangan  dan Dana Transfer 

Lainnya

Jumlah Dokumen laporan (Dana 

Transfer) yang terverifikasi

5 02 02 2.02 03

Jumlah OPD yang memahami Juklak 

APBD

        20,000,000 Pemprosesan,   Penerbitan   dan   

Pendistribusian

Lembar SP2D

Jumlah SP2D yang sesuai standar 5 02 02 2.02 04

Jumlah Dokumen Perbup. tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah

                           - Koordinasi      Pelaksanaan      dan      

Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP 

dan SPM, Pemberian Pembebanan      

Rincian      Penggunaan      Atas 

Pengesahan   SPJ   Gaji   dan   Non   

Gaji,   Serta Penerbitan SKPP

5 02 02 2.02 05

                           - Koordinasi Penyusunan Laporan 

Realisasi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Daerah, Laporan 

Aliran Kas, dan Pelaksanaan 

Pemungutan/Pemotongan dan       

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 

(PFK)

5 02 02 2.02 06

                           - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan 

Utang Daerah  yang Timbul Akibat 

Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis 

Pembiayaan dan Penempatan  Uang  

Daerah  Sebagai Optimalisasi Kas

5 02 02 2.02 07

                           - Rekonsiliasi  Data  Penerimaan  dan  

Pengeluaran Kas  Serta  Pemungutan  

dan  Pemotongan  Atas SP2D Dengan 

Instansi Terkait

5 02 02 2.02 08

        27,000,000 Penyusunan    Petunjuk    Teknis    

Administrasi Keuangan  yang  

Berkaitan  Dengan  Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan 

dan Pertanggungjawaban (SPJ)

Jumlah dokumen Juklak 5 02 02 2.02 09

                           - Pelaksanaan Pengendalian dan     

Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

5 02 02 2.02 10

4 .04 .20

Program penatausahaan keuangan dan 

akuntansi daerah

rasio tahapan penyusunan LKPD 

sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan

         577,278,000       577,278,000 Koordinasi   dan   

Pelaksanaan   

Akuntansi   dan 

Pelaporan 

Keuangan Daerah

rasio tahapan 

penyusunan LKPD sesuai 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan

5 02 02 2.03

4 .04 .20 .01 Fasilitasi penatausahaan keuangan dan 

akuntansi daerah bidang pemerintahan 

dan sosial budaya

Jumlah dokumen penyusunan 

pertanggungjawaban yang tepat 

waktu

         534,230,000                            - Koordinasi  Pelaksanaan  Akuntansi  

Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Daerah

5 02 02 2.03 01

Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus 

tentang kebijakan akuntansi dan 

sistem akuntasi pemerintah daerah

      144,311,000 Koordinasi Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD

 Jumlah dokumen LKPD Kabupaten 5 02 02 2.03 02

4 .04 .20 .02 Fasilitasi penatausahaan keuangan dan 

akuntansi daerah bidang Prasarana 

Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Jumlah dokumen penyusunan 

pertanggungjawaban yang tepat 

waktu

           43,048,000                            - Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Pemerintah Provinsi

5 02 02 2.03 03

Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus 

tentang kebijakan akuntansi dan 

sistem akuntasi pemerintah daerah

      312,281,000 Koordinasi      dan      Penyusunan      

Rancangan Peraturan  Daerah  

Tentang  Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Provinsi dan 

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Ranperda, Perda 

dan Peraturan Bupati

5 02 02 2.03 04

                           - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, 

BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA

5 02 02 2.03 05



           1,065,000 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut 

terhadap LHP   BPK   atas   Laporan   

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD

Jumlah dokumen LHP 5 02 02 2.03 06

        76,573,000 Rekonsiliasi  Realisasi  Pendapatan  

dan  Belanja Serta Pembiayaan

Jumlah dokumen Laporan realisasi 

semesteran

5 02 02 2.03 07

                           - Penyusunan Analisis Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD

5 02 02 2.03 08

        23,492,000 Penyusunan Kebijakan   dan   

Panduan   Teknis Operasional 

Penyelenggaraan Akuntansi 

Pemerintah Daerah

 Jumlah dokumen Perbup Kebijakan 

Akuntansi 

5 02 02 2.03 09

        19,556,000 Penyusunan Sistem dan Prosedur 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen Perbup Sistem dan 

Prosedur Akuntansi

5 02 02 2.03 10

                           - Verifikasi dan Pengujian atas Bukti 

Memorial

5 02 02 2.03 11

                           - Pelaksanaan Pembinaan dan 

Sosialisasi Tentang Penyusunan    

Laporan    Keuangan    Pemerintah 

Daerah   Sesuai   Sistem   Akuntansi   

Pemerintah Daerah

5 02 02 2.03 12

4 .04 .22

Program pengelolaan aset daerah persentase jumlah koreksi audit BPK 

terhadap total aset yang dimiliki 

Pemerintah Daerah 

         295,800,000       295,800,000 PROGRAM PENGELOLAAN    BARANG    MILIK 

DAERAH

5 02 03

4 .04 .22 .01 Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset 

Daerah

Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan 

BMD

         106,800,000       295,800,000 Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah

persentase jumlah 

koreksi audit BPK 

terhadap total aset yang 

dimiliki Pemerintah 

Daerah 

5 02 03 2.01

Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan BMD

        80,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Standar 

Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe 

Barang

 Jumlah dokumen SSH dan ASB 5 02 03 2.01 01

Jumlah Pensertifikatan Tanah Milih 

Pemerintah Daerah

        15,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Standar 

Kebutuhan Barang Milik Daerah

 Jumlah dokumen SKBMD 5 02 03 2.01 02

4 .04 .22 .02 Peningkatan manajemen aset/barang 

daerah

Jumlah OPD yang melakukan 

inventarisasi aset dengan tertib

         100,000,000            5,000,000 Koordinasi dan  Penyusunan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah

 Jumlah dokumen RKBD 5 02 03 2.01 03

4 .04 .22 .03 Pemanfaatan dan pemindahtanganan 

barang milik daerah

Jumlah pemanfatan aset daerah            89,000,000            6,800,000 Koordinasi dan Penyusunan Rencana 

Pemeliharaan/Perawatan Barang 

Milik Daerah

 Jumlah dokumen RPBMD 5 02 03 2.01 04

Dokumen Apraisal aset/barang 

daerah

        50,000,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan inventarisasi OPD 5 02 03 2.01 05

PAD pemanfaatan aset daerah                            - Inventarisasi Barang Milik Daerah 5 02 03 2.01 06

Dokumen Perjanjian pemanfaatan 

aset

           5,000,000 Koordinasi    Pelaksanaan    

Pengamanan    Fisik, Administrasi dan 

Hukum Barang Milik Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 5 02 03 2.01 07

        30,000,000 Koordinasi Hasil Penilaian Barang 

Milik Daerah

Jumlah dokumen penilaian 5 02 03 2.01 08

        35,000,000 Koordinasi,  pengawasan  dan  

pengendalian  atas Penggunaan,   

Pemanfaatan,   Pemusnahan   dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen pemanfaatan BMD 5 02 03 2.01 09

        34,000,000 Koordinasi,  pengawasan  dan  

pengendalian  atas 

Pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah

Jumlah dokumen pemindahtanganan 

hibah

5 02 03 2.01 10

        10,000,000 Koordinasi    Pelaksanaan    

Rekonsiliasi    dalam Rangka   

Penyusunan   Laporan   Barang   Milik 

Daerah

Jumlah pelaksanaan koordinasi OPD 5 02 03 2.01 11

        10,000,000 Konsolidasi  Penyusunan  Laporan  

Barang  Milik Daerah dari SKPD

Jumlah pelaksanaan koordinasi OPD 5 02 03 2.01 12

        15,000,000 Koordinasi  dan  Pembinaan  

Pengelolaan  Barang Milik Daerah

Jumlah pelaksanaan sosialisasi OPD 5 02 03 2.01 13

4 .04 .18
Program peningkatan pendapatan daerah persentase realisasi PAD      1,482,722,000    1,482,722,000 PROGRAM  PENGELOLAAN PENDAPATAN 

DAERAH

5 02 04



4 .04 .18 .01 Optimalisasi, monitoring dan evaluasi 

pendapatan daerah

Data realisasi pendapatan daerah 

OPD pengelola pendapatan (12 OPD)

         863,799,000    1,482,722,000 Perencanaan, 

Pengembangan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi 

Pendapatan 

Daerah

5 02 04 2.02



Data potensi PAD         11,200,000 Penyusunan Kebijakan Teknis 

Perencanaan dan Pengembangan 

Pendapatan Daerah

Jumlah laporan kajian, Peraturan 

dan/atau kegiatan

5 02 04 2.02 01

4 .04 .18 .02 Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan 

data pajak daerah

Data wajib pajak baru (WP)            57,170,000         11,200,000 Penyusunan   Kebijakan   Tentang   

Intensifikasi Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah

Jumlah laporan kajian, Peraturan 

dan/atau kegiatan

5 02 04 2.02 02

Dokumen pemutakhiran WP         11,200,000 Perumusan  Standarisasi  Kebijakan  

Operasional Prosedur Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah

Jumlah laporan kajian, Peraturan 

dan/atau kegiatan

5 02 04 2.02 03

PAD Pajak Daerah       185,300,000 Penyusunan  dan  Evaluasi  Kebijakan  

Tentang Sistem Administrasi 

Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah

Jumlah laporan kajian, Peraturan 

dan/atau kegiatan

5 02 04 2.02 04

4 .04 .18 .03 Fasilitasi penagihan dan penanganan 

keberatan pajak daerah

Jumlah penyelesaian aduan keberatan 

pajak daerah

         508,953,000       594,890,000 Perumusan Kebijakan Strategi 

Penyuluhan dan Penyebarluasan 

Informasi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kepada Masyarakat

Jumlah laporan kajian, Peraturan 

dan/atau kegiatan

5 02 04 2.02 05

Jumlah piutang pajak yang tertagih         52,800,000 Perumusan Kebijakan Pelayanan   

Pajak   dan Retribusi Daerah Yang 

Berbasis Teknologi Informasi

Jumlah laporan kajian, Peraturan 

dan/atau kegiatan

5 02 04 2.02 06

4 .04 .18 .04 Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola 

Pajak Daerah

Target PAD PBB            52,800,000         11,200,000 Konsultasi dan Pendampingan Wajib 

Pajak dan Retribusi

Jumlah laporan kegiatan 5 02 04 2.02 07

PAD BPHTB         26,476,000 Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah laporan kegiatan 5 02 04 2.02 08

        60,000,000 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis 

Data Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah

Jumlah laporan kegiatan dan Basis 

Data PDRB

5 02 04 2.02 09

        14,200,000 Pemeriksanaan Pajak Daerah Jumlah laporan kegiatan 5 02 04 2.02 10

      504,256,000 Monitoring   dan   Evaluasi   

Pemungutan   Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah

Jumlah laporan kegiatan 5 02 04 2.02 11

5,012,678,000        5,012,678,000 TOTAL
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4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Unsur Penunjang 5

4 05 Kepegawaian Kepegawaian 5 01

4 05 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN

5 01 5-4.0-0.02

4 03 4.03.01 07 Program pelayanan administrasi 

umum 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja perangkat daerah

              1.033.901.000               1.033.901.000 . PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Indeks kepuasan 

pelayanan kantor

5 01 5-4.0-0.02 01

4 03 4.03.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja

Tersusunnya dokumen 

perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan/kinerja yang 

tersusun sesuai dengan standar

                    20.000.000 20.000.000                   . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja   

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

laporan kinerja Tahunan, 

Semester, Tribulanan, 

Bulanan (Renstra, Renja, 

LKjIP, LKPJ, LPBKPP)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01

Dokumen perencanaan opd 

(rencana kerja, rencana kerja 

perubahan, rencana kinerja 

tahunan, perjanjian kinerja, 

perjanjian kinerja perubahan, 

rencana aksi opd, rencana tindak 

pengendalian)

8.000.000                      Penyusunan Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja 

yang tersusun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 01

Dokumen evaluasi capaian kinerja 

opd (evaluasi renja triwulanan, 

evaluasi capaian kinerja triwulanan, 

laporan capaian output opd 

perbulan, survey kepuasan 

masyarakat)

8.000.000                      Penyusunan Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Monev yang 

tersusun

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 03

Dokumen pelaporan 

kegiatan/kinerja opd (lkpj ata, lppd, 

lkjip)

4.000.000                      Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen pelaporan 

kegiatan/kinerja opd (lkpj ata, lppd, 

lkjip)

5 01 5-4.0-0.02 01 2.01 05

4 03 4.03.01 07 02 Pelayanan administrasi dan 

pelaporan keuangan

Tersusunnya dokumen administrasi 

dan pelaporan keuangan yang 

sesuai standar

              122.425.000 122.425.000             . Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 

administrasi dan 

pelaporan keuangan PD 

yang tersusun sesuai 

standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02

Dokumen anggaran (rka, dpa, dppa) 

yang tersusun sesuai standar
2.425.000                  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan ASN 5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 01

Dokumen administrasi keuangan 

(pertanggungjawaban keuangan 

bulanan opd) yang tersusun sesuai 

standar

1.000.000                  Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah ASN yang mengelola 

keuangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 02

Dokumen pelaporan keuangan 

(laporan progres fisik dan keuangan 

bulanan, laporan prognosis, laporan 

keuangan opd) yang tersusun sesuai 

standar

113.000.000             Penyiapan Bahan Pelaksanaan 

Verifikasi

Jumlah dokumen SPJ yang 

diverifikasi PPK OPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 03

1.000.000                  Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan

Jumlah laporan keuangan OPD 

teraudit

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 04

1.000.000                  Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah   bahan  tanggapan 

pemeriksaan OPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 05

1.000.000                  Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah   bahan  tanggapan 

pemeriksaan OPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 06

KODE KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
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1.000.000                  Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

Jumlah poran keuangan 

bulanan/semesteran OPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 07

1.000.000                  Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi 

anggaran OPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 08

1.000.000                  Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir 

tahun OPD

5 01 5-4.0-0.02 01 2.02 09

4 03 4.03.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya 

dan sarana prasarana aparatur

Tersusunnya dokumen pengelolaan 

SDM dan Aset sesuai standar
              891.476.000               891.476.000 . Administrasi Umum Jumlah dokumen 

pengelolaan umum dan 

kepegawaian yang 

tersusun sesuai standart

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03

Fasilitasi pemeliharaan bangunan 

gedung diklat
9.210.000                  Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim lewat 

ekspedisi

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 01

Fasilitasi pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional
136.800.000             Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan fasilitas dasar kantor 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 02

Fasilitasi pemeliharaan peralatan 

dan perlengkapan gedung kantor 

dan gedung diklat

25.000.000               Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

kantor yang dirawat

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 03

Fasilitasi terbayarnya pajak atas 

kendaraan dinas
-                                  Penyediaan Jasa Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan PNS

- 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 04

Pengadaan sarana dan prasarana 

kantor perangkat daerah (mesin 

penghancur kertas 3 unit, kulkas 1 

unit, dispenser 1 unit, tv 1 unit, 

laptop 6 unit, printer 3 unit, lcd 

proyektor 2 unit, kamera dan 

perlengkapannya 1 unit

20.000.000               Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah asuransi BMD 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 05

Asn yang meningkat kompetensi 

melalui 

diklat/workshop/bintek/seminar

5.700.000                  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ 

operasional yang kena pajak

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 06

Honor phd dan jaminan kesehatan 

dan ketenagakerjaan terbayar
54.000.000               Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah PHD 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 07

Fasilitasi pelayanan jasa komunikasi, 

air dan listrik perangkat daerah
-                                  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 08

Fasilitasi asuransi bangunan gedung 

diklat
-                                  Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

- 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 09

Fasilitasi kebutuhan bahan bacaan 59.000.000               Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan ATK 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 10

Fasilitasi jasa surat menyurat 72.412.000               Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 11

Fasilitasi penyediaan makan minum 

perangkat daerah
-                                  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah penyediaan komponen 

instalasi listrik

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 12

Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi kedalam 

dan keluar daerah

-                                  Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 13

Pembangunan sumur dalam gedung 

diklat
-                                  Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah penyediaan peralatan 

rumah tangga

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 14

Fasilitasi barang cetakan dan 

penggandaan
5.544.000                  Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 15

Fasilitasi alat tulis kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 16

Fasilitasi terbayarnya sewa tanah 

gedung diklat
78.170.000               Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan dan 

Minuman

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 17

70.000.000               Rapat-Rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah ASN yang menghadiri 

Undangan rapat dan koordinasi 

dalam dan luar daerah

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 18

-                                  Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

- 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 20

30.000.000               Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

- 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 22

-                                  Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah pengadaan peralatan 

gedung kantor

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 24



URUSAN
BIDANG 

URUSAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
BIDANG URUSAN URUSANKODE KODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

-                                  Pengadaan Mebeleur jumlah pengadaan mebeleur 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 25

125.000.000             Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah gedung terpelihara 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 28

50.640.000               Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

- 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 29

100.000.000             Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ 

operasional yang dirawat

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 30

-                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung 

Kantor yang dirawat

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 32

-                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor 

yang dirawat

5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 34

-                                  Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeleur

Jumlah Mebeleur yang dirawat 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 35

-                                  Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Gedung Kantor

- 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 38

-                                  Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil 

Jabatan

- 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 39

-                                  Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Kendaraan Dinas/Operasional

- 5 01 5-4.0-0.02 01 2.03 40

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN BKPP yang 

kompetensinya 

meningkat

5 01 5-4.0-0.02 01 2.04

50.000.000               Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat 

Formal

5 01 5-4.0-0.02 01 2.04 09

-                                  Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah ASN yang mengikuti 

Sosialisasi 

5 01 5-4.0-0.02 01 2.04 10

-                                  Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ASN yang mengikuti Bintek 

Implementasi Perundang-undangan

5 01 5-4.0-0.02 01 2.04 11

Program penyelenggaraan 

administrasi aparatur 

Persentase pelayanan administrasi 

kepegawaian yang sesuai standar

240.000.000                 240.000.000             Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

Kepegawaian Daerah Indeks Kepuasan 

Pelayanan 

Kepegawaian

Penunjang Bidang 

Kepegawaian

5 03 5-3.0-0.01 02

Penyelenggaraan pemindahan, 

pemberhentian dan pensiun 

aparatur

Terselenggaranya pemindahan, 

pemberhentian dan pensiun 

pegawai

100.000.000                 20.000.000               Penyelesaian Penempatan, 

pengangkatan, mutasi dan 

kepangkatan

Jumlah Penyelesaian Pelayanan 

Penempatan, pengangkatan, mutasi 

dan kepangkatan (org)

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

Persentase 

layanan 

administrasi 

kepegawaian 

yang sesuai 

standar

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 03

Pelayanan administrasi mutasi pns 60.000.000               Penyelesaian pemberhentian dan 

pemberian pensiun

Jumlah Penyelesaian 

pemberhentian dan pemberian 

pensiun (org)

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

Persentase 

perangkat daerah 

yang berhasil 

melaksanakan 

kode etik/aturan 

perilaku

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 04

Pelayanan administrasi pensiun 20.000.000               Pengelolaan mutasi ASN Jumlah Penyelesaian Pelayanan 

Mutasi Luar Daerah (org)

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

Persentase 

perangkat daerah 

yang taat 

terhadap laporan 

kepegawaian

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 07

Penataan sistem administrasi 

kenaikan pangkat

Tertatanya penerbitan SK kenaikan 

pangkat pegawai
140.000.000             25.000.000               Pembuatan daftar penjagaan KP Jumlah daftar penjagaan KP yang 

benar

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

Persentase sistem 

informasi 

kepegawaian 

yang terintegrasi 

dengan SIMPEG

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 09

Penyelesaian sk kp pns tepat waktu 113.000.000             Pengelolaan KP ASN Jumlah SK KP yang diterbitkan Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 10

Penerbitan surat pemberitahuan 

kenaikan gaji berkala
2.000.000                  Penegakkan Disiplin, Pemberian 

Penghargaan dan perlindungan

Jumlah piagam penghargaan 

satyalancana karyasatya pegawai 

yang diterbitkan

 Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 03
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Program pembinaan pegawai dan 

dokumentasi aparatur 

Persentase perangkat daerah yang 

berhasil melaksanakan kode 

etik/aturan perilaku

1.222.790.000              1.222.790.000          Pembinaan Disiplin ASN Frekuensi Pembinaan yang 

dilakukan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 01

Persentase perangkat daerah yang 

taat terhadap pelaporan 

kepegawaian

Pembinaan Disiplin ASN Frekuensi Pembinaan yang 

dilakukan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 03

Persentase sistem informasi 

kepegawaian yang terintegrasi 

dengan simpeg

Pengelolaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Penyelenggaraan pembinaan 

disiplin aparatur

Terselenggaranya OPD yang 

mematuhi kode etik/aturan perilaku
621.390.000             621.390.000             Pembinaan Disiplin ASN Frekuensi Pembinaan yang 

dilakukan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 01

Terlaksananya Pembinaan Disiplin 11.960.000               Pembinaan Disiplin ASN Frekuensi Pembinaan yang 

dilakukan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 01

Pembuatan 

karis/karsu/karpeg/taspen
                  5.800.000 Pengelolaan Data Kepegawaian jumlah update data kepegawaian 

sesuai standar

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Fasilitasi izin cuti                   5.000.000 5 03 5-3.0-0.01

Rekomendasi/klarifikasi 

penanganan kasus asn
              124.025.000 Penegakan Disiplin Pemberian 

Penghargaan dan perlindungan

Jumlah piagam penghargaan 

satyalancana karyasatya pegawai 

yang diterbitkan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 03

Laporan/aduan kasus kepegawaian                 69.400.000 Pembinaan Disiplin ASN Frekuensi Pembinaan yang 

dilakukan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 01

Penanganan ijin perceraian pns                 44.200.000 Pembinaan Disiplin ASN Frekuensi Pembinaan yang 

dilakukan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 01

Asn yang mendapatkan pembinaan 

disiplin
                                   - Pembinaan Disiplin ASN Frekuensi Pembinaan yang 

dilakukan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 01

Asn yang mendapatkan 

penghargaan satya lancana karya 

satya

                10.100.000 Penegakkan disiplin, Pemberian 

Penghargaan dan perlindungan

Jumlah piagam penghargaan 

satyalancana karyasatya pegawai 

yang diterbitkan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 03

Usulan satya lancana karya satya                   9.160.000 Penegakkan disiplin, Pemberian 

Penghargaan dan perlindungan

Jumlah piagam penghargaan 

satyalancana karyasatya pegawai 

yang diterbitkan

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 03

Phd yang diberi penghargaan                 67.750.000 Penyelesaian pemberhentian dan 

pemberian pensiun

jumlah PHD yang pensiun sesuai 

administrasi

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 04

Fasilitasi penyusunan skp                   6.450.000 Pengembangan Penilaian Kinerja 

ASN

Jumlah rekomendasi hasil 

pengembangan penilaian kinerja 

ASN yang ditindaklanjuti

Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

melalui pengembangan 

kompetensi minimal 20 

jp pertahun

5 03 5-3.0-0.01 02 2.03 02

Fasilitasi pencetakan id card asn               104.845.000 Penegakkan disiplin, Pemberian 

Penghargaan dan perlindungan

Terlaksananya Penegakan Disiplin 

Pemberian Penghargaan dan 

perlindungan sesuai standar

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 03

Pengelolaan lhkpn                 14.000.000 Penegakkan disiplin, Pemberian 

Penghargaan dan perlindungan

Terlaksananya Penegakan Disiplin 

Pemberian Penghargaan dan 

perlindungan sesuai standar

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 03
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Pengelolaan jkk/jkm                   4.450.000 Penegakkan disiplin, Pemberian 

Penghargaan dan perlindungan

Terlaksananya Penegakan Disiplin 

Pemberian Penghargaan dan 

perlindungan sesuai standar

Pembinaan ASN Jumlah kasus 

pelanggaran disiplin ASN 

Pemkab Kudus yang 

diproses

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 03

Extrafooding               144.250.000 Pembinaan Disiplin ASN Terlaksananya pembinaan Disiplin 

sesuai standar

Pembinaan ASN Terselenggaranya 

pembinaan disiplin 

sesuai  regulasi

5 03 5-3.0-0.01 02 2.05 01

Pembangunan/pengembangan 

sistem informasi dan dokumentasi 

kepegawaian

Terbangunnya sistem informasi 

kepegawaian yang terintegrasi 

dengan Simpeg

              601.400.000               601.400.000 Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen ASN  dan Manajemen 

Naskah dan Dokumen ASN

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 01

Aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikembangkan 

terintegrasi dengan simpeg

              299.810.000 Pengelolaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 03

Dokumentasi profil kepegawaian                                    - Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen ASN  dan Manajemen 

Naskah dan Dokumen ASN

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 01

Rakor penghubung untuk 

meningkatkan pemahaman 

terhadap pengolahan data 

kepegawaian

                                   - Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen ASN  dan Manajemen 

Naskah dan Dokumen ASN

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 01

Bintek pengembangan aplikasi 

simpeg
                27.410.000 Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen ASN  dan Manajemen 

Naskah dan Dokumen ASN

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 01

Data pegawai yang terdokumentasi 

secara fisik sesuai 

standar(menggunakan 

lactomapfolder)

                  4.180.000 Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen ASN  dan Manajemen 

Naskah dan Dokumen ASN

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Data pegawai yang terdokumentasi 

digital pegawai
                                   - Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen ASN  dan Manajemen 

Naskah dan Dokumen ASN

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Infrastruktur pendukung simpeg 

(mesin absensi 30 buah)
              270.000.000 Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen ASN  dan Manajemen 

Naskah dan Dokumen ASN

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Pemeliharaan infrastruktur simpeg 

dan dokumentasi fisik data pegawai
                                   - Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen ASN  dan Manajemen 

Naskah dan Dokumen ASN

Jumlah aplikasi sistem informasi 

kepegawaian yang dikelola dan 

dikembangkan

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Program pengembangan, 

pendidikan dan pelatihan aparatur 

Persentase pejabat eselon II, III, IV, 

JFU, JFT yang memenuhi standar 

kompetensi

              8.660.370.000           8.660.370.000 Program Pengembangan 

Sumberdaya Manusia

Persentase ASN 

yang memenuhi 

pengembangan 

kompetensi 20 JP 

pertahun

Pendidikan dan 

Pelatihan

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Persentase ASN yang memenuhi 

pendidikan dan pelatihan 20 JP per 

tahun

Persentase 

pejabat eselon II, 

III, IV JFU, JFT 

yang memenuhi 

standar 

kompetensi

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Pengembangan aparatur Terwujudnya Pejabat Eselon II, III, 

IV, JFU, JFT yang memenuhi standar 

kompetensi

          3.278.595.000               710.000.000 Pengembangan Penilaian kinerja 

ASN

Jumlah rekomendasi hasil 

pengembangan penilaian kinerja 

ASN yang ditindaklanjuti

Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

melalui pengembangan 

kompetensi minimal 20 

jp pertahun

Persentase ASN 

yang memenuhi 

pendidikan dan 

pelatihan 20 JP 

pertahun

5 03 5-3.0-0.01 02 2.03 02

Asn yang dinilai kompetensi 

manajerialnya
                                   - Pengembangan Assesment Center Jumlah pegawai yang mengikuti uji 

kompetensi di lingkungan Pemkab 

Kudus

Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

melalui pengembangan 

kompetensi minimal 20 

jp pertahun

5 03 5-3.0-0.01 02 2.03 03
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Dokumen daftar susunan pegawai 

dan penetapan kebutuhan pegawai 

sesuai formasi dan kelas jabatan

                20.000.000 Penyusunan Analisis Kebutuhan, 

Formasi, dan Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

Jumlah OPD yang melakukan 

penyusunan, pengembangan dan 

pengisian formasi kebutuhan ASN

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 01

Seleksi pengadaan asn           1.558.595.000 Penyusunan Analisis Kebutuhan, 

Formasi, dan Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

Jumlah OPD yang melakukan 

penyusunan, pengembangan dan 

pengisian formasi kebutuhan ASN

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 01

Penyelesaian sk cpns dan sk pppk                                    - Fasilitasi Pengadaan dan 

Pemberhentian.

Jumlah peserta lulus seleksi 

CPNS/PPPK yang diproses dan 

ditindaklanjuti melalui penetapan 

SK CPNS/PPPK

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 06

Sk yang ditetapkan dalam jabatan 

fungsional sesuai peraturan 

perundang undangan

              500.000.000 Pengelolaan Data, Pengangkatan 

dan pemberhentian Jabatan 

Fungsional

Jumlah pemangku jabatan 

fungsional yang bertugas (data), 

yang diangkat (rencana) dan yang 

diberhentikan (history)

Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah data pegawai 

Pemkab Kudus yang 

terkelola secara digital

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 02

Asn yang dilantik dalam jabatan 

fungsional
                30.000.000 Pengelolaan Karir dalam Jabatan 

Fungsional

Jumlah pemangku jabatan 

fungsional yang mendapatkan 

pembinaan karir

Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

melalui pengembangan 

kompetensi minimal 20 

jp pertahun

5 03 5-3.0-0.01 02 2.03 09

Pelantikan pejabat pimpinan tinggi, 

pejabat administrator dan 

pengawas yang memenuhi syarat 

kompetensi, kualifikasi, rekam jejak 

jabatan dan persyaratan objektif 

lainnya

-                                  Penataan dan mutasi Jabatan Jumlah OPD yang telah memiliki 

standar kompetensi Jabatan

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 02

220.000.000             Pengelolaan Penempatan dalam 

Jabatan ASN

Jumlah ASN yang menduduki 

jabatan sesuai standar kompetensi 

jabatan (PermenpanRB no. 38 tahun 

2017)

Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyelesaian 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian (org)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.02 08

200.000.000             Pengembangan Karir dan Promosi 

ASN

Frekuensi pelantikan ASN dalam 

jabatan

Pengembangan karir ASN jumlah pelaksanaan 

sidang TPK dan 

pengambilan 

sumpah/pelantikan 

pejabat dilingkungan 

Pemkab Kudus

5 03 5-3.0-0.01 02 2.04 01

-                                  Penyusunan Pedoman Pola 

Pengembangan Karir

Tersedianya dokumen pedoman 

pola pengembangan karir sesuai 

standar

Pengembangan karir ASN jumlah pelaksanaan 

sidang TPK dan 

pengambilan 

sumpah/pelantikan 

pejabat dilingkungan 

Pemkab Kudus

5 03 5-3.0-0.01 02 2.04 02

Asn pemkab yang mengikuti ujian 

dinas
7.500.000                  Pengembangan Karir dan Promosi 

ASN

Frekuensi pelantikan ASN dalam 

jabatan

Pengembangan karir ASN jumlah pelaksanaan 

sidang TPK dan 

pengambilan 

sumpah/pelantikan 

pejabat dilingkungan 

Pemkab Kudus

5 03 5-3.0-0.01 02 2.04 02

Asn pemkab yang mengikuti ujian 

ukppi
7.500.000                  Pengembangan Karir dan Promosi 

ASN

Frekuensi pelantikan ASN dalam 

jabatan

Pengembangan karir ASN jumlah pelaksanaan 

sidang TPK dan 

pengambilan 

sumpah/pelantikan 

pejabat dilingkungan 

Pemkab Kudus

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 02

Pelaksanaan sumpah/janji pns -                                  Pengembangan Karir dan Promosi 

ASN

Frekuensi pelantikan ASN dalam 

jabatan

Pengembangan karir ASN jumlah pelaksanaan 

sidang TPK dan 

pengambilan 

sumpah/pelantikan 

pejabat dilingkungan 

Pemkab Kudus

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Asn pemkab kudus yang menempuh 

pendidikan tugas belajar
25.000.000               Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 

ASN

Tersedianya dokumen pendukung 

studi lanjutan sesuai standar

Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

melalui pengembangan 

kompetensi minimal 20 

jp pertahun

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 07
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Asn pemkab kudus yang menempuh 

pendidikan melalui ijin belajar
-                                  Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 

ASN

Tersedianya dokumen pendukung 

studi lanjutan sesuai standar

Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

melalui pengembangan 

kompetensi minimal 20 

jp pertahun

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 07

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 

Aparatur

Terwujudnya ASN yang memiliki 

sertifikat manajerial dan teknis
5.381.775.000          5.381.775.000          Penyusunan Kebijakan Teknis dan 

Rencana Pengembangan 

Kompetensi Teknis Umum, Inti dan 

Pilihan bagi Jabatan administrasi 

Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat 

Daerah Penunjang dan Urusan 

Pemerintahan Umum

Tersusunnya kebijakan rencana 

pengembangan kompetensi ASN

Pengembangan kompetensi teknis Jumlah ASN yang 

berhasil dalam 

pengembangan 

kompetensi (ijazah, 

laporan hasil 

pengembangan 

kompetensi)

Program Pengembangan 

Sumberdaya Manusia

Persentase ASN 

yang memenuhi 

pengembangan 

kompetensi 20 JP 

pertahun

Pendidikan dan 

Pelatihan

5 04 5-3.0-0.01 02 2.01 01

Asn yang memiliki sertifikat 

manajerial diklat pim tk. ii/diklat 

pim tk. iii/diklat pim tk. iv

-                                  Penyusunan Standar Perangkat 

Pembelajaran Pemerintahan Dalam 

Negeri Kompetensi Teknis Umum, 

Inti dan Pilihan bagi Jabatan 

administrasi Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat 

Daerah Penunjang dan Urusan 

Pemerintahan Umum

Tersedianya Standar Perangkat 

Pembelajaran sesuai standar

Pengembangan kompetensi teknis Jumlah ASN yang 

berhasil dalam 

pengembangan 

kompetensi (ijazah, 

laporan hasil 

pengembangan 

kompetensi)

5 04 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Asn yang memiliki sertifikat 

manajerial diklat pim tk. iii
5.096.775.000          Penyelenggaraan Pengembangan 

Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan 

Pilihan Bagi Jabatan Administrasi 

Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat 

Daerah Penunjang, dan Urusan 

Pemerintahan Umum

Jumlah ASN yang mengikuti 

pengembangan kompetensi ASN 

(latsar, latpim, latnis)

Pengembangan kompetensi teknis Jumlah ASN yang 

berhasil dalam 

pengembangan 

kompetensi (ijazah, 

laporan hasil 

pengembangan 

kompetensi)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

Asn yang memiliki sertifikat 

manajerial diklat pim tk. iv

Pembinaan, pengkoordinasian, 

fasilitasi, pemantauan, Evaluasi dan 

Pelaporan Kompetensi Teknis 

Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan 

administrasi Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat 

Daerah Penunjang dan Urusan 

Pemerintahan Umum

jumlah dokumen evaluasi diklat 

yang dikirimkan ke LAN

Pengembangan kompetensi teknis Jumlah ASN yang 

berhasil dalam 

pengembangan 

kompetensi (ijazah, 

laporan hasil 

pengembangan 

kompetensi)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 03

Asn yang memiliki sertifikat teknis 

diklat teknis
175.000.000             Pengembangan kompetensi teknis Jumlah ASN yang 

berhasil dalam 

pengembangan 

kompetensi (ijazah, 

laporan hasil 

pengembangan 

kompetensi)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 04

10.000.000               Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah ASN yang meningkat 

kapasitasnya

Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

melalui pengembangan 

kompetensi minimal 20 

jp pertahun

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 01

50.000.000               Pengelolaan Administrasi Diklat dan 

Sertifikasi ASN

Tersedianya Dokumen Adm 

Kediklatan sesuai standar

Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah ASN yang 

meningkat kapasitasnya 

melalui pengembangan 

kompetensi minimal 20 

jp pertahun

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 06

50.000.000               Koordinasi dan Kerjasama 

Pelaksanaan Diklat

tersedianya Dokumen Kerjasama 

sesuai standar

Pengembangan kompetensi teknis Jumlah ASN yang 

berhasil dalam 

pengembangan 

kompetensi (ijazah, 

laporan hasil 

pengembangan 

kompetensi)

5 03 5-3.0-0.01 02 2.01 08
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PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Pelayanan Gaji Berkala

Kesejahteraan

Fasilitasi Profesi ASN

Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN

11.157.061.000           11.157.061.000           JUMLAH


